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elgaill ;t'tL
KITAB NIKAH

Pokok-pokok bahasan kitab ini terangkum dalam lima bab:

Bab I

Pendahuluan Tentang Nikah

Pada bab ini dibahas empat masalah:

Masalah pertama: Hukum nikah

Adapun hukum nikah:

L Sekelompok ulama, yaitu' jumhur berpendapat bahwa nikah itu
sunah.

2. Ahli zhahir berpendapat bahwa nikah itu wajib.

3. Para ulama muta'akhkhirin (belakangan) dari madzhab Maliki
berpendapat bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya

wajib, untuk sebagian yang lain sunah dan untuk sebagian yang lain

lagi mubah. Hal itu berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan

zina atas dirinya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah bentuk perintah di dalam

firman Allah Ia'ala, "Maka kawinilah wanita-wanita (ain) yang kamu

senangi." (Qs. An-Nisaa'[4]: 3)

Dan sabda Rasulullah SAW,

.t\'5'.';.K ;y r.{u
"saling menikahlah kalian, sesungguhnya aku bangga dengan

jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat laint ."

Dan hadits-hadits semisalnya yang menerangkan tentang hal itu,

apakah diartikan sebagai suatu kewajiban, sunah ataukah mubah?

t Shohih. HR. Ibnu Majah (1863), dengan lafazh, "Menikahlah kalian, karena
aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian." Dari hadits Abu Hurairah
dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Al Jami'(1514), dan di
dalamAl lrwa'(1784).
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Adapun ulama yang mengatakan bahwa nikah itu untuk sebagian orang
hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunah dan untuk sebagian lain
mubah, mereka melihat kepada kemaslahatan. Ini termasuk jenis qiyas
yang di sebul mursal, yaitu qiyas yang tidak memiliki asal tertentu yang
dijadikan sandaran. Banyak dari para ulama yang mengingkarinya dan
pendapat yang kuat dari madzhab Malik mengatakan demikian.

Masalah kedua: Khutbah nikah

Adapun khutbah nikah yang diriwayatkan dari Nabi SAW2,

1. Jumhur berpendapat bahwa khutbah itu tidak wajib.

2. Daud berpendapat bahwa khutbah itu wajib.

2 Menunjuk kepada hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW
mengajarkan kepada kami khutbatul hajat; 'segala puji hanya bagi Allah atau
sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya dan memohon
pertolongan-Nya serta meminta ampunan-Nya. Dan kami berlindung dari
berbagai kejahatan jiwa kami dan dari berbagai kejelekan amal kami.
Barangsiapa yang Dia beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa
menyesatkannya, dan barangsiapa yang Dia sesatkan, maka tidak ada yang
bisa memberikan petunjuk kepadanya, Aku bersal<si bahwa tiada sesembahan
yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan
aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.'
Kemudien kamu menyambung khutbahmu dengan tiga ayat dari At Qur'an;
"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-
benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah sekaliu-kali kamu mati kecuali dalam
keadaan beragama islam" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102), dan seterusnya. "Hai
sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu
dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari
pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan
namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (es.
An-Nisaa' [a]: 1), dan seterusnya. *Hai orang-orang yang beriman,
bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya
Allah memperbaiki bagimu amalan-amalan kamu dan mengampuni bagimu
dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan RasulNya, maka
sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besaf'. (Qs. Al Atuaab
[33]: 70-71), dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud (2118), At-Tirmidzi
(l105), An-Nasa'i (6/89), Ibnu Majah (1892), dan dinilai shahih oleh Al Albani
di dalam Shahih Abu Daud.
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Sebab perbedaan pendapat: Apakah perbuatan beliau SAW

dalam hal ini diartikan sebagai suatu kewajiban atau sunah.

Masalah ketiga: Meminang wanita yang sudah dipinang orang lain.

Adapun meminang wanita yang sudah dipinang orang lain, maka

larangan dalam hal ini ditetapkan dariNabi SAW3.

Para ulama berbeda pendapat, apakah hal itu menunjukkan sahnya

sesuatu yang dilarang atau tidak. Jika menunjukkan hal itu, maka dalam

kondisi bagaimanakah hal itu bisa menunjukkan:

1. Daud berpendapat dibatalkan.

2. Syaf i dan Abu Hanifah berpendapat tidak dibatalkan. Dua

pendapat ini dari Malik.

3. Adapun yang ketiga yaitu, agar dibatalkan sebelum digauli dan

tidak dibatalkan sesudah digauli.

Ibnu Al Qasim berkata, "Makna larangan itu hanya berlaku jika
seorang laki-laki yang shalih meminang wanita yang sudah dipinang oleh

laki-laki yang juga shalih. Adapun jika yang pertama tidak shalih dan

yang kedua shalih, maka dibolehkan ."

Adapun waktunya: Menurut kebanyakan ulama yaitu jika
sebagian mereka condong kepada sebagian yang lain, bukan di awal
pinangan, dengan dalil hadits Fatimah binti Qais: "Ketika dia datang

menemui Nabi SAW, lalu melaporkan kepada beliau, bahwa Abu Jahm

bin Hudzaifah dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan meminangnya, maka
beliau bersabda:

\ ":)'$5 t)d (i', ,,tAr ,f i6 e"; \ ,Fi rt'; ,Xi

.t

. i6i ,#,.,Ft n'Jv

"Adapun Abu Jahm, dia adalah seorang yang tidak pernah
mengangkat tongkatnya dari para wanita (maksudnya, berbuat kasar),

Menunjuk kepada hadits lbnu Umar secara marfu'"Tidak boleh salah seorang
dari kalian meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya. " HR. Al
Bukhari (5142), dan Muslim (1412).

]
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sedungkun Mu'uwiyuh, dia adalah rtrang miskin yung tiduk memiliki
harta, tapi nikahlah kamu tlengan (Jsamah.a"

Masalah keempat: Melihat wanita yang dipinang

Adapun melihat wanita ketika meminang:

l. Malik membolehkan hal itu dengan melihat kepada wajah dan

kedua telapak tangan saja.

2. Sebagian ulama lainnya membolehkannya dengan melihat seluruh

badan kecuali kedua kemaluannya.

3. Sekelompok ulama melarang hal itu secara mutlak.

4. Sedangkan Abu Hanifah memperbolehkan melihat kedua kaki,
wajah dan kedua telapak tangan.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya perintah untuk melihat para

wanita secara mutlak, dan juga larangan secara mutlak, serta dengan

dibatasi (maksudnya, hanya dengan melihat wajah dan kedua telapak

tangan) berdasarkan penafsiran kebanyakan para ulama tentang firman
Allah Ta'ala,

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang
(biasa) nampak dari padanyc." (Qs. An-Nuur pal:31)

Yaitu wajah dan kedua telapak tangan, serta qiyas terhadap
bolehnya membuka keduanya ketika ibadah haji menurut kebanyakan

ulama. Sedangkan ulama yang melarang hal itu, berpegang pada asal,

yaitu larangan melihat para wanita.

Bab II
Hal-hal yang Mendorong Sahnya Nikah

Bab ini terbagi menjadi tiga bagian:

o Shahih. HR. Muslim (1480), Abu Daud (2285,2286), An-Nasa'i (6174, 77,

208), Ahmad (6/ 4 I 2, 4 I 3, 4 1 4, 4 I 6), Abdun azak (1 2022), Ath-Thabran i (4 I 909,
910, 911, 913, 914,915,916,917,918,919, 921), dan Al Baihaqi (71135,171,
178,432,471, 472).
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Bagian Pertama:

Tata Caranya

Pandangan mengenai bagian ini terdapat dalam beberapa bahasan:

tentang cara tzin yang sah, siapakah yang keridhaannya diakui dalam

akad ini, apakah boleh melakukan akad berdasarkan khiS'Qv (hak

memilih) atau tidak boleh; Dan jika dalam penerimaan ada tenggang

waktu dari salah satu dari dua orang yang sedang melakukan akad,

apakah akad tersebut menjadi keharusan, atau termasuk di antara

syaratnya ialah secara langsung:

Bahasan pertama: Cara izin yang sah

Izin dalam nikah ada dua cara: yaitu terjadi pada hak laki-laki dan

janda dari para wanita dengan lafazh (bicara langsung). Dan pada hak

para gadis yang dimintai izin terjadi dengan diamnya (yang berarti

ridha/setuju), sedangkan menolaknya yaitu dengan lafazh. Tidak ada

perbedaan pendapat pada kesemuanya ini kecuali yang diriwayatkan dari

para pengikut madzhab Syaf i yang mengatakan bahwa izin seorang

gadis ialah dengan ucapan jika orang yang menikahkannya bukan bapak

atau kakeknya. Hanya saja jumhur berpendapat bahwa izinnya dengan

diam berdasarkan dalil dari sabda Rasulullah SAW,

"Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan

gadis dimintai pendapat mengenai dirinya dan izinnya adalah

diamnya."5

Ulama sepakat mengenai sahnya nikah dengan lafazh nikah dari

orang yang izinnya dengan lafazh. Begitu juga dengan lafazh tazwij
(mengawinkan). Para ulama berbeda pendapat mengenai sahnya nikah

dengan lafazh hibah (menyerahkan), menjual atau dengan lafazh

sedekah:

l. Sebagian ulama membolehkan dan inilah pendapat malik dan Abu

Hanifah.

t Shnhih. HR. Muslim (14210 Abu Daud (2098), At-Tirmidzi (1108), An-Nasa'i
(6184), Ibnu Majah (1870), Ahmad (11274,355), Ad-Darimi (2/138), Ibnu Al
Jarud (709), semuanya dari hadits Ibnu Abbas RA.
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2. Syaf i berpendapat tidak sah kecuali dengan lafazh nikah atau

mengawinkan.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah akad nikah itu adalah akad
yang diakui dengan adanya lafazh khusus bersama dengan niat? Atau
lafazh tersebut bukan termasuk sahnya? Maka ulama yang
menyamakannya dengan akad-akad lain yang diperlukan adanya dua
perkara itu, mereka mengatakan, tidak ada nikah yang sah kecuali dengan

lafazh nikah atau tazwij (mengawinkan). Adapun ulama yang
berpendapat bahwa lafazh tersebut bukan termasuk syarat akad nikah,
mereka membolehkan nikah dengan lafazh apa saja yang disepakati, jika
dipahami sebagai makna syar'i dari hal itu (maksudnya, jika ada

kesamaan di antara lafazh tersebut dan makna syar'i).

Bahasan kedua: Siapakah yang keridhaannya diakui dalam akad ini.

Adapun siapakah yang penerimaannya diterima dalam sahnya akad

ini, dalam syara' terdapat dua macam. Pertama, keridhaan kedua orang
yang akan melakukan pemikahan itu sendiri (yaitu suami dan istri) baik
bersama wali atau tidak, berdasarkan madzhab yang tidak mensyaratkan
wali pada keridhaan wanita yang memiliki dirinya sendiri (janda). Kedua,
diakui padanya keridhaan dari wali saja.

Masing-masing dari kedua macam ini terdapat beberapa masalah
yang disepakati dan diperdebatkan, dan akan kami sebutkan beberapa
kaidah dan pokok-pokoknya:

Tentang para lelaki dewasa, merdeka, yang bisa mengurus dirinya:
Para ulama sepakat bahwa keridhaan dan penerimaan mereka merupakan
syarat sahnya nikah. Dan mereka berbeda pendapat mengenai apakah

seorang budak boleh dipaksa oleh tuannya dan orang yang mendapat
wasiat memaksa orang dewasa yang dalam pengurusannya atau tidak:

l. Malik berpendapat bahwa seorang tuan boleh memaksa budaknya
untuk menikah dan pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.

2. Syaf i berpendapat tidak boleh memaksanya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah nikah itu termasuk hak
seorang tuan atau tidak, begitujuga mereka berbeda pendapat tentang
orang yang mendapat wasiat untuk memaksa orang yang dalam
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pengurusannya. Dan perbedaan pendapat dalam hal itu terdapat dalam

madzhab Maliki.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah nikah itu merupakan salah

satu kemaslahatan orang yang dalam pengurusannya atau hanya sebagai

jalan untuk mendapatkan kesenangan. Berdasarkan pendapat yang

menyatakan bahwa nikah wajib, maka semestinya tidak disandarkan pada

hal itu.

Adapun para wanita yang diakui izinnya dalam pernikahan: Para

ulama sepakat bahwa seorang janda yang sudah dewasa dimintai
keridhaannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

,L{j t;i J_er,

"Dan jancla berhak menyulakan prnaopo,n;a tentang dirin1,q.6"

Kecuali yang diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashari. Dan mereka

berbeda pendapat tentang gadis yang sudah dewasa dan janda yang

belum dewasa, selagi tidak nampak kerusakan dari dirinya.

Adapun gadis yang sudah dewasa:

1. Malik, Syaf i dan Ibnu Abu Laila berkata, "Khusus bagi seorang

bapak, maka boleh memaksanya untuk menikah."

2. Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Tsaur dan sekelompok

ulama berkata, "Harus dengan keridhaannya." Malik menyetujui
pendapat mereka tentang gadis tua, berdasarkan salah satu pendapat

yang diriwayatkan darinya.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan dalil khithab
dalam hal ini dengan keumuman dalil. Yaitu bahwa hadits yang

diriwayatkan dari Nabi SAW, seperti sabda beliau:

1,\vr\\-4t & v

"Seorang gadis yatim tidak boleh dinikahkan kecuali dengan

izinnya.T"

Shahih. HR. Ibnu Majah (1872), Ahmad (41192), Al Baihaqi (11123), dari Adi
Al Kindi dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih lbnu Majah.
Sanadnya shahih. HR. Ad-Daruquthni (3/231), Al Hakim (21167), Al Baihaqi
(7,121), dan dinilai shahih oleh Al Hakim serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.
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Dan sabda beliau:

"Seorang gatlis yalim dimintai pendapat tentang tlirinya." t (HR.
Abu Daud).

Sedangkan yang dipahami darinya dengan dalil khithub yaitu
bahwa gadis yang masih memiliki bapak berbeda dengan gadis yatim.

Dan sabda Nabi SAW di dalam hadits Ibnu Abbas yang masyhur:

.';*Kr,
"Dan seorang gadis dimintai pendapat."e

Berdasarkan keumuman hadits lur, nrara bsuap Baurr uarus
dimintai pendapatnya. Dan keumuman lebih kuat dan dalil khithab
(maJhum mukhalafah), di samping itu pula, Muslim meriwayatkan dalam
hadits Ibnu Abbas sebagai tambahan, yaitu bahwa Nabi SAW bersabda:

ot . o /t t.llo J

-lt-; ; i*Jl -"l;*iU\JJ

l.

2.

3.

"Dan seorang gadis dimintai izinnya oleh bapaknya."

Hadits ini merupakan nash dalam perselisihan.

Adapun janda yang belum dewasa:

Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang bapak boleh
memaksanya untuk menikah.

Syaf i berpendapat tidak boleh memaksanya.

Para ulama muta'akhirin berkata, "Bahwa di dalam madzhab
Maliki terdapat tiga pendapat; pertama, pendapat yang menyatakan
bahwa seorang bapak boleh memaksanya, selama dia belum
dewasa sesudah dicerai, ini adalah pendapat Asyhab. Pendapat
kedua, menyatakan boleh memaksanya meskipun sudah dewasa, ini
adalah pendapat Sahnun. Sedangkan pendapat ketiga, menyatakan
bahwa dia tidak boleh dipaksa, meskipun belum dewasa, ini adalah
pendapat Abu Tammam. Yang kami riwayatkan Dari Malik, yaitu

Shahih. HR. Abu Daud (2092, 2094), An-Nasa'i (1109), Ibnu Majah (l37l),
dan Ahmad (21259, 279, 425, 434, 41 5).
Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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dinwayatkan oleh orang-orang yang memilikr beberapa masalalt

yang diperselisihkan seperti Ibnu Al Qishar dan lainnya'

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan dalit khithub

dengan keumuman dalil. Yaitu sabda Nabi SAW:

+iU 11 r;' ,-53'l yr*; *p'^].Ilt';:e:
"seorang Soai, yori* ai**ni prraopo, ,"rrorf Orrrrro dan clia

tittak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya."

Dari hadits ini bisa dipahami bahwa gadis yang memiliki bapak

tidak dimintar pendapat, kecuali yang telah disepakati oleh jumhur

tentang permintaan pendapat seorang janda yang sudah dewasa.

Dan keumuman sabda Nabi SAW,

Q3,yri;'-;i:i,
"Janda itu tebih berhak atas dirinya aoripoao'wal'inys."

Mencakup janda yang sudah dewasa dan yang belum dewasa.

Begitujuga sabda beliau,

.'rt* &'Kt'dJ"'t't :;* ;;'J3i a<3 Y

"Jande itu tidak norcn dinikahkan hingga dimintai pendapatnya

dan gadis juga tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya."

Keumuman hadits ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh

Syaf i.

Dan karena perselisihan mereka dalam dua masalah ini muncul

sebab lain ialah: Mengambil qiyas dari Uma', yaitu setelah mereka

sepakat bahwa seorang bapak boleh memaksa anak gadisnya yang belum

dewasa dan tidak boleh memaksa janda yang sudah dewasa, kecuali ada

pendapat yang syadz (aneh) pada masalah keduanya sebagaimana yang

telah kami utarakan.

Para ulama berbeda pendapat tentang sebab yang membolehkan

adanya pemaksaan, apakah itu karena masih gadis atau karena kecil:

Ulama yang berpendapat bahwa sebab yang membolehkannya ialah

karena kecil, mereka berkata, "Seorang gadis yang sudah dewasa tidak

boleh dipaksa." Dan ulama yang berpendapat bahwa sebab yang
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membolehkannya ialah karena masih gadis, mereka berkata, "Seorang
gadis yang sudah dewasa boleh dipaksa dan seorang janda yang masih
kecil tidak boleh dipaksa." Dan ulama yang berpcndapat bahwa masing-
masing dari keduanya membolehkan adanya pemaksaan jika menyendiri,
mereka berkata, "Seorang gadis yang sudah dewasa dan janda yang

belum dewasa boleh dipaksa." Alasan pertama dikemukakan oleh Abu
Hanifah, yang kedua dikemukakan oleh Syaf i dan yang ketiga oleh
Malik. Dan hukum asal lebih banyak mendukung alasan Abu Hanifah.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang sifat janda yang
menghilangkan adanya pemaksaan dan mengharuskan untuk berbicara
dengan keridhaan atau menolak:

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa sifat janda yang terjadi
dengan nikah yang benar atau adanya syubhat (kerancuan) dalam
pernikahan atau dalam kepemilikan, dan tidak terjadi dengan

adanya perzinaan dan pemerkosaan.

2. Syaf i bependapat semua sifat janda menghilangkan adanya
pemaksaan.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah hukum yang berdasarkan
hadits Nabi SAW, "Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada
walinya. " itu berhubungan dengan sifat janda menurut syar'i atau janda

menurut bahasa?

Mereka sepakat bahwa seorang bapak boleh memaksa anak laki-
lakinya yang masih kecil untuk menikah, begitu juga anak perempuannya
yang masih kecil, serta masih gadis dan tidak meminta pendapatnya,

berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan:

'u..tlt ?nr ue, z;:;.G'C"r'i rL-t f h' J* |,'J"i, oi
,.. + , . .., o z

.'^u a,{"wri f er( l$-i,.,*,'e.,fjA.g't,f ')i 
-

"Buh*u Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah RA ketika ia
berusia enam atau tujuh tahun dan beliau menggaulinya ketika ia berusia
sembilan tahun dengan dinikahkan oleh Abu Bakar ftr{.'10

r0 Muftafaq 'Alaih. HP.. Al Bukhari (3396), Muslim (1422), Abu Daud (4933,
4934, 4936), An-Nasa'i (6182), dan sebagian mereka menambahkan haditsnya
atas sebagian yang lain.
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Kecuali pendapat yang diriu'ayatkan dari Ibntr Syubrunrah dan

mereka berbeda pendapat karena hal itu dalam dua masalah:

Masalah pertama: Apakah selain bapak boleh menikahkan anak
perempuan yang masih kecil

1. Syaf i berpendapat hanya seorang kakek (yaitu bapaknya bapak)

dan bapaknya saja yang boleh menikahkannya.

2. Malik berpendapat tidak boleh menikahkan kecuali bapaknya saja

atau orang yang diserahi tugas oleh bapaknya untuk melakukan hal

itu, jika telah menentukan suami, kecuali jika anak perempuannya

itu dikhawatirkan sia-sia dan terjadi kerusakan.

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa anak perempuan yang masih kecil
itu boleh dinikahkan oleh semua orang yang memiliki kekuasaan

atas dirinya, seperti bapak, kerabat dan lainnya dan anak

perempuan kecil itu boleh memilih, jika sudah dewasa.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi keumuman dalil
dengan qiyas. Yaitu bahwa sabda Nabi SAW:

li\L W'is';:*'Kt
"Dan seorang gadis dimintai pendapat, dan izinnya ialah

diamnya."t I

Menunjukkan keumuman pada setiap gadis, kecuali gadis yang

memiliki bapak yang dikhususkan oleh ijma', dan pendapat yang berbeda

sebagaimana yang kami utarakan. Dan keberadaan semua wali adalah
jelas karena pengawasan dan kemaslahatan terhadap yang di bawah

kekuasannya, mengharuskan mereka disamakan dengan bapak dalam
makna ini. Di antara mereka ada yang menyamakan semua wali
dengannya dan di antara mereka 

-yaitu 
Syaf i-, menyamakan kakek

saja dengannya, karena dia sama dengan bapak, dan dia sebagai bapak
yang lebih tinggi. Dan ada yang membatasi hal itu hanya pada bapak,

dengan melihat bahwa bapak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh
yang lain.

t' Shnhih. Takhrtj hadits tersebut telah dijelaskan.
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Kemungkinan dari segi syara' rnembatasi hal itu dan kemungkinan
dari segi 'bahwa sesuatu yang terdapat pada dirinya seperti kelembutan
dan kasih sayang, tidak terdapat pada yang lain,' inilah pendapat yang

diyakini oleh Malik dan pendapatnya lebih jelas -wallahu a'lunt-kecuali
jika keadaannya memaksa.

Para ulama madzhab Hanafiyah berhujjah mengenai bolehnya
selain bapak menikahkan anak-anak kecil dengan firman Allah Ta'ala,
"Dan jika kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim,
maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi." (Qs. An-Nisaa'

[a]: 3)

Mereka berkata, "Dan anak yatim hanya diartikan pada selain anak
yang belum dewasa."l2

Kelompok kedua berkata, "Bahwa yatim itu kadang diartikan pada

anak perempuan yang sudah dewasa dengan dalil sabda Nabi SAW,
"Gadis yatim itu dimintai pendapatnya." Dan gadis yang dimintai
pendapat yaitu yang dimintai izin, yaitu gadis yang sudah dewasa. Dari
perbedaan mereka ini timbul sebab lain yaitu: kata "yatim" itu adalah

isytirak (memiliki arti banyak).

Ulama yang tidak membolehkan selain bapak untuk
menikahkannya, berhujjah dengan sabda Nabi SAW, *Gadis yatim
dimintai pendapat tentang dirinya." Mereka berkata, "Anak kecil
perempuan tidak termasuk orang yang bisa dimintai pendapat

berdasarkan kesepakatan (ijma'), maka wajib untuk dicegah". Dan
mereka juga bisa mengatakan bahwa ini adalah hukum gadis yatim yang
tidak termasuk orang yang dimintai pendapat. Adapun anak kecil itu
tidak dijelaskan hukumnya oleh syara'.

Masalah kedua: Apakah selain bapak boleh menikahkan anak laki-
laki yang masih kecil?

1. Malik berpendapat membolehkan bagi orang yang mendapat

wasiat.

2. Abu Hanifah membolehkannya bagi para wali, hanya saja dia
mengharuskan untuk memilih jika sudah dewasa.

" Shohih. Takhrij hadits tersebut telah drjelaskan.

12 BidayatulMujtahid



3. Malik berpendapat tidak mengharuskan.

4. Syaf i berpendapat selain bapak tidak boleh menrkahkannya'

Sebab perbedaan pendapat: Mengqiyaskan selain bapak dengan

bapak dalam hal menikahkan. Ulama yang berpendapat bahwa

kesungguhan usaha yang ada pada diri bapak (asli) yang membolehkan

untuk menikahkan anak kecil laki-laki, tidak ada pada selain bapaknya,

maka tidak membolehkan hal itu. Dan ulama yang berpendapat bahwa

hal itu ada pada selain bapak, mereka membolehkan hal itu. Dan ulama

yang membedakan antara anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan,

yaitu karena laki-laki memiliki hak untuk menthalak jika sudah dewasa,

sedangkan wanita tidak memilikinya. Karena itu Abu Hanifah

memberikan hak memilih jika keduanya sudah dewasa.

Bahasan ketiga: Apakah boleh melakukan akad berdasarkan khiyar
(hak memilih)

l. Jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu tidak boleh.

2. Abu Tsaur berpendapat boleh.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan pengertian nikah

antara jual beli yang tidak ada hak untuk memilih dan jual beli yang ada

hak untuk memilih. Atau kami katakan, "Sesungguhnya pada dasarnya

dalam semua akad itu tidak ada hak memilih, kecuali perkara-perkara

yang sudah ada nashnya dan ulama yang menyatakan adanya khiyar

harus mendatangkan dalil." Atau kami katakan, "Bahwa dasar

dilarangnya hak khiyar dalam jual beli ialah adanya ketidakjelasan,

sedangkan dalam nikah tidak ada hal itu, karena tujuan dari nikah ialah

saling menghormati dan memperlihatkan kebagusan hati, dan karena

kebutuhan akan hak memilih dan melihat dalam pernikahan lebih besar

dari yang ada dalam jual beli."

Bahasan keempat: Tenggang waktu ucapan penerimaan (qabul)

salah satu dari dua orang yang melakukan akad

l. Malik memperbolehkan adanya tenggang waktu yang hanya

sebentar.
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2. Sekelompok ulama melarangltya dan sekelonrpok yang lain

membolehkannya. Hal itu sepeni seorang wali mcnikahkan seorang

wanita tanpa izinnya, kemudian pernikahan itu sampai kepadanya

dan dia membolehkannya.

Di antara ulama yang membolehkannya ialah Syafi'i. lermasuk

yang membolehkannya secara mutlak ialah Abu Hanifah dan para

pengikutnya. Serta yang membedakan antara waktu yang lama dan

sebentar adalah pendapat Malik.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah termasuk syarat sah adanya

penerimaan salah satu dari dua orang yang melakukan akad dalam satu

waktu secara bersamaan atau bukan termasuk syarat sahnya? Perbedaan

pendapat seperti ini juga terdapat dalam jual beli.

Bagian Kedua:

Tentang Syarat Akad Nikah

Dalam bagian ini ada tiga pasal:

Pasal pertama: Para wali

Pasal tentang para wali ini terdapat dalam empat bahasan:

Bahasan pertama: Disyaratkannya wali untuk sahnya nikah

Para ulama berbeda pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya

nikah atau tidak:

l. Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan

itu merupakan syarat sah, dalam riwayat Asyhab darinya dan syaf i

juga menyatakan demikian.

2. Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika

seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan

calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan .

3. Sedangkan Daud membedakan antara gadis dan janda, dia berkata,

"Disyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak disyaratkan adanya

wali pada janda."
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4. Bcrdasarkan riwayat Ibnu Al Qasim dari Malik tentang perwaliarr

tcrdapat pendapat keempat, yaitu bahwa disyaratkannya wali dalant

nikah adalah sunah bukan wajib. Hal itu karena diriwayatkan

darinya, bahwa dia berpendapat adanya hak warisan antara suami

istri tanpa wali, dan boleh bagi seorang wanita yang tidak memiliki

kemuliaan untuk mewakilkan kepada seorang laki-laki dalam

menikahkannya. Dia juga mensunahkan agar seorang janda

mengajukan kepada walinya untuk menikahkannya. Seoalah-olah

menurutnya wali itu termasuk syarat kesempurnaan bukan syarat

sah. Berbeda dengan ungkapan ulama Baghdad yang termasuk

pengikut Malik (yaitu mereka mengatakan bahwa wali termasuk

syarat sah bukan termasuk syarat kesempurnaan)'

Sebab perbedaan pendapat: Tidak adanya ayat dan hadits yang

dengan jelas mensyaratkan wali dalam pernikahan, lebih-lebih jika dalam

hal itu terdapat nash. Bahkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang biasa

dijadikan hujjah oleh orang yang mensyaratkan wali hanya mengandung

kemungkinan adanya hal itu. Begitujuga ayat-ayat dan hadits-hadits yang

dijadikan dalil oleh orang yang mensyaratkan gugurnya wali juga

mengandung kemungkinan adanya hal itu. Sedangkan hadits-hadits di

samping mengandung kemungkinan pada lafazh-lafazhnya juga

diperselisihkan mengenai ke-shahih-annya, kecuali hadits Ibnu Abbas,

meskipun ulama yang menggugurkan adanya wali tidak memiliki dalil.

Karena hukum asalnya ialah terlepas dari tanggungan dan kami bawakan

dalll masyhur yang dijadikan hujjah oleh kedua kelompok tersebut dan

akan kami jelaskan secara global tetang hal itu:

Di antara dalil paling kuat yang dijadikan hujjah oleh mereka di

antara hadits-hadits itu ialah: hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri

dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

',-ti1 ,>fy -X -U'U 
\+6- 6': o;I ; 'r;SJ ;i;t d
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"Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka

nikahnya batal (beliau ucapkan tiga kali) iika dia telah digauli, maka

maharnya menjadi miliknya karena sesuatu yang diperoleh darinya. Jika

;-t
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mereku bertengkar, maku penguusa menjadi u,ali hagi orung yang titluk
memiliki wali."tl

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan tentang hadits
tersebut, hadits hasan.

Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh ulama yang tidak
mensyaratkan adanya wali, baik dari Al Qur'an dan As-Sunnah, firman
Allah Ta'ala: *Maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka

berbuat yang makruf terhadap diri mereka." (Qs. Al Baqarah l2l za}.
Mereka mengatakan ini sebagai dalil atas dibolehkannya wanita
bertindak melakukan akad nikah untuk dirinya. Mereka juga mengatakan
bahwa perbuatan tersebut telah disandarkan kepada beberapa ayat Al
Qur'an, seperti Allah Ta'ala berfirman, "Untuk kowin lagi dengan calon-
calon suaminya." Dan Allah Ta'ala berfirman, "Hingga ia (wanita yang
telah dithalak bain) kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]:
230)

Adapun dalil dari Sunnah, mereka berhujjah dengan hadits Ibnu
Abbas yang disepakati ke-sftahih-annya, yaitu sabda Nabi SAW:

"Janda lebih berhak atas dirinya daripado walinya, sedangkan
gadis dimintai pendapat mengenai dirinya dan izinnyo adalah
diamnya."ta

Dengan hadits ini pula Daud berhujjah tentang perbedaan antara
janda dan gadis di dalam makna ini. Ini dalil naqli terkenal yang
dijadikan hujjah oleh kedua kelompok.

Sedangkan firman Allah Ta'ala, "(Apabila kamu menthalak istri-
istrimu) lalu habis masa iddah-nya, maka janganlah kamu menghalangi
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya." (Qs. Al Baqarah l2]:232)

Shahih. HR. Abu Daud (2083), At-Tirmidzi (1102), An-Nasa'i di dalam,4/
Kubra (5394), Ibnu Majah (1879), Ahmad (6/47, 156), Ad-Daruquthni (31221,
225), dinilai shahih oleh Al Hakim (21168), dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi
(7/105, ll3, 124, 125, 138), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih
Abu Daud.
Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.

l3
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Di dalamnya tidak lebih dari larangan bagi kerabat rvanita atau

ushabuh-nya dari menghalanginya menikah kembali, dan larangan bagi

mereka dari menghalanginya tidaklah dipahami dis-''zaratkannya izin
mereka di dalam sahnya akad nikah, baik secara hakikat atau majas

(maksudnya, dari segi dalil khithab atau nash), bahkan mungkin bisa

dipahami sebaliknya, yaitu bahwa para wali tidak memiliki hak untuk

memaksa orang yang di bawah pengawasannya. Begitu juga firman Allah
Ta'ala,"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan

wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]:
221), ini lebih tepat sebagai pesan yang ditujukan kepada para penguasa

dari kaum muslim atau kepada semua kaum muslim daripada kepada para

wali. Secara ringkas, ayat ini ditujukan kepada para wali dan penguasa

dari kaum muslim.

Maka siapa yang berhujjah dengan ayat ini hendaknya menjelaskan

bahwa hal itu lebih tepat sebagai pesan yang ditujukan kepada para wali
daripada para penguasa.

Jika dikatakan, bahwa hal ini umum dan sesuatu yang umum

mencakup para penguasa juga para wali. Bisa juga dikatakan, bahwa

pesan ini haya sebagai pesan untuk melarang dan suatu larangan itu

ditetapkan dengan syari'at, maka dalam hal ini sama kedudukannya

antara para wali dan lainnya. Dan jika wali itu diperintahkan untuk
menghalangi pernikahan berdasarkan syari'at, maka hal itu tidak berarti

bahwa dia memiliki kekuasaan khusus dalam hal izin. Karena pada

dasarnya dia adalah orang lain. Jika kita katakan bahwa pesan tersebut

ditujukan kepada para wali, mengharuskan disyaratkannya izin mereka

bagi sahnya nikah, berbarti pesan tersebut menjadi global tidak bisa

diamalkan, karena dalam pesan tersebut tidak disebutkan macam-macam

wali, sifat-sifat mereka dan juga urut-urutan mereka. Padahal penjelasan

tidak boleh ditunda dari waktu yang dibutuhkan.

Seandainya dalam hal ini terdapat aturan syara' yang terkenal,

niscaya akan dinukil secara mutawatir atau mendekati mutawatir, karena

hal ini termasuk masalah yang banyak tedadi di masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa ketika itu di Madinah ada orang
yang tidak memiliki wali dan tidak dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau
melakukan akad nikah dan tidak pula menunjuk seseorang untuk
melakukannya. Dan juga maksud dari ayat tersebut ialah bukan
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menjelaskan hukum perwalian, ayat tersebut hanya bermaksud
mengharamkan pernikahan dengan kaum musyrik laki-laki dan
perempuan. Ini jelas. Ll/allahu a'lam.

Sedangkan hadits Aisyah yaitu hadits yang diperselisihkan tentang
keharusan untuk mengamalkannya. Pendapat yang kuat yaitu, bahwa
hadits yang tidak disepakati ke-shahih-annya, tidak menjadi keharusan
untuk mengamalkannya. Dan juga, jika kita terima ke-shahih-an hadits
tersebut, maka tidak lain hanyalah menjelaskan tentang disyaratkannya
izin wali bagi wanita yang memiliki wali (maksudnya, wanita yang di
bawah kekuasaan wali). Dan jika kita terima bahwa hadits tersebut umum
untuk setiap wanita, maka tidak ada dalil bahwa seorang wanita tidak
boleh melakukan akad nikah atas dirinya (maksudnya, tidak bisa dia
sendiri yang melakukan akad nikah) bahkan yang jelas jika seorang wali
mengizinkannya, maka dia boleh melakukan akad atas dirinya tanpa
disyaratkan persaksian wali bersamanya dalam sahnya nikah.

Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh kelompok yang lain,
seperti firman Allah Ta'ala, "Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau
waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf
terhadap diri mereka." (Qs. Al Baqarah l2]:2aQ.

Pemahaman terbalik dari hal itu ialah larangan untuk memberikan
teguran kepada mereka mengenai perbuatan yang mereka lakukan tanpa
keikutsertaan wali-wali mereka. Dan di sini tidak ada sesuatu yang
mungkin dikerjakan sendiri oleh seorang wanita tanpa keikutsertaan wali
kecuali akad nikah. Maka zhahir ayat ini -wallahu a'lam- bahwa dia
boleh melakukan akad nikah, dan para wali boleh mambatalkannya jika
tidak ada kebaikannya, dan itulah pendapat yang kuat berdasarkan syara'.
Hanya saja hal ini belum pernah dikatakan oleh seorang pun.

Dan sebagian zhahir ayat bisa dijadikan sebagai hujjah atas
pendapat mereka tetapi tidak bisa dijadikan hujjah atas sebagian yang
lain, maka dalam hal itu terdapat kelemahan. Adapun penyandaran kata
"nikah" kepada para wanita, tidak ada dalil yang menunjukkan
kekhususan mereka untuk melakukan akad, tetapi hukum asalnya ialah
adanya kekhususan, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kebalikan
hal itu.

Adapun hadits Ibnu Abbas, saya yakin bahwa hadits tersebut secara
jelas membedakan antara janda dan gadis, karena jika masing-masing
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dari kcduanya dimintai izin dan wali melakukan akad nikah atas mereka,

maka untuk apa dinyatakan bahwa para janda itu lebih berhak atas

dirinya daripada walinya.

Sedangkan hadits Az-Zuhri, lebih pantas dikatakan bahwa hadits
tersebut sesuai dengan hadits ini (Ibnu Abbas) daripada dikatakan

bertentangan, dan kemungkinan ada pembedaan antara keduanya dalam

hal diam dan berbicara saja. Dan diam saja sudah cukup untuk

melakukan akad. Sedangkan berhujjah dengan firman Allah Ta'ala,
"Maka tidak ada dosa bagimu ntembiarkun mereka berbuat terhadap diri
mereku." (Qs. Al Baqarah l\: 2a0).lni lebih jelas menunjukkan bahwa

seorang wanita boleh melakukan akad nikah sendiri danpada berhujjah

dengan firman Allah, "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang
musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka berinran." (Qs.
Al Baqarah l2l: 221) yang menunjukkan bahwa wali itulah yang

melakukan akad nikah.

Para ulama madzhab Hanafi menilai dha'f hadits Aisyah, yaitu
bahwa hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok
perawi dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri. Ibnu Aliyah meriwayatkan dari
Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Az-Zuhi, tentang hadits tersebut

dan dia sendiri tidak mengetahuinya. Mereka mengatakan, dalil yang

menunjukkan hal itu ialah bahwa Az-Zuhi tidak mensyaratkan adanya

wali dan mensyaratkan adanya wali bukan termasuk pendapat Aisyah.

Mereka juga berhujjah dengan hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi
SAW bersabda:

"Nikah tidak syah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi
yang adil."t5

tt Shahih Mauquf. HR. Ibnu Majah (1880), Ahmad (1/250), Ath-Thabrani di
dalam Al Kabir (lllll298, I 1343, 11944), Ad-Daruquthni (31221), Al Baihaqi
(71109), dan diriwayatkan secara mauquf oleh Al Baihaqi (7/110), dan dinilai
shahih oleh Al Albani di dalam Al lrwa' (61251), secara nauquf. Di dalam bab
ini terdapat hadits dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni
(31225), dan dari Ali diriwayatkan oleh Al Baihaqi (7/ll1), dari Ibnu Umar
diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (31225), dari Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu
Majah (1879), serta dari Abu Musa Al Asy'ari diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
dan Ibnu Majah. Dengan demikian hadits tersebut shahih lighairihi (shahih

..t,..Jii Lr.t:j & Yl Ct<, Y
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'fetapi hadits ini diperselisihkan tentang ke-maflu'-annya. Juga

mengenai ke-shahih-an hadits yang menjelaskan tentang pernikahan Nabi

SAW dengan Ummu Salamah serta perintah beliau kepada anaknya

Ummu Salamah untuk menikahkannya dengan Nabi SAWr0.

Adapun hujjah kedua kelompok tersebut dari segi makna (logika)

maka ada kemungkinan, yaitu mungkin bisa dikatakan, bahwa

kedewasaan jika terdapat pada seorang wanita, maka itu cukup untuk

melakukan akad nikah, sebagaimana dianggap cukup dalam melakukan

tindakan pada hartanya.

Dan mungkin juga bisa dikatakan, bahwa kecondongan seorang

wanita dengan tabiatnya kepada laki-laki lebih besar dari kecondonganya

untuk mengatur harta, maka syara' berhati-hati dengan menjadikannya di

bawah perwalian pada makna ini untuk selamanya. Meskipun cela yang

akan ia hadapi sebagai akibat tidak menempatkan diri pada tempat yang

wajar juga akan menimpa walinya. Tetapi dalam hal itu cukup jika para

wali dibolehkan membatalkan atau membuat perhitungan.

Dan masalah ini mengandung beberapa kemungkinan sebagaimana

yang Anda lihat. Tetapi yang kuat berdasarkan prasangka (zhan), bahwa

jika pembuat syari'at (Allah) bermaksud mensyaratkan perwalian untuk

menjelaskan jenis para wali, macam-macam dan urut-urutan mereka,

maka pasti akan dijelaskan, karena menunda penjelasan dari waktu yang

dibutuhkan tidak boleh.

Jika tidak dibolehkan bagi Nabi SAW untuk menunda penjelasan

dari waktu yang dibutuhkan 
-sedangkan 

perkara yang banyak terjadi

dalam masalah ini menuntut agar disyaratkannya wali dinukil dari beliau

secara mutawatir atau mendekali mutawatir-, tetapi tidak dinukil. Maka

kadang harus diyakini salah satu dari dua hal; kemungkinan wali tidak

menjadi syarat sahnya nikah, hanya saja wali boleh membuat perhitungan

dalam hal itu. Dan jika menjadi syarat, maka bukan termasuk sahnya

perwalian untuk bisa membedakan sifat-sifat wali, macam-macam dan

urut-urutan mereka, karena itu pendapat yang membatalkan akad wali
yang lebih jauh dengan adanya wali yang dekat itu lemah.

karena dikuatkan oleh hadits-hadits semakna lainnya) dengan adanya beberapa

penguat ini.tu Dho 'l HR An-Nasa'i (6/3l), di dalam Al Kubra (5396), dan dinilai dha'if oleh
Al Albani di dalam Dha'if An-Nasa'i.
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Bahasan kedua: Sifat wali

Adapun bahasan tentang sifat-sifat yang positif dan negatif bagi
seorang wali, mereka sepakat bahwa termasuk di antara syarat perwalian
ialah:

L lslam

2. Dewasa (baligh)

3. Laki-laki.

Sedangkan sifat-sifat negatifnya ialah kebalikan dari semua ini
yaitu:

l. Kufur

2. Masih kecil

3. Wanita.

Mereka berbeda pendapat tentang status tiga orang: budak, orang
yang fasik dan orang bodoh.

Budak: Kebanyakan para ulama menghalangi perwaliannya.
Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya.

Adapun kedewasaan:

l. Yang masyhur di kalangan madzhab (maksudnya, menurut
kebanyakan pengikut madzhab Malik), bahwa hal itu bukan
termasuk syaratnya (maksudnya, perwalian), pendapat ini juga
dikemukakan oleh Abu Hanifah.

2. Syaf i mengatakan bahwa kedewasaan termasuk syarat perwalian.
Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Malik. Asyhab dan Abu
Mush'ab juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Syaf i.
Sebab perbedaan pendapat: Kemiripan perwalian nikah ini

dengan perwalian harta. Ulamayangberpendapat bahwa dalam perwalian
ini kadang mengharuskan adanya kedewasaan, meskipun tidak ada
kedewasaan dalam harta, mereka berkata, "Bukan termasuk syarat dalam
perwalian ini agar wali itu dewasa dalam harta." Sedangkan ulama yang
berpendapat bahwa hal itu tidak mungkin ada, mereka berkata, "Harus
ada kedewasaan dalam harta. Dan keduanya dua bagian (maksudnya,
bahwa kedewasaan dalam harta bukanlah kedewasaan dalam memilih
yang setaraf dengannya."
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Adapun keadilan, mereka berselisih tentang hal itu, dari segi bahwa

kcadilan merupakan pandangan bagi makna (maksudnya, perwalian ini),
maka tidak bisa dibiarkan tanpa adanya keadilan untuk tidak memilih
yang sebanding dengannya. Mungkin bisa dikatakan bahwa kondisi para

wali ketika memilih yang sebanding untuk para wanita yang

diwalikannya, selain kondisi keadilan. Yaitu khawatir akan aib (cela)

yang menimpa mereka. Dan ini secara alami pasti ada, sedangkan

keadilan yang lain itu bisa diusahakan. Dan karena kekurangan yang

dimiliki oleh seorang budak, terjadilah perbedaan pendapat dalam

perwaliannya sebagaimana terj adi dalam keadi lannya.

Bahasan ketiga: Macam-macam wali dan urutan mereka dalam
perwalian

Adapun macam-macam wali menurut para ulama yang menyatakan

hal itu, yaitu: wali nasab (keturunan), wali sultan (penguasa) dan wali
bekas tuan dalam perbudakan. Tiga macam wali ini bisa ke atas dan ke

bawah. Menurut Malik pengakuan Islam sudah cukup untuk menjadi wali
atas orang yang di bawah pengawasan atau kekuasaannya.

Dan mereka berbeda pendapat tentang orang yang diberi wasiat:

l. Malik mengatakan bahwa orang yang diberi wasiat bisa menjadi

wali.

2. Sedangkan Syaf i melarangnya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah sifat perwalian termasuk

yang bisa digantikan atau tidak.

Dan karena sebab ini pula, mereka berbeda pendapat tentang

perwakilan dalam pernikahan. Tetapi jumhur membolehkan hal itu
kecuali Abu Tsaur. Dan tidak ada perbedaan antara perwakilan dengan

wasiat. Karena orang yang diwasiatkan adalah wakil setelah orang yang

mewasiatkan meninggal, sedangkan perwakilan terputus dengan adanya

kematian.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang urutan perwalian dari

nasab (keturunan):

l. Menurut Malik bahwa perwalian didasarkan pada ashabah (dalam

ilmu waris) kecuali anak laki-laki. Barangsiapa yang ashabah-nya
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lcbih dckat, maka dia lebih berhak dalam perwalian. Dan anak laki-

laki meskipun terus sampai ke bawah menurutnya lebih utama,

kemudian bapak sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki
kandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian anak

saudara laki-laki kandung, kemudian anak saudara laki-laki
sebapak saja, kemudian kakek dari pihak bapak dan terus sampai ke

atas. Al Mughirah berkata, "Kakek dan bapaknya lebih utama

daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki karena

bukan termasuk asal." Kemudian paman-paman dari pihak bapak

berdasarkan urut-urutan saudara laki-laki terus ke bawah, kemudian

ntaula (bekas tuan), kemudian sultan (penguasa). Dan menurutnya

bekas tuan yang lebih tinggi lebih utama dari yang lebih rendah.

Dan orang yang diberi wasiat menurutnya lebih utama dari wali
nasab (maksudnya, orang yang diberi wasiat oleh bapak).

Para pengikut Malik berbeda pendapat tentang siapakah yang lebih
utama; orang yang diberi wasiat oleh bapak atau wali nasab:

l. Ibnu Al Qasim berpendapat orang yang diberi wasiat lebih utama,

seperti perkataan Malik.

2. Ibnu Al Majisyun dan Ibnu Abdil Hakam mengatakan wali nasab

lebih utama.

Syaf i berbeda pendapat dengan Malik tentang perwalian anak

laki-laki, dia tidak membolehkan sama sekali. Dan tentang

mendahulukan saudara laki-laki daripada kakek, dia mengatakan tidak
ada perwalian bagi anak laki-laki. Diriwayatkan dari Malik bahwa bapak

lebih utama daripada anak laki-laki dan ini pendapat yang paling baik.

Dia juga mengatakan bahwa kakek lebih utama dari saudara laki-laki,
pendapat ini juga dikemukakan oleh Al Mughirah. Sedangkan Syaf i
berpegang dengan ashabah (maksudnya, bahwa anak bukan termasuk

as h ab a h-nya) berdasarkan hadi ts :

.;{ilr )i Vi q fi"}t qt'si 6: )\u,.vr 
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"Seorang v'unitu tidak boleh dinikahkan kec'uuli dengun izin
wulinyu, orang panclcti duri kelrutrgatrya utau panguusu."tT

Scdangkan Malik tidak berpegang dengan hal itu tentang anak laki-
laki, berdasarkan hadits Ummu Salamah:

ti .. /ot" .-".,;.1, ":. ^, :. '- t. t;

.clrl k-'.Sj,_ il L64! ft *:,Jt Al ./., -Jl Jl

"Bahwa NuUl SaW -.nru*n unutnyu (Ummu Salamah) untuk
menikahkannya dengan beliau."rs

Dan karena mereka sepakat (maksudnya, Malik dan Syaf i) bahwa
anak laki-laki mewarisi wala' (hak kepemilikan budak) yang dimiliki
oleh ibu, padahal wala'menurut mereka hanya untuk ashabah.

Sebab perbedaan pendapat: Perselisihan mereka tentang siapakah

yang lebih dekat, apakah kakek atau saudara laki-laki. Berhubungan
dengan urut-urutan ini, terdapat tiga masalah yang terkenal:

Masalah pertama: Jika wali yang lebih jauh menikahkan padahal
wali yang dekat ada.

l. Pendapat Malik dalam hal ini berbeda-beda, kadang dia
mengatakan, jika wali yang lebih jauh menikahkan, padahal wali
yang lebih dekat ada, maka pernikahan itu batal. Kadang dia
mengatakan, bahwa pemikahan itu dibolehkan. Dan dia juga

mengatakan, bahwa wali yang lebih dekat bisa membolehkan atau

membatalkan. Pebedaan pendapat menurutnya ini semuanya

tentang perwalian selain bapak pada anak gadisnya, orang yang di
beri wasiat pada wanita yang di bawah perwaliannya, karena
pendapatnya tidak ada perbedaan bahwa pernikahan dengan wali
dari kedua orang ini dibatalkan (maksudnya, selain bapak
menikahkan anak gadis, pahahal bapak ada atau selain orang yang

diberi wasiat menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya,
padahal orang yang diberi wasiat ada).

l7 Sanadnya terputus. HR. Malik di dalam Al Muwaththa' (21525), (1093), Al
Baihaqi (7/lll\, menurut saya; para perawinya terpercaya selain keterputusan
antara Sa'id bin Al Musayyab dan Umar.
Dha'if. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.l8
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2. Syaf i mengatakan tidak boleh seorang pun melakukan akad nikah,
sedangkan bapaknya ada, baik menikahkan anak gadis atau janda.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah urut-urutan itu adalah
hukum syar'i (maksudnya, ditetapkan dengan syari'at tentang perwalian)
atau bukan hukum syar'i. Jika itu merupakan hukum syar'i, apakah hal
itu temasuk salah satu hak-hak wali yang lebih dekat atau itu temasuk
salah satu hak-hak Allah.

Ulama yang berpendapat bahwa urut-urutan itu bukan hukum
syar'i, mereka mengatakan bahwa pernikahan wali yang lebih jauh
dibolehkan , meskipun wali yang lebih dekat ada. Adapun ulama yang
berpendapat bahwa itu adalah hukum syar'i dan berpendapat bahwa itu
adalah hak yang dimiliki oleh seorang wali, mereka mengatakan bahwa
nikahnya sah, jika wali itu membolehkannya, jika tidak, maka
pernikahannya dibatalkan.

Ulama yang berpendapat bahwa itu adalah termasuk hak-hak Allah,
mereka mengatakan bahwa pernikahannya tidak sah. Sekelompok ulama
dalam madzhab Maliki mengingkari makna ini (maksudnya, jika
pernikahannya dibatalkan atau tidak sah),

Masalah kedua: Jika wali yang dekat tidak hadir, apakah perwalian
bisa berpindah kepada yangjauh atau kepada penguasa.

l. Malik berpendapat jika yang dekat tidak hadir, maka perwaliannya
berpindah kepada yang lebih jauh.

2. Syaf i berpendapat berpindah kepada penguasa.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah ketidakhadiran dalam hal
itu, sama kedudukannya dengan kematian atau tidak. Yang demikian itu
karena tidak ada perbedaan di kalangan mereka bahwa dalam kematian
perwalian bisa berpindah.

Masalah ketiga: Jika seorang bapak dari anak gadisnya tidak hadir,
apakah perwalian itu bisa berpindah atau tidak.

Dalam madzhab Maliki terdapat perincian dan perbedaan pendapat,
yaitu kembali kepada jauhnya tempat dan lamanya ketidakhadiran
tersebut; atau dekat dan tempatnya tidak diketahui atau diketahui; serta
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kebutuhan anak gadis tersebut untuk menikah, kemungkinan karena tidak
ada nafkah, kemungkinan dikhawatirkan atas dirinya karena tidak ada
penjagaan dan kemungkinan karena dua hal tersebut semuanya.

Madzhab Maliki sepakat bahwa jika ketidakhadirannya jauh atau
sang bapak tidak diketahui tempatnya atau tertawan, sedangkan anak
gadisnya berada dalam penjagaan dan mendapatkan nafkah; jika
kebutuhannnya untuk menikah tidak mendesak, maka tidak dinikahkan.
Tapijika mendesak, maka dinikahkan ketika bapaknya menjadi tawanan
dan juga ketika tidak diketahui tempatnya.

Mereka juga berbeda pendapat tentang apakah dinikahkan atau
tidak ketika diketahui tempatnya, jika tempat tersebut jauh:

l. Dinikahkan, ini adalah pendapat Malik.

2. Tidak dinikahkan, ini adalah pendapat Abdul Malik dan Ibnu
Wahb.

Adapun jika tidak ada nafkah atau dia tidak berada dalam
penjagaan, maka dia dinikahkan juga dalam tiga kondisi ini (maksudnya,
dalam ketidakhadiran yang jauh, dalam tawanan dan tidak diketahui
tempatnya) begitu juga jika berkumpul dua dari tiga har tersebut. Jika dia
tidak berada dalam penjagaan, maka dia dinikahkan meskipun kebutuhan
untuk menikah tidak mendesak.

Sepengetahuan saya, mereka tidak berbeda pendapat bahwa anak
gadis tidak dinikahkan jika ketidakhadiran bapaknya dekat serta
diketahui tempatnya, karena memungkinkan untuk berbicara dengannya.
Hal itu tidaklah masalah, berdasarkan pandangan kemaslahatan yang
mendasari masalah tersebut, untuk dikatakan jika waktunya sempit, dan
penguasa mengkhawatirkannya, maka dia dinikahkan meskipun
tempatnya dekat.

Jika kita katakan, bahwa dibolehkan perwalian orang yang lebih
jauh, padahal yang lebih dekat ada, jika wanita tersebut menyerahkan
umsannya kepada dua orang wali, lalu masing-masing menikahkannya,
maka tidak menutup kemungkinan salah satu dari keduanya lebih dahulu
melakukan akad nikah daripada yang lainnya, atau kedua-duanya
melakukan akad secara bersamaan. Kemudian tidak menutup
kemungkinan yang menikahkan terlebih dahulu diketahui atau tidak
diketahui.
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Jika yang menikahkan terlebih dahulu diketahui dari keduanya,

mereka sepakat bahwa wanita itu menjadi istn yang pertama, jika salah

seorang dari keduanya belum ada yang menggaulinya. Dan mereka juga

berbeda pendapat jika yang kedua telah menggaulinya:

l. Sekelompok ulama berpendapat wanita itu menjadi istri orang yang

pertama. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i dan Ibnu Abdil
Hakam

2. Sekelompok lain mengatakan bahwa dia menjadi istri orang yang

kedua, ini adalah pendapat Malik dan lbnu Al Qasim.

Sepengetahuan saya, jika keduanya menikahkannya secara

bersamaan, maka tidak ada perselisihan dalam batalnya nikah tersebut.

Sebab perbedaan pendapat mereka adalah tentang berpengaruh atau

tidaknya dalam menggauli wanita tersebut, yaitu disebabkan oleh

kontradiksi antara keumuman dalil dengan qiyas. Dan hal itu karena

hadits yang diriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda:

.tliL J':\'& j\1') \1tki ;rlt *t
"Wanita mana saja rorf OrnrOont", arn Ouo oronf wati, maka dia

menjacli istri orang yong pertama dari keduanya.te"

Keumuman hadits ini mengandung arti bahwa dia menjadi istri

orang yang pertama, baik yang kedua telah menggaulinya atau belum.

Ulama yang menganggap bahwa menggauli itu berpengaruh, mereka

menyamakannya dengan hilangnya barang dagangan dalam jual beli yang

makruh, dan ini adalah pendapat yang lemah.

Adapun jika yang pertama tidak diketahui:

l. Jumhur berpendapat agar membatalkannya.

2. Malik berpendapat dibatalkan selama salah satu dari keduanya

belum menggaulinya.

tn Dho'f HR. Abu Daud (2088), ArTirmidzi (1110)An-Nasa'i (7/314), Ahmad
(5/8, I l,22), Ad-Darimi (21139), Ath Thayalisi (903), dinilat shahil oleh Al
Hakim (21114), serta disetujui oleh Adz-Dzahabi dan diriwayatkan oleh Al
Baihaqi (11139, 141), hadits tersebut dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Menurut
saya; hadits ini para perawinya terpercaya, hanya saja hadits ini berasal dari
rirvayat Al Hasan dari Samurah bin Jundub dan Al Hasan sering me-mursal-kan
dan me-mudal/is-kan dan kadang menjadikan hadits 'on 'anah. Maka hadits ini
dha'if. Dan dinilai dha'if oleh AlAlbani di dalam Al lrwa '(1853).
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3. Sedangkan Syuraikh mengatakan bahwa dia disuruh memilih, mana
di antara keduanya yang dia pilih, itulah yang menjadi suaminya,
dan ini adalah pendapat yang syadz (ganjil). Pendapat ini juga
diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz.

Bahasan keempat: Para wali yang menghalangi perwaliannya

Mereka sepakat bahwa wali tidak berhak menghalangi
perwaliannya jika wanita yang dia walikan telah mendapatkan suami
yang sebanding dengannya dan dengan mahar yang sebanding pula. Dan
dia mengajukan urusannya kepada penguasa, lalu penguasa
menikahkannya, selain bapak. Mengenai masalah bapak ini, di dalam
madzhab Maliki terjadi perselisihan pendapat. Setelah mereka sepakat
tentang masalah di atas, mereka juga berbeda pendapat tentang apa itu
kafa'ah (kesepadanan) yang diakui dalam masalah itu dan apakah mahar
yang sebanding itu termasuk dalam kafa'ah (kesepadanan) atau bukan?

Mereka juga sepakat bahwa wanita boleh menolak pernikahan para
wali yang memaksanya, jika tidak ada kesepadanan, seperti seorang
bapak yang menikahkan anak gadisnya. Adapun anak laki-laki yang
belum dewasa boleh menolak berdasarkan kesepakatan para ulama.
Sedangkan laki-laki yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa
berdasarkan perselisihan yang telah dijelaskan. Begitujuga orang yang
diberi wasiat menikahkan orang yang dalam perwaliannya berdasarkan
pendapat yang menyatakan adanya paksaan bagi mereka.

Sedangkan kafa'ah (kesepadanan): Para ulama sepakat bahwa
kesepadanan dalam agama diakui dalam hal itu, kecuali riwayat dari
Muhammad bin Al Hasan untuk menggugurkan kesepadanan dalam
agama. Madzhab Maliki tidak berbeda pendapat, bahwa seorang gadis
jika dinikahkan oleh bapaknya dengan seorang peminum khamer
(minuman keras) 

-yang 
jelas dia adalah orang fasik- maka dia boleh

menolak pernikahan tersebut, dan hakim melihat hal itu, lalu
menceraikan di antara keduanya. Begitu juga jika dia dinikahkan dengan
orang yang memiliki harta haram atau dengan orang yang banyak
bersumpah dengan kata-kata thalak.

Mereka berselisih tentang nasab, apakah termasuk pengertian
kafa'ah (kesepadanan) atau bukan; Dan juga tentang kemerdekaan,
kekayaan dan keselamatan dari cacat:
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l. Yang masyhur dari Malik, dibolehkan menikah dengan bekas

budak dari Arab, berdasarkan firman Allah Ta'ala,"Sesungguhnya

orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling taqwa di antara kemu." (Qs. Al Hujuraat [a9]: l3)

2. Sufyan Ats-Tsauri dan Ahmad berpendapat wanita Arab tidak
boleh dinikahkan dengan laki-laki bekas budak.

3. Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa

wanita Quraisy tidak boleh dinikahkan kecuali dengan laki-laki

Quraisy, dan wanita Arab juga tidak boleh dinikahkan kecuali

dengan laki-laki Arab.

Sebab perbedaan pendapat: Perselisihan mereka di dalam

memahami sabda Nabi SAW,
c9'U.j atlr,-,1.r, lLu \4-;'J q6') t$G') Vl.ir;t'&

'c#
"Wanita dinikahi karena agamanya, kecantikan, harta dan

keturunannya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, maka kamu

akan beruntung."2o

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa agama saja yang

diakui, berdasarkan sabda Nabi SAW, *Maka pilihlah wanita yang taat
beragama, niscaya kamu akan beruntung." Di antara mereka ada yang

berpendapat bahwa keturunan dalam hal itu sama kedudukannya dengan

agama. Begitujuga harta, dan tidak ada yang keluar dari hal itu kecuali
apa yang telah ditetapkan oleh rjma', yaitu seperti kecantikan, bukan

termasuk dari kafa'ah. Dan setiap ulama yang berpendapat untuk
menolak pernikahan karena ada aib, maka menjadikan kesehatan

termasuk dan kafa'ah. Berdasarkan hal ini, maka kecantikan diakui
karena alasan apapun.

Di kalangan Madzhab Maliki tidak ada perbedaan pendapat, bahwa

kefakiran termasuk perkara yang menyebabkan batalnya pernikahan yang

dilakukan oleh seorang bapak terhadap anak gadisnya (maksudnya, jika
dia fakir serta tidak rnampu memberikan nafkah kepadanya). Jadi harta

20 Mufiafaq 'Ataih. HP.. Al Bukhari (5090), Muslim (1466), Abu Daud (2047),
An-Nasa'i (6/68), Ibnu Majah (1858), Ahmad (21428), dan Ad-Darimi (2/133).
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menurutnya termasuk kafa'ah. Sedangkan Abu Hanifah tidak
berpendapat seperti itu.

Adapun kebebasan, di kalangan madzhab Maliki tidak ada

perbedaan pendapat bahwa hal itu termasuk kafa'ah, berdasarkan hadits
yang menjelaskan agar seorang budak perempuan memilih ketika dia
dimerdekakan2l.

Adapun mahar yang setara:

l. Malik dan Syaf i berpendapat bahwa hal itu bukan termasuk
kafa'ah dan seorang bapak menikahkan anak gadisnya 

-kepadaorang lain- dengan mahar yang kurang dari mahar standar/wajar
(maksudnya, anak gadis). Sedangkan janda yang dewasa, jika rela
dengan hal itu, maka bagi para wali terdapat pembicaraan.

2. Abu Hanifah berpendapat mahar yang setara termasuk kafa'ah.

Sebab perbedaan pendapat: adapun tentang bapak, yaitu karena
perbedaan pendapat di antara mereka, apakah dia boleh mengurangi
sedikit dari mahar anak gadisnya atau tidak? Adapun tentang janda,

karena perselisihan mereka, apakah perwalian itu bisa terhapus darinya
karena nilai mahar, jika dia dewasa, seperti terhapus di semua

tindakannya tentang masalah harta; atau perwalian itu tidak terhapus dari
nilai mahar, karena perwalian itu tidak terhapus di dalam tindakan
tentang masalah pernikahan, sedangkan mahar itu sendiri termasuk
sebab-sebabnya. Pendapat ini lebih tepat oleh ulama yang mensyaratkan
perwalian daripada ofilng yang tidak mensyaratkannya, tetapi yang terjadi
sebaliknya.

Berhubungan dengan hukum perwalian ini terdapat masalah yang

terkenal yaitu: apakah seorang wali boleh menikahkan wanita yang

diwalikannya dengan dirinya atau tidak boleh:

l. Syaf i melarang hal itu, berdasarkan qiyas wali dengan hakim dan

saksi (maksudnya, bahwa dia tidak boleh menghukumi untuk
dirinya sendiri dan tidak boleh bersaksi untuk dirinya sendiri).

2t Menunjuk kepada hadits Aisyah RA: Bahwa Barirah dimerdekakan sedangkan
suaminya seorang budak, maka Rasulullah SAW memberikan pilihan. Andaikan
dia seorang yang merdeka maka beliau tidak memberikan pilihan kepadanya.
HR. Muslim (1504), Abu Daud (2233), At-Tirmidzi (1154), dan Ibnu Majah
(2074).
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2. Malik membolehkan hal itu dan saya tidak mengetahui hujjah yang
dimilikinya dalam hal itu, kecuali hadits, "Bahwa Nabi SAW
menikah dengan Ummu Salamah tanpa wali."22 Karena putranya
masih kecil. Serta hadits, "Bahwa Nabi SAW memerdekakan
shafiyah, lalu menjadikan pemerdekaannya itu sebagai
maharnya."23

Menurut Syaf i, pada dasarnya pernikahan Nabi SAW adalah
sebagai kekhususuan beliau, hingga ada dalil yang menunjukkan
keumuman, Karena banyaknya kekhususan beliau SAW dalam hal ini.
Tetapi perkataan Syaf i tentang pemimpin tertinggi terjadi keraguan.

Pasal kedua: Saksi

Abu Hanifah, Syaf i daa Malik sepakat bahwa saksi termasuk
syarat nikah. Dan mereka berbeda pendapat apakah itu termasuk syarat
kesempurnaan yang hal itu diperintahkan ketika hendak menggauli istri
atau syarat syah yang diperintahkan ketika melakukan akad nikah. Dan
mereka sepakat bahwa tidak boleh malakukan nikah secara sirri
(rahasia).

Dan mereka berselisih jika mendatangkan saksi dua orang, lalu
keduanya diwasiatkan untuk merahasiakannya, apakah nikah tersebut
termasuk nikah rahasia atau bukan:

l. Malik mengatakan bahwa itu adalah nikah secara rahasia dan harus
dibatalkan.

2. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa itu bukan termasuk
nikah secara rahasia.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah kesaksian dalam hal ini
merupakan hukum syar'i, atau maksud dari kesaksian itu sendiri ialah
menutup jalan perselisihan atau pengingkaran. Ulama yang menyatakan
bahwa itu adalah hukum syar'i, mereka mengatakan bahwa kesaksian
adalah dalam satu syarat sah. Dan ulama yang berpendapat bahwa

:: Takhrij hadirs tersebut telah dijelaskan.zr Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (5086, 5169), Muslim (1365), Abu Daud
(2054)' At-Tirmidzi (1115), An-Nasa'i (6ltl4), di dalam Al Kubra (5499,
6600), Ibnu Majah (1957), semuanya berasal dari hadits Anas RA.

t
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persaksian itu hanya untuk pembuktian, mereka mengatakan termasuk

syarat kesempurnaan.

Dasar dalam hal ini, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Ibnu

Abbas, "Nikah itu tidak sy,uh kecuali dengan dua orang saksi yung adil
tlan wali yang bijak."za Tidak ada dari kalangan para sahabat yang

menyelisihinya.

l. Banyak dari kalangan ulama berpendapat bahwa hal ini masuk

dalam bab rjma', namun hal ini lemah. Hadits ini telah

diriwayatkan secara marfu' yang telah disebutkan oleh Ad-
Daruquthni, dia menyebutkan bahwa dalam sanadnya terdapat

beberapa perawi yang majhul (tidak dikenal).

2. Sedangkan menurut Abu Hanifah, nikahnya sah dengan persaksian

dua orang yang fasik, karena menurutnya tujuan dari persaksian

ialah pemberitahuan saja. Dan Syaf i berpendapat bahwa

persaksian itu mengandung dua makna (maksudnya, pemberitahuan

dan penerimaan), Karena itu dalam persaksian dia mensyaratkan

keadilan.

Sedangkan menurut Malik persaksian itu menurutnya tidaklah
mengandung makna pemberitahuan jika kedua saksi itu

diwasiatkan untuk merahasiakannya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah perkara yang menjadi objek

kesaksian bisa dinamakan rahasia atau tidak. Dan dasar tentang

disyaratkannya pemberitahuan, yaitu sabda Nabi SAW,

.-/;tsu.* finr, 
aJ3, 

w frtLi

" (lmumkanl ah pernika'han ini'dengan memukul rebana."2 5

Diriwayatkan oleh Abu Daud. Di dalam hadits ini, Umar
mengatakan, "Ini adalah pernikahan rahasia, andaikan aku mengadili

24 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.2s Tidak kita dapatkan di dalam Sunan Abu Daud sebagiamana dikatakan oleh
pengarang, sedangkan hadits tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1089), Al
Baihaqi (71290), adapun lafazh Al Baihaqi, "Perlihatkanlah pernikahan itu dan
pukullah rebana untuknya." At-Tirmidzi menambahkan "Dan lempalkanlah
pernikahan itu di masjid." Hadits ini dinilai dha'f oleh Al Albani selain
kalimat, "Umumkanlah pernikahan " Dan kalimat tersebut memiliki beberapa
penguat. Lihat kembali Adab Az-Zifaf (hal97), dan Al lrwa'(1993).
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dalam masalah itu, maka akan aku rajam." Abu Tsaur dan sekelompok
ulama mengatakan, kesaksian itu bukan termasuk syarat nikah, bukan
syarat sah dan bukan pula syarat kesempumaan. Hal itu dilakukan oleh
Al Hasan bin Ali, diriwayatkan; "Bahwa dia menikah tanpa saksi,
kemudi an memberitahukan pernikahannya."

Pasal ketiga: Mahar

Pembahasan tentang mahar terangkum dalam enam bahasan:

Bahasan pertama: Hukum dan rukun-rukun mahar

Pada bagian ini terdapat empat masalah:

Masalah pertama: Hukumnya

Adapun hukum mahar: Para ulama sepakat bahwa mahar termasuk
salah satu syarat sahnya pernikahan. Dan tidak boleh mengadakan
persetujuan untuk meninggalkannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala,
"Berikanlah maskawin-maskawin kepada wanita-wanita (yang kamu
nikah|l sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-Nisaa' [4]:
4).

Dan firman Allah Ia'ala, "Karena itu kawinilah mereka (wanita-
wanita) dengan seizin keluarganya dan berikanlah kepada mereka
maskawinnyc. " (Qs. An-Nisaa' lal: 25).

Masalah kedua: Ukurannya

Adapun ukurannya, para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan
tentang maksimalnya. Dan mereka mereka berbeda pendapat tentang
minimalnya:

Syaf i, Ahmad, Ishaq, Abu
kalangan tabi'in berpendapat
Semua yang bisa menjadi
menjadi mahar, pendapat ini
yang termasuk para pengikut

Tsaur dan para fuqaha Madinah dari
tidak ada batas tentang minimalnya.

harga dan nilai bagi sesuatu boleh
dikemukakan pula oleh Ibnu Wahb

Malik.

l.
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2. Sekelompok ulama menyatakan wajibnya menentukan batas
minimalnya dan mereka berselisih dalam penentuannya, yang
masyhur dalam hal itu ada dua madzhab; Pertama, madzhab Malik
dan para pengikutnya dan Kedua, madzhab Abu Hanifah dan para
pengikutnya.

Malik berkata, "Minimalnya seperempat dinar berupa emas atau
tiga dirham berupa perak atau yang senilai dengan tiga dirham
(maksudnya dirham takaran saja, menurut riwayat yang terkenal) dan
dikatakan: atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya."

Sedangkan Abu Hanifah berkata, "Minimalnya sepuluh dirham.
Dikatakan, lima dirham. Dan dikatakan, empat puluh dirham."

Sebab perbedaan mereka dalam menentukan ukuran ada dua
sebab: pertama, ketidakjelasan pernikahan ini antara sebagai salah satu
penukaran yang diakui dengan kerelaan baik dengan sedikit atau banyak
seperti dalam kasus jual beli dan antara sebagai ibadah maka hal itu
sudah ditentukan. Hal itu dilihat dari satu sisi, bahwa dengan mahar
seorang laki-laki bisa memiliki manfaat seorang wanita untuk selamanya
menyerupai tukar menukar. Dan dari sisi bahwa tidak boleh saling ridha
untuk menggugurkannya menyerupai ibadah.

Kedua, kontradiksi qiyas yang mengandung arti pembatasan
berdasarkan pemahaman hadits yang tidak mengandung arti pembatasan.

Adapun qiyas yang mengandung arti pembatasan ialah
sebagaimana kami katakan bahwa hal itu merupakan ibadah dan ibadah
sudah ditentukan.

Adapun hadits yang pemahamannya mengandung arti tidak adanya
pembatasan, yaitu hadits Sahal bin Sa'd As-Sa'idi yang disepakati ke-
shahih-annya,

:, ;?', u- :,iw iQt '^:ie *': ^* ht -u ar j'-, oi
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"guh*u nasulullah SAW OiOurungl oleh seorang wanita, lalu
wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah

memberikan diriku untukmu,' lalu dia berdiri lama. Maka seorang laki-
laki berdiri seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, Nikahkanlah aku

dengannya, jika engkau tidak' berminat untuk menikahinya.' Maka
Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa

kamu jadikan sebagai mahar untuknya?' dia menjawab, "Aku tidak
memiliki sesuatu kecuali kainku." Maka Rasulullah SAW bersabda,"Jika
kamu berikan kain itu kepadanyc, maka kamu duduk dengan tidak
memiliki kain. Carilah sesuatu yang lain." Dia berkata, 'Aku tidak
mendapatkan sesuatu.' Lalu Nabi SAW bersabda, 'Carilah meskipun

sebuah cincin yang terbuat dari besi,' lalu dia mencarinya, tetapi tidak
mendapatkan sesuatu pun. Maka Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah

kamu ntenghafal sesuatu dari Al Qur'an? 'dia menjawab, "Ya, surat ini
dan itu -beberapa surat yang dia sebutkan- maka Rasulullah SAW
bersabda, 'Sungguh telah kunikahkan kamu dengan dia dengan (mahar)

surah-surah Al Qur'an yang kamu hafol."26

Mereka mengatakan, sabda Nabi SAW "Carilah meskipun sebuah

cincin yang terbuat clari besi" sebagai dalil bahwa tidak ada batasan

minimainya, karena jika ada batasannya, maka pasti beliau jelaskan,

karena tidak boleh menunda penjelasan dan waktu yang dibutuhkan.
Pengambilan dalil seperti ini jelas sebagaimana yang Anda lihat,
meskipun qiyas yang dijadikan pegangan oleh para ulama yang

mengatakan adanya pembatasan, tidak diterima muqadimahnya, yaitu
karena hal itu terbentuk atas dasar dua muqadimah:

Muttafoq 'Alaih. IlR. Al Bukhari (-s 135), Muslim (1425), Abu Daud (2 I I I ), At-
Tirmidzi (61123),lbnu Ma.yah (1889), dan Ahmad (5/330, 336).



Pertumu, bahwa mahar itu adalah suatu ibadah. Kedua, bahwa

ibadah itu sudah ditentukan. Pada kedua muqadimah ini tedapat

peselisihan bagi ulama yang menentangnya. Hal itu karena di dalam

syari'at terdapat ibadah yang tidak ditentukan, bahkan yang wajib ialah

hanya melakukan minimal sesuatu yang dengannya di namakan ibadah

tersebut. Juga, mahar itu tidak secara murni memiliki kemiripan dengan

ibadah, hanya saja para ulama yang menguatkan qiyas ini melebihi
pemahaman hadits yaitu karena kemungkinan hadits tersebut khusus

untuk orang itu, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Sungguh telah

kunikahkan kamu dengan dia dengan surah-surah Al Qur'an yang kamu

hdal."27 Dan ini berbeda dengan dasar hukum. Meskipun di sebagian

riwayat dijelaskan bahwa beliau bersabda, "Bongkit, lalu ajarkanlah
dia." Setelah orang itu menyatakan bahwa dia memiliki hafalan Al
Qur'an, lalu dia bangkit dan mengajarkan Al Qur'an. Maka terjadilah
pernikahan dengan upah, tetapi setelah mereka (para ulama) mencari

dasar yang mereka qiyaskan ukuran mahar itu kepadanya, mereka tidak
menemukan sesuatu yang lebih mirip dari nishab potong tangan (dalam

hukum pencurian) meskipun antara keduanya jauh.

Yang demikian itu, bahwa qiyas yang mereka gunakan untuk itu,
yaitu mereka mengatakan, "Anggota tubuh yang dianggap halal dengan

harta, maka harus dikira-kirakan yang hukum asalnya ialah potong

tangan. Kelemahan qiyas ini yaitu dari segi menganggap halal pada

keduanya, hal itu dikatakan dengan persamaan nama, yaitu bahwa potong

tangan itu bukan menyetubuhi. Dan juga, potong tangan itu adalah

menganggap halal dari segi hukuman, rasa sakit dan hilangnya anggota

tubuh.

Sedangkan menyetubuhi adalah menganggap halal dari segi

kenikmatan dan kasih sayang. Ini merupakan qiyas syabah (kemiripan)
yang lemah, karena dengannya hukum cabang dan hukum asal memiliki
kemiripan yang satu, tidak dalam lafazh, bahkan makna. Dan karena

hukum itu hanya ada pada hukum asal dari segi kemiripan. Dan ini
semuanya tidak ada dalam qiyas ini. Di samping itu pula, hal itu
termasuk kemiripan yang tidak dijelaskan oleh lafazh. Ini termasuk jenis

qiyas yang tertolak menurut para peneliti, tetapi mereka tidak
menggunakan qiyas ini untuk menetapkan pembatasan yang sebanding

27 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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dengan pemahaman hadits di atas. Jadi qiyas ini sangat lemah sekali,
hanya saja mereka menggunakannya untuk menentukan ukuran
pembatasan.

Sedangakan qiyas yang mereka gunakan untuk menentang
pemahaman hadits, maka hadits tersebut lebih kuat dari qiyas ini.
Tentang tidak adanya pembatasan diperkuat dengan hadits yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,
A , \ 

' 
. 1. t,
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"Bahwa seorang wanita menikah dengan mahar sepasang sandal,

maka Rasulullah SAW b.ersabda kepadanya, "Apakah jiwamu rela
dengan harta berupa sepasang sandal?" dia menjawab, "Ya." Maka
beliau membolehkan nikahnya."28 At-Tirmidzi mengatakan hadits ini
hasan shahih.

Setelah para ulama yang mengatakan adanya pembatasan dengan
mengqiyaskannya pada nishab pencurian, mereka berbeda pendapat

tentang hal itu berdasarkan perbedaan pendapat mereka mengenai nishab
pencurian:

L Malik mengatakan seperempat dinar atau tiga dirham, karena itu
adalah nishab pencurian menurutnya.

2. Abu Hanifah mengatakan sepuluh dirham, karena itu adalah nishab
pencurian menurutnya.

3. Sedangkan lbnu Syubrumah mengatakan lima dirham, karena itu
juga nishab pencurian menurutnya.

Para ulama madzhab Hanafi tentang mahar yang dibatasi dengan
ukuran ini, berhujjah dengan hadits yang mereka riwayatkan dari Jabir,
dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda:

, ,,, -,,, c ','-i ."..(,rlt: o-p U JU. ,g

28 Dha'if,. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (lll3), Ibnu Majah (1888), Ahmad
(31445), Ath Thayalisi (1143), Abu Ya'la (7194), Al Baihaqi (71238), dan
dinilai dha'if oleh Al Albani di dalam Dha'if At-Tirmidzi serta di dalam Al
Irwa'(1926).
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"Titluk utla tnuhur 1,ang kurung dari sepuluh tlirhum."2')

Andaikan hadits ini shahih, maka bisa menghilangkan pcrselisihan,
karena hadits inr mengharuskan hadits Sahal bin Sa'ad berlaku khusus.
Tetapi hadits Jabir ini dha'iJ menurut ahli hadits, karena diriwayatkan
oleh -menurut mereka- Mubasysyir bin Ubaid dari Al Hajjaj bin
Artha'ah, dari Ath-Thabrani dari Jabir, sedangkan Mubasysyir dan Al
Hajjaj keduanya dha'f, dan Ath-Thabrani juga tidak berjumpa dengan
Jabir, karena itu tidak mungkin dikatakan, bahwa hadits ini bertentangan
dengan hadits Sahalbin Sa'ad.

Masalah ketiga: Jenis dan sifatnya

Adapun jenisnya: yaitu semua yang boleh untuk dimiliki atau bisa
menjadi pengganti.

Karena hal itu, mereka berbeda pendapat dalam dua hal: tentang
pernikahan dengan mahar upah dan menjadikan pemerdekaan budaknya
sebagai mahar untuknya.

Adapun pernikahan dengan upah: di dalam madzhab Maliki
terdapat tiga pendapat:

l. Pendapat yang menyatakan boleh dengan mahar upah.

2. Pendapat yang menyatakan tidak boleh.

3. Pendapat yang menyatakan makruh.

Sedangkan yang masyhur dari Malik yaitu yang menyatakan
makruh. Karena itu dia berpendapat boleh membatalkannya sebelum
menggaulinya. Dan di antara pengikutnya yang membolehkannya yaitu:
Ashbagh dan Sahnun. Dan itu juga pendapat Syaf i. Sedangkan Ibnu Al
Qasim dan Abu Hanifah melarangnya kecuali mengenai budak, karena
Abu Hanifah membolehkannya.

2e Maudhu'. HR. Abu Ya'la di dalam Musnadnya (4t72), (2094), Ad-Daruquthni
(31244,245), Ath-Thabrani di dalamAl Ausath (3), Al Baihaqi (7A33,240), At
Haitsami di dalam Al Majma 'mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abu ya'la dan
di dalamnya terdapat Mubasysyir bin Ubaid dan haditsnya ditinggalkan". Al
Uqaili mengatakan di dalam Adh-Dhu'afa, "Ahmad berkata; Mubasysyir bin
Ubaid hadits-haditsnya maudhu ' dusta." Al Bukhari mengatakan, ..Haditsnya

munkar." Sedangkan Al Albani di dalam Al lrwa' setelah menyebutkan hadits
tersebut mengatakan, "Maudhu'." (Al lrwa' 61264).
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Sebab perbedaan pendapat: Ada dua sebab; pertuntu, apakah

syari'at umat scbelum kita menjadi keharusan bagi kita hingga ada dalil
yang menunjukkan tidak berlakunya syari'at tersebut atau justru

sebaliknya:

Ulama yang mengatakan, itu adalah menjadi keharusan, maka
mereka membolehkannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala'. "(Berkata

Syu'uib) sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu (musa) dengan

salah seorang dari ketlua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
clengctnku delopan tahun." (Qs. Al Qashash l28l:27) Dan seterusnya.

Dan ulama yang mengatakan tidak menjadi keharusan, berpendapat

pernikahan dengan mahar upah tidak drbolehkan .

Kedua, apakah boleh pernikahan dalam hal itu diqiyaskan dengan

upah pekerja. Hal itu kareria upah pekerja adalah pengecualian dari jual
beli yang bersifat penipuan serta tidak diketahui. Karena itu Al Asham
dan Ibnu Aliyah berpendapat beda dengan hal itu, karena pada dasamya

transaksi harus ada sesuatu yang jelas dan tetap ditukar dengan barang
yang jelas dan tetap pula. Sedangkan upah pekerja adalah sesuatu yang
jelas dan tetap ditukar dengan gerakan atau perbuatan yang tidak tetap

serta tidak bisa diperkirakan nilainya dengan sendirinya. Karena itulah
para ulama berbeda pendapat, kapan upah pekerja itu harus dibayarkan
oleh orang yang mempekerjakannya.

Sedangkan pemerdekaan budak itu bisa dijadikan sebagai
maskawin: para fuqaha berbagai negeri, selain Daud dan Ahmad
menyatakan tidak bisa.

Sebab perbedaan pendapat: yaitu adanya kontradiksi antara
hadits yang menerangkan tentang hal itu dan hukum asal (maksudnya,
hadits yang menjelaskan,

.Qt'-oV'Jtr*',*i ej *
"Bahwa Nabi SAW memerdekakan

pemerdekaannya itu sebagai maharnya."30

^ 
, . t,

Alil ,rt, "St J-, ,ti

Shafiyah dan menjadikan

Dengan adanya kemungkinan bahwa hadits ini menjadi kekhususan
bagi Nabi SAW karena banyaknya kekhususan beliau dalam dalam bab
ini. Dan segi kontradiksinya dengan hukum asal adalah bahwa

39

tu Tokhr4 hadits tersebut telah dijelaskan.
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pemerdekaan budak itu menghapus kepemilikan. Sedang penghapusan
terscbut tidak mengandung dibolehkannya sesuatu dengan segi yang lain,
karena jika dimerdekakan berarti dia telah memiliki dirinya sendiri, lalu
bagaimana dia diharuskan menikah? karena itu Syaf i mengatakan, "Jika
budak wanita itu tidak ingin menikah dengan orang yang
memerdekakannya, maka dia harus menebus dirinya."

Yang demikian itu karena Syaf i berpendapat bahwa budak wanita
itu telah membatalkan harga yang telah ditentukan oleh orang yang
memerdekakannya, karena ia memerdekakan budak wanita itu dengan
syarat untuk memperoleh kenikmatan dengannya. Semua ini tidak bisa
dikatakan berlentangan dengan perbuatan Nabi SAW. Seandainya
perbuatan beliau tidak dibolehkan bagi yang lain, maka beliau SAW
pasti menjelaskan hal itu. Pada dasarnya semua perbuatan beliau menjadi
keharusan bagi kita, kecuali jika terdapat dalil yang menjelaskan tentang
kekhususan bagi beliau SAW.

Adapun tentang sifat mahar: Para ulama sepakat bahwa
pernikahan itu sah berdasarkan pertukaran dengan sesuatu tertentu serta
dikenal sifatnya. (maksudnya, yang jelas jenis dan ukuran dengan sifat).

Mereka berbeda pendapat tentang pertukaran barang yang tidak
disifati serta tidak tertentu, seperti mengatakan, "Aku nikahkan kamu
dengannya, dengan mahar budak atau pembantu." Tanpa menerangkan
hal itu dengan sifat yang menjelaskan nilainya:

l. Malik dan Abu Hanifah berpendapat dibolehkan.

2. Syaf i berpendapat tidak dibolehkan.

Jika terjadi pernikahan seperti itu, menurut Malik, bahwa pangantin
wanita memperoleh tengah-tengah dari yang disebutkan untuknya.
Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, bahwa pengantin laki-laki dipaksa
untuk membayar harganya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah pernikahan seperti itu bisa
disamakan dengan jual beli, dengan maksud dari kebakhilan atau tidak
bisa mencapai nilai itu, tetapi tujuannya lebih dari itu yaitu,
kedermawanan? Ulama yang mengatakan bahwa dalam kebakhilan sama
dengan dalam jual beli, mereka berpendapat bahwa sebagaimana tidak
boleh melakukan jual beli dengan sesuatu yang tidak dijelaskan,
begitujuga dalam pernikahan tidak boleh. Sedangkan ulama yang
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nrengatakan dalam kebakhilan tidak sama dengan melakukan jual bcli,
karena tujuannya hanyalah kedermawanan, mereka berpendapat boleh.

Masalah keempat: Penundaannya

Adapun tentang penundaannya:

l. Sekelompok ulama tidak membolehkannya sama sekali.

2. Sekelompok ulama lain membolehkannya dengan memberikan

sesuatu darinya jika hendak menggaulinya, dan ini pendapat Malik.

Para ulama yang membolehkan penundaannya: di antara mereka

ada yang membolehkannya hanya untuk waktu tertentu serta ditentukan

lamanya, ini adalah pendapat Malik. Dan di antara mereka ada yang

membolehkannya karena kematian atau perceraian, ini adalah pendapat

Al Auza'i. Sebab perselisihan mereka yaitu, apakah pernikahan itu
menyerupai jual beli dalam hal penundaan atau tidak? Ulama yang

menyatakan, tidak menyerupainya, berpendapat tidak membolehkan
penundaan tersebut karena kematian atau perceraian dan ulama yang

menyatakan tidak menyerupainya berpendapat bahwa hal itu dibolehkan

. Sedangkan ulama yang melarang adanya penundaan karena pernikahan

itu adalah ibadah.

Bahasan kedua: Mengenai penentuan (keseluruhan mahar bagi istri)

Para ulama sepakat bahwa mahar itu wajib dibayarkan seluruhnya
karena menggauli atau adanya kematian.

Sedangkan kewajiban untuk dibayar seluruhnya karena menggauli,
yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Dan jika kamu ingin
menggantikan istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah
memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka
janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikit pun...." (Qs. An-
Nisaa'[a]: 20).

Adapun kewajiban untuk dibayar karena kematian, sekarang saya

mengetahui suatu dalil yang diriwayatkan (baik dari Al Qur'an dan As-
Sunnah) kecuali ijma' dalam hal itu. Dan mereka berbeda pendapat,

apakah termasuk syarat kewajiban untuk dibayarkannya karena
menggauli harus dengan bersentuhan atau tidak? Tetapi wajib dibayarkan
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dengan hanya menggauli dan herkhulw,at (n'tenyendiri berdua), yaitu yang
mcreka artikan dengan istilah menutup tabir:

L Malik, Syafi't dan Daud berpendapat tidak wajib dengan menutup
tabir kecuali setengah mahar, selagi belum menyentuh.

2. Sedangkan Abu IJanifah berpendapat wajib untuk membayar mahar
sepenuhnya dengan hanya berkhalwat, kecuali jika dalam keaclaan
berihram, sakit atau berpuasa di bulan Ramadhan, atau wanita itu
sedang haidh. Ibnu Abi Laila mengatakan, wajib membayar mahar
sepenuhnya karena menggauli dan tidak mensyaratkan apapun
dalam hal itu.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara hukum
yang telah ditetapkan oleh para sahabat dalam hal itu berdasarkan zhahir
Al Qur'an, yaitu Allah ra'ala telah menegaskan tentang seorang istri
yang telah digauli, bahwa mahar yang telah diberikan kepadanya tidak
boleh diambil sedikitpun dalam firman-Nya, "Bagaimana kamu akan
mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul clengan yang
lain sebagai suami istri." (Qs. An-Nisaa'[4]: 21).

Dan menegaskan tentang wanita yang diceraikan sebelum disentuh,
bahwa dia mendapatkan setengah mahar, Allah Ta'ala berfirman,,,Jika
kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menggauli mereka, seclang
kamu telah menetukan maskawinnya, maka bayarlah separuh dari
maskawin yang telah kamu tentukan itu." (es. Al Baqarah l}l:237).

Ayat ini sebagaimana yang Anda lihat, merupakan nash yang
menjelaskan tentang hukum masing-masing dari dua keadaan ini
(maksudnya, sebelum menyentuh dan sesudah menyentuh) dan tidak ada
pertengahan di antara keduanya. Maka dengan ini jelaslah bahwa mahar
itu tidak wajib kecuali dengan menyentuh. Sedangkan menyentuh di sini
adalah jelas yaitu persetubuhan. Kadang menyentuh itu diartikan
berdasarkan makna aslinya secara bahasa yaitu al ncss (menyentuh).

Barangkali inilah yang menjadi dasar penafsiran para sahabat,
karena itu Malik mengatakan tentang orang lemah syahwat yang tidak
ada harapan sembuh, bahwa dia wajib membayar mahar istrinya, jika
terjadi perceraian, Karena dia sudah lama tinggal bersama istrinya. Jadi
dia menjadikan pergaulan yang tanpa ada persetubuhan itu berpengaruh
dalam mewajibkan mahar.
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Sedangkan hukum-hukum yang menjelaskan tentang hal itu dari

para sahabat ialah: bahwa barangsiapa yang menutup pintu atau

menurunkan tabir, maka sungguh dia wajib untuk membayar mahar. Dan

tentang hal itu tidak ada perselisihan di kalangan mereka mengenai

sesuatu yang mereka Putuskan.

Dari bab ini, mereka berbeda pendapat dalam persoalan cabang,

yaitu perbedaan tentang menyentuh (maksudnya, orang-orang yang

mensyaratkan harus menyentuh) yaitu seperti seorang istri mengaku telah

disentuh dan suami mengingkarinya:

1. Pendapat yang masyhur dari Malik bahwa perkataan yang dipegang

adalah perkataan istri.

2. Pendapat lainnya, jika suami masuk ke rumah istri untuk

menggaulinya, maka perkataan istri yang dibenarkan. Sedangkan

apabila masuknya suami ke rumah istri tersebut dengan maksud

hanya untuk mengunjunginya, maka perkataan istri tidak

dibenarkan.

3. Pendapat lainnya, jika istri itu masih gadis, maka persoalannya

diserahkan kepada para wanita untuk melihat keadaannya. Jadi, di

dalam madzhab Maliki terdapat tiga pendapat.

Syaf i dan Ahli zhahir mengatakan, bahwa perkataan yang

dibenarkan yaitu perkataan suami, hal itu karena dalam hal ini dia

menjadi tertuduh. Sedangkan Malik tidak mengakui tentang wajibnya

bersumpah bagi orang yang tertuduh dari segi kedudukannya sebagai

orang yang tertuduh, tetapi dari segi, bahwa dalam banyak hal kerancuan

mendominasi pada dirinya. Karena itu, di beberapa kondisi dia

menjadikan perkataan itu sebagai perkataan orang yang menuduh, karena

dia lebih banyak kerancuannya. Perbedaan pendapat ini kembali kepada,

apakah diwajibkannya bersumpah atas orang tertuduh itu dapat diketahui

alasannya atau tidak? Demikian pula pendapat tentang kewajiban

mendatangkan bukti bagi orang yang menuduh. Dan hal ini akan

dijelaskan dalam pembahasan tersendiri.

Bahasan ketiga: Pembagiannya

Mereka sepakat secara global bahwa jika suami menceraikan

istrinya sebelum menggaulinya, padahal dia telah menentukan besarnya
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mahar, maka suami boleh meminta kembali setengah mahamya,

berdasarkan firman Allah Ta'ulu, "Maka bayarluh separuh tlari
maskuwin yang teluh kamu tentukan itu." (Qs. Al Baqarah [2]:237).

Pembahasan tentang pembagian setengah dari mahar terdapat

dalam tiga hal: perlama, tentang pernikahan yang mengharuskan adanya

pembagian setengah. Kedua, tentang jenis thalak (perceraian) yang

mewajibkannya (maksudnya, yang terjadi sebelum menggauli) dan

ketiga, hukum adanya berbagai perubahan sebelum terjadi perceraian.

Adapun tentang jenis pernikahan yang mengharuskan adanya hal

itu: Menurut Malik, yaitu pernikahan yang sah (maksudnya, agar

perceraian itu terjadi sebelum menggauli terdapat pada pernikahan yang

sah). Sedangkan pernikahan yang tidak sah, jika perceraian yang terjadi
bukan karena dibatalkan dan dicerai sebelum dibatalkan, maka dalam hal

ini terdapat dua pendapat.

Adapun tentang sesuatu yang mengharuskan adanya pembagian

setengah, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami bukan atas

kehendak istri, seperti perceraian yang terjadi dengan tuntutan istri
karena aib (cacat) yang ada pada suami.

Mereka berbeda pendapat dalam hal ini, tentang perceraian yang

terjadi karena tuntutan istri untuk memperoleh mahar atau nafkah, ketika
suami tidak mampu. Tuntutan ini tidak ada bedanya dengan tuntutan

karena ada cacat.

Adapun tentang pembatalan yang bukan perceraian: tidak ada

perselisihan lagi bahwa pembatalan tersebut tidak mewajibkan adanya

pembagian setengah, jika dalam pembatalan tersebut terdapat pembatalan

yang dari segi akad atau dari segi mahar. Secara ringkas, dari segi tidak
adanya sesuatu yang mewajibkan sahnya pernikahan, sedangkan istri
dalam hal itu tidak mempunyai pilihan sama sekali.

Adapun pembatalan yang muncul tiba-tiba atas akad nikah yang

benar seperti murtad atau satu susuan, jika salah satu dari keduanya tidak
memiliki pilihan atau istri punya pilihan, maka tidak mengharuskan

adanya pembagian setengah. Jika dalam hal ini suami memiliki pilihan,
seperti murtad, maka hal itu mewajibkan adanya pembagian setengah.

Pendapat yang diyakini oleh ahli Zhahir yaitu bahwa setiap perceraian
yang terjadi sebelum menggauli, maka wajib dilakukan pembagian

setengah, baik perceraian itu terjadi karena disebabkan oleh istri atau
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suami. Sedangkan yang terjadi karena pembatalan, bukan karena

perceraian, maka tidak ada pembagian setengah.

Sebab perbedaan penclapat: Apakah ketentuan tersebut bisa

dipahami maknanya atau tidak?. Ulama yang menyatakan bahwa

ketentuan tersebut bisa dipahami maknanya serta menyatakan bahwa istri

berhak mendapatkan setengah mahar sebagai ganti sesuatu yang

dimilikinya itu, karena berhak memaksa mengembalikan barang yang

menjadi miliknya serta mengambil harganya seperti keadaan yang terjadi

pada pembeli, jadi pernikahan dalam hal ini berbeda dengan jual beli,

maka istri memperoleh ganti dari haknya, mereka berpendapat bahwa

jika perceraian terjadi dari pihak istri, maka dra tidak memperoleh

apapun, karena dia telah menggugurkan dirinya dari hak memaksa suami

untuk membayar harga dan menerima barangnya.

Sedangkan ulama yang mengatakan, bahwa ketentuan itu tidak bisa

dipahami maknanya dan mengikuti zhahir lafazh, mereka berpendapat

bahwa harus dilakukan pembagian setengah pada setiap perceraian yang

terjadi karena disebabkan oleh suami atau istri.

Sedangkan hukum berbagai perubahan sebelum terjadi perceraian,

hal itu tidak lepas dari dua kemungkinan; adakalanya berasal dari istri

atau dari Allah. Yang berasal dari Allah, tidak lepas dari empat segi:

l. Kemungkinan habis seluruhnya.

2. Kemungkinan berkurang.

3. Kemungkinanterjadipenambahan.

4. Kemungkinan terjadi penambahan dan pengurangan secara

bersamaan.

Yang berasal dari istri, tidak lepas dari kemungkinan berupa

tindakannya dengan menghabiskan mahar dengan menjual,

memerdekakan dan membeli, atau kemungkinan tindakannya untuk

mengambil manfaat khusus untuknya atau mempersiapkannya untuk

suaminya:

l. Menurut Malik, keduanya bersama menanggungnya dalam

pengunaan, penambahan dan pengurangan.
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2. Menurut Syaf i bahwa dalam penggunaan dan pengurangan suami

bisa meminta kembali setengah mahar dan tidak bisa meminta

kembali setengah penambahan yang terjadi pada mahar.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah seorang istri memiliki mahar

sebelum digauli atau sebelum kematian suami dengan kepemilikan yang

tetap atau tidak.

Ulama yang mengatakan bahwa istri memilikinya dengan

kepemilikan yang tetap, mereka berpendapat bahwa keduanya

menanggung bersama dalam urusan mahar selagi istri belum melakukan

tindakan yang melampui batas, lalu memasukkan mahar untuk

kepentingannya.

Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa istri memilikinya
dengan kepemilikan yang tetap dan pembagian setengah adalah hak yang

membantunya ketika terjadi perceraian dan setelah tetapnya kepemilikan,
mereka mewajibkan suami meminta kembali kepada istri dengan semua

yang hilang darinya. Mereka tidak berbeda pendapat bahwa jika istri
menggunakannya untuk kepentingan peribadinya, maka dia menanggung

setengahnya.

Mereka berbeda pendapat, jika istri menggunakan mahar itu untuk
membeli peralatan pribadinya yang sudah menjadi kebiasaan, apakah

suami meminta kembali setengah dari barang yang dibeli oleh istrinya
atau setengah nilai mahar yang sudah berubah menjadi peralatan itu?

l. Malik berpendapat bahwa suami meminta kembali setengah dari
barang yang dibeli oleh istrinya.

2. Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat bahwa suami meminta
kembali setengah nilai mahar yang sudah berubah menjadi
peralatan, yaitu setengah mahar.

Mereka dalam hal ini berbeda pendapat dalam masalah cabang

yang berhubungan dengan riwayat, yaitu apakah seorang bapak boleh
memaafkan (tidak mengambil) setengah mahar bagi anak gadisnya?

(maksudnya, jika dia diceraikan sebelum digauli) dan seorang majikan
bagi budak wanitanya:

l. Malik berpendapat dia boleh melakukannya.

2. Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat dia tidak boleh
melakukannya.
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Setrab perbedaan pendapat: Adanya kemungkinan yang terdapat

dalam firnran Allah Ia'ulu, "Kecuali jika istri-islrimu ilu rncmuu/kun

utau tlintuufkun oleh orang yang memegang ikatan nikah." (Qs. Al
Baqarah l2):231)

Yaitu terletak pada kata Ya'Ju (memaafkan) dalam bahasa Arab

kadang diartikan dengan menghapuskan (menggugurkan) dan kadang

diartikan dengan memberikan. Demikian pula dalam firman Allah

Ta'ala: "Oleh orang yang memegang ikatan nikah" kepada siapakah

tlhamir (kata ganti) ini kembali? Apakah kepada wali atau kepada suami?

Ulama yang mengatakan bahwa dhamir itu kembali kepada suami,

mereka mengartikan ya fu dengan makna memberikan. Dan ulama yang

mengatakan bahwa dhamir itu kembali kepada wali, mengartikan yu fu
dengan makna menggugurkan. Sekelompok ulama berpendapat dengan

pendapat yang syadz (aneh) yaitu mereka mengatakan bahwa setiap wali

boleh memaafkan setengah dari mahar yang wajib diberikan kepada

wanita.

Kedua kemungkinan yang terdapat dalam hal ini hampir sama,

tetapi ulama yang berpendapat bahwa orang tersebut adalah suami, tidak

mengharuskan adanya hukum tambahan dalam ayat (maksudnya, hukum

syari'at sebagai tambahan), karena kebolehan akan hal itu jelas bisa

diketahui dari syari'at.

Dan ulama yang berpendapat bahwa orang itu adalah wali,
kemungkinan bapak atau yang lainnya, maka menambahkan hukum

syari'at, karena itu wajib baginya untuk mendatangkan dalil yang

menjelaskan bahwa ayat ini lebih jelas menerangkan tentang wali
daripada menerangkan tentang suami. Dan itu adalah perkara yang sulit.

Sedangkan jumhur berpendapat bahwa wanita yang masih kecil dan

wanita yang dalam perwalian tidak boleh memberikan mahamya yang

menjadi haknya. Sekelompok ulama berpendapat dengan pendapat yang

syadz (aneh), mereka mengatakan bahwa, wanita itu boleh memberikan

maharnya, berdasarkan keumuman firman Allah Za'ala, "Kecuali jika
istri-istrimu itu memaaJkan." (Qs. Al Baqarah l2]:237)

Dalam pembahasan ini mereka berbeda pendapat tentang seorang

wanita jika memberikan maharnya kepada suaminya, kemudian dia

diceraikan sebelum digauli :
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2.

I. Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh meminta kcrribali
kcpada istrinya sedikitpun.

Syali'i berpendapat dia boleh mcnrinta kcmbali kcpada istrinya
setengah mahar.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah setengah yang wajib diambil
oleh suami karena perceraian terdapat pada barang yang menjadi mahar
atau terdapat pada tanggungan istri? Ulama yang mengatakan bahwa hal

itu terdapat barang yang menjadi mahar, mereka berpendapat bahwa
suami tidak boleh meminta kembali sedikitpun, karena dia telah
memegang mahar itu semuanya.

Adapun ulama yang mengatakan bahwa hal itu berada dalam
tangggungan istri, mereka berpendapat bahwa suami boleh meminta
kembali meskipun istri telah memberikan kepadanya, seperti jika istri
memberikan harta miliknya selain itu kepada suami.

Abu Hanifah dalam masalah ini membedakan antara penerimaan
dan bukan penerimaan, dia mengatakan, jika istri telah menerima, maka
suami mendapatkan setengah dan jika belum menerima, hingga istri
memberikan kepada suami, maka suami tidak memperoleh sedikitpun.
Sepertinya Abu Hanifah berpendapat bahwa hak itu ada pada barang
mahar selama istri belum menerimanya, jika istri telah menerimanya,
maka berada dalam tanggungannya.

Bahasan keempat: Penyerahan dan hukumnya

Para ulama sepakat bahwa nikah penyerahan dibolehkan , yaitu
melakukan akad nikah tanpa menentukan mahar, berdasarkan firman
Allah Ta'ala, "Tidak ada halangan atasmu, jika kamu menceraikan istri-
islrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu
menentukan maskawin untuk mereka." (Qs. Al Baqarah [2]:236)

Dan karena hal itu mereka berbeda pendapat dalam dua masalah:

Masalah pertama: Jika seorang istri meminta penentuan mahar dan
keduanya berselisih tentang ukurannya

Sekelompok ulama mengatakan bahwa suami menentukan mahar
untuknya dengan mahar nils/ (standar) dan suami dalam hal itu tidak ada
pilihan lain.
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Jika suami menceraikannya setelah memberikan ketentuan:

l. [)i antara ulama ada yang mengatakan bahwa istri mendapatkan

setengah mahar.

2. Ada yang mengatakan, istri tidak mendapatkan sedikitpun, karena

dasar penentuan mahar tidak ada pada saat akad nikah dilakukan,

ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya.

3. Malik dan para pengikutnya mengatakan, suami dihadapkan pada

tiga pilihan yaitu: pertama, ia boleh menceraikan tanpa

menentukan mahar. Kedua, ia boleh menentukan sesuatu yang

clituntut oleh istri, dan ketiga, ia boleh menentukan mahar mitsl dan

mengharuskan istri untuk menerimanya.

Sebab perbedaan pendapat: (maksudnya, antara ulama yang

mewajibkan mahar mitsl tanpa ada pilihan bagi suami jika dia

menceraikan istrinya setelah istri meminta penentuan dan ulama yang

tidak mewajibkannya) yaitu perbedaan mereka tentang pengertian firman

Allah Ta'ala, "Tidak ada halangan atasmu, jika kamu menderaikan istri-

istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu

menentukan maskawin untuk mereka." (Qs. Al Baqarah l2l:236)

Yaitu apakah ayat ini diartikan berdasarkan keumuman tentang

gugurnya mahar, baik sebab terjadinya perceraian itu terjadi karena

perbedaan mereka tentang penentuan mahar atau perceraian itu sebabnya

bukan perselisihan dalam hal itu? Dan juga apakah dari kalimat

dihilangkannya halangan (dosa) dari hal itu dipahami tentang gugurnya

mahar setiap saat atau tidak? Dalam hal ini terdapat beberapa

kemungkinan, meskipun yang benar yaitu gugurnya mahar setiap saat

berdasarkan firman Allah Zc'ala, "Dan hendaklah kamu berikan suatu

mut'ah (kesenangan) kepada mereka. Orang yang mampu menurut

kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuanrzya." (Qs. Al
Baqarah l2l:236)

Menurut sepengetahuan saya, tidak ada perbedaan pendapat bahwa

jika sejak awal mula suami telah menceraikan, maka ia tidak

mendapatkan sesuatu pun. Menurut ulama yang mengharuskan istri
mendapatkan mut'ah (pemberian/hadiah) yaitu bahwa hal itu wajib

bersamaan dengan separuh mahar, jika suami menceraikannya sebelum

menggaulinya dalam nikah yang bukan nikah penyerahan dan wajib

memberikan mahar mitsl kepada istri dalam nikah penyerahan, maka
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sudah scharusnya ulama tersebut mewajibkan scparuh rnalrar rilil.ri
bcrsamaan dengan mul'uh, karena ayat tersebut clengan pertrahanran yang

ada tidak menyebutkan pembatalan mahar dalanr nikah pcnyerahan,

hanya saja menyebutkan tentang bolehnya menceraikan sebelum
penentuan mahar. Jika nikah penyerahan mengharuskan adanya mahar
mit:;l ketika diminta, maka wajib untuk dibagi setengah jika terjadi
perceraian, seperti dibagi setengah pada mahar yang telah ditentukan.
Karena itu Malik mengatakan bahwa pada nikah penyerahan tidak
mengaruskan adanya mahar mitsl jtka suami memiliki hak memilih.

Masalah kedua: Jika suami meninggal dunia padahal dia belum
menentukan mahar

Adapun masalah kedua (maksudnya, jika suami meninggal sebelum
menentukan mahar dan sebelum menggauli istrinya):

l. Malik, para pengikutnya dan Al Auza'i berpendapat bahwa istri
tidak berhak mendapatkan mahar, tetapi berhak mendapatkan
mut'ah (hadiah) dan warisan.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan mahar
mitsl dan warisan, ini juga pendapat Ahmad dan Daud.

3. Syaf i berpendapat sama dengan dua pendapat di atas, hanya saja
yang dipegang oleh kalangan pengikutnya yaitu seperti pendapat
Malik.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi qiyas dengan hadits.

Hadits tersebut ialah: hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,
bahwa dia ditanya tentang masalah ini, lalu dia menjawab, "Tentang
masalah ini, aku mengatakan dengan pendapatku. Jika benar, maka itu
datangnya dari Allah. Dan jika salah, maka itu datangnya dariku sendiri:
aku berpendapat bahwa istri mendapatkan mahar seperti mahar dari
wanita semisalnya (mahar mits[) tanpa pengurangan dan tanpa
berlebihan, dia harus ber-'iddah dan dia berhak mendapatkan warisan.
Lalu Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i bangkit seraya berkata, 'Aku bersaksi,
bahwa dalam hal ini engkau benar-benar memutuskan perkara dengan
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keputusan Rasulullah SAW terhadap Barwa'binti Wasyiq'."t' (HR. Abu

Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi yang menilainya shahih)

Adapun qiyas yang menentang hadits ini yaitu, bahwa mahar

adalah pengganti, ketika yang digantikan belum diterima, maka

pengantinya tidak wajib sesuai dengan qiyas jual beli.

Al Muzani mengatakan dari Syaf i mengenai masalah ini, "Jika

hadits Barwa' ini shahih, maka tidak ada hujjah bagi seorang pun di

hadapan hadits." Dan yang dikatakan olehnya ini benar, wallahu a'lam.

Bahasan kelima: Mahar-mahar yang tidak sah

Mahar itu bisa tidak sah, kemungkinan karena barangnya itu sendiri

dan kemungkinan karena sifat yang ada padanya seperti tidak diketahui

atau tidak bisa diterima. Yang tidak sah karena barangnya itu sendiri

seperti khamer, babi dan sesuatu yang tidak boleh dimiliki. Dan yang

tidak sah karena tidak bisa diterima dan tidak diketahui, pada dasarnya

diqiyaskan dengan jual beli. Dalam hal ini terdapat lima masalah yang

terkenal, yaitu:

Masalah pertama:

Jika mahar tersebut berupa khamer, babi, buah-buahan yang belum

masak atau unta yang lepas. Abu Hanifah mengatakan, akadnya sah jika

dilaksanakan dengan memenuhi mahar mitsl.Dalam hal ini terdapat dua

riwayat dari Malik yaitu; Pertama,tidak sah dan batalnya akad nikah itu,

baik sebelum menggaulinya atau sesudahnya, ini adalah pendapat Abu

Llbaid. Kedua, yaitu jika suami telah menggauli istrinya, maka akad

nikah menjadi tetap (berlaku) dan istri berhak mendapatkanmahar mitsl.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah hukum nikah dalam hal itu
sama dengan hukum jual beli atau tidak? Ulama yang mengatakan bahwa

hukumnya sama dengan hukum jual beli, berpendapat bahwa akad nikah

rr Shahih. Abu Daud (2114), At-Tirmidzi (1145), An-Nasa'i (61121, 122, 196), di
dalam Al Kubra (5516,5517,5518, 5520, 5718), Ibnu Majah (1891), Ahmad
(l/430), (3/480), (41 280), Ad-Darimi (21207), dan dinilai shahih oleh Ibnu
Hibban (4098, 4099), diriwayatkan oleh Ibnu Al Jarud (718), Ath-Thabrani di
dalam Al Kabir (201231, 232), Al Baihaqi (7, 245), dan dinilai shahih oleh Al
Albani di dalam Shahih Abu Daud.
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tersebut tidak sah karena maharnya tidak sah, sepeni tidak sahnya jual
beli, karena tidak sahnya harga.

Adapun ulama yang mengatakan bahwa sahnya mahar bukan
termasuk syarat sahnya akad nikah, dengan dalil bahrva penyebutan

mahar itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah, mereka berpendapat

bahwa pernikahan bisa dilangsungkan dan dikatakan sah dengan adanya

mahar mitsl.

Pendapat yang membedakan antara menggauli dan tidaknya adalah

pendapat yang lemah. Yang terkandung dalam dasar pemikiran madzhab

Maliki yaitu membedakan antara mahar yang diharamkan barangnya dan

yang diharamkan karena sifat yang ada padanya, karena diqiyaskan
dengan jual beli. Dan sekarang saya tidak ingat nash yang menjelaskan
hal itu.

Masalah kedua:

Mereka berbeda pendapat jika mahar tersebut bercampur dengan
jual beli seperti jika istri memberikan kepada suami seorang budak laki-
laki dan suami memberikan seribu dirham sebagai mahar dan juga untuk
membayar harga dari budak tersebut, tanpa menentukan mana yang
menjadi harga dan mana yang menjadi mahar:

l. Malik dan Ibnu Al Qasim melarang hal itu dan ini juga pendapat

Abu Tsaur.

2. Asyhab membolehkannya, dan ini juga pendapat Abu Hanifah.

3. Abdullah membedakan antara keduanya dengan mengatakan jika
sisa yang ada setelah jual beli sebesar empat dinar atau lebih
dengan tanpa keraguan, maka dibolehkan.

4. Pendapat Syaf i dalam hal itu tidak sama, kadang dia mengatakan
bahwa hal itu dibolehkan dan kadang dia mengatakan, dalam hal ini
dibolehkan dengan membayar mahar mitsl.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah pernikahan dalam hal ini
sama dengan jual beli atau tidak. Ulama yang dalam hal ini
menyamakannya dengan jual beli, mereka melarang hal itu. Adapun
ulama yang membolehkan adanya ketidaktahuan dalam pernikahan, yang
hal itu dilarang dalam jual beli, mereka berpendapat tidak dibolehkan.
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Masalah ketiga:

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang menikahi seorang

wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar yang diberikan
kepadanya terdapat pemberian untuk bapak wanita (mertua) tersebut.

Perselisihan ini terbagi menjadi tiga pendapat:

l. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat syarat tersebut

menjadi suatu keharusan dan maharnya pun sah.

2. Syaf i berpendapat maharnya tidak sah dan wanita itu memperoleh

mahar mitsl.

3. Sedangkan Malik berpendapat jika syarat tersebut diajukan ketika
dalam pernikahan, maka pemberian tersebut menjadi milik wanita

itu dan jika diajukan setelah pernikahan, maka pemberian tersebut

menjadi milik bapaknya.

Sebab perbedaan pendapat: Penyerupaan akad nikah dalam
pemberian mahar mitsl dengan jual beli. Ulama yang menyerupakan

bapak dengan seorang wakil yang menjual barang dagangannya dan

mensyaratkan adanya suatu pemberian untuk dirinya, mereka

berpendapat tidak membolehkan pernikahan sebagaimana tidak
membolehkan jual beli.

Adapun ulama yang menjadikan pernikahan dalam hal itu berbeda

dengan jual beli, mereka berpendapat dibolehkan . Sedangkan pemisahan

Malik, yaitu karena dia menganggap jika syarat tersebut diajukan ketika
dilangsungkannya pernikahan, kemungkinan yang disyaratkannya itu
untuk dirinya dengan mengurangi dari mahar mitsl dan tidak ada

anggapan jika syarat tersebut diajukan setelah akad nikah dan

kesepakatan atas besarnya mahar. Pendapat Malik yaitu penapat Umar
bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri dan Abu tlbaid.

Abu Daud, An-Nasa'i dan Abdurrazak meriwayatkan hadits dari
Amru bin S1u'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda,

^-,'ok 6's e * ;r<t *'* :? JL?k :i';t ,:,
&|IEt& rp),?;ic *|Vi?.'rerKi' *

Bidayatul Mujtahid



"LVanilu rnana suju yung menikuh herdasurkun pemberiun .sebelum

terjadinyu ukun nikah, muka pemheriun tersebut menjudi miliknya.
Adupun pemberian yang diherikun sesudah terjadirya akud nikah, maka

pemheriun itu menjadi milik orung y'ung diheri. Dan orang yang lehih
berhak memberikan kehormatan kepada seseorang (bupuk) aclalah anuk

pe re mpu an cl a n s auclara pe re mpua n fl), u.")2

Hadits Amru bin Syu'aib ini diperselisihkan ke-shahih-annya dari

segi bahwa hadits tersebut mushuhhaf (terjadi perubahan kata) tetapi

hadits tersebut merupakan nash yang menguatkan pendapat Malik. Abu

Umar bin Abdil Barr berkata, "Jika hadits tersebut diriwayatkan oleh para

perawi yang terpercaya, maka wajib untuk diamalkan."

Masalah keempat:

Para ulama juga berbeda pendapat tentang mahar yang dimiliki
oleh orang lain atau ada cacatnya: Jumhur berpendapat bahwa pernikahan

tersebut tetap sah. Dan mereka berbeda pendapat apakah seorang istri
meminta kembali dengan harganya, atau dengan barang yang sebanding,

atau dengan mahar mitsl:

l. Pendapat Syaf i dalam hal ini terjadi perbedaan, kadang dia

mengatakan meminta kembali dengan harganya dan kadang dia

mengatakan dengan mahar mitsl.

2. Begitujuga di dalam madzhab Maliki terjadi perbedaan pendapat

tentang hal itu, dikatakan, meminta kembali dengan mahar mitsl.

3. Abul Hasan Al Lakhami berpendapat jika dikatakan, meminta

kembali dengan harga atau mahar mitsl yang paling rendah, pasti

hal itu lebih baik.

4. Syahnun memiliki pendapat yang syadz (aneh) dengan mengatakan

bahwa nikahnya tidak sah.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah pemikahan dalam hal itu
serupa dengan jual beli atau tidak. Ulama yang menyerupakannya dengan

jual beli, mereka mengatakan pernikahannya dibatalkan. Dan ulama yang

32 Dha'if. HR. Abu Daud (2129), An-Nasa'i (61120), di dalam Al Kubra (5509),
Ahmad (21182), Abdurrazak (10739), dan Al Baihaqi (71248), serta dinilai
dha'if oleh Al Albani di dalam Dha'if An-Nasa'i.
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tidak menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan

pernikahannya tidak dibatalkan.

Masalah kelima:

Mereka berbeda pendapat tentang seorang laki-laki yang menikah

dengan seorang wanita dengan syarat maharnya seribu, jika dia tidak
memiliki istri, tetapi jika dia memiliki istri, maka maharnya dua ribu.

Jumhur berpendapat bahwa hal itu dibolehkan. Mereka berbeda pendapat

tentang mahar yang wajib dalam hal itu:

l. Sekelompok ulama berpendapat bahwa syarat tersebut dibolehkan

dan dia berhak mendapatkan mahar sesuai dengan yang

disyaratkan

2. Sekelompok ulama lain mengatakan, dia berhak mendapatkan

mahar mitsl, ini adalah pendapat Syaf i dan pendapat ini juga

dikemukakan oleh Abu Tsaur, hanya saja dia mengatakan jika
suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka istri tidak
mendapatkan apa pun kecuali mut'ah.

3. Abu Hanifah berpendapat jika dia memiliki istri, maka wanita itu
berhak mendapatkan seribu dirham dan jika dia tidak memiliki istri,
maka wanita itu berhak mendapatkan mahar mitsl, selagi tidak lebih
dari dua ribu atau kurang dari seribu.

Dalam hal ini bisa dikemukakan suatu pendapat bahwa pernikahan

itu bisa dibatalkan karena adanya penipuan. Sekarang saya tidak ingat

suatu nash di dalam madzhab Maliki. Jadi inilah berbagai masalah

mereka yang terkenal dalam bab ini dan cabang-cabangnya cukup

banyak.

Mereka berbeda pendapat tentang hal-hal yang diakui sebagai

mahar mitsl, jika dalam beberapa kondisi dan yang semisalnya

diputuskan adanya mahar mitsl:

L Malik berpendapat diakui di dalam kecantikan wanita tersebut,

kedudukan dan hartanya.

2. Syaf i berpendapat diakui dengan para wanita yang menjadi

ashabah-nya saja.

Bidayatul Mujtahid 55



3. Abu Hanifah berpendapat dalam hal itu diakui dengan para wanlta

yang menjadi kerabatnya, baik dair ashabaft dan lainnya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah kesamaan itu terdapat dalam

kedudukan saja atau dalam kedudukan, harta dan kecantikan, berdasarkan

sabda Nabi SAW,

#i\$G'rVl,:r?,'t:;
"Wanita dinikahi karena agamanya, kecantikannya dan

keturunannya."33

Bahasan keenam: Perselisihan suami istri dalam masalah mahar

Perbedaan mereka tidak lepas dari masalah penerimaan, ukuran,

jenis atau waktunya (maksudnya, waktu diwajibkannya memberikan

mahar).

Jika keduanya berselisih tentang ukurannya, misalnya seorang

wanita mengatakan dua ratus, sedangkan suami mengatakan seratus. Para

fuqaha berbeda pendapat dalam hal itu dengan perselisihan yang sangat

banyak.

1. Malik mengatakan, bahwa jika perselisihan itu tedadi sebelum

suami menggauli istri dan suami mendatangkan sesuatu yang

menguatkan perkataannya dan istri juga mendatangkan sesuatu

yang menguatkan perkataannya, maka keduanya saling bersumpah

dan saling membatalkan. Jika salah satu dari keduanya bersumpah,

sedangkan yang lainnya menolak, maka perkataan yang jadi

pegangan ialah kata-kata orang yang bersumpah. Jika keduanya

menolak untuk bersumpah, maka kedudukannya sama dengan

apabila keduanya bersumpah. Barangsiapa yang mendatangkan

sesuatu yang menguatkan perkataan dari keduanya, maka perkataan

yangjadi pegangan ialah perkataan orang tersebut. Jika perselisihan

itu terjadi setelah suami menggauli istrinya, maka perkataan yang

jadi pegangan ialah perkataan suami'

2. Sekelompok ulama mengatakan bahwa perkataan yang jadi

pegangan ialah perkataan suami dengan sumpahnya, inilah

33 Shahih. Takhrii hadits tersebut telah dijelaskan.
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pcndapat yang dikemukakan oleh Abu Tsaur, Ibnu Abi Laila, Ibnu
Syubrumah dan segolongan ulama lain.

3. Sekelompok ulama mengatakan bahwa perkataan yang jadi
pegangan ialah perkataan istri hingga mencapai mahar mitsl-nya
dan perkataan suami untuk mahar yang lebih besar dari mahar
milsl.

4. Sekelompok ulama yang lain mengatakan jika keduanya berbeda

pendapat, maka keduanya bersumpah dan kembali kepada mahar
milsl serla tidak meyakini adanya pembatalan seperti pendapat

Malik, ini adalah madzhab Syaf i, Ats-Tsauri dan sekelompok
ulama.

5. Ada yang berpendapat bahwa istri dikembalikan kepada mahar
mitsl lanpa bersumpah, selagi mahar rnilsl tersebut tidak lebih
banyak dari yang digugat oleh istri dan tidak lebih sedikit dari yang
digugat oleh suami.

Sebab perbedaan pendapat: Disebabkan oleh perbedaan

sebelumnya tentang pemahaman sabda Nabi SAW,
1, t",9. ,t
-I9 .*Jl t -9)l .-t(>Q--Jt->9

"Bukti dibebankan atas pendakwa dan sumpah atas yang
mengi ngkari (didakwa).-3a

Apakah hal itu bisa diketahui alasannya atau tidak?

Ulama yang mengatakan bahwa hadits tersebut bisa diketahui
alasannya, mereka berpendapat bahwa selamanya orang yang kemiripan
kata-katanya paling kuat, itulah yang bersumpah. Jika keduanya sama-

sama kuat, maka keduanya bersumpah dan saling membatalkan.

Ulama yang mengatakan bahwa hadits tersebut tidak bisa diketahui
alasannya, mereka berpendapat bahwa suamilah yang bersumpah, karena
istri telah mengakuinya dengan adanya pernikahan dan jenis mahar,

34 Memberikan petunjuk kepada hadits Ibnu Abbas RA, "seandainya manusia
dipenuhi karena gugatan mereka, niscaya orang-orang mengaku memiliki harta
suafu kaum dan darah mereka, tetapi bukti itu dibebankan kepada penggugat
dan sumpah itu dibebankan kepada orang yang mengingkarinya. " Diriwayatkan
oleh Al Baihaqi, 101252).

,t

lt ;iJlt>.Fl .r
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scdangkan dia sendiri menggugat kepada suami ukuran yang lebih

banyak, maka suami menjadi seorang yang tergugat.

Dikatakan juga, selamanya kedua orang itu saling bersumpah,

karena masing-masing dari keduanya menjadi tergugat. Itu menurut

ulama yang tidak melihat adanya kemiripan. Perselisihan tentang hal itu
terjadi di dalam madzhab Maliki.

Ulama yang mengatakan bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah

perkataan istri jika mencapai mahar mitsl, dan perkataan yang dijadikan

pegangan adalah perkataan suami untuk ukuran yang melebihi mahar

mitsl, mereka berpendapat bahwa keduanya selamanya tidak sama dalam

gugatan, tetapi salah satu dari keduanya semestinya kemiripannya lebih

kuat. Yaitu gugatan istri tidak lepas dari kemungkinan menyamai mahar

mitsl-nya atau kurang, jadi perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan

istri. Atau gugatan tersebut mengenai mahar yang lebih dari itu, maka

perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan suami.

Sebab perbedaan pendapat antara Malik dan Syaf i, tentang saling

membatalkan setelah saling bersumpah dan kembali kepada mahar mitsl,
yaitu apakah pernikahan dalam hal itu serupa dengan jual beli atau tidak:

Ulama yang mengatakan adanya keserupaan, mereka berpendapat untuk

saling membatalkan pernikahan. Adapun ulama yang mengatakan tidak

ada keserupaan, karena mahar bukan termasuk syarat sahnya akad

perkawinan, mereka berpendapat dengan adanya mahar mitsl setelah

saling bersumpah.

Begitujuga ulama dari kalangan pengikut Malik yang menganggap

bahwa setelah keduanya saling bersumpah tidak boleh merelakan atas

sesuatu pun dan tidak boleh salah satu dari keduanya rujuk kepada

perkataan yag lainnya dan merelakannya, ini benar-benar lemah. Dan

ulama yang berpendapat demikian berarti menyamakan saling bersumpah

it:u dengan li'an. Dan ini adalah penyamaan yang lemah, padahal

keberadaan hukum untuk li'an ini masih diperselisihkan.

Adapun jika keduanya berselisih tentang penerimaan, yaitu istri

berkata, "Aku belum menerima." Dan suami mengatakan, "Kamu telah

menerimanya.":

l. Jumhur yaitu, Syaf i, Ats-Tsauri, Ahmad dan Abu Tsaur

berpendapat bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan

istri.
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2. Malik berpendapat bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah
pcrkataan istri sebelum digauli dan perkataan suami setelah

menggauli istrinya.

Sebagian pengikutnya mengatakan, bahwa n-lengapa Malik
berpendapat seperti itu yaitu karena kebiasaan yang berlaku di Madinah,
menurut mereka suami itu tidak boleh menggauli istrinya hingga
membayar mahar. Jika dalam suatu negeri tidak ada kebiasaan seperti itu,
maka yang jadi pegangan ialah perkataan istri selamanya.

Dan pendapat yang mengatakan bahwa perkataan yang jadi
pegangan selamanya adalah perkataan istri merupakan pendapat yang
paling baik, karena istri menjadi tergugat. Tetapi Malik melihat kuatnya
keminpan yang dimiliki suami, ketika suami menggauli istrinya. Para

pengikut Malik berbeda pendapat, jika waktu menggaulinya sudah lama,
apakah perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan suami dengan

sumpahnya atau tanpa menggunakan sumpah, ini lebih baik.

Jika yang diperselisihkan tentang jenis mahar, lalu misalnya suami
berkata, "Aku menikahimu dengan mahar budak ini," lalu istri berkata,
"Aku menikahimu dengan mahar pakaian ini.":

l. Yang masyhur dalam madzhab Maliki, yaitu keduanya saling
bersumpah dan saling membatalkan, jika perselisihan itu terjadi
sebelum suami menggauli istrinya. Jika setelah menggaulinya,
maka pernikahan tetap sah dan istri berhak mendapatkan mahar
mitsl, selagi mahar nirsl tersebut tidak lebih dari jumlah yang
digugat oleh istri atau kurang dari yang diakui oleh suami.

2. Ibnu Al Qashar berpendapat keduanya saling bersumpah sebelum
suami menggauli dan perkataan yang jadi pegangan adalah
perkataan suami setelah menggauli.

3. Sedangkan Ashbagh berpendapat perkataan yang jadi pegangan

adalah perkataan suami jika memiliki kemiripan, baik perkataan

keduanya mirip atau tidak. Jika perkataan suami tidak mirip
sedangkan perkataan istri itu mirip, maka perkataan yang jadi
pegangan ialah perkataan istri. Jika perkataan istri tidak memiliki
kemiripan, maka keduanya saling bersumpah dan istri berhak
mendapatkan mahar mits l.
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4. Pendapat Syaf i dalam masalah ini seperti pendapatnya ketika
terjadi prselisihan antara keduanya mengenai ukuran mahar
(maksudnya, keduanya saling bersumpah dan kembali kepada

mahar mitsl).

Sebab yang mendorong para fuqaha berpendapat untuk saling

membatalkan dalam jual beli, akan Anda ketahui dasarnya di dalam kitab
jual beli, insya Allah.

Adapun perbedaan pendapat mereka tentang waktu, maka dapat

digambarkan dengan adanya penundaan. Dan yang sejalan dengan dasar

pendapat Malik yang masyhur tentang hal itu yaitu, bahwa perkataan

yang jadi pegangan dalam penundaan adalah perkataan orang yang

berutang, diqiyaskan dengan jual beli, dalam hal ini terdapat perbedaan

pendapat. Dapat digambarkan pula kapan mahar itu wajib diberikan,
apakah sebelum menggauli atau sesudahnya:

Ulama yang menyamakan pernikahan dengan jual beli, mereka

berpendapat tidak wajib memberikan mahar kecuali setelah menggauli,

diqiyaskan dengan jual beli, karena seorang pembeli tidak wajib
membayar harganya kecuali setelah menerima barangnya.

Ulama yang mengatakan bahwa mahar adalah ibadah yang

disyaratkan dalam kehalalan, mereka berpendapat wajib untuk diberikan
sebelum menggauli. Karena itu Malik menganjurkan agar suami

memberikan sebagian dari mahar sebelum menggauli istrinya.

Bagian Ketiga

ObjekAkad Nikah

Setiap wanita menjadi halal berdasarkan syari'at karena dua sisi:
kemungkinan karena pernikahan atau karena kepemilikan budak.

Secara global berbagai penghalang yang bersifat syar'i itu terbagi
menjadi dua macam: penghalang-penghalang yang bersifat abadi dan

penghalang-penghalang yang tidak abadi.

Penghalang-penghalang yang bersifat abadi terbagi dua; yang

disepakati dan yang diperselisihkan. Yang disepakati ada tiga hal: nasab

(keturunan), perkawinan dan susuan. Dan yang diperselisihkan ialah: zina
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dan /i'crr. Sedangkan yang tidak abadi terbagi menjadi sembilan hal,

yaitu:

Pertama, halangan bilangan.

Kedua, halangan pengumpulan.

Ketiga, halangan perbudakan.

Keempat, halangan kekafiran.

Kelima, halangan ihram.

Keenam, halangan sakit.

Ketujuh, halangan iddah, berdasarkan perselisihan mengenai

ketidak abadiannya.

Kedelapan, halangan perceraian tiga kali bagi suami yang

menceraikan istrinya.

Kesembilan, halangan suami istri.

Jadi secara global, berbagai halangan yang bersifat syar'i tersebut

ada empat belas halangan, maka dalam bab ini ada empat belas pasal.

Pasal pertama: Halangan nasab (keturunan)

Para ulama sepakat bahwa wanita-wanita yang haram untuk

dinikahi dari segi keturunan ada tujuh yang disebutkan di dalam Al
Qur'an, yaitu:

L Ibu

2. Anak perempuan

3. Saudara perempuan

4. Saudara perempuan bapak

5. Saudara perempuan ibu

6. Anak perempuan dari saudara perempuan

7. Anak perempuan dari saudara laki-laki

Mereka sepakat bahwa ibu di sini adalah, setiap perempuan yang

menjadi sebab kelahiran Anda dari segi ibu atau bapak. Anak perempuan

ialah: Setiap perempuan yang Anda menjadi sebab kelahirannya, baik
dari segi anak laki-laki, anak perempuan atau secara langsung.
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Scdangkan saudara perempuan adalah, setiap perempuan yang

bcrsama Anda dalam salah satu dari asal keturunan (orang tua) atau

keduanya secara bersamaan (maksudnya, bapak, rbu atau kedua-duanya).

Saudara perempuan bapak adalah, setiap pcrempuan yang menjadi

saudara bapakmu. Atau saudara setiap laki-laki yang menjadi sebab

kelahiranmu.

Sedangkan saudara perempuan ibu adalah, setiap perempuan yang

menjadi saudara ibumu, atau saudara perempuan dari semua wanita yang

menjadi sebab kelahiranmu.

Anak perempuan saudara laki-laki adalah: Setiap perempuan yang

saudara laki-laki kamu menjadi sebab kelahirannya, baik dari pihak

ibunya, bapaknya atau secara langsung.

Anak perempuan saudara perempuan adalah: Setiap perempuan
yang saudara perempuan kamu menjadi sebab kelahirannya, baik secara

langsung, dari pihak ibunya atau bapaknya. Jadi ketujuh perempuan

tersebut haram untuk dinikahi, dan sepengetahuan saya tidak ada

perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang menjadi dasar dalam hal itu
ialah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisaa' ayat 23. Mereka

sepakat bahwa hubungan nasab yang mengharamkan percampuran

dengan pernikahan bisa mengharamkan percampuran dengan

kepemilikan budak.

Pasal kedua: Halangan perkawinan

Adapun wanita-wanita yang diharamkan karena perkawinan ada

empat yaitu:

l. Istri bapak. Dasar dalam hal ini ialah firman Allah Ta'ala, "Dan
jangan kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh
ayahmu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 22).Dan seterusnya.

2. Istri anak laki-laki. Dasar dalam hal ini, juga firman Allah Ta'ala,
"(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 23).

3. Ibunya istri (mertua). Dasar dalam hal ini ialah firman Allah
Ta'ala: "Dan lbu-ibu istrimu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 23).
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4. Anak perempuan istri. Dasar dalam hal ini ialah firman Allah
7'a'ala,"Dan anak-anak istrimu yang dalam pemelihuraanmu duri
i.stri yang telah kamu campuri." (Qs. An-Nisaa' [4):23)
Dari keempat orang tersebut, kaum muslim sepakat akan haramnya

dua orang dari mereka dengan hanya akad nikah, yaitu keharaman istri
bapak dan istri anak laki-laki. Adapun satu di antara mereka dengan

menggauli istri yang memiliki anak perempuan (anak tiri), maka anak

perempuan itu menjadi haram dinikahi. Mereka berbeda tentang anak

perempuan istri dalam dua hal, yaitu:

Pertama, apakah anak istri itu disyaratkan harus berada dalam
pemeliharaan suami.

Kedua, apakah si anak perempuan (anak tiri) menjadi haram untuk
dinikahi hanya dengan bermesraan atau dengan persetubuhan?.

Tentang ibu istri (mertua), para ulama berbeda pendapat apakah

menjadi haram dengan menggauli istri atau hanya dengan melakukan

akad nikah atas anak perempuannya saja. Mereka juga berbeda pendapat

dalam bab ini, tetang masalah, apakah perbuatan zina dari keharaman ini
mengharuskan seperti keharusan yang terjadi para pernikahan yang sah

atau pernikahan yang ada kerancuannya. Maka di sini ada empat
masalah:

Masalah pertama: Apakah termasuk keharaman anak perempuan
istri, jika anak perempuan tersebut berada dalam pemeliharaan
suami atau tidak

1. Jumhur berpendapat bahwa hal itu bukan termasuk syarat

keharaman.

2. Daud berpendapat bahwa hal itu termasuk syaratnya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah firman Allah Ta'ala: "Yang
dalam pemeliharaanmtt." (Qs. An-Nisaa' lal: 23) adalah sifat yang
berpengaruh dalam keharaman atau tidak, atau kemungkinan hanya
menyatakan keumuman saja.

Ulama yang mengatakan bahwa hal itu hanya menyatakan
keumuman saja dan bukan termasuk syarat pada anak tiri, karena dalam
hal ini tidak ada perbedaan anlara anak tiri yang berada dalam
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pemeliharaannya atau yang tidak berada dalam pemeliharaannya, mercka

berpendapat haramnya anak tiri secara mutlak. Dan ulama yang

menjadikan hal itu sebagai syarat yang tidak bisa dipahami maknanya,

berpendapat anak tiri tidak haram kecuali lika ia berada dalam

pemeliharaannya.

Masalah kedua: Apakah anak perempuan itu diharamkan dinikahi
hanya dengan bermesraan atau menyetubuhi ibunya?

Adapun masalah apakah anak perempuan menjadi haram dengan

bermesraan atau menyetubuhi ibunya, para ulama sepakat bahwa dengan

menyetubuhi ibunya menunjukkan keharamannya.

Dan mereka berbeda pendapat dalam hal selain bersetubuh seperti

menyentuh dan melihat kemaluan, baik karena dorongan syahwat atau

bukan, apakah hal itu menyebabakan haram atau tidak:

l. Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Al Auza'i dan Al-Laits bin Sa'd

mengatakan bahwa menyentuh ibunya karena dorongan syahwat

bisa menyebabkan haram anak perempuannya, ini adalah salah satu

dari dua pendapat Syaf i.

2. Sedangkan Daud dan Al Muzani mengatakan tidak menyebabkan

haram kecuali dengan menyetubuhi ibunya, ini adalah salah satu

dari dua pendapat Syaf i yang terpilih menurutnya.

Sedangkan melihat menurut Malik, seperti menyentuh jika
melihatnya dengan merasakan kenikmatan (syahwat), dan melihat

anggota tubuh mana saja. Dalam riwayat darinya masih terdapat

perselisihan pendapat mengenai hal ini.

Abu Hanifah menyetujui pendapatnya tentang melihat kemaluan

saja. Ats-Tsauri mengartikan melihat seperti menyentuh dan tidak

mensyaratkan adanya kelezatan (syahwat).

Ibnu Abi Laila dan Syaf i dalam salah satu dari dua pendapatnya

menyelisihi mereka dalam hal itu, jadi tidak mewajibkan sesuatu pun

dalam melihat dan mewajibkan dalam menyentuh.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah pengertian dari

disyaratkannya menggauli di dalam firman Allah Ta'alt,"Dari istri yang

telah kamu campuri mereka." (Qs. An-Nisaa' [4]: 23) yaitu
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menggaulinya atau merasakan kelezatan tanpa mencampurinya? Jika
diartikan merasakan kelezatan, apakah melihat termasuk dalam hal itu
atau tidak.

Masalah ketiga: Apakah ibunya istri (mertua) menjadi haram
dengan me .nyetubuhi anak perempuannya atau hanya dengan
melakukan akad nikah

Adapun mengenai ibu istri:

L Jumhur fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa ibunya istri
menjadi haram hanya dengan melakukan akad nikah dengan anak
perempuannya, baik telah menggaulinya atau belum.

2. Sekelompok ulama berpendapat bahwa ibu istri tidak haram kecuali
dengan menggauli anak perempuannya seperti keadaan yang terjadi
pada anak perempuan istri (maksudnya, bahwa dia [si anak
perempuan] tidak haram kecuali dengan menggauli ibunya).
Pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas RA dari jalur
yang dha 'y'(lemah).

Sebab perbedaan pendapat: Apakah syarat yang terdapat dalam
firman Allah Ta'ela, "Dori istri yang telah kamu campuri mereka." (es.
An-Nisaa' p| 23) kembali kepada kata yang terdekat yaitu anak tiri saja
atau kepada anak tiri dan ibu yang disebut sebelum anak tiri di dalam
firman Allah Ta'ala: "Dan ibu-ibu istrimu (mertua) dan anak-anak
perempuan istrimu (anak tiri) yang ada dalam pemeliharaanmu dari istri
yong telah kamu campuri mereke." (Qs. An-Nisaa' [a]: 23).
Kemungkinan firman Allah "Dari istri yang telah kamu campuri
mereka." (Qs. An-Nisaa' [4]: 23) kembali kepada ibu dan anak tiri dan
kemungkinan kembali kepada kata yang terdekat yaitu anak tiri.

Di antara hujjah jumhur yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al
Mutsanna bin Ash-Shabah dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari
kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda,

,r1ji';'S; :vuJ,-tt [;n;\'rt L],'/. ,t .
-5i L- ,
(_QJ

.:.t ,J rl Le-,

I
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"l,uki-luki mana suju yung menikuh dengun scorung wanita,

kemudiun menggaulinlte aluu tidak, muka ibunl,u tiduk hulul buginya."rs

Masalah keempat: Apakah perbuatan zina mengharuskan
keharaman seperti yang terjadi pada pernikahan yang sah atau
pernikahan yang ada kerancuannya

Adapun masalah keempat yaitu para ulama berbeda pendapat

tentang perbuatan zina, apakah mengharuskan keharaman pada mereka,

seperti pada pernikahan yang sah atau pernikahan yangada kerancuannya
(maksudnya, hukuman itu bisa ditolak karena ada kerancuan):

l. Syaf i berpendapat bahwa berzina dengan seorang wanita tidak
mengharamkan pernikahan dengan ibu wanita tersebut dan juga

anak perempuannya, tidak pula mengharamkan pernikahan dengan

bapak dari laki-laki yang menzinainya serta anak laki-lakinya.

2. Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al Auza'i mengatakan bahwa
perbuatan zina mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh
pernikahan.

3. Malik di dalam Al Muwaththa' berpendapat seperti pendapat

Syaf i, bahwa perbuatan zina tidak mengharamkan. Ibnu Al Qasim
meriwayatkan darinya seperti pendapat Abu Hanifah, bahwa
perbuatan zina mengharamkan. Sahnun mengatakan, para pengikut
Malik menyelisihi lbnu AI Qasim dalam masalah tersebut dan

mereka berpendapat seperti yang ada di dalam Al Muwaththa'.

4. Diriwayatkan dari Al-Laits bahwa menggauli wanita karena
syubhat tidak mengharamkan, ini adalah pendapat yang ganjil
(syadz).

Sebab perbedaan pendapat: yaitu banyak arti yang ada pada kata
pernikahan (maksudnya, petunjuk berdasarkan makna secara syariat dan

secara bahasa). Ulama yang mendahulukan petunjuk secara bahasa dalam
firman Allah Ia'ala, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang
telah dikawini oleh ayahmu." (Qs. An-Nisaa' [ ]: 22) mereka
mengatakan bahwa perbuatan zina bisa mengharamkan.

35 Dha'if. HR. At-Tirmidzi (lll7), Al Baihaqi (7ll6}),dan dinilai clha'if oleh Al
Albani di dalam Dha'if At-Tirmidzi dan di dalam Al lrwa'(1879).
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I)an ulanra yang nrendahulukan pctunjuk secara syar'i, ntereka
nrengatakan bahwa perbuatan zina tidak bisa nrengharanrkan. Ulama
yang nremberikan alasan tentang hukum ini dengan keharaman yang ada

di antara ibu dan anak perempuan serta antara bapak dan anak laki-laki,
mereka mengatakan bahwa perbuatan zina juga bisa mengharamkan. Dan

ulama yang menyerupakannya dengan nasab (keturunan) mengatakan,

tidak mengharamkan, berdasarkan ijma' kebanyakan para ulama bahwa
nasab tidak bisa dihubungkan dengan perbuatan zina.

Mereka sepakat berdasarkan riwayat Ibnu AI Mundzir, bahwa
menggauli karena kepemilikan budak bisa mengharamkan sesuatu yang
diharamkan karena pernikahan. Dan mereka berbeda pendapat tentang
pengaruh menggauli (tanpa mencampurinya) dalam kepemilikan budak,
sebagaimana perselisihan mereka di dalam pernikahan.

Pasal ketiga: Halangan susuan

Mereka sepakat bahwa susuan secara global, diharamkan karenanya
sebagaimana diharamkan karena nasab (keturunan) (maksudnya, bahwa
wanita yang menlusui kedudukannya sama dengan seorang ibu) maka ia
diharamkan bagi anak yang disusuinya dan semua wanita yang
diharamkan bagi anak laki-laki dari segi ibu nasab.

Dari masalah ini, mereka berbeda pendapat di dalam berbagai
masalah yang sangat banyak. Pokok masalah tersebut ada sembilan:

Masalah pertama: Ukuran air susu yang mengharamkan

Adapun masalah tentang ukuran air susu yang mengharamkan:

1. Sekelompok ulama mengatakan tentang hal itu dengan tidak adanya
pembatasan. Ini adalah madzhab Malik dan para pengikutnya, serta
diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud dan inijuga pendapat Ibnu
Umar dan Ibnu Abbas. Menurut mereka ukuran apa saja bisa
mengharamkan. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Abu Hanifah
dan para pengikutnya, Ats-Tsauri dan Al Auza'i.

2. Sekelompok ulama berpendapat adanya pembatasan ukuran yang
mengharamkan, mereka terbagi menjadi tiga kelompok:
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Kclompok penama mengatakan bahwa satu kali sedotan dan juga

dua kali tidak mengharamkan. Sedangkan tiga kali sedotan (susuan) atau

lebih bisa mengharamkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu

Ubaid dan Abu T'saur.

Kelompok kedua mengatakan bahwa yang mengharamkan yaitu

lima kali susuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i.

Kelompok ketiga mengatakan sepuluh kali susuan.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara keumuman Al

Qur'an dengan hadits-hadits yang menerangkan tentang pembatasan dan

kontradiksi antara sebagian hadits-hadits dalam hal itu dengan sebagian

yang lain.

Adapun keumuman Al Qur'an, yaitu tirman Allah Ta'ala, "Dan

ibu-ibumu yang meryusukan kamu." (Qs. An-Nisaa' [a]' 23) dan

seterusnya. Ayat ini mengandung arti semua yang dinamakan dengan

susuan.

Sedangkan hadits-hadits yang menentangnya dalam hal itu, kembali

kepada dua hadits yang semakna dengannya:

Pertama, hadits Aisyah dan hadits yang semakna dengannya,

bahwa Nabi SAW bersabda,
. t . a t, c

.,1ui25ft {a")r si ,st:l-Jt \'1'*a^)r

"Satu atau dua kali sedotan tidak mengharamkan,

satu atau dua kali susttan."36

Diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah, dari Ummu Al Fadhl dan

dari orang ketiga, di dalam hadits tersebut, dia mengatakan bahwa

Rasulullah SAW bersabda,

.J6)..!i \-J \*>y\i i; O

"Satu atau dua kali sedotan tidak mengharamkan."

36 Shahih. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Muslim (1450), Abu Daud (2063), At-
Tirmidzi (1150), An-Nasa'i (6/10l), Ibnu Majah (1941), Ahmad (61247), dan
hadits Ummu Al Fadhl diriwayatkan oleh Muslim (1451), An-Nasa'i (6/100),
Ibnu Majah (1940), Ahmad (61340), dan Al Baihaqi (71455).

i";jt
dan tidak pula
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Kedua, yaitu hadits Sahlah tentang
bcrsabda kepadanya:

Salim, bahwa Nabi SAW

. ."i..>V-.bt.,.^- a+^a 
'\

"susuilah dia lima kali susuan."31

Dan hadits Aisyah juga yang semakna dengan hal ini, dia
mengatakan:

oQ') ';o o\')t r'J'; u; iK
'&, 

*\t'* a,iJ"i,,J* -v'-)z

t t! ';se j;-; V -V'F
t2

!." c i t..ir,Pt y t-*.L ;',lJ

"Di antara kandungan Al Qur'an yang pernah diturunkan ialah
kalimat 'sepuluh kali susuan yang diketahui', kemudian kalimat tersebut
dihapus dengan kalimat 'lima kali susuan yang diketahui'. Lalu
Rasulullah SAW meninggal dunia dan kalimat tersebut termasuk yang
dibaca dalam Al Qur'an."l8

Ulama yang mengunggulkan zhahir Al Qur'an daripada hadits-
hadits ini berpendapat bahwa satu dan dua sedotan mengharamkan.
Sedangkan ulama yang menjadikan hadits-hadits ini sebagai tafsiran ayat
tersebut serta menggabungkan antara hadits-hadits dan ayat, juga
meunggulkan pengertian dalil khithab di dalam sabda Nabi SAW, "Satu
atau dua kali sedotan tidak mengharamkan." Dari pada pengertian datil
khithab di dalam hadits salim, mereka berpendapat Tiga kali sedotan atau
lebih itulah yang mengharamkan. Demikian itu karena dalil khithab di
dalam sabda Nabi, "Sa/z atau dua kali sedotan tidak mengharamkan."
Mengandung arti bahwa susuan yang lebih dari itu bisa mengharamkan
dan dalil khithab di dalam sabda Nabi, "sarsailah dia, lima kali sltsuan."

31 Shahih. HR. Abu Daud (2061), An-Nasa'i di dalam Al Kubra (5449), Ahmad
(61201), Malik di dalam Al Muwaththa' (21605), (1265), dan drnilai shahih oleh
Ibnu Hibban (4215), dan Ibnu Al Jarud (690), semuanya dari hadits Aisyah
dengan menyebutkan kisah Sahlah binti Suhail istri Abu Hudzaifah bersama
Salim bekas budak Abu Hudzaifah dengan menyebutkan bilangan susuan yaitu
lima kali. Kisah tersebut disepakati ke-shahih-arnya. Diriwayatkan oleh Al
Bukhari (5088), dan Muslim (1453), tanpa menyebutkan bilangan lima kali
susuan.38 Shahih. HR. Muslim (1452), Abu Daud (l150), An-Nasa'i (6/100), Ibnu Majah
(1942), Ad-Darimi (21157),Ibnu Al Jarud di dalam Al Muntaqa (688), dan Al
Baihaqi (7/4540).
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Mengandung arti bahwa susuan yang kurang dari itu tidak
mengharamkan. Yang menjadi masalah yaitu tentang mengunggulkan
salah satu dari dua dalil khithab.

Masalah kedua: Usia susuan

Mereka sepakat bahwa susuan bisa mengharamkan dalam usia dua

tahun. Mereka berbeda pendapat tentang susuan anak yang sudah besar:

L Malik, Abu Hanifah, Syaf i dan kebanyakan para fuqaha
mengatakan bahwa susuan anak yang sudah besar tidak
mengharamkan.

2. Daud dan ahli zhahir berpendapat bahwa hal itu mengharamkan, ini
adalah pendapat Aisyah.

Pendapat jumhur adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu
Hurairah, Ibnu Abbas dan semua istri-istriNabi SAW.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara beberapa hadits
yang menerangkan tentang hal itu, yaitu terdapat dua hadits:

Petama, hadits Salim yang telah dijelaskan. Kedua, hadits Aisyah,
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dia mengatakan:

,* d: eu b',, qyi ,l:-i * At J2 i, J';,'F
'J* ,':A')t q ,f( \.at'J'y, u- ,'-l;; ,^<-': *p;-2At Ui)'J

q ob!)r or; a'ta:)t q ,t.VI."; o'.Ui ,irtt i>2, ^l;to

.yAt
"Rasulullah SAW masuk menemuiku dan ketika itu di rumahku ada

seorang lakilaki. Maka hal itu membuat beliau marah dan kulihat
kemarahan nampak di wajah beliau, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah,
sesungguhnya dia adalah saudara sesusuanku.' Maka SAW bersabda,
'Lihatlah siapa saudara-saudaramu yang sesusuan, sesungguhnya

susuan itu disebabkan karena kelaparan (maksudnya yang
mengenyangkan)'."3e

]e Muttdaq 'Alaih. Hk. Al Bukhari (5102), Muslim (1455), Abu Daud (2058),
An-Nasa'i (6/102),Ibnu Majah (1945), Ahmad (6194), dan Ad-Darimi (21158).
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Ulama yang mengunggulkan hadits ini, mereka mengatakan bahwa
air susu yang tidak dapat berfungsi sebagai makanan bagi orang yang
men)rusu, maka tidak mengharamkan, hanya saja hadits Salim adalah
suatu kejadian nyata dan semua istri-istri Nabi berpendapat bahwa hal itu
adalah sebagai rukhshah bagi Salim. Ulama yang mengunggulkan hadits
Salim dan menunjukkan adanya illat (cela) pada hadits Aisyah bahwa dia
tidak mengamalkannya, mereka berpendapat bahwa susuan anak yang
sudah besar itu mengharamkan.

Masalah ketiga: Keadaan orang yang menyusui

Mereka berbeda pendapat, jika anak yang disusui tidak
membutuhkan air susu sebagai makanan sebelum dua tahun, lalu disapih,
kemudian disusui oleh seorang wanita:

l. Malik berpendapat bahwa susuan itu tidak mengharamkan.

2. Sedangkan Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan, keharaman tetap
ada padanya.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka tentang
pengertian sabda Nabi SAW:

dy
kelaparan

Hadits tersebut mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud
dengan hal itu ialah susuan yang terjadi pada usia kelaparan,
bagaimanapun keadaan bayi tersebut ketika ia berada pada usia susuan.
Dan kemungkinan yang dimaksud ialah ketika bayi tersebut belum
disapih, jika disapih kurang dari dua tahun, maka dia tidak disebut susuan
yang karena kelaparan.

Jadi perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya anggapan,
bahwa susuan yang sebabnya adalah kelaparan dan kebutuhan akan air
susu: apakah dalam hal itu kebutuhan alami yang dimiliki oleh bayi
diakui, yaitu kebutuhan yang disebabkan oleh usia susuan atau kebutuhan
yang dirasakan oleh bayi yang menyusu itu sendiri, yaitu yang bisa
hilang dengan disapih, tetapi hal itu ada secara alami.

40 Muftafaq 'Alaih. Takhrrl hadits ini telah dijelaskan sebelumnya

.ut;,.Jit;, ^eV!}t
"Sesungguhnva susuan itu disebabkan karena

(maksudnya, yang mengenyangkan).-a0
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Para ulama yang berpendapat adanya pengaruh susuan pada usia

menyusu, baik yang mensyaratkan adanya penyapihan atau tidak, mereka

berbeda pendapat tentang masa tersebut:

l. Ulama mengatakan masa tersebut adalah dua tahun saja, hal itu
dikemukakan oleh Zafar.

2. Sedangkan Malik menganggap adanya keharaman pada tambahan

sedikit waktu di atas dua tahun. Menurut pendapat yang

diriwayatkan darinya, satu bulan dan menurut riwayat lain, sampai

tiga bulan.

3. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa dua tahun ditambah

enam bulan.

Sebab perbedaan pendapat: Kemungkinan adanya kontradiksi
ayat tentang susuan dengan hadits Aisyah yang telah dijelaskan

sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala:

"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun
penuh." (Qs. Al Baqarah [2]:233)

Ayai ini mengandung arti bahwa susuan yang lebih dari dua tahun

ini bukanlah susuan karena kelaparan akan air susu. Sedangkan sabda

Nabi SAW'. "Sesungguhnya susuan itu disebabkan karena kelaparan."
Mengandung arti keumuman bahwa selama bayi tersebut makanannya

adalah air susu, maka susuannya mengharamkan.

Masalah keempat: Apakah air susu yang masuk ke kerongkongan
bukan dengan cara penyusuan bisa mengharamkan

Adapun masalah apakah Al llajur (menuangkan ke kerongkongan)
dan Al ltadud (memasukkan sesuatu ke kerongkongan dengan

menggunakan alat) bisa mengharamkan. Umumnya semua yang sampai

ke kerongkongan tanpa penyusuan:

1. Malik berpendapat bahwa Al l(ajur dan Al ll/adud bisa
mengharamkan.

2. Ath-Thabrani dan Daud berpendapat tidak mengharamkan.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah yang diakui yaitu sampainya

air susu ke perut dengan cara bagaimanapun, ataukah dengan cara biasa.

Ulama yang mempertimbangkan bahwa sampainya air susu dengan cara

72 BidayatulMujtahid



biasa itulah yang di namakan dengan susuan, mereka berpendapat bahwa
Al Lltajur dan Al lladud tidak mengharamkan. Sedangkan ulama yang
mempertimbangkan sampainya air susu ke perut bagaimanapun caranya,
mereka berpendapat bisa mengharamkan.

Masalah kelima: Apakah adanya percampuran pada air susu
berpengaruh pada hukumnya

Apakah pada air susu yang mengharamkan disyaratkan agar air
susu tersebut tidak bercampur dengan yang lain, para ulama juga berbeda
pendapat:

l. Ibnu Al Qasim mengatakan bahwa jika air susu dilarutkan dalam
air atau yang lain, kemudian diminumkan pada bayi, maka tidak
menyebabkan keharaman, pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu
Hanifah dan para pengikutnya.

2. Sedangkan Syaf i, Ibnu Habib, Mutharrif dan Ibnu Al Majisyun
yang termasuk pengikut Malik mengatakan bahwa hal itu
menyebabkan keharaman, seperti keadaan air susu yang tidak
bercampur dengan yang lain atau bercampur tetapi tidak
menghilangkan wujudnya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah air susu itu masih memiliki
hukum keharaman jika bercampur dengan yang lain atau tidak, seperti
keadaan pada benda najis jika bercampur dengan benda yang halal serta
suci. Pada dasarnya yang diakui dalam hal itu ialah penamaan air susu,

seperti air, apakah masih suci jika bercampur dengan sesuatu yang suci,

Masalah keenam: Apakah sampainya air susu melalui kerongkongan
menjadi pertimbangan hukum

Adapun masalah, apakah sampainya air susu melalui kerongkongan
menjadi pertimbangan hukum. Kemungkinan hal ini yang menyebabkan
perbedaan mereka tentang air susu yang dimasukkan melalui impusan
dan suntikan dan kemungkinan juga perbedaan mereka dalam hal ini
karena adanya keraguan, apakah air susu yang dimasukkan melalui cara-
cara ini bisa sampai atau tidak.
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Masalah ketujuh: Apakah suami wanita yang menyusui bisa menjadi
bapak bagi anak yang menyusu

Adapun masalah apakah orang yang memiliki air susu (yaitu: suami

wanita yang menyusui) bisa menjadi bapak bagi anak yang menyusu,

sehingga bisa menyebabkan keharaman di antara keduanya seperti

keharaman yang terjadi antara bapak dan anaknya secara nasab, yaitu

yang mereka namakan dengan air susu pejantan. Para ulama berbeda

pendapat dalam hal itu:

l. Malik, Abu Hanifah, Syaf i, Ahmad, Al Auza'i dan Ats-Tsauri

mengatakan bahwa air susu pejantan menyebabkan keharaman.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa air susu pejantan tidak
mengharamkan.

Pendapat pertama juga dikemukakan oleh Ali dan lbnu Abbas.

Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Aisyah, Ibnu Zubair dan

Ibnu Umar.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara zhahir Al Qur'an
dengan hadits Aisyah yang terkenal (maksudnya, ayat tentang susuan)

dan hadits Aisyah yaitu, dia mengatakan, "Aflah saudara Abu Al Qu'ais
datang meminta izin kepadaku (untuk masuk menemuiku) setelah ayat

hijab diturunkan, maka aku tidak mau memberikan izin untuknya dan aku

bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda,

ss': ii';r #"ri ri1 ar J';:, r:- :Ln d ;,1i; * fy

*"* *'it.i,it- ,h')t i,*'1.
"Sesungguhnya dia adalah pamanmu, maka izinkanlah dia." Lalu

aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang menyusuiku ialah

istri (Abu Al Qu'ais), sedangkan Abu Al Qu'ais tidak menyusuiku."
Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah pamanmu, maka

biarkanlah dia masuk menemuimu."o' (HR. Bukhari, Muslim dan Malik)

Ulama yang berpendapat bahwa sesuatu yang terdapat dalam hadits

ini merupakan syari'at tambahan terhadap sesuatu yang ada dalam Al

4r Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (5239),Muslim (1445),Abu Daud (2057), At-
Tirmidzi (1148), An-Nasa'i (6/103), Ibnu Majah (1949), Ahmad (6/194), dan

Malik di dalam Al Muwaththa' 92/ 601\.
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-
Qur'an, yaitu firman Allah Ta'ala'. "Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu

serta saudara-saudara perempuanmu sepersusltan." (Qs. An-Nisaa' [4]:
23).

Dan sebagai tambahan terhadap sabda Nabi SAW:

.;lVrlr i iH 11 vr,"Sr, iH
"Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan dari keturunen."42

Mereka mengatakan bahwa air susu pejantan bisa mengharamkan.

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa ayat tentang susuan dan

sabda Nabi, "Diharamknn dari susuan apa yang diharamkan dari
keturunan." Hal itu hanya menjelaskan asal hukum susuan, karena tidak
boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan, mereka

mengatakan bahwa hadits tersebut jika diamalkan berdasarkan

kandungan yang ada, mengharuskan hadits tersebut menjadi penghapus

hukum asal, karena tambahan yang merubah suatu hukum berfungsi

sebagai penghapus. Di samping itu pula, Aisyah tidak menyatakan

keharaman mengenai air susu pejantan, padahal dia adalah perawi hadits

dan hukum asal yang tersebar dan yang dimaksudkan untuk menetapkan

aturan pokok dan penjelasan ketika dibutuhkan sulit ditolak dengan

hadits-hadits yang tidak terkenal, khususnya yang ada pada kenyataan.

Karena itu, Umar RA mengatakan tentang hadits Fatimah binti Qais,
"Janganlah kamu tinggalkan Al Qur'an, hanya karena hadits yang

diriwayatkan oleh seorang wanita."

Masalah kedelapan: Persaksian atas susuan

Adapun masalah persaksian atas susuan:

l. Sekelompok ulama berpendapat tidak diterima dalam hal ini
kecuali persaksian dua orang wanita.

2. Kelompok yang lain mengatakan tidak diterima dalam hal ini
kecuali persaksian empat orang wanita, pendapat ini dikemukakan

oleh Syaf i dan Atha'.

42 Mufiafaq 'Alaih. HP.. Al Bukhari (2646,
Daud (2055), At-Tirmidzi (l147), An-Nasa
(6144,51), dan Ad-Darimi (21156).

3105, 5239), Muslim (1444), Abu
'i (6/98), Ibnu Majah (1937), Ahmad
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3. Sekelompok yang lain mengatakan dalam hal ini persaksian satu

orang wanita bisa diterima.

Para ulama yang mengatakan bahwa dalam hal ini persaksian dua

orang wanita bisa diterima, di antara mereka ada yang mensyaratkan

tersebarnya perkataan keduanya dalam hal itu sebelum melakukan

persaksian, ini adalah pendapat Malik dan Ibnu Al Qasim. Dan di antara

mereka ada yang tidak mensyaratkannya, ini adalah pendapat Mutharrif
dan Ibnu Al Majisyun.

Para ulama yang memperbolehkan persaksian satu orang wanita, di

antara mereka ada yang tidak mensyaratkan tersebarnya perkataan wanita

tersebut sebelum melakukan persaksian, ini adalah madzhab Abu
Flanifah. Dan di antara mereka ada yang mensyaratkan hal itu, ini adalah

riwayat dari Malik. Juga diriwayatkan darinya bahwa dalam hal ini
persaksian kurang dari dua orang tidak dibolehkan .

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka tentang
nersaksian para wanita, apakah perbandingan satu orang laki-laki adalah

dua orang wanita pada urusan yang tidak mungkin kesaksian laki-laki
dilakukan dalam hal itu. Ataukah dalam hal itu cukup dengan dua orang

wanita. Akan kita jelaskan masalah ini dalam kitab syahadat
(persaksian), insya Allah.

Adapun sebab perselisihan mereka tentang diterimanya persaksian

satu orang wanita, yaitu bahwa hadits yang menjelaskan tentang hal itu
menyelisihi hukum asal yang disepakati (maksudnya, bahwa tidak
diterima persaksian dari kaum laki-laki yang kurang dari dua orang. Dan

keadaan wanita dalam hal ini, kemungkinan lebih lemah dari keadaan

laki-laki dan kemungkinan keadaan mereka dalam hal ini sama dengan

laki-laki) padahal telah terjadi ijma' tentang tidak bolehnya memberikan
keputusan dengan satu persaksian. Perkara yang terjadi dalam hal itu,
yaitu hadits Uqbah bin Al Harits, dia berkata:
'J\- 6e"ri i ,'dt;'ifrr *v afrr'-;\'; C sr 

'J"i, 
U

.'eb W & $j .t$ :'yL': {'' ir,J2 nr 'J-,

"Wahai Rasulullah, ,"rungguhnyu aku t"fun menikah dengan

seorang wanita. Lalu ada seorang wanita datang seraya berkata,
"Sungguh aku telah menyusui kalian berdua." Maka Rasulullah SAW
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bersabda, "Bagaimana lagi, sudah dikatakan demikian.

7'i nggulkunka n I ah d iu tlu rimu."43

Scbagian ulama mengartikan hadits ini sebagai anjuran dengan

mengumpulkan antara hadits tersebut dengan hukum asal, dan pendapat

ini lebih mendekati kepada kebenaran, dan ini adalah riwayat dari Malik.

Masalah kesembilan: Sifat wanita yang menyusui

Adapun masalah sifat wanita yang menyusui, para ulama sepakat

bahwa air susu semua wanita mengharamkan, baik yang sudah dewasa

atau yang belum dewasa, serta wanita yang tidak mengalami haid lagi,

baik dia memiliki suami atau tidak, baik dia hamil atau tidak. Sebagian

ulama ada yang berpendapat dengan pendapat yang ganjil yaitu

mewajibkan keharaman bagi air susu laki-laki. Ini tentu tidak ada, lebih-

lebih memiliki hukum syar'i. Jika ada, itu bukanlah air susu kecuali

karena persamaan nama saja.

Dari masalah ini, para ulama berbeda pendapat tentang air susu

wanita yang telah meninggal dunia. sebab timbulnya perselisihan ialah,

apakah air susu wanita yang telah meninggal itu termasuk dalam

keumuman dalil atau tidak, padahal tidak ada air susu bagi wanita yang

telah meninggal. Jika ada, itu hanya persamaan nama saja dan masalah

ini nyaris tidak pemah terjadi, jadi tidak pernah ada realitanya kecuali

dalam perkataan saja.

Pasal keempat: Halangan perzinaan

Para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan dengan wanita

yang berzina:

l. Jumhur membolehkan hal ini.

2. Sekelompok ulama lain melarangnya.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka tentang

pengertian fi rman Allah Ta' ala,

43 Shahih. HR. Al Bukhari (2640,2660), Abu Daud (3603), At-Tirmidzi (ll5l),
An-Nasa'i (6/109), Ahmad (417,8,383,384), Ad-Darimi (21157), AttrThayalisi
(1337), dan Ibnu Al Jarud (1010, l0l l).
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"Dun perempuun yang berzinu tidak dikawini melainkan laki-laki

},ang herzina utau luki-luki yang muD,rik dan yang demikian itu
diharamkan atas orang-orang mukmin." (Qs. An-Nuur [24]: 3).

Apakah ayat ini sebagai celaan atau menunjukkan keharaman.

Apakah petunjuk dalarn firman-Nya "dan yang demikian itu diharamkan
atas ()rang-orang mukmin," menunjuk kepada perbuatan zina atau kepada

pernikahan.

Jumhur mengartikan ayat tersebut sebagai celaan bukan sebagai

keharaman berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam hadits:

'J\t 
"L') ri
i'lw,"r,!

t/

.\6;i,i
"Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW tentang

istrinya, bahwa sang istri tidak pernah menolak tangan orang yang

menyentuhnya, maka Nabi SAW bersabda, 'Ceraikanlah dia.' Lalu orang
itu berkata, 'Sesungguhnya aku masih mencintainya.' Maka beliau
bersabda kepadanya, 'Maka peganglah dia'."44

Sekelompok ulama juga mengatakan bahwa perzinaan bisa
membatalkan pernikahan dengan hukum asal, pendapat ini dikemukakan
oleh Al Hasan.

Adapun pernikahan wanita yang bersumpah li'an dengan suami
yang juga bersumpah li'an, akan kami jelaskan di dalam kitab Al Li'an.

Pasal kelima: Halangan jumlah

Kaum muslim sepakat mengenai bolehnya menikah dengan empat
orang wanita secara bersama-sama. Itu berlaku bagi laki-laki yang

merdeka. Dan mereka berbeda pendapat tentang dua masalah: budak dan

pernikahan lebih dari empat.

Adapun budak:

44 Shahih. HR. Abu Daud (2049), An-Nasa'i (3464),di dalam Al Kubra (5340), Al
Baihaqi (71154), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud.

t,
-iJI\:'
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1. Dalam riwayat yang terkenal dari Malik; budak itu boleh menikah

dcngan empat orang wanita. Pendapat ini juga dikemukakan oleh

ahlu zhahir

2. Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan tidak boleh menghimpun

empat, kecuali hanya dua wanita saja.

Sebab perbedaan pendapat: yaitu apakah perbudakan memiliki

pengaruh dalam menggugurkan jumlah ini, sebagaimana memiliki

pengaruh dalam menggugurkan setengah hukuman yang wajib atas orang

yang merdeka di dalam perbuatan zina, begitujuga di dalam perceraian

menurut ulama yang berpendapat demikian. Hal itu karena kaum muslim

sepakat tentang hukuman yang diterima oleh budak dalam perbuatan zina

adalah separuh (maksudnya, bahwa hukuman yang diterima ialah

setengah hukuman yang diterima oleh orang yang merdeka). Mereka

berbeda pendapat tentang selain itu"

Adapun masalah pernikahan lebih dari empat:

l. Jumhur berpendapat bahwa pernikahan yang kelima tidak

dibolehkan, berdasarkan firman Allah Ia'ala, "Maka kawinilah

olehmu wanita-wanita (lain) yang baik bagimu, dua, tiga atau

empat." (Qs. An-Nisaa' [4]: 3).

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa

dia bersabda kepada Ghailan setelah masuk Islam dan dia memiliki

sepuluh istri:

.;p';u "orv,t ari"l;i
"Peganglah yang empat orang (istri) ;, ce,raikanlah y'ang

,45
.\eleDrnnva.

2. S.gotongun ulama lain berpendapat dibolehkan menikah dengan

sembilan wanita.

Kelihatannya pendapat yang membolehkan menikah dengan

sembilan wanita menggabungkan bilangan yang ada dalam ayat yang

4s Shahih. HR. At-Tirmidzi (1128), Ibnu Majah (1953)' Ahmad (2114,44,83),

Abdunazak (12621), Ad-Daruquthnt (31269, 270), Al Hakim (21192), Al
Baihaqi (71149,181), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam shahih At-

Tirmidzi.
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tclah disebutkan (maksudnya, menggabungkan beberapa bilangan yang

terdapat dalam firman Allah Tu'ula"Dua, tiga clan empat.")

Pasal keenam: Halangan pengumpulan (dua saudara perempuan)

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menikahkan dua wanita
bersaudara sekaligus, berdasarkan firman Allah Ta'alu, "Dun
(diharumkun bagintu) mengumpulkan (dalam perkawinan) duu
perempuan yang bersaudara." (Qs An-Nisaa' l4l:23)

Para ulama juga berbeda pendapat tentang mengumpulkan antara

keduanya dengan kepemilikan budak:

l. Kebanyakan fuqaha melarangnya.

2. Sekelompok ulama membolehkan hal itu.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara keumuman
firman Allah Ta'ala "Dan (diharamkan bagimu) mengumpulkan (dalam
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara." (Qs. An-Nisaa' P\ 23)
dengan keumuman pengecualian yang ada di akhir ayat, yaitu firman
Allah Ta'ala, "Kecuali budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa'

Vl: 24). Yang demikian itu, karena pengecualian ini mengandung
kemungkinan kembali kepada kata yang paling dekat dan kemungkinan
kembali kepada semua yang dikandung oleh ayat tersebut berupa
keharaman, kecuali yang telah terjadi kesepakatan bahr,va hal itu tidak
ada pengaruhnya, maka keluar dari keumuman firman Allah Ta'ala,
"Dan (diharamkan bagimu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua
perempuan yang bersaudara." (Qs An-Nisaa' [a]: 23) kepemilikan
budak. Dan kemungkinan juga tidak kembali kepada kata yang paling
dekat, maka firman Allah Ta'ala "Dan (diharamkan bagimu)
mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara."
Tetap pada keumumannya. Lebih-lebih jika kita menerangkan illat
(alasan) hal itu dengan alasan persaudaraan atau dengan sebab yang ada

pada keduanya.

Para ulama yang menyatakan larangan dalam kepemilikan budak,
jika salah satu dari keduanya dinikahi dan yang lainnya dengan
kepemilikan budak. Malik dan Abu Hanifah melarangnya, sedangkan

Syaf i membolehkannya.
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Sepengetahuan saya mereka juga sepakat tentang keharaman

mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudara perempuan

bapaknya dan mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudara

perempuan ibunya, berdasarkan adanya riwayat tentang hal itu dari Nabi
SAW dari hadits Abu Hurairah dan hadits yang mutawatir dari Nabi,
bahwa beliau SAW bersabda:

.Wv');i';t n
"Tidak boleh dikumpulkan (dalam pernikahan) antara seorang

wanita dengan saudara perempuan bapaknya dan tidak pula antara
seorang w,anita dengan saudara perempuan ibunya."a6

Mereka sepakat bahwa saudara perempuan bapak di sini ialah

setiap perempuan yang menjadi saudara perempuan setiap laki-laki yang

menjadi sebab kelahiranmu, baik dengan sendirinya atau dengan

perantaraan laki-laki lain. Dan saudara perempuan ibu ialah setiap

perempuan yang menjadi saudara perempuan yang menjadi sebab

kelahiranmu, baik dengan sendirinya atau dengan perantaraan perempuan

lain, mereka adalah para wanita yang merdeka dari sisi ibu.

Mereka berbeda pendapat apakah ini termasuk masalah khusus

yang berlaku untuk pengertian khusus atau masalah khusus yang berlaku
untuk pengertian umum?

Para ulama yang mengatakan bahwa ini termasuk masalah khusus

yang berlaku untuk pengertian umum, mereka berbeda pendapat,

keumuman apakah yang dimaksudkan:

1. Mayoritas ulama yaitu jumhur dan para fuqaha berbagai negeri

berpendapat bahwa ini termasuk masalah khsusus yang berlaku
untuk pengertian khusus saja, dan keharaman tidak melewati selain

orang yang telah ditegaskan.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa ini termasuk masalah

khusus yang bermaksud umum, merupakan pendapat yar'g
menggabungkan antara setiap dua orang wanita yang di antara

keduanya ada hubungan rahim, baik diharamkan atau tidak, maka

46 Muftafaq 'Alaih. HP.. Al Bukhari (5109, 5110), Muslim (1a08), Abu Daud
(2066), At-Tirmidzi (1125), An-Nasa'i (6/98), Ibnu Majah (1929), Ahmad
(21 432, 47 4, 489, 508, 5 I 6).

YJ
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mcnurut mereka tidak boleh mengumpulkan antara dua anak

perempuan saudara laki-laki bapak atau saudara perempuan bapak,

tidak boleh mengumpulkan antara dua anak perempuan saudara

laki-laki ibu atau saudara perempuan ibu serta tidak boleh

nlengumpulkan antara seorang wanita dan anak perempuan saudara

laki-laki bapaknya atau anak perempuan saudara perempuan

bapaknya (saudara sepupu) atau mengumpulkan antara seorang

wanita dan anak perempuan saudara perempuan ibunya.

3. Sekelompok ulama mengatakan bahwa yang diharamkan ialah

mengumpulkan antara setiap dua orang wanita yang di antara

keduanya ada hubungan kerabat yang mengharamkan (maksudnya,

seandainya salah satu dari keduanya seorang laki-laki dan yang

lainnya perempuan, maka tidak boleh bagi keduanya untuk saling

menikah).

Di antara mereka ada yang mensyaratkan di dalam pengertian ini

agar memberlakukan hal ini dari dua sisi (maksudnya, jika masing-

masing dari mereka salah satunya dijadikan laki-laki dan yang lainnya

perempuan, maka keduanya tidak boleh saling menikah, jadi tidak boleh

menggabungkan antara keduanya).

Adapun jika dari salah satu sisi haram untuk dinikahi dan dari sisi

lain tidak haram untuk dinikahi, maka boleh mengumpulkan seperti

menggabungkan antara istri seseorang dan anaknya, yang bukan dari istri

tersebut. Maka jika anak perempuan itu menjadi laki-laki, maka kita tidak

boleh menikah dengan wanita tersebut, karena ia adalah istri bapaknya.

Jika anak perempuan itu menjadi laki-laki, maka halal untuk menikahi

anak perempuan suaminya, karena dia adalah anak perempuan orang lain.

Aturan inilah yang dipilih oleh para pengikut Malik dan mereka melarang

mengumpulkan antara istri seseorang dan anaknya yang bukan dari istri
tersebut.

Pasal ketujuh: Halangan perbudakan

Para ulama sepakat bahwa seorang budak laki-laki boleh menikah

dengan seorang budak wanita dan seorang wanita merdeka boleh

menikah dengan seorang budak laki-laki, jika wanita tersebut rela akan

hal itu dan juga para walinya.
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Mereka berbeda pendapat tentang laki-laki merdeka yang menikah
dengan seorang budak wanita:

l. Sekelompok ulama berpendapat dibolehkan secara mutlak, ini
adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Ibnu Al Qasim.

Z. Sekelompok ulama lain berpendapat tidak boleh kecuali dengan

dua syarat; tidak memiliki kemampuan dan khawatir terjerumus ke
dalam perzinaan, ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab
Maliki dan juga madzhab Abu Hanifah serta Syaf i.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara dalil khithab di
dalam firman Allah Ta'ala:

"Dan harangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak
cukup (mampu) perbelanjaannya untuk mengawini...."(Qs. An-Nisaa'

[al:2s).
Dengan keumuman firman Allah Ta'ala:

"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian (janda) di antara
kamu dan orang-orang yang shalih...." (Qs. An-Nisaa' $l: 32)

Hal itu, karena pengertian dalil khithab (maJhum mukhalafah) di
dalam firman Allah Ta'ala, "Dan barangsiapa di antara kamu (orang
merdeka) yang tidak cukup (mampu) perbelanjaannya...." mengandung

arti bahwa tidak boleh menikah dengan seorang budak wanita kecuali
dengan dua syarat; pertama, tidak memiliki kemampuan untuk menikah
dengan seorang wanita yang merdeka dan kedua, khawatir terjerumus ke

dalam perzinaan.

Sedangkan firman Allah Ta'ala "Dan kawinilah orang-orang yang
sendirian (janda) di antara kamu...." dengan keumumannya

mengandung arti boleh menikahi mereka baik orang yang merdeka atau

budak, baik orang yang merdeka itu satu atau lebih, baik khawatir
terjerumus ke dalam perzinaan atau tidak. Tetapi dalil khithab di sini
lebih kuat -wallahu a'lam- dari keumuman, karena keumuman ini
tidak menjelaskan sifat-sifat suami yang disyaratkan untuk menikah

dengan budak-budak wanita.

Hanya saja yang dimaksudkan ialah perintah untuk menikahi
mereka dan agar mereka tidak dipaksa untuk menikah. Ini juga diartikan
dengan sunah menurut jumhur, meskipun dalam hal ini berarti seorang

telah menjadikan anaknya sebagi budak. Mereka dalam hal ini juga
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berbeda pendapat tentang dua cabang yang terkenal (maksudnya, para

ulama yang tidak membolehkan pernikahan kecuali dengan dua syarat
yang telah ditegaskan).

Pertama, jika dia memiliki istri seorang wanita yang merdeka,
apakah itu dinamakan kemampuan atau bukan:

l. Abu Hanifah berpendapat bahwa itu adalah suatu kemampuan.

2. Ulama lainnya berpendapat bukan suatu kemampuan. Dalam hal ini
menurut Malik terdapat dua pendapat.

Kedua,jika kedua syarat tersebut ada pada seseorang maka apakah
dia boleh menikahi lebih dari satu orang budak wanita: dua, tiga atau
empat.

Ulama yang mengatakan jika dia memiliki istri seorang wanita
yang merdeka, berarti dia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan,
karena dia bukan lajang, mereka berpendapat bahwa jika dia memiliki
istri seorang wanita merdeka, maka ia tidak boleh menikah dengan
seorang budak wanita.

Adapun ulama yang mengatakan khawatir terjerumus ke dalam
perzinaan hanya diartikan secara mutlak, baik dia itu masih lajang atau

sudah berkeluarga, karena kadang istri pertama tidak bisa menjadi
penghalang dari terjerumus ke dalam perzinaan dan dia sendiri tidak
mampu menikah dengan seorang wanita merdeka yang bisa
menghalanginya dari tederumus ke dalam perbuatan zina, maka dia boleh
menikah dengan seorang budak wanita, karena keadaannya bersama
wanita yang merdeka ini seperti keadaannya khawatir terjerumus ke

dalam perbuatan zina seperti keadaan sebelumnya, khususnya jika dia
khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina dari seorang budak yang
ingin dinikahinya.

Permasalahan ini pada kenyataannya menjadi sebab perselisihan
mereka yaitu: apakah dibolehkan menikah dengan budak wanita yang
kedua kalinya setelah yang pertama atau tidak? Hal itu, karena ulama
yang mempertimbangkan kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan
zina berlaku pada yang masih lajang, mereka berpendapat tidak boleh
menikah lebih dari satu budak wanita.

Sementara ulama yang mempertimbangkan secara mutlak, mereka
berpendapat, boleh menikah lebih dari satu orang budak wanita, juga
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boleh menikah dengan wanita yang merdeka. Mengenai pertimbangan
secara mutlak perlu pembahasan.

Jika kita katakan bahwa dia boleh menikah dengan seorang budak
wanita setelah menikah dengan wanita merdeka, lalu dia menikahinya
tanpa persetujuan istri yang merdeka, apakah wanita itu dibolehkan
memilih untuk tetap bersamanya atau untuk membatalkan pernikahan?
Pendapat Malik dalam hal ini terdapat perbedaan.

Mereka juga berbeda pendapat jika dia mendapatkan kemampuan
untuk menikah dengan wanita merdeka, apakah dia boleh menceraikan
budak wanita tersebut atau tidak? Tetapi mereka tidak berbeda pendapat

bahwa jika dikhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan zina telah hilang,
maka dia tidak boleh menceraikannya (maksudnya, para pengikut Malik).

Dari pembahasan ini mereka sepakat bahwa seorang wanita tidak
boleh menikah dengan kepemilikannya dan jika dia memiliki suaminya,
maka pernikahannya dibatalkan.

Pasal kedelapan: Halangan kekufuran

Para ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh menikah
dengan wanita penyembah berhala, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkowinan)
dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60]: l0).

Dan mereka berbeda pendapat tentang menikahinya dengan

kepemilikan (budak).

Mereka sepakat bahwa dibolehkan untuk menikah dengan wanita
ahli kitab yang merdeka, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu
Umar. Dan mereka juga berbeda pendapat tentang penghalalan budak
wanita dari ahli kitab untuk dinikahi. Mereka sepakat akan

penghalalannya dengan kepemilikan budak.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka tentang menikahi
wanita-wanita penyembah berhala dengan kepemilikan budak yaitu,
kontradiksi firman Allah Ta'ala:

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan)
dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60]: l0)

Dan keumuman firman Allah Ta'ala:
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"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita musyrik hingga
mereka beriman." (Qs. Al Baqarah l2):221)

Dengan keumuman firman Allah Ta'ala:

"Dan (diharamkan bagimu mengawini) wanita-wanita yang
bersuami, kecuali budak-budak wanita yang kamu miliki." (Qs. An-
Nisaa' lal:2\.

Mereka adalah wanita-wanita tawanan. Zhahir ayat ini mengandung
arti keumuman, baik mereka itu wanita musyrik atau ahli kitab.
Sedangkan jumhur melarangnya. Ulama yang membolehkannya yaitu
Thawus dan Mujahid. Di antara hujjah yang mereka miliki, yaitu hadits
yang diriwayatkan tentang menikah dengan para wanita tawanan dalam
perang Authas, ketika mereka meminta izin kepada Nabi SAW untuk
melakukan 'Azal,lalu beliau memberikan izin kepada mereka.

Yang membuat jumhur berpendapat boleh menikah dengan wanita-
wanita ahli kitab dengan akad, yaitu karena pada dasarnya ditegakannya
suatu kekhususan atas keumuman (maksudnya, firman Allah Ta'ala,
"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di anlaro orang-orang
yang diberi Al Kitab." (Qs. Al Maidah [5]: 5). Ayat ini menunjukkan
kekhususan. Sedangkan firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu
kawini wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman." Qs. Al Baqarah

l2l: 221 menunjukkan keumuman) jumhur mengecualikan kekhususan

dari keumuman.

Sedangkan ulama yang berpendapat haramnya hal itu, menjadikan
dalil yang umum menghapus dalil yang khusus, ini adalah pendapat

sebagian fuqaha.

Sebab mereka berbeda pendapat tentang penghalalan seorang

budak wanita untuk dinikahi, yaitu karena kontradiksi antara keumuman
dalil yang menerangkan tentang hal itu dengan qiyas. Yaitu bahwa
pengqiyasan budak wanita dengan wanita yang merdeka mengandung arti
dibolehkan menikahinya. Dan keumuman yang masih tetap menentang

hal itu, jika wanita yang merdeka dikecualikan darinya, karena hal itu
mengharuskan pengharamannya, menurut pendapat yang meyakini
bahwa suatu keumuman jika dikhususkan, yang lainnya masih dalam
keumumannya.
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Ulama yang mengkhususkan keumuman yang masih ada dengan
qiyas atau tidak meyakini yang masih tersisa dari keumuman yang
dikhususkan sebagai suatu keumuman, mereka berpendapat boleh
menikah dengan budak wanita ahli kitab. Adapun ulama yang
mengunggulkan keumuman yang masih tersisa setelah dikhususkan dari
pada qiyas, mereka berpendapat tidak boleh menikah dengan budak
wanita dari ahli kitab.

Di sini juga terdapat sebab lain tentang perselisihan mereka, yaitu
kontradiksi dalil khithab dengan qiyas, yaitu bahwa firman Arah ra'ala:

"Dari wanita-wanita muda yang beriman." (es. An-Nisaa' pl:25).
Mengharuskan tidak dibolehkan nya menikah dengan budak

wanita yang tidak beriman berdasarkan dalil khithab. sedangkan
pengqiyasan budak tersebut dengan wanita yang merdeka mengharuskan
hal itu. Qiyas dari semua jenis membolehkan pernikahan dengan
mengawinkan dan membolehkan dengan kepemilikan budak, asalnya
adalah para wanita muslimah.

Sedangkan kelompok kedua, tidak membolehkan pernikahan
seorang budak wanita muslimah dengan mengawininya kecuali dengan
syarat, dan yang lain tidak membolehkan menikah dengan budak wanita
ahli kitab dengan mengawininya.

Mereka sepakat tentang penghalalannya dengan kepemilikan
budak, berdasarkan keumuman firman Allah ra'ala, "KecLtali budak-
budak wanita yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa' l4l:24).

Dan berdasarkan kesepakatan mereka bahwa penawanan
menghalalkan seorang wanita yang tidak bersuami dan ditawan.

Mereka berbeda pendapat tentang wanita tawanan yang bersuami,
apakah penawanan bisa menghapus pernikahannya, jika bisa, kapan
dihapus:

L Sekelompok ulama berpendapat jika keduanya ditawan bersama-
sama (maksudnya, suami istri) maka pernikahannya tidak
dibatalkan. Jika salah satu dari keduanya ditawan sebelum yang
lain, maka pernikahannya bisa dibatalkan, pendapat ini
dikemukakan oleh Abu Hanifah.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahkan penawanan tersebut
bisa langsung membatalkan pernikahan, baik keduanya ditawan
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bcrsama-sama atau salah satu dari keduanya ditawan sebelum yang

lainnya, pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i.

3. Adapun Malik memilki dua pendapal pertama, bahwa penawanan

tidak bisa menghapus pernikahan sama sekali. Ketlua, bahwa
penawanan itu bisa menghapus secara mutlak, seperti pendapat

Syaf i.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan orang-ordng yang
diperbudak yang selamat dari pembunuhan, antara wanita-wanita ahli
dzimmah yang memiliki perlanjian dengan wanita kafir yang tidak
bersuami atau wanita yang dipekerjakan dari orang kafir.

Pembedaan yang dilakukan oleh Abu Hanifah, yaitu antara; jika
keduanya ditawan bersama-sama dan jika salah satu dari keduanya
ditawan, karena yang berpengaruh menurut beliau dalam penghalalan
yaitu perbedaan negeri antara keduanya bukan perbudakan, sedangkan

yang berpengaruh dalam penghalalan menurut yang lain ialah
perbudakan. Hanya saja yang jadi masalah ialah apakah perbudakan
tersebut masih ada bersama hubungan suami istri atau sudah tidak ada

lagi? Pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran ialah hubungan
suami istri tidak memiliki keharaman, karena tempat perbudakan itu yaitu
kekafiran yang menjadi sebab penghalalan.

Adapun penyerupaannya dengan ahli dzimmah adalah pendapat

yang sangat jauh, karena ahli dzimmah memberlkan jizyah (pajak)
dengan syarat agar dia tetap diakui atas agamanya, lebih-lebih atas

pernikahannya.

Pasal kesembilan: Halangan ihram

Mereka berbeda pendapat tentang pernikahan orang yang sedang

berihram:

L Malik, Syaf i, Al-Laits, Al Auza'i dan Ahmad berpendapat orang
yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan,
jika dia melakukannya maka pernikahannya batal, ini adalah
pendapat Umar bin Al Khaththab, Ali, Ibnu Umar dan Zaid bin
Tsabit.

2. Abu Hanifah berpendapat tidak mengapa.
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Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi dalil naqli dalam

pembahasan ini, di antaranya hadits Ibnu Abbas:

n o r,t, 13 t",,'zr.i., "i' ^"., i. \.,'r. t 
".i.(.r 1l'1u-t a Ci d"; :O O' J* :, ir.t r\

"gult*u Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah, ketika

beliau sedang berihram."aT

Penukilan hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh para perawi

hadits shahih.

fladits-hadits lain yang sangat banyak dari Maimunah menentang

hadits tersebut, yaitu:
u,' . , t, .. '... ' l. , ' ^ ' \ / t '
.J)i- 'i':6'ii &1 & A' & nr Jr; ii

"Bahwa Rasulullah SAW -"nlt at inyu t.titu beliau dalam

keadaan halal (tidak berihram)."48

Abu Umar mengatakan hadits ini diriwayatkan dari Maimunah dari

banyak jalur, dari Abu Rafi', dari Sulaiman bin Yasar, dia adalah bekas

budak Maimunah dan dari Yazid bin Al Asham.

Malik juga meriwayatkannya dari hadits Utsman bin Affan bersama

dengan hadits ini, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

'=bX" \') &"'l':'e .#t'"t"'l/ l, - '\/ \-.

"Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh

menikahkan dan ticlak boleh meminang.oe"

Ulama yang mengunggulkan hadits ini daripada hadits Ibnu Abbas,

mereka mengatakan orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak

boleh menikahkan.

Adapun ulama yang mengunggulkan hadits Ibnu Abbas atau

mengkompromikan antara hadits tersebut dan hadits Utsman bin Affan,

dengan mengartikan larangan yang terdapat dalam hal itu sebagai suatu

yang makruh, mereka berpendapat boleh menikah dan boleh menikahkan.

41 Shuhih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
48 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
4e Shuhih. HR. Muslim (1409), Abu Daud (1842), At-Tirmidzi (840), An-Nasa'i

(51192),Ibnu Majah (1966), dan Ahmad (1164,68).
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Ini kcmbali kepada perlentangan antara perbuatan dan perkataan. Dan
yang benar yaitu dengan menggabungkan hadits-hadits tersebut atau

mengunggulkan perkataan.

Pasal kesepuluh: Halangan sakit

Para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan orang yang sakit:

l. Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat dibolehkan.

2. Malik dalam riwayat yang masyhur darinya berpendapat bahwa hal
itu tidak dibolehkan. Dan dari perkataannya bisa disimpulkan
bahwa boleh diceraikan di antara keduanya meskipun
pernikahannya sah. Dan dari perkataannya juga bisa disimpulkan
bahwa tidak boleh diceraikan di antara keduanya. Jadi menceraikan
keduanya adalah sunah, bukan wajib.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan pengertian
pernikahan antara jual beli dan pemberian. Hal itu dijelaskan bahwa
pemberian orang yang sakit tidak dibolehkan kecuali kurang dari
sepertiga, sedangkanjual beli dibolehkan . Sebab lainnya, apakah hal itu
menimbulkan suatu tuduhan yaitu akan membahayakan ahli waris dengan
memasukan ahli waris tambahan atau tidak?

Pengqiyasan pernikahan atas jual beli tidak benar, karena mereka
sepakat bahwa suatu pemberian dibolehkan jika hanya sepertiga,
sedangkan mereka tidak menilai pernikahan dengan sepertiga. Dan
menolak dibolehkan nya pernikahan dengan alasan memasukkan ahli
waris merupakan qiyas kemaslahatan yang menurut kebanyakan fuqaha
tidak dibolehkan.

Anggapan bahwa hal itu mengharuskan adanya kemaslahatan, tidak
diakui oleh syari'at kecuali itu hanya terdapat padajenis yang sangatjauh
dari jenis yang diharapkan, yang di dalamnya terdapat penetapan hukum
dengan kemaslahatan, hingga sekelompok ulama menganggap bahwa
pendapat ini adalah syari'at tambahan dan mengamalkan qiyas ini
melemahkan ketentuan yang terdapat dalam syari'at yaitu tidak boleh
melakukan penambahan sebagaimana tidak boleh melakukan
pengurangan.

Sikap abstain tanpa mempertimbangkan kemaslahatan akan
mendorong manusia untuk melakukan kezhaliman karena tidak adanya
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aturan yang menjelaskan hal itu. Maka kita serahkan berbagai

kemasahatan yang semisal ini kepada para ulama yang mengetahui
hukum syari'at, dan memiliki keutamaan, yang tidak sembarangan

menghukuminya. Khususnya jika dimengerti dari orang yang ahli pada

zaman itu bahwa menyibukkan diri dengan zhahir syari'at akan

mendorong kepada kezhaliman.

Sedangkan sikap yang dilakukan oleh seorang alim yang memiliki
keutamaan dalam hal ini ialah dengan melihat berbagai realita yang ada.

Jika berbagai alasan menunjukkan bahwa maksud dari pernikahan

tersebut adalah suatu kebaikan, maka tidak dilarang, tetapijika berbagai

alasan menunjukkan bahwa maksud dari perkawinan tersebut adalah

membahayakan ahli warisnya, maka hal itu dilarang. Seperti halnya
terdapat pada berbagai tindakan yang menampakkan sesuatu bagi orang
yang melakukannya, padahal kebalikannya mereka bisa memperoleh
kuatnya pekerjaan mereka, karena dalam hal itu tidak mungkin dibatasi
dengan batasan tertentu. Ini sering terjadi di lapangan kedokteran dan

berbagai lapangan lainnya.

Pasal kesebelas: Halangan iddah

Mereka sepakat bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan di saat

wanita berada dalam masa iddah-nya, baik iddah haidh, hamil atau iddah
beberapa bulan.

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang laki-laki yang
menikahi seorang wanita di masa iddah-nya sementara dia telah
menggaulinya:

l. Malik, Al Auza'i dan Al-Laits berpendapat bahwa keduanya
diceraikan dan wanita itu tidak halal lagi baginya selamanya.

2. Abu Hanifah, Syaf i dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa keduanya
diceraikan dan jika iddah di antara keduanya telah selesai, maka
dibolehkan menikah kembali dengan wanita tersebut.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah perkataan seorang sahabat

bisa menjadi hujjah atau tidak. Yaitu bahwa Malik meriwayatkan dari
Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa
Umar bin Al Khaththab menceraikan antara Thalaiha Al Asadiyah dan

suaminya, Rasyid Ats-Tsaqafi setelah dia menikahinya di masa iddah-
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nya dari suami yang kedua, dia mengatakan, "Wanita mana saja yang

menikah di masa itldah-nya, jika suaminya yang menikahinya belum

menggaulinya, maka keduanya diceraikan, kemudian wanita itu
menjalani iddah-nya yang masih tersisa dari suami yang pertama,

kemudian orang lain tersebut menjadi salah seorang pelamarnya. Jika dia

telah menggaulinya, maka keduanya diceraikan, kemudian wanita itu

menjalani masa iddah-nya dari suami yang pertama, lalu menjalani

idduh-nya dari orang lain tersebut, kemudian keduanya tidak boleh

berkumpul selamanya." Sa'id mengatakan, "Dan wanita itu mendapatkan

mahar sebagai pengganti sesuatu yang telah dihalalkan dari dirinya."

Barangkali mereka menguatkan qiyas ini dengan qiyas syabah

(kemiripan) yang lemah yang masih diperselisihkan mengenai hukum

asalnya, yaitu memasukkan kerancuan dalam nasab, lalu menyerupai

orang yang melakukan /i'an. Dan diriwayatkan pendapat dari Ali serta

Ibnu Mas'ud yang menyelisihi Umar dalam hal ini.

Pada dasarnya, wanita tersebut tidak diharamkan kecuali jika ada

dalil yang menerangkan hal itu baik dari Al Qur'an, As-Sunnah atau

ijma'ummat.

Di sebagian riwayat dijelaskan, "Bahwa Umar memutuskan

keharamannya dan memberikan maharnya dari baitulmal. Setelah berita

itu sampai kepada Ali, dia mengingkarinya, lalu Umar meralat

keputusannya dan membebankan mahar tersebut kepada suami dan tidak

memutuskan untuk mengharamkannya." Diriwayatkan dari Ats-Tsauri

dari Asy'ats dari Asy-Sya'bi dari Masruq.

Sedangkan ulama yang mengharamkannya karena adanya akad

nikah, ini adalah pendapat yang lemah. Mereka sepakat bahwa seorang

wanita hamil yang ditawan tidak boleh digauli hingga melahirkan,

berdasarkan hadits-hadits yang mutawatir tentang hal itu dari Rasulullah

SAW50. Mereka berbeda pendapat jika wanita tersebut digauli, apakah

50 Di antaranya, bahwa Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang tertawan
pada perang Authas, "Wanita yang sedang hamil tidak boleh digauli hingga

melahirkan dan orang yang sedang hamil hingga mengalami haidh sekali."
Diriwayatkan oleh Abu Daud (2157), Ahmad (3187), dan dinilai shahih oleh
Albani di dalam Shahih Abu Daud. Dan di dalam permasalahan ini terdapat

hadits dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh lbnu Al Jarud (732), An-Nasa'i
(71301). Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban
(4846). Dari Ruwaifi' bin Tsabit Al Anshari, diriwayatkan oleh Abu Daud
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dia harus memerdekakan anak yang dilahirkannya atau tidak? Jumhur
berpendapat bahwa dia tidak harus memerdekakannya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah air maninya berpengaruh

pada pembentukan anak tersebut atau tidak. Jika kita katakan, bahwa air
maninya berpengaruh, maka berarti dia memiliki anak bagaimanapun
juga. Jika kita katakan, bahwa air maninya tidak berpengaruh, maka tidak

demikian. Terdapat hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa

beliau bersabda:

tl ".. .. ."'-oJ-r:*t s.c+
c/ o.

.0 ,.a,J C &J . )J 'J \P

t. . . c -.ol& l9 r

"Bagimana dia akan menjadikannya budak, padahal dia telah

memb e rikan s esuatu pada p endengaran dan p englihatanny e."s 
I

Adapun pembahasan tentang halangan thalak (perceraian) tiga kali,
akan dijelaskan di dalam kitab thalak.

Pasal keduabelas: Halangan hubungan suami istri

Adapun masalah tentang halangan hubungan suami istri, para

ulama sepakat bahwa hubungan suami istri di antara kaum muslimin
sebagai penghalang dan juga di antara ahli dzimmah. Mereka berbeda

pendapat tentang wanita yang ditawan, sebagaimana perbedaan pendapat

yang telah dijelaskan di atas.

Mereka juga berbeda pendapat tentang budak wanita jika dijual,
apakah penjualan tersebut merupakan thalak.

l. Jumhur berpendapat bahwa hal itu bukan merupakan thalak.

2. Sekelompok ulama berpendapat bahwa itu merupakan thalak,
pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir, Ibnu Mas'ud dan

Ubay bin Ka'b.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara pengertian hadits

Barirahs2 dengan keumuman firman Allah Ta'ala, "Kecuali hamba-

(2158,2159), At-Tirmidzi (ll3l), Ahmad (4/108, 109). Dari Abu Sa'id Al
Khudri, diriwayatkan oleh Abu Daud (2157), Ahmad (3/62, 87). Dari Abu
Umamah, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (8/187), dan dari Al Irbadh bin
Sariyah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ( I 564).t' HR. Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (221302), dan di dalam Musnad Asy-

Syamiyain (2116).
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humba kumu yung kamu milik." (Qs.An-Nisaa' lal:2a). Ayat ini
mengandung arti bahwa wanita-wanita yang ditawan dan selain mereka,
serla diberikan pilihannya Barirah mengharuskan bahwa penjualannya
bukan merupakan thalak, karena jika penjualannya merupakan thalak,
niscaya Rasulullah sAw tidak memberikan pilihan kepadanya seterah
merdeka dan pasti pembelian Aisyah itu sendiri merupakan thalak tlari
suaminya.

Hujjah yang dimiliki jumhur: yaitu hadits yang diriwayatkan oleh
Ibnu Abi Syaibah dari Abu Sa'id AI Khudri, bahwa Rasulullah SAW
mengutus pasukan pada perang Hunain, lalu mereka mendapatkan suatu
negeri di Arab pada perang Authas, kemudian mengalahkan serta
membunuh mereka, dan mereka memperoleh tawanan wanita yang masih
memiliki suami. Para sahabat Rasulullah SAW merasa berdosa untuk
menggauli mereka karena mereka masih memiliki suami, lalu Allah Azza
wa Jalla menurunkan ayat, "Dan (diharamkan juga kamu mengawini)
wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."
Permasalahan ini lebih tepat untuk dibahas pada bab thalak.

Inilah secara global, hal-hal yang menyebabkan sahnya pernikahan
di dalam Islam, yaitu sebagaimana kami katakan, bahwa hal itu kembali
kepada tiga macam: sifat orang yang akan melakukan akad nikah (calon
suami) dan wanita yang akan dinikahi (calon istri), sifat akad nikah dan
sifat syarat-syarat dalam akad nikah.

Adapun pernikahan yang terjadi sebelum datangnya Islam,
kemudian mengalami masa Islam, maka mereka sepakat bahwa jika
agama Islam terjadi dari keduanya bersama-sama (maksudnya, suami dan
istri masuk Islam) dan akad nikah tersebut dilakukan dengan orang yang
disahkan untuk melakukan akad dengannya dalam Islam, maka Islam
mensahkan pernikahannya itu.

Mereka berbeda pendapat tentang dua masalah:

s2 Shahih. Menunjuk kepada hadits Aisyah, bahwa Barirah dimerdekakan,
sedangkan suaminya masih dalam keadaan budak, maka Rasulullah SAW
memberikan pilihan kepadanya. Andaikata suaminya merdeka, niscaya beliau
tidak memberikan pilihan kepadanya. " Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Masalah pertama: Jika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan
lebih dari empat orang wanita atau dengan orang yang tidak boleh
mengumpulkan antara keduanya

Adapun masalah penama, (maksudnya, jika seorang kafir masuk
Islam scdangkan dia memiliki lebih dari empat istri atau dia masuk Islam

sedangkan dia memiliki istri dua wanita bersaudara):

l. Malik berpendapat bahwa dia boleh memilih empat orang di antara

mereka dan dari dua wanita bersaudara, salah satu dari keduanya
yang dia kehendaki, pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaf i,
Ahmad dan Daud.

2. Sedangkan Abu [{anifah, Ats-Tsauri dan lbnu Abi laila
berpendapat bahwa dia harus memilih empat orang pertama yang

dia nikahi, jika dia menikahi mereka dalam satu akad nikah, maka

orang tersebut diceraikan dengan mereka.

3. Ibnu Al Majisyun yang termasuk pengikut madzhab Maliki
berpendapat jika dia masuk Islam, sedangkan dia memiliki istri dua

orang rvanita bersaudara, maka dia harus menceraikan keduanya,

kemudian nrelakukan akad nikah baru dengan salah seorang dari

keduanya yang dia kehendaki. Tidak ada seorang pun dari pengikut
madzhab Maliki yang mengatakan hal itu selain dia.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara qiyas dengan

hadits, yaitu bahwa dalam hal ini terdapat dua hadits:

Pertama, hadits nzursal yang diriwayatkan oleh Malik:
t--i' t,, . ":" i .. '4 ' t 'i';\i A J*f-i -;; '.tr ib's rui .,.;:l' i>v J o)=" oi
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"Bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan

dia memiliki sepuluh orang istri yang masuk Islam bersamanya, maka

Rasulullah SAW memerintahkannya agar memilih empat orang dari

mereka."53

5r Shahih. Takhrij hadits tersebut telah disebutkan.
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Kedua, hadits Qais bin Al Harits54, bahwa dia masuk Islam
sedangkan dia memiliki istri dua orang wanita bersaudara, maka
Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

"Pilihlah salah satu dari keduanya yang kamu kehendaki."ss

Adapun qiyas yang menyelisihi hadits ini yaitu: kesamaan akad
nikah dengan para wanita sebelum Islam dengan akad nikah sesudah
Islam (artinya: yaitu bahwa akad nikah dengan mereka adalah tidak sah

dalam Islam, begitu juga sebelum Islam) di dalam qiyas tersebut terdapat
kelemahan.

Masalah kedua: Jika salah seorang dari suami istri masuk Islam
sebelum yang lainnya

Adapun masalah jika salah seorang dari keduanya masuk Islam
sebelum yang lainnya (istri atau suami) kemudian yang lainnya masuk
Islam, mereka berbeda pendapat tentang hal itu:

l. Malik, Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat bahwa jika istri masuk
Islam sebelum suaminya, jika suami masuk Islam di masa iddah-
nya, maka suami lebih berhak menikahinya dan jika suami masuk
Islam sedangkan istrinya ahli kitab, maka pernikahannya tetap sah,

berdasarkan hadits yang menjelaskan tentang hal itu dari hadits
shafwan bin Umayyah, yaitu:

Yang shahih yaitu Fairuz Ad-Dailami, bukan Qais bin Al Harits, sebagaimana
dijelaskan oleh pengarang.
Hasan. HR. Abu Daud (2243), At-Tirmidzi (1129, I I 30), Ibnu Majah ( 195 1),
Ahmad (41232), Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (18/328), Ad-Daruquthni
(31273), Al Baihaqi (71184), dan dinilai hasan oleh Al Albani di dalam Shahih
Abu Daud. Sedangkan Qais bin Al Harits memiliki hadits lain, dia mengatakan,
"Aku masuk Islam, sedangkan aku memiliki delapan orang istri, maka aku
menjelaskan hal itu kepada Rasulullah SAW," Maka beliau bersabda, *Pilihlah

empat orang dari mereka." HR. Abu Daud (2241), Ibnu Majah (1952), Ad-
Daruquthni (31270), Al Baihaqi (7/183), dan dinilai shahih oleh Al Albani di
dalamShahih Abu Daud.
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"Bahwa istrinya, yaitu Atikah binti Al Walid bin Al Mughirah
masuk Islam sebelum dia (suaminya, Shafivan), kemudian dia
masuk Islam, maka Rasulullah SAW menetapkan pemikahannya."

Mereka mengatakan, jarak antara masuk Islamnya Shafivan dengan

masuk Islamnya istrinya kira-kira satu bulans6.

2. Ibnu Syihab berpendapat tidaklah sampai berita kepada kita bahwa
seorang wanita berhijrah kepada Rasulullah SAW sementara

suaminya dalam keadaan kafir serta tinggal di negeri kafir,
melainkan hijrahnya telah memisahkan antara wanita tersebut dan

suaminya, kecuali jika suaminya datang berhijrah sebelum masa

iddah-nya selesai.

Jika suami masuk Islam sebelum istrinya masuk Islam, maka dalam
hal ini mereka berbeda pendapat:

l. Malik berpendapat jika suami masuk Islam sebelum istrinya; jika
ditawarkan kepadanya untuk masuk Islam, lalu dia menolaknya,

maka terjadilah perceraian.

2. Syaf i berpendapat baik suami masuk Islam sebelum istrinya atau

istri masuk Islam sebelum suaminya, jika Islamnya orang yang

terakhir masih dalam masa iddah, maka pernikahannya tetap sah.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara dalil umum
dengan hadits dan qiyas.

Yaitu keumuman firman Allah Ta'ala,"Dan janganlah kamu tetap

berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."
(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

Mengandung arti perceraian secara langsung.

Sedangkan hadits yang menentang keumuman ini, yaitu hadits yang

diriwayatkan: Bahwa Abu Suffan bin Harb masuk Islam sebelum Hindun
binti Utbah istrinya. Keislamannya terjadi di Marri Azh-Zhahran,

kemudian kembali ke Makkah, sedangkan Hindun masih dalam keadaan

/ ljt ;r a3.e L'l ui
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56 HR. Malik didalamAl Muwaththa' (1133).
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ka{rr. Lalu Ilindun menarik jenggotnya seraya berkata, "Bunuhlah orang
tua yang sesat ini," kemudian dia masuk Islam beberapa hari sesudahnya,
maka keduanya tetap dalam pernikahannya.5T

Adapun qiyas yang menentang hadits tersebut yaitu bahwa
nampaknya tidak ada perbedaan antara seorang istri masuk Islam terlebih
dahulu atau suami masuk Islam terlebih dahulu. Jika masa iddah diakui

. pada keislaman istri sebelumnya, maka seharusnya diakui pada keislaman
suamijuga sebelumnya.

Bab III
Hal-Hal Yang Mendorong Adanya Khiyar (Hak Memitih) Dalam

Pernikahan

Hal-hal yang mendorong adanya hak memilih dalam pernikahan
ada empat:

l. Cacat.

2. Kesulitan untuk memberikan mahar, nafkah atau pakaian.

3. Kehilangan (maksudnya, kehilangan suami).

4. Kemerdekaan yang dimiliki oleh budak wanita yang bersuami.

Maka dalam bab ini terdapat empat pasal:

Pasal pertama: Khiyar (hak memilih) karena cacat

Para ulama berbeda pendapat tentang hal-hal yang mendorong
adanya khiyar karena cacat, bagi masing-masing suami istri, yaitu dalam
dua masalah:

Masalah Pertama: Apakah pernikahan bisa ditolak karena
cacat atau tidak?

1. Malik, Syaf i dan para pengikut mereka berdua berpendapat bahwa
cacat bisa mendorong adanya khiyar untuk menolak atau menahan
istri.

2. Sedangkan ahli zhahir bahwa tidak mendorong adanya khiyar untuk
menolak dan menahan istri, ini adalah pendapat Umar bin Abdul
Aziz.

51 HR. Al Baihaqi (71186).
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Sebab perbedaan pendapat: Ada dua sebab; pertama, apakah

perkataan seorang sahabat itu bisa menjadi hujjah. Kedua, pengqiyasan

nikah dalam hal itu dengan jual beli.

Adapun perkataan seorang sahabat yang menjelaskan tentang hal

itu, yaitu yang diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia

mengatakan:
, t .- "i t'.t "t 
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"Laki-laki mana saja yang menikah dengan seorang wanita dan

pada diri wanita tersebut terdapat penyakit gila, lepra atau kusta 
-dalarn

suatu riwayat: atau daging yang tumbuh pada kemaluannya-, maka dia

berhak mendapatkan mahar sepenuhnya, hal itu adalah suatu kerugian
(denda) atas suami terhadap walinya."ss

Adapun qiyas atas jual beli: para ulama yang mengatakan adanya

khiyar karena cacat dalam pernikahan, mereka berpendapat bahwa dalam

hal ini memiliki kesamaan dengan jual beli. Sedangkan para ulama yang

menentang, mereka berpendapat tidak ada kesamaan dengan jual beli,
berdasarkan ijma' kaum muslim, bahwa pernikahan itu tidak ditolak
setiap ada cacatnya, sedangkanjual beli bisa ditolak ketika ada cacatnya.

Masalah Kedua: Jika kita katakan bahwa pernikahan tersebut
bisa ditola\ maka karena cacat apakah pernikahan itu bisa ditclak?
Dan apa hukumnya?

Para ulama berselisih tentang cacat apakah yang karenanya

pernikahan bisa ditolak, tentang cacat manakah yang tidak ditolak dan

tentang hukum menolak?

l. Malik dan Syaf i sepakat bahwa penolakan itu bisa terjadi karena

empat hal: gila, lepra, kusta dan penyakit pada kemaluan yang

menghalangi persetubuhan, baik itu daging yang tumbuh pada

kemaluan atau yang menutup kemaluan pada wanita, atau berupa

kelamin yang terpotong atau mandul pada laki-laki.

58 Sanadnya terputus. HR. Malik di dalam Al Muwaththa' (2/562), (1097), Ad-
Daruquthni (3/266), (31267), dan Al Baihaqi (71219).
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2. Para pengikr,rt madzhab Maliki berbeda pendapat tentang empat hal:
hitam, botak, kemaluan yang berbau busuk atau mulut yang berbau
busuk. Satu pendapat mengatakan ditolak karenanya dan pendapat

lain mengatakan tidak ditolak karenanya.

3. Sedangkan Abu Hanilbh, para pengikutnya dan Ats-Tsauri
berpendapat bahwa seorang wanita tidak ditolak dalam pemikahan
kecuali karena dua cacat saja yaitu daging yang tumbuh pada
kemaluan dan yang menutup kemaluan.

Adapun hukum penolakan, maka para ulama yang menyatakan
adanya penolakan sepakat bahwa seorang suami jika mengetahui cacat
sebelum menggaulinya, maka dia boleh menceraikannya dan dia tidak
wajib membayar mahar.

Mereka berbeda pendapat jika dia mengetahui setelah menggauli
dan menyetubuhinya:

L Malik berpendapat jika wali perempuan tersebut yang
menikahkannya termasuk orang yang diyakini karena dekatnya
dengan wanita tersebut, mengetahui cacat itu seperti bapak dan
saudara laki-laki, berarti dia telah melakukan penipuan, maka
suami boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada
wali tersebut dan tidak meminta sedikitpun kepada wanita itu. Jika
wali yang menikahkannya jauh, maka dia boleh meminta kembali
mahar tersebut kepada wanita itu semuanya, kecuali seperempat
dinar saja.

2. Syaf i berpendapat jika telah menggaulinya maka dia harus
membayar mahar semuanya karena telah menyetubuhinya dan tidak
boleh suami meminta kembali kepada wanita itu dan tidak pula
kepada walinya.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan kesamaan nikah
dengan jual beli atau dengan pernikahan yang tidak sah yang telah
digaulinya (maksudnya, kesepakatan mereka akan kewajiban membayar
mahar pada pernikahan yang tidak sah karena menyetubuhi itu sendiri)
berdasarkan sabda Nabi SAW:
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"Wanila munu sa.ja yang menikah tanpa izin tuannya (walinlla),
muku parnikuhunnya hatal dun dia herhak mendapatkan mahar sebagui
penggunti sesuatu yung teluh dihalalkan duri clirinyo."se

Jadi, letak perselisihan tersebut ialah: ketidakjelasan pembatalan ini
antara hukum penolakan karena cacat dalam jual beli dan hukum
pernikahan yang dibatalkan (maksudnya, setelah menggaulinya).

Para ulama yang mengatakan dibatalkannya pernikahan orang yang
kemaluannya terpotong, bahwa pernikahannya tidak dibatalkan hrngga
ditunda selama setahun, antara suami istri dibiarkan tanpa ada halangan
satu pun.

Para pengikut madzhab Maliki berbeda pendapat tentang alasan

yang karenanya penolakan dibatasi hanya pada empat cacat ini:

l. Ada pendapat yang nrengatakan karena itu adalahsyari'at yang

tidak diketahui alasannya.

2. Pendapat lain mengatakan karena hal itu termasuk hal-hal yang
samar, sedangkan semua cacat termasuk yang dinggap tidak samar.

3. Pendapat lainnya mengatakan karena hal itu dikhawatirkan bisa
menular pada anak-anak.

Berdasarkan alasan ini, bisa ditolak karena hitam atau botak. Dan

berdasarkan alasan pertama bisa ditolak karena cacat, jika diketahui
bahwa cacat tersebut termasuk yang samar bagi suami.

Pasal kedua: khiyar karena kesulitan untuk memberikan mahar dan
nafkah

Para ulama berbebeda pendapat tentang kesulitan untuk
memberikan mahar:

l. Syaf i berpendapat diberikan hak khiyar jika dia belum digauli,
pendapat inijuga dikemukakan oleh Malik.

5e Shahih. HR. Abu Daud (2083), At-Tirmidzi (1102), An-Nasa'i di dalam l/
Kubra (5394), Ibnu Majah (1879), Ahmad (6147, 165), Abdurrazak (10472),
Ath Thayalisi (1463), Ibnu Al Jarud (700), Ad-Daruquthni (31221, 225), Al
Baihaqi (5/105, l13, 124, 125, 138), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam
Shahih Abu Daud.
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2. Sedangkan para pengikutnya berbeda pendapat tentang batasan
menunggunya. Menurut satu pendapat, tidak ada batasan dalam hal
itu. Pendapat lainnya mengatakan satu tahun. Pendapat lainnya
mengatakan dua tahun.

3. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri menjadi salah
satu orang yang berutang, tidak dipisahkan antara keduanya dan
suami dituntut untuk memberikan nafkah dan istri boleh
menghalangi dirinya hingga suaminya memberikan mahar
kepadanya.

Sebab perbedaan pendapat: Lebih dominannya kesamaan
pernikahan dalam hal itu dengan jual beli atau lebih dominannya bahaya
yang menimpa istri dalam hal itu daripada tidak menggaulinya,
disamakan dengan sumpah ila' dan lemah syahwat.

Adapun kesulitan untuk memberikan nafkah:

l. Malik, Syaf i, Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan sekelompok
ulama berpendapat boleh diceraikan antara keduanya, pendapat ini
diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Sa'id bin Al Musayyib.

2. Sendangkan Abu Hanifah
diceraikan antara keduanya,
zhahir.

Sebab perbedaan pendapat: Kesamaan bahaya yang terjadi
karena hal itu dengan bahaya yang terjadi karena lemah syahwat, karena
jumhur berpendapat untuk menthalak karena lemah syahwat, hingga Ibnu
Al Mundzir mengatakan itu adalah Uma' dan barangkali mereka
mengatakan, nafkah itu sebagai timbal balik kenikmatan yang dirasakan
oleh suami, dengan dalil bahwa wanita yang membangkang tidak
mendapatkan nafkah menurut jumhur. Jika suami tidak mendapatkan
nafkah, gugurlah kenikmatan yang dirasakannya, maka wajib untuk
melakukan khiyar. Adapun ulama yang tidak meyakini adanya qiyas,
mengatakan 'ismah (ikatan perkawinan) telah ditetapkan berdasarkan
ijma', maka tidak bisa lepas kecuali dengan ijma' atau dengan dalil Al
Qur'an atau Sunnah Nabi SAW. Jadi sebab perselisihan mereka adalah
pertentangan antara kembali kepada hukum asal dengan qiyas.

dan Ats-Tsauri berpendapat tidak
pendapat ini dikemukakan oleh ahli
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Pasal ketiga: Khiyar karena kehilangan suami

Mereka berbeda penclapat tentang suami yang hilang serta tidak

diketahui hidup atau matinya di negeri Islam:

l. Malik berpendapat bahwa istrinya diberi waktu empat tahun

dimulai sejak dia mengadukan perkaranya kepada hakim. Jika

penelitian tentang hidup atau matinya suami telah selesai, lalu dia

tidak diketahui, maka hakim memberikan waktu kepada istrinya.

Jika masa iddah orang yang ditinggal mati oleh suaminya selesai,

yaitu empat bulan sepuluh hari dan dia telah halal, dia (Malik)

mengatakan, harta orang tersebut tidak diwariskan hingga datang

masanya yang dengannya bisa diketahui bahwa orang yang hilang

tersebut tidak akan hidup sampai semisal itu umumnya. Maka ada

pendapat mengatakan.tujuh puluh tahun. Pendapat lain mengatakan

delapan puluh tahun. Pendapat lainnya mengatakan sembilan puluh

tahun. Pendapat lainnya mengatakan seratus tahun, dan pendapat

ini diriwayatkan dari umar bin Al Khaththab dan juga diriwayatkan

dari Utsman dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-laits.

2. Sedangkan Syaf i, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat

bahwa istri orang yang hilang tidak halal hingga kematiannya

terbukti, pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara istishhabul hal

(kembali kepada hukum asal) dengan qiyas. Yaitu bahwa istishhabul hal

mengharuskan ikatan pernikahan itu tidak lepas kecuali dengan adanya

kematian atau perceraian hingga terdapat dalil yang menunjukkan selain

itu.

Adapun qiyas tersebut yaitu, kesamaan bahaya yang menimpa istri

karena kehilangan suami dengan sumpah lla' dan lemah syahwat. Maka

dia berhak melakukan khiyar seperti yang terjadi pada dua hal ini.

Orang-orang yang hilang menurut para ulama dari pengikut

madzhab Maliki ada emPat macam:

l. Orang yang hilang di negeri Islam (dalam hal ini terjadi perbedaan

pendapat).

2. Orang yang hilang di negeri musuh.

3. Orang yang hilang dalam peperangan Islam (maksudnya, perang di

antara mereka).
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4. Orang hilang dalam peperangan dengan orang kafir.

Banyak terjadi perbedaan pendapat di antara Malik dan para
pengikutnya tentang tiga golongan dari orang yang hilang tersebut:

Adapun orang yang hilang di negeri musuh, maka hukumnya
seperti hukum orang yang ditawan. Istrinya tidak boleh menikah dan
hartanya tidak boleh dibagi hingga kematiannya terbukti, selain pendapat

Asyhab yang menghukumi dengan hukum orang yang hilang di negeri
kaum muslim.

Adapun orang yang hilang dalam peperangan Islam dia
mengatakan, hukumnya adalah hukum orang yang terbunuh tanpa harus

menunggunya. Pendapat lain mengatakan ditunggu berdasarkan jauh
dekatnya tempat terjadinya peperangan dan waktu paling lama dalam hal
itu yaitu satu tahun.

Adapun orang hilang dalam peperangan dengan orang kafir,
tentang hal itu di dalam madzhab Maliki ada empat pendapat: pendapat

pertama mengatakan hukumnya seperti orang yang tertawan. Pendapat

kedua mengatakan hukumnya adalah hukum orang terbunuh setelah

menunggu satu tahun, kecuali jika terjadi di tempat yang jelas diketahui,
maka dihukumi orang yang hilang pada peperangan kaum muslim dan

fitnah di antara mereka. Pendapat ketiga mengatakan, hukumnya adalah

hukum orang yang hilang di negeri kaum muslim. Pendapat keempat
mengatakan, hukumnya seperti orang yang terbunuh berhubungan
dengan istrinya dan hukum orang yang hilang di negeri kaum muslim
berhubungan dengan hartanya (maksudnya, ditunggu dan setelah itu bisa
diwariskan).

Beberapa pendapat ini didasarkan atas dibolehkannya meneliti yang
lebih baik dalam syari'at, yang dikenal dengan qiyas mursal. Di antara

ulama terjadi perbedaan pendapat tentang qiyas mursal (maksudnya, para

ulama yang menyatakan adanya qiyas).

Pasal keempat: Khiyar Memerdekakan

Para ulama sepakat bahwa seorang budak wanita jika merdeka,

sementara suaminya adalah seorang budak, maka dia berhak melakukan
khiyar.
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Mereka berbeda pendapat jika dia merdeka, sedangkan suaminya

adalah orang merdeka, apakah dia berhak melakukan khiyar atau tidak:

l. Malik Syaf i, ahli Madinah, Al Auza'i, Ahmad dan Al-Laits
berpendapat tidak ada khiyar baginya.

2. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat dia berhak melakukan

khiyar, baik suaminya merdeka atau budak.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi penukilan hadits Barirah

dan kemungkinan alasan yang mengharuskan adanya hak khiyar, yaitu

apakah paksaan yang terjadi dalam pernikahannya secara mutlak -jika
ia sebagai budak wanita- atau paksaan agar dia menikah dengan budak

laki-laki.

Ulama yang mengatakan bahwa alasannya ialah paksaan dalam

pernikahannya secara mutlak, mereka berpendapat dia diberi hak khiyar

baik suaminya merdeka atau budak. Dan ulama yang mengatakan bahwa

alasannya adalah paksaan untuk menikah dengan budak laki-laki saja,

mereka berpendapat, dia hanya diberi hak khiyar ketika suaminya

seorang budak.

Sedangkan perselisihan tentang penukilan, yaitu telah diriwayatkan

dari Ibnu Abbas, bahwa suami Barirah adalah seorang budak hitam60.

Dan diriwayatkan dari Aisyah bahwa suaminya adalah seorang yang

merdeka6r. Dan kedua penukilan ini memiliki ketetapan menurut ahli

hadits.

Shahih. HR. Al Bukhari (5280, 5281, 5282, 5283), Abu Daud (2231), At-
Tirmidzi (1156), An-Nasa'i (81245),Ibnu Majah (2075), Ahmad (1/215), dan
lafazh Al Bukhari yaitu: Suami Barirah adalah seorang budak yang hitam
bernama Mughits, seorang budak milik bani Fulan, seolah-olah aku melihatnya
membuntuti Barirah di gang-gang Madinah. "
Shahih. HR. Muslim (1504), Abu Daud (2233), At-Tirmi&i (1154), Ibnu Majah
(2041), dal lafazh Muslim yaitu, "Suami Barirah adalah seorang budak." Di
sebagian riwayat sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu
Majah: "Dia memiliki suami seorang yang merdeka." Al Bukhari mengatakan
setelah menulis hadits ke (6754), "A1 Aswad mengatakan, suaminya adalah

seorang yang merdeka." Perkataan Al Aswad terputus, sedangkan perkataan

Ibnu Abbas, aku melihatnya adalah seorang budak, leblh shahih.Ibnu Hajar di
dalam Al Fath (hadits 6752), perkataan Ibnu Abbas lebih shahih, karena dia
menyebutkan bahwa dia melihatnya. Dan riwayatnya shahih bahwa dia
mendapatkan kisahnya dan menyaksikannya. Maka perkataannya lebih kuat

6l
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Mereka juga berbeda pendapat tentang waktu yang dibolehkan
baginya untuk melakukan khiyar:

l. Malik dan Syaf i berpendapat dia dibolehkan melakukan khiyar
selagi suaminya belum menggaulinya.

2. Abu Hanifah berpendapat khiyarnya adalah ketika di majlis.

3. Al Auza'i berpendapat khiyarnya gugur karena menggaulinya, jika
dia mengetahui bahwa menggauli bisa menggugurkan khiyarnya.

Bab IV

Hak-Hak Suami Istri (Hak-Hak Istri atas Suaminya)

Mereka sepakat bahwa hak-hak istri atas suaminya yaitu nafkah
dan pakaian, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada
para ibu (istri) dengan cera yang baik." (Qs. Al Baqarah l2l:233).

Dan berdasarkan hadits yang shahih dari sabda Nabi SAW:
,^otc.l, ', tt.o .., I tlc ,),i. a ti,.l sPu.. J# -# ) oP)t rv" ,#l

"Dan atas kalian memberi rezeki kepada para istri dan pakaian
mereka dengan cara yang baik."6z

Serta berdasarkan sabda Nabi kepada Hindun:

j's',Ijlu. )t;'rlEJ" ttqy
"Ambillah sesuatu yang mencukupimu dan anakmu dengan cara

yang baik."63

daripada perkataan orang yang tidak menyaksikannya, karena Al Aswad belum
masuk ke Madinah di zaman Rasulullah SAW.62 Shahih. HR. Muslim dari hadits Jabir yang panjang tentang haji Nabi SAW
(1218), dan Abu Daud (1905).

63 Muftafoq 'Ataih. HR. Al Bukhari (2211, 5370,7180), Muslim (1714), Abu
Daud (3532), An-Nasa'i (81246), Ibnu Majah (2293), Ahmad (6/39), Al
Humaidi (242) dan Ad-Darimi (2/159).

106 BidayatulMujtahid



l. Nafkah

Tentang nafkah, para ulama sepakat mengenai kewajibannya dan
mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan: waktu
kewajibannya, ukurannya, siapakah yang berhak menerimanya dan
siapakah yang wajib memberikannya?

Adapun waktu kewajibannya:

l. Malik mengatakan, suami tidak wajib memberikan nafkah hingga
dia menggauli istrinya atau diajak untuk menggaulinya dan istrinya
termasuk orang yang dapat digauli dan suami juga sudah dewasa.

2. Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat bahwa suami yang belum
dewasa wajib memberikan nafkah jika istri sudah dewasa.

3. Adapun jika suami sudah dewasa sedangkan istri belum dewasa,
dalam hal ini Syaf i memiliki dua pendapat; pertamq seperti
pendapat Malik dan kedua, bahwa dia berhak mendapatkan nafkah
secara mutlak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah nafkah itu kedudukannya
sebagai pengganti kenikmatan atau karena istri terkekang oleh suaminya
seperti ketika suami bepergian dan sakit.

Adapun ukuran nafkah:

l. Malik berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan
syari'at, dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami
dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan
kondisi, pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.

2. Syaf i berpendapat bahwa nafkah bisa dikira-kirakan, bagi orang
yang memiliki kelapangan, dua mud; bagi orang sedang, satu
setengah mud dan bagi orang yang mengalami kesulitan, satu mud.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan arti nafkah dalam bab
ini, apakah diartikan memberi makan dalam kafarat atau memberi
pakaian. Mereka sepakat bahwa memberi pakaian itu tidak dibatasi
sedangkan memberi makanan dibatasi.

Dari pembahasan ini, mereka berbeda pendapat tentang: apakah
suami wajib memberi nafkah kepada pembantu istri? Jika wajib, berapa
pembantu yang harus dia berikan nafkah:
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l. Jumhur berpendapat bahwa suami berkewajiban memberikan

nafkah kepada pembantu istri, jika istri adalah orang yang tidak

bisa mandiri.

2. Pendapat lain mengatakan, bahkan kewajiban istri adalah melayani

kebutuhan rumah tangga.

Para ulama yang mewajibkan untuk memberikan nafkah kepada

pembantu istri berbeda pendapat mengenai berapa pembantu yang harus

ia berikan nafkah:

l. Sekelompok ulama mengatakan satu orang pembantu.

2. Pendapat lain mengatakan dua orang pembantu jika istri tidak bisa

dibantu kecuali oleh dua orang pembantu, pendapat ini

dikemukakan oleh Malik dan Abu Tsaur.

Saya tidak mengetahui dalil syar'i yang mewajibkan untuk

memberikan nafkah kepada pembantu kecuali kesamaan pembantu

dengan tempat tinggal. Mereka sepakat bahwa kewajiban memberikan

tempat tinggal dibebankan kepada suami berdasarkan nash yang

menerangkan kewajiban hal itu bagi istri yang dithalak raj'i.

Adapun masalah siapakah yang berhak menerimanya: mereka

sepakat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada istri merdeka yang

tidak membangkang. Mereka berbeda pendapat tentang istri yang

membangkang dan budak wanita:

Tentang wanita yang membangkang:

l. Jumhur berpendapat bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah.

2. Sekelompok ulama lain berpendapat dengan pendapat yang ganjil,

mereka mengatakan dia berhak mendapatkan nafkah.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara keumuman dalil

dengan pemahaman. Yaitu bahwa keumuman sabda Nabi SAW:

.t" j,av w'F't'"i"t, "€JL "&',

"Dan atas kalian waiib memberi ,"r"kf t"poao para istri clan

pakaian mereka dengan cara yang baik."6a

64 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Mengandung arti bahwa istri yang membangkang dan tidak
membangkang dalam hal ini sama. Sedangkan pemahaman yan ada yaitu
bahwa nafkah yang kedudukannya sebagai pengganti dari kenikmatan,
mengharuskan orang yang membangkang tidak berhak memperoleh
nafkah.

Adapun budak: para pengikut Malik banyak berselisih tentang hal
itu.

l. Ada pendapat yang mengatakan dia berhak mendapatkan nafkah
seperti wanita merdeka, ini adalah pendapat yang masyhur.

2. Pendapat lain mengatakan dia tidak berhak mendapatkan nafkah.

3. Pendapat lain juga mengatakan jika budak tersebut yang
mendatangi suaminya, maka dia berhak mendapatkan nafkah, jika
suaminya yang mendatanginya, maka dia tidak berhak
mendapatkan nafkah.

4. Pendapat lain mengatakan dia berhak mendapatkan na{kah pada
saat mendatangi suaminya.

5. Dan pendapat lain mengatakan jika suaminya seorang yang
merdeka, maka suaminya wajib memberikan nafkah, tetapi jika
suaminya seorang budak, maka tidak wajib memberikan nafkah.

sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi keumuman dalil dengan
qiyas, yaitu bahwa keumuman dalil mengandung arti bahwa dia berhak
mendapatkan nafkah, sedangkan qiyas mengandung arti bahwa dia tidak
berhak mendapatkan nafkah, kecuali atas tuannya yang
mempekerjakannya, atau nafkah dibagi di antara keduanya, karena
masing-masing dari keduanya mengambil suatu bentuk manfaat dari
budak tersebut. Karena itu sekelompok ulama mengatakan bahwa suami
berkewajiban memberikan nafkah pada saat budak tersebut
mendatanginya.

Ibnu Habib mengatakan bahwa dianjurkan kepada tuan dari budak
wanita yang telah menikah agar dibolehkan mendatangi suaminya setiap
empat hari sekali.

Adapun masalah siapakah yang wajib memberikannya: mereka
juga sepakat bahwa nafkah diwajibkan atas suami yang merdeka serta
tidak bepergian (berada di tempat). Mereka berbeda pendapat tentang
budak laki-laki dan suami yang bepergian.
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Tentang budak:

1. Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa semua ulama yang dia

meriwayatkan dari mereka berpendapat bahwa seorang budak laki-

laki wajib memberikan nafkah kepada istrinya'

2. Abu Al Mush'ab yang termasuk pengikut Malik berpendapat tidak

waj ib memberikan nafkah.

sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi keumuman dalil dengan

keadaan budak yang tindakannya berhubungan dengan hartanya dibatasi.

Adapun suami yang bepergian (tidak di tempat) jumhur

berpendapat bahwa dia wajib memberikan nafkah. Sedangkan Abu

Hanifah berpendapat tidak wajib memberikan nafkah kecuali dengan

perintah penguasa.

Yang mereka perselisihkan iatah tentang perkataan siapakah yang

menjadi pegangan, jika mereka berselisih tentang pemberian nafkah. Hal

itu akan dijelaskan di dalam kitab ahkam (hukum-hukum), insya Allah.

2. Adil dalam Pembagian

Para ulama juga sepakat bahwa termasuk hak-hak para istri ialah

keadilan di antara mereka dalam masalah pembagian, berdasarkan hadits

shahih tentang pembagian Nabi SAW di antara para istri beliau dan

berdasarkan sabda beliau SAW:

& L?, ^'.t i';- ,C uir-r-1 eji oli'rr ,y".1;r ';'- J - \J- -. u'. y . 
u

lct/.Ju

"Jika seseorang memiliki dua istri, lalu dia lebih condong kepada

salah satu dari keduanya, maka pada hari kiamat dia akan datang dalam

keadaan salah satu sisinya miring."6s

Dan hadits shahih:

65 Shahih. HR. Abu Daud (2133), At-Tirmidzi (ll4l), An-Nasa'i (7/63)' Ibnu

Majah (1969), Ahmad (21471), Ath Thayalisi (2454), Ad-Darimi (2/143)' Ibnu

Al Jarud (722), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam shahih Abu Daud.
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"Bahwa Nabi SAW ketika hendak bepergian, maka beliau

mengundi di antara istri-istri beliau."66

Mereka berbeda pendapat tentang tinggalnya suami di tempat gadis

dan janda, apakah dia harus menghitung tinggalnya atau tidak, jika dia

memiliki istrilagi:

1. Malik, Syaf i dan para pengikut mereka berdua berpendapat

tinggal di tempat istri yang masih gadis selama tujuh hari dan di

tempat istri yang sudah janda selama tiga hari dan dan tidak

menghitungnya dengan hari-hari yang dahulu dia menikah, jika dia

memiliki istri lagi.

2. Abu Hanifah berpendapat tinggal di tempat istri-istri tersebut secara

sama, baik gadis atu janda dan menghitungnya dengan hari ketika

dia tinggal di tempat istrinya, jika dia memiliki istri lagi.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara hadits Anas

dengan hadits Ummu Salamah.

Hadits Anas ialah:

,t1L v;* ivi

"Bahwa Nabi SAW jika menikah dengan seorang gadis, beliau
tinggal di tempatnya selama tujuh hari dan jika menikah dengan seorang

janda, beliau tinggal di tempatnya selama tiga hari."67

Sedangkan hadits Ummu Salamah ialah:

Muttafaq 'Alaih. lni adalah potongan dari hadits Aisyah didalam peritiwa fqi
(fitnah besar), diriwayatkan oleh Al Bukhari (2661, 4141, 4750), Muslim
(2770), dan Ahmad (6/197).
Muttafaq 'Alaih. HP.. Al Bukhari (5213, 5214), Muslim (1461), Abu Daud
(2124), At-Tirmidzi (1139), Ibnu Majah (1916), Abdunazak (10642, 10643),
Ad-Daruquthni (3/283), dan lafazh Muslim yaitu: "Termasuk sunnah Nabi,
yaitu tinggal di tempat gadis selama tujuh hari" serta di sebagian riwayatnya
"Jika beliau menikah dengan seorang gadis setelah menikah dengan janda,
beliau tinggal di tempat gadis tersebut selama tujuh hari dan jika menikah
dengan seorang janda setelah menikah dengan seorang gadis, beliau tinggai di
tempat janda tersebut selama tiga haii." Yang menjadi permasalahan dalam hal
ini ialah bahwa hadits tersebut bukan perbuatan Nabi SAW.

'$;r ujl st ,tt{'{'s f i' '";A ;t ,:i
a': --" -'i- f.,a..

.U)Li tA-ue eEl ."Jl Cfr, ,t*

61

BidayatulMujtahid 111



* "; 'l';t '11
!--*U !--;, Jr q

EJ

. t . t\ a . . 9/t/o i. ,', t/' ' t' 2 or, t, r' ? tt, .l
ccrjJ- i.>-etr k> : j ,*:4-lt 4Il P \jJl iJl

,;.. t oi,, t o'o, u .,' .."i 1.(',4-I3 c-+-: cJ-Up i--'r ci il -ll .,r -llLrl -Le

.i ,".j* ,o"rlr', !';"o

"Bahwa Nabi SAW rnenikahinya, lalu dia tinggal Oi -rnuf, NuUi,

maka Nabi SAW bersabda, 'Tidak ada kehinaan pacla dirimu atas
keluargamu, kalau engkau mau, aku tinggal di rumohmu .selama tujuh
hari dan aku tinggal di rumoh mereka (istri-istri yang lain) selama tujuh
hari. Kalau engkau mau, aku tinggal di rumahmu selama tiga hari, lalu
aku bergilir.' Maka dia menjawab, 'Tinggallah di tempatku selama tiga
' 

.' 
'r(r8nan

Hadits Ummu Salamah adalah hadits yang diriwayatkan oleh ahli
hadits Madinah, muttafaq 'alaih serladiriwayatkan oleh Malik, Bukhari6e

dan Muslim. Sedangkan hadits Anas adalah hadits yang diriwayatkan
oleh ahli hadits Basrah, diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka ulama
Madinah berpendapat dengan hadits yang diriwayatkan oleh ulama
Basrah. Sedangkan ulama Kufah berpendapat dengan hadits yang

diriwayatkan oleh ulama Madinah.

Para pengikut Malik berbeda pendapat tentang apakah tinggalnya
suami di tempat gadis selama tujuh hari dan di tempat janda selama tiga
hari hukumnya adalah wajib atau sunah:

l. Ibnu Al Qasim mengatakan hukumnya adalah wajib.

2. Ibnu Abdil Hakam mengatakan sunah.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya perbedaan dalam
mengartikan perbuatan Nabi SAW sebagai sesuatu yang sunah atau

wajib?

68 Shahih. HR. Muslim (1460), Abu Daud (2122),Ibnu Majah (1917), Ahmad
(6/307), Malik di dalam Al Muwaththa' (21529), (1102), Ath-Thahawi di dalam
Syorh Ma'ani Al Atsar (3128, 29), Ad-Daruquthni (31283), dan Al Baihaqi
(1/30r).

6e Al Bukhari tidak meriwayatkan hadits tersebut sebagaimana dibawakan oleh
pengarang.
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Hak-Hak Suami atas Istrinya

Adapun pembahasan tentang hak-hak suami atas istrinya yaitu:

menyusui, melayani umsan rumah tangga, berdasarkan perbedaan

pendapat di antara ulama dalam hal ini:

l. Sekelompok ulama mewajibkan kepada istri untuk menyusui secara

mutlak.

2. Sekelompok ulama lain tidak mewajibkan hal itu secara mutlak.

3. Sekelompok ulama lain juga mewajibkan hal itu kepada wanita
biasa dan tidak mewajibkannya kepada wanita bangsawan, kecuali
jika bayinya hanya menerima puting ibunya, ini ada pendapat

Malik yang masyhur.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah ayat tentang susuan
mencakup tentang hukum menyusui (maksudnya, kewajiban untuk
menyusui) atau mencakup perintah saja?

Ulama yang mengatakan hanya perintah saja, mereka berpendapat
tidak wajib untuk menyusui, karena di sini tidak ada dalil yang
menunjukkan wajib. Sedangkan ulama yang mengatakan mengandung
perintah dan kewajiban untuk menyusui dan ayat itu termasuk di antara
berita yang pengertiannya adalah perintah, mereka berpendapat wajib
menyusui. Adapun ulama yang membedakan antara wanita biasa dengan
wanita bangsawan, hal itu berdasarkan adat dan kebiasaan.

Adapun wanita yang telah diceraikan, rnaka tidak wajib menyusui,
kecuali jika bayinya tidak mau menerima selain putingnya, maka dia
wajib menyusuinya dan suami wajib membayar upah menyusui. Ini
adalah ijma' berdasarkan firman ,\llah Ta'ala:

"Jika mereka (istri-istri) menyusukan (anak-anak)mu untukmu,
maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Siapa yang Berhak Mengasuh Anak Kecil

Jumhur ulama berpendapat bahwa hak mengasuh anak kecil
diserahkan kepada ibu, jika suami menceraikannya berdasarkan sabda

Nabi SAW:
..,...,o- t /.",. t,o..arujl e r c.>l'*r r 4.:-r- \ J- Vt-. -)
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"Barangsiapa memisuhkan anlara seorang ibu tlengun anaknyu,

maka Allah akan memisahkan antara dirinya dan pura kekasihnyu putlu

hari kiamat."To

Karena seorang budak wanita dan wanita yang ditawan jika tidak

boleh dipisahkan antara dirinya dan anaknya, maka wanita yang merdeka

lebih dikhususkan.

Mereka berbeda pendapat jika anak tersebut telah mencapai batas

lamyiz:

l. Sekelompok ulama -di antaranya Syaf i- berpendapat dia

disuruh memilih. Mereka berhujjah dengan hadits yang

menerangkan tentang hal itu.

2. Sekelompok ulama lain tetap berpegang pada hukum asal, karena

hadits ini menurut mereka lidak shahih.

3. Jumhur ulama berpendapat jika wanita itu menikah dengan selain

bapaknya, maka terputuslah hak mengasuh anak, berdasarkan

hadits yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

,#l
"Engkau tebih berhak atas anakmu selama engkau belum

menikah."Tl

Ulama yang mengatakan bahwa hadits ini tidak shahih menurutnya

kembali kepada hukum asal.

Adapun masalah tentang pemindahan hak asuh dari ibu kepada

selain bapak, maka dalam hal itu tidak ada dalil yang dijadikan sandaran.

1t

Hasan. HR. At-Tirmidzi (1283), Ahmad (51412), Ad-Darimi (21221), Ath-

Thabrani di dalam At Kabir (41182), (456), Al Baihaqi (91126), semuanya dari

hadits Abu Ayub Al Anshari dan diniali hasan oleh Al Albani di dalam Shahih

Ar-Tirmidzi.
Hasan: diriwayatkan oleh Abu Daud (2272), Ahmad (21182)' Ad-Daruquthni

(3/304, 305), dinilai shahih oleh Al Hakim (21207), dan disetujui oleh Adz-

Dzahabi serta diriwayatkan oleh Al Baihaqi (8/a), juga diniali hasan oleh Al
Albani di dalam Shahih Abu Daud.

, a, c ot
l-r ar .;>l c^;l
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Bab V

Beberapa Pernikahan yang Dilarang Berdasarkan Syari'at dan
Yang Tidak Sah serta Hukumnya

Beberapa pernikahan yang dilarang secara tegas ada empat: nikah
syighur (pertukaran), nikah mut'ah, pinangan atas pinangan saudaranya

dan nikah muhallil (untuk menghalalkan suami pertama kembali pada

istrinya).

A. Nikah syighar: Para ulama sepakat bahwa bentuknya ialah,
seseorang menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya

dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut menikahkannya

dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya juga, tanpa ada mahar
di atara keduanya. Para ulama sepakat bahwa pernikahan tersebut adalah
pernikahan yang tidak dibolehkan, berdasarkan larangan akan hal itu.

Mereka berbeda pendapat jika pernikahan itu terjadi, apakah

disahkan dengan memberikan mahar mitsl atau tidak:

l. Malik berpendapat tidak dapat disahkan dan selamanya harus

dibatalkan, baik sebelum menggauli atau sesudahnya, pendapat ini
juga dikemukakan oleh Syaf i, hanya saja dia mengatakan, jika
telah ditentukan mahar untuk salah satu dari keduanya atau kedua-
duanya, maka pernikahannya tetap sah dengan memberikan mahar
mitsl, sedangkan mahar yang telah ditentukan tidak sah.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah syighar bisa sah dengan
memberikan mahar mitsl, pendapat ini dikemukakan pula oleh Al-
Laits, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Ath-Thabari.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah larangan yang berhubungan
dengan hal itu bisa diketahui alasannya karena tidak adanya pengganti
atau tidak. Jika kita katakan tidak bisa diketahui alasannya, maka harus

dibatalkan secara mutlak. Jika kita katakan alasannya adalah tidak adanya
mahar, maka bisa sah dengan memberikan mahar mitsl seperti akad nikah
dengan mahar khamer atau babi.

Mereka sepakat bahwa nikah yang dilaksanakan dengan mahar
khamer dan babi tidak dibatalkan, jika berlalu dengan menggaulinya,
maka dalam hal ini harus ada mahar mitsl.

Seolah-olah Malik melihat bahwa mahar jika bukan termasuk
syarat sahnya akad nikah, 

-jadi 
tidak sahnya akad nikah di sini karena
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tidak sahnya mahar- dikhususkan karena berhubungan dengan larangan.

Atau dia melihat bahwa larangan itu hanya berhubungan dengan

penentuan akad nikah itu sendiri dan larangan menunjukkan tidak sahnya

sesuatu yang dilarang.

B. Adapun masalah tentang nikah mut'ah. Meskipun terdapat

hadits-hadits mutawatir dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang

keharamannya, hanya saja diperselisihkan mengenai waktu terjadinya

keharaman tersebut. Di sebagian riwayat dijelaskan bahwa keharamannya

te{adi pada perang Khaibar. Di sebagian riwayat mengatakan, pada hari

Fathu Makkah. Di sebagian riwayat mengatakan, pada perang Tabuk. Di
sebagian riwayat, pada haji Wada. Di sebagian riwayat, pada umrah

Qadha. Dan sebagian riwayat, pada perang Authas. Kebanyakan para

sahabat dan semua fuqaha berbagai negeri menyatakan keharamannya.

Terdapat riwayat yang masyhur dari Ibnu Abbas tentang

kehalalannya dan perkataan Ibnu Abbas tentang kehalalan nikah mut'ah

ini diikuti oleh para pengikutnya dari penduduk Makkah dan penduduk

Yaman. Mereka meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berhujjah untuk itu
dengan firman Allah Ta'ala:

*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campurt) di antara

mereka, berikanlah kepada mereka maskawin (dengan sempurna)

sebagai suatu kewajiban dan tiada berdosa bagi kamu." (Qs. An-Nisaa'

[a]:2$.
Dalam suatu bacaan yang diriwayatkan darinya, "Hingga masa

tertentu...". Dan diriwayatkan darinya, bahwa dia mengatakan, nikah
mut'ah itu tidak lain adalah rahmat yang datang dari Allah Azza wa Jalla
sebagai rahmat-Nya kepada umat Muhammad SAW. Andaikan tidak ada

larangan Umar, maka tidak akan terpaksa berbuat zina kecuali orang-

orang yang celaka." Inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang

diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dan Amru bin Dinar.

Dan dari Atha', dia berkata: aku mendengar Jabir bin Abdullah
mengatakan:

t."'^t

,tb3 F eit &'t & "sr .rr"
t?

.U

.o6. zl_ - -utd

,';L ii*
ar J'yt y e
t, t2 t " ll
Ul ,^,c 4o ag t
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"Kami melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah SAW dan

Abu Bakar dan setengah dari masa kekhalifahan Umar, kemudian lJmar

melarang orang-orang dari melakukan nikah mut'ah tersebut."72

C. Adapun perselisihan mereka tentang pernikahan yang terjadi

padanya suatu pinangan atas pinangan orang lain. Telah dijelaskan bahwa

dalam hal itu terdapat tiga pendapat: pendapat yang menyatakan

membatalkan, pendapat yang menyatakan tidak membatalkan dan

pendapat yang membedakan antara pinangan atas pinangan orang lain

tersebut setelah ada kecondongan dan dekat dengan kesempurnaan atau

tidak, ini adalah madzhab Malik.

D. Nikah muhallil (yaitu pernikahan yang dimaksudkan untuk

menghalalkan wanita yang diceraikan tiga kali).

l. Malik mengatakan itu adalah pernikahan yang dibatalkan.

2. Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan itu adalah pernikahan yang

sah.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka tentang

pengertian sabda Nabi SAW'. "Allah melaknat orang yang melakukan

nikah muhallil. . .- Dan seterus nya7t .

Ulama yang memahami dari kata laknat adalah berbuat dosa saja,

mereka mengatakan pernikahan tersebut sah. Dan ulama yang memahami

dari perbuatan dosa adalah tidak sahnya akad nikah tersebut, karena

disamakan dengan larangan yang menunjukkan tidak sahnya sesuatu

yang dilarang, mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Jadi,

inilah beberapa pernikahan yang tidak sah karena adanya larangan.

Adapun beberapa pernikahan yang tidak sah karena pemahaman

syari'at, yaitu yang tidak sah: kemungkinan karena menggugurkan salah

satu di antara syarat sahnya nikah atau merubah hukum wajib yang

ditetapkan dengan syari'at seperti hukum-hukum yang berasal dari Allah

Azza wa Jalla dan kemungkinan adanya tambahan yang kembali kepada

pembatalan salah satu syarat sahnya nikah.

Shahih. HR. Muslim (1405), Ahmad (31325), Ath Thahawi di dalam Syarh

Ma'ani Al Atsar (2. lM), dan Al Baihaqi (71206).

Shahih. HR. Abu Daud (2076), At-Tirmidzi (l I l9), Ibnu Majah (1930), Ahmad
(1i87), dan Al Baihaqi (71201), semuanya dari hadits Ali RA.
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Adapun beberapa tambahan yang muncul dari pengertian ini, maka

tidak membatalkan pernikahan berdasarkan kesepakatan para ulama.

Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang

ada pada sifat tersebut menjadi keharusan atau tidak, seperti disyaratkan

untuk tidak menikah lagi setelahnya, tidak boleh memiliki budak

perempuan, atau tidak membawanya dari negerinya:

l. Malik berpendapat disyaratkan hal itu, maka tidak menjadi

keharusan baginya, kecuali sumpah untuk memerdekakan atau

menceraikan, maka hal itu menjadi keharusan baginya. Kecuali jika

menceraikan atau memerdekakan orang yang terkena sumpahnya,

maka syarat yang pertama juga tidak menjadi keharusan baginya,

pendapat yang demikian ini juga dikemukakan oleh Syaf i dan

Abu Hanifah.

2. Al Auza'i dan Ibnu Syubrumah berpendapat istri berhak membuat

syarat dan suami berkewajiban untuk memenuhi syaratnya tersebut.

Ibnu Syihab mengatakan, para ulama yang aku temui memutuskan

demikian. Pendapat sekelompok ulama di atas diriwayatkan dari

Ali, sedangkan pendapat Al Auza'i diriwayatkan dari Umar.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara dalil

umum dengan dalil khusus.

Dalil umum itu ialah: hadits Aisyah RA, bahwa Nabi SAW

berkhutbah di hadapan manusia seraya bersabda di dalam khutbahnya:

.b"; iv ;tt';, ]yr'* b, .'\K € ,; b';rk
"S"rfop ,yorot yang tidak'ruaopo, aoU* 'At g*'o, adalah batal,

meskipun seratus syarat."74

Adapun dalil khusus: yaitu hadits Uqbah bi Amir, dari Nabi SAW,

bahwa beliau bersabda:

?]i *."rAj;-'t 6 * ci-',:i a|Pt t;.i

"syarat yang paling berhak dipenuhi adalah syarat yang

tlenganny a kali an menghalalkan kemaluan w anit a."7 
5

11 Muftafaq 'Alaih.HP.. Al Bukhari (2168), Muslim (1504), Abu Daud (3929), At-
Tirmidzi (2124), An-Nasa'i ('71305), di dalam Al Kubra (5016, 5018), Ibnu

Majah (2521), dan Ahmad (6/81).
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Kedua hadits tesebut kedua-duanya shahih, diriwayatkan oleh

Bukhari dan Muslim, hanya saja yang masyhur di kalangan ahli ushul

yaitu menghukumi dengan dalil yang khusus atas dalil yang umum, yaitu

syarat-syarat tersebut menjadi keharusan. Inilah yang terjadi pada orang

Atabiyah, meskipun yang terkenal adalah kebalikannya-

Adapun syarat-syarat yang dibatasi dengan dihapuskannya suatu

mahar, maka dalam hal ini terdapat perbedaan yang cukup banyak dalam

madzhab Maliki (maksudnya, tentang menjadi keharusan atau tidaknya)

kitab kita ini bukanlah untuk membahas masalah-masalah cabang.

Hukum beberapa pernikahan yang tidak sah jika terjadi:

[3 Pernikahan yang mereka sepakati untuk dibatalkan sebelum

menggauli dan sesudahnya, yaitu yang tidak sah karena menggugurkan

syarat yang disepakati untuk sahnya pernikahan, karena adanya syarat

tersebut, seperti menikahi wanita yang diharamkan.

[3 Pernikahan yang mereka perselisihkan berdasarkan perselisihan

mereka mengenai lemah dan kuatnya alasan tidak sahnya dan mengapa

tidak terpenuhi kembali syarat-syarat sahnya. Dalam masalah semacam

ini 
-umumnya- 

Malik menganggap pernikahan tersebut batal sebelum

menggauli dan tetap sah setelah meggauli. Pada dasarnya dalam hal ini

menurutnya ialah: tidak batal, tetapi bersikap hati-hati seperti

pendapatnya dalam masalah jual beli yang tidak sah, bahwa telah berlalu

dengan berpindahnya pasar dan lain sebagainya, maka hal ini menurutnya

menyerupai pernikahan yang makruh, jika tidak seperti itu maka tidak

ada manfaatnya membedakan antara sebelum menggauli dan sesudahnya.

Ketidakpastian mengenai pembahasan ini di dalam madzhab Maliki

cukup banyak. Seolah-olah hal ini kembali kepada kuat dan lemahnya

dalil yang menyatakan pembatalan tersebut. Jadi, ketika dalil tersebut

menurutnya kuat, maka dibatalkan baik sebelum menggauli atau

sesudahnya. Dan ketika dalil tersebut menurutnya lemah, maka

dibatalkan sebelum menggauli dan tidak dibatalkan sesudahnya, baik

dalil yang kuat tersebut disepakati ke-shahih-annya atau masih

diperselisihkan.

1s Mufiafaq 'Ataih. HF'. Al Bukhari (2721, 5l5l)' Muslim (1418), Abu Daud

(2139), At-Tirmidzi (1121), An-Nasa'i (6193), Ibnu Majah (1954)' Ahmad

(41144,152), Abdunazak(10623), Ad-Darimi (21143), dan Al Baihaqi (71248).
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Karena hal ini pula, di dalam madzhab Maliki terdapat perselisihan

pendapat tentang terjadinya warisan pada pernikahan-pernikahan yang

tidak sah, jika terjadi kematian sebelum dibatalkan, begitujuga terjadinya

perceraian dalam perkawinan tersebut. Terkadang yang jadi

pertimbangan ialah perselisihan dan kesepakatan, dan kadang yang jadi

pertimbangan ialah pembatalan setelah menggauli atau tidaknya. Kadang

kami anggap agar pembicaraan di dalam kitab ini berhenti sampai di sini,

karena yang telah kami sebutkan telah mencukupi berdasarkan tujuan

yang kami maksudkan.
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.i{hll at,1
KITAB THALAK (PERCERAIAN)

Pembicaraan dalam kitab ini terangkum dalam empat bahasan:

Pertama: Macam-macam thalak.

Kedua: Rukun-rukun thalak.

Ketiga: Rujuk.

Keempat: Hukum-hukum istri yang dithalak.

Bahasan Pertama

Macam-Macam Thalak

Di dalam bahasan ini terdapat lima bab:

Pertama: Thalak ba'in danthalak raj'i.

Kedua: Thalak sunni dan thalak bid'i.

Ketiga: Khulu'.

Keempat: Perbedaan antara thalak dan faskh (pembatalan).

Kelima: Takhyir (pemberian hak untuk memilih) dan tamlik
(penyerahan hak thalak).

Bab I
Thalak Ba'in dan Thalak Rcj'i

Para ulama sepakat bahwa thalak itu ada dua macam: thalak ba'in
dan thalak raj'i.Thalakraj'i ialah thalak dimana suami masih memiliki
hak untuk rujuk kepada istri tanpa harus ada persetujuan istri. Di antara

syaratnya ialah suami telah menggauli istrinya. Mereka sepakat dalam hal

ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:
*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

(menghadapi) iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu."
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: l)
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Sampai firman Allah Ta'ala:

"Rurangkuli Atluh mengudakun sesudah itu sesuutu hal yang

haru;'(Qs. Ath-Thalaq [65]: 1)

Dan berdasarkan hadits yang shahihjuga, dari hadits Ibnu Umar:

."' t1t,,., . 'to / t,,, 'i.. .i' ^.. i' t4
.\2G kitt tJ'*"i: fG rl ir"t *: e 4ll ./-, ,il

"gut *u Nabi SAW *"nru*nnya untuk merujuk istrinya setelah

dia menceraikannya dalam keadaan haid."76

Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Adapun thalak ba'in, mereka sepakat bahwa thalak tersebut

terdapat pada thalak yang belum menggauli istri, karena bilangan thalak

dan karena adanya pengganti dalam khulu'. Berdasarkan perselisihan di

antara mereka, apakah khulu' itu thalak arau fasakh, sebagaimana yang

akan dijelaskan selanjutnya.

Mereka sepakat bahwa jumlah yang mengharuskan thalak ba'in

pada thalak wanita yang merdeka yaitu tiga kali thalak, jika dijatuhkan

secara terpisah, berdasarkan firman Allah Ta'ala'. "Thalak (yang dapat

rtirujuk) itu dua ftali." (Qs. Al Baqarah l2l:229). Dan seterusnya. Mereka

berbeda pendapat jika thalak tiga tedadi dalam satu lafazh bukan

perbuatan.

Jumhur juga sepakat bahwa perbudakan berpengaruh dalam

menggugurkan jumlah thalak dan yang mengharuskan adanya thalak

ba'in dalam perbudakan adalah dua kali. Mereka berbeda pendapat

apakah hal ini jugu diakui berdasarkan perbudakan suami atau

berdasarkan perbudakan istri atau berdasarkan perbudakan yang ada pada

keduanya. Maka dalam pembahasan ini terdapat tiga masalah:

Masalah pertama: Hukum thalak tiga dengan sekali ucap

l. Jumhur fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa thalak dengan

lafazh tiga kali hukumnya adalah hukum thalak ketiga.

76 Takhrij hadits tersebut akan dijelaskan kemudian.
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2. Ahlu Zhahir dan sekelompok ulama mengatakan hukumnya adalah

hukum thalak sekali, dan lafazh tidak ada pengaruhnya dalam hal

itu.

Flujjah mereka adalah zhahir firman Allah Ta'ala, "Thalak (yang

dapat dirujuk) itu dua kali." (Qs. Al Baqarah l2l: 229). Sampai firman-

Nya tentang thalak ketiga: "Apabila suami mencerainya untuk ketiga

kalinyu), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga kawin dengan

suami yang lain." (Qs. Al Baqarah l2l: 230). Orang yang mencerai

dengan lafazh yang bermakna cerai sebanyak tiga kali berarti jatuh thalak

sekali, bukan thalak tiga. Mereka juga berhujjah dengan hadits yang

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, dia mengatakan:

k 
"i', 

*', e it -u ar J?, .^41 ,p 'o'.tLst crs
t 2 

,'rir' r& it5bi:\:x]' ',t>rb';L y\ .4 p',
"Thalak di masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan dua tahun dari

kekhalifahan Umar, thalak dengan lafazh tiga kali adalah satu thalak,

kemudian Umar memberlakukannya atas orang-o rang-"11

Mereka juga berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu

Ishaq dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata:

,\:'i,-rJ (; \1)L ,sVs c-r--t', ,.L: o, l:l): L")j tlt')'dL
'o, , -ot. .t1 ' o. '" ,1 t \ ,

i uX \i'AL :Ju tk+alt 6 '&'t q,E ;ut ,* At J';') 'nlJ

\U)\) i:r, "^ta ttY.Cy,,SC,j(r,f
"Rukanah menthalak istrinya tiga kali dalam satu majelis, diapun

merasa sangat bersedih karenanya, maka Rasulullah SAW bertanya

kepadanya, 'Bagaimana kamu menthalaknya?' dia menjawab, 'Aku
menthalaknya tiga kali dalam satu majelis.' Beliau bersabda, 'Itu
hanyalah satu thalak, maka rujuklah kepadanya'.78

77 Shahih. HR. Muslim (1412), Abu Daud (2200), Ahmad (l/314), Ath-Thabrani
di dalam Al Kabir (1116,23,40), dan Ad-Daruquthni (4144,46, 48, 50, 52. 54).

Kami tidak mendapatkan hadits tersebut di dalam Siahih Al Bukhari.
Hasan. HR. Abu Daud (2196), Ahmad (11265), Abu Ya'la (4/379), (2500), Al
Baihaqi (11339), dan dinilai hasan oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud.
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Ulama yang mendukung pendapat jumhur berhujjah dengan hadits
Ibnu Abbas yang terdapat dalam Ash-Shahihuin, dari kalangan
pengikutnya hanya Thawus sendiri yang meriwayatkannya, sedangkan

sebagian besar pengikutnya meriwayatkan darinya tentang keharusan

thalak tersebut menjadi tiga kali thalak, di antaranya Sa'id bin .lubair,
Mujahid, Atha', Amru bin Dinar dan sekelompok pengikut selain
mereka, sedangkan hadits Ibnu Ishaq terdapat prasangka, hanya saja yang

diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya yaitu bahwa Rukanah

hanya sekedar menceraikan istrinya saja, bukan tiga kali.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah hukum yang dijadikan oleh

syari'at sebagai thalak ba'in unluk thalak yang ketiga itu terjadi dengan

seorang yang mukallaf mengharuskan dirinya terhadap hukum ini dalam

thalak satu atau tidak terjadi, dan hal itu tidak menjadi keharusan kecuali
sesuatu yang diharuskan oleh syari'at.

Ulama yang menyamakan thalak dengan perbuatan-perbuatan yang

disyaratkan bisa terjadi dan sah jika syarat-syarat tersebut ditetapkan
berdasarkan syari'at, seperti pernikahan dan jual beli, mereka
berpendapat tidak menjadi keharusan.

Adapun ulama yang menyamakannya dengan nadzar dan sumpah,
yang jika seorang hamba mengharuskannya, maka hal itu menjadi
keharusan baginya bagaimanapun keadaannya, berarti dia telah
mengharuskan thalak bagaimanapun dia mengharuskan thalak untuk
dirinya.

Jumhur lebih menguatkan hukum agar bersikap keras dalam
masalah thalak, untuk menutup jalan menuju kerusakan, tetapi hal itu
bisa batal dengan adanya rukhsah syar'i dan kelembutan dalam hal itu
(maksudnya, di dalam firman Allah Ta'ala, "Kamu tidak mengetahui
barangkali AIIah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." (Qs.
Ath-Thalaaq [65]: l).

Masalah kedua: Apakah pengurangan jumlah thalak dihitung
karena perbudakan suami ataukah istri

Para ulama berbeda pendapat tentang petimbangan kurangnya
jumlah thalak ba' in karena perbudakan:
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l. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan

dalam hal itu ialah laki-laki, jadi jika suami seorang budak, maka

thalak ba'in-nya adalah thalak yang kedua, baik istrinya merdeka

atau budak, pendapat ini dikemukakan pula oleh Malik dan Syaf i.
Sedangkan dari kalangan sahabat yaitu Utsman bin Affan, Zaidbin
l-sabit dan Ibnu Abbas. Meskipun riwayat darinya dalam hal itu
berbeda-beda, tetapi yang paling masyhur ialah pendapat ini.

2. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa yang menjadi

pertimbangan dalam hal itu ialah wanita. Jadi jika istri seorang

budak, maka thalak ba'in-nya adalah thalak yang kedua, baik

suaminya seorang budak atau merdeka. Dari kalangan para sahabat

yang mengemukakan pendapat ini ialah Ali dan lbnu Mas'ud,

sedangkan darikalangan fuqaha ialah Abu Hanifah dan lainnya.

3. Dalam masalah ini terdapat pendapat yang lebih ganjil dari dua

pendapat ini yaitu: bahwa thalak dipertimbangkan dengan

perbudakan orang yang menjadi budak di antara suami istri,

pendapat ini dikemukakan oleh Utsman Al Batti dan lainnya serta

diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah yang berpengaruh dalam hal

ini adalah perbudakan istri atau suami.

Ulama yang mengatakan bahwa pengaruh dalam hal ini dimiliki
oleh orang yang menguasai thalak, mereka berpendapat bahwa yang jadi

pertimbangan ialah laki-laki. Sementara ulama yang mengatakan bahwa

pengaruh dalam hal ini dimiliki oleh orang yang menerima thalak,

mereka berpendapat bahwa itu adalah salah satu hukum wanita yang

dithalak, jadi mereka menyamakannya dengan iddah.

Mereka telah sepakat bahwa iddah hanya untuk wanita

(maksudnya, pengurangannya mengikuti perbudakan wanita).

Kelompok pertama berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari

Ibnu Abbas secara marfu 'kepada Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,
n l.

.oLiJU or,Jlj
rt

Jr*lr., .r>\Llr
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"T'halak itu beracla tli tangun laki-laki dan icldah berada di lungan

waniru."7')

Hanya saja hadits tersebut adalah hadits yang tidak terdapat dalam

kitab-kitab shahih.

Adapun ulama yang memperhitungkan orang yang menjadi budak

di antara keduanya (suami istri), karena menjadikan sebab hal itu ialah

perbudakan secara mutlak dan tidak menjadikan sebab hal itu ialah bukan

laki-laki dan bukan pula perempuan dengan perbudakan.

Masalah ketiga: Pengaruh perbudakan pada pengurangan jumlah
thalak

Permasalahan perbudakan yang berpengaruh pada pengurangan

jumlah thalak:

1. Sebagian ulama menceritakan bahwa hal itu telah menjadi ijma'.

2. Abu Muhammad bin Hazm serta sekelompok ulama dari ahli zhahir
berbeda pendapat dalam masalah tersebut, mereka berpendapat

bahwa orang merdeka dan budak dalam hal ini sama.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi makna zhahir dengan

qiyas. Yaitu bahwa jumhur berpendapat demikian karena mengqiyaskan

thalak seorang budak laki-laki dan budak wanita dengan hukuman yang

diterima keduanya dan mereka telah sepakat bahwa perbudakan

berpengaruh dalam pengurangan hukuman.

1e Ibnu Hajar di dalam Act-Dirayah (2/70) mengatakan, "Thalak itu berada di
tangan laki-laki dan iddah berada di tangan wanita. " Aku tidak temukan hadits
im marfu 'dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad
yang shahih, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud secara marfu',
serta diriwayatkan oleh Abdurrazak secara mauqufjuga dari Utsman bin Affan,
Zaidbin Tsabit dan Ibnu Abbas.
Menurut saya, "Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Baihaqi (71339,370),
Ibnu Hajar menlai shahih sanadnya sebagaimana telah dijelaskan. Hadits Ibnu
Mas'ud diriwayatkan oleh Ibnu Al Ja'd (718), Ath-Thabrani (91337), Al Baihaqi
(71310), Al Baihaqi mengatakan tidak mahfuzft. Hadits Ali bin Abi Thalib
diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam Sunan-nya (1340), sedangkan
hadits Zaid bin Tsabit diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam Sunan-nya
(1329), dan Al Baihaqi (7t396,370)."
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Sedangkan ahli zhahir, karena hukum asal menurut mereka, yaitu

bahwa hukum seorang budak dalam urusan beban syari'at adalah hukum

orang yang merdeka, kecuali yang dikeluarkan oleh dalil, dan dalil

tersebut menurut mereka adalah nash atau zhahir Al Qur'an atau As-

Sunnah, sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil shahih yang didengar,

maka seorang budak harus tetap pada hukum asalnya dan mengqiyaskan

thalak dengan hukuman tidak benar, karena tujuan dikuranginya

hukuman adalah sebagai keringanan bagi seorang hamba, karena

kekurangan yang dimilikinya. Dan perbuatan keji yang dilakukannya

tidak sejelek perbuatan keji yang dilakukan oleh orang yang merdeka.

Adapun pengurangan thalak adalah termasuk memberatkan, karena

keharaman pada manusia dengan dua thalak lebih berat dari tiga thalak,

karena barangkali dalam ha.l ini akan terjadi penyesalan. Syari'at dalam

hal ini menempuh jalan tengah. Yaitu seandainya masih ada rujuk di

antara istri, maka istri akan merasa celaka. Dan seandainya thalak ba'in

terjadi pada thalak pertama, maka suami akan merasa celaka karena

menyesal, dan itu merupakan kesulitan bagi dirinya, maka Allah melalui

syari'at ini menggabungkan antara dua kemaslahatan, karena itu kami

melihat -wallahu a'lam- bahwa ulama yang mengharuskan thalak tiga

dalam sekali, mereka telah menghapus hikmah yang terdapat dalam

Sunnah yang disyari'atkan ini.

Bab II

para urama,ill'"l-r*l' #JT::T,1"u"u.. tharak sunni

terhadap istrinya yang telah digaulinya, yaitu menthalak istrinya satu kali
thalak dalam keadaan suci dan belum digauli. Sedangkan suami yang

menthalak istrinya dalam keadaan haid atau keadaan suci dan dia telah
menggaulinya, tidaklah disebut thalak sunni. Hanya saja mereka telah

sepakat akan hal ini berdasarkan hadits shahih darihadits Ibnu Umar:

*'t y h' ,rt; it J"y, :r. 'bir*,a'"',,ri :t!... r1!-,ti." .,,.,,tll t.t
I ,p I e I ,P G> t4'->t* ct'

2trt"' 6 tG

-a c a;l -rl -.I-b Cl
U)JJv

i.)tt i>'a, ,;v',s*
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"Bahwa dia telah menthalak istrinya sedangkan ia dalam keadaan

haid di masa Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda,
'perintahkanlah dia, hendakalah dia merujuk istrinya hingga istrinya

suci, kemudian haid, kemudian suci, kenrudian jika ia mau, ia boleh

mempertahankannya dan jika ia mau, ia boleh menthalaknya sebelum

rnenggaulinya, itulah iddah yang Allah perintahkan untuk menthalak
. . ' rr8()
ISITI .

Dari pembahasan ini, mereka berbeda pendapat tentang tiga hal:

Pertama: Apakah termasuk syarat thalak sunni adalah agar tidak
diikuti dengan thalak di saat iddah

l. Malik, Abu Hanifah dan para pengikut mereka berdua berbeda

pendapat. Malik mengatakan termasuk syarat thalak sunni adalah

agar tidak diikuti dengan thalak yang lain di saat iddah.

2. Abu Hanifah mengatakan, jika menthalaknya setiap kali suci satu

kali thalak, maka thalak tersebut dinamakan thalak sunni.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah termasuk syarat thalak sunni

ini ialah agar terjadi di saat masih ada ikatan suami istri setelah rujuk atau

bukan.

Ulama yang berpendapat bahwa hal itu termasuk syarat dalam

thalak sunni, mereka berpendapat tidak boleh diikuti dengan thalak lagi.

Adapun ulama yang mengatakan bukan syarat, mereka membolehkan

diikutkan dengan thalak lain. Dan tidak ada perselisihan pendapat di

antara mereka tentang jatuhnya thalak yang diikutkan.

Kedua: Apakah orang yang menthalak tiga disebut thalak sunni

l. Malik berpendapat bahwa orang yang menthalak tiga kali dengan

lafazh satu kali tidak disebut thalak sunni.

80 Muuafaq 'Alaih. HP.. Al Bukhari (4908, 5251, 5258, 5332, 5333, 7160),

Muslim (1471), Abu Daud (2179), At-Tirmidzi (1175), An-Nasa'i (6/138), Ibnu
Majah (2019), Ahmad (216, 45. 53, 102, 124, 130), dan Ath-Thayalisi ( 1853).
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2. Syaf i berpendapat bahwa itu adalah thalak sunni.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara pengakuan Nabi

SAW terhadap orang yang menthalak tiga kali di hadapan beliau daiam

satu lafazh dengan pemahaman terbalik Al Qur'an tentang hukum thalak

ketiga.

Hadits yang dijadikan hujjah oleh Syaf i yaitu hadits shahih yang
menerangkan:

.: i. ). tot, -.o. .'.'.:t,'o' '"' 
2 o"

',itt 
")2 

At J"y't;'hi W L':; ,* *1>,r;al Ji i i; tt

^:'ti,4LUi"r"; &-, *
"Bahwa Al Ajlani mencerai istrinya tiga kali di hadapan Rasulullah

SAW setelah selesai mengucapkan sumpah li'an."8l

Dia mengatakan seandainya itu adalah thalak bid'i, maka

Rasulullah SAW tidak akan mengakuinya.

Adapun Malik, setelah melihat bahwa orirng yang mencerai dengan

lafazh tiga berarti dia telah menghilangkan keringanan yang Allah
jadikan di dalam bilangan, dia mengatakan bahwa itu bukanlah thalak

sunni. Para pengikutnya mengemukakn alasan tentang hadits tersebut,

bahwa suami istri yang melakukan sumpah li'an menurutnya telah terjadi
perceraian di antara keduanya, karena sumpah li'an itu sendiri, maka

telah terjadi thalak tidak pada tempatnya, jadi tidak disifati baik dengan

thalak sunni atau thalak bid'i. Dan pendapat Malik -wallahu a'lom- di
sini lebih kuat daripada pendapat Syaf i.

Ketiga: Hukum orang yang mencerai di saat istri sedang haid

Para ulama berbeda pendapat tetang hal itu dalam beberapa hal, di
antaranya:

l. Jumhur mengatakan thalaknya bisa dilaksanakan.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan thalaknya tidak bisa
dilaksanakan dan tidak terjadi.

8r Muftafaq 'Alaih.Hk. Al Bukhari (5259), Muslim (1492), Abu Daud (2254),
An-Nasa'i (61143), dan Ahmad (5/336).
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Para ulama yang mengatakan bisa dilaksanakan, mereka
berpendapat diperintahkan untuk rujuk kembali. Mereka terbagi menjadi
dua kelompok: satu kelompok berpendapat bahwa hal itu wajib dan dia

dipaksa untuk itu, pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan para

pengikutnya. Kelompok lain mengatakan bahwa itu adalah sunnah dan

tidak dipaksa, pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i, Abu Hanifah, Ats-
Tsauri dan Ahmad.

Para ulama yang mewajibkan untuk memaksa berbeda pendapat

tentang waktu untuk memaksanya:

Malik, mayoritas pengikutnya, Ibnu Al Qasim dan lainnya
mengatakan dipaksa selagi iddah-nya belum selesai. Sedangkan Asyhab
mengatakan, tidak dipaksa kecuali pada haid pertama.

Para ulama yang mengatakan untuk memerintahkannya agar

merujuk kembali, berbeda pendapat kapan dia bisa menjatuhkan thalak
setelah merujuk, jika dia menghendaki:

Sekelompok ulama mensyaratkan dalam merujuk agar menahannya

hingga suci dari haid tersebut kemudian haid, kemudian suci, kemudian
jika mau, dia boleh menthalaknya dan jika mau dia boleh
mempertahankannya, pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Syaf i dan

sekelompok ulama.

Sekelompok lain mengatakan bahkan dia harus merujuknya, jika
dia telah suci dari haid yang dia menthalak pada saat itu, jika mau, dia
boleh mempertahankannya dan jika mau, dia boleh menthalaknya,
pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para ulama dari Kufah.

Semua ulama yang mensyaratkan di dalam thalak sunni agar
rnenthalaknya dalam keadaan suci yang belum digaulinya, mereka tidak
berpendapat untuk merujuk jika dia menthalaknya dalam keadaan suci

dan dia telah menggaulinya. Di sini terdapat empat masalah:

Masalah pertama: Apakah thalak bisa terjadi di saat haid

l. Jumhur berpendapat bahwa thalak jika terjadi di saat haid, maka
thalak tersebut dihitung dan disebut sebagai thalak, berdasarkan

sabda Nabi SAW di dalam hadits Ibnu Umar:

0J,$^t*
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"Perintahkanlah dia, hendcklah dia merujuk istrinya."8z

Mereka mengatakan bahrva rujuk itu tidak terjadi kecuali setelah
adanya thalak. Dan Syaf i meriwayatkan dari Muslim bin Khalid
dari lbnu Juraij:

. t2 o o t< . tz/, " 
''-"ti,. . t t,.ii" , ... i, ,"i..i " t4*}* :t ^i4r:'-+ J^ ijlu ft J\.''_ri ;efi

t.^t

.f :JE'&': & nr .ri.a ,frt )"-', ta-r-

"Bahwa mereka mengirim utusan untuk -"n"*ui Nafi' ^r*bertanya kepadanya, apakah thalak yang dilakukan oleh Ibnu Umar
di masa Rasulullah SAW dihitung? Dia menjawab, 'Ya.'
Diriwayatkan bahwa pendapat itulah yang difatwakan oleh lbnu
Umar.

2. Ulama yang tidak berpendapat bahwa thalak ini terjadi, mereka
berpegang pada keumuman sabda Nabi SAW:

"r* 
s';i ,JL ; "W':i ,p F

"Semuo perbuatan atau amalan yang tidak ada p"rirrot ,Ia'rf ka*f ,

maka perbuatan tersebut tertolak."83

Mereka mengatakan perintah Rasulullah SAW tentang tertolaknya
hal itu menunjukkan tidak dilaksanakan dan tidak terjadi.

Secara global, sebab perbedaan pendapat: Apakah syarat yang
telah ditentukan oleh syari'at di dalam thalak sunni adalah syarat sah dan
cukup ataukah syarat kesempurnaan dan kelengkapan.

Ulama yang mengatakan bahwa itu adalah syarat sah, berpendapat
thalak yang tidak terdapat padanya sifat ini, tidak terjadi. Sedangakan
ulama yang mengatakan itu adalah syarat kesempurnaan dan
kelengkapan, mereka berpendapat thalak tersebut terjadi dan disunahkan
agar terjadi secara sempuma. Karena itu ulama yang menyatakan

82 Telah dijelaskan takhrij-nya.83 Muftafaq 'Alaih. HF.. Al Bukhari (2697), Muslim (1718), Abu Daud (4606),
Ibnu Majah (14), Ahmad (6/240,27), Abu Awanah (4i18, l9), Al Qadha'i di
dalam Asy-Syihab (359, 360, 361), semuanya dari Aisyah dengan lafazh,
"Barangsiapa membuat hal baru di dalam urusan kami yang tidak ada
dasarnya, maka hal itu tertolak. "
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terjadinya thalak tersebut dan dipaksa untuk merujuk kembali adalah

bertentangan. Maka renungkanlah hal itu.

Masalah kedua: Jika menjatuhkan thalak di saat haid, apakah

dipaksa untuk merujuk

1. Ulama yang berpegang pada zhahir perintah yaitu menunjukkan

wajib, berdasarkan ketentuan yang ada menurut jumhur, mereka

berpendapat dipaksa.

2. Ulama yang memperhatikan makna yang telah kami katakan,

bahwa thalak tersebut terjadi, mereka berpendapat perintah ini
menunjukkan sunah.

Masalah ketiga: Kapan dia boleh menjatuhkan thalak setelah

dipaksa

l. Ulama yang dalam hal itu mensyaratkan untuk

mempertahankannya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci,

berpendapat seperti itu, karena itulah yang ditegaskan di dalam

hadits Ibnu Umar yang telah berlalu, mereka mengatakan, makna

yang terdapat dalam hadits tersebut ialah rujuk itu dikatakan sah

dengan menggaulinya di waktu suci yang terjadi setelah haid,

karena seandainya dia menthalaknya di waktu suci yang terjadi

setelah haid, maka tidak ada iddah bginya dari thalak yang lain,

karena dia seperti orang yang menthalak sebelum menggauli.

Secara global, mereka mengatakan bahwa termasuk syarat rujuk
ialah adanya masa yang memungkinkan untuk menggauli di waktu

suci yang dia belum menthalak di saat haid sebelumnya, yaitu salah

satu syarat yang ditentukan menurut Malik didalam thalak sunni,

sebagaimana telah dijelaskan oleh Abdul Wahhab.

2. Adapun para ulama yang tidak mensyaratkan hal itu, mereka

berpendapat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Yunus bin

Jubair, Said bin Jubair, Ibnu Sirin dan pengikut mereka dari Ibnu

Umar di dalam hadits ini, bahwa beliau bersabda, "Dia harus

merujuk istrinya. Jika telah suci, maka dia boleh menthalaknya,
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kulau tlia ntuu."84 mereka mengatakan bahwa makna yang terdapat

dalam hadits tersebut ialah bahwa beliau hanya memerintahkannya

untuk merujuk sebagai hukuman baginya, karena dia telah

menthalak di waktu yang dimakruhkan. Jika waktu telah berlalu
maka thalak pun terjadi dengan cara yang tidak dimakruhkan.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi di antara hadits-hadits
mengenai masalah ini dan pertentangan antara pengertian illat (alasan).

Masalah keempat: Kapan dipaksa untuk rujuk

1. Malik berpendapat bahwa dia dipaksa untuk merujuk istrinya
berdasarkan lamanya masa iddah, karena waktu itu adalah waktu
yang dibolehkan baginya untuk merujuknya.

2. Adapun Asyhab dalam hal ini berpendapat dengan zhahir hadits
tersebut, karena di dalam hadits tersebut dikatakan,
"Perintahkanlah dia, hendaklah dia merujuk istrinya hingga suci."
Hal itu menunjukkan bahwa rujuk te{adi di saat haid dan juga dia
mengatakan bahwa dia diperintahkan untuk merujuk istrinya
supaya masa haidnya tidak terlalu lama, karena jika terjadi thalak di
saat haid, maka haid tersebut tidak dihitung sebagai masa iddah
berdasarkan rjma'. Jika kita katakan, bahwa dia merujuknya di
selain waktu haid, maka hal itu lebih lama baginya. Berdasarkan

alasan ini, semestinya dibolehkan menjatuhkan thalak di waktu
suci yang tedadi setelah haid.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan pendapat mereka tentang
alasan perintah untuk merujuk kembali.

Bab III
Khulu'

Kata-kata khulu',fidyah, Shulh dan mubara ci, semuanya kembali
kepada satu makna, yaitu seorang wanita memberikan pengganti atas

perceraiannya. Hanya saja kata khulu' khusus berkenaan dengan
pemberian istri kepada suaminya berupa semua harta yang dahulu
diberikan suami kepadanya. Sedangkan shulh yaitu pemberian

8n Bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah berlalu.
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sebagiannya. Adapun fidyah yaitu pemberian sebagian besarnya, dan

mubara'ah yaitu istri menggugurkan hak yang dimilikinya dari suami.

Semua ini berdasarkan pengertian yang dijelaskan.

Pembicaraan mengenai pokok-pokok dari salah satu macam

perceraiaan ini terangkum dalam empat pasal:

Pasal Pertama: dibolehkannya khulu'

l. Dibolehkannya khulu', pendapat ini dipegang oleh mayoritas

fuqaha. Dasar dalam hal ini ialah Al Qur'an dan As-Sunnah.

Al Qur'an: yaitu firman Allah 1a'ala,*Maka tidak ada dosa atas

keduanya berkenaan dengan bayaran yang diberikan oleh istri

untuk menebus dirinya." (Qs. Al Baqarah [2]:229)

Sedangkan As-Sunnah: yaitu hadits Ibnu Abbas.
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"Bahwa istri Tsabit bin Qais datang menemui Nabi SAW, seraya

berkata, 'Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencelanya,

dalam akhlak dan agamanya. Akan tetapi aku tidak suka dengan

kekafiran setelah masuk Islam.' Maka Rasulullah SAW bersabda,

'Apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya kepadanya?,'

dia menjawab, 'Ya.' Rasulullah SAW bersabda,'Terimalah kebun

itu dan ceraikanlah dia satu kali'." (HR. Al Bukhari, Abu Daud

dan An-Nasa'i)8J.

Hadits ini adalah hadits yang disepak ati ke- s hahih-anny a.

85 Shahih. HR. Al Bukhari (5273), Abu Daud (2229), dengan hadits yang

semakna, serta diriwayatkan oleh An-Nasa'i (61169), di dalam Al Kubra (5657),

ibnu Majah (2056), Ibnu Al Jarud di dalam Al Muntaqa (750), Ad-Daruquthni
(31254), Ath-Thabrani (24/211), (l l/310) dan Al Baihaqi (71313).
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2. Abu Bakar bin Abdullah Al Muzini berpendapat dengan pendapat

yang ganjil dari pendapat jumhur, dia mengatakan bahwa suami

tidak boleh mengambil sesuatu pun dari istrinya. Untuk itu 'dia

berdalil dengan anggapan bahwa firman Allah Ta'ala,"Maka tidak
atla dosa alas keduanya berkenaan dengan bayaran yang diberikan
oleh istri untuk menebus dirinya." (Qs. Al Baqarah l2l: 229).

Dihapus dengan firman Allah Ta'ala, "Dan jika kamu ingin
mengganti istri(mu) dengan istri yang lain, sedang kamu telah

memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak,

maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang
sedikitpun." (Qs. An-Nisaa' [4]: 20).

3. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa makna hal itu adalah tanpa

keridhaannya, adapun jika dengan keridhaannya, maka dibolehkan.

Sebab perbedaan pendapat: Mengartikan lafazh ini berdasarkan

keumumannya atau kekhususannya.

Pasal kedua: Syarat-syarat terjadinya

Adapun syarat-syarat dibolehkannya yaitu:

@ Syarat yang berhubungan dengan ukuran yang dibolehkan dalam

khulu'.

@ Syarat yang berhubungan dengan sifat sesuatu yang dengannya
khulu' dibolehkan .

Syarat yang berhubungan dengan keadaan dibolehkan nya khulu'.

Syarat yang berhubungan dengan sifat yang dibolehkan bagi
wanita untuk melakukannya atau para wali mereka yang tidak
memiliki kekuasaan.

Dalam pembahasan ini terdapat empat masalah:

Masalah pertama: Ukuran yang dibolehkan dalam khulu'

[Jkuran yang dibolehkan seorang wanita melakukan khulu':

l. Malik, Syafi'i dan sekelompok ulama mengatakan bahwa seorang

wanita dibolehkan melakukan khulu' dengan harta yang lebih
banyak dari mahar yang diberikan oleh suami, jika pembangkangan

@

EE
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datang dari dirinya, dan bisa juga dengan ukuran yang sama atau

dengan ukuran yang lebih sedikit.

2. Pendapat lain menyatakan bahwa suami tidak boleh mengambil
lebih banyak dari yang telah dia berikan kepada istrinya,
berdasarkan zhahir hadits Tsabit.

Ulama yang menyamakannya dengan semua pegganti di dalam
urusan muamalah, berpendapat bahwa ukuran tersebut kembali kepada
keridhaan. Ulama yang mengambil zhahir hadits Tsabit tidak
membolehkan lebih dari hal itu dan sepertinya mereka melihat hal itu
termasuk mengambil harta tanpa hak.

Masalah kedua: Sifat sesuatu yang dijadikan sebagai pengganti

l. Syaf i dan Abu Hanifah dalam hal ini mensyaratkan agar sifatnya
bisa diketahui dan wujudnya juga bisa diketahui.

2. Sedangkan Malik dalam hal ini membolehkan sesuatu yang tidak
diketahui wujud dan ukurannya serta sesuatu yang tidak ada, seperti
sesuatu yang lepas dan lari, buah-buahan yang belunl masak dan

budak yang tidak bisa disifati.

3. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia membolehkan sesuatu

yang bersifat penipuan dan melarang sesuatu yang tidak ada.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan pengganti dalam hal
ini antara pengganti dalam jual beli atau sesuatu yang dihibahkan serta

diwasiatkan. Ulama yang menyamakannya dengan jual beli dalam hal ini
mensyaratkan sesuatu yang disyaratkan dalam jual beli dan yang
disyaratkan dalam pengganti jual beli. Dan ulama yang menyamakannya
dengan pemberian tidak mensyaratkan hal itu.

Mereka berbeda pendapat jika terjadi khulu' dengan sesuatu yang
tidak halal seperti khamer dan babi, apakah wajib untuk diganti atau
tidak, setelah mereka sepakat bahwa perceraian terjadi:

1. Malik berpendapat tidak harus ada pengganti, pendapat ini juga
dikemukakan oleh Abu Hanifah.

2. Syaf iberpendapat wajib untuk memberikanmahar mitsl.
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Masalah ketiga: Keadaan yang dibolehkan untuk melakukan
khulu'

Adapun sesuatu yang berhubungan dengan keadaan yatng

dibolehkan untuk melakukan khulu' dari yang tidak dibolehkan :

l. Jumhur berpendapat bahwa khulu' diperbolekan dengan adanya

saling ridha, jika sebab keridhaan istri dengan sesuatu yang dia
berikan tidak membahayakan dirinya.

Dasar dalam hal ini ialah firman Allah Ta'ala, "Dan janganlah
kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali
sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali
jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata." (Qs. An-Nisaa'

[a]: 1e).

Dan firman Allah Ta'ala, "Jika kamu khowatir bahwa jika
keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah,
maka tidak ada dosa atas keduanya berkenaan dengan bayaran
yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Qs. Al Baqarah

l2l:22e).
2. Abu Qilabah dan Al Hasan Al Bashri berpendapat dengan pendapat

yang ganjil, keduanya mengatakan bahwa seorang suami tidak
boleh melakukan khulu' terhadap istrinya, hingga dia mendapatkan
istrinya sedang berzina. Mereka mengartikan perbuatan keji dengan

arti berzina.

3. Daud berpendapat tidak dibolehkan kecuali dengan syarat khawatir
jika keduanya tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah
berdasarkan zhahir ayat tersebut di atas.

4. An-Nu'man berpendapat dengan pendapat yang ganjil, dibolehkan
khulu' meskipun membahayakan istri.

Berdasarkan pemahaman yang benar bahwa tebusan hanya
diberikan kepada istri untuk membayar sesuatu yang berada di tangan

suami karena thalak, dimana hak thalak tidak berada di tangan suami jika
dia membenci istri, adapun khulu' berada di tangan istri jika dia
membenci suami.

Di dalam khulu' terdapat lima pendapat:

l. Bahwa khulu' tidak dibolehkan sama sekali.
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Bahwa khulu' dibolehkan kapan saja (maksudnya, meskipun

membahayakan).

Bahwa khulu' tidak dibolehkan kecuali jika suami menyaksikan

istrinya berzina.

Bahwa khulu' dibolehkan dengan adanya kehawatiran jika tidak

bisa menegakkan hukum-hukum Allah.

Bahwa khulu' dibolehkan kapan saja kecuali jika membahayakan.

Ini adalah pendapat yang masyhur.

Masalah keempat: Sifat wanita yang dibolehkan untuk meminta

khulu'

Adapun masalah siapakah yang dibolehkan meminta khulu' maka

tidak ada perbedaan pendapat menumt jumhur bahwa wanita bangsawan

dibolehkan meminta khulu' untuk dirinya, sedangkan budak wanita tidak

boleh meminta khulu' untuk dirinya, kecuali dengan keridhaan tuannya.

Begitujuga wanita yang bodoh harus dengan walinya menurut pendapat

ulama yang menyatakan adanya perwalian.

Sedangkan Malik mengatakan, seorang bapak boleh memintakan

khulu' untuk anak gadisnya yang masih kecil sebagaimana dia

menikahkannya, begitu juga bagi anak lakilakinya yang masih kecil,

karena menurut Malik dia boleh menceraikan untuk anaknya. Sementara

mengenai anak kecil laki-laki para ulama berbeda pendapat; Syaf i dan

Abu Hanifah berpendapat tidak dibolehkan karena menurut mereka dia

tidak bisa menceraikan untuk anaknya. hYallahu a'lam.

Khulu' yang dilakukan oleh wanita yang sedang sakit:

1. Dibolehkan menurut Malik, jika khulu' tersebut sebesar warisan

suami yang diterima darinya, Ibnu Nafi' meriwayatkan dari Malik
bahwa dia membolehkan wanita yang sakit melakukan khulu'

dengan sepertiga seluruh hartanya.

2. Syaf i mengatakan jika wanita yang sakit tersebut melakukan

khulu' dengan harta sebesar mahar mitsl, maka dibolehkan dan

harta tersebut dari harta pokok, jika lebih dari itu, maka tambahan

tersebut dari sepertiga.
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Adapun wanita yang dibiarkan yaitu wanita yang tidak memiliki
orang yang diwasiatkan untuk mengurusinya serta tidak memiliki bapak:

1. Ibnu Al Qasim mengatakan khulu'nya dibolehkan jika melakukan

khulu' sebesar mahar mitslnya.

2. Jumhur berpendapat bahwa seorang wanita yang menguasai dirinya
dibolehkan melakukan khulu' untuk dirinya.

3. Al Hasan dan Ibnu Sirin berpendapat dengan pendapat yang ganjil,

keduanya mengatakan dia tidak dibolehkan melakukan khulu'
kecuali dengan izin penguasa.

Masalah ketiga: Macamnya

Adapun macam khulu':

1. Jumhur berpendapat bahwa khulu' adalah thalak, pendapat ini juga

dikemukakan oleh Malik.

2. Abu Hanifah menyamakan antara thalak danfasakh.

3. Syaf i mengatakan bahwa khulu' adalah fasakh, pendapat inijuga
dikemukakan oleh Ahmad, Daud dan Ibnu Abbas dari kalangan

para sahabat. Diriwayatkan dari Syaf i bahwa khulu' menurutnya

adalah kinayah, jika menghendaki thalak, maka itu adalah thalak
dan jika menghendaki fasakh, maka itu adalah fasakh, dikatakan di
dalam qaul jadid (pendapat yang dikatakannya ketika di Mesir)
bahwa khulu' adalah thalak.

Efek dari pembedaan tersebut: Apakah dengan adanya khulu'
tersebut dihitung dalam jumlah thalak atau tidak. Jumhur ulama yang

berpendapat bahwa khulu' adalah thalak menjadikannya sebagai thalak
ba'in, karena jika suami masih bisa merujuk istrinya di masa iddah,maka
tebusannya tidak memiliki arti.

Abu Tsaur mengatakan, jika tidak dilakukan dengan lafazh thalak,
maka suami tidak boleh merujuk istrinya, tetapi jika dengan lafazh
thalak, maka suami boleh merujuk istrinya.

Ulama yang bependapat khulu' itu adalah thalak, berdalil bahwa

fasakh adalah sesuatu yang mengandung arti bahwa hak cerai biasanya

menjadi milik suami di dalam perceraian yang tidak berhubungan dengan
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hak pilihnya, sedangkan hal ini berhubungan dengan hak pilihnya, maka

tidak disebutJasakh.

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa khulu' bukanlah thalak

berhujjah dengan dalil bahwa Allah Ta'ala telah menyebutkan thalak di

dalam kitab-Nya: "Thalak yang dapat dirujuk itu dua kali." (Qs. Al
Baqarah l2l:229).

Kemudian menyebutkan tentang tebusan, "Jika suami mencerainya

(sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu lidak halal lagi

baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain-" (Qs. Al Baqarah [2]:
229- 230).

Seandainya tebusan (khulu') dinamakan thalak, niscaya thalak yang

tidak halal bagi suami untuk rujuk kecuali setelah menikah dengan suami

lain adalah thalak keempat.

Menurut mereka, bahwa fasakh terjadi dengan saling ridha,

diqiyaskan dengan fasakh (pembatalan) dalam jual beli (maksudnya,

pemindahan hak).

Menurut ulama yang menyelisihi pendapat ini, bahwa ayat tersebut

hanya mengandung hukum tebusan bahwa hal itu adalah sesuatu yang

disertakan dengan semua bentuk thalak, tidak menunjukkan bahwa hal itu

bukan thalak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah adanya pengganti yang

disertakan dalam perceraian ini mengecualikannya dari jenis perceraian

thalak kepadajenis perceraian fasakh atau tidak.

Pasal keempat: Hukum-hukum yang menyertainya

Adapun hukum-hukum yang menyertainya, ada banyak cabang,

tetapi kami hanya sebutkan yang masyhur.

@ Apakah thalak bisa diikutkan pada wanita yang dithalak atau

tidak:

1. Malik mengatakan tidak bisa diikutkan, kecuali jika perkataannya

bersambung.

2. Syaf i mengatakan, tidak bisa disertakan meskipun perkataannya

bersambung.
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3. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bisa diikutkan dan dia tidak

mentbedakan antara segera dan ada tenggang waktu.

Sebab perbedaan penclapat: Bahwa iddah menurut kelompok

pertama termasuk hukum-hukum thalak. Menurut Abu Hanifah, termasuk

hukum-hukum pernikahan, karena itu menurutnya tidak boleh seseorang

menikah dengan wanita yang saudara perempuannya masih dalam iddah

thalak ba'in. Ulama yang berpendapat bahwa iddah termasuk hukum

pernikahan, menurutnya thalak bisa diikutkan dengan khulu'. Sedangkan

ulama yang tidak berpendapat seperti itu, maka thalak tidak bisa

diikutkan dengan khulu'.

[.3 Jumhur ulama telah sepakat bahwa suami tidak bisa rujuk
kepada istri yang melakukan khulu' di saat iddah, kecuali pendapat yang

diriwayatkan dari Said bin Al Musayyab dan Ibnu Syihab, bahwa

keduanya berkata, "Jika dia (suami) mengembalikan sesuatu yang telah

dia ambil di saat iddah kepada istrinya 
-aku 

mengira- bahwa dia bisa

merujuknya. Perbedaan yang kami sebutkan dari Abu Tsaur antara

dilakukan dengan lafazh thalak atau tidak.

[! Jumhur telah sepakat bahwa suami boleh menikahinya dengan

keridhaannya ketika masih dalam iddah-nya. Sedangkan kelompok

muta'akhkhirin mengatakan tidak boleh menikahinya dan juga orang lain

di saat wanita itu masih dalam iddah-nya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah larangan dari menikah di

saat iddah adalah suatu ibadah atau bukan, tetapi itu bisa diketahui

alasannya.

Mereka berbeda pendapat tentang iddah wanita yang melakukan

khulu', dan akan dijelaskan selanjutnya.

Mereka berbeda pendapat jika suami istri berbeda pendapat tentang

ukuran (umlah) harta dimana khulu' terjadi dengannya:

l. Malik berpendapat bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah
perkataan suami, jika ketika itu tidak ada bukti.

2. Syaf i berpendapat bahwa keduanya saling bersumpah dan istri
harus membayar mahar milsl. Syaft'i menyamakan perselisihan

keduanya dengan perselisihan dua orang yang melakukan jual beli.

Malik mengatakan istri adalah tertuduh, sedangkan suami adalah

penuduh.
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Berbagai pemasalahan di dalam bab ini cukup banyak dan tidak
pantas untuk menjadi tujuan kita.

Bab IV

Perbedaan antara Thalak dan Fasakh

Pendapat Malik rahimahullah tentang perbedaan antara fasakh

yang tidak dihitung dalam jumlah thalak tiga dan thalak yang dihitung
dalam jumlah thalak tiga, terbagi menjadi dua pendapat:

Pertama, bahwa suatu pernikahan meskipun di dalamnya terdapat
perbedaan yang berada di luar madzhabnya (maksudnya, tentang
dibolehkan nya) sementara perbedaan tersebut terkenal, maka perceraian
itu menurutnya adalah thalak, seperti hukum seorang wanita menikahkan
dirinya dan pernikahan orang yang sedang berihram. Maka hal tersebut
berdasarkan riwayat ini adalah thalak bukan fasakh.

Kedua, bahwa yang menjadi pertimbangan dalam hal itu ialah
sebab yang mengharuskan adanya perceraian. Jika tidak kembali kepada

suami istri, yang jika hendak membangun hubungan suami istri
bersamanya tidak sah, maka itu dinamakan fasakh, seperti pernikahan
wanita yang diharamkan karena susuan atau pernikahan yang masih
dalam iddah, jika keduanya tidak bisa membangunnya seperti menolak
pernikahan karena ada cacat, maka hal itu dinamakan thalak.

Bab V

Takhyir (Pemberian Hak kepada Istri untuk Memitih) dan Tamlik
(Pemberian Hak Thalak kepada Istri)

Di antara macam thalak yang kelihatannya memiliki hukum
tertentu yaitu: tamlik dan takhyir. Menurut Malik --{i dalam pendapat
yang masyhur- tamlik berbeda dengan taklryir, tamlik menurutnya yaitu
menyerahkan kepada istri hak untuk menjatuhkan thalak, ini mengandung
kemungkinan bisa satu atau lebih. Karena itu menurutnya suami boleh
memungkiri istri pada thalak yang lebih dari satu.

Sedangkan takhyir berbeda dengan hal itu, karena khiyar (memilih)
mengandung arti menjatuhkan thalak yang dengannya ikatan perkawinan
terputus, kecuali jika takhyir tersebut dibatasi, seperti seorang suami
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mengatakan kepada istri, "Pilihlah dirimu." Atau "Pilihlah thalak satu

atau thalak dua."

.ladi, menurut Malik di dalam khiyar mutlak istri hanya bisa

nremilih suaminya atau melakukan thalak ba'in dengan tlialak tiga. Jika
dia mcmilih satu, maka berarti dia belum melakukannya. Sedangkan istri
yang diberikan hak tamlik, maka hak tamlik-nya tidak akan batal

menurutnya jika tidak menjatuhkan thalak hingga lama urusannya,

berdasarkan salah satu dari dua riwayat atau keduanya berpisah dari

majlis. Sedangkan riwayat kedua yaitu, bahwa istri tetap memiliki hak

tamlik sampai dia sendiri mengembalikannya atau menthalak.

Menurut Malik perbedaan antara tamlik (pembenan hak thalak) dan

mewakilkan kepada istri untuk menthalak dirinya adalah, bahwa di dalam

mewakilkan seorang suami bisa memutuskan istri dari perwakilan
tersebut sebelum istri menjatuhkan thalak, sedangkan di dalam tamlik
suami tidak bisa.

Syaf i mengatakan bahwa kalimat "Pilihlah dan urusanmu ada di
tanganmu" adalah sama, itu tidak dinamakan thalak, kecuali jika suami

berniat menjatuhkan thalak. Jika suami berniat melakukan thalak, maka

itulah yang dia kehendakinya, jika dia menghendaki satu kali, maka jatuh

thalak sekali dan jika dia menghendaki tiga kali, maka jatuh thalak tiga.
Menurutnya suami boleh mengingkari istri dalam urusan thalak itu

sendiri dan jumlah dalam khiyar alau tamlik Menurutnya jika istri
menthalak dinnya sendiri maka thalaknya adalah thalak raj'i,begituluga
menurut Malik di dalam masalah tamlik.

Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, takhyir
itu bukan thalak. Jika istri menthalak dirinya sekali di <ialam urusan
tamlik maka berarti thalaknya adalah ba'in.

Ats-Tsauri mengatakan bahwa takhyir dan tamlik inaknanya satu,
tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa perkataan yang jadi
pegangan adalah perkataan istri mengenai jumlah thalak dalam umsan
tamlik dan suami tidak bisa mengingkarinya. Pendapat ini diriwayatkan
dari Ali dan Ibnu Al Musayyib dan pendapat inijuga dikemukakan oleh
Az-Zuhri dan Atha'.
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Pendapat lain juga mengatakan bahwa seorang istri dalam masalah

tumlik tidak berhak kecuali hanya menthalak dirinya satu kali. Pendapat

ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Umar RA: Bahwa seseorang datang

menemui Ibnu Mas'ud seraya berkata, "Di antaraku dan istriku telah

terjadi sesuatu yang juga terjadi pada orang banyak." Maka istrinya

berkata, "seandainya urusanku yang berada di tanganmu berada di

tanganku, niscaya aku mengetahui bagaimana aku berbuat." Suaminya

mengatakan, "LJrusanmu yang berada ditanganku sekarang berada di

tanganmu." Istrinya berkata, "Kamu saya ceraikan tiga kali." Ibnu

Mas'ud berkata, "Aku berpendapat itu adalah thalak satu, dan kamu lebih

berhak atas dirinya selagi dia masih dalam iddah-nya. Dan aku akan

menemui Amirul Mukminin, (Jmar." Lalu dia bertemu dengan Umar dan

menceritakan kisah tersebut kepadanya. Maka umar berkata, "Allah
menjadikan sesuatu pada diri laki-laki dan menjalankannya, mereka

berusaha untuk menjadikan sesuatu yang berada di tangan laki-laki
berada di tangan wanita, padahal terdapat tanah di mulut mereka, apa

yang kamu katakan mengenai hal itu?" Aku mengatakan, "Aku
berpendapat bahwa thalak tersebut adalah satu dan suaminya lebih berhak

atas istrinya." Umar berkata, "Aku pun berpendapat demikian,

seandainya engkau berpendapat selain itu, maka aku tahu bahwa engkau

tidak benar."86

Pendapat lain mengatakan bahwa tamlik tidak ada artinya sama

sekali, karena sesuatu yang telah dijadikan oleh syari'at berada di tangan

lakilaki, tidak boleh kembali ke tangan wanita karena perbuatan

seseorang. Begitu juga takhyir, ini adalah pendapat Abu Muhammad bin
Hazm.

Pendapat Malik tentang wanita yang diberi hak tamlik memilih hak

khiyar (memilih) untuk menthalak atau tetap pada ikatan pemikahan

seiagi masih berada di majlis, ini juga pendapat Syaf i, Abu Hanifah, Al
Auza'i dan sekelompok fuqaha berbagai negeri.

Menurut Syaf i bahwa tamlikjika dengannya suami menghendaki

thalak seperti perwakilan dan suami dalam hal ini boleh merujuk kapan

dia inginkan selagi belum menjatuhkan thalak.

86 Sanadnya shahih: HR. Abdurrazak di dalam Mushannaf-nya (61520), (l l914),
Ibnu Abi Syaibah di dalam Al Mushannaf (61520), Ath-Thabrani di dalam l/
Kabir (91332), dan Al Baihaqi (71341).
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Untuk memutuskan masalah tamlik atau takhyir dan menjadikan hal
itu untuk wanita, jumhur berdalil dengan hadits shahih tentang takhyir
Rasulullah SAW terhadap para istrinya. Aisyah berkata:

t/ . - t, , t . 
^ 

, . t

.ri)\t :s; d, 
"t";u 

l;', & r' * iv\ J"r-', u';
"Rasulullah SAW memberikan pilihan t"puau kami, kami pun

memilih beliau, maka tidak terjadi thalak."87

Tetapi ahli zhahir berpendapat seandainya mereka memilih diri
mereka sendiri, berarti Rasulullah SAW menceraikan mereka, bukan
mereka yang menceraikan diri mereka dengan pilihan thalak itu sendiri.

Jumhur berpendapat bahwa takhyir dan tamlik hukumnya satu,

karena dari pengertian bahasa dijelaskan bahwa orang yang memberikan
hak kekuasaan salah satu dari beberapa urusan kepada orang lain, jika dia
menghendaki, maka dia boleh melakukannya atau tidak melakukannya,
maka berarti dia telah memberikan hak pilih kepadanya.

Malik berpendapat bahwa ucapan suami kepada istrinya "Pilihlah
aku atau dirimu," menurut pengertian syar'i secara zhahir menunjukkan
makna thalak ba'in dengan Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada
istri-istri beliau. Karena yang dipahami dari hadits tersebut hanyalah
thalak ba'in. Malik berpendapat bahwa tidak diterimanya perkataan
suami di dalam masalah tamlik sedangkan dia tidak menghendaki thalak,
jika dia menganggap seperti itu, karena lafazh zhahir yang berarti
menjadikan thalak berada di tangannya.

Sedangkan Syaf i berpendapat, karena lafazh tersebut menurutnya
bukan nash, maka yang jadi pertimbangan dalam hal ini adalah niat.
Sebab perselisihannya yaitu, apakah yang dimenangkan itu zhahir lafazh
atau anggapan niat, begitujuga di dalam takhyir.

Hanya saja mereka sepakat bahwa suami boleh mengingkari
istrinya mengenai jumlah (maksudnya, lafazh tamlik) karena lafazh
tersebut tidak menunjukkan arti yang mengandung adanya kemungkinan,
lebih-lebih dari zhahir lafazh tersebut. Malik dan Syaf i berpendapat

87 Muftafaq 'Alaih. HFt. Al Bukhari (5262, 5263), Muslim (147:.), Abu Daud
(2203), At-Tirmidzi (1176), An-Nasa'i (6.56, 160, 161), di dalam Al Kubra
(5635, 5636, 5631), Ibnu Majah (2052), Ahmad (61173, 202, 240), semuanya
dari Aisyah RA.
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bahwa jika seorang istri menthalak dirinya dengan hak tamlik yang

diberikan suami kepadanya satu kali thalak, maka thalak tersebut adalah

thalak raj'i. Karenalafazh thalak diartikan berdasarkan pengertian syar'i

yaitu thalak sunni. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa thalak

tersebut adalah thalak ba'in, karena jika suami memiliki hak untuk

merujuk istrinya, maka hak tamlik yang istri minta dari suaminya tidak

ada gunanya dan karena maksud dari suami akan hal itu.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa istri berhak menthalak

dirinya tiga kali dalam masalah tamlik dan suami dalam hal ini tidak

berhak untuk mengingkarinya, yaitu karena arti dari tamlik tersebut

menurutnya adalah semua hak thalak yang sebelumnya berada di tangan

suami berpindah di tangan istri, maka istri diberikan hak memilih jumlah

thalak yang dia inginkan.

Adapun ulama yang menjadikan hak tamlik itu hanya satu kali

thalak atau boleh memilih, mereka berdalil bahwa hal itu adalah batas

minimal dari pengertian kata tamlik tersebut serta berhati-hati bagi suami,

karena alasan mengapa thalak berada di tangan laki-laki bukan di tangan

wanita adalah kurangnya akal wanita dan mereka sering terkalahkan oleh

hawa nafsu serta jeleknya pergaulan mereka.

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang istri jika memilih

suaminya, maka tidak terjadi thalak, berdasarkan perkataan Aisyah yang

telah dikemukakan. Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa

seorang istrijika memilih suaminya, maka terjadi thalak satu kali dan jika

memilih dirinya, maka terjadi thalak tiga kali. Maka dalam masalah ini
terjadi perbedaan pendapat dalam tiga hal:

Pertama, tidak terjadi thalak pada salah satu dari keduanya.

Kedua, terjadi perceraian di antara keduanya.

Ketiga, perbedaan antara takhyir dan tamlik pada masalah yang

seorang wanita diberi hak tamlik (maksudnya, dia memiliki hak memilih

thalak ba'in dan memiliki hak yang bukan thalak ba'in)

Jika kita katakan bahwa dia memiliki hak thalak ba'in: maka ada

pendapat mengatakan dia memiliki thalak satu kali, dan pendapat lain

mengatakan dia memiliki thalak tiga kali.
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Jika kita katakan bahwa dia memiliki hak thalak satu: maka ada
pendapat mengatakan thalaknya adalah thalak raj'i, dan pendapat lain
mengatakan thalaknya adalah thalak ba'in.

Sedangkan hukum lafazh-lafazh yang mengharuskan seorang istri
memiliki hak takhyir dan tamlik, berhubungan dengan hukum lafazh-
lafazh yang denganya thalak bisa terjadi, baik lafazh tersebut di dalam
masalah thalak jelas, kinayah atau mengandung beberapa kemungkinan.
Penjelasan tentang masalah tersebut akan dijelaskan kemudian ketika
berbic ara tentang lafazh-lafazh thalak.

Rukun-rukun Thalak

Pada pembahasan ini terdapat tiga bab:

Bab I
Lafazh-lafazh Thalak dan Syarat-syaratnya

Di dalam bab ini terdapat dua pasal:

Pertama: Lafazh-lafazh thalak yang mutlak.

Kedua: Lafazh-lafazh thalak yang dibatasi.

Pasal Pertama: Lafazh-lafazh thalak yang mutlak

Kaum muslim sepakat bahwa thalak bisa terjadi jika dilakukan
dengan niat dan lafazh yang jelas. Mereka berbeda pendapat, apakah
thalak bisa tedadi dengan disertai niat dan lafazh yang tidak jelas, atau
dengan niat tanpa lafazh atau dengan lafazhtanpa niat.

Ulama yang dalam hal ini mensyaratkan niat dan lafazh yang jelas,
yaitu karena mengikuti zhahir syara'. Begitu juga ulama yang
menempatkan lafazh zhahir pada lafazh yang jelas. Sedangkan ulama
yang menyamakannya dengan akad dalam nadzar dan sumpah,
menjatuhkan thalak tersebut hanya dengan niat saja. Dan ulama yang
menggunakan zhan (persangkaan), menjatuhkannya dengan lafazh saja.

Jumhur ulama sepakat bahwa lafazh-lafazh thalak yang mutrak ada
dua macam'. sharih (jelas) dan kinayaft (sindiran). Mereka berbeda
pendapat tentang penjelasan lafazh yang jelas dai' lafazh sindiran.
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Tentang hukum-hukumnya dan yang menjadi keharusan yang ada di

dalamnya. Dalam hal ini kami hanya bermaksud menyebutkan yang

masyhur dan yang sesuai dengan hukum pokok:

1. Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa lafazh yang jelas

yaitu kata thalak saja. Sedangkan lafazh selain itu adalah sindiran.

Lafazh sindiran tersebut menurutnya ada dua macam: zhahir dan

yang memiliki kemungkinan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh

Abu Hanifah.

2. Syaf i mengatakan bahwa lafazh-lafazh thalak yang jelas ada tiga

macam yaitu: thalak (cerai), firaq (pisah) dan sarah (lepas). Itulah
lafazh-lafazh yang disebutkan di dalam Al Qur'an. Sebagian ahli

zhahir mengatakan bahwa thalak tidak akan terjadi kecuali dengan

tiga lafazh tersebut. Inilah perselisihan mereka tentang lafazh

thalak yang jelas dan tidak jelas.

Hanya saja mereka sepakat bahwa lafazh thalak lebih jelas, karena

petunjuk lafazh tersebut berdasarkan makna syar'i ini adalah petunjuk

yang digunakan oleh syara', maka menjadi asal dalam pembahasan ini.

Sedangkan lafazhfiraq (pisah) dan sarah (lepas) adalah lafazh yang tidak
jelas antara digunakan oleh syara' (maksudnya, berdasarkan pengertian

syara' menunjukkan makna yang dimaksud thalak) atau tetap pada

petunjuk bahasa. Maka jika digunakan pada makna ini (maksudnya,

tentang makna thalak) menjadi majaz, karena itu adalah makna kinayah
(maksudnya,lafazh yang menunjukkan majaz). Ulama yang berpendapat

bahwa thalak tidak akan tefadi kecuali dengan lafazh tiga tersebut,

berdalil karena syari'at hanya membawakan tiga lafazh tersebut, dan ini
merupakan ibadah yang termasuk di antara syarat ibadah ini adalah

dengan mengucapkan lafazh, maka harus membatasinya berdasarkan

lafazh syar'i yang ada.

Adapun tentang perselisihan mereka mengenai hukum-hukum
lafazh thalak yang jelas, terdapat dua masalah yang terkenal: Pertama,
masalah yang Malik, Syaf i dan Abu Hanifah sepakat tentang hal itu.
Kedua, masalah yang mereka berselisih tentang hal itu.
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Masalah pertama: Apakah perkataan orang yang menthalak bisa

diterima bahwa dia tidak bermaksud menthalak

Masalah yang disepakati: Malik, Syaf i dan Abu Hanifah

mengatakan, perkataan orang yang menthalak ketika dia

mengucapkannya dengan lafazh-lafazh thalak, bahwa dia tidak

bermaksud menthalak. Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu

terthalak" begitu juga kata sarah dan firoq menurut Syaf i, (dengan arti

lain; kamu tercerai; kamu terlepas; kamu terpisah).

Para pengikut madzhab Malikiyah memberikan pengecualian

dengan berkata, "Kecuali jika pada kondisi atau pada wanita tersebut

terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran atas pengakuannya,

seperti istrinya memintanya agar dia melepaskannya dari ikatan yang ada

pada dirinya dan semisalnya, lalu suami mengatakan, 'Kamu terthalak'."

Pemahaman masalah tersebut menurut Syaf i dan Abu Hanifah

ialah bahwa thalak menurut mereka tidak membutuhkan niat. Sedangkan

Malik menurut riwayat yang masyhur darinya, bahwa thalak menurutnya

membutuhkan niat, tetapi di sini tidak meniatkannya karena adanya

tuduhan. Di antara pendapatnya: Menghukumi dengan ada tuduhan

adalah untuk menutup jalan menuju kerusakan. Pendapat tersebut

termasuk yang ditentang oleh Syaf i dan Abu Hanifah. Maka bagi ulama

yang mensyaratkan adanya niat pada lafazh-lafazh thalak dan tidak

menghukumi dertgan adanya tuduhan, wajib untuk membenarkan

tuduhan orang tersebut.

Masalah kedua: Apakah perkataan orang menthalak bahwa dia
bermaksud lebih dari satu kali thalak

Adapun mengenai masalah kedua yaitu, perselisihan mereka

tentang suami yang berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak (kamu

dicerai)" dia mengaku bahwa dengan perkataan tersebut dia bermaksud

lebih dari satu kali thalak, kemungkinan bisa dua atau tiga:

l. Malik berpendapat bahwa itu dihukumi sebagaimana yang

diniatkannya dan menjadi keharusan baginya, pendapat ini juga

dikemukakan oleh Syaf i, kecuali jika dia memberikan batasan,

dengan mengatakan satu kali thalak. Pendapat ini merupakan

pendapat yang dipilih para pengikutnya.
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2. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak terjadi tiga kali thalak

dengan lafazh thalak seperti itu, karena jumlah tiga tidak tercakup

oleh kata tunggal, baik oleh kata sindiran atau jelas.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah thalak bisa terjadi hanya

dengan niat tanpa lafazh atau dengan niat dan lafazh yang memiliki

kemungkinan.

Ulama yang mengatakan hanya dengan niat, thalak tersebut

mengharuskan tiga kali, begitujuga ulama mengatakan dengan niat dan

lafazh yang mengandung kemungkinan berpendapat bahwa lafazh thalak

mencakup jumlah. Dan ulama yang berpendapat bahwa lafazh thalak

tidak mencakup jumlah dan harus disyaratkan adanya lafazh di dalam

thalak bersama niat, mereka mengatakan tidak mengharuskan adanya

jumlah meskipun dia meniatkan hal itu.

Dalam masalah ini, mereka berbeda pendapat yaitu masalah syarat

lafazh thalak (maksudnya, disyaratkannya niat bersama lafazh atau

masing-masing berdiri sendiri) :

l. Pendapat yang masyhur dari Malik yaitu bahwa thalak tidak terjadi

kecuali dengan lafazh dan niat, pendapat ini juga dikemukakan oleh

Abu Hanifah. Diriwayatkan darinya juga bahwa thalak bisa terjadi

dengan lafazh tanpa niat.

2. Syaf i berpendapat bahwa lafazh thalak yang jelas tidak

membutuhkan niat.

Ulama yang menganggap cukup hanya dengan niat, berhujjah

dengan sabda Nabi SAW:

.:#r.ictri rtr

" S e s un gguhny a am al p er bu a t an i tu b er d as arkan n i at ny a."88

Sedangkan ulama yang tidak mempertimbangkan niat tanpa lafazh

berhujjah dengan sabda Nabi SAW:

.6i *.',iL 6'r oqstllar o,i'* e:,
"Diangkat (dosa) d*i u*ott u karena kesalahan, *ruOoon dan apa

yang terbesit dalam hatinya."se

8E Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan sebelumnya.
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Dan niat tanpa ucapan adalah perkataan hati. Selain itu,

disyaratkannya niat dalam amal perbuatan yang diterangkan di dalam

hadits, tidak mengharuskan niat itu mencukupi dengan sendirinya.

Di dalam madzhab Maliki terdapat perselisihan pendapat, apakah

bisa terjadi thalak ba'in denganlafazh pada istri yang telah digauli, jika

orang yang menthalak berniat seperti itu, padahal tidak ada harta

pengganti: Suatu pendapat mengatakan te{adi. Dan pendapat lain

mengatakan tidak terjadi. Permasalahan ini dalah termasuk masalah

hukum lafazh thalak yang jelas.

Adapun lafazh thalak yang tidak jelas, di antaranya lafazh yang

merupakan kinayah yang zhahir menurut Malik. Ada juga kinayah yang

mengandung kemungkinan:

1. Malik berpendapat bahwa jika suami mengaku pada kata kinayah

yang zhahir bahwa dia tidak bermaksud menthalak, maka

perkataannya tidak diterima, kecuali jika ada qarinah (tanda-tanda)

yang menunjukkan hal itu, seperti pendapatnya pada lafazh yang
jelas. Begitu juga menurutnya tidak diterima perkataan suami yang

mengaku kurang dari tiga di dalam kinayah jelas itu pada istri yang

telah digauli, kecuali jika hal itu terjadi pada khulu'. Sedangkan

wanita yang belum digauli, maka perkataan suami dibenarkan

dalam kinayah jelas pada thalak yang kurang dari tiga, karena

thalak pada wanita yang belum digauli adalah thalak ba'in. Ini
seperti perkataan mereka, "Ikatanmu ada di lehermu" atau "Tidak
ada hubungan sama sekali" dan seperti perkataan mereka, "Engkau

lepas dan bebas".

2. Adapun pendapat Syaf i tentang kinayah zhahirah (elas), maka hal

itu kembali kepada sesuatu yang diniatkan. Jika berniat thalak,

maka itu berarti thalak dan jika berniat tiga kali, maka berarti tiga

Di sini pengarang mengkompromikan antara dua hadits shahih, yang pertama:
"Diangkat dari umatku kesalahan dan kelalaian" kelanjutan dari ini tersebut
ialah, "Dan sesuatu yang mereka di minta dengan paksa." Takhrij hadits
tersebut telah dijelaskan. Sedangkan hadits yang lain yaiit, "Serta yang terbesit
dalam hatinya" kelanjutan dari hadits ini ialah: "Sesungguhnya Allah telah
mengampuni dari umatku sesuatu yang terbesit dalam hatinya selagi dia belum
mengamalkannya." Diriwayatkan oleh Al Bukhari (5269), dan Muslim (127),
dari Abu Hurairah.
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kalr, atau satu kali, maka berarti satu kali. Dan perkataannya dalam

hal ini dibenarkan.

3. Pendapat Abu Hanifah dalam hal ini seperti pendapat Syaf i, hanya

saja jika pada asalnya suami berniat thalak satu atau dua,

menurutnya terjadi thalak satu bc'in danjika disertai tanda-tanda

yang menunjukkan thalak dan dia menganggap bahwa dia tidak

berniat seperti itu, maka perkataannya tidak dibenarkan,

menurutnya hal itu jika di dalam pikirannya yang terlintas adalah

thalak. Menurut Abu Hanifah bisa menjatuhkan thalak dengan

semua lafazh kinayah jika disertai dengan tanda-tanda, kecuali

empat lafazh, yaitu: "Ikatanmu ada pada lehermu" "Beriddahlah

kamu" "Berlepaslah kamu" dan "Pakailah tutup kepalamu". Karena

lafazh-lafazh tersebut menurutnya termasuk lafazh yang

mengandung kemungkinan serta tidak zhahir.

Sedangkan lafazh-lafazh thalak yang mengandung kemungkinan

sena tidak zhahir Menurut Malik, bahwa dalam hal ini dia

mempertimbangkan niatnya seperti keadaan menurut Syaf i dalam

kinayah zhahirah fielas). Dalam hal ini jumhur berbeda pendapat

dengannya, mereka mengatakan bahwa dalam hal ini tidak ada artinya

meskipun berniat menthalak.

Maka dalam masalah kinayah zhahirah terdapat tiga pedapat:

l. Pendapat yang menyatakan bahwa perkataan suami dibenarkan

secara mutlak, ini adalah pendapat Syaf i.

2. Pendapat yang menyatakan bahwa perkataannya tidak dibenarkan

secara mutlak, kecuali jika terdapat qarinah (tanda-tanda yang

jelas), ini adalah pendapat Malik.

3. Pendapat yang menyatakan bahwa perkataannya dibenarkan,

kecuali jika dalam pikirannya yang terlintas adalah thalak, ini
adalah pendapat Abu Hanifah.

Dalam madzhab Maliki terjadi perselisihan pendapat tentang

beberapa masalah yang tidak jelas mengartikannya antara zhahir dan

yang mengandung kemungkinan, antara yang kuat dan yang lemah di

dalam menunjukkan sifat thalak ba'in, maka dalam hal itu terdapat

perbedaan pendapat, semua ini kembali kepada hukum pokok tersebut.
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Malik berpendapat bahwa perkataannya tidak diterima dalam

kinul,ah zhahiruh jika tidak bermaksud menthalak, karena pengertian

secara bahasa dan syar'i sebagai dalilnya, artinya bahwa lafazh-lafazh ini
umumnya hanya dilafazhkan oleh manusia dan yang dimaksud ialah

thalak, kecuali jika terdapal qarinah yang menunjukkan selain itu. Malik
berpendapat bahwa perkataannya tidak diterima pada thalak yang dia

mengaku kurang dari tiga, karena lafazh-lafazh ini secara zhahir

menunjukkan thalak ba'in, sedangkan thalak tidak terjadi kecuali khulu'
atau tiga di dalam pendapat yang masyhur menurutnya. Jika tidak terjadi

khulu' 
-karena 

tidak ada harta pengganti- maka yang ada tinggal

thalak tiga dan itu terjadi pada istri yang telah digauli.

Berdasarkan pendapat ini di dalam madzhab Maliki muncul

pendapat bahwa thalak ba:in teiadi tanpa harta pengganti dan tanpa

jumlah untuk dibenarkan dalam hal itu dan menjadi thalak satu ba'in.

Hujjah Syaf i yaitu, jika tedadi Uma', bahwa perkataannya

diterima mengenai thalak yang kurang dari tiga pada lafazh thalak yang

jelas, maka perkataannya lebih pantas untuk diterima pada lafazh

kinayah. Karena petunjuk lafazh yang jelas lebih kuat dari petunjuk

lafazh kinayah. Hampir madzhab Malikiyah berpendapat bahwa lafazh

thalak meskipun jelas dalam menthalak, tetapi tidak jelas dalam jumlah.

Di antara hujjah yang dimiliki oleh Syaf i yaitu hadits Rukanah yang

telah dijelaskan, ini juga merupakan madzhab Umar pada lafazh,
"lkatanmu ada pada lehermu". Hanya saja Syaf i berpendapat bahwa

thalak pada lafazh kinayah yang jelas, jika bemiat menthalak yang

kurang dari tiga, maka thalak tersebut adalah thalak raj'i, berdasarkan

hadits Rukanah yang telah dijelaskan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa thalak tersebut ba'inkarena yang

dimaksud dengannya ialah memutus ikatan pernikahan dan tidak
menjadikannya thalak tiga, karena menurutnya thalak tiga merupakan

makna tambahan atas thalak ba'in.

Di antara masalah yang diperselisihkan oleh ulama generasi

pertama dan para fuqaha berbagai negeri dari pembahasan ini
(maksudnya, jenis masalah yang termasuk dalam pembahasan ini) yaitu:

lafazh keharaman (maksudnya, suami mengatakan kepada istrinya,

"Kamu haram atas diriku":
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Pendapat pertama: Malik mengatakan bahwa lafazh ini pada istri
yang telah digauli diartikan dengan thalak sama sekali (maksudnya,

thalak tiga) sedangkan pada wanita yang belum digauli sesuai dengan

yang diniatkan, hal itu diqiyaskan dengan pendapatnya yang telah

dijelaskan di atas tentang lafazh kinayah yangjelas, ini juga pendapatnya

Ibnu Abi Laila, Zaid bin Tsabit dan Ali dari kalangan para sahabat.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh para pengikutnya, kecuali Ibnu AI
Majisyun, karena dia mengatakan, tidak perlu berniat pada istri yang

belum digauli dan menjadi thalak tiga. lnilah salah satu pendapat dalam

masalah ini.

Pendapat kedua: Jika dengan lafazh tersebut suami berniat
menthalak tiga, maka itu menjadi thalak tiga;jika berniat menthalak satu,

maka menjadi thalak satu bc'fn. Jika dia berniat mengucapkan sumpah,

maka itu menjadi sumpah yang harus dibayar kafarahnya. Jika dia tidak
berniat mengucapkan thalak dan juga sumpah, maka itu tidak ada artinya,

hanyalah suatu kedustaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ats-Tsauri.

Pendapat ketiga: Juga seperti yang diniatkan. Jika bemiat
menthalak satu, maka terjadi thalak satu; atau bemiat menthalak tiga,

maka terjadi thalak tiga; dan jika tidak berniat apapun, maka itu adalah

sumpah yang dia harus membayar kafarahnya. Pendapat ini
dikeumukakan oleh Al Auza'i.

Pendapat keempat: Berniat pada lafazh tersebut dalam dua hal;

dalam hal keinginan untuk menthalak dan dalam hal jumlahnya. Sesuatu

yang diniatkannya, maka tedadi sebagaimana yang dia niatkan. Jika dia

berniat menthalak satu, maka thalak tersebut adalah thalak raj'i dan jika
dia ingin mengharamkannya tanpa terjadi thalak, maka dia wajib
membayar kafarah sumpah. Ini adalah pendapat Syaf i.

Pendapat kelima: Berniat juga dalam hal thalak dan bilangannya.
Jika berniat menthalak satu, maka thalak tersebut adalah thalak ba'in.
Jika tidak berniat menthalak, maka itu adalah sumpah, berarti dia telah

mengucapkan sumpah ila". Jika dia berniat suatu kedustaan maka hal itu
tidak ada artinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para

pengikutnya.

Pendapat keenam: Bahwa lafazh tersebut adalah sumpah yang dia
harus membayar kafarah sebagaimana dia membayar kafarah sumpah.

Hanya saja sebagian mereka mengatakan, sumpah berat. Ini adalah
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pendapat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan sekelompok ulama

dari kalangan tabi'in. Ketika ditanya tentang hal itu, Ibnu Abbas

menjawab dengan firman Allah, "Sesungguhnya telah adu pada (diri)
Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 2l).
(HR. Al Bukharidan Muslimeo).

Dia juga berhujjah dengan firman Allah Ta'ala, *ll/ahai Nabi,

mengapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah
untukmu." (Qs. At-Tahriim [66]: l)

Pendapat ketujuh: Bahwa keharaman wanita seperti keharaman air.

Dalam hal ini tidak ada kafarah dan tidak terjadi thalak, berdasarkan

firman Allah Ia'ala, "Jangonloh kamu haramkan apa-apa yang baik
yang telah Allah halalkan bagimu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 78)

Ini adalah pendapat Masruq, Al Ajda', Abu Salamah bin
Abdurrahman, Asy-Sya'bi dan lainnya. Sedangkan yang dalam hal ini
mengatakan bahwa itu bukan sumpah berat; sebagian mereka

menetapkan kewajiban yang ada dalam zhihar, dan sebagian lainnya
mewajibkan agar memerdekakan budak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah itu dinamakan sumpah atau

sebuah kinayah (sindiran), atau bukan sumpah dan bukan kinayah? Inilah
masalah pokok dari perselisihan yang terjadi padalafazh-lafazh thalak.

Pasal kedua: Laftzh-lafazh thalak yang dibatasi

Thalak yang dibatasi tidak lepas dari dua hal: adakalanya

pembatasan dengan syarat atau pembatasan dengan istitsna
(pengecualian). Pembatasan dengan syarat tidak lepas dari; digantungkan
pada kehendak orang yang memiliki piihan atau digantungkan pada

terjadinya salah satu perbuatan yang akan datang atau pada keluarnya

sesuatu yang tidak diketahui kepada kenyataan berdasarkan pengakuan

orang yang menggantungkan thalak berupa sesuatu yang tidak bisa

diketahui kecuali setelah keluar kepada sesuatu yang bisa dirasakan atau

pada kenyataan, atau digantungkan pada sesuatu yang tidak adajalan lagi
untuk menghadapinya baik yang mungkin ada atau tidak ada.

e0 Muttafaq 'Alaih. HP.. Al Bukhari (5266), Muslim (1473\, Ahmad (11225), dan
Al Baihaqi (7/350).
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Adapun masalah digantungkannya thalak pada kehendak, hal itu

tidak lepas dari digantungkan kepada kehendak Allah atau kehendak

makhluk:

Jika digantungkan dengan kehendak Allah, baik digantungkan

dalam bentuk syarat (seperti mengatakan; Kamu terthalak jika Allah

menghendaki) atau dalam bentuk pengecualian (seperti mengatakan;

Kamu terthalak kecuali jika Allah menghendaki):

l. Malik berpendapat bahwa pengecualian tidak ada pengaruhnya

sedikit pun pada thalak dan thalak tersebut harus terjadi.

2. Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat jika orang yang menthalak

memberikan pengecualian dengan kehendak Allah, maka tidak

terjadi thalak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah pengecualian itu

berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang sekarang terjadi seperti

berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang akan datang atau tidak?

Hal itu karena thalak adalah perbuatan yang terjadi sekarang'

ulama yang mengatakan tidak berhubungan, mereka berpendapat

bahwa pengecualian tidak berpengaruh pada thalak, tidak pula syarat

dengan kehendak. Adapun ulama yang mengatakan berhubungan, mereka

berpendapat bahwa pengecualian berpengaruh.

Adapun jika thalak digantungkan dengan kehendak orang yang

kehendaknya sah dan bisa dihubungkan dengan perbuatannya, maka

dalam madzhab Maliki tidak ada perbedaan pendapat bahwa thalak

tergantung pada pilihan orang yang menggantungkan thalak dengan

kehendaknya.

Adapun menggantungkan thalak dengan olang yang tidak memiliki

kehendak, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di dalam

madzhab Maliki:

@ Pendapat yang mengatakan bahwa thalak menjadi keharusan

baginya.

f,Q Pendapat lain mengatakan tidak menjadi keharusan baginya.

Anak kecil dan orang gila termasuk dalam makna ini.

Ulama yang menyamakannya dengan thalak yang bersifat senda

gurau, sedangkan thalak dengan senda gurau menurutnya bisa terjadi,
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mereka berpendapat bahwa thalak ini terjadi. Dan ulama yang
mempertimbangkan adanya syarat, mereka berpendapat bahwa thalak
tidak terjadi, karena syarat di sini tidak ada.

Adapun menggantungkan thalak dengan perbuatan yang akan
datang, maka perbuatan-perbuatan yang akan digantungkan itu ada tiga
macam:

Pertama, perbuatan yang kemungkinan terjadi atau tidak terjadi
sama, seperti masuk rumah dan datangnya Zaid. Maka dalam hal ini
terjadinya thalak tergantung adanya syarat, tanpa ada perbedaan

pendapat.

Kedua, perbuatan yang pasti terjadi, seperti terbitnya matahari
besok. Maka hal ini menurut Malik terjadi dengan sempurna dan menurut
Syaf i dan Abu Hanifah terjadinya tergantung adanya syarat. Ulama
yang menyamakannya dengan syarat yang mungkin terjadi, mereka
berpendapat thalak tidak terjadi kecuali jika syarat tersebut tefadi.
Sementara ulama yang menyamakannya dengan menggauli istri yang
terjadi di waktu tertentu pada nikah mut'ah, karena itu adalah menggauli
yang dibolehkan sampai waktu tertentu, mereka berpendapat thalak
terjadi.

Ketiga, inilah yang biasa terjadi berdasarkan kebiasaan dan
terjadinya syarat dan kadang tidak terjadi, seperti menggantungkan thalak
pada kelahiran kandungan, datangnya haid dan suci. Dalam hal ini
terdapat dua riwayat dari Malik, yaitu pertama: thalak terjadi dengan
sempurna. Dan kedua: thalak te{adi berdasarkan adanya syarat pada
thalak tersebut, inilah yang sesuai dengan madzhab Abu Hanifah dan
Syaf i.

Pendapat yang mengatakan bahwa thalak terjadi dengan sempurna
dalam hal ini dinilai lemah, karena menurutnya hal itu sama dengan
sesuatu yang harus terjadi. Dan perselisihan dalam hal ini sangat kuat.

Adapun menggantungkan thalak dengan syarat yang tidak diketahui
keberadaannya. Jika tidak ada jalan untuk mengetahuinya seperti
mengatakan, "Jika Allah pada hari ini menciptakan seekor ikan paus
dengan bentuk seperti ini di laut Qalzum, maka kamu terthalak." Jadi,
sepengetahuan saya, tidak ada perbedaan di dalam madzhab Maliki
bahwa thalak dalam hal ini terjadi, adapun jika dia menggantungkannya
dengan sesuatu yang mungkin bisa diketahui keluarnya kepada kenyataan
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seperti mengatakan, "Jika kamu melahirkan anak perempuan maka kamu

terthalak." Maka thalak tergantung pada keluamya sesuatu tersebut

kepada kenyataan.

Adapun jika bersumpah dengan thalak, bahwa istrinya akan

melahirkan anak perempuan, maka menurutnya ketika itu thalak terjadi
jika melahirkan anak perempuan. Ini termasuk bab membuat berat,

sedangkan qiyas mengharuskan thalak tergantung pada keluarnya sesuatu

itu atau kebalikannya.

Di antara pendapat Malik yaitu: jika mengharuskan thalak pada

dirinya dengan syarat melakukan salah satu perbuatan, maka dia tidak

berdosa hingga dia melakukan perbuatan tersebut. Dan jika
mengharuskan thalak pada dirinya dengan syarat meninggalkan salah

satu perbuatan, maka dia berdosa hingga melakukannya dan menurutnya

dihentikan dari menggauli istrinya, jika dia enggan melakukan perbuatan

tersebut lebih banyak dari batasan waktu dalam sumpah ila', maka

diberikan untuknya sampai batas sumpah ila'.

Tetapi menurutnya tidak terjadi thalak hingga selesai perbuatan

tersebut, kalau perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang bisa selesai.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa dia tetap dalam

kebaikan hingga perbuatan tersebut selesai dan jika perbuatan tersebut

termasuk yang tidak bisa selesai, maka dia berada dalam kebaikan hingga

meninggal dunia.

Dari pembahasan ini, terjadi perselisihan di antara mereka tentang

menthalak sebagian tubuh istri atau sebagian thalak serta menyertakan

thalak atas thalak sebelumnya.

Adapun masalah menthalak sebagian tubuh istri:

1. Malik mengatakan jika suami berkata, "Tanganmu atau kakimu

atau rambutmu terthalak," maka istri terthalak karenanya.

2. Abu Hanifah mengatakan tidak terthalak kecuali dengan menyebut

anggota tubuh yang mengungkapkan keseluruhan anggota tubuh

seperti kepala, hati dan kemaluan. Begitujuga menurutnya istri

terthalak jika suami menthalak sebagian dari tubuhnya, seperti

sepertiga atau seperempat. Sementara Daud berpendapat, tidak

terthalak.
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Begitu juga, jika suami mengatakan, "Aku menthalakmu setengah

thalak." Maka menurut Malik istri terthalak. Karena semua ini

menurutnya tidak bisa dibagi. Sedangkan menurut ulama yang

menyelisihinya, jika bisa dibagi, maka tidak terjadi thalak.

Adapun masalah jika suami mengatakan kepada istri yang belum

digaulinya, "Kamu terthalak, kamu terthalak, kamu terthalak," secara

berturut-turut, maka menurut Malik thalaknya terjadi tiga kali.

Sedangkan Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat: terjadi satu kali.

Ulama yang menyamakan pengulangan lafazh sama dengan

melafazhkan jumlah (maksudnya, dengan perkataannya, "Aku

menthalakmu tiga kali"), mereka berpendapat bahwa thalak tersebut

terjadi tiga kali. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa lafazh

tersebut sama dengan satu lafazh, berarti telah terjadi thalak ba'in,tidak
terjadi thalak kedua dan ketiga. Tentang menyertakan thalak pada thalak

raj'i tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslim.

Adapun thalak yang dibatasi dengan pengecualian, hanya bisa

digambarkan pada jumlah saja; Jika menthalak salah satu jumlah dari

thalak, maka tidak lepas dari tiga hal:

Kemungkinan mengecualikan jumlah tersebut dengan jumlah itu

sendiri, seperti mengatakan, "Kamu terthalak tiga kali kecuali tiga" atau

"dua kali kecuali dua" dan kemungkinan mengecualikan bilangan yang

lebih sedikit.

Jika mengecualikan bilangan yang lebih sedikit, kemungkinan

mengecualikan bilangan yang lebih sedikit dari bilangan yang lebih

banyak dan kemungkinan mengecualikan bilangan yang lebih banyak

dari bilangan yang lebih sedikit:

Adapun jika mengecualikan bilangan (iumlah) yang lebih banyak

dari bilangan yang lebih sedikit, maka dalam hal ini terdapat dua

pendapat:

Pertama, bahwa pengecualian tersebut tidak sah, pendapat ini
didasari oleh pendapat ulama yang melarang pengecualian lebih banyak

dari yang lebih sedikit.

Kedua, bahwa pengecualian itu sah, ini adalah pendapat Malik-

Adapun jika mengecualikan bilangan tersebut dengan bilangan itu

sendiri, seperti mengatakan, "Kamu terthalak tiga kali kecuali tiga":
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l. Malik mengatakan terjadi thalak, karena Malik meragukannya

tentang rujuknya orang tersebut. Jika tidak mengatakannya dengan

keraguan dan tujuan kata-katanya tersebut membuat mustahil

terjadinya thalak, maka tidak terjadi thalak. Seperti jika dia

mengatakan, "Kamu terthalak dan tidak terthalak bersama-sama"

karena terjadinya sesuatu bersamaan dengan kebalikannya adalah

mustahil.

Abu Muhammad bin Hazm berpendapat dengan pendapat yang

ganjil, dia mengatakan bahwa thalak tidak terjadi dengan sifat yang

sebelumnya tidak terjadi, juga dengan perbuatan yang tidak terjadi,

karena thalak itu tidak terjadi di saat terjadinya perbuatan tersebut,

kecuali dijatuhkan oleh orang yang menthalak pada saat itu. Serta

tidak ada dalil baik dari Al Qur'an, As-Sunnah serta ijma' atas

terjadinya thalak pada waktu orang yang menthalak belum

menjatuhkannya, hanya saja dia mengharuskan dirinya untuk

menjatuhkannya pada waktu itu. Jika kita katakan menjadi

keharusan, maka dia harus menghentikannya pada waktu itu hingga

dia menjatuhkan thalak. Inilah qiyas pendapat dan hujjahnya yang

saya ketahui, meskipun saya sekarang tidak ingat hujjahnya tentang

hal ini.

Bab II
Penjelasan Tentang Orang Yang dibolehkan Menjatuhkan Thalak

Para ulama sepakat bahwa seorang suami yang berakal, dewasa,

merdeka serta tidak dipaksa (boleh menjatuhkan thalak). Mereka berbeda

pendapat tentang thalak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa, orang

yang mabuk, orang yang sakit dan orang yang mendekati kedewasaan.

Mereka sepakat bahwa thalak orang yang sakit terjadi jika dia telah

sehat. Mereka berbeda pendapat apakah istri yang dithalak mendapatkan

warisan darinya, jika dia meninggal atau tidak.

Adapun masalah thalak orang yang dipaksa:

1. Malik, Syaf i, Ahmad, Abu Daud dan sekelompok ulama

berpendapat bahwa thalaknya tidak terjadi, pendapat ini juga

dikemukakan oleh Abdullah bin Umar, lbnu Az-Zubair, Umar bin

Al Khaththab, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Para pengikut

2.
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Syaf i membedakan antara orang tersebut berniat menthalak atau

tidak berniat apapun, jika dia berniat menthalak, maka terdapat dua

pendapat dari mereka: yang paling benar ialah menjadi keharusan

baginya dan jika tidak berniat menthalak, juga ada dua pendapat:

yang paling benar ialah bahwa hal itu tidak menjadi keharusan.

2. Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, thalaknya terjadi.

Begitujuga pemerdekaan budaknya, sedangkan jual belinya tidak,
jadi mereka membedakan antara jual beli, thalak dan

memerdekakan budak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah orang yang menthalak yang

disebabkan karena paksaan memiliki pilihan atau tidak. Karena dia tidak
dipaksa untuk mengucapkan lafazh, karena lafazh tersebut terjadi dengan

pilihannya. Sedangkan orang yang dipaksa pada hakikatnya yaitu orang
yang tidak memiliki pilihan sama sekali untuk menjatuhkan thalak. Dan

masing-masing dari kedua kelompok tersebut berhujjah dengan sabda

Nabi SAW:

* r;frt vj or,.Jur ({*r,ti,r e',
"Diangkat dari umatku kesalahan, kelalaian dan sesuatu yang

mereka dip aks a at as ny e."e I

Tetapi yang paling benar ialah bahwa orang yang dipaksa untuk
menthalak, meskipun mengucapkan lafazh tersebut berdasarkan
pilihannya, secara syari'at dia tetap dinamakan orang yang dipaksa,
berdasarkan firman Allah lna'ala, "Kecuali orang yang dipaksa kafir
padahal hatinya tetqp tenang dengan beriman (maka dia tidak berdosa)."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 106).

Hanya saja Abu Hanifah membedakan antara jual beli dan thalak,
karena thalak diperberat urusannya, karena ifu kesungguhan dan senda
guraunya sama.

Adapun thalak anak kecil:

l. Pendapat yang masyhur dari Malik yaitu tidak menjadi keharusan

baginya hingga dewasa. Di dalam Mukhtashar ma Laisa Fi Al
Mukhtashar dijelaskan bahwa menjadi keharusan baginya jika telah

l6l

er Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.

BidayatulMujtahid



menginjak usia dewasa. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad bin

Hanbal, jika dia mampu berpuasa di bulan Ramadhan.

2. Atha' berpendapat jika mencapai usia dua belas tahun, maka

thalaknya dibolehkan , pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Al
Khaththab.

Adapun thalak orang yang mabuk:

1. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hal itu terjadi.

Z. Sekelompok ulama -di 
antaranya Al Muzani dan sebagian para

pengikut Abu Hanifah- berpendapat tidak terjadi.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah hukum orang mabuk adalah

sama dengan hukum orang gila atau di antara keduanya terdapat

perbedaan.

Ulama yang mengatakan bahwa orang mabuk dan orang gila sama,

karena kedua-duanya kehilangan akal, padahal salah satu syarat taklif
(pembebanan syari'at) adalah berakal, mereka berpendapat bahwa

thalaknya tidak terjadi. Adapun ulama yang mengatakan ada perbedaan

di antara keduanya yaitu bahwa orang mabuk telah memasukkan

kerusakan pada akalnya dengan keinginannya sendiri, sedangkan orang
gila tidak seperti itu, maka mengharuskan thalak pada orang yang mabuk.

Itu termasuk bab memperberat hukuman kepadanya.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang menjadi keharusan

bagi orang yang mabuk dari hukum-hukum secara global dan yang tidak
menjadi keharusan baginya:

l. Malik berpendapat menjadi keharusan baginya; thalak,

memerdekakan budak dan qishash karena melukai atau membunuh

dan tidak menjadi keharusan baginya pernikahan dan jual beli.

2. Abu Hanifah mengharuskan semua hal.

3. Al-Laits mengatakan bahwa semua yang datang dari perkataan

orang yang mabuk, maka diangkat darinya dan tidak menjadi

keharusan baginya; thalak, memerdekakan budak, pernikahan, jual

beli dan tidak pula hukuman karena menuduh. Sedangkan semua

yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, menjadi keharusan baginya,

maka dia dihukum karena meminum khamer, membunuh, berzina
dan mencuri. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan RA, dia
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bcrpendapat bahwa thalak orang yang mabuk tidak terjadi. Dan

sebagian ulama menganggap bahwa tidak ada seorang pun dari

kalangan para sahabat yang menyelisthi pendapatnya.

Sedangkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa thalak yang

dilakukan oleh setiap orang itu dibolehkan kecuali thalaknya orang

idiot, bukanlah nash yang mengharuskan terjadinya thalak bagi orang

mabuk, karena orang mabuk termasuk idiot sebab tertentu. Pendapat ini
dikemukakan oleh Abu Daud, Abu Tsaur, Ishaq dan sekelompok ulama

dari kalangan tabi'in (maksudnya, bahwa thalak orang mabuk tidak

menjadi keharusan baginya). Dari Syaf i dalam hal ini memiliki dua

pendapat dan kebanyakan para pengikutnya memilih pendapatnya yang

sesuai dengan pendapat jumhur. Sedangkan Al Muzani yang termasuk

pengikutnya memilih pendapat bahwa thalaknya tidak tedadi.

Adapun orang sakit yang menthalak dengan thalak yang ba 'in lalu

meninggal karena sakitnya:

l. Malik dan sekelompok ulama mengatakan istrinya mendapatkan

warisan darinya.

2. Syaf i dan sekelompok ulama berpendapat tidak menerima

warisan.

Para ulama yang berpendapat bahwa istri menerima warisan,

terbagi menjadi tiga kelompok:

Kelompok yang mengatakan istrinya berhak mendapatkan warisan

selama masih dalam masa iddah. Di antara ulama yang menyatakan hal

ini ialah Abu Hanifah dan para pengikutnya serta Ats-Tsauri.

Kelompok lain mengatakan istrinya berhak mendapatkan warisan

selama belum menikah. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini
ialah Ahmad dan Ibnu Abi Laila.

Dan kelompok lain mengatakan, bahkan istrinya mendapatkan

warisan. Baik ketika masih dalam iddah atau tidak, baik sudah menikah

atau belum. Ini adalah pendapat Malik dan Al-Laits.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka tentang wajibnya

mengamalkan Sadd Adz-Dzarai ' (menutup jalan yang menuju

kerusakan). Hal itu karena suami yang sedang sakit dituduh bahwa dia

menceraikan istrinya ketika dia sakit untuk memutuskan warisan yang

menjadi bagian istri. Ulama yang mengatakan adanya Sadd Adz-Dzarai'
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mengharuskan istri mendapatkan warisan, sedangkan ulama yang tidak

mengatakan adanya Sadd Ad Dzarai 'dan melihat keharusan thalak, tidak

mengharuskan istri mendapatkan warisan, artinya kelompok ini

mengatakan jika thalak telah terjadi, maka semua hukum yang

berhubungan dengan thalak pun berlaku, karena mereka mengatakan

bahwa suami tidak mewarisinya jika istrinya meninggal dan jika tidak

terjadi, maka hubungan suami istri tetap ada dengan semua hukum yang

berhubungan dengannya. Maka lawan-lawan mereka harus memiliki

salah satu dari dua jawaban, karena sulit dikatakan bahwa dalam syari'at

ada salah satu macam thalak yang memiliki sebagian hukum thalak serta

memiliki sebagian hukum suami istri.

Lebih sulit dari itu ialah mengatakan perbedaan antara sah atau

tidak sah, karena ini merupakan thalak yang hukumnya tergantung pada

sah atau tidaknya. Semua ini termasuk yang sulit dikatakan dalam

syari'at. Tetapi para ulama yang menyatakan pendapat ini merasa senang

kerena itu adalah fatwa Utsman dan Umar, sehingga madzhab Maliki
menganggap bahwa itu merupakan ijma' para sahabat dan ucapan mereka

tidak ada artinya, karena perselisihan dalam hal ini cukup terkenal dari

Ibnu Az-Zubair.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa istri mendapatkan warisan

ketika masih dalam masa iddah, karena menurutnya masa iddah termasuk

sebagian hukum suami istri, seolah-olah menyamakannya dengan thalak

raj'i. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Aisyah.

Adapun ulama yang mensyaratkan bahwa ishi yang mendapatkan

warisan yaitu selama belum menikah, karena melihat ijma' kaum muslim

dalam hal ini, yaitu bahwa seorang istri tidak menerima warisan dari dua

suami dan karena tuduhan itulah yang menjadi alasan menurut ulama

yang mengharuskan adanya warisan.

Mereka berbeda pendapat jika istri meminta thalak atau suami telah

memberikan hak tamlik kepada istrinya,lalu istri menthalak dirinya:

1. Abu Hanifah mengatakan istri tidak mendapatkan warisan sama

sekali.

2. Al Auza'i membedakan antara hak tamltk dan thalak, dia

mengatakan istri tidak mendapatkan warisan pada masalah tamlik
dan mendapatkan warisan pada masalah thalak.
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3. Sedangkan Malik dalam hal ini menyamakan semuanya, sehingga

dia mengatakan, jika istri meninggal, maka suami tidak
mendapatkan warisan, sedangkan istri mendapatkan warsian jika
suami meninggal. Ini benar-benar menyelisihi hukum asal.

Bab III
Penjelasan Tentang Wanita yang Bisa Dijatuhi Thalak dan Yang

Tidak Bisa

Adapun masalah tentang wanita yang bisa dijatuhi thalak: para

ulama sepakat bahwa thalak terjadi pada wanita yang berada dalam

ikatan pernikahan suami mereka, atau sebelum habis masa iddah-nya
dalam thalak raj'i. Dan thalak tidak tedadi pada wanita lain (maksudnya,

thalak yang di gantungkan).

Adapun menggantungkan thalak pada wanita-wanita lain dengan

syarat menikahi mereka, seperti mengatakan, "Jika aku menikah dengan

si fulanah, maka dia terthalak." dalam hal ini terdapat tiga pendapat di
antara ulama:

L Bahwa thalak tidak berhubungan dengan wanita lain sama sekali.
Baik orang yang menthalak melafazhkan secara umum atau khusus.

Ini adalah pendapat Syaf i, Ahmad, Daud dan sekelompok ulama.

2. Bahwa hal itu berhubungan dengan pernikahan, baik orang yang
menthalak melafazhkan secara umum yaitu semua wanita atau

mengkhususkan, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sekelompok
ulama.

3. Bahwa jika orang yang menthalak melafazhkan secara umum
meliputi semua wanita, maka tidak menjadi keharusan baginya dan
jika melafazhkan secara khusus, maka menjadi keharusan baginya.
Ini adalah pendapat Malik dan para pengikutnya (maksudnya,

seperti mengatakan, "Setiap wanita yang akan aku nikahi dari Bani
fulan atau dari negeri ini, maka dia terthalak. Begitu juga
mengatakan "di waktu ini". Menurut Malik mereka terthalak jika
dinikahi).

Sebab perbedaan pendapat: Apakah termasuk syarat te{adinya
thalak ialah adanya kepemilikan terlebih dahulu sebelum menthalak atau

bukan.

I
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Ulama yang mengatakan bahwa itu termasuk syaratnya, mereka

berpendapat thalak tidak tergantung pada wanita lain. Adapun ulama

yang mengatakan bukan termasuk syaratnya, hanya kepemilikan saja,

mereka berpendapat thalak bisa terjadi pada wanita lain.

Adapun perbedaan antara melafazhkan secara umum atau khusus:

merupakan istihsan (menilai suatu kebaikan) yang didasari atas

kemaslahatan. Yaitu jika seseorang melafazhkan secara umum, lalu kita

mengharuskan kepadanya lafazh umum tersebut, maka dia tidak

mendapatkan jalan untuk melakukan pernikahan yang halal, maka hal itu

adalah suatu beban berat dan cela baginya, seolah-olah itu termasuk bab

nadzar maksiat. Adapun jika melafazhkan secara khusus, urusannya tidak

seperti itu, jika kita mengharuskan thalak kepadanya.

Syaf i berhujjah dengan hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya,

dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

.-K fr;*
*Tidak acla thalak kecuali setelah menikah."e2

Di dalam riwayat lain:

O>,Y'.l

*Tidak ada thalak, pada istri yang tidak dimilikinya dan tidak ada

pemerdekaan budak pada budak yang tidak dimilikinya."

Hadits ini diriwayatkan dari Alie3, Mu'adzea, Jabir bin Abdullahes,

Ibnu Abbas'6 dan AisyaheT. Pendapat yang sama dengan pendapat Abu

e2 Hasan. HR. Abu Daud (2190), At-Tirmidzi (ll8l), Ibnu Majah (2047), Ath-
'lhayalisi (1610), Ibnu Al Jarud (743), Al Baihaqi (7/318), dan dinilai ftcsan

oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud.
e3 Hadits Ali ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2049),Ibnu Al Ja'd (245), Al

Baihaqi (71320,461), Al Albani mengatakan di dalam Shahih lbnu Majah:
Shahih lighairihi.e4 Hadits Mu'adz diriwayatkan oleh Abd bin Humaid (321), Ad-Daruquthni
(4/ 17), dan Ath-Thabrani (20l1 66).

e5 Hadits Jabir diriwayatkan oleh Ath Thayalisi ( 1682).
e6 lladits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Hakim (21419), dan dinilai shahih

olehnya.e1 Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (4/15), dal Al Baihaqi (71321).

t2t2
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Hanifah diriwayatkan juga dari Umar dan lbnu Mas'ud. Sekelompok

ulama menilai dha'if riwayat dari Umar RA tersebut.

Rujuk Setelah Thalak

Karena thalak terjadi dalam dua macam: ba'in dan raj'i, sedangkan

hukum-hukum rujuk setelah thalak ba'inberbeAa dengan hukum-hukum

rujuk setelah thalak raj'i,makadalam bab ini hams ada dua bab:

Bab I
Hukum-Hukum Rujuk dalam Thalak .Raj'i

Kaum muslim sepakat bahwa suami memiliki hak merujuk istrinya
pada thalak raj'i, selama masih dalam masa iddah, tanpa

mempertimbangkan keridhaan istri, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Den suami-suami mereka lebih berhak meruiuki mereka (istri-
istri) dalam masa menanti (iddah) i/a." (Qs. Al Baqarah l2l:228).

Mereka berbeda pendapat apakah persaksian merupakan syarat

sahnya rujuk atau tidak. Begitujuga mereka berbeda pendapat apakah

bisa sah dengan menggauli istri.

Tetang persaksian:

l. Malik berpendapat bahwa rujuk adalah disunahkan.

2. Sedangkan Syaf i berpendapat bahwa rujuk adalah wajib.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara qiyas dengan

zhahir nash. Yaitu zhahir firman Allah Ta'sla:

"Dan persalesikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara
kamu;'(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Mengandung arti wajib: Sedangkan menyamakan hak ini dengan

semua hak yang dimiliki oleh manusia mengandung arti persaksian tidak
wajib. Maka menggabungkan antara qiyas dan ayat tersebut ialah

mengartikan ayat tersebut sebagai suatu yang sunah.

Adapun perselisihan mereka tentang sesuatu yang dengannya rujuk
bisa terjadi (cara melakukan rujuk):
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l. Sekelompok ulama mengatakan rujuk tidak bisa terjadi kecuali

dengan perkataan saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan merujuk istri bisa dilakukan

dengan menggaulinya. Ulama yang mengatakan hal ini terbagi

menjadi dua pendapat:

Pendapat yang mengatakan rujuk tidak sah dengan hanya

menggauli, kecuali jika suami berniat merujuk, karena perbuatan menurut

mereka sama kedudukannya dengan ucapan, harus dengan niat. Ini adalah

pendapat Malik.

Sedangkan Abu Hanifah membolehkan rujuk dengan menggauli

jika berniat merujuk dan juga tanpa niat.

Syaf i mengqiyaskan rujuk dengan pernikahan: Allah telah

memerintahkan pemikahan agar dilakukan dengan persaksian. Sedangkan

persaksian tidak bisa dilakukan kecuali melalui ucapan.

Sebab perselisihan antara Malik dan Abu Hanifah yaitu: Abu

Hanifah berpendapat bahwa wanita yang dithalak rai 'i menurutnya dapat

menjadikan halal untuk menggauli istri, diqiyaskan dengan istri yang

terkena sumpah ila' dan yang terkena zhihar dan karena kepemilikan

belum terpisah darinya. Karena itu keduanya saling mewarisi. Sedangkan

menurut Malik, bahwa menggauli wanita yang dithalak raj 'i hukumnya

haram hingga dia merujuknya, dan menurutnya harus ada niat. Inilah

perselisihan mereka tentang syarat sah rujuk.

Mereka berbeda pendapat tentang batasan yang dibolehkan bagi

suami untuk melihat istri yang dithalak raj'i selama masih dalam masa

iddah:

1. Malik mengatakan tidak boleh berduaan dengannya, tidak boleh

masuk menemuinya kecuali dengan izinnya, tidak boleh melihat

rambutnya dan tidak mengapa makan bersamanya, jika ada orang

lain bersama mereka berdua. Ibnu Al Qasim meriwayatkan bahwa

Malik merevisi kembali pendapatnya tentang membolehkan makan

bersamanya.

2. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita yang dithalak

raj'i boleh berhias untuk suaminya, memakai wangi-wangian,

bersolek, menampakkan jari-jarinya dan celak. Pendapat ini juga

dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Abu Yusuf dan Al Auza'i.
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Semuanya mengatakan, tidak boleh masuk untuk menemuinya,

kecuali jika istri mengetahui masuknya suami dengan ucapan atau

gerakan seperti berdehem atau suara sandal.

Dalam pembahasan ini mereka berbeda pendapat tentang laki-laki
yang menthalak istrinya satu kali thalak raj'i, sedangkan dia tidak ada

(dalam bepergian) kemudian merujuknya, lalu yang sampai kepada

istrinya yaitu berita thalak, sedangkan berita rujuk tidak sampai

kepadanya, kemudian istri menikah lagi ketika iddah-nya selesai:

l. Malik berpendapat bahwa wanita itu menjadi milik lakilaki yang

menjalin akad nikah dengannya, baik telah menggaulinya atau

belum. Ini merupakan pendapatnya yang terdapat dalam Al
Muwaththa', pendapat ini juga dikemukakan oleh Al Auza'i dan

Al-Laits.

Ibnu Al Qasim meriwayatkan darinya bahwa dia merevisi kembali

dari pendapatnya yang pertama dan dia mengatakan baha suami

yang pertama lebih berhak menikah dengannya, kecuali jika yang

kedua telah menggaulinya.

Pendapat yang pertama dikemukakan oleh para ulama Madinah dari

para pengikutnya, mereka mengatakan bahwa Malik tidak merevisi
pendapatnya, karena dia cantumkan di dalam Al Muwaththa'
sampai meninggalnya dan kitab tersebut dibacakan kepadanya. Ini
juga pendapat Umar bin Al Khaththab dan Malik meriwayatkan
darinya di dalam Al Muwaththa'.

2. Adapun Syaf i, ulama Kufah, Abu Hanifah dan lainnya
mengatakan bahwa suami pertama yang telah merujuknya lebih
berhak menikah dengannya, baik suami kedua telah menggaulinya
atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud, dan Abu Tsaur.

Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ali dan inilah yang paling

benar. Telah diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab RA, bahwa

dalam masalah ini dia mengatakan, "Sesungguhnya suami yang

merujuknya diberikan pilihan antara wanita itu menjadi istrinya
atau meminta kembali mahar yang dia berikan kepadanya."

Hujjah Malik dalam riwayat pertama, yaitu hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id
bin Al Musayyab, bahwa dia mengatakan, "Sunnah telah berlaku tentang

orang yang menceritakan istrinya kemudian merujuknya, tetapi dia
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menyembunyikan rujuknya, hingga istrinya menjadi halal, lalu istrinya

menikah dengan suami lain: maka dia tidak memiliki apapun atas urusan

istrinya, tetapi istrinya menjadi milik orang yang menikahinya." Suatu

pendapat mengatakan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan dari Ibnu

Syihan saja.

Hujjah kelompok pertama: Para ulama telah sepakat bahwa rujuk

itu sah, meskipun istri tidak mengetahuinya, dengan dalil bahwa mereka

telah sepakat bahwa suami pertama lebih berhak menikah dengannya

sebelum dia menikah lagi. Jika rujuknya sah, maka pernikahan yang

kedua tidak sah. Jadi pernikahan dengan orang lain tidak ada

pengaruhnya untuk membatalkan rujuk, baik sebelum menggauli atau

sesudahnya. Inilah pendapat yang paling benar insya Allah. Pendapat ini

diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari

Samurah bin Jundub, bahwa Nabi SAW bersabda:

,,.2o., ',," .&
ka.sil 617l L*,-l

,4, J":-N'*
"lI,'anita mana saja yang dinikahi oleh dua orang, maka wanita itu

menjadi milik orang yang pertama. Dan barangsiapa yang menjual suatu

barang kepada dua orang, maka penjualan itu untuk orang yang

pertama."98

Bab II
Hukum-Hukum Rujuk dalam Thalak Ba'in

Thalak ba'inbisa terjadi dengan thalak yang kurang dari tiga: yaitu

terjadi pada wanita yang belum digauli tanpa ada perbedaan pendapat.

Serta pada wanita yang melakukan khulu' dengan perbedaan pendapat

dalam hal ini; apakah bisajuga terjadi tanpa ada pengganti, dalam hal ini
juga terdapat perbedaan pendapat. Hukum rujuk setelah terjadi thalak ini
adalah hukum permulaan nikah (maksudnya, tentang disyaratkannya

mahar, wali dan keridhaan), hanya saja dalam hal ini menurut jumhur

tidak dipertimbangkan selesainya iddah. Sekelompok ulama berpendapat

dengan pendapat yang ganjil, mereka mengatakan bahwa wanita yang

e8 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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melakukan khulu' tidak bisa dinikahi oleh suaminya saat iddah dan tidak
pula oleh orang lain. Sepertinya mereka berpendapat bahwa larangan

nikah pada masa iddah adalah suatu ibadah.

Adapun thalak ba'in dengan tiga kali thalak: Semua ulama

sependapat bahwa wanita yang telah dithalak tiga kali, tidak halal bagi

suaminya yang pertama, kecuali setelah digauli (oleh suami kedua),

berdasarkan hadits Rifa'ah :

*P h' & i, {;, y g. f't a'-^;'i;r\,'db 'f,

"ii "d:U- lt ,W ?'ru ,/r, J F")t'tL "-3." ,t); 'rL"'-)

J';') .)', '!-i ,\iisJ. tt .1]trr G3;'uur;,ri; ,A;* ,\&.
' , .,
G''i F i F v 'iu; ,\i;-;; r iW *t ^)L i' *t "i,'

'1..'tP
. 4J: " ,tjl

"Bahwa dia menthalak istrinya, Tamimah binti Wahb tiga kali pada

masa Rasulullah SAW. Lalu dia menikah dengan Abdurrahman bin Az-
Zubair. Kemudian Abdurrahman berpaling darinya dan tidak mampu

menggaulinya, lalu dia menceraikannya. Lalu Rifa'ah, suaminya yang
pertama hendak menikahinya dan melaporkan hal itu kepada Rasulullah

SAW. Maka beliau melarangnya dan bersabda, "Dia tidak halal bagimu
hingga ia merasakan manis madunya fterhubungan intim)."ee

Sa'id bin Jubair berpendapat dengan pendapat yang ganjil, dia
mengatakan dibolehkan untuk kembali kepada suaminya yang pertama

dengan akad yang sama, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala:
"Kemudian jika si suami menthalaloryo (sesudah thalak yang kedua),
maka perempuan itu tidak halal lagi boginya hingga dia kawin dengan
suami yang lain. Kemudian jika suami yong lain itu menceraikannya,

mako tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri)
untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan

ee Muttafaq 'Alaih. HF'. Al Bukhari (2639, 5265, 5317,5792), Muslim (1a33),
Abu Daud (2309), At-Tirmidzi (lll8), An-Nasa'i (61146),Ibnu Majah (1932),
Ahmad (6124, 37, 193, 226,229), Ad-Darimi (2/l6l), Ath-Thayalisi (1560),
semuanya dari Aisyah RA.
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hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya

kepacla kaum yung mau mengetahui." (Qs. Al Baqarah l2l:230)
Kata nikah yang diartikan sebagai akad nikah. Masing-masing

mereka mengatakan, bertemunya dua alat kelamin bisa menjadikan istri

halal, kecuali A1 Hasan Al Bashri, dia mengatakan tidak halal kecuali

dengan menggaulinya disertai keluarnya air mani.

Jumhur ulama berpendapat bahwa menggauli yang mengharuskan

adanya hukuman, membatalkan puasa dan haji, menghalalkan wanita

yang dithalak, menjaga suami istri (bahwa keduanya sudah menikah) dan

mengharuskan mahar yaitu bertemunya dua alat kelamin.

Malik dan Ibnu Al Qasim mengatakan tidak menjadikan halal

wanita yang dithalak kecuali menggaulinya yang dibolehkan -yaitu
yang terjadi pada akad nikah yang sah-, bukan ketika puasa, haji, haid

atau i'tikaf. Dan menurut keduanya menggauli wanita dzimmi yang

dilakukan oleh laki-laki dzimmi tidak menjadikan halal bagi laki-laki

muslim, serta menggauli yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa.

Dalam hal ini keduanya ditentang oleh Syaf i, Abu Hanifah, Ats-

Tsauri, dan Al Auza'i, mereka mengatakan bahwa menggauli bisa

menjadikan halal meskipun terjadi pada akad nikah yang tidak sah atau

waktu yang tidak dibolehkan . Begitujuga menggauli yang dilakukan

oleh orang yang hampir dewasa menurut mereka bisa menjadikan halal,

serta menggauli wanita dzimmi yang dilakukan oleh laki-laki dzimmi

menjadikan halal bagi laki-laki muslim. Demikian pula orang gila

menurut mereka dan laki-laki yang dipotong kemaluannya dan masih ada

sebagian alat kelamin yang dimasukkan ke dalam kemaluan.

Perselisihan pendapat dalam hal ini semuanya kembali kepada;

apakah kata nikah mencakup pergaulan yang tidak sempurna atau tidak.

Dari pembahasan ini mereka berbeda pendapat tentang nikah

muhallil (maksudnya, jika menikahi wanita tersebut dengan syarat untuk

menghalalkan suaminya yang pertama):

l. Malik berpendapat pemikahan tersebut tidak sah, dibatalkan

sebelum menggauli dan sesudahnya, dan syaratnya juga tidak sah,

tidak halal karenanya, serta menurutnya dalam hal ini keinginan

wanita agar menjadi halal tidak diperhitungkan, tetapi yang

diperhitungkan ialah keinginan laki-laki.
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2. Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan pernikahan tersebut
dibolehkan dan niat dalam hal ini tidak berpengaruh. pendapat ini
juga dikemukakan oleh Daud dan sekelompok ulama, mereka
mengatakan, pemikahan tersebut bisa menjadikan halal bagi suami
yang menthalak tiga kali.

3. sebagian mereka mengatakan pernikahan tersebut dibolehkan dan
syaratnya batal (maksudnya, tidak bisa menjadikan halal) ini adalah
pendapat Ibnu Abu Laila dan diriwayatkan dari Ats-Tsauri.

Malik dan para pengikutnya berdalil dengan hadits yang
diriwayatkan dari Nabi SAW, dari hadits Ali bin Abi rhalib, Ibnu
Mas'ud, Abu Hurairah dan Uqbah bin Amir, bahwa beliau SAW
bersabda:

"Allah melaknat orang yang melakukan nikah muhallir cran orang
yang cl ihalalkan untuknya." too

Laknat Allah kepadanya seperti laknat kepada orang yang makan
harta riba dan peminum khamer, ini menunjukkan larangan dan larangan
menunjukkan tidak sahnya sesuatu yang dilarang. pernikahan yang sesuai
dengan syarat tidak dinamakan pernikahan yang dilarang.

Kelompok yang lain, berpegang dengan keumuman firman Allah
Ta'ala, "Hingga kawin dengan suami yang lain." (es. Al Baqarah [2]:
230)

Ini juga disebut sebagai orang yang menikah. Dan mereka
mengatakan bahwa pengharaman nikah dengan maksud menghalalkan
(tahlil) bukan berarti menunjukkan bahwa tidak adanya maksud tersebut
merupakan syarat sahnya pernikahan. sebagaimana larangan shalat di
rumah hasil rampasan bukan berarti bahwa termasuk syarat sahnya shalat
adalah sahnya kepemilikan tempat atau izin dari yang memilikinya dalam
hal itu. Mereka mengatakan jika larangan menunjukkan tidak sahnya
akad nikah, maka lebih pantas untuk tidak menunjukkan batalnya nikah
untuk menjadikan halal.

.d 3t;-'Jlrr;iJ' i' ,t

Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Hanya saja Malik tidak mempertimbangkan maksud si wanita,
karena jika laki-laki tersebut tidak menyetujui wanita tersebut akan
maksudnya, maka maksud wanita tersebut tidak ada artinya, padahal

thalak tidak berada di tangannya.

Mereka berbeda pendapat; apakah pernikahan bisa menghapus
thalak yang kurang dari tiga:

1. Abu Hanifah mengatakan bisa menghapus.

2. Malik dan Syaf i mengatakan tidak bisa menghapus (maksudnya,
jika seorang wanita menikah sebelum thalak yang ketiga dengan
selain suami pertama, kemudian suami pertama menikah lagi
dengannya, apakah menghitung thalak pertama atau tidak? Ulama
yang berpendapat bahwa thalak yang ketiga ini dikhususkan dengan
syari'at, mereka mengatakan thalak yang kurang dari tiga tidak bisa
dihapus pada dirinya. Dan ulama yang berpendapat bahwa jika
yang ketiga bisa dihapus, maka lebih pantas thalak yang kurang
dari itu bisa dihapus, mereka mengatakan, thalak yang kurang dari
dua bisa dihapus. Ll/allahu a'lam).

Hukum-Hukum Istri Yang Dithalak

Pada bahasan ini terdapat dua bab:

Bab I
Iddah

Bab ini terbagi menjadi dua pasal:

Pasal pertama: Iddah istri
Pembahasan tentang iddah isti terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Pengetahuan tentang iddah

Setiap istri adalah; adakalanya merdeka dan adakalanya budak.
Masing-masing dari dua orang ini, jika dithalak, maka tidak lepas dari
dua kemungkinan; antara telah digauli atau belum digauli.

Adapun istri yang belum digauli, maka tidak ada iddah baginya
dengan dalil ijma', berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Make sekali-kali
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tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta

menyempurnakannya." (Qs. Al Ahzaab [33]:  9).

Adapun istri yang telah digauli, maka tidak lepas dari dua

kemungkinan; antara wanita yang mengalami haid atau tidak.

Dan wanita yang tidak mengalami haid; kemungkinan masih kecil

atau kemungkinan sudah putus haidnya.

Wanita yang mengalami haid; kemungkinan wanita hamil,

kemungkinan wanita mengalami haid sesuai kebiasaannya, kemungkinan

berhenti haidnya dan kemungkinan mengalami ist ihadhaft (pendarahan).

Wanita yang berhenti haidnya pada usia haid: kemungkinan

diragukan karena kehamilan (maksudnya, karena perasaan yang terjadi di

dalam perutnya) dan kemungkinan tidak diragukan. Wanita yang tidak

diragukan kemungkinan dikenal sebab terputusnya haid karena susuan

atau sakit dan kemungkinan tidak dikenal.

Adapun wanita-wanita yang mengalami haid, merdeka serta

haidnya berjalan sesuai kebiasaannya: iddah mereka yaitu tiga kali quru'
(tiga kali suci atau tiga kali haid), wanita yang hamil di antara mereka

iddah-nya sampai melahirkan kandungannya, dan wanita yang sudah

putus haidnya di antara mereka iddah-nya tiga bulan. Dalam hal ini tidak

ada perselisihan pendapat, karena telah ditegaskan di dalam firman Allah

Ta'ala,

"lfanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu)

tiga kali quru'." (Qs. Al Baqarah [2]:228). Dan seterusnya.

Dan didalam firman Allah 1'a'ala, "Dan permpuan-perempuan

yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-peremuan jika
kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-nya) maka iddah mereka adalah

tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan yang tidak haid. Dan

perempuan-perempuan yang hamil, waWu iddah mereka ialah sampai

mereka melahirknn kandungannya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4). Dan

seterusnya.

Dari ayat ini mereka berbeda pendapat tentang makna quru':

l. Sekelompok ulama mengatakan bahwa quru' ialah beberapa kali
suci (maksudnya, masa di antara dua darah haid).
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2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa quru' ialah darah haid
itu sendiri. Para ulama yang mengatakan bahwa rluru' adalah

beberapa kali suci, baik dari kalangan fuqaha berbagai negeri yaitu

Malik, Syaf i, jumhur ulama madinah, Abu Tsaur dan sekelompok
ulama. Sedangkan dari kalangan sahabat yaitu Ibnu lJmar, Zaidbin
Tsabit dan Aisyah.

Di antara ulama yang mengatakan bahwa quru' adalah haid, dari
kalangan fuqaha berbagai negeri yaitu Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al
Auza'i,Ibnu Abi Laila dan sekelompok ulama. Sedangkan dari kalangan

sahabat yaitu Ali, umar bin Al Khaththab, Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al
Asy'ari.

Al Atsram menceritakan dari Ahmad, bahwa dia mengatakan, para

pembesar dari kalangan sahabat Rasulullah SAW mengatakan, quru'
adalah haid. Diceritakan pula dari Asy-Sya'bi bahwa itu adalah pendapat

sebelas atau dua belas dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW.

Adapun Ahmad bin Hanbal, riwayat darinya berbeda-beda:

diriwayatkan darinya bahwa dia pernah mengatakan bahwa qttru' adalah
waktu suci. Berdasarkan pendapat Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar dan

Aisyah, kemudian sekarang saya berhenti karena pendapat Ibnu Mas'ud
dan Ali bahwa quru'adalah haid.

Perbedaan antara kedua pendapat tersebut ialah: Ulama yang

berpendapat bahwa quru' adalah suci, mereka berpendapat bahwa
seorang istri yang boleh dirujuk jika telah masuk pada haid ketiga, maka
suaminya tidak bisa rujuk lagi dan dia halal bagi suami lain. Dan ulama
yang berpendapat bahwa quru'adalah haid, maka dia belum halal hingga
selesai dari haid yang ketiga.

Sebab perbedaan pendapat: kata quru' yang memiliki banyak
arti, karena kata tersebut di dalam bahasa Arab dikatakan berdasarkan

batasan yang sama yaitu, haid dan suci. Kedua kelompok tersebut
berusaha menunjukkan bahwa kata quru' di dalam ayat jelas

menunjukkan makna yang diyakininya.

Para ulama yang mengatakan bahwa quru' adalah suci, berpendapat

bahwa bentuk jamak ini khusus untuk kata al qar'u yang berarti suci,

karena kata al qar'u yang berarti haid bentuk jamaknya adalah aqraa'
bukan quru', mereka meriwayatkan hal itu dari Al Anbari. Mereka juga

mengatakan bahrva haid adalah bentuk kata yang mu'annets, sedangkan
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thuhr (suci) adalah mudzakkar. Seandainya kata al qur'u yang

dimaksudkan ialah haid, maka pada jamaknya tidak terdapat huruf fra',
karena huruf hu' tidak terdapat pada jamak mu'annats pada kata yang

kurang dari sepuluh. Mereka juga mengatakan bahwa pembentukkan kata

menunjukkan hal itu, karena kata al qar'u terbentuk dari kata clara'tu al
maa'u.fi al haudhi (artinya: aku mengumpulkan air di kolam) jadi waktu
berkumpulnya darah adalah waktu suci, maka ini pendapat terkuat yang

dipegang kelompok pertama dari zhahir ayat.

Adapun dalil yang dipegang oleh kelompok kedua dari zhahir ayat,

mereka mengatakan, bahwa firman Allah Ta'ala,"Tiga kali quru' ." Jelas

menunjukkan kesempurnaan masing-masing quru' darinya, karena

penyebutaan kata al qar'u untuk sebagian al qar'u adalah melampaui
batas. Ilka quru' digambarkan bahwa arti yang benar acialah suci,

memungkinkan iddah menurut mereka dengan dua quru' atau sebagian

quru . Karena menurut mereka wanita ber-iddah dengan masa suci ketika

dithalak, walaupun sebagian besarnya telah berlalu. Jika seperti itu, maka
tidak tidak bisa dinamakan tiga kali kecuali hanya melampaui batas saja,

sedangkan kata tiga kali jelas pada kesempurnaan masing-masing quru'
tersebut. Jadi hal itu tidak sesuai kecuali quru' itu diartikan haid, karena

telah terjadi ijma' bahwa seorang istri jika dithalak ketika haid, maka

tidak menghitung waktu haid tersebut.

Masing-masing dari kedua kelompok tersebut memiliki berbagai

hujjah yang sama dari segi lafazh al qar'u, tetapi yang diterima oleh
orang-orangyang pandai bahwa ayat tersebut masih bersifat global dalam
menjelaskan hal itu padahal dalilnya harus dicari dari segi yang lain.

Di antara dalil yang paling kuat yang dipegang oleh ulama yang
berpendapat bahwa quru' adalah suci yaitu hadits Ibnu Umar yang telah
dijelaskan dan sabda Nabi SAW:
'.,,.'-ii t'"l,ti, t! :6!.'i, a!, .. :tr,,.o,,ti| t.t
Jl L{"err4 I )P I ,ee-n' t' ,P t ,F G> r4'>t* tr,.,

.i3r A 'JbJ',ti hr 'ri jr i""t' '$a ,\';" :J."ti 
'1; iv

"Perintahkanlah dia ofo, *rruiuk i'strnya sehingga ia haid
kemudian suci, kemudian haid lalu suci, kemudian jika mau dia boleh
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menceraikannya sebelum menggaulinya. Maka ilulah iddah yang
tliperintahkan oleh Allah untuk istri-istri yang dithalak."t0l

Mereka mengatakan, serta ijma' mereka bahwa thalak sunni tidak
terjadi kecuali ada waktu suci yang belum digauli. Dan sabda Nabi SAW:
"Maka itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk istri-istri yang
dithalak." Merupakan dalil yang cukup jelas bahwa iddah adalah suci,

supaya thalak tersebut bersambung dengan iddah. Dan mungkin sabda

Nabi "Maka itulah iddah" bisa diartikan bahwa masa tersebut adalah

masa untuk menghadapi iddah, supaya quru' ridak terbagi-bagi dengan

thalak pada waktu haid.

Dan dalil paling kuat yang dipegang oleh kelompok kedua yaitu

bahwa iddah hanya disyari'atkan untuk kekosongan rahim. Dan

kekosongan rahim hanya tedadi dengan haid, tidak dengan suci, karena

itu iddah istri yang sudah putus haidnya adalah dengan beberapa hari,
jadi haid merupakan sebab iddah dengan quru', maka quru' harus

diartikan haid. Ulama yang mengatakan bahwa quru' adalah suci

berhujjah bahwa yang dipertimbangkan untuk kekosongan rahim ialah
perpindahan dari suci ke haid, bukan selesainya haid, maka tidak ada

artinya untuk haid yang terakhir. Jika demikian, maka bilangan tiga yang

dipertimbangkan adalah harus sempurna. (maksudnya, y ang disyaratkan)
ialah masa suci yang ada di antara dua haid. Dan kedua kelompok
tersebut memiliki berbagai hujjah yang panjang.

Madzhab Hanafi lebih kuat dari segi makna. Sedangkan hujjah
mereka dari segi dalil naqli sama atau hampir sama.

Para ulama yang mengatakan bahwa iddah adalah suci tidak
berbeda pendapat, bahwa hal itu selesai dengan masuknya istri tersebut

pada haid yang ketiga. Dan para ulama yang mengatakan bahwa quru'
adalah haid berbeda pendapat:

l. Ada yang mengatakan selesai dengan terhentinya darah dari haid
yang ketiga, pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza'i.

2. Pendapat lain mengatakan hingga mandi dari haid yang ketiga,
pendapat ini dikemukakan oleh Umar bin Al Khaththab, Ali dan

Ibnu Mas'ud dari kalangan para sahabat, serta dari kalangan fuqaha

yaitu Ats-Tsauri dan Ishaq bin ubaid.

I0r Shahih. telah dijelaskan takhrijnya.
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3.

4.

Pendapat lain mengatakan hingga berlalunya waktu shalat yang dia

suci pada waktu itu.

Pendapat lain mengatakan bahwa

terus menerus mandi selama

diriwayatkan dari Syarik.

suami bisa merujuknya meskipun
dua puluh tahun, pendapat ini

5. Pendapat lain juga mengatakan, selesai dengan masuknya istri

tersebut pada haid yang ketiga, inijuga pendapat yang ganjil. Inilah

keadaan wanita yang mengalami haid.

Adapun istri yang dithalak, lalu tidak mengalami haid, padahal dia

berada dalam usia haid dan tidak ada keraguan tentang adanya kehamilan

dan juga tidak ada sebab karena menyusui dan tidak pula karena sakit,

maka menurut Malik istri tersebut menunggu selama sembilan bulan;jika
tidak haid pada bulan-bulan itu, maka menunggu iddah selama tiga

bulan.

Jika mengalami haid sebelum selesainya tiga bulan tersebut, maka

dianggap haid dan dia menghadapi masa haid berikutnya. Jika telah

berlalu sembilan bulan sebelum mengalami haid yang kedua, maka dia

menunggu iddah selama tiga bulan. Jika mengalami haid sebelum

selesainya tiga bulan tersebut dari tahun kedua, maka dia menunggu haid

yang ketiga. Jika telah berlalu sembilan bulan sebelum mengalami haid,

maka dia menunggu iddah selama tiga bulan. Jika mengalami haid yang

ketiga pada tiga bulan tersebut, berarti dia telah menyempurnakan

bilangan haid dan iddah-nya telah sempurna dan suaminya dibolehkan

merujuknya selama belum halal.

Riwayat dari Malik berbeda-beda, kapan dimulainya iddah

sembilan bulan:

l. Dikatakan, dari hari ketika ia dithalak, ini adalah pendapatnya yang

terdapat dalam Al Muwaththa'.

2. Ibnu Al Qasim meriwayatkan darinya; sejak hari terputus haidnya.

3. Abu Hanifah, Syaf i dan jumhur mengatakan tentang istri yang

haidnya tqrputus padahal dia mulai menginjak usia terputus: Bahwa

istri tersebut selamanya harus menunggu hingga memasuki usia

yang kira-kira dia berhenti dari haidnya, dan ketika itu dia

melakukan iddahbeberapa bulan dan haid sebelum itu.
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Pendapat Malik diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan lbnu

Abbas. Sedangkan pendapat jumhur merupakan pendapat lbnu Mas'ud

dan Zaid.

Dalil yang drjadikan pegangan oleh Malik dari segi makna, yaitu:

Bahwa maksud da.'i iddah hanyalah kekosongan rahim berdasarkan

prasangka kuat, dengan dalil bahwa wanita yang hamil kadang

mengalami haid. Kalau demikian, maka iddah-nya wanita yang sedang

hamil sudah cukup untuk mengetahui kekosongan rahim, bahkan itu
menjadi sebuah kepastian mengenai hal itu. Kemudian menunggu iddah

selama tiga bulan seperti iddah-nya istri yang sudah tidak haid lagi. Jika

mengalami haid sebelum sempurna satu tahun, maka dia dihukumi
sebagai istri yang masih mengalami haid dan dengan itu dihitung satu

quru , kemudian menunggu quru' yang kedua atau satu tahun sampai

berlalunya tiga kali quru'.

Jumhur berpegang dengan zhahir firman Allah Ta'ala:

"Dan permpuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di
antara perempuan-peremuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-

nya) maka iddah mereka adalah tiga bulan." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4).

Sedangkan istri yang masih mengalami haid bukan termasuk istri

menopause. Pada pendapat ini terdapat kesulitan. Seandainya dikatakan,

bahwa istri tersebut menunggu iddah selama tiga bulan maka itu lebih

baik, jika dipahami bahwa istri yang menopause yaitu yang tidak bisa

dipastikan dengan terputus haidnya. Sedangkan firman Allah "Jika kamu

regu-ragu" berhubungan dengan hukum, bukan berhubungan dengan

haid sebagaimana tafsiran Malik.

Seolah-olah pendapat Malik tidak sesuai dengan penafsiran ayat

tersebut, karena dia memahami bahwa istri yang tidak haid lagi di sini

yaitu istri yang bisa dipastikan bahwa istri tersebut bukan termasuk istri
yang mengalami haid. Dan ini tidak terjadi kecuali karena segi usia,

karena itu firman Allah Ta'ala "Jlka kamu ragu-ragu" dia kembalikan

kepada hukum, bukan kepada haid (maksudnya, "Kalian ragu tentang

hukum mereka yang tidak haid lagi [menopause]") kemudian dia

mengatakan tentang istri yang selama sembilan bulan tidak mengalami

haid, padahal dia masih berada pada usia istri yang haid, yaitu: bahwa dia

menunggu iddah dengan bulan-bulan.
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Sedangkan Isma'il dan Ibnu Bakir yang termasuk dari para
pengikutnya, berpendapat bahwa ragu-ragu di sini ialah dalam masalah
haid. Kata al ya'is di dalam bahasa Arab ialah orang yang dihukumi
secara pasti bahwa dia telah berhenti dari haidnya. Jadi mereka
menyesuaikan pendapat mereka yang itu adalah pendapat Malik dengan
penafsiran ayat. Ini adalah perbuatan mereka yang sangat baik, karena
jika di sini dipahami tentang istri yang tidak haid lagi yaitu yang terpurus,
maka istri tersebut harus menunggu haid dan melakukan iddah karenanya
sehingga mencapai usia ini (maksudnya, usia tidak haid lagi atau
manopause).

Ulama yang memahami bahwa kata al ya'is yaitu yang tidak
dipastikan mengalami haid, maka seorang istri harus menunggu (iddah
yaitu terputus haidnya dari kebiasaan, padahal dia berada pada usia istri
yang masih mengalami haid) dengan beberapa bulan. Ini adalah qiyas
pendapat ahli zhahir, karena istri yang tidak haid lagi dari dua sisi
menurut mereka bukan termasuk orang yang melakukan iddah, baik
dengan quru'atau dengan beberapa bulan. Adapun perbedaan dalam hal
itu antara haid yang terjadi sebelum sembilan bulan dan sesudahnya
adalah suatu isliftsan (dianggap baik).

Adapun istri yang terputus haidnya karena sebab yang bisa
diketahui seperti menyusui atau sakit:

l. Pendapat yang terkenal dari Malik, bahwa dia harus menunggu
haid, baik waktunya pendek atau panjang.

Pendapat lain mengatakan bahwa istri yang sakit seperti istri yang
haidnya terputus karena tanpa sebab.

Sedangkan istri yang mengalami darah istihadhah
(pendarahan):

l. Iddah-nya menurut Malik yaitu satu tahun, jika tidak bisa
membedakan antara kedua darah tersebut. Jika bisa membedakan
antara kedua darah tersebut, maka ada dua riwayat darinya yaitu,
pertama; bahwa iddah-nya adalah satu tahun. Kedua; dia harus
melakukan pembedaan, lalu menunggu iddah dengan quru'.

2. Abu Hanifah mengatakan iddah-nya yaitu quru' jika bisa
dibedakan, jika tidak maka iddah-nya tiga bulan.

2.
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3. Syaf i mengatakan dengan membedakan; jika darah haid bisa

terpisah darinya, maka yang berwarna merah tua termasuk darah

haid dan yang berwarna kuning termasuk darah hari-hari ketika
suci. Jika darah tersebut sesuai pada dirinya, maka ia melakukan
iddah dengan hari-hari haidnya pada waktu sehatnya.

Hanya saja Malik berpendapat agar menunggu satu tahun, karena
dia menjadikan istri yang mengalami istihadhah seperli istri yang tidak
mengalami haid padahal dia termasuk orang yang seharusnya mengalami
haid.

Syaf i hanya berpendapat tentang istri yang mengetahui hari-hari
haidnya, bahwa dia harus berbuat berdasaran pengetahuannya tentang
haid diqiyaskan dengan shalat, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada istri
yang mengalami istihadhah:

.i:tsr ;t-.v t^:)i gL Ji riyi ,*rp( ;(1i>,ar'f';i
"Tinggalkanlah shalat pada hari-hari haidmu. Jika ukuran darah

tersebut telah hilang darimu, maka bersihkanlah darah tersebut."t02

Hanya saja yang mempertimbangkan pembedaan itu yaitu ulama
yang mempertimbangkannya berdasarkan sabda Nabi SAW kepada

Fatimah binti Hubaisy:

,f ,5," U: rk syi .-;* 
";i i; 

fi ,4,ii o6 r;1

b't i cy *'t ,p'* i:rr or 6Yi;>tbr

"Jika terdapat darah haid, maka darah itu adalah darah yang
berwarna hitam serta dapat diketahui. Jika terdapat darah seperti itu,
maka tinggalkanlah shalat, Lalu jika terdopat darah yang lain, maka

berwudhulah dan shalatlah, kareha itu adalah darah urat." (HR. Abu
Daud)ro3

Hanya saja ulama yang berpendapat bahwa iddah-nya adalah

bulan-bulan yaitu jika darah tersebut bercampur. Karena umumnya bisa

diketahui, bahwa dia setiap bulan mengalami haid. Allah Ta'ala telah

toz Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
r03 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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menjadikar iddah dengan bulan-bulan ketika haidnya terputus. Dan
samarnya {arah tersebut seperti terputusnya.

Adapn tentang istri yang diragukan (yaitu, istri yang mendapatkan
perasaan prda perutnya, yang dia mengira bahwa itu adalah kehamilan):
maka istritersebut menunggu masa kehamilan yang paling lama. Dan
dalam hal hi terdapat perselisihan pendapat:

l. Dalan madzhab Maliki dikatakan empat tahun.

2. Pendpat lain mengatakan, lima tahun.

3. Ahlu :hahir mengatakan sembilan bulan.

Dan tdak ada perbedaan bahwa selesainya iddah isti hamil yaitu
sampai mehhirkan kandungannya (maksudnya, istri yang diceraikan)
berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan perempuan-perempuan )'ang
hamil, waltu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan
kandungannla." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: a)

Tentang istri-istri yang tidak merdeka: mereka juga dengan

sendirinya tabagi berdasarkan pembagian tersebut (maksudnya, para

wanita yang nengalami haid, wanita yang tidak haid lagi, wanita yang

mengalami igihadhah, wanita yang terputus haidnya yang selain dari
wanita yang tdak haid lagi).

Adapun tentang istri-istri dari kalangan budak yang mengalami

haid: jumhur berpendapat bahwa iddah mereka yaitrr dua kali haid.

Sedangkan Dard dan Ahli zhahir berpendapat bahwa iddah mereka yaitu
tiga kali haid seperti istri yang merdeka. Pendapat ini juga dikemukakan
oleh Ibnu Sirin

Ahlu zhahir berpegang dengan keumuman firman Allah Ta'ala,
"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru'." (Qs.Al Baqarah l2):228)

Dan seorang istri dari budak yang dithalak termasuk yang disebut

sebagai wanita yang dithalak. Sedangkan jumhur berpegang dengan
pengkhususan keumuman ini yaitu dengan qiyas Syabah (kemiripan),
yaitu bahwa mereka menyerupakan haid dengan thalak dan had

[hukuman] (maksudnya, hal itu berlaku setengah karena keadaan dia

sebagai budak). Hanya saja mereka menentukan dua kali haid, karena

satu kali haid tidak bisa dibagi-bagi.
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Adapun tentang budak wanita yang diceraikan yang tidal, haid lagi
atau masih kecil:

l. Malik dan kebanyakan ulama Madinah mengatakan 'dduh-nya
yaitu tiga bulan.

2. Sedangkan Syaf i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Abu -saur dan

sekelompok ulama mengatakan, iddah-nya satu setenph bulan,
setengah iddah wanita yang merdeka, ini jika kite katakan,
merupakan qiyas dengan pengkhususan keumuman. Pendapat

Malik mengalami kerancuan dalam masalah ini, ladang dia
mengambil keumuman dan hal itu pada wanita-wanita yang tidak
haid lagi dan kadang dia mengambil qiyas, yaitu pada vanita yang

masih mengalami haid. Padahal qiyas dalam hal ini satu.

Adapun wanita yang terputus haidnya karena tarpa sebab:

pembicaraan dalam hal ini seperti pembicaraan pada vanita yang

merdeka sefta perselisihan tentang hal itu, begitujuga vanita yang

mengalami istihadhah dari kalangan budak.

Para ulama sepakat bahwa wanita yang dithalak sebclum digauli
tidak ada iddah-nya.

Mereka berbeda pendapat tentang suami yang menjuk istrinya
ketika masih dalam masa iddah dari thalak raj'i,kemudian n'renthalaknya

sebelum menggaulinya, apakah dia memulai dari awal iddah-nya atau

tidak:

l. Jumhur fuqaha berbagai negeri berpendapat dia harus memulai dari

awal.

2. Sekelompok ulama mengatakan iddah-nya dari ttalak pertama

tetap berlangsung, ini adalah salah satu dari dua pendrpat Syaf i.

3. Daud mengatakan dia tidak perlu menyempurnakan ;.ddah-nya dan
juga tidak memulai iddahbaru.

Secara global: Menurut Malik bahwa setiap rujuk berarti
menghapus iddah, meskipun tidak disertai dengan menggauli istri, selain
rujuk orang yang melakukan sumpah ila' . Sedangkan Syaf i mengatakan
jika menceraikannya setelah merujuk dan sebelum menggaulinya, maka
iddah yang pertama tetap berlaku. Pendapat Syaf i lebih kuat.
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Begitu juga menurut Malik tentang rujuknya orang yang

mengalami kesulitan untuk memberikan nafkah, menurutnya sahnya

rujuk tersebut tergantung pada pemberian nafkah: jika dia memberikan
nafkah, maka rujuknya sah dan iddah-nya terhapus, meskipun iddah
tersebut adalah iddah thalak. Jika tidak memberikan infak maka iddah-
nya tetap pada iddah pertama. Jika istri menikah yang kedua kalinya
ketika masih dalam masa iddah; pendapat dari Malik dalam hal ini
terdapat dua riwayat; pertama, bertumpuknya dua iddah. Kedua, tidak
ada iddah.

Segi pengambilan dalil pendapat pertama yaitu:
mempertimbangkan kekosongan rahim dan hal itu bisa terjadi dengan

bertumpuknya dua iddah.

Segi pengambilan dalil pendapat kedua yaitu: iddah adalah suatu

ibadah, maka wajib harus berbilang sebagaimana berbilangnya
menggauli istri yang memiliki keharaman. Adapun hukum seorang budak
wanita dimerdekakan ketika masa iddah thalak:

l. Malik berpendapat dia tetap pada iddah budak dan tidak berpindah
kepada iddah wanita yang merdeka.

2. Abu Hanifah mengatakan pada thalak roj'i bisa berpindah, tidak
pada thalak ba'in.

3. Syaf i mengatakan bisa berpindah pada kedua macam thalak
tersebut.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah iddah termasuk hukum-
hukum yang terjadi pada hubungan suami istri ataukah hukum-hukum
yang terjadi pada terpisahnya hubungan tersebut.

Ulama yang mengatakan bahwa iddah termasuk hukum hubungan

suami istri, mereka berpendapat iddah-nya tidak bisa berpindah. Dan

ulama yang mengatakan bahwa itu termasuk hukum pada terpisahnya

hubungan suami istri, mereka berpendapat bisa pindah, seperti jika dia

dimerdekakan, sedangkan dia sebagai seorang istri, kemudian diceraikan.

Adapun ulama yang membedakan antara thalak ba'in dan thalak raj'i,
maka itu jelas, yaitu bahwa pada thalak raj'i terdapat kesamaan dengan

hukum-hukum ikatan pernikahan. Karena itu dalam thalak raj'i te4adi
warisan berdasarkan kesepakatan, jika suaminya meninggal dunia,

sedangkan istri masih dalam masa iddah dari thalak raj'i. Dan dia

,)
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berpindah kepada iddah kematian. Inilah bagian pertama dari dua bagian

pembahasan tentang iddah.

Kedua: Pengetahuan tentang hukum-hukum iddah

Adapun pembahasan tentang hukum-hukum iddah: mereka sepakat

bahwa istri yang sedang menunggu iddah thalak rai'i berhak

mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Begitujuga istri yang sedang

hamil, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Tempatkanlah mereka (parct

istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan'" (Qs. Ath-

Thalaaq [65]: 6).

Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala,"Dan jika mereka (istri-istri

yang suclah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka

naJkahnya hingga mereka bersalin." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Mereka berbeda pendapat tentang tempat tinggal dan nafkah bagi

wanita yang dithal ak ba'in,jika tidak hamil, berdasarkan tiga pendapat:

l. Bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Ini

adalah pendapat ulama Kufah.

2. Bahwa dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggaldan nafkah, ini

adalah pendapat Ahmad, Daud, Abu Tsaur, Ishaq dan sekelompok

ulama.

3. Bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak

mendapatkan nafkah, ini adalah pendapat Malik, Syaf i dan

sekelompok ulama.

Sebab perbedaan pendapat: Perselisihan tentang riwayat di

dalam hadits Fatimah binti Qais dengan zhahir Al Qur'an:

Ulama yang tidak mewajibkan nafkah dan tempat tinggal dengan

dalil yang diriwayatkan di dalam hadits Fatimah binti Qais, bahwa dia

JL 6r qj, ,*
e'&'t9t\t,P 4t
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"Suamiku menthalakku tiga kali pada masa Rasulullah SAI{, lalu
aku datang menemui Nabi SAW, makn beliau tidak menetapkan tempat

tinggal dan naJkah untukku." (HR. Muslim)rs

Di sebagian riwayat, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

.tL')tq)rL \":1.d.-dt ;!ir 61

"Sesungguhnya tempat tinggal dan naftnh hanya untuk istri yang
suaminya masih memiliki hak merujuknye."

Perkataan ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas dan Jabir bin
Abdullah.

Adapun ulama yang mewajibkan untuk memberikan tempat tinggal
kepada istri yang dithalak ba'in tanpa nafkah, berhujjah dengan hadits

yang diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa'nyatos dari hadits

Fatimah yang telah disebutkan, tetapi tidak menyebutkan gugurnya

tempat tinggal, jadi tetap pada keumumannya di dalam firman Allah
Ta'ala, "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat

tinggal menurut kemampuan " (Qs.Ath-Thalaaq [65]: 6).

Dan mereka memberikan alasan perintah Nabi SAW kepadanya

untuk menungga iddah di rumah Ibnu Ummi maktum, karena pada

lisannya terdapat kejelekan.

Adapun ulama yang mewajibkan tempat tinggal dan nafkah,

mereka berpendapat wajib memberikan kepadanya berdasarkan

keumuman firman Allah Ta'ala,

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat

tinggal menurut kemampuan " (Qs.Ath-Thalaaq [65]: 6).

Mereka berpendapat wajib memberikan nafkah kepadanya karena

nafkah mengikuti kewajiban memberikan tempat tinggal kepada istri
yang dithalak raj'i, istri yang sedang hamil dan istri sendiri.

Secara global: ketika tempat tinggal itu wajib di dalam syari'at,

maka nafkah juga wajib. Diriwayatkan dari Umar bahwa dia berkata di

dalam hadits Fatimah ini: kita tidak akan meninggalkan kitab Nabi kita

Shahih. HR. Muslim (1480), Abu Daud (2285,2287), An-Nasa'i (6174, 75,
208), Ibnu Majah (2035), Ahmad (61413), Ath-Thabrani (241920), Al Baihaqi
(7/178, l8l).
Al Muwaththa'karya Imam Malik (2/580).
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(Al Qur'an) dan Sunnahnya karena perkataan seorang wanita. Yang dia

maksudkan yaitu firman Allah I'a'alu: "Tempatkanlah mereku (para

islrl di ntana kamu bertemput tinggal menurut kemampuan " (Qs. Ath-

Thalaaq [65]: 6), karena yang dikenal dari sunnah Nabi SAW, bahwa

beliau mewajibkan mewajibkan nafkah ketika tampat tinggal wa.1ib.

Karena itu yang terbaik dalam masalah ini, kemungkinan bisa

dikatakan, bahwa dia berhak mendapatkan dua hal semuanya dengan

kembali kepada zhahir Al Qur'an dan yang terkenal dari As-Sunnah. Dan

kemungkinan keumuman ini dikhususkan dengan hadits Fatimah yang

telah disebutkan.

Adapun pembedaan antara kewajiban nafkah dan tempat tinggal,

maka itu sangat sulit, segi kesulitannya yaitu dalilnya lemah.

Dan seharusnya Anda ketahui bahwa kaum muslim sepakat bahwa

iddah teqadi pada tiga hal: thalak, kematian atau pilihan budak dirinya

sendiri jika dimerdekakan. Mereka berbeda pendapat tentang iddah pada

fasakh. Jumhur berpendapat wajib melakukannya. Karena pembicaraan

dalam masalah iddah di dalamnya berhubungan dengan hukum-hukum

iddah kematian, maka kami ingin membawakannya di sini, maka kami

katakan:

Masalah pertama: Iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya jika
tidak hamil

Kaum muslim sepakat bahwa iddah wanita yang merdeka dari

suaminya yang merdeka yaitu empat bulan sepuluh hari, berdasarkan

firman Allah Ta'ala, "(Hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya
(ber-iddah) empat bulan sepuluh hari." (Qs. Al Baqarah l2): na)

Mereka berbeda pendapat tentang iddah istf, yang hamil dan

tentang iddah istn budak jika belum mengalami haid pada empat bulan

sepuluh hari, apa hukumnya:

l. Malik berpendapat bahwa termasuk syarat kesempurnaan iddah ini
ialah yaitu jika istri mengalami haid sekali dalam masa ini. Jika

tidak mengalami haid, maka dia menurutnya adalah wanita yang

diragukan, maka harus menunggu selama masa kehamilan.

Pendapat lain darinya mengatakan, bahwa istri itu kadang tidak

haid dan kadang tidak terjadi keraguan, yaitu jika kebiasaannya di

188 Bidayatul Mujtahid



dalam haid lebih banyak dari masa idtlah.lni kemungkinan tidak
ada (maksudnya, wanita yang kebiasaannya mengalami haid lebih
banyak dari empat bulan sampai lebih dari empat bulan) dan
kcmungkinan langka. Terdapat perselisihan darinya tentang wanita
yang keadaannya seperti inijika ada. Dikatakan, menunggu hingga
mengalami haid.

Diriwayatkan dari Ibnu Al Qasim, boleh menikah jika iddah u,al'at
tclah selesai dan tidak nampak adanya kehamilan- Pendapat ini
dipegang oleh jumhur fuqaha berbagai negeri; Abu Hanifah, Syali'i
dan Ats-Tsauri.

N{asalah kedua: Iddah istri hamll yang ditinggal mati oleh suamin5ra

Adapun masalah kedua yaitu istri hamil yang ditinggal mati oleh
suaminya: jumhur dan semua fuqaha berbagi negeri mengatakan, iddah-
nya sampai melahirkan kandungannya, kembali kepada keumuman
firman Allah Za'elu, "Den perempun-Wrempuon yang hamil. waktu
idrlah nrcreku ialah santpai mereka melahirkan knndungann;'a." (Qs.
Ath-Thalaaq [65]: a).

Jika ayat tersebut menerangkan tentang thalak dan berpegang juga
dengan hadits Ummu Salamah, bahwa Subai'ah Al Aslamiyah
melahirkan setengah bulan setelah wafatnya suami:

,$u dL u,QJw'*': * h,
". , --fv

"Lalu ia datang menemui Rasulullah SAW, maka beliau bersabda
kepadanya, 'kamu telah halal, malca menikahlah kamu dengan orang
yang kamu kehendaki'."to6

Malik meriwayatkan dari lbnu Abbas bahwa iddah-nya adalah
masa paling lama dari kedua masa tersebutloT, maksudnya ialah bahwa

istri tersebut menunggu iddah dengan masa yang paling lama dari kedua

Muttofoq 'Alsih. HR- Al Bukhari (4909), Muslim (1485), At-Tirmidzi (l194),
An-Nasa'i (61192), Ahmad (61314), Ad-Darimi {2/165), dan Ibnu Al Jarud

Q62).
Al .Vuwaththa'. Malik (2/590).

a-

.ji..a dll J-f l clct*t
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masa tersebut: yaitu bisa masa kehamilan dan bisa juga masa selesainya

iddah yaitu iddah kematian. Pendapat seperti itu juga diriwayatkan dari

Ali bin Abi Thalib RA. Hujjah mereka bahwa itulah yang dimaksud

dengan menggabungkan antara keumuman ayat tentang wanita hamil dan

ayat tentang istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Pasal kedua: Iddah kepemilikan budak

Adapun budak yang ditinggal mati oleh orang yang halal

menggaulinya (tuannya): sesungguhnya budak tersebut tidak lepas

kedudukannya sebagai istri, kepemilikan budak, umntul walad (ibu dari

anak tuannya) atau selain ummul walad.

Tentang kedudukannya sebagai istri:

l. Jumhur mengatakan bahwa iddah-nya yaitu setengah iddah wanita

yang merdeka. Mereka mengqiyaskan hal itu pada iddah.

2. Ahlu zhahir mengatakan iddah-nya yaitu iddah wanita yang

merdeka, begitu juga iddah thalak kembali kepada keumuman dalil.

Adapun ummul walad:

1. Malik, Syaf i, Ahmad, Al-Laits, Abu Tsaur dan sekelompok ulama

mengatakan iddah-nya satu kali haid. Pendapat ini juga

dikemukakan oleh Ibnu Umar. Malik mengatakan, jika dia

termasuk wanita yang tidak mengalami haid (menopause), maka

menunggu iddah selama tiga bulan dan dia berhak mendapatkan

tempat tinggal.

2. Abu Hanifah, para pengikutnya dan Ats-Tsauri mengatakan, iddah-

nya tiga kali haid, ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud.

3. Sekelompok ulama mengatakan iddah-nya setengah iddah wanita
yang merdeka yang ditinggal mati oleh suaminya.

4. Sekelompok ulama lain juga mengatakan iddah-nya yaitu iddah

wanita yang merdeka selama empat bulan sepuluh hari.

Hujjah Malik: Bahwa dia bukan seorang istri sehingga harus

menunggu iddah dengan iddah kematian dan bukan wanita yang dithalak

sehingga harus menunggu iddah selama tiga kali haid, maka tidak tersisa

kecuali hanya kekosongan rahim wanita tersebut, itu dilakukan dengan
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haid, disamakan dengan budak wanita yang ditinggal mati oleh tuannya.

Dan dalam hal itu tidak terdapat perselisihan.

Ilujjah Abu Hanifah yaitu: Bahwa iddah wajtb baginya ketika dia
merdeka. Sedangkan dia bukan istri sehingga harus menunggu iddah
dengan iddah kematian dan tidak pula seorang budak sehingga harus ber-
iddah dengan iddah seorang budak wanita. Maka wajib berlepas

rahimnya dengan iddah wanita yang merdeka.

Adapun ulama yang mewajibkan baginya iddah kematian berhujjah
dengan hadits yang diriwayatkan dari Amru bin Al Ash, dia berkata,
"Janganlah kalian mencampuradukkan Sunnah Nabi kita , iddah ummul
walad jika ditinggal mati oleh tuannya yaitu: empat bulan sepuluh
hari."r('8 Ahmad menilai dha'ifhadits ini dan tidak berpegang dengannya.

Adapun ulama yang mewajibkan atas ummul walacl setengah itltlah
wanita yang merdeka karena disamakan dengan istri budak. Sebab

perselisihan, yaitu bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak dibicarakan
oleh syari'at sedangkan ummul walad tidak jelas kesamaanya anlara
budak wanita dan wanita yang merdeka. Adapun ulama yang

menyamakannya dengan istri budak, maka itu lemah. Lebih lemah dari
pendapat itu adalah ulama yang menyamakannya dengan iddah istri yang
merdeka yang dithalak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

l.

Bab II
Tentang Mut'ah

Jumhur ulama berpendapat bahwa mut'ah (pemberian hadiah) tidak
wajib untuk setiap istri yang dithalak.

Sekelompok ulama dari ahli zhahir mengatakan bahwa mut'ah
wajib pada setiap istri yang dithalak.

Sekelornpok ulama mengatakan bahwa mut'ah itu sunah dan bukan
wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik.

Shahih. HR. Abu Daud (2308), Ibnu Majah (2083), Ahmad (41203),Ibnu Al
Jarud (769), Ad-Daruquthni (3/309), dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (4300
Al Ihsan), Al Hakim (21209), dan disetujui oleh Adz-Dzahabi serta diriwayatkan
oleh Al Baihaqi (11447), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu
Daud.

2.

J.
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Para ulama yang mewajibkannya pada sebagian istri yang dithalak,

mereka juga bcrbeda pendapat dalam hal itu:

l. Abu Hanifah mengatakan bahwa mut'ah itu wajib pada istri yang

dithalak sebelum digauli dan belum ditentukan mahar untuknya.

2. Syaf i mengatakan, mut'ah itu wajib pada setiap istn yang

dithalak, jika perceraian tersebut berasal dari suaminya, kecuali istri

yang telah ditentukan mahar untuknya dan dithalak sebelum

digauli. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.

Abu Hanifah berhujjah dengan firman Allah ?"a'alu, "Hai orang-

orang 1'ang berirnan, upabila kamu menikahi perempuan-perempuan

yang berirnan, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

mencampurinya, rnaka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu

yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah

[hadiahJ dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya." (Qs.

Al Ahzaab [33]: a9)

Lalu mensyaratkan mut'ah dengan tanpa menggauli, firman Allah

Ta'ala, "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur

dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan

maharnya." (Qs. Al Baqarah l2l:237)
Maka bisa diketahui bahwa mut'ah tidak ada jika mahar telah

ditentukan dan terjadi thalak sebelum menggauli. Karena jika tidak wajib

untuk memberikan mahar kepadanya, maka lebih pantas untuk tidak

wajib memberikan mut'ah kepadanya. Ini sungguh membingungkan

karena ketika tidak wajib memberikan mahar kepadanya, maka

ditetapkan sebagai penggantinya yaitu mut'ah. Dan ketika dikembalikan

dari tangannya setengah mahar, maka dia tidak mendapatkan apapun.

Sedangkan Syaf i tentang berbagai perintah yang menjelaskan

mut'ah dalam firman Allah Ta'ala, "Dan hendaklah kamu berikan suatu

mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut

kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)."

(Qs. Al Baqarah l2):236).
Dia artikan berdasarkan keumuman pada setiap istri yang dithalak,

kecuali yang maharnya telah ditentukan untuknya dan dithalak sebelum

digauli.

192 Bidayatul Mujtahid



Adapun ahli zhahir: Mereka mengartikan perintah tersebut

berdasarkan keumuman.

Jumhur berpendapat bahwa istri yang melakukan khulu' tidak

berhak mendapatkan mut'ah karena dia sebagai pemberi yang berasal

dari tangannya (miliknya). Seperti keadaan yang terjadi pada istri yang

dithalak sebelum digauli dan setelah ditentukan mahar untuknya. Ahli

zhahir mengatakan bahwa itu merupakan syari'at, maka istri boleh

mengambil dan boleh memberi. Sedangkan Malik mengartikan perintah

untuk memberikan mahar sebagai suatu yang sunah berdasarkan firman

Allah Ta'ala di akhir ayat, "Yang demikian itu merupakan ketentuan

(kewajihan) bagi orang-orang yang berbuat kebajikan " (Qs Al Baqarah

[2]:236).

Artinya orang-orang .yang memiliki keutamaan dan orang-orang

yang berbuat baik, dan sesuatu yang termasuk keutamaan dan kebaikan

bukanlah suatu yang wa3ib.

Mereka berbeda pendapat tentang wanita yang dithalak sementara

ia dalam iddah, apakah ia wajib ber-ihdad (berkabung)? Malik
mengatakan bahwa dia tidak wajlbber-ihdad.

Mengutus Dua Juru Damai

Para ulama sepakat tentang bolehnya mengutus dua juru damai, jika

terjadi percekcokan atara suami istri dan tidak diketahui keadaan yang

menimpa suami istri tersebut di dalam percekcokan (maksudnya, yang

benar dan yang salah), berdasarkan firman Allah Ta'ala,"Dan jika kamu

khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimilah

seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

perempuan " (Qs.An-Nisaa' [a]: 35)

Mereka sepakat bahwa dua juru damai tersebut tidak lain kecuali

dari keluarga suami istri: salah satunya dari pihak suami dan yang lain

dari pihak istri, kecuali jika di dalam keluarga keduanya tidak ada orang

yang pantas untuk melakukan hal itu, maka orang lain dari selain

keduanya bisa diutus.

Mereka sepakat bahwa jika dua juru damai berselisih, maka

perkataan keduanya tidak berlaku. Dan mereka sepakat bahwa perkataan
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kcduanya untuk mengabungkan antara suami istri berlaku tanpa ada

pcrwakilan dari suami istri.

Mereka berbeda pendapat tcntang perceraian antara suami istn

yang dilakukan oleh keduanya, jika keduanya sepakat untuk itu, apakah

membutuhkan iztn dari suami atau tidak:

1. Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa perkataan

keduanya dibolehkan dalam perceraian dan pengumpulan tanpa

perwakilan dari suami istri dan juga tanpa izin dari keduanya dalam

hal itu.

2. Syaf i, Abu Hanif-ah dan para pengikut mereka berdua

mengatakan, keduanya tidak berhak menceraikan, kecuali jika

suami menyerahkan perceraian kepada keduanya.

Hujjah Malik yaitu, hadits yang diriwayatkan tentang hal itu dari

Ali bin Abi Thalib, bahwa dia berkata tentang dua juru damai: Keduanya

berhak menceraikan dan mengumpulkan di antara suami istri.

Hujjah Syaf i dan Abu Hanifah yaitu, bahwa pada dasarnya thalak

tidak berada di tangan seorangpun selain suami atau orang yang

diwakilkan oleh suami.

Para pengikut Malik berbeda pendapat tentang dua juru damai yang

menthalak tiga kali:

1. Ibnu Al Qasim mengatakan thalak tersebut terjadi satu kali.

2. Asyhab dan Al Mughirah mengatakan terjadi tiga kali thalak jika

keduanya menthalak tiga.

Pada dasarnya thalak berada di tangan laki-laki kecuali jika

terdapat dalil yang menjelaskan selain itu.

Syaf i dan Abu Hanifah berhujjah dengan dalil yang terdapat

dalam hadits Ali ini, bahwa dia berkata kepada dua orang juru damai,

"Apakah kalian berdua menggetahui apa yang menjadi kewajiban kalian

berdua. Jika kalian memandang untuk mengumpulkan, maka kalian

berdua boleh mengumpulkan dan jika kalian memandang untuk

menceraikan, maka kalian berdua boleh menceraikan." Lalu isrti berkata,

"Aku ridha dengan Al Qur'an dan dengan hak dan kewajibanku yang

terdapat di dalamnya." Lalu suami mengatakan, "Mengenai perceraian,

aku tidak ridha." Maka Ali berkata, "Tidak, demi Allah, kamu tidak

194

L

l

Bidayatul Mujtahid



boleh berubah hingga kamu mengakui seperti yang diakui oleh istrimu."
Perawi berkata, "Maka yang jadi pertimbangan dalam hal ini ialah

izinnya (suami)." Sedangkan Malik menyamakan kedua juru damai

dengan sulthan (penguasa), menurut Malik, penguasa boleh menthalak

karena adanya bahaya jika jelas diketahui.
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KITAB lLl' (SUMPAH ILA')

Yang menjadi dasar pembahasan ini ialah fitman Allah Ta'alu,
"Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat

bulan (lumanya)." (Qs. Al Baqarah l2l:226).

Ila' yaitu: seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli

istrinya, kemungkinan selama lebih dari empat bulan, atau pas empat

bulan, atau secara mutlak, berdasarkan perselisihan yang akan drjelaskan

selanjutnya dalam hal itu:

Para fuqaha berbagai negeri berbeda pendapat tentang i/a' dalam

beberapa hal, di antaranya:

CI Apakah seorang istri terthalak dengan selesainya masa empat

bulan yang ditentukan berdasarkan nash bagi orang yang melakukan

sumpah i/a'. Ataukah dia hanya terthalak dengan suami dihentikan

setelah empat bulan? Maka kemungkinan suami kembali dan

kemungkinan menthalak.

@ Apakah i/a' bisa terjadi dengan semua sumpah atau dengan

sumpah-sumpah yang dibolehkan di dalam syari'at saja?

@ Jika suami tidak mau menggauli istri tanpa ada sumpah, apakah

disebut sebagai orang yang melakukan ila 'atau tidak?

@ Apakah orang yang melakukan sumpah ila', yaitu orang yang

membatasi sumpahnya dengan waktu empat bulan saja atau lebih dari

itu? Ataukah orang yang melakukan sumpah ila'yaitu orang yang tidak

membatasi sumpahnya dengan waktu sama sekali?

@ Apakah thalak yang terjadi karena sumpah ila' adalah thalak

ba'in atau raj'i?

[E Jika suami tidak mau menthalak dan kembali, apakah hakim

dapat menthalaknya atau tidak?

EJ Apakah i/c' bisa berulang, jika suami menthalak istrinya,

kemudian merujuknya tanpa terjadi ila' di dalam pernikahan kedua?
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illl Apakah termasuk syarat rujuknya orang yang melakukan

sumpah ilu' yaitu agar menggauli istrinya ketika masih dalam masa iddah

atau tidak?

flll Apakah sumpah ila' yang dilakukan oleh budak hukumnya

seperti ila' yang dilakukan oleh orang yang merdeka?

[-ll Apakah jika suami menthalak istrinya setelah selesai waktu i/a',
mengharuskan istri untuk menunggu masa iddah?

Inilah berbagai masalah populer tentang ilu' yang diperselisihkan di

kalangan fuqaha berbagai negeri, yang merupakan pokok pembahasan

ini. Dan akan kami sebutkan perselisihan di antara mereka dalam setiap

masalah, inti dari dalil-dalil mereka dan berbagai sebab perbedaan

pendapat mereka.

Masalah pertama: Apakah seorang istri terthalak dengan selesainya

masa empat bulan yang ditentukan

Perselisihan mereka: Apakah seorang istri terthalak dengan

selesainya masa empat bulan itu sendiri atau tidak terthalak, tetapi

hukumnya hanya dihentikan, kemungkinan suami kembali dan

kemungkinan menthalak:

1. Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Daud dan Al-Laits berpendapat

bahwa suami dihentikan setelah selesainya masa empat bulan,

kemungkinan mau kembali dan kemungkinan menthalak. Ini
merupakan pendapat Ali dan Ibnu Umar, meskipun ada riwayat dari

keduanya bukan seperti itu, tetapi yang benar adalah ini.

2. Abu Hanifah, para pengikutnya dan Ats-Tsauri 
-secara

keseluruhan yaitu para ulama Kufah- berpendapat bahwa thalak

terjadi dengan selesainya empat bulan, kecuali jika dia kembali

kepada istrinya. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud dan

sekelompok ulama dari kalangan tabi'in.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah firman Allah Ta'ala,

"Kemttdian iika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya

Altah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Baqarah [2]:
226)
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A(inya, jika mercka kembali sebelum selesainya empat bulan atau

setelahnya?

Ulama yang memahami ayat tersebut artinya sebelum selesainya

empat bulan, mereka mengatakan te{adi thalak. Sedangkan makna al
'uzm (bemiat) menurut mereka yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalak, muka

sesungguhnya Alluh Maha Menclengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al
Baqarah l2): 227) Yaitu berazam untuk tidak kembali hingga selesainya

waktu tersebut.

Sementara ulama yang memahami dari disyaratkannya kembali

yaitu disyaratkan setelah selesainya masa tersebut, mereka mengatakan

makna finnan Allah Ta'ala, "Dan jika mereka ber'azam (berletap ltuti

untuk) thalak." Artinya dengan lafazh "Maka sesungguhnya Allah lVaha

Mendengar lagi Maha Mengetahut " (Qs Al Baqarah l2):221).

Para pengikut madzhab Maliki di dalam ayat tersebut memiliki

ernpat dalil:

Pertama, bahwa Allah telah menjadikan masa menunggu sebagai

hak bagi suami bukan bagi istri, maka masa tersebut menyamai masa

penundaan utang-utang yang ditangguhkan.

Kedua, bahwa Allah Ta'ala menyandarkan thalak kepada perbuatan

suami. Dan menurut mereka bahwa thalak tidak terjadi dari perbuatannya

melainkan hal itu melampui batas (maksudnya, tidak dinisbatkan

kepadanya bedasarkan madzhab Hanafi kecuali karena melampui batas)

dan tidak diartikan kepada bentuk majaz dari zhahir kecuali dengan dalil.

Ketiga, firman Allah Ta'ala, "Dan jika mereka ber'azam (bertetap

hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui." (Qs. A1 Baqarah l2): 227) mereka mengatakan

bahwa ini mengandung arti terjadinya thalak berdasarkan cara yang dapat

didengar, yaitu terjadinya thalak tersebut dengan lafazh, bukan dengan

selesainya masa.

Keempat, bahwa huruf /c' di dalam firman Allah: Fa 'in Faa'uu

Fainnallaha Ghafuurun Rahiim (maka sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui) secara zhahir maknanya berurutan,

maka hal itu menunjukkan bahwa kembali bisa terjadi setelah masa
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tersebut dan kemungkinan mereka menyamakan masa ini dengan masa

memerdekakan budak.

Abu Hanifah dalam hal ini berpegang dengan penyamaan masa ini
dengan iddah wanita dithalak raj'i. Karena iddah hanya disyariatkan

supaya tidak terjadi penyesalan dari suami.

Secara global: Mereka menyamakan ila' dengan thalak raj'i dan

menyamakan masa tersebut dengan iddah, ini adalah kesamaan yang

kuat. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Masalah kedua: Sumpah apakah yang bisa menjadikan i/a'

Para ulama berbeda pendapat tentang sumpah yang bisa

menjadikan i/a':

L Malik mengatakan i/a' bisa terjadi dengan setiap sumpah.

2. Syaf i mengatakan i/a' tidak bisa terjadi kecuali dengan sumpah

yang dibolehkan di dalam syari'at, yaitu sumpah atas nama Allah
atau dengan salah satu sifat-Nya.

Malik berpegang dengan keumuman (maksudnya, keumuman

firman Allah Ta'ala, "Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya

diberi tangguh empat bulan [lamanyaJ." (Qs. Al Baqarah l2): 226).

Sedangkan Syaf i menyamakan ila'dengan sumpah kafarah, yaitu

bahrva kedua sumpah tersebut mengakibatkan adanya hukum syar'i,

maka sumpah yang mengakibatkan hukum i/a' ialah sumpah yang

mengakibatkan hukum kafarah.

Masalah ketiga: Jika suami tidak mau menggauli istri tanpa ada

sumpah, apakah disebut sebagai orang yang melakukan i/a'

Tentang terkenanya hukum ila' pada suami jika tidak menggauli

istri tanpa ada sumpah:

l. Jumhur berpendapat bahwa hukum ila' lidak menjadi keharusan

baginya tanpa adanya sumpah.

2. Malik berpendapat mengharuskannya, yaitu jika bermaksud

membahayakan istri dengan tidak menggaulinya, meskipun tidak
bersumpah atas hal itu.
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Jumhur berpegang dengan zhahir ayat, sedangkan Malik berpegang

dengan makna, karena suatu hukum hanya akan menjadi keharusan

baginya dengan keyakinannya untuk tidak menggaulinya, baik hal itu
diperkuat dengan sumpah atau tidak, karena bahaya terdapat dalam dua

kedaan tersebut.

Masalah keempat: Masa i/a'

Para ulama berbeda pendapat tentang masa ila".

1. Malik dan yang sependapat dengannya berpendapat bahwa masa

i/a' harus lebih banyak dari empat bulan, jlka fai ' (kembalinya

suami) menurut mereka hanya terjadi setelah empat bulan.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa masa ila 'menurutnya yaitu empat

bulan saja, karena fai' (kembali) menurutnya hanya pada empat

bulan tersebut.

3. Al Hasan dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa jika bersumpah

dengan masa tertentu, jika kurang dari empat bulan, maka berarti

dia melakukan sumpah ila', dan diberi waktu sampai selesainya

empat bulan dari waktu bersumpah.

4. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang melakukan

sumpah ila' yain orang yang bersumpah untuk tidak menggauli

istrinya selamanya.

Sebab perbedaan pendapat: yaitu kemutlakan ayat. Jadi

perselisihan mereka tentang waktu kembali, sifat sumpah dan masanya

yaitu karena ayat tersebut bersifat 'am (yang mengandung makna lebih

dari dua) tentang makna ini atau masih mujmal (yang belum jelas

maknanya).

Begitujuga perselisihan mereka tentang sifat suami yang

melakukan sumpah ila' dan istri yang terkena sumpah i/a' serta macam

thalak berdasarkan penjelasan yang akan datang.

Adapun sebab lainnya: karena hal itu tidak dijelaskan hukumnya

dalam syariat (mas kut). Inilah rukun-rukun i/a' (maksudnya, pengetahuan

tentang macam sumpah, waktu kembali, masa ila', sifat suami yang

melakukan sumpah ila' dan istri yang terkena sumpah ila' serta macam

thalak yang terjadi pada ila').
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Masalah kelima: Apakah thalak yang terjadi karena sumpah /a'
adalah thalak ba'in atau ra.i'i

Adapun masalah thalak yang terjadi karena ila':

1. Malik dan Syaf i berpendapat bahwa thalak tersebut adalah thalak
raj'i,karena pada dasarnya setiap thalak yang terjadi berdasarkan
syariat diartikan sebagai thalak raj'i, sampai ada dalil yang
menunjukkan bahwa thalak tersebut adalah thalak ba'in.

2. Abu Hanifah dan Abu Tsaur mengatakan bahwa thalak tersebut
adalah thalak ba'in. Yang demikian itu karena jika thalak tersebut
raj'i, ntaka bahaya karenanya tetap ada pada istri, karena suami
memaksa istri untuk rujuk.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara kemaslahatan
yang menjadi tujuan i/a' dengan hukum asal yang dikenal dalam thalak.
Ulama yang menguatkan hukum asal, mengatakan thalak tersebut adalah
thalak raj'i. Dan ulama yang menguatkan kemaslahatan, mereka
mengatakan bahwa thalak tersebut adalah thalak ba'in.

Masalah keenam: Jika suami tidak mau menthalak dan kembali,
apakah hakim dapat menthalaknya

Adapun masalah apakah hakim dapat menthalak jika suami tidak
mau kembali atau tidak mau menthalak, atau ditahan hingga mau

menthalak:

l. Malik berpendapat bahwa hakim dibolehkan menthalaknya.

2. Ahlu Zhahir berpendapat ditahan hingga suami menthalaknya
sendiri.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara hukum asal yang
dikenal dalam thalak dan kemaslahatan.

Ulama yang mempertimbangkan hukum asal yang dikenal dalam
thalak, mereka mengatakan bahwa thalak tidak terjadi kecuali dari suami.

Dan ulama yang mempertimbangkan bahaya bagi istri yang ada dalam
hal itu, mereka mengatakan bahwa penguasa dibolehkan menthalaknya,
ini melihat kepada kemaslahatan umum dan inilah yang dikenal dengan

istilah qiyas mursal. Sedangkan Malik mengamalkan hal itu, dan

kebanyakan dari para fuqaha tidak mau mengamalkannya.
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Masalah ketujuh: Apakah r7a' bisa berulang, jika suami menthalak
istrinya, kemudian meruj uknya

1. Malik mengatakan jika merujuknya, lalu tidak menggaulinya, maka

i/a' bisa berulang pada dirinya. Hal ini menurutnya terjadi pada

thalak raj'i dan thalak ba'in.

2. Abu Hanifah mengatakan bahwa thalak ba'in menggugurkan

sumpah ila', ini adalah salah satu pernapat Syaf i. Pendapat ini
juga dipilih oleh Al Muzani dan sekelompok ulama, bahwa sumpah

i/a' tidak bisa berulang setelah terjadi thalak kecuali dengan

mengulangi sumpah.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara kemaslahatan

dengan zhahir syarat ila'.Yang demikian itu bahwa tidak ada ila' dalam

syari'at kecuali ketika ada sumpah dalam pernikahan itu sendiri, bukan

pada pernikahan yang lain. Tetapi jika kita mempertimbangkan hal ini,
akan terdapat bahaya yang ingin dihilangkan dengan hukum ila'. Karena

itu Malik berpendapat bahwa hal itu dihukumi dengan hukum ila' tanpa

sumpah, ketika ada makna ila'.

Masalah kedelapan: Apakah istri yang terkena sumpa i/a' harus
menunggu iddah

1. Jumhur berpendapat bahwa dia harus menunggu iddah.

2. Jabir bin Zaid berpendapat bahwa dia tidak harus menunggu iddah
jika telah haid tiga kali selama masa empat bulan. Pendapat ini
dikemukakan oleh sekelompok ulama dan pendapat ini juga

diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Hujjah mereka yaitu bahwa iddah

diberlakukan untuk mengetahui kekosongan rahim, dan dengan hal

ini telah terjadi kekosongan rahim tersebut. Sedangkan hujjah
jumhur yaitu bahwa istri terthalak, maka harus menunggu iddah

seperti istri-istri yang dithalak.

Sebab perbedaan pendapat: Bahwa iddah menggabungkan antara

ibadah dan kemaslahatan. Ulama yang mempertimbangkan sisi

kemaslahatan berpendapat bahwa istri yang terkena ila' tidak wajib

menunggu iddah. Sedangkan ulama yang mempertimbangkan sisi ibadah,

mewajibkan adanya iddah.
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Masalah kesembilan: Ila'yang dilakukan oleh budak

1. Malik bcrpcndapat bahwa ilu' yang dilakukan oleh budak ialah dua

bulan, setengah dari ila'yang dilakukan oleh orang yang merdeka,

dcngan mengqiyaskan pada hukuman dan thalaknya.

2. Syaf i dan ahli zhahir mengatakan ila' yang dilakukannya seperti

ilu' yang dilakukan oleh orang yang merdeka yaitu empat bulan,

berpegang dengan keumuman dalil. Yang benar, bahwa

ketergantungan sumpah dengan merdeka dan budak sama saja dan

ila' adalah sumpah dan juga diqiyaskan pada masa yang diberikan
pada orang yang menderita lemah syahwat.

3. Abu Hanifah mengatakan bahwa kekurangan yang masuk pada ila'
dipertimbangkan pada istri, bukan pada suami seperti iddah. Jlka

istri seorang yang merdeka, maka i/a'nya ialah i/a' orang yang

merdeka meskipun suaminya budak. Jika istri seorang budak, maka

masanya setengah orang yang merdeka.

Pengqiyasan ila' pada hukuman tidak bagus, karena seorang budak,

hukumannya lebih nngan dari orang yang merdeka, karena kekejian yang

muncul dari dirinya lebih sedikit kejelekannya, sedangkan yang muncul

dari orang yang merdeka lebih besar kejelekannya. Dan masa i/a' dibuat

untuk menggabungkan antara pemberian keluasan kepada suami dan

menghilangkan bahaya dari istri.

Jika kita tentukan suatu masa yang lebih pendek dari masa tersebut,

maka akan lebih meny'ulitkan suami dan lebih bisa menghilangkan

bahaya dari istri. Padahal orang yang merdeka lebih berhak memperoleh

keluasan dan dihilangkan bahaya dari dirinya, karena itu, qiyas ini harus

tidak mengurangi dari ila' ini kecuali jika suami seorang budak dan istri
seorang yang merdeka saja. Pendapat ini tidak ada seorang pun yang

mengatakannya, maka yang wajib ialah menyamakannya.

Para ulama yang mengatakan adanya pengaruh perbudakan pada

masa ila' berbeda pendapat tentang hilangnya perbudakan setelah terjadi

ila', apakah berpindah kepada ila' orang yang merdeka atau tidak:

l. Malik mengatakan tidak berpidah dari i/c' seorang budak kepada

ila' orang yang merdeka.

2. Abu Hanifah mengatakan berpindah. Menurutnya bahwa seorang

budak wanita jika dimerdekakan, sedangkan suaminya telah

I

l
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melakukan sumpah ila'kepada dirinya, maka berpindah kepada i/c'
orang yang merdeka.

3. Ibnu Al Qasim mengatakan bahwa jika istri masih gadis kecil yang

tidak digauli, maka tidak ada ila' atas dirinya, jika terjadi dan terus

menerus, maka dihitung empat bulan dari hari ketika ia dewasa. Dia

mengatakan hal itu karena tidak ada bahaya atas dirinya ketika

tidak digauli. Dia juga berkata, tidak ada ila' atas orang yang

dikebiri dan tidak pula atas orang yang tidak mampu bersetubuh.

Masalah kesepuluh: Apakah termasuk syarat rujuknya orang yang

melakukan sumpah ila' agar menggauli istrinya di masa iddah

l. Jumhur berpendapat bahwa hal itu bukan termasuk syaratnya.

2. Malik mengatakan jika belum mengaulinya tanpa ada alasan sakit

atau semisalnya, maka menurutnya belum dinamakan rujuk kepada

istrinya, dan istri tetap berada dalam iddah-nya dan tidak ada jalan

untuk kembali kepada istrinya sekalipun masa iddah-nya telah

berakhir.

Hujjah jumhur: Bahwa ila' tidak lepas dari kembali dengan

merujuk kepada istri di waktu iddah alau tidak kembali: jika kembali,

maka tidak dipertimbangkan dan i/c' dimulai dari waktu rujuknya

(maksudnya, menghitung masa ila' dari waktu rujuk), jika tidak

mengulangi ila', maka tidak dipertimbangkan sama sekali, kecuali

berdasarkan madzhab yang berpendapat bahwa ila' bisa terjadi tanpa

sumpah. Bagaimanapun juga masa empat bulan dari waktu rujuk harus

dipertimbangkan.

Sedangkan Malik mengatakan, setiap rujuk dari thalak apapun

adalah untuk menghilangkan bahaya, karena sahnya rujuk

dipertimbangkan dengan hilangnya bahaya tersebut. Dan hukum asalnya

adalah orang yang mengalami kesulitan untuk memberikan nafkah, jika

diceraikan kemudian merujuk kembali, maka sahnya rujuk

dipertimbangkan dengan kemudahan yang dimil ikinya.

Sebab perbedaan pendapat: qiyas syabah, yaitu bahwa ulama

yang menyamakan rujuk dengan permulaan nikah, maka dalam hal ini

mengharuskan agar ila' diperbaharui. Sementara ulama yang

menyamakannya dengan rujuknya orang yang menthalak karena bahaya,

Bidayatul Mujtahid



dimana bahaya tersebut
hukum asalnya.

belum hilang, mereka mengatakan tetap pada
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,l6hll -i:iA
KITAB ZHIHAR

Yang menjadi dasar dalam pembahasan zhihar ini yaitu AI Qur'an
dan As-Sunnah:

Al Qur'an, yaitu firman Allah Ta'ala, "Dan orang-orang yang

menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kemhali apa

)'ang mereka ttcapkan, ntaka (tvajib atasnya) memerrlekakun seorang
budak." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

As-Sunnah, yaitu hadits Khaulah binti Malik bin Tsa'labah, dia
berkata:
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"Suamiku Aus bin Ash-Shamit menzhiharku, maka aku datang

menemui Rasulullah SAW untuk mengadukan hal itu kepada beliau dan

Rasulullah membantah diriku dalam hal itu dan bersabda, "Bertalo,ualah
kamu kepada Allah, karena dia adalah putra pamanmu," belum sempat

aku keluar, Allah menurunkan ayat, "Sesungguhnya Allah telah
mendengar perkataan wanita yong mema.jukan gugatan kepada kamu
tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah." (Qs. Al
Mujaadilah [58]: 1). Maka beliau bersabda, "Ilendaklan dia
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memerdekakan seorang budak." Khaulah berkata, "Dia tidak
memilikrnya." Beliau bersabda, "Hendaklah clia herpuasa dua hulan
berturttl-tut'u1." Khaulah berkata, "Wahai Rasulullah, dia adalah ordng
yang sudah tua, dia sudah tidak mampu lagi berpuasa." Beliau bersabda,

"Hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin." Khaulah
berkata, "Dia tidak memiliki sesuatu yang bisa disedekahkan." Beliau
bersabda, "Aku akan membantunya dengan satu 'araq (keranjang)

kurnra." Khaulah berkata, "Aku juga akan membantunya dengan satu

'arar1 (keranjang) kurma yang lain." Beliau bersabda, "Kamu teloh

herbuut baik, pergilah lalu berilah makan enam puluh orang miskin atas

nama clia." (HR. Abu Daud)roe

Dan hadits Salamah bin Shakhr Al Bayadhi dari Nabi SAWr r0.

Pembicaraan tentang pokok-pokok permasalahan zhihar terangkum
dalam tujuh pasal:

Di antaranya:

Pasal pertama: Lafazh-lafazh zhihar

Para fuqaha sepakat bahwa seorang jika berkata kepada istrinya,
"Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Maka itu adalah zhihar. Mereka

berbeda pendapat jika disebutkan salah satu anggota selain punggung

atau menyebutkan punggung salah seorang wanita yang diharamkan

menikahinya selamanya selain ibu:

1. Malik mengatakan bahwa itu adalah zhihar.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa itu bukan zhihar,

kecuali dengan lafazh punggung dan ibu.

3. Abu Hanifah mengatakan bisa terjadi dengan semua anggota tubuh
yang diharamkan melihatnya.

Hasan. HR. Abu Daud (2214), (2215), Ahmad (61410), Ath-Thabrani di dalam
Al Kabir (l/225), Al Baihaqi (71389,391), dan dinilai hasan oleh Al Albani di
dalam Shahih Abu Daud kecuali sabda Nabi "Dan satu araq yaitu enam puluh
sha' ."
Hasan. HR. Abu Daud (2213), At-Tirmidzi (2062), Ahmad (4137), (5/436), Ad-
Darimi (21217), Ibnu Abi Ashim di dalam Al Ahad ll/a Al Matsani (2185),
dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2378), dan diriwayatkan oleh Ibnu Al
Jarud (744), Al Baihaqi (7/385,390), dan dinilai hasan oleh Al Albani di dalam
Shahih Abu Daud.

il0
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Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara makna kata-kata
tersebut dengan zhahirnya. Yaitu bahrva makna keharaman dalam hal ini
sama antara ibu dan wanita lainnya yang diharamkan, serta sama antara

punggung dan anggota tubuh lainnya. Sedangkan zhahir kata tersebut

menurut syari'at mengandung arti untuk tidak dinamakan zhihar, kecuali
dalam hal itu yang disebutkan lafazh punggung dan ibu. Adapun jika
berkata, "Dia bagiku seperti ibuku" dan tidak menyebutkan kata

punggung. Maka Abu l{anifah dan Syaf i mengatakan dalam hal ini
harus dipertimbangkan berdasarkan niat, karena kadang dengan kata

tersebut menghendaki penghormatan terhadapnya dan besar

kedudukannya di sisinya. Sedangkan Malik mengatakan bahwa itu adalah
zhihar.

Adapun orang _vang menyamakan istrinya dengan wanita lain yang
tidak selamanya diharamkan:

l. Malik berpendapat bahwa hal itu merupakan zhihar.

2. Ibnu Al Majizyun berpendapat bukan zhihar.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah penyamaan istri dengan

wanita yang tidak selamanya diharamkan seperti penyamaan istri dengan

wanita yang diharamkan selamanya.

Pasal kedua: Syarat-syarat wajibnya kafarah zhihar

Adapun tentang syarat-syarat wajibnya membayar kaforah:

l. Jumhur berpendapat bahwa lcaforoh tidak wajib tanpa menarik
kembali (ucapan mereka).

2. Mujahid dan Thawus berpendapat dengan pendapat yang ganjil,
keduanya mengatakan wajib tanpa menarik kembali (ucapan

mereka).

Dalil jumhur yaitu, firman Allah Ia'ela, "Dan orang-orang yang
menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa
yang merekn ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang
budak;'(Qs. Al Mujaadilah [58J: 3).

Ini merupakan nash tentang makna wajibnya menggantungkan
kaJarah dengan menarik kembali dari ucapannya. Adapun dari segi qiyas;

zhihar menyerupai kafarah sumpah. Sebagaimana kafarah itu menjadi
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keharusan hanya karena pelanggaran atau karena sengaja melanggar.

Begituj uga masalahnya zhihar.

Ilujjah Mujahid dan Thawus yaitu: Bahwa zhihar adalah suatu

makna yang mewajibkan adanya kafarah yang tinggi, maka harus

mewajibkan hal itu dengan sendirinya, tidak dengan makna tambahan

karena disamakan dengan kaJ'arah pembunuhan dan membatalkan puasa.

Mereka juga mengatakan, bahwa itu adalah thalak jahiliyah, lalu

keharamannya dihapus dengan kafarah. Inilah makna firman Allah
Tu'ala: "Kemudian mereka hendak menarik kembali opa yang mereka

ucapkun." Dan menarik kembali menurut mereka adalah kembali pada

Islam.

Sedangkan para ulama yang mengatakan disyaratkannya menarik

kembali (ucapannya) dalam mewajibkan kafarah, mereka berbeda

pendapat dalam hal ini apa itu menarik kembali:

l. Dalam hal ini dari Malik terdapat tiga riwayat (pendapat):

Pertama, bahwa yang dimaksud kembali yaitu berkeinginan kuat

untuk mempertahankan istrinya serta menggaulinya.

Kedua, berkeinginan kuat untuk menggaulinya saja, ini adalah

riwayat shahih yang masyhur dari para pengikutnya, pendapat ini
juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad.

Ketiga, bahwa menarik kembali ialah menggauli itu sendiri,

pendapat ini merupakan riwayat paling lemah dari para

pengikutnya.

Syaf i mengatakan bahwa menarik kembali adalah menahan itu

sendiri. Dia mengatakan, siapa yang mendapatkan waktu yang

dibolehkan untuk menthalak lalu ia tidak menthalak, maka jelaslah

bahwa dia telah menarik kembali (ucapannya) dan diapun harus

membayar kafarah, karena menetapnya istri pada waktu yang

memungkinkan bagi suami untuk menthalaknya tetapi dia tidak

menthalaknya, kedudukannya sama seperti keinginan untuk

mempertahankan istrinya, atau menetapnya istri merupakan bukti
yang menunjukkan bahwa suami ingin mempertahankannya.

Daud dan ahli zhahir mengatakan bahwa menarik kembali yaitu

mengulangi lafazh zhihar yang kedua kalinya, kapan dia tidak
melakukan hal itu, maka berarti dia belum kembali dan tidak ada

2.

3.
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kufurah atas dirinya. Dalil riwayat yang masyhur menurut Malik

terbangun atas dua dasar:

Pertama, bahwa pemahaman terbalik dari zhihar yaitu bahwa

kewajiban kafarah dalam hal ini, hanya dengan keinginan untuk

kembali kepada sesuatu yang dia haramkan atas dirinya sendiri

dengan zhihar, yaitu menggauli istri. Jika demikian, maka

"kewajiban kembali" mengandung dua kemungkinan; Menggauli

itu sendiri dan keinginan untuk menggauli.

Kedua, "Kembali" bukan berati menggauli, berdasarkan firman

Allah Ta'ala di dalam ayat, "Maka wajib atasnya memerdekakan

seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur." (Qs. Al
Mujaadilah [58]: 3). Karena itu menggauli istri dilarang hingga

membayar kaforah. Mereka mengatakan, seandainya kembali itu

sendiri adalah menahan, maka zhihar itu sendiri mengharamkan

untuk menahan, jadi seolah-olah zhihar itu adalah thalak.

Kesimpulannya: Yang dijadikan rujukan menurut mereka pada

permasalahan ini ialah cara yang diperkenalkan oleh para fuqaha yaitu

cara As-Sabr wa At-Taqsim (klasifikasi). Hal itu berarti bahwa, makna

menarik kembali tidak lepas dari; pengulangan lafazh4erdasarkan

pendapat Dau# menggauli itu sendiri, menahan atau keinginan untuk

menggauli.

Tidak mungkin pengulangan lafazh, karena itu adalah sebagai

penguat, sedangkan penguat tidak mengharuskan kafarah' Juga tidak

mungkin keinginan menahan untuk menggauli, karena menahan

selanjutnya ada, maka tinggal keinginan untuk menggauli. Jika keinginan

menahan untuk menggauli, maka berarti dia ingin menggauli, jadi yang

benar bahwa makna "kembali" yaitu "menggauli".

Dalil yang dijadikan pegangan oleh madzhab Syaf iyah tentang

mengartikannya sebagai keinginan untuk menahan atau menahan

diartikan sebagai keinginan untuk menggauli yaitu: bahwa menahan

mengharuskan dirinya untuk menggauli. Intinya mereka menjadikan

'keharusan melakukan sesuatu' disamakan dengan 'sesuatu yang lain'

dan hukum dari keduanya mereka jadikan satu, yaitu hampir sama

dengan riwayat kedua.

Barangkali ulama madzhab Syaf i berdalil bahwa keinginan untuk

menahan yaitu sebab adanya kewajiban kafarah, artinya bahwa kafarah
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terhapus dengan terhapusnya menahan, hal itu terjadi jika menthalak
setelah menzhihar. Karena itu Malik di dalam riwayat kedua berhati-hati.
Maka mengartikan "kembali" yaitu keinginan dua perkara secara
bersamaan (maksudnya, menggauli dan menahan).

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa "kembali" diartikan
menggauli, ini adalah pendapat yang lemah serta menyelisihi nash dan
yang dijadikan pegangan dalam hal ini, yaitu penyamaan zhihar dengan
sumpah (maksudnya, sebagaimana kafaraft sumpah itu hanya terjadi
karena pelanggaran, begitujuga urusan tersebut di sini) itu merupakan
qiyas syabah yang ditentang oleh nash.

Adapun Daud berpegang dengan zhahir lafazh di dalam firman
Allah Ta'ala, "Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yong
mereka ucapkan" itu berarti kembali kepada perkataan itu sendiri.

Sementara Abu Hanifah berpendapat maksudnya kembali pada
Islam, yaitu dari zhihar yang mereka lakukan di zaman jahiliyah.
Sedangkan menurut Malik dan Syaf i bahwa makna yang terdapat dalam
ayat tersebut yaitu: kemudian mereka kembali pada apa yang mereka
katakan.

Sebab perbedaan pendapat: secara global yaitu, kontradiksi
antara zhahir dengan maJhum (mukhalafah) ayat. Ulama yang berpegang
dengan maJhum ayat tersebut mengartikan "kembali" sebagai keinginan
untuk menggauli atau menahan dan menafsirkan makna huruf lam di
dalam firman Allah Ta'ala:

...'i'.;

"Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka
ucapkan" berarti huruf fa'.

Adapun ulama yang berpegang dengan zhahir ayat: maka
mengartikan "kembali" sebagai pengulangan lafazh dan kembali yang
kedua adalah yang kedua kalinya bagi yang pertama, yang terjadi di
zamanjahiliyah.

Ulama yang menafsirkan dengan salah satu dari kedua hal ini,
maka yang benar baginya ialah meyakini bahwa dengan zhlhar itu sendiri
mengharuskan membayar kaforah, sebagaimana diyakini oleh Mujahid,

..1'.olol,a!t+t dy:;,tr g
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kecuali jika memperkirakan di dalam ayat tersebut ada kata yang

terbuang yaitu keinginan menahan, jadi di sini terdapat tiga madzhab:

Kemungkinan kata "kembali" diartikan sebagai pengulangan,

kemungkinan diartikan sebagai keinginan untuk menahan dan

kemungkinan kata "kembali" diartikan sebagai kembali pada Islam. Dan

kedua pendapat ini terbagi menjadi dua bagian (maksudnya, yang

pertama dan yang ketiga).

Pertama, hendaknya di dalam ayat tersebut diperkirakan ada kata

yang dibuang, yaitu "keinginan untuk menahan," maka mensyaratkan

adanya keinginan ini ketika mewajibkan kafarah. Dan kemungkinan

tidak memperkirakan kata yang terbuang di dalam ayat tersebut, maka

kafarah bisa wajib dengan zhihar itu sendiri.

Dari bab ini mereka berbeda pendapat di dalam masalah cabang

yaitu: Apakah jika suami menthalak sebelum berkeinginan untuk

menahan, atau istrinya telah meninggal dunia, apakah kafarah diwajibkan
atas suami tersebut atau tidak:

l. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib membayar kafarah
atas dirinya kecuali jika suami menthalak setelah berkeinginan

untuk kembali atau setelah menahan dengan masa yang panjang

sebagaimana dikemukakan oleh Syaf i.

2. Diceritakan dari Utsman Al Batti bahwa suami wajib membayar

kafarah setelah menthalak, dan jika istri meninggal dunia sebelum

suami berkeinginan untuk kembali, maka tidak ada jalan untuk

mendapatkan warisan istri, kecuali setelah membayar kafarah. Ini
adalah pendapat ganjil yang menyelisihi nash, wallahu a'lam.

Pasal ketiga: Orang yang sah terkena zhihar

Para ulama sepakat bahwa zhihar berlaku terhadap istri yang masih

dalam ikatan pernikahan. Mereka berbeda pendapat tentang zhihar

terhadap seorang budak wanita dan terhadap seorang wanita yang tidak
berada dalam ikatan pernikahan. Begitujuga mereka berbeda pendapat

tentang zhihar seorang istri terhadap suami.

Adapun tentang zhihar terhadap seorang budak wanita:
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2.

l. Malik, Ats-Tsauri dan sekelompok ulama berpendapat bahwa

zhihar terhadap budak bisa berlaku seperti zhthar terhadap istri

yang merdeka, begitujuga mudabbarah (budak yang dijanjikan

untuk dimerdekakakan sepeninggal tuannya) dan ummul walacl.

Syaf i, Abu Hanifah, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat zhihar

tidak berlaku terhadap seorang budak wanita.

Al Auza'i mengatakan jika seorang tuan menggauli budak

wanitanya, maka zhihar berlaku atasnya dan jika tidak

menggaulinya, maka itu dinamakan sumpah dan dalam hal ini dia

harus membayar kafarah sumpah.

Atha' mengatakan zhihar berlaku terhadap budak, tetapi hanya

wajib setengah kafarah.

Dalil ulama yang menyatakan bahwa zhihar terhadap budak wanita

bisa terjadi adalah keumuman firman Allah Ta'ala, "Dun orang-orang

yang ntenzhihar istri-istri mereka." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

Sedangkan hujjah ulama yang tidak menganggapnya sebagai zhlhar

yaitu, mereka telah sepakat bahwa kata "istri-istri" yang terdapat dalam

firman Allah Ta'ala, "Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya

diberi tangguh empat bulan (lamanya)." (Qs. Al Baqarah l2l:226)

Mereka adalah istri-istri yang memiliki suami, begitujuga kata

"istri" yang terdapat dalam ayat zhihar.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara qiyas syabah

dengan keumuman lafazh (maksudnya, kesamaan zhihar dengan ila' dan

keumuman lafazh an-nisaa' fistri-istri], artinya: bahwa keumuman lafazh

mengandung arti masuknya budak dalam zhihar sedangkan penyamaan

zhihar dengan ila' mengandung arti keluarnya mereka dari zhihar).

Adapun masalah apakah orang yang terkena zhihar disyaratkan

masih dalam ikatan pernikahan atau tidak:

l. Malik berpendapat bahwa hal itu tidak disyaratkan dan barangsiapa

yang menentukan seorang wanita manapun dan men-zhihar-nya

dengan syarat menikahinya, berarti dia telah men-zhihar-nya.

Begitujuga jika tidak menentukan dan mengatakan, "Setiap wanita

yang akan aku nikahi, maka bagiku dia seperti punggung ibuku" itu

berbeda dengan thalak. Pendapat Malik tentang zhthar ini

dikemukakan pula oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al Auza'i'

4
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2. Sebagian ulama mengatakan bahwa zhihar hanya berlaku pada
yang dimiliki oleh suami. Mereka adalah Syaf i, Abu Tsaur
Daud.

3. Sekelompok ulama menyatakan adanya pembedaan dengan
mengatakan, jika dia memutlakkan lafazhnya, maka zhihar tidak
terjadi, yaitu dengan mengatakan, "setiap wanita yang aku nikahi,
maka bagiku dia seperti punggung ibuku", tetapi jika
membatasinya, maka zhlhamya berlaku, yaitu dengan mengatakan,
"Jika aku menikah dengan si fulanah atau menyebutkan satu
kampung atau kabilah". Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abi
Laila dan Al Hasan bin Huyaiy.

Dalil kelompok pertama, yaitu firman Allah Ta'ala, "penuhilah
olehmu akad-akad." (Qs. Al Maa'idah [5]: l).

Kerena itu merupakan akad yang berdasarkan syarat kepemilikan,
maka sama ketika ia memiliki. Dan kaum mukmin harus memenuhi
syarat yang mereka buat. Ini adalah pendapat Umar.

Hujjah Syaf i yaitu: hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari
kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak ada thalak, kecuali pada
istri yang dimilikinya dan tidak ada pemerdekaan budak kecuali pada
budak yang dimilikinya, tidak ada jual beli kecuali pada barang yang
dimilikinya dan tidak ada pemenuhan nadzar kecuali pada sesuatu yang
dimilikinya." HR. Abu Daud dan At-Tirmidzillr.

Sedangkan zhlhar sama dengan thalak. Ini adalah pendapat Ibnu
Abbas.

Adapun ulama yang membedakan antara keumuman dan
penentuan, mereka melihat bahwa keumuman dalam zhihar termasuk
suatu yang menyulitkan, padahal Allah Ta'alaberftman,"Dan Dia sama
sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."
(Qs. Al Hajj 122):78).

Dari pembahasan ini mereka juga berbeda pendapat tentang apakah
seorang istri bisa menzhihar suami. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat
daripara ulama:

I rr Hasan. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan

istri
dan
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l.

2.

3.

(Yang paling masyhur), bahwa istri tidak dapat menzhihar suami.
Ini adalah pendapat Malik dan Syaf i.

Bahwa istri wajib membayar kaforah sumpah.

Bahwa istri wajib membayar kafarah zhihar.

Dalil yang dijadikan pegangan oleh jumhur yaitu: kesamaan zhihar
dengan thalak. Ulama yang mengharuskan terjadinya zhihar dari istri
yaitu karena menyamakan zhihar dengan sumpah. Dan ulama yang
membedakannya, yaitu karena berpendapat bahwa keharusan bagi
seorang istri yang paling sedikit dalam hal ini ialah kafaraft sumpah. Dan
ini adalah pendapat yang lemah.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi tentang berbagai
kesamaan dalam hal ini.

Pasal keempat: Sesuatu yang diharamkan atas orang yang
menzhihar

Para ulama sepakat bahwa orang yang menzhihar diharamkan
menggauli istri. Mereka berbeda pendapat tentang perbuatan yang kurang
dari itu seperli bersentuhan, menggauli bukan pada kemaluan istri dan
melihat dengan syahwat:

l. Malik berpendapat diharam kan bersetubuh dan semua perbuatan
bersenang-senang yang kurang dari bersetubuh, seperti menggauli
bukan pada kemaluan, menyentuh, mencium dan melihat dengan
syahwat selain wajah, kedua telapak tangan dan kedua tangannya
yang termasuk anggota tubuhnya dan kecantikannya, diharamkan.
Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, hanya saja dia
memakruhkan melihat kemaluan.

2. Syaf i mengatakan bahwa zhihar mengharamkan bersetubuh pada

kemaluan saja yang telah disepakati, bukan selain itu. Pendapat ini
juga dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Ahmad dan sekelompok ulama.

Dalil Malik yaitu, firman Allah Ta'ala,"Sebelum kedua suami istri
itu bersentulran." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

Zhahir lafazh bersentuhan mengandung arti menggauli dan yang
lebih dari itu dan juga lafazh zhihar adalah lafazh dipakai untuk
mengharamkan bersetubuh baginya, maka sama dengan lafazh thalak.
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Dalil pendapat Syaf i yaitu, bahwa kata bersentuhan di sini

merupakan majaz tentang bersetubuh, berdasarkan ijma' para ulama

bahwa menggauli diharamkan baginya. Jika kata tersebut menunjukkan

arti bersetubuh, maka tidak menunjukkan sesuatu yang lebih dari

bersetubuh, karena kemungkinan menunjukkan sesuatu yang lebih dari

bersetubuh dan kemungkinan menunjukkan bersetubuh, ini adalah

petunjuk yang bersifat majaz, tetapi para ulama sepakat bahwa kata

tersebut menunjukkan arti bersetubuh, maka tidak ada lagi petunjuk yang

bersifat majaz, karena satu kata tidak menunjukkan dua petunjuk yaitu

hakikat dan majaz.

Menurut saya: Para ulama yang berpendapat bahwa lafazh yang

mempunyai banyak arti memiliki keumuman, tidak mustahil

kemungkinan satu kata menurut mereka mengandung dua makna

semuanya (maksudnya, hakikat dan majaz), meskipun tidak berlaku

menurut kebiasaan orang Arab, karena itulah pendapat yang menyatakan

seperti itu sangat lemah. Seandainya, bisa diketahui bahwa dalam hal ini
syari'at bisa bertindak, pasti dibolehkan Dan juga menurut mereka

zhlhar sama dengan ila', maka menurut mereka harus dikhususkan pada

kemaluan.

Pasal kelima: Apakah zhihar bisa berulang sesuai berulangnya
pernikahan

Tentang pembahasan pengulangan zhihar setelah thalak

(maksudnya, jika menthalaknya setelah menzhihar sebelum membayar

kafarah, kemudian merujuknya, apakah zhihar bisa berulang, lalu tidak

halal menggauli istri hingga membayar kafarah). Dalam hal ini terdapat

perbedaan pendapat:

1. Malik mengatakan, jika suami menthalak istrinya kurang dari tiga,

kemudian merujuknya ketika masih dalam masa iddah atau

sesudahnya, maka dia wajib membayar kafarah.

2. Syaf i mengatakan jika suami merujuk istrinya ketika masih dalam

masa iddah, maka dia wajib membayar kafarah dan jika suami

merujuknya di luar masa iddah, maka dia tidak wajib membayar

kafarah. Dan Syaf i juga memiliki pendapat lain seperti pendapat

Malik.
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3. Muhammad bin Al lJasan mengatakan zhrhar bisa kembali pada

isrtinya, baik dia menikahinya setelah thalak tiga atau setelah thalak
satu.

Permasalahan ini memiliki kesamaan dengan orang yang

bersumpah untuk menthalak, kemudian menthalak, kemudian

merujuknya, apakah sumpah tersebut masih tetap ada pada dirinya atau

tidak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah thalak bisa menghapus dan

menghilangkan semua hukum-hukum suami istri atau tidak.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa thalak ba'in yang

merupakan thalak tiga, bisa menghilangkannya. Sedangkan yang kurang
dari tiga, tidak bisa menghilangkan. Dan di antara mereka ada yang

berpendapat bahwa semua thatak tidak bisa menghilangkannya. Saya

mengira bahwa dari kelompok Zhahiriyah ada yang berpendapat bahwa
semua thalak bisa menghilangkannya.

Pasal keenam: Apakah ila'bisa masuk pada zhihar

Tentang permasalahan apakah /a' bisa masuk pada zhihar jika
suami mendatangkan bahaya yaitu degan tidak membayar kafarah
padahal dia mampu membayarnya? Dalam hal ini juga terdapat
perbedaan pendapat:

l. Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan bahwa kedua hukum tersebut
tidak saling masuk, karena hukum ztrihar berbeda dengan hukum
i/c', menurut mereka baik suami mendatangkan bahaya atau tidak.
Pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza'i, Ahmad dan sekelompok
ulama.

2. Malik mengatakan bahwa i/a' bisa masuk pada zhihar dengan

syarat jika suami mendatangkan bahaya.

3. Ats-Tsauri mengatakan bahwa /a'bisa masuk pada zhihar dan bisa
diketahui dengan selesainya masa empat bulan tanpa
mempertimbangkan masalah mendatangkan bahaya.

Jadi, dalam hal ini terdapat tiga pendapat: pendapat yang
mengatakan bahwa /a' bisa masuk pada zhihar secara mutlak, pendapat
yang mengatakan bahwa i/a' tidak bisa masuk pada zhihar secara mutlak
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dan pendapat yang mengatakan bahwa i/c' bisa masuk pada zhihar

disertai dengan adanya bahaya dan tidak bisa ketika tidak ada bahaya.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara pertimbangan

makna dan memperhatikan zhahir lafazh.

Ulama yang mempertimbangkan zhahir lafazh, mereka

mengatakan keduanya tidak bisa saling masuk. Dan ulama yang

mempertimbangkan makna, mereka mengatakan keduanya bisa saling

masuk jika tujuannya adalah mendatangkan bahaya.

Pasal ketujuh: Hukum-hukum kaforah zhihar

Pembahasan tentang kafarah zhihar meliputi berbagai hal, di

antaranya: tentang bilangan macam-macam kdarah dan urutan-

urutannya serta syarat masing-ma sing kafaraft (maksudnya, syarat-syarat

sah) dan kapan wajib membayar satu kafarah serta kapan wajib
membayar lebih dari satu kafarah.

Tentang macam-macamnya, para ulama sepakat bahwa kafarah ada

tiga macam:

L Memerdekakan budak

2. Berpuasa dua bulan

3. Memberi makan enam puluh orang miskin dan hal itu secara

berurutan.

Jadi, memerdekakan budak dahulu; jika tidak mampu, maka

berpuasa; jika tidak mampu bepuasa, maka memberi makan. Ini berlaku
pada orang yang merdeka. Para ulama berbeda pendapat tentang budak,

apakah harus membayar kafarah dengan memerdekakan budak atau

memberi makan, setelah mereka sepakat bahwa dia harus memulai

dengan berpuasa (maksudnya, jika dia tidak mampu berpuasa):

Abu Tsaur dan Daud membolehkan bagi seorang budak untuk
memerdekakan, jika tuannya mengizinkannya. Sedangkan seluruh para

ulama menolak pendapat tersebut. Adapun tentang memberi makan,

Malik membolehkannya dengan izin tuannya. Sedangkan Abu Hanifah
dan Syaf i tidak membolehkannya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah seorang budak mempunyai

hak milik atau tidak.
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Adapun perselisihan mereka tentang syarat sah, di antaranya:

Perselisihan pendapat jika menggauli istrinya pada puasa dua bulan

tersebut; apakah dia harus memulai puasa dari awal atau tidak:

l. Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa dia harus memulai
puasa dari awal, hanya saja dalam hal ini Abu Hanitbh
mensyaratkan adanya kesengajaan.

2. Malik dalam hal ini tidak membedakan antara menyengaja dan

lupa.

3. Syaf i berpendapat tidak memulai dari awal bagaimanapun

keadaannya.

Sebab perbedaan pendapat: Kesamaan kafarah zhihar dengan

kaJ'arah sumpah dan syarat yang terdapat dalam kaforah zhihar
(maksudnya, kafarah tersebut dibayarkan sebelum menggauli istri).

Ulama yang mempertimbangkan syarat ini mengatakan dia harus

memulai puasa dari awal. Dan ulama yang menyamakannya dengan

kafarah sumpah, mereka mengatakan tidak memulainya dari awal, karena

kaforah dalam sumpah bisa menghilangkan dosa setelah terjadi

berdasarkan kesepakatan para ulama.

Di antaranya: Apakah termasuk syarat budak yang dimerdekakan

hanrs seorang budak mukmin atau tidak:

l. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa hal itu termasuk syarat sah.

2. Abu Hanifah mengatakan dalam hal ini dibolehkan budak kafir dan

menurut mereka tidak dibolehkan memerdekakan budak
penyembah berhala dan wanita yang murtad.

Dalil kelompok pertama: bahwa pemerdekaan budak adalah

sebagai suatu bentuk ibadah, maka harus diserahkan kepada syari'at.
Pada dasarnya adalah memerdekakan budak pada kaforai pembunuhan.

Barangkali mereka mengatakan bahwa ini bukan termasuk pembahasan

qiyas, tetapi pembahasan mengartikan yang mutlak kepada yang

muqayyad (dibatasi), yaitu membatasi budak dengan keimanan pada

kafarah pembunuhan dan memutlakkannya dalam kafarah zhihar, maka
wajib untuk memalingkan yang mutlak kepada yang muqayyad. Bentuk
semacam ini yaitu mengartikan yang mutlak kepada yang muqayyad
masih terdapat perbedaan pendapat. Sementara para ulama madzhab
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Hanafi tidak membolehkannya, yaitu kerena sebab-sebab yang terdapat

dalam kedua permasalahan tersebut berbeda.

Hujjah Abu Hanifah yaitu: zhahir keumuman dan menurutnya tidak

ada pertentangan antara yang mutlak dan yang muqayyad, maka

menurutnya masing-masing harus diartikan berdasarkan lafazhnya.

Di antaranya: Perselisihan mereka, apakah termasuk syarat budak

yang dimerdekakan yaitu selamat dari cacat atau tidak. Kemudian jika

selamat, cacat apakah yang disyaratkan:

1. Yang diyakini oleh jumhur yaitu bahwa cacat berpengaruh untuk

menghalangi sahnya pemerdekakaan budak.

2. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa cacat tidak

berpengaruh dalam hal itu.

Hujjah jumhur yaitu kesamaan budak tersebut dengan binatang

kurban dan hadyu (kurban haji), karena dikumpulkan oleh ibadah.

Sedangkan hujjah kelompok kedua yaitu memutlakkan lafazh di

dalam ayat tersebut.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara zhahir lafazh

dengan qiyas syabah. Para ulama yang mengatakan bahwa cacat

berpengaruh untuk menghalangi sahnya pemerdekaan, mereka berbeda

pendapat tentang cacat yang diperhitungkan dalam sah atau tidaknya.

Tentang buta mata dan kedua tangan atau kedua kaki terpotong,

tidak ada perbedaan pendapat menurut mereka, bahwa hal itu

menghalangi sahnya. Mereka berbeda pendapat tentang cacat yang

kurang dari itu, di antaranya:

Apakah budak yang terpotong satu tangannya sah:

L Abu Hanifah menyatakan sah.

2, Malik dan Syafi'i menyatakan tidak sah.

Budak yang buta mata sebelah:

l. Malik mengatakan tidak sah.

2. Abdul Malik mengatakan sah.

Budak yang putus kedua telinganYa:

1. Malik mengatakan tidak sah.
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2. Para pengikut Syaf i mengatakan tidak sah.

Budak yang tuli:

Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab
Maliki: pendapat yang mengatakan sah dan pendapat lain mengatakan,
tidak sah.

Budak yang bisu:

l. Malik berpendapat tidak sah.

2. Syaf i dalam hal ini memiliki dua pendapat.

Adapun budak yang gila, tidak sah.

Budak yang dikebiri:

L Ibnu Al Qasim mengatakan orang yang dikebiri tidak aku suka.

2. Ulama yang lain mengatakan tidak sah.

3. Syaf i mengatakan sah.

Memerdekakan budak yang masih kecil dibolehkan menurut
pendapat kabanyakan fuqaha. Dan diriwayatkan dari sebagian ulama
terdahulu bahwa mereka melarangnya.

Budak yang pincang sedikit menurut madzhab Maliki sah.

Sedangkan budak yang jelas pincangnya tidak sah.

Sebab perbedaan pendapat: Perselisihan tentang kadar
kekurangan yang berpengaruh pada ibadah tersebut serta hal itu tidak
memiliki hukum dasar dalam syari'at kecuali hewan kurban.

Begitujuga di dalam madzhab Maliki tidak sah budak yang menjadi
milik bersama atau sebagian kemerdekaan, seperti budak mukatab
(menebus dirinya dengan cara mencicil) dan mudabbar (dijanjikan
mendapat kemerdekaan sepeninggal tuannya) berdasarkan firman Allah
Ta'ala, *Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak." (Qs. Al
Mujaadilah [58]: 3)

Tahrir (memerdekakan budak) artinya mulai mernerdekakannya.
Jika terdapat salah satu akad kemerdekaan seperti mukatab, maka itu
hanya sebagai penyelesaian saja bukan mernerdekakannya. Begitujuga
milik bersama, karena sebagian diri budak tersebut tidaklah sebagai
budak. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, jika budak mukatab telah
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membayar sebagian harta untuk menebus dirinya, maka tidak sah dan jika

belum membayar, maka sah.

Mereka beselisih pendapat, apakah dibolehkan memerdekakan

budak muduhhar:

1. Malik mengatakan tidak dibolehkan, disamakan dengan budak

mukatab, karena itu adalah suatu akad tidak ada penyelesaiannya.

2. Syaf i mengatakan dibolehkan.

Menurut Malik tidak dibolehkan memerdekakan ummul walad-nya

dan juga budak yang dimerdekakan sampai batas waktu tertentu. Tentang

ummul walad karena akadnya lebih kuat dari akad mukatab dan

tnudabbar, dengan dalil bahwa keduanya kadang bisa terjadi pembatalan.

Pada budak mukatab yaitu karena tidak mampu membayar cicilan. Pada

ntudabbar yaitu ketika dia tidak mampu membayar sepertiga. Sedangkan

memerdekakan sampai batas waktu terlentu yaitu karena akad

pemerdekaan tidak ada cara penyelasaiannya.

Malik dan Syaf i berbeda pendapat dengan Abu Hanifah tentang

dibolehkan nya pemerdekaan orang yang telah memerdekakan karena ada

hubungan nasab:

l. Malik dan Syaf i mengatakan tidak dibolehkan.

2. Abu Hanifah mengatakan jika dia berniat memerdekakannya

karena kafarah zhihar, maka hal itu dibolehkan.

Jadi Abu Hanifah menyamakannya dengan budak yang tidak wajib
dimerdekakan, yaitu bahwa masing-masing dari kedua budak tersebut

tidak wajib dibeli dan membayar harga untuk memerdekakannya, jika dia

berniat memerdekakannya, maka dibolehkan. Sedangkan madzhab

Maliki dan Syaf i berpendapat bahwa jika seseorang yang

memerdekakan membelinya lalu memerdekakannya tanpa ada maksud

memerdekakan, maka hal itu tidak dibolehkan .

Jadi Abu Hanifah menempatkan maksud pembelian pada

pemerdekaan. Sedangkan mereka mengatakan, harus ada maksud untuk

memerdekakan itu sendiri, jadi kedua-duanya dinamakan memerdekakan

budak berdasarkan pilihannya, tetapi salah satu dari keduanya

memerdekakan karena pilihan pertama dan yang lain merdeka dengan

keharusan pilihan tersebut, maka seolah-olah dia memerdekakan
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berdasarkan maksud yang kedua dan membeli berdasarkan maksud yang
pertama. Dan yang lain sebaliknya.

Malik dan Syaf i berbeda pendapat tentang orang yang
memerdekakan dua paruhan dari dua orang budak:

L Malik mengatakan hal itu tidak dibolehkan.

2. Syaf i mengatakan dibolehkan karena itu berarti satu.

Malik berpegang dengan zhahir lafazh. Inilah yang mereka
perselisihkan tentang syarat-syarat budak yang dimerdekakan.

Tentang syarat-syarat memberi makan: Dari hal itu mereka
berbeda pendapat tentang ukuran yang dibolehkan untuk satu orang
miskin dari jumlah enampuluh orang miskin yang telah dijelaskan
berdasarkan nash. Dalam hal itu terdapat dua riwayat dari Malik:

Yang paling masyhur yaitu satu mud berdasarkan ukuran mud
Hisyam untuk setiap satu orang miskin, dan itu seukuran dengan dua mud
Nabi SAW. Pendapat lain mengatakan, yaitu kurang dari itu dan
pendapat lain juga mengatakan, yaitu satu sepertiga mud.

Riwayat kedua yaitu: satu mud untuk setiap satu orang miskin
berdasarkan zrzd Nabi SAW. Pendapat ini juga dikemukakan oleh
Syaf i.

Alasan riwayat pertama yaitu: Pertimbangan kekenyangan pada
umumnya (maksudnya, makan siang dan makan malam). Sedangkan
alasan riwayat kedua yaitu: Pertimbangan kafarah dalam hal ini dengan
kafarah sumpah. Inilah perselisihan pendapat mereka tentang syarat-
syarat sah mengenai kewajiban dalam kafarah ini-

Adapun perselisihan mereka tentang jumlah kafarah dan
penyatuannya:

Di antaranya: Jika menzhihar dengan satu kalimat terhadap istri
yang lebih dari satu, apakah dalam hal itu cukup dengan satu kafarah
atau jumlah kaforah disesuaikan dengan bilangan istri:

l. Malik berpendapat cukup dengan satu kafarah.

2. Syaf i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat
beberapa kaforah sesuai dengan jumlah istri-istri yang dizhiharnya.
Jadi jika istri tersebut dua, maka jumlahnnya adalah dua, jika tiga,

j
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maka jumlahnya adalah tiga, jika lebih dari itu, maka jumlahnya

pun lebih dari itu.

Ulama yang menyamakannya dengan thalak, mereka mewajibkan

pada setiap satu orang istri satu kufurah. Dan ulama yang

menyamakannya dengan ila', mereka hanya mewajibkan satu kafarah.

Dan hal itu lebih mirip dengan ila'.

Di antaranya juga: Jika menzhihar istrinya di banyak tempat,

apakah dia harus membayar satu kafarah atau berdasarkan jumlah

tempat-tampat yang dia lakukan untuk menzhihar:

1. Malik mengatakan tidak ada kewajiban atas dirinya kecuali hanya

membayar saru kafara&, kecuali jika dia menzhihar kemudian kafir,
kemudian menzhihar, maka dia wajib membayar kafarah yang

kedua. Pendapat inijuga dikemukakan oleh Al Auza'i, Ahmad dan

Ishaq.

2. Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan masing-masing zhihar wajib
membayar kafarah.

Jika hal itu dilakukan dalam satu majlis, menurut Malik tidak ada

perbedaan pendapat bahwa dalam hal itu harus membayar satu kafaroh.

Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa hal itu kembali kepada niatnya;
jika tujuannya untuk memperkuat, maka kafarah tersebut adalah satu.

Dan jika bermaksud memulai zhihar, maka sebagaimana yang dia

inginkan dan dia harus membayar kafarah berdasarkan jumlah zhihar.

Yahya bin Sa'id mengatakan dia harus membayar kafarah berdasarkan

iumlah kaforah, baik dalam satu majlis atau dalam beberapa majlis.

Sebab perbedaan pendapat: Bahwa satu zhihar pada hakikatnya

adalah yang terjadi dengan satu lafazh terhadap seorang istri dalam satu

waktu. Dan zhihar yang terulang 
-tanpa 

ada perselisihan pendapat-
adalah yang terjadi dengan dua lafazh terhadap dua orang istri dalam dua

waktu.

Jika mengulang lafazh terhadap satu orang istri, apakah jumlah

pengulangan lafazh mengharuskan jumlah zhihar atau tidak, begitujuga
jika lafazhnya satu dan istri yang terkena zhihar lebih dari satu. Yang

demikian, karena lafazh zhlhar kedudukannya sama dengan sarana di

antara dua pihak. Ulama yang menguatkan kemiripan pihak yang pertama

(yang menzhihar/suami) mengharuskan baginya hukum tersebut. Dan
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ulama yang menguatkan kemiripan pihak yang kedua (yang
dizhihar/istri), mengharuskan baginya hukum tersebut.

Di antaranya: Jika menzhihar istrinya, kemudian menggaulihya
sebelunr membayar kafarah, apakah dia harus membayar satu kaJhrah
atau tidak:

l. Kebanyakan para fuqaha berbagi negeri; Malik, Syaf i, Abu
Hanifah, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Daud,
Ath-Thabari dan Abu Ubaid menyatakan bahwa dalam hal ini harus
membayar satu kafaraft. Hujjah mereka yaitu hadits Salamah bin
Shakhr Al Bayadhi:

'1' t! 'i' ' o1' 1r *rl2 .i,r JiJC: f. t*S rJt e

,:ori d'.;i',:*jdE t; ,F n,

"Bahwa dia menzhihar istrinya di zaman Rasulullah SAW,
kemudian menggauli istrinya sebelum membayar kafarah,lalu dia datang
menemui Rasulullah SAW dan melaporkan hal itu kepada beliau, maka
beliau memyuruhnya agar membayar salu kafarohtt2."

2. Sekelompok ulama lain mengatakan dia harus membayar dua
kofarah: kafarah keinginan untuk menggauli istri dan kafarah
menggauli istri, karena dia menggauli istri yang diharamkan.
Pendapat ini diriwayatkan dari Amnr bin Al Ash, Qabishah bin
Dzuaib, Sa'id bin Jubair dan Ibnu Syihab.

3. Pendapat lain mengatakan bahwa dia tidak harus membayar
apapun, baik kembali dan juga menggauli, karena Allah Ta'ala
mensyaratkan sahnya kafarah yaitu sebelum menggauli. Jika dia
telah menggauli maka berarti telah keluar waktunya, jadi tidak
wajib kecuali dengan perintah baru, sedangkan dalam masalah kita
ini tidak ada. Dalam pendapat ini terdapat keganjilan.

4. Abu Muhammad bin Hazm mengatakan barangsiapa yang
berkewajiban memberi makan, maka tidak haram untuk menggauli
sebelum memberi makan, hanya saja diharamkan menggauli bagi

-j
4jl)6; €

tt' Horon. Takhrij hadits tersebut relah dijelaskan.
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orang yang berkewajiban untuk memerdekakan budak atau

berpuasa.
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KITAB LI'AN

Pembicaraan dalam hal ini meliputi lima pasal, setelah pendapat
yang mengatakan wajibnya li'an:

Pasal pertama: Macam-macam tuduhan yang mewajibkan Ii'an dan
syarat-syaratnya.

Pembahasan kedua: Sifat-sifat suami istri yang melakukan /i an.

Ketiga: Sifat li'an.

Keempat: Hukum penolakan salah seorang dari keduanya atau
rujuknya suami.

Kelima: Hukum-hukum yang menjadi keharusan bagi sempurnanya
li'an.

Landasan dasar tentang wajibnya li'an; dari Al eur'an, yaitu
firman Allah Ta'ala, "Dan orang-orang yang menuduh isterinya
(benina), padahal mereka tidak acla mempunyai salesi-saksi selain diri
mereka sendiri. (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Dari As-Sunnah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Malik dan
lainnya dari para perawi ash-shohih dari hadits Uwaimir Al Ajlani:

u- t'j lu; ,:t q yt ,s t ,s: / fc Jt ie \1

'& w-'8 i( i:jti'M ,:ti, !r, e L:'v, u.iri 'f6
u: V'rttJu ,:{'i ^:)t:ot * is S}, oi: V Ci u

,;-:;iw ^ti 4fc er 6 ,*r."rr l' & a' J';1

i:V j'Jw *, +h, & i' J, u ;rv',;y pi ri. :Jw

iJui ,Wu?. C fi*it *: +h' ,p ir J'rr;f i ;"
|, e :, ,S'-', ;t e ;-:; bi ,r* tiui ;;'6;i .t'il
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xl;, ; ,;3 tL', 'J-rri;r' iF, t ,iw .r.6r 
'v-': '*'t *

u &'t + i',,-J-- a' i";-, ir; {V'8 "i ';;ta '^k-i >*',

u';t V>b :-+* Jur ,ta-2 c:u Fiti ,i\"; lLw g}'eJ J';
, ,6 ....'-'1-- ":- -.. i, ,,.''rr,,.it, ,;,..,i'r L.oi).t ":, G't W {'t f s' * !, J'yt r ft' y

;;i"";i -J:t k ,gtbt \t*i tt n, 'j'i', u. \Ae'dk :;'r
"",^r\t.

'*': f i' .rI2 nr J"r"t'g;".
"Suatu ketika, Ashim bin Adi Al Ajlani didatangi oleh seorang dari

kaumnya, seraya berkata, 'Wahai Ashim, bagaimana pendapatmu tentang

seorang yang mendapatkan istrinya bersama orang lain, apakah dia boleh

membunuhnya, lalu kalian membunuh (mengqishash) dia? Atau

bagaimanakah yang harus dia perbuat? Tanyakanlah hal itu, wahai Ashim

kepada Rasulullah SAW.' Lalu Ashim menanyakan hal itu kepada

Rasulullah. Setelah Ashim kembali kepada keluarganya, datanglah

Uwaimir seraya berkata, 'Wahai Ashim, Apa yang dikatakan oleh

Rasulullah SAW kepadamu?' Maka dia mengatakan, 'Kamu tidak

membawa kebaikan kepadaku. Rasulullah SAW membenci pertanyaan

yang aku tanyakan kepada beliau.' Maka dia (Uwaimir) berkata, 'Aku

tidak akan berhenti hingga aku menanyakan permasalahan tersebut

kepada beliau,' lalu Uwaimir datang menemui Rasulullah SAW ketika

beliau sedang berada di tengah-tengah manusia,lalu mengatakan, 'Wahai

Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang mendapatkan

istrinya bersama orang lain, apakah dia boleh membunuhnya, lalu kalian

mengqishashnya? Atau bagaimanakah yang harus dia perbuat?' Maka

{{asulullah SAW bersabda,'Telah turun wahyu Al Qur'an tentang dirimu

dnn istrimu, maka pergilah dan bawalah istrimu kemari.' Sahal

rnengatakan: Lalu keduanya saling melakukan sumpah li'an, sedangkan

aku bersama orang banyak di samping Rasulullah SAW. Setelah

keduanya selesai dari sumpah li'an, Uwaimir mengatakan, 'Aku telah

berdusta kepadanya wahai Rasulullah, jika aku tetap mempertahankannya
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sebagai istriku.' Maka dia menceraikan istrinya tiga kali sebelum

Rasulullah SAW memerintahkannya. I r3

Malik mengatakan, Ibnu Syihab berkata, "Maka hal itu menjadi
sunnah bagi dua orang yang melakukan sumpah li'an."

Juga dari segi makna, karena adanya anak mengharuskan adanya

hubungan nasab, maka manusia sangat membutuhkan jalan untuk
meniadakan anak tersebut ketika terbukti adanya kerusakan dan jalan
tersebut adalah li'an. Jadi Ii'an merupakan hukum yang telah ditetapkan

berdasarkan Al Qur'an, As-Sunah, qiyas dan Uma', karena sepengetahuan

saya dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Maka inilah
pembicaraan tentang penetapan hukumnya.

Pasal pertama: Macam-macam tuduhan yang mewajibkan li'an dan
syarat-syaratnya

Tentang bentuk-bentuk tuduhan yang mengharuskan tedadinya
li'an yangpertama ada dua bentuk:

Pertama, tuduhan berzina dan kedua, peniadaan kandungan.

Tuduhan berzina tidak lepas dari penyaksian (maksudnya, dia
mengaku bahwa dia menyaksikan istrinya sedang berzina seperti saksi

yang menyaksikan orang yang berbuat zina) atau tuduhan yang bersifat
mutlak.

Jika meniadakan kehamilan juga tidak lepas dari meniadakannya

secara mutlak atau menganggap bahwa dia tidak mendekati istrinya
setelah istrinya membersihkan rahimnya. Inilah empat kondisi yang

ringan dan semua tuduhan tersusun berdasarkan hal ini, seperti

menuduhnya bezina dan meniadakan kehamilan atau menetapkan
kehamilan dan menuduhnya berzina.

Tentang wajibnya melakukan sumpah li'an dengan tuduhan berzina
ketika mengaku melihatnya: maka dalam hal ini tidak ada perbedaan

pendapat. Para pengikut madzhab Maliki mengatakan, jika dia (suami)

menganggap bahwa dirinya belum menggauli istrinya.

rrr Mfinfaq 'Alaih.HR. Al Bukhari (5259), Muslim (1492), Abu Daud (2245),
An-Nasa'i (6/143),Ibnu Majah (2066), Ahmad (5/336), dan Malik di dalam ,4/
Muwaththa' (21566).
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Tentang wajibnya melakukan sumpah li'an dengan hanya tuduhan

semata:

1. Jumhur berpendapat bahwa hal itu dibolehkan di antaranya

Syaf i, Abu Hanit'ah, Ats-Tsauri, Ahmad, Daud dan lainnya.

2. Sedangkan pendapat yang masyhur dari Malik, yaitu menurulnya

tidak dibolehkan melakukan sumpah Ii'an dengan tuduhan semata.

Ibnu Al Qasim juga mengatakan bahwa dia membolehkannya,

riwayat tersebut juga berasal dari Malik.

Hujjah jumhur yaitu, keumuman firman Allah 7'a'ala,"Dan orang-

orang yang menuduh istrinya (herzina)." (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Ayat ini tidak mengkhususkan salah satu sifat dalam zina tanpa

menyebutkan pada yang lain, sebagaimana firman Allah tentang

wajibnya hukuman menuduh berzina.

Sedangkan hujjah Malik yaitu: zhahir hadits-hadits yang

menjelaskan tentang hal itu, di antaranya: sabda Nabi di dalam hadits

Sa'ad: "Bagaimana pendapatmu seandainya ada seorang laki-laki

mendapatkan istrinya sedang bersama laki-laki lain?"rra

Sedangkan hadits Ibnu Abbas, "Lalu dia datang menemui

Rasulullah SAW seraya berkata, 'Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh

aku telah menihat dengan mata kepalaku dan aku mendengar dengan

telingaku.' Maka Rasulullah SAW membenci berita yang dia bawa dan

bersikap keras terhadap dirinya. Lalu turunlah ayat, "Dan orang-orang

yang menuduh isterinya (berzina)." Hingga akhir ayat tersebutr's. Dun

tuduhan harus ada buktinya seperti persaksian'

Dalam bab ini terdapat masalah cabang dimana pendapatnya Malik

berbeda-beda, yaitu: jika nampak kehamilan pada istri setelah terjadi

li'an: dari Malik dalam hal ini terdapat dua riwayat: pertama, gugurnya

penisbatan kandungan dari suami dan kedua, dinisbatkan kepada suami.

ra Menunjuk kepada hadits Abu Hurairah bahwa Sa'id bin ubadah berkata,

"Wahai Rasulullah SAW, Bagaimana pendapatmu jika aku mendapatkan istriku

sedang bersama lakilaki lain, apakah aku menundanya hingga aku

mendatangkan empat saksi." Rasulullah SAW bersabda, "Ya." HR. Muslim

(1493), Abu Daud (4533), An-Nasa'i (91416), Ahmad (21465), dan Malik di

dalam lI Muwaththa' (21737).
rr5 Dha'if. Hp.. Abu Daud (2256), Ahmad (1/238), dan dinilai dha'f oleh Al

Albani di dalam Dha'if Abu Daud.
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Sepengetahuan saya mereka sepakat bahwa di antara syarat tunduhan
yang mengharuskan terjadinya Ii'an pada melihat perbuatan zina yaitu
agar istri tersebut masih dalam hubungan pernikahan

Mereka berbeda pendapat tentang orang yang menuduh istrinya
dengan tuduhan zina, kemudian menthalaknya tiga kali, apakah di antara
keduanya terjadi li'an atau tidak:

l. Malik, Syaf i, Al Auza'i dan sekelompok ulama berpendapat

bahwa di antara keduanya terjadi sumpah /l'an.

2. Abu Hanifah mengatakan tidak ada li'an antara keduanya, kecuali
untuk meniadakan anak dan tidak ada hukuman.

3. Sedangkan Makhul, Al Hakam dan Qatadah mengatakan dihukum
dan tidak saling melakukan sumpah /i an.

Jika meniadakan anak, maka hal itu sebagaimana kami katakan,
terbagi menjadi dua permasalahan; salah satunya, suami mengaku bahwa
dia telah berlepas diri dari istrinya dan belum menggaulinya setelah

berlepas diri darinya. Ini termasuk permasalahan yang tidak
diperselisihkan.

Pendapat Malik berbeda tentang berlepas diri, kadang dia
mengatakan tiga haid; kadang dia mengatakan satu kali haid. Sedangkan
peniadaannya secara mutlak, pendapat yang masyhur dari Malik yaitu
tidak wajib adanya li'an.Dalam hal ini dia ditentang oleh Syaf i, Ahmad
dan Daud, mereka mengatakan tidak ada artinya dalam hal ini, karena
seorang istri kadang mengalami kehamilan, padahal dia melihat darah
haid. Abdul Wahhab menceritakan dari para pengikut madzhab Syaf i
bahwa tidak boleh meniadakan kandungan secara mutlak tanpa adanya
tuduhan zina.

Dari bab ini mereka berbeda pendapat tentang permasalahan
cabang, yaitu waktu peniadaan kandungan:

l. Jumhur mengatakan dia boleh meniadakannya ketika istri dalam
keadaan hamil. Malik mensyaratkan, ketika suami tidak
meniadakannya, istri sedang hamil, dan dia tidak boleh
meniadakannya setelah kelahiran dengan sumpah /i cn.

2. Syaf i mengatakan jika suami mengetahui kehamilan, lalu
memungkinkan bagi hakim untuk melakukan li'an,tetapi keduanya
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tidak melakukan Ii'an, maka suami tidak boleh meniadakannya

setelah kelahiran.

3. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan tidak boleh meniadakan anak

hingga (istri) melahirkan.

Hujjah Malik dan ulama yang sependapat dengannya, yaitu hadits-

hadits yag mutawatir dari hadits lbnu Abbas, Ibnu Mas'udl16, Anasl't dan

Sahal bin Sa'adll8:

rf,rti>,2t *'",tt

Bahwa kehamilan kadang mengalami

maka tidak ada alasan bagi li'an kecuali

aa
iJl

r.:eb JlJ'rl r;k'y ,* y,
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"Bahwa Nabi SAW ketika memutuskan perkara li'an di antara dua

orang yang saling melakukan sumpah li'an, bersabda, 'Jika istri
melahirkan kandungan dengan srfat demikian, maka tidaklah aku

berpendapat kecuali bahwa suami benar terhadap tuduhannya'."

Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa istri dalam keadaan

hamil di waktu /i'cn.

Hujjah Abu Hanifah:
keguguran dan kadang hilang,
berdasarkan keyakinan.

Di antara hujjah jumhur yaitu bahwa syari'at kadang

menggantungkan berbagai hukum pada kemunculan li'an, seperti;

nafkah, iddah dan larangan menggauli. Maka qiyas /i an juga harus

seperti itu.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, bahwa suami boleh melakukan

li'an meskipun tidak meniadakan kandungan, kecuali pada waktu

kelahiran, begitujuga waktu mendekati kehamilan. Dia tidak menentukan

waktu tertentu dalam hal itu. Sedangkan kedua pengikutnya yaitu Abu

Yusuf dan Muhammad menentukan waktu, dengan mengatakan suami

boleh meniadakannya di antara masa empat puluh hari dari waktu

kelahiran.

Hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Muslim (1495), Abu Daud (2253), Ibnu
Majah (2068), Ahmad (l/421),Ibnu Hibban (4281), dan Al Baihaqi (7/405).

Hadits Anas diriwayatkan oleh Muslim (1496), An-Nasa'i (6/171), Ahmad
(3/142), dan Al Baihaqi (71405), (101265).

Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.

lt6

il8
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Para ulama yang mewajibkan li'az di waktu kehamilan sepakat

bahwa suami boleh meniadakannya di saat masih ada hubungan
pemikahan. Mereka berbeda pendapat tentang peniadaannya setelah

thalak:

l. Malik berpendapat bahwa suami dibolehkan melakukan hal itu di
semua waktu yang seorang anak dinisbatkan kepada suami (firasy),
dan itu merupakan waktu kandungan terlama menurutnya, yaitu
menurutnya kira-kira empat tahun atau lima tahun. Begitujuga
menurutnya hukum peniadaan anak setelah thalak, jika dia tetap

mengingkarinya. Dan pendapat yang hampir sama dengan hal ini
dikemukakan oleh Syaf i.

2. Sekelompok ulama mengatakan bahwa suami tidak boleh
meniadakan kandungan kecuali selama masa iddah saja, jika
meniadakannya di luar masa iddah, maka dia terkena hukuman, dan

anaknya dini sbatkan kepadanya.

Tentang hukum wajib menurut jumhur sampai selesainya masa

terlama berdasarkan perselisihan mereka dalam hal ini. Para ulama
madzhab zhahiriyah berpendapat bahwa masa kandungan terpendek yang

mewajibkan hukum tersebut ialah menurut kebiasaan, yaitu sembilan
bulan dan masa yang mendekatinyia.

Di antara mereka tidak ada peftedaan pendapat bahwa hukum
tersebut wajib pada masa pernikahan, sedangkan masa selebihnya
berdasarkan masa terpendek yaitu enam bulan (maksudnya agar anak

dilahirkan pada masa en:rm bulan dari waktu menggauli atau

memungkinkan untuk menggaulinya, bukan dari waktu akad nikah).

Abu Hanifah berpendapat dengan pendapat yang ganjil, dia
mengatakan dari waktu akad nikah, meskipun diketahui bahwa tidak
mungkin menggaulinya, sehingga meskipun menurutnya seseorang yang

berada di ujung barat menikah dengan seorang wanita yang berada di
ujung timur, lalu wanita tersebut datang dengan membawa seorang anak
pada enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak tersebut dinisbatkan
kepadanya, kecuali jika dia meniadakan anak tersebut dengan sumpah

li'an. Dia dalam permasalahan ini sependapat dengan madzhab zhahiri,
karena dalam hal ini dia berpegang dengan keumuman sabda Nabi SAW,

.JtA.+)l
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"Anak ilu tlinasabkan pada suomi."tte

Dan wanita ini menjadi orang yang menguasai tempat tidur dengan

adanya akad nikah. Jadi seolah-olah dia berpendapat bahwa hal itu
merupakan suatu ibadah yang tidak diketahui alasannya. Ini adalah

pendapat yang lemah. Pendapat Malik dalam pembahasan ini berbeda di

dalam permasalahan cabang, yaitu jika suami menuduh bahwa istrinya

berbuat zina, padahal dia mengakui kehamilan tersebut: riwayat darinya

dalam hal ini terdapat tiga riwayat:

Pertama, bahwa dia dihukum dan anak tersebut dinisbatkan

kepadanya serta tidak melakukan sumpah /i 2n.

Kedua, bahwa suami boleh melakukan sumpah li'an dan

meniadakan anak tersebut.

Ketiga, bahwa anak tersebut dinisbatkan kepadanya dan

dibolehkan melakukan sumpah /i an untuk menolak hukuman dari

dirinya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah diperhatikan adanya

penetapan kandungan dengan adanya keharusan untuk meniadakannya,

yaitu tuduhan berbuat zina.

Dari pembahasan ini mereka juga berbeda pendapat dalam

permasalahan cabang yaitu, jika dia telah menghadirkan kesaksian atas

perbuatan zina, apakah suami boleh melakukan sumpah li'an atautidak:

1. Abu Hanifah dan Daud berpendapat bahwa suami tidak dibolehkan

melakukan sumpah li'an, karena li'an hanya dijadikan sebagai

pengganti saksi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Dan orang-

orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada

mempunyai sal<si-salcsi selain diri mereka sendiri." (Qs. An-Nuur
pal:6).

2. Malik dan Syaf i berpendapat bahwa suami dibolehkan melakukan

sumpah li'an, karena saksi tidak ada pengaruhnya bagi mereka

untuk menolak akad (pernikahan).

I f e Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Pasal kedua: Sifat-sifat suami istri yang melakukan /i'az
l. Sekelompok ulama mengatakan dibolehkan melakukan /i an

antara setiap suami istri, baik keduanya merdeka atau keduanya
budak, atau salah satu dari keduanya merdeka, sedangkan yang lain
seorang budak, baik keduanya dihukum dengan suatu hukuman
atau keduanya adil, atau salah satu dari keduanya, baik keduanya
dalam keadaan muslim atau suami seorang muslim sedangkan

istrinya seorang ahli kitab. Dan tidak ada li'an antara dua orang
yang kafir kecuali jika keduanya mengajukan permasalahannya

kepada kami. Di antara ulama yang mengemukakan pendapat ini
adalah Malik dan Syaf i.

2. Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan tidak ada li'an
antara dua orang yang muslim, merdeka serta adil.

Kesimpulannya, li'an menurut mereka hanya dibolehkan bagi
orang yang pantas menjadi saksi.

Hujjah para ulama yang menyatakan pendapat pertama yaitu,
keumuman firman Allah Ta'ala, "Dan oreng-orang yang menuduh
isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi
selain diri mereka sendiri." (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Dalam hal itu tidak mensyaratkan apapun.

Dalil yang dijadikan pijakan madzhab Hanafi yaitu, bahwa li'an
adalah persaksian, maka disyaratkan pada li'an tersebut sebagaimana
yang disyaratkan pada persaksian, karena Allah menamai mereka sebagai
orang-orang yang bersaksi, berdasarkan firman-Nya, "Maka persaksian
orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah." (Qs. An-
Nuur [24]: 6)

Mereka mengatakan bahwa li'anhanya terjadi di antara orang yang
wajib dihukum karena tuduhan yang terjadi di antara keduanya.

Mereka sepakat bahwa seorang budak tidak dihukum karena
tuduhannya, begitujuga orang kafia jadi mereka menyamakan orang
wajib melakukan Ii'an dengan orang yang wajib mendapat hukuman atas
tuduhannya, karena li'an diberlakukan hanya untuk menolak hukuman
dengan meniadakan nasab.
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Barangkali mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh

Amru bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW

bersabda:

*Tidak adct li'an di antara empat orang: dua orang budak dan dua

orang kafir."t20

Sedangkan jumhur berpendapat bahwa itu adalah sumpah,

meskipun dinamakan dengan persaksian, karena seseorang tidak

melakukan persaksian untuk dirinya sendiri. Sedangkan persaksian

kadang diungkapkan dengan sumpah dan hal itu Allah jelaskan dalam

firman Allah Ta'ala, "Apabila orong-orang munafik dalang kepadamu,

mereko berkata;..." (Qs. Al Munaafiquun [63]: l) kemudian Allah
berfirman,

"Mereke itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai." (Qs. Al
Munaafiquun [63]: l)

Mereka sepakat tentang dibolehkan nya li'an bagi orang buta. Dan

mereka berbeda pendapat tentang orang yang bisu:

l. Malik dan Syaf i mengatakan bahwa orang yang bisu dibolehkan

untuk melakukan li'an jika bisa dipahami maksudnya.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang bisu tidak dibolehkan
melakukan li'an karena bukan termasuk orang yang pantas untuk

menjadi saksi. Dan mereka sepakat bahwa berakal dan dewasa

termasuk di antara syarat li'an.

Pasal ketiga: Sifat lf 'az

Tentang sifat /f 'an hampir sama menurut jumhur ulama dan di
antara mereka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat yang cukup

besar, yaitu berdasarkan zhahir pengertian lafazh ayat tersebut. Maka

suami bersaksi dengan nama Allah sebanyak empat kali, "Bahwa aku

telah melihatnya berzina dan kandungan tersebut bukan berasal dari

t2o Dha'f HR. Ibnu Majah (2071), Ad-Daruquthni (3i163, 164), Al Baihaqi
(71395,396,397), dan dinilai dha'if oleh Al Bushairi di dalam Al Mishbah,
begitujuga oleh Al Albani di dalam Dha'if lbnu Maiah.

. ,'16\,Jr;lr {u;'.)i ;.o, ,
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diriku," dan pada saksi yang kelima kalinya dia mengatakan, "Laknat
Allah atas dirinya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."
Kemudian istri bersaksi empat kali untuk melepaskan persaksian
suaminya, kemudian ditutup yang kelima kalinya dengan kemurkaan
Allah. Semua ini disepakati.

Para ulama berbeda pendapat apakah boleh diganti kedudukan
"laknat" tersebut dengan "kemurkaan"; kedudukan "kemurkaan" dengan
"laknat", kedudukan "aku bersaksi" diganti dengan "aku bersumpah" dan
kedudukan ucapannya "Billah (dengan nama Allah)" diganti dengan
nama-nama Allah yang lainnya: Jumhur berpendapat bahwa hal itu tidak
dibolehkan sedikitpun kecuali yang telah ditegaskan dari lafazh-lafazh
tersebut, karena pada asalnya adalah bilangan persaksian. Dan mereka
sepakat bahwa termasuk di antara syarat sahnya yaitu agar dilakukan
dengan keputusan hakim.

Pasal keempat: Hukum penolakan salah seorang dari keduanya atau
rujuknya suami

Jika suami menolak:

1. Jumhur mengatakan bahwa dia dihukum ftad.

2. Abu Hanifah mengatakan bahwa dia tidak dihukum had dan hanya
dipenjara.

Hujjah jumhur yaitu keumuman firman Allah Ta'ala, "Dan orang-
orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)." (es
An-Nuur [2\:6)

Ini umum pada laki-laki lain dan suami. Dan li'an itu sendiri telah
dijadikan bagi suami sebagai kedudukan saksi, ketika suami menolak,
maka kedudukannya seperti orang yang menuduh, sedang dia sendiri
tidak memiliki saksi (maksudnya, dia dihukum had).

Serta dalil yang berasal dari hadits Ibnu Umar dan lainnya tentang
kisah Al Ajlani, berupa sabda Nabi SAW,

a ot
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"Jika aku membunuhnya, maka aku akun dibunuh (diclishash). Jiku
uku mengucapkan tuduhanku, moka aku akan dihukum cambuk dan jika
uku diam, maka uku cliam tlengan menahan meruh."t2l

Kelompok kedua berhujjah, bahwa ayat li'an tidak mengandung

kewajiban hukuman had pada suami ketika menolaknya dan pernyataan

tentang kewajiban hukum had tersebut merupakan tambahan dalam nash,

sedangkan itu sendiri menurut mereka adalah pembatalan dan pembatalan

tersebut tidak dibolehkan dengan qiyas serta tidak pula dengan hadits

uhud. Mereka mengatakan juga seandainya hukum ftad tersebut wajib,
maka sumpah li'on tidak ada gunanya, serta tidak berpengaruh untuk

menggugurkannya, karena li'an adalah sumpah, maka hukum had tidak
bisa gugur karenanya dari orang lain, begitu juga suami.

Yang benar, yaitu bahwa Ii'an adalah sumpah khusus, maka harus

memiliki hukum khusus pula. Telah ditegaskan terhadap seorang istri
bahwa sumpah dapat menolak hukuman dari dirinya, maka pembicaraan

dalam hal ini yaitu tentang hukuman yang ditolak dari istri dengan

sumpah.

Kerena adanya banyak makna dalam kata hukuman (sanksi),

mereka juga berbeda pendapat tentang kewajiban atas seorang istri jika
dia menolak:

1. Syaf i, Malik, Ahmad dan jumhur ulama mengatakan, bahwa

istri dihukum had dan hukuman had-nya ialah rajam, jika dia telah
digauli oleh suaminya dan terdapat syarat-syarat muhshan dalam dirinya.
Jika belum digauli, maka hukumannya adalah cambuk. Abu Hanifah

mengatakan, bahwa istri jika menolak maka dia wajib diberikan hukuman

tahanan hingga mengucapkan sumpah li'an. Hujjahnya ialah sabda Nabi
SAW.
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Perkataan ini adalah perkataan Al Ajlani, bukan sabda Nabi SAW. Dan ini
merupakan potongan dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim
(1493), Al Baihaqi (71404). Begitujuga dari hadits Ibnu Mas'ud yang
diriwayatkan oleh Muslim (1495), Abu Daud (2253),Ibnu Majah (2068), dan

Ahmad (ll42l).
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*Tidak halal daruh seorang muslim kecuali kurena salah satu dari
tiga hul: zina sesutlah terpelihara (menikah), koJir sesuclah keimanan

atau membunuhiika bukan karena membunuh (qishashl iiwa luin-"t?z '

Dan juga, pengaliran darah (qishash membunuh) karena penolakan

istri adalah hukum yang ditentang dasar hukum; jika kebanyakan dari

kalangan fuqaha tidak mewajibkan penggantian harta karena menolak,

maka yang berlaku adalah tidak wajib mengalirkan darah karena hal itu.

Kesimpulannya: Jadi, prinsip pengaliran darah (qishash) di dalam

syari'at didasari oleh aturan bahwa darah tidak boleh dialirkan kecuali

dengan bukti yang adil atau dengan pengakuan. Maka seharusnya, prinsip

ini tidak dikhususkan pada kata yang memiliki banyak arti. Pendapat Abu

Hanifah dalam masalah ini lebih benar insya Allah- Abul Ma'ali
mengakui di dalam kitabnya Al Burhan tentang kuatnya pendapat Abu

Hanifah dalam masalah ini, padahal dia adalah seorang yang bermadzhab

Syaf i.

Para ulama sepakat bahwa jika suami mendustakan dirinya sendiri,

maka dia diberi hukuman had dan anak tersebut dinasabkan kepadanya

jika dia tidak mengakui anak.

Mereka berbeda pendapat, apakah dia boleh merujuk istrinya

setelah jumhur ulama sepakat bahwa perceraian menjadi keharusan

karena li'an; kemungkinan dengan sendirinya dan kemungkinan dengan

keputusan hakim berdasarkan apa yang akan kami bicarakan selanjutnya:

l. Malik, Syaf i, Ats-Tsauri, Daud, Ahmad dan jumhur fuqaha

berbagai negeri mengatakan bahwa kedua suami istri tidak bisa

berkumpul selamanya, meskipun suami mendustakan dirinya.

2. Abu Hanifah dan sekelompok ulama mengatakan jika suami

mendustakan dirinya, maka dia dicambuk sebagai hukuman iad
dan dia sebagai salah seorang pelamar.

3. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa istrinya dikembalikan

kepadanya.

Hujjah kelompok pertama yaitu sabda Rasulullah SAW, "Tidak ada

jalan bagimu atas dirinya."t23

t22 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Dan beliau tidak memberikan pengecualian, maka keharaman

tersebut mutlak.

Hujjah kelompok kedua: Bahwa jika suami mendustakan dirinya,

maka berarti dia telah membatalkan hukum li'an. Sebagaimana anak

tersebut dinisbatkan kepadanya, begitujuga istri dikembalikan kepadanya.

Hal itu karena sebab yang mengharuskan keharaman hanyalah

ketidaktahuan tentang penentuan kebenaran salah satu dari keduanya,

dengan kepastian bahwa salah satu dari keduanya berdusta. Jika terbukti,

maka pengharaman tersebut terhapus.

Pasal kelima: Hukum-hukum yang menjadi keharusan bagi

sempurnanya li'an

Tentang hukum-hukum yang menjadi keharusan bagi /i'an: danhal
ini para ulama berbeda pendapat dalam berbagai permasalahan.

Di antaranya: Apakah perceraian menjadi keharusan atau tidak?

Jika menjadi keharusan kapan diharuskan? Apakah harus dengan li'an itu
sendiri ataukah dengan keputusan hakim? Jika terjadi, apakah itu
merupakan thalak ataukah pembatalan?

l. Jumhur berpendapat bahwa perceraian terjadi dengan li'an
berdasarkan yang masyhur di dalam hadits-hadits tentang li'an, di

antaranya: "Bahwa Rasulullah SAW memisahkan antara

keduanya." Ibnu Syihab mengatakan sebagaimana yang

diriwayatkan oleh Malik darinya, "Maka hal itu menjadi sunah bagi

dua orang yang melakukan sumpah li'an. Dan berdasarkan sabda

Nabi SAW,"Tidak ada jalan bagimu atas dirinya."tza

2. Utsman Al Batti dan sekelompok ulama dari Basrah mengatakan

Ii'an tidak disertai dengan perceraian, mereka berhujjah bahwa hal

itu merupakan hukum yang tidak dikandung dalam 
^yal 

li'an dan

tidak pula dijelaskan dalam hadits-hadits, karena di dalam hadits

masyhur dijelaskan bahwa dia menceraikannya di hadapan Nabi

SAW, lalu beliau tidak mengingkarinya. Dan juga, hukum /i'an

r23

t24

Muuafaq 'Alaih. HP-. Al Bukhari (5312), Muslim (1493), Abu Daud (2257),

An-Nasa'i (61177), Ahmad (2/11), Al Hamdi (671), Ibnu Al Jarud (753), dan Al
Baihaqi (7t401,4o4).
Baru saja dijelaskan takhrijnya.
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disyari'atkan hanya untuk menolak hukuman hodkarena menuduh,

maka tidak mengharuskan keharaman karena disamakan dengan

bukti.

I{ujjah jumhur yaitu: Bahwa telah terjadi di antara keduanya berupa
saling memutuskan hubungan, saling membenci, saling melampiaskan

hawa nafsu dan membatalkan batas-batas Allah yang mengharuskan agar

keduanya tidak berkumpul setelah itu selamanya. Yaitu karena hubungan

suami istri dibangun atas kasih sayang dan saling cinta, sedangkan hal itu
dalam diri mereka benar-benar telah tiada, dan tidak ada hukuman yang

paling ringan bagi keduanya dari perceraian.

Kesimpulannya: Keburukan yang terjadi di antara keduanya

merupakan puncaknya keburukan.

Adapun kapan terjadinya perceraian:

l. Malik, Al-Laits dan sekelompok ulama mengatakan, bahwa
perceraian tersebut terjadi setelah keduanya telah selesai dari
melakukan /i'an.

2. Syaf i mengatakan jika suami telah menyempurnakan li'annya,
maka perceraian pun terjadi.

3. Abu Hanifah mengatakan perceraian tidak akan teq'adi kecuali

dengan keputusan hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh Ats-
Tsauri dan Ahmad.

Hujjah Malik dalam menentang Syaf i yaitu hadits Ibnu Umar, dia
berkata, "Rasulullah SAW menceraikan antara dua orang yang

melakukan li'an dan beliau bersabda, 'Perhitungan kalian berdua
terserah kepada Allah. Salah seorang di antara kalian berdusta, maka

tidak ada jalan bagimu atas dirinya'." Serta hadits yang menjelaskan
bahwa beliau tidak memisahkan antara keduanya kecuali setelah li'an
te{adi dengan sempurna.

Hujjah Syaf i: yaitu bahwa Ii'an istri hanya bisa menolak hukuman
had dari dirinya saja. Sedangkan suami itulah yang berpengaruh pada

peniadaan nasab. Jika li'an berpengaruh pada perceraian, maka haruslah

li'an tersebut adalah li'an suami karena disamakan dengan thalak.

Hujjah mereka berdua terhadap Abu Hanifah yaitu bahwa Nabi
SAW telah memberitahukan kepada suami istri tersebut tentang
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terjadinya perceraian ketika li'an leqadi dari keduanya. Maka hal itu
menunjukkan bahwa li'an merupakan sebab terjadinya perceraian.

Sedangkan Abu Hanil'ah berpendapat bahwa perceraian bisa terjadi

hanya dengan keputusan dan perintah beliau SAW ketika beliau
bersabda, *Tidak ada jalan bagimu atas dirinya." Maka dia berpendapat

bahwa keputusannya merupakan syarat terjadinya perceraian,

sebagaimana keputusannya merupakan syarat sahnya li'an.

Sebab perselisihan antara ulama yang berpendapat bahwa dengan

adanya hal itu maka perceraian terjadi dan ulama yang tidak menyatakan

hal itu, bahwa perceraian yang dilakukan oleh Nabi di antara keduanya
bukanlah sesuatu yang jelas terdapat dalam hadits masyhur, karena laki-
laki itu sendiri yang segera menceraikan sebelum Nabi memberitahukan

kepadanya tentang perceraian tersebut. Dan menurut hukum asal,

perceraian itu tidak terjadi kecuali dengan thalak serta di dalam syari'at
tidak terdapat pengharaman selamanya (maksudnya, yang disepakati).

Ulama yang menguatkan hukum asal atas pemahaman terbalik,
karena kemungkinan hal itu meniadakan keharusan terjadinya perceraian,

mereka berpendapat bahwa perceraian tersebut wajib. Adapun sebab

perselisihan ulama yang mensyaratkan keputusan hakim atau tidak
mensyaratkannya, yaitu karena ketidakjelasan hukum ini antara

dikuatkannya kemiripan hukum-hukum tersebut yang keabsahannya

disyaratkan keputusan hakim atau yang tidak disyaratkan hal itu padanya.

Permasalahan selanjutnya (maksudnya, jika kita katakan bahwa
perceraian terjadi, apakah itu merupakan fasakh atau thalak) para ulama
yang menyatakan terjadinya perceraian berbeda pendapat dalam hal itu:

l. Malik dan Syaf i mengatakan iu adalahfasakh.

2. Abu Hanifah mengatakan itu adalah thalak ba'in.

Hujjah Malik: tentang pengharaman tersebut untuk selamanya,
yaitu dia menyamakannya dengan wanita yang masih ada hubungan

mahram.

Sedangkan Abu Hanifah, yaitu menyamakannya dengan thalak,
karena diqiyaskan dengan perceraian yang terjadi karena lemah syahwat,

karena hal itu menurutnya berdasarkan keputusan hakim.
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KITAB BERKABUNG

Kaum muslim sepakat bahwa ihdad (berkabung) hukumnya wajib
bagi wanita merdeka, muslimah serta dalam masa iddah wafat, kecuali Al
Hasan sendiri. Mereka berselisih tentang istri selain iddah wafat dan
sesuatu yang dilarang bagi wanita yang sedangber-iddah:

l. Malik mengatakan bahwa ihdod di wajibkan atas wanita muslimah,
wanita ahli kitab, wanita yang masih kecil dan yang sudah dewasa.
Sedangkan budak wanita yang tuannya meninggal dunia, baik dia
sebagai ummul walad atau bukan, menurutnya tidak ada ihdad.
Pendapat ini juga dikemukakan oleh fuqaha berbagai negeri.

Pendapat Malik yang masyhur tentang wanita ahli kitab ditentang
oleh Ibnu Nafi' dan Asyhab, padahal keduanya meriwayatkan dari
Malik. Pendapat mereka ini juga dikemukakan oleh Syaf i
(maksudnya, bahwa tidak ada ihdad bagi wanita ahli kitab).

2. Abu Hanifah mengatakan tidak wajib ber-ihdod bagi wanita yang
masih kecil dan juga wanita ahli kitab.

3. Sekelompok ulama mengatakan tidak wajib ber-ihdad bagi budak
wanita yang dinikahi. Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari Abu
Hanifah.

Inilah perbedaan pendapat yang masyhur tentang orang yang wajib
untuk ber-ihdad di antara berbagai macam istri dari yang tidak wajib ber-
ihdad.

Perselisihan mereka dari segi iddah:

l. Malik mengatakan bahwa tidak ada ihdad kecuali pada masa iddah
kematian.

2. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ihdad pada masa
iddah dari thalak ba'in adalah wajib.

3. Syaf i menganggap hal itu baik bagi wanita yang diceraikan dan
tidak mewajibkannya.



Pembahasan ketiga yaitu sesuatu yang dilarang bagi wanita yang

ber-iddah dari yang tidak dilarang: Menurut para fuqaha, secara umum

istri dilarang dari memakai perhiasan yang mengundang laki-laki untuk

mendekati wanita yaitu seperti perhiasan dan celak mata, kecuali sesuatu

yang bukan termasuk perhiasan dan memakai pakaian yang dicelup
dengan warna (terang) 

-kecuali 
warna hitam,- karena Malik tidak

memakruhkan wanita tersebut memakai warna hitam. Semua para ulama

memberikan keringanan pada celak mata ketika mendesak; sebagian

mereka dalam hal ini mensyaratkannya selama tidak sebagai perhiasan;

sebagian mereka mensyaratkannya; dan sebagian mereka mensyaratkan

untuk melakukannya di malam hari bukan di siang hari.

Kesimpulannya, berbagai pendapat para fuqaha tentang sesuatu

yang harus dijauhi oleh wanita yang sedangberihdacl hampir sama, yaitu

sesuatu yang mengundang laki-laki untuk mendekati para wanita secara

umum.

Yang menjadikan jumhur berpendapat untuk mewajibkan ihdacl

secara umum, yaitu berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya:

hadits Ummu Salamah, istri Nabi SAW,
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"Bahwa ada seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW
seraya bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku

ditinggal mati oleh suaminya, sedang dia mengeluhkan kedua matanya,

apakah dia boleh memakai celak pada kedua matanya?' Maka Rasulullah

SAW menjawab, 'Tidak boleh,' beliau mengatakan dua atau tiga kali,
setiap ditanya demikian beliau menjawab, 'Tidak boleh.' Kemudian

beliau bersabda, 'Sesunguhnya ihdadnya ialah empat bulan sepuluh hari.
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Dun sungguh uda seorang di anlara kalian yang ber-ihdad seluma satu

rahun penulr> 1t25

Abu Muhammad berkata, "Berdasarkan hadits ini, maka harus

berpegang dengan pendapat yang menyatakan wajib untuk ber-ihdad.

Sedangkan hadits Ummu Habibah ketika dia meminta minyak
wangi, lalu dia mengusapkannya pada dadanya, kemudian dia

mengatakan, "Demi Allah, aku tidak membutuhkan minyak wangi ini,
hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
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hari akhir untuk ber-ihdad atas orang yang meninggal dunia lebih dari
tiga hari, kecuali atas suami boleh ber-ihdad selama empat bulan

sepuluh hari'.-t26

Di dalamnya tidak terdapat hujjah, karena itu merupakan
pengecualian dari larangan dan hal itu mengandung arti dibolehkan,

bukan kewaj iban. Begitujuga hadits Zainab binti Jahsyr 
27.

Al Qadhi berkata, mengenai perintah yang datang setelah larangan,

terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli kalam (maksudnya,

apakah mengandung arti wajib atau mubah).

Sebab perselisihan antara ulama yang mewajibkannya bagi wanita
muslimah bukan wanita kafir: ulama yang berpendapat bahwa ihdad
adalah suatu ibadah, maka tidak mewajibkannya pada wanita kafir. Dan

ulama yang berpendapat bahwa itu adalah suatu yang bisa dipahami

maknanya (yaitu untuk menjaga pandangan laki-laki kepada wanita dan

pandangan wanita kepada laki-laki), menyamakan antara wanita kafir dan

Muttafaq 'Alaih. HP.. Al Bukhari (5336, 5337), Muslim (1488), At-Tirmidzi
(1197), An-Nasa'i (6/188), Ibnu Majah (2084), Ahmad (61291,311), dan Al
Baihaqi (7/428).
Muttafaq 'Alaih. HP.. Al Bukhari (5334, 5335), Muslim (1486), Abu Daud
(2299), At-Tirmidzi (1195), An-Nasa'i (61201), Ahmad (61325,326, 426), Al
Baihaqi (231226).

t21 Muttafoq 'Ataih. HP.. Al Bukhari (5335), Muslim (1487), dan At-Tirmidzi
(r 196).

t26

Bidayatul Mujtahid 245



wanita muslim. Dan ulama yang mempertimbangkan pandangan laki-
laki, bukan pandangan wanita, membedakan antara wanita yang masih

kecil dan wanita besar, karena wanita yang masih kecil tidak menarik

pandangan laki-laki.

Di antara hujjah ulama yang mewajibkan atas

muslimah bukan wanita kafir, yaitu sabda Nabi SAW,

vf .-" JL 'r-,r ;i .-vi eli: .i,t- v'i -e"i ;?-r\-

para wanita

'g'i: &
"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan

hari akhir untuk ber-ihdad kecuali atas kematian suaminya."

Mereka mengatakan syarat keimanan dalam ihdad mengandung arti
bahwa ihdad merupakan suatu ibadah.

Sedangkan ulama yang membedakan antara budak wanita dan

wanita yang merdeka, begitujuga wanita ahli kitab, karena mereka

menganggap bahwa iddah kematian mewajibkan dua hal berdasarkan

kesepakatan: pertama, ihdad dan kedua, tidak keluar rumah. Setelah

kewajiban untuk tidak keluar rumah gugur dari budak wanita karena

kesederhanaannya dan kebutuhan untuk mempekerjakannya, maka
gugurlah larangan berhias dari dirinya.

Adapun perselisihan mereka tentang budak wanita mukatab, yailu
dari segi ketidakjelasan tentang dirinya antara wanita yang merdeka dan

budak.

Sedangkan tentang budak wanita yang dimiliki dan ummul walad:
jumhur berpendapat untuk menggugurkan ihdad dari dirinya, berdasarkan

sabda Nabi SAW, *Tidak halal bogi seorang wanita yang beriman

kepada Allah dan hari akhir untuk ber-ihdad kecuali atas kematian

sueminya." Maka bisa diketahui dengan dalil khithab bahwa selain

wanita yang memiliki suami tidak wajib untuk ber-ihdad.

Ulama yang mewajibkannya atas wanita yang ditinggal mati oleh

suaminya, selain wanita yang dithalak, yaitu bergantung pada zhahir yang

disebutkan. Sedangkan ulama yang menyamakan wanita yang dithalak
dengan mereka, ialah dari jalan makna, yaitu nampak dari makna ihdad
bahwa maksud ihdad ialah agar laki-laki tidak memandangnya pada masa

J;v

L
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idduh tlan wanita itu tidak memandang mereka. Hal itu untuk menutup
jafan kcrusakan, karena untuk menjaga nasab. Lltallahu A'lam.

l'elah selesai kitab thalak dan segala puji bagi Allah atas segala

nikmat-Nya dan rasa syukur kepada-Nya atas karunia-Nya. Berikutnya
adalah kitab huyu '(jual beli) insya Allah Ta'ala.

Bidayatul Mujtahid 247



F,r+{l al:tA
KITAB JUAL BELI

Pembicaraan tentang jual beli terangkum dalam lima pembahasan:

l. Macam-macam jual beli.

2. Syarat-syarat sahnyajual beli.

3. Syarat-syarat batalnya jual beli.

4. Hukum-hukum jual beli yang sah.

5. Hukum-hukum jual beli yang batal.

Akan kami sebutkan macam-macam jual beli secara umum,

kemudian kami sebutkan syarat-syarat batal dan sahnya jual beli serta

hukum-hukum jual beli yang sah dan yang batal.

Karena di antara sebab-sebab batal dan sahnya jual beli ada yang

bersifat umum bagi semua jenis jual beli atau bagi sebagian besamya,

dan juga ada yang bersifat khusus. Begitujuga tentang hukum-hukum sah

dan batalnya, maka tinjauan secara teknis menuntut agar kita
menyebutkan terlebih dahulu hal-hal yang terdapat kesamaan pada

keempat macam tersebut. (maksudnya, perrnasalahan umum tentang

sebab-sebab pembatalan, sebab-sebab keabsahan, hukum-hukum
keabsahan, dan hukum-hukum pembatalan bagi semua jenis jual beli).
Kemudian kami sebutkan persoalan yang khusus dari keempat hal jual
beli tersebut satu persatu. Maka kitab jual beli ini terbagi menjadi enam

bagian:

Pertama: Macam-macam jual beli yang bersifat umum.

Kedua: Sebab-sebab pembatalan jual beli secara umum pula
(maksudnya, pada keseluruhan atau sebagian besarnya), karena sebab-

sebab pembatalan itu lebih diketahui daripada sebab-sebab keabsahan.

Ketiga: Sebab-sebab keabsahan jual beli secara umum pula.

Keempat: Hukum-hukum jual beli yang sah (maksudnya, hukum-

hukum yang berlaku untuk semua jual beli yang sah, atau untuk
umumnya).
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a
Kelima: Kami akan sebutkan hukum-hukum jual beli yang batal

serta bcrlaku untuk semua (maksudnya, jika hal itu te{adi).

Keenam: Kami sebutkan macam-macam jual beli serta yang

menjadi kekhususannya seperti sah dan batalnya, serta hukum-
hukumnya.

Bagian Pertama

Macam-Macam Jual Beli

Setiap muamalah pasti terjadi di antara dua orang (pihak), tidak
Iepas dari kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang; atau

barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan; atau tanggungan
dengan tanggungan. Dan masing-masing dari tiga kemungkinan itu,
terkadang dilakukan dengan cara kredit dan terkadang dengan cara tunai
(cash). Dan masing-masing dari kedua kemungkinan ini juga, kadang
dilakukan dengan cara tunai oleh kedua belah pihak; kadang dengan cara

kredit oleh kedua pihak. Atau kadang dilakukan dengan tunai oleh satu

pihak dan kredit oleh pihak lain. Jadi, macam-macam jual beli itu ada

sembilan macam.

Adapun jual beli yang dilakukan secara kredit dari kedua belah
pihak, maka tidak dibolehkan berdasarkan ijma' ulama, juga pada

barang dan yang rnasih dalam tanggungan, karena ini merupakan jual beli
utang dengan utang yang dilarang.

Nama-nama jual beli ini ada yang ditinjau dari segi sifat akad dan
kondisi akad tersebut, dan ada yang ditinjau dari sifat barang yang dijual,
yaitu jika berupa barang dengan barang, maka tidak lepas dari
kemungkinan; antara harga dengan barang; atau antara harga dengan
harga. Jika antara harga dengan harga, maka dinamakan sharf(pertukaran
uang). Dan jika antara harga dengan barang, maka dinamakan jual beli
umum. Begitujuga jika jual beli tersebut berupa barang dengan barang
menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan selanjutnya. Jika jual beli itu
antara barang dengan tanggungan, maka dinamakan salam. Jika jual beli
itu didasarkan atas pilihan, maka dinamakan khiyar. Jika didasarkan atas

penentuan laba, maka jual beli ini dinamakan murahabah. Dan jika
didasarkan atas penambahan, maka ia disebut muzayadah.



-

Bagian Kedua

Sebab-Sebab Umum yang Membatalkan Jual Beli

Jika mempertimbangkan sebab-sebab yang karenanya terdapat

larangan syar'i dalam jual beli (maksudnya, sebab-sebab umum yang

membatalkan) terdapat empat hal:

Pertama; Keharaman barang yang dijual.

Kedua:Rriba.

Ketiga: Penipuan.

Keempat: Syarat-syarat yang mengakibatkan kepada salah satu dari

dua hal ini (riba dan penipuan) atau kepada dua hal ini secara

keseluruhan.

Empat hal ini pada hakikatnya merupakan dasar yang membatalkan

atau merusak jual beli, yaitu bahwa larangan semua itu hanya tergantung
pada substansi jual beli itu sendiri, bukan karena faktor dari luar.

Sedangkan hal-hal yang dilarang karena sebab dari luar, di

antaranya; ghisy (manipulasi) dan termasuk di antaranya dharar
(bahaya), di antaranya, karena kedudukan waktu yang berhak terhadap

sesuatu yang lebih penting darinya. Dan juga di antaranya: karena hal-hal

itu diharamkan untuk dijual.

Maka pada bagian ini terdapat beberapa bab:

Bab I
Barang-Barang yang Heram untuk Diperjualbelikan

Hal ini terbagi menjadi dua macam; barang-barang yang najis dan

barang-barang yang tidak najis.

Tentang jual beli barang-barang najis: Dasar hukum keharamannya

ialah hadits Jabir yang terdapat dalam Ash-Shahihain, dia berkata:

Rasulullah SAW bersaMa,

6. ;p ,9r'!g i*,r'1rb Pt & 6?'i-;t li,r lr

;J,'V'ffi:";r, Ar,h fy !r, #" u.i.,i at ,!-,
.t1:c3i fk?, ;',,Lrll"fr. i]'3t 4';','rgt}lr ,;
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"sesungguhnyu Allah dun Rasul-Nya melarang menjual khamer

(minuman keras), bangkai, habi dan patung-patung." Lalu ada yang

bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tetang lernak-

lemak bangkai, sesungguhnya itu digunakan untuk mengecat kapal-kapal

dan minyak lampu?" maka beliau bersabda, *Allah meluknat orang-

orang Yahudi, lemak-lemak tersebut diharamkan atas mereka, lalu

mereku menjualnya tlan memakan hosilnya."t28

Dan beliau bersabda tentang khamer:

'q; i? t6); i; b- oi

"sesungguhnya dzat yang diharamkan meminumnya, diharamkan

jual helinyo."tze

Barang-barang yang najis ada dua macam: pertama, yang kaum

muslim sepakat mengenai keharaman menjualnya, yaitu khamer, karena

khamer tersebut najis, kecuali pendapat ganjil yang menyelisihi pendapat

tersebut tentang khamer (maksudnya, tentang najisnya khamer). Dan

bangkai dengan semua bagian-bagiannya. Begitujuga babi dengan semua

bagian-bagiannya.

Adapun mengambil manfaat rambut babi, para ulama berbeda

pendapat:

l. Ibnu Al Qasim membolehkannya.

2. Ashbaghmelarangnya.

Kedua: (maksudnya, najis yang sangat mendesak untuk digunakan

seperti kotoran hewan dan sampah yang digunakan sebagai pupuk di

kebun-kebun): Di dalam madzhab Maliki diperselisihkan tentang

menjualnya;

l. Satu pendapat mengatakan dilarang secam mutlak.

2. Pendapat lain mengatakan dibolehkan secara mutlak.

Muttafaq 'Alaih.HP.. Al Bukhari (2236), Muslim (1589), Abu Daud (3486),
At-Tirmidzi (1297), An-Nasa'i (7/117,309), di dalam Al Kubra (6265), Ibnu
Majah (2167), Ahmad (31324,326), Al Baihaqi (6112), (91354).

S/rnilr. HR. Muslim (1579), An-Nasa'i (7/307), Ahmad (l/230), Malik di
dalam AI Muwaththa' (1543), Ad-Darimi (21156), semuanya dari hadits Ibnu
Abbas.

25l

129

Bidayatul Mujtahid



3. Pendapat lain mengatakan, dibedakan antara kotoran hewan dan

sampah (maksudnya, sampah dibolehkan, sedangkan kotoran
hewan dilarang).

Mereka berbeda pendapat tentang sesuatu yang dibuat dari gading
gajah, karena perbedaan pendapat di antara mereka, apakah itu najis atau

tidak:

l. Ulama yang berpendapat bahwa itu adalah gading, menganggap

bahwa itu adalah bangkai.

2. Ulama yang berpendapat bahwa itu adalah tanduk yang terbalik,
menjadikan hukumnya seperti hukum tanduk.

Dan terdapat perbedaan dalam masalah tersebut di dalam madzhab

Maliki.

Sedangkan sesuatu yang diharamkan untuk dijual yang termasuk
sesuatu yang tidak najis atau diperselisihkan mengenai kenajisannya: di
antaranya anjing dan kucing.

Tentang anjing: Para ulama berbeda pendapat tentang menjualnya:

l. Syaf i mengatakan tidak boleh menjual anjing sama sekali.

2. Abu Hanifah mengatakan hal itu dibolehkan .

3. Para pengikut Malik membedakan antara anjing penjaga hewan

ternak dan tanaman yang dibolehkan untuk dipelihara, dan anjing
yang tidak dibolehkan untuk dipelihara. Mereka sepakat bahwa
sesuatu yang tidak dibolehkan untuk dipelihara, maka tidak boleh
dijual untuk diambil manfaat dan ditangkap. Sedangkan orang yang

menginginkannya untuk dimakan, mereka dalam hal ini berbeda

pendapat: ulama yang membolehkan untuk memakannya, maka

membolehkan untuk menjualnya. Dan ulama yang tidak
membolehkannya 

-berdasarkan 
riwayat Ibnu Habib-- tidak

membolehkan untuk menjualnya.

Mereka juga berbeda pendapat tentang anjing yang dibolehkan
untuk dipelihara:

l. Pendapat yang mengatakan itu adalah haram.

2. Pendapat lain mengatakan makruh.

Sedangkan Syaf i berpegangpada dua dalil:
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Pertama, tegasnya larangan mengambil harga anjing dari Nabi

sAw.rr0

Kctlua, bahwa anjing menurutnya adalah najis zatnya seperti babi.

Telah kami sebutkan dalilnya mengenai hal itu di dalam pembahasan

Thaharah.

Sedangkan ulama yang membolehkannya, dalilnya ialah bahwa

anjing tersebut adalah suci zatnya, tidak diharamkan untuk memakannya,

maka boleh dijual seperti barang-barang yang suci zatnya. Telah

dijelaskan juga di dalam pembahasan Thaharah pengambilan dalil ulama

yang berpendapat bahwa anjing tersebut adalah suci zatnya, serta di

dalam kitab Ath'imah (makanan) pengambilan dalil ulama yang

berpendapal bahwa itu adalah halal.

Ulama yang membedakannya, berdalil bahwa anjing tersebut tidak
boleh dimakan dan tidak boleh diambil manfaatnya, kecuali anjing yang

dikecualikan oleh hadits seperti anjing penjaga hewan ternak, anjing
penjaga tanaman atau yang sejenisnyalsl. Dan diriwayatkan hadits-hadits

yang tidak masyhur yang di dalamnya diikuti dengan larangan dari harga

l'o Hadits-hadits yang menerangkan tentang larangan dari harga anjing sangat

banyak di antaranya:

l. Hadits Aun bin Abu Juhaifah, dari bapaknya secara marfu"'Beliau SAW
melarang (mengambil) harga (hasil penjualan) darah dan harga anjing."
HR. Al Bukhari (5945), Abu Daud (3183), dan dinilai shahih oleh Al
Albani.

2. Hadits Abu Mas'ud Al Anshari, "Bahwa Nabi SAW melarang (memakan)
hasil penjualan anjing, mahar pelacur dan upah dukun."

3. Hadits Jabir bin Abdullah, bahwa beliau ditanya tentang harga anjing dan
kucing, maka beliau bersabda, "Rasulullah SAW melarang dari hal iru."
HR. Muslim (1569), Abu Daud (3479), At-Tirmidzi (1279),Ibnu Majah
(2161), Ahmad (31349).

4. Hadits Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,
"Sesungguhnya mahar pelacur, harga anjing dan kucing serto hasil tukang
bekam adalah termasuk sesuatu yang haram." HR. Abu Daud (3484),
ahmad (2/500), dinilai shahii oleh Al Hakim (2133), dan disepakati oleh
Adz-Dzahabi serta diriwayatkan oleh Al Baihaqi (6/126), dan dinilai shahih
oleh Al Albani.

r3r Menunjuk kepada hadits Abu Hurairah secara marfu'"Barangsiapa mentelihorn
anjing, kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak, untuk berburu atau untuk
menjaga tanoman, maka pahalanya akan berkurang setiap hari satu qirath."
HR. Al Bukhari (5480) dan Musiim (1514).
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2.

anjrng, dengan pengecualian harga-harga anjing yang dibolehkan untuk
dipeliharar32.

Adapun larangan dari harga kucing, maka sudah tetap. 1'etapi
jumhur men-rbolehkannya, karena ia suci z,atnya serta dibolchkan
mengambil manfaat. Sebab perselisihan mereka dalam pembahasan ini
ialah pertentangan antara dalil-dalil yang ada.

Dari bab ini mereka berbeda pendapat tentang menjual minyak
yang najis serta yang sejenisnya. Setelah mereka sepakat tentang

keharaman memakannya:

l. Malik mcngatakan tidak boleh menjual
Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i.

Abu Hanifah mengatakan dibolehkan jika
Pendapat ini dikemukakan pula oleh Ibnu

minyak yang najis.

dia mcnjelaskannya.
Wahb, dari pengikut

Malik.

Hujjah ulama yang mengharamkannya yaitu hadits Jabir yang telah
dijelaskan: Bahwa dia mendengar Rasulullah SAW pada hari Fathu

Makkah bersabda,

.'i-|rt'^'*)\'-At u"7 4";'r'r li,' lt
"sesungguhnya Altah clan Rasul-Nya mengharamkan khamer,

bangkai dan babi."t33

Sedangkan dalil ulama yang membolehkannya yaitu: jika dalam
suatu barang lebih dari satu manfaat, dan dari beberapa manfaat tersebut
diharamkan salah satunya, maka hal itu tidak mengharuskan
diharamkannya seluruh manfaat, terutama jika kebutuhan akan manfaat

tersebut tidak diharamkan seperti kebutuhan kepada sesuatu yang
diharamkan. Jika hukum asalnya seperti ini, maka dikecualikan darinya
hukum khamer, bangkai dan babi, sedangkan semua barang yang

diharamkan untuk dimakan tetap dalam keadaan mubah (maksudnya,

bahwa jika di dalamnya terdapat manfaat selain dimakan, lalu dijual

Menunjuk kepada hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang dari harga
anjing kecuali anjing untuk berburu.' Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1281),
dan dirrilai httson oleh Al Albani. Di dalam bab ini terdapat hadits dari Jabir
diriwayatkan oleh An-Nasa' i (71309), dan dinilai shahih oleh Al Albani.
Baru saja dijelaskan takhnjnya.

t32
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karena hal ini) maka dibolehkan. Mereka meriwayatkan dari Ali, Ibnu

Abbas dan lbnu Umar, bahwa mereka mcmbolehkan menjual nrinyak
yang najis untuk meminyaki lampu.

Di dalam madzhab Malik dibolehkan meminyaki lampu dan

membuat sabun dengan keharaman untuk menjualnya. Syaf i juga

mernbolehkan hal itu dengan keharaman harganya. Ini semuanya lemah.

Suatu pendapat mengatakan, di dalam madzhab Maliki terdapat riwayat
lain yang melarang meminyaki lampu dengan minyak tersebut dan
pendapat ini lebih tepat berdasarkan hukum asal (maksudnya, bagi
keharaman menjualnya).

Di dalam madzhab Maliki juga masih diperselisihkan tentang

mencuci dan memasaknya, apakah hal itu berpengaruh pada inti najis dan

dapat menghilangkannya, berdasarkan dua pendapat: pertome,
membolehkan hal itu dan kedua, melarangnya. Kedua pendapat tersebut

didasari atas pemyataan bahwa minyak jika bercampur dengan najis:
apakah kenajisan minyak tersebut berarti najis zatnya atau najis yang
berdampingan? Ulama yang berpendapat bahwa itu adalah najis yang
berdamprngan, maka bisa dibersihkan ketika dicuci dan dimasak. Dan
ulama yang berpendapat bahwa itu adalah najis zatnya, maka tidak bisa

dibersihkan ketika dimasak dan dicuci.

Di antara permasalahan mereka yang terkenal dalam pembahasan

ini ialah: perselisihan di antara mereka tentang bolehnya menjual air susu

ibu jika diperas:

l. Malik dan Syaf i membolehkannya.

2. Abu Hanifah tidak membolehkannya.

Dalil ulama yang membolehkannya yaitu bahwa itu adalah air susu

yang boleh diminum, maka dibolehkan untuk dijual, dengan
mengqiyaskannya pada susu seluruh binatang.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa penghalalan air susu

karena kebutuhan yang mendesak bagi bayi dan itu pada dasarnya

diharamkan, karena daging anak Adam diharamkan. Menurut mereka
pada dasarnya susu itu mengikuti daging, dalam pengqiyasan mereka
mengatakan seperti ini: manusia adalah hewan yang tidak boleh dimakan
dagingnya, maka tidak boleh pula menjual air susunya. Asalnya adalah

susu babi dan keledai.
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Jadi, sebab perselisihan mereka dalam pembahasan ini yaitu:

pertentangan di antara qiyas-qiyas syahah. Cabang-cabang pembahasan

ini cukup banyak, hanya saja akan kami sebutkan beberapa pembahasan

yang terkenal, supaya sejalan dengan masalah pokok.

Bab II
Jual Beli Riba

Para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua hal: pada jual beli

dan pada sesuatu yang berada dalam tanggungan seperti penjualan,

pinjaman atau yang lainnya. Riba pada sesuatu yang berada dalam

tanggungan ada dua jenis:

Pertama, jenis yang disepakati; riba jahiliyah yang dilarang, yaitu

bahwa mereka memberikan pinjaman dengan pengembalian yang

bertambah jika menunda pembayaran, mereka mengatakan,

"Tangguhkanlah aku, maka akan aku berikan tambahan untukmu." Inilah
yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau pada haji Wada':

dt"tl-tt

.,-ial,
"Ketahuilah, sesungguhnya riba jahiliyah itu telah dihapuskan dan

riba pertama yang saya hapus iqlah riba Al Abbas bin Abdul
Muththalib."tsa

Kedua, hapuskan dan bersegeralah. Ini masih diperselisihkan dan

akan kami jelaskan pada pembahasan berikutnya.

Adapun riba dalam jual beli: para ulama sepakat bahwa itu ada dua

macam: nasi'ah dan tafadhul. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari

Ibnu Abbas tentang pengingkarannya terhadap nba tafadhul, berdasarkan

hadits yang diriwayatkan olehnya dari Nabi SAW, bahwa beliau
bersabda,

.4+,ijt d y! (-, y

cukup panjang pada haji Nabi SAW. Takhrij

tJ, ,tfj 'li

I

l
I

I

I

rr4 Potongan dari hadits Jabir yang
hadits tersebut telah dijelaskan.
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"Tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah (jual beli dengan

penuntluan)."13s

Jumhur berpendapat bahwa riba terdapat pada kedua macam ini,
berdasarkan hadits yang shahih dari Nabi SAW.

Pembicaraan mengenai riba terangkum dalam empat pasal:

Pasal pertama: Barang-barang yang tidak boleh ada lebihan dan
tidak boleh ada penundaan serta penjelasan tentang alasannya

Kami katakan, para ulama telah sepakat bahwa tafadhul
(penambahan) dan nasi'ah (penundaan) termasuk yang tidak boleh terjadi
pada satu dari jenis barang yang telah ditegaskan di dalam hadits Ubadah
bin Ash-Shamit, kecuali pendapat yang telah diriwayatkan dari Ibnu
Abbas.

Sedangkan hadits ubadah yaitu: dia berkata,
tto.^t

,jjJra i-iJr ,i f 6 ;&'' 4i, 6r & 6' 5;'r'.X-
nri'., AJ(s,A\ ,*!0,.*:l\ silr, Jjl;')i'r;nbiu 

^-b.;Jt,.'.r.' /
!r''al

,ot: o -.
.. -r rl -\.qJ\)'r

Ito'c;* W ,r\p. t\y
12t/

"Aku mendengar Rasulullah SAW melarang menjual emas dengan
emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir,
kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama banyaknya dan
dilakukan dengan tunai. Barangsiapa yang menambah atau meminta
tambahan, maka sungguh telah melakukan riba."r36

Hadits ini menegaskan tentang larangan melakukan penambahan
pada satujenis di antara barang-barang tersebut.

Hadits ini adalah hadits Usamah bin Zaid, di dalam hadits tersebut dijelaskan
bahwa Ibnu Abbas datang menemui Ibnu Umar, lalu memberikan salam
kepadanya, dan berkata, "Apakah kamu menuduh Usamah." Dia mengatakan,
Ibnu Umar menjawab, "Tidak." Dia mengatakan, "sungguh dia telah
menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada riba
kecuali poda riba nosi'oh'." HR. AlBukhari (2178,2179), Muslim (1596), Ibnu
Majah (2257 ), Ahmad (5 I 200, 20 4, 20 6, 208, 209), dan Ad-Darirru (2 I 259).
Shahih. HR. Muslim (1587), Abu Daud (3349), AtTirmidzi (1240), An-Nasa'i
(7t274),Ibnu Majah (2254), Ahmad (51319,320) dan Ath-Thayalisi (581).

135
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Sedangkan larangan penundaan, terdapat ketetapan lebih dari satu

hadits, yang paling masyhur yaitu hadits Umar bin Al Khaththab, dia

berkata, Rasulullah SAW bersabda,
tO.Oett tt- at-, t , .

ceLr,n eL,r )l !; -J! l1; ceLa; c[.s Yl ,!; .=!Jq ,--"Jl

.'LAj oLa Y) (t ,^:tt,, 'r,-)ir,rtii ,\i )l (; rl!
"Emas dengan 

"rnu, 
udu* h'nb; fecuati dengan serah 

',..h,

langsung. Kurma dengan kurma adalah riba kecuali dengan serah terinra

langsung. Gandum dengan gandum adalah riba kecuali dengan serah

terima langsung."I-17

Hadits Ubadah mengandung arti larangan untuk melakukan
penambahan pada satu jenis dan hadits llbadah juga mengandung arti
larangan penundaan pada dua jenis dari barang-barang ini dan

dibolehkannya melakukan penambahan, itu terdapat dalam rirvayat yang

shahih, yaitu setelah disebutkan larangan melakukan penambahan pada

enam barang tersebut dikatakan:

o to o i i t, .

\-
' ,"-, o t..
,*l.tJl lrr-r1cta ti- "rt* '-Y O;)\'-t

t.

'y.'t
"Dan juallah emas dengan perak sekehendakmu secara tunai dan

biji gandwn dengan gandum (sya'ir) sekehendakmu secara tunoi."

Ini semua telah disepakati di antara para fuqaha kecuali biji
gandum dengan sya'ir.

Mereka berbeda pendapat tentang selain enam barang yang telah
ditegaskan tersebut:

l. Sekelompok ulama -di antaranya ahli zhahir- mengatakan
sesungguhnya larangan penambahan tersebut terdapat pada masing-
masing enam jenis barang ini saja, sedangkan yang lainnya tidak
dilarang melakukan penambahan pada satu jenis barang. Mereka
juga mengatakan bahwa penundaan dilarang pada enam jenis

barang ini saja, baik barang-barang tersebut sama atau berbeda. Ini

Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (2174), Muslim (1586), Abu Daud (3348),
At-Tirmidzi (1243), An-Nasa'i (71213),Ibnu Majah (2253), Ahmad (1124,45\,
Ad-Darimi (21258), dan Ibnu Al Jarud (651).
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adalah perkara yang disepakati (maksudnya, larangan penundaan

pada barang-barang tersebut dengan perbedaan jenisnya), kecuali

pendapat yang diriwayatkan dari lbnu Aliyah, bahwa dia berkata,

jika ada dua jenis yang berbeda, maka dibolehkan adanya

penambahan dan penundaan selain emas dan perak. Jadi mereka

menganggap bahwa larangan yang berhubungan dengan zar enam

barang ini termasuk bab kata khusus yang dimaksudkan untuk
pengertian khusus pula.

2. Jumhur fuqaha berbagai negeri sepakat menyatakan bahwa itu

merupakan kata khusus yang dimaksudkan untuk pengertian umum.

Mereka berbeda pendapat tentang makna umum yang diperingatkan

dengan jenis-jenis ini (maksudnya, tentang pengertian alasan

penambahan dan larangan penundaan pada barang-barang tersebut).

Yang diakui oleh para cendekiawan dari madzhab Malikiyah yaitu

bahwa sebab larangan penambahan adalah sebagai berikut:

Adapun pada empat barang; satu jenis termasuk yang bisa disimpan

serta sebagai makanan pokok. Pendapat lain mengatakan, itu adalah satu

jenis yang bisa disimpan, meskipun bukan makanan pokok. Termasuk

syarat bisa disimpan menurut mereka yaitu agar terjadi pada umumnya.

Sebagian pengikutnya mengatakan riba terjadi pada satu jenis yang bisa

disimpan meskipun jarang disimpan.

Sedangkan alasannya menurut mereka tentang larangan
penambahan pada emas dan perak, yaitu sama jenis, disamping keduanya

sebagai patokan harga dan nilai barang-barang yang dikonsumsi. Alasan

inilah yang menurut mereka dikenal dengan illat qashirah (alasan yang

terbatas) karena menurut mereka i//al tersebut tidak terdapat pada selain

emas dan perak.

Adapun alasan larangan penundaan menurut madzhab Maliki pada

empat barang yang telah ditegaskan yaitu makanan dan dapat disimpan

tanpa adanya kesamaan jenis. Karena itu, jika jenisnya berbeda, menurut

mereka dibolehkan melakukan penambahan tanpa ada penundaan. Untuk
itu menurut mereka dibolehkan melakukan penambahan pada makanan

yang tidak bisa disimpan (maksudnya, pada satu jenis dari barang-barang

tersebut) dan tidak boleh melakukan penundaan.

Dibolehkannya melakukan penambahan; karena barang-barang

tersebut tidak bisa disimpan. Pendapat lain mengatakan bahwa bisa
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disimpan merupakan syarat keharaman melakukan penambahan pada satu

jenis. Sedangkan larangan penundaan pada barang-barang tersebut, yaitu

karena itu adalah makanan yang bisa disimpan. Telah kami katakan

bahwa makanan secara mutlak merupakan alasan dilarangnya penundaan

pada makanan:

1 Ulama madzhab Syaf i menyatakan bahwa alasan larangan

rnelakukan penambahan pada keempat barang ini menurut mereka

yaitu makanan saja, disamping kesamaan satu jenis. Sedangkan

alasan larangan penundaan yaitu karena barang-barang tersebut

ialah makanan tanpa mempertimbangkan jenis, seperti pendapat

Malik.

2. Ulama madzhab Hanafi menyatakan bahwa alasan larangan

melakukan penambahan menurut mereka pada keenam barang

tersebut adalah satu yaitu takaran atau timbangan disamping

kesamaan jenis. Sedangkan alasan penundaan pada barang-barang

tersebut ialah perbedaan jenis selain pada tembaga dan emas. Telah

terjadi ijma' tetntang dibolehkan nya penundaan dalam hal itu.

Syaf i sependapat dengan Malik tentang alasan larangan

melakukan penambahan dan penundaan pada emas dan perak

(maksudnya, bahwa kedua barang tersebut sebagai patokan harga dan

nilai barang-barang yang dikonsumsi yaitu menurut mereka alasan

larangan penundaan jika jenisnya berbeda. Jika sama maka dilarang

melakukan penambahan). Sedangkan ulama madzhab Hanafi

mempertimbangkan pada takaran suatu ukuran yang bisa ditakar.

Akan dijelaskan hukum-hukum uang emas dan uang perak dengan

kekhususannya pada kitab Sharf. Adapun di sini, maksudnya ialah

menjelaskan berbagai pendapat pada fuqaha tentang beberapa alasan riba
yang mutlak pada barang-barang ini serta penjelasan dalil masing-masing

kelompok dari mereka. Maka kami katakan:

Sesungguhnya para ulama yang membatasi jenis riba pada enam

jenis barang ini, mereka adalah salah satu dari dua kelompok:

Kemungkinan mereka adalah sekelompok ulama yang meniadakan

qiyas dalam syari'at (maksudnya, meniadakan pengambllan illat (alasan)

dari lafazh-lafazh) mereka adalah ahli zhahir.

Bidayatul Mujtahid



.a-

Dan kemungkinan mereka adalah sekelompok ulama yang
meniadakan qiyas syabuh, yaitu bahwa semua orang yang menyandarkan
sesuatu yang tidak dijelaskan dengan sesuatu yang diucapkan di sini,
hanya menyandarkannya dengan qiyas syabaft bukan dengan qiyas irtat.
Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Al Majisyun, bahwa dia
dalam hal ini mempertimbangkan sebagai harta; dia mengatakan, arasan
larangan riba hanyalah cakupan harta, yang dimaksud ialah rarangan
barangnya.

Sedangkan Al Qadhi Abu Bakar Al Baqilani berpendapat bahwa
qiyas syabuh menurutnya adalah lemah, sedangkan qiyas makna
menurutnya adalah lebih kuat dari qiyas syabah, maka dalam har ini dia
mempertimbangkan qiyas makna, karena qiyas illat belum sampai
kepadanya, maka dia hanya menyertakan anggur kering saja pada
keempat jenis barang tersebut, karena dia menganggap bahwa anggur
kering itu sama maknanya dengan kurma.

Bagi masing-masing mereka (maksudnya, para ulama yang
menyatakan adanya qiyas) memiliki dalil dalam pengambilan kesamaan
yang menjadi pertimbangan dalam menyandarkan sesuatu yang tidak
dijelaskan dengan yang diucapkan dari keempat barang ini:

l. ulama madzhab syaf i mengatakan tentang penetapan iilat
syabah: bahwa suatu hukum jika digantungkan pada isim musytoq,
menunjukkan bahwa makna yang membentuk isim merupakan illat
hukum, seperti firman Allah Ta'ala, "Laki-laki dan perempuan
yang mencuri, potonglah tangan keduanya.,, (es. Al Maa'idah [5]:
38)

Setelah menggantungkan hukum pada isim musytaq yaitu pencuri,
maka dapat diketahui bahwa hukum tersebut berhubungan dengan
pencurian itu sendiri. Mereka berkata, "Begitu pula halnya kasus
ini; dijelaskan pada hadits Ma'mar bin Abdullah, bahwa dia
berkata, 'aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

.J* y, ttliJt, iugl,
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2.

J.

'Makanun tlengun tnakunan atlalah haru:; samu' ."t38

Maka jelas bahwa hukum digantungkan pada makanan.

Ulama madzhab Maliki mengatakan bahrva menambahkan pada

makanan ialah kemungkinan satu sifat, yaitu bisa disimpan
berdasarkan pendapat yang terdapat dalam Al Muwatltthct' . Dan
kemungkinan dua sifat yaitu bisa disimpan dan makanan pokok,
berdasarkan pendapat yang dipilih oleh para ulama Baghdad.

Mereka dalam pengambilan illat ini berpegang pada alasan bahwa
seandainya yang dimaksud adalah makanan saja, maka hal itu
cukup diingatkan dengan satu nash dan salah satu keempat jenis
yang telah disebutkan. Setelah menyebutkan sejumlah barang,

maka bisa diketahui bahwa tujuan pada masing-masing adalah
penjelasan tentang sesuatu yang terdapat pada maknanya, dan

semuanya terhimpun pada makanan dan dapat disimpan.

Sedangkan bUi gandum dan sya'ir, dengan keduanya
mengisyaratkan jenis bui-bijian yang bisa disimpan. Sedangkan
kurma, mengisyaratkan semua jenis manisan yang bisa disimpan
seperti gula, madu dan anggur kering. Adapun garam

mengisyaratkan semua jenis bumbu yang bisa disimpan sebagai
pelezal makanan. Mereka juga mengatakan setelah makna yang
dipahami pada riba yaitu agar sebagian manusia tidak menipu
sebagian yang lain dan supaya harta mereka dijaga, maka haruslah
hal itu terdapat pada dasar-dasar kehidupan yaitu makanan pokok.

Ulama madzhab Hanafi: dalil mereka tentang pertimbangan takaran
dan timbangan yaitu setelah Rasulullah SAW menggantungkan
kehalalan dengan kesamaan jenis dan kesamaan ukuran, serta

menggantungkan keharaman dengan kesamaan jenis dan perbedaan

ukuran dalam sabda beliau kepada seorang pekerjanya di Khaibar
dari hadits Abu Sa'id dan lainnya, "Kecuoli takaran dengan
takaran, tunai dengan tunai."t3e Mereka berpendapat bahwa ukuran

Shahih. HP.. Muslim (1592), Ahmad (61400),Ibnu Abi Ashim di dalam l/
Ahacl wtt Al Matsani (766), Ad-Daruquthni (3124), Ath-Thabrani di dalam l/
Kubir (20t447), (1095), dan AlBaihaqi (51283).

Sanadnya shahih. HR. Ibnu Abi Syaibah di dalam Al Mushunnaf (4/496), Abu
Ya'la (21283), (999), dan lafazhnya: "Rasulullah SAW membagi makanan yang
berbeda berupa kurma, lalu kami saling menukar di antara kami dengan ada

ll8

ll9
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(maksudnya, takaran dan timbangan) adalah yang berpengaruh
pada hukum seperti pengaruh jenis. Barangkali mereka berhujjah
dengan hadits-hadits yang tidak masyhur, di dalamnya terdapat
peringatan kuat mengenai perlimbangan takaran atau timbangan, di
antaranya: bahwa mereka meriwayatkan di sebagian hadits-hadits
yang mengandung nama-nama yang ditegaskan dalam hadits
Ubadah sedagai tambahan, yaitu, "Begitujuga yang dapat ditakar
dan ditimbang." Serta di sebagian lain, "Begitujuga takaran dan
timbangan." Ini merupakan nash jika hadits-hadits tersebut shahih.

Tetapi jika urusan tersebut direnungi dari jalan makna, maka
jelaslah 

-wallahu a'lam- bahrva alasan mereka adalah alasan yang
paling utama, yaitu karena melalui syari'at, nampak bahwa maksud
keharaman riba hanyalah karena di dalamnya terdapat penipuan yang
banyak.

Sedangkan keadilan dalam muamalah (transaksi) hanya mendekati
kesamaan. Karena itu, setelah merasa sulit untuk mengetahui kesamaan
pada barang-barang yang zatnya berbeda (maksudnya, tanpa ditimbang
dan ditakar) keadilan dalam muamalah tersebut hanya terdapat pada
adanya ukuran (maksudnya, agar ukuran nilai salah satu dari dua barang
kepada jenisnya sebagai ukuran nilai barang yang lain kepada jenisnya)
contohnya: dinamakan keadilan jika seseorang menjual seekor kuda
dengan kain, yaitu agar ukuran kuda tersebut disamakan dengan kuda-
kuda yang lain merupakan ukuran kain tersebut disamakan dengan kain-
kain yang lain. Jika kuda itu harganya lima puluh, maka harga kain
tersebut harus lima puluh.

Jadi, yang menyamai ukuran jumlahnya adalah sepuluh kain, kalau
begitu, perbedaan barang-barang yang dijual ini sebagiannya dengan
sebagian yang lain mengenai jumlahnya harus ada keadilan dalam
muamalah (maksudnya, agar bandingan dalam kesamaan satu ekor kuda
adalah sepuluh kain).

Adapun barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang: karena
hal itu bukan perbedaan yang kuat, sementara manfaatnya hampir sama
dan tidak ada kebutuhan pokok bagi orang yang memiliki satu jenis
darinya untuk menggantinya dengan jenis yang sama kecuali karena

tambahan, maka Rasulullah SAW melarang untuk menjualnya kecuali takaran
dengan takaran yang sama."
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pemborosan, keadilan dalam hal ini yaitu dengan adanya persanraan pada

takaran atau timbangan jika tidak ada perbedaan dalam manfaat.

Juga, karena larangan penambahan pada barang-barang ini
mengharuskan tidak terjadinya muamalah, karena manfaatnya tidak
berbeda, padahal muamalah benar-benar dibutuhkan ketika dalam

manlaat yang berbeda. Jadi, larangan penambahan pada barang-barang

ini (maksudnya, yang ditakar dan ditimbang) ada dua illat (alasan):

Pertame, adanya keadilan pada barang-barang tersebut.

Kedua, larangan bermuamalah, karena bermuamalah dengan

barang-barang tersebut termasuk pemborosan. Sedangkan permasalahan

uang dinar dan uang dirham, alasan larangan padanya sangatjelas, karena

yang dimaksud dari barang-barang itu adalah bukan keuntungan, tetapi

yang dimaksud ialah perkiraan barang-barang yang memiliki manfaat

yang pokok.

Malik meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa dia

mempertimbangkan takaran dan makanan tentang alasan riba pada jenis

barang-barang ini, iru adalah makna yang bagus, karena makanan adalah

suatu kebutuhan pokok bagi manusia, hal itu sama dengan menjaga

barang dan menjaga pemborosan pada makanan, lebih penting dari yang

bukan makanan.

Diriwayatkan dari sebagian tabi'in bahwa dalam permasalahan riba
mereka mempertimbangkan jenis-jenis yang wajib dizakati. Dan dari

sebagian yang lain mereka mempertimbangkan kemanfaatan secara

mutlak (maksudnya, harta) ini adalah pendapat Ibnu Al Majisyun.

Pasal kedua: Barang-barang yang dibolehkan ada penambahan
dan tidak dibolehkan ada penundaan

Dari pengertian ini alasan larangan penundaan pada barang-barang
yang dianggap riba haruslah berupa makanan menurut Malik dan Syaf i.
Sedangkan pada barang-barang yang tidak dianggap riba, termasuk

barang-barang yang bukan makanan. Alasan larangan penundaan dalam

hal ini menurut Malik ialah satu jenis yang berbagai manlaatnya
disepakati dengan adanya penambahan. Sedangkan menurut Syaf i tidak
ada penundaan pada barang-barang yang tidak dianggap riba.
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Abu Hanifah menyatakan bahwa alasan larangan penundaan

menurutnya adalah takaran pada barang-barang yang dianggap riba,

sedangkan pada barang-barang yang tidak dianggap riba yaitu satu jenis,

baik ada penambahan atau tidak ada penambahan. Kadang nampak dari

Ibnu AI Qasim, suatu riwayat dari Malik, bahwa dia melarang penundaan

pada barang-barang ini, karena menurutnya hal itu termasuk pembahasan

utang yang mendatangkan manfaat.

Pasal ketiga: Barang yang dibolehkan adanya penambahan dan
penundaan.

Adapun tentang sesuatu yang dibolehkan adanya dua hal tersebut

bersama-sama (maksudnya, penambahan dan penundaan) yaitu sesuatu

yang tidak dianggap riba menurut Syaf i. Sedangkan menurut Malik
yaitu sesuatu yang tidak dianggap riba, dan juga sesuatu yang bukan satu

jenis yang sama atau satu jenis secara mutlak berdasarkan madzhab Abu
Hanifah. Malik mempertimbangkan kesamaan manfaat dan perbedaannya

pada jenis yang berpengaruh dalam penambahan pada barang-barang

yang dianggap riba serta dalam penundaan pada barang-barang yang

tidak dianggap riba. Jika barang-barang tersebut berbeda, maka dia

menganggapnya dua jenis meskipun namanya satu.

Sedangkan Abu Hanifah mempertimbangkan nama, begitu juga

Syaf i, meskipun menurut Syaf i jenis tersebut tidak berpengaruh

kecuali pada barang-barang yang dianggap riba saja (maksudnya, bahwa

dia melarang penambahan padanya) dan menurutnya itu bukanlah alasan

bagi penundaan sama sekali. Maka inilah hasil yang dicapai oleh ketiga

madzhab fuqaha tentang ketiga pembahasan tersebut.

Adapun barang-barang yang tidak dibolehkan adanya penundaan,

ada dua bagian: di antaranya barang-barang yang tidak dibolehkan

adanya penambahan -hal ini telah dijelaskan- dan barang-barang yang

dibolehkan adanya penambahan.

Barang-barang yang tidak dibolehkan adanya penambahan: alasan

larangan penundaan pada barang-barang ini yaitu makanan menurut

Malik. Menurut Syaf i makanan saja. Sedangkan menurut Abu Hanifah
makanan yang dapat ditakar dan ditimbang. Jadi jika makanan disertai
dengan kesamaan jenis, maka haram melakukan penambahan menurul

Syaf i, Jika disertai dengan sifat ketiga yaitu dapat disimpan, maka
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haram melakukan penambahan menurut Malik. Jika jenisnya berbeda,

maka dibolehkan adanya penambahan dan dilarang adanya penundaan.

Sedangkan barang-barang yang tidak diharamkan adanya

penambahan menurut Malik ada dua jenis: kadang makanan dan kadang

bukan makanan. Tentang makanan, menurutnya tidak dibolehkan

adanya penundaan pada makanan tersebut dan alasan larangan tersebut

adalah makanan. Adapun selain makanan, tidak dibolehkan adanya

penundaan menurutnya pada barang yang memiliki kesamaan manfaat

bersamaan dengan penambahan.

Jadi, menurutnya tidak dibolehkan seekor kambing ditukar dengan

dua ekor kambing sampai batas waktu tertentu, kecuali jika salah satu

dari keduanya kambing perahan dan yang lain untuk dimakan dagingnya.

Inilah pendapat yang masyhur darinya.

Pendapat lain mengatakan, bahwa dia mempertimbangkan

kesamaan manfaat tanpa ada penambahan. Dengan demikian,

menurutnya tidak boleh menukar seekor kambing perahan dengan seekor

kambing perahan yang lain sampai batas waktu tertentu. Adapun jika
manfaatnya berbeda, maka menurutnya penambahan dan penundaan

dibolehkan , meskipun jenisnya satu.

Pendapat lain mempertimbangkan kesamaan nama disertai dengan

kesamaan manfaat. Pendapat yang paling masyhur yaitu tidak

dipertimbangkan dan pendapat lain mengatakan, dipertimbangkan.

Adapun Abu Hanifah, yang dipertimbangkan menurutnya pada

larangan penundaan 
-selain 

barang-barang yang tidak dibolehkan

adanya penambahan menurutnya- yaitu kesamaan jenis, baik

manfaatnya sama atau berbeda. Jadi menurutnya tidak dibolehkan

menukar seekor kambing dengan seekor kambing, dan tidak pula dengan

dua ekor kambing dengan adanya penundaan, jika manfaatnya berbeda.

Adapun Syaf i, setiap barang yang menurutnya tidak dibolehkan

ada penambahan pada satu jenis, maka tidak dibolehkan ada penundaan.

Maka dia membolehkan menukar seekor kambing dengan dua ekor

kambing, baik pembayarannya dengan cara penundaan atau kontan,

begitujuga seekor kambing dengan seekor kambing. Dalil Syaf i yaitu

hadits Amru bin Al Ashrao:

r40 Hadits tersebut adalah hadits Abdullan bin Amru, bukan Amru bin Al Ash.
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"Bahwa Rasulullah SAW menyuruhnya agar mengambil pada unta-
unta yang dijadikan sebagai zakat, seekor unta dibayar dengan dua ekor
unta sampai masa zakat berikutnya."l4l

Mereka mengatakan penambahan ini terjadi pada satu jenis disertai
dengan penundaan.

Adapun Abu Hanifah berhujjah dengan hadits Al Hasan dari
Samurah:

"Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual hewan dengan hewan
dengan ada penund aan."t42

Mereka mengatakan, ini menunjukkan pengaruh jenis secara

tersendiri pada penundaan.

Dalil Malik tentang larangan penundaan ketika terjadi kesamaan

tujuan ialah menutup jalan yang menuju kerusakan, yaitu bahwa dalam
hal itu tidak ada manfaatnya, kecuali termasuk utang yang mendatangkan
manfaat dan itu diharamkan.

Pendapat lain darinya mengatakan, bahwa hal itu merupakan dasar
tersendiri. Pendapat lain dari para ulama Kufah mengatakan, bahrva tidak
dibolehkan menjual hewan dengan hewan dengan adanya penundaan,

baik jenisnya sama atau berbeda. Seolah-olah Malik berpendapat dengan
mengumpulkan dalil-dalil yang ada, dia mengartikan hadits Samurah
sebagai kesamaan tujuan dan hadits Amru bin Al Ash sebagai

Hesan. HR. Abu Daud (3357), Ahmad (21171,216), Ad-Daruquthni (3/69, 70),
Ath-Thahawi di dalam Syarh lvla'ani Al Atsar (4/60), Al Baihaqi (5/287), dan
dinilai hason oleh AI Albani di dalam Al lrwa '(1358).
Shahih. HR. Abu Daud (3356), At-Tirmidzi (1237), An-Nasa'i (71292),lbnu
Majah (2270), Ahmad 95112, 19, 21,22r, Ad-Darimi (2/254),Ibnu Al Jarud
(6l l), Ath-Thabrani di dalam AI Kabir (7/204,226), dan dinilai shahih oleh Al
Albani di dalamSiahih Ahu Daud.
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ketidaksamaannya. Mendengarnya Al Hasan dari Samurah masih

drperselisihkan, tetapi dinilai shahih oleh At-Tirmidzi.

Pendapat Malik diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi dari Jabir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

ttta
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"Dua hev,un dengan satu hcwan tiduk pantas clilakukart penundaan

dan tirlak mengopa dilukukan tlengon tunui."ta3

Ibnu Al Mundzir mengatakan drlelaskan dalam hadits shuhih,

"""i .,c. ,." .i'. .:. i. i. ''.',ot-'.i
._+rttr\ _eJr+ tt4- 6 p,t &: * 4.sl J., d;u\ J.1- . j\

"guh*u nuruluttutr SAW memb.li ,.orung UuO.t dengan dua

orang budak yang hitam."raa

to c . 'oti-;t + t)V 6Pti
a/

"Dan beliau membeli seorang budak perempuan dengan tujuh
budak perempuan."l4s

Shahih. HR. ArTirmidzi (1238),Ibnu Malah (221r), Ahmad (3/310,380,382),
Abu Ya'la (4122), (2025),Ibnu Al Ja'd (3390), Ath-Thahawi di dalam Syarh
Ma'ani Al Aatsaar (4160), dinllai shahilz oleh Al Albani di dalam Shahih At-
Tirmidzi. Di dalam bab ini dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Abdurrazak
(14133), Ibnu Al Jarud (610), Ath-Thahawi (4160), Ath-Thabrani di dalam Al
kabir (11996), Al Baihaqi (5/288), dan dari Jabir bin Samurah diriwayatkan
oleh Ath-Thabrani (20570 serta dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh At Thahawi
(4t60).
Menunjuk kepada hadits Jabir bin Abdullah, "Bahwa seorang budak berbaiat
kepada Nabi SAW unfuk berhijrah, lalu datanglah ruannya untuk
mengambilnya. Dia menuturkan, maka Rasulullah SAW membelinya dengan

dua orang budak yang hitam, kemudian beliau tidak membaiat seseorang untuk
berhijrah hingga dia bertanya apakah dia seorang budak?" HR. Muslim (1602),
Abu Daud (3358), At-Tirmidzi (1239), An-Nasa'i (71150), Ahmad (3/349), dan

Al Baihaqi (5t286).
Menunjuk kepada hadits Anas RA: "Bahwa Nabi SAW membeli Shafiyah
dengan fujuh orang budak wanita dari Dihyah Al Kalbi." HR. Abu Daud (2997),
Ibnu Malah (2272), Ahmad (31123), Ath-Thayalisi (2055), Ibnu Abi Ashim di
dalamAl Aahadwa Al Matsant (3115),Ibnu Al Jarud (6i2), Al Baihaqi(6/304),
dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud.

l,l3

1.14
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lJerdasarkan hadits ini, menjual hewan dengan hewan, hampir
menjadi dasar tersendiri, bukan dari segi menutup jalan yang menuju

kerusakan (sadd adz-dzahi').

Mereka berbeda pendapat tentang barang-barang yang tidak boleh

dijual dengan adanya penundaan: apakah syaratnya harus saling

menerima di tempat sebelum berpisah pada semua barang yang dianggap

riba setelah mereka sepakat tentang disyaratkannya hal itu pada

pertukaran uang, berdasarkan sabda Nabi SAW,

"Janganlah kalian menjual
tidak utla dengan yang ada."t46

'?q *v W\ ','.+ Y
,/

dari harang-barang tersebut, yang

Ulama yang mensyaratkan harus saling menerima di tempat, berarti

menyamakannya dengan pertukaran uang. Dan ulama yang tidak
mensyaratkan hal itu, mengatakan bahwa penerimaan sebelum berpisah

bukan suatu syarat dalam jual beli, kecuali jika ada dalil yang

menjelaskannya. Setelah ada dalil yang hanya menjelaskan tentang
pertukaran uang saja, maka seluruh barang yang dianggap riba tetap pada

hukum asal.

Pasal keempat: Barang yang dapat dianggap sebagai satu macam
dan yang tidak

Dari pembahasan ini mereka berbeda pendapat tentang barang yang

dianggap sebagai satu macam -yaitu yang berpengaruh pada

penambahan- dari barang yang tidak dianggap sebagai satu macam
dalam berbagai permasalahan, tetapi akan kami jelaskan yang paling
masyhur.

Begitujuga mereka berbeda pendapat tentang sifat satu jenis yang

berpengaruh pada penambahan: apakah disyaratkan agar tidak ada

'ou Potongan dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, dan kelengkapan hadits tersebut,
"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali harus santa dan
janganlah kalian menambahi dan mengurangi sebagiannya atas sebagian yang
lainnya,jangonlah kalion menjual perak dengan perak kecuali harus sama, dan
junganlah menambahi atau mengurangi sehagian atas sebagian lainnyu, dan
janganloh kalian menjual sesuatu darinya yong tidak ada dengan yang
ada.'IlR. Al Bukhari (2176,2177), Muslim (1583), dan Ahmad (3/53,61)
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perbedaan dengan sifat baik dan buruk, juga tidak ada perbedaan dengan

sifat kering dan basah.

Perselisihan mereka tentang sesuatu yang dianggap sebagai satu

jenis di antaranya: brji gandum dan sya'ir (gandum jenis lain):

1. Sekelompok ulama berpendapat bahwa keduanya adalah satu jenis.

2. Sebagian yang lain berpendapat bahwa keduanya adalah duajenis.

Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Malik dan Al Auza'i dan

juga diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa' dari Sa'id bin Al

Musayyab. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Syaf i dan

Abu Hanifah, dalil mereka berdua adalah dalil naqli dan qiyas:

Dalil naqli: yaitu sabda Nabi SAW,

r_'# !
"Janganlah kalian menjual biji gundum dengan biji gandum dan

sya'ir (ienis lain gandum)tlengan sya'ir kecuali harus suma."t47

Mereka menganggap kedua barang tersebut dua jenis dan juga

dijelaskan pada sebagian jalan hadits Ubadah bin Ash-Shamit:

sya,ir sekehendakmu dqn garam dengan kurma sekehendakmu dengan

tunei."l48

Hadits ini disebutkan oleh Abdurrazak dan Waki' dari Ats-Tsauri

dan tambahan ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi.

Adapun qiyas: Karena keduanya adalah dua barang yang nama dan

manfaatnya berbeda, maka keduanya haruslah dua jenis yang asalnya

adalah emas dan perak, serta seluruh barang-barang yang nama dan

manfaatnya berbeda.

Takhnj hadits tersebut telah drjelaskan.

Takhrij hadits tersebut telah drlelaskan.

111

148
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Adapun dalil Malik: yaitu perbuatan para pendahulunya di
Madinah, sedangkan para pengikutnya dalam hal ini, mereka juga

berpegang dengan dalil naqli dan qiyas.

Dalil naqli: yaitu hadits yang drriwayatkan bahwa Nabi SAW
bersabda:

f:.)' 16t, iri;'
"Makunan dengan makanan harus sebanding."tae

Mereka mengatakan bahwa kata makanan mencakup gandum dan

sya'ir. Pendapat ini lemah, karena hal ini adalah keumuman yang

ditalsirkan oleh hadits-hadits yang shahih.

Dari jalan qiyas: Mereka sering menghitung kesamaan manlaat
keduanya. Dan barang yang manfaatnya sama tidak boleh ada

penambahan berdasarkan kesepakatan para ulama. Sa/l (sejenis gandum)

dan sya'ir fienis gandum) menurut Malik adalah satu jenis. Adapun

Quthniyyah (biji-bjian) menurut Malik adalah satu jenis dalam masalah
zakal. Dan riwayat darinya pada jual beli ada dua riwayat: pertama
menyatakan bahwa hal itu adalah satu jenis, dan kedua, menyatakan
bahwa hal itu adalah berjenis-jenis.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi kesamaan dan perbedaan

manfaat pada barang-barang tersebut. Ulama yang memperkuat
kesamaan, mereka mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah satu
jenis. Dan ulama yang memperkuat perbedaan, mengatakan bahwa
barang-barang tersebut adalah dua jenis atau bedenis-jenis. Beras, Ad-
Dukhn (ewawut) dan Al Jawars (tanaman jenis padi-padian) menurutnya
adalah satujenis.

Masalah: Satu jenis daging yang tidak dibolehkan adanya
penambahan

Dari masalah ini mereka berbeda pendapat tentang satu jenis

daging yang tidak dibolehkan adanya penambahan:

l. Malik mengatakan bahwa daging itu ada tiga jenis: daging hewan
yang berkaki empat, satu jenis; daging hewan yang hidup di air,

r4e Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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satu jenis; dan daging semua burung, satu jenis pula' Ketiga jenis

daging ini berbeda, maka dibolehkan adanya penambahan.

2. Abu Hanifah mengatakan bahwa masing-masing dari jenis ini

adalah berjenis-jenis dan penambahan dalam hal ini dibolehkan ,

kecuali pada satu jenis itu sendiri.

3. Menurut Syaf i ada dua pendapat: PertamQ, seperti pendapat Abu

Hanifah dan keclua, bahwa semuanya adalah satu jenis.

Abu Hanifah membolehkan daging kambing ditukar dengan daging

sapi dengan ada penambahan. Malik tidak membolehkannya. Syaf i
tidak membolehkan menjual daging burung dengan daging kambing

dengan ada penambahan. Sedangkan Malik membolehkannya.

Dalil Syaf i yaitu sabda Nabi SAW:
o,c

'-k^' )\i
t"

"Makanan tlengan makanan hants sarna."tt'

Dan juga, jika daging tersebut sudah tidak bernyawa, maka

hilanglah sifat-sifat yang membedakannya dan kata daging mencakupnya

menjadi satu.

Dalil madzhab Malik, yaitu bahwa jenis-jenis ini berbeda, maka

dagingnya juga harus berbeda.

Sedangkan madzhab Hanafi mempertimbangkan perbedaan yang

terdapat pada satu jenis dari barang-barang ini, mereka mengatakan

bahwa perbedaan yang ada di antara jenis yang terdapat pada hewan

(maksudnya, pada satu jenis) seolah-olah kamu mengatakan, "Burung

merupakan standar perbedaan yang terdapat pada kurma, gandum dan

sya'ir."

Kesimpulannya: masing-masing kelompok mengaku bahwa standar

perbedaan yang terdapat pada barang-barang yang telah ditegaskan oleh

nash yaitu perbedaan yang kamu lihat pada daging. Ulama madzhab

Hanafi lebih kuat dari segi makna, karena keharaman penambahan

hanyalah ketika ada kesamaan manfaat.

r50 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.

luulu,irir'

272 BidayatulMujtahid



Masalah: Menjual hewan yang hidup dengan yang disembelih

Dari bab ini mereka berbeda pendapat tentang menjual hewan yang

hidup dengan hewan yang sudah mati menjadi tiga pendapat:

l. Bahwa hal itu tidak dibolehkan secara mutlak. Ini adalah pendapat

Syafi'i dan Al-Laits.

2. Bahwa hal itu dibolehkan pada jenis yang dibolehkan ada

penambahan padanya. Dan hal itu tidak dibolehkan pada barang

yang sama (maksudnya yang dianggap riba) karena ketrdaktahuan

yang terdapat padanya dari segi penambahan. Itu terdapat pada

hewan yang tujuannya untuk dimakan. Ini adalah pendapat Mahk.
Jadi tidak dibolehkan menjual kambing yang disembelih dengan

kambing yang ingin dimakan. Itu menurutnya terjadi pada hewan

yang ingin dimakan. Sampai dia tidak membolehkan menjual

hewan yang hidup dengan yang hidup, jika tuluan dari salah

satunya adalah untuk dimakan. Hal itu menurutnya berasal dari bab

ini (maksudnya, bahwa larangan hal itu menurutnya dari segi riba
dan muzabanah).

3. Bahwa hal itu dibolehkan secara mutlak. Pendapat ini juga

dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara hukum asal

dengan hadits mursal Sa'id bin Al Musayyab, yaitu bahwa Malik
meriwayatkan dari Zaidbin Aslam, dari Sai'd bin Al Musayyab:

e-Jr! ),'-#t i * ,* &': lt\t .u i,'J"i',
"Bahwa Rasulullah SAll/ melarang dari menjual hewan

ta
ol

dengan
rrl5loagtng.

Ulama yang menganggap bahwa pertentangan antara hadits ini
dengan salah satu hukum asal jual beli yang mewajibkan keharaman

trdak berpengaruh, mengatakan dengan pendapat yang terdapat dalam
hadits. Dan ulama yang berpendapat bahwa hukum asal menentangnya,

maka dia harus melakukan salah satu dari dua hal: kemungkinan

memperkuat hadits tersebut, lalu menjadikannya sebagai asal tambahan

tersendiri atau menolaknya karena ditentang oleh hukum asal.

r5r Mursal. HR. Malik di dalam Al Muwaththa' (21655), (1335), Ad-Daruquthni
(3i71), dan Al Baihaqi (51291).

I
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Syaf i memperkuat hadits tersebut dan Abu Hanifah memperkuat

hukum asal. Sedangkan Malik mengembalikan hadits tersebut kepada

hukum asal pada jual beli. Maka dia menganggap jual beli dalam hal ini

termasuk kategori riba (maksudnya, menjual sesuatu yang dianggap riba

dengan asalnya) seperti menjual minyak dengan zaitun. Akan dtjelaskan

pembahasan tentang hukum asal ini, yaitu yang dikenal oleh para fuqaha

dengan muzubanah, hal itu termasuk riba pada satu sisi dan termasuk

gharar (penipuan) pada sisi lain. Yang demikian itu dilarang pada

barang-barang yang dianggap riba dari segi riba dan penipuan, sedangkan

pada barang-barang yang tidak dianggap riba dari segi penipuan saja

yang sebabnya adalah ketidaktahuan akan sesuatu yang keluar dari

asalnya.

Masalah: Menjual tepung dengan gandum

Dari bab ini, mereka berbeda pendapat tentang menjual tepung

dengan gandum yang sebanding. Riwayat yang paling masyhur dari

Malik yaitu dibolehkan nya hal itu. ini adalah pendapat Malik di dalam

Al Muwaththa'-nya. Dan diriwayatkan darinya, bahwa hal itu tidak

dibolehkan , ini juga merupakan pendapat Syaf i, Abu Hanifah dan lbnu

Al Majisyun yang termasuk pengikut Malik.

Sebagian pengikut Malik mengatakan, itu bukan perbedaan

pendapat dari perkataannya. Tetapi tu hanyalah riwayat yang melarang,

jika pertimbangan kesamaan tersebut dengan takaran, karena suatu

makanan jika telah menjadi tepung, maka takarannya akan berbeda. Dan

riwayat yang membolehkan jika yang menjadi standar adalah timbangan.

Adapun menurut Abu Hanifah larangan dalam hal itu dari segi,

bahwa salah satunya adalah sesuatu yang dapat ditakar dan yang lain

sesuatu yang dapat ditimbang. Malik mempertimbangkan takaran atau

timbangan pada barang-barang yang biasanya ditakar atau ditimbang

serta jumlah pada barang yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat

ditimbang.

Dari bab ini mereka berbeda pendapat tentang barang yang telah

terjadi proses pembuatan dari barang yang asalnya terdapat larangan riba

seperti roti dengan roti:
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1. Abu Hanifah berpendapat dibolehkan menjual barang tersebut baik
dengan ada penambahan atau sama, karena dengan adanya proses

pembuatan, maka hal itu telah keluar darijenis yang di dalamnya

terdapat riba.

2. Syaf i berpendapat tidak boleh menjualnya dengan sama, lebih-
lebih dengan ada penambahan, karena hal itu telah dirubah dengan

proses pembuatan yang perubahan tersebut tidak diketahui
ukurannya, yang dalam hal itu dipertimbangkan kesamaan.

3. Malik, dalam pendapat yang masyhur berpendapat dibolehkan

dengan ada kesamaan. Riwayat lain mengatakan, bahwa dalam hal

itu dibolehkan adanya penambahan dan kesamaan. Adapun adonan

dengan adonan, menurutnya dibolehkan disertai dengan kesamaan.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah proses pembuatan dapat

memindahkannya dari jenis yang diangap riba atau tidak. Jika tidak dapat

memindahkan, apakah mungkin terjadi persamaan dalam hal itu atau

tidak. Abu Hanifah berpendapat dapat memindahkan. Sedangkan Malik
dan Syaf i berpendapat tidak dapat memindahkan.

Mereka berbeda pendapat tentang kemungkinan persamaan dalam
hal itu. Malik membolehkan pertimbangan kesamaan pada roti dan

daging dengan ukuran dan perkiraan, lebih-lebih dengan timbangan.

Adapun jika salah satu dari barang-barang yang dianggap riba
belum dilakukan proses pembuatan sedangkan yang lainnya telah
dilakukan proses pembuatan: Malik berpendapat pada kebanyakannya,
bahwa proses pembuatan bisa memindahkannya dari suatu jenis
(maksudnya, dari satu jenis) maka pada barang-barang tersebut
dibolehkan adanya penambahan dan pada sebagian yang lain tidak
berpendapat seperti itu. Perincian madzhabnya mengenai hal itu cukup
sulit untuk dipisahkan.

Jadi, daging yang dibakar dan yang dimasak menurutnya adalah

satu jenis. Gandum yang direbus dan yang tidak direbus menurutnya
adalah dua jenis. Sedangkan para pengikutnya berusaha memperinci
mengenai hal itu. Pendapat yang kuat dari madzhabnya yaitu bahwa
dalam hal itu tidak terdapat aturan dari perkataannya, hingga
perkataannya terangkum mengenai hal itu.
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Al Baji di dalam Al Muntaqu telah berusaha untuk merangkumnya'

Begitujuga sulit untuk merangkum manfaat-manfaat yang menurutnya

mengharuskan kesamaan pada satu persatu dari berbagai jenis yang

terjacli muamalah padanya, serta membedakannya dari yang tidak

mengharuskan hal itu (maksudnya, pada hewan, perdagangan dan

tumbuh-tumbuhan).

Sebab kesulitan tersebut yaitu: Bahwa jika seseorang ditanya

tentang hal-hal yang memiliki kesamaan pada waktu-waktu yang

berbeda, sedangkan dia tidak memiliki aturan yang dia jalankan untuk

membedakannya kecuali sesuatu yang diberikan oleh pandangan yang

muncul ketika itu, maka dia akan memberikan jawaban dengan berbagai

jawaban yang berbeda-beda. Jika sesudahnya datang seseorang, lalu

berusaha menjalankan jawaban-jawaban tersebut berdasarkan satu aturan

dan satu dasar, maka hal itu sulit baginya. Dan kamu bisa memperjelas

hal itu dari kitab-kitab mereka. Maka inilah pokok permasalahan pada

bab ini.

Pasal: Menjual barang-barang yang dianggap riba ketika masih

basah dengan jenisnya yang sudah kering

Perselisihan mereka tentang menjual barang yang dianggap riba

ketika masih basah dengan jenisnya yang sudah kering disertai dengan

keharusan adanya kesamaan pada ukuran dan tunai. Sebab perselisihan

dalam hal ini yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Sa'd bin Abi

Waqqas, bahwa dia berkata:

Jv &'t ^lt elll'*;l' "|t *,e ,"i* s'; rit

:' \.'rct' t c /

iJI^, dill 0_f l ra"
. t' , \ ,'qf iu' -f- n' J'/'r'Ju*'*1,'n*i *'t

"Aku mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang membeli kurma

yang kering dengan kurma yang masih basah. Maka Rasulullah SAW

bertanya, 'Apakah kurma basah tersebut berkurang jika sudah kering?'

mereka menjawab, 'Ya. Maka beliau melarang hal itu."ls2

rs2 Shahih. Hp.. Abu Daud (3359), At-Tirmidzi (1225), An-Nasa'i (7/268)' Ibnu

Majah (2246), Ahmad (21175), Malik di dalamAl Muwaththa' (21624), (1293),

'u *,#

276 Bidayatul Mujtahid



Kebanyakan para ulama berpegang dengan hadits tersebut dan

nrengatakan, tidak boleh menjual kurma kering dengan kurma yang

masih basah berdasarkan pendapat Malik, Syaf i dan latnnya. Sedangkan

Abu Ilanilah mengatakan hal itu dibolehkan. Dalam hal ini dia ditentang

oleh dua orang pengikutnya yaitu Muhammad bin Al Flasan dan Abu
Yusuf. Sementara Ath-Thahawi berpendapat seperti pendapat Abu
Hanifah.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi zhahir hadits Ubadah

dan lainnya dengan hadits di atas, serta perselisihan mereka tentang pen-

shahih-annya. Yaitu bahwa hadits Ubadah mensyaratkan dalam

kebolehannya yaitu hanya sebanding dan kesamaan. Dan zhahir hadits ini
menuntut keadaan saat akad, bukan keadaan setelahnya.

Ulama yang memperkuat zhahir hadits-hadits tentang riba menolak
hadits ini. Dan ulama yang menganggap bahwa hadits ini merupakan asal

tersendiri, mereka mengatakan itu adalah perkara tambahan yang

menafsirkan hadits-hadits tentang riba.

Hadits tersebut juga masih diperselisihkan oleh banyak orang

mengenai pen-shahih-annya, Bukhari dan Muslim sendiri tidak
meriwayatkannya. Ath-Thahawi mengatakan dalam hadits tersebut

diperselisihkan tentang Abdullah. Yahya bin Katsir meriwayatkan
darinya:

o'o . ot. 1 t,
.14*; ,*tu.vY)l ru f

"Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual kurma yang masih

basah dengan kurma yang sudah kering dengan ada penundaan,"l5s

Dia mengatakan bahwa orang yang meriwayatkan hadits ini
darinya; dari Sa'd bin Abi Waqqas adalah tidak dikenal, tetapi jumhur
fuqaha berpendapat untuk mengamalkan hadits tersebut.

Ath-Thayalisi (214), Abdurrazak (14186), Ad-Daruquthni (3149), Al Baihaqi
(5/294), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud serta di
dalamAl lrwa'(1352).

r53 Shahih tanpa ada perkataan "penundaan". HR. Abu Daud (3360), Ad-
Daruquthni (3149), Al Hakim (2138), Al Baihaqi (51294), jadi hadits tersebut
shahih tanpa ada perkataan "penundaan" karena tambahan ini diriwayatkan
sendirian oleh Yahya bin Abi Katsir, lalu ditentang oleh Malik dan Usamah bin
Zaid.

e *')*h'i, it')'-, oi
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Malik di dalam Al Muwaththa'-nya mengemukakan pendapat

tersebut dengan mengqiyaskan kepada alasan hukum di dalam hadits ini:

begitujuga setiap barang yang basah dengan yang kering dari jenisnya

adalah haram (maksudnya, larangan sebanding) seperti adonan dengan

tepung dan daging yang kering dengan yang masih basah. Ini menurut

Malik adalah salah satu dari dua macam muzabanah yang dilarang

menurutnya. Sedangkan ariyah menurutnya dikecualikan dari

permasalahan dasar ini. Begitujuga menunrt Syaf i.

Sedangkan muzabanah yang dilarang menurut Abu Hanifah yaitu:

menjual kurma yang sudah dipetik dengan kurma yang masih ada

ditangkai pohon, karena tidak diketahui ukuran di antara keduanya

(maksudnya, adanya persamaan).

Syaf i menolak alasan ini pada dua barang yang masih basah,

maka dia tidak membolehkan menjual kurma basah dengan kurma basah

dan juga adonan dengan adonan meskipun sebanding. Karena dia

menganggap bahwa akan terjadi penambahan di antara keduanya ketika

sudah kering. Dan sebagian besar ulama menyatakan pendapat

berdasarkan hadits ini menolaknya.

Perselisihan mereka tentang menjual barang yang (bermutu) baik

dengan barang yang (bermutu) jelek pada jenis barang yang dianggap

riba, hal itu dapat digambarkan dengan menjual satu jenis dari barang-

barang tersebut yang sedang, dengan dua jenis yang salah satunya lebih

baik dan yang lain lebih jelek. Seperti menjual dua mud kurma yang

(bermutu) sedang dengan dua mud kurma yang satu mud-nya lebih baik

dan satu mud yang lain lebih rendah (mutunya).

Malik menolak hal ini, karena dia mengklaim bahwa penjual

bermaksud memberikan dua mud yang sedang, ditukar dengan satu mud

yang baik, lalu orang tersebut menyertakan yang (bermutu) jelek sebagai

jalan untuk menghalalkan sesuatu yang tidak diwajibkan.

Syaf i sependapat dengannya dalam hal ini, tetapi keharaman

tersebut menurutnya bukan karena klaim ini sepengetahuan saya, karena

dia tidak memakai tuduhan tersebut, tetapi kelihatannya dia

mempertimbangkan penambahan pada satu sifat, yaitu ketika

penambahan yang baik pada sesuatu yang sedang tidak seperti

pengurangan yang jelek dari yang sedang. Jika tidak, maka tidak ada

persamaan pada satu sifat.
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Dari bab ini mereka berselisih tentang dibolehkan nya menjual satu

jenis dari barang-barang yang dianggap riba dengan satu jenis yang sama,

ditambah dengan suatu barang atau uang dinar atau uang dirham, jika

jenis berang yang ditambah dcngan barang lain lebih sedikit dari jenis

yang sendrrian, atau masing-masing dari keduanya ditambah dengan

barang lain, sedangkan kedua jenis tersebut ukurannya berbeda. Yang

pertuma seperti menjual dua takar kurma dengan satu takar kurma

ditambah satu dirham. Dan yang kedua, seperti menjual dua takar kurma

dan kain dengan tiga takar kurma dan satu dirham:

L Malik, Syaf i dan Al-Laits mengatakan bahwa hal itu tidak

dibolehkan .

2. Abu Hanifah dan ulama Kufah mengatakan bahwa hal itu
dibolehkan .

Sebab perbedaan pendapat: Apakah jenis barang yang dianggap

riba, yang menjadi bandingan barang tambahan tersebut sama dengannya

dalam nilai atau cukup dengan keridhaan si penjual.

Ulama yang mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah

persamaannya dalam nilai, berpendapat tidak dibolehkan karena

ketidaktahuan akan hal itu, karena jika barang tambahan tersebut tidak

sama dengan kelebihan salah satu barang yang dianggap riba pada barang

yang kedua, maka penambahan tersebut adalah darurat, misalnya: jika

menjual dua takar kurma dengan satu takar kurma dan kain, maka harga

kain tersebut harus sama dengan satu takar kurma, jika tidak, maka

penambahan tersebut adalah darurat.

Abu Hanifah dalam hal itu cukup dengan adanya keridhaan dua

orang yang bertransaksi. Malik dalam hal ini juga mempertimbangkan

adanya syadd adz-tlzarai ' (menutup jalan karusakan), karena hal itu akan

dijadikan sebagai jalan untuk menjual satu jenis dengan adanya

penambahan. Ini beberapa perrnasalahan mereka yang masyhur tentang

jenis ini.

Jual Beli yang Menjadi Jalan Menuju Riba

Di sini terdapat sesuatu yang terjadi pada dua orang yang berjual

beli, jika salah seorang dari keduanya membatalkan yang lain dengan

adanya penambahan atau pengurangan, dan bagi dua orang yang berjual
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beli, jika salah satu dari keduanya membeli dari temannya sesuatu yang

dijual dengan penambahan atau pengurangan, yaitu digambarkan di

antara keduanya tanpa ada maksud jual beli yang bersifat riba, seperti

seseorang nrenjual barang dagangan kepada orang lain seharga sepuluh

dinar tunai, kemudian dia membelinya lagi dari orang tersebut seharga

dua puluh dinar sampai batas waktu tertentu.

Jika penjualan yang kedua disandarkan kepada yang pertama, maka

urusannya yaitu bahwa salah satu dari keduanya membayar sepuluh dinar
dengan perbandigan dua puluh dinar sampai batas waktu tertentu. Inilah
yang dikenal dengan jual beli waktu tertentu (tempo). Dari situ akan kami
sebutkan satu permasalahan tentang pembatalan (dalam jual beli) dan

satu permasalahan jual beli tempo. Karena kitab ini tidak dimaksudkan
untuk memperinci permasalahan, tetapi hanya bermaksud mendapatkan

berbagai permasalahan pokok.

Masalah: Iqaalah (Pembatalan)

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa orang yang menjual
sesuatu, seperti kamu katakan, "aku menjual seorang budak seharga

seratus dinar sampai waktu tertentu" misalnya. Kemudian si penjual

menyesal, lalu meminta kepada si pembeli agar mengembalikan
barangnya tersebut kepadanya, dan si penjual memberikan sepuluh dinar
dengan tunai atau sampai waktu tertentu, maka hal itu dibolehkan dan

hal itu tidak mengapa.

Menurut para ulama bahwa iqalah (pembatalan) jika disertai
dengan penambahan dan pengurangan merupakan penjualan baru. Dan
tidak ada halangan jika seseorang menjual sesuatu dengan harga tertentu
lalu membelinya dengan harga yang lebih banyak, karena dalam
permasalahan ini penjual yang pertama membeli budak yang telah ia jual
seharga seratus, dimana itu menjadi keharusan baginya dan ditambah
sepuluh mitsqal (l mitsqal = 4,24 gram emas) dengan tunai atau sampai

batas waktu tertentu. Begitujuga tidak ada perbedaan pendapat di antara

mereka jika penjualan tersebut seharga seratus dinar sampai batas waktu
tertentu dan sepuluh mitsqal dengan tunai atau sampai batas waktu
tertentu.

Jika si pembeli dalam permasalahan ini menyesal dan meminta
pembatalan dengan syarat dia memberikan kepada si penjual sepuluh
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mitsqal dengan tunai atau sampai batas waktu tertentu yang lebih jauh
dari waktu yang diharuskan baginya membayar seratus. Maka di sini
mereka berbeda pendapat:

1. Malik berpendapat tidak dibolehkan.

2. Syaf i berpendapat dibolehkan.

Alasan larangan Malik dalam hal itu yaitu bahwa hal itu merupakan
jalan yang bertujuan untuk menjual emas dengan emas sampai batas
waktu tertentu dan untuk menjual emas dan barang tambahan lain dengan
emas, karena si pembeli membayar sepuluh mitsqal dan seorang budak
sebanding dengan seratus dinar yang menjadi tanggungannya, dan juga
dia memasukkan penjualan dan utang. Seolah-olah si pembeli menjual
budak tersebut kepadanya seharga sembilan puluh dan mengutangkannya
sepuluh dinar sampai batas waktu tertentu yang dia harus menerimanya
dari dirinya untuk dirinya.

Adapun Syaf i: semua ini menurutnya dibolehkan, karena itu
adalah pemebelian baru dan menurutnya tidak ada perbedaan antara
permasalahan ini dengan seseorang memiliki utang atas orang lain
sebesar seratus dinar sampai waktu tertentu, lalu orang tersebut membeli
darinya seorang budak seharga sembilan puluh dinar yang menjadi
tanggungan baginya dan segera membayar untuknya sepuluh dinar, maka
hal itu dibolehkan berdasarkan U*a'. Dia mengatakan bahwa membawa
manusia kepada berbagai tuduhan tidak dibolehkan.

Jika penjualan yang pertama dengan tunai, maka tidak ada
perbedaan tentang bolehnya hal itu, karena hal itu tidak dimasuki oleh
penjualan emas dengan emas dengan cara penundaan, hanya saja Malik
memakruhkan hal itu bagi orang yang termasuk ahli innah (maksudnya,
orang yang mengutangi orang lain) karena hal itu menurutnya merupakan
jalan untuk melakukan utang dengan perbandingan lebih banyak dari itu
yang keduanya dapat menunjukkanjual beli tanpa ada kenyataan.

Jual Beli Sampai Waktu Tertentu (Pembayaran Tempo)

Jual beli yang diartikan jual beli dengan pembayaran tempo, yaitu
jika seseorang menjual barang dagangannya dengan suatu harga sampai
batas waktu tertentu, kemudian dia membelinya dengan harga lain
sampai batas waktu yang berbeda atau secara tunai.
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Di sini terdapat sembilan permasalahan -jika tidak ada

penambahan- dan kesembilan ada dua permasalahan yang masih

diperselisihkan, sedangkan permasalahan selebihnya disepakati. Yaitu

bahwa orang yang menjual sesuatu sampai batas waktu tertentu kemudian

membelinya, maka kemungkinan dia membelinya sampai batas waktu

tersebut atau sebelumnya atau sesudahnya. Masing-masing dari ketiga hal

ini, ada kemungkinan dia membelinya sebanding dengan harga jual

kepadanya, kemungkinan lebih sedikit dan kemungkinan lebih banyak.

Hal itu terdapat perselisihan mengenai dua hal yaitu dia

membelinya sebelum batas waktu yang ditentukan secara tunai dengan

harga yang lebih sedikit atau lebih jauh dari batas yang telah ditentukan

dengan harga yang lebih banyak dari harga tersebut:

l. Malik dan jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa hal itu tidak

dibolehkan.

2. Syaf i, Daud dan Abu Tsaur berpendapat dibolehkan.

Ulama yang melarangnya yaitu dengan alasan mempertimbangkan

penjualan kedua dengan penjualan pertama, mereka mengklaim bahwa

tujuan pembayaran uang dinar lebih banyak dari harga sebelumnya

adalah riba yang dilarang, lalu keduanya memalsukan bentuk ini supaya

keduanya sampai kepada yang haram. Seperti seseorang mengatakan

kepada yang lain, "Pinjamilah aku sepuluh dinar sampai satu bulan, dan

akan kukembalikan kepadamu dua puluh dinar." Lalu dia mengatakan,

"Tidak boleh, tetapi aku menjual kepadamu keledai ini dengan harga dua

puluh sampai satu bulan, kemudian aku membelinya darimu seharga

sepuluh dengan tunai."

Sedangkan mengenai bentuk-bentuk yang lain: dalam hal itu tidak

ada tuduhan (klaim), karena jika dia memberikan lebih banyak dari harga

kurang dari batas waktu tersebut, maka tidak ada tuduhan. Begitujuga
jika dia membelinya dengan harga yang kurang dari harga tersebut

sampai lebih jauh dari batas waktu tersebut.

Di antara hujjah yang dimiliki oleh ulama yang berpendapat dengan

pendapat ini yaitu hadits Al Aliyah dari Aisyah:

?( u ,c',i i :j. l': ?i 
'.>'t{ ;r\t r1 us
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"Bahwa dia mendengar Aisyah berkata ketika seorang wanita yang
menjadi ummul walad bagi Zaid bin Arqam mengatakan, 'Wahai Ummul
mukminin, sesungguhnya aku telah menjual seorang budak kepada Zaid
sampai masa pembayaran seharga delapan ratus, lalu zaid mebutuhkan
uang tersebut, maka aku membeli darinya sebelum masa yang ditentukan
seharga enam ratus.' Maka Aisyah berkata, 'Jelek sekali jual beli kamu.
Sampaikan kepada Zaid bahwa dia telah menghapus jihadnya bersama
Rasulullah SAW, jika dia tidak bertaubat.' Dia berkata, 'Bagaimana
pendapatmu jika aku tinggalkan budak tersebut dan aku ambil yang enam
ratus dinar?' Aisyah menjawab, 'Ya'. "Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, Ialu terus berhenti (dari mengambil
riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan) )' (Qs. Al Baqarah l2l: 27 5)tsa.

Syaf i dan para pengikutnya mengatakan bahwa hadits Aisyah
tidak shahih dan Zaid juga menentangnya. Jika para sahabat berbeda
pendapat, maka madzhab kami adalah qiyas. Diriwayatkan seperti
pendapat Syaf i ini dari Ibnu Umar.

Jika barang yang dijual berkurang pada pembeli pertama: Ats-
Tsauri dan sekelompok ulama Kufah membolehkan kepada penjual

-yang menjual dengan penundaan- untuk membelinya secara tunai
dengan harga yang lebih kecil dari harga tersebut. Dari Malik dalam hal
itu terdapat dua riwayat.

Gambaran yang dipertimbangkan oleh Malik tentang berbagai jalan
yang terdapat pada jual beli ini yaitu: dapat mengantarkan kepada
perkataan, "Tangguhkanlah aku, maka akan aku tambah" atau

mengantarkan kepada jual beli yang tidak dibolehkan adanya

Sanadnya dha'if. HR. Abdurrazak(14812),Ibnu Al Ja'd (451), Ad-Daruquthni
(3,52), dan Al Baihaqi (5/330).
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pcnambahan, atau jual beli yang tidak boleh ada penundaan, atau kepada
jual beli dan pinjaman, atau kepada penjualan emas dan tambahan lain

dengan emas atau kepada jual beli "Flapuskan dan bersegeralah", atau

menjual makanan sebelum dipenuhi atau jual beli dan pertukaran uang.

Karena semua ini merupakan pokok-pokok riba.

Dari bab ini terdapat perselisihan mereka tentang orang yang

menjual makanan dengan makanan sebelum diterima:

1. Malik, Abu Hanifah dan sekelompok ulama melarangnya.

2. Syaf i, Ats-Tsauri dan Al Auza'i serta sekelompok ulama lain

membolehkannya.

Hujah ulama yang memakruhkannya yaitu bahwa hal itu sama

dengan menjual makanan dengan makanan, dengan ada penundaan.

Sedangkan ulama yang membolehkannya, tidak menganggap hal itu

sebagai pertimbangan dalam meninggalkan maksud jual beli makanan

dengan makanan.

Dari hal itu terdapat perselisihan mereka tentang orang yang

membeli makanan dengan harga sampai batas waktu yang diketahui.

Setelah tiba waktunya, penjual tidak memiliki makanan yang harus dia

berikan kepadanya. Lalu penjual tersebut membeli makanan dan si

pembeli dengan harga yang dia berikan kepadanya sebagai pengganti

makanan yang harus dia benkan kepadanya:

l. Syaf i membolehkan hal itu, dia mengatakan tidak ada perbedaan

antara dia membeli makanan dari selain pembeli yang dia harus

memberikan kepadanya atau daripembeli itu sendiri.

2. Malik melarang hal itu dan berpendapat bahwa itu termasuk jalan

yang mengantarkannya kepada penjualan makanan sebelum

dipenuhi (diterima), karena dia mengembalikan makanan tersebut

kepada pembeli, dimana hal itu menjadi tanggungannya, maka

berarti dia telah menjualnya dari dan kepada orang tersebut

sebelum dipenuhi.

Contoh dalam hal itu: yaitu seseorang membeli makanan dari orang

lain sampai batas waktu yang diketahui. Ketika tiba waktunya, orang

yang berkewajiban untuk memberikan makanan berkata, "Saya tidak
memiliki makanan, tetapi saya membeli dari kamu makanan yang harus

saya berikan kepadamu". Si pembeli tersebut berkata, "Ini tidak benar,
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karena itu merupakan penjualan makanan sebelum dipcnuhi." Lalu si

penjual berkata, "Juallah makanan kepadaku dan akan aku berikan
kepadamu." dari hal itu muncul sebagaimana yang kami sebutkan
(maksudnya, agar makanan yang diambil darinya dikembalikan
kepadanya dan harga yang diberikan hanyalah harga makanan yang
menjadi tanggungannya).

Syaf i berendapat bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak
dipertimbangkan sebagaimana yang kami katakan, tetapi hanya

mempertimbangkan jual beli yang halal dan yang haram, yaitu sesuatu
yang keduanya syaratkan dan sebutkan, serta yang nampak dari
perbuatan mereka berdua, berdasarkan ijma' para ulama bahwa jika dia
berkata, "Saya menjual kepadamu uang dirham ini dengan uang dirham
yang sama dan saya tangguhkan kepadamu pembayarannya satu tahun
atau satu bulan" maka hal itu tidak dibolehkan . Seandainya dia berkata
kepadanya, "Pinjamilah saya uang dirham, dan tangguhkanlah saya

pembayarannya satu tahun atau satu bulan." Maka itu dibolehkan . Di
antara keduanya tidak ada perbedaan kecuali lafazhjual, penjualan dan

tujuannya serta lafazh utang dan tujuannya.

Setelah dijelaskan bahwa dasar-dasar riba ada lima, sebagaimana

kami katakan yaitu, "Tangguhkanlah aku, maka akan aku tambah",
penambahan; penundaan; "Hapuskan dan bersegeralah"; dan menjual
makanan sebelum diterima. Maka hal itu diperkirakan termasuk bab ini,
karena pelakunya memberikan uang dinar dan mengambil lebih banyak
dari itu tanpa ada kerja keras dan jaminan yang berhubungan dengan
tanggungannya, maka sebaiknya kami sebutkan di sini dua dasar tersebut.

Tentang "hapuskan dan bersegeralah":

l. Ibnu Abbas dari kalangan para sahabat dan sekelompok fuqaha
berbagai negeri membolehkannya.

2, Sekelompok ulama lain melarangnya, di antaranya Ibnu Umar dari
kalangan para sahabat, Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan
sekelompok fuqaha berbagai negeri. Pendapat Syaf i dalam hal ini
berbeda-beda.

Malik dan jumhur ulama yang mengingkari "hapuskan dan
bersegeralah" membolehkan seseorang menyegerakan utangnya yang
ditangguhkan untuk mengambilnya, meskipun nilainya lebih kecil dari
utangnya.
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Dalil ulama yang tidak membolehkan "hapuskan dan bersegeralah"
yaitu bahwa hal itu menyerupai penambahan disertai dengan

penangguhan yang disepakati tentang keharamannya. Segi kesamaannya,

yaitu bahwa dia menjadikan ukuran harga bagi waktu tersebut sebagai

gantinya pada dua tempat bersamaan. Yaitu setelah menambahkan

untuknya pada waktu tersebut, maka dia nrenambahkan nilainya, dan di

sini pula, setelah waktunya dikurangi, maka harga yang merupakan

bandingannya dikurangi.

Dalil ulama yang membolehkannya, yaitu hadits yang diriwayatkan
dari Ibnu Abbas:

t , 2 t<
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"Bahwa Nabi SAW setelah menyuruh untuk mengusir Bani Nadhir,
beberapa orang di antara mereka datang menemui beliau seraya berkata,
'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kamu memerintahkan untuk mengusir

kami, padahal kami memiliki utang-utang pada banyak orang yang belum
sempat dilunasi." Maka Rasulullah SAW bersabda (yang berpiutang),
" hapu skan dan b er segera leh." | 55

Sebab perbedaan pendapat: Kontaradiksi antara qiyas syabah

dengan hadits ini.

Menjual Makanan Sebelum Diterima

Tentang menjual makanan sebelum diterima: para ulama sepakat

untuk melarangnya, kecuali pendapat yang diceritakan dari Utsman Al
Butti.

Para ulama sepakat mengenai hal itu, karena adanya larangan hal

itu dari Rasulullah SAW dari hadits Malik dari Nafi' dari Abdullah bin
Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

r55 Sanadnya dha'if. HR. Ad-Daruquthni (3/46), Ath-Thabrani didalam Al Ausath
(821), dan Al Baihaqi (6/28).

. |t .,,.lt r.ri1 I

Bidayatul Mujtahid



"Siupa vang membeli makanan, maka hendaknya dia titlak
menjualnya hingga dia menerimanyu."t sb

Dari permasalahan ini masih diperselisihkan tentang tiga hal, yang

akan kamibagi menjadi tiga pasal:

Pasal pertama: Barang-barang dagangan yang disyaratkan adanya
penerimaan

Menjual barang selain makanan sebelum diterima: Tidak ada

perbedaan di dalam madzhab Maliki tentang dibolehkan nya hal itu.
Adapun makanan yang dianggap riba, di dalam madzhab Maliki tidak ada

perbedaan bahwa penerimaan merupakan syarat ketika menjualnya:

l. Adapun makanan selain yang dianggap riba, dari Malik dalam hal

rtu terdapat dua riwayat:

Pertanra, dilarang; ini adalah pendapat yang paling masyhur.

Pendapat tersebut juga dikemukakan olah Ahmad dan Abu Tsaur,
hanya saja keduanya mensyaratkan takaran dan timbangan dengan

disertai hal itu sebagai makanan. Kedua, membolehkannya.

Abu Hanifah menyatakan bahwa penerimaan menurutnya adalah

syarat pada setiap barang yang dijual, selain barang-barang yang
tidak bisa berpindah serta tidak dapat dirubah seperti rumah dan
tanah pekarangan.

Syaf i menyatakan bahwa penerimaan menurutnya adalah syarat
pada setiap barang yang dijual, pendapat ini dikemukakan oleh Ats-
Tsauri dan juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu
Abbas.

Abu Ubaid dan Ishaq mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak
dapat ditakar dan tidak dapat ditimbang, maka dibolehkan
menjualnya sebelum diterima. Jadi mereka mensyaratkan
penerimaan pada barang yang dapat ditakar dan dapat ditimbang.

Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (2124,2126,2136), Muslim (1526), Abu
Daud (3492), An-Nasa'i (7/285),Ibnu Majah (2226), Ahmad (2163), dan A1
Baihaqi (5/31 1).

2.

3.

t56
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PendapatinijugadikemukakanolehlbnuHabib,AbdulAzizbin
Abu Salamah dan Rabi'ah. Mereka menambahkan hitungan,

disampingtakarandantimbangan.Jadidapatdisimpulkantentang
disyaratkannya penerimaan terdapat tujuh pendapat:

Pertttma,pada makanan yang dianggap riba saja'

Kecluu,pada makanan secara mutlak'

Ketigct,pada makanan yang ditakar dari ditimbang'

Keempal,pada semua barang yang dapat dipindah'

Kelima, Pada semua barang.

Keenam,pada sesuatu yang dapat ditakar dan ditimbang'

Kelujtth,padasesuatuyangdapatditakar,ditimbangdandihitung'

Dalil Malik tentang larangan selain barang yang ditegaskan, yaitu

dalil khithab pada hadits yang telah dijelaskan'

AdapundalilSyafi'itentangkeumumanhalitupadasemua
penjualan: yaitu keumuman sabda Nabi SAW:

' .: ', t"'i,' o 'o- toi r' t o

.9-u; J-J \, Ci )f
*Ticlakhalalpenjualanyangbersyaratpijaman'labaselagitidak

dapat diiamin dan tidak halal penjualan sesuatu yang tidak ada

padamu."l57

Ini termasuk bab penjualan sesuatu yang tidak dapat dijamin. Ini

didasari oleh pendapatnya, bahwa penenmaan merupakan syarat

masuknya barang yang dijual pada jaminan si pembeli' Dia juga

berhujjah dengan hadits Hakim bin Hizam, dia berkata,
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rs7 Sftrzftih. HR. Abu Daud (3504, 3646), At-Tirmidzi (1234), An-Nasa'i (71288,

295), Ibnu Majah (2188), Ahmad (21114, |19,205), Ath-Thayalisi (2257), 
^d-

Oarimi (21253),Ibnu Ai Jarud (601), Ad-Daruquthni Qfi\' Ath-Thahawi di

dalam s1,crh Ma'ani Al Aatsar (4146), semuanya dari hadits Abdullah bin Amru

sertadinilaishahiholelrAlAlbanididalamshahihAbuDctud.
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"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli

barang-barang, maka manakah yang halal dan yang haram untukku?'
Beliau bersabda, 'll/ahai anak saudara lelakiku, jika kamu membeli

barang, maka janganlah kamu menjualnya hingga kamu

menerimanyor.'l5E

Abu Umar berkata, hadits Hakim bin Hizam diriwayatkan oleh

Yahya bin Abi katsir dari Yusuf bin Mahik, bahwa Abdullah bin Ishmah

telah menceritakan kepadanya, bahwa Hakim bin Hizam berkata, Yusuf
bin Mahikrse dan Abdullah bin Ishmahl60 tidak saya ketahui celanya,

hanya saja tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang saja.

Hal itu pada hakikatnya bukanlah suatu cela, meskipun sekelompok para

ahli hadits tidak menyukainya.

Dari segi makna, bahwa menjual sesuatu yang belum diterima bisa

berefek kepada riba. Hanya saja Abu Hanifah mengecualikan barang
yang dapat dirubah dan dipindah menurutnya dari barang yang tidak
dapat dipindah. Karena barang yang dapat dipindah, maka penerimaan

barang tersebut menurutnya adalah pengosongan. Adapun ulama yang

mempertimbangkan takaran dan timbangan, karena kesepakatan mereka

bahwa takaran dan timbangan tidak akan keluar dari jaminan si penjual

kepada jaminan si pembeli kecuali dengan takaran atau timbangan,

padahal menjual barang yang tidak bisa dijamin adalah dilarang.

Pasal kedua: Pengambilan manfaat yang disyaratkan adanya
penerimaan ketika menjualnya, dari yang tidak disyaratkan

Sesuatu yang dipertimbangkan dalam hal itu dari yang tidak, akad

(transaksi) terbagi menjadi dua bagiani pertama, bagian yang terjadi

"t Shohih. HR. Abu Daud (3503), At-Tirmidzi (1232), (1233), An-Nasa'i (71289),
Ibnu Majah (2187), Ahmad (31402,434), Ath-Thayalisi (1359), Ath-Thabrani
(3132), Al Baihaqi (51317), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih
Abu Daud.
Yusuf bin Mahik termasuk tingkatan pertengahan dari para tabi'in. Adz-
Dzahabi dan Ibnu Hajar menganggapnya tsiqah.
Abdullah bin Ishmah Al Jasyimi Al Hijazi termasuk pertengahan dari para
tabi'in dan Adz-Dzahabi menilainya tsiqah. Ibnu Hajar mengatakan dia
diterima. Menurut saya, "Artinya karena hadits tersebut diperkuat dengan hadits
lain. Jika tidak, maka hadits tersebut adalah layyin (lemah) menurut Ibnu
Hajar."

t59

I
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dengan irrrbalan dan ketluu, bagian yang tcrjadi tanpa imbalan seperti

pemberian dan sedekah.

Yang terjadi dengan imbalan terbagi nrenjadi tiga bagian:

Pcrtumu, dikhususkan dengan ntaksud pengamatan dan

ketangkasan, seperti, jual beli, sewa tnenyewa, mahar, perdamaian, harta

yang dijadikan sebagaijaminan karena pelanggaran dan lain sebagarnya.

Kedtta, tidak dikhususkan bermaksud merugikan, hanya karena

sinrpatik sepefli, pinjaman.

Ketiga, yang bisa terjadi dengan kedua hal secara bersamaan

(maksudnya, bertujuan merugikan dan simpatik), seperti persekutuan,

iclulah (pembatalan) dan tauliyah (penrberian kuasa). Kesimpulan

beberapa pendapat para ulama pada bagian-bagian ini:

Adapun perbuatan yang merupakan jual beli dan dengan imbalan:

tidak ada perselisihan tentang disyaratkannya penerimaan dalam hal itu.

Yaitu pada barang yang satu persatu dari para ulama mensyaratkan

adanya penerimaan.

Adapun perbuatan yang murni untuk simpatik (maksudnya,

pinjaman) maka juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa penerinraan

bukanlah syarat pada jual belinya (maksudnya, bahwa seseorang

dibolehkan untuk menjual utang sebelum menerimanya).

Abu Hanifah memberikan pengecualian dari sesuatu yang terjadi
dengan imbalan yaitu mahar dan khulu', dia mengatakan bahwa

penjualan keduanya dibolehkan sebelum diterima.

Adapun berbagai transaksi yang tidak jelas antara tujuan simpatik
dan membuat kerugian (maksudnya, pemberian kuasa, persekutuan dan

pembatalan) jika terjadi karena kasih sayang tanpa ada penambahan atau

pengurangan pada pembatalan atau pemberian kuasa, maka

sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Maliki
bahwa hal itu dibolehkan sebelum penerimaan dan sesudahnya.

Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan, persekutuan dan pemberian

kuasa tidak dibolehkan sebelum penerimaan. Sedangkan pembatalan

menurut mereka berdua dibolehkan, karena pembatalan tersebut

merupakan fusakh (pembatalan) jual beli sebelum penerimaan, bukan jual

beli.
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Dalil ulama yang mensyaratkan penerimaan pada semua akad tukar
menukar: bahwa hal itu sama maknanya dengan jual beli yang dilarang.

Hanya saja Malik memberikan pengecualian dari hal itu yaitu pada

pemberian kuasa, pembatalan dan persekutuan berdasarkan hadits dan

makna:

Hadits tersebut ialah, hadits yang diriwayatkan olehnya dari mursal

Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Jlt

'!ot'
"Barangsiapa membeli makanan, maka hendaklah dia tindak

menjualnya hingga memenuhinl,a, kecuali karena persekutuan atau

pemberian kuasa alau pembalalan."t6l

Dari segi makna: semua ini dimaksudkan untuk kasih sayang

(simpatik), bukan membuat kerugian, jika tidak ada penambahan dan
juga pengurangan. Hanya saja Abu Hanifah memberikan pengecualian

dari hal itu pada mahar, khulu', danTi'alah,karena imbalan dalam hal itu
tidak jelas dan juga tidak berupa barang.

Pasal ketiga: Perbedaan antara makanan yang dijual dengan
takaran dan perkiraan

Disyaratkannya penerimaan pada barang yang dijual berupa

makanan dengan cara perkiraan:

l. Malik memberikan keringanan dalam hal ini dan membolehkannya.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al Auza'i.

2. Abu Hanifah dan Syaf i tidak membolehkannya.

Hujjah mereka berdua yaitu: keumuman hadits yang mengandung
larangan menjual makanan sebelum diterima, karena jalan menuju

'o' Tidak kami dapatkan: dan lafazh "Barangsiapa membeli makqnan, maka
hendekhh dia tindak menjualnya hingga memenuhinya" berasal dari hadits
Jabir secara ma,fu'. Diriwayatkan oleh Muslim (1529), Ahmad (3/392), dinilai
shahih oleh Ibnu Hibban (4978), diriwayatkan oleh Al Baihaqi (5/312), di
dalam bab ini dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Muslim (1526), Abu Daud
(3495), An-Nasa' i (7 I 286).
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kerusakan te{adi, baik pada pejualan dengan cara perkiraan dan tidak

dengan perkiraan.

Di antara hujjah yang di miliki oleh mereka berdua yaitu: hadits
yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahrva dia berkata:

':-3 lt! i\;,b)' L*t &: e i' *t "i,'
t/oa J -o , //

."e ;Uil 
"sJl it(:Jl

"Pada masa Rasulullah SAW, kami membeli makanan dengan

berdasarkan perkiraan. Lalu beliau mengutus kepada kami seseorang

yang menyuruh kami agar menrindah makanan tersebut dari tempat kami
membeli ke tempat lain sebelum kami menjualnya."r62

Abu Umar berkata, meskipun Malik tidak meriwayatkan dari Nafi'
di dalam hadits ini yang menjelaskan tentang perkiraan, hadits tersebut

telah diriwayatkan oleh sekelompok ulama dan hadits tersebut dianggap

baik oleh Ubaidillah bin Umar dan lainnya dan didahulukan dalam

hafalan hadits Nafi'.

Dalil ulama madzhab Maliki yaitu bahwa perkiraan tidak terdapat

hak untuk dipenuhi. Hal itu menurut mereka termasuk jaminan si pembeli

dengan akad itu sendiri. Ini termasuk bab pengkhususan suatu keumuman

dengan qiyas yang illat-nya persangkaan. Termasuk dalam bab ini juga

ijma' para ulama tentang larangan seseorang menjual sesuatu yang tidak
dimilikinya. Inilah yang dinamakan dengan jual beli 'Inah menurut
ulama yang berpendapat perpindahan hal itu termasuk hal yang

mengantarkan kepada riba.

Ulama yang melarangnya dengan alasan bahwa hal itu kadang tidak
mungkin dipindahkan dan itu termasuk dalam jual beli ghurar
(penipuan).

Bentuk masuknya penjualan tersebut kepada riba yang dilarang
yaitu, seseorang mengatakan kepada orang lain: "Berikanlah kepadaku

sepuluh dinar dengan syarat aku membayarnya kepadamu dua kali lipat

t62 Mumfoq 'Alaih.Hk. Al Bukhari dengan hadits yang sama (2131, 2131,6552),
Muslim (152'7), Abu Daud (3494), An-Nasa'i (71281), dan Ahmad (217, 40, 53,
l -s0, 157).
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sampai masa sekian." Lalu orang itu nrengatakan kepadanya, "lni tidak
benar, tetapi aku menjual barang ini kepadamu." padahal barang tersebut
tidak dimilikinya dengan jumlah ini, kemudian dia membeli barang
tersebut lalu memberikannya kepada pembeli setelah jual beli di antara
keduanya selesai. Dan barang tersebut harganya hampir mendekati uang
dirham yang harus diberikan kepadanya sebagai utang, lalu orang
tersebut mengembalikan dua kali lipatnya.

Di dalam madzhab Maliki tentang hal ini terdapat perincian yang
tidak nrungkin drjelaskan di sini. Dan tidak ada perbedaan pendapat
tentang bentuk yang telah kami sebutkan ini, bahwa hal ini dibolehkan
di dalam madzhab Maliki (maksudnya, jika keduanya telah sepakat
tentang suatu harga yang dengan harga tersebut dia dapat mengambilnya
sebelunr membelinya).

Adapun tentang utang dengan utang: kaum muslim sepakat untuk
melarangnya. Mereka berbeda pendapat tentang beberapa permasalahan:
apakah jual beli di atas termasuk jual beli utang dengan utang:

L Ibnu Al Qasim tidak membolehkan seseorang mengambil dari
orang yang berutang, tentang utang miliknya yang menjadi
tanggungannya orang tersebut; kurma yang sudah masak; tidak pula
tempat tinggal dan rumah dan tidak pula budak yang kecil. Dia
berpendapat bahwa itu termasuk bab utang dengan utang.

2. Asyhab membolehkan hal itu dan mengatakan bahwa ini bukan
termasuk jual beli utang dengan utang, tetapi yang dinamakan
utang dengan utang yaitu sesuatu yang tidak disyari,atkan untuk
mengambil sesuatu darinya. Ini termasuk qiyas menurut
kebanyakan ulama dari madzhab Maliki dan ini juga pendapat
Syaf i dan Abu Hanifah.

Termasuk yang dibolehkan oreh Malik dari bab ini dan ditentang
oleh jumhur ulama yaitu yang dia katakan di dalam Al Mudawwonah:
bahwa orang-orang menjual daging dengan harga yang diketahui dan
harga tersebut dibayarkan sampai diberikannya daging tersebut. Lalu si
pembeli mengambil setiap hari dengan timbangan tertentu, dia
mengatakan bahwa manusia menganggap hal itu tidak mengapa.
Begitujuga semua yang dijual di pasar-pasar.

Ibnu Al Qasim meriwayatkan bahwa hal itu tidak dibolehkan
kecuali pada barang yang dikhawatirkan rusak seperti buah-buahan, jika
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diambil semuanya. Sedangkan gandum dan yang semisalnya tidak' Inilah

permasalahan pokok dari bab ini. Semua ini hanya dtharamkan dalam

syari'at karena adanya kerugian yang disengaja dan sepengetahuannya.

Bab III
Jual beli yang Dilarang Karena Penipuan

Yaitu jual beli yang dilarang karena kerugian yang sebabnya adalah

penipuan. Dan penipuan terdapat pada barang dagangan dari beberapa

segi: kemungkinan dari segi ketidaktahuan tentang penentuan barang

yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi

ketidaktahuan mengenai sifat harga barang yang dihargai, ukurannya atau

waktu yang ditentukannya, jika ada batas waktu yang ditentukan. Dan

kemungkinan dari segi ketidaktahuan mengenai keberadaannya atau

ketidakmungkinan untuk mendapatkannya, dan ini kembali

ketidakmungkinan untuk menyerahkannya. Dan kemungkinan juga dari

segi ketidaktahuan mengenai keselamatannya (maksudnya,

kelangsungannya). Di sini terdapat beberapa jual beli yang menghimpun

sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut atau sebagiannya.

Di antara jual beli yang di dalamnya terdapat beberapa bentuk

penipuan ini ialah: jual beli yang dijelaskan hukumnya dalam syari'at dan

yang tidak dijelaskan dalam syari'at. Jual beli yang dikatakan

kebanyakannya disepakati, hanya diperselisihkan mengenai penjelasan

nama-namanya. Sedangkan yang tidak dijelaskan masih diperselisihkan'

Terlebih dahulu akan kami sebutkan jual beli yang dijelaskan dalam

syari'at serta hukum fikih yang berhubungan dengannya. Kemudian

setelah itu kami sebutkan jual beli yang tidak dijelaskan hukumnya dalam

syariat yang banyak diperselisihkan di antara para fuqaha berbagai

negeri, supaya seperti aturan dalam hukum fikih itu sendiri (maksudnya,

dalam mengembalikan berbagai permasalahan cabang kepada

permasalahan pokok).

1- Jual beli yang dijelaskan hukumnya dalam syari'at

Jual beli yang hukumnya dijelaskan dalam syari'at di antaranya:
..Larangan Nabi SAW dari jual beli Habalil Habalah (anak hewan dari
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t63

hewan yang masih dalam kandungan/janin).r63"Larangan Nabi dari jual
beli sesuatu yang belum terbentukl6a, dari jual beli buah-buahan hingga
masakl('s, dari jual beli mulamasah (sentuhan) dan mttnabaclzah
(lemparan)r66, serta darijual beli At Hashah (lemparan kerikil)r67.

Dan di antaranya: Larangan Nabi dari jual beli mu'awamuh
(penjualan tahunan)r68, dari dua jual beli dalam satu jual belir6e, dari jual
beli dan syaratrT0, dari jual beli dan utangrTr, dari jual bulir (padi) hingga

Shahih.IlR. Muslim (1514),, Abu Daud (3380), At-Tirmidzi (1229), An-Nasa'i
(71293), Ahmad (2/80), dari hadits Abdullah bin Umar.
Menunjuk kepada hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (5/341),
dari Nabi SAW, bahwa beliau melarang dari jual beli Al Majr, Abu Lrbaid
berkata, Abu Zaid mengatakan, "Al Majr yaitu menjual unta atau hewan lainnya
dengan anak unta yang . masih berada dalam perut unta." Al Baihaqi
mengisyaratkan tentang dha'ifnya hadits tersebut.
Menunjuk kepada hadits Anas RA: "Bahwa Rasulullah SAW, melarang jual
beli buah-buahan hingga masak." Mereka bertanya, "Apa itu masak?" beliau
bersabda, "Hingga nmnpak kemerah-merahan." Lalu beliau bersabda, "Jika
Allah menghalangi buah tersebut, lalu mengapa kamu menghalalkan harta
saudaramu." HR. Al Bukhari (2198), Muslim (1555), An-Nasa'i (71264), dan Al
Baihaqi (5/300).
Menunjuk kepada hadits Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW
melarang dari dua macam jual beli: mulamasah (barang mana saja yang
disentuh pembefi maka itulah yang harus dibeli) dan munabadzal (barang mana
saja yang dilemparkan ke pembeli maka itulah yang harus dibeli)." HR. Al
Bukhari (2147,6284), Muslim (1512), Abu Daud (3379), An-Nasa'i (71260,
261), dan lbnu Majah (2170).
Menunjuk kepada hadits Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang
dari jual beli hashah (membeli dengan melemparkan kerikil; barang mana saja
yang terkena kerikil maka itulah yang harus dibeli)." HR. Muslim (1513), Abu
Daud (3376), An-Nasa'i (71262),Ibnu Majah (2194),Ibnu Al Jarud (2194), dan
Al Baihaqi (5/338).
Menunjuk kepada hadits Jabir bin Abdillah, dia berkata, "Nabi SAW melarang
dari jual beli Muhaqaloh (menjual makanan yang masih dalam tangkai dengan
gandum), Muzabanqh (menjual kurma mentah dengan kurma matang),
mu'awamah (menjual buah kurma selama satu tahun atau beberapa tahun) dan
Mukhabarah (menanami lahan dengan upah dari sebaigan hasil tanamannya)."
HR. Muslim (1536), dan Abu Daud (3404).
Menunjuk kepada hadits Abu Hurairah dari Rasulullah SAW: bahwa beliau
melarang dari dua jual beli dalam satu jual beli." HR. Ar-Tirmidzi (1231), An-
Nasa'i (71290), Ahmad (2/432, 475, 503), Ibnu Al Jarud (600), Al Baihaqi
(51343), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih At-Tirmidzi.
Menunjuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al
Ausath, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayub Al
Qurbi, dia berkata; Muhammad bin Sulaiman Adz-Dzuhli telah mengabarkan

t67

BidayatulMujtahid 295



-

masakl72, dan jual beli anggur hingga menghitam'73, dan larangan beliau

dari Madhamin (kandungan hewan) dan malaqilr (sperma jantan)r7a.

kepada kami, dia berkata; Abdul Warits bin Sa'id telah mengabarkan kepada

kami, dia berkata; aku datang ke Makkah, lalLr di sana aku menjumpai Abu
Hanifah, Ibnu Abi laila dan Ibnu Syubrumah, lalu aku bertanya kepada Abu
Hanifah: "apa yang Anda katakan tentang seseorang yang menjual suatu barang
dan mensyaratkan sesuatu?" Dia menjawab, "Jual beli tersebut batal dan

syaratnya juga batal." Kemudian saya pergi menemui Ibnu Abi Laila, lalu aku
menanyakan hal itu kepadanya, maka dia menjawab, "Jual beli tersebut
diperbolehkan dan syaratnya batal." Kemudian saya datang n.renemui Ibnu
Syubrumah, lalu aku menanyakan hal itu kepadanya, maka dia menjawab, "Jual

beli tersebut diperbolehkan dan syaratnya juga diperbolehkan." Maka aku
berkata, "Subhanallah, kalian tiga orang di antara fuqaha lrak berselisih dalam
satu permasalahan. Maka aku datang menenrui Abu Hanifah dan saya

beritahukan hal itu kepadanya, lalu dia berkata, "Saya tidak mengetahui apa

yang mereka berdua katakan; Amru bin Syu'aib telah menceritakan kepadaku
dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW melarang dari jula beli dan
syarat." Jual beli itu batal dan syaratnyajuga batal.
Kemudian aku menemui Ibnu Abi Laila dan saya beritahukan hal itu kepadanya,
lalu dia berkata, saya tidak mengetahui apa yang mereka berdua katakan;
Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Aisyah,
dia berkata, "Rasulullah SAW menyuruhtu agar membeli Barirah lalu
memerdekakannya." Jual beli iru diperbolehkan dan syaratnya batal. Kemudian
aku menemui Ibnu Syubrumah dan aku beritahukan hal itu kepadanya, lalu dia
berkata, "Saya tidak mengetahui apa yang mereka berdua katakan; Misy'ar bin
Kadam telah menceritakan kepadaku dari Muharib bin Ditsar dari Jabir bin
Abdillah, dia berkata; "Saya menjual seekor unta kepada Nabi SAW dan beliau
mensyaratkan kepadaku menaikinya sampai Madinah." Jual beli itu
diperbolehkan dan syaratnya juga diperbolehkan. Diriwayatkan oleh Ath-
Thabrani di dalam Al Ausath (41335), (4361).
Menunjuk kepada hadits Abdullah bin Amru, bahwa dia berkata, wahai
Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendengar hadits-hadits darimu, apakah
engkau mengizinkan kami untuk menulisnya, beliau bersabda, "Ya" maka yang
pertama kali dia tulis yaitu surat Nabi SAW untuk penduduk Makkah, "Tidak
diperbolehkan dua syarat dalam satu jual beli, tidak pula jual beli dan utang, dan
tidak pula jual beli barang yang tidak bisa drjamin, barangsiapa yang menjadi
budak mukatab dengan ketentuan seratus dirham, lalu dia membayarnya kurang
dari sepuluh dirham, maka dia masih sebagai budak atau dengan ketentuan
seratus uqiyah, lalu membayarnya kurang dari satu uqiyah, maka dia adalah
masih sebagai budak."
Menunjuk kepada hadits Ibnu Umar: "Bahwa Rasulullah SAW melarang dari
jual beli bulir (padi) hingga memutih dan aman dari penyakit, beliau melarang
penjual dan pembelinya." HR. Muslim (1535), Abu Daud (3368), At-Tirmidzi
(1227), An-Nasa'i (71270), dan Ahmad (2/5).

t12
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Jual beli mulamasah: terjadi pada zamanjahiliyah yaitu seseorang

menyentuh kain tanpa membentangkannya atau membelinya di malam

hari, padahal tidak diketahui isinya. Jual beli ini disepakati tentang

keharamannya. Sebab keharamannya yaitu ketidaktahuan akan sifatnya.

Jual beli munabadzah: yaitu masing-masing dari dua orang yang

berjual beli melemparkan kain kepada temannya tanpa penentuan bahwa

barang ini ditukar dengan ini, tetapi mereka menganggap bahwa hal itu
kembali kepada kesepakatan.

Jual beli hashah'. Bentuknya menurut para ulama yaitu, agar si

pembeli berkata, "Kain mana saja yang terkena oleh kerikil yang saya

lempar, maka kain tersebut menjadi milikku." Pendapat lain mengatakan,

"Jika kerikil tersebut jatuh dari tanganku, maka jual beli harus

dilakukan." Ini adalah perjudian.

Jual beli Habalil Habalah: ada dua penafsiran: pertama, yaitu jual

beli yang menundanya sampai unta itu melahirkan kandungannya,

kemudian unta yang lahir tersebut melahirkan kandungannya. Adanya
penipuan yaitu dari segi waktu dalam hal ini cukup jelas. Kedua, jual beli
janin unta. Dan ini termasuk bab larangan dari jual beli madhamin dan

malaqih (madhamin yaitu, sesuatu yang terdapat dalam perut hewan yang

bunting/jannin. Sedangkan malaqih yaitu, sesuatu yang terdapat pada

punggung pejantan/sperma). Semua ini adalah jual beli jahiliyah yang

telah disepakati keharamannya, yaitu diharamkan dari segi-segi yang

telah kami sebutkan tadi.

173 Menunjuk kepada hadits Anas, "Bahwa Rasulullah SAW melarang dari jual beli
anggur hingga menghitam dan dari jual beli biji-bijian hingga mengeras." HR.
At-Tirmidzi (1228), Ibnu Majah (2217), dan dinilai shahih oleh Al Albani di
dalam S h a h i h At-Tirmidzi.
Menunjuk kepada hadits Ibnu Abbas RA, "Bahwa Rasulullah SAW melarang
dari jual beli Madhamin dan malaqii serta habalil habalah;' HR. Ath-Thabrani
di dalam Al Kabir (11581), (lll230), Al Haitsami di dalam Al Majma' (41104),
mengatakan , "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Kabir dan Al
Bazzar, di dalamnya terdapat Ibrahim bin Isma'il bin Abi Habibah, di nilai
tsiqah oleh Ahmad dan dinilai dha'dolehjumhur ulama. Hadits tersebut dinilai
shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Al Jami' (6937). Di dalam bab ini dari
Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Bazzar dan sanadnya dinilai dha'd oleh
Ibnu Hajar di dalam Bulugh Al Maram (l/168), tetapi hadits tersebut diperkuat
oleh hadits Ibnu Abbas sebelumnya.
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Jual beli buah-buahan: telah ada ketetapan dari Rasulullah SAW,

bahwa beliau melarang dari jual beli buah-buahan hingga nampak layak

dan hingga masakrTs. Ada beberapa permasalahan populer yang

berhubungan dengan hal itu yang akan kami sebutkan pokok-pokoknya.

Yaitu bahwa jual beli buah-buahan tidak lepas dari kemungkinan

sebelum terbentuk atau sesudah terbentuk. Kemudian jika sudah

terbentuk, tidak lepas dari kemungkinan setelah dipetik atau sebelumnya.

Kemudian jika dilakukan sebelum dipetik, tidak lepas dari kemungkinan

sebelum masak atau sesudahnya. Masing-masing dari dua hal ini tidak

lepas dari kemungkinan jual beli secara mutlak atau dengan syarat tetap

di pohon atau dengan syarat dipetik.

Bagian pertama (maksudnya, jual beli buah-buahan sebelum

terbentuk): Para ulama sepakat untuk melarang hal itu, karena itu
termasuk bab larangan jual beli sesuatu yang belum terbentuk dan

termasuk bab jual beli tahunan. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW:

"Bahwa beliau melarang dari jual beli tahunan." Yaitu jual beli pohon

berlahun-tahun, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Al
Khaththab dan Ibnu Az-Zubair bahwa keduanya membolehkan jual beli

buah-buahan secara tahunan.

Menjual buah-buahan setelah dipetik, tidak ada perbedaan pendapat

tentang dibolehkan nya.

Menjual buah-buahan sesudah terbentuk: kebanyakan ulama

membolehkan hal itu berdasarkan perincian yang akan kami sebutkan,

kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman

dan Ikrimah, bahwa hal itu tidak dibolehkan kecuali setelah dipetik.

Jika kita katakan sebagaimana pendapat jumhur yaitu bahwa hal itu

dibolehkan sebelum dipetik, maka tidak lepas dari kemungkinan setelah

masak atau sebelum masak. Dan telah kami katakan bahwa hal itu tidak

lepas dari kemungkinan jual beli secara mutlak atau dengan syarat dipetik

atau dengan syarat tetap di pohon. Jual beli buah-buahan sebelum masak

dengan syarat setelah dipetik, tidak ada perbedaan pendapat tentang

dibolehkan nya hal itu, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ats-

Tsauri dan Ibnu Abi Laila tentang larangan hal itu dan ini merupakan

riwayat yang lemah.

t1s Mufiafaq 'Alaih. HP.. Al Bukhari (1486), Muslim (1534), Ahmad (2146,79,
108), dari hadits Ibnu Umar.
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Jual beli buah-buahan sebelum masak dengan syarat tetap di pohon:
tidak ada perbedaan pendapat bahwa hal itu tidak dibolehkan , kecuali
yang disebutkan oleh Al Lakhami tentang dibolehkan nya har itu sebagai
penaf'siran berdasarkan madzhab Maliki.

Jual beli buah-buahan sebelum masak secara mutlak; para fuqaha
berbagai negeri dalam hal ini berbeda pendapat:

l. Jumhur fuqaha yaitu Malik, Syaf i, Ahmad, Ishaq, Al-Laits dan
lainnya berpendapat bahwa hal itu tidak dibolehkan .

2. Abu llanifah mengatakan bahwa hal itu tidak dibolehkan , hanya
saja menurutnya si pembeli harus memetiknya, bukan dari segijual
beli sesuatu yang belum dilihat, tetapi dari segi bahwa hal itu
menurutnya merupakan syaral jual beli buah-buahan berdasarkan
pejelasan yang akan dijelaskan selanjutnya.

Dalil jumhur tentang larangan jual beli buah-buahan secara mutlak
sebelum masak, yaitu hadits yangshahih dari Ibnu Umar:

A e - ?z

A, * ,6rt J-, ;i

o4,;e.a,**VL
"Bahwa Rasulullah SAW melarang dari jual beli buah-buahan

hingga nampak kelayakkannya, beliau melarang penjual dan
pembelinya."lT6

Maka dapat diketahui bahwa jual beli sesudah batas tersebut
berbeda dengan jual beli sebelumnya. Dan larangan ini mencakup jual
beli secara mutlak dengan syarat tetap berada di pohon. Setelah jumhur
berpendapat bahwa makna dalam hal ini adalah khawatir akan sesuatu
yang menimpa buah-buahan seperti kerusakan yang umumnya terjadi
sebelum masak, berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadits Anas bin
Malik, setelah beliau melarang jual beli buah-buahan sebelum masak:

.Ti lc'tLiLti;,ur h' e';,tu-i.,i
"Bagaimana pendapatmu jika Allah menghalangi buah tersebut,

lalu mengapa kamu mengambil harta saudaromu?."t11

','.u Shohih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
"' Muttafaq 'Alaih. Takhrij hadirs tersebuilelah dijelaskan.
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Para ulama tidak menganggap larangan dalanr hal ini secara mutlak
(maksudnya, larangan jual beli sebelum masak) bahkan mereka

berpendapat bahwa makna larangan yaitu menjualnya dengan syarat tetap

berada di pohon sampai masak. Jadi, mereka membolehkan jual beli

buah-buahan sebelum masak dengan syarat dipetik.

Mereka berbeda pendapat jika terdapat jual beli tersebut secara

mutlak dalam keadaan ini: Apakah diartikan kepada (syarat) agar dipetik

dan ini dibolehkan atau tetap di pohon yang dilarang? Ulama yang

mengartikan kemutlakan tersebut supaya tetap berada di pohon, atau

berpendapat bahwa larangan tersebut dengan keumumannnya mencakup

hal itu, mereka berpendapat tidak dibolehkan Dan ulama yang

mengartikannya supaya dipetik, berpendapat dibolehkan . Pendapat yang

masyhur dari Malik, bahwa kemutlakan diartikan supaya tetap berada di

pohon. Riwayat lain mengatakan bahwa hal itu diartikan supaya

dipotong.

Adapun hujjah para ulama Kufah tentang menjual buah-buahan

secara mutlak sebelum masak, yaitu hadits Ibnu Umar yang shahih,

bahwa Rasulullah SAW bersabda:

L,::l.i' \+,p"tf vr gtu qF -';i'"W Lt";
"Barangsiapa menjual (pohon) kurma

maka buahnya menjadi milik si penjual,

mensyaratkan buah ilu."t78

Mereka mengatakan, setelah dibolehkan si pembeli memberikan

syarat, maka dibolehkan menjualnya secara tersendiri. Dan mereka

mengartikan hadits yang melarang jual beli buah-buahan sebelum masak

sebagai suatu yang sunah. Untuk itu mereka berhujjah dengan hadits

yang diriwayatkan da.riZaid bin Tsabit, dia berkata:

r78 Shahih. HR. Muslim (1543), Abu Daud (3433), An-Nasa'i (71297),Ibnu Majah
(2211), Ahmad (2/9), Al Humaidi (613), Ibnu Al Jarud (628, 629), dan Al
Baihaqi (51324).

yang telah dikawinkan,

kecuali jika si pembeli

Jl
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"Orang-orang di masa Rasulullah SAW berjual beli buah-buahan
sebelum nampak kelayakannya. Jika orang-orang sudah merasa payah
dan keputusan mereka sudah datang. Maka si pembeli berkata, ,masa

telah menimpa buah-buahan, telah menimpanya sesuatu yang
membahayakannya yaitu hama dan penyakit (nama suatu penyakit yang
mereka sebutkan). Setelah pertengkaran mereka banyak terjadi di
hadapan Nabi SAW, beliau bersabda seperti saran yang membenkan
petunjuk kepada mereka, "Janganlah kalian menjual kurma hingga
n a mp a k ke I ay aka n n1t s ." t 7 <)

Barangkali mereka mengatakan bahwa makna yang ditunjukkan
oleh hadits tersebut di dalam sabda Nabi "Hingga nampak kelayakannya"
yaitu buahnya nampak dengan dalil sabda Nabi SAW, ,,Bagaimana

pendapatmu jika Allah menghalangi buqh tersebut, lalu mengapa salah
seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?."

Seharusnya ulama Kufah yang menyatakan pendapat ini dan tidak
berpendapat dengan pendapat Abu Hanifah 

-bahwa 
termasuk keharusan

menjual buah-buahan adalah memetiknya-, mereka membolehkan
menjual buah-buahan sebelum nampak kelayakannya dengan syarat tetap
berada dipohon. Jadi, jumhur mengartikan bolehnya menjual buah-buhan
dengan syarat sebelum masak sebagai suatu kekhususan (maksudnya,jika
buah itu dijual dengan pohonnya). Sedangkan memberi buah-buahan
secara mutlak setelah masak, tidak ada perbedaan pendapat dan
kemutlakan dalam hal ini menurut jumhur fuqaha berbagai negeri
mengandung arti agar tetap berada di pohon, dengan dalil sabda Nabi
sAW, "Bagaimana pendapatmu jika Allah menghalangi buah tersebut."
Dan kelanjutan dari hadits tersebut. segi pengambilan dalil yaitu: bahwa
bencana kebanyakan terjadi pada buah-buahan seberum nampak
kelayakannya, sedangkan sesudah nampak layak, hanya sedikit yang
tertimpa musibah. Seandainya tidak ada keharusan pada barang yang

t'n Shahih. HR. Al Bukhari (2193), Abu Daud (3372),Ad-Daruquthni (3/37), Ath-
Thahawi di dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (4.28), dan Al Baihaqi (5/301).

". 
/ , t,. i tq 'pi \, ';.wi tv'yt

'/,.'- 
t, .. ,t,ot,

it, -.*tl o n!,p,r-o.a
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dijual dengan syarat tetap berada di polton, maka tidak ada bencana yang

diperkirakan. Dan syarat ini menjadi batal.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat dibolehkan menjual buah-

buahan dengan syarat tetap berada di pohon. Dan kemutlakan menurut

mereka -sebagaimana kami katakan- yaitu diartikan supaya memetiknya.

Dan ini berbeda dengan pengerlian hadits tersebut. Hujjah mereka yaitu

bahwa menjual barang itu sendiri mengandung arti penyerahannya, jika

tidak maka akan teqadi penipuan. Karena rtu barang-barang nyata tidak

boleh dijual sampai batas waktu tertentu.

Jumhur berpendapat bahwa jual beli buah-buahan merupakan

pengecualian dan jual beli barang-barang nyata sampai batas waktu

tertentu, karena buah-buahan tidak mungkin semuanya kering seketika.

Adapun para ulama Kufah menyelisihi jumhur tentang jual beli buah-

buahan dalam dua hal:

Pertama, tentang dibolehkan menjualnya sebelum masak. Kedtta,

tentang larangan tetap berada di pohon dengan syarat setelah masak atau

dengan kemutlakan akad.

Perbedaan pendapat mereka mengenai poin pertama lebih kuat

daripada perbedaan pendapat mereka pada poin kedua (maksudnya,

tentang syarat dipetik meskipun sudah masak). Hanya saja perbedaan

pendapat mereka pada poin pertama lebih mendekati kebenaran, karena

itu termasuk bab mengumpulkan antara dua hadits Ibnu Umar yang telah

dijelaskan, juga karena hal itu diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab

dan Ibnu Az-Zubair.

Nampak kelayakannya yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW

untuk menjual setelahnya: yaitu ketika basr (kurma muda) mulai

menguning dan anggur mulai menghitam, jika anggur tersebut termasuk

anggur hitam. Kesimpulannya: agar nampak sifat layak (dikonsumsi)

pada buah tersebut. Ini adalah pendapat sekelompok fuqaha berbagai

negeri, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Humaid,

dari Anas: bahwa Nabi ditanya tentang sabda beliau, "Hingga masak''

maka beliau menjawab, "Hingga nampak kemerah-merahan."t80 dan

tro Muttafaq 'Atsih. Takhrtj hadits tersebut telah dijelaskan.
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diriwayatkan dari beliau SAW: Bahwa beliau melarang menjual anggur

hingga menghitam dan brji-brlian hingga mengeras."lsl

Zaid bin Tsabit di dalam riwayat Malik diterangkan bahwa dia

tidak menjual buah-buahannya hingga muncul bintang Tsurayya, yaitu
malam kedua belas dari bulan Ayar (yaitu, Mei) ini juga pendapat Ibnu

Umar: Dia ditanya tentang sabda Rasulullah SAW; "Bahwa beliau

melarang menjual buah-buahan hingga selamat dari bencana (penyakit)."

Maka Abdullah bin Umar berkata, "ltu adalah waktu munculnya bintang
Tsuruy1,u."t82 Diriwayatkan dari Abu l{urairah, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Jika bintang ntunail pada waktu pagi, maka bencana

dihilangkun dari penduduk negeri."t83

Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik, bahwa tidak mengapa

kebun kurma dijual meskipun belum masak. Jika kebun kurma yang di
sekitarnya sudah masak, jika masanya telah aman dari bencana, yang

dimaksudkan ialah 
-wallahu 

a'lam- munculnya bintang Tsurayya.
Hanya saja pendapat yang masyhur darinya yaitu agar kebun kurma tidak
dijual hingga nampak masak. Riwayat lain mengatakan bahwa tidak
dipertimbangkan munculnya bintan g Tsurayya ketika sudah masak.

Kesimpulannya tentang nampak kelayakannya, ada tiga pendapat

para ulama:

l. Pendapat mengatakan bahwa itu adalah masak. Dan ini adalah
pendapat yang masyhur.

2. Pendapat yang mengatakan itu adalah munculnya bintang
Tsurayya, meskipun di kebun itu belum ada yang masak.

3. Pendapat lain mengatakan dua hal itu bersamaan.

Berdasarkan pendapat yang masyhur yaitu pertimbangan masak,
Malik mengatakan bahwa jika di satu kebun terdapat berjenis-jenis buah-
buahan yang berbeda kelayakannya, maka masing-masing jenis tidak
boleh dijual kecuali setelah nampak layak. Dan Al-Laits menyelisihi
pendapatnya dalam hal ini.

Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa' (21619), (13).
Dha'if. HP.. Ahmad (2/341,388), Ath-Thabrani di dalam Al Ausath (2178),
(1305), dan di dalam Ash-Shaghir (104), dan dinilai dha'f oleh Al Albani di
dalamls-Si/uhh Adh-Dha'ifah (397), serta di dalam Dha'if Al Jami'(5096).

t8l

t82

t8l
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Sedangkan jenis-jenis yang hampir sama layaknya, maka

menurutnya dibolehkan menjual sebagiannya ketika sebagian sudah ada

yang nampak layak. Dan nampak layak yang diangap oleh Malik pada

satu jenis buah-buahan yaitu adanya sifat masak pada sebagiannya, buka

pada seluruhnya, jika sifat masak tersebut sangat dini pada sebagiannya

dan sebagian lain ada tenggang waktu, tetapi jika berturut-turut, karena

rvaktu yang buah-buahan itu unumnya bisa selamat dari bencana yaitu

jika nampak layak pada satu buah dengan permulaan yang berturut-turut

tanpa berhenti.

Menurut Malik, jika nampak layak pada satu pohon kurma yang

ada di satu kebun, maka dibolehkan menjual kebun-kebun yang di

sekitarnya, jika pohon kurma yang ada di kebun-kebun itu satu jenis'

Sedangkan Syaf i mengatakan tidak dibolehkan kecuali hanya

menjual pohon kurma yang nampak layak saja. Malik

mempertimbangkan waktu yang dianggap aman dari bencana, jika

waktunya satu, maka untuk satu jenis' Sedangkan Syaf i
mempertimbangkan belum sempurnanya bentuk buah-buahan, yaitu jika

belum layak, maka itu termasuk jual beli sesuatu yang belum terbentuk

(diciptakan). Yaitu bahwa sifat layak yang sudah dibeli belum terbentuk.

Tetapi ini seperti yang dia katakan, tidak disyaratkan pada setiap buah-

buahan, tetapi pada sebagian buah-buahan dalam satu kebun. Tidak

seorang pun yang menyatakan pendapat ini. Dan inilah permasalahan

masyhur yang mereka perselisihkan dalam jual beli buah-buahan.

Di antara dalil naqli yang diperselisihkan dari bab ini, yaitu hadits

dari Rasulullah SAW tentang larangan menjual bulir (padi) hingga

memutih dan anggur hingga menghitam. Para ulama sepakat bahwa tidak

diperbolehan menjual gandum di tangkainya, karena itu merupakan jual

beli barang yang tidak diketahui sifat dan banyaknya.

Mereka berbeda pendapat tentang menjual bulir (padi) itu sendin

bersama dengan bijinya. Jumhur ulama di antaranya Malik, Abu Hanifah,

ulama Madinah dan ulama Kufah membolehkan hal itu. Sedangkan

Syaf i berpendapat tidak dibolehkan menjual tangkai itu sendiri

meskipun telah mengeras, karena itu termasuk penipuan dan diqiyaskan

dengan jual beli jerami yang dicampur dengan bijinya setelah digiling'

Hujjah jumhur ada dua: yaitu atsar dan qiyas.

304 Bidayatul Mujtahid



Atsar: yaitu hadits yang diriwayatkan dari Nafi', dari lbnu umar,
"Bahwa Rasulullah SAW melarang dari menjual kurma hingga masak,
dari menjual bulir (padi) hingga memutih dan aman dari bencana. Beliau
melarang penjual dan pembelinya."lsa Ini merupakan tambahan atas

hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari hadits ini. Dan tambahan itu
jika berasal dari perawi yang tsiqah (terpercaya) bisa diterima. Dan
diriwayatkan dari Syaf i bahwa setelah tambahan ini sampai kepadanya,

dia merevisi pendapatnya, yaitu menurutnya qiyas tidak sah dengan
adanya hadits.

Jual beli bulir (padi) jika sudah dipisah dari tangkainya tetapi
belum keras: menurut Malik hal itu tidak dibolehkan kecuali dengan
dipotong.

Jual beli bulir (padi) yang belum dipanen: riwayat dari Malik
menyatakan bahwa hal itu dibolehkan dan riwayat lain menyatakan tidak
dibolehkan, kecuali jika berada pada ikatannya.

Jual beli bulir (padi) setelah digiling: Sepengetahuan saya tidak ada
perbedaan pendapat bahwa hal itu tidak dibolehkan. Ini jika dengan cara
perkiraan. Adapun jika dengan cara ditakar, maka hal itu dibolehkan
menurut Malik. Dan saya tidak mengetahui pendapat ulama lain dalam
hal ini.

Para ulama yang membolehkan jual beli bulir (padi) jika sudah
nampak layak berselisisih pendapat siapakah yang harus memanen dan
menggilingnya: para ulama Kufah mengatakan, itu merupakan kewajiban
si penjual hingga membuatnya menjadi biji bagi si pembeli. Sedangkan
yang lain mengatakan, itu menjadi kewajiban si pembeli.

Dari bab ini terdapat hadits yang shahih, "Bahwa Rasulullah SAW
melarang dua penjualan dalam satu transaksi." Itu berasal dari hadits Ibnu
Umarlss, hadits Ibnu Mas'udl86 dan hadits Abu Hurairahl8T. Abu Umar

r84 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.

"t Shohii. HR. At-Tirmidzi (1309), Ahmad (Z/71),Al Baihaqi (6/i0),dan dinilai
shahih oleh Al Albani di dalam shahih At-Tirmidzi. Kelanjutan dari hadits
tersebut yaiix "Penundaan pembayaran utangyang dilakukan oleh orangyang
mampu adalah kezhaliman. Jika dialihkan kepada orang yang mampu, maka
ikutilah dia, dan janganlah kamu melakukan dua penjualan dalam satu
lransakai."
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berkata, semuanya beralasan dari penukilan para perawi yang adil. Para

fuqaha sepakat tentang pendapat yang mewajibkan hadits ini secara

umum. Mereka berselisih tentang perinciannya (maksudnya, tentang

bentuk yang dikategorikan termasuk jual beli ini dari yang tidak). Mereka

juga sepakat tentang sebagiannya, yaitu tergambar berdasarkan tiga segi:

pertama, kemungkinan pada dua barang dengan dua harga. Ketlua, satu

barang dengan dua harga, KetigL, dua barang dengan satu harga, dengan

syarat bahwa salah satu dari penjualan tersebut menjadi keharusan.

Tentang dua barang dengan dua harga, hal itu tergambar berdasarkan dua

segi:

Pertama, seseorang berkata kepada orang lain, "Aku akan menjual

barang ini kepadamu dengan harga sekian, dengan syarat kamu menjual

rumah ini kepadaku dengan harga sekian."

Kedrra, seseorang berkata kepada orang lain, "Aku akan menjual

barang ini kepadamu dengan harga satu dinar atau barang lain dengan

harga dua dinar."

Penjualan satu barang dengan dengan dua harga: hal itu juga

tergambar berdasarkan dua segi; pertama,jika salah satu dari dua harga

tersebut tunai dan yang lain dengan penundaan. Seperti seorang

mengatakan kepada orang lain, "Aku menjual pakaian ini kepadamu

secara tunai dengan harga sekian dengan syarat aku akan membelinya

darimu sampai batas waktu tertentu dengan harga sekian."

Kedua, penjualan dua barang dengan satu harga; seperti seorang

mengatakan kepada orang lain, "Aku akan menjual salah satu dari dua

barang ini dengan harga sekian."

Tentang segi pertama: yaitu seorang mengatakan kepada orang lain,
,.Aku akan menjual rumah ini kepadamu dengan harga sekian dengan

syarat kamu menjual budak ini kepadaku dengan harga sekian." Syaf i

menegaskan bahwa hal itu tidak dibolehkan, karena harga pada keduanya

tidak diketahui. Karena jika barang yang dijual disendirikan, maka

keduanya tidak sepakat pada masing-masing dari kedua barang tersebut

dengan harga yang sebelumnya mereka berdua sepakat pada dua barang

shahih. HF.. Ahmad (l/398), Abdurrazak (14636), Ath-Thabrani di dalam li
Kabir (969), dan dinilai shahih oleh lbnu Hibban (1053), dan lafazhnya,
.,Rasulullah SAW melarang dari dua perdagangan dalam satu transaksi."

Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.

186
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dalam satu akad. Yang mendasari Syaf i untuk menolak dua penjualan
dalam satu akad (transaksi) ialah ketidaktahuan harga atau barang yang
dij ual.

Tentang segi kedua: yaitu seorang mengatakan kepada orang lain,
"Aku akan menjr"ral barang ini kepadamu dengan harga satu dinar atau

barang yang lain dengan harga dua dinar, dengan syarat bahwa penjualan
menjadi keharusan bagi salah satu dari keduanya." Semua ulama
menyatakan tidak dibolehkan, baik pembayarannya satu atau berbeda.

Abdul Aztz bin Abi Salamah dalam hal ini berbeda pendapat, dia
membolehkannya jika pembayarannya satu atau berbeda. Semua ulama
menyatakan bahwa alasan larangan tersebut adalah katidaktahuan.
Sedangkan menurut Malik termasuk Syadd Adz-Dzarui ' (menutup jalan
kerusakan) karena mungkin dia memilih salah satu dari dua kain tersebut
dalam hatinya, maka berartt dia telah menjual satu kain dan dua dinar
dengan satu kain dan satu dinar. Hal itu tidak dibolehkan menurut dasar
yang dipakai Malik.

Segi ketiga: yaitu seorang mengatakan kepada orang lain, "Aku
akan menjual kepadamu pakaian ini secara tunai dengan harga sekian
atau secara penundaan dengan harga sekian." Jika penjualan tersebut
menjadi keharusan, tidak ada perbedaan pendapat bahwa hal itu tidak
dibolehkan. Tetapi jika penjualan tersebut tidak menjadi keharusan pada
salah satu dari keduanya:

1. Malikmembolehkannya.

2. Abu Hanifah dan Syaf i melarangnya, karena keduanya berpisah
pada harga yang tidak diketahui.

Malik menganggapnya termasuk bab khiyar, karena menurutnya
jika berdasarkan khiyar, maka di dalamnya tidak tergambar penyesalan
yang mengharuskan perubahan salah satu dua harga pada yang lain, ini
menurut Malik adalah penghalang. Jadi alasan larangan segi yang ketiga
ini menurut Syaf i dan Abu Hanifah yaitu dari segi ketidaktahuan harga
dan itu menurut mereka berdua termasuk jual beli penipuan yang
dilarang.

Alasan larangan tersebut menurut Malik yaitu Syadd Adz-Dzarai'
(menutup jalan karusakan) yang menyebabkan riba, karena kemungkinan
orang yang memiliki khiyar telah memilih terlebih dahulu
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melangsungkan akad dengan salah satu dari dua harga yang tunai atau

bertenrpo. Kemudian hal itu tidak jelas baginya, maka berarti dia telah

meninggalkan salah satu dari dua harga untuk harga yang kedua. Maka

seolah-olah dia menjual salah satu dua harga dengan harga yang kedua,

lalu masuklah harga secara penundaan, atau penundaan dan penambahan.

Semua inijika harga tersebut tunai. Jika harga tersebut tidak tunai bahkan

berupa makanan, maka masuklah segi yang lain yaitu menjual makanan

dengan makanan dengan ada penambahan.

Jika seorang n-rengatakan, "Aku akan menrbeli pakaian ini darimu

secara tunai dengan harga sekiatr, dengan syarat kamu menjualnya

kepadaku sampai batas waktu tertentu." lni menurut mereka tidak
dibolehkan berdasarkan Uma', karena termasuk bab Inah (yaitu,

seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya) dan termasuk juga

alasan ketidaktahuan harga.

Jika seorang mengatakan kepadanya. "Aku akan menjual salah satu

dari dua pakaian ini dengan harga satu dinar" maka menjadi keharusan

baginya salah satu dari keduanya mana yang dia pilih. Dan keduanya

berpisah sebelum terjadi khiyar:

Jika kedua pakaian tersebut berasal dari dua jenis; dan keduanya

termasuk yang boleh diserahkan salah satunya pada yang kedua, maka

tidak ada perbedaan pendapat di antara Malik dan Syaf i bahwa hal itu
tidak dibolehkan. Abdul Aziz bin Abi Salamah mengatakan bahwa hal itu
dibolehkan. Alasan larangan tersebut adalah ketidaktahuan dan penipuan.

Jika kedua pakaian tersebut berasal dari satu jenis: menurut Malik
hal itu dibolehkan. Sedangkan menurut Syaf i dan Abu Hanifah tidak
dibolehkan.

Malik membolehkannya, karena dia membolehkan adanya khiyar
setelah akad jual beli pada jenis-jenis yang sama, karena menurutnya
dalam hal itu sedikit penipuan.

Sedangkan ulama yang tidak membolehkannya, yaitu

mempertimbangkannya dengan penipuan yang tidak dibolehkan, karena

keduanya berpisah atasjual beli yang tidak diketahui.

Kesimpulannya: Para fuqaha sepakat bahwa penipuan yang banyak
dalam barang-barang yang dijual tidak dibolehkan. Sedangkan penipuan

yang sedikit dibolehkan. Mereka berbeda pendapat tentang beberapa hal
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yang termasuk macam-macam penipuan: sebagian mereka

mengkategorikannya dengan penipuan banyak dan sebagian lagi

mengkategorikannya dengan penipuan sedikit yang dibolehkan, karena

ketidakjelasan hal itu antara yang sedikit dan yang banyak.

Jika kita mengatakan dibolehkan berdasarkan pendapat Malik,
maka menerima dua pakaian dari si pembeli untuk memilih, lalu salah

satu dari keduanya rusak atau tekena cacat, maka siapakah yang terkena

hal itu:

L Satu pendapat mengatakan bahwa musibah tersebut menjadi

tanggungan mereka berdua.

2. Pendapat lain mengatakan bahkan si pembeli menjamin semuanya,

kecuali jika ada bukti yang menjelaskan kerusakannya.

3. Pendapat lain juga mengatakan adanya pembedaan dalam hal itu
antara pakaian dan sesuatu yang dapat disembunyikan dengan

sesuatu yang tidak dapat disembunyikan seperti budak. Maka si

pembeli menjamin sesuatu yang dapat disembunyikan dan tidak
menjamin sesuatu yang tidak dapat disembunyikan.

Apakah menjadi keharusan baginya mengambil sisa:

l. Suatu pendapat mengatakan menjadi keharusan.

2. Pendapat lain mengatakan tidak menjadi keharusan. Hal ini
disebutkan di dalam hukum-hukum jual beli. Dan sebaiknya kita
mengetahui bahwa berbagai masalah yang masuk dalam makna ini
yaitu: menurut fuqaha berbagai negeri termasuk bab penipuan.

Sedangkan menurut Malik di antaranya ada yang termasuk bab

Syadd Adz-Dzarai' (menutup jalan karusakan), dan di antaranya

ada yang termasuk bab penipuan. Inilah berbagai permasalahan

yang berhubungan dengan yang dikatakan dalam syari'at pada bab
ini.

Sedangkan larangan Nabi dari jual beli tsunayya (pengecualian)
serta darijual beli dan syarat, meskipun sebabnya adalah penipuan, maka
lebih tepat kami sebutkan pada barang-barang yang rusak dari segi syarat.
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2- Jual Beli yang Tidak Dijelaskan Hukumnya dalam Syari'at

Adapun berbagai permasalahan yang tidak dijelaskan dalam

syari'at serla diperselisihkan di antara luqaha berbagai negeri cukup

banyak. Tetapi akan kami sebutkan yang paling masyhur, supaya menjadi

undang-undang bagi mujtahid yang meneliti.

Masalah: Jual beli barang yang tidak nampak dan disifati

Barang yang drjual ada dua macam; barang yang nampak serta

dapat dilihat. Dalam hal ini tidak ada perselisihan tentang dibolehkannya

berjual beli. Dan barang yang tidak nampak atau tidak dapat dilihat. Di

sini para ulama berbeda pendapat:

1. Sekelompok ulama mengatakan bahwa jual beli barang-barang

yang tidak nampak tidak dibolehkan kapan saja, begitu pula barang

yang disifati dan yang tidak disifati. Ini adalah pendapat yang

paling masyhur dari dua pendapat Syaf i dan ini yang ditegaskan

menurut para pengikutnya (maksudnya, bahwa jual beli barang

yang tidak nampak berdasarkan sifat tidak dibolehkan).

2. Malik dan kebanyakan ulama Madinah berpendapat di perbolehkan

menjual barang yang tidak nampak berdasarkan sifat yang

dibolehkan, jika ketidaknampakkannya menjamin tidak berubah

sifatnya sebelum diterima.

3. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan dibolehkan menjual barang

yang tidak nampak tanpa ada sifat, kemudian bagi si pembeli boleh

melakukan khiyar jika melihatnya. Ia boleh melangsungkan jual

belinya atau menolaknya.

Begitujuga barang yang dijual berdasarkan sifat, di antara syaratnya

menurut mereka yaitu adanya khiyar (hak memilih antara meneruskan

akad atau menolak) ketika melihat, jika sesuai dengan sifatnya.

Sedangkan menurut Malik bahwa jika sesuai dengan sifatnya, maka

menjadi keharusan. Dan menurut Syaf i jual beli tidak terjadi sama

sekali pada dua hal. Pendapat lain di dalam madzhab Maliki mengatakan

dibolehkan jual beli barang yang tidak nampak tanpa ada sifat dengan

syarat khiyar yaitu khiyar ketika melihat. Hal iru terdapat di dalam ,4/

Mudawwanah, sementara Abdul Wahhab mengingkarinya, dia
mengatakan bahwa itu menyelisihi dasar (prinsip) kita.

310 Bidayatul



T

Sebab perbedaan pendapat: Apakah kurangnya pengetahuan

yang berhubungan dengan sifat dari pengetahuan yang berhubungan

dengan indera merupakan ketidaktahuan yang berpengaruh dalam j'ual

beli barang, dan apakah ini termasuk penipuan banyak atau tidak
berpengaruh, atau hal itu termasuk penipuan sedikit yang dimaafkan.

Syaf i berpendapat bahwa itu termasuk penipuan yang banyak.

Malik berpendapat bahwa itu termasuk penrpuan sedikit. Sedangkan Abu
Hanifah berpendapat bahwa, jika si pembeli diberikan hak khiyar ketika

melihat, maka tidak ada penipuan, meskipun dia tidak melihatnya.

Malik berpendapat bahwa ketidaktahuan yang disertai dengan tidak
adanya sifat berpengaruh pada kelangsungan jual beli. Dan tidak ada

perbedaan menurut Malik bahwa sifat hanya menggantikan barang yang

nyata, karena tidak nampaknya barang yang dijual atau karena kesulitan

untuk diperlihatkan dan sesuatu yang dikhawatirkan mengalami

kerusakan karena sering diperlihatkan. Karena itu dia membolehkan jual

beli dengan memperlihatkan sifatnya dan menurutnya tidak dibolehkan
jual beli senjata dalam sarungnya dan juga pakaian yang dilipat dalam

hpatannya, hingga dibeberkan atau diperlihatkan sesuatu yang terdapat

dalam sanrng senjata tersebut.

Abu Hanifah berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu
Al Musayyib, bahwa dia berkata, "Para sahabat Nabi SAW mengatakan,

kami ingin agar Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf saling
berjual beli sehingga kami bisa mengetahui siapa di antara keduanya

yang paling bersungguh-sungguh dalam perdagangan. Maka
Abdurrahman membeli dari Utsman bin Affan seekor kuda yang berada

di tanahnya yang lain dengan harga empat puluh ribu atau empat ribu.
Kemudian dia menyebutkan kelanjutan dari hadits tersebut dan di
dalamnya terdapat jual beli barang yang tidak nampak secara mutlak."
Dan menurut Abu Hanifah harus mensyaratkan jenis.

Penipuan lain bisa masuk pada jual beli berdasarkan sifat atau

berdasarkan khiyar ketika melihat dari segi ketidaknampakkannya, yaitu
apakah barang tersebut ada ketika terjadi akad atau tidak ada. Untuk itu
mereka mensyaratkan dalam hal ini agar ketidaknampakkannya dekat

kecuali jika dapat dijamin seperti tanah pekarangan. Dari sini Malik
membolehkan jual beli barang dengan melihat terlebih dahulu
(maksudnya, j ika ketidaknampakkannya menjamin tidak berubah).
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Masalah: Menunda penyerahan barang

Para ulama sepakat bahwa tidak diperbolekan menjual barang yang

nyata sampai masa tertentu dan termasuk syaratnya yaitu menyerahkan

barang yang dijual kepada si pcmbeli setelah akad jual beli tersebut

terjadi. Kecuali Malik, Rabi'ah dan sekelompok ulama Madinah

membolehkan jual beli budak wanita yang kurus dengan syarat dibiarkan

dulu. Dan mereka tidak membolehkan dalam hal ini penyerahan secara

tunai sebagaimana Malik tidak membolehkan hal itu pada jual beli yang

tidak nampak. tlanya saja jumhur melarang hal itu karena termasuk jual

beli utang dengan utang dan tidak ada penyerahan, maka hal itu sama

dengan jual beli utang dengan utang dari bab ini (maksudnya, karena

berhubungan dengan penipuan seperti tidak ada penyerahan dari kedua

pihak) bukan dari bab riba. Telah kita bicarakan tentang alasan jual beli

utang dengan utang.

Dari bab ini terdapat pendapat Ibnu Al Qasim yang tidak

membolehkan seseorang mengambil kurma yang telah nampak

kelayakannya dari orang yang berutang kepadanya. Dia berpendapat

bahwa itu termasuk bab jual beli utang dengan utang. Sedangkan Asyhab

membolehkan hal itu dan mengatakan, jual beli utang dengan utang

hanyalah barang yang belum masuk pada penerimaan sedikit pun

(maksudnya, dia berpendapat bahwa penerimaan uang muka dari harga

kedudukannya sama dengan penerimaan harga yang masih tersisa) itulah

yang dinamakan qiyas menurut ulama madzhab Maliki dan ini

merupakan pendapat Syaf i dan Abu Hanifah.

Masalah: Jual beli tanaman yang berbuah dalam kumpulan yang

berbeda-beda

Para fuqaha berbagai negeri sepakat tentang bolehnya menjual

kurma yang berbuah dalam satu kumpulan yang sebagiannya telah

nampak layak, meskipun belum keseluruhan. Mereka berbeda pendapat

tentang tanaman yang berbuah dalam kumpulan yang berbeda-beda:

kesimpulan pendapat Malik dalam hal ini yaitu, bahwa kumpulan yang

berbeda-beda tidak lepas dari kemungkinan bersambung atau tidak.

Jika tidak bersambung: maka jual beli buah-buahan yang belum

terbentuk tidak akan masuk pada buah-buahan yang sudah terbentuk.

Seperti pohon (buah) tin ada yang masih muda dan ada yang sudah bisa
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diperas. Kemudian jika bersambung: tidak lepas dari kemungkinan

kunrpulannya bisa dibedakan atau tidak bisa. Contoh yang bisa
dibedakan: memangkas sekumpulan tanaman yang dipangkas terus

menerus. Dan contoh yang tidak bisa dibedakan: semangka, timun,
terong dan labu.

'I'entang tanaman yang bisa dibedakan dan bisa dipisalikan ada dua

riwayat: pertama, dibolehkan dan keduu, dilarang. Tentang buah-buahan
yang bersambung dan tidak bisa dibedakan ada satu pendapat yaitu

dibolehkan. Para ulama Kufah, Ahmad, Ishaq dan Syaf i menyelisihinya
dalam semua ini, mereka mengatakan, tidak dibolehkan menjual
sekumpulan darinya dengan syarat kumpulan yang lain.

Fluj.yah Malik tentang tanaman yang tidak dapat dibedakan: yaitu
bahwa tidak mungkin menahan bagian awalnya untuk sampai pada

akhirnya, maka dibolehkan menjual buah-buahan yang belum terbentuk
darinya disertai dengan buah-buahan yang sudah terbentuk dan telah
nampak kelayakannya.

Asalnya adalah dibolehkan menjual buah-buahan yang belum
nampak kelayakannya dengan buah-buahan yang sudah nampak
kelayakannya, karena penipuan dalam sifat tersebut disamakan dengan
penipuan pada zal barang tersebut, dan sepertinya dia berpendapat bahwa
keringanan di sini harus diqiyaskan dengan keringanan pada jual beli
buah-buahan (maksudnya, buah-buahan yang sudah nampak layak
dengan yang belum nampak layak) karena terpaksa (kebutuhan
mendesak).

Menurutnya, pada dasarnya di antara penipuan ada yang
dibolehkan karena terpaksa. Karena itu dilarang berdasarkan salah satu

dari dua riwayat menurutnya jual beli sesuatu yang dipangkas dalam
suatu kumpulan lebih dari satu, karena di sana tidak ada keterpaksaan
jika dapat dibedakan. Alasan di bolehkannya dalam tanaman yang
dipangkas yaitu karena disamakan dengan sesuatu yang tidak dapat

dibedakan. Dan ini pendapat yang lemah.

Sedangkan jumhur: semua ini menurut mereka termasuk jual beli
sesuatu yang belum terbentuk dan termasuk bab larangan menjual buah-
buahan secara tahunan.

Lobak, wortel dan kubis dibolehkan untuk dijual menurut Malik,
jika sudah nampak kelayakannya, yaitu bisa dimakan. Sedangkan Syaf i
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2.

3.

tidak membolehkan kecuali harus dicabut, karena termasuk bab barang

yang tidak nampak.

Dari bab ini terdapat; jual beli buah pala, buah badam dan buncis

yang masih dalam kulitnya: Malik membolehkannya. Sedangkan Syaf i
melarangnya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah itu termasuk penipuan yang

berefek pada jual beli atau tidak. Yang demikian itu, mereka sepakat

bahwa penipuan terbagi menjadi dua bagian ini. Penipuan yang tidak

berpengaruh yaitu yang ringan, karena keterpaksaan, atau karena dua hal

itu bersamaan.

Dari bab ini terdapat: jual beli ikan yang masih dalam bak air atau

kolam, dalam hal ini mereka juga berbeda pendapat.

l. Abu Hanifah mengatakan boleh.

2. Malik dan Syaf i sepengetahuan saya mereka berdua melarangnya,

berdasarkan aturan dasarnya.

Di antaranya juga: jual beli budak yang melarikan diri:

Sekelompok ulama membolehkannya secara mutlak.

Sekelompok ulama yang lain --di antaranya Syaf i- melarangnya

secara mutlak.

Malik mengatakan jika sifat serta tempatnya bisa diketahui oleh si

penjual dan si pembeli, maka dibolehkan.

Saya mengira dia mensyaratkan agar diketahui pelariannya dan

kedua pihak saling menurunkan harga (maksudnya, bahwa si penjual

tidak menangkapnya hingga si pembeli menangkapnya). Karena

ketidakjelasan ketika akad antara jual beli dan utang. Ini termasuk salah

satu aturan dasar yang melarang akad dalam jual beli yang saling

menurunkan harga, dalam jual beli barang yang tidak nampak serta tidak
bisa dijamin dan barang yang termasuk jenis ini. Di antara ulama yang

membolehkan jual beli budak yang melarikan diri dan unta yang lepas

yaitu Utsman Al Batti.

Hujjah yang dimiliki oleh Syaf i yaitu: hadits Syahr bin Husyab,

dariAbu Sa'id Al Khudri,
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"Bahrva Rasulullah SAW melarang dari membeli UuOak lang

melarikan din, dari membeli janin yang berada dalam perut hewan
hingga melahirkan, dari membeli susu yang masih ada dalam ambingnya
dan dari membeli harta rampasan perang hingga dibagi,"r88

Malik membolehkan jual beli air susu kambing selama dalam
beberapa hari tertentu, jika susu yang diperas telah dikenal menurut
kebiasaan dan hal itu tidak dibolehkan pada satu kambing. Sedangkan

seluruh fuqaha yang lain mengatakan bahwa hal itu tidak dibolehkan
kecuali dengan takaran yang telah dikenal setelah diperas. Dari bab ini:
Malik melarang jual beli daging yang masih berada dalam kulitnya.

Dari bab ini terdapat permasalahan tentang jual beli yang dilakukan
oleh orang yang sedang sakit:

1. Malik membolehkannya, kecuali jika kondisi sakitnya sudah tidak
bisa diharapkan lagi.

2. Syaf i dan Abu Hanifah melarangnya, ini juga merupakan riwayat
lain dari Malik.

Dari bab ini terdapat permasalahan jual beli serbuk barang tambang
dan emas. Malik membolehkan jual beli serbuk barang tambang dengan

harga yang berbeda dengannya atau dengan yang sudah jadi (diolah) dan

tidak membolehkan jual beli serbuk barang yang sudah diolah. Malik
melarang jual beli pada dua hal itu bersama-sama. Sekelompok ulama
membolehkan tentang dua hal itu bersama-sama. Pendapat ini
dikemukakan oleh Al Hasan Al Bashri.

Inilah jual beli yang diperselisihkan yang kebanyakannya dari segi
ketidaktahuan tentang cara. Adapun pertimbangan tentang kuantitas:
Mereka sepakat bahwa tidak dibolehkan menjual barang yang bisa

r88 Dha'if. HF.. Ibnu Majah (2196), Ahmad (3142), Abu Ya'la (1093), Ad-
Daruquthni (3/15), dan At-Tirmidzi meriwayatkan bagian akhir dari hadits
tersebut. Hadits tersebut dinilai dha'if oleh Al Al Albani di daiarn Dha'if lbnu
Majah.

BidayatulMujtahid 315



-

ditakar atau ditimbang atau yang dihitung atau diukur, kecuali jika

ukurannya diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Mereka sepakat

bahwa pengetahuan tentang barang-barang dari segi takaran yang

diketahui atau lapisannya yang diketahui bisa berpengaruh pada sahnya

jual beli.

Sedangkan pada setiap barang yang tidak diketahui takaran dan

timbangannya oleh si penjual dan si pembeli dari semua barang yang

dapat ditakar, ditimbang, dihitung dan diukur. Pengetahuan tentang

ukuran barang-barang ini dari segi perkiraan dan taksiran, inilah yang

dinamakan dengan Juzaf (perkiraan/estin-rasi) yang dibolehkan pada

barang-barang tertentu. Dasar madzhab Malik dalam hal rtu yaitu

dibolehkan pada barang yang tujuannnya adalah dalam jumlah banyak,

bukan satuan. Dan itu menurutnya terbagi menjadi beberapa bagian, di

antaranya:

GE Barang yang asalnya takaran dan dibolehkan dengan perkiraan.

Yaitu barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang.

E$ Barang yang asalnya perkiraan dan bisa dengan takaran, yaitu

barang-barang yang diukur seperti tanah dan kain.

@ Barang-barang yang tidak dibolehkan untuk diperkirakan sama

sekali dengan takaran dan timbangan, tetapi dibolehkan dengan jumlah

saja, serta tidak dibolehkan menjualnya dengan perkiraan, sebagaimana

yang kami katakan yaitu barang yang maksudnya adalah satuan dari

barang-barang tersebut.

Menurut Malik, emas dan perak yang belum diformulasi

dibolehkan untuk dijual dengan perkiraan dan tidak dibolehkan pada

uang dinar dan dirham.

Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan, hal itu dibolehkan dan

dimakruhkan.

Menurut Malik, tumpukan barang yang tidak diketahui boleh dijual

dengan takaran (maksudnya, setiap takaran dari barang tersebut dengan

harga sekian). Maka takaran barang tersebut dihargai setelah ditakar dan

diketahui jumlahnya. Abu Hanifah berpendapat tidak menjadi keharusan

kecuali pada suatu takaran yaitu yang kami sebutkan.

Jual beli ini dibolehkan menurut Malik pada budak dan pakaian

serta pada makanan. Abu Hanifah melarangnya pada pakaian dan budak.
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Sepengetahuan saya ulama lainnya melarang pada kesemua itu karena
ketidaktahuan j umlah harga.

Menurut Malik si pembeli dibolehkan menyedekahkan takarannya,
jika jual beli tersebut tidak secara penundaan, karena dituduh bahwa
sedekahnya tersebut untuk menunda harga. Sedangkan menurut ulama
lain hal itu tidak dibolehkan hingga si pembeli menakarnya karena
larangan Nabi SAW dari menjual makanan hingga dilakukan dua
penakaran terhadapnyar8e. Sekelompok ulama lain membolehkannya
secara mutlak. Di antara ulama yang melarangnya yaitu Abu Hanifah,
Syaf i dan Ahmad. Sedangkan di antara ulama yang membolehkannya
secara mutlak yaitu Ath-Thabrani bin Abi Rabbah dan Ibnu Abi
Mulaikah. Menurut Malik tidak dibolehkan jika si pembeli mengetahui
takaran tersebut dan menjual barang yang ditakar dengan cara perkiraan
kepada orang yang tidak mengetahui takaran tersebut. Serta tidak
dibolehkan menurut Syaf i dan Abu Hanifah.

Muzabanah yang dilarang menurut Malik termasuk bab ini, yaitu
jual beli yang kuantitasnya diketahui dengan barang yang kuantitasnya
tidak diketahui, hal itu mungkin terjadi pada barang-barang yang
dianggap riba karena adanya penambahan, dan mungkin pada barang-
barang yang tidak dianggap riba, karena tidak diketahui secara pasti
ukurannya.

Bab IV
Jual Beli Syarat dan Tsunya (Pengecualian).

1- Jual Beli Syarat

Kerusakan yang terjadi pada jual beli ini kembali kepada kerusakan
yang terjadi karena penipuan. Tetapi karena dikandung oleh nash, maka
harus dibuat salah satu bagian jual beli yang rusak dengan batasan
tersendiri. Yang mendasari perbedaan pendapat para ulama dalam bab ini
yaitu tiga hadits:

Pertama, hadits Jabir, dia berkata,

t'n Hason. HR. Ibnu Majah (2228), Abd bin Humaid di dalam Al Muntakhab
(1059), Ad-Daruquthni (3/8), Al Baihaqi (sl3t6) dan dinilai hasan oreh Al
Albani di dalam sia hih Ibnu Majah.
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seekor unta dariku dan mensyaratkan

Madinah."ln0 Hadits ini terdapat dalam

9 ..a
. -l€ e:,

.irr"^jf

"Rasulullah SAW membeli
agar beliau menaikinya sampai ke

kitab Ash-shahih.

Kedua: yaitu hadits Barirah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"setiap s),arot yang tidak terdapat clalam kitab Allalx, ntaka syarat

lersebttt batal, meskipun seralus syerat."tet Hadits ini disepakati tentang

keshahihannya.

Ketiga, hadits Jabir, dia berkata,

,:(F ,*At ,f *j y i,r J:" nr J;' ,6
.U\?t e.'# r': .rt,t ;r;lryu'rd\

"Rasulullah SAW melarang dari beli Muhaqalah (1ual beli buah

yang masih dalam tangkainya dan belum nampak kelayakannya),

Muzabanah, Mukhabarah (bagi hasil tanaman), mu'awamah (penjualan

tahunan) dan tsunya (pengecualian), beliau memberikan keringanan pada
ll92

Juar Deu araya.

Hadits ini juga terdapat dalam kitab Ash-Shahih diiwayatkan
Muslim. Dari bab ini juga terdapat hadits yang diriwayatkan dari

Hanifah, dia meriwayatkan, "Bahwa Rasulullah SAW melarang jual

dan syarat."l93

reo Muttafaq 'Alaih.HR. Al Bukhari (2718), Muslim (715), Ahmad (3/303), dan

lafazh Muslim yaitu: Rasulullah SAW membeli dariku seekor unta, lalu setelah

datang ke Madinah, beliau menyuruhku untuk daatang ke masjid, lalu aku

melakukan shalat dua raka'at."
rer Munafaq 'Alaih.HP.. Al Bukhari (2168), Muslim (1504), Abu Daud (3929),

AtTirmidzi (2124), An-Nasa'i (71305), Ahmad (6/81,271), Abu Ya'la 94435),

dan Al Baihaqi (10/338).
te2 Shahih. Takhrii hadits ini telah dijelaskan.
re3 Takhrij hadits ini telah dijelaskan.

oleh
Abu t

beli
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Ulama berbeda pendapat karena pententangan di antara hadits-
hadits tentangjual beli dan syarat:

1. Sekelompok ulama mengatakan, jual beli rusak dan syaratnya juga
rusak. Di antara ulama yang mengemukakan pendapat ini adalah
Syaf i dan Abu Hanifah.

2. Sekelompok ulama mengatakan bahwa jual beli dibolehkan dan
syaratnya juga dibolehkan . Di antara ulama yang mengemukakan
pendapat ini adalah Ibnu Abi Syibrimah. Dan sekelompok ulama
lain mengatakan jual beli dibolehkan dan syaratnya batal. Di antara
ulama yang mengemukakan pendapat ini adalah Ibnu Abi Laila.

3. Ahmad berpendapat jual beli dibolehkan dengan satu syarat, dan
jika dengan dua syarat maka tidak dibolehkan .

Ulama yang menganggap bahwa jual beli dan syaratnya batal,
mengambil keumuman larangan dari jual beli dan syarat dan berdasarkan
keumuman larangan dari jual beli tsunya. Sementara ulama yang
membolehkan keduanya secara bersamaan mengambil hadits Umar yang
di dalam disebutkan jual beli dan syarat. Sedangkan ulama yang
membolehkan jual beli dan membatalkan syarat mengambil keumuman
hadits Barirah. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan dua syarat
dan hanya membolehkan satu syarat berhujjah dengan hadits Amru bin
Al Ash yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dia berkata; Rasulullah SAW
bersabda,

:,.)r c',+.a.r ) V z=t/vtt-'J

.!:rb: J tt';
*Tidak halal utang dan jual beli, tidak boleh clua ,rororlr,"* rj,rr,

beli, tidak ada keuntungan pada barang yang tidak kamu jamin dan tidak
ada jual beli yang tidak kamu miliki."tea

Menurut Malik, syarat itu terbagi menjadi tiga bagian: syarat-syarat
yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang dibolehkan bersama jual
beli dan syarat-syarat yang batal sedangkan jual beli tetap sah.
Diperkirakan ada syarat keempat menurutnya yaitu di antara syarat-syarat

re4 Takhrij hadits ini telah dijelaskan: yaitu hadits Abdullah bin Amru, bukan Amru
bin Al Ash.

!j J*{ !

I
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tersebut ada syarat yang jika orang yang membuatnya berpegang dengan

syaratnya, maka jual belinya menjadi batal dan jika meningalkannya,
maka jual belinya dibolehkan . Untuk membedakan secara jelas di dalam
madzhabnya antara keempat macam syarat ini cukup sulit, kebanyakan
fuqaha telah berusaha membedakannya, hanya saja semua itu kembali
kepada banyaknya kandungan dari syarat-syarat tersebut yaitu berupa dua

macam kerusakan yang merusak sahnya jual beli. Keduanya yaitu riba
dan penipuan. Kepada sedikitnya dan kepada peftengahan antara hal itu,
atau kepada sesuatu yang mengurangi kepemilikan.

Jika masuknya hal-hal ini dalam jual beli sangat banyak dari segi

syarat, maka bisa membatalkannya dan membatalkan syarat tersebut. Jika
masuknya sedikit, maka hal itu bisa membolehkannya dan membolehkan
syarat yang terdapat di dalamnya. Sedangkan yang pertengahan, bisa

membatalkan syarat dan membolehkan jual beli. Para pengikut Malik
berpendapat bahwa pendapatnya adalah pendapat yang paling utama,

karena pendapatnya menghimpun semua hadits-hadits yang ada. Dan

menghimpun hadits-hadits yang ada lebih baik dari mengunggulkan salah

satunya.

Para ulama muta'akhirin di antara pengikut Malik dalam hal ini
memiliki perincian yang hampir sama. Di antara mereka yaitu kakek
saya, Al Mazari dan Al Baji. Perinciannya dalam hal itu yaitu
mengatakan, bahwa syarat dalam jual beli terjadi dalam dua bentuk:

Pertama, mensyaratkannya setelah habis kepemilikan, seperti orang
yang menjual budak wanita atau budak laki-laki dan mensyaratkan bahwa
kapan dia dimerdekakan, maka wala'-(hak atas budak karena
memerdekakannya) menjadi miliknya bukan milik si pembeli. Contoh
seperti ini mereka mengatakan, akadnya sah dan syaratnya batal
berdasarkan hadits Barirah.

Kedua, mensyaratkan suatu syarat yang terjadi pada masa

kepemilikan. Mereka mengatakan, ini terbagi menjadi tiga macam; (1)
kemungkinan mensyaratkan manfaat untuk dirinya pada barang yang

dijualnya, (2) kemungkinan mensyaratkan kepada si pembeli larangan
mempergunakan barang tersebut secara umum atau khusus dan (3)
kemungkinan mensyaratkan untuk melakukan suatu makna pada barang
yang dijual. Ini juga terbagi menjadi dua bagian; pertama, salah satu
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makna di antara makna-makna kebaikan dan kedua, makna yang bukan
termasuk kebaikan.

Jika mensyaratkan untuk dirinya suatu manfaat yang mudah yang
tidak melarang tindakan pada asal jual beli, seperti menjual sebuah rumah
dan mensyaratkan agar dia menempatinya dalam masa yang tidak lama
seperti satu bulan dan pendapat lain mengatakan satu tahun, maka hal itu
dibolehkan berdasarkan hadits Jabir.

Sedangkan mensyaratkannya untuk melarang dari tidakan yang
khusus atau umum, maka hal itu tidak dibolehkan karena termasuk jual
beli tsunya, seperti menjual seorang budak wanita dengan syarat agar
tidak menggaulinya atau tidak menjualnya.

Adapun mensyaratkan suatu makna di antara makna-makna
kebaikan, seperti pemerdekaan: jika mensyaratkan untuk disegerakan, hal
itu dibolehkan menurutnya dan jika ditunda, maka hal itu tidak
dibolehkan karena besarnya penipuan dalam hal ini.

Pendapat Malik tentang dibolehkannya jual beli dengan syarat
pemerdekaan yang disegerakan juga dikemukakan oleh Syaf i, meskipun
di antara pendapatnya yaitu melarang jual beli dan syarat. Dan hadits
Jabir lafazhnya mudhtharib (rancu), karena pada sebagian riwayatnya
disebutkan, "Bahwa dia menjualnya dan mensyaratkan untuk menaikinya
sampai ke Madinah."les dan pada sebagian lainnya disebutkan, "Bahwa
dia meminjamkannya untuk dinaiki sampai ke Madinah."

Malik berpendapat bahwa ini termasuk penipuan yang sedikit,
maka dia membolehkannya untuk masa yang sebentar dan tidak
membolehkannya pada masa yang lama. Sedangkan Abu Hanifah tetap
berpegang pada hukum asalnya yaitu tentang larangan hal itu.

Jika mensyaratkan suatu makna pada barang yang dijual yang
bukan termasuk kebaikan, seperti mensyaratkan agar tidak menjualnya,
maka hal itu menurut Malik tidak dibolehkan. Riwayat lain darinya
mengatakan bahwa jual beli itu dibatalkan dan riwayat lain juga
mengatakan, hanya syaratnya saja yang batal.

Adapun jika si penjual berkata kepada si pembeli, "Kapan saya

datang kepadamu dengan membawa harganya, maka kamu harus

re5 Takhrij hadits ini telah drjelaskan.

Bidayatul Nlujtahid 321



-t
mengembalikan barang tersebut kepadaku. Hal itu tidak dibolehkan

menurut Malik, karena terjadi ketidakjelasan antara jual beli dan utang,

jika dia datang dengan membawa harganya, maka hal itu berarti utang

dan jika dia tidak membawanya, maka itu dinamakan jual beli.

Terjadi perselisihan dalam madzhab Maliki: apakah hal itu
dibolehkan dalam iqalah (pembatalan) atau tidak? Ulama yang

mengatakan bahrva iqalah adalah jual beli, maka yang membatalkannya

menurut mereka adalah semua yang membatalkan jual beli. Dan ulama

yang berpendapat bahwa iclalah adalah pembatalan, maka mereka

membedakan antara iqulah dan jual beli.

Diperselisihkan juga tentang orang yang menjual sesuatu dengan

syarat agar tidak menjualnya hingga separuh harga:

l. Diriwayatkan dari Malik bahwa hal itu dibolehkan, karena

hukumnya adalah hukum gadai dan dalam hal itu tidak ada

perbedaan antara gadai tersebut adalah barang yang dijual atau

yang lainnya.

2. Pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Al Qasim, hal itu tidak

dibolehkan , karena itu merupakan syarat yang menghalangi orang

yang membeli untuk mempergunakan barang tersebut dalam masa

lama yang penjual tidak boleh mensyaratkan manfaat dalam masa

tersebut, maka hal itu pasti menghalangi sahnya jual beli, karena itu

Ibnu Al Mawaz mengatakan bahwa hal itu dibolehkan pada masa

yang pendek.

Di antara dalil naqli dalam bab ini yaitu larangan Nabi SAW dari
jual beli dan pinjaman: para fuqaha sepakat bahwa hal itu termasuk jual

beli yang rusak. Mereka berbeda pendapat, jika meninggalkan syarat

tersebut sebelum penerimaan:

l. Abu Hanifah, Syafi'i dan seluruh ulama melarangnya.

2. Malik dan para pengikutnya kecuali Muhammad bin Abdul Hakam

membolehkannya, dan telah diriwayatkan juga dari Malik seperti

pendapat jumhur.

Hujjah jumhur yaitu bahwa larangan mengandung arti rusaknya

sesuatu yang dilarang, di samping itu juga bahwa harga yang ada pada

barang tersebut tidak diketahui karena bersamaan dengan utang.
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l'elah diriwayatkan bahwa Muhammad bin Ahmad bin Sahl Al
Barmaki bertanya tentang permasalahan ini kepada Ismail bin Ishaq Al
Maliki, maka dia ber-tanya kepadanya, Apa perbedaan antara jual beli dan

pinjaman dan antara seseorag menjual seorang budak seharga seratus

dinar dan satu kantong khamer setelah melakukan akad jual beli, dia
nrengatakan, "Saya tinggalkan kantong tersebut." Dia berpendapat jual
beli ini dibatalkan menurut para ulama berdasarkan kesepakatan.

Maka Ismail menjawab hal ini dengan suatu jawaban yang tidak
bisa dryadikan sebagai hujjah, yaitu dia menjawab, bahwa perbedaan

antara keduanya ialah bahwa orang yang mensyaratkan utang/pinjaman

diberi hak memilih untuk meninggalkannya atau tidak. Sedangkan

permasalahan kantong khamer tidak seperti itu. Jawaban ini merupakan
jwaban yang dituntut untuk membedakan, yaitu dikatakan kepadanya,

mengapa dia diberi hak untuk memilih, sedangkan untuk meninggalkan
kantong tersebut tidak diberi hak untuk memilih dan jual belinya sah.

Yang lebih mendekati kebenaran yaitu dikatakan, bahwa

keharaman di sini bukan untuk sesuatu yang diharamkan zatnya yaitu
utang/pinjaman, karena utang dibolehkan, tetapi terjadinya pengharaman

karena adanya kebersamaan (maksudnya, kebersamaan jual beli
dengannya) begitujuga jual beli itu sendiri dibolehkan, hanya saja

dilarang dari segi kebersamaan syarat tersebut dengannya. Hanya saja

dilarangnya jual beli karena bersama dengan sesuatu yang diharamkan
zalnya, bukan karena sesuatu yang diharamkan dari segi syarat.

Inti permasalahan ini: apakah jika te{adi kerusakan pada barang
yang dijual dari segi syarat, maka kerusakan tersebut bisa hilang jika
syarat tersebut hilang atau tidak. Sebagaimana kerusakan yang terjadi
pada jual beli yang halal karena bersamaan dengan sesuatu yang
diharamkan zatnya tidak bisa hilang? Dan ini juga didasari oleh dasar
yang lain, yaitu apakah kerusakan ini bersifat hukum atau diketahui
dengan akal? Jika kita katakan bahwa kerusakan tersebut bersifat hukum,
maka tidak bisa hilang dengan hilangnya syarat dan jika kita katakan
bahwa kerusakan tersebut bisa diketahui dengan akal, maka kerusakan

tersebut bisa hilang dengan hilangnya syarat. Malik berpendapat bahwa
kerusakan tersebut adalah bisa diketahui dengan akal, sedangkan jumhur
berpendapat bahwa kerusakan tersebut tidak bisa diketahui dengan akal.
Dan kerusakan yang ada pada jual beli riba dan penipuan kebanyakannya
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adalah bersifat hukum, karena itu menurut mereka tidak terjadi sama

sekali, meskipun riba tersebut ditinggalkan dan penipuan dihilangkan'

Mereka berbeda pendapat tentang hukumnya jika terjadi pada hukum-

hukum jual beli yang rusak berikut.

Dari bab ini terdapat jual beli urban (uang muka). Jumhur ulama

berbagai negeri berpendapat bahwa hal itu tidak dibolehkan. Dan

diriwayatkan dari sekelompok ulama dari kalangan tabi'in bahwa mereka

membolehkannya, di antaranya Mujahid, Ibnu Sirin, Nafi' bin Al Harits

dan Zaid bin Aslam. Bentuknya yaitu: seseorang membeli sesuatu, lalu

dia memberikan sebagian dari harga barang tersebut kepada si penjual

dengan syarat jika jual beli di antara keduanya berlangsung, maka

sebagian harga yang telah diberikan termasuk harga barang tersebut dan

jika jual belinya tidak berlangsung, maka si pembeli meninggalkan

sebagian harga yang telah diberikan kepada si penjual dan tidak

memintanya kembali.

Hanya saja jumhur berpendapat untuk melarangnya: karena hal itu

termasuk bab penipuan, terlarang serta memakan harta tanpa ada

penggantinya. zaid mengatakan bahwa Rasulullah sAw

membolehkannya. Para ahli hadits mengatakan, riwayat tersebut tidak

dikenal dari Rasulullah SAW.

2- Jual beli tsunya (pengecualian)

Dalam pengecualian terdapat beberapa permasalahan yang masyhur

dari bab ini yang para ulama berbeda pendapat (maksudnya, apakah

masuk pada larangan dari tsunya atau tidak)

Di antaranya, seseorang menjual hewan yang sedang bunting dan

mengecualikan janin yang ada dalam perutnya:

l. Jumhur fuqaha berbagai negeri, Malik, Abu Hanifah, syaf i dan

Ats-Tsauri berpendapat bahwa hal itu tidak dibolehkan'

2. Ahmad, Abu Tsaur dan Daud berpendapat bahwa hal itu
dibolehkan. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu umar.

sebab perbedaan pendapat: Apakah barang yang dikecualikan

dijual dengan yang lainnya atau tidak. Ataukah bukan barang yang dijual,

tetapi itu tetap pada kepemilikan si penjual. ulama yang mengatakan

bahwa itu adalah barang yang dijual, berpendapat tidak dibolehkan dan
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itu termasuk jual beli tsunya yang dilarang, karena di dalamnya terdapat

ketidaktahuan akan sifatnya dan kecilnya potensi keselamatan ketika
keluarnya. Dan ulama yang mengatakan bahwa barang tersebut tetap

berada pada kepemilikan si penjual, maka mereka membolehkan hal itu.

Kesimpulan dari madzhab Malik tentang orang yang menjual
hewan dan mengecualikan sebagiannya, maka sebagian tersebut tidak
lepas dari kemungkinan: umum, tertentu atau dikira-kirakan.

Jika umum; tidak ada perbedaan pendapat tentang dibolehkannya,
seperti menjual seorang budak kecuali seperempatnya.

Jika tertentu; maka tidak lepas dari kemungkinan tidak nampak
seperti janin; atau kemungkinan nampak. Jika tidak nampak, maka tidak
dibolehkan. Jika nampak seperti kepala, tangan dan kaki: maka hewan
tersebut tidak lepas dari kemungkinan termasuk hewan yang dibolehkan

untuk disembelih atau tidak. Jika termasuk hewan yang tidak boleh
disembelih, maka tidak dibolehkan, karena seseorang tidak dibolehkan
menjual seorang budak dan mengecualikan kakinya, karena itu
merupakan haknya yang tidak dapat dibedakan dan tidak dapat dipisah-
pisahkan, dan itu termasuk yang tidak diperselisihkan. Jika hewan
tersebut termasuk yang dibolehkan untuk disembelih, dan menjualnya
dengan mengecualikan salah satu anggota badannya yang berharga
dengan syarat disembelih, maka dalam madzhab Maliki terdapat dua
pendapat:

Pertama, bahwa hal itu tidak dibolehkan dan ini adalah pendapat
yang masyhur.

Kedua, dibolehkan. Ini adalah pendapat Ibnu Habib, dia
membolehkan jual beli kambing dengan mengecualikan kaki dan
kepalanya.

Jika barang yang dikecualikan tidak berharga, maka kebolehannya
tidak diperselisihkan dalam madzhab Maliki. Alasan pendapat Malik,
bahwa jika pengecualiannya dengan kulit, maka sesuatu yang berada di
bawah kulit adalah tidak nampak. Jika tidak mengecualikannya dengan
kulitnya, maka dia tidak tahu dengan sifat apa bagian yang dikecualikan
tersebut bisa dikeluarkan untuknya setelah kulitnya dilepas. Alasan
pendapat Ibnu Habib, bahwa dia mengecualikan anggota badan tertentu
serta dapat diketahui, maka sesuatu yang berada di atasnya berupa kulit

I

BidayatulMujtahid 325



tidak membahayakannya, asalnya adalah membeli brli-brjian yang masih

dalam tangkainya dan buah pala yang masih dalam kulitnya.

Adapun jika yang dikecualikan dari hewan 
-dengan 

syarat

menyembelihnya benar berdasarkan kebiasaan atau dilafazhkan- satu

bagian tertentu, seperti beberapa rithl (l rithl: 407,5 gram) dari unta.

Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Malik yaitu:

Pertama, melarangnya, ini merupakan riwayat Ibnu Wahb.

Kedua, dibolehkan pada beberapa rithl saja, ini merupakan riwayat

Ibnu Al Qasim.

Dari bab ini mereka sepakat tentang dibolehkannya seseorang

menjual buah-buahan di kebunnya dan mengecualikan beberapa pohon

kurma tertentu diqiyaskan dengan kebolehan untuk membelinya. Mereka

sepakat tentang tidak dibolehkan nya mengecualikan beberapa pohon

kurma dari kebunnya yang dengan tidak tertentu, kecuali dengan

penentuan si pembeli setelah menjualnya, karena hal itu termasuk jual

beli barang yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli.

Mereka berbeda pendapat tentang orang yang menjual kebun kurma

dan mengecualikan beberapa pohon kurma setelah menjualnya: Jumhur

melarangnya karena perbedaan sifat pohon kurma tersebut dan

diriwayatkan suatu pendapat dari Malik tentang dibolehkan nya hal itu.

Ibnu Al Qasim melarang pada pohon kurma dan membolehkannya pada

pengecualian kambing.

Pendapat Malik dan Ibnu Al Qasim juga berbeda tentang membeli

beberapa pohon kurma dari kebunnya dengan syarat si penjual membantu

si pembeli setelah membelinya: Malik membolehkannya sedangkan Ibnu

Al Qasim melarangnya.

Begitujuga mereka berbeda pendapat, jika si penjual

mengecualikan takarannya dari suatu kebun. Abu Umar bin Abdil Ban

mengatakan, para fuqaha berbagai negeri melarang hal itu. Dan saya

men)ruSun kitab berdasarkan madzhab mereka karena larangan Nabi dari

jual beli tsunya, karena itu merupakan pengecualian barang yang ditakar

dari penaksiran.

Sedangkan Malik dan para pendahulunya dari kalangan ulama

Madinah menyatakan bahwa mereka membolehkan hal itu pada barang

yang kurang dari sepertiga dan melarangnya pada barang yang lebih dari
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itu. Mereka mengartikan larangan melakukan jual beli tsunya pada
barang yang lebih dari sepertiga dan mereka menyamakan jual beli
barang yang tidak dikecualikan dengan jual beli barang campur baur
yang tidak diketahuijumlah takarannya, lalu dijual secara perkiraan dan
dikecualikan darinya takaran tertentu. Permasalahan pokok ini juga
diperselisihkan (maksudnya, jika dikecualikan darinya takaran yang
diketahui).

Dari bab ini para ulama berbeda pendapat tentang jual beli dan
sewa (rental) secara bersamaan dalam satu akad:

l. Malik dan para pengikutnya membolehkan hal itu.

2. Para ulama Kufah dan madzhab Syaf i tidak membolehkannya,
karena mereka berpendapat bahwa harga tersebut ketika itu tidak
diketahui. Sedangkan Malik mengatakan bahwa jika persewaan itu
diketahui, maka harganya tidak majhul (bisa diketahui). Barangkali
para ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hal itu termasuk
dua penjualan dalam satu penjualan.

Mereka sepakat bahwa tidak dibolehkan jual beli atau utang seperti
yang kami katakan. Pendapat Malik berbeda-beda tentang dibolehkan nya
utang dan syirkah (persekutuan). Kadang dia membolehkan hal itu dan
kadang dia melarangnya. Tentang semua ini para ulama berbeda
pendapat, karena perbedaan dengan yang paling sedikit dan paling
banyak tentang adanya alasan larangan pada semua itu yang telah
ditegaskan. ulama yang menurutnya alasan larangan lebih kuat dalam
suatu permasalahan dari berbagai permasalahan tersebut, maka mereka
melarangnya. sementara ulama yang tidak mengaggap kuat, mereka
membolehkannya. Hal itu kembali kepada usaha mujtahid, karena
permasalahan ini menimbulkan perlawanan yang sama bagi orang yang
menelitinya. Dan barangkali pada contoh-contoh masalah ini pendapat
yang membenarkan setiap mujtahid adalah benar. Karena itu sebagian
ulama berpendapat tentang contoh-contoh permasalahan ini untuk
memilih pendapat-pendapat tersebut.
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Bab V

Jual Beli yang Dilarang Karena Membahayakan atau Menipu

Dalil naqli dari bab ini yaitu hadits yang shahih tentang, larangan

Nabi SAW terhadap orang yang menjual atas penjualan saudaranya;

penawaran seseorang atas penawaran saudaranya; mencegat dagangan

orang-orang yang berkendaraan (sebelum sampai di pasar); orang kota

menjual kepada orang desa dan larangan beliau dari naisy (penawaran

dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi).

Pasal : Penjualan seseorang atas penjualan saudaranya

Para ulama berbeda pendapat tentang perincian makna-makna dari

beberapa hadits ini dengan perbedaan yang tidak berjauhan:

l. Malik mengatakan, makna sabda Nabi SAW, "Janganlah sebagian

dari kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain."te6 Makna

larangan beliau yaitu larangan dari seseorang menawar atas tawaran

saudaranya. Yaitu pada kondisi ketika si penjual memiliki
kecenderungan kepada si penawar dan tidak tersisa kecuali sedikit

hal seperti pemilihan emas, disyaratkan jika ada cacatnya atau

berlepas darinya. Abu Hanifah menafsirkan hadits ini seperti

tafsiran Malik.

Ats-Tsauri berkata, makna "Jangonloh sebagian dari kalian
menjual atas penjualan sebagian yang lain." Yaitu agar seseorang

tidak mendatangi dua orang yang sedang berjual beli, lalu

mengatakan, "Saya memiliki barang yang lebih baik dari barang

ini." Dan dia tidak membatasi waktu kecenderungan dan juga yang

lainnya.

Syaf i berkata, makna hal itu; jika jual beli telah sempurna secara

lisan dan keduanya belum berpisah, lalu seseorang datang

menawarkan barang dagangannya yang lebih baik darinya. Ini
didasari oleh pendapatnya bahwa jual beli hanya menjadi keharusan

dengan berpisah. Jadi dia dan Malik sepakat bahwa larangan

tersebut terjadi pada saat dekatnya keharusan jual beli. Dan

Muttafaq 'Alaih. HP.. Al Bukhari (2139,2165,5142), Muslim (1412), Abu
Daud (2081), An-Nasa'i (6/36), (71258), At-Tirmidzi (1292), Ibnu Majah
(2171), Ahmad (2163), semuanya berasal dari hadits Ibnu Umar.

2.

aJ.
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kcduanya berbeda pendapat tentang keadaan ini, apa yang
dimaksudkan, karena perselisihan di antara keduanya tentang
sesuatu yang menjadi keharusan dalam jual beli, berdasarkan hal-
hal yang akan kami jelaskan selanjutnya.

Para fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa jual beli ini
makruh, namun tetap berlangsung, karena itu merupakan penawaran atas
jual beli yang belum sempurna.

Abu Daud dan para pengikutnya mengatakan, jika terjadi, maka
jual beli tersebut dibatalkan bagaimanapun keadaannya, dengan
berpegang pada keumuman. Dan diriwayatkan dari Malik dan sebagian
para pengikutnya tentang dibatalkannya jual beli tersebut sebelum
terlewatkan. Ibnu Al Majisyun mengingkari hal itu dalam jual beli, dia
berkomnetar bahwa Malik hanya mengatakan hal itu dalam pernikahan.
Dan hal itu telah dijelaskan.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang masuknya orang kafir
dzimmi dalam larangan dari penawaran seseorang atas penawaran orang
lain:

1. Jumhur mengatakan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang
kafir dzimmi dengan yang lainnya.

2. Al Auza'i mengatakan tidak mengapa melakukan penawaran atas
penawaran Qrang kafir dzimmi, karena dia bukan saudara muslim
dan Nabi SAW telah bersabda, "Janganlah seseorang menawar
atas penawaran saudaranya."tel dari sini sekelompok ulama
melarang jual beli muzayadah (ual beli dengan saling menambah
harga), meskipun jumhur membolehkannya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah larangan ini diartikan secara
makruh atau haram. Kemudian jika diartikan secara haram, apakah
diartikan pada semua keadaan atau pada satu keadaan dan tidak yang
lainnya.

tt1 Mutta|aq 'Alaih. HF.- Al Bukhari (2140), Muslim (1413), An-Nasa'i (617r,73),
(7/258), At-Tirmidzi (1134), Ibnu Majah (2172), Ahmad (2/411, 457)i,
semuanya dari hadits Abu Hurairah dan lafazh muslim yaitu ..Janganlah 

seorang
muslim menawar atas penawaran saudaranya."
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Pasal: Mencegat para pemasok barang di tengah perjalanan sebelum

mereka sampai dipasar

Larangan beliau dari mencegat para pcmasok barang (supplayer)

agar menjual barang dagangannya: mereka berteda pendapat tentang

pengertian larangan tersebut:

l. Malik berpendapat bahwa larangan tersebut diarahkan untuk orang-

orang pasar (para pedagang), supaya mereka tidak menyendiri

dengan menurunkan harga tanpa orang-orang pasar (para

pedagang) yang lainnya. Dan dia berpendapat bahwa seseorang

tidak dibolehkan membeli dari mereka hingga mereka masuk ke

pasar. Ini jika pencegatan tersebut dekat, namun jika jauh, maka

tidak mengapa. Batasan dekat menurut madzhab Maliki yaitu kira-

kira enam mil. Dia juga berpendapat bahwa jika hal itu tedadi,

maka dibolehkan tetapi pembeli itu mengikutsertakan para

pedagang lain pada barang tersebut, yang urusannya menjadi

pasamnya.

2. Syaf i mengatakan bahwa maksud larangan tersebut hanyalah bagi

pemasok barang agar onmg yang mencegatnya tidak menipunya,

karena si pemasok barang tidak mengetahui harga negeri tempat

tersebut. Dia mengatakan, jika terjadi maka pemilik barang

dagangan tersebut diberikan hak memilih, jika dia mau maka jual

beli tersebut tetap berlangsung atau dia mengembalikannya.

Madzhab Syaf i ini merupakan nash di dalam hadits Abu Hurairah

yang shahih daf. Rasulullah SAW bahwa beliau SAW bersabda,

,1\:?rrLtlt itrt'u t+ '^i ett ";t ,J-Jir fF \
.ot\;i

"Janganlah knlian mencegat barang dagangan (dari luar kota ke

dalam kota), barangsiapa mencegat barang tersebut, lalu

membelinya, maka pemililorya diberikan hak memilih jika telah

sampai ke pasar."reE HR. Muslim dan lainnya.

'n Shahih. HR. Muslim (1519), Abu Daud (3437'), At-Tirmidzi (1221), An-Nasa'i
(71257),Ibnu Majah (2178), Ahmad (21284,403,487), Ath-Thabrani di dalam

Al Ausath (957), Al Baihaqi (5/348).
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Pasal: Jual beli orang kota kepada orang desa

Larangan Nabi SAW dari jual beli orang kota kepada orang desa:

para ulama berbeda pendapat tentang makna hal itu: sekelompok ulama

mengatakan satu pendapat yaitu, penduduk kota tidak boleh menjual

kepada penduduk desa. Mereka berbeda pendapat tentang pembelian

orang kota kepada orang desa. Kadang mereka membolehkannya.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh lbnu Habib. Dan kadang

melarangnya. Orang-orang kota menurutnya yaitu orang-orang kota

besar. Riwayat lain darinya mengatakan bahwa penduduk desa tidak
dibolehkan menjual kepada pemilik rumah yang berpindah-pindah.

Pendapat Malik ini juga dikemukakan oleh Syaf i dan Al Auza'i. Abu
Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, tidak mengapa menjual

kepada penduduk desa dan,memberitahukan harganya. Sedangkan Malik
memakruhkannya (maksudnya, orang kota memberitahukan harganya

kepada orang desa) dan Al Auza'i membolehkannya.

Para ulama yang melarangnya sepakat bahwa tujuan dari larangan

ini ialah kasihan terhadap penduduk kota, karena barang-barang bagi
penduduk desa lebih mudah daripada penduduk kota, barang-barang
tersebut bagi mereka lebih murah, bahkan kebanyakannya dengan cuma-

cuma (gratis) menurut mereka (maksudnya, tanpa membayar harganya).

Seolah-olah mereka berpendapat bahwa dimakruhkan penduduk kota

memberikan nasihat kepada penduduk desa, ini bertentangan dengan

sabda Nabi SAW, "Agama itu adalah nasihat."tee Dengan hal ini Abu
Hanifah berpendapat dibolehkan nya hal itu.

Hujjah jumhur yaitu hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim
dan Abu Daud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

4 i'# i't'o:;'i. uIr tr)i', :\1. fv e;: \

Shohih. HR'. Muslim (55), Abu Daud (4944), An-Nasa'i (71156), Ahmad
(4/102), Al Humaidi (837), dan dinllai shahih oleh Ibnu Hibban (4574,4575 Al
Ihsan), semuanya dari hadits Tamim Ad Dari.
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"Jangunlah orang kota menjual kepada orang desa. Biarkanlah
orung-orang, Allah akan memberikan rezeki sebugian mereka dari
sebagian yang lain."2oo

Tambahan ini diriwayatkan sendiri oleh Abu Daud sepengetahuan

saya. Yang benar yaitu bahwa hal itu termasuk bab penipuan terhadap

orang desa, karena dia datang, padahal dia tidak tahu harga. Kecuali jika

tambahan ini shahih dan ini berdasarkan makna hadits yaitu makna

larangan mencegat orang yang naik kendaraan berdasarkan penafsiran

Syaf i dan terdapat dalam hadits yangshahih.

Mereka berbeda pendapat jika terjadi:

l. Syaf i berpendapat jika terjadi, maka jual beli tersebut sempurna

dan dibolehkan, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Biarkanlah orang-

orong, Allah akan memberikan rezeki sebogian mereka dari
sebagian yang lain."

2. Para pengikut Malik berbeda pendapat tentang makna ini: sebagian

mereka mengatakan, dibatalkan dan sebagian yang lain

mengatakan, tidak dibatalkan.

Pasal: Jual beli Najsy

Larangan Nabi SAW dai, najsy2ol: ulama sepakat tentang larangan

hal itu, najsy yaitv: seseorang memberikan harga yang lebih pada barang

dagangan dan dalam dirinya tidak ada maksud untuk membelinya, dia

hanya ingin memberikan manfaat kepada si penjual (agar ada pembeli

yang melebihi harga darinya) dan merugikan si pembeli.

Mereka berbeda pendapat jika jual beli ini terjadi:

l. Ahlu zhahir mengatakan bahwa jual beli tersebut rusak.

2. Malik mengatakan bahwa jual beli itu cacat dan si pembeli

diberikan hak untuk memilih, antara mengembalikannya atau

mempertahankannya.

Shahih. HR. Muslim (1522), Abu Daud (3442), An-Nasa'i (71256),Ibnu Majah
(2176), Ahmad (3/307, 312, 386, 392), Ath-Thayalisi (1752), Ibnu AI Ja'd
(2637), semuanya dan hadits Jabir.
Menunjuk kepada hadits Ibnu Umar, "Bahwa Nabi SAW melarang dari Najsy."
HR. Al Bukhari (2142), Muslim (1516), An-Nasa'i (71258),Ibnu Majah (2113),
Ahmad (2/63, 108, 156), dan Al Baihaqi (5/343).

201
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3. Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan jika terjadi maka berdosa dan
jual beli tersebut dibolehkan.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah larangan itu mengandung

arti rusaknya sesuatu yang dilarang, jika larangan itu tidak berada pada

barang itu sendiri, tetapi di luarnya? Ulama yang mengatakan bahwa

larangan itu mengandung arti batalnya jual beli, mereka tidak
membolehkan hal itu. Dan ulama yang mengatakan bahwa larangan itu
tidak mengandung arti batal, mereka membolehkannya.

Jumhur berpendapat bahwa suatu larangan jika menjelaskan makna

pada sesuatu yang dilarang, maka hal itu mengandung arti rusak. Seperti

larangan terhadap riba dan penipuan. Jika ada perintah dari luar maka hal

itu tidak mengandung arti rusak.

Permasalahan sama yang kemungkinan masuk dalam bab ini yaitu
larangan Nabi SAW dari menjual air, berdasarkan sabda Nabi SAW pada

seba g i an lafazh -lafzhny a,

.K':r&;a',P g'* &4.
"Bahwa beliau melarang menjual kelebihan air untuk mencegah

rumput-rumput (di sekelilingan ya).-202

Abu Bakar Ibnu Al Mundzir mengatakan, di dalam hadits shahih
dijelaskan, "Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual air dan menjual
kelebihan air karena akan mematikan t'umput-rumput (disekelilingnya)."
Dan dia mengatakan, beliau tidak melarang jika berupa sumur dan juga

mengumpulkan air."2o3

Para ulama berselisih pendapat tentang penafsiran larangan ini:

Muttafaq 'Alaih. HF.. Al Buldrari (2353,6962), Muslim (1566), At-Tirmidzi
(1272),Ibnu Majah (2478), Ahrnad (21244,273,309,482), Al Baihaqi (6/15,
152), semuanya dari hadits Abu Hwairah. Di dalam bab ini terdapat hadits dari
Jabir diriwayatkan oleh Muslim (1565), Ibnu Majah (2477), Ahrnad (3/356), Al
Hakim (2/61), Al Baihaqi (6/15), dan dari Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu Majah
(2479), Ahmad (6/139,268), Al Hakim (2161), Al Baihaqi (61152).
Shahih. HR. Ibnu Majah (2479), Ahmad (61112, 139, 252, 268), dan dinilai
shahih oleh Al Hakim (2/61), serta disetujui oleh Adz-Dzal:r;b| Diriwayatkan
juga oleh Al Baihaqi (6/152), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam shahih
Ibnu Majah.
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l. Sekelompok ulama mengartikannya berdasarkan keumumannya.

Mereka mengatakan tidak dibolehkan menjual air kapan saja, baik

dari sumur, kolam atau mata air, baik pada tanah yang dimiliki atau

tidak dimiliki; hanya saja jika memiliki, maka dia lebih berhak

dengan ukuran kebutuhannya. Pendapat ini dikemukakan oleh

Yahya bin Yahya, dia mengatakan, ada empat hal yang saya

berpendapat agar tidak dihalangi: air, api, kayu bakar dan rumput.

2. Sebagian ulama mengkhususkan hadits-hadits ini karena

bertentangan dengan hukum asal, yaitu tidak dihalalkan harta

seseorang kecuali dengan keikhlasan dannya, sebagaimana

disabdakan oleh Nabi SAW dan telah terjadi ijma'. Para ulama

yang mengkhususkan makna ini berbeda pendapat tentang segi

pengkhususannya.

3. Sekelompok ulama mengatakan maknanya yaitu bahwa sumur itu

bisa menjadi milik dua orang yang bersekutu, sehari untuk seorang

dan sehari untuk yang lainnya, lalu mengairi tanaman salah satu

dari keduanya pada suatu hari dan dihari yang lain tidak mengairi

tanaman milik sekutunya, maka dia harus tidak menghalangi

sekutunya untuk mengambil air selebihnya dari hari itu. Sebagian

mereka mengatakan, penafsiran hal itu berlaku untuk orang yang

menanam pada airnya, lalu sumurnya rusak, sedangkan tetangganya

memiliki kelebihan air, maka tetangganya tidak boleh menghalangi

kelebihan air tersebut baginya, hingga dia bisa memperbaiki

sumurnya. Kedua penafsiran ini hampir sama. Dan alasan kedua

penafsiran ini yaitu bahwa mereka mengartikan yang mutlak pada

dua hadits ini pada yang muqayyad (dibatasi) yaitu bahwa beliau

melarang dari menjual air secara mutlak, kemudian melarang dari

menghalangi kelebihan air, lalu mereka mengartikan yang mutlak
di dalam hadits ini pada yang muqayyad dan mengatakan,

kelebihan itulah yang dilarang dalam kedua hadits tersebut.

Sedangkan Malik, dasar pendapatnya yaitu bahwa air itu ketika

sumbernya berada di tanah yang dimiliki, maka pemilik tanah tersebut

boleh menjual dan menghalanginya, kecuali jika sekelompok orang

-yang 
tidak memiliki uang dan dikhawatirkan mereka akan binasa-

datang. Serta mengartikan hadits tersebut pada sumur-sumur di padang

pasir yang dibuat di tanah yang tidak dimiliki, maka mereka berpendapat
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bahwa pemiliknya (maksudnya, orang yang menggalinya) lebih berhak

dengan sumur itu. Jika dia telah memberi minum hewan ternaknya, maka

dia harus meninggalkan kelebihannya untuk manusia. Seolah-olah dia

berpendapat bahwa sumur itu tidak dimiliki dengan membuatnya.

Dari bab ini terdapat permasalahan yaitu memisahkan antara

seorang ibu dengan anaknya: mereka sepakat tentang larangan

memisahkan pada budak yang drjual antara seorang ibu dan anaknya,

berdasarkan sabda Nabi SAW yang shahih,

-.,,-"r,.", t i, "., t^,\-,,-i'.
.4,.r"4-!l e el 4:.>'l .d i q olt c)l- \J- . v)-.-

" Barangsiapa memisahkan

maka Allah akan memisahkan

clic inlainya patla hari kiamcit."204

Mereka berbeda pendapat tentang hal itu dalam dua hal; tentang

waktu dibolehkan nya memisahkan dan hukum jual beli jika terjadi:

Hukum jual beli:

l. Malik mengatakan dibatalkan.

2. Syaf i dan Abu Hanifah mengatakan tidak dibatalkan, sedangkan

penjual dan pembelinya berdosa.
. Sebab perbedaan pendapat: Apakah larangan tersebut

menunjukkan mengandung arti rusaknya sesuatu yang dilarang, jika
disebabkan karena alasan dari luar.

Waktu yang ketika itu larangan bisa berpindah kepada dibolehkan:
Malik mengatakan, batasannya ialah tumbuhnya gigi Syaf i

mengatakan, batasannya ialah tujuh atau delapan tahun. Al Auza'i
mengatakan, batasannya adalah lebih dari sepuluh tahun, yaitu jika bisa
memberikan manfaat kepada dirinya dan tidak membutuhkan (bantuan)

ibunya dalam membiayai hidupnya.

2v Hqsan. HP.. At-Tirmidzi (1283), (1566), Ahmad (51412,414), Ad-Darimi
(2/227), Ad-Daruquthni (3167), Al Qadha'i di dalam Musnad Asy-Syihab
(l/280), (456), dan dinllai shahih oleh Al Hakim (2155), serta diriwayatkan oleh
Ath-Thabrani di dalam Al Kabir 94/182), (4080), dan dinilai hasan oleh Al
Albani di dalam Sftahih At-Tirmidzi.

antara seorang ibu dengan anaknya,

antara dia dengan orang-orang yang
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Disertakan dengan bab ini: jika terjadi penipuan dalam jual beli dan

manusia tidak tertipu dengan penipuan yang sama, apakah jual beli

tersebut dibatalkan atau tidak:

1. Pendapat yang masyhur di dalam madzhab Maliki yaitu tidak
dibatalkan.

2. Abdul Wahhab mengatakan, jika lebih dari sepertiga maka harus

dikembalikan dan dia meriwayatkan dari sebagian para pengikut
Malik. Nabi SAW memberikan hak khiyar bagi pemilik barang

dagangan, jika dicegat di luar kota sebagai dalil mengenai

dipertimbangkannya penipuan. Begitu juga sesuatu yang beliau
jadikan bagi Munqidz bin Habban berupa hak khiyar tiga kali
karena dilaporkan kepada beliau bahwa dia ditipu dalam jual beli.

Sekelompok ulama dari kalangan salaf berpendapat bahwa hukum

seorang bapak dalam hal itu sama dengan hukum seorang ibu. Dan

sekelompok ulama lain berpendapat bahwa hal itu juga tedadi pada

saudara.

Bab VI

Tentang Larangan dari Segi Waktu Ibadah

Yaitu bahwa dalam syari'at terdapat kewajiban berjalan menuju

shalat jumat saja, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka

bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli;'
(Qs. Al Jumu'ah 162l:9).

Ini adalah perintah yang disepakati sepengetahuan saya

(maksudnya, larangan be{ual beli ketika adzan yang dilakukan setelah

tergelincir matahari dan imam berada di atas mimbar).

Mereka berbeda pendapat tentang hukumnya jika terjadi: apakah

dibatalkan atau tidak. Jika dibatalkan atas siapa dibatalkan. Apakah

seluruh akad yang semakna dengan hal ini diikutkan dengan jual beli atau

tidak.

L Pendapat yang masyhur dari Malik, yaitu dibatalkan.

2. Riwayat lain mengatakan, tidak dibatalkan, ini adalah pendapat

Syaf i dan Abu Hanifah.
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Sebab perbedaan pendapat: Sebagaimana kami katakan trdak
hanya sekali yaitu, apakah larangan yang teqadi karena sebab clari luar
mengandung arti rusaknya objek yang dilarang atau tidak.

Tentang atas siapa dibatalkan:

L Menurut Malik atas orang yang berkewajiban melaksanakan shalat
jumat, bukan orang yang tidak wajib melaksanakannya.

2. Sedangkan aturan pokok ahli zhahir, mengandung arti dibatalkan
atas setiap penjual.

Adapun seluruh akad,
karena di dalamnya terdapat
menyibukkan diri dengannya
kemungkinan tidak diikutkan,
ini, berbeda dengan jual beli.

Adapun seluruh shalat, kemungkinan bisa diikutkan pada shalat
jumat, berdasarkan sisi sunnah bagi orang yang memperhatikan waktu.
Jika telah berlalu, maka berdasarkan sisi keharaman, meskipun tidak ada
seorang pun yang mengatakan hal itu sepanjang pengetahuan saya.
Karena itulah Allah memuji orang-orang yang meninggalkan jual beli
karena kedudukan shalat. Allah Ta' a I a b erftrman

. "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula)
oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang,
dan (dari) membayarkan zekat." (Qs. An-Nuur 124):37)

Jika telah ditetapkan sebab-sebab kerusakan yang bersifat umum
bagi jual beli, maka beralih kepada penjelasan tentang sebab-sebab dan
syarat-syarat yang menjadikan sah, yaitu bagian kedua dari pandangan
umum dalam jual beli.

Bagian Ketiga

Sebab-Sebab Sah dalam Jual Beli yang Mutlak
Bagian kedua sebab-sebab dan syarat-syarat yang menjadikan

sahnya jual beli secara global kebalikannya sebab-sebab yang
merusaknya, yaitu terangkum dalam tiga jenis:

l. Akad

2. Yang diakadkan (adanya barang).

kemungkinan diikutkan pada jual beli,
makna yang ada pada jual beli seperti
dari bersegera menuju shalat jumat dan
karena semua itu jarang terjadi di waktu
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3. Dua orang yang melakukan akad.

Jadi pada bagian ini terdapat tiga bab:

Bab I

Akad

Suatu akad tidak akan sah kecuali dengan lafazh-lafazh jual beli

yang bentuknya telah berlalu, seperti si penjual mengatakan, "Telah

kujual kepadamu" dan pembeli mengatakan, "Telah kubeli darimu".

Jika si pembeli mengatakan kepada si penjual, "Juallah barang

daganganmu kepadaku dengan harga sekian dan sekian." Lalu si penjual

mengatakan, "Aku telah menjualnya." Menurut Malik, bahwa jual beli

telah terjadi dan menjadi keharusan bagi orang yang memahaminya,

kecuali jika dalam hal itu dia datang dengan membawa alasan.

Sedangkan menurut Syaf i, jual beli tersebut tidak sempurna sehingga si

pembeli mengatakan, "Telah kubeli."

Begitujuga jika si pembeli mengatakan kepada si penjual, "Berapa

kamu mau menjual barang daganganmu?" lalu si pembeli mengatakan,

"Dengan harga sekian dan sekian." Lalu si pembeli mengatakan, "Saya

telah membeli darimu.": diperselisihkan apakah jual beli tersebut menjadi

keharusan atau tidak, sehingga si penjual mengatakan, "Saya telah

menjualnya kepadamu."

Menurut Syaf i, bahwa jual beli dapat tedadi dengan lafazh-lafazh
yang jelas dan kinayah. Saya tidak ingat Malik dalam hal ini memiliki
pendapat. Dan menurut Syaf i tidak cukup dengan saling memberi tanpa

ada ucapan.

Sepengetahuan saya tidak ada perselisihan pendapat bahwa ijab dan

qabul yang keduanya berpengaruh pada keharusan, salah satu dari

keduanya tidak ada jarak lama dari yang kedua, sehingga berpisah dari

majlis (maksudnya, bahwa kapan saja si penjual mengatakan, "Saya telah

menjual barang dagangan saya kepadamu dengan harga sekian dan

sekian." Lalu si pembeli diam dan tidak menerima penjualan sehingga

keduanya berpisah, kemudian setelah itu dia datang, lalu mengatakan,

"Saya menerimanya," bahwa hal itu tidak menjadi keharusan bagi si

penjual).
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Mereka berselisih kapan hal demikian menjadi keharusan:

1. Malik, Abu Hanifah, para pengikut mereka berdua dan sekelompok

dari ulama Madinah mengatakan bahwa jual beli menjadi

keharusan dalam majlis dengan ucapan, meskipun keduanya belum

berpisah.

2. Syaf i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan lbnu Umar dari
kalangan sahabat mengatakan bahwa jual beli menjadi keharusan

dengan berpisah dari majlis, dan keduanya selagi belum berpisah,

maka jual beli tersebut tidak menjadi keharusan dan tidak terjadi,
ini adalah pendapat Ibn Abi Dzi'b pada sekelompok ulama dari
Madinah, Ibnu Al Mubarak, Siwar Al Qadhi, Syureikh Al Qadhi,
sekelompok dari para tabi'in dan lainnya. Pendapat ini juga

diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Barzah Al Aslami dari kalangan

sahabat. Dan tidak ada dari kalangan sahabat yang menentang
pendapat mereka berdua.

Dalil para ulama yang mensyaratkan khiyar majlis, yaitu hadits
Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

g rl o:;;. 5 c Tb & :?\.V:'rk 9r;,A'
')?'

"Dua oreng yang berjual beli, masing-masing dari keduanya boleh
melakukan khiyar atas temannya selama keduanya belum berpisah,
kecuali jual beli khiyar."zos

Di sebagian riwayat hadits ini dijelaskan, "Kecuali salah seorang

dari keduanya berkata kepada temannya 'pilihlah'." Hadits ini sanadnya

menurut seluruh ahli hadits termasuk sanad yang paling terpecaya dan
paling shahih, sehingga Abu Muhammad menganggap bahwa sanad

seperti ini menimbulkan ilmu yang yakin, meskipun dari jalur satu

perawi.

Adapun para ulama yang menentang mereka, dalil yang dipakai
oleh madzhab mereka teqadi kerancuan untuk menolak penggunaan

'05 Muttafaq 'Ataih. HF.. Al Bukhari (2113), Muslim (1531), Abu Daud (3454,
3455), At-Tirmidzi (1245), An-Nasa'i (71248),Ibnu Majah (2181), Abn:rid (214,
7 3 ), Al Humaidi (65 4 ), Abdurr azak (l 4262, I 4263).
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hadits tersebut: yang dijadikan pegangan oleh Malik ruhimahullaft untuk

menolak mengamalkan hadits tersebut yaitu bahwa hadrts tersebut tidak

mendapatkan perbuatan yang dilakukan oleh penduduk Madinah terhadap

hadits tersebut, juga menurutnya hadits tersebut ditentang oleh hadits

yang dia riwayatkan secara munqathi' dari hadits Ibnu Mas'ud, bahwa

dia berkata, "Siapa saja dua orang yang berjual beli, maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan si penjual atau keduanya saling

mengembalikan."206 Seolah-olah dia mengartikan hadits ini berdasarkan

keumumannya dan itu mengandung arti terjadi di tempat dan setelah

pergi dari tempatnya.

Seandainya majlis (berada ditempat) menjadi syarat

berlangsungnya jual beli, maka tidak dibutuhkan untuk menjelaskan

hukum peeselisihan di majlis, karena jual beli selanjutnya tidak

berlangsung dan tidak menjadi keharusan, bahkan setelah berpisah dari

majlis. Hadits ini munqathi' dan tidak bisa menentang hadits pertama.

Dengan kekhususan bahwa hadits tersebut tidak bisa menentang hadits

pertama kecuali dengan perkiraan keumuman yang terdapat dr dalamnya.

Yang utama ialah hadits ini dilandaskan pada hadits pertama

tersebut dan hadits ini tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya

secara musnad sepengetahuan saya. Inilah yang dijadikan pegangan oleh

Malik rahimahullai untuk meninggalkan pengamalan hadits ini.

Sedangkan para pengikut Malik, dalam hal itu mereka berpegang

dengan zhahir naqli dan qiyas'.

Di antara dalil zhahir yang paling jelas dalam hal itu ialah firman
Allah Azza wa Jalla, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-

akad itu;'(Qs. Al Maa'idah [5]: 1).

Akad ialah ijab dan qabul, dan perintah itu menunjukkan wajib,
sedangkan khiyar majlis mengharuskan untuk tidak menepati akad-akad

itu, karena menurut mereka dia berhak kembali dalam jual beli setelah

bersungguh-sungguh selama keduanya belum berpisah.

Qiyas: Mereka mengatakan akad timbal balik, maka dalam hal ini
khiyar majlis tidak berpengaruh, asalnya ialah seluruh akad, seperti

'* Shahih. HP.. Abu Daud (3511), At-Tirmidzi (1270), An-Nasa'i (7/302), Ibnu
Majah (2186), Ahmad (l/466), Ad-Darimi (21325), dan dinilai shahih oleh Al
Albani di dalam Shahih Abu Daud.
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nikah, kitahah (pembebasan budak), khulu', gadai, shuluh (perdamaran)

alas qi.shasft pembunuhan sengaja. Setelah dikatakan kepada mereka,

bahwa zhahir dalil yang mereka jadikan hujjah dikhususkan oleh hadits

yang telah disebutkan, maka tidak ada lagi bagi kalian untuk mengajukan

hadits tersebut selain dengan qiyas.

Maka berdasarkan hal ini, kalian harus menguatkan qiyas melebihi
hadits. Itu adalah pendapat yang ditinggalkan menurut ulama Malikiyah.

Meskipun telah diriwayatkan dari Malik tentang penguatan qiyas

melebihi dalil naqli seperti pendapat Abu Hanifah. Maka mereka

menjawab tentang hal itu, bahwa ini bukan termasuk bab menolak hadits

dengan qiyas dan juga bukan penguatan, tetapi itu hanyalah bab

penafsiran dan pengalihan dari zhahirnya. Mereka mengatakan bahwa

menafsirkan zhahir dengan qiyas disepakati menurut para ulama ushul

dan mereka berargumen dalam hal ini kami memiliki penafsiran:

Pertama, bahwa dua orang yang berjual beli yang terdapat dalam

hadits -yang telah disebutkan-, yaitu dua orang yang sedang

melakukan tawar menawar, dan jual beli belum berlangsung di antara

keduanya. Lalu dikatakan kepada mereka, bahwa hadits tersebut

berdasarkan penafsiran ini tidak ada manfaatnya, karena telah diketahui

dari agama ini bahwa keduanya boleh melakukan khiyar jika di antara

keduanya belum terjadi akad dengan ucapan.

Adapun penafsiran yang lain: mereka mengatakan bahwa berpisah

di sini merupakan kinayah tentang berpisah dengan ucapan, bukan
berpisah dengan badan, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan

kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya." (Qs. An-Nisaa'

[a]: 130).

Sanggahan atas penafsiran ini yaitu bahwa ini adalah majaz bukan
hakikat. Sedangkan yang hakikat yaitu berpisah dengan badan. Segi
pengunggulan ialah agar diqiyaskan antara zhahir lafazh ini dan qiyas,

lalu dimenangkan yang kuat. Hikmah dalam hal ini yaitu karena adanya
penyesalan. Maka inilah dasar-dasar rukun pertama yaitu akad.
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Bab II
Yang Diakadkan (AdanYa Barang)

Rukun yang kedua yaitu yang diakadkan atau barang: dalam hal ini

disyaratkan selamat dari penipuan dan riba. Telah dijelaskan dalam hal

ini antara yang diperselisihkan dan yang disepakati, serta sebab-sebab

perselisihan dalam hal ini, maka tidak perlu diulang kembali. Penipuan

bisa hilang dari sesuatu dengan diketahui wujudnya, diketahui sifatnya,

diketahui ukurannya serta bisa diserah terimakan, yaitu terdapat pada dua

hal: harga dan barang yang dihargai, juga diketahui masanya jika jual

belinya dengan cara penundaan (tempo).

Bab III
Dua Orang yang Melakukan Akad

Rukun ketiga yaitu adanya dua orang yang melakukan akad:

disyaratkan agar keduanya sebagai pemilik dengan kepemilikan yang

sempuma atau sebagai wakil yang sempurna perwakilannya, serta

keduanya telah dewasa. Di samping itu pula keduanya tidak berada dalam

pengawasan atau salah satu keduanya: baik karena hak diri mereka bedua

seperti orang yang bodoh menurut ulama yang berpendapat untuk

mengawasinya, atau karena hak orang lain seperti budak, kecuali jika

budak tersebut diizinkan dalam perdagangan.

Dari pembahasan ini mereka berbeda pendapat tentang jual beli

yang dilakukan oleh orang yang ikut campur tangan, apakah terjadi atau

tidak. Bentuknya yaitu: seseorang menjual harta orang lain dengan syarat

jika pemilik harta tersebut rela, maka jual beli tetap dilanjutkan, jika tidak

maka dibatalkan. Begitujuga tentang seseorang membelikan (sesuatu)

untuk orang lain tanpa seizin orang lain tersebut, dengan syarat jika si

pembeli itu rela, maka pembelian tersebut sah, jika tidak maka tidak sah:

l. Syafi'i melarang pada kedua bentuk tersebut semuanya.

2. Malik membolehkan kedua bentuk tersebut semuanya.

3. Abu Hanifah membedakan antara penjualan dan pembelian, dia

mengatakan dibolehkan dalam penjualan dan tidak dibolehkan

dalam pembelian.
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Hujjah ulama Marikiyah: yaitu hadits yang diriwayatkan, ..Bahwa

Nabi SAW memberikan uang satu dinar kepada urwah Al Bariqi dan
berkata, 'Belikan kami seekor kambing crari uang ini,. Dia menuturkan:
Lalu aku membeli dua ekor kambing dengan harga satu dinar dan kujual
salah satu dari dua kambing tersebut dengan harga satu dinar. Lalu aku
datang dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar, maka aku
berkata, "wahai Rasulullah, ini kambingmu dan uang dinarmu." Maka
Rasulullah sAw bersabda, "yo Altah, berkahilah transasksi jual
belinya."2o7

Segi pengambilan dalil dari hadits tersebut yaitu, bahwa Nabi SAW
tidak menyuruhnya pada kambing yang kedua, baik membeli atau
menjualnya. Maka hal itu menjadi bantahan terhadap Abu Hanifah
tentang sahnya pembelian bagi orang dan Syaf i tentang kedua hal itu
semuanya.

Adapun dalil Syaf i yaitu, rarangan seseorang menjual sesuatu
yang tidak dimilikinya. para ulama Malikiyah mengartikannya pada
penjualan untuk dirinya bukan untuk orang lain. Mereka mengatakan
dalilnya yaitu bahwa larangan tersebut hanya menerangkan pada Hakim
bin Hizam dan permasalahannya yang terkenal, yaitu bahwa dia menjuar
untuk dirinya sesuatu yang tidak dimilikinya.

sebab Perbedaan pendapat: permasarahan yang masyhur yaitu:
apakah jika terdapat suatu larangan berdasarkan suatu sebab, diartikan
berdasarkan sebabnya atau umum. Inilah dasar pokok bagian ini. Secara
global pembahasan tentang bagian ini tercakup pada bagian pertama,
tetapi pembahasan berdasarkan aturan hukum fikih menuntut adanya
pembicaraan tersendiri. pada bagian ini telah kita bicarakan sebagaimana
yang kami paparkan. Maka kita beralih ke bagian yang ketiga yaitu
pembicaraan tentang hukum-hukum umum untuk jual beli yang sah.

Bagian Keempat

Hukum-Hukum Umum untuk Jual Beli yang Sah
Pada bagian ini dasar-dasar yang berhubungan erat dengan dalil

naqli terangkum dalam empat pembahasan:

'o' shohih. HR. Al Bukhari (3642),Abu Daud (33g4), At-Tirmidzi (125g), Ibnu
Majah (2402), Ahmad (4/376), dan Al Baihaqi (6/tt'2).
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Pertama,hukum-hukum cacat pada barang-barang yang dijual'

Kedua,jaminan pada barang-barang yang dijual, kapan berpindah

dari kepemilikan si penjual kepada si pembeli.

Ketiga, hal-hal yang mengikuti barang yang dijual ketika terjadi

jual beli.

Keempat, perselisihan dua orang yang bedual beli, meskipun yang

pantas membicarakannya dalam bahasan aq dhiyah (pengadilan)'

Begitujuga termasuk bab hukum-hukum jual beli istihqaq

(penuntutan hak), syufah (hak bersama) juga termasuk hukum-hukum

yang muncul padanya, tetapi biasanya ada kitab tersendiri yang

membahas tentang syuf ah.

Hukum Adanya Cacat pada Barang-Barang yang Dijual

Pada bagian ini terdaPat dua bab:

Bab pertama: Hukum-hukum cacat pada jual beli yang bersifat

mutlak.

Bab kedua: Hukum-hukum cacat pada jual beli dengan syarat lepas

tanggung jawab.

Bab I
Hukum-Hukum Cacat Pada Jual Beli Yang Bersifat Mutlak

Yang menjadi dasar tentang adanya pengembalian karena cacat

yaitu firman Allah Ta'ala'., "Kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]:
2e).

Dan hadits masyhur tentang kambing yang susunya diperah'

Dan sesuatu yang ada cacatnya tidak lepas dari kemungkinan

terjadi pada akad yang mengharuskan pengembalian atau tidak

mengharuskan hal itu. Kemudian jika terjadi pada akad yang

mengharuskan pengembalian, juga tidak lepas dari terjadi pada cacat

yang mengharuskan suatu hukum atau tidak mengharuskannya'

Kemudian jika terjadi pada cacat yang mengharuskan suatu hukum, juga

tidak lepas dari kemungkinan terjadi perubahan setelah jual beli atau
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tidak. Jika tidak terjadi, apa hukumnya? Dan jika terjadi padanya berapa
jumlah macam-macam perubahan tersebut dan apa hukumnya?

Pembahasan-pembahasan yang mencakup dasar bab ini ada lima
pasal:

Pasal pertama: Akad yang mengharuskan adanya hukum karena
adanya cacat

Akad-akad yang mengharuskan adanya hukum karena adanya cacat
tanpa ada perbedaan pendapat, yaitu akad-akad yang tujuannya adalah
pertukaran. Sebagaimana akad-akad yang tujuannya bukan pertukaran
juga tidak ada perbedaan bahwa dalam hal itu tidak ada pengaruhnya
pada jual beli, seperti hibah bukan karena mengharap imbalan dan
sedekah. Adapun akad-akad yang terjadi di antara dua macam ini
(maksudnya, yang menggabungkan tujuan penghormatan dan pertukaran,
seperti pemberian fhibah] karena mengharap imbalan) maka pendapat
yang terkuat di dalam madzhab Maliki yaitu bahwa dalam hal itu tidak
ada hukum karena adanya cacat. Riwayat lain mengatakan, dihukumi
dengannya jika cacatnya merusak.

Pasal kedua: Beberapa cacat yang mengharuskan hukum, serta
syarat cacat yang mengharuskan bagi hukum tersebut

Pada pasal ini terdapat dua pandangan:

Pertama, cacat yang mengharuskan hukum.

Ke dua, syarat yang mengharuskannya.

Pandangan pertama: Cacat yang mengharuskan hukum

Cacat yang mengharuskan hukum: di antaranya cacat kejiwaan dan
cacat fisik. Dan di antara cacat-cacat ini ada yang menjadi cacat dengan
syarat ada lawannya (gantinya) pada barang yang dijual, yaitu yang
disebut cacat dari segi syarat. Dan di antaranya ada juga yang
mengharuskan suatu hukum, meskipun tidak disyaratkan ada lawannya
pada barang yang dijual. Inilah cacat yang ketiadaannya merupakan
pengurangan pada asal bentuk. Adapun cacat-cacat yang lain: yaitu yang
lawan-lawannya adalah kesempurnaan dan kehilangannya bukan suatu
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kekurangan seperti hasil buatan. Kebanyakan macam ini terdapat pada

kondisi jiwa dan kadang ada pada kondisi badan'

Cacat yang bersifat jasmani di antaranya cacat yang terdapat pada

fisik yang memiliki kejiwaan (maknawi) dan pada fisik yang tidak

memiliki kejiwaan.

Cacat yang memiliki pengaruh pada akad: yaitu menurut semua

ulama yaitu yang berkurang dari bentuk yang alami atau berkurang dari

budi pekerti syar'i dengan pengurangan yang berpengaruh pada harga

barang yang dijual. Hal itu berbeda-beda berdasarkan perbedaan waktu,

kebiasaan dan orang-orangnya. Maka kadang kekurangan pada bentuk

merupakan keutamaan dalam syari'at, seperti pendek pada budak wanita

dan khitan pada budak lakilaki.

Karena berdekatannya makna-makna ini pada satu persatu di antara

yang dilakukan oleh manusia, terjadi perbedaan pendapat di antara

fuqaha tentang hal itu. Dan akan kami sebutkan beberapa permasalahan

yang masyhur, supaya hasil yang ada pada diri seorang ahli fiqih kembali

seperti aturan dan undang-undang yang diterapkan pada permasalahan

yang tidak terdapat nash dari para pendahulunya, atau pada permasalahan

yang tidak diketahui nashnya bagi yang lain.

Di antaranya adanya perzinaan pada seorang budak. Para ulama

berbeda pendapat tentang hal ini:

l. Malik dan Syaf i mengatakan itu adalah cacat.

2. Abu Hanifah mengatakan itu bukanlah cacat, dan merupakan

kekurangan pada budi pekerti syar'i yang dinamakan iffah

(kehormatan).

Pernikahan menurut Malik adalah cacat, itu termasuk cacat yang

menghalangi penggunaan. Begitujuga agama. Jadi cacat secara global

yaitu yang menghalangi perbuatan jiwa atau perbuatan badan.

Penghalang ini kadang terdapat pada sesuatu dan kadang berasal dari

luar, Syaf i mengatakan, agama dan pernikahan bukanlah cacat

sepengetahuan saya.

Kehamilan pada wanita cantik adalah cacat menurut Malik. Dan

kehamilan itu sebagai cacat pada orang yang buruk terdapat perselisihan

dalam madzhab Maliki.
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Tashriyah menurut Malik dan Syaf i adalah cacat, yaitu menahan
air susu pada puting selama berhari-hari sehingga dianggap bahwa hewan
tersebut memiliki air susu yang banyak. Hujjah mereka yaitu hadits
musharrah yang masyhur, yaitu sabda Nabi SAW,

ir: ;'t ,*F, ;". ';; U.t tt ? A1 ;.,1i r.!j; ,t

f , Lw'r u:"ir:'rlt ,'QSJ|

"Janganlah kalian menahan air susu unta dan sapi (pada
ambingnya)- Barangsiapa melakukan hal itu, maka hendakrah dia
diberikan dua pertimbangan, kalau mau, dia boleh mempertahankannya
dan kalau mau, dia boleh mengembalikannya bersama dengan satu sha'
kurma."2o8

Mereka mengatakan maka beliau menetapkan khiyar baginya untuk
mengembalikan karena ada penahanan air susu. Itu menunjukkan bahwa
hal itu sebagai cacat yang berpengaruh. Mereka mengatakan, dia juga
membuat kepalsuan, maka kepalsuan tersebut sama dengan seluruh cacat.

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, tashriyah
bukanlah suatu cacat. Berdasarkan kesepakatan bahwa manusia jika
membeli seekor kambing, lalu air susunya keluar sedikit, maka hal itu
bukanlah suatu cacat. Mereka mengatakan hadits musharrah (hewan
yang puting susunya diikat agar tampak gemuk) seharusnya tidak
mewajibkan untuk diamalkan karena bertentangan dengan hukum asal,
yaitu bahwa hadits tersebut bertentangan dengan hukum asal dari
beberapa segi, Di antaranya:

Gl Bahwa hadits tersebut bertentangan dengan sabda Nabi SAW,

.JL-t! l.4t. ,-L

"Hak^mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung
kerugian."2oe Hadits ini merupakan dasar yang disepakati.

Muttdaq 'Alaih. HF.. Al Bukhari (2150, 2l5l), Muslim (t524), Abu Daud
(3443), At-Tirmidzi (1251), An-Nasa'i (7/254),Ibnu Majah (2239), Ahmad
(2/242), dari hadits Abu Hurairah.
Hasan Lighairihi. HR. Abu Daud (3510), Ibnu Majah (2243), Ahnad (6/80),
Ibnu Al Jarud di dalam Al Muntaqa (626), dinilai shahih oleh Al Hakim (z/15),
serta diriwayatkan oleh Al Baihaqi (5/321), semuanya berasal dari hadits
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[J Bahwa hadits tersebut bertolak belakang dengan hadits tentang

larangan jual beli makanan dengan makanan dengan ada penundaan, dan

itu tidak dibolehkan berdasarkan kesepakatan.

[8 Bahwa hukum asal pada barang-barang yang rusak, bisa dengan

nilai atau barang yang sama. Dan memberikan satu sha' kurma sebagai

ganti air susu bukan sebagai nilai dan bukan pula sebagai barang yang

sama.

[B Jual beli makanan yang tidak diketahui (maksudnya, dengan

cara perkiraan) dengan takaran yang diketahui. Karena air susu yang oleh
si penjual dibuat untuk menipu tidak diketahui ukurannya, juga hal itu
bisa sedikit dan bisa banyak, sedangkan penggantinya di sini terbatas.

Tetapi yang wajib yaitu agar hal ini dikecualikan dari semua dasar

ini karena shahih-nya hadits tersebut, dan ini seolah-olah bukan dari bab

ini, itu hanyalah hukum khusus, maka kita kembali kepada pembahasan

kita.

Bahwa tidak ada perbedaan pendapat menurut mereka tentang buta

sebelah, buta keseluruhan, terpotong tangan dan kakinya, bahwa itu
adalah cacat yang berpengaruh. Begitujuga sakit pada anggota tubuh
mana saja atau terdapat pada seluruh badan. Uban menurut madzhab

Maliki merupakan cacat pada wanita cantik. Pendapat lain mengatakan,

tidak mengapa dengan uban yang sedikit pada wanita tersebut.

Begitujuga darah istihadhah adalah cacat pada budak wanita dan orang

buruk, begitujuga hilangnya haid merupakan cacat menurut pendapat

yang masyhur di dalam madzhab Maliki. Rambut yang sedikit
merupakan cacat, serta berbagai penyakit indera dan anggota tubuh
semuanya merupakan cacat berdasarkan kesepakatan para ulama.

Kesimpulannya: Dasar madzhab Maliki menyatakan bahwa setiap
yang berpenganrh pada nilai (maksudnya, mengurangi nilainya)
merupakan cacat.

Kencing di tempat tidur adalah cacat, pendapat ini dikemukakan
oleh Syaf i. Abu Hanifah mengatakan, budak wanita bisa dikembalikan
karenanya, sedangkan budak lakilaki tidak dikembalikan karenanya.

Aisyah. Di sebagian lafazh-lafazlnya diterangkan, "Penghasilan itu didasarkan
pada jaminan." Al Albani mengatakan hasan lighairihi dalam Shahih Abu
Daud.
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Prilaku kewanitaan pada laki-laki dan prilaku laki-laki pada wanita

adalah cacat. Semua ini terdapat dalam madzhab Maliki kecuali yang

telah kami sebutkan perbedaan di dalamnya.

Pandangan kedua: Syarat yang mengharuskan hukum

Syarat cacat yang mengharuskan hukum: yaitu jika terjadi sebelum

masa jual beli berdasarkan kesepakatan atau dalam masa jaminan

menurut ulama yang mengatakan hal itu. Maka di sini kita wajib
menjelaskan perbedaan pendapat para fuqaha tentang masa jaminan:

Malik membicarakan secara sendiri tanpa seluruh fuqaha berbagai

negeri dan para pendahulunya dalam hal itu yaitu ulama Madinah, tujuh
fuqaha dan lainnya. Makna masa jaminan yaitu: bahwa setiap cacat yang

tedadi ketika masa tersebut di tempat si pembeli, maka itu berasal dari si

penjual. Menurut para ulama yang menyatakan hal itu, ada dua masa
jaminan:

Masa tiga hari: yaitu dari semua cacat yang terjadi ketika itu di
tempat si pembeli.

Masa satu tahun: yaitu dari tiga cacat; lepra, kusta dan gila. Sesuatu

yang terjadi dalam satu tahun dari ketiga hal ini pada barang yang dijual,
maka itu berasal dari si penjual. Sedangkan cacat-cacat lain yang terjadi,
maka pada dasarnya itu menjadi jaminan si pembeli.

Masa tiga hari menurut ulama Malikiyah secara global
kedudukannya sama dengan hari-hari khiyar dan hari-hari berlepas diri.
Nafkah dan jaminan pada masa tersebut berasal dari si penjual.

Adapun masa satu tahun: nafkah dan jaminan pada masa tersebut

adalah berasal dari si pembeli, kecuali dari tiga penyakit tadi. Masa ini
menurut Malik terjadi pada budak dan juga terjadi pada macam-macam
jual beli yang tujuannya adalah mencari untung dan tawar menawar, dan

itu pada jual beli bukan yang berada dalam jaminan. Ini yang tidak ada

perbedaannya dalam madzhab Maliki dan diperselisihkan tentang selain
itu.

Masa satu tahun menurutnya dihitung setelah masa tiga hari
menurut pendapat yang paling masyhur dari madzhab Maliki dan waktu
saling berlepas diri bisa masuk bersama dengan masa tiga hari, jika masa

saling berlepas diri tersebut lebih panjang dari masa tiga hari. Masa satu
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tahun tidak masuk padanya masa berlepas diri. Inilah pendapat yang kuat

dari madzhab Maliki. Dan dalam hal ini masih terdapat perbedaan

pendapat.

Tujuh fuqaha mengatakan, masa yang satu tidak akan masuk pada

masa yang kedua, jadi masa berlepas diri dahulu, kemudian masa tiga

hari, lalu masa satu tahun.

Riwayat dari Malik juga berbeda-beda: Apakah masa tersebut

menjadi keharusan pada setiap negeri tanpa penduduk negeri tersebut

diarahkan padanya? Diriwayatkan darinya dua opsi; jika dikatakan, tidak

menjadi keharusan bagi penduduk negeri ini kecuali jika mereka telah

diarahkan pada hal itu. Lalu apakah penduduk setiap negeri harus

diarahkan atau tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di dalam

madzhab Maliki dan tidak menjadi keharusan pembayaran tunai pada

masa tiga hari meskipun disyaratkan. Sedangkan masa satu tahun

menjadi keharusan.

Alasan dalam hal ini: Bahwa pada masa tersebut penyerahan jual

beli belum sempurna karena diqiyaskan pada jual beli khiyar. Karena

ketidakjelasan pembayaran tunai pada masa tersebut antara utang dan jual

beli. Semua ini adalah hukum-hukum masa jaminan yang masyhur di

dalam madzhab Malik dan semuanya merupakan cabang yang didasari

atas sahnya masa jaminan. Maka kita kembali kepada ketetapan berbagai

alasan para ulama yang menetapkannya dan para ulama yang

membatalkannya.

Dalil Malik rahimahullah tentang masa jaminan dan hujjahnya
yang dijadikan pegangan yaitu perbuatan penduduk Madinah. Sedangkan

para pengikutnya yang termasuk ulama muta'akhirin berhujjah dengan

hadits yang diriwayatkan oleh Al Hasan dari Uqbah bin Amir dari Nabi

SAW, beliau bersabda,

.F'or *:s,i-w
"Masa jaminan budak adalah liga hari."zro

Dan diriwayatkan juga,

"o Dho',I HR. Abu Daud (3506), Ahmad (4ll5l,152), Ath-Thayalisi (908), Al
Hakim (2/21), Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (171348), Al Baihaqi (51323),

dan dinilai dha'if oleh Al Albani di dalam Dha'if Abu Daud.
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"Tidak ada masa jaminan setelah empat hari."2ll

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hasan dari Samurah bin
Jundub Al Fazari RA. Dan kedua hadits tersebut menurut ahlul ilmi ada

illat (cacat)nya, karena mereka berbeda pendapat tentang mendengarnya

Al Hasan dari Samurah, meskipun At-Tirmidzi menilainya shahih.

Sedangkan seluruh fuqaha berbagai negeri: menurut mereka tidak
shahih satu hadits pun yang berbicara tentang masa jaminan. Mereka

berpendapat, seandainya shahih bertentangan dengan hukum asal, yaitu
bahwa kaum muslim sepakat atas setiap musibah yang menimpa barang

yang dijual sebelum diterima, maka itu dari di pembeli. Kekhususan

seperti hukum asal yang telah ditetapkan ini hanya dengan dalil naqli
yang shahift. Karena itu menurut Malik tentang salah satu periwayatan

darinya dinilai dha'if jika dihukumi dengan hal itu pada setiap negeri,
kecuai jika hal itu menjadi kebiasaan bagi penduduk negeri tersebut atau

disyaratkan, khususnya masa jaminan satu tahun, meskipun dalam hal ini
tidak ada hadits yang menerangkannya.

Syaf i meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, aku bertanya
kepada Ibnu Syihab tentang masa jaminan satu tahun dan masa jaminan

tiga hari, dia menjawab, "Saya tidak mengetahui perkara dalam hal itu
dari pendahulu (salaf) kita."

Jika telah ditetapkan suatu pendapat tentang pembedaan cacat yang
mengharuskan suatu hukum dari yang tidak mengharuskan dan telah
ditetapkan syarat dalam hal itu, yaitu agar cacat tersebut terjadi sebelum
jual beli atau pada masa jaminan menurut ulama yang berpendapat

tentang adanya masa jaminan.

Pasal ketiga: Hukum cacat yang mengharuskan hukum, jika barang
yang dijual tidak berubah

Apabila ada cacat: jika barang yang dijual tidak berubah karena

sesuatu dari cacat-cacat tersebut di tangan si pembeli maka tidak lepas

dari kemungkinan berupa tanah, barang yang bergerak atau hewan.

ztt Dha'if. HR. Ibnu Majah (2244), Ath-Thabrani di dalam At Kabir (71210), dan
dinilai dha'if olehAl Albani didalamDha'if lbnu Majah.
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Jika berupa hewan: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa si

pembeli diberikan hak memilih untuk mengembalikan barang tersebut
dan mengambil harganya atau mempertahankannya dan tidak
mendapatkan apa-apa.

Jika berupa tanah: Malik membedakan antara cacatyangringan dan
yang banyak, dia mengatakan jika cacatnya ringan, maka tidak
mengharuskan pengembalian dan dia harus mendapatkan harga cacat
tersebut yaitu dinamakan dengan ganti rugi. Jika banyak, maka wajib
dikembalikan, inilah pendapat yang masyhur di dalam kitab-kitab para
pengikutnya. Dan para ulama Baghdad tidak memperinci seperti
perincian ini.

Jika berupa barang dagangan yang bergerak: pendapat yang
masyhur di dalam madzhab Maliki bahwa dalam hukum ini semua itu
tidak sama kedudukannya dengan hukum asal. Pendapat lain
mengatakan, bahwa hal itu sama kedudukannya dengan hukum asal di
dalam madzhab maliki. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al Faqih Abu
Bakar bin Rizq, guru kakekku rahimahumallah, dia mengatakan, "Bahwa
tidak ada perbedaan dalam makna ini antara hukum dasar dan barang
dagangan yang bergerak." Pendapat yang dikatakannya ini mengharuskan
ulama yang membedakan antara cacat yang banyak dan sedikit di dalam
hukum asal (maksudnya, agar membedakan hal itu pada barang dagangan
yang bergerak).

Pada dasarnya semua yang mengurangi nilai, maka hal itu
mengharuskan untuk dikembalikan, inilah pendapat yang diakui oleh para
fuqaha berbagai negeri. Karena itu ulama Baghdad tidak berpegang

-sepengetahuan 
saya- pada pernbedaan yang saya katakan pada

hukum asal dan pendapat mereka tidak berbeda-beda tentang hewan,
bahwa tidak ada perbedaan pada hewan antara cacat yang sedikit dan
cacat yang banyak.

Pasal: Si pembeli mengambil nilai cacat dari si penjual

Telah kami katakan bahwa si pembeli diberikan hak memilih antara
mengembalikan barang tersebut dan mengambil nilainya atau
mempertahankannya dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Jika keduanya
sepakat agar si pembeli mempertahankan barang yang telah dibelinya dan
si penjual memberikan nilai cacat tersebut: maka kebanyakan fuqaha
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berbagai negeri membolehkan hal itu, kecuali Ibnu Suraij yang termasuk
pengikut Syaf i, dia mengatakan keduanya tidak boleh melakukan hal

itu, karena itu berarti hak pilihan pada harta, maka tidak boleh
menggugurkannya dengan pengganti seperti khiyar syuf' ah.

Al Qadhi Abdul Wahhab berkata, "Ini salah, karena itu adalah hak
si pembeli, maka dia berhak untuk dipenuhi (maksudnya, agat
mengembalikan dan kembali membawa harganya, dan dia berhak
mendapatkan pengganti jika meninggalkannya) dan yang disebutkannya
mengenai khiyar syuf'ah, maka itu memperkuat pendapat kita, karena

menurut kita dia berhak meninggalkannya untuk mengambil
penggantinya dan ini tidak diperselisihkan.

Di dalam bab ini terdapat dua permasalahan cabang yang masyhur
dari segi pembagian:

Masalah pertama: Munculnya cacat pada sebagian barang yang
dijual

Pertama, apakah orang yang membeli berbagai macam barang
dalam satu jual beli, lalu dia mendapatkan salah satu barang-barang
tersebut terkena cacat, apakah dia bioleh mengembalikan semua atau
hartya boleh menukar barang yang terkena cacat saja?

l. Sekelompok ulama berpendapat dia tidak dibolehkan
mengembalikan semua atau memepertahankan semua. Pendapat ini
dikemukakan oleh Abu Tsaur dan Al Auza'i, kecuali jika ia telah
menentukan harga masing-masing dari berbagai macam barang
tersebut. Ini termasuk yang tidak ada perbedaan pendapat, bahwa
dia harus mengembalikan barang yang terkena cacat saja. Yang
menjadi perbedaan jika tidak menentukannya.

Sekelompok ulama lain berpendapat harus mengembalikan barang
yang terkena cacat tersebut dengan pengganti berupa nilai yang
diperkirakan. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini
adalah Suffan Ats-Tsauri dan lainnya. Dan diriwayatkan dari
Syaf i dua pendapat tersebut semuanya.

Malik memberikan perbedaan, dia mengatakan harus melihat
kepada barang yang terkena cacat tersebut, jika hal itu merupakan
segi jual beli dan menjadi tujuan adanya pembelian, maka

2.

3.
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dikembalikan secara keseluruhan. Jika bukan merupakan segi jual
beli, maka dikembalikan berdasarkan nilainya.

4. Abu Hanifah memberikan perbedaan lain, dia mengatakan, jika
mendapatkan cacat sebelum diterima, maka harus dikembalikan
semua dan jika mendapatkannya setelah diterima, maka

dikembalikan barang yang terkena cacat tersebut dengan pengganti
berupa nilai. Jadi dalam permasalahan ini terdapat empat pendapat.

Hujjah ulama yang melarang adanya pengembalian sebagian yaitu
bahwa barang tersebut dikembalikan dengan harga yang tidak disepakati
oleh si pembeli dan si penjual. Begitujuga barang yang masih tersisa,
juga tersisa dengan harga yang tidak disepakati. Kemungkinan, andai
barang tersebut bisa dibagi, maka dia tidak mau membeli sebagian
tersebut dengan harga yang ditetapkan untuknya.

Adapun hujjah ulama yang berpendapat tentang diharuskannya
pengembalian sebagian barang yang terkena cacat, yaitu karena suatu

keadaan darurat, maka ditetapkan padanya penilaian dan perkiraan
sebagai bentuk keridhaan, dengan diqiyaskan pada barang yang hilang
dalam jual beli, maka tidak lain kecuali dengan nilai.

Pembedaan Malik antara segi jual beli atau bukan, itu merupakan
suatu isliftsan dainya, karena dia berpendapat bahwa barang yang
terkena cacat itu, jika tujuannya bukan untuk dijual, maka bahayanya
tidak besar untuk tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh si

pembeli atau si penjual. Adapun ketika tujuannya atau kesemuanya untuk
dijual, maka bahayanya dalam hal ini sangat besar. Pendapat darinya
diperselisihkan, apakah mempertimbangkan pengaruh cacat pada harga

semua barang atau pada barang yang terkena cacat saja.

Pembedaan Abu Hanifah antara diterima atau tidak diterima:
penerimaan menurutnya merupakan salah satu syarat kesempurnaan jual
beli. Jual beli yang tidak menerima barang yang dibeli, maka jaminannya

menurutnya ada pada si penjual dan hukum meminta hak dalam hal ini
sama dengan hukum pengembalian karena cacat.
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Masalah kedua: Munculnya cacat pada jual beli dua orang, yang

salah satu dari keduanya menolak pengembalian

Masalah kedua, mereka juga berbeda pendapat tetang dua orang

yang berjual beli satu barang dalam satu jual beli, lalu keduanya

mendapatkan suatu cacat dan salah satunya hendak mengembalikan

barang tersebut sedangkan yang lainnya tidak mau: Syaf i mengatakan,

bagi yang menginginkan pengembalian, maka dia boleh

mengembalikannya. Ini merupakan riwayat Ibnu Al Qasim dari Malik.
Dan riwayat lain mengatakan bahwa dia tidak berhak

mengembalikannya.

Ulama yang mewajibkan pengembalian menyamakannya dengan

dua jual beli yang berpisah, karena dalam hal itu telah berkumpul dua

orang yang melakukan akad. Sedangkan ulama yang tidak
mewajibkannya, menyamakannya dengan satu jual beli jika si pembeli

dalam hal ini hendak mengembalikan sebagian barang tersebut karena

cacat.

Pasal keempat: Macam-macam perubahan yang terjadi di tangan si
pembeli dan hukumnya

Jika barang yang dijual berubah di tangan si pembeli dan cacat

tersebut tidak diketahui kecuali setelah barang tersebut berubah di
tangannya, maka hukum dalam hal ini berbeda menurut fuqaha berbagai

negeri berdasarkan perubahan tersebut.

Jika berubah karena mati atau rusak atau pemerdekaan: para fuqaha
berbagai negeri berpendapat bahwa hal itu adalah tidak ada (hilang), dan

si pembeli meminta kembali kepada si penjual dengan harga cacat
tersebut. Sedangkan Ath-Thabrani bin Abi Rabah berpendapat, tidak
boleh meminta kembali pada yang mati dan pemerdekaan sedikitpun.
Begitujuga menurut mereka hukum orang yang membeli seorang budak
wanita lalu budak tersebut melahirkan dan juga janji pembebasan budak
menurut mereka. Ini merupakan pengqiyasan dalam pembebasan dengan

mencicil.

Perubahan hal itu pada jual beli, mereka berbeda pendapat:

Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan, jika dia telah menjualnya,
maka tidak boleh meminta kembali. Begitujuga pendapat Al-Laits.
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Sedangkan Malik: dalam jual beli menurutnya ada perincian yaitu

bahwa hal itu tidak lepas dari kemungkinan menjualnya kepada si penjual

barang yang dia membeli darinya atau penjual lain dan juga tidak lepas

dari kemungkinan menjualnya dengan harga yang sama atau lebih sedikit

atau lebih banyak: jika menjualnya kepada penjual yang dia membeli

darinya dengan harga yang sama, maka tidak boleh meminta kembali

kapadanya karena cacat tersebut. Jika menjualnya dengan harga yang

lebih sedikit dari harga itu, maka dia boleh meminta kembali kepadanya

dengan nilai cacat tersebut dan jika menjualnya dengan harga yang lebih

banyak dari harga itu, maka perlu dilihat: jika penjual pertama seorang

penipu (maksudnya, dia mengetahui cacat tersebut) maka penjual

pertama tidak boleh meminta apapun kepada penjual kedua. Jika dia

bukan seorang penipu, maka penjual pertama boleh meminta harga

tersebut kepada penjual kedua. Dan penjual kedua pada penjual pertama

juga. Kedua jual beli tersebut dibatalkan dan barang yang dijual kembali

menjadi milik penjual pertama. Jika menjualnya kepada penjual yang dia

membeli darinya:

1. Ibnu Al Qasim mengatakan tidak boleh meminta kembali nilai

cacat tesebut seperti pendapat Abu Hanifah dan Syaf i.

2. Ibnu Abdil Hakam mengatakan dia boleh meminta kembali dengan

nilai cacat tersebut.

3. Asyhab mengatakan dia boleh meminta kembali dengan harga yang

kurang dari nilai cacat tersebut atau dengan nilai harga tersebut. Ini
jika dia menjualnya dengan harga kurang dari harga semestinya

ketika dia membelinya. Dengan demikian dia tidak boleh meminta

kembali jika menjualnya dengan harga yang sama atau lebih

banyak. Pendapat ini dikemukakan oleh Utsman Al Batti.

Alasan pendapat Ibnu Al Qasim, Syaf i dan Abu Hanifah yaitu,
jika barang tersebut tidak ada karena dijual, maka berarti dia telah

mengambil penggantinya tanpa mempertimbangkan pengaruh karena

dijual pada pengganti tersebut, yaitu nilainya. Karena itu, kapan si

pembeli menuntut kepada si penjual karena ada cacat, maka dia boleh

meminta kembali kepada si penjual pertama tanpa ada peselisihan.

Alasan pendapat kedua, yaitu menyamakan jual beli dengan

pemerdekaan budak.
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Alasan pendapat Utsman dan Asyhab yaitu, kalau di tangannya ada

barang tersebut, maka dia hanya berhak mempertahankan atau

mengembalikan semuanya. Jika dia menjualnya maka berarti dia telah
mengambil pengganti nilai tersebut, jadi dia hanya berhak barang yang
kurang, dan lebih banyak dari nilai cacat.

Malik mengatakan jika menghibahkan atau menyedekahkannya,
maka dia boleh menuntut kembali dengan nilai cacat tersebut. Abu
Hanifah mengatakan, tidak boleh meminta kembali karena hibah atau

sedekahnya berarti peniadaan bagi si pemilik tanpa ada pengganti, dan

dia rela dengan hal itu karena mengharap pahala. Maka keridhaannya
karena menggugurkan hak cacat lebih utama dan lebih pantas dengan hal
itu.

Adapun Malik mengQiyaskan hibah dengan pemerdekaan budak.
Padahal qiyas mengandung arti untuk tidak meminta kembali sesuatu pun
dari hal itu jika sudah tidak ada dan tidak mungkin dikembalikan, karena
kesepakatan para ulama bahwa jika berada di tangannya, maka tidak ada

keharusan kecuali mengembalikan atau mempertahankannya, sebagai
dalil bahwa cacat itu tidak berpengaruh untuk menggugurkan sesuatu dari
harga, hanya saja dia berpengaruh untuk membatalkan jual beli.

Adapun akad-akad yang dikuti dengan meminta kembali seperti
gadai dan sewa: para pengikut Malik dalam hal ini berbeda pendapat:

l. Ibnu Al Qasim mengatakan, hal itu tidak menghalangi dari
pengembalian karena ada cacat, jika barang telah kembali
kepadanya.

2. Asyhab mengatakan jika waktu keluarnya barang tersebut dari
tangannya tidak lama, maka dia berhak mengembalikannya karena
cacat.

Adapun pendapat Ibnu Al Qasim lebih utama. Pemberian karena
mengharap imbalan menurut Malik seperti jual beli bahwa hal itu bisa
hilang. Inilah berbagai keadaan yang terjadi pada barang yang dijual
berupa akad-akad yang terjadi padanya serta hukum-hukumnya.
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Tentang Terjadinya Pengurangan

Jika terjadi pengurangan pada barang yang dijual: maka tidak lepas

dari kemungkinan pengurangan tersebut terjadi pada nilainya, pada badan

atau pada jiwa:

Pengurangan nilai karena perbedaan pasar: tidak berpengaruh pada

pengembalian karena cacat berdasarkan kesepakatan para ulama'

Pengurangan yang terjadi pada fisik: jika sedikit, maka tidak

berpengaruh pada nilai, jadi tidak berpengaruh pada pengembalian karena

cacat dan hukumnya adalah hukum barang yang belum pernah terjadi

pengurangan. Ini adalah nash madzhab Malik dan lainnya. Adapun

pengurangan yang terjadi pada badan serta yang berpengaruh pada nilai,

dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat dalam tiga pendapat:

l. Bahwa dia tidak berhak untuk meminta kembali kecuali dengan

nilai cacat saja, dan dia tidak berhak kecuali jika si penjual tidak

mau mengembalikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i di

dalam qaul jadid (fatwa beliau saat di Mesir) dan juga Abu

Hanifah.

2. Ats-Tsauri mengatakan dia tidak berhak kecuali harus

mengembalikannya dan mengembalikan ukuran cacat yang terjadi

ketika berada di tangannya. Ini merupakan pendapat Syafi'i yang

pertama (fatwa beliau ketika di Bagdad).

3. Pendapat Malik, bahwa si pembeli diberikan hak khiyar antara

mempertahankan dan si penjual melepaskan harga sebesar cacat

atau mengembalikannya kepada si penjual dan memberikannya

harga cacat yang terjadi ketika berada di tangannya' Jika si penjual

dan si pembeli berbeda pendapat, misalnya si penjual berkata

kepada si pembeli, "Saya yang memegang barang tersebut, dan

kamu memberikan nilai cacat yang terjadi ketika berada di

tanganmu." Dan si pembeli berkata, "Bahkan saya yang memegang

barang tersebut dan kamu memberikan nilai cacat yang terjadi

ketika berada di tanganmu." Maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan si pembeli dan dia memiliki hak khiyar.

pendapat lain dalam madzhab Maliki mengatakan bahwa perkataan

yang dipegang adalah perkataan si penjual. Pendapat ini dinilai benar

berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa si pembeli tidak
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memiliki hak kesuali harus mempertahankan atau mengembalikan, serla

pengurangan yang terjadi ketika berada di tangannya.

Abu Muhammad bin Hazm berpendapat dengan pendapat yang

ganjil, dia mengatakan si pembeli berhak mengembalikan dan tidak ada

tanggungan atas dirinya.

Hujjah ulama yang mengatakan bahwa si pembeli tidak berhak

kecuali harus mengembalikan barang tersebut serta mengembalikan nilai
cacat atau mempertahankannya, karena mereka telah sepakat bahwa tidak
terjadi cacat pada barang tersebut di tangan si pembeli, maka dia tidak
berhak kecuali hanya mengembalikan. Maka haruslah dikembalikan
kepada hukum asal dari hukum ini. Jika terjadi cacat di tangan si pembeli

maka dia harus mengembalikan dengan nilai cacat yang terjadi di
tangannya.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa dia tidak boleh

mengembalikan barang tersebut dengan bersama apapun, hanya saja dia

berhak mendapat nilai cacat yang sebelumnya tedadi ketika berada di
tangan si penjual: yaitu diqiyaskan dengan pemerdekaan budak dan

kematian, karena hukum asal ini tidak disepakati dan Atha' dalam hal ini
menentangnya.

Adapun Malik, menurutnya setelah terjadi pertentangan antara hak
si penjual dan pembeli, maka dimenangkan si pembeli dan diberikan hak
khiyar baginya, karena si penjual tidak lepas dari kemungkinan
melakukan salah satu dari dua hal: kemungkinan menganggap remeh,
yaitu dia tidak mencari tahu tentang cacat tersebut dan

memberitahukannya kepada si pembeli atau kemungkinan dia
mengetahuinya, lalu melakukan penipuan kepada si pembeli.

Menurut Malik, jika benar bahwa dia melakukan penipuan dengan

cacat tersebut, maka dia harus mengembalikannya tanpa si pembeli
membayar nilai cacat yang terjadi ketika berada di tangannya. Jika mati
karena cacat tersebut, maka jaminannya menjadi tanggungan si penjual,

berbeda dengan penjualan yang tidak benar bahwa dia melakukan
penipuan.

Hujjah Abu Muhammad, yaitu karena hal itu adalah te{adi dari sisi
Allah, sebagaimana jika terjadi ketika dalam kepemilikan si penjual.
Maka pengembalian karena cacat tersebut menunjukkan bahwa jual beli
tersebut pada intinya belum terjadi, tetapi yang terjadi pada zhahimya
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saja. Juga tidak ada Al Qur'an dan As-Sunnah yang mewajibkan atas

seorang mukallaf (orang dewasa) untuk mengganti kerugian selama tidak

ada pengaruh pada pengurangannya, kecuali hal itu merupakan

penekanan bagi ulama yang mengharuskan jaminan atas orang yang

meng-ghasab dengan perintah dari Allah. Inilah hukum cacat yang terjadi

pada badan.

Adapun cacat yang terjadi pada jiwa, seperti melarikan diri dan

pencurian: suatu pendapat di dalam madzhab maliki mengatakan bahwa

hal itu menghilangkan hak pengembalian seperti cacat yang terjadi pada

badan. Pendapat lain mengatakan tidak.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa cacat yang terjadi di tangan si

pembeli jika hilang setelah terjadi, maka hal itu tidak berpengaruh pada

pengembalian kecuali jika akibatnya tidak dapat dijamin. Dari bab ini
mereka berbeda pendapat tentang si pembeli yang menggauli budak

wanita:

1. Sekelompok ulama berpendapat jika dia menggaulinya maka dia

tidak berhak mengembalikannya dan dia boleh meminta kembali
nilai cacat tersebut, baik budak tersebut masih gadis atau janda.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.

2. Syaf i mengatakan bahwa dia harus mengembalikan nilai
menggauli jika menggauli seorang gadis dan tidak
mengembalikannya jika menggauli seorang janda.

3. Sekelompok ulama berpendapat bahkan dia harus

mengembalikannya dan mengembalikan mahar mitsil budak
tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah dan Ibnu
Abi Laila.

4. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat jika budak tersebut seorang janda,

maka dia harus mengembalikan seperduapuluh dari harganya dan

jika budak tersebut seorang gadis, maka dia harus mengembalikan
sepersepuluh dari harganya.

5. Malik mengatakan tidak ada tanggungan sedikit pun atas dirinya
ketika menggauli budak seorang janda. Karena itu merupakan
keuntungan dari memberikan jaminan. Adapun seorang gadis,

maka itu merupakan cacat yang menurutnya menetapkan adanya
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hak pilih bagi si pembeli berdasarkan pendapatnya yang telah
berlalu. Pendapat yang semisal ini juga diriwayatkan dari Syaf i.

6. Utsman Al Batti berpendapat menggauli budak itu dipertimbangkan
dalam kebiasaan. Jika ada pengaruhnya pada nilai maka si penjual
mengembalikan sesuatu yang berkurang. Jika tidak ada
pengaruhnya, maka tidak ada keharusan sedikit pun baginya. Inilah
hukum pengurangan yang terjadi pada barang-barang yang dijual.

Tentang Terjadinya Penambahan

Penambahan yang terjadi pada barang yang dijual (maksudnya,
yang dilahirkan terpisah darinya) dalam hal ini para ulama berbeda
pendapat:

l. Syaf i berpendapat bahwa hal itu tidak berpengaruh pada
pengembalian dan hal itu menjadi milik si pembeli, berdasarkan
keumuman sabda Nabi SAW, "Penghasilan itu didasarkan pada
jaminan."

2. Malik memberikan pengecualian dari hal itu pada anak, dia
mengatakan dikembalikan pada si penjual, sementara si pembeli
tidak berhak kecuali mengembalikan tambahan tersebut bersama
dengan asalnya atau mempertahankannya.

3. Abu Hanifah mengatakan penambahan-penambahan itu semuanya
menghalangi pengembalian dan mengharuskan ganti rugi cacat,
kecuali keuntungan dan hasil. Hujjah dia yaitu bahwa sesuatu yang
dilahirkan dari barang yang dijual masuk pada akad. Karena
pengembalian barang tersebut dan pengembalian sesuatu yang
dilahirkan darinya, maka hal itu suatu yang hilang, yang menuntut
adanya ganti rugi cacat, kecuali yang ditegaskan oleh syari'at
berupa penghasilan dan keuntungan.

Adapun penambahan yang terjadi pada barang itu sendiri tanpa
terpisah darinya:jika hal itu seperti celup warna pada pakaian dan nomor
pada pakaian, maka hal itu mengharuskan adanya hak khiyar menurut
madzhab Maliki. Kemungkinan mempertahankan dan meminta kembali
nilai cacat dan kemungkinan mengembalikannya dan dia menjadi sekutu
si penjual dengan nilai penambahan.
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Adapun pertumbuhan pada badan seperti kegemukan, satu pendapat

di dalam madzhab maliki mengatakan bahwa hal itu menetapkan adanya

hak khiyar bagi si pembeli dan pendap,rt lain mengatakan tidak

menetapkan hal itu. Begitujuga pengurangan yang berupa kekurusan.

Maka inilah pembicaraan tentang hukum perubahan.

Pasal kelima: Keputusan dalam perselisihan hukum ketika terjadi
perselisihan di antara dua orang yang berjual beli

Sifat hukum untuk memutuskan hukum-hukum ini: yaitu jika
penjual dan pembeli telah berada pada salah satu keadaan yang

disebutkan di sini, maka harus ada hukum khusus pada keadaan tersebut.

Jika si penjual mengingkari tuduhan yang diarahkan, maka tidak lepas

dari kemungkinan mengingkari adanya cacat atau mengingkari terjadinya

cacat tersebut di tangannya:

Jika mengingkari adanya cacat tersebut pada barang yang dijual:
jika cacat tersebut untuk mengetahuinya semua manusia sama, maka

dalam hal itu cukup ada dua saksi yang adil di antara orang yang

disepakati. Jika cacat tersebut diketahui secara khusus oleh orang yang

memiliki keahlian tertentu, maka hal itu disaksikan oleh orang yang

memiliki keahlian tersebut. Pendapat di dalam madzhab Maliki
mengatakan, dua orang yang adil. Dan pendapat lain mengatakan, dalam

hal itu tidak disyaratkan adanya keadilan, jumlah dan Islam.

Begitujuga jika mereka berselisih tentang keadaan hal itu

berpengaruh pada nilai, juga tentang keadaan hal itu sebelum masa jual

beli atau sesudahnya. Jika si pembeli tidak memiliki bukti, maka si

penjual bersumpah bahwa hal itu tidak terjadi ketika berada di tangannya.

Jika dia tidak memiliki bukti akan adanya cacat pada barang yang dijual,
maka hal itu tidak mengharuskan sumpah atas si penjual.

Jika mengharuskan ganti rugi: Alasan hukum tentang hal itu, agar

sesuatu itu dinilai ketika selamat dan dinilai ketika terdapat cacat. Dan si

pembeli mengembalikan barang yang di antara hal itu.

Jika mengharuskan hak khiyar: maka dinilai dengan tiga penilaian,

penilaian ketika selamat, penilaian dengan cacat yang terjadi di tangan si

penjual dan penilaian dengan cacat yang terjadi di tangan si pembeli.

Lalu si penjual mengembalikan harga tersebut, dan gugurlah harga selisih
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antara harga ketika ada cacatnya dari harga ketika selamat. Jika si

pembeli tidak mau mengembalikannya dan dia rngin

mempeftahankannya, maka si penjual mengembalikan harga selisih

antara harga ketika sehat dan ketika adacacat di tangannya.

Bab II
Jual Beli dengan Syarat Lepas Tanggung Jawab

Para ulama berbeda pendapat tentang di perbolehkannya jual beli
semacam ini, bentuknya yaitu, si penjual mensyaratkan kepada si pembeli

agar komitmen dengan setiap cacat yang dia dapatkan pada barang yang

dijual secara umum:

1. Abu Hanifah mengatakan, dibolehkan jual beli dengan lepas

tanggung jawab dari setiap cacat, baik diketahui oleh si penjual

atau tidak, dia tentukan atau tidak, dia perlihatkan atau tidak.
Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Tsaur.

2. Syaf i di dalam pendapat yang masyhur dari dua pendapatnya
(yaitu yang diunggulkan oleh para pengikutnya) mengatakan, si

penjual tidak boleh lepas tanggung jawab kecuali dari cacat yang
diperlihatkan kepada si pembeli. Pendapat ini juga dikemukakan
oleh Ats-Tsauri.

3. Sedangkan Malik, pendapat yang paling masyhur darinya yaitu
bahwa lepas tanggung jawab dibolehkan dari cacat yang diketahui
oleh si penjual. Yaitu khusus pada budak, kecuali lepas tanggung
jawab dari kehamilan pada budak-budak wanita yang cantik. Hal
itu menurut mereka tidak dibolehkan karena besarnya penipuan
dalam hal ini dan dibolehkan pada wanita yang tidak cantik.
Pendapat darinya di dalam riwayat yang kedua; bahwa hal itu
dibolehkan pada budak dan hewan. Dan di dalam riwayat ketiga;
seperti pendapat Syafi'i.

Telah diriwayatkan darinya bahwa jual beli dengan syarat lepas
tanggung jawab, hanya sah kepada penguasa saja. Dan pendapat lain
mengatakan, pada jual beli dengan penguasa dan jual beli harta warisan.
Yang demikian itu tanpa mereka mensyaratkan berlepas diri.

Hujjah ulama yang berpendapat tentang dibolehkannya lepas
tanggung jawab secara mutlak, bahwa menuntut karena cacat merupakan
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salah satu hak pembeli terhadap penjual. Jika dia menggugurkan hak

tersebut maka gugur hal itu. Asalnya adalah hak-hak yang wajib.

Hujjah ulama yang tidak membolehkannya secara mutlak, yaitu

bahwa hal itu termasuk bab penipuan pada barang yang tidak diketahui

oleh si penjual dan termasuk bab pengkhianatan dan pemalsuan pada

barang yang diketahuinya. Karena itu Malik mensyaratkan ketidaktahuan

si penjual.

Kesimpulannya: Dalil yang menjadi pegangan Malik ialah hadits

yang diriwayatkan olehnya di dalam AI Muwaththa', "Bahwa Abdullah

bin Umar menjual seorang budaknya dengan harga delapan ratus dirham

dengan syarat lepas tanggung jawab. Maka si pembelinya mengatakan

kepada Abdullah bin Umar, 'pada budak tersebut terdapat penyakit yang

kamu belum menyebutkannya.' Lalu keduanya mengadukan perselisihan

mereka kepada Utsman. Orang itu berkata, 'Dia menjual kepadaku

seorang budak yang pada dirinya terdapat penyakit yang tidak dia

sebutkan.' Maka Abdullah berkata, 'Saya menjual kepadanya dengan

syarat lepas tanggung jawab.' Maka Utsman memutuskan agar Abdullah

bersumpah bahwa dia telah menjual seorang budak yang tidak ada

penyakit yang dia ketahui. Lalu Abdullah tidak mau bersumpah dan

meminta kembali budak tersebut."

Diriwayatkan pula bahwa Zaid bin Tsabit membolehkan jual beli

dengan syarat lepas tanggung jawab. Hanya saja Malik mengkhususkan

hal itu pada budak, karena cacat mereka kebanyakan tidak nampak.

Kesimpulannya: Hak khiyar untuk mengembalikan karena cacat

adalah hak yang tetap dimiliki oleh si pembeli. Karena dalam hal itu
terdapat perselisihan yang cukup banyak seperti perselisihan barang-

barang yang dijual tentang sifat-sifatnya, maka seharusnya tidak

dibolehkan ketika keduanya sepakat untuk tidak mengetahui cacat

tersebut. Hukum dasarnya ialah jika keduanya sepakat untuk tidak

mengetahui sifat barang yang berpengaruh pada harga. Karena itu Ibnu

Al Qasim meriwayatkan dari Malik di dalam Al Mudawwanah Al Kubra,
"Bahwa pendapat terakhirnya yaitu mengingkari jual beli dengan syarat

lepas tanggung jawab, kecuali yang diperingan oleh penguasa dan pada

pelunasan utang khususnya."
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Al Mughirah yang termasuk pengikut Malik berpendapat bahwa

lepas tanggung jawab dibolehkan pada cacat yang tidak melebihi

sepertiga barang yang dijual tersebut.

Jadi lepas tanggung jawab secara global: hanya menjadi keharusan

menurut ulama yang mengatakan adanya syarat (maksudnya, jika

mensyaratkannya) kecuali jual beli penguasa dan harta warisan menurut

Malik saja.

Maka pembicaraan ini secara global berkisar pada jual beli dengan

syarat lepas tanggung jawab yaitu tentang dibolehkan nya, tentang syarat

dibolehkan nya, tentang akad-akad, barang-barang yang dijual dan cacat

serta bagi ulama yang membolehkan dengan syarat atau secara mutlak.

Semua ini telah dijelaskan pada pembicaraan kami, maka ketahuilah.

Waktu Jaminan Barang-Barang yang Dijual

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu yang ketika itu si

pembeli memberikan jaminan kepada barang yang dijual, bagaimana hal

itu menjadi kerugian bagi dirinya jika barang tersebut rusak:

l. Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan si pembeli tidak memberikan
jaminan kecuali setelah menerimanya.

2. Malik dalam hal ini menurutnya terdapat perincian, yaitu: bahwa

barang-barang yang dijual menurutnya dalam kasus ini ada tiga

bagian:

a. Jual beli barang yang menjadi keharusan bagi si penjual

untuk memenuhi hak seperti timbangan, takaran dan jumlah.

b. Jual beli barang yang di dalamnya tidak ada hak yang harus

dipenuhi, yaitu yang disebut jual beli berdasarkan perkiraan
(estimasi) atau barang yang tidak ditimbang, ditakar dan tidak
dijumlah.

c. Sedangkan jual beli yang di dalamnya ada hak untuk
dipenuhi, maka si pembeli tidak memberikan jaminan kecuali

setelah menerimanya. Dan jual beli barang yang di dalamnya
tidak ada hak yang harus dipenuhi, sedangkan barang tersebut

ada, maka di dalam madzhab (Maliki) tidak ada perbedaan
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pendapat bahwa jaminan barang tersebut berasal dari si

pembeli, meskipun ia belum menerimartya.

Adapun barang yang tidak ada: dalam hal ini terdapat tiga riwayat
dari Mahk :

Pertama, yang paling masyhur, bahwa jaminan tersebut dari si

penjual, kecuali jika dia mensyaratkan kepada si pembeli.

Kedua, bahwa jaminan tersebut berasal dari si pembeli, kecualijika
dia mensyaratkan kepada si penjual.

Ketiga, membedakan antara barang yang tidak bisa dijamin
kelangsungannya sampai waktu yang harus dipenuhi seperti hewan,

makanan dan barang yang bisa dijamin kelangsungannya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah penerimaan barang temasuk

salah satu syarat akad jual beli, atau termasuk salah satu hukum akad jual
beli. Sedangkan akad menjadi keharusan tanpa penerimaan. Ulama yang i

mengatakan bahwa penerimaan termasuk syarat sah akad atau menjadi
keharusan baginya, atau bagaimanapun kamu mengungkapkan dalam

makna ini, maka menurut mereka jaminan tersebut berasal dari si penjual
hingga si pembeli menerimanya. Dan ulama yang mengatakan bahwa itu 

,

adalah salah satu hukum keharusan pada barang yang diperjualbelikan, 
i

sedangkan jual beli telah te{adi dan menjadi keharusan, mereka

mengatakan, akad tersebut masuk pada jaminan si pembeli.

Pembedaan yang dilakukan oleh Malik antara barang yang tidak
nampak dan barang yang nampak, serta barang yang di dalamnya 

l

terdapathakyangharusdipenuhidanbarangyangdidalamnyatidak
terdapat hak yang harus dipenuhi merupakan suatu istihsan. Makna
istihsan pada kebanyakannya yaitu melihat kepada kemaslahatan dan

keadilan.

Ahlu zhahir berpendapat bahwa akad masuk pada jaminan si

pembeli, sepengetahuan saya. Dan dalil ulama yang berpendapat seperti

itu yaitu kesepakatan mereka bahwa penghasilan sebelum diterima
menjadi hak si pembeli. Rasulullah SAW bersabda,

.Ju;JU '"f-ll. :\:
"Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung

kerugian."
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Sedangkan dalil ulama yang menentang mereka yaitu hadits Itab

bin Usaid, bahwa setelah Rasulullah SAW mengutusnya ke Makkah,

beliau bersabda kepadanya,

|.*:" t 6 iit ,f ki.'t, g'tLWi
"Laranglah mereka dari jual beli sesualu yang belum mereka

terimu dan dari keuntungan sesuqtu yang mereka tidak meniaminnya."2t2

Telah kita bicarakan pada pembahasan yang telah lalu tentang

syarat penerimaan pada barang yang dijual dan tidak ada perbedaan

pendapat di antara kaum muslim bahwa hal itu menjadi jaminan si

pembeli setelah diterima kecuali pada masa jaminan atau bencana

(penyakit). Karena telah kita sebutkan tentang masa jaminan, maka

sebaiknya kita sebutkan di sini tentang bencana (penyakit).

Pembahasan Tentang Bencana

Para ulama berbeda pendapat tentang digugurkannya bencana pada

buah-buahan:

l. Malik dan para pengikutnya berpendapat untuk memutuskan
perkara karena adanya bencana tersebut.

2. Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Syaf i di dalam qaul jadid serta Al-Laits
melarang diputuskannya perkara karena hal itu.

Dalil yang dijadikan pegangan oleh ulama yang menyatakan
digugurkannya bencana yaitu hadits Jabir bahwa Rasulullah SAW
bersabda,
to

il't-; r;t.1 bir )d ^+Cu t

"Siapa yang menjual buah-buahan lalu terkena bencana, maka dia
tidak boleh mengambil sedikit pun dari saudaranya, atas dasar apa salah

"' Shahih. HR. Ibnu Majah (2189), dan dinilai clha'if olehAl Bushiri di dalam Az
Zawaid serta dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Ibnu Majah.

t,!. ,.. .* LU,y
.^.-i Jtt €Li

,zJ*.eJL^* Ti'
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seorang duri kalian mengamhil harta saudaranya?." (HR. Muslim dari

Jabir)2r3

Dan hadits yang diriwayatkan juga darinya, bahwa dia berkata,

.C,\'-{t f,rrlL t * h' *t- !,'J'-'r';(
"Rasulullah SAW menyuruh untuk menggugurkan (ual beli karena

terjadi) bencana."2I4

Jadi dalil yang dijadikan pegangan oleh ulama yang membolehkan

menggugurkan jual beli karena bencana adalah dua hadits Jabir ini, dan

qiyas syabah juga, yaitu mereka mengatakan bahwa barang tersebut

adalah barang yang harus tetap dipenuhi di tangan si penjual, dengan

dalil dia harus menyiraminya sampai sempurna, maka jaminan itu

seharusnya berasal darinya, asalnya adalah seluruh barang yang masih

ada hak untuk dipenuhi.

Menurut mereka perbedaan antara barang ini dan seluruh

penjualan, bahwa ini adalah jual beli yang terjadi di dalam syari'at,
sedangkan barang yang dijual tersebut belum sempurna, maka seolah-

olah hal itu dikecualikan dari larangan jual beli sesuatu yang belum

terbentuk, maka seharusnya jaminannya berbeda dengan seluruh barang

yang dijual.

Adapun dalil ulama yang tidak menyatakan di putuskannnya
perkara karena ha itu, yaitu karena menyamakan jual beli ini dengan

seluruh jual beli yang lain dan pembersihan pada barang yang dijual ini
adalah penerimaan.

Mereka sepakat bahwa jaminan barang-barang yang dijual setelah

diterima ialah berasal dari si pembeli. Dan juga dari dalil naqli ialah

hadits Abu sa'id Al Khudri, dia berkata,

2r3 Shahih. HR. Muslim (1554), Abu Daud (3470), An-Nasa'i (71365),Ibnu Majah
(2219), Ad-Darimi (21252),Ibnu Al Jarud (639), Ad-Daruquthni (3/30, 31) dan
Al Baihaqi (s/306).

214 Shahih. HR. Muslim (1554), Abu Daud (3374), An-Nasa'i (7/265), Ahmad
(31309),Ibnu Al Jarud (640) dan Al Baihaqi (5/306).
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\t* it J;;'J,a,4;'k':g;;"';r ,ff € €.V;;f
z ot , 

o'J* ,:tiv-t u;"&'* ,* u6,'o"ri *,;,* ,*3
,: ol E A't iojYtrL,&'r f h' &;,' i

a*I9

t.

_r)
"Seseorang terkena bencana pada buah-buahannya yang dia beli

maka ia pun banyak utangnya. Rasulullah SAW lalu bersabda,
'Bersedekshlah kalian kepadanya.' Lalu orang tersebut diberikan
sedekah namun tetap tidak bisa melunasi utangnya. Maka Rasulullah
SAW bersabda (kepada para piutang), 'Ambillah oleh kalian apa yang
kalian temukan dorinya don tidaklah kalian berhak kecuali hanya itu
soja'."215

Para ulama mengatakan, beliau tidak memutuskan perkara dengan
adanya bencana tenebut.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan di antara hadits-hadits
yang terdapat pada dua hal tersebut dan pertentangan qiyas-qiyas syabah.
Masing-masing dari dua kelompok tersebut berusaha memalingkan hadits
yang menentang pendapapatnya kepada hadits yang menjadi asal dengan
menafsirkannya:

ulama yang melarang diputuskan perkara karena bencana,
menyamakan perintah tersebut hanya menerangkan larangan dari jual beli
buah-buahan hingga nampak kelayakannya. Mereka mengatakan, hal itu
diperkuat dengan dalil bahwa setelah banyaknya pengaduan mereka
mengenai bencana, maka mereka diperintahkan agar tidak menjual buah-
buahan kecuali setelah nampak layak dan hal itu terdapat dalam hadits
Zaidbin Tsabit yang masyhur.

Sedangkan ulama yang membolehkannya mengatakan tentang
hadits Abu Sa'id, kemungkinan si penjual tidak memiliki apa-apa, maka
beliau tidak memutuskan dengan adanya bencana. Atau ukuran bencana
yang menimpa buah-buahan adalah sama dengan ukuran bencana yang
tidak mengharuskan dipufuskannya perkara karenanya, atau bencana
tersebut menimpa di selain waktu yang diwajibkan hal itu, seperti
tertimpa setelah di potong atau setelah nampak layak.

"t Shohih. HR. Muslim (1556), Abu Daud (3469), At-Tirmidzi (655), An-Nasa'i
(71265), (7/312),Ibnu Majah (2356), Ahmad (3/36, 58), Al Baihaqi (5/305).
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Syaf i meriwayatkan hadits Jabir dari Sulaiman bin Atiq dari Jabir

dan dia menilainya dhu'if dan mengatakan, bahwa hadits tersebut rancu

ketika menyebutkan digugurkannya bencana, tetapi dia mengatakan, jika

hadits tersebut shahih, maka wajib menggugurkannya baik dalam jumlah

sedikit dan jumlah banyak.

Tidak ada perbedaan di antara mereka tentang penetapan keputusan

dengan adanya bencana karena kurang air. Dan kesepakatan mereka

dalam hal ini dijadikan hujjah oleh para ulama yang menetapkan adanya

penetapan keputusan dalam hal ini. Pembicaraan tentang dasar pokok

bencana berdasarkan madzhab maliki terangkum dalam empat pasal:

Pasal Pertama: Sebab-sebab yang menimbulkan bencana

Bencana yang menimpa buah-buahan yang berasal dari langit

seperti dingin, kekurangan air hujan dan kebalikannya serta membusuk:

di dalam madzhab Maliki tidak ada perbedaan bahwa itu adalah bencana.

Dan kekurangan air sebagaimana kami katakan, di kalangan ulama tidak

ada perbedaan bahwa itu juga merupakan bencana. Adapun bencana yang

menimpa karena perbuatan manusia, sebagian pengikut Malik

berpendapat bahwa itu adalah bencana dan sebagian yang lain

berpendapat bahwa itu bukan bencana. Para ulama yang berpendapat

bahwa itu adalah bencana terbagi menjadi dua bagian:

Sebagian mereka berpendapat bahwa di antara semua itu ada yang

merupakan bencana karena biasanya disebut bencana seperti peperangan.

Sedangkan yang terjadi karena diambil sedikit bukan termasuk bencana,

seperti pencurian. Dan sebagian lagi menganggap semua yang menimpa

buah-buahan dari perbuatan manusia disebut bencana dengan cara

apapun.

Ulama yang menganggap bahwa bencana itu hanya hal-hal yang

berasal dari langit saja berpegang dengan zhahir sabda Nabi SAW,

"Bagaimana pendapatmu jikn Allah menghalangi buahnya?" Dan ulama

yang menganggap bahwa bencana itu juga terdapat pada perbuatan

manusia, yaitu menyamakannya dengan hal-hal yang berasal dari langit.

Sedangkan ulama yang mengecualikan pencurian mengatakan,

kemungkinan bisa dijaga dari pencurian tersebut-
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Pasal kedua: Barang-barang yang dijual yang menjadi sasaran
bencana

Sasaran bencana itu ialah buah-buahan dan sayur-sayuran:

Buah-buahan: Tentang hal ini tidak ada perselisihan pendapat di
dalam madzhab Maliki.

Sedangkan sayur-sayuran: tentang hal ini terdapat perselisihan
pendapat dan pendapat yang paling masyhur yaitu bahwa itu adalah

bencana.

Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang sayur-sayuran, karena

perselisihan mereka tentang kesamaan sayur-sayuran itu dengan asalnya
yaitu buah-buahan.

Pasal ketiga: Ukuran barang yang digugurken

Adapun tentang ukuran barang yang wajib digugurkan karena

adanya bencana, pada buah-buahan yaitu sepertiga. Sedangkan pada

sayur-sayuran: satu pendapat mengatakan, pada jumlah sedikit dan
jumlah banyak. Pendapat lain mengatakan pada sepertiga. Ibnu Al Qasim
mempertimbangkan sepertiga buah-buahan dengan takaran. Sedangkan

Asyhab mempertimbangkan sepertiga dengan nilai: jika buah-buahan itu
hilang seharga sepertiga dari takaran, menurut Asyhab maka digugurkan
sepertiga dari harga, baik buah-buahan tersebut sepertiga dari takaran
atau bukan.

Sedangkan Ibnu Al Qasim berpendapat bahwa jika dari buah-
buahan itu hilang sepertiga dengan takaran: jikajenisnya satu serta harga

barangnya tidak berbeda-beda, maka dikurangi dari harga tersebut
sepertiga. Jika buah-buahan tersebut bermacam-macam serta harganya
berbeda-beda atau isi barang berbeda-beda harganya, maka
dipertimbangkan harga sepertiga yang hilang tersebut dari harga
semuanya. Seukuran apapun, maka harganya dikurangi sesuai dengan
ukuran tersebut. Di tempat lain dia mempertimbangkan barang yang
ditakar saja, ketika harganya sama pada bagian-bagian buah dan isinya.
Dan di tempat lain, dia mempertimbangkan dua halitu bersamaan ketika
harganya berbeda.

Sedangkan para ulama Malikiyah untuk memperkuat pendapat

mereka, mereka berhujjah dengan memperkirakan untuk menggugurkan
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bencana itu. Jika hadits yang menerangkan hal itu menjelaskan secara

mutlak, bahwa bencana yang sedikit dalanr hal ini bisa diketahui dari

kebiasaan, berbeda dengan bencana yang banyak. Karena bisa diketahui

bahwa bencana yang sedikit bisa hilang dari setiap buah-buahan. Jadi

seolah-olah si pembeli masuk pada syarat ini dengan kebiasaan,

meskipun tidak masuk dengan ucapan. Juga dijelaskan bahwa bencana

yang dijadikan tempat digantungkannya hukum mengandung arti

perbedaan antara bencana yang sedikit dan yang banyak.

Mereka mengatakan, jika harus ada perbedaan, maka dalam hal ini

harus mempertimbangkan sepertiga, karena syari'at telah

mempertimbangkannya di banyak tempat, meskipun madzhab Maliki
mengalami kerancuan tentang asal ini: kadang mereka menganggap

sepertiga termasuk dalam kuantitas banyak seperti halnya di sini. Dan

kadang menjadikannya termasuk dalam kuantitas sedikit. Dan tidak
mengalami kericuhan tentang perbedaan antara sedikit dan banyak.

Sedangkan barang-barang yang diperkirakan sulit ditetapkan

dengan qiyas menurut jumhur fuqaha, karena itu Syaf i mengatakan,

seandainya saya berpendapat tentang adanya bencana, maka akan saya

katakan dalam hal itu dengan adanya jumlah yang sedikit dan yang

banyak. Sedangkan sepertiga itu sebagai pemisah antara yang sedikit
dengan yang banyak merupakan nash dalam wasiat di dalam sabda Nabi
SAW, "sepertiga dan sepertiga itu banyak."2t6

Pasal keempat: Waktu digugurkannya barang tersebut

Adapun tentang waktu diputuskannya barang karena bencana:

madzhab Maliki sepakat bahwa kewajiban tersebut pada masa yang

dibutuhkan untuk membiarkan buah-buahan tesebut tetap berada di atas

pohon ketika kelayakan buah tersebut terpenuhi.

Dan mereka berbeda pendapat jika si pembeli membiarkannya pada

buah-buahan untuk menjualnya sedikit demi sedikit karena nampak

layak. Suatu pendapat mengatakan, dalam hal ini ada bencana, karena

disamakan dengan waktu yang disepakati. Pendapat lain mengatakan,

2'u Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (2742,2744,5354, 5659), Muslim (1628), At-
Tirmidzi (2116), An-Nasa'i (61241),Ibnu Majah (2708), Ahmad (l/176), Ath-
Thayalisi (195, 197), semuanya berasal dari Sa'd bin Abi Waqqash.
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dalam hal ini tidak ada bencana, karena membedakan antara hal ini
dengan waktu yang disepakati untuk wajib memutuskan perkara karena

adanya bencana, hal itu karena masa ini sama dengan waktu yang
disepakati dari satu sisi dan diperselisihkan dari sisi lain.

Ulama yang memperkuat kesepakatan, maka dalam hal ini
mewajibkan adanya bencana. Dan ulama yang memperkuat perselisihan,
maka tidak mewajibakan adanya bencana (maksudnya, ulama yang

menganggap bahwa kelihatan baik dituntut untuk dibeli, sebagaimana

nampak layak, mereka mengatakan keharusan adanya bencana tersebut.

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa urusan pada keduanya adalah

satu, mereka mengatakan dalam hal ini tidak ada bencana). Dari sini
mereka berbeda pendapat tentang wajibnya diputuskan perkara karena

bencana pada sayur-sayuran.

Hal- Hal yang Mengikuti Barang-Barang yang Dijual

Dalam bahasan ini ada dua masalah yang populer:

Pertama: Menjual pohon kurma yang ada buah kurmanya, kapan
mengikuti penjualan barang asalnya dan kapan tidak mengikutinya:

L Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menjual pohon
kurma yang ada buahnya sebelum dikawinkan, maka buahnya
untuk si pembeli. Jika jual beli itu dilakukan setelah dikawinkan,
maka buahnya untuk si penjual, kecuali jika si pembeli
mensyaratkannya. Semua buah-buahan dalam hal ini sama dengan
pohon kurma. Semua ini berdasarkan hadits yang shahih yaitu
hadits Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

.Lfli' LF.bi vr guir \^'F'-'Ji# Lr';
"Siapa yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan, maka
buahnya untuk si penjual, kecuali jika si pembeli
mensyaratkannya."2tT

2t' Muttayaq 'Alaih.HR. Al Bukhari (2379), Muslim (1543), Abu Daud (3432),
An-Nasa'i (7/297),Ibnu Majah (2211), Ahmad (219), danAl Humaidi (613).
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Mereka mengatakan karena Nabi SAW memutuskan bahwa buah-

buahan tersebut untuk si penjual setelah dikawinkan, maka

berdasarkan dulil khithah kita tahu bahwa buah-buahan tersebut

untuk si pembeli sebelum dikawinkan tanpa syarat.

2. Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa buah-

buahan tersebut untuk si penjual sebelum dikawinkan dan

sesudahnya. Mereka tidak menjadikan pengertian yang terkandung

dalam hadits ini termasuk dalil khithab, bahkan termasuk

pengertian yang lebih pantas dan lebih utama. Mereka mengatakan,

yaitu jika hal itu harus menjadi milik si penjual setelah dikawinkan,

maka itu lebih pantas menjadi milik si penjual sebelum dikawinkan

dan mereka menyamakan keluarnya buah-buahan dengan kelahiran,

seperti orang yang menjual seorang budak wanita yang memiliki
anak, maka anak tersebut menjadi milik si penjual, kecuali jika si

pembeli mensyaratkannya. Begitujuga urusan dalam buah-buahan.

3. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa baik dikawinkan

atau belum, jika asalnya telah dijual, maka itu untuk si pembeli,

baik dia mensyaratkan atau tidak. Jadi dia menolak hadits dengan

qiyas, karena dia berpendapat bahwa buah-buahan termasuk bagian

dari barang yang dijual. Dan pendapat ini tidak ada artinya, kecuali
jika hadits tersebut menurutnya tidak shahift. Sedangkan Abu

Hanifah tidak menolak hadits, hanya saja menyelisihi pengertian

dalil khithab.

Jadi, sebab perselisihan dalam masalah ini antara Abu Hanifah,

Syaf i, Malik dan ulama yang sependapat dengan mereka yaitu:

pertentangan antara dalil khithab dengan dalil maJhum yang lebih pantas

dan lebih utama, yaitu yang dinamakan dengan Fahwal Khithab, tetapi di

sini lemah. Meskipun pada asalnya lebih kuat dari dalil khithab.

Adapun sebab penentangan Ibnu Abi Laila, yaitu pertentangan

antara qiyas dengan dalil naqli, dan itu lemah sebagaimana kami katakan.

Pengawinan menurut para ulama yaitu: meletakkan tangkai bunga

kurma pejantan pada tangkai bunga kurma betina. Sedangkan pada

pohon-pohon yang lain dengan disinari dan diikat. Dan menjadikan

pejantan pada pohon tin semakna dengan perkawinan. Perkawinan

tanaman masih diperselisihkan dalam madzhab Maliki. Ibnu Al Qasim
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meriwayatkan dari Malik bahwa perkawinannya ialah digosok karena
diqiyaskan dengan seluruh buah-buahan.

Apakah yang mengharuskan adanya hukum ini ialah perkawinan
atau waktu perkawinan? Suatu pendapat mengatakan waktu. Dan
pendapat lain mengatakan, perkawinan. Dengan dasar ini terjadi
perselisihan jika sebagian pohon kurma telah dikawinkan dan sebagian
yang lain belum dikawinkan, apakah pohon yang belum dikawinkan
mengikuti pohon yang sudah dikawinkan atau tidak? Sepengetahuan saya

mereka sepakat bahwa jika buah-buahan dijual padahal telah masuk
waktu perkawinan tetapi belum dikawinkan, maka hukumnya adalah
hukum yang sudah dikawinkan.

Kedua: Perselisihan mereka tentang menjual harta yang dimiliki
oleh budak

Mereka berselisih tentang harta yang dimiliki oleh budak, apakah
mengikuti budak tersebut pada penjualan dan pemerdekaan? Menjadi tiga
pendapat:

l. Bahwa hartanya dalam penjualan dan pemerdekaan menjadi milik
tuannya, begitujuga pada budak mukatab (sedang mencicil),
pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i dan para ulama Kufah.

2. Bahwa hartanya mengikuti jual beli dan pemerdekaan. Ini adalah
pendapat Daud dan Abu Tsaur.

3. Bahwa hartanya mengikuti pemerdekaan, tidak pada penjualan,
kecuali jika si pembeli mensyaratkannya. pendapat ini
dikemukakan oleh Malik dan Al-Laits.

Hujjah ulama yang berpendapat bahwa hartanya dalam penjualan
menjadi milik tuannya, kecuali jika si pembeli mensyaratkannya, yaitu
hadits Ibnu Umar yang masyhur dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

.Ld' L p:|ui \t Gt: cyu.$; ,Sv'n, * L6 a
"Siapa menjual seorang budak dan budak tersebut memiliki harta,

maka hartanya bagt orang yang menjualnya, kecuali jika si pembeli
menysaratkonnya."2|I

2rE Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Sedangkan ulama yang menganggap bahwa harta tersebut menjadi

milik tuannya dalam pemerdekaan karena diqiyaskan dengan jual beli.

Sedangkan hujjah ulama yang berpendapat bahwa harta tersebut

mengikuti budak itu sendiri kapan saja: pendapat tersebut muncul dengan

anggapan bahwa budak tersebut sebagai pemilik menurut mereka. Dan

ini merupakan permasalahan yang banyak diperselisihkan oleh para

ulama (maksudnya, apakah seorang budak memiliki atau tidak?) dan

kelihatannya mereka menguatkan qiyas daripada dalil naqli, karena hadits

Ibnu Umar adalah hadits yang dalam hadits ini Nafi' menentang Salim,

karena Nafi' meriwayatkannya dari Ibnu Umar sedangkan Salim

meriwayatkannya dari Ibnu Umar dari Nabi SAW.

Sedangkan Malik menguatkan qiyas pada pemerdekaan dan

menguatkan dalil naqli pada penjualan. Di dalam Al Muwaththa' Mallk
mengatakan bahwa urusan yang disepakati menurut kami yaitu bahwa si

pembeli jika dia mensyaratkan harta budak tersebut, maka itu hak dia,

baik secara tunai, barang dagangan atau utang. Telah diriwayatkan dari

Nabi SAW,
ttra t,o'o .c I

. oJs 4-;::*, t)l

"Siapa yang memerdekakan seorang budak, maka hartanya

menjadi milik budak tersebut, kecuali jika tuannya memberikan

pengecualien."zte

Dan menurut Malik dibolehkan membeli seorang budak dan

hartanya dengan harga uang dirham, meskipun harta budak tersebut

beberapa dirham atau di dalamnya ada beberapa dirham.

Abu Hanifah dan Syaf i menentang pendapatnya, jika harta budak

tersebut tunai. Mereka mengatakan bahwa seorang budak dan hartanya

sama kedudukannya dengan orang yang menjual dua barang yang

keduanya tidak boleh dijual kecuali yang dibolehkan pada barang-barang

yang lain.

Para pengikut Malik beselisih pendapat tentang si pembeli yang

mensyaratkan agar harta budak itu masuk dalam jual beli: Ibnu Al Qasim
berpendapat tidak dibolehkan. Asyhab mengatakan, dibolehkan

"n Shahih. HP.. Abu Daud (3962), An-Nasa'i (71291), Ibnu Majah (2529), Al
Baihaqi (5/325), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud'

\t n i\a ,(i3'i'Li';
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mensyaratkan sebagiannya. Dan sebagian ulama yang lain membedakan

yaitu, jika harta yang digunakan untuk membeli budak tersebut adalah

barang yang nyata dan barang yang dimiliki budak tersebut juga nyata,

maka hal itu tidak dibolehkan, karena hal rtu termasuk uang dirham
ditukar dengan barang dagangan dan uang dirham. Jika harta yang

digunakan untuk membeli budak tersebut adalah barang dagangan atau di

dalam harta budak tersebut tidak ada uang dirham, maka dibolehkan.

Alasan pendapat Ibnu Al Qasim yaitu bahwa tidak dibolehkan

mensyaratkan sebagiannya, yaitu karena menyamakan hal itu dengan

buah kurma setelah dikawinkan. Sedangkan alasan pendapat Asyhab

yaitu karena menyamakan sebagian dengan keseluruhan. Di dalam bab

ini terdapat beberapa permasalahan yang cukup banyak serta tidak
dijelaskan yaitu budak yang menjadi tujuan kita.

Di antara beberapa permasalahan mereka yang masyhur di dalam

bab ini yaitu: panambahan dan pengurangan yang terjadi pada harga

setelah terjadi jual beli yang diridhai oleh dua orang yang berjual beli
(maksudnya, si pembeli menambahkan dari harga yang disepakati kepada

si penjual setelah teg'adi jual beli atau penjual mengurangi harga, apakah

mengikuti hukum harga tersebut atau tidak?) manfaat perbedaan tersebut
yaitu orang yang mengatakan bahwa penambahan tersebut termasuk
harga, maka harus dikembalikan pada penuntutan hak dan pada

pengembalian karena cacat dan yang semisalnya.

Dan juga ulama yang menganggapnya termasuk dalam hukum
harga pertama jika jual belinya rusak. Sedangkan ulama yang tidak
menganggapnya termasuk harga tersebut (maksudnya, penambahan itu)
maka tidak mengharuskan sedikitpun dari hal ini. Abu Hanifah
berpendapat bahwa hal itu termasuk harga, hanya saja dia mengatakan
tidak adanya tambahan pada hak syufah dan juga pada jual beli
murabahah, bahkan hukumnya adalah untuk harga pertama. Pendapat ini
juga dikemukakan oleh Malik. Sedangkan Syaf i mengatakan,
penambahan dan pengurangan tidak disertakan pada harga sama sekali
dan itu masuk pada hukum hibah.

Ulama yang menyertakan tambahan tersebut pada harga berdalil
dengan firman Allah Ta'ala, "Dan tiadalah mengapa bagi kamu
terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya." (Qs. An-Nisaa

[a]:2a)
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Mereka mengatakan, jika tambahan pada mahar disertakan dengan

mahar, maka tambahan tersebut diserlakan jual beli dengan harga.

Kelompok kedua berhujjah dengan kesepakatan mereka bahwa

penambahan itu tidak disertakan pada hak syuf'ah.

Secara global ulama yang berpendapat bahwa akad pertama telah

terjadi, mengatakan tambahan tersebut adalah hibah. Dan ulama yang

menyatakan bahwa tambahan tersebut merupakan pembatalan, karena

akad pertama dan akad kedua termasuk harga.

Perselisihan Dua Orang yang Berjual Beli

Jika dua orang yang berjual beli sepakat atas suatu penjualan dan

keduanya berselisih pendapat tentang ukuran harga, sedangkan ketika itu
tidak ada bukti: para fuqaha berbagai negeri secara global sepakat bahwa
keduanya saling bersumpah dan saling membatalkan. Dan mereka
berbeda pendapat secara terperinci (maksudnya, tentang waktu yang

ketika itu diputuskan dengan saling bersumpah dan saling membatalkan):

l. Abu Hanifah dan sekelompok ulama mengatakan bahwa keduanya
saling bersumpah dan saling membatalkan, selama barang yang
dijual belum hilang. Jika telah hilang, maka perkataan yang
dipegang adalah perkataan si pembeli dengan sumpahnya.

2. Syaf i, Muhammad bin Al Hasan 
-pengikut 

Abu Hanifah- dan

Asyhab 
-pengikut 

Malik- mengatakan bahwa keduanya saling
bersumpah kapan saja. Sedangkan pendapat dari Malik ada dua

riwayat:

Pertama, bahwa keduanya saling bersumpah dan saling
membatalkan sebelum penerimaan barang dan sesudahnya,
perkataan yang dipegang adalah perkataan si pembeli.

Kedua, seperti pendapat Abu Hanifah, ini adalah riwayat Ibnu Al
Qasim sedangkan yang kedua adalah riwayat Asyhab. Barang yang
sudah tidak ada menurut Malik terjadi karena perubahan pasar serta

karena tambahan barang dan pengurangannya.

3. Daud dan Abu Tsaur mengatakan bahwa perkataan yang dipegang
adalah perkataan si pembeli bagaimanapun keadaannya. Demikian
yang dikatakan oleh sekelompok ulama, kecuali jika keduanya
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berselisih tentang jenis harga. Maka ketika itu menurut mereka

terjadi saling membatalkan dan saling bersumpah.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka jika berselisih
tentang jenis harga atau barang yang dihargai, maka yang menjadi
keharusan adalah saling bersumpah dan saling membatalkan. Hanya saja
jumhur berpendapat secara global dengan saling bersumpah dan saling
membatalkan ketika terjadi perselisihan pada jumlah harga, berdasarkan

hadits Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Setiap dua ordng yang berjual beli, maka perkataan yang
dipegang adalah perkataan penjual atau keduanya saling
mengembalikan."22o

Ulama yang mengartikan hadits ini sebagai suatu kewajiban untuk
saling membatalkan dan keumumannya, berpendapat bahwa keduanya

saling bersumpah dan saling membatalkan setiap saat. Alasan mereka
yaitu bahwa masing-masing dari keduanya sebagai penuduh dan orang
yang tertuduh.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa hadits tersebut hanya
diartikan sebagai suatu keadaan yang dalam hal itu harus sama antara

tuduhan si penjual dan si pembeli, mengatakan jika barangnya telah
diterima dan telah tiada, maka penerimaan itu sebagai bukti bagi si
pembeli dan kerancuan bagi kebenarannya. Sedangkan sumpah hanya
diwajibkan pada orang yang paling kuat kerancuannya dari dua orang
yang saling menuduh.

Inilah dasar pokok Malik dalam sumpah. Karena itu dia
mengharuskan sumpah pada penuduh dan mengharuskan yang lain pada

orang yang tertuduh. Yaitu bahwa sumpah itu tidak wajib bagi tertuduh
berdasarkan nash karena dia adalah orang yang tertuduh, tetapi menjadi
kewajiban baginya dari segi bahwa umumnya dia adalah orang yang
paling kuat kerancuannya. Jika penuduh pada posisi yang paling kuat
kerancuannya, maka sumpah itu harus berada di tangannya.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa perkataan yang dipegang
adalah perkataan si pembeli, yaitu karena mereka melihat bahwa si

.o(,(j'ri 4.ar 
j'; ;iu \fq #.6,

"o Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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penjual mengakui pembelian tersebut kepada si pembeli dan megklaim
jumlah harga tertentu kepadanya.

Adapun Daud dan ulama yang sependapat dengannya menolak
hadits Ibnu Mas'ud karena hadits tersebut munqathi '(terputus sanadnya),

karena itu Syaikhani (Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkan hadits

tersebut, tetapi yang meriwayatkan hanyalah Malik.

Dari Malik: jika dua orang yang berjual beli menolak untuk
bersumpah dalam hal ini ada dua riwayat; pertama, dibatalkan. Kedua,
bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataannya si penjual.

Begitujuga tentang siapakah orang yang memulai bersumpah? Di dalam
madzhab Maliki terdapat perbedaan pendapat, dan pendapat yang paling
masyhur ialah si penjual yang memulai terlebih dahulu berdasarkan
penjelasan yang terdapat dalam hadits tadi. Apakah ketika terjadi saling
membatalkan, salah satu dari keduanya dibolehkan memilih perkataan

temannya? Tentang hal ini terdapat perbedaan pendapat di dalam

madzhab Malik.

Hukum-Hukum Umum Pada Jual Beli Yang Tidak Sah

Bagian ini termasuk pembahasan yang berlaku dalam jual beli yaitu
pembahasan tentang hukum jual beli yang tidak sah jika terjadi. Maka
kami katakan, para ulama telah sepakat bahwa jual beli yang tidak sah
jika terjadi dan barangnya belum habis dengan adanya akad,
penambahan, pengurangan atau pemindahan pasar, maka hukumnya
adalah pengembalian (maksudnya, hendaknya si penjual mengembalikan
harga dan pembeli mengembalikan barangnya).

Mereka berbeda pendapat jika telah diterima dan dipergunakan
yaitu berupa pemerdekaan, hibah, jual beli, gadai atau tindakan yang
lainnya, apakah itu berarti habis yang mengharuskan harga (dibayar),
begitujuga jika berkembang atau berkurang:

l. Syaf i mengatakan bahwa semua itu bukan berarti habis dan tidak
ada syubhat kepemilikan pada jual beli yang tidak sah, yang

menjadi keharusan adalah pengembalian.

2. Malik mengatakan bahwa semua itu berarti habis yang

mengharuskan harga, kecuali pendapat darinya yang diriwayatkan
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oleh Ibnu Wahb lentang riba bahwa itu bukan berarti habis.
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Jual beli yang tidak sah menurut Malik terbagi menjadi: jual beli
yang diharamkan dan jual beli yang dimakruhkan. Jual beli yang
diharamkan, jika habis, maka harganya pun berlalu (habis). Sedangkan
jual beli yang dimakruhkan, jika habis, maka menurutnya jual beli
tersebut sah. Dan sebagian jual beli yang tidak sah karena penerimaan
menurutnya sah karena ringannya segi kemakruhan dalam hal itu
menurutnya.

Para ulama Syaf iyah menyamakan barang dagangan yang tidak
sah karena riba dan penipuan, dengan barang dagangan yang tidak sah
karena kaharaman barangnya, seperti jual beli khamer dan babi. Menurut
mereka dalam hal ini tidak berarti habis.

Malik berpendapat bahwa larangan dalam masalah ini yaitu karena
tidak adanya keadilan pada jual beli tersebut (maksudnya, jual beli riba
dan penipuan). Jika barang dagangan tersebut habis, maka keadilan
dalam hal ini yaitu meminta kembali harganya, karena kadang ketika
barang diterima harganya sama dengan seribu dan ketika dikembalikan
harganya sama dengan lima ratus atau sebaliknya. Karena itu Malik
berpendapat bahwa perpindahan pasar berarti habis pada barang yang
rusak..

Malik berpendapat tentang jual beli dan pinjaman bahwa jika telah
berlalu 

-sedangkan 
si penjual adalah orang yang meminjam- maka si

pembeli harus mengembalikan nilainya selagi tidak melebihi harga
sebelumnya, karena si pembeli telah menaikkan harga karena utang
(pinjaman), maka tidak termasuk keadilan jika mengembalikan lebih dari
itu.

Jika si pembeli yang memberikan utang kepada si penjual, maka
berarti si penjual telah menurunkan harga karena adanya utang/pinjaman.
Jika si pembeli wajib membayar nilainya maka harus mengembalikannya
selama tidak lebih sedikit dari harga seberumnya, karena terjadinya
larangan dalam jual beli ini karena adanya pengganti utang yang
tujuannya agar sebagian manusia menolong sebagian yang lain. Malik
dalam hal ini lebih paham dari semua ulama yang lain.
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Mereka berbeda pendapat jika meninggalkan syarat sebelum
penerimaan (maksudnya, syarat utang/pinjaman) apakah jual beli itu sah

atau tidak:

l. Abu Hanifah, Syaf i dan seluruh ulama yang lain mengatakan
bahwa jual beli itu dibatalkan.

2. Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa jual beli itu tidak
dibatalkan, kecuali Ibnu Abdil Hakam, dia mengatakan, jual beli itu
dibatalkan. Juga diriwayatkan dari Malik seperti pendapatjumhur.

Hujah jumhur yaitu bahwa larangan mengandung arti rusaknya
sesuatu yang dilarang. Jika jual beli yang rusak itu terjadi maka tidak
dibenarkan setelah hilangnya syarat yang karenanya terjadi kerusakan.
Seperti hilangnya sebab yang merusak pada barang-barang yang nyata,
sesudah rusaknya sesuatu tersebut bukan berarti kembalinya sesuatu itu
kepada kondisi semula, sebelum adanya kerusakan.

Diriwayatkan bahwa Muhammad bin Ahmad bin Sahal Al Barmaki
menanyakan masalah ini kepada Ismail bin Ishaq Al Maliki. Maka dia
bertanya kepadanya, "Apa perbedaan antara jual beli dan utang, dan
antara seseorag menjual budak seharga seratus dinar dan satu kantong
khamer. Setelah jual beli tedadi di antara keduanya, dia mengatakan,
'Saya tinggalkan kantong tersebut'." Dia mengatakan bahwa jual beli ini
dibatalkan menurut para ulama berdasarkan kesepakatan.

Maka jual beli dan utang pun harus seperti itu, lalu dia menjawab
hal ini dengan suatu jawaban yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.
Pembicaraan tentang hal ini telah dijelaskan.

Karena pembicaraan tentang dasar-dasar jual beli yang tidak sah,
dasar-dasar jual beli yang sah, tentang dasar-dasar hukum jual beli yang
sah dan dasar-dasar hukum yang tidak sah serta belaku secara umum
untuk semua jual beli atau mayoritasnya, maka kita berlanjut kepada
pembicaraan yang khusus untuk masing-masing dari keempat jenis ini,
yaitu dengan menyebutkan sebagiannya yang berjalan sesuai dengan
permasalahan dasar.
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KITAB TUKAR MENUKAR UANG

Jual beli ini terdapat dua syarat khusus; pertama, tidak ada

penundaan (yaitu harus segera) dan kedua, tidak ada penambahan (yaitu
disyaratkan agar sebanding) pembahasan dalam bab ini terangkum dalam

lima hal:

Pertama: Tentang apa itu penundaan dan bukan penundaan.

Kedua: Tentang apa itu sebanding dan tidak sebanding. Karena
kedua bagian ini terbagi menjadi beberapa pembahasan, lalu di sana

muncul perselisihan.

Ketiga: Tentang jual beli yang terjadi dengan bentuk yang
diperselisihkan, apakah itu merupakan jalan yang mengantarkan kepada

salah satu dari dua hal ini (maksudnya, adanya penambahan dan
penundaan) atau kedua-duanya menurut ulama yang mengatakan adanya
jalan yang mengantarkan kepada hal itu, yaitu Malik dan paru
pengikutnya. Ini juga terbagi menjadi dua bagian seperti pembagian

masalah pokoknya.

Keempat: Tentang kekhususan hukum-hukum jual beli ini dari segi
dipertimbangkannya dua syarat ini (maksudnya, tidak ada penundaan dan
penambahan) atau kedua-duanya. Dan jual beli tersebut menyelisihi
berbagai bentukjual beli, karena adanya dua syarat dalam hal ini dalam
banyak hukum.

Jika Anda renungkan berbagai permasalahan cabang dari kitab ini,
yang diberi nama dengan kitab Ash-Sharf maka Anda akan temukan
semua permasalah tersebut kembali kepada lima jenis ini atau kepada
permasalahan yang tersusun tersebut, selain beberapa permasalahan yang
mereka masukkan ke dalam satu bahasan tersendiri.

Seperti para ulama Malikiyah memasukkan banyak permasalahan

di dalam kitab Ash-Sharfi, yaitu termasuk bahasan tuntutan dalam utang.

Tetapi jual beli yang tidak sah tersebut kembali kepada salah satu dari
dua pokok ini (maksudnya, kepada penukaran dengan cara penundaan

atau dengan penambahan) maka mereka memasukkannya ke dalam kitab
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ini, seperti beberapa permasalahan mereka tentang tuntutan daftar,

kelompok dan sendin sendiri, sebagiannya atas sebagian yang lain.

Tetapi tujuan kami hanya menyebutkan beberapa permasalahan

yang dijelaskan hukumnya dalam syariat atau hampir dijelaskan

hukumnya dalam syariat, maka kami memandang perlu untuk

menyebutkan tujuh masalah terkenal di dalam kitab ini yang berjalan

sesuai dengan masalah pokok, karena ada beberapa masalah dari bab ini
yang muncul bagi seorang mujtahid.

Kitab ini kami buat hanya agar bisa menyampaikan seorang

mujtahid kepada tingkatan ijtihad, jika dia menggali sesuatu yang wajib
untuk digali sebelumnya berupa kemampuan yang cukup baginya dalam

ilmu nahwu, lughah (bahasa), bidang ushul fiqih. Dianggap cukup dari

semua itu sesuatu yang menyamai kandungan kitab ini atau kurang dari
itu.

Dengan tingkatan ini dia dinamakan seorang faqih yang tidak hafal
berbagai masalah fiqih, meskipun sampai kepada jumlah paling jauh
yang mungkin dihafal oleh manusia, sebagaimana kita dapatkan para

fuqaha di zaman kita, mereka mengira bahwa orang yang paling faqih
yaitu orang yang menghafal berbagai masalah lebih banyak. Mereka
serupa dengan orang yang mengira bahwa tukang sepatu yaitu orang
yang memiliki banyak sepatu, bukan orang yang mampu membuatnya.
Dan ini jelas bahwa orang yang memiliki banyak sepatu akan didatangi
oleh seorang yang tidak menemukan satu pun sepatu yang cocok dengan
kakinya. Maka dia terpaksa pergi kepada pembuat sepatu, karena dialah
yang membuat sepatu untuk masing-masing kaki yang cocok. Inilah
perumpamaan kebanyakan para fuqaha di zaman sekarang ini.

Karena kita telah keluar dari jalan yang kita tempuh, maka
hendaknya kita kembali ke tempat semula, yaitu menyebutkan beberapa
masalah yang telah kita janjikan.

Masalah pertama: Jual beli emas dengan emas dan perak dengan
perak

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli emas dengan emas dan
perak dengan perak tidak dibolehkan kecuali harus sebanding serta tunai,
kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan para ulama
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Makkah yang mengikuti pendapatnya, mereka membolehkan jual beli
barang tersebut dengan ada penambahan dan mereka melarang
menjualnya dengan ada penundaan saja.

Ibnu Abbas berpendapat demikian berdasarkan hadits yang dia
riwayatkan dari Usamah bin Zaid, dari Nabi SAW, bahwa beliau
bersabda,

-'o tt,
.d.'.".JJl 

L59

*Ticlak ado riba kecuali pada p"nrndoon.";"

Ini adalah hadits shahih, maka Ibnu Abbas menghambil zhahir
hadits ini dan tidak menganggap adanya riba kecuali pada penundaan.

Sedangkan jumhur berpegang dengan hadits yang diriwayatkan dari
Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

vt (rv

. o. t.(r-e g
:,- ..'
\ 5 cuztt.

t.orcott'

\1*b-, lg"i \t (Ji^, 1{:, Y! .-"-rJ! :jrjt t-fu !
- 4 ./

. , c to I .

JC t12:;. tii \'),Ji^r y:, !l .eJlt, OrSt rr)*; ,1,
a z.

,6t'1"Ut4
"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan

sebanding dan janganlah kalian memberikan sebagiannya atas sebagian
yang lain. Dan jangnlah kalian menjual perak dengan perak kecuali
harus sebanding dan janganlah kalian memberikan sebagiannya atas
sebagian yong lain. Janganlah kalian menjual darinya sesuatu yang
tidak nampak dengan yang tunai."222

Ini merupakan hadits paling shahih yang diriwayatkan dalam bab
ini. Sedangkan hadits llbadah bin Ash-Shamit adalah hadits yang shahih
juga di dalam bab ini223.

Muttafaq 'Alaih.HP.. Al Bukharr (2178), Muslim (1596), Ibnu Majah (2257)
dan Ahmad (5/200).
Muttafaq 'Alaih.HP.. Al Bukhari (2117), Muslim (1584), At-Tirmidzi (1241),
An-Nasa'i (7/278), Ahmad (3/53, 6l), Ath-Thayalisi (2181), dan Ibnu Al Jarud
(64e).
Shahih. HR. Muslim (1587), Abu Daud (3349), An-Nasa'i (71276,277), Ibnu
Majah (4454), dan Ahmad (51320).

22t

223
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Jumhur berpegang dengan hadits ini karena merupakan nash dalam

masalah itu. Sedangkan hadits Ibnu Abbas bukan nash dalam masalah itu,

karena ada dua lafazh yang diriwayatkan dalam hadits tersebut:

Pertama, bahwa beliau bersabda,

.'^#t *;u.jCr
"sesungguhnya riba ilu hanya pada penundaan."

Dari hadits ini tidak bisa dipahami tentang dibolehkan nya

penambahan kecuali dari segi dalil khithab, dan ini lemah, terutama

ketika bertentangan dengan nash.

Lafazh yang lain yaitu,

.'i r 6..tttr,t
*Tidak ada riba kecuali pada penundaan."

Lafazh ini lebih kuat dari sebelumnya, karena zhahirnya

mengandung arti bahwa selain penundaan bukanlah termasuk riba. Tetapi

maksud dari sabda beliau ini mengandung kemungkinan, "Tidak ada riba

kecuali pada penundaan." Dari sisi bahwa itu yang kebanyakan terjadi.

Jika lafazh yang kedua ini masih mengandung kemungkinan sedangkan

lafazh yang pertama adalah nash, maka harus ditafsirkan berdasarkan sisi

yang dibolehkan menggabungkan antara keduanya.

Jumhur ulama sepakat bahwa barang (barang tambang) yang sudah

ditempa (diolah), yang masih lantakan dan yang sudah dicetak adalah

sama-sama dilarang menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain

dengan ada penambahan, berdasarkan keumuman hadits-hadits yang

telah berlalu dalam hal itu, kecuali Mu'awiyah, dia membolehkan

penambahan antara barang yang masih lantakan dan yang sudah dicetak,

karena tambahan pencetakan.

Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Malik bahwa dia ditanya

tentang seseorang yang datang ke pencetakan dengan membawa perak,

lalu orang tersebut memberikan upah mencetak dan mengambil beberapa

uang dinar dan uang dirham dari mereka yang sebanding dengan perak

atau uang peraknya. Maka dia menjawab, jika hal itu karena kebutuhan

yang mendesak dan lain sebagainya, maka saya berharap itu tidak

mengapa. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Al Qasim yang
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termasuk para pengikutnya. Pendapat ini diingkari oleh lbnu Wahb yang

termasuk pengikutnya, Isa bin Dinar dan jumhur ulama.

Malik membolehkan menukar uang dinar yang kurang dengan uang

dinar yang sesuai timbangan atau dengan dua dinar, berdasarkan

perselisihan di antara para pengikutnya mengenai jumlah yang

dibolehkan dari yang tidak dibolehkan berdasarkan sisi yang dikenal.

Masalah kedua: Jual beli pedang dan mushaf yang dihias (dengan

emas atau perak)

Para ulama berbeda pendapat tentang pedang dan mushaf yang

dihias dengan perak dijual dengan perak, atau mushaf yang dihias dengan

emas dijual dengan emas:

l. Syaf i mengatakan bahwa hal itu tidak dibolehkan karena tidak
diketahuinya perbandingan yang disyaratkan dalam jual beli perak

dengan perak dan emas dengan emas dalam hal itu.

2. Malik mengatakan jika harga perhiasan yang terdapat dalam
mushaf tersebut yang berupa emas atau perak sepertiga atau kurang
dari sepertiga maka dibolehkan untuk menjualnya (maksudnya,
menjualnya dengan perak jika perhiasannya perak atau dengan

emas jika perhiasannya emas) jika tidak, maka tidak dibolehkan.
Seolah-olah dia berpendapat bahwa jika perak tersebut sedikit,
maka tidak menjadi tujuan dalam jual beli dan seolah-olah itu
menjadihibah.

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, tidak mengapa
menjual pedang yang dihias dengan perak, jika perak tersebut lebih
banyak dari perak yang ada pada pedang. Begitujuga urusan menjual
pedang yang dihias dengan emas, karena mereka berpendapat bahwa
perak atau emas yang ada di pedang sebanding dengan barang yang sama
berupa emas atau perak yang dibeli, dan kelebihannya merupakan harga
pedang.

Hujjah Syaf i yaitu keumuman hadits-hadits. Nash yang
menjelaskan tentang hal itu yaitu berupa hadits Fadhalah bin Abdullah Al
Anshari, bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW ketika di Khaibar
diberikan sebuah kalung yang di dalamnya terdapat emas dan manik-
manik yang berasal dari harta rampasan perang yang dijual. Maka
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Rasulullah SAW memerintahkan agar emas yang ada di kalung tersebut

dipisah tersendiri, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka,
'Emas dengan emas harus seimbang'."tto (HR.Muslim)

Sedangkan Mu'awiyah sebagaimana kami katakan, dia
membolehkan hal itu secara mutlak. Dan telah diingkari oleh Abu Sa'id,
dia mengatakan bahwa saya tidak akan tinggal di negeri yang kamu
berada di situ. Karena hadits yang diriwayatkannya.

Masalah ketiga: Masa penukaran uang yang dilakukan dengan tunai

Para ulama sepakat bahwa termasuk syarat penukaran uang yaitu
agar dilakukan dengan tunai. Mereka berbeda pendapat tentang waktu
yang membatasi pengertian ini:

l. Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan bahwa pertukaran uang bisa

dilakukan dengan tunai selama dua orang yang saling menukar
uang belum berpisah baik penerimaan itu disegerakan atau ditunda.

2. Malik mengatakan bahwa jika penerimaan tersebut di majlis
tersebut ditunda, maka penukaran itu dibatalkan, meskipun
keduanya belum berpisah, sehingga dia membenci untuk saling
mengadakan janji di masjlis tersebut.

Sebab perbedaan pendapat: Kebimbangan mereka tentang
pengertian sabda Nabi SAW, "Kecuali dengan tunai."225 Karena hal ini
berbeda mengenai sedikit dan banyaknya.

Ulama yang berpendapat bahwa lafazh ini sesuai bagi orang yang
belum berpisah dari majlis (maksudnya, dikatakan bahwa dia menjual
dengan tunai) mereka mengatakan dibolehkan menunda di majlis. Dan
ulama yang berpendapat bahwa lafazh tersebut tidak sesuai kecuali jika
terjadi penerimaan dari dua orang yang saling menukar uang dengan

Shahih. HR. Muslim (1591), Abu Daud (3352), At-Tirmidzi (1255), An-Nasa'i
(71279), di dalam Al Kubra (6165), Ahmad (6119,21), Ath-Thayalisi (l0ll),
Ibnu Al Jarud (654), Ad-Daruquthni (3/3), dan Al Baihaqi (51292,293).
Lafazh ini terdapat dalam hadits Umar bin Al l(haththab secara marfu', "Emas
dengan emas adalah riba kecuali dengan tunai, gandum dengan gandum
adalah riba kecuali dengan tunai, kurma dengan kurma adalah riba kecuali
dengan tunai dan sya'ir dengan sya'ir adalah riba kecaali dengan tunai." HP..
Al Bukhari (2134, 2170), Muslim (1586), Abu Daud (3348), At-Tirmidzi
(1243), An-Nasa'i (71273),Ibnu Majah (2259.2260) dan Ahmad (1134,35).
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segera, mereka mengatakan jika penerimaan tersebut ditunda dari akad di
majlis, maka penukaran tersebut batal, berdasarkan kesepakatan mereka
bahrva pengertian ini menurut mereka tidak dibolehkan adanya hiwalah
(pemindahan). hamalaA (tanggungan) dan juga khiyar pada penukaran

uang. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dan Abu Tsaur bahwa dia
membolehkan khiyar dalam hal ini.

Di dalam madzhab Malik masih diperselisihkan tentang penundaan

yang biasa dilakukan oleh dua orang yang saling menukar uang atau

salah satunya. Kadang suatu pendapat mengatakan, bahwa hal itu seperti
yang terjadi dengan khiyar. Dan kadang pendapat lain mengatakan,
bahwasanya tidak seperti itu, berdasarkan perincian mereka sendiri dalam
hal itu. Tujuan kamibukan untuk menyebutkannya di dalam kitab ini.

Masalah keempat: Orang yang menukar uang dirhamnya dengan
uang dinar, kemudian ia mendapatkan uang dirhamnya palsu, lalu
ia hendak mengembalikannya

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang menukar uang

dirham mereka dengan uang dinar, kemudian mendapatkan uang dirham
yang palsu, lalu ia hendak mengembalikannya:

l. Malik mengatakan bahwa penukaran uang tersebut dibatalkan. Jika
uang dinar ifu banyak, maka batallah darinya satu dinar karena satu

dirham atau lebih hingga sampai satu dinar. Jika bertambah satu

dirham atas uang dinar tersebut, maka batallah satu dinar yang lain
dari uang tersebut. Begitulah antara satu dirham dan sampai selesai
pertukaran satu dinar. Dia mengatakan, jika dia rela dengan uang
dirham yang palsu, maka tidak ada yang batal sedikitpun dari
pertukaran uang itu.

2. Abu Hanifah mengatakan bahwa pertukaran itu tidak batal dengan
adanya uang dirham yang palsu dan dibolehkan untuk diganti,
kecuali jika uang yang palsu tersebut setengah uang-uang dirham
atau lebih. Jika dikembalikan maka batallah pertukaran uang
tersebut pada uang yang dikembalikan.

Ats-Tsauri mengatakan, jika dia mengembalikan uang-uang palsu,
maka berarti dia diberikan hak khiyar. Kalau mau dia boleh
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menggantinya atau menjadi sekutu baginya seukuran uang tersebut
pada uang-uang dinar (maksudnya, bagi pemilik uang dinar).

3. Ahmad mengatakan, pertukaran itu tidak batal dengan adanya
pengembalian, baik sedikit atau banyak.

Ibnu Wahb yang termasuk pengikut Malik membolehkan adanya
pengganti pada pertukaran uang. Pendapat ini didasari alasan
bahwa menguatkan adanya penundaan pada pertukaran tidak ada
pengaruhnya, terutama pada sebagian dan pendapat ini lebih baik.

4. Pendapat dari Syaf i mengenai batalnya pertukaran uang dengan
uang-uang palsu ada dua pendapat.

Jadi kesimpulannya para fuqaha berbagai negeri di dalam
permasalahan ini memiliki empat pendapat:

Pertoma, pendapat yang membatalkan pertukaran itu secara mutlak
ketika ada pengembalian.

Kedua, pendapat yang menetapkan petukaran itu dan kewajiban
adanya pengganti.

Ketiga, pendapat yang membedakan antara sedikit dan banyak.

Kempat, pendapat yang memberikan pilihan antara pengganti uang
palsu atau menjadi sekutu baginya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah menguatkan adanya
penundaan pada pertukaran uang berpengaruh atau tidak? Jika
berpengaruh, apakah berpengaruh pada jumlah yang sedikit atau banyak.

Tentang adanya pengurangan dalam madzhab Malik ada
kerancuan: kadang mengatakan, bahwa jika dia rela dengan adanya
pengurangan, maka pertukaran tersebut dibolehkan, dan jika meminta
pengganti, maka pertukaran tersebut dibatalkan, diqiyaskan dengan uang-
uang palsu. Dan kadang mereka mengatakan, pertukaran uang tersebut
dibatalkan meskipun dia rela dengan uang tersebut. Dan ini adalah
pendapat yang lemah.

Mereka juga berbeda pendapat, jika telah menerima sebagian
pertukaran uang tersebut dan sebagiannya ditunda (maksudnya,
pertukaran uang yang terjadi berdasarkan akad tunai) pendapat
mengatakan, pertukaran tersebut batal semuanya. Pendapat ini juga
dikemukakan oleh Syaf i. pendapat lain mengatakan, yang dibatalkan
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adalah yang terakhir saja. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu
Hanifah, Muhammad dan Abu Yusuf. Kedua pendapat tersebut ada

dalam madzhab Maliki.

Perselisihan pendapat ini didasari oleh perselisihan dalam satu jual
beli yang dicampuri oleh sesuatu yang halal dan yang haram, apakah jual
beli tersebut semuanya batal atau yang haram saja yang batal.

Masalah kelima: Timbangan emas dengan emas dan perak dengan
perak

Para ulama sepakat bahwa berjual beli dengan Iimbangan ritl
dibolehkan pada emas dengan emas dan pada perak dengan perak,

meskipun bilangannya berbeda, karena kesepakatan timbangan, yaitu jika
sifat kedua emas tersebut satu. Mereka berbeda pendapat tentang jual beli
dengan timbangan ritl, dalam dua pembahasan:

Pertama:jika sifat kedua emas tersebut berbeda.

Kedua: jika salah satu dari kedua emas tersebut berkurang dari
yang lainnya. Lalu yang lain hendak ditambah dengan barang dagangan

atau uang dirham, jika jual beli dengan timbangan ril/ tersebut berupa
emas. Atau ditambah dengan emas, jika jual beli dengan timbangan ritl
tersebut berupa uang dirham.

l. Malik berpendapat: pada pembahasan pertama (yaitu jika jenis jual
beli dengan timbangan ritl pada keduanya berbeda dalam hal baik
dan jeleknya): yaitu kapan salah satu dari keduanya ditimbang
dengan ukuran ritl dengan satu jenis berupa satu emas, sedangkan
yang lain mengeluarkan dua emas, salah satunya lebih baik dari
satu jenis tersebut, sedangkan yang lain lebih jelek. Maka hal itu
menurutnya tidak diperbolahkan. Jika satu jenis tersebut berupa dua
emas (maksudnya, yang dia keluarkan sendiri) lebih baik dari dua
emas berbeda yang dikeluarkan oleh yang lain atau lebih jelek dari
keduanya bersamaan, atau seperti salah satu dari keduanya dan
lebih baik dari yang kedua. Maka menurutnya dibolehkan jual beli
dengan timbangan rill.

2. Syah'i berpendapat jika kedua emas tersebut berbeda, maka hal itu
tidak dibolehkan.
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3. Abu Hanifah dan seluruh ulama Kufah dan Bashrah berpendapat
semua itu dibolehkan.

Dalil madzhab Malik tentang larangan tersebut, ialah adanya
tuduhan, yaitu kembali kepada pendapat yang mengatakan adanya Syadd
Adz-Dzarai ' (menutup jalan kerusakan), karena ia menuduh bahwa jual
beli dengan timbangan ril/ tersebut hanya dimaksudkan untuk dua emas
dengan ada penambahan, seolah-olah dia memberikan kualitas yang
sedang dengan imbalan lebih banyak dari yang jelek atau lebih sedikit
dari yang paling baik, maka hal itu mengantarkan kepada jual beli emas
dengan emas dengan ada penambahan.

Misalnya, seseorang mengatakan kepada orang lain, "Ambillah
dariku dua puluh Tima mitsqal kualitas sedang, dengan imbalan dua puluh
dari kualitas yang paling baik." Lalu Malik menjawab, "Ini tidak
dibolehkan bagi kita, tetapi hendaklah dia mengatakan, 'Saya berikan
kepadamu dua puluh dari kualitas yang paling baik dan sepuluh yang
lebih jelek dari emasmu, dan kamu memberikan kepadaku tiga puluh dari
kualitas yang sedang, jadi sepuluh yang lebih jelek tersebut ditukar
dengan lima dari emasmu, dan dua puluh dari kualitas sedang ditukar
dengan dua puluh dari kualitas yang paling baik'."

Dalil yang dijadikan landasan oleh Syaf i yaitu pertimbangan
penambahan yang ada pada nilai.

Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh Abu Hanifah yaitu
pertimbangan adanya timbangan dari kedua emas tersebut dan menolak
pendapat yang menyatakan adanya Syadd Adz-Dzarai'.

Sebagaimana perselisihan mereka dalam pertukaran yang tedadi
dengan jual beli dengan timbangan ritl, merekajuga berbeda pendapat di
dalam pembahasan ini tentang pertukaran yang terjadi dengan bilangan
(maksudnya, jika berselisih pendapat tentang mutu dari kedua emas
tersebut atau emas-emas yang ada).

Adapun perselisihan mereka jika jual beli dengan timbangan ritl
telah selesai, lalu salah satu dari keduanya hendak menambahkan sesuatu
pada yang lain, dari barang yang di dalamnya terdapat riba, atau dari
barang yang di dalamnya tidak terdapat riba, maka hal itu dekat dengan
perselisihan ini, seperti salah satu dari keduanya menjual dengan ukuran
ritl berupa emas kepada temannya dengan emas, lalu salah satu dari
kedua emas tersebut berkurang dari yang lain. Lalu orang yang emasnya
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berkurang hendak memberikan penganti yang kurang dalam bentuk uang

dirham atau barang dagangan. Malik, Syaf i dan Al-Laits mengatakan,
bahwa hal itu tidak dibolehkan dan jual beli dengan timbangan ritl Iidak
sah. Abu Hanifah dan para ulama Kufah membolehkan semua itu.

Dalil yang dijadikan pegangan oleh madzhab Hanafi yaitu:
perkiraan adanya keseimbangan antara kedua emas tersebut dan adanya

kelebihan yang ditukar dengan barang dagangan.

Dalil Malik yaitu, tuduhan bahwa hal itu dimaksudkan untuk
melakukan jual beli emas dengan emas, dengan ada penambahan.

Sedangkan dalil Syaf i yaitu tidak adanya keseimbangan baik
dengan takaran, timbangan atau bilangan yang dilakukan dengan
penambahan. Seperti permasalahan ini mereka juga beselisih pendapat,
jika pertukaran uang tersebut dilakukan dengan jumlah.

Masalah keenam: Tukar menukar uang dinar dengan uang dirham
yang masih dalam tanggungan

Mereka berbeda pendapat tentang dua orang yang salah satu dari
keduanya memiliki piutang beberapa uang dinar atas temannya.
Sedangkan temannya tersebut memiliki piutang beberapa dirham atas

dirinya, apakah dibolehkan keduanya saling menukarnya padahal uang-
uang tersebut masih berada dalam tanggungan:

1. Malik berpendapat hal itu dibolehkan jika keduanya sama-sama
telah jatuh tempo untuk dibayarkan.

2. Abu Hanifah mengatakan bahwa dibolehkan ketika jatuh tempo
untuk dibayarkan dan juga ketika belum jatuh tempo.

3. Syaf i dan Al-Laits mengatakan bahwa hal itu tidak dibolehkan
baik telah jatuh tempo atau belum.

Hujjah ulama yang tidak membolehkannya yaitu bahwa itu sama

dengan jual beli barang yang tidak nampak dengan barang yang tidak
nampak. Jika tidak dibolehkan jual beli barang yang tidak nampak
dengan barang yang tunai, maka lebih utama untuk tidak dibolehkan jual
belibarang yang tidak nampak dengan barang yang tidak nampak.

Adapun Malik, yaitu menyamakan jatuhnya kedua tempo tersebut
dengan barang (yang ada) ditukar dengan barang (yang ada). Hanya saja
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dia mensyaratkan agar keduanya telah jatuh tempo bersamaan, supaya hal

itu bukan termasuk jual beli utang dengan utang. Pendapat Syaf i ini
juga dikemukakan oleh Ibnu Wahb dan Ibnu Kinanah yang termasuk
pengikut Malik.

Hampir sama dengan perselisihan ini yaitu perselisihan mereka

tentang dibolehkan nya tukar menukar uang dengan barang yang tidak
dimiliki olah keduanya, jika salah satu dari keduanya membayar kepada

temannya sebelum terjadinya perpisahan, seperti keduanya meminjam
uang tersebut di majlis, lalu keduanya saling menerimanya sebelum

berpisah:

l. Syaf i dan Abu Hanifah membolehkannya.

2. Ibnu Al Qasim memakruhkannya dari kedua belah pihak dan

menganggap ringan hal itu dari satu pihak (maksudnya, jika hanya

salah satu keduanya yang meminjam).

3. Sekelompok ulama mengatakan bahwa hal itu tidak dibolehkan
kecuali jika dari salah satu pihak.

Dari bab ini terdapat perselisihan mereka tentang seorang yang

memiliki piutang atas orang lain berupa uang dirham sampai batas waktu
tertentu: apakah ketika waktunya telah jatuh tempo, dia boleh mengambil
emas atau sebaliknya:

l. Malik berpendapat bahwa hal itu dibolehkan, jika penerimaan

tersebut sebelum berpisah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh
Abu Hanifah. Hanya saja dia membolehkan hal itu meskipun
waktunya belum jatuh tempo.

2. Sekelompok ulama tidak membolehkan hal itu, baik waktunya telah
jatuh tempo atau belum. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu
Mas'ud.

Hujjah ulama yang membolehkan hal itu ialah hadits Ibnu Umar,
dia berkata, "Saya pernah menjual seekor unta di Baqi'. Saya menjual
dengan uang dinar dan mengambil uang dirham. Dan saya menjual
dengan uang dirham dan mengambil dengan uang dinar. Lalu saya

menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menjawab,

o6 tslUjriU,t

394 BidayatulMujtahid

.4, d t-JJ'J



"llal itu titlak mengapa, jika clengon harga hari itu.")26 (HR. Abu
Daud)

Sedangkan hujjah ulama yang tidak membolehkannya yaitu
penjelasan yang terdapat dalam hadits Abu Sa'id dan lainnya,

.r6.*,v qt"ry \i
"Janganlah kalian menjual uang tersebut yang tidak nampak

dengan uong yang lunai."227

Masalah ketujuh: Jual beli dan penukaran uang

Tentang jual beli dan penukaran uang masih diperselisihkan di
dalam madzhab Malik; dia mengatakan bahwa hal itu tidak dibolehkan
kecuali jika salah satu dari keduanya lebih banyak, sedangkan yang lain
mengikuti pemiliknya. Baik penukaran uang itu pada satu dinar atau

beberapa uang dinar. Pendapat lain mengatakan, jika penukaran uang itu
pada satu dinar, maka dibolehkan bagaimanapun terjadinya. Jika lebih
banyak, maka salah satu dari keduanya dipertimbangkan dengan

mengikuti kebolehan yang lain. Jika keduanya sama-sama dijadikan
tujuan, maka tidak dibolehkan. Asyhab membolehkan jual beli dan
penukaran uang dan ini pendapat yang lebih baik, karena dalam hal ini
tidak ada yang membawa kepada riba dan juga kepada penipuan.

Dha'if.HP.. Abu Daud (3354), At-Tirmidzi (1242), An-Nasa'i (7/281), Ibnu
Majah (2262), Ahmad (2183, 139\, Ath-Thayalisi (1868), Ad-Darimi (21259),
Ibnu Al Jarud (655), Ad-Daruquthni (3/23), dan dinilai shahih oleh Al Hakim
(2144), serta disetujui oleh Adz-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi
(5/284,315), dan dinilai dha'if oleh Al Albani di dalam Dha'if Abu Daud.
Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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KITAB AS-SALAM (JUAL BELI PESANAN DENGAN

PEMBAYARAN DI MUKA)

Di dalam kitab ini terdapat tiga bab:

Bab I

Sesuatu (objek) yang Dipesan dan Syarat-syaratnya

Tentang sesuatu yang dipesan para ulama sepakat tentang

dibolehkannya hal itu pada semua barang yang dapat ditakar atau

ditimbang, berdasarkan hadits shahih yaitu hadits Ibnu Abbas yang

masyhur, dia berkata,

fir ,"''Jr,;)*;'Jt't'-At Pj y ht ,)* :, J;t i:
i Q. -J .'I'

€'-IAt';Li J:*3f i' ,k :, Jr-'t'Jtt -^b\a6 flr
vuhl jyrFo'i':*f

..Nabi sAw datang ke Madinah, sementara para sahabat sedang

mengadakan jual beli salam pada kurma untuk dua tahun atau tiga tahun.

Maka Rasulullah SAW bersabda,'Barangsiapa memberikan utang maka

hendaknya dia memberikannya dalam harga yang jelas, timbangan yang

jelas, sampai masa yang jelas pula' ."228

Mereka sepakat untuk melarang hal itu pada barang yang tidak

tetap dalam tanggungan, yaitu rumah dan tanah pekarangan. Sedangkan

semua barang-barang lain seperti barang dagangan dan hewan-hewan,

dalam hal ini mereka berbeda pendapat: Daud dan sekelompok ahli

zhahir melarang hal itu berdalil dengan zhahir hadits ini. Sedangkan

jumhur berpendapat bahwa hal itu dibolehkan pada barang dagangan

yang ditentukan dengan sifat dan jumlah.

228 Muttdaq 'Alaih. Hp.. Al Bukhari (2240, 2241)' Muslim (1604), Abu Daud

(34631, it-Tirmidzi (l3l l), An-Nasa'i (71290),Ibnu Majah (2280) dan Ahmad

(11217,222,282,351).

_..-'
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Dari hal itu mereka berbeda pendapat tentang barang yang

ditentukan dengan sifat. Di antaranya hewan dan budak:

L Malik, Syaf i, Al Auza'i dan Al-Laits berpendapat bahwa jual beli
salam pada kedua barang tersebut dibolehkan. Ini adalah pendapat

Ibnu Umar dari kalangan para sahabat.

2. Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan para ulama Iraq berpendapat tidak
dibolehkan jual beli salam pada hewan. Dan ini adalah pendapat

Ibnu Mas'ud, Dari Umar dalam hal ini ada dua pendapat.

Dalil yang dijadikan pegangan oleh ulama Iraq dalam hal ini ialah
hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

o

.crroit ; -ti-:t j &'*j & h' ,rt 4t "i
"guh*u NaUi SaW melarang jual beli ,u,u- pudu hr*un.""'
Hadits ini dha'y' menurut kelompok pertama, dan barangkali

mereka juga berhujjah dengan larangan beliau SAW dari menjual hewan
dengan hewan dengan cara penundaan.

Dalil yang dijadikan pegangan oleh ulama yang membolehkan jual
beli salam pada hewan: yaitu hadits yang diriwayatkan dari lbnu Umar,

,Jrli :*,qf i-.,"u(';;i rLi f h' 'b a,'J', ti' 
.nAt bi\i4u.At vL'i:bt f^),3.,t -U'ri';;:v
"Bahwa Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mempersiapkan

pasukan, lalu unta-unta itu habis. Maka beliau menyuruhnya untuk
mengambil unta-unta zakat. Maka dia mengambil seekor unta dengan
(menganti) dua ekor unta sampai waktu dikeluarkan za,kat."23a

Dan juga hadits Abu Rafi',

t:f-';t.j;t *i,+ b' ..& a' ',5-, 
ai

Sanadnya dha'f. HR. Ad-Daruquthni (3/71), dan dinilai shahih oleh Al Hakim
(2/57), dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Di dalamnya terdapat Ishaq bin Ibrahim
bin Juti. Ibnu Hajar di dalam Lisan Al Mizan (1068), mengatakan: Ibnu Hazm
Majhul.
Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan: yaitu hadits Abdullah bin Amru bin Al
Ash, bukan hadits Ibnu Umar.

230
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"Bahwa Nabi SAW meminjam seekor unta."2ll

Mereka mengatakan semua hadits-hadits ini menunjukkan
ketetapan hal itu pada tanggungan. Jadi sebab perselisihan mereka ada

dua hal:

Pertama, pertentangan antara hadits-hadits dalam pengertian ini.

Kedua, ketidakjelasan hewan tersebut antara ditentukan dengan

ciri-ciri atau tidak.

Ulama yang melihat pada perbedaan hewan dalam bentuk dan ciri-
cirinya, khususnya ciri-ciri jiwa, mengatakan, tidak ditentukan. Dan
ulama yang melihat kepada kesamaan ciri-ciri tersebut, mengatakan tidak
ditentukan. Di antaranya perselisihan mereka tentang telur, mutiara dan

lain sebagainya:

1 . Abu Hanifah tidak membolehkan jual beli salam pada telur.

2. Malik membolehkannya dengan jumlah.

Begitujuga pada daging:

l. Nlalik dan Syaf imembolehkannya.

2. Abu Hanifah melarangnya.

Begitujuga jual beli salam pada kepala dan kaki:

l. Malikmembolehkannya.

2. Abu Hanifah melarangnya. Dalam hal ini pendapat Abu Hanifah
dan Syaf i berbeda-beda.

Juga jual beli salam pada mutiara dan permata:

L Malik membolehkannya.

2. Abu Hanifah melarangnya.

Tujuan kita dari beberapa masalah ini yaitu pokok-pokok yang

tepat bagi syariat, bukan menghimpun berbagai masalah cabang, karena

semua itu tidak terhitung. Adapun syarat-syaratnya: di antaranya ada

yang disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Yang disepakati ada

enam, di antaranya:

Shahih. HR. Muslim (1600), Abu Daud (3346), At-Tirmidzi (1318), An-Nasa'i
(71291),Ibnu Majah (2285), dan Ahmad (6/390).
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[i] Hendaknya harga dan barang yang dihargai itu termasuk yang
dibolehkan adanya penundaan. Sedangkan yang tidak dilarang yaitu pada
barang yang tidak dibolehkan adanya penundaan. Hal itu, kemungkinan
adanya kesamaan manfaat berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh
Malik dan kemungkinan adanya kesamaan jenis berdasarkan pendapat
yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Dan kemungkinan pertimbangan
makanan dengan jenis berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh
Syaf i tentang alasan penundaan.

[8 Hendaknya barang tersebut bisa diperkirakan, baik dengan
takaran, timbangan atau bilangan. Jika barang tersebut bisa diperkirakan
atau ditentukan dengan suatu sifat, jika di antara tujuannya adalah sifat
tersebut.

tJl Hendaknya barang tersebut ada ketika tiba masa yang
ditentukan.

[O Hendaknya harganya tidak ditentukan dengan masa yang jauh,
supaya tidak termasuk bab jual beli tengggang waktu dengan tenggang
waktu. Ini secara global.

Mereka berbeda pendapat tentang disyaratkannya dua dan tiga hari
pada penundaan harga tunai setelah adanya kesepakatan di antara ulama
bahwa tidak dibolehkan pada masa yang lama dan tidak pula secara
mutlak.

l. Malik membolehkan disyaratkannya penundaan dua dan tiga hari
dan membolehkan penundaann ya tanpa syarat.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa termasuk di antara syaratnya ialah
saling menerima di majlis seperti pertukaran uang. Inilah enam
syarat yang disepakati. Dan mereka berselisih tentang empat hal:

Pertama, batas waktu yang ditentukan, apakah itu merupakan
syarat dalam jual beli salam atau bukan.

Kedua, apakah di antara syaratnya, jenis barang yang dipesan harus
ada pada waktu akad jual beli salam atau tidak.

Ketiga, disyaratkannya tempat menyerahkan barang yang dipesan.

Keempat, hendaknya harga diperkirakan, baik dengan ditakar,
ditimbang atau dibilang dan agar dengan penaksiran.

(l). Tentang batas waktu yang ditentukan:
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l. Menurut Abu llanifah itu termasuk syarat sah, tanpa ada

perselisihan dalam hal itu darinya.

2. Sedangkan Malik, pendapat yang kuat dari madzhabnya serta

riwayat yang masyhur darinya bahwa itu termasuk syarat jual beli

salam.

3. Pendapat lain mengatakan dari sebagian riwayat tentang dibolehkan

nya salam secara tunai.

4. Sedangkan Al-Lakhami membedakan dalam hal ini, dia

mengatakan bahwa jual beli salam di dalam madzhab Maliki terjadi

dalam dua bentuk: salam secara tunai (yaitu, yang kedudukannya

seperti jual beli barang dagangan tersebut) dan salam dengan

penundaan (yaitu, yang kedudukannya tidak seperti jual beli barang

dagangan tersebut).

Dalil yang dijadikan pegangan oleh ulama yang mensyaratkan

adanya waktu yang ditentukan ada dua: zhahir hadits Ibnu Abbas dan

kedua: jika tidak disyaratkan waktu yang ditentukan, maka itu termasuk

jual beli barang yang tidak dimiliki oleh si penjual dan hal ini dilarang.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Syah'i: yaitu jika dibolehkan

dengan adanya waktu yang ditentukan, maka itu berarti tunai dan itu

lebih dibolehkan karena lebih sedikit penipuannya. Barangkali para

ulama Syaf iyah berdalil dengan hadits yang menjelaskan, "Bahwa Nabi

SAW membeli seekor unta dari orang arab badui dengan harga satu

wasak kurma. Setelah masuk rumah, beliau tidak mendapatkan kurma

tersebut. Maka Nabi SAW meminjam kurma dan memberikan kurma

tersebut kepadanya."232 Mereka mengatakan inilah pembelian secara

tunai dengan kurma yang masih berada dalam tanggungan.

Dalil para ulama Malikiyah dari segi makan, bahwa jual beli salam

dibolehkan karena rasa kasih dan karena orang yang memberikan salam

merasa senang membayar harga terlebih dahulu agar barang yang dipesan

menjadi murah. Dan orang yang dipesan merasa senang karena ada

Hasan lighairihi. HR. Ahmad (61268), Abd bin Humaid (1499), dan dinilai
shahih oleh Al Hakim (2132), diriwayatkan oleh Al Baihaqi (6120), saya

katakan, sanad Al Hakim dan Al Baihaqi pangkalnya ada pada Yahya bin
Umair Al Madani. Ibnu Hajar di dalam At-Tttqrib mengatakan diterima
(maqbul). Menurut saya, artinya karena ada penguat, jika tidak maka hadits

tersebut lemah. Ishaq menguatkan hadits tersebut di dalam riwayat Ahmad.
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penundaan. Jika tidak disyaratkan waktu yang ditentukan, maka makna
ini hilang. Mereka berbeda pendapat tentang waktu yang ditentukan
dalam dua hal:

Pertama, apakah ditentukan dengan selain hari dan bulan, seperti
masa memetik, memanen, dan musiman.

Kedua, tentang penentuan dengan hari.

Dan kesimpulan madzhab Malik tentang penentuan dengan hari:
bahwa barang yang dipesan terbagi menjadi dua bagian: bagian yang
dipenuhi di daerah terjadinya jual beli salam dan bagian yang dipenuhi
tidak di daerah terjadinya jual beli salam.

Jika dipenuhi di daerah terjadinya jual beli salam: Ibnu Al easim
mengatakan bahwa yang dipertimbangkan dalam hal ini yaitu waktu
tertentu yang masing-masing pasar berbeda, yaitu dua puluh lima hari
atau yang semisalnya. Ibnu wahb meriwayatkan dari Malik, bahwa dia
membolehkan dua dan tiga hari. Ibnu Abdil Hakam mengatakan bahwa
hal itu dibolehkan sampai satu hari.

Jika dipenuhi di daerah lain: waktu yang ditentukan dalam hal ini
menurut mereka yaitu menempuh jarak di antara dua daerah tersebut baik
sedikit atau banyak. sedangkan Abu Hanifah mengatakan, tidak boleh
kurang dari tiga hari.

ulama yang menganggap bahwa waktu yang ditentukan itu adalah
syarat yang tidak diketahui alasannya, maka mensyaratkan arti minimal
dari kata tersebut. Sedangkan ulama yang menganggap bahwa itu adalah
syarat yang diketahui alasannya dengan perbedaan pasar, maka
mensyaratkan dari hari tersebut sesuatu yang biasanya pasar berbeda.

Tentang masa yang ditentukan itu sampai masa memetik dan
memanen serta yang semisalnya: Malik membolehkan hal itu. sedangkan
Abu Hanifah dan Syaf i melarangnya. ulama yang menganggap bahwa
perbedaan masa seperti ini adalah urusan yang mudah, maka mereka
membolehkannya, karena penipuan yang sedikit dimaafkan dalam
syari'at. Dan menyamakannya dengan perbedaan yang terjadi pada
bulan-bulan dari sisi penambahan dan pengurangan.

Sedangkan ulama yang mengannggap bahwa perbedaannya banyak
dan hal itu lebih banyak dari perbedaan yang terjadi dari segi
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pengurangan bulan dan kesempurnaannya, maka tidak membolehkan hal

itu.

(2). Perselisihan mereka tentang apakah syarat jual beli salam agar
jenis barang yang dipesan harus ada ketika akad jual beli salam:

l. Malik, Syaf i, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur tidak mensyaratkan

hal itu dan mereka berpendapat dibolehkan melakukan jual beli

salam di selain musimnya.

2. Sedangkan Abu Hanifah, para pengikutnya, Ats-Tsauri dan Al
Auza'i mengatakan, tidak dibolehkan melakukan jual beli salam di

saat musimnya barang yang dipesan.

Hujjah ulama yang tidak mensyaratkan musim: yaitu penjelasan

yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas: "Bahwa orang-orang dahulu,

mereka berjual beli salam untuk dua dan tiga tahun, lalu (tindakan)

mereka diakui dan tidak dilarang (oleh Rasulullah).233

Dalil yang dijadikan pegangan oleh madzhab Hanafi yaitu hadits

yang diriwayatkan dari Ibnu umar, bahwa Nabi SAW bersabda,

"Janganlah kalian berjual beli salam pada kurma hingga nampak

keluyakannyc."234 Seolah-olah mereka berpendapat bahwa penipuan yang

terjadi di dalamnya lebih banyak, jika tidak ada pada saat terjadi akad.

Dan seolah-olah mereka menyamakannya dengan jual beli sesuatu yang

terbentuk lebih banyak. Meskipun hal itu sudah tertentu sedangkan ini
masih berada dalam tanggungan. Dengan demikian jual beli salam

berbeda denganjual beli sesuatu yang belum terbentuk.

(3). Adapun syarat ketiga yaitu tempat penerimaan:

1. Abu Hanifah mensyaratkannya, karena disamakan dengan waktu.

2. Sedangkan ulama yang lain tidak mensyaratkannya. Dan mereka
lebih banyak.

Al Qadi Abu Muhammad mengatakan yang terbaik adalah

mensyaratkannya.

Ibnu Al Mawaz mengatakan tidak membutuhkan hal itu.

233 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
234 Dha'if. HF.. Abu Daud (3467),Ibnu Majah (2284), Al Baihaqi (6124), dan

dinilai dha'if oleh Al Albani di dalam dha'dlbnu Majah.

3.

4.
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(4). Syarat keempat yaitu 
^g 

r harganya diperkirakan dengan
ditakar, ditimbang, dihitung atau diukur, tidak dengan taksiran:

l. Abu Hanifah mensyaratkan hal itu.

2. Syaf i dan dua orang pengikut Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan

Muhammad tidak mensyaratkannya. Mereka mengatakan, tidak
pernah dihafal suatu nash pendapat dari Malik dalam hal itu.

Dengan menyebutkan jenisnya jika macamnya berbeda-beda. Atau
hal itu ditinggalkan, jika hanya satu macam. Mereka tidak berbeda

pendapat bahwa jual beli salam tidak terjadi kecuali berada dalam

tanggungan dan tidak terjadi pada barang yang tertentu. Malik
membolehkan jual beli salam di desa tertentu jika desa tersebut bisa

dijamin keamanannya, seolah-olah dia menganggapnya seperti

tanggungan.

Bab II
Sesuatu yang Boleh Dituntut dari Orang yang Menerima Pesanan

sebagai Pengganti dari Barang Pesanan. Serta Sesuatu yang Terjadi
dalam Hal itu Berupa Pembatalan, Penyegeraan dan Penundaan

Dalam bab ini terdapat banyak masalah cabang, tetapi akan kami
sebutkan dari masalah yang populer:

Masalah:

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang menerima
pesanan buah-buahan. Setelah tiba waktunya, dia tidak bisa
menyerahkannya, sehingga barang yang dipesan tersebut tidak ada dan
waktunya sudah berlalu. Jumhur mengatakan: jika terjadi seperti itu,
maka orang yang memesan diberikan hak memilih antara mengambil
harga atau meneruskannya sampai tahun berikutnya. Pendapat ini
dikemukakan oleh Syaf i, Abu Hanifah dan Ibnu Al Qasim.

Hujjah mereka yaitu bahwa akad telah terjadi pada barang yang
disifati serta dalam tanggungan, dan itu tetap pada hukum asalnya dan
bukan termasuk dibolehkan nya hal itu yaitu agar berupa buah-buahan
tahun ini, tetapi itu adalah sesuatu yang disyaratkan oleh seorang muslim.
Maka dalam hal ini dia diberikan hak memilih.
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Asyhab yang termasuk pengikut Malik mengatakan, jual beli salam

itu dibatalkan dengan terpaksa dan tidak boleh ditunda. Seolah-olah dia

memandang bahwa hal itu termasuk bab jual beli barang yang ditunda

dengan barang yang ditunda. Sahnun mengatakan, dia tidak berhak

mengambil harganya, tetapi harus bersabar sampai tahun yang akan

datang. Pendapat Malik dalam hal ini terlihat rancu.

Pendapat yang dijadikan pegangan dalam masalah ini yaitu

pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Syaf i dan Ibnu Al

Qasim dan pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar Ath-Thurthusi'

Sedangkan jual beli barang yang ditunda dengan barang yang ditunda

yang dilarang itulah yang dimaksudkan, bukan yang masuk karena

terpaksa.

Masalah:

Para ulama sepakat tentang jual beli barang yang dipesan, jika

waktunya sudah tiba dari orang yang mendapatkan pesanan sebelum

menerimanya: di antara ulama ada yang tidak membolehkan hal itu sama

sekali. Dan mereka itulah para ulama yang menyatakan bahwa semua

barang tidak boleh diperjual belikan sebelum diterima. Pendapat ini
dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq.

Ahmad dan Ishaq dalam hal ini berpegang dengan hadits Athiyah

Al Aufi dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW
bersabda,

"Siapa yang berjual beli salam pada suatu barang, maka janganlah

dia memalingkannya pada orang lain."235

Adapun Malik, dia melarang membeli barang yang dipesan

sebelum diterima dalam dua hal:

Pertama,jika barang yang dipesan bentuknya makanan. Hal itu di

dasari oleh pendapatnya bahwa yang disyaratkan harus ada penerimaan

dalam jual beli yaitu makanan, berdasarkan penjelasan yang terdapat

dalam nash di dalam hadits.

235 Dha'if. HR. Abu Daud (3468), Ibnu Majah (2283), Ad-Daruquthni (3/45), Al
Baihaqi 96/30), dan dinilai clha'if oleh Al Albani di dalam Dha'if Abu Daud.

o- ,. l- o z ,. . . to ? o /

."no Jl aira )b err- d i*L' ;,
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Ketlua, jika barang yang dipesan bukan makanan, lalu orang yang

memesan mengambil penggantinya yang barang pokoknya tidak
dibolehkan untuk dipesan, misalnya barang yang dipesan adalah penganti

dan harganya juga pengganti yang berbeda dengannya. Lalu orang yang

memesan mengambil dari orang yang mendapatkan pesanan 
-ketika

waktu yang ditentukan telah tiba- barang dari jenis barang dagangan,

yang itu menjadi harganya. Hal ini karena dimasuki kemungkinan oleh

utang dan tambahan, jika barang yang diambil lebih banyak dari harta
pokok orang yang memesan dan kemungkinan oleh jaminan dan utang
jika barangnya sama atau lebih sedikit.

Begitujuga jika harta pokok pemesanan itu berupa makanan, maka

dia tidak dibolehkan mengambil makanan lain yang lebih banyak, baik
dari jenisnya atau bukan dari jenisnya, meskipun seperti makanannya

dalam hal jenis, takaran dan sifatnya, sebagaimana dikemukakan oleh

Abdul Wahhab, hal itu dibolehkan, karena hal itu diartikan pada barang

dagangan.

Begitujuga menurutnya dibolehkan mengambil dari makanan yang

dipesannya, sebuah makanan yang dari sifat yang sama, meskipun kurang

baik, karena menurutnya itu termasuk bab penggganti pada uang dinar.
Dan disebut kebaikan seperti dia memiliki piutang berupa gandum pada

orang lain, lalu dia mengambil dengan takaran yang sama berupa sya'ir.
Semua ini menurut Malik di antara syaratnya ialah agar penerimaan itu
tidak ditunda, karena termasuk jual beli utang dengan utang.

Jika harta pokoknya adalah barang yang nyata dan dia mengambil
barang yang dipesan juga nyata dari jenisnya, maka hal itu dibolehkan
selama tidak lebih banyak darinya dan tidak menuduhnya sebagai jual
beli barang nyata dengan barang nyata dengan ada penundaan, jika sama

atau lebih sedikit. Jika mengambil uang dirham sebagai pengganti uang
dinar, maka tidak dituduh sebagai tukar menukar yang ditunda.
Begitujuga jika mengambil uang dinar yang bukan jenis dinar yang
menjadi harta pokok jual beli salam.

Adapun jual beli salam tanpa ada orang yang mendapat pesanan,

maka dibolehkan dengan semua yang dibolehkan dalam jual beli selama
bukan makanan, karena itu tidak termasuk jual beli makanan sebelum
diterima.
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Adapun masalah iqalah (pembatalan) menurut Malik syaratnya

ialah agar tidak dimasuki oleh penambahan dan juga pengurangan. Jika

dimasuki oleh penambahan atau pengurangan, maka itu termasuk salah

satu jual beli. Dan masuk kepadanya sesuatu yang masuk pada jual beli
(maksudnya, menurutnya hal itu akan rusak karena rusaknya jual beli
dengan ada tenggang waktu seperti menjadi jalan kepada jual beli dan

utang, atau kepada "hapuskan dan bersegeralah" atau kepada jual beli
salam dengan sesuatu yang tidak boleh diperjual belikan). Misalnya: pada

masuknya jual beli dan utang jika telah tiba masanya, lalu

membatalkannya dengan syarat mengambil sebagian dan membatalkan

sebagian yang lain. Maka hal itu menurutnya tidak dibolehkan, karena

masuk pada jalan yang mengantarkan kepada jual beli dan utang. Hal itu
diperbolehakan menurut Syaf i dan Abu Hanifah, karena mereka berdua

tidak menyatakan haramnya jual beli yang mengantarkan kepada

kerusakan.

Masalah:

Para ulama berbeda pendapat tentang pembelian sesuatu dengan

harta pokok dari jual beli salam oleh orang yang mendapat pesanan

setelah pembatalan karena sesuatu yang tidak dibolehkan sebelum
pembatalan. Di antara para ulama ada yang tidak membolehkannya sama

sekali dan berpendapat bahwa pembatalan adalah jalan yang
mengantarkan kepada dibolehkan nya sesuatu yang tidak dibolehkan.
Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya, juga

Malik dan para pengikutnya. Hanya saja menurut Abu Hanifah hal itu
tidak dibolehkan secara mutlak, karena menurutnya tidak dibolehkan
menjual barang yang dipesan sebelum diterima secara mutlak.

Sedangkan Malik melarang hal itu pada beberapa hal yang
melarang untuk menjual barang yang dipesan sebelum diterima
berdasarkan perincian yang telah kami sebutkan dari madzhabnya
sebelum pembahasan ini. Dan di antara para ulama ada yang

membolehkannya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syaf i dan Ats-
Tsauri.

Hujjah mereka bahwa dengan pembatalan berarti telah memiliki
harta pokoknya. Jika dia telah memilikinya maka dia dibolehkan
membeli dengannya apa yang dia senangi dan prasangka jelek terhadap
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kaum muslim tidak dibolehkan. Dia mengatakan, adapun hadits Abu
sa'id, larangan dalam hal ini yang terjadi hanya sebelum ada pembatalan.

Masalah:

Mereka berbeda pendapat jika si pembeli menyesar dalam jual beli
salam, lalu mengatakan kepada si penjual, "Batalkanrah untukku dan
kuberikan tangguh kepadamu dengan harga yang telah kuberikan
kepadamu.":

l. Malik dan sekelompok ulama mengatakan hal itu tidak dibolehkan.

2. Sekelompok ulama yang lain mengatakan, dibolehkan.

Maiik dalam hal ini memberikan alasan yaitu rasa takut oleh si
pembeli jika telah tiba waktunya bagi si penjual untuk menyerahkan
makanan, dia menundanya dan dia harus menerimanya. Maka itu
termasuk bab jual beli makanan sampai batas waktu tertentu sebelum
dipenuhi. Dan sekelompok ulama memberikan alasan tetang larangan
tersebut, yaitu bahwa itu termasuk membatalkan utang dengan utang.

Para ulama yang berpendapat bahwa hal itu dibolehkan
menganggapnya termasuk bab kebaikan yang diperintahkan oleh Allah
Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menerima pembotalan
jual beli dengan seorang muslim, maka Ailah akan membatalkan
kesalahannya pada hari kiamat."236

"Den barangsiapa menangguhkan seorang yang mengalami
kesulitan, maka Allah akan menaunginya dengan naungan-Nya pacla
hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.,,237

Masalah:

Para ulama sepakat bahwa jika seseorang memiliki piutang atas
orang lain berupa uang dirham atau uang dinar sampai batas waktu
tertentu, lalu orang itu memberikan kepadanya ketika tiba waktunya dan
sesudahnya, maka dia harus mengambilnya.

shahih. HR. Abu Daud (3460),Ibnu Majah (ztgg),Ahmad (2/252),dan dinitai
shahih oleh Ibnu Hibban (5030), Al Hakim (2/45), dan disetujui oleh Adz-
Dzahabi serta dinilai shahih oleh Al Albani di dalam sia hih tbnuilaajah.
S-l1nin,HR. Muslim (3006), Ibnu Majah (2419),Ahmad (3t421), atin g}nlZ,
373 374,315.376,379, 380), Al Hakim (2128), Al eadha'i di dalam Asy-
Syihab (460,461), dan Al Baihaqi (51351), dari hadits Abu Al yusr.

j

231
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Mereka berbeda pendapat tentang barang dagangan yang ditunda

dari jual beli salam dan lainnya:

1. Malik dan jumhur ulama mengatakan jika dia datang dengan

membawa barang tersebut sebelum tiba waktu yang ditentukan,

maka dia tidak harus mengambilnya.

2. Syaf i mengatakan jika barang tersebut termasuk barang yang

tidak berubah dan tidak dimaksudkan untuk penundaan, maka dia

harus mengambilnya seperti tembaga dan besi. Jika dimaksudkan

untuk penundaan seperti buah-buahan, maka tidak menjadi

keharusan untuk mengambilnya.

Jika dia datang setelah waktu yang ditentukan, maka para pengikut

Malik dalam hal ini berbeda pendapat: diriwayatkan darinya bahwa dia

harus menerimanya. Seperti memesan buah yang dipetik di musim

dingin, lalu dia membawa buah tersebut di musim panas. Ibnu Wahb dan

sekelompok ulama berpendapat hal itu tidak menjadi keharusan baginya.

flujjah jumhur, bahwa tidak menjadi keharusan baginya menerima

barang dagangan sebelum waktu yang ditentukan dari sisi bahwa itu
adalah termasuk jaminannya sampai waktu yang ditentukan dan karena

biaya dalam hal itu. Tidak seperti uang dinar dan uang dirham, karena

tidak ada biayanya. Dan ulama yang tidak mengaharuskan setelah waktu
yang ditentukan, hujjahnya, yaitu mereka menganggap bahwa tujuan dari
barang dagangan itu hanya pada waktu yang ditentukan bukan yang lain.
Sedangkan ulama yang membolehkan hal itu pada dua sisi (maksudnya,

setelah waktu yang ditentukan atau sebelumnya) yaitu menyamakan hal
itu dengan uang dinar dan uang dirham.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang memesan kepada

orang lain atau menjual makanan kepadanya dengan suatu takaran
tertentu, lalu si penjual atau orang yang mendapatkan pesanan

memberitahukan dengan suatu takaran berupa makanan, apakah si

pembeli boleh mengambil barang tersebut darinya tanpa menakarnya dan

dalam hal ini dia menggunakan kepercayaan kepadanya:

l. Malik mengatakan hal itu dibolehkan pada jual beli salam
(pesanan) dan dalam jual beli dengan syarat tunai, jika tidak maka
dikhawatirkan hal itu termasuk bab riba, seolah-olah dia hanya

mempercayainya pada takaran tersebut karena dia memberikan
penundaan dengan harga.



.l-

2. Abu Hanifah, Syaf i, Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Al-Laits
mengatakan hal itu tidak dibolehkan sehingga si penjual
menakamya untuk si pembeli sekali lagi setelah dia menakarirya
untuk dirinya sendiri dengan dihadiri oleh si penjual.

Hujjah mereka yaitu karena si pembeli tidak boleh menjualnya
kecuali setelah menakarnya, maka dia tidak boleh menerimanya kecuali
setelah si penjual menakar untuknya, karena di antara syarat jual beli
adalah adanya takaran, begitujuga penerimaan. Mereka berhujjah dengan
penjelasan yang terdapat dalam suatu hadits,

:ac\r\ yqf-& ruJ;lty c ,* irt1 ii'*st ^lz 't,

.q4'Lu'tgatTw
"Bahwa Nabi SAW melarang dari jual beli makanan hingga

berlaku dua takaran sha' yaitu sha' penjual dan sha 'pembeli."238

Mereka berbeda pendapat jika makanan tersebut rusak di tangan si
pembeli sebelum ditakar, lalu keduanya berselisih tentang takaran
tersebut:

l. Syaf i berpendapat bahwa perkataan yang dipegang adalah
perkataan si pembeli. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu
Tsaur.

2. Malik berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah perkataan
si penjual, karena si pembeli telah mempercayainya ketika
menerima barang tersebut. Pendapat ini menurutnya didasari oleh
anggapan bahwa jual beli dibolehkan dengan kepercayaan itu
sendiri.

Bab III
Perselisihan Antara Penjual dan Pembeli dalam

Jual Beli Salam

Dua orang yang berjual beli salam, kemungkinan berselisih tentang
ukuran harga atau barang yang dihargai. Kemungkinan tentang jenisnya
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dan kemungkinan tentang waktu yang ditentukan serta kemungkinan
tentang tempat penerimaan juar beri saram tersebut.

Perselisihan mereka tentang ukuran barang yang dipesan: perkataanyang dipegang dalam har ini iarah perkatuan o.uniyang ."ndapatkan
pesanan, jika dia datang dengan membawa Uuru'g'yuig serupa, jika
tidak, maka perkataan yang dipegang adalah luga perkat"in o.ung yung
memesan' juga jika datang dengan membawa uurung yang serupa. Jikakeduanya membawa barang yang tidak serupa, maka menurut qiyas, yaitukeduanya saling besumpah dan saling membatalkan.

Adapun perselisihan mereka tentang jenis barang yang dipesan.Maka hukum daram har ini yaitu saring u"rru*iur, dan saringmembatalkan, seperti sarah seorang dari keJuanya mengatakan, ,,Saya
memesan kurma." Sedangkan yang lainnya mengatak"an, ..memesan
gandum."

Perselisihan mereka tentang waktu yang ditent'kan: jikaperselisihan tersebut tentang waktu tibanya, 
- 

-Jt u perkataan yangdipegang adalah perkataan orang yang menerima pesanan. Jikaperselisihan tersebut tentang ukurannya, maka perkataan yang dipegangjuga perkataan orang yang mendapatkan pesanan, kecuarr' jika dia datangdengan mambawa barang yang tidak serupa. S"p..ti orang yangmemesan mengaku tibanya barang yang djpesan. Sedangkan orang yangmendapatkan pesanan mengaku berbeda dengan waktu tersebut. Makaperkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang memesan.
Perserisihan mereka tentang tempat penerimaan: pendapat yangmasyhur mengatakan 

- 
bahwa orang yang mengaku suatu tempatterjadinya akad jual beli salam (pesanan) n,utu p.rrltuun yung dipegangadalah perkataannya' Jika tidak ada seorang pun dari keduanya yangmengaku suatu tempat jual beri pesanan, maka perkataan yang dipegangadalah perkataan orang yang mendapatkan pesanan.

Sahnun menyatakan pendapat yang berbeda pada sisi yang pertama,dia mengatakan, perkataan yang oipegung adarah perkataan orang yangrnendapatkan pesanan, jika dia menjaku suatu penerimaan di tempat

Abul Faraj menyatakan pendapat yang berbeda pada sisi yangkedua' dia mengatakan, jika tidak ada seorang pun dari keduanya yang
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mengaku tempat akad, maka keduanya harus saling bersumpah dan saling
membatalkan.

Perselisihan mereka tentang harga: hukumnya adalah hukum
perselisihan dua orang yang berjual beli sebelum penerimaan. Dan hal itu
telah dijelaskan.
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,l*iJl ?-+4 +l:iA
KITAB JUAL BELI DENGAN MEMILIH ANTARA

MENERUSKAN TRANSAKSI ATAU MEMBATALKANNYA
(KHIYAR)

Yang akan dibahas dalam kitab ini terlebih dahulu ialah, apakah

khiyar itu dibolehkan atau tidak? Apabila dibolehkan berapa masa

khiyar? Apakah disyaratkan tunai dalam khiyar atau tidak? Jaminan

siapakah barang yang dijual pada masa khiyar? Apakah khiyar itu
diwariskan ataukah tidak? Siapakah yang khiyarnya sah dan yang tidak
sah? Apakah yang khiyarnya menggunakan perbuatan seperti halnya

menggunakan perkataan?

Masalah Pertama: Dibolehkannya khiyar

Adapun dibolehkan nya khiyar, hal tersebut adalah yang menjadi
pendapat jumhur para ulama kecuali Ats-Tsauri serta Ibnu Syubrumah
serta sekelompok dari kalangan ahli Zhahir.

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ulama adalah hadits
Habban bin Munqidz,

E>E 

"ry\ 
.tU)

"Dan engkau berhak melakukan khiyar (hak memilih antara
meneruskan atau membatalkan) dalam tiga hari."23e.

Serta apa yang diriwayatkan dalam hadits Ibnu Umar,

,)rytgol of 'nc:?\,i4,
"Penjual dan pembeli memiliki hak khb,ar selama mereka belum

berpisah kecuali jual beli dengan khiyar."2a0.

23e Hasan. HR. Al Jarud (567), Ad-Daruquthni (51213), Al Hakim (2122), Al
Baihaqi (3154), dinllai shahift oleh Adz-Dzahabi dalam At-Talkhish. Menurut
saya, "Sanadnya hasan karena ada Muhammad bin Ishaq." Ibnu Hajar dalam
At-Taqrib berkata, "Ia adalah orang yang jujur namun menipu" ia telah terang-
terangan menyampaikan hadits di samping Al Baihaqi.
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Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarangnya
adalah bahwa hal tersebut merupakan suatu penipuan, dan pada dasarnya
adalah tetap berada pada jual beli kecuali ada dalil yang menunjukkan
drbolehkan nya jual beli dengan syarat adanya khiyar dari kitab Ailah
atau Sunnah yang kuat atau Uma'. Mereka berkata, "Hadits Habban
kemungkinan tidak shahih atau hal tersebut merupakan kekhususan bagi
dirinya karena ia telah mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah
tertipu dalam jual beli." Mereka berkata, "Adapun hadits Ibnu Umar dan
perkataannya dalam hadits tersebut, 'Kecuali jual beli dengan khiyar,
maka beliau telah menafsirkan makna yang dimaksud dengan lafazh ini
yaitu yang disebutkan padanya dengan lafazh yang lain yaitu .Salah

seorang di antara mereka berdua mengatakan kepada sahabatnya,
'Pilihlah'."

Masalah kedua: Masa khiyar

Adapun masa khiyar menurut ulama yang membolehkannya:

l. Malik berpendapat tidak memiliki batasan tertentu dalam khiyar
tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kepada berbagai
macam barang yang dijual. Hal tersebut berbeda-beda berdasarkan
perbedaan barang yang dijual. Ia berkata, "seperti satu atau dua
hari dalam meneliti pakaian, satu pekan lima hari dalam meneliti
sahaya wanita, satu bulan atau yang semisalnya dalam meneliti
rumah."

Kesimpulannya adalah menurut dia tidak boleh ada waktu panjang
yang melebihi kebutuhan meneliti barang dagangan.

2. Syaf i serta Abu Hanifah berkata, "Batasan khiyar adalah tiga hari,
tidak boleh lebih dari itu."

3. Ahmad, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Al Hasan berkata,
"Boleh melakukan khiyar untuk masa yang telah ia syaratkan." Dan
itulah yang menjadi pendapat Daud.

Para ulama berbeda pendapat mengenai khiyar secara mutlak yang
tidak terikat dengan waktu tertentu:

240 Muuafaq 'Ataih. HF.. Al Bukhari (7, 2t,2109), Muslim (1531), Abu Daud
(3455)' At-Tirmidzi (12454), An-Nasa' i (7 1248), Ahmad (2/ 4, i 3), Abdurrazaq
(14262, 14263) serta Al Humaidi (654) dan Al Baihaqi (5t269).
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1. Ats-Tsauri, Al Hasan bin Jinni serta sekelompok para ulama

berpendapat dibolehkannya mensyaratkan secara mutlak dan ia

memiliki khiyar selamanya.

2. Malik berpendapat dibolehkan khiyar mutlak akan tetapi penguasa

memberikan batasan waktu padanya dengan waktu yang

semisalnya.

3. Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat bagaimanapun juga tidak

boleh melakukan khiyar mutlak dan jual beli tersebut rusak.

Abu Hanifah serta Syaf i berbeda pendapat apabila khiyar tersebut

terjadi dalam tiga hari pada masa khiyar mutlak:

l. Abu Hanifah berkata, "Apabila telah terjadi dalam tiga hari maka

boleh dan apabila melewati tiga hari maka jual beli rusak."

Z. Syaf i berkata, "Jual beli tersebut bagaimanapun keadaannya

adalah rusak." Inilah perkataan para fuqaha berbagai negen

mengenai masa khiyar yaitu apakah boleh secara mutlak atau harus

terikat? Dan apabila boleh dalam keadaan terikat maka berapakah

jumlahnya? Dan apabila tidak boleh khiyar dalam keadaan mutlak

apakah disyaratkan khiyar tidak terjadi dalam tiga hari atau dalam

keadaan bagaimanapun tidak dibolehkan walaupun terjadi dalam

tiga hari?

Tentang dalil-dalil mereka: Adapun dalil yang dijadikan landasan

oleh ulama yang tidak membolehkan khiyar adalah sebagaimana yang

telah kami katakan.

Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang tidak

membolehkannya kecuali dalam tiga hari adalah, bahwa asalnya tidak

boleh ada khiyar, tidak boleh ada khiyar kecuali yang disebutkan padanya

nash dalam hadits Munqidz bin Habban atau Habban bin Munqidz, dan

hal tersebut sama seperti keringanan yang lain yang dikecualikan dari

hukum asal. Seperti pengecualian 'araya (pinjam-meminjam yaitu

memanfaatkan suatu barang setelah selesai barang tersebut masih utuh

dan dikembalikan kepada pemiliknya) dari muzabanah (jual beli secara

borongan) dan lain sebagainya. Mereka berkata, "Telah disebutkan

pembatasan khiyar dengan tiga hari dalam hadits mushurrah (menahan

ambing susu hewan agar terlihat bahwa hewan tersebut banyak susunya)

yaitu sabda Rasulullah SAW,
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^rx r[Jq '* tre s'-*t t,
"Siapa yang membeli hewan *rrroi*, maka bagiryo miyo,

dalam liga hari."2al

Adapun hadits Munqidzjalurnya bersambung kepada Rasulullah
SAW yang paling kuat adalah hadits yang diriwayarkan oleh Muhammad
bin Ishaq dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW berkata
kepada Munqidz yang pernah tertipu dalam suatu jual beli:

# :?\,u\,+ Y F '-;.t;t
"Apabila engkau menjual maka katakanlah, 'Tidak oda penipuan,

dan engkau berhak melakukan khiyar dalam tiga hari'."2a2

Adapun dalil yang dijadikan landasan para pengikut Malik yaitu
makna yang dipahami dari khiyar adalah menyeleksi barang yang dijual.
Dah hal tersebut berbeda-beda sesuai dengan barang yang dijual. Nash
tersebut menurut mereka disebutkan untuk mengingatkan akan makna ini,
yang menurut mereka termasuk kategori khusus yang bermaksud umum.
Sedangkan menurut kelompok yang pertama termasuk kategori khusus
yang bermaksud khusus.

Masalah ketiga: Pensyaratan tunai dalam khiyar

Adapun pensyaratan tunai: Menurut Malik serta seluruh sahabatnya
hal tersebut tidak boleh karena keraguan menurut 

-mereka 
antara-

utang dan jual beli. Pendapat tersebut terdapat kelemahan.

Masalah keempat: Dari siapa jaminan barang yang dijual selama
waktu khiyar?

Adapun dari siapa jaminan barang yang dijual selama waktu khiyar.
Para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut:

Muttqfaq 'Alaih.HP.. Al Bukhari (2151), Muslim (1524),Abu Daud (3445), At-
Tirmidzi (1251),An-Nasa'i (71253),Ibnu Majah (2239) dan Ahmad (2t259,
273, 386, 410, 420, 430, 463, 469, 491).
Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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1. Malik dan para sahabatnya, Al-Laits, serta Al Auza'i berpendapat

bahwa (Jaminan) musibahnya berasal dari penjual sedangkan

pembeli adalah orang yang dipercaya, baik khiyar milik mereka

berdua atau milik salah satu dari mereka. Dan telah dikatakan

dalam madzhab (Malik) bahwa apabila barang tersebut rusak di

tangan penjual maka tidak diperselisihkan bahwa dia yang

menanggungnya, sedangkan apabila rusak di tangan pembeli maka

hukumnya adalah hukum yang ada dalam gadai dan 'ariyah, yaitu
apabila termasuk di antara barang yang dapat ditinggalkan maka

jaminan darinya (pembeli) dan apabila merupakan barang yang

tidak dapat ditinggal maka jaminannya dari penjual.

2. Abu Hanifah berpendapat apabila pensyaratan khiyar milik mereka

berdua atau milik penjual saja maka jaminannya dari penjual dan

barang yang dijual menjadi miliknya, dan apabila pembeli saja

yang mensyaratkan maka barang yang telah dibeli telah keluar dan

kepemilikan penjual dan belum masuk ke dalam kepemilikan
pembeli dan tetap dalam keadaan menggantung hingga selesai

perkara khiyar. Dan dikatakan dari Abu Hanifah bahwa kewajiban
atas orang yang membeli untuk membayar harga barang. Dan hal

ini menunjukkan bahwa hal tersebut menurutnya telah masuk

dalam kepemilikan pembeli.

3. Syaf i memiliki dua pendapat, yang paling terkenal adalah bahwa
jaminan berasal dari pembeli, milik siapa pun khiyar tersebut.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang berpendapat bahwa
jaminan dari penjual bagaimanapun keadaannya adalah bahwa hal

tersebut merupakan akad yang tidak pasti sehingga kepemilikan tidak
berpindah dari penjual. Sebagaimana apabila ia mengatakan, "Saya

menjual kepadamu." Dan pembeli tidak mengatakan, "Saya menerima."

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang berpendapat bahwa
jaminan tersebut berasal dari pembeli adalah menyamakannya dengan
jual beli yang pasti. Hal tersebut adalah lemah karena mengqiyaskan

perkara yang diperselisihkan kepada perkara yang disepakati.

Adapun ulama yang menjadikan jaminan milik orang yang

mensyaratkan adanya khiyar apabila salah satunya mensyaratkan hal

tersebut sedangkan orang kedua tidak mensyaratkannya, disebabkan

karena apabila penjual adalah orang yang mensyaratkan maka baginya
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adalah membiarkan barang dagangan berada pada kepemilikannya, dan
apabila pembeli saja yang mensyaratkan maka penjual telah
mengalihkannya dari kepemilikannya sehingga masuk dalam
kepemilikan pembeli apabila pembeli saja yang mensyaratkan hal
tersebut.

Mereka berkata, "Telah keluar dari kepemilikan penjual karena dia
tidak mensyaratkan adanya khiyar dan tidak harus masuk ke dalam
kepemilikan pembeli karena dia mensyaratkan adanya khiyar dalam
mengembalikan yang lain kepadanya. Akan tetapi hal ini menghalangi
adanya suatu hukum karena jaminan musibah harus dari salah satu
mereka."

Perselisihan tersebut kembali kepada masalah apakah disyaratkan
bagi pembatalan jual beli atau untuk menyempurnakan jual beli; jika kita
katakan untuk membatalkan jual beli maka telah keluar dari jaminan
pembeli, sedangkan apabila kita katakan untuk menyempurnakan jual
beli maka barang yang dijual tersebut berada dalam jaminan penjual.

Masalah kelima: Apakah khiyar barang yang dijual dapat
diwariskan atau tidak?

Adapun masalah kelima (yaitu apakah khiyar barang yang dijual
dapat diwariskan atau tidak?):

1. Malik, Syaf i dan para sahabat mereka berdua berpendapat bisa
diwariskan, dan apabila orang yang memiliki khiyar meninggal
maka para ahli warisnya memiliki khiyar seperti apa yang
dahulunya si mayit miliki.

2. Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan bahwa khiyar batal
dengan meninggalnya orang yang memiliki khiyar tersebut dan jual
beli telah sempurna. Begitu pula dengan khiyar syuf'ah, khiyar
diterimanya wasiat dan khiyar iqalah.

Dan Abu Hanifah sepakat dengan mereka mengenai khiyar
pengembalian barang karena adanya cacat (maksudnya, bahwa dia
mengatakan hal tersebut dapat diwariskan) begitu juga dengan khiyar
penerimaan ghanimah (rampasan perang) sebelum dibagi, khiyar qishash
serta khiyar rahn (gadal).
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Dan Malik sepakat dengan mereka dalam khiyar seorang ayah

untuk menarik kembali apa yang telah ia berikan kepada anaknya

(maksudnya, bahwa ia tidak memandang bahwa ahli waris orang yang

meninggal mewarisi khiyar dalam mengambil kembali apa yang telah

diberikan kepada anaknya) yang telah diberikan syari'at kepadanya dari

hal tersebut (maksudnya, kepada bapak tersebut), begitu pula dengan

khiyar budak mukatab (pembebasan diri dengan membayar cicilan
kepada tuannya), thalak (cerai) serta li'an. Makna khiyar thalak adalah

seseorang berkata kepada orang yang lain, 'Ceraikan isteriku kapanpun

engkau mau" kemudian orang yang diberikan khiyar tersebut meninggal

maka ahli warisnya tidak menggantikan kedudukannya menurut pendapat

Malik.

Syaf i sepakat dengan apa yang disepakati oleh pengikut madzhab

Malik dari para pengikut madzhab Abu Hanifah dari khiyar-khiyar ini.
Dan sepakat sebagai tambahan dengan khiyar iqalah serta khiyar
penerimaan wasiat, ia mengatakan keduanya tidak diwariskan.

Dalil yang dijadikan landasan para pengikut madzhab Malik dan

Syaf i adalah bahwa hukum asalnya hak-hak serta harta itu diwariskan
kecuali ada dalil yang menunjukkan perbedaan hak dengan harta dalam
makna ini.

Dan dalil yang dijadikan landasan para pengikut madztrab Abu
Hanifah adalah bahwa hukum asalnya harta diwariskan, sementara hak
tidak diwariskan kecuali ada dalil yang menunjukkan dimasukkannya hak
dalam harta.

Sebab perbedaan pendapah Apakah pada dasarnya hak itu
diwariskan sebagaimana harta atau tidak? Setiap kelompok dari hal ini
menyerupakan apa yang tidak diakui oleh lawannya dari hak-hak tersebut
dengan hak-hak yang dia akui dan berargumen atas lawannya.

Para ulama madztrab Malik dan Syaf i membantah Abu Hanifah
dengan pengakuan Abu Hanifah diwariskannya khiyar pengembalian

barang karena adanya aib, dan menyamakan seluruh khiyar yang
diwariskan dengan khiyar cacat tersebut. Para pengikut madzhab Abu
Hanifah juga membantah madzhab Malik dan madzhab Syaf i dengan
hujjah yang menghalangi dari hal tersebut.

Setiap dari mereka ingin memberikan pembeda dalam masalah
yang padanya perkataannya berbeda serta memberikan penguat dalam
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masalah yang padanya perkataannya sama, serta ia berkehendak untuk
memberikan kebalikan apa yang dikatakan oleh lawannya (maksudnya,
membe rikan perbedaan dalam pendapat yang dikemukakan oleh
lawannya sebagai suatu hal yang disepakati dan memberikan kesepakatan

dalam hal yang dikemukakan oleh lawannya sebagai suatu hal yang
berbeda) seperti apa yang dikatakan oleh para pengikut madzhab Malik,
"Kami mengatakan sesungguhnya khiyar seorang bapak untuk
mengambil kembali pemberiannya (kepada anaknya) tidaklah dapat
diwariskan karena hal tersebut merupakan khiyar yang kembali kepada
sifat pada seorang bapak yang tidak didapatkan pada selainnya, yaitu sifat
kebapakkan sehingga harus tidak diwariskan kepada sifat dalam suatu
akad."

Inilah sebab perselisihan mereka dalam khiyar, (maksudnya, bahwa
ulama yang menilai bahwa sebagian di antara khiyar tersebut sebagai
sifat bagi suatu akad maka ia mewanskannya, sementara ulama yang
menilar bahwa hal tersebut adalah sifat khusus bagi orang yang memiliki
khiyar maka ia tidak mewariskannya).

Masalah keenam: Siapakah yang khiyarnya sah?

Adapun masalah yang keenam (yaitu siapakah yang khiyarnya
sah?). Para ulama sepakat atas keabsahan khiyar kedua orang penjual
serta pembeli. Dan mereka berbeda pendapat mengenai khiyar orang
asing:

L Malik berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan dan jual beli sah.

2. Syaf i dalam salah satu pendapatnya berkata, "Tidak boleh kecuali
apabila ia diserahi oleh orang yang memiliki hak khiyar." Dan
menurut dia berdasarkan perkataan ini tidak boleh ada khiyar bagi
selain orang yang melakukan akad, dan hal tersebut merupakan
pendapat Ahmad. Dan Syaf i memiliki pendapat yang lain seperti
pendapat Malik, sementara Abu Hanifah berpendapat seperti
pendapat Malik.

Madzhab (Malik) sepakat bahwa khiyar bagi orang asing apabila
diserahkan kepadanya oleh kedua pihak penjual dan pembeli maka
perkataan yang dipegang adalah perkataan mereka berdua. Dalam
madzhab Malik ada beda pendapat apabila diberikan oleh salah seorang
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di antara mereka berdua, kemudian penjual berbeda pendapat dengan

orang yang ia serahi hak melakukan khiyar, atau pembeli berbeda

pendapat dengan orang yang ia serahi hak melakukan khiyar:

1. Bahwa perkataan yang kuat dalam menentukan diteruskannya

transaksi jual beli atau dikembalikannya barang (ual beli

dibatalkan) adalah perkataan orang asing tersebut, baik yang

mensyaratkan tersebut penjual maupun pembeli' Dan ulama yang

menjadikan khiyarnya disini sebagai suatu musyawarah

mengatakan kebalikan dari pendapat ini.

2. Perlu dibedakan antara penjual dan pembeli (maksudnya, bahwa

perkataan dalam menentukan diteruskan atau digagalkannya jual

beli adalah perkataan penjual bukan perkataan orang asing, atau

bisa juga perkataan orang asing apabila pembeli tersebut yang

mensyaratkan adanya khiyar).

3. Perkataan yang kuat adalah perkataan orang yang menghendaki

diteruskannya jual beli di antara mereka berdua. Apabila penjual

menghendaki diteruskannya jual beli sedangkan orang asing yang

mensyaratkan adanya khiyar menghendaki pembatalan dan

disetujui oleh pembeli, maka perkataan yang kuat adalah perkataan

penjual untuk meneruskan jual beli. Apabila penjual menghendaki

untuk dibatalkan dan orang asing tersebut menghendaki

diteruskannya jual beli dan disepakati oleh pembeli maka perkataan

yang kuat adalah perkataan pembeli. Begitu juga apabila pembeli

mensyaratkan khiyar untuk orang asing tersebut maka perkataan

yang kuat di antara mereka berdua adalah perkataan orang yang

menghendaki diteruskannya jual beli, begitu juga keadaannya

dengan pembeli.

4. Dalam hal ini perlu dibedakan antara penjual dan pembeli (yaitu

apabila penjual mensyaratkannya maka perkataan yang kuat adalah

perkataan orang yang menghendaki diteruskannya jual beli di

antara mereka berdua, dan seandainya yang mensyaratkannya

adalah pembeli maka perkataan yang kuat adalah perkataan orang

asing tersebut) dan pendapat inilah yang dipahami dalam kitab Al
Mudawwanah dan semua ini adalah lemah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang mensyaratkan

khiyar yang tidak dibolehkan, seperti mensyaratkan batas waktu yang
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tidak diketahui, dan khiyar lebih dari tiga hari bagi orang yang tidak
membolehkan khiyar lebih dari tiga han, atau khiyar orang yang jauh

tempatnya (maksudnya, orang asing):

l. Malik dan Syaf iberpendapat bahwa jual beli
ia telah mengugurkan syarat yang rusak.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa jual

tidak sah walaupun

beli sah dengan

menggugurkan syarat yang rusak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah kerusakan yang terjadi
dalam jual beli dari sisi syarat merambat kepada akad, atau kerusakan

tersebut hanya berada dalam syarat saja? Ulama yang mengatakan
merambat, berpendapat membatalkan jual beli serta menggugurkannya,

sedangkan ulama yang mengatakan tidak merambat, berpendapat jual beli
sah apabila ia telah mengugurkan syarat yang rusak karena akad tetap

dalam keadaan sah.
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e*Ifr.ll pg sl'21
KITAB JUAL BELI MURABAHAH

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli ada dua jenis; Musawamah
(saling tawar menawar) serta murabahah. Dan murabahah adalah,
penjual menyebutkan kepada pembeli harga barang yang ia beli dan ia
mensyaratkan keuntungan tertentu berupa uang dinar atau dirham kepada
pembeli tersebut. Dan para ulama secara garis besar berbeda pendapat

dalam dua hal yaitu:

Pertama, mengenai sesuatu yang menjadi hak bagi penjual untuk
dihitung sebagai bagian dari modal barang dagangan tersebut, berupa
sesuatu yang telah ia nafkahkan bagi barang tersebut setelah membelinya
dan yang tidak berhak untuk menghitungnya sebagai bagian dari modal
dan sifat modal yang dibolehkan untuk dijadikan dasar keuntungannya.

Kedua, apabila penjual berdusta kepada pembeli dengan
memberitahu kepadanya bahwa ia membeli barang tersebut dengan harga
lebih mahal dari harga yang ia beli, atau ia salah kemudian memberitahu
dengan harga yang lebih murah dari harga barang yang ia beli, kemudian
diketahui bahwa ia membelinya dengan harga yang lebih dari harga
tersebut.

Dalam kitab ini sesuai dengan perselisihan para fuqaha berbagi
negeri ada dua bab:

Bab I
Mengenai Sesuatu yang Terhitung dan yang Tidak Terhitung

Sebagai Modal, Serta Sifat Modal yang dibolehkan Untuk Dijadikan
Dasar Mendapatkan Keunfungan

Adapun sesutu yang terhitung sebagai bagran dari harga dan yang
tidak terhitung sebagai bagian dari harga: Sesungguhnya kesimpulan
madzhab Malik dalam hal tersebut adalah bahwa apa yang ditanggung
oleh penjual untuk keperluan barang dagangan tersebut sebagai tambahan
dari harga barang tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
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L Bagian yang terhitung dalam harga asal dan ia memiliki bagian dari

suatu keuntungan.

Bagian yang terhitung dalam harga asal dan ia tidak mendapatkan

bagian dari suatu keuntungan.

Bagian yang tidak terhitung dalam harga asal dan ia tidak

mendapatkan bagian dari suatu keuntungan.

Adapun yang terhitung dalam modal dan memberikan kepadanya

bagian dari suatu keuntungan adalah yang memberikan pengaruh pada

barang dagangan tersebut, seperti jahitan atau pewarnaan.

Adapun yang terhitung dalam modal serta tidak memberikan

kepadanya bagian dari suatu keuntungan adalah apa yang tidak

memberikan pengaruh pada barang dagangan tersebut yang tidak

mungkin bagi penjual untuk menanganinya sendiri, seperti membawa

barang dari suatu negeri ke negeri yang lain, serta sewa rumah untuk

menempatkan barang tersebut.

Adapun yang tidak terhitung padanya kedua hal tersebut seluruhnya

adalah sesuatu yang tidak memberikan pengaruh dalam barang dagangan

tersebut yang mungkin untuk ditangani oleh pemilik barang itu sendiri

seperti calo, melipat serta mengikat.

Abu Hanifah berkata, "Bahkan ia memasukkan ke dalam harga

barang tersebut setiap apa yang ia wakilkan untuk mengurusinya."

Abu Tsaur berkata, "Tidak boleh melakukan murabahah kecuali

dengan harga barang yang ia beli saja kecuali apabila ia memberikan

perincian, dan menurutnya apabila hal tersebut terjadi maka murabahah

tersebut dibatalkan. Ia beralasan, "Karena ia telah berdusta, sebab ia

berkata, 'Harga barang saya ini adalah sekian dan sekian', padahal

kenyataannya tidak demikian." Hal tersebut menurutnya termasuk

kategori penipuan.

Adapun sifat harga pokok yang boleh ia beritahukan: Malik dan Al-
Laits berkata mengenai orang yang membeli barang dengan uang dinar,

dan nilai tukar pada waktu membelinya adalah nilai tukar yang telah

diketahui, kemudian ia menjualnya dengan dirham, dan nilai tukar telah

berubah dengan bertambah, maka saat menjualnya ia tidak boleh

memberitahu dinar yang ia gunakan untuk membelinya karena hal

tersebut termasuk kategori dusta serta pengkhianatan, begitu pula apabila
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ia membelinya dengan dirham kemudian menjualnya dengan dinar dan

nilai tukar telah berubah.

Para pengikut Malik dari masalah ini telah berbeda pendapat

mengenai orang yang membeli suatu barang dengan suatu benda apakah

ia boleh menjual barang tersebut dengan cara murabahah atau Iidak
boleh? Kemudian apabila kita katakan boleh apakah boleh dengan nilai

benda tersebut ataukah dengan benda itu sendiri:

l. Ibnu Al Qasim berkata, "Boleh menjualnya berdasarkan harta

benda yang ia gunakan untuk membeli barang tersebut dan tidak

boleh berdasarkan atas nilai harta tersebut."

2. Asyhab berkata, "Tidak boleh bagi orang yang membeli suatu

barang dengan sebagian benda untuk menjualnya secara

murabahah, karena ia akan menuntutnya memberikan benda

berdasarkan sifat benda miliknya. Dan pada umumnya ia tidak

memilikinya, sehingga hal tersebut termasuk kategori menjual

sesuatu yang tidak ia miliki."

Malik dan Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai orang yang

membeli barang dengan uang dinar kemudian ia memberi suatu barang

atau uang dirham, apakah ia boleh menjualnya secara murabahah tanpa

memberitahu dengan apa ia membayarnya:

L Malik berpendapat tidak boleh menjualnya secara murabahah

kecuali ia memberitahu dengan apa ia membayar.

2. Abu Hanifah berpendapat boleh menjual barang tersebut kepadanya

secara murabahah berdasarkan dinar yang dengannya ia membeli
barang tersebut bukan barang atau dirham yang ia berikan pada

uang dinar tersebut.

Malik juga berpendapat mengenai orang yang membeli suatu

barang dengan batas waktu kemudian ia menjualnya secara murabahah

bahwa hal tersebut tidak dibolehkan hingga ia memberitahu batas waktu
tersebut.

Syaf i berpendapat apabila hal tersebut terjadi maka bagi pembeli
seperti batas waktunya.

Abu Tsaur berpendapat hal tersebut seperti halnya suatu aib, dan ia

berhak untuk mengembalikannya.
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Dan dalam bab ini menurut madzhab (Malik) terdapat cabang

masalah yang sangat banyak yang tidak termasuk tujuan kita.

Bab II
Mengenai Hukum Tambahan dan Pengurangan Yang Terjadi Pada

Harga yang Diberitahukan Penjual

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang membeli
barang secara murabahah sesuai dengan harga yang disebutkan

kepadanya kemudian diketahui setelah itu -baik 
dengan pengakuannya

atau dengan bukti- bahwa harga tersebut lebih murah sedangkan barang

tersebut masih ada:

1. Malik dan sekelompok ulama berpendapat bahwa pembeli memiliki
hak khiyar; antara mengambil harga yang benar atau

membiarkannya apabila penjual tidak mengharuskannya untuk
mengambil barang tersebut dengan harga yang benar, apabila ia
mengharuskannya maka ia harus mengambilnya.

2. Abu Hanifah dan sekelompok ulama lainnya berpendapat bahkan
pembeli memiliki hak khiyar secara mutlak, dan tidak harus

mengambil harga yang apabila penjual mengharuskannya maka ia
harus mengambilnya.

3. Ats-Tsauri, Ibnu Abu Lalla, Ahmad dan sekelompok ulama
berpendapat bahkan jual beli tetap berlangsung setelah

dihilangkannya kelebihan tersebut.

4. Diriwayatkan dari Syaf i dua pendapat, yaitu: Pendapat dengan

adanya khiyar secara mutlak, serta pendapat berlangsungnya jual
beli setelah dihapusnya tambahan (kelebihan).

Hujjoh ulama yang mewajibkan berlangsungnya jual beli setelah

dihapusnya kelebihan tersebut adalah bahwa pembeli hanya memberikan
keuntungan kepadanya sesuai dengan harga barang yang ia beli tidak ada

yang lain, jadi ketika diketahui berbeda dengan apa yang ia katakan maka
wajib baginya untuk kembali kepada apa yang telah diketahui,
sebagaimana apabila ia mengambilnya dengan suatu takaran yang telah
diketahui kemudian keluar dengan selain takaran tersebut, maka wajib
baginya untuk menepatkan takaran tersebut.
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Hujjah ulama yang berpendapat bahwa khiyar tersebut secara

mutlak adalah penyerupaan perbuatan dusta dalam masalah ini dengan

cacat (maksudnya, sebagaimana cacat mengharuskan adanya khiyar maka

kedustaan juga mengharuskan adanya khiyar).

Adapun apabila barang tersebut rusak maka Syaf i berkata,
"Dihapus besarnya kelebihan dari harga tersebut serta keuntungan yang

seharusnya ia dapatkan." Malik berkata, "Apabila nilainya pada waktu
diterima atau pada waktu dijual -sesuai dengan perbedaannya dalam hal

tersebut- seperti yang ditimbang oleh orang yang membeli atau lebih
sedikit maka pembeli tidak kembali kepadanya dengan tuntutan apapun,

dan apabila nilainya lebih sedikit maka penjual diberikan pilihan antara

mengembalikan nilai barang tersebut kepada pembeli atau

mengembalikan harganya, atau melanjutkan penjualan barang tersebut
sesuai dengan harga yang benar."

Adapun apabila seseorang menjual barangnya dengan cara
murabahah kemudian ia memberikan bukti bahwa harga barang tersebut
lebih banyak daripada yang ia sebutkan dan dia telah salah dalam hal
tersebut dan barang tersebut masih ada:

l. Syaf i berpendapat bukti tersebut tidak berarti karena ia telah
mendustakannya.

2. Malik berpendapat bukti tersebut berlaku, dan orang yang membeli
dipaksa untuk kembali kepada harga tersebut. Hal ini sangat jauh
karena merupakan jual beli yang lain. Malik dalam masalah apabila
barang tersebut telah rusak, ia berkata, "Pembeli diberikan pilihan
antara memberikan nilai barang tersebut pada hari ia membelinya
atau ia membelinya dengan harga yang benar." Inilah masalah-
masalah mereka yang terkenal dalam bab ini.

Dan untuk mengetahui hukum-hukum jual beli ini di dalam
madzhab Malik terbangun atas pengetahuan terhadap tiga masalah serta

apa yang terbentuk darinya, yaitu: Hukum masalah dusta, hukum masalah
penipuan, serta hukum masalah keberadaan suatu aib.

Adapun hukum dusta, hal tersebut telah berlalu. Sementara hukum
mengembalikan barang karena suatu cacat maka hal tersebut hukumnya
ada dalam jual beli secara mutlak. Adapun hukum penipuan menurut
Malik. Hal tersebut adalah memberikan pilihan kepada penjual secara

mutlak dan penjual tidak berhak untuk mengharuskannya berjual beli
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I
walaupun telah dihapus darinya kadar penipuan tersebut sebagaimana hal
tersebut menjadi haknya dalam masalah dusta, dan pendapat ini
dikemukakan oleh Ibnu Al Qasim.

Adapun menurut Asyhab bahwa penipuan menurutnya terbagi
menjadi dua bagian, yaitu bagian yang mempengaruhi harga, dan yang

tidak mempengaruhi harga.

Adapun yang tidak mempengaruhi harga menurutnya, tidak ada

hukum padanya. Sedangkan yang berpengaruh, maka menurutnya

hukumnya adalah hukum berdusta.

Sementara yang terbentuk dari masalah-masalah tersebut ada empat

masalah yaitu: Dusta dan penipuan, dusta dan pemalsuan, penipuan dan

pemalsuan dengan aib, serta dusta, penipuan dan pemalsuan dengan aib.

Dan inti madzhab Ibnu Al Qasim dalam masalah tersebut adalah

mengambil yang hukumnya tetap ada apabila kehilangan salah satu

hukumnya atau mengambil yang lebih kuat baginya apabila hukum salah

satunya tidak hilang baik dengan memberikan pilihan saat

memungkinkan untuk memberikan pilihan atau menggabungkan apabila
memungkinkan untuk menggabungkan. Sedangkan perincian tersebut
berada pada buku-buku mengenai cabang-cabang masalah (maksudnya,

madzhab Ibnu Al Qasim serta yang lainnya).
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KITAB JUAL BELI 'ARIYYAH

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna 'ariyyah dan

rukhshah (keringanan) yang ada padanya di dalam Sunnah.

Qadhi Abu Muhammad Abdul Wahab Al Maliki menceritakan

bahwa 'ariyyah dalam madzhab Malik adalah seseorang memberikan

buah kurma atau beberapa pohon kurma dari kebunnya kepada seseorang,

kemudian dibolehkan bagi orang yang memberi tersebut membelinya dari

orang yang diberi dengan cara dikira-kira dalam bentuk kurma sesuai

dengan empat syarat, yaitu:

Pertama, buah tersebut sudah matang.

Kedua, berjumlah lima wasak (satu wasak: 60 sha ) atau kurang

darinya, apabila lebih maka tidak boleh.

Ketiga, memberinya kurma yang ia gunakan untuk membeli buah

tersebut saat memanen, apabila memberinya secara langsung (tunai)

maka tidak boleh.

Keempat, kurma tersebut berasal dari jenis serta macam kurma
'ariyyah.

Menurut madzhab Malik keringanan dalam 'ariyyah hanya ada

pada diri pemberi saja, dan keringanan tersebut hanya merupakan

pengecualian dari muzabanah (yaitu menjual ruthab [kurma yang belum

matangl dengan kurma kering yang terdapat larangan darinya), serta

pengecualian dari dua jenis riba juga (maksudnya, ibafodhl [bertambah]
serta riba nasa' [penundaan]).

Hal tersebut adalah menjual kurma yang diketahui takarannya

dengan buah yang diketahui dengan penaksiran sehingga termasuk

penjualan satu jenis dengan ada lebihnya. Hal tersebut juga merupakan

penjualan kurma dengan kurma hingga batas waktu. Itulah madzhab

Malik mengenai apa 'ariyyaft, serta keringanan yang ada padanya serta

untuk siapakah keringanan tersebut.
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Adapun Syaf i makna keringanan yang telah disebutkan
menurutnya dalam 'ariyyah bukan hanya untuk orang yang memberi,
melainkan untuk semua orang yang ingin membeli kurma sejumlah ini
(maksudnya, lima wasak atau kurang) dengan kurma yang semisalnya.

Dan diriwayatkan bahwa keringanan yang ada pada 'ariyyalr tersebut

tergantung dengan jumlah kurma ini karena kebutuhan manusia untuk
makan ruthab (kurma matang), dan hal tersebut adalah bagi orang yang
tidak memlliki ruthab serta kurma yang ia gunakan untuk membeli
ruthab. Syaf i mensyaratkan dalam memberikan kurma yang dengannya
'ariyyah dijual hendaknya berlangsung tunai, dan ia berkata, "Apabila
keduanya (penjual dan pembeli) berpisah sebelum menerima maka jual
beli tersebut rusak."

'Ariyyah menurut Malik berlaku pada segala sesuatu yang kering
serta dapat disimpan, sementara menurut Syaf i 'oriyyah tersebut
berlaku pada kurma dan anggur saja. Tidak ada perselisihan mengenai

dibolehkannya 'ariyyah pada sesuatu yang kurang dari lima wasak
menurut Malik dan Syaf i. Dan terdapat perselisihan dari mereka apabila
be4umlah lima wasak, diriwayatkan dari mereka berdua hukum
dibolehkannya hal tersebut dan tidak bolehnya, dan yang paling terkenal
menurut Malik adalah hal tersebut dibolehkan.

Syaf i berbeda dengan Malik mengenai 'ariyyah dalam empat hal
yaitu:

Pertema, mengenai sebab adanya keringanan sebagaimana yang
telah kami katakan.

Kedua, bahwa 'ariyyah yang diberikan keringanan padanya
bukanlah hibah (pemberian), dan dikatakan hibah (pemberian) sebagai
kiasan saja.

Ketiga, disyaratkannya tunai pada saat jual beli.

Keempat, mengenai objek 'ariyyoh, menurut Syaf i sebagaimana
yang kami katakan bahwa 'ariyyah berlaku pada kurma dan anggur saja,

sedangkan menurut Malik berlaku pada segala sesuatu yang dapat
disimpan dan kering.

Adapun Ahmad bin Hanbal ia sepakat dengan Malik mengenai
bahwa 'ariyyah adalah suatu hibah (pemberian), dan berbeda dengannya
mengenai keringanan, bahwa keringanan tersebut menurutnya dalam
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'ariyyah untuk orang yang diberi (maksudnya yaitu yang diberi 'uriyyah

bukan pemberi 'ariyyah), yang demikian itu karena ia berpendapat bahwa

ia berhak untuk menjual buah tersebut kepada orang yang ia kehendaki

dengan sifat seperti ini tidak hanya kepada pemberi sebagaimana

pendapat Malik.

Adapun Abu Hanifah, ia sepakat dengan Malik bahwa 'ariyyah

adalah hibah (pemberian), dan berbeda dengannya mengenai sifat
keringanan tersebut, dan hal tersebut menurutnya bahwa keringanan yang

ada dalam 'ariyyah tersebut bukan termasuk kategori pengecualian dari

muzabanah, dan tidak pula termasuk golongan dalam jual beli, melainkan

keringanan tersebut menurutnya adalah merupakan kategori penarikan

kembali orang yang memberi terhadap pemberiannya. Dimana orang
yang diberi tersebut belum menerimanya dan menurutnya 'ariyyah

bukanlah merupakan jual beli, melainkan penarikan kembali suatu

pemberian dengan sifat tertentu yaitu dengan memberikan kepadanya

kurma sebagai gantinya dengan memperkirakan buah tersebut.

Dan dalil yang dijadikan landasan madzhab Malik dalam masalah
'ariyyah bahwa 'ariyyah dengan sifat yang telah ia sebutkan adalah

tradisi 'ariyyah yang terkenal di Madinah menurut mereka. Mereka

berkata, "Dan asal hal ini adalah bahwa seseorang memberikan beberapa

pohon kurma dari kebunnya kemudian ia men$a terganggu dengan

masuknya orang yang ia beri ke kebun tersebut, sehingga dibolehkan
baginya untuk membelinya dengan kurma sebanyak penaksiran buah
tersebut saat dipotong."

Dan di antara hujjahnya bahwa keringanan tersebut hanya untuk
orang yang memberikan 'ariyyah adalah hadits Sahal bin Abu Hatsmah,

f, tt ,*1r, F, ; c & et yht ,,, it s-, oi

.U:r,isi est" W"-;4 L6't i t-.lr e'u;j
"Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual kurma dengan ruthab

hanya saja beliau memberikan keringanan dalam perkara 'arfiryah untuk
dijual dengan memperkirakan yang akan dimakan pemiliknya dalam
benfuk ruthab"24l.

2a3 Muttafaq 'Alaih.Ifi.. Al Bukhari (2191), Muslim (1540), At-Tirmidzi (1303),
serta An-Nasa' i (7 1268).
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Mereka berkata, "Sabda 'Yang aksn dimakan dalum hentuk ruthah'
merupakan dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut khusus bagi
orang yang memberikan 'uriyyah, karena yang nampak dalam sabda ini
mereka adalah pemiliknya. Dan mungkin untuk dikatakan bahwa orang
yang memilikinya adalah orang-orang yang telah membelinya siapapun

mereka." Akan tetapi sabda "dalam bentuk ruthab" merupakan suatu

alasan yang tidak tepat bagi orang yang memberikan 'ariyyah, sedangkan

menurut madzhab Syaf i hal tersebut adalah tepat, dan mereka adalah

orang yang tidak memiliki ruthab tidak pula kurma yang dapat mereka
gunakan untuk membeli ruthab, oleh karena itu hujjah tersebut
memperkuat Syaf i.

Adapun menurut dia (Malik) bahwa 'ariyyah tersebut merupakan
hibah (pemberian) dalil yang menunjukkan hal tersebut dari sisi bahasa,

sesungguhnya ahli bahasa mengatakan bahwa 'ariyyah berarti hibah
(pemberian). Dan diperselisihkan mengenai penamaannya dengan kata
hibah. Ada yang mengatakan karena 'ariyyah tidak memiliki harga, ada

yang mengatakan 'ariyyah terambll dari kata 'arautu ar-rajula a'ruuhu
(apabila saya meminta kepadanya). Firman Allah Ta'ala, "Dan beri
makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak
meminta-minta) dan orang yang meminte." (Qs. Al Hajj [22): 36)

Dan sesungguhnya Malik mensyaratkan pembayaran harga tersebut
saat dipotong (maksudnya, penundaannya hingga waktu tersebut), karena
hal tersebut merupakan kurma yang disebutkan syari'at untuk
memperkirakannya, sehingga di antara sunnahnya adalah menunda
hingga pada waktu pemotongan, asalnya adalah zakat, dan dalam hal
tersebut ada kelemahan karena hal itu bertabrakan dengan qiyas bagi
dasar Sunnah, dan menurutnya apabila ia dengan sukarela setelah selesai
akad dengan sempurna untuk menyegerakan pemberian kurma maka hal
tersebut dibolehkan.

Adapun pensyaratan Malik dibolehkan nya 'ariyyaft dalam lima
wasak atau kurang karena adanya hadits yang diriwayatkan dari Abu
Hurairah,

.r C. .r O. O.

WJ \re;-., t,l .rjl r-t ' I -.

? ' ' \. i. \.', t,"/

€ er\ *'t * At & a\ Jt*t o\

t.(-,o. ."i t.(-,o,'. t.r',-Jt as> G St ,?St a**> dy:
ttt.
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"Bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam jual beli
'ariyyah dengan memperkirakannya kurang dari lima wasak atau lima
wasak"244.

Sesungguhnya mengenai lima wasak terdapat dua riwayat dari
Malik, keraguan yang ada dalam hadits ini berasal dari perawi.

Adapun pensyaratannya harus berasal dari jenis tersebut apabila
telah kering karena adanya hadits yang diriwayatkan danTaid bin Tsabit,

-U.',r' *'t * i' .p :,;;;

"Bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi orang yang
memiliki 'ariyyah agar menjualnya dengan kurma secara penaksiran"2as

(HR. Muslim).

Adapun Syaf i dalil yang dijadikan landasannya adalah hadits
Rafi'bin Iftadij dan Sahl bin Abu Hatsmah dari Nabi SAW,

fr; ,u-r;r;*,tt i ot /r, ft y.ti, f ,-# S

"Bahwa beliau melarang muzabanah kurma dengan kurma kecuali
para pemilik 'oriyyah sesungguhnya beliau telah mengizinkan mereka
dalam hal tersebut."2a6

Serta sabda Rasulullah SAW mengenai 'ariyyah, "Yang akan
dimakan oleh pemiliknya dalam bentuk ruthab." Dan menurut mereka
'ariyyah adalah nama bagi kurma yang kurang dari lima wasak, karena
kebiasaan mereka; seseorang biasanya memberikan buah dari pohon-
pohon kurmanya dengan jumlah ini atau kurang maka ia mengkhususkan
jumlah ini yang terdapat keringanan padanya dengan nama hibah karena
sesuai kadar jumlahnya dengan hibah.

Muttafaq 'Alaih. HR. Al Butfiari (2190), Muslim (1541), Abu Daud (3364), Ar
Tirmidzi (1301), An-Nasa'i (7/268), Ahmad (21237),Ibnu Al Jarud (659), Al
Baihaqi (5/31l).
Muttafaq 'Alaih. HP.. Al Bukhari (2380), Muslim (1539), An-Nasa'i (71267),
Ibnu Majah (2269), Ahmad (5/182, 186, 188, 190), Abdurrazaq (lz$86), Al
Baihaqi (5/186).
Muttafaq 'Alaih.HF.. Al Bukhari (2383) dan Muslim (1540).

'14 o;i
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- Dan ia telah berhujjah bagi madzhabnya dengan hadits yang telah

ia riwayatkan dengan sanad rnunqathi' dai. Mahmud bin Lubaid bahwa ia

pernah berkata kepada seseorang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW
enlahZaid bin Tsabid atau yang lainnya, "Apakah 'ariyyah kalian ini?"
Ia berkata, "Kemudian ia menyebutkan orang-orang dari kalangan orang-

orang anshar yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ruthab telah
datang (musimnya) sedangkan mereka tidak memiliki uang untuk
membeli ruthab sehingga mereka dapat makan bersama dengan orang-

orang, dan mereka memiliki kelebihan makanan berupa kurma. Maka
Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada mereka untuk membeli
'ariyyah dengan memperkirakannya dari kurma yang ada pada mereka

yang akan mereka makan dalam bentuk ruthab."

Dan tidak boleh menunda pembayaran kurma karena hal tersebut

adalah jual beli makanan dengan makanan dengan menunda pembayaran.

Adapun Ahmad, hujjahnya adalah zhahir dari hadits-hadits yang

telah lalu bahwa diberikan keringanan dalam 'ariyyah dan orang yang

memberikan 'ariyyah tidak dikhususkan dari yang lainnya.

Adapun Abu Hanifah, saat tidak dibolehkan muzabanah menurut
dia, apabila 'ariyyah dijadikan sebagai suatu jual beli maka termasuk
jenis muzabanah. Ia berpendapat bahwa berpalingnya 'ariyyah tersebut
kepada pemberi 'ariyyah adalah bukan termasuk kategori jual beli
melainkan merupakan kategori penarikan kembali atas apa yang telah ia

berikan dengan cara memberikan penaksiran buah tersebut dalam bentuk
kurma, atau menurut dia dinamakan jual beli sebagai kiasan.

Dan Malik telah melihat kepada makna ini dalam sebagian riwayat
darinya, ia tidak membolehkan menjualnya dengan uang dirham, tidak
pula dengan segala'sesuatu selain dengan penaksiran walaupun yang
terkenal darinya adalah dibolehkan nya hal tersebut. Ada yang
mengatakan bahwa perkataan Abu Hanifah ini termasuk kategori
menguatkan qiyas atas hadits yang demikian itu karena dia menyelesihi
hadits dalam beberapa hal, yaitu, Diantaranya:

[O Ia tidak menamakannya jual beli, sedangkan syari'at telah
menamakannya jual beli.

4l Disebutkan dalam hadits bahwa Rasulullah SAW telah melarang
muzabanah dan memberikan keringanan dalam 'ariyyah, sedangkan
menurut madzhabnya 'ariyyah bukanlah pengecualian dari muzabanah,
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karena muzabanah ada dalam suatu jual beli. Dan yang aneh darinya

bahwa mudah baginya untuk mengecualikannya dari larangan menarik

kembali sebuah pemberian yang tidak ada pengecualian padanya dengan

nash dari syari'at dan sulit baginya untuk mengecualikannya dari apa

yang dikecualikan darinya oleh syari'at yaitu muzabanah, Allahu a'lam.

Bidayatul Mujtahid



;ilrl+$l aL;6
KITAB SEWA.MENYEWA

Pembahasan dalam kitab ini seperti halnya melihat dalam masalah
jual beli (maksudnya, bahwa pokok-pokoknya terbatas dengan melihat
kepada macam-macamnya, syarat-syarat sah serta rusaknya, dan kepada
hukum-hukumnya), dan hal tersebut ada dalam satu persatu jenis di
antara sewa-menyewa (maksudnya, dalam hal yang khusus pada satu
persatu jenis di antara sewa-menyewa, serta dalam hal yang bersifat
umum bagi lebih dari satu)

Kitab ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Pertama: Macam-macamnya, syarat-syarat sah dan rusaknya.

Kedua: Hukum sewa-menyewa.

Semua itu setelah adanya dalil yang menunjukkan dibolehkan nya
sewa-menyewa. Kita akan menyebutkan dahulu perselisihan yang ada
padanya kemudian kita beralih kepada penyebutan masalah-masarah yang
terkenal yang ada di dalam kedua macam hal tersebut, dimana tujuan kita
hanyalah menyebutkan masalah di antara perkara-perkara yang inti, yaitu
yang terkenal terdapat perselisihan di antara para fuqaha berbagi negeri.

Sewa-menyewa dibolehkan menurut seluruh para fuqaha segenap
daerah serta generasi pertama. Dan telah dikisahkan dari Al Asham serta
Ibnu Aliyyah pelarangan sewa-menyewa.

Dalil jumhur adalah firman ,\llah Ta'ala,

"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka
itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak
memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk
orang- orang yqng bcrft" (Qs. Al Qashash lZSl:27).

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu
Maka berikanlah kepada mereka upahnya." (es. Ath-Thalaaq [65]: 6)
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Sedangkan dari Sunnah yang shahih adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Aisyah ia berkata:

LrJr , j. y *', .* it':'&': *i; i' & ,i,, 'J;'r';Vi
Q' !>' r
:, ,,:.,' , ".,' 

' 
' ,'., i' 'tz .' ' ''rV'rttL(,', cLe irL--lJ .Jl 6-" ,*-'S;Uf ',2: * -*:,b-f ['[o

.r|<+)-rt.itJ :X - it
,,Rasulullah sAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari

Bani Ad-Dil sebagai penunjuk jalan padahal ia berada pada agama orang-

orang kafir Quraisy, kemudian keduanya menyerahkan kepadanya kedua

kendaraan mereka dan mereka saling berjanji kepadanya di gua Tsaur

setelah berlalu perjalanan tiga malam menggunakan kedua kendaraan
, ,,24'7

mereKa

Serta hadits Jabir, "Bahwa ia menjual unta kepada Nabi SAw dan

mensyaratk an agar ia mengendarainya menuju Madinah."2a8

Dan apa yang boleh ditunaikan dengan syarat, maka boleh

ditunaikan dengan upah.

r\dapun syubhat orang yang melarang sewa-menyewa adalah

bahwa tindakan saling mengganti hanya didapatkan pada penyerahan

harga dengan diserahkannya barang seperti keadaan yang ada pada

barang-barang yang dapat diraba, sedangkan manfaat yang ada dalam

sewa-menyewa pada saat terjadinya akad tidak ada, maka hal tersebut

merupakan penipuan dan termasuk jual beli sesuatu yang tidak ada. Kita

katakan, "sesungguhnya sewa-menyewa walaupun saat akad tidak ada

namun pada umumnya hal tersebut akan ditepati, dan syari'at

memperhatikan di antara manfaat ini apa yang pada umumnya akan

ditepati atau ditepati serta tidak ditepati sama saja."

Macam-Macam, Syarat-Syarat Sah dan Rusaknya

Bagian ini, pengamatan pada bagian ini mengenai jenis harga, dan

jenis manfaat yang mana harga sebagai imbalannya dan sifat manfaat

tersebut.

24'7 Shahih. HR. Al Bukhari (3905) dan Al Baihaqi (6/l l8).
248 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Adapun harga: Harus berasal dari sesuatu yang tidak dilarang oleh

syari'at, dan dalam seluruh hal ini terdapat masalah yang disepakati oleh

para ulama serta masalah yang mereka perselisihkan.

Di antara yang mereka sepakati mengenai pembatalan sewa-

menyewanya adalah setiap manfaat sesuatu yang diharamkan dengan

sendirinya, begitu pula setiap manfaat yang diharamkan dengan syari'at

seperti upah orang-orang yang meratap serta upah para biduawanita,

begitupula setiap manfaat yang merupakan fardhu 'ain atas setiap orang

dengan syari'at seperti shalat serta yang lainnya. Dan mereka sepakat atas

penyewaan rumah, kendaraan, serta manusia untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang dibolehkan, begitu pula pakaian serta karpet.

Mereka berbeda pendapat mengenai penyewaan tanah, penyewaan

air, memberikan upah kepada mu'adzin, memberikan upah atas

mengajari Al Qur'an, dan penyewaan pengawinan binatang.

Adapun penyewaan tanah: Para ulama berbeda pendapat dalam

masalahan ini:

l. Sebagian ulama tidak membolehkannya sama sekali, dan mereka

adalah minoritas. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Thawus dan

Abu Bakar bin Abdunahman.

2. Jumhur ulama berpendapat dibolehkannya hal tersebut.

Dan mereka berbeda pendapat mengenai sesuatu yang

membolehkan menyewakan tanah:

l. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh menyewakan tanah

kecuali dengan dirham serta dinar saja, dan hal tersebut merupakan
pendaat Rabi'ah serta Sa'id bin Al Musayyab.

2. Sebagian ulama lain berpendapat dibolehkan menyewakan tanah

dengan segala sesuatu selain makanan, baik penyewaan tersebut
dengan makanan yang keluar dari tanah tersebut atau yang tidak
keluar darinya. Dan selain apa yang tumbuh padanya baik makanan

ataupun selainnya. Dan hal ini yang menjadi pendapat Malik serta

kebanyakan para sahabatnya.

3. Yang lainnya berpendapat dibolehkan menyewakan tanah dengan

selain makanan saja.
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4. Ulama yang lain mengatakan dibolehkan menyewakan tanah

dengan semua barang, makanan dan selainnya selama bukan

merupakanbagiandarimakananyangkeluardarinya,Dandianlara
yang mengatakan hal ini adalah Salim bin Abdullah serta selainnya

dari kalangan salaf, dan hal tersebut merupakan perndapat Syaf i

dan zhahir perkataan Malik dalam AI Muwaththa"

5.Sebagianulamalainnyaberpendapatdibolehkanmenyewakannya
dengan segala sesuatu serta dengan sebagian dari apa yang keluar

darinya. Pendapat ini dikatakan oleh Ahmad, Ats-Tsauri, Al-Laits,

AbuYusufdanMuhammad-duapengikutAbuHanifah-'Ibnu
Abu Laila, Al Auza'i dan sekelompok ulama'

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang tidak

membolehkannya dengan keadaan bagaimanapun adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Malik dengan sanadnya dari Rafi' bin Khadij,

.t ,r';r )-,t f ,# &')*P i'
"Bahwa Rasulullah SAW melarang

,s249pertanlan.

Mereka mengatakan, "Hadits ini menunjukan keumuman." Mereka

tidak melihat kepada hadits yang diriwayatkan oleh Malik mengenai

pengkhususan perawi hadits tersebut saat ia meriwayatkan darinya.

Hanzhalah berkata, "Maka saya bertanya kepada Rafi' bin Khadij

mengenai penyewaan tanah dengan emas serta perak maka ia menjawab,
.Tidak apa-apa'." Dan yang meriwayatkan hal ini dari Rafi' adalah Ibnu

Umar dan ia mengambil keumumannya, dahulu Ibnu Umar pernah

menyewakan tanahnya kemudian ia meninggalkan hal tersebut. Hal ini

berdasarkan pendapat ulama bahwa dalil umum tidak bisa dikhususkan

dengan perkataan seorang Perawi.

Dan telah diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dari bapaknya ia

berkata:

, \ , , o,

.rfz nl Jy.'; j\

.',k'r\i;'tG\. f *j e h' *t., nt'Jy-', &

menyewakan tanah

24s Muuafaq 'Alaih. HF.. Al Bukhari (2343, 2344), Muslim (1547), An-Nasa'i

(7146i, ibnu Majah (2453), Ahmad (31465), Malik dalam Al Muwaththa'

iz tl t' t1, Ath-Thabran i (4302, 43 03), dan Al Baihaqi (6/ I 3 0)'
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"Rasulullah SAW telah melarang untuk menyewakan tanah."250

Abu Umar Ibnu Abdil Barr berkata, "Mereka berhujjah dengan

hadits Dhamrah dari Ibnu Syaudzab dari Mathar dari Atha' dari Jabir ia

^r\,.St .ri2 .lt J-, \*t
- t o t, o t.trr*lt Y-r krt-J :\ W-t*

"Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami kemudian beliau

bersabda, 'Siapa yang memiliki tanah hendaknya ia menanaminya atau

menyuruh orang lain menanaminya dan janganlah ia
menyewakannya."z5l

Inilah sejumlah hadits yang menjadi landasan ulama yang tidak
membolehkan menyewakan tanah. Dan mereka juga berkata dari segi

makna, "Tidak dibolehkannya menyewakan tanah karena dalam hal

tersebut mengandung resiko, karena mungkin tanaman tersebut tertimpa

oleh bencana berupa api (kebakaran), kekeringan, atau tergenang air,

sehingga ia harus menyewa tanah tersebut tanpa mendapatkan sedikitpun

manfaat dari penyewaan tersebut."

Qadhi Iyadh berkata, "Dalam hal ini dapat dikatakan sesungguhnya

makna dalam hal tersebut adalah keinginan untuk bersikap ramah kepada

manusia karena banyaknya tanah sebagaimana dilarang menjual air; dan

sisi persamaan di antara keduanya adalah bahwa keduanya merupakan
asas penciptaan (makhluk)."

Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang tidak
membolehkan penyewaan tanah kecuali dengan uang dirham atau dinar
adalah hadits Thariq bin Abdunahman dari Sa'id bin Al Musayyab dari
Rafi' bin Khadij dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

"o Shrhih. HR. An-Nasa'i (7134) dan telah dintlai shahilr oleh Al Albani dalam
Shahih An-Nasa'i.

2st Muttafaq 'Alaih. HF.. Al Bukhari (2340, 2632), Muslim (1536), An-Nasa'i
(7/37,38), Ibnu Majah (2454), Ahmad (31302,304,292) serta Al Baihaqi
(6/130).

berkata,

?"r( { us ; i,Sr:a ru', *
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'Siapa yang memiliki tanah hendaknya io menanaminya atau
menyuruh saudaranya untuk menanaminya dan hendaknya ia tidak
menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat (hasil tanaman
tersebut) serta tidak pula dengan makanan terlentu' ."253

Mereka berkata, "Hal ini adalah makna muhaqalah yang dilarang
oleh Rasulullah SAW." Dan mereka menyebutkan hadits Sa'id bin Al
Musayyab secara marfu', "Dan muhaqalah adalah menyewakan tanah
dengan gandum." Mereka mengatakan, "Hal tersebut juga termasuk di
antara kategori jual beli makanan dengan makanan yang ditangguhkan
pembayarannya."

"Rasulullah SAW bersabda,

il, v', .L o.*'t', ivi t&r'l

"Sesungguhnyo yang menanam itu ada tiga yaitu: Orang yang

memiliki tanah kemudian ia menanaminya, orang yang diberi lanah

kemudian ia menanam apa yang diberikan kepadanya serl(t penyewa

dengan emos atau perak."757

Mereka berkata, "Maka tidak boleh melampaui apa yang disebut

dalam hadits, dan hadits-hadits yang lain mutlak sedangkan hadits ini
ntuclayyad (terikat), dan yang wajib adalah membawa sesuatu yang

mutlak kepada yang muqayyad."

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkan
penyewaan tanah dengan segala sesuatu selain makanan, baik makanan

yang dapat disimpan atau yang tidak dapat disimpan adalah hadits Ya'la
bin Hakim dari Sulaiman bin Yasar dari Rafi' bin Khadij, ia berkata,

tU&,\')

)l

2s2 Shahih. HR. Abu Daud (3400), An-Nasa'i (1140), dan dalam Al Kubra (4617),
Ibnu Majah (2449), Ad-Daruquthni (3/36), Ath-Thabrani (4./245), Ath-Thahawi
dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (4/106), Al Baihaqi (61132), dan telah dinilai
shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud.

2s3 Shahih. HR. Muslim (1548), Abu Daud (3395), An-Nasa'i (7/41),Ibnu Majah
(2465), dan Al Baihaqi (6/13t).
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Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang tidak membolehkan
menyewakannya dengan makanan dan tidak pula dengan sesuatu yang
keluar darinya yaitu:

Adapun mengenai makanan, hujjah mereka adalah sama dengan
hujjah ulama yang tidak membolehkan menyewakannya dengan
makanan. Adapun hujjah pelarangan menyewakan tanah dengan sesuatu

yang tumbuh darinya yaitu, larangan Rasulullah SAW dai mukhabaroh,
mereka mengatakan, "Mukhabarah adalah menyewakan tanah dengan
apa yang tumbuh darinya." Hal ini adalah pendapat Malik dan seluruh
sahabatnya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkan
penyewaan tanah dengan segala barang, makanan dan selainnya 

-yangkeluar dari tanah tersebut- adalah bahwa hal tersebut merupakan
penyewaan suatu manfaat yang diketahui dengan sesuatu yang diketahui
pula, sehingga hal tersebut dibolehkan dengan menqiyaskan kepada
penyewaan manfaat-manfaat yang lainnya. Seolah-olah mereka menilai
dha' d hadits-hadits Rafi '.

Telah diriwayatkan dari Salim bin Abdullah serta yang lainnya
dalam hadits Rafi' bahwa mereka (para sahabat) berkata, "Rafi' telah
menyewakan (tanah)." Mereka berkata, "Telah disebutkan dalam
sebagian riwayat dari Rafi' yang mengharuskan riwayat-riwayat lain
dibawa kepada riwayat tersebut, ia berkata, "Kami adalah orang yang
paling banyak ladangnya di antara penduduk Madinah", ia berkata, ..dan

salah seorang di antara kami menyewakan tanahnya dan mengatakan,
"Sepetak ini bagianku dan yang ini bagianmu" dan mungkin bagian yang
ini memberikan hasil sedangkan bagian yang ini tidak memberikan hasil,
maka nabi SAW melarang mereka." (HR.Al Bukhari)zs4.

Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang tidak
membolehkan untuk menyewakannya dengan sesuatu yang keluar
darinya adalah logika dan atsar'.

Adapun atsar yaitu adanya larangan dair mukhabarah dan adanya
hadits Ibnu Khadij dat', Zhahir bin Rafi', ia berkata,

25a Muttafaq'Alaih. HR. Al Bukhari (2327, 2332, 2343, 2344, 2722),dan Muslim
(1547), Abu Daud (3392,3393,3397) serta At Tlrmidzi (1384) serta An-Nasa'i
(l134,35, 36,39, 40, 41, 42, 45),Ibnu Majah (2445,2450), dan Ahmad (31465)
(4tr4t),
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"Rasuiullah SAW melarang sesuatu yang dahulunya merupakan

keramahan kepada kami, kemudian saya berkata, 'Apa yang disabdakan

Rasulullah SAW adalah benar', ia berkata, 'Rasulullah SAW
memanggilku dan bertanya, 'Apa yang kalian lakukan dengan

muhaqalah kalian?' Maka kami katakan, 'Kami menyewakannya dengan

bayaran seperempat dan beberapa wasak kurma dan gandum.' Kemudian
Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian lakukan hal tersebut,

tanuntluh lanah tersebut, atau suruhlah orang lain menanctminya, atau

biarkan." Hadits ini telah disepakati ke-shahih-annya oleh dua Imam; Al
Bukhari ilan Muslim2ss.

Adapun ulama yang membolehkan untuk menyewakannya dengan

apa yang tumbuh dari tanah tersebut dalil yang dijadikan landasannya

adalah lradits Ibnu Umar yang shahih,

"Bahwa Rasulullah SAW menyerahkan kepada orang-orang
Yahudi Khaibar pohon-pohon kurma Khaibar dan tanahnya agar mereka
menggarapnya dari modal mereka dengan imbalan setengah hasil bumi
dan buahnya."2s6

255 Muftafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (2339),Muslim (1548), An-Nasa'i (7149),

Ibnu Majah (2459), Ahmad (41143).
256 Muftofoq 'Alaih. HR. Al Bukhari (2329), (233'), Muslim (1551), Abu Daud

(3408), At-Tirmidzi (1383), An-Nasa'i (1153), Ibnu Majah (2467), Ahmad
(21 ll, 22, 30, 37 . I 49, I 51 ) Ad Darimi (2 13 49), Ad-Daruquthni (3 I 37), dan Ibnu
Al Jarud dalam Al Muntaqa (661).

. 
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Fladits ini lebih baik daripada hadits-hadits Rafi' karena hadits-

hadits tersebut matannya mudhtharib (rancu)),dan apabila hadits-hadits

Rafi' shohift maka kita memahaminya sebagai sesuatu yang makruh

bukan haram, dengan dalil hadits yang disebutkan oleh Al Bukhari dan

Muslim dari Ibnu Abbas bahwa ia mengatakan, "Sesungguhnya Nabi

SAW tidak melarang untuk menyewakan tanah melainkan beliau

bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kalian memberikan kepada

saudarunya akan lebih baik baginya daripada ia mengambil sesuatu
, . n257sannya.

Mereka mengatakan, "Mu'adz bin Jabal diutus Rasulullah SAW ke

Yaman, sementara penduduk Yaman melakukan mukhabarah maka ia
pun membiarkannya."

Adapun menggaji mu'adzin:

1. Sebagian ulama tidak menganggapnya terlarang.

2. Sebagian yang lain membenci hal tersebut.

Ulama yang membencinya serta mengharamkannya berhujjah
dengan hadits yang diriwayatkan dari Utsman bin Abu Al Ash ia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda,

.tli ar;i ;'
"Angkatlah mu'adzin yang tidak mengambil

adzannya."258

Ulama yang membolehkan muadzin diberi upah, mereka
mengqiyaskannya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak wajib. Inilah
sebab adanya perselisihan (maksudnya, apakah melakukan adzan tersebut
wajib atau tidak wajib).

Muttdaq 'Alaih.HR. Al Bukhari (2330), Muslim (1550), Abu Daud (3389), At-
Tirmidzi (1385), Ibnu Majah (2462), Ahmad (1/234,281, 313), dan Al Baihaqi
(6t134).
HR. Abu Daud (531), At-Tirmidzi (209), An-Nasa'i (2123),Ibnu Majah (714),
Ahmad (4/21, 217), dan dinilai shahih oleh Al Hakim (1/199, 201) dan
disepakati oleh Adz-Dzahabi, Al Baihaqi (l/429), dan Al Albani dalam Al
Irwa' (51315) mengatakan, "Shahih", adapun lengkapnya adalah, "Engkau
adalah lmam mereka, ikutilah orong yang paling lemah diantara mereka dan
angkatlah tukang adzan yang tidak mengambil upah karena adzannya." Dan
lafazh tersebut adalah lafazh Abu Daud.

o). I
IJJ-*il

,Oor' oro,

Lt-,t t:;3)
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Adapun menyewa untuk mengajari Al Qur'an para ulama juga

berbeda pendapat mengenai hal ini:

1. Sebagian ulama membencinya.

2. Sebagian yang lainnya membolehkannya.

Ulama yang membolehkan hal tersebut mengqiyaskannya kepada

pekerjaan-pekerjaan yang lain, dan mereka berhujjah dengan hadits yang

diriwayatkan dari Kharijah bin Ash-Shamit dari pamannya ia berkata:

"Kami datang dari sisi Rasulullah SAW kemudian kami

mendatangi sebuah perkampungan di antara perkampungan-

perkampungan orang Arab, kemudian mereka berkata, "Sesungguhnya

kalian telah datang dari orang ini (Rasulullah SAW) apakah kalian
memiliki obat atau ruqi-v-ah (doa)? Karena ada orang yang tidak waras

pikirannya (pingsan)." Maka kami mengatakan kepada mereka, "Ya",
kemudian mereka membawanya, lalu saya membacakan kepadanya surah

Al Fatihah selama tiga hari, pagi dan petang, saya mengumpulkan air liur
sendiri lalu menyemburkan kepadanya, maka ia pun sembuh seolah-olah
ia telah terbebas dari belenggu, mereka lalu memberikan hadiah kepada

saya. Kemudian saya jawab, "Tidak, sampai saya tanyakan kepada

Rasulullah SAW." Kemudian saya tanyakan hal tersebut kepada beliau
lalu beliau bersabda, "Makanlah, demi Allah sungguh ada orung yang
makan dengan ruqiyah yang batil sedangkan engkau telah makan clengan

ruq iyah yang benar."2se

Dan dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri:
"Bahwa para sahabat Rasulullah SAW pernah berada pada suatu
peperangan kemudian mereka melewati sebuah perkampungan di antara
perkampungan-perkampungan orang Arab, kemudian penduduknya
mengatakan, 'Apakah kalian memiliki orang yang dapat meruqiyahnya,
karena pemimpin kampung kami terkena sengatan atau terkena
gangguan.' Ia berkata: Kemudian seseorang meruqiyahnya dengan surah

Al Fatihah, kemudian ia sembuh, lalu ia diberi beberapa ekor kambing
namun ia enggan untuk menerimanya, lalu ia bertanya mengenai hal
tersebut kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bertanya, 'Dengan

lse Shahih HR. Abu Daud (3420), (3901), An-Nasa'i dalam Al Kubra (7534,
10871), dan dalam 'Amal Al Yaum wa Al Lailah (1032), Ahmad (51210,211),
Ibnu As Sunni dalam 'Amal al yaum wa al lailah (235), Ath-Thahawi (41126),

dan telah dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud.
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apakah engkau menru(liyahnya?' la berkata, 'Dengan surah Al Fatihah',
lalu beliau bertanya, 'Darimana engkau mengetahui bahwa Al Fatihah
odalah rutliyah?.' Abu Sa'id berkata: Kemudian Rasulullah SAW
bersabda, 'Ambillah dan berilah aku bagian darinya bersama kalian' ."260

Adapun orang yang tidak menyukai pemberian hadiah untuk
mengajarkan Al Qur'an mereka mengatakan, "Hal tersebut termasuk
kategori pemberian hadiah untuk mengajarkan shalat." Mereka
mengatakan, "Hadiah yang disebutkan tersebut bukanlah upah karena
mengajarkan Al Qur'an melainkan karena meruqiyah, baik meruqiyah
dengan Al Qur'an atau dengan yang lain, menurut kami adalah boleh
seperti halnya pengobatan", mereka mengatakan, "Hal tersebut tidaklah
wajib atas semua manusia, adapun mengajarkan Al Qur'an adalah
kewajiban atas seluruh manusia."

Adapun menyewakan pejantan dari unta, sapi atau binatang ternak:

1. Malik membolehkan seseorang menyewakan pejantannya untuk
mengawini sekawanan unta yang telah diketahui.

2. Abu Hanifah dan Syaf i tidak membolehkan hal tesebut.

Dan hujjah ulama yang tidak membolehkan hal tersebut adalah
adanya larangan dari menyewakan pejantan26l. Sedangkan ulama yang
membolehkannya,menyamakannya dengan manfaat-manfaat yang lain,
dan hal ini adalah lemah karena mendahulukan qiyas atas nash yang
baku.

Sedangkan menyewakan anjing juga termasuk dalam kategori ini,
dan hal tersebut tidak boleh menurut Syaf i dan Malik.

Syaf i dalam membolehkan penyewaan manfaat mensyaratkan;
bahwa manfaat tersebut memiliki harga tersendiri sehingga tidak boleh
menyewa buah untuk dicium, serta makanan untuk menghiasi toko,
karena manfaat-manfaat ini secara tersendiri tidak memiliki nilai. Maka
hal tersebut menurut Malik dan Syaf i tidak dibolehkan.

Muttafaq 'Alaih. HP.. Al Bukhari (2276, 5749), Muslim (2201), Abu Daud
(3418), 3900), At-Tirmidzi (2064), An-Nasa'i dalam Al Kubra (7533, 754j,
10867, 10868), Ibnu Majah (2156), dan Ahmad (312,10,44).
Shahih. HR. Al Bukhari (2284), Abu Daud (3429), At-Tirnddzi (1273), An-
Nasa'i (71310), dan Ahmad (2114).

261
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Dan di anlara bab ini adalah perselisihan dalam madzhab (Malik)

mengenai menyewakan uang dirham serta dinar.

Ringkasnya, segala sesuatu yang diketahui bahwa itu adalah mata

uang maka Ibnu Al Qasim berkata, "Tidak boleh menyewakan jenis ini

dan hal tersebut termasuk utang." Abu Bakar Al Abhari serta yang

lainnya mengklaim bahwa hal tersebut sah, dan harus ada upahnya,

sedangkan ulama yang melarang menyewakannya karena tidak

terbayangkan ada manfaat kecuali dengan menghilangkan mata uangnya.

Sedangkan ulama yang membolehkan menyewakannya terbayangkan

adanya suatu manfaat seperti berbasa-basi dengan uang tersebut, atau

berpura-pura memiliki uang banyak atau yang lainnya di antara hal-hal

yang terbayangkan di dalam bab ini. Inilah masalah-masalah yang

terkenal yang berhubungan dengan jenis manfaat'

Adapun masalah-masalah yang diperselisihkan yang berhubungan

dengan jenis harga, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan

sesuatu yang menjadi harga pada barang-barang dagangan dan sesuatu

yang tidak menjadi harga.

Di antara hadits yang melarang dari bab ini adalah, "Bahwa

Rasulullah SAW melarang menyewakan pejantan, hasil tukang bekam,

serta qafizuth-thahhan (takaran pembuat tepung)."

Ath-Thahawi berkata, "Makna larangan Rasulullah SAW dari

qafizuth thahhan (takaran pembuat tepung) adalah apa yang dilakukan

orang-orang pada zaman jahiliyah yaitu menyerahkan gandum kepada

pembuat tepung dengan upah sebagian dari tepung yang telah ia
tumbuk."

Menurut mereka hal ini tidak boleh, hal tersebut merupakan

penyewaan dengan barang yang tidak ia miliki dan bukan termasuk

sesuatu yang merupakan utang dalam suatu tanggungan. Dan Syaf i

sepakat dengan hal ini. Para sahabatnya mengatakan apabila menyewa

tukang menguliti dengan upah kulit, dan tukang pembuat tepung dengan

upah dedak atau satu sftc' tepung maka penyewaan tersebut telah rusak

(batal) karena terdapat larangan Rasulullah SAW dari qafizuth-thahhan

(takaran pembuat tepung), dan hal ini menurut madzhab Malik

dibolehkan karena dia menyewanya untuk memproses sebagian makanan

yang telah diketahui, dan upah pembuat tepung adalah sebagian makanan

itu dan hal tersebut juga telah diketahui.
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Adapun hasil tukang bekam:

L Sebagian ulama berpendapat haramnya hal tersebut.

2. Sebagian yang lain berbeda dengan mereka, mereka mengarakan
bahwa nafkahnya tersebut tidak baik, dan makmh dimiliki
seseorang.

3. Sebagian yang lainnya lagi berpendapat bahwa hasil dari bekam
tersebut dibolehkan.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara beberapa atsar
dalam masalah ini. ulama yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah
haram berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"Di^ antara penghasitan y,ns':: r:,,4*^nr
bekam"262.

Dan yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata,
"Rasul ullah SAW mengharamkan penghasilan bekam. "

Dan telah diriwayatkan dari Aun bin Abu Juhaifah ia berkata,
"Bapakku membeli alat bekam kemudian ia mematahkannya, maka saya
katakan kepadanya, 'wahai bapakku kenapa engkau pecahkan alat
bekamnya?' kemudian ia menjawab, 'sesungguhnya Rasulullah SAW
melarang dari hasil (upah) darah'."263

Adapun ulama yang berpendapat dibolehkannya hal tersebut
mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
berkata:

Sanadnya Jayyid. HR. Ibnu Hibban (lll8- mawarid, dan lafazhnya adalah
"sesungguhnya upah pezina, hasil harga anjing, serta kucing dan hasil tukang
bekam termasuk diantara penghasilan yang hiram.") dan bigitulah yang HR-.
Ath-Thahawi dalam syarh Ma'ani Al Atsar (4ll2g), kalimat yang terakhir
adalah darinya.
shahih. HR. Al Bukhari (2086, 2238, 5945, 5347, 5962), Abu Daud (34g3),
Ahmad (41308,309), Ath-Thahawi dalam syarh Ma'ani Al Axar (4/53), Ath-
Thabrani dalam Al Kabir (221295,296) dan Al Baihaqi (6/6).
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"Rasulullah SAII/ pernah di bekam clan memberikan upah kepada

tukang bekam":6a.

Mereka mengatakan, "seandainya upah bekam haram maka beliau

tidak akan memberinya."

Dan hadits Jabir, "Bahwa Rasulullah SAW pernah memanggil Abu

Thayyibah lalu ia membekamnya kemudian beliau bertanya kepadanya,

'Berapa upahmu?' Ia berkata, 'Tiga sha " kemudian ia memberikan

discount satu sha'."26s

Dan dari Jabir juga, "Bahwa Rasulullah SAw memerintahkan

untuk memberikan kepada tukang bekam satu sftc' makanan, dan

memerintahkan para pembantunya untuk meringankan bebannya'"266

Adapun ulama yang berpendapat dimakruhkannya hal tersebut

mereka berhujjah dengan hadits yang diriwiyatkan bahwa Rifa'ah bin

Rafi' bin Rifa'ah datang ke majelis orang-orang Anshar kemudian

berkata:
..Rasulullah SAW telah melarang hasil tukang bekam dan beliau

memerintahkan kepada kami untuk memberikan upahnya kepada orang

yang nrengisi tempat minum kami."267

Dan hadits yang diriwayatkan dari seseorang dari kalangan Bani

Haritsah, dahulunya ia memiliki tukang bekam kemudian ia bertanya

kepa<la Rasulullah sAw mengenai hal tersebut, lalu beliau

melarangannya kemudian ia kembali kepadanya, kemudian beliau

melarangnya kemudian ia kembali kepadanya lalu beliau melarangnya,

Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (2103), (2278,2279), Muslim (1202) [kitab'
al musaqah bab halalnya upah bekaml, Ibnu Majah secara ringkas (2162).

Sanadnya munqathi' (terputus). HR. Ahmad (3i353), Ath-Thahawi dalam Syarh

Ma'ani Al Atsar (4/130), Abu Ya'la daiam Musnadnya (1777), semua dari jalan

Abu Basyir bin Sulaiman bin Qais dari Jabir, dan cacatnya adalah terputus

antara Abu Basyir serta Sulaiman, karena ia belum pernah mendengar darinya

sebagaimana yang dikatakan oleh A1 Bukhari serta Ibnu Flibban'

HR. Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (41130), dari jalan Ibnu Juraij

dari Abu AzZubair dari Jabir dan dalam sanadnya terdapat 'an'anah Ibnu Juraij

dan Abu Az-Zubair.
Hosan. HR. Abu Daud(3426), Ahmad (41341),Ibnu Al Ja'd dalam Al Musnad

(1706), Ath-Thahawi dalam syarh Ma'ani Al Atsar (41131), dan lafazh tersebut

adalah lafazhnya, begitu juga dirwayatkan oleh Al Baihaqi (61126), dan telah

dinilai shahih oleh Al Albani rahimahullah dalamShahih Abu Daud.

26'1
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masih saja ia menghadap kepadanya hingga Rasulullah SAW bersabda,
"Berikun naJkahnyu kepuda pengisi temput airmu serta salra))utnt/"2t'*.

Dan termasuk di antara bab ini juga perselisihan mereka mengenai

penyewaan rumah dengan tempat tinggal yang lain, Malik membolehkan
hal tersebut sedangkan Abu Hanifah melarangnya, barangkali ia

memandang hal tersebut termasuk dalam kategori jual beli utang dengan

utang dan hal ini adalah lemah. Inilah masalah-masalah mereka yang

terkenal yang berkaitan dengan jenis harga serta jenis manfaat.

Adapun yang berkaitan dengan sifat-sifat manfaat maka akan kami
sebutkan pula yang terkenal dari masalah-masalah tersebut:

Di antara hal tersebut bahwa jumhur fuqaha berbagai negeri; Malik,
Abu Hanifah, dan Syaf i telah sepakat secara global bahwa di antara

syarat penyewaan adalah harganya jelas dan manfaat kadarnya jelas, dan

hal tersebut hingga selesai, seperti menjahit baju, membuat pintu atau

dengan menentukan batas waktu apabila tidak memiliki tujuan akhir
seperti pelayanan orang upahan dan hal tersebut bisa dengan waktu
apabila berupa suatu pekerjaan serta disempurnakannya suatu manfaat
yang keberadaannya terus ada seperti menyewakan rumah dan toko, atau
dengan tempat apabila berupa perjalanan seperti menyewakan kendaraan.

Ahlu zhahir serta sekelompok dari kalangan salaf berpendapat
dibolehkannya menyewakan hal-hal yang tidak jelas, seperti seseorang
memberikan keledainya kepada orang yang akan memberikan minum
kepadanya agar ia dapat mencari kayu dengan mengendarainya dengan
upah setengah dari apa yang ia bawa kembali kepadanya.

Dalil yang dijadikan landasan jumhur ulama adalah bahwa sewa-
menyewa merupakan jual beli, maka tidak boleh ada ketidakjelasan
padanya -karena itu sama dengan penipuan- sebagaimana tidak boleh ada
ketidakjelasan mengenai barang-barang dagangan.

Hujjah kelompok kedua: Mengqiyaskan penyewaan dengan
qiradh dan musaqaft, sedangkan jumhur berpendapat bahwa qiradh dan

'ut Shohih HR. Abu Daud (3422). At-Tirmidzi (1277),Ibnu Majah (2166),Ahmad
(51435,436), Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (4/l3t) dan lafazh
tersebut adalah lafazhnya. Dan telah dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih
Abu Daud.
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musaquh clikecualikan dengan hadits sehingga tidak dapat diqiyaskan

kepadanya karena keduanya keluar dari kaidah.

Malik dan Syaf i sepakat bahwa apabila menyewa suatu jasa yang

tidak memiliki batasan waktu tertentu, dan mereka juga membatasi

permulaan waktu tersebut dan permulaannya adalah setelah terjadinya

akad, maka hal tersebut dibolehkan. Dan mereka berbeda pendapat

apabila mereka belum menentukan permulaan waktu atau telah

menentukannya akan tetapi tidak setelah terjadinya akad. Maka Malik

berkata, "Boleh apabila ia telah membatasi waktunya dan belum

menentukan awal waktunya." Seperti ia mengatakan, "Saya menyewa

rumah ini darimu satu tahun sekian atau satu bulan sekian" dan ia tidak

menyebutkan permulaan bulan tersebut dan tidak pula permulaan tahun

tersebut. Sementara Syaf i berkata, "Tidak boleh." Dan awal waktu

menurut Malik adalah waktu akad penyewaan. Maka Syaf i tidak

membolehkannya karena hal tersebut merupakan penipuan sedangkan

Malik membolehkan hal tersebut karena hal tersebut biasanya telah jelas.

Begitu juga Syaf i tidak membolehkan apabila awal waktunya jauh

dari waktu akad, sedangkan Malik membolehkan hal tersebut. Dan

perkataan para sahabatnya berbeda-beda mengenai penyewaan tanah

yang tidak terjamin (pengairannya) serta perubahan pada waktu yang

akan datang.

Begitu juga Malik dan Syafi'i berbeda pendapat mengenai kadar

waktu yang digunakan untuk mengukur jasa. Malik membolehkan hal

tersebut dalam bertahun-tahun lamanya. Seperti menyewakan rumah

untuk sepuluh tahun atau lebih, dimana rumah tidak akan berubah pada

waktu seperti itu. Sedangkan Syafi'i berkata, "Hal tersebut tidak

dibolehkan lebih dari satu tahun."

Ibnu Al Qasim dan Ibnu Al Majisyun berbeda pendapat mengenai

tanah tadah hujan sefia tanah yang diairi dengan mata air dan tanah yang

diairi dengan sumur serta sungai: Ibnu Al Qasim membolehkan untuk

menyewakan hal tersebut hingga bertahun-tahun lamanya, sedangkan

Ibnu Al Majisyun memberikan perincian, ia berkata, "Tidak boleh

menyewakan tanah tadah hujan kecuali untuk jangka satu tahun, adapun

tanah yang diairi dengan mata air maka tidak boleh disewakan lebih dari

tiga tahun atau empat tahun, adapun tanah yang diairi dengan sumur serta

sungai maka tidak boleh disewakan kecuali untuk sepuluh tahun saja."
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Maka perselisihan disini ada dalam tiga hal, yaitu: Pembatasan

permulaan waktu, lamanya, serta jaraknya dari waktu akad.

Begitu juga Malik dan Syaf i berbeda pendapat mengenai apabila

tidak membatasi rvaktu dan ukuran waktu paling sedikit yang merupakan

keharusan, seperti mengatakan, "Saya menyewa rumah ini darimu satu

bulan dengan bayaran sekian" dan mereka berdua tidak menentukan

waktu yang jelas untuk itu. Syaf i mengatakan, "Tidak boleh."

Sedangkan Malik serta para sahabatnya mengatakan, "Boleh dengan

mengqiyaskan kepada perkataan, 'Saya jual kepadamu seonggok

makanan ini sesuai dengan takaran harga satu dirham'." Hanya dalam hal

inr yang dibolehkan, sementara selainnya tidak dibolehkan.

Sebab perbedaan pendapat: Menilai ketidakjelasan yang terjadi

dalam hal-hal ini apakah termasuk bagian dari ketidakjelasan, yang

dimaafkan ataukah yang dilarang.

Dan yang termasuk di antara bab ini adalah perselisihan para ulama

mengenai jual beli dan penyewaan. Malik membolehkan hal tersebut,

sedangkan Syaf i dan Abu Hanifah melarangannya. Sementara, Malik
hanya membolehkan penyewaan saja yang boleh mengiringijual beli.

Di antara yang termasuk bagian dari bab ini adalah perselisihan

mereka mengenai penyewaan sesuatu yang tidak dapat terbagi.

1. Malik dan Syaf i mengatakan hal tersebut dibolehkan.

Z. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh. Karena menurutnya, bahwa
pemanfaatannya dengan penggabungan tersebut sangat sulit.
Sedangkan menurut Malik dan Syaf i, bahwa pemanfaatan hal
tersebut mungkin bersama dengan sekutunya, seperti pemanfaatan

orang yang memilikinya bersama dengan sekutunya.

Dan yang termasuk bagian dari bab ini adalah perselisihan mereka
mengenai menyewa orang upahan dengan imbalan makan dan

pakaiannya, begitu pula wanita yang menyusui anak orang lain:

l. Syaf i tidak membolehkan hal tersebut secara mutlak.

2. Malik membolehkan hal tersebut secara mutlak (maksudnya, pada

setiap orang yang diupah).

3. Abu Hanifah membolehkan pada wanita yang menyusui saja.
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Sebab perbedaan pendapat: Apakah hal tersebut termasuk
penyewaan yang jelas ataukah tidak. Inilah syarat-syarat penyewaan yang
kembali kepada harga dan yang diberi harga.

Adapun macam-macam penyewaan. Menurut para ulama sewa-
menyewa ada dua macam, yaitu; menyewakan manfaat barang-barang
yang dapat diraba, serta penyewaan manfaat yang ada dalam tanggungan
yang diqiyaskan pada jual beli. Dan yang ada dalam tanggungan
syaratnya adalah adanya sifat. Dan yang ada pada barang di antara

syaratnya adalah melihat sifat yang ada padanya sebagaimana keadaan

dalam jual beli. Dan di antara sifat yang ada padanya adalah

menyebutkan jenis, serta macamnya dan yang demikian itu ada pada

sesuatu yang terambil dengan sempurna manfaatnya serta pada sesuatu
yang dengannya manfaatnya dapat terambil sempurna. Maka harus

menyebutkan sifat kendaraan misalnya serta bawaan yang dengannya
manfaat kendaraan dapat diambil sempurna.

Menurut Malik bahwa pengendara tidak perlu disebutkan sifatnya,
sedangkan menurut Syaf i perlu disebutkan sifatnya. Dan menurut Ibnu
Al Qasim apabila menyewa penggembala untuk menggembalakan
kambing, di antara syarat sahnya akad adalah mensyaratkan adanya ganti
rugi. Sedangkan menurut selainnya secara global hal penyewaan tersebut
telah berlaku dengan tanpa syarat.

Di antara syarat penyewaan yang ada dalam suatu tanggungan
adalah mendahulukan pembayaran menurut Malik, agar keluar dari jual
beli utang dengan utang sebagaimana di antara syarat menyewakan tanah
yang tidak terjamin pengairannya adalah tidak mensyaratkan pembayaran
melainkan setelah adanya pengairan.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah sewa, apakah khiyar
masuk kedalam macamnya atau tidak? Malik berkata, "Boleh ada khiyar
dalam dua macam sewa yaitu yang dalam tanggungan serta yang
terlihat." Sedangkan Syaf i mengatakan, "Tidak boleh."

Inilah masalah- masalah terkenal yang terjadi dalam bagian yang
pertama dari kitab ini. Yaitu yang mencakup pembahasan mengenai
objek akad ini, sifat-sifatnya dan macam-macamnya, yaitu hal-hal yang
dalam akad ini berperan sebagai rukun dan dengannya akad tersebut
disifati sebagai akad yang sah apabila memenuhi syaratnya yang syar'i,
dan disifati sebagai akad yang rusak apabila tidak memenuhi hal tersebut.
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Dan tinggal melihat kepada bagian yang kedua yaitu hukum-hukum akad

ini.

Hukum Sewa-Menyewa

Hukum sewa-menyewa sangat banyak akan tetapi secara global

terbatas dalam dua kelompok, yaitu:

Pertama: Perkara-perkara yang mewajibkan dan mengikat akad ini
tanpa adanya emergency yang akan menimpa.

Kedua: Hukum-hukum emergency yang datang belakangan, dan ini
terbagi kepada; hal-hal yang mewajibkan adanya tanggungan dan tidak
adanya tanggungan; kewajiban adanya pembatalan dan tidak adanya

pembatalan; dan hukum perselisihan.

Pertama: Perkara-perkara yang mengharuskan akad ini tanpa
adanya kejadian (emergency) yang datang kepadanya

Di antara masalah yang terkenal dalam bahasan ini adalah:

Kapankah orang yang memiliki sewaan menyerahkan sewaan

apabila akad tersebut dalam keadaan mutlak dan ia tidak mensyaratkan

diterimanya harga? Menurut Malik dan Abu Hanifah bahwa harga sewa

harus diberikan sebagian-sebagian sesuai dengan manfaat yang diambil,
kecuali apabila ia mensyaratkan harga harus diserahkan seluruhnya atau

ada sesuatu yang mengharuskan untuk mendahulukan harga sewa. Seperti

berbentuk suatu ganti tertentu atau sewa dalam suafu tanggungan. Syaf i
berkata, "Wajib memberikan harga saat terjadi akad."

Malik memandang bahwa harga akan dimiliki sesuai dengan kadar
ganti yang akan diambil. Sedangkan Syaf i seolah-olah melihat bahwa
keterlambatan pembayaran harga sewa tersebut termasuk kategon jual
beli utang dengan utang.

Di antara hal tersebut adalah perselisihan mereka mengenai
penyewa binatang atau rumah serta yang serupa dengan hal tersebut,

apakah ia berhak untuk menyewakan dengan harga lebih dari harga ia
menyewa:

l. Malik, Syaf i dan jama'ah membolehkan hal tersebut dengan

mengqiyaskannya kepada jual beli.
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2. Abu Hanifah dan para sahabatnya ntelarang hal tersebut.

Dalil yang dijadikan landasan mereka adalah bahwa hal tersebut

termasuk kategori laba sesuatu yang tidak ditanggung. Karena

tanggungan barang yang pokok adalah dari pemiliknya (maksudnya, dari

pemilik sewaan). Begitu juga hal tersebut termasuk dalam kategori jual

beli sesuatu yang belum diambil. Sedangkan sebagian ulama

membolehkan hal tersebut apabila ia mengadakan suatu pekerjaan. Di

antara ulama yang tidak memakruhkan hal ini apabila terjadi dengan sifat

ini adalah Sufyan Ats-Tsauri serta jumhur, mereka melihat bahwa

persewaan dalam hal ini mirip dengan jual beli.

Di antara masalah tersebut adalah apabila ia menyewa rumah dari

orang yang telah ia sewakan rumah tersebut:

l. Malik mengatakan hal tersebut boleh.

2. Abu Hanifah mengatakan hal tersebut tidak boleh. Sepertinya

melihat bahwa hal tersebut apabila saling melebihkan di antara

mereka dalam sewa tersebut maka hal tersebut termasuk kategori

memakan harta dengan cara batil.

Di antara masalah tersebut adalah apabila menyewa tanah untuk ia

tanami gandum, kemudian ia menanaminya jewawut atau sesuatu yang

resikonya sama dengan resiko gandum atau kurang darinya:

1. Malik berkata, "Ia berhak untuk itu."

2. Daud mengatakan, "Ia tidak berhak melakukan hal itu."

Di antara masalah tersebut adalah perselisihan mereka mengenai

menyapu kamar mandi yang disewa:

1. Yang terkenal dari Ibnu Al Qasim bahwasanya hal tersebut menjadi

kewajiban pemilik rumah.

2. Diriwayatkan darinya bahwa hal tersebut menjadi kewajiban
penyewa, dan dengan hal tersebut Syaf i berpendapat. Dan Ibnu Al

Qasim mengecualikan hotel-hotel (penginapan) yang mana orang-

orang sering keluar masuk. Maka ia berkata, "Menyapu dalam

keadaan ini menjadi kewajiban pemilik rumah."

Di antara masalah tersebut adalah perselisihan para pengikut Malik
mengenai kerusakan kecil rumah tersebut, apakah kewajiban atas pemilik
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rumah untuk memperbaikinya ataukah tidak wajib dan hilanglah hak dari

sewaan tersebut sebesar kerusakan tersebut:

l. Ibnu Al Qasim berkata, "Ia tidak harus memperbaiki."

2. Sedangkan yang lainnya, daf, pengikut Malik mengatakan, "Ia
wajib memperbaikinya."

Permasalahan cabang pada bab ini sangat banyak dan bukan tujuan

kami untuk membuat cabang dalam bahasan ini.

Kedua: Hukum-hukum darurat yang datang belakangan

Pasal pertama: Pembatalan

Kami katakan, "Para ulama berbeda pendapat mengenai akad sewa-

menyewa. Jumhur berpendapat bahwa hal tersebut merupakan akad yang

mengikat, dan dikisahkan dari sekelompok ulama bahwa sewa-menyewa

adalah akad yang mubah diserupakan dengan hadiah sayembara serta

syirkah."

Ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan akad yang
mengikat berbeda pendapat mengenai sesuatu yang dapat

menyebabkannya menjadi batal.

Sekelompok dari kalangan fuqaha berbagai negeri, Malik, Syaf i,
Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Tsaur serta yang lainnya berpendapat bahwa
akad tersebut tidak akan batal kecuali dengan sesuatu yang dapat

menyebabkan akad-akad yang mengikat menjadi batal berupa adanya aib,
serta tidak adanya tempat penerimaan manfaat secara penuh.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Boleh menggagalkan
akad sewa karena adanya alasan yang datang belakangan kepada
penyewa, seperti ia menyewa sebuah toko sebagai tempat berdagang
kemudian barang dagangannya terbakar atau dicuri."

Dan dalil yang dijadikan landasan jumhur adalah firman Allah
Ta'ala,"Penuhilah akad-akadifr2." (Qs. Al Maa'idah [5]: l).

Karena sewa adalah suatu akad atas manfaat sehingga menyerupai
pemikahan, dan karena sewa adalah akad berdasarkan atas saling
mengganti sehingga tidak batal dan asalnya adalah jual beli.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Abu Hanifah adalah bahwa ia
menyamakan hilanganya sesuatu yang dengannya manfaat akan
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didapatkan secara sempurna dengan hilangnya barang yang memiliki

manfaat.

Pendapat Malik berbeda-beda apabila sewa tersebut pada sesuatu

yang tidak dikhususkan untuk diambil manfaatnya secara sempurna dari

suatu jenis tertentu. Abdul Wahhab berkata, "Yang nampak dari madzhab

para sahabat kami adalah bahwa objek diterimanya manfaat secara

sempurna tidak tertentu dalam sewa-menyewa, dan apabila ditentukan

maka hal tersebut seperti suatu pemberian sifat, tidak akan batal dengan

menjualnya atau dengan hilangnya objek tersebut. Berbeda dengan

barang yang disewa apabila rusak."

Ia berkata, "Hal tersebut seperti menyewa (orang) untuk

menggembala kambing atau menjahit pakaian, kemudian kambing

tersebut mati atau pakain tersebut terbakar maka akad tersebut tidak batal

dan kewajiban bagi penyewa untuk mendatangkan kambing lagi untuk

digembala atau pakaian untuk dijahit." Ia mengatakan, "Dan telah

dikatakan bahwa sewa-menyewa itu menjadi mengikat sehingga akad

tersebut akan batal dengan hilangnya objek tersebut." Sebagian ulama

muta'akhirin mengatakan, "Bahwa hal tersebut bukanlah perselisihan

dalam madzhab (Malik) melainkan terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Objek tertentu untuk diterimanya manfaat secara sempurna di antara hal

yang diinginkan dzatnya itu sendiri atau tidak diinginkan. Apabila di

antara sesuatu yang diinginkan dzatnya itu sendiri maka sewa-menyewa

akan menjadi batal, seperti wanita yang menyusui apabila anak kecil

yang ia susui meninggal. Dan apabila bukan dari sesuatu yang diinginkan

dzatnya itu sendiri maka sewa-menyewa tidak batal untuk menggembala

kambing atau menjual makanan di dalam toko dan yang serupa dengan

hal tersebut.

Pensyaratan Ibnu Al Qasim dalam Al Mudawwanahbahwa apabila

menyewa untuk menggembala kambing maka hal tersebut tidak boleh

kecuali jika ia mensyaratkan adanya ganti rugi, ini merupakan

pemalingan darinya bahwa sewa-menyewa menjadi batal dengan

hilangnya objek akad tersebut (kambing), akan tetapi ketika ia melihat

bahwa kehilangan tersebut mengakibatkan pembatalan maka hal tersebut

termasuk kategori resiko, sehingga ia tidak boleh menyewa untuk

menggembala kambing kecuali dengan mensyaratkan adanya ganti rugi.
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Di antara yang seperti ini adalah perselisihan para ulama mengenai

apakah sewa-menyewa menjadi batal dengan meninggalnya salah

seorang yang melakukan akad (maksudnya, penyewa dan disewa):

l. Malik, Syaf i, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat tidak
batal dan akad sewa diwanskan.

2. Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan AI-Laits berpendapat akadnya batal.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang mengatakan batal

adalah bahwa hal tersebut merupakan akad saling mengganti sehingga

tidak batal dengan meninggalnya salah satu dari kedua orang yang

melakukan akad, dan asalnya adalah jual beli.

Sedangkan dalil yang dijadikan landasan Abu Hanifah adalah

bahwa kematian merupakan pemindahan asal barang yang disewa dari
satu kepemilikan kepada kepemilikan yang lain sehingga harus batal,

asalnya adalah menjual barang yang disewakan untuk jangka yang

panjang (maksudnya, hal tersebut tidak boleh). Ketrka dua akad tidak
mungkin bertemu bersama-sama maka di sini lebih dimungkinkan
berpindahnya kepemilikan, jika tidak maka kepemilikan tetap tidak ada

yang mewarisinya dan hal tersebut menyelisihi Uma'. Mungkin juga

mereka menyerupakan sewa-menyewa dengan pemikahan dimana

keduanya memberikan manfaat dan pernikahan akan batal karena
kematian, dan hal ini jauh dari kebenaran.

Mungkin juga rnereka berhujjah kepada para pengikut madzhab

Malik saja bahwa upah menurut mereka dimiliki sebagian-sebagian

sesuai dengan kadar manfaat yang diambil. Mereka mengatakan,
"Seandainya hal ini demikian; apabila pemiliknya meninggal sedangkan

sewa-menyewa masih tetap ada, maka penyewa mengambil penuh hak
kepemilikan ahli wans dengan konsekwensi akad pada selain
kepemilikan orang yang melakukan akad dan hal tersebut tidaklah benar.

Dan apabila penyewa meninggal maka upah tersebut dimiliki setelah

kematiannya dan orang yang meninggal tidak ditetapkan memiliki utang

menurut ijma' setelah meninggal.

Adapun para pengikut madzhab Syaf i: Hal ini tidak
mengharuskan, karena pengambilan upah menurut mereka harus dengan

akad itu sendiri sesuai apa yang telah terjadi dari hal tersebut.
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Sedangkan menurut Malik: Bahwa tanah tadah hujan apabila

disewakan kemudian masa paceklik menghalangi untuk menanaminya

sehingga tidak tumbuh tanaman karena adanya masa paceklik maka

sewa-menyewa dibatalkan. Begitu juga apabila kesulitan karena hujan,

hingga berlalu masa bercocok tanam dan penyewa tidak mampu

menanaminya, dan bencana yang menimpa tanaman sedikitpun tidak
hilang darinya, yaitu dari sewaan tersebut, sedangkan menurut Malik
sewaan yang berhubungan dengan waktu tertentu apabila waktu tersebut

yang diinginkan seperti menyewakan kendaraan saat-saat haji, kemudian

barang yang disewakan tidak ada pada waktu tersebut, maka sewa

tersebut dibatalkan, adapun seandainya waktu bukanlah yang diinginkan,
maka sewa tersebut tidak dibatalkan. Semua ini menurut Malik terjadi
pada penyewaan suatu barang.

Adapun sewaan yang terjadi pada suatu tanggungan, maka hal

tersebut tidaklah dibatalkan dengan hilangnya barang yang telah diambil
oleh penyewa agar ia mendapatkan manfaatnya, dimana sewaan tersebut

tidak terikat dengan barang itu sendiri, melainkan terikat dengan apa

yang disifati dalam suatu tanggungan.

Masalah cabang dalam bab ini sangat banyak, sedangkan yang

pokoknya adalah yang telah kami sebutkan ini.

Pasal kedua: Tanggung jawab (iaminan)

Jaminan menurut para fuqaha ada dua bentuk yaitu: Karena suatu

pelanggaran, atau untuk suatu kemaslahatan serta penjagaan harta.

Adapun yang disebabkan karena suatu pelanggaran maka tanggung
jawab menjadi kewajiban atas penyewa dengan kesepakatan ulama,

sedangkan perselisihan hanyalah mengenai jenis pelanggaran yang

mewajibkan tanggung jawab tersebut atau tidak mewajibkan serta

mengenai kadarnya.

Di antara hal tersebut adalah perselisihan para ulama megenai

keputusan penyewa hewan (kendaraan) untuk menuju ke suatu tempat

kemudian ia melebihi tempat yang telah disepakati dalam persewaan

tersebut:

l. Ahmad dan Syafi'i berpendapat ia bertanggung jawab atas sewa

yang ia tetapkan dan kelebihannya.
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2. Malik berpendapat bahwa pemilik kendaraan memiliki khiyar
antara mengambil (ongkos) sewa kendaraannya atas jarak yang
telah ia lampaui atau ia menanggung nilai-nilai tersebut.

3. Abu Hanifah berpendapat tidak ada kewajiban sewa atas jarak yang
telah dilampaui.

Tidak ada perselisihan bahwa apabila kendaraan tersebut rusak
pada jarak yang melebihi kesepakatan, maka ia (penyewa) yang
bertanggung jawab.

Dalil yang dijadikan landasan Syaf i adalah karena ia (penyewa)
telah melakukan pelanggaran terhadap suatu manfaat sehingga ia wajib
membayar ongkos yang semisal, pada dasarnya hal tersebut adalah suatu
pelanggaran terhadap manfaat yang lain.

Adapun Malik sepertinya saat ia menahan hewan (kendaraan)
tersebut dari (mendatangi) pasar hewan, ia memandang bahwa omng
tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap manfaat yang ada, dan
menyamakannya dengan ghashib (orang yang memakai barang milik
orang lain tanpa seizinnya), namun pendapat tersebut lemah.

Adapun pendapat Abu Hanifah sangatlah jauh sekali dari dasar-
dasar syari'at dan yang paling dekat kepada dasar-dasar syari'at adalah
pendapat Syaf i.

Menurut Malik mengenai tewasnya hewan (rusaknya kendaraan),
apabila karena keteledoran dari pemilik hewan tersebut maka ia
bertanggung jawab. Begitu pula apabila tali-talinya telah usang.
Permasalahan dalam bab ini sangatlah banyak.

Adapun orang-orang yang diperselisihkan untuk memberikan
tanggung jawab bukan karena suatu pelanggaran, melainkan dari sisi
kemaslahatan adalah para pembuat suatu barang, dan tidak ada
perselisihan di kalangan ulama bahwa seorang buruh tidak bertanggung
jawab atas sesuatu yang rusak ditangannya, yang mana ia telah disewa
untuk mengurusinya, kecuali apabila ia telah melakukan suatu
keteledoran; berbeda dengan pembawa makanan serta pembuat tepung,
sesungguhnya Malik membebankan tanggung jawab kepadanya atas apa
yang rusak ditangannya, kecuali apabila ia memiliki bukti bahwa
kerusakan tersebut bukan karena kesalahannya.
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Adapun membebankan tanggung jawab kepada pembuat sesuatu

atas kerusakan barang-barang yang telah diserahkan kepada mereka, para

ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut:

l. Malik, Ibnu Abu Laila, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa mereka

(pembuat barang) bertanggung jawab terhadap apa yang rusak di

tangan mereka.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa para pembuat barang yang tidak

mendapatkan upah atau orang khusus, tidak terkena tanggung

jawab, sedangkan pembuat barang yang biasa membuat barang

untuk orang lain dan mendapatkan upah maka ia terkena tanggung
jawab atas kerusakan yang terjadi.

Orang yang khusus menurut mereka adalah pekerja yang ada di

rumah penyewanya. Ada yang mengatakan, ia adalah orang yang tidak

mengangkat (mempekerjakan) dirinya untuk manusia (orang lain). Itulah

madzhab Malik mengenai orang khusus, yang menurutnya dia tidak

bertanggung jawab. Dan kesimpulan madzhab Malik berdasarkan hal ini
adalah bahwa pembuat barang yang bekerja untuk orang lain harus

menanggung kerusakan. Baik ia melakukannya dengan mendapat upah

atau tidak. Pendapat yang membebankan tanggung jawab kepada para

pembuat barang adalah pendapatnya Ali dan Umar, walaupun dalam

masalah tersebut telah diperselisihkan dari Ali.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang memandang tidak

ada tanggung jawab atas para pembuat barang adalah bahwa mereka

disamakan dengan orang yang mendapatkan titipan, sekutu dan seorang

wakil serta penggembala upahan. Sedangkan orang yang membebankan

tanggung jawab tersebut tidak memiliki dalil melainkan memandang

kepada suatu kemaslahatan dan menutup jalan yang mengakibatkan pada

kerusakan.

Adapun ulama yang membedakan antara melakukannya dengan

upah dan yang tidak adalah karena orang yang bekerja tidak dengan

upah, ia hanya menerima barang yang dikerjakan untuk kemaslahatan

pemiliknya saja sehingga ia serupa dengan orang yang mendapatkan

titipan. Sedangkan apabila ia mengerjakannya dengan upah maka

manfaat yang ada adalah untuk keduanya. Kemudian manfaat orang yang

membuatnya dikalahkan, pada dasarnya adalah suatu pinjaman menurut
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Syaf i, begitu pula dengan orang yang tidak mengangkat dirinya, tidak
terkena tanggung jawab sebagai tindakan preventif (sadd adz-dzarai).

Seorang buruh menurut Malik 
-sebagaimana 

telah kami
katakan- tidak bertanggung jawab, hanya saja ia menganggap baik
untuk membebankan tanggung jawab kepada orang yang membawa
makanan dan yang serupa dengannya, begitu pula dengan pembuat
tepung; sedangkan selain mereka tidaklah bertanggung jawab kecuali
apabila ia melakukan suatu pelanggaran/keteledoran. Dan menurutnya,
pemilik kamar mandi tidak bertanggung jawab bila ada kerusakan saat
disewakan, inilah pendapat yang terkenal darinya. Ada yang mengatakan,
"Dia bertanggung jawab."

Asyhab berpendapat ganjil yang menyelisihi mereka, ia
membebankan tanggung jawab kepada pembuat sesuatu (barang) selama
bukti kerusakan barang tersebut ada pada mereka bukan karena
keteledoran atau pengabaian. Hal tersebut adalah pendapat yang ganjil
dan tidak ada perselisihan bahwa pembuat sesuatu (barang) tidak
bertanggung jawab selama mereka tidak menerimanya di rumah mereka.

Para pengikut Malik berbeda pendapat mengenai apabila terdapat
bukti atas kerusakan barang yang dibuat dan tanggung jawab gugur dari
mereka, apakah mereka menerima upah atau tidak apabila kerusakan
tersebut setelah selesai dibuat atau setelah selesai sebagiannya:

l. Ibnu Al Qasim berpendapat mereka tidak berhak mendapatkan
upah.

2' Ibnu Al Mawaz berpendapat mereka berhak mendapatkan upah.

Dalil perkataan Ibnu Al Mawaz adalah bahwa musibah apabila
telah menimpa penyewa kemudian pekery'aan pembuat barang tersebut
harus berhenti adalah sesuatu yang batil.

Dalil Ibnu Al Qasim adalah bahwa upah diberikan sebagai ganti
dari hasil pekerjaan, sehingga hal tersebut lebih kuat apabila barang
tersebut rusak karena ketelodaran buruh tersebut. Sementara perkataan
Ibnu Al Mawaz lebih sesuai dengan qiyas, adapun perkataan Ibnu Al
Qasim lebih banyak memandang kepada maslahat, karena ia melihat
mereka sama-sama menerima musibah.

Di antara yang termasuk dari bab ini adalah perselisihan mereka
mengenai tanggung jawab orang yang memiliki perahu:
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1. Malik berpendapat tidak ada tanggung jawab atasnya.

2. Abu Hanifah berpendapat ia bertanggung jawab kecuali apabila

kerusakan disebabkan oleh ombak.

Dasar madzhab Malik adalah bahwa pembuat sesuatu (barang)

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang tedadi di tangan mereka,

berupa; kebakaran, pecahnya sesuatu yang dibuat, atau terputus apabila ia

mengerjakannya di tokonya walaupun pemiliknya berada bersamanya.

Kecuali pada usaha yang beresiko seperti melubangi mutiara mengukir

batu cincin, serta meluruskan pedang, membakar roti, serta seorang

dokter yang mengakibatkan meninggalnya orang sakit karena

pengobatannya, begitu juga dokter hewan; kecuali diketahui bahwa ia

telah melakukan suatu pelanggaran maka ia harus bertanggung jawab.

Adapun seorang dokter dan yang serupa dengannya apabila

melakukan suatu kesalahan dalam pekerjaannya sedangkan ia termasuk

orang yang berpengalaman, maka ia tidak terkena tanggung jawab dalam

hal jiwa. Sedangkan diyat dlbebankan kepada para kerabatnya pada

denda yang melebihi sepertiga, namun apabila kurang dari sepertiga

maka dibebankan pada hartanya sendiri; dan apabila bukan dari orang

yang berpengalaman maka ia dihukum dengan pukulan dan dipenjara

serta membayar diyat. Ada yang mengatakan diyat tersebut berlaku pada

hartanya, ada pula yang mengatakan dibebankan kepada kerabatnya.

Pasal ketiga: Hukum perselisihan

Yaitu sebuah pembahasan mengenai perselisihan, dan di dalam bab

ini terdapat beberapa masalah, diantaranya:

eQ Bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai seorang pembuat

sesuatu dan pemilik barang yang dibuat tersebut yang berselisih tentang

sifat produk:

l. Abu Hanifah berpendapat perkataan yang kuat adalah perkataan

pemilik barang yang dibuat.

2. Malik dan Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa perkataan yang kuat
adalah perkataan pembuat tersebut.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan siapa yang menuduh

dan yang dituduh di antara keduanya.
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Masalah lainnya adalah apabila pembuat tersebut mengklaim

bahwa ia telah mengembalikan barang yang diserahkan kepada pemesan,

sedangkan pemesan (yang telah membayar) mengingkari hal tersebut:

1. Menurut pendapat Malik, perkataan yang kuat adalah perkataan

pemesan, dan pembuat barang tersebut berkewajiban untuk
mendatangkan bukti karena ia adalah orang yang bertanggung
jawab terhadap apa yang ada di tangannya.

2. Ibnu Al Majisyun berkata, "Perkataan yang kuat adalah perkataan

pembuat barang tersebut apabila barang yang diserahkan kepada
pemesannya tanpa bukti, sedangkan apabila diserahkan dengan
membawa bukti maka mereka tidak dapat lepas tanggung jawab
kecuali dengan suatu bukti."

Apabila pembuat sesuatu (barang) berbeda pendapat dengan
pemilik barang mengenai pembayaran upah: Menurut pendapat yang
terkenal dalam madzhab Malik bahwa perkataan yang kuat adalah
perkataan pembuat dengan disertai sumpah apabila hal tersebut

berlangsung belum lama, sedangkan apabila telah berlangsung lama
maka perkataan yang kuat adalah perkataan pemilik barang.

Begitu pula apabila orang yang menyewakan dan penyewa berbeda
pendapat: Ada yang mengatakan bahwa perkataan yang kuat adalah
perkataan pembuat barang dan orang yang menyewakan walaupun telah
berlangsung lama dan demikianlah sebenarnya.

Apabila orang yang menyewakan dan penyewa, atau orang yang
diupah dan orang yang mengupah berbeda pendapat mengenai tenggang
waktu yang terjadi padanya pengambilan suatu manfaat, apabila mereka
telah sepakat bahwa manfaat tidak diterima pada seluruh waktu yang
telah ditetapkan maka menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab
Malik bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan penyewa karena ia
adalah orang yang membayar, sedangkan kaidahnya adalah bahwa
perkataan yang kuat adalah perkataan orang yang membayar.

Sedangkan Ibnu Al Majisyun berpendapat bahwa perkataan yang
kuat adalah perkataan orang yang menyewakan penyewa dan pemberi
upah apabila barang yang telah diambil manfaatnya tersebut berada
dalam genggaman mereka, seperti rumah atau yang serupa dengan hal
tersebut. Sedangkan sesuatu yang tidak berada dalam genggamannya
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seperti seorang buruh maka perkataan yang kuat adalah perkataan
seorang buruh tersebut.

Di antara perselisihan dalam madzhab Malik dalam bab ini yang
populer adalah perselisihan dua orang yang saling menyewakan binatang
dan kendaraan, yang demikian itu bahwa perselisihan keduanya tidak
lepas dari kejadian mengenai kadar jarak dan jenisnya atau kadar sewaan
dan jenisnya.

Apabila perselisihan mereka mengenai jenis jarak tersebut atau
jenis sewaan; maka mereka saling bersumpah serta membatalkan
kesepakatan sebagaimana perselisihan dua orang yang berjual beli
mengenai jenis harga:

l. Ibnu Al Majisyun berpendapat terjadi atau belum terjadi.

2. Sedangkan selainnya berpendapat bahwa perkataan yang kuat
adalah perkataan pemilik hewan apabila telah te{adi, dan hal
tersebut seperti apa yang ia katakan.

Sedangkan mengenai perselisihan kadar jarak tersebut, apabila
terjadi sebelum dikendarai atau setelah dikendarai sebentar maka mereka
saling bersumpah serta membatalkan kesepakatan. Apabila terjadi setelah
dikendarai lama atau telah mencapai jarak yang diklaim oleh pemilik
hewan tersebut, maka perkataan yang kuat adalah perkataan pemilik
kendaraan apabila telah terjadi, dan hal tersebut seperti apa yang ia
katakan. Sedangkan apabila belum terjadi dan perkataan tersebut serupa
dengan sikap saling bersumpah, dan persewaan tersebut dibatalkan
berdasarkan atasjarak yang terpanjang, danjarak yang telah diklaim oleh
pemilik hewan tersebut diberikan kepadanya, begitu juga apabila telah
terjadi dan tidak serupa dengan perkataannya.

Apabila mereka berdua telah berbeda pendapat mengenai harga dan
sepakat mengenai jarak, maka perkataan yang kuat adalah perkataan
penyewa, baik telah dibayar ataupun belum, karena ia adalah orang yang
didakwa. Dan apabila berbeda pendapat mengenai kedua har tersebut
maka 

-yaitu mengenai jarak serta harga- seperti pemilik hewan
tersebut berkata pada saat di kota A, "Saya telah menyewakan kepadamu
sampai ke kota B dengan imbalan dua dinar", sedangkan penyewa
berkata, "Melainkan dengan imbalan satu dinar sampai ke kota C,"
apabila terjadi sebelum dikendarai atau setelah dikendarai sebentar maka
tidaklah berpengaruh kepada mereka dalam menarik diri dengan saling
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bersumpah sefta menggagalkan kesepakatan, sedangkan apabila setelah
dikendarai dengan lama atau telah sampai kepada jarak yang diklaim oleh
pemilik hewan; apabila penyewa belum membayar sedikitpun maka
perkataan yang kuat adalah perkataan pemilik hewan mengenai jarak
perjalanan tersebut, dan perkataan yang kuat mengenai harga adalah
perkataan penyewa, dan ia membayar harga sewa dari kota A ke kota B,
berdasarkan apabila sewa tersebut sampai ke kota c, yang demikian itu
serupa dengan perkataan penyewa, dan apabila tidak serupa dengan
perkataannya dan serupa dengan perkataan pemilik hewan maka ia
membayar dua dinar.

Apabila penyewa telah membayar harga yang telah ia klaim bahwa
sewaan tersebut untuk jarak jauh dan yang terjadi serupa dengan
perkataan pemilik hewan maka perkataan yang kuat adalah perkataan
pemilik hewan mengenai jarak tersebut dan harga yang telah ia ambil
tersebut tetap miliknya, dan tidak kembali sedikipun kepada penyewa,
karena ia adalah orang yang didakwa dalam sebagian harga tersebut,
sedangkan ia mengatakan, "Melainkan harga tersebut milik saya serta
dengan tambahan" maka perkataannya tersebut diterima karena berada
dalam gengamannya sedangkan perkataannya mengenai tambahan
tersebut tidak diterima.

Dan jarak yang tidak dekat dengannya gugur, baik serupa dengan
apa yang dia katakan atau tidak, hanya saja apabila tidak serupa dengan
perkataannya maka sewaan yang telah diakui oleh penyewa tersebut
dibagi kepada seluruh jarak kemudian pemilik hewan tersebut mengambil
dari keadaan tersebut apa yang mewakili jarak yang telah ia klaim.
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Jh+tl st,L
KITAB AI JU'L

Ju'l adalah menyewakan suatu manfaat yang dimungkinkan untuk

diperoleh seperti mengikat perjanjian seorang dokter dengan kesembuhan

(seorang pasien), atau seorang guru dengan diperolehnya sifat

dewasa/pandai (seorang murid), dan seorang investigator (polisi atau

detektif) dengan didapatkannya seorang budak yang kabur.

Para ulama berbeda pendapat mengenai dilarang atau dibolehkan
nya ju'l:
l. Malik berkata, "Hal tersebut dibolehkan dalam perkara yang ringan

dengan dua syarat; pertama, tidak memberikan batas tempo, dan

kedua adalah harganya (upahnya) jelas."

2. Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh."

3. Syaf i memiliki dua pendapat (diatas).

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkannya

adalah firman Allah Ta'ala, "Dan siapa yang dapat mengembalikannya

akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku
menjamin terhadapnya" (Qs. Yuusuf ll2l:72).

Serta ijma' jumhur ulama mengenai dibolehkan nya ju'l pada

budak yang melarikan diri serta bertanya mengenai sesuatu. Serta atsar
mengenai pengambilan upah karena meruqyah dengan Al Qur'an dan hal

tersebut telah disebutkan sebelumnya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang hal

tersebut adalah resiko yang ada padanya, yang diqiyaskan kepada sewaan

yang lain.

Tidak ada perselisihan dalam madzhab Malik bahwa ju'l tidak
sedikitpun darinya yang dimiliki kecuali dengan selesainya pekerjaan dan

hal tersebut bukanlah merupakan akad yang pasti.

Malik dan para sahabatnya berbeda pendapat dalam bab ini
mengenai penyewaan perahu, apakah hal tersebut merupakan ju'l ataukah
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suatu sewa? Malik berkata, "Tidak boleh bagi pemiliknya untuk

menyewakannya kecuali setelah sampai pada tujuan."

I{al tersebut merupakan perkataan Ibnu Al Qasim mengarah kepada

pendapatnya bahwa hukumnya adalah hukum ju'|." Sedangkan Ibnu

Nafi' dari kalangan para sahabatnya berkata, "la berhak sesuai dengan
jarak yang telah ia capai sehingga hukumnya disamakan dengan hukum

sewa." Sedangkan Ashbagh berkata, "Apabila ia mengarungi samudra

maka hal tersebut adalah ju'l dan apabila tidak mengarungi samudra

maka hal tersebut merupakan penyewaan, baginya hak sesuai dengan

tempat yang telah ia capai."

Perhatian dalam bab ini mengenai dibolehkan nya hal tersebut,

obj eknya, dan syarat-syarat serta hukum-hukumnya.

Objeknya adalah perbuatan yang sebagiannya tidak bermanfaat

bagi orang yang membei ju'|, karena apabila orang yang memberikan
ju'l tersebut mendapatkan manfaat dengan sesuatu yang merupakan
keharusan bagi ju '/ tersebut sedangkan dia tidak mendatangkan manfaat
yang dengannya ju'l terjadi, dan kita katakan sesuai dengan hukum jr'l
apabila ia tidak membawa suatu manfaat yang dengannya ju'l teiadi
maka tidak ada sesuatupun yang menjadi hak baginya, sehingga orang
yang memberikan ju'l mendapatkan manfaat dengan pekerjaan orang
yang diberi ju'l tanpa memberikan upah dan hal tersebut merupakan
suatu kezhaliman.

Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai banyak
masalah apakah hal tersebut merupakan ju'l atau bukan? Sebagaimana

masalah perahu yang telah disebutkan sebelumnya apakah termasuk
perkara yang boleh ada ju'l padanya atau tidak? Seperti perselisihan
mereka mengenai memberikan ju'l untuk menggali sebuah sumur.
Dan mereka berbicara mengenai mugharasaft bahwa mugharasaft sama

dengan ju'l dalam satu sisi dan sama dengan jual beli dalam sisi yang

lain. Dan menurut Malik mugharasah adalah seseorang memberikan
tanahnya kepada orang lain agar ia menanaminya beberapa buah tertentu,
apabila ia telah mengambil buah tersebut maka orang yang menanam

tersebut mendapatkan bagian tanah yang telah disepakati.
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lnl$lat=1
KITAB QIRADH (MEMBERI MODAL DENGAN MEMPEROLEH

BAGIAN LABA)

Tidak ada perselisihan di antara orang-orang muslim mengenai

dibolehkan nya qiradh dan bahwa qiradh adalah di antara sesuatu yang

ada pada masa jahiliyah kemudian ditetapkan oleh Islam. Dan para ulama

telah sepakat bahwa sifatnya adalah seseorang memberikan harta kepada

orang lain agar ia menggunakannya untuk berdagang dengan imbalan
bagian tertentu yang akan diambil oleh pekerj a, yang berasal dari
keuntungan harta tersebut, yaitu bagian yang telah disepakati oleh
mereka berdua baik sepertiga, seperempat, atau setengah, dan hal ini
termasuk sesuatu yang dikecualikan dari persewaan yang tidak jelas.

Bahwa keringanan yang ada dalam hal tersebut adalah dikarenakan
sikap lembut terhadap manusia dan tidak ada tanggung jawab yang

dibebankan kepada pekerja terhadap modal yang habis apabila ia tidak
melakukan suatu kesengajaan, walaupun mereka berbeda pendapat

mengenai perbuatan kesengajaan dan yang bukan kesengajaan.

Begitu juga secara global mereka telah sepakat bahwa qiradh tidak
diiringi dengan suatu syarat tambahan mengenai keuntungan yang tidak
jelas atau mengenai resiko yang ada padanya walaupun mereka berbeda
pendapat mengenai syarat yang mengharuskan hal tersebut dan yang
tidak mengharuskan.

Begitu juga mereka telah sepakat bahwa qiradh dibolehkan dengan
imbalan beberapa dinar atau dirham dan mereka berbeda pendapat

mengenai selain hal tersebut.

Dan secara global pembahasan ini mengenai sifat qiradh, objek,
syarat-syarat serta hukum-hukumnya. Dan kami akan menyebutkannya
dalam tiga bab yang pupuler.
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Bab I
Mengenai Objeknya

Adapun sifatnya telah disebutkan sebelumnya, dan mereka telah
sepakat atas sifat tersebut. Adapun objeknya adalah bahwa mereka telah
sepakat bahwa qiradh dibolehkan dengan imbalan beberapa dinar atau
beberapa dirham. Dan berbeda pendapat mengenai beberapa benda,
jumhur ulama di berbagai negeri berpendapat tidak boleh melakukan
qiradh dengan benda/barang, dan Ibnu Abu Laila membolehkan hal
tersebut.

Hujjah jumhur ulama adalah bahwa modal apabila berupa benda
maka merupakan suatu penipuan karena ia mengambil benda yang sama
dengan nilai sesuatu dan mengembalikannya dalam keadaan sama dengan
nilai sesuatu yang lain. Sehingga modal serta keuntungan tidak jelas.

Adapun apabila modal merupakan sesuatu yang digunakan untuk
menjual suatu benda:

1. Malik melarang hal tersebut begitu pula dengan Syaf i.
2. Abu Hanifah membolehkan hal tersebut.

Dalil yang dijadikan landasan Malik adalah bahwa ia telah
mendagangkan hartanya untuk mendapatkan keuntungan barang
dagangan yang dijual tersebut serta untuk menjual barang itu sendiri
seolah-olah merupakan suatu qiradh yang disertai dengan adanya suatu
manfaat. Padahal sesuatu yang digunakan untuk menjual barang
dagangan tidak jelas. Seolah-olah ia mendagangkan hartanya dengan
modal yang tidak jelas, dan seolah-olah ia juga melarang berdagang atas
suatu harta dengan nilai suatu barang karena orang yang berdagang atas
suatu barang (orang lain) dalam hal tersebut memikul beban berat jual
beli dan pada saat tersebut modal qiradh dipisahkan.

Begitu pula, apabila ia memberikan suatu benda kepadanya dengan
imbalan harga yang digunakan untuk membelinya, akan tetapi hal
tersebut lebih dekat kepada dibolehkan, dan kemungkinan hal tersebut
yang dibolehkan oleh lbnu Abu Laila bahkan itulah yang nampak dari
perkataan mereka, sesungguhnya mereka menceritakan dari Malik bahwa
ia membolehkan seseorang diberi suatu pakaian untuk ia jual dan
keuntungan yang didapatkan dibagi di antara mereka berdua. Dan hal ini

l
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berdasarkan bahwa mereka berdua menjadikan pokok harta adalah harga

yang digunakan untuk membeli pakaian tersebut'

Apabila ia menjadikan harga sebagai modal seperti orang yang

berdagang atas harta tersebut dituduh bahwa ia mempercayai pemilik

harta agar dapat mengambil qiradh darinya dengan imbalan penaksiran

keuntungan tersebut.

Perkataan Malik berbeda-beda mengenai qiradh dengan uang dari

emas atau perak. Asyhab meriwayatkan darinya bahwa ia melarang hal

tersebut, sedangkan Ibnu Al Qasim meriwayatkan dibolehkannya hal

tersebut dan melarang qiradh pada barang perhiasan. Sementara Syaf i
dan Al Kufi mengatakan dilarangnya hal tersebut.

Ulama yang melarang qiradh dengan uang menyerupakannya

dengan benda, sedangkan ulama yang membolehkann)ia telah

menyerupakannya dengan dirham serta dinar karena sangat sedikit

perbedaan pasarannya.

Para pengikut Malik juga berbeda pendapat mengenai qiradh

dengan mata uang kuno; Ibnu Al Qasim melarang hal tersebut, sedangkan

Asyhab membolehkannya begitupula Muhammad bin Hasan.

Sedangkan jumhur ulama Malik, Syaf i dan Abu Hanifah

berpendapat bahwa apabila seseorang memiliki piutang atas orang lain

maka tidak boleh baginya untuk memberikan qiradh kepadanya sebelum

ia menerima piutang tersebut.

Alasan Malik adalah khawatir ia menjadi orang yang susah karena

hartanya, kemudian orang yang berpiutang tersebut ingin memberikan

penangguhan kepadanya agar ia menambahkan utang kepadanya,

sehingga menjadi riba yang terlarang.

Adapun alasan menurut Syaf i serta Abu Hanifah adalah bahwa

sesuatu yang ada dalam suatu tanggungan tidak dapat berubah dan

kembali menj adi suatu kepercayaan.

Mereka berbeda pendapat mengenai orang yang memerintahkan

orang lain untuk mengambil piutangnya kepada orang lain dan ia
melakukannya atas dasar qiradh. Malik serta para sahabatnya tidak

membolehkan hal tersebut karena ia melihat bahwa hal tersebut

menambah beban kepada pekerja yaitu apa yang dibebankan kepadanya

berupa pengambilan piutang tersebut dan hal ini pada dasarnya orang
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yang mensyaratkan adanya manfaat tambahan dalam suatu qiradh maka
hal tersebut adalah batal.

Sedangkan Syaf i dan Al Kufi membolehkan hal tersebut, mereka
berkata, "Karena ia telah mempercayakan kepadanya untuk mengambil
piutang bukannya ia menjadikan pengambilan piutang tersebut sebagai

syarat dalam hal saling tukar-menukar." Inilah perkataan mengenai objek
qiradh, adapun sifatnya adalah sifat yang telah kami paparkan

sebelumnya.

Bab II
Mengenai Masalah Syarat

Secara global syarat yang tidak boleh menurut seluruh ulama
adalah sesuatu yang mengakibatkan adanya resiko menurut mereka atau

ketidakjelasan tambahan. Dan tidak ada perselisihan di antara ulama
bahwa apabila salah seorang dari mereka mensyaratkan keuntungan lebih
selain apa yang telah terikat padanya suatu qiradh, maka hal tersebut
tidak dibolehkan karena sesuatu yang terikat qiradh menjadi tidak jelas.

Dan hal ini adalah kaidah menurut Malik bahwa tidak boleh qiradh
disertai dengan jual-beli, sewa-menyewa, pinjaman, pekefaan, serta

barang berharga yang disyaratkan oleh salah seorang dari keduanya
kepada sahabatnya bersamaan dengan dinnya. Inilah secara global apa

yang telah disepakati oleh para ulama walaupun secara terperinci mereka
berbeda pendapat.

Di antara hal tersebut adalah perselisihan mereka apabila seorang
peke{a mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya:

L Malik berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan.

2. Syaf i berpendapat tidak boleh.

3. Abu l{anifah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pinjaman
bukan qiradh.

Malik melihat bahwa hal tersebut merupakan suatu kebaikan dari
pemilik modal dan sukarela darinya, dimana dibolehkan baginya untuk
mengambil sebagian kecil dari harta yang banyak. Sedangkan Syaf i
memandang hal tersebut sebagai penipuan karena apabila terdapat
kerugian maka yang menanggung adalah pemilik modal dan dari hal ini
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qiradh berbeda dengan qardh

keuntungan maka pemilik modal

keuntungan tersebut.

(pinjaman) dan apabila terdapat

tidak mendapat sesuatupun dalam

Di antara masalah tersebut adalah apabila pemilik modal

mensyaratkan tanggung jawab dibebankan kepada pekeda:

1. Malik berpendapat tidak boleh terjadi qiradh, hal tersebut adalah

syarat yang rusak. Syaf i juga berpendapat demikian.

2. Abu Hanifah serta para sahabatnya berpendapat Qiradh dibolehkan

sedangkan syarat tersebut batal.

Dalil yang dijadikan landasan Malik adalah bahwa pensyaratan

tanggung jawab merupakan suatu tambahan penipuan dalam qiradh

sehingga menjadi rusak. Adapun Abu Hanifah menyamakan dengan

syarat yang rusak dalam jual beli, yang menurut pendapatnya dibolehkan,

sedangkan syarat tersebut batal bersandarkan kepada hadits Barirah yang

telah lalu.

Mereka berbeda pendapat mengenai orang yang memperdagangkan

harta, kemudian pemilik harta mensyaratkan kekhususan untuk bertindak

seperti mensyaratkan penentuan jenis barang dagangan tertentu, atau

jenis jual beli tertentu, atau penentuan tempat tertentu untuk berdagang,

atau jenis orang tertentu yang menjadi objek perdagangan mereka:

1. Malik dan Syaf i mengenai pensyaratan jenis barang berpendapat

bahwa hal tersebut tidak boleh kecuali apabila jenis barang tersebut

tidak berbeda dalam suatu waktu di antara waktu-waktu yang ada

dalam satu tahun.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa ia harus melakukan apa yang

telah disyaratkan kepadanya, dan seandainya ia bertindak terhadap

selain apa yang telah disyaratkan kepadanya maka ia bertanggung
jawab.

Malik dan Syaf i melihat bahwa pensyaratan ini termasuk kategori

menyrsahkan orang yang berdagang atas harta tersebut, sehingga

resikonya menjadi besar. Sedangkan Abu Hanifah memandang ringan

resiko yang ada dalam hal tersebut, sebagaimana apabila ia mensyaratkan

agar tidak membeli suatu jenis barang tertentu, maka ia sesuai

dengan syaratnya dalam hal tersebut menurut ijma'.

i

472 BidayatulMujtahid



--

Dan tidak dibolehkan qiradh yang diberi batas tempo menurut
jumhur ulama, sedangkan Abu Hanifah membolehkan hal tersebut
kecuali apabila mereka saling membatalkan.

Ulama yang tidak membolehkannya melihat bahwa hal tersebut
menyusahkan pekerja, ia memasukkan tambahan resiko, karena bisa saja
barang dagangan tersebut tidak laris sehingga saat telah jatuh tempo ia
terpaksa harus menjualnya sehingga ia akan mendapatkan sesuatu yang
merugikan. Sedangkan orang yang membolehkan adanya batas tempo
menyamakan q iradh dengan penyewaan.

Di antara bab ini adalah perselisihan mereka mengenai
dibolehkannya pemilik modal untuk mensyaratkan zakat keuntungan
tersebut dibebankan kepada pekerja dari bagian keuntungannya:

l. Malik dalam AI Muwaththa' berkata, "Tidak boleh" dan hal
tersebut diriwayatkan oleh Asyhab darinya.

2. Sedangkan Ibnu Al Qasim berkata, "Hal tersebut dibolehkan" dan
ia telah meriwayatkan hal tersebut dari Malik. Sementara Syafi,i
berpendapat sama dengan pendapat Malik.

Adapun hujjah ulama yang tidak membolehkannya adalah bahwa
bagian pekerja serta pemilik modal kembali dalam keadaan tidak jelas.
Karena tidak diketahui berapa jumlah harta saat wajibnya membayar
zakat, ierta sebagai penyamaan dengan disyaratkannya zakatpokok harta
yang dibebankan kepadanya (maksudnya, kepada pekerja), maka hal
tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama tidaklah dibolehkan.

Sedangkan hujjah Ibnu Al Qasim adalah bahwa hal tersebut
kembali kepada bagian yang telah diketahui prosentasenya waraupun
belum jelas kadarnya karena zakat telah diketahui prosentasenya dari
harta yang dikeluarkan zakatnya, seolah-olah ia telah mensyaratkan
sepertiga kurang dari keuntungan atau setengah kurang atau seperempat
kurang dan yang demikian itu adalah dibolehkan. Bukan seperti
mensyaratkan zakat modal usaha, karena hal tersebut telah diketahui
kadarnya, namun tidak diketahui prosentasenya, sehingga hal tersebut
memungkinkan untuk mengetahui keuntungan dan pekerjaan orang yang
berdagang atas harta tersebut menjadi batal.

Apakah dibolehkan orang yang memperdagangkan harta tersebut
mensyaratkan hal itu kepada pemilik modal:
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Dalam madzhab Malik terdapat dua pendapat yaitu: Ada yang

mengatakan dengan membedakan antara pekerja dan pemilik modal. Dan

ada yang mengatakan pekerja dibolehkan untuk mensyaratkan hal

tersebut kepada pemilik harta, sedangkan pemilik harta tidak boleh

mensyaratkan hal tersebut kepada pekerja. Ada pula yang mengatakan

kebalikan dari hal ini.

Mereka berbeda pendapat mengenai pekerja tersebut mensyaratkan

kepada pemilik harta untuk diberi seorang pembantu dan pembantu

tersebut mendapatkan bagian dari harta tersebut:

l. Malik, Syaf i serta Abu Hanifah membolehkan hal tersebut.

2. Asyhab --{ari kalangan pengikut Malik- tidak membolehkan hal

tersebut.

Ulama yang membolehkannya menyamakannya dengan seseorang

yang berdagang atas suatu harta dengan dua orang. Dan orang yang tidak

membolehkan hal tersebut melihat bahwa hal tersebut merupakan

tambahan yang diberikan oleh pekerja kepada pemilik harta.

Adapun apabila pekerja mensyaratkan untuk mendapatkan

pembantunya: Ats-Tsauri berpendapat bahwa hal tersebut tidak boleh dan

pembantu tersebut sesuai dengan pekerjaannya mendapatkan upah yang

sepadan, yang demikian itu karena bagian pekerja menurut dia tidaklah
jelas.

Bab III
Pembicaraan Mengenai Hukum-Hukum Qiradh

Hukum-hukum tersebut diantaranya ada yang merupakan hukum-

hukum qiradh yang benar dan hukum-hukum qiradh yang rusak. Adapun

hukum-hukum qiradh yang benar, diantaranya ada yang termasuk hal-hal

yang merupakan keharusan suatu akad (maksudnya, bahwa hal tersebut

mengikuti konsekwensi dari akad, serta yang diperselisihkan apakah hal

tersebut mengikutinya atau tidak?). Dan diantaranya ada yang merupakan

hukum-hukum yang tidak disangka-sangka yang datang kepada akad,

yang bukan merupakan konsekwensi dari akad itu sendiri, seperti suatu

pelanggaran, perselisihan serta yang lainnya- Dan kami akan

menyebutkan di antara sifat-sifat ini yang terkenal di kalangan fuqaha
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berbagai negeri. Dan akan kami mulai dengan menyebutkan
konsekwensi-konsekwensi akad:

Para ulama telah sepakat bahwa keterikatan bukanlah termasuk di
antara konsekwensi akad qiradh, dan setiap dari dua hal tersebut dapat
membatalkannya selama pekerja tidak memulai bekerja dalam qiradh.
Dan mereka berbeda pendapat apabila ia telah mulai bekerja:

1. Malik berpendapat qiradh tersebut mengikat dan merupakan akad
yang dapat diwariskan, apabila ia meninggal dan orang yang
berdagang atas harta tersebut memiliki anak-anak yang dapat
dipercaya maka mereka memiliki hak seperti bapak mereka dalam
qiradh tersebut, sedangkan apabila mereka tidak dapat dipercaya
maka mereka berhak untuk mendatangkan orang yang dapat
dipercaya.

2. syaf i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa setiap dari mereka
berhak untuk membatalkan akad apabila ia mau, dan hal tersebut
bukanlah akad yang dapat diwariskan.

Malik mengharuskannya setelah mulai bekeda karena padanya
terdapat sesuatu yang merugikan fiika dibatarkan), dan ia melihatnya
sebagai bagian dari akad yang dapat diwariskan, sedangkan kelompok
yang kedua telah menyamakan antara permulaan bekerja dengan setelah
mulai bekerja.

Dan tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa orang yang
berdagang atas suatu harta hanya mengambil bagiannya dari suatu
keuntungan setelah memisahkan seluruh modar, dan apabila ia
mengalami kerugian kemudian berdagang lalu mendapatkan keuntungan
maka kerugian tersebut ditutup dari keuntungan itu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang yang
menyerahkan harta kepada orang lain secara qiradh kemudian sebagian
harta tersebut hancur sebelum ia menggunakannya kemudian
menggunakan (yang tersisa) dan mendapatkan keuntungan lalu orang
yang melakukan perdagangan atas harta tersebut ingin menjadikan modal
kerja dari harta yang tersisa setelah adanya harta yang hancur, apakah ia
boleh melakukan hal yang demikian itu atau tidak?

L Malik dan jumhur ulama berpendapat apabila pemilik modal
mempercayainya atau seseorang menyerahkan harta sebagai qiradh
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kepada orang lain kemudian sebagiannya hancur sebelum ia

menggunakannya lalu ia memberitahukan hal tersebut kepadanya

dan iapun mempercayainya kemudian berkata kepadanya, "Harta

yang tersisa yang ada padamu adalah qiradh sesuai dengan syarat

yang telah lalu" maka hal tersebut tidak boleh hingga ia

memisahkannya dan mengambil modalnya, dan qiradh yang

pertama terputus.

2. Sedangkan Ibnu Habib dari kalangan pengikut Malik berpendapat

perkataan tersebut mengharuskannya untuk dilaksanakan, dan harta

yang tersisa menjadi qiradh. Permasalahan ini merupakan di antara

hukum-hukum yang tidak disangka-sangka akan tetapi kami

menyebutkannya disini karena berhubungan dengan waktu

pembagian hasil, dan hal tersebut merupakan di antara hukum-

hukum akad.

Mereka berbeda pendapat mengenai apakah pekerja mendapatkan

nafkah dari harta yang digunakan untuk berdagang atau tidak? Hal

tersebut terdapat tiga pendaPat:

1. Syaf i dalam pendapatnya yang paling terkenal adalah pada

dasarnya tidak ada nafkah baginya kecuali apabila pemilik modal

memberikan izin kepadanya.

2. Sebagian ulama berpendapat baginya nafkah dalam safar

(bepergian) berupa makanan, pakaiannya, dan pada saat ia

bermukim tidak mendapatkan sesuatupun. Ini merupakan pendapat

Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri serta jumhur ulama hanya saja

Malik mengatakan, "Apabila harta tersebut memungkinkan untuk

itu." Sedangkan Ats-Tsauri berkata, "Ia mendapatkan nafkah saat

pergi dan tidak mendapatkan nafkah saat kembali." Al-Laits

berkata, "Ia boleh makan siang di kota dan tidak boleh makan

malam." Dan telah diriwayatkan dari Syafi'i bahwa ia mendapatkan

nafkah saat sakit. sedangkan yang terkenal darinya adalah seperti

pendapat jumhur ulama yaitu bahwa ia tidak mendapatkan nafkah

saat sakit.

Adapun hujjah ulama yang tidak membolehkan hal tersebut adalah

bahwa hal tersebut merupakan manfaat tambahan dalam qiradh sehingga

tidak boleh. Asalnya adalah manfaat.
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Hujjah orang yang membolehkannya adalah bahwa ia memiliki
kewajiban untuk bekerja pada awal mulanya, dan orang yang
membolehkannya saat bermukim menyamakannya dengan saat safar.

ulama berbagai negeri telah sepakat bahwa pekerja tidak boleh
mengambil keuntungan kecuali dengan dihadiri oleh pemilik modal.
Kehadiran pemilik modal adalah merupakan syarat dalam pembagian
harta serta pengambilan bagian pekerja dan tidak cukup daram hal
tersebut dengan kehadiran bukti saja serta yang lainnya.

Hukum hal-hal yang tidak terduga

Para ulama berbeda pendapat mengenai apabila orang yang
memperdagangkan barang mengambil bagiannya tanpa kehadiran
pemilik modal, kemudian harta tersebut atau sebagiannya hilang:

l. Malik berpendapat apabila pemilik modal dalam hal tersebut
memberikan izin kepadanya maka pekerja dibenarkan mengenai
kehilangan yang telah ia klaim.

2. Syaf i, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat apa yangdiambil
oleh pekerja maka harus ia kembalikan dan ia diharuskan untuk
menyerahkan modal, kemudian mereka berdua membagi
kelebihannya apabila ada kelebihannya.

Mereka berbeda pendapat apabila harta qiradh telah hancur
setelah pekerja tersebut membeli barang tertentu sebelum membayarnya
kepada penjual:

1. Malik berpendapat jual beli tersebut tidak dapat dihindari bagi
pekerja tersebut, sedangkan pemilik modal diberikan pilihan
apabila ia mau ia membayar nilai barang tersebut untuk yang kedua
kalinya, kemudian dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan
apa yang telah mereka syaratkan dari perdagangan tersebut, dan
apabila ia mau ia boleh lepas tanggung jawab darinya.

2. Abu Hanifah mengatakan, "Melainkan pembelian tersebut menjadi
kewajiban pemilik modal, dan pekerja tersebut disamakan dengan
orang yang mendapat kepercayaan." Hanya saja ia berkata, ,.Modal

dalam qiradh tersebut menjadi dua harga dan mereka berdua tidak
membagi keuntungan kecuali setelah mendapatkannya secara
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jelas." (maksudnya, harga barang telah hilang pertama kali, serta

harga kedua yang menjadi kewajiban setelah itu).

Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang pekerja yang

menjual sebagian barang qiradh kepada pemilik modal. Malik
menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, sedangkan Abu Hanifah
secara mutlak membolehkan hal tersebut. Dan Syaf i membolehkannya

dengan syarat keduanya telah melakukan jual beli dengan sesuatu yang

mana orang tidak saling menipu dengan hal semisal itu. Dan alasannya

adalah apa yang tidak disenangi oleh Malik yaitu ia memberikan

keringanan kepada pemilik modal dalam membeli barang tersebut

disebabkan karena apa yang telah ia perdagangkan atasnya, sehinggga

pemilik harta tersebut telah mengambil suatu manfaat dari pekerja selain

keuntungan yang disyaratkan kepadanya.

Saya tidak mengetahui adanya perselisihan di antara fuqaha

berbagai negeri bahwa apabila pekeda tersebut menyewa kendaraan

untuk mengangkut barang dagangan ke suatu negeri, kemudian sewaan

tersebut menghabiskan nilai dagangan tersebut dan tersisa apa yang

tersisa, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pekerja bukan pemilik
modal. Karena pemilik modal tersebut menyerahkan hartanya hanya

untuk diperdagangkan, sehingga kerugian yang ada dalam harta tersebut

adalah tanggung jawabnya begitu pula sesuatu yang melebihi harta

tersebut dan menghabiskannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang pekerja yang

berutang harta kemudian ia menggunakannya untuk berdagang dicampur
dengan harla qiradh:

l. Malik berkata, "Hal tersebut tidak dibolehkan."

2. Syaf i dan Abu Hanifah berkata, "Hal tersebut dibolehkan dan

keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan syarat
mereka."

Hujjah Malik adalah sebagaimana tidak dibolehkan berutang untuk
melakukan kesepakatan qiradh begitu pula tidak dibolehkan mengambil

utang dalam melakukan kesepakatan qiradh.

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah pekerja tersebut

berhak untuk berjualan dengan utang apabila pemilik modal belum
menyuruhnya melakukan hal tersebut?
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l. Malik berpendapat ia tidak berhak melakukan hal tersebut, apabira
ia melakukannya maka ia bertanggung jawab. Syafi,i joga
mengatakan hal tersebut.

2. Abu Hanifah berkata, "Ia berhak melakukan hal tersebut."

Seluruh mereka sepakat bahwa pekerja dalam akad qiradh wajib
melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang dalam keadaan yang
paling sering terjadi.

Ulama yang melihat bahwa bertindak dengan utang diluar sesuatu
yang biasanya dilakukan oleh manusia maka ia tidak membolehkannya.

Malik, Syaf i, Abu Hanifah, dan Al-Laits berbeda pendapat
mengenai pekerja yang mencampurkan hartanya dengan harta qiradh
tanpa seizin pemilik modal. Seluruh mereka, selain Malik berkata, "Har
tersebut merupakan suatu pelanggaran dan ia harus bertanggung jawab."
Sedangkan Malik berkata, "Hal tersebut bukan merupakan pelanggaran."

Para ulama yang terkenal dari kalangan fuqaha berbagai negeri ini
tidak berbeda pendapat bahwa apabila pekerja menyerahkan modar
qiradh kepada orang yang memperdagangkan barang yang lain maka ia
bertanggung jawab jika mengalami kerugian, namun apabila
mendapatkan keuntungan maka hal tersebut sesuai dengan syarat qiradh.
Kemudian pekerja mendapatkan syarat yang ia berikan kepada orang
yang telah menyerahkan modal tersebut kepadanya, lalu pekerja tersebut
memberikan bagiannya dari harta yang tersisa. Al Muzani berkata
mewakili Syaf i, "Ia tidak mendapatkan selain imbalan yang semisalnya,
karena ia bekerja berdasarkan sesuatu yang rusak."

Hukum qiradh yang rusak

Para ulama sepakat bahwa qiradh yang rusak pembatalannya
dengan pengembalian modal kepada pemiliknya selama tidak hilang
karena suatu pekedaan. Dan mereka berbeda pendapat apabila hilang
karena suatu pekerjaan maka apa yang menjadi hak bagi pekeda karena
adanya kewajiban pekedaannya, yaitu:

Pertama, bahwa seluruhnya dikembalikan kepada qiradh yang
sama dengannya, dan ini riwayat Ibnu Al Majisyun dari Malik, dan
pendapatnya Asyhab.
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Kedua, bahwa seluruhnya dikembalikan kepada penyewaan yang

semisalnya. Ini pendapat Syaf i, Abu Hanifah, serta Abdul Aziz bin
Salamah dari kalangan pengikut Malik. Abdul Wahhab mengisahkan

bahwa hal tersebut merupakan riwayat dari Malik.

Ketiga,bahwa hal itu dikembalikan kepada qiradh yang semisalnya

selama tidak lebih dari apa yang telah ia sebutkan, ia hanya mendapatkan

kurang dari apa yang ia sebutkan, atau kurang dari qiradh yang

semisalnya apabila pemilik modal mensyaratkan kepada orang yang

mendagangkan harta tersebut, atau ia mendapatkan lebih dari qiradh

yang semisalnya, atau lebih dari bagian yang disebutkan kepada orang

tersebut apabila orang yang mendagangkan harta tersebut mesyaratkan

harus ada penambahan yang berakibat rusaknya qiradh' Pendapat ini

merupakan riwayat dari Malik.

Keempat, hal tersebut dikembalikan kepada qiradh yang

semisalnya dalam setiap manfaat yang disyaratkan oleh salah satu pelaku

qiradh terhadap mitranya mengenai harta yang tidak dimonopoli oleh

salah seorang dari mereka tanpa yang lainnya. Dan dikembalikan kepada

penyewaan yang semisalnya dalam setiap manfaat yang disyaratkan oleh

salah seorang pelaku qiradh secara khusus untuk sesuatu yang

disyaratkan yang tidak ada dalam harta, serta setiap qiradh yang rusak

karena disebabkan suatu penipuan dan ketidakjelasan. Hal tersebut adalah

pendapat Mutharrif, Ibnu Nafi', Ibnu Abdil Hakam, serta Ashbagh dan

pendapat tersebut dipilih oleh oleh Ibnu Habib.

Adapun Ibnu Al Qasim, pendapatnya berbeda-beda mengenai

qiradh yang rusak. Sebagiannya -yang merupakan pendapat

mayoritas- ia mengatakan, "Bahwa dalam hal tersebut terdapat imbalan

yang semisalnya." Dan dalam sebagian perkataannya yang lain ia

berkata, "Padanya terdapat qiradh yang semisalnya."

Orang-orang berbeda-beda dalam menafsirkan perkataannya, di
antara mereka ada yang memahami perkataannya dalam hal tersebut

dengan perbedaan yang menjadi pendapat Ibnu Abdil Hakam serta

Mutharrif, dan itulah yang dipilih oleh Ibnu Habib serta kakekku (Ibnu

Rusyd) semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Dan di antara

mereka ada yang tidak memberikan alasan perkataannya dan ia berkata,

"Bahwa madzhabnya adalah bahwa setiap qiradh yang rusak padanya
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terdapat imbalan yang semisalnya kecuali yang ditetapkan padanya
q iradh semisalnya yang ada tujuh yaitu:

(l) Qiradh menggunakan benda.

(2) Qiradh menggunakan suatu tanggungan.

(3) Qiradh dengan batasan tempo.

(4) Qiradh yang tidak jelas.

(5) Apabila ia (pemilik modal) berkata, "Kerjakan, engkau akan
mendapatkan hak bersama pada harta tersebut."

(6) Apabila kedua pelaku qiradh berbeda pendapat dan membawa
sesuatu yang tidak mendekati kenyataan kemudian mereka
bersumpah untuk menguatkan tuduhan mereka.

(7) Apabila ia menyerahkan harta dengan syarat tidak ia gunakan untuk
membeli melainkan dengan utang, kemudian ia membeli dengan
tunai, atau dengan syarat ia tidak membeli melainkan dagangan
demikian dan demikian, namun dagangan tersebut tidak ada
kemudian ia membeli sesuatu yang tidak diperintahkan kepadanya.

Masalah-masalah ini wajib untuk dikembalikan kepada satu alasan,
jika tidak maka hal tersebut merupakan perselisihan dari perkataan Ibnu
Al Qasim. Abdul wahhab telah berkisah mengenai Ibnu Al easim bahwa
ia memberikan perincian, katanya, "Apabila kerusakan tersebut dari sisi
akad maka dikembalikan kepada qiradh yang semisalnya, namun jika
dari sisi adanya penambahan yang diberikan oleh salah satu dari
keduanya terhadap mitranya, maka dikembalikan kepada imbalan yang
semisalnya."

Pendapat yang mendekati kebenaran dalam hal ini adarah kebalikan
dari pendapat tersebut. Perbedaan antara imbalan dengan qiradh yang
semisalnya adalah bahwa imbalan berhubungan dengan tanggungan
pemilik modal, baik ada keuntungan dalam harta tersebut atau tidak ada,
sedangkan qiradh yang semisalnya adalah sesuai dengan kebiasaan yang
ada pada qiradh tersebut, yaitu apabila terdapat keuntungan maka
sebagian darinya untuk pekerja, dan jika tidak ada keuntungan maka ia
tidak mendapatkan sesuatupun.
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Perselisihan dianatara dua pelaku qiradh

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai apabila pekerja serta

pemilik modal berbeda pendapat mengenai penyebutan bagian yang

mereka perdagangkan:

l. Malik berpendapat perkataan yang kuat adalah perkataan pekerja

karena ia adalah orang yang diberi kepercayaan, begitu pula

perkaranya dalam setiap tuduhannya apabila ia membawa sesuatu

yang mendekati kenYataan.

2. Al-t aits berpendapat dipahami sebagai qiradh yang semisalnya.

Dan itulah pendapat Malik apabila tidak membawa bukti'

3. Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat perkataan yang kuat

adalah perkataan pemilik modal. Dan ini merupakan pendapat Ats-

Tsauri-

4. Syafi'i berpendapat bahwa mereka berdua saling bersumpah dan

membatalkan kesepakatan, sementara bagi pekerja mendapatkan

imbalan yang semisalnYa.

Sebab perselisihan Malik dan Abu Hanifah adalah perselisihan

mereka mengenai sebab keberadaan nash kewajiban atas orang yang

didakwa untuk mengucapkan sumpah, apakah hal tersebut dikarenakan ia

adalah orang yang didakwa atau disebabkan karena biasanya ia adalah

orang yang lebih kuat.

Ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan ia adalah

orilng yang didakwa, ia berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah

perkataan pemilik modal. Sedangkan ulama yang mengatakan hal

tersebut dikarenakan biasanya ia merupakan orang yang lebih kuat, maka

ia berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan pekerja

karena ia adalah orang yang diberi kepercayaan. Adapun Syaf i, ia

mengqiyaskan perselisihan mereka berdua dengan perselisihan dua orang

yang saling berjual beli mengenai harga barang dagangan. Pembahasan

dalam bab ini sudah cukuP.
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eiiktoll -^11'21

KITAB MUSAQAH
Pembicaraan mengenai musaqah terbagi tiga:

Dibolehkannya Musaqah

Adapun dibolehkan nya musoqah adalah pendapat jumhur ulama,
yaitu Malik, Syaf i, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Hasan

--dua orang pengikut Abu Hanifah-, Ahmad dan Daud. Musaqah
menurut mereka adalah sesuatu yang dikecualikan dengan hadits dari jual
beli sesuatu yang belum terwujud, serta dikecualikan dari penyewaan
yang tidak jelas. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat musaqah tidak
dibolehkan sama sekali.

Dalil yang dijadikan landasan jumhur mengenai dibolehkannya
musaqah adalah hadits lbnu Umar yang shahih,

"Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma
Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang yahudi Khaibar agar mereka
mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan
setengah dari buahnya." (HR. Al Bukhari dan Muslim)26e.

Dalam sebagian riwayatnya, "Bahwa Rasulullah SAW mengadakan
kesepakatan musaqah dengan mereka dengan syarat mendapatkan
setengah hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta setengah buah."

Diriwayatkan oleh Malik juga dari hadits mursal Sa'id bin Al
Musayyab, "Bahwa Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Yahudi
Khaibar saat menaklukkan Khaibar, 'Saya menetapkan bagi kalian apa

zut Muna|aq 'Alaih.HP.. Al Bukhari (2328),Muslim (1551), Abu Daud (3408), At-
Tirmidzi (1383) dan lbnu Majah (246'7').
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yang telah Allah tetapkan bagi knlian bahwa kurma dibagi di antara
kami serta kalian'."

Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW pernah mengutus Abdullah
bin Rawahah untuk menaksir (buah) di antara dirinya dan mereka,
kemudian beliau bersabda, 'Seandainya kalian mau maka buat kalian
dan seandainya kalian mau maka untukku"Z70. Begitu juga mursal-nya
juga dari Sulaiman bin Yasar dengan yang semakna dengannya2Tr.

Adapun Abu Hanifah serta ulama yang sependapat dengannya, dalil
yang dijadikan landasan mereka adalah penyelisihan hadits ini terhadap

beberapa kaidah. Padahal hal tersebut merupakan hukum bersama dengan

orang-orang Yahudi, sedangkan orang yahudi memungkinkan Rasulullah
SAW memberikan keputusan kepada mereka atas dasar bahwa mereka
adalah hamba, dan memungkinkan bahwa beliau memberikan keputusan
kepada mereka atas dasar bahwa mereka adalah tanggungan, hanya saja

apabila kita menganggap bahwa mereka adalah suatu tanggungan maka
hal tersebut menyelisihi beberapa kaidah, karena merupakan penjualan
sesuatu tidak ada, dan bagian dari muzabanah (yaitu menjual kurma
dengan kurma dengan saling memberikan kelebihan), karena pembagian
dengan cara penaksiran merupakan penjualan sesuafu secara penaksiran.

Dan mereka berdalil atas penyelisihannya terhadap beberapa kaidah
dengan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Rawahah, "Bahwa ia
pernah berkata kepada mereka (para sahabat) saat memberikan
penaksiran, 'Seandainya kalian menghendaki maka untuk kalian dan
kalian bertanggung jawab terhadap nasib orang-orang muslim, dan
seandainya kalian menghendaki maka untukku dan aku akan
menanggung nasib orang-orang muslim'." Hal ini hukumnya haram
menurut kesepakatan para ulama.

Sanadnya mursal shahih secata maushul. HP.. Malik dalam Al Muwaththa'
(2/703), serta Syah'i dalam Musnadnya (660) dan Al Baihaqi (41122), hadits
tersebut shahih secara maushal. Kemudian HR. Ahmad (31367), Ath-Thahawi
(2138), Al Baihaqi (4/123), dari jalur Abu Zubair dari Jabir, dan Abu Zubair
dengan terang-terangan menyatakan telah mendengar dalam riwayat Ahmad
(3/296). Hadits tersebut dengan seluruh jalurnya adalah shahih, dan hal hadits
tersebut juga merupakan mursal Sa'id yang sebelumnya. Dan hadits Jabir serta
mursal Sulaiman bin bin Yassar berikutnya. Hadits tersebut memiliki penguat
yang lain dari hadits Ibnu Umar seperti itu dalam riwayat Ahmad (2134)-
Sanadnya mursal dan hadits tersebut shahih secara maushul. HR. Malik (2/703),
(1388), Syafi'i dalam Musnadnya (659), dan Al Baihaqi (41122\.

z7t

484 BidayatulMujtahid



-a-

Dan mungkin juga mereka mengatakan, "sesungguhnya larangan
dari mukhabarah yang ada adalah perlakuan saat di Khaibar ini."
Sedangkan jumhur melihat bahwa mukhabarah adalah menyewakan
tanah dengan imbalan sebagian hasil bumi tersebut. Mereka mengatakan,
"Dan yang menunjukkan dimansukhkannya hadits ini atau bahwa hadits
ini khusus terhadap orang-orang yahudi adalah riwayat yang datang dari
hadits Rafi' serta yang lainnya, yaitu larangan dari menyewakan tanah
dengan imbalan hasil bumi tersebut. Karena musaqah menunjukkan
dibolehkannya hal tersebut. Dan hal tersebut juga merupakan suatu
kekhususan dalam sebagian riwayat hadits-hadits musaqah. Dan untuk
makna ini (maksudnya, adalah hadits yang menyebutkan bahwa
Rasulullah SAW telah menjalin akad musaqah dengan mereka dengan
syarat mendapatkan setengah hasil bumi serta buah) Malik dan Syaf i
tidak berpendapat dengan adanya tambahan ini.

Mengenai Keabsahan Musaqah

Keabsahan musaqah kembali kepada rukun-rukunnya, waktunya,
serta syarat-syaratnya yang disyaratkan pada rukun-rukunnya.

Sedangkan rukunnya ada empat, yaitu: Objek yang dikhususkan
untuk musaqah, bagian yang dengannya musaqah terlaksana, sifat
kerjaan yang dengannya musaqah terlaksana, dan waktu yang
dibo I ehkan ny a mus aq alz serta terlaksanakan dengannya.

Rukun pertama: Mengenai objek musaqah

Para ulama berbeda pendapat mengenai objek musaqah:

1. Daud berpendapat bahwa musaqah tidak terjadi kecuali pada pohon
kurma saja.

2. Syaf i berpendapat pada pohon kurma dan pohon anggur saja.

3. Malik berpendapat dibolehkan pada setiap batang pohon yang kuat
seperti pohon delima, pohon tin, dan pohon zaitun serta yang
serupa dengan hal tersebut tanpa ada keharusan, dan pada batang
pohon yang tidak kokoh seperti pohon mentimun, serta semangka
disertai dengan ketidakmampuan pemiliknya untuk mengurusinya,
begitu juga dengan pertanian. Dan tidak boleh terjadi pada sesuatu
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yang merupakan bagian dari sayur-sayuran menurut seluruh ulama
kecuali, Ibnu Dinar karena ia membolehkan musaqah padanya

apabila tumbuh sebelum diambil hasilnya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang membatasinya pada
pohon kurma adalah bahwa musaqah adalah sebuah keringanan sehingga

tidak boleh melebihi objeknya yang disebutkan oleh hadits.

Adapun Malik melihat bahwa musaqah adalah suatu keringanan
yang terpengaruh suatu sebab yang umum, sehingga wajib untuk
memberlakukannya kepada yang lain. Dan terkadang diqiyaskan kepada

berbagai kennganan menurut sebagian ulama apabila dipahami terdapat

sebab-sebab umum di antara perkara-perkara yang keringan-keringanan

tersebut dihubungkan dengan nash yang berkaitan dengannya.

Sebagian ulama yang lain tidak melarang untuk mengqiyaskan

keringanan-keringanan tersebut, adapun Daud maka dia melarang untuk
mengqiyaskan secara global. Musaqah menurut kaedahnya tertolak.

Adapun Syaf i, sesungguhnya ia membolehkan musaqah pada

anggur dari sisi bahwa hukum dalam musaqah adalah dengan penaksiran,

dan telah disebutkan dalam hadits Attab bin Usaid hukum mengenai
penaksiran pohon kurma dan anggur walaupun hal tersebut mengenai

zakat. Sepertinya ia dalam hal tersebut menqiyaskan musaqah dengan
zakat. Sedangkan hadits yang disebutkan dari Attab bin Usaid adalah,

. o o ,   4 c.az D z . t"t. t ,. ' ,' . 6-'63ii'+.tr V4. ri ;';rr 6 &', * ^, 
& :, J;, iI

.t i ,F ik; 6"1 rs Q.:'i!rr;
"Bahwa Rasulullah SAW mengutusnya dan memerintuhkunrryu

agar menaksir anggur dan zakatnya ditunaikan dalam bentuk anggur,
sebagaimana ditunaikannya zakat pohon kurma dalam bentuk kurma"2?2.

272 Dha'if. HR. Abu Daud (1603), (1604), At-Tirmidzi (644), An-Nasa'i (5/109),
Ibnu Majah ( I 8 I 9), dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2317 , 23 I 8), Ibnu
Hibban (3278, 3279'1, dan HR. Ath-Thahawi (2139, 132), Ad-Daruquthni
(21133),Ibnu Al Jarud (351), Al Baihaqi (4/22,l2l). Dan poros hadits adalah
pada Sa'id bin Al Musayyab dari Attab, sedangkan dia tidak mendengarnya dari
Attab sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Daud, dan Ibnu Al Mundzir
berkata, "Hadits tersebut dinllai dha'if oleh Al Albani dalam Dha'if Abu Daud.
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Daud menolak hadits Attab karena hadits tersebut adalah mursal,

dan dikarenakan Abdurrahman bin Ishaq meriwayatkan sendiri dan ia
bukanlah perawi yang kuat.

Mereka juga berbeda pendapat apabila pohon kurma tersebut

bercampur dengan tanah putih atau buah-buahan, apakah dibolehkan

tanah dijadikan untuk akad musaqah bersama dengan pohon kurma

dengan imbalan sebagian dari pohon kurma atau sebagian pohon kurma

dan sebagian hasil bumi:

L Sekelompok ulama berpendapat dibolehkannya hal tersebut.

Pendapat ini diikuti oleh dua orang pengikut Abu Hanifah, Al-
Laits, Ahmad, Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila serta sekelompok ulama.

2. Syaf i dan Ahlu Zhahir berpendapat tidak dibolehkan melakukan
musaqah kecuali pada kurma saja.

3. Malik berpendapat apabila tanahnya mengikuti buah dan buah

tersebut adalah yang lebih banyak maka tidak mengapa dimasukkan

dalam musaqah, baik mensyaratkan sebagian diluar darinya
maupun tidak mensyaratkan dan batas sebagian tersebut adalah

sepertiga atau yang kurang darinya (maksudnya, kadar penyewaan

tanah tersebut harus sepertiga dari buah atau kurang darinya). Dan
ia tidak membolehkan pemilik tanah mensyaratkan agr ia

menanami tanah yang kosong untuk dirinya, karena hal tersebut
merupakan suatu penambahan yang ia berikan kepadanya.

Sedangkan Syaf i mengatakan hal tersebut dibolehkan.

Hujjah ulama yang membolehkan musaqah atas keduanya secara

bersamaan (maksudnya, atas tanah dari hasil buminya) adalah hadits Ibnu
Umar yang lalu.

Hujjah ulama yang tidak membolehkan hal tersebut adalah hadits
yang diriwayatkan mengenai larangan dari menyewakan tanah dengan

imbalan hasil buminya dari hadits Rafi' bin Khadij, dan hadits tersebut

telah berlalu. Ahmad bin Hanbal berkata, "Hadits-hadits Rafi' adalah

mudhtharib lafazhnya, sedangkan hadits Ibnu Umar lebih shahih."
Adapun pembatasan Malik hal tersebut dengan sepertiga adalah lemah.

Hal tersebut merupakan istihsan yang terbangun tidak diatas kaidah,

karena kaidah menunjukkan tidak dibedakan antara yang dibolehkan
serta yang tidak dibolehkan dengan sedikit serta banyaknya jumlah dari
satu jenis.
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Di antara perselisihan para ulama adalah perselisihan mereka
mengenai musaqah pada sayuran:

Jumhur ulama membolehkannya dikarenakan seorang pekerja

walaupun dalam musaqah tersebut ia tidak perlu menyirami namun masih
ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan, seperti pengawinan (tanaman)

dan yang lainnya. Adapun Al-Laits, ia melihat bahwa meyirami dengan

air merupakan pekerjaan yang dengannya musaqah terjadi, dan

dikarenakan keberadaannya ada keringanan padanya.

Rukun kedua: Pekerjaan yang denganny^ mussqah terjadi
Adapun rukun yang berupa pekerjaan, sesungguhnya paru ulama

secara global telah sepakat bahwa yang wajib bagi seorang pekerja

adalah menyiram serta membuat sumur. Mereka berbeda pendapat

mengenai pemotongan, menjadi kewajiban siapa dan menutup pagar,

membersihkan mata air serta kincir air:

1. Adapun Malik, ia berkata dalam AI Muwaththa',"Kebiasaan dalam
musaqah yang dibolehkan bagi pemilik kebun untuk mensyaratkan

adalah menutup pagar, pemberian minum, mengawinkan pohon

kurma, memotong pelepah kurma serta memetik buah. Hal ini dan

hal yang serupa merupakan kewajiban pekeda. Perkataan ini
mungkin dapat dipahami termasuk musaqah dengan suatu syarat,

dan bisa dipahami termasuk akad itu sendiri.

2. Syaf i berkata, "Pekerja tidak berkewajiban untuk menutup pagar

karena bukan termasuk bagian dari sesuatu yang berpengaruh
dalam penambahan buah seperti pengawinan dan penyiraman."

3. Muhammad bin Al Hasan berkata, "Ia tidak berkewajiban untuk
membersihkan kincir air dan sungai."

Adapun memetik buah:

l. Malik dan Syafi'i berpendapat hal tersebut merupakan kewajiban
pekerja, hanya saja Malik berkata, "Apabila pekerja mensyaratkan
hal tersebut menjadi kewajiban pemilik modal maka boleh."
Sementara Syaf i berkata, "Tidak boleh mensyaratkannya dan

musaqah akan gagal apabila hal tersebut terjadi."
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2. Sedangkan Muhammad bin Al Hasan berkata" "Pemetikan dibagi
dua di antara mereka."

3. Sedangkan ulama yang merangkum pendapat kalangan pengikut
Malik berkata, "Sesungguhnya pekeg'aan di kebun terbagi menjadi
dua aspek, yaitu: Pekerjaan yang tidak memiliki pengaruh dalam

memperbaiki buah dan perbuatan yang memiliki pengaruh dalam

memperbaiki buah. Dan pekerjaan yang memiliki pengaruh dalam

memperbaiki buah adalah yang berlangsung selamanya dan terus

ada setelah adanya buah, dan di antara pekerjaan tersebut ada yang

tidak terus ada setelah adanya buah.

Adapun pekerjaan yang tidak memiliki pengaruh terhadap

perbaikan buah maka tidak masuk kedalam musaqah, tidak dengan akad

itu sendiri, tidak pula dengan suatu syarat kecuali sedikit darinya.

Adapun pekerjaan yang memiliki pengaruh dalam memperbaiki
buah dan tetap ada setelah keberadaan buah tersebut maka menurutnya
masuk ke dalam musaqah dengan suatu syarat tidak dengan akad itu
sendiri. Seperti mengadakan penggalian sumur, atau mengadakan
penampungan air, menanam, mendirikan rumah untuk mengumpulkan
buah-buahan yang dipetik.

Adapun pekerjaan yang tidak memiliki pengaruh dalam
memperbaiki buah serta berlangsung terus maka hal tersebut ada dengan

akad itu sendiri. Dan hal tersebut dengan menggali, menframi,
mengambil anggur, memangkas pohon, mengawinkan, memetik serta
yang semisalnya.

Mereka telah sepakat bahwa yang ada di dalam kebun; berupa
hewan dan budak adalah bukan bagian dari hak pekerja. Dan mereka
berbeda pendapat mengenai seorang pekerja mensyaratkan hal tersebut
kepada orang yang mengadakan musaqah dengannya:

l. Malik mengatakan bahwa hal tersebut dibolehkan pada hal-hal
yang ada dalam kebun sebelum terjadi musaqah, adapun apabila ia
mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kebun maka tidak
boleh.

2. Syaf i berpendapat tidak mengapa dengan hal tersebut walaupun
tidak ada dalam kebun. Dan Ibnu Habib dari kalangan pengikut
Malik berpendapat dengan hal tersebut. Dan sisi
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ketidaksenangannya terhadap hal tersebut adalah sesuatu yang ada

dalam hal tersebut berupa tidak diketahuinya nasib pemilik modal.

Sedangkan orang yang membolehkannya melihat bahwa hal

tersebut adalah sesuatu yang tidak berarti serta perkara yang kecil.

Dan karena keberadaan hukum di antara dua kaidah ini maka Malik

menganggap baik hal tersebut pada seorang hamba sahaya yang berada di

kebun pada waktu terjadinya musaqah dan ia tidak membolehkan pada

selain mereka, karena pensyaratan manfaat dalam hal tersebut adalah

jelas. Muhammad bin Al Hasan membedakan (antara pekerja dan pemilik

modal) karena pensyaratan keduanya kepada pekerja dari jenis musaqah

yang wajib atas dirinya dan hal tersebut adalah pekerjaan dengan

tangannya.

Ulama yang mengatakan dibolehkannya musaqah sepakat

bahwasanya apabila seluruh nafkah menjadi kewajiban pemilik kebun

bukan pekerja, kecuali sesuatu yang ia kerjakan dengan tangannya, maka

hal tersebut tidak dibolehkan, karena hal tersebut merupakan suatu

penyewaan dengan sesuatu yang belum terwujud. Inilah sifat-sifat rukun

ini, serta syarat-syarat yang dibolehkan dalam rukun tersebut yang

dibedakan dari syarat-syarat yang tidak dibolehkan'

Rukun ketiga: Sifat pekerjaan yang ada dalam musaqah

Para ulama sepakat bahwa musaqah dibolehkan menggunakan

segala sesuatu yang telah disepakati dari bagian-bagian buah. Malik

membolehkan buah seluruhnya untuk pekerja sebagaimana ia

melakukannya pada qiradh. Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut

merupakan suatu pemberian bukan musaqah, dan ada pula yang

mengatakan bahwa hal tersebut dibolehkan.

Mereka juga telah sepakat bahwa tidak dibolehkan dalam musaqah

untuk mensyaratkan adanya manfaat tambahan, seperti salah seorang dari

keduanya mensyaratkan kepada mitranya tambahan dirham atau dinar,

tidak pula sesuatu yang ada diluar musaqah, kecuali sesuatu yang kecil

menurut Malik, seperti menutup pagar kebun serta membenahi

bendungan air.

Menurut Malik tidak boleh mengadakan musaqah terhadap dua

kebun; salah satunya dengan sebagiannya dan yang lainnya dengan
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sebagian yang lain. Ia berhujjah dengan perbuatan Rasulullah SAW di
Khaibar, dimana beliau mengadakan musaqah atas beberapa kebun yang
berbeda-beda dengan satu bagian, dan dalam hal tersebut terdapat suatu
perselisihan.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pembagian antara pekerja
serta orang yang mengadakan musaqah pada buah-buahan tidak terjadi
kecuali dengan takaran, begitu juga pada suatu serikat dan pembagian
tersebut tidak dengan penaksiran. Sebuah kaum membolehkan untuk
membagi dengan penaksiran. Sedangkan para pengikut Malik berbeda
pendapat mengenai hal tersebut. Dan telah berbeda-beda riwayat dari
Malik: Ada yang mengatakan hal tersebut dibolehkan, ada yang
mengatakan tidak boleh dari buah riba dan boleh bagi selainya, ada yang
mengatakan secara mutlak dibolehkan apabila kebutuhan kedua orang
yang berserikat bermacam-macam.

Hujjah jumhur adalah bahwa hal tersebut memungkinkan untuk
rusak dari sisi muzabanah dan termasuk jual beli ruthab dengan kurma,
serta penjualan makanan dengan makanan dengan menunda pembayaran.

Sedangkan hujjah orang yang membolehkan untuk membaginya
dengan cara menaksir adalah menyerupakannya dengan 'ariyah dan
penaksiran pada zakat, dalam hal tersebut terdapat suatu kelemahan. Dan
dalil yang dijadikan landasan paling kuat oleh mereka adalah hadits
mengenai penaksiran dalam musaqah Khaibar dai' mursal Sa'id bin Al
Musayyab serta Aththa' bin Yasal73.

Rukun keempat: Tenggang waktu musaqah

Adapun pensyaratan waktu dalam musaqah ada dua macam yaitu:
Waktu yang disyaratkan agar dibolehkannya musaqah, dan waktu yang
merupakan syarat sahnya akad, dan hal tersebut terbatas jangka
waktunya.

Adapun waktu yang disyaratkan agar akadnya dibolehkan: Para
sahabat sepakat bahwa musaqah dibolehkan sebelum nampaknya
kelayakan buah. Mereka berbeda pendapat mengenai dibolehkannya hal
tersebut setelah nampak kelayakan buah:

213 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan belum lama, dan yang benar adalah
Sualaiman bin Yasar bukan Atha' bin Yasar.
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L Jumhur ulama dari kalangan ulama yang mengatakan

dibolehkannya musaqcft berpendapat bahwa hal tersebut tidak

dibolehkan setelah nampaknya kelayakan buah.

2. Sahnun, dari kalangan para pengikut Malik berkata, "Hal tersebut

tidak dibolehkan."

3. Syaf i berbeda-beda pendapatnya, terkadang ia berpendapat tidak
boleh, dan terkadang mengatakan boleh. Ada yang menceritakan

darinya bahwa musaqah tidak boleh apabila buah telah terbentuk.

Dalil yang dijadikan landasan jumhur adalah bahwa musaqah

adalah buah yang telah nampak kelayakannya tidak ada rekayasa serta

keharusan yang menuntut untuk melakukan musaqah, dimana dibolehkan

untuk menjualnya pada waktu itu. Mereka berkata, "Sesungguhnya hal

tersebut merupakan penyewaan apabila hal tersebut telah terjadi."

Sedangkan hujjah orang yang membolehkannya adalah bahwasanya

musaqah apabila dibolehkan sebelum terwujudnya buah maka setelah

nampak kelayakannya lebih dibolehkan. Dari sini menurut mereka tidak

dibolehkan musaqah sayuran karena sayuran dibolehkan untuk dijual
(maksudnya, menurut pendapat jumhur ulama).

Adapun waktu yang merupakan syarat mengenai tenggang waktu

musaqah: Jumhur berpendapat bahwa waktu tersebut tidak boleh tidak
jelas (maksudnya, tenggang waktu yang tidak terbatas). Dan sekelompok

ulama membolehkan terjadi hingga tenggang waktu yang tidak terbatas,

di antara mereka adalah ahli zhahir.

Dalil yang dijadikan landasan jumhur ulama adalah penipuan yang

ada dalam hal tersebut diqiyaskan kepada penyewaan. Dalil yang

dijadikan landasan ahli zhahir adalah sabda Rasulullah SAW yang ada

dalam mursal Malik, "Saya menetapkan bagi kalian apa yang Allah
tetapkan bagi kalian"274. Sedangkan Malik memakruhkan musaqah dalam

waktu yang bertahun-tahun lamanya, dan berakhimya musaqah tersebut

dengan penuaian buah bukan dengan munculnya hilal (bulan sabit yang

menunjukkan pergantian bulan).

Adapun apakah lafazh merupakan syarat dalam akad ini? Para

ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut: Ibnu Al Qasim berpendapat

2't4 Telah disebutkan dalam mursal Sa'id bin Al Musayyab.
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bahwa di antara syarat sahnya musaqah bahwa musaqah tersebut tidak
terjadi kecuali dengan lafazh musaqah, dan bahwa musaqah tidak terjadi
dengan lafazh sewa. Dan itulah yang menjadi pendapat Syaf i.
sedangkan selain mereka berkata, "Musaqah dapat terjadi dengan lafazh
sewa, dan hal tersebut merupakan pengqiyasan perkataan Sahnun."

Mengenai Hukum-Hukum Sahnya Musaqah

Menurut Malik musaqah merupakan di antara akad yang harus

menggunakan lafazh bukan dengan perbuatan, berbeda dengan qiradh
menurutnya adalah terjadi dengan perbuatan bukan dengan lafazh, hal
tersebut menurut Malik merupakan akad yang dapat diwariskan, dan bagi
pewaris orang yang melakukan musaqaft hendaknya mendatangkan orang
yang dapat dipercaya untuk bekerja apabila mereka tidak dapat

dipercaya, dan wajib baginya untuk bekerja apabila para pewaris tersebut

menolak untuk mengurusi peninggalan orang tersebut. Apabila ia tidak
memiliki peninggalan maka pemilik modal menyerahkan upah kerjanya
kepada para pewaris dan akad tersebut batal, dan apabila ia memiliki
peninggalan maka mus aq ah harus berlanj ut.

Syaf i berkata, "Musaqah menjadi batal dengan adanya

ketidakmampuan" namun ia tidak memberikan perincian. Malik berkata,
"Apabila ia tidak mampu sedangkan tempo penjualan buah telah tiba
maka ia tidak boleh melakukan musaqah dengan orang lain, dan wajib
baginya untuk menyewa orang yang akan bekerja, dan apabila ia
memiliki sesuatu maka ia menyewa dengan buah yang merupakan
bagiannya."

Apabila pekerjanya adalah seorang pencuri atau orang yang lalim
maka menurut Malik akad tidak menjadi batal karena hal tersebut.

Sementara dari Syaf i dikisahkan bahwa ia berkata, "Wajib baginya
mengangkat orang lain untuk beke{a."

Syaf i berkata, "Apabila pekerja tersebut melarikan diri sebelum

selesainya pekerjaan maka hakim harus menyewa orang yang akan

melakukan pekedaannya sebagai gantinya." Dan bagian kedua orang
tersebut menurut dia adalah bagian satu orang, berbeda dengan pendapat

dia mengenai orang-orang yang bersekutu.
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Apabila pemilik modal dan pekerja berbeda pendapat mengenal

kadar buah yang dengannya musaqah terjadi:

l.Malikberpendapatbahwaperkataanyangkuatadalahperkataan
pekerja tersebut disertai dengan sumpahnya apabila ia membawa

sesuatu Yang memperkuatnYa'

2. Syaf i berpendapat mereka berdua saling bersumpah dan

membatalkan akad, dan pekerja tersebut mendapatkan imbalan. Ia

menyerupakanhaltersebutdenganjualbeli.sementaraMalik
mewajibkanpekerjauntukbersumpahkarenaiaadalahorangyang
dipercaya, dan di antara kaidahnya adalah bahwa sumpah

diwajibkan atas orang yang paling kuat syubhatnya di antara kedua

orang yang saling mengklaim tersebut'

Cabang masalah bab ini adalah banyak, akan tetapi perselisihan

yang terjadi di antara para fuqaha adalah masalah-masalah yang telah

kami sebutkan ini.

Hukum-Hukum Musaqah Yarng Rusak

Para ulama sepakat bahwa musaqah apabila terjadi dalam kondisi

yang tidak dibolehkan oleh syari'at maka musaqah tersebut menjadi

batal, selama tidak hilang kesempatan untuk mengerjakannya. Mereka

berbeda pendapat apabila telah hilang kesempatan untuk

mengerjakannya, maka apa yang harus tedadi padanya? Ada yang

mengatakan, 
..Bahwa musaqah tersebut dikembalikan kepada penyewaan

yang semisalnya dalam segala macam kerusakan." Hal tersebut

merupakan pengqiyasan perkataan Syaf i serta pengqiyasan dalam satu

dari kedua riwayat dari Malik. Adapun Ibnu Al Qasim dalam sebagian

riwayat tersebut berkata, "Dikembalikan kepada musaqah yang

semisalnya." Dan dalam riwayat yang lain, "Dikembalikan kepada

penyewaan yang semisalnYa'"

Diperselisihkan mengenai penafsiran dalam hal tersebut dari Malik:

Ada yang mengatakan menurut madzhabnya musaqalr tersebut

dikembalikan kepada penyewaan yang semisalnya kecuali dalam empat

masalah, maka hal tersebut dikembalikan kepada musaqah yang

semisalnya.
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Salah satunya adalah musaqah pada kebun yang di dalamnya
terdapat kurma yang telah siap untuk dikonsumsi.

Dan yang kedua adalah apabila pekerja mensyaratkan agar ia
bekerja bersamanya.

Yang ketiga adalah musaqah serta jual beli dalam satu akad.

Yang keempat adalah apabila melakukan musaqah pada suatu
kebun selama satu tahun dengan imbalan sepertiga hasilnya serta satu

tahun dengan setengah hasilnya.

Ada yang mengatakan bahwa kaidah menurutnya dalam hal
tersebut adalah musaqah apabila rusak karena sesuatu yang memasukinya
berupa penyewaan yang rusak, atau jual beli buah sebelum nampak
kelayakannya dan yang demikian itu di antara yang disyaratkan oleh
salah satu dari keduanya kepada mitranya berupa suatu penambahan,
maka hal tersebut dikembalikan kepada imbalan yang serupa dengannya.

Seperti melakukan musaqah dengan syarat salah seorang dari
keduanya memberikan tambahan satu dinar atau satu dirham kepada
mitranya, dan yang demikian itu apabila penambahan tersebut berasal
dari pemilik kebun, maka merupakan penyewaan yang rusak, dan apabila
berasal dari pekerja maka merupakan jual beli buah sebelum terwujud.

Adapun kerusakannya dikarenakan adanya penipuan seperti
musaqah pada beberapa kebun yang berbeda maka dikembalikan kepada
musaqah yang semisalnya. Semua ini termasuk istihsan yang
berlangsung tidak diatas qiyas. Dalam masalah ini terdapat pendapat
yang keempat, yaitu bahwa hal tersebut dikembalikan kepada musaqah
yang semisalnya selama tidak lebih atau kurang dari bagian yang
disyaratkan apabila syarat tersebut milik orang yang melakukan
musaqah. Hal ini sudah cukup sesuai dengan tujuan kita.
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'Letthll tl'23
KITAB SYIRKAH (USAHA KERJASAMA)

Pembahasan ini mengenai syirkah: Mengenai macam-macamnya,

serta rukun-rukunnya yang wajib bagi sahnya syirkah. Dan kami akan

menyebutkan dari bab-bab ini perkara yang disepakati, serta yang

terkenal adanya beda pendapat di antara ulama sesuai dengan apa yang

kita inginkan dalam kitab ini.

Syirkah secara global menurut para fuqaha berbagai negeri terbagi

menjadi empat macam, yaitu: Syirkah'inant, syirkah abdan2, syirkah
mufawadhah3, serta syirkah wujuha . Salah satu darinya disepakati, yaitu

syirkah 'inan walaupun sebagian orang tidak mengenal lafazh ini, dan

walaupun diperselisihkan dalam sebagian syaratnya sesuai pembahasan

yang akan datang. Dan tiga macam yang lain diperselisihkan, serta

diperselisihkan pada sebagian syaratnya menurut orang yang sepakat dari

kalangan para ulama atas dibolehkannya syirkah.

. Syirkah'Inan

Rukun syirkah ini ada tiga, yaitu:

Syirkah 'Inan adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap
pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam
kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang
disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam
dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka,
ed.
Syirkah abdan (a'mal) adalah konhak kerja sama dua orang seprofesi untuk
menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu,
ed.

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih.
Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi
dalam kerja. Setiap pihak membagi keunhrngan secara sama, ed.
Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki
modal sama sekali tetapi mempunyai keahlian bisnis. Mereka membeli barang
secara kredit dari suatu perusahan, dan menjual barang tersebut secara tunai.
Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada
penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra, ed.
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Rukun pertama: Harta yang menjadi Objeknya

Adapun objek syirkah: Diantaranya ada yang disepakati dan ada

yang diperselisihkan. Kaum muslim sepakat bahwa syirkah dibolehkan
dalam satu jenis uang (maksudnya, dinar dan dirham), walaupun pada

hakekatnya merupakan jual beli yang tidak tunai, sedangkan di antara

syarat jual beli emas dan dirham adalah saling memberikan secara tunai.
Akan tetapi ijma' telah mengkhususkan makna ini dalam syirkah.

Begitu juga menurut yang saya ketahui, mereka telah sepakat atas

dibolehkannya syirkah dengan dua benda yang memiliki satu sifat, dan

mereka berbeda pendapat mengenai syirkah dengan dua benda yang

berbeda, serta dengan uang yang berbeda, seperti syirkah dengan dinar
dari salah satu dari keduanya dan dengan dirham dari orang yang lain,
begitu pula dengan makanan yang bersifat ribawi apabila satu jenis,

sehingga di sini terdapat tiga masalah, yaitu:

Masalah pertama: Syirkah dalam dua jenis yang berbeda

Adapun apabila mereka berdua berserikat dalam dua jenis benda

atau dalam beberapa benda serta beberapa dirham atau dinar: Ibnu Al
Qasim membolehkah hal tersebut, dan hal tersebut merupakan madzhab
Malik. Ada yang mengatakan dari Malik bahwa ia tidak menyukai hal
tersebdt.

Adapun sebab ketidaksukaan tersebut adalah karena terkumpulnya
syirkah dan jual beli, dan hal tersebut adalah dua benda yang berbeda,
salah satu dari dua orang menjual sebagian bendanya dengan sebagian

benda yang lain.

Malik memperhitungkan nilai dalam benda apabila terjadi syirkah
padanya, sedangkan Syaf i berkata, "Syirkah tidak terjadi kecuali pada

harga-harga benda. Abu Hamid telah menceritakan bahwa zhahir
madzhab Syafi'i mengisyaratkan syirkah seperti qiradh tidak dibolehkan
kecuali dengan dirham dan dinar. Ia berkata, "Dan qiyasnya adalah

bahwa penyebaran yang ada padanya sama halnya dengan suatu
percampuran."
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Masalah kedua: Syirkah dalam dua benda yang bersifat ribawi

Adapun apabila dua jenis tersebut termasuk hal yang tidak

dibolehkan, ada penundaan pembayarun seperti syirkah dengan beberapa

dinar dari salah satunya dan beberapa dirham dari yang lainnya, atau

dengan dua makanan yang berbeda, maka dalam hal tersebut pendapat

Malik berbeda-beda, terkadang ia membolehkannya dan terkadang ia

melarangnya. Karena syirkah dengan beberapa dirham dari salah satunya

dan dengan dinar dari yang lainnya terdapat syirkah serta penukaran

secara bersamaan dan pembayaran dengan tidak tunai. Dan dalam dua

makanan yang berbeda terdapat syirkah serta pembayaran secara tidak

tunai: Ibnu Al Qasim melarang hal tersebut. Sedangkan ulama yang tidak

memperhitungkan alasan-alasan ini maka ia membolehkannya.

Masalah ketiga: Syirkah dalam satu jenis yang bersifat ribawi

Adapun syirkah yang menggunakan makanan dari satu jenis:

L Ibnu Al Qasim membolehkannya dengan mengqiyaskannya kepada

kesepakatan mereka terhadap dibolehkannya syirkah dalam satu

jenis emas atau dinar.

2. Malik dalam salah satu dari kedua perkataannya melarang hal

tersebut dan ini yang terkenal dengan pembayaran secara tidak
tunai apabila ia melihat bahwa asalnya adalah tidak boleh

diqiyaskan kepada kondisi keringanan dengan kesepakatan para

ulama.

Ada yang mengatakan bahwa sisi ketidaksenangan Malik terhadap

hal tersebut adalah bahwa syirkah membutuhkan persamaan nilai
sedangkan jual beli membutuhkan persamaan dalam takaran. Maka
syirkah dengan dua makanan dari satu jenis membutuhkan persamaan

nilai serta takaran. Dan yang demikian itu hampir tidak mungkin
didapatkan, sehingga Malik tidak senang terhadap hal tersebut. Inilah
perselisihan mereka mengenai jenis objek syirkah.

Mereka berbeda pendapat apakah di antara syarat harta syirkah

harus bercampur baik secara ftissi (konkrit) maupun secara hukum seperti

dalam satu kotak dan tangan mereka bebas mempergunakannya?

l. Syaf i berkata, "Tidak sah suatu syirkah hingga mereka berdua

mencampurkan kedua harta mereka dan percampuran tersebut tidak

L
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dapat membedakan harta salah seomng dari mereka dari harta
orang yang lain."

2. Abu Hanifah berkata, "Suatu syirkah sah walaupun harta setiap dari
mereka berdua ada di tangannya."

Abu Hanifah mengenai terjadinya syirkah merasa cukup dengan
perkataan. Sedangkan Malik mensyaratkan adanya hak bersama dalam
mempergunakan harta tersebut. Dan Syaf i mensyaratkan dua hal

tersebut ditambah harta harus bercampur.

Dengan demikian, bahwa dengan tercampurnya harta maka
pekeqaan kedua orang yang berserikat tersebut akan lebih baik serta

lebih sempurna, karena adanya nasehat yang berasal kedua belah pihak
sebagaimana nasehat tersebut didapatkan untuk dirinya sendiri. Inilah
pembicaraan mengenai rukun ini, serta syarat-syaratnya.

Rukun kedua: Cara membagi keuntungan di antara mereka berdua

Adapun rukun kedua (yaitu sisi pembagian keuntungan mereka
berdua). Sesungguhnya mereka telah sepakat bahwa apabila keuntungan
tersebut mengikuti modal usaha (maksudnya, apabila harta pokok syirkah
tersebut sama) maka keuntungan tersebut dibagi dua di antara mereka.

Para ulama berbeda pendapat apakah dibolehkan modal mereka
berdua berbeda dan mendapatkan keuntungan yang sama:

l. Malik dan Syaf i berpendapat bahwa hal tesebut tidak dibolehkan.

2. Sedangkan penduduk Irak mengatakan hal tersebut dibolehkan.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang hal
tersebut adalah menyamakan keuntungan dengan kerugian. Sebagaimana

apabila salah seorang dari mereka mensyaratkan sebagian dari kerugian,
maka hal tersebut tidak boleh, begitu pula apabila ia mensyaratkan
sebagian dari keuntungan di luar dari harta dia. Kemungkinan mereka
menyamakan keuntungan tersebut dengan manfaat harta tidak bergerak
yang dimiliki di antara kedua orang yang sedang berserikat tersebut
(maksudnya, bahwa manfaat di antara mereka sesuai dengan prosentase

dasar syirkah).

Sedangkan dalil yang dijadikan landasan penduduk Irak adalah

menyerupakan syirkah dengan qiradh, hal tersebut adalah saat dalam
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qiradh dibolehkan bagi pekerja untuk mendapatkan keuntungan yang

disepakati oleh mereka, padahal pekerja tersebut tidak memberikan

balasan kecuali pekerjaan saja maka dalam syirkah lebih layak pekerjaan

tersebut diberikan bagian dari harta tersebut apabila syirkah itu berupa

harta dari setiap keduanya serta berupa pekerjaan.

Maka bagian dari keuntungan tersebut menjadi balasan bagi

kelebihan kerja dia atas pekerjaan mitranya. Sesungguhnya orang-orang

berbeda-beda dalam pekerjaan sebagaimana mereka berbeda-beda dalam

hal selain itu.

Rukun ketiga: Mengetahui kadar pekerjaan

Adapun rukun ketiga yaitu pekerjaan: Sesungguhnya pekerjaan

merupakan suatu hal yang mengikuti harta sebagaimana telah kami

katakan menurut pendapat Malik, dan tidak diperhitungkan tersendiri.

Dan menurut Abu Hanifah pekerjaan adalah suatu hal yang

diperhitungkan bersamaan dengan harta. Dan saya berkeyakinan bahwa

di antara ulama ada yang tidak membolehkan syirkah kecuali harta

mereka sama, dan dengan melihat kepada pekerjaan, karena mereka

melihat bahwa pekerjaan biasannya sama, apabila harta tersebut tidak

sama di antara mereka, maka disana terdapat penipuan terhadap salah

seorang mereka dalam hal pekerjaan.

Oleh karena itu Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat atas

dibolehkannya syirkah, yang mana setiap mereka dalam syirkah tersebut

mengeluarkan harta yang satu macam dengan harta mitranya
(maksudnya, dirham atau dinar), kemudian mereka mencampurnya

hingga menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan; mereka menjual serta

membeli sesuatu yang mereka lihat sebagai bagian dari perdagangan.

Dengan kesepakatan bahwa apa yang lebih maka dibagi di antara mereka

berdua, dan kerugian yang terjadi maka seperti itu pula. Dan hal tersebut

apabila setiap mereka menjual dengan kehadiran mitranya."

Pemberian syarat ini menunjukkan bahwa padanya terdapat suatu

perselisihan dan yang terkenal menurut jumhur adalah bahwa bukan

termasuk di antara syarat para pelaku syirkah agar setiap dari mereka

berdua menjual dengan dihadiri oleh mitranya.
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Syirkah Mufawadhah

Para ulama berbeda pendapat mengenai syirkah mdawadhah:

l. Malik dan Abu Hanifah secara global telah sepakat terhadap

dibolehkannya syirkah tersebut walaupun mereka berbeda pendapat

mengenai sebagian syaratnya.

2. Syaf i berkata, "Syirkah mufawadhaft tidak boleh."

Dan makna syirkah mufawadhah adalah: Setiap pelaku syirkah

menyerahkan kepada rekannya hak untuk mempergunakan hartanya pada

waktu ketidakberadaannya, serta saat kehadirannya, dan hal tersebut

terjadi menurut mereka pada seluruh macam barang yang dapat dimiliki.

Dalil yang dijadikan landasan Syaf i adalah: Bahwa nama syirkah

diberikan bagi percampuran beberapa harta, dan keuntungan adalah

merupakan suatu cabang, dan cabang tidak boleh diikutkan kecuali

dengan diikuti pangkalnya. Adapun apabila setiap mereka mensyaratkan

keuntungan yang dimiliki mitranya berada dalam miliknya, maka hal

tersebut merupakan suatu penipuan dan ini tidak dibolehkan, inilah sifat

syirkah mufawadhah.

Adapun Malik: Maka ia melihat bahwa setiap orang di antara

mereka telah menjual sebagian hartanya dengan sebagian harta mitranya,

kemudian salah seorang mereka mempercayakan kepada rekannya untuk

melihat sebagian yang masih ada di tangannya. Sedangkan Syaf i
melihat bahwa syirkah bukanlah suafu jual beli dan perwakilan.

Adapun Abu Hanifah: Maka di sini ia berada pada kaidahnya

bahwa tidak diperhatikan dalam syirkah 'inankecuali uang saja.

Adapun masalah yang diperselisihkan oleh Malik dan Abu Hanifah

berupa sebagian dari syarat-syarat syirkah ini adalah: Bahwa Abu
Hanifah melihat bahwa di antara syarat mufawadhah adalah kesamaan

dalam modal usaha. Sedangkan Malik berkata, "Hal tersebut bukan

termasuk dari syaratnya." FIal tersebut menyerupakannya dengan syarikat
'inan.

Abu Hanifah berkata, "Salah seorang dari mereka tidak berhak

terhadap sesuatupun kecuali ia masuk ke dalam sfrkah." Dan dalil yang

dijadikan landasan mereka adalah bahwa nama mufawadhah menuntut

dua perkara ini (maksudnya, kesamaan dua harta, dan menjadikan umum
hak kepemilikan mereka).
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Syirkah Abdan (A'mal)

Syirkah abdan secara global menurut Abu Hanifah dan para

pengikut madzhab Malik adalah dibolehkan, sementara Syaf i melarang

hal tersebut.

Dalil yang dijadikan landasan Syaf i adalah bahwa syirkah hanya

khusus pada harta bukan pada pekerjaan, karena hal tersebut akan

menyimpulkan penipuan menurut mereka. Dimana pekerjaan setiap

orang dari mereka tidak diketahui oleh rekannya.

Sedangkan dalil yang dijadikan landasan para pengikut madzhab

Malik adalah hak bersama dua orang yang mendapatkan ghanimah

(rampasan perang) terhadap ghanimah tersebut, mereka mendapat hal

tersebut dengan bekerja. Dan hadits yang diriwayatkan bahwa Ibnu

Mas'ud telah bersekutu dengan Sa'ad pada waktu perang badar. Sehingga

Sa'ad mendapatkan dua ekor kuda sedangkan Ibnu Mas'ud tidak

mendapatkan suatu apapun dan Rasulullah SAW tidak mengingkari

mereka berdua2Ts. Dan juga mudharabah* hanya terjadi dengan

perbuatan, maka dibolehkan syirkah terjadi dengannya.

Menurut Syaf i bahwa mudharabaft di luar perkara yang pokok

sehingga tidak dapat diqiyaskan kepadanya. Begitu juga hal tersebut

serupa dengan keadaan hukum ghanimah diluar syirkah. di antara

syaratnya menurut Malik adalah kesamaan pekerjaan serta tempat. Abu

Hanifah berkata, "Syirkah dibolehkan dengan perbedaan pekerjaan,

27s Dha'if. HR. Abu Daud (3388), An-Nasa'i (7157, 319), dan dalam Al Kubra
(4671,6296,8659),Ibnu Majah (2288), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (l/138),
(297), Al Baihaqi (6119), dan poros hadits berada pada Abu Ubaidah dari
Abdullah bin Mas'ud. Dan Abu Ubaidah belum mendengar darinya, saya

katakan, "Abu ubaidah adalah Ibnu Abdillah bin Mas'ud, dalam Tahdzib Al
Kamal karya Al Muzi, Syu'bah berkata dari Amru bin Murrah, 'Saya bertanya
kepada Abu tlbaidah, Apakah engkau ingat sesuatu dari Abdullah?' Ia berkata,
'Tidak'. Dan diantara ulama yang mengatakan bahwa ia tidak mendengar dari
bapaknya [Abdullah bin Mas'ud] adalah Ibnu Ma'in serta Ibnu Abi Hatim serta,

Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hajar dalam Hadyu As-Sari, dan Al Albani
telah menilainya dha 'r/hadits tersebut dalam Dha'if Abu Daud.

" Syrrkah al mudharabah adalah kontrak kerjasama antara pemilik modal dengan
seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan

tertentu, yang keuntungannya dibagi seuai kesepakatan bersama, sedangkan
kerugian menjadi tanggungan pemilik modal, ed.
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sehingga menurutnya orang yang menyamakan serta orang yang

memotong, dan menurut Malik mereka tidak dapat berserikat."

Dalil yang dijadikan landasan Malik adalah adanya tambahan

penipuan yang terjadi saat adanya perbedaan pekerjaan, atau perbedaan

tempat. Dan dalil yang dijadikan landasan Abu Hanifah adalah

dibolehkannya syirkah abdan (a'mal).

Mengenai Syirkah lYujuh

Syirkah wujuh menurut Malik dan Syaf i adalah tidak sah (bathil).

Sementara Abu Hanifah berpendapat hal tersebut dibolehkan.

Syirkah ini adalah syirkah mengenai jaminan tanpa pekerjaan dan

harta.

Dalil yang dijadikan landasan Malik dan Syaf i adalah bahwa

syirkah bergantung kepada harta serta pekerjaan, dan keduanya dalam

masalah ini tidak ada wujudnya disertai dengan adanya penipuan dalam
hal tersebut. Karena setiap mereka berdua memberikan ganti kepada

rekannya dengan penghasilan yang tidak terbatas dengan suatu produksi
serta pekerjaan tertentu. Sedangkan Abu Hanifah bersandar bahwa hal
tersebut merupakan suatu pekerjaan, sehingga boleh terjadi syirkah
berdasarkan hal tersebut.

Pembicaraan Mengenai Hukum Syirkah yang Benar

Syirkah merupakan bagian dari akad yang dibolehkan, bukan
bagian dari akad yang lazim (maksudnya, dibolehkan bagi salah seorang

dari kedua orang yang berserikat untuk memisahkan diri dari syirkah
kapanpun ia mau). Dan syirkah bukan merupakan akad yang dapat

diwariskan, nafkah kedua orang yang berserikat serta pakaiannya diambil
dari harta syirkah apabila mereka dalam keadaan membutuhkan, dan

mereka tidak keluar dari nafkah yang semisal dengan mereka, dan

dibolehkan bagi salah seorang dari kedua orang yang berserikat tersebut
untuk membagi, melakukan qiradh, serta menitipkan apabila suatu

keharusan menuntutnya.

Dan ia tidak boleh memberikan sedikipun dari harta syirkah, dan

tidak mempergunakannya kecuali tindakan yang ia lihat bahwa hal
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tersebut merupakan suatu pandangan mereka berdua. Adapun orang yang

teledor dalam sesuatu atau melakukan suatu pelanggaran maka ia
bertanggung jawab. Seperti menyerahkan harta dari suatu perdagangan

dan ia tidak mendatangkan saksi dan orang yang menerima mengingkari

hal tersebut maka ia bertanggung jawab karena ia melakukan keteledoran

dimana ia tidak mendatangkan saksi.

Dan baginya hak untuk menerima sesuatu yang cacat dalam

membeli. Dan pengakuan salah seorang yang melakukan serikat terhadap

harta orang yang tertuduh adalah tidak dibolehkan, dan dibolehkan untuk

membatalkannya serta menanganinya. Dan menurut kesepakatan para

ulama, salah seorang yang berserikat tidak bertanggung jawab terhadap

harta perdagangan yang hilang. Dan tidak dibolehkan bagi orang yang

berserikat mdawadhaft untuk melakukan qiradh dengan selainnya

kecuali dengan seizin mitranya. Dan setiap mereka menempati

kedudukan rekannya dalam hal yang menjadi miliknya serta yang

menjadi kewajibannya dalam harta perdagangan. Dan perkara cabang

untuk bab ini adalah banyak.

s04 Bidayatul Mujtahid



'A 'e.?:'ll;|tr
KITAB SYUF'AH (HAK MEMBELI LEBIH DAHULU)

Pembahasan mengenai syuf'ah yang pertama dalam dua bagian:

Pertama: Mengenai pembenaran hukum ini dan rukun-rukunnya.

Kedua: Mengenai hukum-hukumnya.

Bagian Pertama

Mengenai Pembenaraan Hukum ini dan Rukun_Rukunnya

Adapun kewajiban berhukum dengan syufah: Kaum muslim
sepakat atas hal tersebut, karena hadits-hadits shahih yang datang
mengenai hal tersebut, kecuali yang tidak berpendapat dibolehkannya
penjualan bagian bersama yang tidak dapat dibagi.

sementara rukun-rukunnya ada empat, yaitu: orang yang memiliki
hak membeli lebih dahulu, orang yang dimintai hak syuf'ah, barang
syuf'ah dan sifat pengambilan dengan syuf'ah.

Rukun pertama: orang yang memiliki hak membeli lebih dahulu
Malik dan Syaf i serta penduduk Madinah berpendapat bahwa

tidak ada syuf'ah melainkan bagi sekutu selama ia tidak meminta unluk
dibagi. Dan penduduk Irak berpendapat syuf'ah itu bertingkat, orang
yang paling berhak mendapatkan syuf'ah adalah pemegang saham yang
tidak mengambil bagiannya, kemudian pemegang saham yang telah
mengambil bagiannya apabila masih terdapat syirkah di jalan atau di
piring (perabot) kemudian tetangga yang dekat. penduduk Madinah
berpendapat: tidak ada syuf'ah bagi tetangga serta pemegang saham yang
telah mengambil bagiannya.

Dalil yang dijadikan landasan penduduk Madinah adalah mursal
Malik dari Ibnu syihab dari Abu salamah bin Abdurrahman serta Sa'id
bin Al Musayyab,
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"Bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan dengan syuf'ah dalam
perkara yang belum dibagi di antara para pemegang saham dan apabila

terdapat pemisah di antara mereka maka tidak ada syuf'ah"276

Dan hadits Jabir juga,

oz-to1,z.-z.C-1,,**4 J Li a'i:Jt

!:.r9 c

"Bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan dengan syuf'ah dalam
perkara yang belum dibagi dan apabila telah terdapat batasan maka tidak
ada syuf'ah." (HR. Muslim, At-Tirmidzi, serta Abu Daud)277.

Ahmad bin Hanbal pernah berkata, "Hadits Ma'mar dari Az-Zuhri
dari Abu Salamah bin Abdunahman adalah hadits mengenai syuf'ah yang
paling kuat." Ibnu Ma'in pernah berkata, "Mursal Malik adalah yang
paling aku sukai, dimana Malik meriwayatkannya dari Ibnu Syihab
secara mauquf." Sebagian ulama menjadikan perselisihan ini pada Ibnu
Syihab berkenaan dengan sanadnya untuk melemahkannya.

Telah diriwayatkan dari Malik bukan di Al Muwaththa', dari Ibnu
Syihab dari Abu Hurairah, dan sisi pengambilan dalil mereka dari atsar
ini adalah apa yang disebutkan padanya bahwa apabila telah terdapat
batasan maka tidak ada syuf'ah, yang demikian itu apabila syuf'ah tidak
wajib bagi pemegang saham yang telah mendapatkan bagiannya, maka
lebih tidak wajib bagi seorang tetangga, dan sesungguhnya pemegang

Shahih. HR. Malik dalam Al Muwaththa' (2/113), Syaf i dalam Musnadnya
(2/572), dan HR. An-Nasa'i (71321), dari jalan Az-Zuhri dari Abu Salamah saja.
Serta Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (41121) dari jalur Malik dari
Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab saja, dan begitu pula Al Baihaqi (6/103), dari
jalan Ibnul Musayyab saja. Dan kedua mursal ini dapat dijadikan hujjah dan t
elah terdapat hadits secara maushul sebagaimana yang akan datang dari Jabir
dan Al Albani telah menshahihkannya dalam Shahih An-Nasa'i.
Muttafaq 'Alaih.HP.. Al Bukhari (2213,2495,6979), Muslim seperti itu (1608),
Abu Daud (3514), At-Tirmidzi (1370), Ibnu Majah (2499), Ahmad (31296),
Ath-Thayalisi (1691), dan Al Baihaqi (6/103).

277
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saham yang telah mendapatkan bagiannya adalah tetangga apabila ia
telah mendapatkan bagiannya.

Dan dalil yang dijadikan landasan penduduk Irak adalah hadits
Rafi' dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

, or'tn,'pi 'rt;,

"Tetangga adalah orang yang palin'g berhak karena
kedekatannya"2Ts

Hadits tersebut adalah hadits Muttafaq 'Alaih. At-Tirmidzi serta
Abu Daud telah menyebutkan hadits dari Rasulullah SAW bahwa beliau
bersabda,

"Tetangga rumah adalah lebih berhak terhadap rumah
tetangga"279

Dinilai shahih oleh ArTirmidzi. Dan dari jalur makna juga
memperkuat mereka, saat keberadaan syuf'ah untuk menghindari
gangguan yang datang dari hak bersama, dan makna ini ada pada
tetangga maka wajib untuk disamakan dengannya. Dan penduduk
Madinah mengatakan, "Keberadaan gangguan dalam syirkah lebih besar
daripada gangguan yang ada pada tetangga."

Kesimpulannya: Dalil yang dijadikan landasan pengikut madzhab
Malik adalah kaidah yang mengharuskan untuk tidak mengeluarkan
kepemilikan seseorang dan tangannya kecuali dengan keridhaannya. Dan
orang yang membeli sesuatu maka sesuatu tersebut tidak akan keluar dari
tangannya kecuali dengan keridhaannya, sampai ada dalil yang
menunjukkan adanya pengkhususan. Dan telah terjadi suatu pertentangan
antara beberapa atsar dalam bab ini, maka wajib untuk diunggulkan
hadits yang diperkuat oleh kaidah. Dan setiap pendapat tersebut memiliki

Shahih. HR. Al Bukhari (6911, 6978,6980, 6981), Abu Daud (3516), An-
Nasa'i (71320), Ibnu Majah (2498), Ahmad (6/390), Abdurrazaq (14382), Al
Humaidi (552), Ad-Daruquthni (41222,223). Dan pada permulaan baris serra
sebelumnya (*) tidak disebutkan oleh Muslim.
Shahih. HR. Abu Daud (3517), At-Tirmidzi (1368), Ahmad (5/8, 17, t8,22),
Ath-Thayalisi (904), Ibnu Al Jarud (6800, 6801, 6802, 6805), Ath-Thayalisi
(6803, 6804), dan telah dinilai shahih oleh Al Albani.
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contoh dari kalangan salaf yang terdahulu bagi penduduk Irak dari
kalangan tabi'in, sedangkan bagi penduduk Madinah dari kalangan

sahabat.

Rukun kedua: Barang syufah

Kaum muslim telah sepakat bahwa syuf'ah wajib terjadi pada

rumah, benda tak bergerak serta seluruh tanah, dan mereka berbeda

pendapat mengenai hal-hal yang selain itu. Kesimpulan madzhab Malik
adalah bahwa syuf'ah itu ada dalam tiga hal, yaitu:

Pertama, yang dituju (objeknya), yaitu barang-barang yang tidak
bergerak berupa rumah, toko, dan kebun.

Kedua, sesuatu yang berhubungan dengan barang-barang yang

tidak bergerak di antara sesuatu yang tetap dan tidak dapat dipindahkan,

seperti sumur, serta tempat pohon kurma selama pokok yang ada padanya

tetap berada pada sifat wajib dilakukan syuf'ah padanya. Yang pokok
yaitu tanah dimiliki bersama antara dia serta mitranya dan belum terbagi.

Ketiga, sesuatu yang berhubungan dengan hal ini, seperti buah-
buahan dan mengenai hal tersebut terdapat perselisihan. Begitu juga

dengan menyewakan tanah untuk ditanami serta perjanjian seorang

sahaya yang hendak membebaskan dirinya. Dan telah diperselisihkan
darinya mengenai syuf'ah dalam menyewakan rumah, serta dalam
musaqah, dan utang, apakah orang yang memiliki utang lebih berhak
terhadapnya? Begitu juga dengan sahaya yang hendak membebaskan

dirinya. Umar bin Abdul Azizberpendapat dengan hal tersebut. Dan telah

diriwayatkan,

. -iitr t'it:JurP
ar j-, t:i

"Bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan dengan syuf'ah pada

utang"280.

Asyhab --{ari kalangan pengikut Malik- berpendapat dengan hal

tersebut. Sedangkan Ibnu Al Qasim berkata, "Tidak ada syuf'ah pada

utang." Dan mereka tidak berbeda pendapat mengenai wajibnya syuf'ah

280 Sanadnya munqathi'. HR. Abdunazaq(14433), dari riwayat Umar bin Abdul
Aziz secara marfit'.
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pada pembebasan diri seorang sahaya karena kemuliaan perbuatan

memerdekakan sahaya.

Para fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa tidak ada syuf'ah
kecuali dalam barang-barang tak bergerak saja. Dan telah disebutkan dari
sebagian ulama bahwa syuf'ah ada dalam segala sesuatu selain yang
ditakar dan ditimbang. Sementara Abu Hanifah tidak membolehkan
syuf'ah pada sumur serta hewan pejantan, dan membolehkan dalam
halaman rumah dan jalan. Syaf i sepakat dengan Malik mengenai

halaman rumah, jalan dan sumur. Mereka berbeda pendapat mengenai
buah-buahan.

Dalil yang dijadikan landasan jumhur dalam membatasi syuf'ah
pada barang-barang tidak bergerak adalah apa yang disebutkan dalam
hadits yangshahih dari sabda Rasulullah SAW,

"Syufah adalah pada perkara yang belum dibagi, apabila telah
terdapat batasan serta jalan telah dialihkan maka tidak ada syuf'ah."z8l

Seolah-olah ia mengatakan, "S1rufah itu ada dalam sesuatu yang
mungkin untuk dibagi selama belum dibagi." Hal ini merupakan
pendalilan dengan pemahaman terbalik dari suatu perkataan, para fuqaha
berbagai negeri sepakat atasnya dalam kondisi ini disertai dengan
perselisihan mereka mengenai benarnya pengambilan dalil dengan hal
tersebut.

Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang
membolehkan syuf'ah pada segala sesuatu adalah hadits yang telah
disebutkan oleh ArTirmidzi dari lbnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW
bersabda,

o'., ",t- l,o.l- ,,, o -.- t.:a F e"atiutu'&;,'
"Mitra (usaha) adalah orang yang memiliki hak syuf'ah, dan

syuf'ah itu ada dalam segala sesttatu."282

28r Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
282 Dha'if munkar. HR. AtTirmidzi (1371), Ad-Daruquthni (41222), Ath-Thahawi

dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (41125), serta Baihaqi (6/109), dan dinilai dha'{
oleh Al Albani dalam Dha'if At-Tirmidzi.

c.-tc1,zo._2.6-r,
,e- FJ 
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Disebabkan karena makna ganguan syirkah serta tetangga terdapat

dalam segala sesuatu, walaupun syuf'ah dalam barang-barang yang tidak

bergerak lebih menonjol. Pada saat Malik memperhatikan hal ini maka ia

memperlakukan sesuatu yang mengikuti barang-barang yang tidak

bergerak seperti barang-barang tidak bergerak tersebut.

Abu Hanifah berdalil atas dilarangnya syuf'ah pada sumur dengan

hadits yang diriwayatkan,

"Tidak ada syuf'ah pada sumur."283

Sedangkan Malik memahami atsar ini pada sumur padang pasir

yang dikerjakan pada tanah yang mati, bukan pada tanah yang dimiliki.

Rukun ketiga: Orang yang dimintai hak syufah

Adapun orang yang dimintai hak syuf'ah: Para ulama sepakat

bahwa orang yang telah berpindah kepadanya suatu kepemilikan dengan

cara membeli dari seorang mitra yang belum mendapatkan bagiannya

atau dari seorang tetangga menurut ulama yang berpendapat

dibolehkannya syuf'ah bagi tetangga. Dan mereka berbeda pendapat

mengenai orang yang berpindah kepadanya suatu kepemilikan tanpa

membeli.

Yang terkenal menurut Malik adalah bahwa syuf'ah hanya wajib
apabila berpindahnya kepemilikan tersebut dengan ganti, hal tersebut

sama dengan makna jual beli. Dan sisi dalil dalam riwayat yang kedua

adalah bahwa syuf'ah memperhitungkan gangguan yang ada saja.

Adapun hibah tsawab (memberikan pahala): Menurut Abu Hanifah
dan Syaf i tidak ada syuf'ah padanya, adapun Abu Hanifah dikarenakan

syuf'ah menurutnya ada dalam sesuatu yang dijual, adapun menurut

Syaf i karena hibah tsawab adalah batil. Adapun Malik tidak ada

perselisihan antara dia dan para sahabatnya bahwa syuf'ah padanya

adalah wajib.

Para ulama sepakat bahwa barang dagangan yang ada khiyarnya

apabila khiyar tersebut untuk penjual maka syuf'ah tidak wajib hingga

283 HR. Malik secara mauqufkepada Utsman bin Affan (21717).

.t e'*i
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jual beli tersebut menjadi wajib. Mereka berbeda pendapat apabila khiyar
tersebut untuk pembeli maka Syaf i dan orang-orang Kufah berpendapat

syufah tersebut wajib baginya karena penjual tersebut telah memutus

bagian tersebut dari kepemilikannya dan memisahkan darinya. Dan ada

yang mengatakan bahwa syuf'ah tidak wajib atasnya karena ia tidak
bertanggung jawab, dan hal tersebut adalah pendapat sekelompok dari
kalangan pengikut Malik.

Telah diperselisihkan mengenai ryuf'ah pada mwaqah (yaitu
mengganti tanah dengan tanah): Dari Malik dalam hal tersebut terdapat
tiga riwayat, yaitu: dibolehkan, dilarang, dan harus terjadi perpindahan

secara bergantian di antara para pemegang saham serta orang asing.

Malik tidak melihat adanya syuf'ah tersebut di antara para pemegang

saham dan melihat hal tersebut di antara oftmg-orang asing.

Rukun keempat: Mengenai pengambilan sesuatu dengan syufah

Pembahasan dalam rukun ini adalah: Dengan apakah orang yang

memiliki hak sy{'ah mengambil haknya dan berapakah kadar yang ia

ambil, serta kapan ia mengambilnya? Para ulama telah sepakat bahwa ia
mengambil dalam hal jual beli dengan suatu harga apabila dalam bentuk
hrnai.

Mereka berbeda pendapat apabila jual beli tersebut hingga tempo
tertentu, apakah pemilik hak syuf'aft mengambilnya dengan harga
tersebut hingga tempo tersebut atau mengambil barang dagangan tersebut
dengan harga tunai, dan ia mendapatkan hak khiyar:

l. Malik berkata, "Ia mengambilnya dengan tempo tersebut apabila
dalam jangka yang lama, atau membawa jaminan penuh."

2. Syaf i berkata, "Pemilik syuf'ah tersebut mendapatkan hak khiyar,
apabila ia menyegerakannya maka syuf'a& tersebut akan cepat

apabila tidak maka syuf'ah tersebut mundur hingga waktu batas

tempo tersebut." Hal tersebut seperti pendapat orang-orang Kufah.

3. Sedangkan Ats-Tsauri berkata, "Ia tidak mengambilnya melainkan
dengan tunai karena syuf'ah tersebut telah masuk pada jaminan
pertama." Ia juga berkata, "Di antara kami ada yang mengatakan
syuf'ah tersebut tetap berada pada tangan orang yang menjualnya,
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apabila telah sampai kepada batas tempo maka orang yang
memiliki hak syuf'ah tersebut mengambilnya."

Ulama yang berpendapat adanya syuf'ah dalam setiap tukar
menukar di antara hal-hal yang bukan merupakan jual beli, maka yang
dipahami dari mereka adalah bahwa ia mengambil syuf'ah dengan nilai
bagian tersebut apabila ganti rugi di antara hal-hal yang tidak dapat

diperhitungkan nilainya, seperti sesuatu yang diberikan dalam khulu'.
Baik diberi sesuatu yang tidak dapat dihitung nilainya dan bukan berupa
dinar dan dirham serta bukan sejumlah barang yang ditakar maupun
ditimbang, maka ia mengambilnya dengan nilai sesuatu yang mana telah
ia serahkan bagian tersebut padanya.

Apabila sesuatu tersebut kadarnya terbatas secara syari'at maka ia
mengambil bagian tersebut dengan kadar itu. Seperti ia menyerahkan
bagian tersebut dikarenakan luka yang menampakkan tulang yang

mewajibkan untuk mendapatkan bagian tersebut atau dikarenakan luka
yang mengakibatkan bergesernya tulang, maka ia mengambilnya dengan

diy at kedua luka tersebut.

Adapun berapakah ia mengambilnya? Sesungguhnya orang yang
berhak atas syuf'aft tidak terlepas dari berjumlah satu orang atau lebih.
Dan orang yang dimintai syuf'ahjuga tidak terlepas baik dalam keadaan

satu orang atau lebih. Adapun apabila orang yang memiliki hak syuf'ah
satu orang dan yang dimintai syuf'ah satu orang, maka tidak ada

perselisihan bahwa yang wajib atas orang yang memiliki hak syuf'ah
adalah mengambil seluruhnya atau meninggalkannya.

Adapun apabila orang yang dimintai syuf'ah berjumlah satu orang
sedangkan para pemilik syuf'ah tersebut lebih dari satu maka para ulama
berbeda pendapat dalam dua keadaan, yaitu:

Pertama, mengenai cara membagi barang syuf'ah di antara mereka.

Kedua, apabila sebab-sebab hak bersama mereka berbeda-beda,
apakah sebagian mereka menggugurkan sebagian yang lainnya dari
syuf'ah tersebut atau tidak? Seperti sebagian mereka bersekutu dalam
suatu barang yang mereka warisi, karena mereka adalah pemilik satu

saham, sedangkan sebagian yang lain dikarenakan mereka adalah
'ashabah (pewaris yang mendapatkan bagian yang tersisa).
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Pertama: Mengenai cara membagi barang syufah

Adapun masalah yang pertama (yaitu bagaimana cara membagi
barang syuf'ah):

L Malik, Syaf i dan jumhur penduduk Madinah berpendapat bahwa
barang syuf'ah dibagi di antara mereka sesuai dengan kadar bagian
mereka. Barangsiapa yang bagiannya dari harta pokok adalah
sepertiga misalnya, maka ia mengambil dari bagian itu sepertiga,
dan barang siapa yang bagiannya adalah seperempat maka ia
mengambil seperempat.

2. Orang-orang Kufah mengatakan bahwa bagian tersebut sesuai
dengan jumlah modal secara sama, baik dalam hal tersebut
pemegang saham memiliki bagian yang besar maupun bagian lebih
kecil.

Dalil yang dijadikan landasan orang-orang Madinah tersebut adalah
bahwa syuf'ah tersebut adalah hak yang diperoleh dengan memilikinya
terlebih dahulu, sehingga wajib untuk dibagikan sesuai dengan kadar
pokoknya. Asalnya adalah penyewaan barang-barang yang disewakan
dan dimiliki secara bersama, serta keuntungan yang ada dalam syirkah
harta. Dan juga syuf'oh adalah untuk menghilangkan suatu gangguan,
sedangkan gangguan itu dapat datang kepada setiap orang dari mereka
secara'tidak sama, karena gangguan tersebut datang kepada setiap orang
dari mereka sesuai dengan bagiannya, sehingga hak mereka adalah untuk
menghilangkannya sesuai dengan prosentase tersebut.

Dalil yang dijadikan landasan pengikut madzhab Abu Hanifah
adalah: bahwa kewajiban ryuf'ah terjadi dengan kepemilikan itu sendiri
sehingga orang yang memiliki bagian-bagian yang berbeda-beda tersebut
mengambilnya karena kesamaan mereka dalam kepemilikan itu sendiri,
dan kemungkinan mereka menyamakan hal tersebut dengan pemegang
saham pada seorang sahaya, sebagian mereka membebaskan bagiannya
maka hal tersebut dibagikan kepada orang-orang yang memerdekakan
secara sama (maksudnya, orang yang belum membebaskanya).
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Kedua: Apakah sebagian pemegang saham dapat menggugurkan
sebagian yang lain dari hak syufah?

Adapun masalah yang kedua, yaitu bahwa para fuqaha telah

berbeda pendapat mengenai masuknya para pemegang saham yang

merupakan 'ashabah dalam syuf'ah bersama dengan para pemegang

saham lain, yang mana persekutuan mereka dari sisi satu saham.

l. Malik berkata, "Orang yang memiliki satu saham lebih berhak

terhadap syuf'ah apabila salah seorang mereka menjual suatu harta

dari para pemegang saham dari sisi 'ashabah, dan bahwa orang

yang memillki 'ashabah tidak masuk ke dalam syuf'ah mendahului

orang yang memiliki saham yang dapat dihitung nilainya, dan

orang yang memiliki saham dapat masuk bersama dengan orang

yang memlllki 'ashabaft." Seperti seseorang yang meninggal dan

meninggalkan harta tidak bergerak yang diwarisi oleh dua orang

anak wanita, serta dua anak laki-laki paman kemudian salah

seorang anak wanita tersebut menjual bagiannya, maka menurut

Malik anak wanita yang kedua adalah orang yang diberi hak

syuf'ah dalam bagian yang dijual oleh saudarinya tersebut saja

bukan kedua anak paman tersebut. Dan apabila salah seorang anak

paman tersebut menjual bagiannya maka anak-anak wanita tersebut

serta anak paman yang kedua mendapatkan hak syuf'ah, dan hal

tersebut merupakan pendapat Ibnu Al Qasim.

2. Penduduk Kufah berkata, "Orang yang memiliki saham tidak

masuk bersama para 'ashabah, dan para 'ashabah tidak masuk

bersama dengan orang yang memiliki saham, dan orang yang

memiliki satu saham saja yang membagi syuf'ah di antara mereka."

Ini adalah pendapat Asyhab.

Dalil yang dijadikan landasan madzhab Syaf i adalah keumuman

keputusan Rasulullah SAW dengan syuf'ah di antara para pemilik saham,

dan tidak memisahkan orang yang memiliki saham dan 'ashabah. Dan

orang yang mengkhususkan orang yang memiliki saham dari para

'ashabah karena ia melihat bahwa syirkah itu berbeda-beda sebabnya

(maksudnya, di antara para pemilik saham dan 'ashabah), maka ia
menyerupakan syirkah yang berbeda sebabnya dengan syirkah yang

berbeda dari sisi objeknya, yaitu dalam pembagian harta. Orang yang

memasukkan pemilik saham bersama dengan 'ashabah dan tidak
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memasukkan 'ashabah bersama dengan pemilik saham maka hal tersebut

merupakan istihsan yang tidak tepat. Dan sisi istihsannya adalah ia
melihat bahwa orang yang memiliki saham lebih rendah daripada
'ashabah.

Adapun apabila barang syuf'ah mereka ada dua atau lebih,
kemudian orang yang memihki syuf'aft memberikan syuf'afr tersebut

kepada salah satu di antara mereka berdua tanpa orang yang kedua, maka

Abu Hanifah melarang hal tersebut sedangkan Syaf i membolehkannya.

Adapun apabila orang yang memiliki hak syuf'ah lebih dari satu

(maksudnya, para pemilik saham), kemudian sebagian mereka

berkeinginan untuk memberikan syuf'ah dan lebihnya diberikan
kepadanya dalam jual beli: Maka menurut jumhur bahwa orang yang

membeli berhak untuk mengatakan kepada mitra tersebut, "Engkau
memberikan sy,uf'ah semuanya atau meninggalkannya", dan tidak boleh

memberikan syuf'ah sesuai dengan bagiannya, kecuali orang yang

membeli menyetujuinya. Dan tidak boleh memberikan syuf'ah
sebagiannya kepada pembeli apabila ia tidak ridha dengan pembagian

tersebut.

Ashbagh dari kalangan pengikut Malik berkata, "Apabila sebagian

mereka meninggalkan untuk mengambil syuf'ah karena merasa kasihan

kepada pembeli maka tidak ada hak bagi orang yang memberikan syuf'ah
melainkan mengambil bagiannya saja.

Dan tidak ada perselisihan dalam madzhab Malik bahwa apabila
sebagian orang yang memiliki hak syuf'al, tidak hadir sedangkan

sebagiannya hadir kemudian orang yang hadir berkehendak untuk
mengambil bagian orang tersebut maka tidak boleh baginya untuk
melakukan hal tersebut kecuali apabila ia mengambil seluruhnya atau

meninggalkannya kemudian apabila orang yang tidak hadir datang maka
ia boleh mengambilnya atau meninggalkannya.

Para ulama telah sepakat bahwa di antara syarat pengambilan

syuf'ah agar syirkah ada terlebih dahulu sebelum jual beli. Dan mereka

berbeda pendapat apakah di antara syarat syuf'ah harus ada saat jual beli,
dan telah tetap sebelum terjadijual beli?

Adapun masalah yang pertama (yaitu, apabila bukan seorang

pemegang saham saat jual beli) dan hal tersebut dapat dibayangkan

dengan teftundanya pengambilan sltuf'ah dikarenakan suatu sebab, yang
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mana ia tidak dapat memutuskan untuk mengambil syuf'ah hingga ia

menjual bagian yang padanya ia memiliki saham:

l. Asyhab telah meriwayatkan bahwa pendapat Malik berbeda-beda

dalam hal tersebut, sesekali ia mengatakan, "Ia berhak untuk

mengambil syuf'ahl' dan terkadang ia mengatakan, "Ia tidak

berhak untuk mengambil syuf'ah." Dan Asyhab memilih bahwa ia

tidak berhak untuk mengambil syuf'ah. Hal tersebut merupakan

pengqiyasan perkataan Syaf i serta orang-orang Kufah, karena

tujuan syuJ''ah adalah menghilangkan gangguan dari sisi syirkah,

sedangkan orang inibukanlah orang yang memiliki saham.

2. Ibnu Al Qasim berkata, "Baginya syuf'ah apabila penjualan

tersebut setelah adanya hak syuf'ah karena ia melihat bahwa hak

yang wajib baginya tidak hilang dengan terjualnya bagian pemilik

barang tersebut."

Adapun masalah kedua gambarannya adalah seseorang memiliki

hak atas suatu bagian pada sebidang tanah yang sebagiannya telah dijual

sebelum waktu kepemilikan hak tersebut, apakah ia memiliki hak untuk

mengambilnya dengan syuf'ah atau tidak?

L sebagian ulama berpendapat ia memiliki hak untuk melakukan hal

tersebut, karena wajib baginya mendapatkan syuf'ah dengan

didahulukannya syirkah sebelum penjualan, dan tidak ada

perbedaan dalam hal tersebut baik ia memiliki kekuasaan atasnya

atau tidak.

2. Sebagian ulama lain mengatakan tidak wajib baginya mendapatkan

syuf'ah, karena ia hanya mendapatkan hak atas harta syirkah pada

waktu memiliki hak syuf'ah, mereka berkata, "Tidakkah engkau

lihat bahwa ia tidak mengambil penghasilan dari pembeli?."

3. Adapun Malik, ia berkata, "Apabila waktunya telah lama maka ia

tidak memiliki hak syuf'ah, dan apabila waktunya belum lama

maka dalam hal tersebut terdapat syuf'ah", dan hal tersebut

merupakan sluafri is tihsan.

Adapun kapan ia mengambil dalam keadaan memiliki syuf'ah?

Sesungguhnya orang yang memillki syuf'ah adalah dua orang, orang

yang hadir dan yang tidak hadir:
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Adapun orang yang tidak hadir: Para ulama telah sepakat bahwa
orang yang tidak hadir memiliki kuasa atas syuf'ah-nya selama ia tidak
mengetahui penjualan yang dilakukan oleh mitranya. Dan mereka
berbeda pendapat apabila ia mengetahuinya dalam keadaan tidak hadir:

l. Sebagian ulama mengatakan syuf'ah-nya gugur.

2. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak gugur, dan ini
merupakan madzhab Malik.

Hujjahnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW dari
hadits Jabir bahwa beliau bersabda, "Tetangga adalah orong yang paling
b e r h a k kar en a ke d e kat a n ny a"284 atarJ beliau bersabda,

. t3.v ,:tS ri1A.'ria ^;L.
"Terhadap syuf'ahnya, ia ditunggu apabila dalam keadaan titlak

hadir"28s.

Begitu pula orang yang tidak hadir umumnya terhalang untuk
mengambil syuf'ah sehingga wajib untuk memberikan udzur kepadanya.

Dalil yang dijadikan landasan kelompok kedua adalah bahwa sikap
diam dia, padahal ia mengerti bahwa itu suatu pertanda yang
menunjukkan ia ridha dengan pengguguran syuf'ah tesebut.

Adapun orang yang hadir: Beberapa fuqaha berbeda pendapat
mengenai waktu wajibnya syuf'ah baginya.

L Syaf i dan Abu Hanifah berpendapat syuf'ah tersebut wajib
baginya dengan segera, dengan syarat ia mengetahui sefia
memungkinkan untuk menuntut, apabila ia mengerti serta
memungkinkan untuk menuntut namun tidak melakukan suatu
tuntutan maka batallah syuf'ahnya. Hanya saja Abu Hanifah
berkata, "Apabila ia bersumpah untuk mengambilnya maka syuf'ah
tersebut tidak batal walaupun tertunda."

Adapun menurut Malik, "Tidak dengan segera akan tetapi waktu
wajibnya adalah luas." Dan perkataannya berbeda-beda mengenai

2w Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
285 Shahih. HR. Abu Daud (3518), At-Tirmidzi (1369),Ibnu Majah (z4g4),Ahmad

(3/303), Ath-Thayalisi (1677), Ath-Thahawi dalam syarh Ma'ani Ar Atsar
(41120), Al Baihaqi (6/106), dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam shahih
Abu Daud.
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waktu ini apakah dibatasi atau tidak? Sesekali ia mengatakan,
"Tidak terbatas dan syuf'aft tidak terputus selamanya kecuali
apabila pembeli membangun suatu bangunan atau mengadakan

suatu perubahan yang banyak dengan sepengetahuannya dan ia
hadir, mengetahui serta bersikap diam." Dan sesekali ia

memberikan batasan waktu ini, dan telah diriwatkan darinya satu

tahun, dan hal tersebut adalah yang paling terkenal. Dan telah

dikatakan pula lebih dari satu tahun, dan ada yang mengatakan
darinya, "Sesungguhnya lima tahun tidak terputus s),uf'ah
padanya."

Syaf i berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan bahrva

Rasalullah SAW bersabda, " syuf' ah adalah seperti mel epaska n i q a 1."286 .

Dan telah diriwayatkan dari Syaf i bahwa batasan waktunya adalah tiga
hari.

Adapun orang yang tidak menggugurkan syu/''ah dengan sikap
diam dan bersandar bahwa sikap diam tidak membatalkan hak seorang

muslim selama tidak nampak dari kondisi-kondisinya yang merupakan
petunjuk yang menunjukkan bahwa ia telah menggugurkan. Dan hal ini
lebih serupa dengan kaidah Syaf i karena menurut dia bahwa tidak wajib
untuk dinisbatkan suatu perkataan orang yang berbicara kepada orang
yang diam walaupun terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan atas

keridhaannya, akan tetapi yang saya yakini adalah bahwa ia bersandar
kepada otsar. Inilah pembicaraan mengenai rukun-rukun syuf'ah,serla
syarat-syaratnya yang membuatnya menjadi sah, dan tinggallah
pembicaraan mengenai beberapa hukum.

Bagian Kedua

Beberapa Hukum Syufah

Hukum ini berjumlah banyak, akan tetapi kami
sebagiannya, yang padanya terkenal perselisihan di
berbagai negeri:

Di antara hal tersebut adalah perselisihan

pewarisan hak syuf'ah:

akan menyebutkan
antara para fuqaha

mereka mengenai

286 Sangat lemah sekali. HR. Ibnu Majah (2500), Al Baihaqi (6/108), dan Al
Baihaqi mengatakan dalam Dha'if lbnu Majah, "Sangat lemah sekali".
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l. orang-orang Kufah berpendapat bahwa hak tersebut tidak
diwariskan sebagaimana hak tersebut tidak dijual.

2. Malik, Syaf i, dan penduduk Hijaz berpendapat bahwa syuf'ah
dapat diwariskan, dengan mengqiyaskan kepada harta benda. Dan
telah disebutkan sebab perselisihan mengenai masalah ini dalam
masalah pengembalian yang disebabkan karena suatu aib.

Di antara masalah tersebut adalah perselisihan mereka mengenai
pertangungjawaban orang yang menerima syuf'ah apakah menjadi
kewajiban atas pembeli ataukah atas penjual:

1. Malik dan syaf i berpendapat bahwa pertanggungjawaban tersebut
merupakan kewajiban atas pembeli.

2. Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa pertanggungjawaban tersebut
atas penjual.

Dalil yang dijadikan landasan Malik adalah bahwa syuf'ah hanya
wajib bagi seorang mitra dengan pembelian yang sama, sehingga
kedatanggan syuf'ah kepada suatu penjualan merupakan suatu
penggagalan penjualan tersebut dan memperkuat syuf'ah.

Mereka sepakat bahwa iqalah tidaklah menggugurkan syuf'ah:
Yaitu orang yang melihat bahwa hal tersebut merupakan suatu jual beli,
dan orang yang melihat bahwa hal tersebut merupakan suatu penggagalan
(maksudnya, iqalah).

Para pengikut Malik berbeda pendapat mengenai atas siapakah
pertanggungjawaban orang yang menenma syuJ"ah dalam iqalah?

L Ibnu Al Qasim berkata, "Menjadi kewajiban orang yang membeli."

2. Asyhab berkata, "Ia mendapatkan khiyar."

Di antara masalah tersebut adalah perselisihan mereka mengenai
apabila pembeli membangun suatu bangunan, atau menanam suatu
tanaman, atau yang serupa dengannya pada bagian tersebut sebelum
penerima syufah menuntut syuf'ah, kemudian ia menuntut syuf ahnya:

1. Malik berpendapat tidak ada syuf'ah kecuali pembeli tersebut diberi
nilai sesuatu yang ia bangun dan apa yang ia tanam.

2. Syaf i dan Abu Hanifah berpendapat pembeli tersebut melakukan
suatu pelanggaran, dan orang yang mendapatkan syuf'ah agar
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memberikan nilai pembangunannya dalam keadaan terputus, atau

mengambilnya dalam keadaan telah dirobohkan.

Sebab perbedaan pendapat: Keraguan tindakan orang yang

memberikan syuf'ah, yang mengetahui kewajibannya untuk memberikan

syufah antara menyerupai tindakan orang yang melakukan penyerobotan

dan tindakan pembeli yang secara tidak disangka-sangka mendapatkan

suatu hak syuf'ah, sedangkan ia telah membangun dan menanam, hal

tersebut merupakan mediator di antara keduanya.

Barangsiapa yang lebih menguatkan keserupaan hak syuf'ah maka

ia tidak berhak untuk mengambil suatu nilai (bangunan serta apa yang

telah ia tanam). Sedangkan orang yang menguatkan keserupaan dengan

suatu pelanggaran ia mengatakan baginya untuk mengambilnya dengan

menggagalkannya atau memberikan kepada (pembeli tersebut) nilai (apa

yang ia bangun serta yang ia tanam) dalam keadaan telah dirobohkan.

Di antara masalah tersebut adalah perselisihan mereka apabila

pembeli serta orang yang diberi syuf'ah berbeda pendapat mengenai

jumlah harga, pembeli mengatakan, "Saya membeli bagian tersebut

dengan harga sekian", sedangkan orang yang diberi syuf'ah berkata,

"Kamu membelinya dengan harga kurang dari harga tersebut", dan setiap

mereka tidak memiliki bukti:

l. Jumhur fuqaha mengatakan, "Perkataan yang kuat adalah perkataan

pernbeli, karena orang yang meneima syuf'ah adalah orang yang

menuduh, sedangkan orang yang dituntut untuk memberikan

syuf'ah adalah orang yang tertuduh."

2. Dalam hal tersebut sebagian tabi'in mengatakan, "Perkataan yang

kuat adalah perkataan orang yang menerima syuf'ah karena

pembeli telah mengakui adanya kewajiban syuf'ah baginya,

sedangkan penerima syuf'ah tersebut telah menuduhkan kepadanya

suatu harga yang tidak ia akui."

3. Adapun para pengikut Malik berbeda-beda pendapat dalam

masalah ini: Ibnu Al Qasim berkata, "Perkataan yang kuat adalah

perkataan pembeli apabila ia membawa sesuatu yang mendekati

kebenaran disertai dengan sumpah, sehingga apabila ia tidak

membawa sesuatu yang serupa dengan kenyataan maka perkataan

yang kuat adalah perkataan orang yang menerima syuf'ah." Asyhab

berkata, "Apabila ia membawa sesuatu yang serupa dengan
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kenyataan disertai sumpah maka perkataan yang kuat adalah
perkataaan pembeli tanpa sumpah, serta yang tidak memiliki
kekuatan tanpa disertai sumpah."

Telah dikisahkan dari Malik bahwa ia berkata, "Apabila pembeli
tersebut memiliki kekuasaan yang dikenal menurut kebiasaan, bahwa ia
memberikan tambahan dalam harga tersebut, maka perkataan pembeli
diterima tanpa disertai sumpah." Ada yang mengatakan, "Apabila
pembeli tersebut membawa sesuatu yang serupa dengan kenyataan maka
orang yang menerima syuf'ah dikembalikan kepada nilai barang, begitu
pula menurut hemat saya apabila setiap mereka membawa sesuatu yang
tidak serupa dengan kenyataan."

Mereka berbeda pendapat apabila setiap keduanya membawa bukti
dan kekuatannya sama: Ibnu Al easim berkata, ..Keduanya"

menggagalkan secara bersamaan serla dikembalikan kepada asal yaitu
bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan pembeli disertai dengan
sumpah." Asyhab berkata, "Bukti yang dipegang adalah bukti pembeli
karena bukti tersebut menambah suatu pengetahuan."
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KITAB PEMBAGIAN

Dasar dalam kitab ini adalah firman Allah, "Dan apabila sewaktu

pembagian itu hadir kerabat." (Qs. An-Nisaa' [4]: 8)

"Baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah

ditetapkan" (Qs. An-Nisaa' [4]: 7)

Sabda Rasulullah SAW,

/'dt s ,-i)^rAt rr ,* 1*ot e'4 /,'6,
,r)i ;t ,G e'-r il; iy-)i vs,;i

"Rumah manapun yang telah dibagi pada zaman jahiliyah maka

rumah tersebut sesuai dengan pembagian zaman jahiliyah, dan rumah

manapun yang pada masa Islam dan belum dibagi maka rumah tersebut

sesuai dengan pembagian Islam"287 .

Pembahasan dalam kitab ini mengenai; orang yang membagi, orang

yang diberi bagian, dan pembagian.

Bab I
Macam-Macam Pembagian

Pandangan dalam pembagian terbagi kepada dua bagian, yaitu:

Pembagian harta pokok dan manfaat harta pokok (profit).

2n Shahih. HR. Abu Daud (2914), Ibnu Majah (2485), Abu Ya'la (2359), Ath-
Thabrani dalam Al Ausath (232), serta Al Baihaqi (91122) seluruh mereka

berasal dari Ibnu Abbas dan telah dinllai shahih oleh Al Albani dalam Shahih

Abu Daud.
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Bagian Pertama

Pembagian harta pokok

Adapun pembagian harta pokok yang tidak ditakar dan ditimbang
maka secara global dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

L Pembagian dengan pengundian setelah penaksiran harga dan
penyamaan hasil.

2. Pembagian dengan saling merelakan setelah penaksiran harga dan

penyamaan hasil.

3. Pembagian dengan saling merelakan tanpa adanya penaksiran harga

dan penyamaan hasil.

Adapun sesuatu yang ditakar atau ditimbang maka dengan cara

ditakar dan ditimbang.

Bagian Kedua

Manfaat Harta Pokok

Adapun manfaat harta pokok terbagi tiga macam:

l. Sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dialihkan, yaitu, tempat
tinggal dan harta pokok.

2. Sesuatu yang dapat dipindah ada dua bagian: Tidak ditakar dan

ditimbang, yaitu hewan dan harta tidak bergerak,

3. Sesuatu yang ditakar dan ditimbang.

Dalam bab ini terdapat tiga pasal, yaitu:

Yang pertama: Mengenai tempat tinggal.

Yang kedua: Mengenai harta benda tidak bergerak.

Yang ketiga: Mengenai sesuatu yang ditakar dan ditimbang.

Pasal pertama: Tempat tinggal

Adapun tempat tinggal dan harta pokok: Dibolehkan untuk dibagi
dengan saling merelakan, dan dengan mengundi apabila telah ditaksir

, nilainya. Para ulama telah sepakat atas hal tersebut secara global
walaupun mereka berbeda pendapat mengenai objek hal tersebut dan

syarat-syaratnya.
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Sedangkan suatu pembagian harus terjadi baik pada satu objek atau

pada objek yang banyak:

Apabila terjadi pada satu objek: Maka tidak ada perselisihan

mengenai dibolehkannya pembagian tersebut apabila terbagi kepada

bagian-bagian yang sama sifatnya, dan tidak berkurang manfaat bagian-

bagian tersebut disebabkan karena pembagian, sedangkan para sekutu

(mitra) dipaksa untuk menerima hal tersebut.

Adapun apabila terbagi kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya:

Maka Malik dan para sahabatnya berbeda pendapat dalam hal tersebut,

Malik berkata, "sesungguhnya pembagian tersebut dibagi di antara

mereka apabila salah seorang dari mereka menuntut untuk dibagi di

antara mereka, walaupun tidak seorangpun di antara mereka yang

mendapatkan bagian melainkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya

seperti bagian sebesar telapak kaki." Ini juga merupakan pendapat Ibnu

Kinanah saja dari kalangan pengikut Malik, serta pendapat Abu Hanifah

dan Syaf i.

Sedangkan dalil yang dijadikan landasan mereka dalam hal tersebut

adalah firman Allah Ta'ala, "Baik sedikit atau banyak menurut bagian

yang telah ditetapkan." (Qs. An-Nisaa' P):7).
Ibnu Al Qasim berkata, "Tidak boleh dibagi kecuali apabila setiap

orang mendapatkan di dalam bagiannya sesuatu yang dapat

dimanfaatkan, walaupun bukan dari jenis manfaat yang ada dalam hak

bersama atau lebih sedikit."

Mutharrif --dari kalangan pengikut Malik- berkata, "Apabila di

dalam bagian setiap orang tidak terdapat sesuatu yang dapat

dimanfaatkan maka tidak boleh dibagi, apabila di dalam bagian sebagian

mereka terdapat sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan di dalam bagian

sebagian mereka terdapat sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan, maka

dibagi dan mereka dipaksa untuk menerima hal tersebut, baik orang yang

menuntut pembagian tersebut adalah pemilik bagian yang banyak atau

sedikit." Ada yang mengatakan kebalikan dari hal tersebut, dan hal itu
adalah lemah.

Mereka berbeda pendapat

apabila dibagi maka manfaatnya

seperti kamar mandi:

dari bab ini mengenai sesuatu yang

berpindah kepada manfaat yang lain,
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l. Malik berkata, "Dibagi apabila salah seorang pemegang saham
menuntut hal tersebut." ini juga pendapatnya Asyhab.

2. Ibnu Al Qasim berkata, "Tidak dibagi." dan ini juga pendapatnya
Syaf i.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang
pembagian tersebut adalah sabda Rasulullah SAW,

"Tidak boleh membahayaknn diri sendiri dan orang lain"288.

Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melihat
dibolehkannya pembagian adalah firman Allah Ta'ala,"Baik sedikit atau
banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Qs. An-Nisaa' pl:7).

Dan di antara hujjah ulama yang memandang tidak adanya
pembagian tersebut adalah hadits Jabir dari bapaknya yaitu,

288 Telah diriwayatkan dari hadits ubadah bin Ash-Shamit serta Ibnu Abbas, Abu
Sa'id Al Khudri, Abu Hwairah, Abu Lubabah, Tsa'labah bin Malik, Jabir bin
Abdullah serta Aisyah.
l. Hadits Ubadah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2340), serta Abdullah bin

Ahrnad dalam Az-zawaid 'Ala Al Musnad (5/326), dan telah dinlai shahih
oleh Al Albani dalamShahih lbnu Majah.

2. Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2341), Ad-
Daruquthni (4/228), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (tt/228), dan Al Albani
berkata dalamShahih lbnu Majah,"Shahih karena adanya penguat (syahid)
yang lain."

3. Hadits Ibu Sa'id Al l(hudri yang diriwayatkan Ad-Daruquthni
(4/228), Al Hakim (2/57),Al Baihaqi (6/69).

4. Hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (4/77),
lafazh,"laa dharara wa laa dharuurata".
Serta hadits Abu Lubabah yang HR. Abu Daud dalam Marasilnya.
Hadits Abu Lubaba. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Ar Marasit
Hadits Tsa'labah bin Malik. HR. Ibnu Abi Ashim dalam Al Ahad wa Al
Matsani (2200), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (2186).
Hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath, dan di
dalamnya terdapat Muhammad bin Ishaq sedangkan ia adalah seorang yang
mudallis dan yang meriwayatkan hadits secara 'an'anah.
Hadits Aisyah. HR. Ad-Daruquthni (4127), Ath-Thabrani dalam Al Ausath
(270, 1037), dan didalamnya terdapat Al Waqidi, sedangkan ia adalah
orang yang ditinggalkan haditsnya. Dan kesimpulannya adalah bahwa
hadits tersebut adalah shahih dengan berbagai jalurnya dan adanya syahid
yang banyak.

,'rlab \'J jp \

(3/77),

dengan

5.

6.

7.

8.
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*Tidak ada pemisahan bagi ahli waris kecuali sesuatu yang

mungkin untuk di bagi."28e

At-Ta'dhiyyah adalah pemisahan, beliau mengatakan, "Tidak ada

pembagian di antara mereka."

Adapun apabila tempat tinggal lebih dari satu maka hal tersebut

tidak lepas, baik merupakan berasal dari satu macam atau dari berbagai

macam:

Apabila macamnya sama: Para fuqaha berbagai negeri dalam

masalah ini berbeda-beda pendapat:

l. Malik berkata, "Apabila sama macamnya maka dibagikan dengan

penaksiran harga dan nilai serta dengan mengundi.

2. Abu Hanifah dan Syafi'i berkata, "Melainkan harta tidak bergerak

dibagi tersendiri."

Dalil yang dijadikan landasan oleh Malik adalah bahwa hal tersebut

paling sedikit gangguan yang akan menimpa para pemegang saham

akibat pembagian.

Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok kedua adalah bahwa

setiap harta tidak bergerak harus dibagi dengan sendirinya karena

berkaitan dengan syuf ' ah.

Para pengikut Malik berbeda pendapat apabila berbeda macamnya

dan sama biaya perawatannya walaupun tempatnya saling berjauhan

menjadi tiga pendapat. Adapun apabila tempat tinggal berbeda-beda,

seperti diantaranya terdapat rumah, kebun, dan tanah maka tidak ada

perselisihan bahwa pembagiannya tidak digabungkan dengan cara

undian. Dan di antara syarat pembagian kebun yang telah berbuah adalah

tidak dibagi bersama dengan buahnya apabila telah nampak

kelayakannya dengan kesepakatan menurut madzhab Malik, karena hal

28e Dha'if. Tidak kami dapatkan dari hadits Jabir dari bapaknya, sesungguhnya hal

tersebut semata dari hadits Muhammad bin Abu Bakar bin Hazem dari
bapaknya. HR. Ad-Daruquthni (41219), Al Baihaqi (10/133), dan diriwayatkan
pula oleh Ad-Daruquthni (41219) dari riwayat Abdurrahman bin Abu Bakar dari

bapaknya.
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tersebut merupakan jual beli makanan dengan makanan yang masih ada

di pohon, hal tersebut adalah muzabanah.

Adapun pembagian buah sebelum nampak kelayakannya terdapat
perselisihan antara para pengikut Malik: Adapun Ibnu Al Qasim, ia tidak
membolehkan hal tersebut sebelum pengawinan bagaimanapun

keadaannya, dan ia memberikan alasan karena hal tersebut akan

mengakibatkan terjadinya penjualan makanan dengan makanan dengan

adanya penambahan. Oleh karena itu ia mengklaim bahwa Malik tidak
membolehkan membeli buah yang belum layak dengan makanan, baik
dengan tenggang waktu maupun secara tunai. Adapun apabila setelah

pengawinan maka hal tersebut tidak boleh menurutnya kecuali dengan

syarat, yaitu salah seorang di antara mereka mensyaratkan kepada yang

lain bahwa yang terjadi dari buah tersebut dalam bagiannya adalah masuk
kedalam pembagian, dan yang tidak masuk ke dalam bagiannya maka

mereka dalam hal tersebut menanggung bersama, seolah-olah salah

seorang dari mereka telah membeli bagian mitranya, dari seluruh buah

yang menjadi miliknya dalam pembagian tersebut, dengan buah
bagiannya yang menjadi milik mitranya dan ia mensyaratkan pada buah
itu.

Sifat pembagian dengan undian adalah bagian yang telah
ditentukan dibagi dan ditetapkan serta dikalikan apabila dalam sahamnya

terdapat pecahan hingga didapatkan saham yang telah dibulatkan,
kemudian setiap tempat dari saham tersebut dan setiap macam tanaman

tersebut ditetapkan harganya kemudian disamakan berdasarkan saham
yang paling kecil dengan nilai, bisa jadi sebagian dari tempat tiga bagian
dari posisi yang lain sama dengan nilai tanah serta posisinya.

Apabila telah dibagi sesuai dengan sifat ini dan disamakan maka
ditulis dalam beberapa kartu nama para pemegang saham serta

bagiannya, maka barangsiapa yang keluar namanya maka ia mengambil
bagiannya. Dan apabila saham tersebut masih banyak maka dilipatkan
bagiannya hingga sempurna, dan inilah keadaan undian saham pada

beberapa orang.

Undian dipakai para fuqaha dalam pembagian tersebut untuk
menjadikan hati orang-orang yang mengadakan pembagian merasa rela,
hal tersebut di singgung dalam syari'at di beberapa tempat, diantaranya
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disebutkan,

+ i' J, jo,'J}j'&6 ,:,',

adalah firman Allah, "Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-

orang yang kalah dalam undian." (Qs. Ash-Shaafaatl3Tl: l41)

"Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka

melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara

mereka yang akan memelihara Maryam'" (Qs. Aali 'lmraan F| aa)'

Di antara hal tersebut adalah atsar shahih yang padanya

..Bahwa Seseorang akan membebaskan enam orang sahaya saat

akan meninggal dunia, kemudian Rasulullah SAW mengundi mereka,

dan membebaskan sepertiga sahaya tersebut."2e0

Adapun pembagian dengan saling merelakan, baik setelah

penyamaan hasil dan penaksiran harga atau tanpa penaksiran harga dan

penyamaan hasil dibolehkan pada harta pokok yang telah disepakati serta

yang masih diperselisihkan karena hal tesebut merupakan bagian dari jual

beli, dan hanya diharamkan padanya sesuatu yang diharamkan dalam jual

beli.

Pasal kedua: Harta benda

Adapun hewan dan harta benda: Para fuqaha telah sepakat tidak

dibolehkan membagi salah satu dari keduanya karena terdapat kerusakan

yang masuk dalam hal tersebut. Dan mereka berbeda pendapat apabila

kedua mitra tersebut merasa cukup dengan satu barang dari keduanya,

sementara mereka berdua tidak rela untuk memanfaatkannya secara

bersama-sama dan salah seorang dari mereka menginginkan mitranya

menjualnya kepadanya:

l. Malik dan para sahabatnya berpendapat dipaksa untuk menerima

hal tersebut, apabila salah seorang dari mereka berdua hendak

mengambilnya dengan nilai barang yang dibolehkan untuk ia

ambil.

2eo Shahih. HR. Muslim (1668), Abu Daud (3958), At-Tirmidzi (1364), Ibnu Majah

(2345),Ahmad (41426), Ath-Thayalisi (1434) dan Al Baihaqi (10/285)'
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2. Ahli zhahir berpendapat tidak dipaksa, karena kaidah
mengharuskan agal. kepemilikan seseorang tidak keluar dari
tangannya kecuali dengan dalil dari Al Qur'an, hadits atau ijma'.

Hujjah Malik adalah bahwa tidak adanya pemaksaan padanya
terdapat sesuatu yang merugikan, hal ini termasuk kategori qiyas mursal,
dan telah kami katakan tidak hanya dalam satu tempat, bahwa tidak ada
seorangpun dari kalangan fuqaha berbagai negeri yang mengatakan hal
tersebut kecuali Malik, akan tetapi hal tersebut seperti suatu keharusan
dalam sebagian masalah.

Adapun apabila harta benda tersebut lebih dari satu jenis: Para
ulama telah sepakat untuk membaginya dengan cara saling merelakan.
Dan mereka berbeda pendapat mengenai pembagiannya dengan
penyamaan hasil serta pengundian:

L Malik dan para sahabatnya membolehkannya dalam satu jenis.

2. Abdul Azizbin Abu Salamah serta Ibnu Al Majisyun melarang hal
tersebut.

Para pengikut Malik berbeda pendapat dalam membedakan satu
jenis yang dibolehkan untuk diadakan pengundian dari jenis yang tidak
boleh diadakan pengundian.

L Asyhab menganggapnya sesuatu yang tidak boleh diserahkan
sebagiannya pada sebagian yang lain.

2. Adapun Ibnu Al Qasim perkataannya tidak pasti: Terkadang ia
membolehkan pembagian dengan cara pengundian sesuatu yang
tidak boleh diserahkan sebagiannya pada sebagian yang lain,
sehingga ia menjadikan pembagian tersebut lebih ringan daripada
salam. Dan terkadang ia melarang pembagian sesuatu yang tidak
boleh terjadi salam (memesan barang dengan memberikan
pembayaran di muka) padanya.

Ada yang mengatakan bahwa pendapatnya adalah pembagian
dalam hal tersebut lebih ringan. Masalahnya yang dikira bahwa
pembagian menurutnya adalah lebih berat daripada salam memungkinkan
untuk ditakwil sesuai dengan kaidah yang kedua.

Ibnu Habib berpendapat bahwa di dalam pembagian dikumpulkan
sesuatu yang saling berdekatan dari dua jenis, seperti tenunan yan sama-
sama dari sutera, kapas dan rami. Sementara Asyhab membolehkan untuk
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menggabungkan dua jenis dalam suatu pembagian dengan Qata

pengundian disertai dengan rasa saling rela. Yang demikian itu adalah

lemah, karena sesuatu yang mengakibatkan kerugian tidak boleh terjadi

dengan saling rela.

Pasal ketiga: Hukum-hukumnYa

Adapun sesuatu yang ditakar serta ditimbang maka tidak boleh

diundi menurut kesepakatan para ulama, kecuali yang disebutkan oleh

Al-Lakhmi.

Sesuatu yang ditakar juga tidak terlepas adakalanya satu atau dua

tumpuk makanan, atau lebih dari itu.

Apabila satu jenis maka tidak terlepas adakalanya pembagiannya

secara sama dengan takaran atau dengan timbangan apabila salah seorang

mitra tersebut menuntut hal tersebut. Dan tidak diperselisihkan mengenai

dibolehkannya membagi hal tersebut secara saling rela dengan perincian

yangjelas, baik hal tersebut dari sesuatu yang ribawi ataupun yang bukan

ribawi (maksudnya, yang tidak dibolehkan padanya memberikan suatu

kelebihan). Hal tersebut dengan takaran tertentu serta yang tidak

diketahui jumlahnya. Dan tidak boleh membagikannya secara

serampangan tanpa di takar atau ditimbang.

Adapun apabila pembagiannya dengan cara memilih yang terbaik,

ada yang mengatakan hal tersebut tidak dibolehkan pada sesuatu yang

ditakar dan dibolehkan pada sesuatu yang ditimbang dan terdapat

perselisihan dalam hal tersebut sebagaimana terdapat perselisihan

mengenai dibolehkan untuk menjualnya dengan cara memilih yang

terbaik.

Adapun apabila hal tersebut bukan dari satu tumpukan dan

merupakan dua jenis, maka ada beberapa kondisi:

Apabila hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dibolehkan

terdapat pelebihan, maka tidak boleh dibagi dengan cara digabungkan

kecuali dengan takaran yang telah diketahui objek yang ditakar, dan

dengan cara ditimbang dengan penimbangan yang diketahui objek yang

ditimbang, karena apabila dengan timbangan yang tidak jelas maka tidak

akan diketahui berapa takaran yang didapat dari satu jenis, apabila kedua

hal tersebut saling berbeda, semua ini berdasarkan madzhab Malik karena
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kaidah madzhabnya adalah diharamkan untuk memberikan lebih dalam
dua jenis apabila menfaatnya saling berdekatan seperti biji gandum dan
tepung gandum.

Adapun apabila berasal dari sesuatu yang dibolehkan untuk
memberikan lebih: Maka dibolehkan untuk membaginya secara sama
serta memberikan lebihan yang jelas dengan takaran tertentu atau dengan
timbangan tertentu (maksudnya, dengan cara digabungkan walaupun
berasal dari dua jenis), dan hal ini seluruhnya menurut madzhab Malik
berdasarkan kerelaan. Adapun mengenai kewajiban hukum maka setiap
tumpuk tidak boleh dibagi kecuali dengan tersendiri. Apabila setiap
tumpuk dibagi secara tersendiri maka dibolehkan untuk membaginya
dengan takaran yang jelas serta yang tidak jelas. Semua ini adalah hukum
pembagian yang terdapat pada harta yang pokok.

Bagian Ketiga

Pembagian Manfaat

Adapun pembagian manfaat: Maka tidak dibolehkan terjadi dengan
cara undian menurut pendapat Ibnu Al Qasim, dan orang yang
menolaknya tidak dipaksa untuk menerimanya, serta pengundian tidak
diterapkan pada pembagian manfaat. Abu Hanifah dan para sahabatnya
berpendapat bahwa ia dipaksa untuk menerima pembagian manfaat. Dan
pembagian manfaat menurut semuanya dengan suatu pencocokan, dan
hal tersebut baik dengan zamanmaupun dengan barang:

Adapun pembagian barang adalah dengan membagi harta pokok
agar setiap mereka dapat mendapatkan manfaat dengan sesuatu yang
didapatkan dalam waktu tertentu sedangkan barang pokok tetap ada
sebagaimana asal syirkah.

Dalam madzhab Malik mengenai pembagian manfaat dengan
zaman terdapat perselisihan mengenai pembatasan waktu yang
dibolehkan padanya sebagian manfaat untuk dibagi tanpa sebagian yang
lain untuk diambil hasilnya atau untuk dimanfaatkan, seperti
mempergunakan sahaya, menunggang hewan, serta menanami lahan, dan
hal tersebutjuga terjadi pada sesuatu yang dapat dipindah atau yang tidak
dapat dipindah.
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Adapun pada sesuatu yang dapat dipindah maka menurut pendapat

Malik dan para sahabatnya tidak boleh terjadi dalam waktu yang lama,

dan dibolehkan dalam waktu yang singkat, dan hal tersebut mengenai

pengambilan hasil serta pemanfaatan.

Adapun pada sesuatu yang tidak dapat dipindah: Maka dibolehkan

terjadi dalam waktu yang panjang serta batas waktu yang panjang, dan

hal tersebut mengenai pengambilan hasil dan pemanfaatan. Dan mereka

berbeda pendapat mengenai waktu yang singkat pada sesuatu yang dapat

dipindahkan mengenai pengambilan hasil: Ada yang mengatakan, "Satu

hari dan yang semisalnya." Ada yang mengatakan, "Hal tersebut tidak

dibolehkan terjadi pada hewan serta sahaya." Adapun penggunaannya:

ada yang mengatakan, "Hal tersebut dibolehkan dalam waktu seperti lima

hari." Ada yang mengatakan, "Dalam satu bulan atau lebih sedikit."

Adapun pencocokan dalam barang: Seperti memakai bangunan ini
sebagai rumah beberapa waktu, dan bangunan ini sebagai rumah dengan

waktu yang sama. Ada yang mengatakan, "Hal tersebut dibolehkan dalam

hal tempat tinggal serta penanaman lahan dan tidak dibolehkan dalam

suatu penghasilan serta penyewaan kecuali dalam masa yang singkat."

Dan ada yang mengatakan, "Hal tersebut dibolehkan, berdasarkan atas

pengqiyasan kepada pencocokan dengan zaman."

Begitu pula pembicaraan mengenai pemakaian sahaya dan hewan,

pembicaraan tersebut sebagaimana persilihan mengenai pembagiannya

dengan suatu zaman. Inilah pembicaraan mengenai pembagian harta

pokok, beberapa manfaat, dan syarat-syarat yang akan memperbaiki serta

yang akan merusak. Tinggallah dari kitab ini pembicaraan mengenai

beberapa hukum.

Bab II
Mengenai Beberapa Hukum

Pembagian merupakan di antara akad yang lazim (mengikat), tidak

boleh bagr orang yang saling mengadakan pembagian untuk

mencabutnya serta menariknya kembali kecuali karena hal-hal yang

datang tanpa disangka-sangka.

Hal-hal yang terjadi dengan tanpa disangka-sangka ada tiga, yaitu:

Penipuan, adanya aib, dan suatu hak untuk memiliki.
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Adapun penipuan: Maka tidak wajib untuk membatarkan akad
kecuali dalam pembagian dengan cara pengundian, menurut suatu
kesepakatan dalam madzhab Marik kecuali berdasarkan qiyas ulama yang
berpendapat bahwa hal tersebut memiliki pengaruh dalam jual beli,
sehingga menurut madzhabnya pasti dapat memberikan pengaruh dalam
suatu pembagian.

Adapun pengembalian karena suatu aib, maka menurut pendapat
Ibnu Al Qasim tidak terlepas adakaranya ia mendapatkan adanya cacat
pada sebagian besarnya atau pada sebagian kecilnya.

Apabila ia mendapatkan cacat tersebut pada sebagian besarnya
maka tidak lepas, baik bagian yang didapatkan oleh mitranya telah hilang
atau belum: Apabila telah hilang maka orang yang mendapatkan cacat
tersebut mengembalikan bagiannya kepada syirkah dan mengambil dari
mitranya setengah nilai bagiannya saat ia mengambilnya. Dan apabila
belum hilang maka pembagian tersebut batal dan syirkah kembali kepada
asalnya.

Apabila cacat tersebut lebih sedikit dari hal tersebut: Maka ia
mengembalikan cacat yang lebih sedikit tersebut saja kepada asal
syirkah, baik bagian mitranya tersebut telah hilang ataupun belum dan ia
menuntut kepada mitranya setengah nilai kelebihan tersebut dan tidak
menuntut sesuatupun yang ada dalam tangannya, apabila terdapat cacat
padanya. Asyhab berkata, "Dan yang menghilangkan pengembalian
tersebut telah disebutkan dalam kitab jual beli." Abdul Aziz bin Al
Majisyun berkata, "Keberadaan cacat membatalkan pembagian yang
teq'adi dengan pengundian, dan tidak membatalkan pembagian yang
tedadi dengan sikap saling merelakan, karena sesuatu yang terjadi
dengan saling rela adalah jual beli, adapun pembagian yang teq'adi
dengan pengundian maka hal tersebut merupakan pembedaan hak. Dan
apabila pembagian tersebut digagalkan karena adanya suatu penipuan
maka wajib untuk digagalkan dengan pengembalian yang disebabkan
karena adanya aib."

Hukum kepemilikan suatu hak menurut lbnu Al easim adalah
hukum adanya suatu aib: Apabila orang yang memiliki hak banyak
sedangkan bagian mitra tersebut belum hilang maka menuntut apa yang
ada pada tangan mitranya, dan apabila telah hilang maka ia menuntut
kepadanya setengah nilai yang ada di tangannya. Dan apabila hal tersebut
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berjumlah sedikit maka ia menuntut kepadanya setengah nilai sesuatu

tersebut.

Muhammad berkata, "Apabila sesuatu yang ada ditangan salah

seorang dari keduanya menjadi suatu hak milik maka pembagian yang

menggunakan cara undian tersebut menjadi batal, karena telah jelas

bahwa pembagian tersebut tidak terjadi secara adil." Sebagaimana yang

dikatakan oleh lbnu Al Majisyun mengenai aib.

Adapun apabila datang kepada harta suatu hak, sebagaimana utang

yang secara tidak disangka-sangka datang kepada harta warisan setelah

adanya pembagian, atau datangnya wasiat, serta datangnya seorang

pewaris, maka para pengikut Malik berbeda pendapat mengenai hal

tersebut:

Adapun apabila utang datang secara tidak disangka-sangka: Ada
yang mengatakan, yang terkenal dalam madzhab Malik dan merupakan

perkataan Ibnu Al Qasim adalah bahwa pembagian tersebut batal, kecuali

apabila para pewaris telah sepakat untuk memberikan utang tersebut dari

harta mereka, baik bagian mereka ada dalam tangan mereka atau belum,

telah rusak dengan sebab dari langit atau tidak.

Ada yang mengatakan pula bahwa pembagian tersebut batal

ditangan orang yang bagian tersebut ada di tangannya dan tidak rusak

dengan sebab dari langit (faktor alam). Adapun orang yang bagiannya

rusak karena sebab dari langit maka tidak ada sesuatupun dari utang

tersebut yang dituntut darinya,dan utang tersebut tidak kembali kepada

para pewaris dengan sesuatu yang ada dalam tangan mereka setelah

tertunaikannya utang. Dan ada yang mengatakan, "Melainkan pembagian

tersebut batal dan harus batal." Karena hak Allah Ta'ala dengan dasar

firman-Nya,"Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah

dibayar hutangnya" (Qs. An-Nisaa' [4]: 12).

Dan ada yang mengatakan, "Melainkan batal kecuali pada diri
orang yang memberikan utang yang telah ia niatkan."

Begitu pula hukum mengenai orang yang berhak atas suatu wasiat

yang datang secara tidak disangka-sangka.

Adapun datangnya pewaris yang tidak disangka-sangka kepada

syirkah setelah terjadi suatu pembagian dan sebelum hilang bagian setiap

orang dari mereka: Maka pembagian tersebut tidak batal, dan diambil
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dari setiap bagian mereka apabila berupa sesuatu yang ditakar atau

ditimbang, dan apabila berupa hewan atau harta benda maka pembagian

tersebut batal. Apakah setiap mereka bertanggung jawab terhadap apa

yang telah rusak ditangannya dengan tanpa suatu sebab darinya? Ada
yang mengatakan, "Ia bertanggung jawab", dan ada yang mengatakan,
"la tidak bertanggung jawab."
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KITAB GADAI

Dasar dalam kitab ini adalah firman Allah Ta'ala, "Sedang kamu

tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (Qs. Al Baqarah:

283).

Dan pembahasan dalam kitab ini mengenai beberapa rukun, syarat,

dan hukum.

Rukun: Adalah dengan melihat kepada pemberi gadai, barang

gadai, penerima gadai, utang, dan sifat akad gadai.

Pembicaraan Mengenai Beberapa Rukun

Rukun pertama: pemberi gadai. Tidak ada perselisihan bahwa di

antara sifatnya adalah bukan orang yang dilarang untuk membelanjakan

hartanya dari kalangan orang yang mampu menebus gadaian, dan

pemberi wasiat menggadaikan kepada orang yang akan mengurusinya

apabila orang tersebut adalah orang yang mampu untuk menebus gadaian

dan keperluan mendesak menuntut untuk melakukan hal tersebut menurut

Malik. Syaf i berkata, "Ia boleh menggadaikan untuk suatu

kemaslahatan yang nampak." Sahaya yang hendak menebus dirinya dan

orang yang mendapatkan izin dibolehkan untuk menggadai menurut

Malik.

Sahnun berkata, "Apabila ia mengambil jaminan pada harta yang

dijual dalam suatu tempo maka tidak dibolehkan." Ini merupakan

pendapat Syaf i.

Malik dan Syaf i telah sepakat bahwa orang yang bangkrut tidak

boleh menggadai. Sementara Abu Hanifah mengatakan boleh.

Perkataan Malik mengenai orang yang dililit utang berbeda-beda,

apakah ia menggadai? (maksudnya, apakah mengikat atau tidak?). Yang

terkenal darinya adalah bahwasanya hal tersebut boleh (maksudnya,

sebelum ia bangkrut). Dan perselisihan tersebut kembali kepada apakah
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orang yang bangkrut dilarang untuk membelanjakan hartanya? Dan setiap
orang yang sah untuk menjadi penggadai maka sah pula untuk menjadi
penerima gadai dengan jaminan.

Rukun kedua: Barang gadai. Para pengikut madzhab Syafi'i
berkata, "Barang gadai menjadi sah dengan tiga syarat:

Pertoma, berupa barang, maka tidak boleh menggadaikan utang.

Kedua, tidak terhalang penetapan kepemilikan gadai atas barang
yang digadaikan seperti Mushhaf. Malik membolehkan untuk
menggadaikan mushhaf, sedangkan penerima gadai dengan jaminan tidak
membacanya, dan perselisihan ini bersumber pada masalah jual beli.

Ketiga, barang tersebut memungkinkan untuk dijual saat telah jatuh
temponya. Menurut Malik dibolehkan menggadaikan sesuatu yang tidak
boleh dijual pada waktu digadai, seperti pertanian, serta buah yang belum
nampak kelayakannya. Dan menurut dia tidak pada saat penunaian utang
tidak boleh dijual kecuali apabila telah nampak kelayakannya walaupun
telah jatuh masa tempo pembayaran utang.

Dari Syaf i diriwayatkan dua pendapat mengenai penggadaian
buah yang belum nampak kelayakannya, dan menurutnya dijual saat telah
jatuh tempo pembayaran utang dengan syarat dipotong. Abu Hamid
berpendapat yang benar adalah dibolehkannya hal tesebut.

Menurut Malik menggadaikan sesuatu yang tidak tertentu itu
dibolehkan, seperti dinar dan dirham apabila telah dicetak, dan bukan
merupakan syarat gadaian harus merupakan milik orang yang
menggadaikan menurut Malik dan Syaf i bahkan menurut keduanya
dibolehkan berupa barang pinjaman.

Para ulama sepakat bahwa di antara syaratnya adalah pengakuan
gadaian tersebut ditangan penerima gadai dari pemberi gadai. Dan
mereka berbeda pendapat apabila pengambilan barang oleh penerima
gadai tanpa sepengetahuan pemberi gadai kemudian penerima gadai
mengakui barang yang ditangannya tersebut sebagai gadaian. Malik
berkata, "Sah, apabila sesuatu yang dighashab dipindahkan dari jaminan
ghashab (mengambil tanpa izin) kepada jaminan gadaian, kemudian
orang yang dighashab menjadikan barang yang dighashab sebagai
gadaian di tangan orang yang mengghashab sebelum ia diambil darinya."
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Syaf i berkata, "Hal tersebut tidak boleh, melainkan hal tersebut tetap
sebagai jaminan ghashab kecuali apabila ia mengambilnya."

Dan mereka berbeda pendapat mengenai penggadaian barang milik
bersama: Abu Hanifah melarang hal tersebut, sedangkan Malik dan
Syaf imembolehkannya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah mungkin untuk menguasai
sesuatu yang dimiliki bersama atau tidak.

Rukun ketiga (utang): Dasar madzhab Malik dalam hal ini, adalah
bahwasanya gadai boleh terambil dalam setiap harga yang ada pada
seluruh jual beli kecuali penukaran uang, serta modal dalam salam yang
berkaitan dengan suatu jaminan, yang demikian itu disebabkan karena
penukaran di antara syaratnya adalah saling menerima, sehingga tidak
boleh terjadi akad gadai, begitu juga modal salam walaupun menurut dia
hal tersebut tidaklah sama dengan penukaran dalam makna ini.

Sekelompok ulama dari ahli zhahir mengatakan tidak boleh
mengambil gadai kecuali dalam salam secara khusus (maksudnya, barang
pesanan). Mereka berpendapat demikian karena ayat mengenai gadai
terdapat dalam masalah utang barang-barang yang dijual hal tersebut
menurut mereka adalah salam, sepertinya mereka menjadikan hal
tersebut sebagai syarat di antara beberapa syarat sahnya gadai karena
Allah telah berfirman pada awal ayat, "Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Qs. Al Baqarah l2l:282)

Kemudian Allah berfirrnan, "Jika kamu dalam perjalanan (dan
bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh
seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang)."(Qs. Al Baqarah l2l:283)

Maka sesuai dengan madzhab Malik boleh untuk mengambil gadai
dalam salam, salam pinjaman, ghashab, nilai barang-barang yang telah
rusak, denda kejahatan pada harta benda, serta luka yang disengaja yang
tidak ada qishash padanya seperti ma'mumah (luka hingga sampai otak)
serta ja'ifah (luka dalam perut).

Adapun pembunuhan dengan sengaja dan luka yang tidak diadakan
qishash maka mengenai dibolehkannya mengambil gadai pada diyat yang
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ada padanya apabila walinya telah memaafkannya terdapat dua pendapat,

yaitu:

1. Bahwa hal tersebut dibolehkan, dan seorang wali mendapatkan
khiyar (pilihan)dalam pembunuhan sengaja antara diyat dan

qishash.

2. Bahwa hal tersebut tidak dibolehkan, hal ini berdasarkan bahwa
wali hanya memiliki hak qishash saja apabila pelaku kejahatan
menolak untuk membayar diyat.

Dalam pembunuhan tidak disengaja dibolehkan mengambil gadai

dari orang yang tertentu yaitu para kerabat, dan hal tersebut setelah satu

tahun, dan dibolehkan hal tersebut dalam 'ariyah yang mendapatkan
jaminan dan tidak dibolehkan dalam 'ariyah yang tidak mendapatkan
jaminan. Dan dibolehkan mengambilnya dalam hal sewa, serta

pengupahan setelah kerja dan tidak dibolehkan sebelum kega. Dan
dibolehkan gadai pada mahar, dan tidak dibolehkan dalam hudud
(hukuman yang telah ditetapkan dalam syari'at), tidak pula dalam
qishash serta penebusan seorang sahaya terhadap dirinya. Secara global
tidak dibolehkan pada sesuatu yang tidak dibenarkan terdapat kafalah

fiaminan).

Syaf i berkata, "Barang yang digadaikan memiliki tiga syarat,
yaitu:

1. Berupa utang, karena utang tidak digadaikan dalam barang.

2. Menjadi suatu kewajiban, karena tidak digadaikan sebelum wajib
seperti apabila menggadaikannya dengan sesuatu yang ia pinjam,
dan hal tersebut menurut Malik dibolehkan.

3. Keterikatannnya tidak dapat diperkirakan pasti terjadi atau tidak
terjadi sebagaimana penggadaian dalam penebusan diri seorang

sahaya, dan pendapat ini mendekati madzhab Malik."

Mengenai Syarat-Syarat Gadai

Adapun syarat-syarat gadai: Syarat-syarat yang disebutkan dalam
syari'at ada dua macam, yaitu: Syarat sah, dan syarat rusaknya gadai.

Adapun syarat sah yang disebutkan dalam gadai (maksudnya,

keadaannya sebagai gadai) ada dua syarat, yaitu:
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Pertama, disepakati secara global dan yang diperselisihkan dalam
posisinya sebagai syarat (yaitu menerima).

Ke dua, yang diperseli sihkan dalam pensyaratannya.

Adapun menerima: Para ulama sepakat secara global bahwa
diterimanya barang merupakan syarat dalam gadai, karena firman Allah
Ta'ala, "Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh
yang berpiutang);'(Qs. Al Baqarah l2l:283)

Mereka telah berbeda pendapat mengenai apakah hal tersebut
merupakan syarat sempuma atau syarat sah? Inti dari perbedaan tersebut
adalah: Ulama yang mengatakan sebagai syarat sah, berpendapat bahwa
sesuatu yang tidak diterima maka gadai tersebut bukan merupakan suatu
keharusan bagi pemberi gadai.

Sedangkan ulama yang mengatakan sebagai syarat kesempurnaan,
ia berpendapat bahwa gadai tersebut harus menggunakan suatu akad, dan
pemberi gadai diharuskan untuk menyerahkan barang gadai tersebut
kecuali penerima gadai menunda untuk menuntutnya sampai pemberi
gadai tersebut mengalami kebangkrutan, atau sakit, atau meninggal.

l. Malik berpendapat bahwa diterimanya barang gadai merupakan di
antara syarat kesempurnaan gadai.

2. Abu Hanifah, Syaf i dan ahli zhahir berpendapat bahwa hal
tersebut merupakan syarat sah.

Dalil yang dijadikan landasan Malik adalah pengqiyasan gadai
kepada akad-akad lainnya yang mengikat dengan ucapan. Dan dalil
lainnya adalah firman Allah Ta'ala, "Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (Qs. Al Baqarah [2]:
283)

Sebagian ahli zhahir berkata, "Tidak boleh ada gadai kecuali
apabila ada orang yang mencatatnya, berdasakan firman Allah Ta'ala,
'Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).' (Qs. Al
Baqarah l2l:283);'

Ahli zhahir tidak membolehkan gadaian diletakkan ditangan orang
yang adil.
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Menurut Malik bahwa di antara syarat sahnya gadai adalah

diterimanya barang gadai tersebut secara terus menerus, dan kapan saja

gadai tersebut kembali ke tangan orang yang menggadaikan dengan

seizin penerima gadai secara 'ariyah, titipan atau yang lainnya, maka

dengan demikian telah keluar dari kelangsungan gadai tersebut. Syaf i
berkata, "Dipegangnya (diterimanya) barang gadai secara terus menerus

bukanlah merupakan bagian dari syarat sahnya gadai."

Malik menjadikan syarat secara umum sebagaimana zhahimya,

sehingga firman Allah Ta'ala,"Maka hendaklah ada barang tanggungan
yang dipegang (oleh yang berpiutang)" mengharuskan dipegangnya
gadaian tersebut serta berlangsung terus menerus, Sedangkan Syaf i
berkata, "Apabila telah diterima maka gadai tersebut telah sah dan

terjadi, kemudian tidak akan digagalkan dengan meminjamkannya dan

yang lainnya di antara perlakuan terhadapnya, sebagaimana keadaan jual
beli."

Yang lebih baik bagi ulama yang mensyaratkan diterimanya gadai

agar akad menjadi sah adalah mensyaratkan hal tersebut berlangsung
terus, dan ulama yang tidak mensyaratkan diterimanya gadai tersebut

untuk sahnya gadai tidak perlu mensyaratkan berlangsungnya hal tersebut

terus-menerus.

Mereka sepakat mengenai dibolehkannya melakukan penggadaian

saat bepergian, dan berbeda pendapat saat tidak bepergian:

l. Jumhur ulama membolehkan hal tersebut.

2. Ahli zhahir dan Mujahid berpendapat tidak boleh terjadi pada saat

tidak bepergian, karena zhahir firman Allah Ta'ala, "Jika kamu
dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)."(Qs. Al
Baqarah [2]: 283)

Jumhur ulama berpegang dengan hadits yang ada,

.,zAt ,);) ej ^llirr ;; tt
: 9.. -

"Bahwa Rasulullah SAW melakukan penggadaian saat tidak
bepergian."29l

2et Menunjuk kepada hadits Anas bin Malik ia mengatakan, "Rasulullah SAllt telah
menggadaikan baju besinya pada seorang yahudi di Madinah kemudian beliau
mengambil gandum dari orang tersebut untuk keluargannya". HR. Al Bukhari
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Mengenai pengambilan hukum dilarangnya melakukan

penggadaian saat tidak bepergian dari ayat termasuk kategori dalil
k h i t h ab (maJhum mu kha I dah).

Adapun syarat yang diharamkan dan dilarang oleh nash adalah

seseorang menggadaikan sesuatu dengan syarat apabila ia kembali

memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo maka ia mengambilnya, jika

tidak maka gadaian tersebut menjadi milik (penerima gadai). Mereka

sepakat bahwa syarat ini menyebabkan batalnya akad tersebut, dan hal

tersebut merupakan makna sabda Rasulullah SAW,

"Barang yang digadaikan
menggadaikannye,"ze2

t i ctak bo t eh o,r,,,o'f),''#,,,',o r*r

Mengenai Hukum-Hukum Gadai

Bagian ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya

mengetahui sesuatu yang menjadi hak orang yang menggadai dalam

gadaiannya dan kewajibannya, mengetahui apa yang menjadi hak

penerima gadai dalam suatu gadaian dan kewajibannya, serta mengetahui

perbedaan keduanya dalam hal tersebut, baik dari akad itu sendiri atau

karena perkara-perkara yang datang secara tidak disangka-sangka kepada

suatu gadaian, dan kami akan menyebutkan sebagian dari hal tersebut

yang terkenal terdapat perselisihan serta kesepakatan di antara para

fuqaha berbagai negeri.

(3069, 2508), At-Tirmidzi (1215), An-Nasa'i (7/288), Ibnu Majah (2437),

Ahmad (31102,133, 208, 238).
2e2 Shshih mursal. Diriwayatkan secara maushul oleh lbnu Majah (2441), Ad-

Daruquthni (3132,33),Ibnu Hibban (5934), Al Hakim (2151\ dan telah ia nilai
shahih, dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi (6139), diriwayatkan secara mursal
oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa' (2/728), Abdurazaq (15033), Ad-
Daruquthni (3/33), Al Baihaqi (6139, 40, ,14). Al Hafizh mengomentarinya

dalam Tslkhish Al Habir (3/42), Abu Daud, Al Bazzar, Ad-Daruquthni serta

Ibnul Qaththan menilainya shahih mursal hadits tersebut, sedangkan Ibnu Abdil
Barri dan Ibnu Al Haq menilainya shahih maushul, saya katakan, "Orang yang

telah mengatakan mursql hadits tersebut lebih kuat dan yang benar adalah hadits
tersebut mursaf'.
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Adapun hak penerima gadai dalam suatu gadaian: yaitu
menahannya hingga pemberi gadai memberikan apa yang menjadi
kewajiban atasnya, apabila ia tidak membawanya saat jatuh temponya
maka ia berhak untuk melaporkannya kepada penguasa, kemudian ia
menjual gadaian tersebut dan membaginya sekalipun pemberi gadai
tersebut tidak mau menjualnya, begitu juga apabila ia tidak ada di tempat.
Apabila pemberi gadai tersebut mewakilkan kepada penerima gadai
untuk menjual gadaian saat jatuh temponya maka hal tersebut
dibolehkan. sedangkan Malik tidak menyukai hal tersebut kecuali apabila
ia melaporkan perkara tersebut kepada penguasa.

Gadai menurut jumhur ulama tergantung dengan jumlah hak yang
dengannya suatu barang digadaikan dan sebagian hak tersebut
(maksudnya, apabila ia menggadaikan dalam jumlah tertentu kemudian ia
membayar sebagiannya maka gadaian tersebut sisanya tetap ada di tangan
penerima gadai hingga pemberi gadai tersebut menunaikan hak penerima
gadai tersebut). Sementara sekelompok ulama mengatakan, "Melainkan
sebagian gadaian tersebut tetap berada di tangan penerima gadai sesuai
dengan kadar hak yang tersisa."

Hujjah jumhur adalah: Bahwa gadai tersebut tertahan dengan suatu
hak, sehingga seharusnya tertahan dengan setiap bagian dari hak tersebut.
Asalnya adalah tertahannya harta warisan daripara pewaris hingga
mereka membayar utang yang menjadi kewajiban orang yang telah
meninggal.

Hujjah kelompok kedua adalah: Bahwa seluruh gadai tertahan
dengan seluruh hak tersebut, sehingga sebagiannya tertahan dengan
sebagiannya, asalnya adalah suatu jaminan.

Di antara masalah yang ada dalam bab ini yang terkenar adalah:
Perselisihan mereka mengenai bertambahnya gadaian yang terpisah,
seperti buah pohon, suatu penghasilan, serta anak apakah masuk ke
dalam gadaian atau tidak:

l. Sekelompok ulama berpendapat bahwa tambahan gadaian yang
terpisah tersebut tidak sedikitpun masuk ke dalam gadaian
(maksudnya, yang terjadi di tangan penerima gadai), dan di antara
ulama yang mengatakan hal tersebut adalah Syaf i.
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2. Ulama yang lainnya berpendapat bahwa semua itu masuk ke dalam

gadaian. Dan di antara yang berpendapat hal tersebut adalah Abu

Hanif'ah dan Ats-Tsauri.

3. Malik memberikan perbedaan, ia berkata, "Sesuatu yang berasal

dari tambahan gadaian yang terpisah sesuai dengan ciptaan serta

bentuknya maka masuk ke dalam gadaian, seperti anak sahaya

wanita beserta dengan sahaya wanita tersebut, adapun yang tidak

sesuai dengan ciptaannya serta bentuknya maka tidak masuk ke

dalam gadai, baik yang keluar darinya seperti buah pohon kutma,

atau tidak keluar darinya seperti penyewaan rumah serta setoran

seorang sahaya."

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang berpendapat bahwa

pertambahan gadai tersebut dan hasilnya adalah milik orang yang

menggadaikan adalah sabda Rasulullah SAW,

L"-,{"r':L"}; }'},
"Hewan yang tligadaikan boleh diperah dan ditunggargi.-'o'

Mereka mengatakan, "Sisi pengambilan dalil dari hal tersebut

adalah bahwa Rasulullah SAW tidak bermaksud dengan sabdanya,

"Hewan yang digadaikan boleh diperah dan dinaiki" yaitu dinaiki serta

diperah oleh pemberi gadai. Karena tidak menerimanya, dan hal tersebut

menyelisihi keadaannya sebagai gadai. Karena gadai di antara syaratnya

adalah diterima. Mereka mengatakan, "Tidak sah juga apabila maknanya

bahwa penerima gadai memerah serta menungganginya, sehingga tidak

lain maknanya dalam hal tersebut melainkan bahwa upah

menungganginya untuk orang yang memilikinya (pemberi gadai)

sedangkan nafkahnya menjadi tanggung jawabnya (pemakai atau

penerima gadai).

Mereka juga berdalil dengan keumuman sabda Rasulullah SAW,
tto). oi,. ltot ti t... ot toat,

.a..re QCl 4--:C 4J Ca;l; .',a.. r-rJl

2e3 Shahih. HR. Ishaq bin Rahawaih dalam Musnadnya (282), Ad-Daruquthni
(3/34), Al Hakim (2158), Al Baihaqi (6/38), Al Khathib Al Baghdadi dalam

kitab Tarikhnya (6/184), dan Al Hafizh berkata dalam Al Fath (5/143), dinilai
shahih oleh Al Hakim dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami'
(3561 ).
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"Barang gadai berasal dari orang yang menggaclaikannyu,

baginyu adalah keuntugan dan tanggung jawabnya iulah bilu ada

kerugian."

Mereka berkata, "Karena tambahan tersebut merupakan suatu

kelebihan atas sesuatu yang ia relakan sebagai gadai, sehingga

seharusnya hal tersebut tidak menjadi miliknya kecuali dengan syarat

tambahan."

Dalil yang dijadikan landasan Abu Hanifah bahwa cabang

mengikuti pangkal sehingga ia memiliki hukum pokok, oleh karena itu
hukum anak mengikuti hukum induknya dalam tadbir (bebasnya sahaya

dengan meninggalnya majikan) serta penebusan dirinya.

Adapun Malik maka ia berhujjah bahwa seorang anak hukumnya
adalah hukum ibunya pada saat dijual (artinya ia mengikutinya), dan ia
membedakan antara buah dengan anak dengan hadits yang membedakan

dalam hal tersebut. Dan yang demikian itu bahwa buah tidak mengikuti
dijualnya batang pohon kecuali dengan syarat, sedangkan anak seorang

sahaya mengikutinya tanpa syarat.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa penerima gadai tidak
berhak untuk memanfaatkan sesuatupun dari gadaian.

Dan sekelompok kaum berpendapat apabila gadaian tersebut

berupa hewan maka penerima gadai berhak untuk memerahnya dan

menungganginya sesuai dengan kadar nafkah yang telah ia berikan atas

hewan tersebut, dan hal tersebut merupakan pendapat Ahmad. Mereka
berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari nabi

SAW bahwa beliau bersabda, "Hewan yang digadaikan boleh diperah
serta ditunggangi."

Dan yang termasuk dari bab ini adalah perselisihan mereka
mengenai gadaian yang rusak pada penerima gadai, siapakah yang

bertanggung jawab:

L Sekelompok ulama berpendapat gadaian adalah sebuah amanat dari
pemberi gadai dan perkataan yang kuat adalah perkataan penerima
gadai disertai dengan sumpah, bahwa ia tidak teledor dalam
menjaganya dan tidak melakukan kejahatan terhadapnya, di antara

ulama yang mengatakan demikian adalah Syaf i, Abu Tsaur dan
jumhur ahli hadits.
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2. Sekelompok ulama lainnya berpendapat kerusakan gadaian adalah

dari penerima gadai dan musibah (kerugian) yang menimpanya

adalah menjadi tanggug jawabnya, dan di antara yang mengatakan

penclapat ini adalah Abu Hanifah dan jumhur orang-orang Kufah.

3. Sedangkan para ulama yang mengatakan harus ada jaminan yang

menjadi dua bagian, yaitu: di antara mereka ada yang berpendapat

bahwa gadaian mendapatkan jaminan kurang dari nilai gadaian

tersebut atau nilai utang, dan hal tersebut merupakan pendapat Abu

Hanifah, Sufyan serta sejumlah ulama.

Para ulama yang berpendapat gadaian mendapatkan jaminan sesuai

dengan nilainya, baik sedikit ataupun banyak dan apabila ada

sesuatu yang lebih yang nrenjadi milik pemberi gadai melebihi

utang tersebut maka ia mengambilnya dari penerima gadai, hal

tersebut merupakan pendapat Ali bin Abu Thalib, Atha', dan Ishaq.

4. Sekelompok ulama lainnya membedakan antara sesuatu yang tidak

dapat ditinggalkan seperti hewan yang jelas dapat binasa bila

ditinggalkan, serta harta yang memungkinkan untuk ditinggalkan.

Mereka mengatakan, "Penerima gadai tersebut bertanggung jawab

mengenai sesuatu yang dapat ditinggalkan dan merupakan orang

yang dipercaya mengenai sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan."
di antara ulama yang mengatakan hal tersebut adalah Malik, Al
Auza'i, serta Utsman Al Batti, hanya saja Malik berkata, "Apabila

beberapa saksi memberikan persaksian mengenai binasanya sesuatu

yang dapat ditinggalkan tanpa ada penelantaran serta teledor maka

ia tidak bertanggung jawab." Al Auza'i dan Utsman Al Batti

berkata, "Melainkan ia bertanggung jawab bagaimanapun

keadaannya, baik ada bukti maupun tidak ada bukti." Ibnu Al
Qasim berpendapat sama dengan pendapat Malik, sedangkan

Asyhab berpendapat sama dengan pendapat Utsman dan Al Auza'i.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang menjadikan gadai

sebagai suatu amanah yang tidak mendapatkan jaminan adalah hadits

Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW

bersabda,

.J'r &'s'#L'; ,:^: ;"& e:), ,e")' }t:i v

s46 BidayatulMujtahid



-a-

"Barung yang digadaikan tidak boleh ditutup dari pemilik gadaian,

iu berasal dari orang yang menggadaikannya, baginya adalah keuntugan

dun tanggung jawabnya ialah bila ado kerugiun."2ea

(yaitu ia mendapatkan sesuatu yang dihasilkannya dan

pembiayaannya menjadi kewajibannya, dan penebusannya serta musibah

yang menimpanya menjadi tanggung jawabnya). Mereka mengatakan,
"Orang yang menggadaikan telah rela untuk mengamanahkannya

sehingga serupa dengan sesuatu yang dititipkan pada penerima gadai."

Al Muzani dari kalangan pengikut Syaf i telah berhujjah baginya

dengan mengatakan, "Malik dan orang yang mengikutinya telah

mengatakan bahwa hewan serta apa yang ada di atas punggungnya,

kerusakannya adalah merupakan suatu amanah sehingga semuanya

merupakan suatu amanah, dan makna sabda Rasulullah SAW menurut
Malik dan ulama yang berpendapat dengan pendapatnya, 'dan

kerugiannya adalah menjadi tanggung jawabnya' yaitu nafkahnya."
Mereka mengatakan bahwa makna ini adalah sabda Rasulullah SAW,
"Hewun gadaian boleh ditunggangi dan diperah"zes yaitu upah

menungganginya adalah untuk orang yang memilikinya sedangkan

nafkahnya adalah menjadi kewajibannya (pemakai atau penerima gadai).

Adapun Abu Hanifah serta para sahabatnya mentakwilkan sabda

Rasulullah SAW, "Baginya keuntungannya dan kerugiannya menjadi
tanggung jawabnya"2e6. Bahwa manfaatnya (keuntungannya) adalah
sesuatu yang melebihi utang tersebut, sedangkan kerugiannya adalah
sesuatu yang kurang darinya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang mengatakan bahwa
gadaian tersebut ditanggung oleh penerima gadai adalah bahwa gadaian
tersebut merupakan suatu barang yang berhubungan dengan suatu hak
untuk diambil secara penuh dari awalnya sehingga menjadi gugur dengan
rusaknya hal tersebut, asalnya adalah kerusakan suatu barang jualan di
tangan penjual apabila ia yang membawanya hingga ia mengambil
harganya dengan penuh. Dan hal ini disepakati oleh jumhur ulama
walaupun menurut Malik hal tersebut seperti gadaian.

2e4 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.

'nt Shohih, telah disebutkan takhrij-nya.tu Shohih, telah disebutkan rakhrij-nya.

BidayatulMujtahid 547



Mungkin juga mereka

dari nabi SAW,
t, ,
o)lJt qE JU, ('o+ J

berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan

o/

Jl
t' t ..
g)[-ily

"Bahwa seseorang menerima gadai seekor kuda dari orang lain,
kemudian ia mengelurkan nafkahnya, kemudian Rasulullah SAW
bersabda kepada penerima gadai, 'Hak kamu telah hilang'."2e1

Adapun pembedaan Malik antara sesuatu yang dapat ditinggalkan
dan yang tidak dapat ditinggalkan adalah merupakan suatu rs/iftsan. Dan
makna hal tersebut adalah bahwa suatu tuduhan terkait dengan sesuatu

yang dapat ditinggalkan serta yang tidak dapat ditinggalkan.

Mereka telah berbeda pendapat mengenai makna istihsan yang
seringkali menjadi alasan Malik, sekelompok ulama melemahkan hal

tersebut. Mereka mengatakan, "Hal tersebut seperti istihsan-nya Abu
Hanifah", dan mereka mendefinisikan istihsan sebagai suatu perkataan

tanpa dalil. Sedangkan istihsan menurut Malik adalah menggabungkan
antara dalil-dalil yang bertentangan, jika hal tersebut demikian maka
bukanlah suatu perkataan tanpa dalil.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pemberi gadai tidak boleh
menjual gadaiannya dan tidak pula memberikannya, dan apabila ia
menjualnya maka penerima gadai berhak untuk memberikan izin atau

menggagalkan gadaian tersebut. Malik berkata, "Apabila dituduh bahwa
ia membolehkan untuk menjualnya agar ia cepat mendapatkan haknya,
maka ia bersumpah atas hal tersebut dan hal tersebut menjadi haknya."
Sekelompok ulama mengatakan, "Boleh baginya untuk menjualnya."

Dan apabila gadaian tersebut adalah seorang sahaya laki-laki atau

sahaya wanita kemudian pemberi gadai membebaskannya, maka menurut
Malik apabila pemberi gadai tersebut adalah orang yang mampu maka
boleh baginya untuk membebaskannya dan segera memberikan hak
kepada penerima gadai, namun apabila ia adalah orang yang tidak
mampu maka sahaya tersebut dijual dan hak tersebut dibayar dari harga

2e7 Mursal. HR. Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (41102), serta Al
Baihaqi (6141), seluruh mereka dari Atha' bin Abu Rabah secara marfu', dan
alasannya adalah mursal-nya hadits tesebut.
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sahaya tersebut. Sementara Syaf i memiliki tiga pendapat, yaitu
menolak, membolehkan, dan yang ketiga adalah seperti perkataan Malik.

Adapun perselisihan orang yang menggadai dan penerima gadai
mengenai kadar hak yang wajib ada pada gadaian, para fuqaha berbeda
pendapat mengenai hal tersebut:

1. Malik berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan
penerima gadai mengenai apa yang telah ia sebutkan berupa kadar
hak tersebut selama nilai gadai tersebut tidak kurang, kemudian
sesuatu yang melebihi nilai gadai tersebut maka perkataan yang
kuat adalah perkataan orang yang menggadaikan.

2. Syaf i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan jumhur fuqaha berbagai
negeri berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan
pemberi gadai.

Dalil yang dijadikan landasan jumhur adalah bahwa pemberi gadai
adalah orang yang tertuduh, sedangkan penerima gadai adalah orang
yang menuduh, sehingga sumpah tersebut merupakan kewajiban orang
yang menggadai sesuai dengan zhahir hadits yang terkenal.

Dalil yang dijadikan landasan Malik disini adalah bahwa penerima
gadai walaupun ia adalah orang yang menuduh namun ia memiliki
kekuatan untuk memindahkan sumpah tersebut kedalam posisinya, yaitu
bahwa gadaian tersebut merupakan bukti baginya. di antara kaidahnya
adalah orang yang memiliki kekuatan yang lebih di antara orang yang
saling menuduh melakukan sumpah, sedangkan menurut jumhur hal ini
bukan merupakan keharusan, karena pemberi gadai adakalanya
menggadaikan sesuatu yang nilainya melebihi sesuatu yang karenanya
digadaikannya barang.

Adapun apabila barang gadai tersebut rusak dan mereka berbeda
pendapat mengenai sifatnya, maka perkataan yang kuat di sini menurut
Malik adalah perkataan penerima gadai karena ia adalah orang yang
tertuduh, dan dia mengakui sebagian apa yang dituduhkan kepadanya, hal
ini sesuai dengan kaidahnya. Penerima gadai juga merupakan orang yang
bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dapat ditinggal. Adapun
menurut kaidah Syaf i maka tidak dapat dibayangkan penerima gadai
memiliki kewajiban unfuk bersumpah kecuali apabila orang yang
menggadaikan menyangkalnya mengenai perusakan barang gadai
tersebut.
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Adapun menurut Abu Hanifah perkataan yang kuat adalah
perkataan penerima gadai mengenai nilai gadaian tersebut, dan tidak
butuh kepada sifat, karena menurut Malik ia bersumpah diatas sifat
tersebut dan penaksiran nilai sifat tersebut.

Adapun apabila mereka berbeda pendapat mengenai kedua hal
tersebut (maksudnya, mengenai sifat dan kadar gadaian tersebut) maka
perkataan yang kuat adalah perkataan penerima gadai mengenai sifat
gadaian tersebut dan mengenai hak, selama nilai sifat yang mana ia
bersumpah atasnya menjadi penguat bukti baginya. Dalam pendapat ini
terdapat suatu kelemahan.

Apakah suatu hak menjadi bukti bagi nilai suatu gadai apabila
mereka sepakat mengenai hak tersebut dan berbeda pendapat mengenai

nilai gadaian? Dalam madzhab Malik terdapat dua pendapat. Dan yang
paling sesuai dengan qiyas adalah menjadi bukti, karena apabila gadai

tersebut memberikan bukti terhadap suatu utang maka utang menjadi
saksi bagi barang yang digadaikan.

Cabang masalah pada bab ini banyak, dan yang telah kami
sebutkan telah cukup.
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KITAB LARANGAN MEMBELANJAKAN I{ARTA

Pembahasan dalam kitab ini terbagi dalam tiga bab, yaitu:

Bab I

Golongan Orang-Orang yang Dilarang Membelanjakan Hartanya

Para ulama sepakat mengenai wajibnya pelarangan tersebut atas

anak-anak yatim yang belum delasa, berdasarkan firman Allah Ta'ola,
"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 6),

Mereka berbeda pendapat mengenai palarangan orang yang telah

dewasa apabila nampak darimereka sikap menghamburkan harta mereka:

l. Malik, Syaf i, dan penduduk Madinah serta kebanyakan penduduk

Irak berpendapat dibolehkannya melarang mereka untuk
membelanjakan harta mereka dengan keputusan dari penguasa

(pemerintah). Yang demikian itu apabila telah jelas baginya sifat
boros mereka dan penguasa telah menuntut mereka untuk
memberikan alasan namun mereka tidak memiliki pendukung. Dan
hal tersebut merupakan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair.

2. Abu Hanifah dan sekelompok orang dari penduduk Irak
berpendapat bahwa orang-orang dewasa tidak dilarang dari
membelanjakan hartanya. Hal tersebut merupakan pendapat

Ibrahim dan Ibnu Sirin, mereka terbagi menjadi dua bagian, di
antara mereka ada yang mengatakan, "Pelarangan tersebut tidak
boleh diberikan kepada mereka setelah mencapai usia baligh
dengan kondisi bagaimanapun, walaupun nampak dari mereka
tindakan penghamburan harta." Diantara mereka ada yang
mengatakan, "Apabila mereka memiliki sikap penghamburan harta
dari kecil maka pelarangan tersebut berlanjut terus atas mereka.

Apabila nampak dari mereka sifat berakal setelah baligh kemudian
nampak sifat tidak dewasa maka mereka dilarang dari
membelanjakan harta mereka." Abu Hanifah membatasi mengenai
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hilangnya pelarangan tersebut, walaupun nampak sitat boros

mereka dalam membelanjakan harta hingga umur dua puluh lima

tahun.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang mewajibkan

pelarangan orang dewasa adalah bahwa pelarangan anak kecil diwajibkan

karena adanya penghamburan harta, yang secara umum terdapat dalam

diri mereka, sehingga harus ada pelarangan atas orang yang didapati

dalam dirinya sifat ini walaupun bukan anak-anak. Mereka berkata,

"Oleh karena itu disyaratkan untuk menghilangkan pelarangan tersebut

dari diri mereka disertai dengan hilangnya masa muda adalah nampaknya

sifat dewasa. Allah Ta'ala berfirman, 'Kenrudian jika menurut

pendapatmu mereka Telah cerdus (sfat dewasa), Maka serahkanlah

kepada mereka harta-hartanya.' (Qs. An-Nisaa' [4]: 6)'" Maka hal ini

menunjukkan bahwa penyebab yang mengharuskan pelarangan tersebut

adalah sifat boros.

Dalil yang dijadikan landasan pengikut madzhab Abu Hanifah

adalah hadits Hibban bin Munqidz,
'v.-! cr'5, t i'ra.6 *3 + h' J-. i, {;').-ti"tt,u -rJ'' \P, \-

^IL";.L.1. l'rr-.i ,ry, e't * il' P :,'l;',
"Ketika ia menyebutkan kepada Rasululullah SAW bahwa ia telah

tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah SAW memberikan khiyar

kepadanya selama tiga hari, dan beliau tidak melarangnya untuk

membelanj akan hartan y a."zet

Kemungkinan mereka mengatakan, "I-Isia kecil adalah yang

memberikan pengaruh dalam pelarangan untuk membelanjakan harta,

dengan dalil pengaruhnya dalam menggugurkan kewajiban.

Sesungguhnya diperhitungkannya usia kecil karena biasanya terdapat

sifat boros, sebagaimana biasanya terdapat sifat kurang akal. Oleh karena

itu usia baligh dijadikan tanda adanya pembebanan suatu kewajiban dan

tanda sifat dewasa. Dimana kedua hal tersebut pada umumnya terdapat

pada usia baligh (maksudnya, berakal dan dewasa), sebagaimana sesuatu

yang jarang terjadi tidak diperhitungkan dalam suatu pembebanan

kewajiban (maksudnya, sebelum baligh ia dapat berakal kemudian

2e8 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan sebelumnya.
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dibebani suatu kewajiban), begitu pula sesuatu yang jarang terjadi tidak
diperhitungkan dalam sifat boros, yaitu setelah baligh ia menjadi orang
yang boros kemudian dilarang untuk membelanjakan hartanya.

Sebagaimana tidak diperhitungkan sebelum ia baligh sebagai orang
yang dewasa. Mereka berkata, "Firman Allah Ta'ala, ,Dan janganlah
kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya),
harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmtr' (es. An-Nisaa' [4]: 5),
tidak lebih dari suatu pelarangan dari memberikan harta kepada mereka,
dan hal tersebut tidak mengharuskan batalnya jual beli mereka."

Dan orang-orang yang dilarang untuk membelanjakan harta
mereka menurut Malik ada enam, yaitu:

1. Anak kecil

2. Orang yang boros.

3. Sahaya.

4. Orang yang bangkrut.

5. Orang sakit.

6. Seorang isteri.

Setiap mereka akan dibahas pada babnya.

Bab II
Kapan Mereka Keluar dari Pelarangan Membelanjakan Harta

Mereka dan dengan Syarat Apa Mereka Ketuar

Pembahasan dalam bab ini terdapat dalam dua hal, yaitu: Mengenai
waktu keluar anak kecil dari pelarangan tersebut, dan waktu keluarnya
orang yang boros.

Menurut kami, anak kecil itu ada dua macam, yaitu: Laki-laki dan
wanita. Setiap mereka adalah orang yang memiliki bapak, atau orang
yang diserahi wasiat, atau orang yang ditelantarkan (mereka adalah orang
yang telah baligh, yang tidak memiliki orang yang diserahi wasiat oleh
walinya dan tidak memiliki bapak).

Adapun anak laki-laki yang masih kecil dan memiliki bapak:
Para ulama telah sepakat bahwa mereka tidak keluar dari pelarangan
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untuk membelanjakan harta mereka kecuali dengan sampai pada umur

pembebanan suatu kewajiban (baligh), serta tampaknya sifat dewasa dari

diri mereka (dewasa), walaupun mereka telah berbeda pendapat

mengenai sifat dewasa itu? Yang demikian itu berdasarkan firman Allah

Ta'ala, "Dan ujilah anak yalim itu sampai mereka cukup umur untttk

kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (sfat

dewasa), Maka serahkanlah kepada mereka harta-harlarzya'" (Qs. An-

Nisaa' [a]: 6).

Mereka berbeda pendapat mengenai wanita:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum mereka dalam hal

tersebut seperti hukum laki-laki (maksudnya, sampai pada waktu

haid dan nampaknya sifat dewasa).

2. Malik berpendapat dia berada dalam kewalian bapaknya 
-dalam

riwayat terkenal yang berasal darinya- hingga ia menikah dan

suaminya mencampurinya serta terlihat sifat dewasanya. Dan telah

diriwayatkan darinya seperti perkataan jumhur. Para pengikut

Malik memiliki pendapat selain ini. Ada yang mengatakan bahwa

ia berada dalam kewalian bapaknya hingga berlalu satu tahun

setelah suaminya mencampurinya, dan ada pula yang mengatakan

hingga berlalu dua tahun. Ada yang mengatakan hingga berlalu

tujuh tahun.

Hujjah Malik adalah bahwa nampaknya sifat dewasa tidak dapat

tergambarkan dari seorang wanita kecuali setelah diuji oleh laki-laki.

Adapun perkataan para pengikut Malik adalah lemah serta menyelisihi

nash dan qiyas. Adapun penyelisihannya terhadap nash adalah bahwa

mereka tidak mensyaratkan sifat dewasa. Adapun penyelisihannya

terhadap qiyas adalah dikarenakan sifat dewasa adalah merupakan

sesuatu yang mungkin terjadi sebelum waktu yang terbatas ini.

Apabila kita mengatakan seperti perkataan Malik tidak seperti

perkataan jumhur ulama, bahwa perhitungan pada laki-laki yang

memiliki bapak adalah usia baligh serta nampak dewasa. Perkataan Malik
berbeda-beda apabila ia telah mencapai usia baligh dan tidak dapat

dibedakan sifat boros dari sifat dewasa dalam menjaga harta dan

keadaannya tidak diketahui: Ada yang mengatakan dari Malik bahwa hal

tersebut dipahami dengan sifat borosnya hingga nampak sifat dewasanya,
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dan ini pendapat terkenal. Ada yang mengatakan dari Malik bahwa hal

tersebut dipahami dengan sifat dewasanya hingga nampak sifat borosnya.

Adapun orang yang memiliki pewasiat: Mereka tidak keluar dari

kewalian tersebut menurut pendapat yang terkenal dari Malik, kecuali

orang yang diserahi wasiat membebaskannya dari pelarangan tersebut,

(yaitu ia mengatakan dalam hal tersebut bahwa ia adalah orang yang

dewasa) apabila ia dipilih oleh bapaknya dengan tanpa ada perselisihan,

atau dengan seizin hakim bersama dengan orang yang diserahi wasiat

apabila ia dipilih oleh selain bapaknya berdasarkan perselisihan dalam

hal tersebut.

Ada yang mengatakan mengenai orang yang diserahi wasiat

bapaknya; bahwa ia tidak diterima perkataannya, bahwa ia yang dewasa

kecuali hingga diketahui kedewasaanya. Dan ada yang mengatakan

bahwa keadaannya bersama dengan orang yang diserahi wasiat seperti

keadaannya bersama dengan bapaknya, ia keluar dari pelarangan tersebut

apabila telah nampak darinya kedewasaanya walaupun orang yang

diserahi wasiat belum mengeluarkannya dengan memberikan persaksian.

Orang yang keadaannya tidak diketahui dalam hal ini hukumnya adalah

hukum orang yang tidak diketahui keadaannya dan memiliki bapak.

Adapun Ibnu Al Qasim madzhabnya adalah bahwa kewalian
keberadaannya tidaklah diakui apabila telah diketahui sifat dewasanya,

dan gugumya kewalian tidaklah diakui apabila telah diketahui sifat
dewasanya menjaga harta. Ini merupakan riwayat dari Malik dan
pendapatnya mengenai anak yatim bukan gadis.

Sebab perbedaan pendapat: Bahwa orang yang mengakui
kewalian tersebut maka ia mengatakan seluruh perbuatannya adalah

tertolak walaupun nampak sifat dewasanya hingga ia keluar dari
kewalian, dan hal tersebut adalah pendapat yang lemah, karena yang
berpengaruh adalah sifat dewasanya bukan keputusan penguasa.

Adapun perselisihan mereka mengenai apa itu sifat dewasa:

1. Malik berpendapat bahwa sifat dewasa adalah mengembangkan
harta dan memperbaikinya saja.

2. Syaf i mensyaratkan bersama dengan hal ini (mengembangkan

harta dan memperbaikinya) kebaikan agamanya.

BidayatulMujtahid 555



Sebab perbedaan pendapat: Apakah nama dewasa diperuntukkan
juga bagi orang yang tidak baik agamanya?

Keadaan gadis bersama dengan orang yang diserahi wasiat seperti

orang laki-laki, tidak keluar dari kewalian kecuali dengan dikeluarkan,

selama belum menjadi perawan tua sesuai dengan perselisihan dalam hal

tersebut. Ada yang mengatakan, "Keadaannya bersama dengan orang
yang diserahi wasiat sebagaimana keadaannya bersama dengan

bapaknya," dan hal tersebut merupakan pendapat Ibnu Al Majisyun. Dan

mereka tidak berbeda pendapat bahwa tidak diakui padanya sifat dewasa

sebagaimana perselisihan mereka mengenai anak yatim.

Adapun tentang anak laki-laki yang ditelantarkan: menurut
pendapat yang masyhur bahwa tindakannya dibolehkan apabila ia telah

baligh, baik ia dahulunya adalah orang idiot yang terus menerus atau

tidak, terang-terangan atau tidak. Adapun Ibnu Al Qasim, ia

mempertimbangkan tindakan itu sendiri apabila telah terjadi; jika ia

dewasa maka dibolehkan, namun jika tidak maka tidak boleh.

Adapun anak yatim wanita yang tidak memiliki bapak sena orang
yang diserahi wasiat, maka mengenai dirinya menurut madzhab Malik
ada dua pendapat, yaitu:

1. Bahwa tindakan-tindakannya dibolehkan apabila ia telah

mengalami haid.

2. Bahwa tindakan-tindakannya tertolak selama belum menjadi
perawan tua, dan pendapat inilah yang terkenal.

Bab III
Hukum-Hukum Tindakan Mereka Dalam Hal Menolak dan

Memberi Izin

Fokus pembahasan bab ini dalam dua hal, salah satunya adalah:

Tindakan yang dibolehkan bagi satu golongan di antara golongan yang

dilarang membelanjakan hartanya, dan apabila mereka bertindak maka
bagaimana hukum tindakan mereka dalam penolakan serta pemberian

izin. Begitu pula tindakan orang-orang yang ditelantarkan (mereka adalah

orang yang telah mencapai usia baligh tanpa ada bapak dan orang yang

diserahi wasiat), mereka sebagaimana yang telah kami katakan, baik
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sebagai anak-anak kecil atau orang dewasa yang terus mendapatkan

pelarangan dari sejak kecil atau baru saja mendapat pelarangan tersebut.

Adapun anak kecil laki-laki yang belum berusia baligh dan wanita
yang belunr mengalami haid, maka tidak ada perbedaan pendapat

menurut madzhab Malik, bahwa mereka tidak boleh menghibahkan,

bersedekah, memberi, serta membebaskan walaupun bapaknya serta

orang yang diserahi wasiat membolehkannya. Sehingga apabila ia telah

mengeluarkan sesuatu dari tangannya tanpa ada balasan maka menjadi

sesuatu yang diwakafkan sesuai pandangan walinya apabila ia memiliki
wali, dan apabila ia melihatnya dewasa maka ia membolehkannya,

namun jika tidak maka ia telah membatalkannya. Dan jika ia tidak
memiliki wali maka dipilih seorang wali untuk menilai hal tersebut, dan

apabila ia bertindak dalam hal tersebut 
-hingga 

ia menguasai

perkaranya- maka pendapat tersebut berpulang kepadanya dalam
pemberian izin dan penolakan.

Dan diperselisihkan apabila wali melakukan hal tersebut untuk
menutupi (mengganti) serta sebagai tindakan yang memang harus

dilakukan olehnya, apakah ia boleh membatalkan apabila perkara tersebut
kembali kepada perbedaan pasar, atau bertambahnya sesuatu yang dijual,
atau kekurangan yang ada dalam sesuatu yang dibeli. Menurut pendapat
yang masyhur bahwa ia dibolehkan melakukannya. Ada yang
mengatakan ia tidak boleh melakukannya. Begitu pula hukum sesuatu
yang dirusak anak kecil dan bukan merupakan hal yang diamanahkan
kepadanya maka harus diganti. Adapun hukum sesuatu yang
diamanahkan kepadanya lalu dirusak olehnya maka dalam hal ini terdapat
perbedaan pendapat.

Seseorang tidak harus membebaskan sesuatu yang ia sumpahi
dengan kehendaknya pada waktu kecil setelah berusia baligh atau
melanggar sumpah tersebut pada waktu masih kecil. Dan telah
diperselisihkan mengenai sesuatu yang ia langgar pada usia dewasa dan
bersumpah dengannya saat masih kecil:

L Menurut pendapat yang terkenal, baginya tidak wajib
membebaskan hal tersebut.

2. Ibnu Kinanah berpendapat wajib membebaskannya dan ia tidak
wajib untuk bersumpah terhadap sesuatu yang dituduhkan
kepadanya.
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Adapaun apabila ia memiliki satu orang saksi apakah ia bersumpah

bersamanya, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat:

1. Menurut pendapat yang terkenal, ia tidak harus bersumpah.

2. Riwayat dari Malik dan Al-Laits mengatakan ia harus

mengucapkan sumpah.

Keadaan seorang gadis yang memiliki bapak dan orang yang

diserahi wasiat sama seperti seorang laki-laki selama ia belum menjadi

perawan tua menurut pendapat yang memperhitungkan keperawanan

tuannya.

Adapun orang idiot yang telah baligh: Jumhur ulama berpendapat

bahwa orang yang dilarang membelanjakan hartanya apabila telah

menceraikan istrinya atau mengkhulu'nya maka cerai dan khulu'nya

telah jatuh, kecuali pendapat Ibnu Abu Laila dan Abu Yusuf. Ibnu Abu

Laila berpendapat beda mengenai pembebasan perceraian serta khulu'

tersebut, ia mengatakan bahwa hal tersebut berlaku. Sedangkan jumhur

berpendapat bahwa hal tersebut tidak berlaku.

Adapun wasiatnya, maka saya tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat mengenai berlakunya wasiat tersebut. sementara hibah,

sedekah, pemberian, serta membebaskan sahaya, dan perbuatan yang

ma'ruf semuanya tidak berlaku kecuali membebaskan ummu waladnya

(sahaya wanita yang melahirkan anak darinya) maka ia harus

membebaskannya, dan semua merupakan madzhab Malik'

Adapun hartanya, apakah mengikutinya? Ada yang mengatakan

bahwa harta tersebut mengikutinya. Ada yang mengatakan tidak

mengikuti, dan ada pula yang membedakan antara harta sedikit dan yang

banyak.

Adapun sesuatu yang ia lakukan dengan suatu imbalan maka hal

tersebut juga tertahan dalam pembahasan mengenai walinya apabila ia

memiliki wali, apabila ia tidak memiliki wali maka dipilihkan seorang

wali untuknya. Kemudian apabila wali tersebut menolak jual belinya

sedangkan ia telah menghilangkan harganya maka tidak ada hak

sedikipun dari hartanya tersebut, begitu juga apabila ia telah

menghilangkan barang yang dijual.
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Adapun hukum tindakan orang yang dilarang membelanjakan

hartanya atau orang yang ditelantarkan menurut madzhab Malik:
Sesungguhnya hal tersebut terbagi menjadi empat keadaan, yaitu:

1. Di antara mereka ada yang seluruh tindakannya ditolak, walaupun

dalam tindakan tersebut terdapat sifat dewasa.

2. f)i antara mereka ada yang merupakan kebalikan dari hal diatas,

yaitu seluruh tindakannya dipahami sebagai tindakan dewasa

hinggajelas padanya terdapat sifat boros atau kebodohan.

3. Di antara mereka ada yang seluruh tindakannya dipahami sebagai

tindakan bodoh selama tidak jelas kedewasaannya.

4. Kebalikan dari hal ini (no.3) juga yaitu bahwa seluruh tindakan

dipahami sebagai tindakan dewasa hingga jelas sifat bodohnya.

Adapun orang yang dihukumi dengan sifat bodoh walaupun telah

nampak kebijaksanaannya adalah anak kecil yang belum baligh, seorang

gadis yang memiliki bapak dan orang yang diserahi suatu wasiat selama

belum menjadi perawan tua menurut madzhab yang memperhitungkan
keperawanan tuanya. Dan telah diperselisihkan mengenai batasan

tersebut anrara kurang dari tiga puluh tahun hingga umur enam puluh.

Adapun orang yang dinilai dewasa walaupun telah diketahui sifat
bodohnya. Diantaranya adalah orang bodoh yang tidak ada kewalian
atasnya dari bapaknya serta dari penguasa menurut madzhab Malik yang

terkenal, berbeda dengan Ibnu Al Qasim yang mempertimbangkan sifat
dewasa itu sendiri bukan kewalian tersebut dan seorang gadis yatim yang

telantar menurut pendapat Sahnun.

Sementara orang yang dinilai boros atau bodoh dengan penilaian
yang belum nampak sifat bijaksananya: seperti anak laki-laki setelah

mencapai usia baligh pada masa hidup bapaknya menurut pendapat Malik
yang terkenal, dan keadaan seorang gadis yang memiliki bapak namun
tidak memiliki orang yang diserahi wasiat apabila ia telah menikah, serta

suaminya telah mencampurinya selama belum nampak sifat dewasanya,

dan selama belum sampai pada batasan tahun yang diakui menurut
pendapat yang memperhitungkan hal tersebut. Begitu juga wanita yatim
yang tidak memiliki orang yang diserahi wasiat menurut pendapat ulama
yang berpendapat bahwa tindakannya tertolak.

Bidayatul Mujtahid 559



Adapun kondisi yang padanya dihukumi dengan hukum sebagai

orang yang dewasa hingga nampak sifat borosnya diantaranya adalah

kondisi seorang perawan tua menurut orang yang memperhitungkan

keperawanan tua tersebut atau wanita yang telah dicampuri oleh

suaminya dan pencampurannya telah berlalu hingga batas tahun yang

telah diakui menurut pendapat yang mempertimbangkan batasan tersebut.

Begitu juga kondisi anak laki-laki yang memiliki bapak dan kondisinya

tidak diketahui menurut salah satu dari dua riwayat. Begitupula dengan

gadis setelah mencapai usia baligh menurut riwayat yang

mempertimbangkan percampurannya dengan suaminya. Inilah beberapa

kesimpulan pembahasan yang ada dalam kitab ini, sedangkan cabang-

cabangnya adalah banyak.
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KITAB TENTANG PAILIT

Pembahasan dalam kitab ini mengenai kepailitan, serta hukum
orang yang pailit, kami katakan:

Bahwa bangkrut atau pailit dalam syari'at disebutkan untuk dua
makna:

Pertamo, utang yang menghabiskan harta orang yang berutang,
sehingga dalam hartanya tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk
membayar utang-utangnya.

Kedua, orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Dan dalam
kedua macam pailit tersebut para ulama berbeda pendapat mengenai
hukumnya. Adapun keadaan yang pertama (yaitu apabila menurut
penguasa telah nampak kebangkrutannya sebagaimana yang telah kami
sebutkan). Maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut:
Apakah bagi penguasa dibolehkan untuk melarangnya membelanjakan
hartanya hingga ia menjualnya untuk melunasi utang tersebut dan
membagikannya kepada orang-orang yang berpiutang sesuai dengan
prosentase piutang mereka ataukah ia tidak boleh melakukan hal
tersebut?, melainkan menahannya hingga ia menyerahkan kepada mereka
seluruh hartanya sesuai dengan prosentase yang telah disepakati atau
untuk orang yang telah disepakati di antara mereka.

Dan perselisihan ini sendiri dapat digambarkan pada orang yang
memiliki harta yang dapat melunasi utangnya, kemudian orang yang
berutang tersebut menolak untuk membagikan hasilnya kepada orang
yang berpiutang, apakah penguasa boleh menjualnya kemudian
membagikan hasilnya di antara mereka ataukah ia menahannya hingga ia
memberikan dengan tangannya apa yang wajib atasnya?

Jumhur ulama perpendapat bahwa penguasa harus menjual harta
tersebut kemudian membagikan hasilnya di antara para piutang apabila
dalam waktu yang lama, atau menghukuminya dengan suatu
kebangkrutan, dan apabila hartanya tidak cukup untuk membayar utang-
utangnya dan melarangnya untuk membelanjakan hartanya. Hal tersebut

BidayatulMujtahid 561



merupakan pendapat Malik dan Syaf i sedangkan Abu Hanifah dan

sejumlah penduduk Irak berpendapat lain.

Hujjah Malik dan Syati'i adalah hadits Mu'adz bin Jabal,

.tt ...
oeV -f )-? fle

o.^t

*'t f nu\'* u;'k ,r,

pada zaman Rasulullah SAW,

melunasinya kepada orang Yang

!."i"&'^L"ii -k
"Bahwa utangnya telah banYak

maka hartanya tidak mencukupi untuk

berpiutang."2ee

Serta hadits Abu Sa'id Al Khudri:
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Y.u',il,

"Bahwa seseorang telah tertimpa musibah pada zaman nurufuffuj

SAW dalam buah yang telah ia beli sehingga utangnya menjadi banyak,

kemudian Rasulullah SAW bersabda,' Bersedekahlah kalian kepadanya,'

kemudian orang-orang bersedekah kepadanya namum hal tersebut tidak

cukup untuk membayar utangnya, kemudian Rasulullah SAW bersabda,

'Ambiltah apa yang kalian dapatkan dan tidak ada lagi untuk kalian

kecuali hal tersebur '.'3oo

Hadits umar mengenai keputusannya terhadap seorang laki-laki

yang pailit dengan penahanan dirinya, dan perkataannya mengenai hal

tersebut, "Adapun selanjutnya, sesungguhnya Usaifi' (yaitu Usaifi'

Juhainah) telah rela dengan utangnya serta amanahnya untuk dikatakan ia

telah mendahului orang yang telah berhaji, dan ia telah membeli sesuatu

secara kredit untuk menghindari dari membayar secara tunai kemudian

HR. Ad-Daruqutni (4/230), Al Hakim (2/58), dan telah ia nilai shahih, dan

ditetapkan oleh Adz-Dzahabi dan HR. Al Baihaqi (6/48' 50).

Shahih HR. Muslim (1556), Abu Daud (3469), At-Tirmidzi (655), An-Nasa'i
(71265),Ibnu Majah (2356) dan Ahmad (3/36, 58).
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sesuatu tersebut telah tertimpa kehancuran, barangsiapa yang memiliki
piutang padanya maka hendaknya ia mendatangi kami."30r

Begitu juga dari sisi pemahaman, apabila seseorang yang sakit
dilarang membeianjakan hartanya karena memperhatikan para
pewarisnya, maka orang yang berutang lebih layak untuk mendapatkan
penahanan karena memperhatikan para pemilik piutang. Pendapat ini
adalah yang paling baik karena lebih adil, Allahu a'lam.

Adapun hujjah kelompok kedua yang berpendapat dengan
penahanan sampai menunaikan kewajibannya dan meninggal dalam
keadaan tertahan, kemudian hakim saat itu menjual hartanya dan
membagikan hasilnya kepada para pemilik piutang. Kemudian di antara
hujjah tersebut adalah:

Hadits Jabir bin Abdullah ketika bapaknya mati syahid di Lrhud,
dan ia memiliki utang, saat pemilik piutang menuntutnya maka Jabir
berkata,

'.; ,F"ji"&J:\t ,|5K ,&': ur ir' .b i,'J;', -fG
&'i * \' ,k it J;r'e'C r;i ,€)itfu'r ,p,w
'Jtbt'&i f W ri-;., ,rttiu'J\:AL ):;L',t', i,So ,p.v
o ,.i . -,, " tl 

t-t o t x.,'-i ,. !o.'.. '. ' c 2

:-:6 C') i4*'r4:":bn W5i; ,f')r.:f €G>1 }fir *e
t.4"f

"Kemudian saya mendatangi Nabi SAW dan berbicara dengannya
lalu beliau meminta kepada mereka untuk menerima kebun dariku dan
membebaskan ayahku dari utang tersebut, namun mereka menolak maka
Rasulullah sAw tidak memberikan kebunku kepada mereka, beriau
bersabda, "Nemun aku akan datang kepadamu." Jabir berkata,
"Kemudian beliau datang kepada kami pada pagi hari, lalu beliau
mengelilingi pohon kurma dan mendoakan buahnya agar mendapatkan

r0r Dha'if. HR. Malik dalam At Muwaththa' (2/770) (1460), Al Baihaqi (6/49),
(10/141), dan dinilai dha'if oleh Al Albani dalamAl h-wa'(1436).
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berkah. Kemudian kami memanennya dan membayar hak-hak mereka

dari buah tersebut, dan masih ada sisa dari buah tersebut"3O2.

Juga hadits yang diriwayatkan: Bahwa Usaid bin Al Hudhair
meninggal dunia dan ia memiliki utang sepuluh ribu dirham, kemudian

Umar bin Al Khaththab memanggil para pemilik piutang lalu
memerintahkan mereka untuk menerima tanahnya selama empat tahun

untuk mendapatkan hak mereka atasnya.

Mereka (para ulama) berkata: Atsar-atsar ini seluruhnya tidak
menunjukkan penjualan harta pokok dengan utang. Mereka mengatakan

bahwa yang menunjukkan penahanannya adalah sabda Rasulullah SAW,
ttr

.E*'t'A'f ,F brll ;
"Menghindarnya orang kaya clori melunasi uronr, menyebabkan

k e h a I a I a n ke h o rm a t a n ny a d a n m e n g h uku m ny a3o3 ."

Mereka berkata, "Menghukumnya adalah dengan menahannya."

Kemungkinan mereka menyamakan kepemilikan hak atas tempat tinggal
dengan kepemilikan hak penjualannya.

Apabila kita katakan bahwa orang yang bangkrut ditahan maka
pembahasannya adalah mengenai sebab ia ditahan, utang apa hingga

terjadi pembagian hartanya, dan pada harta apa terjadinya pembagian

tersebut? Serta bagaimana tedadi?

Adapun orang yang bangkrut, ia memiliki dua kondisi, yaitu:
Kondisi pada waktu bangkrut sebelum ditahan, serta kondisi setelah

penahanan tersebut.

Adapun sebelum penahanan: Maka tidak dibolehkan baginya untuk
merusakkan sedikipun dari hartanya menurut Malik tanpa ada ganti

apabila berasal dari sesuatu yang tidak lazim dan yang tidak biasa

dilakukan. Dan disyaratkan apabila berasal dari sesuatu yang tidak lazim
baginya, karena baginya boleh melakukan sesuatu yang lazim menurut

Shahih HR. Al Bukhari (2395), Abu Daud (2884), At-Tirmi&i (2434) dan Ibnu
Majah (2434).
Hasan. HR. Abu Daud (3628), An-Nasa'i (71316),Ibnu Majah (242'l), Ahmad
(41222,388, 389), Al Hakim (41102), Al Baihaqi (6/51), dan seluruh mereka
berasal dari hadits Amru bin Asy-Syuraid dari bapaknya secara marfu' dan telah
dinilai ftcscn oleh Al Albani dalam Shahih An-Nasa'i.
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syari'at walaupun tanpa ada ganti, seperti memberikan nafkah kepada
orang tua atau anak yang mengalami kesulitan. Dan dikatakan "Berasal
dari scsuatu yang tidak biasa dilakukan" karena ia dibolehkan untuk
merusak sedikit hartanya dengan tanpa ada ganti seperti kurban,
pembclanjaan pada hari raya serta sedikit sedekah. Begitu pula
diperhatikan kebiasaan dalam membelanjakannya dengan ada ganti
seperti menikah dan memberi nafkah kepada istri.

Dibolehkan untuk menjual dan membelinya selama tidak ada unsur
pengkhususan. Begitu pula dibolehkan untuk mengakui utang bagi orang
yang dituduh. Dan pendapat Malik berbeda-beda mengenai pernbayaran
utang kepada sebagian pemilik piutang tanpa sebagian yang lain dan
mengenai jumlahnya.

Adapunjumhur ulama yang berpendapat dengan adanya penahanan
terhadap orang yang bangkrut, mereka berkata, "Penahanan tersebut
sebelum adanya vonis sebagaimana orang lain." Sementara jumhur ulama
berpendapat pada dasarnya berbuat apa saja dibolehkan sampai terjadi
penahanan. Sedangkan Malik sepertinya mempertimbangkan makna
bangkrut itu sendiri, yaitu terbelitnya harta dengan sebab utang akan
tetapi ia tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam setiap kondisi,
karena ia membolehkan untuk menjual dan membelinya apabila tidak
terdapat unsur pengkhususan, dan ia tidak membolehkan hal tersebut bagi
orang yang ditahan.

Adapun kondisinya setelah diputuskan sebagai orang yang
bangkrut maka tidak dibolehkannya untuk membeli, menjual, mengambil
serta memberi dan tidak boleh mengakui suatu utang orang dekat maupun
jauh dalam tanggungannya menurut pendapat Malik.

Ada yang berpendapat kecuali salah seorang dari mereka memiliki
bukti, dan ada yang mengatakan, "Dibolehkan bagi orang yang diketahui
berperkara dengannya." Dan telah diperselisihkan mengenai
pengakuannya terhadap suatu harta tertentu seperti qiradh (pemodalan)
serta wadi'ah (titipan) menjadi tiga pendapat dalam madzhab Malik
yaitu: dibolehkan, dilarang, serta yang ketiga dibedakan antara bahwa
pada asal qiradh serta wadi'ah tersebut terdapat bukti atau tidak. Ada
yang berpendapat apabila terdapat bukti maka ia dibenarkan dan apabila
tidak maka tidak dibenarkan.
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Dan telah diperselisihkan dari bab ini mengenai utang orang yang
bangkrut yang ditangguhkan apakah terselesaikan dengan telah
diputuskannya bahwa dia adalah orang yang bangkrut atau tidak?

l. Malik berpendapat bahwa keputusan bangkrutnya dia dalam hal
tersebut seperti halnya kematiannya.

2. Ulama yang lain berpendapat selain hal tersebut, sedangkan jumhur
ulama berpendapat bahwa utang tersebut selesai dengan

meninggalnya orang yang berutang. Ibnu Syihab berkata, "Telah
berlaku suatu sunnah bahwa utang selesai pada saat meninggal."

Dan hujjah mereka adalah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak
membolehkan pembagian waris kecuali setelah terbayarnya utang.
Sehingga warisan dalam hal tersebut berada di antara salah satu dua
perkara, yaitu: Baik mereka menginginkan untuk menunda hak mereka
dalam hal pewarisan hingga jatuhnya tempo utang dan segera dibayarkan,
atau mereka rela menunda pembagian warisan mereka hingga selesainya
utang tersebut dan saat itu menjadi suatu tanggungan dalam harta warisan
tersebut secara khusus, bukan dalam tanggungan mereka.

Berbeda dengan kondisi utang yang sebelum meninggal. Karena
hal tersebut berada dalam tanggungan orang yang belum meninggal, dan
hal tersebut adalah tepat apabila terjadi pada orang yang berutang. Oleh
karena itu sebagian ulama melihat bahwa apabila para pemilik piutang
tersebut rela menanggungnya maka utang tersebut dibiarkan hingga
datang temponya. Di antara ulama yang mengatakan hal tersebut adalah
Ibnu Sirin, dan Abu LJbaid dari kalangan fuqaha berbagai negeri memilih
hal tersebut, akan tetapi kebangkrutan tersebut dalam makna ini tidak
sama persis dengan meninggalnya orang yang memiliki utang, walaupun
seluruh tanggungan tersebut telah rusak, karena sesungguhnya

tanggungan orang yang bangkrut diharapkan hartanya berbeda dengan
tanggungan orang yang meninggal.

Adapun pembahasan mengenai harta orang bangkrut yang dituntut
oleh pemilik piutang: Sesungguhnya hal tersebut kembali kepada jenis
dan kadarnya. Adapun kondisi hilangnya harta pengganti yang
diwajibkan oleh pemilik piutang kepada orang yang bangkrut maka
utangnya berada dalam tanggungan orang yang bangkrut. Adapun apabila
harta pengganti tersebut masih ada dan tidak rusak, hanya saja ia belum

566 BidayatulMujtahid



-_
memegang harganya maka para fuqaha telah berbeda pendapat dalam hal

tersebut menjadi empat pendapat.

L Bahwa pemilik barang lebih berhak terhadap barang tersebut
bagaimanapun kondisinya, kecuali apabila ia meninggalkannya dan

memilih dilakukannya pembagian. Dan hal tersebut adalah

pendapat Syah'i, Ahmad dan Abu Tsaur.

2. Dilihat nilai barang tersebut saat dihukumi sebagai orang bangkrut.

Apabila lebih sedikit dari harga tersebut maka pemilik barang

diberikan pilihan antara mengambilnya atau membagikannya

kepada para pemilik piutang. Dan apabila lebih atau sama dengan

harga tersebut maka ia mengambil barang tersebut. Hal tersebut
merupakan pendapat Malik dan para sahabatnya.

3. Barang tersebut diperkirakan nilainya di antara penghukuman

sebagai orang bangkrut tersebut, apabila nilainya sama dengan

harga tersebut atau kurang maka diputuskan hal itu untuknya
(maksudnya, bagi penjual tersebut). Dan apabila lebih banyak maka
lebihnya diserahkan kepadanya dan mereka membagi yang tersisa.

Dan hal ini adalah pendapat sekelompok dari ahlihadits.

4. Bagaimanapun kondisinya hal tersebut sama dengan statusnya

dengan pemilik piutang.

Dasar masalah ini adalah riwayat dari Abu Hurairah bahwa
Rasulullah SAW bersabda,
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"Siapapun yang mengalami kebangkrutan kemudian pemilik
piutang mendapatkan hartanya ada padanya moka ia lebih berhak atas
harta tersebut dari orang lain.-304

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik, Al Bukhari, serta Muslim dan

lafazh mereka saling berdekatan dan lafazh ini adalah lafazh Malik.

Di antara ulama yang memahami pada keumumannya adalah

kelompok yang pertama. di antara mereka ada yang mengkhususkannya

dengan qiyas dan mengatakan bahwa yang dipahami dari hadits adalah

3u Muuafaq 'Alaih.HF.. (2402), Muslim (1559), Abu Daud (3519), At-Tirmidzi
(1262), An-Nasa'i (7/3ll),Ibnu Majah (2358), Ahmad (2/228,258,474), Malik
dalam Al Muwaththa' (2/162), Ath-Thayalisi (2507) dan Ad-Darimi (20/262).
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bahwa hal itu merupakan suatu sikap lembut terhadap pemilik barang

karena barangnya masih ada. Lebih dari itu ia bisa menjual barang itu dan

mengambil hasilnya. Adapun dalam kondisi yang ia bersekutu dengan

para pemilik piutang ini, lalu ia diberi lebih dari harga barang tersebut

maka hal tersebut menyelisihi kaidah syari'at, khususnya apabila para

pemilik piutang tersebut dibolehkan mengambil barang dengan harganya

sebagaimana yang dikatakan Malik.

Adapun penduduk Kufah menolak hadits ini seluruhnya karena

menyelisihi kaidah yang mutawatir berdasarkan cara mereka dalam

menolak hadits ahad apabila menyelisihi kaidah yang mutawatir

dikarenakan hadits ahad adalah perkara yang mazhnun (sesuatu yang

tidak pasti) sedangkan kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah yang yakin

serta pasti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar mengenai hadits

Fathimah binti Qais, "Kami tidak pernah meninggalkan kitab Allah serta

Sunnah Nabi kami karena berita (khabar) seorang wanita." Telah

diriwayatkan dari Ali, bahwa ia telah memutuskan barang tersebut adalah

milik orang yang mengalami kebangkrutan. Ini merupakan pendapat Ibnu

Sirin dan Ibrahim dari kalangan tabi'in.

Dan kemungkinan mereka berhujjah dengan hadits Abu Hurairah

yang diperselisihkan, bahwa Az-Zuh1r telah meriwayatkan dari Abu

Bakar bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
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"siapapun taki-laki yang meninggal atau mengalami kebanik utan

kemudian sebagian para pemilik piutang tersebut mendapatkan hartanya

(pada yang berutang) maka statusnya sama dengan pemilik piutang

(maksudny a, dia tebih berhak)."305

Hadits ini lebih layak karena sesuai dengan kaidah yang baku'

Mereka mengatakan, "Ada sisi kompromi antara dua hadits tersebut yaitu

memahami hal tersebut sebagai wadi'ah atau 'ariyah, hanya saja jumhur

ulama menolak penafsiran ini dengan riwayat yang terdapat dalam hadits

Abu Hurairah dalam sebagian riwayat yang menyebutkan adanya jual

beli." Semua ini menurutnya setelah orang yang membeli barang tersebut

305 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan..

568 BidayatulMujtahid



--

menerimanya. Adapun apabila sebelum menerimanya maka para ulama
penduduk Hijaz dan Irak telah sepakat bahwa pemilik barang lebih
berhak terhadap barang tersebut karena berada dalam tanggungannya.

Ulama yang berpegang dengan hadits ini berbeda pendapat apabila
penjual tersebut telah menerima sebagian harga:

l. Malik berkata, "Apabila ia berkehendak untuk mengembalikan apa
yang telah ia terima kemudian mengambil seluruh barang tersebut
atau ia membagi harta yang tersisa kepada para pemilik piutang."

2. Syaf i berkata, "Melainkan ia mengambil barang yang tersisa
dengan harga yang tersisa."

3. Sekelompok ulama lain; Daud, Ishaq, dan Ahmad berpendapat
bahwa apabila ia menerima sebagian harga tersebut maka hal
tersebut sama statusnya dengan pemilik piutang.

Dan hujjah mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari
Ibnu syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Siapaptut yang menjual suatu barang kemudian orang yang
membelinya mengalami kebangkrutqn dan ia belum menerima sedikitpun
barangnya kemudian ia mendapatkan borangnya masih ada, maka ia
Iebih berhak terhadap barang tersebut dan apabila orang yang
membelinya telah meninggal maka pemilik barang tersebut seperti para
pemilik piutang."

Hadits tersebut walaupun telah dikatakan oleh Malik sebagai hadits
mursal sesungguhnya Abdunazzaq telah menjadikannya sebagai dalil
yang kuat, dan telah diriwayatkan dari jalur Az-zuhri dari Abu Hurairah
yang padanya terdapat tambahan penjelasan, yaitu sabda Rasulullah
sAw, "Apabila ia telah menerima sebagian harganya maka statusnya
sama dengan pemilik piutang." Hal tersebut telah disebutkan oleh Abu
Ubaid dalam kitabnya mengenai fikih dan telah ia takhrij.

Hujjah Syaf i adalah bahwa seluruh barang atau sebagiannya
dalam hukum adalah satu.

Mereka tidak berbeda pendapat apabila seorang pembeli
menghilangkan sebagian barang tersebut, maka penjual lebih berhak atas
kadar barang yang ia dapatkan, kecuali suatu pemberian maka mereka
berkata, "Apabila seorang pembeli menghilangkan sebagiannya maka
penjual sama statusnya dengan pemilik piutang."
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Syaf i dan Malik berbeda pendapat mengenai saat meninggal

apakah hukumnya adalah hukum kebangkrutan atau tidak?:

l. Malik berkata, "Saat meninggal maka hal tersebut sama statusnya

dengan pemilik piutang, berbeda dengan bangkrut."

2. Syaf i berkata, "Masalah dalam hal ini adalah sama."

Dalil yang dijadikan landasan Malik adalah riwayat dari Ibnu

Syihab dari Abu Bakar; dan hal tersebut merupakan suatu nash, begitu

juga dari sisi pengamatan sesungguhnya perbedaan antara tanggungan

mengenai bangkrut dan meninggal adalah bahwa orang yang bangkrut

mungkin bisa menjadi kaya sehingga para pemilik piutang dapat

menuntut sesuatu yang masih menjadi kewajiban orang yang berutang,

dan hal tersebut tidak tergambarkan pada saat meninggal.

Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh Syaf i adalah hadits

yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dzi'b dengan sanadnya dari Abu

Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"siapapun yang meninggal atau mengalami kebangkrutan maka

pemilik barang lebih berhak terhadapnya."

Ia telah menyamakan dalam riwayat ini antara meninggal dan

bangkrut. Ia berkata, "Hadits Ibnu Abu Dzi'b lebih baik daripada hadits

Ibnu Syihab karena hadits Ibnu Syihab adalah murszl, sedangkan ini

adalah musnad."

Dari sisi makna adalah hal tersebut merupakan harta yang tidak

dapat dipergunakan oleh pemiliknya kecuali setelah ia menunaikan apa

yang menjadi kewajibannya sehingga serupa dengan harta orang yang

bangkrut. Sedangkan qiyas Malik lebih kuat daripada qiyasnya Syaf i,
dan penguatan haditsnya atas hadits Ibnu Abu Dzi'b dari sisi ketepatan

qiyasnya dengan hadits tersebut lebih kuat daripada apa yang sama

dengan qiyas syabaft (maksudnya, bahwa qiyas yang sama dengan hadits

Syaf i adalah qiyas syabah, dan yang sama dengan hadits Malik adalah

qiyas makna), sedangkan mursal Malik telah diriwayatkan oleh

Abdurrazzaq.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan beberapa atsar dalam

pemahaman ini dan qiyas, begitu pula kaidah yang menguatkan Malik

. r t*i r d,'*w'dii")i tG b', d,
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mengenai masalah meninggal tersebut (maksudnya, bahwa penjual
sesuatu maka ia tidak dapat menuntutnya), pendapat Malik rahimahullah
lebih kuat dalam masalah ini, dan pendapat Syaf i mengenai masalah
tersebut lemah karena adanya hadits yang telah ia riwayatkan secara

musnad, sedangkan hadits mursal menurutnya tidak wajib untuk
diamalkan.

Malik dan Syaf i telah berbeda pendapat mengenai orang yang
mendapatkan barangnya pada orang yang bangkrut, dan ia telah
mentransaksikan suatu tambahan seperti barang tersebut berupa tanah
yang telah ia tanami atau lahan yang ia bangun:

l. Malik berkata, "Penambahan dalam barang tersebut adalah sesuatu
yang hilang, sehingga pemilik barang menuntut kembali kepada
sekutu para pemilik piutang."

2. Syaf i berkata, "Melainkan penjual tersebut diberi pilihan antara
memberikan nilai sesuatu yang telah ditambahkan oleh pembeli
terhadap hartanya kemudian ia mengambil harta tersebut, atau ia
mengambil harta pokok tersebut dan membaginya di antara para
pemilik piutang dalam penambahan tersebut. Dan sesuatu yang
hilang dalam madzhab Malik ada dalam kitab-kitabnya yang
terkenal."

Ringkasnya madzhab Malik mengenai kondisi yang mana hanya
pemilik piutang tertentu saja lebih berhak daripada para pemilik piutang
yang lain dalam kondisi meninggal dan bangkrut, atau dalam kondisi
bangkrut dan tidak meninggal, bahwa sesuatu yang dijual dengan utang
mengenai penghukuman sebagai orang yang bangkrut menjadi tiga
bagian, yaitu: Harta tertentu, barang yang diperselisihkan apakah tertentu
atau tidak, dan pekerjaan yang tidak tertentu.

Adapun harta benda: Apabila barang itu berada ditangan
penjualnya, dan ia tidak menyerahkannya hingga pembelinya mengalami
kebangkrutan maka ia lebih berhak atas barang tersebut dalam kondisi
meninggal dan bangkrut, dan hal ini tidak diperselisihkan. Adapun
apabila ia telah menyerahkannya kepada pembeli kemudian ia mengalami
bangkrut sedangkan harta benda tersebut masih ada padanya maka ia
lebih berhak atas barangnya daripada para pemilik piutang dalam kondisi
bangkrut dan bukan kondisi meninggal:
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l. Menurut Malik mereka berhak untuk mengambil barangnya dengan

menyerahkan harganya.

2. Syaf i berkata, "Mereka tidak berhak melakukan hal tersebut."

3. Asyhab berkata, "Mereka tidak mengambilnya melainkan dengan

tambahan yang mereka gugurkan dari orang yang bangkrut."

4. Ibnu Al Majisyun berkata, "Apabila mereka mau maka harga

menjadi bagian dari harta mereka atau menjadi bagian dari harta

pemilik piutang."

5. Ibnu Kinanah berkata, "Melainkan menjadi bagian mereka."

Adapun barang: Maka ia lebih berhak atasnya dalam kondisi
meninggal juga, serta bangkrut selama berada ditangannya. Dan telah

diperselisihkan hukumnya apabila ia menyerahkannya kepada orang yang

menjualnya dalam hal tersebut kemudian ia bangkrut atau meninggal,

sedangkan barang tersebut berada ditangannya dan dapat diketahui:

1. Ada yang mengatakan, "Ia lebih berhak terhadapnya sebagaimana

harta benda saat bangkrut bukan saat meninggal." Ini pendapat Ibnu

Al Qasim.

2. Ada yang mengatakan, "Sesungguhnya tidak ada kuasa baginya

terhadap barang tersebut dan hal tersebut sama statusnya dengan

pemilik piutang." Ini pendapat Asyhab.

Kedua pendapat tersebut terjadi sesuai dengan perselisihan

mengenai penentuan barang. Adapun apabila tidak diketahui maka hal
tersebut sama statusnya dengan pemilik piutang dalam kondisi meninggal

serta bangkrut.

Adapun pekerjaan yang tidak tertentu: apabila penyewa

mengalami kebangkrutan sebelum mendapatkan pekeq'aan, maka pekerja

tersebut lebih berhak atas apa yang ia kerjakan saat meninggal dan

bangkrut secara bersama, sebagaimana barang apabila berada ditangan
penjual dalam kondisi bangkrut.

Apabila bangkrutnya itu terjadi setelah ia menerima pekedaan

maka pekerja tersebut sama statusnya dengan pemilik piutang dengan

imbalan yang telah disyaratkan dalam kondisi bangkrut dan meninggal

secara bersama menurut pendapat yang paling unggul, kecuali apabila

barang tersebut berada di tangannya, yang mana ia disewa untuk
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melakukannya sehingga ia lebih berhak terhadap hal tersebut dalam
kondisi meninggal dan bangkrut secara bersamaan sebagaimana suatu
gadaian yang ada di tangannya.

Kemudian apabila ia menyerahkannya maka hal tersebut sama
statusnya dengan pemilik piutang. Kecuali dalam hal tersebut ia memiliki
sesuatu yang telah ia keluarkan yang menjadi haknya dalam kondisi
bangkrut dan bukan meninggal, begitu juga dalam kondisi bangkrutnya
penyewa hewan apabila ia menyewa maka ia lebih berhak dengan apa
yang menjadi kewajibannya yang berupa harta dalam kondisi meninggal
dan bangkrut secara bersamaan. Begitu juga penyewa perahu, karena
Malik menyerupakannya dengan gadai.

Kesimpulannya, tidak ada perselisihan dalam madzhab Malik
bahwa penjual lebih berhak terhadap apa yang ada di tangannya (orang
yang berutang) dalam kondisi meninggal dan bangkrut, dan rebih berhak
terhadap barang yang ada diluar tangannya dalam kondisi bangkrut bukan
dalam kondisi meninggal, hal ini sama statusnya dengan pemirik piutang
dalam barangnya apabila barang tersebut hilang. Dan pada saat kondisi
pekerja sewaan (menurut pendapat para pengikut Malik secara grobal) -penjual manfaat- dengan penjual sahaya.

Terkadang mereka menyamakan manfaat yang ia kerjakan dengan
barang yang belum diterima oleh pembeli. Kemudian mereka
mengatakan, "la (pembeli) yang lebih berhak terhadap barang tersebut
dalam kondisi meninggal dan bangkrut." Dan terkadang mereka
menyerupakannya dengan barang yang keluar dari tangannya dan ia
belum meninggal, mereka mengatakan, "Ia (pembeli) berhak terhadapnya
dalam kondisi bangkrut dan bukan dalam kondisi meninggal." Terkadang
mereka menyerupakan hal tersebut dengan kondisi meninggal yang mana
barang tersebut hilang saat itu. Mereka mengatakan, "Ia sama statusnya
dengan pemilik piutang."

Contohnya, perbedaan pendapat mereka mengenai pekerja yang
disewa untuk menyirami kebun hingga berbuah, kemudian penyewa
tersebut mengalami kebangkrutan, maka para ulama berpendapat dengan
tiga pendapat. Dan penyerupaan penjualan manfaat dalam bab ini dengan
penjualan sahaya adalah sesuatu yang lain 

-menurut 
perkiraan saya-

Malik sendiri yang berpendapat hal tersebut tanpa para fuqaha yang lain.
Dan hal tersebut adalah lemah karena qiyas syabah yang terambil dari
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aJ.

tempat yang berbeda dengan kaidah adalah lemah, oleh karena itu

menurut sekelompok ulama qiyas terhadap kondisi rukhshah adalah

lemah, akan tetapi qiyas 'illat disana adalah rusak sehingga qiyus syabah

adalah lebih kuat. Kemungkinan para pengikut madzhab Malik
mengklaim keberadaan makna ini dalam qiyas tersebut. Akan tetapi

semua ini tidak berkaitan dengan pembahasan yang ringkas ini.

Dari bab ini terdapat perselisihan ulama mengenai seorang sahaya

bangkrut yang diberi izin untuk berdagang. Apakah ia dituntut membayar

utang dalam tanggungannya sebagai sahaya atau tidak?:

l. Malik serta penduduk Hijaz berpendapat ia dituntut dengan sesuatu

yang ada di tangannya bukan dalam tanggungannya sebagai sahaya,

kemudian apabila ia telah dibebaskan maka ia dituntut dengan sisa

yang menjadi tanggungannya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa ia harus dijual.

Sebagian yang lain berpendapat bahwa para pemilik piutang

tersebut diberi pilihan antara menjualnya atau berusaha

menunaikan utang yang menjadi tanggungannya. Ini pendapat

Syuraih.

4. Dan sekelompok ulama lain mengatakan, "Melainkan wajib bagi

tuannya untuk menanggung apa yang menjadi kewajiban hamba

tersebut walaupun ia tidak mesyaratkan hal tersebut."

Ulama yang tidak berpendapat dijualnya sahaya tersebut mereka

mengatakan, "Sesungguhnya ia memperlakukan manusia sesuai dengan

apa yang ada dalam tangannya, sehingga serupa dengan orang merdeka.

Adapun ulama yang berpendapat dijualnya sahaya tersebut mereka

menyerupakan hal tersebut dengan suatu tindak kejahatan yang telah ia

lakukan. Adapun ulama yang berpendapat menuntut tuannya atas utang

yang menjadi kewajibannya maka mereka menyerupakan harta sahaya

dengan harta tuannya, dimana ia dibolehkan untuk mengambil hartanya

tersebut.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan beberapa qiyas syabah

dalam masalah ini.

Di antara makna ini adalah apabila seorang hamba dan tuannya

mengalami kebangkrutan secara bersamaan maka utang siapa yang lebih

dahulu dibayar, apakah utang sahaya tersebut atau utang tuannya?
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IIl l. Jumhur ulama berkata, "Utang sahaya tersebut apabila orang yang

memberikan utang kepada seorang sahaya melakukan hal tersebut

karena merasa percaya terhadap harta yang ada pada sahaya

tcrsebut. Dan orang yang memberikan utang kepada tuannya maka
mereka tidak boleh mengambil harta seorang sahaya."

2. Sebagian ulama berpendapat dimulai dari tuannya, mereka berkata,
"Karena harta sahaya pada hakekatnya adalah harta tuannya."

Sebab perbedaan pendapat: Keraguan harta seorang sahaya di
antara hukumnya adalah hukum harta orang lain atau hukum harta

tuannya.

Adapun kadar hana yang ditinggalkan untuk orang yang bangkrut:

Dalam madzhab Malik dikatakan, "Kadar yang dapat ia gunakan

untuk hidup bersama dengan keluargannya serta anak-anaknya yang

masih kecil untuk beberapa hari."

Dikatakan dalam Al Wadhihah dan AI 'ltobiya: Selama satu bulan
dan yang semisalnya, juga disisakan pakaian yang semisalnya.

Malik tidak memberikan pendapat mengenai pakaian istrinya
apakah wajib mendapatkan ganti yang dipegang 

-yaitumemanfaatkannya- atau tanpa ganti.

Sahnun berkata, "Istrinya tidak disisakan pakaiannya."

Ibnu Nafi' telah meriwayatkan dari Malik bahwa istri hanya

diberikan kadar yang dapat menutupi badannya, dan hal tersebut

merupakan pendapat Ibnu Kinanah.

Dan telah diperselisihkan mengenai hukum penjualan buku-buku
pengetahuan menjadi dua pendapat, dan hal ini berdasarkan atas

dimakruhkannya penjualan buku-buku fikih atau tidak ada kemakruhan
hal tersebut.

Adapun utang yang dibagi dan utang yang tidak dapat dibagi
menurut madzhab Malik adalah bahwa hal tersebut terbagi dua pendapat,

yaitu: pertama, harus dengan ganti rugi. Kedua, tidak harus ada ganti
rugi.

Adapun utang yang harus ada ganti rugi terbagi menjadi ganti rugi
yang dapat dipegang dan ganti rugi yang tidak dapat dipegang. Adapun
utang yang tanpa ada ganti rugi yang dapat dipegang, baik berupa harta
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maupun denda suatu pelanggaran maka tidak ada perselisihan dalam

madzhab Malik bahwa pembagian di antara para pemilik piutang adalah

merupakan sesuatu yang wajib.

Adapun yang ada ganti rugi yang tidak dipegang, maka hal tersebut

terbagi menjadi lima macam, yaitu:

l. Tidak mungkin untuk menyerahkan ganti rugi dengan segera,

seperti memberikan nafkah kepada beberapa orang istri karena

adanya materi yang didaPat.

7. Tidak mungkin untuk menyerahkan ganti rugi akan tetapi

memungkinkannya untuk menyerahkan sesuatu yang ada padanya.

Seperti seseorang menyewa rumah secara tunai atau biasannya

secara tunai kemudian penyewa tersebut mengalami bangkrut

sebelum ia menempatinya atau setelah ia menempati sebagian

tempat tinggal tersebut dan sebelum menyerahkan sewaan.

3. Penyerahan ganti rugi tersebut memungkinkannya dan merupakan

keharusan baginya, seperti modal salam apabila orang yang

membeli dengan sistem salam mengalami bangkrut sebelum

menyerahkan modal.

4. Memungkinkan baginya untuk menyerahkan ganti rugi serta

merupakan keharusan baginya, seperti barang yang dijual kemudian

pembelinya mengalami kebangkrutan sebelum penjual

menyerahkan kepadanya.

5. Tidak ada penyegeraan untuk menyerahkan ganti rugi, seperti

seseorang menjual dinar dengan harta benda dengan sistem salam

kepada orang lain hingga tempo tertentu, kemudian orang yang

menjual tersebut mengalami kebangkrutan sebelum menyerahkan

modal dan sebelum jatuh tempo salam.

Adapun yang tidak mungkin untuk menyerahkan ganti rugi secara

tunai maka tidak ada pembagian dalam hal tersebut kecuali mahar para

istri apabila sang suami mengalami bangkrut sebelum mencampurinya.

Adapun orang yang tidak memungkinkan untuk menyerahkan ganti

rugi dan memungkinkan baginya untuk menyerahkan sesuatu yang dapat

diambil seperti penyewa mengalami bangkrut sebelum penyerahan

sewaan tersebut:
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l. Ada yang mengatakan, "Orang
untuk membagi seluruh harga

kepada para pemilik piutang."

yang menyewakan tersebut berhak

dan menyerahkan rumah tersebut

2. Ada yang mengatakan, "Ia tidak memiliki hak kecuali membagi

uang sewa tempat tinggal tersebut dan mengambil rumahnya,

apabila ia belum menempati maka tidak ada hak bagi penyewaan

tersebut kecuali mengambil rumahnya."

Adapun yang memungkinkannya untuk menyerahkan ganti rugi
dan merupakan keharusan baginya apabila ganti ruginya berupa barang:

L Ada yang mengatakan, "Para pemilik piutang tersebut membaginya

dalam perkara yang harus menggunakan ganti rugi dan

menyerahkannya."

2. Ada yang mengatakan ia lebih berhak terhadap barang tersebut dan

tidak wajib baginya untuk menyerahkan ganti rugi.

Adapun yang memungkinkannya untuk menyerahkan ganti rugi
dan bukan merupakan keharusan atasnya maka ia mendapatkan khiyar
antara membagi atau menahannya dan hal tersebut apabila ganti rugi
tersebut berupa barang.

Adapun apabila tidak mungkin untuk menyegerakan ganti rugi
seperti orang yang menjual dengan sistem salam sebelum menyerahkan

modal dan sebelum jatuh tempo salam; apabila orang yang membeli
dengan sistem salam merasa rela agar harta benda tersebut disegerakan

dan para pemilik piutang membagi modal salam maka hal tersebut adalah

boleh apabila para pemilik piutang tersebut merasa rela. Apabila salah

seorang pemilik piutang menolak maka para pemilik piutang tersebut

membagikan modal yang wajib bagi salam dalam harta yang didapatkan
pada satu orang pemilik piutang tersebut, dan harta benda yang menjadi
kewajibannya apabila telah jatuh tempo karena merupakan bagian dari
harta orang yang bangkrut. Apabila mereka hendak menjualnya dengan

tunai dan saling membagi maka hal tersebut merupakan hak mereka.

Adapun yang merupakan sebagian dari hak tersebut yang tidak
wajib menurut syari'at melainkan dengan suatu konsekuensi sebagaimana

hibah, serta sedekah maka tidak ada pembagian dalam hal tersebut.

Adapun yang merupakan bagian darinya dan wajib menurut syari'at
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lseperti memberikan nafkah kepada orang tua serta anak-anak maka dalam
hal tersebut terdapat dua pendapat, yaitu:

l. Bahwa pembagian tersebut tidak wajib karena sebab hak-hak itu,
dan hal tersebut merupakan pendapat Ibnu Al Qasim.

2. Bahwa pembagian tersebut wajib karena hak-hak itu apabila terjadi
dengan keputusan penguasa, dan hal tersebut merupakan pendapat

Asyhab.

Adapun pembahasan yang kelima (maksudnya, mengetahui sisi
pembagian tersebut), sesungguhnya hukum dalam hal tersebut adalah

harta penerima gadai dibelokkan dari utang para pemilik piutang, baik
harta para pemilik piutang tersebut berasal dari satu jenis atau dari
beberapa jenis yang berbeda, dimana tidak diputuskan dalam beberapa

utang melainkan yang berasal dari suatu utang kecuali apabila mereka
sepakat terhadap sesuatu dari hal tersebut maka dibolehkan.

Dan mereka telah berbeda pendapat dari bab ini mengenai perkara
cabang yang datang secara tidak disangka-sangka, yaitu apabila harta
orang yang ditahan mengalami kerusakan setelah ditahan dan sebelum
dipegang oleh para pemilik piutang, maka berasal dari siapakah musibah
tersebut?:

l. Asyhab berkata, "Musibah tersebut berasal dari orang yang
bangkrut."

Ibnu Al Majisyun berkata, "Musibahnya berasal dari para pemilik
piutang tersebut apabila penguasa mewakafkannya."

Ibnu Al Qasim berkata, "Sesuatu yang diperlukan untuk dijual
maka tanggungannya berasal dari pemilik piutang, karena hal
tersebut dijual dalam kepemilikannya, dan sesuatu yang tidak
dibutuhkan untuk dijual maka tanggungannya berasal dari para

pemilik piutang seperti harta tersebut berupa barang dan utangnya
adalah barang. Mereka meriwayatkan pendapatnya dari Malik.

Sedangkan Ashbagh membedakan antara kondisi meninggal dan

bangkrut, ia berkata, "Musibah dalam kondisi meninggal berasal

dari para pemilik piutang, dan dalam kondisi bangkrut berasal dari
orang yang bangkrut."

2.

3.

4.
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Inilah pembicaraan mengenai kaidah-kaidah hukum orang yang

bangkrut yang memiliki harta yang tidak mencukupi untuk membayar

utang.

Adapun orang bangkrut yang sama sekali tidak memiliki harta

maka para fuqaha berbagai negeri sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada

memiliki pengaruh dalam menggugurkan utang hingga waktu dekat.

Kecuali riwayat yang disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa
mereka berhak untuk memberikan upah kepadanya dan hal tersebut
merupakan pendapat Ahmad yang berasal dari fuqaha berbagai negeri.

Mereka sepakat bahwa orang yang utang apabila mengaku bangkrut
dan belum diketahui kebenarannya maka ia ditahan hingga jelas

kebenarannya atau pemilik piutang mengakui hal tersebut baginya,

apabila hal tersebut demikian maka ia dilepaskan. Telah diriwayatkan
dari Abu Hanifah bahwa para pemilik piutang berhak memantaunya

dimana saja ia berada.

Mereka semua berpendapat dengan panahanan karena utang
walaupun tidak ada atsar yang shahih, karena hal tersebut merupakan
perkara yang penting saat sebagian orang mengambil hak mereka dari
sebagian yang lain. Dan hal ini merupakan dalil atas pendapat adanya

qiyas yang mendatangkan adanya kemaslahatan yang dinamakan qiyas

mursal. Dan telah diriwayatkan, "Bahwa nabi SAW menahan seseorang

karena suatu tuduhan." Telah ditakhrij 
-menurut 

hemat saya- oleh
Abu Daud3o6.

Orang-orang yang ditahan menurut Malik adalah orang-orang yang
tidak pandai membelanjakan hartanya, orang mengadakan jual beli secara

salam, seorang sahaya, orang sakit serta seomng istri lebih dari sepertiga
karena ia melihat bahwa seorang suami memiliki hak dalam suatu harta
dan ini berbeda dengan pendapat sebagian besar para ulama.

Hasan. HR. Abu Daud (3630), At-Tirmidzi (1417), An-Nasa'i (8167),
Abdurrazzaq (15309), Al Baihaqi (6/53) dan telah dinilai hasan oleh Al Albani
dalam S h a hi h A t-Tirmidzi.
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KITAB TENTANG PERDAMAIAN

Dasar dalam bahasan ini adalah firman Allah Ta'ala: "Dan
perdamaian itu lebih baik;'(Qs. An-Nisaa' [4]: 128). Dan hadits yang
diriwayatkan dari Nabi SAW secara morflt 'serta mauqufkepada Umar,

.vL i?'ri t1r; li*t ol',;c,J.J:, e y.G 
CUt i*t,

"Melakukan perjanjian Ou-ui a'.dalahdibolehkan di antara kaum
muslim kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram
dan mengharamkan sesuatu yang halal."307

Kaum muslim sepakat dibolehkannya perjanjian damai berdasarkan
kepada suatu pengakuan. Dan mereka berbeda pendapat mengenai
dibolehkannya hal tersebut berdasarkan suatu pengingkaran:

1. Malik dan Abu Hanifah berkata, "Dibolehkan perjanjian damai
berdasarkan kepada suatu pengingkaran karena hal tersebut adalah
makan harta secara batil tanpa ada ganti rugi."

2. Sedangkan para pengikut madzhab Malik mengatakan, "Dalam hal
tersebut terdapat suatu ganti rugi yaitu gugurnya perselisihan serta
terhindarnya pemberian sumpah.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Malik bahwa
perjanjian perdamaian yang terjadi berdasarkan dengan suatu pengakuan
diperhatikan mengenai keabsahannya sebagaimana yang diperhatikan
dalam jual beli, sehingga ia mengalami kerusakan disebabkan karena
sesuatu merusak jual beli dari berbagai macam kerusakan yang khusus
dalam jual beli, dan menjadi sah dengan sahnya jual beli, dan hal ini
seperti seseorang mengklaim beberapa dirham atas seseorang, kemudian
ia mengadakan pe{anjian damai dengannya atas beberapa dirham
lersebut setelah mengaku bahwa ia memiliki tanggungan beberapa dinar
secara tidak tunai, dan jual beli rusak yang serupa dengan hal ini pada sisi
riba dan penipuan.

to' Shohih. HR. Abu Daud secara marfu' (3594).
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Adapun perjanjian damai berdasarkan suatu pengingkaran maka

menurut pendapat yang masyhur dari Malik dan para sahabatnya, bahwa

keabsahannya sama dengan jual beli, seperti seseorang mengklaim
beberapa dirham atas seseorang dan ia mengingkarinya kemudian

mengadakan pedanjian damai dengan memberikan beberapa dinar yang

dibayar secara tidak tunai:

l. Menurut Malik dan para sahabatnya adalah tidak boleh.

2. Ashbagh berpendapat hal tersebut dibolehkan karena yang

dimakruhkan dalam hal tersebut dari satu sisi, yaitu orang yang

menuntut, karena ia mengaku bahwa ia telah mengambil beberapa

dinar secara tidak tunai sebagai ganti beberapa dirham miliknya.
Adapun orang yang menyerahkan, ia berkata, "Beberapa dinar
tersebut merupakan pemberian dariku."

Adapun apabila sesuatu yang makruh tersebut telah hilang dari
kedua belah pihak seperti setiap orang dari mereka mengklaim atas

sahabatnya beberapa dinar atau dirham kemudian setiap mereka

mengingkari sahabatnya, kemudian mereka saling mengadakan perjanjian
damai bahwa setiap mereka memberikan penundaan kepada sahabatnya

sesuatu yang telah diklaim hingga suatu tempo, hal ini menurut mereka
adalah makruh.

Adapun dimaknrhkannya hal tersebut adalah disebabkan karena
kekhawatiran bahwa setiap mereka adalah benar, sehingga setiap mereka
memberikan penundaan kepada sahabatnya karena adanya penundaan
yang diberikan oleh yang lain kepadanya sehingga masuk ke dalam
istilah 'aslifni uslifuka ' (berilah aku pinjaman maka aku akan
memberikan pinjaman kepadamu).

Adapun sisi dibolehkannya perjanjian damai berdasarkan karena
suatu pengingkaran adalah karena setiap mereka mengatakan, "Saya tidak
melakukan (jual beli), akan tetapi hal tersebut merupakan suatu
pemberian dariku, dan tidak ada kewajiban atasku sedikipun."

l. Jual beli seperti ini ada yang berpendapat dibolehkan apabila
terjadi.

2. Ibnu Al Majisyun berpendapat dibatalkan apabila terjadi setelah
akad tersebut, namun apabila telah lama maka hal tersebut berlalu.
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Apabila sesuatu yang tidak dibolehkan dalam jual beli terjadi dalam
perdamaian maka menurut madzhab Malik terbagi dalam tiga bagian,
yaitu:

l. Perjanjian damai yang dibatalkan dan telah disepakati.

2. Perjanjian damai yang dibatalkan dan diperselisihkan.

3. Perjanjian damai yang tidak dibatalkan dan telah disepakati apabila
telah berlangsung lama, dan apabila belum berlangsung lama maka
hal ini ada perbedaan pendapat.
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zlthAll al:E.
KITAB TENTANG JAMINAIY

Para ulama berbeda pendapat mengenai rnacamnya, waktunya,

hukum yang berlaku dari kafalah (iaminan), syarat-syaratnya dan sifat
berlakunya serta objeknya.

Dan kafalah memiliki beberapa narna, yaitlu; Kafalah, hamalah,

dhamanah, za'amah.

Adapun macamnya ada dua, yaitu: (hamalah bi an-nafs)
memberikan jaminan atas diri (reputasi), dan (hamalah bi al maal)
jaminan dengan harta.

Adapun jaminan dengan harta telah ditetapkan Sunnah, dan

disepakati dari generasi yang pertama, serta fuqaha berbagai negeri.

Diriwayatkan dari sekelompok ulama bahwa jaminan dengan harta tidak
lazim dengan menyerupakannya dengan iddah, dan hal tersebut adalah

syadz (aneh). Hadits yang menjadi pegangan junrhur dalam hal tersebut

adalah sabda Rasulullah SAW,

.irv'r+')t

"Orang yang menjamin adalah yang bertanggung jawab."toB

Shahih. HR. Abu Daud (3565), At-Tirmidzi (2120), Ahmad (5126D, Arh-
Thayalisi (1127), Ad-Daruquthni (ll40),Ath-Thab'raniddam,{l Kabir(71135),
(7615) dao Al Baihaqi (6/88).
Dan kesenpurnaan hadits adalah, "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak
bagi setiap orangyang memiliki ha*, maha tida* ado wasiol bagi pewaris, anak
adalah hak istri, dan bagi orang yang bezina adalah huhtm rajam, dan
perhitungan mereka kembali kepada Allah. Dsn barang siapa yang mengHaim
kepada selain bapalorya atsu menkbatkan diri kepada selain luannya maka
baginya laknat Allah yang berlanjut hingga hari kiamat, tidak boleh seorailg
wanits membeikon infak dai ntmah suaminya keaiai dengan izin suaminya."
Ada yang berkata, *Wahai Rasulullah, tidak pula makanan?" Beliau menjawab,
"ltu adalah harta mereka yong terbaik " Kemudian beliau bersabda, "Barang
pinjaman harus dikembalikan, utang dilunasi, dan orang yang menjamin
adalah orang yang bertanggung j owab. "
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Adapun jaminan dengan jiwa (itulah yang dikenal dengan dhaman

al wajhi): Jumhur fuqaha berbagai negeri berpendapat bolehnya hal

tersebut secara syariat apabila disebabkan karena harta. Diriwayatkan
dari sebagian mereka keharusan hal tersebut.

Diriwayatkan dari Syaf i dalam pendapatnya yang baru bahwa
jaminan atas diri tidak boleh dan itulah pendapat Daud.

Hujjah mereka adalah firman Allah Ta'ala, "Berkata Yusuf: "Aku

mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorong, kecuali
orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya." (Qs. Yuusuf

l12l:79)
Karena hal tersebut merupakan tanggungan dengan jiwa sehingga

menyerupai tanggungan dalam perkara hudud (hukuman). Dan hujjah
orang yang membolehkannya adalah keumuman sabda Rasulullah SAW,
"Orang yang menjamin adalah yang bertanggung jawab." Dan mereka

memberikan komentar bahwa dalam hal tersebut terdapat suatu

kemaslahatan, dan hal tersebut telah diriwayatkan dari generasi pertama.

Adapun hukum wajib dari kafalah:

1. Jumhur ulama yang mengatakan dibolehkannya jaminan dengan
jiwa sepakat bahwa orang yang dijamin apabila meninggal maka

tidak ada sesuatupun yang menjadi keharusan bagi penjamin

dengan jiwa. Diriwayatkan dari sebagian mereka keharusan hal

tersebut.

2. Sedangkan lbnu Al Qasim membedakan antara seseorang

meninggal dalam keadaan mukim atau dalam keadaan tidak
mukim. Ia berkata, "Apabila ia meninggal dalam keadaan mukim
maka tidak ada sesuatupun yang menjadi kewajiban penjamin dan

apabila ia meninggal dalam keadaan tidak mukim (bepergian) maka
dilihat dua hal; apabila jarak antara dua Negara adalah jarak yang

memungkinkan bagr penjamin untuk menghadirkannya dalam
tempo yang ditentukan (hal itu seperti dua hingga tiga hari)
kemudian ia melalaikannya maka ia bertanggung jawab, jika tidak
maka ia tidak bertanggung jawab.

Mereka berbeda pendapat apabila orang yang dijamin alfa, maka
apa hukum penjamin dengan jiwa? Dalam hal ini ada tiga pendapat,

yaitu:
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l. Wajib baginya untuk menghadirkannya atau ia bertanggung jawab.
Ini merupakan pendapat Malik, para sahabatnya serta penduduk
Madinah.

2. Penjamin tersebut ditahan hingga ia dapat membawanya atau
diketahui meninggalnya orang yang dijamin tersebut. Ini
merupakan pendapat Abu Hanifah dan penduduk lrak.

3. Tidak ada kewajiban baginya kecuali untuk mendatangkannya
apabila diketahui tempatnya, dengan arti lain, ia tidak dibebani
untuk menghadirkannya kecuali telah diketahui bahwa ia mampu
untuk menghadirkannya. Apabila orang yang menuntut tersebut
menuduh bahwa penjamin mengetahui tempat orang yang dijamin
dan penjamin tersebut mengingkarinya maka penuntut tersebut
diminta untuk menjelaskannya. Mereka berkata, "penjamin tidaklah
ditahan melainkan apabila orang yang dijamin terah diketahui
tempatnya, sehingga saat itu ia diwajibkan untuk
menghadirkannya." Pendapat ini telah disebutkan oleh Abu ubaid
Al Qasim bin Salam dalam kitabnya mengenai masalah fikih dari
sejumlah orang dan ia telah memilih pendapat tersebut.

Dalil yang dijadikan landasan Malik adalah bahwa penjamin
dengan jiwa adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pemilik hak,
sehingga ia harus menanggung kerugiannya apabila orang yang dijamin
tidak ada, kemungkinan telah diberikan hujjah bagi mereka dengan hadits
yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Bahwa seseorang telah meminta
kepada yang berutang agar melunasinya atau datangkan penjamin
kepadanya, namun ia tidak mampu untuk memenuhi permintaannya
sehingga orang tersebut memperkarakannya kepada Rasulullah sAw,
maka Rasulullah sAW menjadi penjaminnya, kemudian diapun melunasi
utangnya."3' Mereka mengatakan har ini adalah denda dalam jaminan
mutlak.

Adapun penduduk Irak berkata, ..Wajib baginya untuk
menghadirkan sesuatu yang ia gunakan sebagai tanggungan yaitu jiwa,
sehingga hal tersebut tidak wajib dipindahkan kepada harta kecuali

t* shohih. HR. Abu Daud (3328), Ibnu Majah (2406),Abdun bin Khumaid dalam
AI Muntakhab (596), Ath-Thabrani dalam Ar Kabir (lll2lg,220), dan telah
dinilai shahii oleh Al Hakim (2/74), dan telah dinllai shahth oleh Al Albani
dalam Shahih Abu Daud.
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apabila ia mensyaratkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang

mukmin harus memenuhi syarat yang mereka buat."3to Sesungguhnya ia

hanya berkewajiban untuk menghadirkannya atau ditahan, sebagaimana

apabila ia menjamin suatu harta maka ia hanya berkewajiban untuk

menghadirkan harta tersebut atau ditahan, begitu pula keadaannya dalam
jaminan dengan jiwa.

Dalil yang dijadikan landasan kelompok yang ketiga adalah bahwa

ia hanya wajib menghadirkan harta tersebut apabila penghadirannya

merupakan sesuatu yang memungkinkan, maka saat itu ia ditahan apabila

tidak menghadirkannya. Adapun apabila telah diketahui bahwa
penghadirannya adalah tidak mungkin, maka tidak wajib untuk

menghadirkannya, sebagaimana apabila ia meninggal maka tidak wajib
untuk menghadirkannya. Mereka mengatakan, "Orang yang menjamin

suatu jiwa kemudian ia dibebani suatu harta maka lebih tepat disebut

sebagai orang yang tertipu daripada menjadi penipu."

Adapun apabila ia mensyaratkan jiwa dan bukan harta dengan jelas,

maka Malik berpendapat, "Sesungguhnya harta tersebut bukan

merupakan kewajibannya", menurut prediksi saya tidak ada perselisihan

dalam hal tersebut, karena ia telah mengharuskan sesuatu yang

bertentangan dengan apa yang telah ia syaratkan. Inilah hukum jaminan
jiwa.

Adapun hukum jaminan harta: Para fuqaha telah sepakat bahwa
apabila barang yang dijamin tidak ada atau tidak berada ditempat maka
penj amin tersebut bertanggung jawab.

Dan mereka telah berbeda pendapat apabila orang yang menjamin
dan yang dijamin keduanya telah hadir dalam keadaan mampu:

l. Syaf i, Abu Hanifah, pard sahabat keduanya, Ats-Tsauri, Al
Auza'i, Ahmad, serta Ishaq berkata, "Bagi penuntut berhak
meminta kepada siapa saja, penjamin atau orang yang dijamin."

Malik dalam salah satu pendapatnya mengatakan, "Ia tidak berhak
untuk menuntut penjamin padahal ada orang yang dijamin." Dan ia
memiliki pendapat lain seperti pendapat jumhur.

3r0 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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3. Abu Tsaur berkata, "AI hamalah dan al kafalah adalah satu, barang
siapa yang menjamin harta seseorang maka ia wajib membayamya
dan orang yang dijamin telah lepas dari kewajiban, dan tidak boleh
harta seseorang dibebankan kepada dua orang." Dan hal tersebut
merupakan pendapat Ibnu Abu Laila serta Ibnu Syubrumah.

Di atara hujjah yang menjadi pendapatnya bahwa penuntut
dibolehkan menuntut penjamin, baik orang yang dijamin tidak ada
ditempat atau hadir (ditempat), kaya atau miskin, sesuai hadits eubaishah
bin Al Mukhariqi, ia berkata, "Saya menjadi penjamin sesuatu, kemudian
saya datang kepada Nabi SAW dan bertanya kepada beliau mengenai hal
tersebut, maka beliau bersabda, 'Kami akan mengeluarkannya
mewakilimu dari unta sedekah wahai Qubaishah, sesungguhrya
meminta-minta itu tidak dibolehkan kecuali dalam tiga hal..." dan beriau
menyebutkan, "Seorang penjamin suatu jaminan seseorong sehingga ia
mampu menunaikannya"3t | 

.

Poin penting dari hadits ini adalah bahwa Nabi SAW membolehkan
meminta-minta bagi penjamin dengan tidak memperhitungkan kondisi
orang yang dijamin.

Adapun objek kafalah adalah harta menurut jumhur ulama, karena
sabda Rasulullah q4W, "Orang yong menjamin adalah yang
bertanggung jawab"]t2 (maksudnya, jaminan harta serta jaminan atas
diri). Baik harta tersebut terkait dari sisi sebagai harta atau dari suatu
hukuman, seperti harta wajib dalam suatu pembunuhan tidak disengaja,
atau pe{anjian damai dalam pembunuhan dengan sengaja, atau suatu
pencurian yang tidak menyebabkan dipotongnya tangan (maksudnya,
yang belum sampai nishab), atau dari hal yang lain.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, dibolehkannya kafarah dalam
hudud (hukuman) serta qishas, atau dalam qishash tanpa hudud, dan hal
tersebut merupakan pendapat utsman Al Batti (maksudnya, kafalah atas
diri).

Shahih HR. Muslim (1044), Abu Daud (1640), An-Nasa'i (5/8g-g9), Ahmad
(5/60), Ath-Thayalisi (1327), dan telah dinilai shahih oreh Ibnu Khuzaimah
(2361), dan diriwayatkan oleh Ad-Daruqurhni (2/tzo),Ibnu Al Jarud (367),
serta Al Baihaqi (7121,23).
Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.

ln

312
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Adapun waktu kewajiban jaminan dengan harta (maksudnya,

penuntutannya dari penjamin). Para ulama sepakat bahwa hal tersebut

terjadi setelah adanya suatu hak atas orang yang dijamin baik dengan

suatu pengakuan atau dengan bukti.

Adapun waktu kewajiban jaminan atas diri: Para ulama berbeda

pendapat, apakah jaminan tersebut menjadi suatu kewajiban sebelum

adanya suatu hak atau tidak?:

l. Sekelompok ulama berpendapat, "Bahwa jaminan tersebut tidak
wajib sebelum adanya hak dengan kondisi bagaimanapun." Ini
merupakan pendapat Qadhi Syuraih dan Asy-Sya'bi dan Sahnun

dari kalangan pengikut Malik berpendapat.

2. Sekelompok ulama lainnya mengatakan, "Melainkan penjamin atas

diri menuntut penetapan suatu hak." Dan mereka berbeda pendapat

kapankah hal tersebut wajib? Dan hingga berapa lama kewajiban
tersebut?

3. Sebagian ulama mengatakan, "Apabila ia membawa suatu bukti
yang kuat seperti seorang saksi maka wajib diberikan kepada

penjamin atas diri sehingga nampak haknya, jika tidak ada maka

tidak harus diberikan kepada penjamin tersebut, kecuali ia
menyebutkan bukti yang ada di kota, kemudian diberikannya
kepada penjamin dari lima hingga enam hari. Dan hal tersebut

adalah pendapat Ibnu Al Qasim dari kalangan pengikut Malik.

4. Penduduk Irak berkata, "Seorang penjamin tidak boleh menuntut
mereka sebelum adanya hak, kecuali ia mengklaim adanya bukti
yang ada di kota." Ini sama dengan perkataan Ibnu Al Qasim hanya

saja mereka membatasinya dengan tiga hari, mereka mengatakan,

"Apabila ia membawa bukti maka wajib diberikan kepada seorang

penjamin hingga ia menetapkan tuduhannya atau membatalkan

nya."

Mereka mengingkari adanya perbedaan dalam hal tersebut serta

perbedaan antara orang yang memiliki bukti di tempat dan yang tidak ada

di tempat, mereka mengatakan tidak boleh ada seorang penjaminpun
yang dituntut kecuali dengan suatu bukti hingga jelas kebenaran

dakwaannya atau pembatalannya.
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Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi dalil kedua pendapat

dalam masalah ini. Apabila seorang penjamin tidak dituntut dengan

sekedar dakwaan maka tidak akan dirasakan aman dari

ketidakberadaannya, sehingga orang yang menuntut menjadi kesulitan,

dan apabila ia dituntut maka tidak aman dari kondisi dakwaan tersebut

sehingga orang yang dituntut menjadi kesulitan, oleh karena itu
dibedakan antara bukti yang ada di tempat dengan yang tidak ada di
tempat.

Diriwayatkan dari 'Arak bin Malik, ia berkata, "Beberapa orang

dari kalangan badui datang membawa harta yang banyak, lalu ada dua

lelaki (tak dikenal) ikut bersama mereka dan keduanya bermalam

bersama mereka. Pada pagi harinya mereka kehilangan unta sejumlah

demikian dan demikian, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada salah

seorang dari kedua lelaki tersebut, 'Pergr dan carilah' dan beliau

menahan lelaki yang lain. Kemudian ia (lelaki yang pergi tadi) datang

membawa sesuatu, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang

dari kedua lelaki tersebut, 'Mintakan ampun untukku', maka ia berkata,

'Allah telah mengampuni Anda,' beliau bersabda, 'Dan engkau semoga

Allah mengampunimu dan mematikonmu di jalan-Nya'."313

Hadits ini telah ditakhrij oleh Abu Llbaid dalam kitabnya mengenai
fikih. Ia mengatakan, "Sebagian ulama memahaminya bahwa hal tersebut

dari Rasulullah SAW sebagai suatu penahanan, dan hal tersebut tidak
mengherankanku karena tidak boleh ada penahanan hanya dengan suatu

tuduhan, menurutku hanya masuk kategori jaminan suatu hak yang tidak
dibolehkan apabila terdapat suatu bukti dikarenakan adanya kebenaran
mereka berdua."

Abu Hanifah berdalil dari sisi bahwa suatu jaminan tidak
berhubungan dengan sesuatu yang tidak ada secara pasti, dan status

seorang yang bangkrut seperti itu. Sedangkan orang yang melihat bahwa
jaminan tersebut menjadi kewajibannya berdalil dengan hadits yang

diriwayatkan, "Bahwa Nabi SAW pada permulaan Islam tidak
menshalatkan orang yang meninggal dalam keadaan memiliki utang

3t3 Mursal, tetah disebutkan hadits tersebut secara maushul dai riwayat Arak dari
Abu Hurairah secan marfu'bahwa Nabi SAW telah menahan seseorang dalam
suatu tuduhan.
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hingga ada yang menjaminnya"l'o.Sedangkan menurut jumhur jaminan

orang yang ditahan dan orang yang tidak ada diternpat adalah sah,

sedangkan menurut Abu Hanifah tidak sah.

Adapun syarat-syarat suatu jaminan:

l. Abu Hanifah dan Syaf i mensyaratkan dalam wajibnya penarikan

penjamin dari orang yang dijamin dengan sesuatu yang telah ia

tunaikan hendaknya dengan seizin onrng yang dijamin-

2. Sedangkan Malik tidak mensyaratkan hal tersebut.

Menurut Syaf i tidak boleh ada jaminan orang yang tidak jelas dan

suatu hak yang sama sekali tidak tetap. Semua itu berlaku dan mengikat

menurut Malik serta para sahabatnya.

Adapun sesuatu yang dibolehkan padanfta jaminan dengan suatu

barang dan yang tidak boleh:

Menurut Malik penjaminan tidak boleh dengan barang yang ada

dalam tanggungan kecuali pembebasan satraya terhadap dirinya, dan

tidak boleh ditangguhkan, serta yang dimiliki sedikit demi sedikit seperti

nafkah kepada para istri dan hal lain yang sepertinya.

I'o Hal tersebut menunjukkan kepadu hadits Abu Hurairah bahwa sescorang yang

meninggal dalam keadaan rnemiliki utang dihadapkan kepada Rasulullah SAW,
kemudian beliau bertanya, "Apalah ia meningalkon sesuafii yang dapat

melunasi utangnya?" Apabila beliau diberitahu bahwa ia reninggalkan sesuatu

yang dapat digunakan ur1ffi rrctrmasi rnaka bcliau mnshalatinya dan jika tidak

rnaka beliau bersabda, "shalatkan sahabat kalion." Kemudian setelah Allah
memberikan berbagai kemenangan, beliau bersaMa "Aht adalah orang yang
lebih berhak atas orang-orang muknin daripada dii merelca, barang siapa
yang meninggal dalam keadaan memiliki utang malca alat yang alan
membayarnya, dan barang siapa yang memiliki horta maka untuk para
pewarisnya." HR. Al Bukhari (2298), Muslim (1619), dan lafazh tersebut

adalah lafazhnya dan HR. At-Tirmidzi (1070).
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eilrJl +L?A
KITAB AL HIWALAH

Hiwalah (pengalihan utang) adalah suatu transaksi yang sah dan
dikecualikan dari jual beli utang dengan utang, karena sabda Rasulullah

s4w,
'J4J',r- JtiLi ;-i r\5 ,*"dt ,1,

"Penundaain orang kaya (untuk 
^"tunasf 

urorfn ol odaloh suotu
kezhaliman, apabila piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada

orang yang kaya maka hendaknya ia terima"3t5.

Pembahasan ini terfokus mengenai syarat-syarat dan hukumnya.

Di antara syaratnya: Perbedaan ulama mengenai pertimbangan

kerelaan orang yang memberi utang yang dipindahkan pelunasannya dari
orang yang berutang padanya secara langsung (Muhat) dan orang yang

dialihkan padanya tanggungan utang (Muhal 'Alaih):

l. Ulama yang mempertimbangkan kerelaan orang yang memberi
utang yang dipindahkan pelunasannya dari orang yang berutang
padanya secara langsung (MuhaI) dan tidak mempertimbangkan
kerelaan orang yang dialihkan padanya tanggungan utang (Muhal
' Alaih). Ini pendapat Malik.

2. LJlama yang mempertimbangkan kerelaan keduanya secara

bersama.

3. (Jlama yang hanya mempertimbangkan kerelaan orang yang
dialihkan padanya tangungan utang (Muhal 'Alaih) bukan orang
yang memberikan utang yang dipindahkan pelunasanya dari orang
yang berutang padanya secara langsung (Muhal). Pendapat ini
bertolak belakang dengan pendapat Malik, dan ini merupakan
pendapat Daud.

3r5 Muttafaq 'Alaih. HF.. Al Bukhari (2287, 2288, 24OO), Muslim (1564), At-
Tirmidzi (1308), Ibnu Majah (2403), Ahmad (2/260,463) dan Abdunazzaq
( l 535).
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Ulama yang melihat bahwa hiwalah (pengalihan utang) adalah

suatu transaksi maka ia mempertimbangkan kerelaan kedua pihak

tersebut, dan yang memposisikan orang yang dialihkan padanya

tangungan utang pada posisi dari orang yang memindahkan maka ia tidak
mempertimbangkan kerelaannya bersama sebagaimana ia tidak

mempertimbangkannya bersama orang yang memindahkan apabila

menuntut hak darinya, dan tidak memindahkan seorangpun kepadanya.

Adapun Daud, maka hujjahnya adalah zhahir sabda Rasulullah SAW,
"Apabila seseorang di antara kalian dipindahkan kepada orang yang

kaya maka hendaknya ia mengikuti." Dan perintah ini menunjukkan
kepada suatu kewajiban, dan orang yang dialihkan padanya tangungan

utang tetap berada pada asalnya, yaitu disyaratkan pertimbangan

kerelaannya.

Di antara syarat yang disepakati secara global: Sesuatu

(harta/utang) yang akan dipindahkan kepadanya sama dengan sesuatu

yang menjadi kewajiban orang yang memindahkan, baik kadar maupun

sifatnya, hanya saja di antara ulama ada yang membolehkannya pada

emas dan dirham saja, dan melarangnya pada makanan. Ulama yang

melarangnya dalam hal tersebut melihat bahwa itu termasuk kategori
menjual makanan sebelum diterima, karena ia menjual makanannya yang

masih menjadi kewajiban pemilik piutangnya dengan makanan yang

menjadi kewajibannya. Ini berlangsung sebelum ia menerimanya dari
pemilik piutangnya.

Sementara Malik membolehkan hal tersebut apabila kedua

makanan tersebut berasal dari pinjaman dan utang orang yang dialihkan
adalah tunai. Adapun apabila salah satunya dari transaksi salam
(memesan barang dengan memberikan pembayaran dimuka, ed) maka hal

tersebut tidak boleh kecuali kedua utang tersebut segera. Dan menurut
Ibnu Al Qasim serta yang lainnya dari kalangan pengikut Malik, hal

tersebut boleh apabila utang Muhal segera. Sementara Syaf i tidak
membedakan antara hal tersebut karena seperti jual beli dalam

tanggungan orang yang berutang.

Malik memberikan keringanan dalam suatu pinjaman karena

menurutnya dibolehkan untuk menjual pinjaman sebelum diterima.
Adapun Abu Hanifah, ia membolehkan pengalihan utang dengan

makanan, dan ia menyerupakannya dengan dirham dan
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mengkatagorikannya diruar dari kaidah sebagaimana keluarnya hiwaloh
(pemindahan utang) dengan dirham. Masalah tersebut berdasarkan pada
sesuatu yang berbeda dari kaidah apakah dapat diqiyaskan kepadanya
atau tidak? Dan masarah ini dikenal dalam kaidah ntin. uenurut Malik
hiwaloh (pengalihan utang) memiliki tiga syarat, yaitu:
l' Hendaknya utang harta tersebut daram keadaan segera, karena

apabila tidak daram keadaan segera maka menjadi juar beri utang
dengan utang.

2' Hendaknya utang yang diarihkan sama daram kadar dan sifatnya
dengan utang Muhar Araih, karena apabila berbeda pada sarah
satunya maka menjadi transaksi juar beri dan bukan pengarihan
utang, sehingga keruar dari katagori rukhshah kepada kategori juar
beli, dan apabila masuk daram kategori juar beli maka akan
berakibat padajual utang dengan utang.

3' Hendaknya utang tersebut bukan berupa makanan dari juar beli
secara salam atau salah safu utang tersebut, dan utang yang
dialihkan berum sampai temponya menurut pendapat Ibnu Ar
Qasim, apabila kedua makanan tersebut seruruhnya dari saram
maka tidak dibolehkan pengarihan utang dengan sarah satunya
dengan yang lainnya, baik terah jatuh tempo atari berum, atau sarah
satunya telah jatuh tempo dan yang rainnya berum. Karena har
tersebut termasuk juar makanan seberum diterima sebagaimana
yang telah kami katakan.

Akan tetapi Ayiab berpendapat apabila jumrah modar keduanya
sama maka diborehkan hiwarah dan tentunya sesuai ketentuan.
Sedangakan Ibnu Ar 9".]- tidak berpendapat danikian, seperti suatukondisi apabila berbeda. Dan orang yang diarihkan padanya tangungan
utang (Muhal) menempati kedudukan orang yang mengarihkannya
(Muhil) beserta utangnya, dan har tersebut pada sesuitu yang hendak iaambil sebagai ganti darinya atau menjualnya kepaoa orang rain(maksudnya, hanya diborehkan antara Muhar dai Muhai ,Ataih).

contoh har tersebut adarah apabira ia mengarihkan dengan makanan
yang menjadi miliknya dari suatu pinjaman menggantikun -ukunun yung
berasal dari juar beri secara saram, utuu d"ngun makanan dari juar beri
secara salam menggantikan makanan dari pinjaman, maka ia tidak boreh
menjualnya kepada orang lain sebelum ia menerima makanan tersebut,
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karena apabila ia mengalihkan makanan dari suatu pinjaman

menggantikan makanan dari salam, maka itu memposisikan onrng yang

memindahkan pada kondisi bahwa ia tidak boleh menjual sesuatu yang

menjadi tanggungan pemilik piutangnya sebelum ia menerimanya karena

makanan tersebut merupakan makanan dari jual beli, dan apabila

memindahkan dengan suatu makanan dari jual beli secara salam

menggantikan makanan dari pinjaman, maka memposisikan Muhal
'Alaih kepada orang yang mengalihkannya, Muhil (maksudnya, bahwa

selama dibolehkan baginya untuk menjual makanan yang menjadi

tanggungan pemilik piutang yang dipindahkan sebelum ia menerimanya,

begitu pula tidak boleh menjual makanan yang dialihkan kepadanya

walaupun dari suatu pinjaman). Ini semua merupakan pendapat Malik,
dan dalil pembedaan ini adalah lemah.

Adapun hukum-hukumnya: Jumhur ulama berpendapat bahwa

hiwalah berlawanan dengan hamalah (iaminan) dalam kondisi bahwa

apabila orang yang dialihkan padanya tangungan utang (Muhal 'Alaih)

mengalami bangkrut, maka pemilik piutang (orang yang

diallhkan/Muhal) tidak boleh menuntut sesuatupun kepada orang yang

mengalihkannya (Muhil). Malik dan para sahabatnya berkata, "Kecuali
apabila orang yang memindahkan telah menipunya dan ia

memindahkannya kepada orang yang tidak memiliki harta." Abu Hanifah

berkata, "Pemilik piutang (Muhal) menuntut orang yang

memindahkannya apabila orang yang dialihkan padanya tangungan utang

telah meninggal (Muhal 'Alaih) dalam keadaan bangkrut, atau

mengingkari pemindahan utang walaupun ia tidak memiliki bulti." lni
merupakan pendapat Syuraih serta Utsman Al Batti serta beberapa oftrng.

Sebab perbedaan pendapat: Kemiripan antara pengalihan utang

dengan jaminan.
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'ALArIl al,1
KITAB TENTANG PERWAKILAN

Dalam bahasan ini ada tiga bab, yaitu:

Bab I
Rukun-rukunya

Yaitu pembahasan mengenai sesuatu yang padanya terdapat
perwakilan, serta mengenai pemberi kuasa dan orang yang mewakili
(wakil).

Rukun pertama: Pemberi kuasa

Mereka telah sepakat dibolehkannya perwakilan orang yang tidak
hadir, orang yang sakit dan wanita yang mampu mengurusi diri mereka.
Adapun mengenai perwakilan orang yang hadir,laki-laki dan orang yang
sehat para ulama berbeda pendapat:

l. Malik berpendapat dibolehkan perwakilan orang yang hadir (tidak
sedang bepergian), sehat, dan lakilaki. Ini merupakan pendapat
Syaf i.

2. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh perwakilan orang yang sehat,
orang yang hadir dan seorang wanita kecuali ia adalah orang yang
melebihi teman-temannya.

I-Ilama yang memandang hukum dasarnya adalah bahwa tindakan
orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali apabila
ada suatu tuntutan atau kebutuhan yang telah disepakati, maka mereka
berkata, "Orang yang diperselisihkan perwakilannya tidak boleh
melakukan perwakilan."

lllama yang memandang hukum dasarnya adalah dibolehkan,
mereka mengatakan, "Pewakilan dalam segala sesuatu adalah boleh
kecuali pada sesuatu yang telah disepakati bahwa hal tersebut tidak
dibenarkan secara ibadah."
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Rukun kedua: Wakil

Syarat seorang wakil adalah: Bukan orang yang terlarang secara

syari'at dari menggunakan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Sehingga

tidak sah wakil seorang baf, orang gila, dan seorang wanita 
-menurut

Malik, dan Syaf i- untuk mengadakan akad pernikahan.

Adapun menurut Syaf i tidak secara langsung dan tidak pula

dengan perantara (maksudnya, ia mewakilkan kepada orang yang

mengurusi akad pernikahannya). Dan menurut Malik dibolehkan dengan

perantara lakilaki.

Rukun ketiga: Objek akad (mandat untuk melaksanakan tugas)

Syarat objek wakalah: Hendaknya menerima suatu perwakilan,

seperti jual beli, pengalihan utang, jaminan, dan akad-akad yang lain,

fa s h k (pembatala n), sy irkah, w akal ah, mu s h arafa h, muj a' a I ah, mus a q ah,

talaq, pernikahan, khulu' serta perjanjian perdamaian. Dan tidak
dibolehkan dalam ibadah yang bersifat fisik, dan dibolehkan dalam

ibadah yang bersifat harta seperti bersedekah, ?akat, haji, dan menurut
Malik dibolehkan dalam perselisihan sesuai dengan pengakuan atau

pengingkaran.

Syaf i dalam salah satu perkataannya berkata, "Tidak boleh
berdasarkan suatu pengakuan" dan ia menyerupakan hal tersebut dengan

persaksian serta sumpah.

Dibolehkan wakalah dalam menerima hukuman menurut Malik,
dan menurut Syaf i dengan dihadiri orimg yang mewakilkan terdapat dua
pendapat.

Ulama yang mengatakan bahwa wakalah dibolehkan berdasarkan

atas suatu pengakuan telah berbeda pendapat mengenai wakalah mutlak
dalam suatu perselisihan apakah mengandung pengakuan atau tidak?
Malik mengatakan, "Tidak mengandung", dan Abu Hanifah berkata,
o'Mengandung."

Rukun keempat: Akad Wakalah

Adapun akad wakalah (perwakilah) adalah suatu akad yang

mewajibkan adanya ijab qabul (serah terima), seperti akad-akad yang
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lain, dan bukan merupakan akad yang lazim melainkan boleh
berdasarkan apa yang kami katakan mengenai hukum-hukum akad ini.
Hal tersebut ada dua macam menurut Malik, yaitu: Umum dan khusus.
wakalah umum adalah yang terjadi dengan perwakilan secara umum
yang padanya tidak ada sesuatu yang dikhususkan tanpa sesuatu yang
lainnya, yang demikian itu menurutnya jika disebutkan tidak akan
mendapatkan suatu manfaat generalisasai dan penyerahan. Syaf i
berkata, "Tidak boleh ada perwakilan secara umum dan hal tesebut
merupakan suatu penipuan. dibolehkan di antara perwakilan tersebut
sesuatu yang disebutkan, dibatasi serta diperkuat dengan nash yaitu qiyas
yang dimana pada asalnya perwakilan adalah tidak dibolehkan kecuali
karena sesuatu yang telah disepakati."

Bab II
Beberapa Hukum yang Terkait

Adapun beberapa hukum: Diantaranya hukum-hukum akad dan
hukum-hukum perbuatan seorang wakil.

Adapun akad ini: Adalah sebagaimana yang kami katakan adalah
suatu akad yang tidak lajim bagi seorang wakil untuk meninggalkan
perwakian kapan saja ia menghendaki menurut seluruh ulama, akan tetapi
Abu Hanifah mensyaratkan dalam hal tersebut hadirnya pemberi kuasa
dan ia boleh membatalkannya kapanpun ia mau. Mereka berkata,
"Kecuali perwakilan dalam suatu perselisihan." Ashbagh berkata, "Ia
berhak untuk meninggalkannya selama belum mendekati kesempurnaan
hukum, dan wakil tidak berhak untuk memecat dirinya dalam kondisi
yang tidak boleh bagi pemberi kuasa untuk memecatnya."

Kehadiran pemberi kuasa adalah bukan termasuk syarat
sempurnanya akad menurut Malik dan Syaf i. Abu Hanifah berkata,
"Hal tersebut merupakan di antara syaratnya." Dan begitu pula bukan
termasuk dari syarat penetapan wakalah (perwakilan) di sisi penguasa
kehadiran dirinya menurut Malik. Sedangkan Syaf i berpendapat hal
tersebut termasuk dari syaratnya.

Para pengikut Malik berbeda pendapat apakah perwakilan tersebut
batal dengan meninggalnya pemberi kuasa, menjadi dua pendapat:
Apabila kita katakan batal dengan meninggalnya pemberi kuasa
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sebagaimana batal dengan suatu pemecatan, sehingga kapan seorang

wakil dipecat maka perwakilan tersebut batal menurut orang yang

bermua'amalah dengannya dalam madzhab Malik? Dalam hal tersebut

terdapat tiga pendapat, yaitu:

l. Bahwa wakalah batal bagi semua pihak dengan meninggal atau

pemecatan.

2. Bahwa wakalah batal bagi seluruh pihak dengan diketahui batalnya
wakalah tersebut, bagi orang yang mengetahuinya maka wakalah

tersebut batal, dan yang belum mengetahuinya maka wakalah

tersebut belum batal.

3. Bahwa wakalah batal bagi orang yang berurusan dengan wakil dan

diketahui olehnya walaupun orang itu belum mengetahuinya, dan

batal bagi wakil dengan pengetahuan orang yang berurusan
dengannya apabila wakil tersebut belum mengetahuinya. Akan
tetapi orang yang menyerahkan mandat kepadanya setelah ia
mengetahui pemecatannya maka ia bertanggung jawab, karena ia
menyerahkan kepada orang yang ia ketahui bahwa ia bukanlah
seorang wakil.

Adapun hukum-hukum wakil, dalam hal tersebut terdapat beberapa

rnasalah yang terkenal, yaitu:

Pertama, apabila seseorang dipercaya untuk menjual sesuatu

apakah ia dibolehkan membelinya untuk dirinya:

l. Malik berpendapat boleh. Ada yang mengatakan dari Malik bahwa
itu tidak boleh.

2. Syaf i berpendapat tidak boleh, begttu pula menurut Malik seorang

bapak dan orang yang diserahi wasiat.

Kedua, apabila seseorang wakil menjual sesuatu dengan perwakilan
secara mutlak maka tidak boleh menjualnya menurut Malik kecuali
dengan harga yang semisalnya secara tunai dengan mata uang negeri
tersebut, dan tidak boleh menjualnya dengan tidak tunai atau tidak
dengan mata uang negeri tersebut atau tidak dengan harga yang

semisalnya. Begitu pula ketika membeli.

Abu Hanifah membedakan antara menjual dan membeli sesuatu

yang tertentu. Ia berkata, "Dibolehkan ketika menjual tidak dengan harga
yang semisalnya dan tidak dengan tunai, dan ia tidak membolehkannya
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apabila ketika membeli seorang sahaya kecuali dengan harga yang

semisalnya secara tunai, sepertinya Abu Hanifah membedakan antara

perwakilan untuk membeli sesuatu tertentu, disebabkan di antara

hujjahnya adalah bahwa seseorang terkadang menjual sesuatu dengan

harga lebih rendah dari harga yang semisalnya dan tidak tunai demi suatu

kemaslahatan, maka ia menilai hal tersebut dengan pertimbangan semua

ini. Begitu pula hukum seorang wakil dimana ia telah menempatkannya
pada posisinya. Adapun pendapat jumhur lebih jelas.

Semua hal yang dilanggar oleh seorang wakil maka ia bertanggung
jawab menurut ulama yang berpendapat bahwa ia memungkinkan untuk
melakukan suatu pelanggaran.

Apabila seorang wakil membeli sesuatu dan memberitahu bahwa
pembelian tersebut adalah milik pemberi kuasa, maka kepemilikan
tersebut berpindah kepadanya. Abu Hanifah berpendapat kepada wakil
dahulu kemudian kepada pemberi kuasa.

Apabila seorang wakil menyerahkan utang dari orang yang

mewakilkannya dan tidak mendatangkan saksi kemudian orang yang

memiliki utang mengingkari bahwa ia telah menerimanya maka wakil
tersebut harus bertanggung jawab.

Bab III
Perselisihen entere Pemberi Kuasr dengen Wakilnya

Adapun perselisihan seorang wakil dengan pemberi kuasa:
Terkadang mengenai hilangnya harta yang ada pada wakil, dan terkadang
mengenai penyerahan harta tersebut kepada pernberi kuasa, terkadang
mengenai kadar harga yang ia jual atau yang ia beli apabila panberi
kuasa tersebut mernerintahkannya dengan harga tertentu, dan terkadang
mengenai barang yang diberi harta, terkadang mengenai penentuan orang
yang memerintahkannya untuk menyerahkan barang tersebut kepadanya
serta terkadang mengenai tuduhan adanya suatu pelanggaran.

Apabila mereka berdua berbeila pendapat mengenai hilangnya
suatu barang, (misalnya) wakil tersebut mengatakan, "Barang tersebut
telah hilang dariku," sementara pemberi kuasa berkata, "Belum hilang",
maka perkataan yang kuat adalah perkataan wakil apabila ia belum
menerima barang tersebut dengan adanya suatu bukti. Apabila wakil itu
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telah menerima barang tersebut dari pemberi kuasa dan tidak
mendatangkan saksi atas penyerahan barang tersebut maka ia belum
terbebaskan dengan pengakuan wakil tersebut menurut Malik, dan ia
tetap bertanggung jawab, dan apabila ia telah menerimanya dengan suatu
bukti maka ia telah bebas dan tidak ada sesuatupun yang menjadi
kewajiban bagi wakil.

Adapun apabila mereka berdua berbeda pendapat mengenai
penyerahan barang: (Misalnya) Wakil berkata, "Saya telah
menyerahkannya kepadamu", sedangkan pemberi kuasa mengatakan,
"Tidak":

l. Ada yang berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan
wakil tersebut.

2. Ada yang berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan
pemberi kuasa.

3. Ada yang berpendapat bahwa apabila hal tersebut saling berjauhan
maka perkataan yang kuat adalah perkataan wakil.

Adapun perselisihan mereka mengenai kadar harga yang ia
perintahkan untuk dijual: Menurut Ibnu Al Qasim bahwa perkataan
dalam hal tersebut yang kuat adalah perkataan pemberi kuasa karena ia
telah menjadikan penyerahan harga seperti hilangnya barang saat
membeli.

Adapun apabila mereka berselisih mengenai orang yang
memerintahkannya untuk menyerahkan: Dalam madzhab Malik hal
tersebut terdapat dua pendapaq yang terkenal adalah bahwa perkataan
yang kuat adalah perkataan orang yang diperintahkan. Ada yang
berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan orang yang
memerintahkan.

Adapun apabila wakil tersebut melakukan suatu perbuatan yang
merupakan suatu pelanggaran dan mengklaim bahwa pemberi kuasa
adalah orang yang memerintahkannya:

l. Pendapat yang masy&rur rnenjelaskan bahwa perkataan yang kuat
adalah perkataan pembcri kuasa.

2. Ada yang mengatakan, "Sesungguhnya perkataan yang kuat adalah
perkataan wakil bahwa ia telah diperintahnya, dan telah diberi
kepercayaan kepadanya untuk melaksanakan tugas."
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iLtfll a,l.zA

KITAB TENTAI\G BARANG TEMUAN

Bahasan mengenai luqothah (barang temuan) ada dalam dua

bagian, yaitu:

Pertama: Mengenai rukun-rukunnya.

Kedua: Mengenai hukum-hukumnya.

Pertama : Mengenai Rukun-rukunnya

Rukun-rukunnya ada tiga, yaitu penemuan, orang yang menemukan
dan barang temuan.

Adapun penemuan: Para ulama berbeda pendapat apakah yang
lebih baik mengambil akukah meninggalkannya:

l. Abu Hanifah berpendapat, "Yang lebih baik adalah mengambilnya,
karena di antara yang wajib atas seorang muslim adalah menjaga
harta saudara muslimnya" dan ini juga rnerupakan pendapat Syaf i.

2. Malik dan sekelompok ulama mengatakan dimakruhkan untuk
mengambilnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu
Abbas, juga menrpakan pendapat Ahmad. Hal itu disebabkan dua
perkara: Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan bahwa
Rasulullah SAW bersabda,

.r6t'o'r r4tia
"Barang seorang mukmin yang hilang adalah barah api neroka"3t6

Juga karena dikhawatirkan adanya pelalaian untuk melakukan
kewajibannya terhadap barang tersebut dengan mengumumkannya serta

tidak melakukan pelanggaran terhadapnya. Sedangkan ulama yang

t'u Shahih. HR. An-Nasa'i dalam Al Kabir (5790), dan HR. Ibnu Majah (2502),
Ahmad (2514),Ibnu Sa'ed (7134), Ath-Thahawi(21133), dan telah dinllai shahih
oleh Ibnu Hibban (4888), dan HR. Al Baihaqi (6/19l) seluruh mereka dari
Mutharrif bin Asy-Syukhair dari bapaknya, dan telah dinilai shahih oleh Al
Albani dalamShuhih Ibnu Majah.
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berpendapat lebih baik mengambilnya telah menafsirkan awal hadits

tersebut dengan mengatakan, "Yang dimaksudkan adalah memanfaatkan

barang temuan tersebut dan bukan mengambilnya untuk diumumkan."
Sekelompok orang lain mengatakan, "Mengambilnya adalah wajib." Ada

yang berpendapat, "Perselisihan ini terjadi apabila barang temuan

tersebut berada di antara orang-orang yang dipercaya dan seorang

pemimpin yang adil mereka mengatakan apabila barang temuan tersebut

berada di antara orang-orang yang tidak dipercaya serta seorang

pemimpin yang adil maka wajib untuk mengambilnya, dan apabila

berada di antara orang-orang yang dipercaya serta seorang pemimpin
yang lalim, maka yang lebih baik adalah tidak mengambilnya. Dan

apabila berada di antara orang-orang yang tidak dipercaya serta seorang

pemimpin yang adil maka ia diberikan pilihan sesuai dengan apa yang

paling kuat dalam perkiraannya bahwa keselamatannya lebih banyak

berada pada salah satu dari dua pihak tersebut."

Semua ini berlaku pada selain penemuan orang yang berhaji, para

ulama sepakat bahwa penemuan orang yang berhaji tidak boleh untuk
mengambilnya karena larangan Rasulullah SAW terhadap hal tersebuCri.

Dan barang temuan di Mekkah juga tidak boleh diambil kecuali oleh

orang yang mencari barang yang hilang, karena adanya nash mengenai

larangan tersebut, dan hadits yang diriwayatkan mengenai hal tersebut

ada dua lafazh, yaitu:

Pertama: Barang tidak boleh diambil kecuali untuk orang yang

mencari barang hilang3I8.

Kedua, tidak boleh ada yang mengambil barang temuannya kecuali
orang yang mencari barang yang hilang3''. Makna yang pertama adalah

Hal tersebut mengisyaratkan kepada hadits Abdunahman bin Utsman AtTaimi
bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang barang temuan orang yang

berhaji." IIR. Muslim (1724'), Abu Daud (1719), Ahrnad (3/499), dan Al
Baihaqi (d199).
HR. Al Bukhari (2434), Muslim (1355), Abu Daud (2017), Ad-Darimi (2/265\,
dari hadits Abu Hurairah secara marfu', dan disebutkan padanya, "Dan tidsk
halal borang yangjatuh padanya kecuali bagi orang yang mencainya."
HR. Al Bukhari (4313), Muslim (1353), Abu Daud (2018), dari hadits Ibnu
Abbas bahwa nabi SAW telah bersabda pada hari penaklukan kota Mekkah,
"sesungguhnya negeri ini telah Allah sucikan pada waktu menciptakan langit
serta bumi dan ia suci dengan kemuliaan Allah hingga hari kiamal,
sesungguhnya tidak halal melakukan peperangan padanya bagi orang-orang

]t7

3t9
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bahwa barang temuan tersebut boleh diambil untuk orang yang
mencarinya, sedangkan makna yang kedua adalah tidak boleh ada yang
mengambilnya kecuali orang yang mencarinya untuk diumumkan kepada
khlayak. Malik berpendapat kedua temuan tersebut harus diumumkan
selamanya.

Adapun orang yang menemukan: Merdeka, muslim dan baligh
karena hal tersebut merupakan suatu perwalian. Dan telah diperselisihkan
dari Syaf i mengenai dibolehkannya penemuan orang kafir: Abu Hamid
berpendapat bahwa yang paling benar adalah dibolehkannya hal tersebut
dalam Negara Islam. Ia mengatakan, "Dan mengenai hak seorang sahaya
dan orang kafir terdapat dua pendapat. Sisi pelarangan adalah tidak
adanya hak kewalian, sedangkan sisi pembolehannya adalah keumuman
hadits mengenai barang temuan."

Adapun tentang barang temuan: secara global adalah setiap harta
seorang muslim yang memungkinkan untuk hilang, begitu pula mengenai
tanah yang ditanami serta yang tidak ditanami, barang mati atau hewan
dalam hal ini adalah sama kecuali unta dengan kesepakatan para ulama.

Dasar mengenai barang temuan adalah hadits yazid320 bin Khalid
Al Juhani, dan hadits tersebut telah disepakati mengenai keshahihannya,
ia berkata,

, .'
:Ju; ,i{;t:t iL'itt *: * h' ,p }tt Jy, e b:r;C
,e aft:,tdp q*ie og ,L-'iii ,c;i;-wtr, urt
I,F,)i 

'it:,t ,iu,-.jrr. 'rf :ta\.\i 'a) q ,iuirar 'iuai ,jv
i *t F|'ir:.:i ',; r;:3Lr .,3..-. W ,W) u y ,Jv

.6:,aw

sebelumku, dan ridak halal bagiku kecuari sesaat dai waktu siong, negeri
tersebut adalah suci dengan kemulian Allah hingga hai kiamat, tiiak boleh
dicabut durinya, tidak boleh membuot tari hewaiTuruannya, dan tidak boteh
mengambil barang temusnnya kecuali orang yang akan mengumumkannya

!?rta kawasan kosongnyo tidak boleh diiodikan tempat menyencliri."
Yang benar adalah [Zaid].
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"Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW kemudian
bertanya kepada beliau mengenai barang temuan, beliau bersabda,
"Kenalilah tutup dan tali kantongnya kemudian umumkan selama satu
tahun, apabila datang pemiliknya maka serahkan kepadanya dan jika
tidak datang maka urusanmu dengan barang tersebut." Orang tersebut
bertanya, "(bagaimana dengan) kambing yang hilang wahai Rasulullah?"
Beliau menjawab, "Ia adalah untukmu, atau saudaramu, atau untuk
serigala." Ia bertanya, "Bagaimana dengan onta yang hilang?" Beliau
menjawab, *Tidak ada hubungan antara kami dengannya, ia membawa
penampung air, serta sepatu kaki, ia mampu untuk mendatangi air dan
makan pepohonan hingga pemil itorya menemukannya"32t .

Hadits ini mengandung menjelaskan barang temuan yang boleh dan
tidak boleh diambil, apa hukumnya dan bagaimana kondisinya dalam
satu tahun serta setelahnya, dan dengan dasar apa orang yang mengklaim
barang tersebut adalah miliknya. Adapun unta temuan maka para ulama
telah sepakat bahwa unta temuan tidak boleh diambil, dan mereka
sepakat bahwa kambing temuan boleh diambil, dan mereka meragukan
mengenai sapi, dan nash dari Syaf i bahwa sapi sama seperti unta,
sementara dari Malik bahwa sapi seperti kambing dan mengenai hal ini
ada perselisihan.

Kedua:

Hukum Barang yang Ditemukan

Adapun hukum mengumumkannya: Para ulama telah sepakat
untuk mengumumkan barang yang bernilai selama satu tahun, selama
bukan berupa kambing. Dan mereka berbeda pendapat mengenai hukum
kambing setelah satu tahun: Para fuqaha berbagai negeri, Malik, Ats-
Tsauri, Al Auza'i, Abu Hanifah, Syaf i, Ahmad, Abu Ubaid, serta Abu
Tsaur sepakat bahwa apabila telah berlalu satu tahun maka ia boleh
rnemakannya apabila ia orang yang fakir, atau menyedekahkannya
apabila ia orang yang kaya, kemudian apabila pemiliknya datang maka ia

32r Muuafaq 'Ataih. HR. Al Bukhari (2372, 2429), Muslim (1722), Abu Daud
(1704), (1705), At-Tirmidzi (1372), Ibnu Majah (2504), Ahmad (4lll7),
Abdurrazzaq (18604), Al Humaidi (816) dan Ibnu Al Jarud (666, 667).
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diberikan pilihan antara membolehkan untuk disedekahkan sehingga ia

mendapatkan pahalanya atau membebankan tanggung jawab kepadanya.

Mereka berbeda pendapat mengenai orang kaya apakah ia boleh
memakannya atau ia mengingfakkannya setelah satu tahun?:

l. Malik dan Syaf i berpendapat bahwa ia berhak melakukan hal
tersebut.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa ia tidak memiliki hak untuk
menyedekahkannya, pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu

Abbas, dan sejumlah kalangan tabi'in.

3. AI Auza'i berpendapat apabila berupa harta yang banyak maka ia
berikan pada baitul mal (kas negara).

Sementara pendapat yang dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i juga

diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Aisyah.

Mereka semua sepakat bahwa apabila ia memakannya maka
tanggung jawabnya adalah kepada pemiliknya, kecuali ahli zhahir.

Malik dan Syaf i berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, *Maka

urusanmu dengan barang tersebut" beliau tidak membedakan antara

orang kaya dan miskin. di antara hujjah mereka adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Al Bukhari serta At-Tirmidzi dari Suwaid bin Ghaflah
ia berkata:

Ct ',;i ,16-r'iv ti1i? -Lj ,Jua Js i 'o\i'*)
,,

,i6 
^r'^*f 

'"i ,\'; 6!i \'; Wl,b iw'&') + ?" &
dj|x;, o, q* i* ov t;its, aiari L;Lt

Saya pernah bertemu dengan Aus bin Ka'ab kemudian ia berkata,
"Saya pernah mendapatkan sebuah kantong yang di dalamnya terdapat
uang seratus dinar, kemudian saya datang kepada Rasulullah SAW
kemudian beliau bersabda, 'Umumkan selama satu tahun,' kemudian

saya mengumumkannya selama satu tahun dan saya tidak mendapati
(pemiliknya), kemudian saya mendatangi beliau untuk yang ketiga
kalinya, lalu beliau bersabda, 'Simpanlah tutup dan talinya kemudian
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apabilo pemiliknya dotang maka berikanlah kepadanya, iika tidak maka

be rs enang-senangl ah de ngannya (nikmati ah1"322 .

At-Tirmidzi serta Abu Daud telah menyebutkan dengan lafazh,
* Maka infakkanl ah'i|t .

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara zhahir lafazh

hadits mengenai barang temuan dengan kaidah syari'at, yaitu tidak halal

harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.

Ulama yang mengunggulkan kaidah ini atas zhahir hadits yaitu

sabda Rasulullah setelah perintah untuk mengumumkan, *Maka

urusanmu dengan barang tersebut" ia berkata, "Tidak boleh

menggunakannya kecuali dengan menyedekahkannya saja dan ia

bertanggung jawab apabila pemilik barang tersebut tidak mernbolehkan

untuk disedekahkan."

Ulama yang mengunggulkan zhahir hadits atas kaidah ini mereka

memandang bahwa hak tersebut merupakan sesuatu yang dikecualikan

maka mereka berkata, "Barang temuan tersebut halal baginya setelah satu

tahun, dan barang tersebut merupakan bagian dari hartanya, dan ia tidak
bertanggung jawab sekalipun yang punya telah datang."

Sedangkan ulama yang bersikap moderat mengatakan, "Ia boleh

menggunakannya setelah satu tahun walaupun benrpa suatu barang

dengan syarat bertanggung jawab (apabila yang Punya telah datang)."

Adapun hukum menyerahkan barang temuan kepada orang yang

mengakunya: Para ulama sepakat bahwa barang temuan tidak boleh

diserahkan kepadanya apabila ia belum memberitahukan (ciri) tutup dan

tali tersebut. Dan mereka berbeda pendapat apabila ia telah

memberitatrukan hal tersebut: Apakah bersamaan dengan itu dibutuhkan

suatu bukti atau tidak?

1. Malik pendapat bahwa ia berhak atas barang tersebut dengan

adanya suatu tanda dan tidak diperlukan suatu bukti.

2. Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat bahwa ia tidak berhak

mendapatkannya kecuali dengan suatu bukti.

Muttafaq 'Alqih. HR. Al Bukhari (2426, 2437), Muslim (1723), Abu Daud

(1701), (1702), (1703), At-Tirmidzi (1374), Ibnu Majah (2506) dan Ahmad
(sn27).
HR. At-Tirmidzi (1372) dan Abu Daud (1706).
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Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara kaidah dalam
pensyaratan adanya saksi untuk keabsahan suatu dakwaan dengan zhahir
hadits ini. Ulama yang menguatkan kaidah tersebut, berpendapat harus

ada bukti. Sedangkan ulama yang menguatkan zhahir hadits tersebut,

mereka berpendapat tidak dibutuhkan suatu bukti.

Syaf i dan Abu Hanifah mensyaratkan adanya suatu saksi dalam
hal tersebut dikarenakan sabda Rasulullah SAW, "Kenalillah tutup dan

talinya kemudian apabila pemiliknya datang maka berikanlah kepadanya
jika tidak datang maka urusanmu dengan barang tersebut"324. Hadits ini
mengandung kemungkinan bahwa beliau memerintahkan agar mengenali
tutup dan tali tersebut agar tidak tercampur dengan yang lainnya, dan

kemungkinan bahwa beliau memerintahkan hal tersebut agar ia
(penemunya) dapat menyerahkannya kepada pemiliknya dengan
(bercirikan pada) tutup dan tali tersebut.

Ketika terjadi suatu kemungkinan-kemungkinan maka wajib
kembali kepada kaidah, karena kaidah mengatakan bahwa tidak ada

pertentangan dengan kemungkinan-kemungkinan yang menyelesihinya
kecuali apabila ada tambahan yang sah yang akan kami sebutkan nanti.

Menurut Malik dan para sahabatnya bahwa kewajiban pemilik
barang temuan tersebut untuk menyebutkan sifat uang dinar dan
jumlahnya bersamaan dengan tutup dan tali tersebut. Mereka
mengatakan, "Hal tersebut ada dalam sebagian riwayat hadits dan
lafazhnya adalah, 'Dan apabila pemiliknya datang dan menyebutkan sifat
tutupnya dan talinya, dan jumlah barang tersebut maka serahkanlah
kepadanya'32s. Akan tetapi tidak akan berpengaruh ketidaktahuan
terhadap jumlahnya apabila ia telah mengetahui tutup serta talinya, begitu
pula apabila ia menambahkan dalam hal tersebut."

Para ulama berbeda pendapat apabila kurang dari jumlah tersebut,
menjadi dua pendapat; begitu pula apabila ia tidak mengetahui sifat
tersebut dan membawa tutup serta tali ikatannya. Apabila ia salah dalam
hal tersebut maka ia tidak mendapatkan sesuatupun, adapun apabila ia
mengetahui salah satu dari dua tanda yang disebutkan dalam nash dan
tidak mengetahui tanda yang lain:

tu Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
325 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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l ' Ada yang mengatakan, ..Bahwa ia tidak mendapatkan sesuatupun

kecuali dengan mengetahui kedua tanda tersebut'"

Z. Ada yang mengatakan, "Diserahkan kepadanya setelah

membuktikan diri."

3.Adayangmengatakan,..Apabilaiamengklaimtidakmengerti
maka ia telah bebas dan apabila ia salah menyebutkan maka barang

tersebut tidak boleh diserahkan kepadanya'"

Terdapat suatu perselisihan dalam madzhab Malik apabila ia telah

membawa tanda yang mengharuskannya untuk mendapatkan barang

tersebut, apakah diserahkan kepadanya dengan suatu sumpah atau tidak?

l. Ibnu Al Qasim berpendapat tidak dengan sumpah'

2. Asyhab berpendapat dengan sumpah'

Adapunkambingyanghilang:Paraulamasepakatbahwa
kambing yang hilang di tempat yang berlubang jauh dari perkampungan

dibolehkan bagi seseorang untuk memakannya karena sabda Rasulullah

SAW mengenai seekor kambing, "DiA untukmu atau saudaramu, atau

untuk srigala"326.

Mereka berbeda pendapat apakah ia menanggung nilainya bagi

pemilik barang tersebut atau tidak?

l. Jumhur ulama berpendapat bahwa ia bertanggung jawab terhadap

nilai barang tersebut.

2. Malik dalam pendapatnya yang paling terkenal mengatakan bahwa

ia tidak bertanggung jawab.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara zhahir

hadits dengan kaidah yang telah diketahui dari syari'at, hanya saja Malik

di sini menguatkan zhahir hadits sehingga berlaku sesuai dengan hukum

zhahir, dan ia juga tidak membolehkan untuk mempergunakan sesuatu

yang wajib untuk diumumkan setelah satu tahun karena kuatnya lafazh di

*iri- oun terdapat riwayat lain darinya bahwa ia harus menanggungnya.

Begitu pula semua makanan tidak boleh dibiarkan apabila dikhawatirkan

akan rusak jika ditinggalkan.

326 Takhrii hadits tersebut telah dijelaskan belum lama'
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Kesimpulan madzhab Marik menurut para sahabatnya mengenai hal
tersebut adalah bahwa barang temuan itu terbagi menlaor tiga bagian,
yaitu:

l ' Yang tetap berada daram tangan orang yang menemukannya dan
dikhawatirkan akan rusak apabila ditinggalkan seperti suatu barang
dan harta benda.

2. Yang tidak berada dalam tangan penemunya dan dikhawatirkan
akan rusak apabila ditinggalkan, seperti kambing yang berada
dalam suatu lubang, serta makanan yang cepat rusak.

3. Yang tidak dikhawatirkan akan rusak.

Adapun bagian yang pertama (yang tahan lama di tangan orang
yang menemukannya dan dikhawatirkan akan rusak), terbagi menjadi tiga
macam, yaitu:

Pertama, merupakan sesuatu yang sederhana dan tidak penting dan
tidak memiliki kadar nilainya dan telah diketahui bahwa pemiliknya tidak
akan mencarinya karena tidak ada harganya. Maka har ini tidak perlu
diumumkan dan barang tersebut adalah untuk orang yang
menemukannya. Dasar dalam har tersebut adarah hadits Rasuluflah sAw,
Li t! :Ja 

9,.y:t e:f ; *j * \t,J- l, J.it ;:i

qlri, :,ttE rk
"Bahwa Rasululah SAW pernah menemukan sebiji kurma yang

ada di jalan, kemudian beriau bersabda, "seandainya iur*o tersebut
bukan berasal dari sedekah niscaya aku akan memakannya,,32..

Dan beliau tidak menyebutkan keharusan untuk mengumumkan
dan hal ini seperti tongkat serta cambuk waraupun Asyhab berpendapat
lebih baik mengumumkan hal tersebut.

Kedua, sesuatu yang sederhana, hanya saja ia memiliki nilai dan
manfaat, maka hal ini tidak ada perselisihan daram madzhab Malik
mengenai keharusan unfuk mengumumkannya. Dan mereka berbeda
pendapat mengenai kadar pengumuman tersebut; ada yang mengatakan,
"selama satu tahun." Dan ada yang mengatakan, ..Beberapa-hari.,,

327 Mutta|aq 'Alaih. HR. Ar Bukhari (2055,243r) dan Muslim (1071) dari haditsAnas bin Malik.
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Ketiga, (yaitu yang berjumlah banyak atau memiliki nilai), maka
dalam hal ini tidak ada perselisihan mengenai kewajiban untuk
mengumumkannya selama satu tahun.

Adapun bagian yang kedua (yaitu yang tidak tahan lama di tangan

orang yang menemukannya dan dikhawatirkan akan rusak) maka hal ini
dibolehkan untuk memakannya baik ia orang kaya maupun orang miskin.
Apakah ia bertanggung jawab? Dalam hal tersebut terdapat dua riwayat

-sebagaimana 
yang telah kami katakan-, yang paling terkenal adalah

tidak ada tanggungan atasnya.

Para ulama berbeda pendapat apabila ia mendapatkan sesuatu yang

cepat rusak saat tidak dalam bepergian:

1. Ada yangberpendapat tidak ada tanggungan atasnya.

2. Ada yang berpendapat ia bertanggung jawab.

3. Ada yang berpendapat dibedakan antara menyedekahkannya maka
dalam hal ini ia tidak bertanggung jawab, atau memakannya maka
dalam hal ini ia bertanggung jawab.

Adapun bagian yang ketiga yaitu seperti unta (maksudnya, yang

dipilih menurutnya adalah meninggalkannya karena ada nash yang

menjelaskan hal tersebut)"t. Jadi, apabila ia mengambilnya maka wajib
rnengumumkannya, dan yang terbaik adalah meninggalkannya. Ada yang

mengatakan dalam madzhab Malik, "Hal tersebut berlaku umum pada

semua zarman." Ada yang mengatakan, "Hal tersebut berlaku pada zaman

yang adil, sementara yang lebih baik pada z:rman yang tidak ada keadilan
adalah mengambilnya."

Adapun jaminan atas barang yang diumumkan: Para ulama sepakat

bahwa orang yang telah mengambilnya dan mendatangkan saksi atas

pengambilan barang tersebut kemudian rusak di tangannya, maka ia tidak
harus bertanggung jawab. Dan mereka be6eda pendapat apabila ia tidak
rnendatangkan saksi:

1. Malik, Syaf i, Abu Yusu[, dan Muharrnad bin Al Hasan

berpendapat tidak ada tanggungan atasnya apabila ia tidak
menelantarkannya walaupun ia tidak mendatangkan saksi.

32E Hal tersebut mengisyaratkan kepada hadits Zaid bin Khalid.
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2. Abu Hanifah dan zafar berkata, "Ia bertanggung jawab apabila
barang tersebut rusak dan ia belum mendatangkan saksi."

Malik dan Syaf i berdalil bahwa barang temuan tersebut adalah
sebuah titipan sehingga pendatangan saksi tidaklah memindahkannya dari
suatu amanah kepada suatu tanggungan. Mereka berkata, ..Barang

tersebut adalah suatu titipan sesuai dengan yang disebutkan dalam hadits
Salman bin Bilal dan yang lainnya bahwa ia berkata, ,Apabila pemiliknya
telah datang maka serahkan kepadanya, jika tidak datang maka
hendaknya menjadi barang titipan yang ada padamu,32e.,,

Sementara Abu Hanifah danzafar berdalil dengan hadits Mutharrif
bin Asy-Syikhkhir dari Iyadh bin Hamar ia berkata: Rasulullah sAW
bersabda,

'o.; ,1 \', &. \') ,ti)L Jr" ',Sii \:Ji '{U,: U"ir ;
in V.r! e; J6 # o* ,A'6;i'rit 6a iv

"Barangsiapa yan'g *rn"*ukon Uoro* temuan L*raro,
mempersal<sikannya kepada orang yang adil, dan tidak merahasiakannya
dan tidak menyebutkan sifatnya, apabila pemiliknya telah datang maka
ia lebih berhak terhadap barang tersebut, jika tidak datang maka hal
tersebut merupakan harta Allah yang diberikan kepada orang yang Dia
kehendaki"33o.

Kesimpulan madzhab Malik daram hal tersebut adalah bahwa orang
yang mendapatkan barang tersebut menurut Malik tidak terlepas
penemuannya dari tiga kondisi:

Pertama, ia mengambilnya dengan tujuan menilapnya.

Kedua, ia mengambilnya dengan tujuan sekedar menemukannya.

Ketiga, ia mengambilnya tidak dengan tujuan sekedar
menemukannya atau untuk menilapnya.

Muttafaq 'Alaih.HR. Al Bukhari (2429),Muslim (1722),dari hadits Sulaiman
bin Bilal dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman aaa iaid, sahaya Al Munba,its ia
lerkata, "saya pernah mendengar Zaid bin Khalid Al iuhani berkata...,,
kemudian ia menyebutkan hadits tersebut.
HR. Abu Daud (1709), Ibnu Majah (2505), Ahrnad (4/266), Ibnu Abu
Syubrumah (6/455), Ath-Thayalisi (l0gl), dan telah dirulai shaith oteh Ibnu
Hibban (4894), dan HR. Ath-Thabrani (61t87, t93).
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Apabila ia mengambilnya dengan tujuan sekedar menemukannya
maka hal tersebut merupakan suatu amanah yang ada padanya,

kewajibannya adalah menjaganya dan mengumumkannya, apabila ia

mengembalikannya setelah menemukannya, maka Ibnu Al Qasim
berpendapat ia bertanggung jawab. Asyhab berpendapat ia tidak
bertanggung jawab apabila ia mengembalikannya pada tempatnya, dan

apabila ia mengembalikannya tidak pada tempatnya maka ia bertanggung
jawab sebagaimana suatu titipan. Sedangkan pendapat yang kuat
mengenai rusaknya barang tersebut adalah perkataan penemunya tanpa

harus bersumpah, kecuali ia dituduh.

Adapun apabila ia mengambilnya dengan tujuan untuk menilapnya
maka ia bertanggung jawab, akan tetapi kondisi ini tidak diketahui
kecuali darinya.

Ketiga, yaitu seperti mendapatkan sebuah baju kemudian ia
mengambilnya dan menyangka bahwa baju tersebut adalah milik suatu

kaum yang ada di depannya dan ia hendak menanyakannya kepada

mereka. Maka hal ini apabila mereka tidak mengetahui dan tidak
rnenuduhnya maka boleh baginya untuk mengembalikannya ke tempat
dimana ia mendapatkannya, dan ia tidak bertanggung jawab sebagaimana

yang disepakati para pengikut Malik.

Adapun masalah yang berkaitan dengan bab ini yang

diperselisihkan para ulama (yaitu seorang sahaya yang menghabiskan

barang temuan):

1. Malik berpendapat barang tersebut berada dalam tanggungannya
sebagai seorang sahaya, sementara tuannya harus menyerahkannya
atau menebusnya dengan nilai barang tersebut, hal ini apabila
penghabisannya sebelum satu tahun. Apabila penghabisannya

setelah satu tahun maka menjadi utang atasnya dan bukan berada

dalam tanggungan tuan tersebut.

2. Syaf i berpendapat apabila tuan tersebut mengetahui hal itu maka
ia bertanggung jawab, dan apabila tidak mengetahui maka menjadi

tanggungan seorang sahaya.

Mereka juga berbeda pendapat mengenai apakah orang yang

menemukan boleh menuntut sesuatu yang telah ia nafkahkan untuk

barang temuan tersebut kepada pemiliknya atau tidak?
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l. Jumhur ulama mengatakan, "Orang yang menemukan barang
temuan adalah orang yang bersukarela untuk menjaganya, maka
tidak boleh ia menuntut sesuatupun kepada pemilik barang temuan
tersebut."

2. Orang-orang Kufah mengatakan, "Ia tidak boleh menuntut sesuatu
yang telah ia infakkan kecuali dengan seizin penguasa."

Masalah ini termasuk bagian dari hukum-hukum penemuan, kami
cukupkan sampai disini sesuai dengan tujuan kita dalam bab ini.

Bab

Mengenai Al-Laqith

Pembahasan ini mengenai hukum-hukum penemuan, orang yang
menemukan, anak temuan dan hukum-hukumnya.

Syaf i berkata, "Segala sesuatu yang hilang dan tidak memiliki
penanggung jawab maka penemuannya merupakan fardhu kifayah, dan
mengenai kewajiban mempersaksikan karena khawatir dijadikan sahaya
adalah menrpakan sesuatu yang diperselisihkan, dan perselisihan
mengenai hal tersebut sebagaimana perselisihan mengenai pendatangan
saksi atas barang temuan."

Laqith adalah anak kecil yang belum baligh walaupun ia telah
mampu berfikir. Mengenai hal tersebut dalam madzhab Syaf i terdapat
keraguan.

Sedangkan multaqith (orang yang menemukan) adalah setiap orang
merdeka yang adil dan berakal, sementara seorang sahaya dan sahaya
yang mengadakan perjanjian pembebasan dirinya (mukatab) tidak bisa
menjadi multaqith. orang kafir hanya boleh memungut orang kafir juga,
bukan muslim karena ia tidak memiliki kewalian terhadapnya, sedangkan
orang muslim boleh memungut orang kafir dan tidak boleh diambil oleh
orang fasik dan orang yang boros. Sementara kaya bukanlah merupakan
syarat bagi orang yang memungut dan tidak diwajibkan menafkahi orang
yang dipungut, dan apabila ia memberikan nafkah maka ia tidak boleh
menunfutnya.

Adapun hukumnya, seorang laqith dihukumi dengan hukum Islam
apabila dipungut di negeri orang muslim. Dan dihukuminya laqith
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dengan Islam sesuai dengan bapaknya menurut Malik. Sedangkan

menurut Syaf i dengan hukum orang yang masuk Islam di antara

keduanya. Dan hal tersebut adalah pendapat Ibnu Wahab dari kalangan

pengikut Malik.

Telah diperselisihkan mengenai hukum anak temuan:

1. Ada yang mengatakan, "Ia adalah sahaya bagi orang yang

menemukannya."

2. Ada yang mengatakan, "Ia adalah orang yang merdeka sedangkan

perwaliannya bagi orang yang menemukannya."

3. Ada yang mengatakan, "Ia adalah orang yang merdeka sedangkan

perwaliannya adalah untuk orang-orang muslim" dan hal tersebut

adalah pendapat Malik dan yang diperkuat oleh kaidah. Kecuali
apabila terdapat atsar mengenai hal tersebut yang mengkhususkan

kaidah seperti sabda Rasulullah SAW:

.y:cs\*, r;i;iq;*'tW
"Seorang wanita mewarisi tiga orang: Orang yang ia temukan,

orang yang ia merdekakan, serta anaknya yang karenanya ia melakukan

mula' anah (sumpah lian)-33r .

33r Dha'if. HR. Abu Daud (2906), At-Tirmidzi (5112), An-Nasa'i dalam Al Kabir
(2360, 2361, 2420), Ibnu Majah (2742\, Ahmad (31490), (4/106), Ad-
Daruquthni (4/89), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (22/73, 74), dan dalam

Musnad orang-orang Syam (1384), Al Baihaqi (61240,259), dan dinilai dha'if
oleh Al Albani dalam Dha'if lbnu Majah.

,zz z Jz . t

:rDi;i'P]jt o j
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i+lrcll al;6
KITAB TENTANG TITIPAN

Permasalahan yang paling banyak dibahas oleh para fuqaha
berbagai negeri dalam kitab ini adalah mengenai hukum wadi'ah
(titipan):

Diantaranya adalah: Para ulama sepakat bahwa barang titipan
adalah merupakan suatu amanah dan bukan sesuatu yang mendapatkan
jaminan. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Al
Khaththab.

Para pengikut Maliki berkata, "Dalil yang menunjukkan bahwa
barang titipan adalah merupakan suatu amanah, karena Allah terah
memerintahkan untuk mengembalikan amanah dan tidak memerintahkan
untuk mempersaksikan sehingga orang yang dititipi harus dipercayai apa
yang telah ia klaim, bahwa ia telah mengembalikan amanah tersebut
disertai dengan sumpah apabila orang yang menitipkannya
mengingkarinya."

Mereka mengatakan, "Kecuali apabila orang yang menitipkan
menyerahkannya dengan bukti, maka perkataan yang kuat bukanlah
perkataan orang yang dititipi."

Mereka mengatakan, "Karena apabila seseomng menyerahkan
amanah tersebut dengan suatu bukti malca seolah-olah ia
mempercayainya untuk menjaganya dan tidak mempercainya untuk
mengembalikannya, sehingga mengenai kerusakan barang amanah
tersebut dipercaya sementara pengernbaliannya tidak dipercaya." lni
adalah pendapat yang terkenal dari Malik dan para sahabatnya.

Telah dikatakan dari Ibnu Al Qasim, "sesungguhnya perrraaan
yang kuat adalah perkataan orang yang dititipi walaupun ia menyerahkan
amanah tersebut kepadanya dengan suatu bukti." Ini merupakan pendapat
Syaf i serta Abu Hanifah, pendapat ini berlandaskan pada suatu qiyas
karena ia membedakan antara suatu kerusakan dan pengakuan telatr
mengembalikan dan sangat jauh amanah tersebut digagalkan, dan hal ini
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mengenai orang yang telah menyerahkan suatu amanah kepada pemberi

amanah.

Adapun orang yang tidak menyerahkan kepada tangan yang telah
menitipkan barang titipan tersebut kepadanya maka ia memiliki
kewajiban sebagaimana kewajiban wali seorang anak yatim, yaitu
mendatangkan saksi menurut Malik, jika tidak maka ia harus

bertanggung jawab. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,"Kemudian
apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu
adakan saksi-salesi (tentang penyerahan ilu) bagi mereka. dan cukuplah
Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itz)."(Qs. An-Nisaa' [a]: 6)
Kemudian apabila orang yang menerimanya (orang suruhan dari pemilik
barang) mengingkarinya maka orang yang dititipi tidak dibenarkan
pembelaannya menurut Malik dan para sahabatnya kecuali dengan suatu

bukti.

Ada yang mengatakan, "Bahwa telah diriwayatkan dari madzhab
Malik bahwa ia (orang yang dititipi) dipercaya dalam hal tersebut,
menurut Malik sama saja baik pemilik barang titipan tersebut
memerintahkan menyerahkannya kepada tangan lain atau tidak."

Abu Hanifah telah berkata, "Apabila ia telah mengklaim bahwa ia
telah menyerahkannya kepada orang yang diperintahkannya, maka
perkataan yang kuat adalah perkataan orang yang dititipi disertai dengan

sumpah. Apabila orang yang diserahkan kepadanya barang tersebut telah
mengakui (maksudnya, bukan orang yang menitipkan) dan ia telah
mengklaim bahwa barang tersebut telah rusak, maka hal tersebut tidak
Iepas diri dua kondisi; baik orang yang dititipi tersebut sebagai orang
yang diamanahi -ia adalah wakil orang yang dititipi-, atau ia sebagai
orang yang bertanggung jawab.

Apabila orang yang menerima tersebut sebagai orang yang
diamanahi maka pendapat Ibnu Al Qasim berbeda-beda mengenai hal
tersebut; Terkadang ia mengatakan, "Orang yang menyerahkan telah
iepas dari tanggungjawab dengan mendapat pengakuan dari orang yang

menerima, dan musibah tersebut menjadi tanggungan orang yang
memerintah yang merupakan seorang wakil untuk menerima",

Terkadang ia mengatakan, "Orang yang menyerahkan tidak
dapat lepas dari tanggung jawab kecuali dengan memperlihatkan suatu
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bukti atas penyerahan tersebut, atau orang yang telah menerima datang
membawa suafu harta."

Adapun apabila ia menyerahkan kepada suatu tanggungan seperti
seseorang mengatakan padanya terdapat barang titipan, 'serahkan barang
tersebut sebagai suatu utang, sebagai ganti suatu barang atau yang
semisal dengan hal tersebut, kemudian apabila ada suatu tanggungan
maka orang yang menyerahkan tersebut telah lepas dari tanggung jawab.'
Dan apabila tanggungan tersebut memiliki suatu cacat maka terdapat dua
pendapat.

Sebab perbedaan pendapat: Bahwa amanah memperkuat
dakwaan penuduh hingga perkataan yang kuat adalah perkataannya
disertai dengan sumpah.

Ulama yang menyamakan amanah yang diperintahkan oleh orang
yang menitipkan barang agar diberikan kepadanya (maksudnya, wakil)
dengan amanah orang yang dititipi barang, mereka berpendapat bahwa
perkataan yang kuat adalah perkataan wakil mengenai tuduhannya bahwa
barang tersebut telah rusak sebagaimana tuduhan orang yang dititipi
barang.

(Jlama yang melihat bahwa amanah wakil tersebut lebih lemah
maka mereka berkata, "orang yang menyerahkan tersebut tidak lepas
dari tanggung jawab dengan pembenaran orang yang mengambil dengan
adanya dakwaan rusaknya barang."

Dan ulama yang melihat bahwa orang yang diperintah sama
kedudukannya dengan orang yang memerintah, mereka berkata, "orang
yang menyerahkan bertanggung jawab kecuali orang yang menerima
mendatangkan barang", dan apabila menitipkan dengan syarat adanya
tanggungan: Maka jumhur ulama berpendapat tidak ada tanggungan,
sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa orang yang dititipi
bertanggung jawab.

Secara global seluruh fuqaha melihat bahwa tidak ada tanggung
jawab atas pemilik barang titipan kecuali apabila ia melakukan suatu
pelanggaran, dan mereka berbeda pendapat mengenai beberapa perkara,
apakah hal tersebut merupakan suatu pelanggaran atau bukan?

Di antara masalah-masalah yang terkenal dalam bab ini adarah
apabila ia menginfakkan barang titipan kemudian mengembalikan dengan
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yang seperti barang tersebut atau mengeluarkannya untuk menafkahi

dirinya kemudian mengembalikannya :

L Malik berpendapat gugur tanggungan darinya apabila ia

mengembalikannya.

2. Abu Hanifah berpendapat apabila ia mengembalikannya sebelum

menginfakkannya maka ia tidak bertanggung jawab, dan apabila ia

mengembalikan dengan yang semisalnya maka ia bertanggung

jawab.

3. Abdul Malik dan Syaf i berpendapat ia bertanggung jawab dalam

kedua kondisi tersebut.

Ulama yang berpendapat keras dalam perkara tersebut

membebankan tanggungan barang tersebut kepadanya dengan

menggerakkannya dan niat untuk menginfakkannya, sedangkan orang

yang memberikan keringanan maka ia tidak membebankan tanggungan

kepadanya apabila ia mengembalikan yang semisalnya.

Di antara masalah tersebut adalah perselisihan mereka mengenai

bepergian dengan membawa barang tersebut:

l. Malik berpendapat ia tidak boleh pergi dengan membawanya

kecuali barang tersebut diberikan kepadanya dalam suatu

perj alanan (berpergian).

2. Abu Hanifah berkata, "Ia dibolehkan untuk bepergian dengan

membawanya apabila jalannya aman dan pemilik barang titipan

tidak melarangnya."

Di antara masalah tersebut adalah bahwa tidak dibolehkan bagi

orang yang dititipi barang untuk menitipkannya kepada yang lainnya

tanpa adanya alasan, jika ia melakukannya maka ia bertanggung jawab.

Abu Hanifah berpendapat apabila ia titipkan kepada orang yang

wajib memberikan nafkah kepadanya maka ia tidak bertanggung jawab.

Karena ia menyerupakannya dengan penghuni nrmahnya.

sementara menurut Malik ia dibolehkan untuk menitipkan barang

yang dititipkan kepadanya kepada keluarganya yang ia percayai dan

mereka berada dibawah kepemimpinannya yaitu istri, anak, sahaya

wanita atau yang serupa dengan mereka.
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Secara global menurut seluruh ulama bahwa ia wajib menjaga
barang titipan dari kondisi yang biasanya harta manusia dijaga. Maka
sesuatu yang telah jelas dinilai sebagai suatu penjagaan di bolehkan,
sedangkan yang tidak jelas bahwa hal tersebut merupakan suatu
penjagaan maka hal tersebut diperselisihkan, seperti perselisihan mereka
dalam madzhab Malik mengenai orang yang meletakkan barang titipan
disakunya kemudian hilang. Menunrt pendapat yang terkenal bahwa
orang tersebut harus bertanggung jawab.

Menurut Ibnu Wahab bahwa orang yang dititipi suatu barang
kemudian ia letakkan disepatunya, lalu hilang maka ia tidak bertanggung
jawab. Dalam madzhab Malik masalah tanggungan barang yang hilang
karena lupa terdapat perbedaan pendapat, seperti lupa dimana
barang tersebut diletakkan, atau lupa siapa yang telah menyerahkan
kepadanya, atau ada dua orang yang mengaku memilikinya:

L Ada yang berpendapat bahwa kedua omng tersebut harus
bersumpah kemudian barang tersebut dibagi di antara mereka
berdua.

2. Ada yang berpendapat bahwa ia (orang yang dititipkan)
bertanggung jawab kepada mereka berdua.

Kemudian apabila ia (orang yang dititipkan barang) hendak
bepergian, maka menurut Malik ia dibolehkan menitipkannya kepada
orang yang terpercaya di antara penduduk negeri tersebut dan ia tidak
bertanggung jawab, baik ia mampu menyerahkarmya kepada psnguasa
atau tidak mampu.

Para pengikut syaf i berbeda pendapat mengenai hal tersebuq di
antara mereka ada yang mengatakan apabila ia menyerahkannya kcpada
selain penguasa maka ia bertanggung jawab. Dan menurut Malik
penerimaan barang titipan tidak harus dengan segera, dan di antara para
ulama ada yang berpendapat wajib dengan segen apabila orang yang
dititipi tidak mendapatkan orang lain yrang dapat ia titipi, dan menunrtnya
tidak ada imbalan bagi orang yang dititipi atas penjagaan barang tersebut
dan apa yang dibutuhkan berupa suatu tempat tinggal serta naftah adalah
tanggungan pemilik barang tersebut.

Dari bab ini mereka berbeda pendapat mengenai masalah cabang
yang terkenal yaitu mengenai orang yang dititipi suatu harta kemudian ia
melakukan suatu pelanggaran dan memperdagangkannya kemudian
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mendapatkan keuntungan, apakah keuntungan tersebut halal baginya atau

tidak?

l. Malik, Al-Laits, Abu Yusuf, sekelompok ulama berpendapat

apabila ia mengembalikan harta tersebut maka keuntungan tersebut

halal baginya walaupun ia sebelumnya mengghashab harta tersebut,

terlebih lagi apabila harta tersebut merupakan titipan yang ada

padanya.

2. Abu Hanifah, Zafar dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat ia

harus mengembalikan harta pokoknya dan mensedekahkan

keuntungannya.

3. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang memiliki barang

titipan tersebut berhak atas harta pokok dan keuntungannya'

4. Sebagian ulama lainnya berpendapat ia diberikan pilihan antara

harta pokok dengan keuntungan tersebut.

5. Sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa keuntungan yang

didapat dari perdagangan tersebut adalah tidak rusak (sah). Mereka

adalah orang yang mewajibkan untuk menyedekahkan keuntungan

tersebut apabila ia meninggal.

ulama yang mempertimbangkan tindakan tersebut maka ia

mengatakan bahwa keuntungan tersebut untuk orang yang

mempergunakannya. Sedangkan ulama yang mempertimbangkan hukum

asal maka ia berpendapat bahwa keuntungan tersebut adalah untuk

pemilik harta tersebut, oleh karena itu pada saat Umar memerintahkan

kedua puhanya, yaitu Abdullah dan Ubaidullah untuk menyerahkan harta

yang telah diberikan Abu Musa Al Asy'ari dai baitul nal kemudian

rnereka menggunakannya untuk berdagang dan mendapatkan

keuntungan, kemudian dikatakan kepadanya, "seandainya Anda

menjadikannya suatu pinjaman!." Dan ia memenuhi anjuran tersebut

karena telah diriwayatkan bahwa orang yang bekerja mendapatkan suatu

bagian dan pernilik harta mendapatkan bagian, hal tersebut merupakan

suatu keadilan.
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KITAB'ARIYAH (PINJAMAN)

Pembahasan dalam hal'ariyah terfokus mengenai rukun-rukun dan
hukum-hukumnya.

Rukun'Ariyah

Rukun 'ariyah ada lima yaitu: peminjaman, orang yang
meminjamkan, orang yang meminjam, barang yang dipinjam dan ijab
qabul.

Adapun peminjaman adalah suatu perbuatan yang baik dan
disunnahkan. Sekalipun dari kalangan saraf ada yang bersikap keras
dalam hal tersebut. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas,
Abdullah bin Mas'ud bahwa keduanya mengomentari mengenai firman
Allah Ta'ala, "Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.,, (es.
Al Maa'uun [107]: 7) bahwa barang yang bermanfaat tersebut adalah
perabotan rumah yang sering digunakan di antara mereka; berupa kapak,
ember, tali, serta ceret dan yang serupa dengan hal tersebut.

Adapun orang yang meminjamkan: Tidak dianggap orang yang
meminjamkan melainkan ia memiliki barang pinjaman tersebut, baik
barang itu sendiri atau manfaatnya, dan yang paling benar adalah bahwa
barang pinjaman tersebut tidaklah sah apabila berasal dari orang yang
meminjam (maksudnya, ia meminjamkan barang tersebut).

Adapun barang pinjaman, berlaku pada rumah, tanah, hewan
(kendaraan) serta segala sesuatu yang dapat diketahui barangnya apabila
manfaatnya dibolehkan untuk digunakan, oleh karena itu tidak
dibolehkan menghalalkan anak wanita untuk digauli. Dan dimakruhkan
untuk dijadikan sebagai pelayan kecuali ia memiliki mahram.

Adapun lafazh peminjaman adalah seluruh lafazh yang
menunjukkan kepada suatu pemberian izin. Dan peminjaman adalah
merupakan suatu akad yang dibolehkan menurut Malik dan Abu Hanifah
(maksudnya, orang yang meminjamkan dibolehkan untuk meminta
kembali barang pinjamannya apabila ia mau). Dan Malik mengemukakan
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dalam pendapatnya yang terkenal, "Ia tidak boleh menuntut untuk

dikembalikan sebelum selesai pemanfaatan barang tersebut dan apabila ia

mensyaratkan waktu tertentu maka wajib baginya meminjamkannya

hingga waktu tersebut, dan apabila ia tidak mensyaratkan suatu waktu

maka wajib baginya sesuai dengan apa yang dipandang oleh orang bahwa

hal tersebut merupakan suatu waktu peminjaman bagi barang semisal

barang pinjaman tersebut."

sebab perbedaan pendapat: Adanya keserupaan akad-akad yang

pasti dan yang tidak pasti dalam hal tersebut'

Hukum Barang Pinjaman

Adapun hukum-hukum tersebut cukup banyak, dan yang paling

terkenal adalah apakah barang pinjaman tersebut mendapat jaminan atau

suatu amanah?

l. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa barang pinjaman

mendapatkan jaminan, walaupun terdapat bukti atas rusaknya

barang tersebut, hal tersebut merupakan pendapat Asyhab, syaf i,

dan salah satu PendaPat Malik.

2. Di antara ulama ada yang mengatakan kebalikan dari hal diatas,

yaitu bahwa barang pinjaman pada dasarnya tidak mendapat

jaminan. Pendapat ini dikemukanan Abu Hanifah'

3. Di antara mereka ada yang mengatakan sesuatu yang dapat

ditinggalkan, maka dijamin apabila tidak ada bukti atas

kerusakannya, dan tidak dijamin sesuatu yang tidak dapat

ditinggalkan serta sesuatu yang ada bukti atas kerusakannya, hal

tersebut menrpakan madztrab Malik yang terkenal, serta Ibnu Al

Qasim dan kebanyakan dari para sahabatnya'

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara

beberapa atsar mengenai hal tersebut. Yaitu dalam hadits yang shahih

bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Shafiran bin Umayyah,

ll.rlr.tr..! c

.'otr'i zi-)e; t-tG ,j
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"Melainkan barang pinjaman yang mendapat jaminan dan hants
dikembalikan."332

Dalam sebagian riwayatnya dengan lafazh,

" Melainleon borang pinj amon yang hants dikcmbalikan."'33

Dan telah diriwayatkan bahwa beliau bersaMa,

.ir,i trG'J

* Tiilak ada tanggung j awab oto, orong yong m"^fni am.-$o

Ulama yang mengunggulkan hadits ini maka ia menggugurkan
tanggungan tersebut darinya, sedangkan ulama yang mengambil hadits
Shafivan bin Umayyah maka ia mengharuskan tanggungan kepadanya.
Dan ulama yang berpandapat dengan penggabungan hadits-hadits
tersebut maka ia membedakan antara yang dapat ditinggalkan dan yang
tidak dapat ditinggalkan, dan memahami tanggungan ini atas sesuatu
yang dapat ditinggalkan, sedangkan hadits yang lain atas sesuatu yang

"' Shahih. HR. Abu Daud (3562), An-Nasa'i dalam At Kobir (57g0), Ahnad
(3/400), Ad-Daruquthni (3140), Ath-Thabrani (8/50), Al Hakim (2t47), dan Al
Baihaqi (6/89).
Kesenpurnaan hadits adalah bahwa Rasulullah sAw telah meminjam beberapa
baju besi darinya pada saat perang Hunai& ia beranya, .Apakah baju besi
tersebut dirarpas wahai Muharnrnad?" kemudian beliau menjawab, ,,Tidak,

akan tetapi barang pinjaman yang mendapat jaminan- dan lafazh tersebut
adalah lafazh Abu Daud.

"' Shohih. HR. Abu Daud (3562, 3566), An-Nasa'i dalamAl Kubra (5776,5777),
Ahmad (41222\, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (4720), dan dinilai shahih
oleh Al Albani dalam Shshih Abu Daud. Dan hadits tersebut nremiliki suatu
penguat dari hadits Abu Umamah secan marfu', ,'Barang pinjaman harus
dikembalikan sedanglean pembeian ditolok." HR. Abu Daud (3565), At-
Tirmi&i (1265), dan dinilai siohih olehAl Albani.

334 Sangat lemah. HR. Ad-Daruquthni (3/41), dan telah ta dho'if-kn,saya kaakan,
"Dalam sanadnya terdapat:
Libaidah bin Hassan Al Anbari, Ibnu Hibban telah bsdcata dalan Al Majruhun
(21189), "Ia merupakan diantara orang )rang meriwaptkan hadits-hadits palsu
dari orang-orang yang tsiqah." Abu Hatim berkata, "Hadits yang munkar."
Amru bin Abdul Jabbar As-Sinjari, telah disebutkan oleh Ibnu Adi dalam Al
Kamil dan ia berkata, "Ia meriwayatkan dari pamannya hadits-hadits yang
munkar", dan Al Uqaili menyebutkannya dalan Adh-Dhu'afa, dan ia berkata,
"Tidak perlu diteliti haditsnya."
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tidak dapat ditinggalkan, hanya saja hadits *Tidak ada tanggungan atas

orang yang meminjam" tidak terkenal, sedangkan hadits Shafivan adalah

shahih.

Ulama yang tidak melihat adanya suatu tanggungan maka

menyerupakannya dengan barang titipan. Dan ulama yang

membedakannya berkata, "Barang titipan diterima untuk manfaat orang

yang menyerahkan, sedangkan barang pinjaman untuk manfaat orang

yang menerima."

Para ulama sepakat mengenai suatu penyewaan bahwa hal tersebut

tidak mendapat jaminan (maksudnya, Syaf i, Abu Hanifah dan Malik)
apabila Syaf i mengakui bahwa tidak ada tanggungan dalam suatu

penyewaan maka hal tersebut mengharuskannya tidak ada jaminan dalam

barang pinjaman apabila telah diakui bahwa sebab adanya jaminan

tersebut adalah penggunaan manfaat, karena apabila ia tidak menjamin

dalam menerima manfaat keduanya maka ia lebih pantas tidak menjamin

dalam menerima manfaatnya, apabila manfaat orang yang menyerahkan

berpengaruh dalam menggugurkan j aminan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat apabila ia (orang yang meminjamkan)

mensyaratkan suatu tanggungan :

1. Sekelompok ulama berpendapat ia (si peminjam) bertanggung
jawab.

2. Sekelompok ulama lainnya berpendapat ia tidak bertanggung jawab

dan syaratnya batil.

3. Menurut Malik apabila ia mensyaratkan suatu tanggungan dalam

kondisi yang tidak wajib ada tanggungan padanya maka harus

terjadi penyewaan yang semisalnya dalam penggunaan barang

pinjaman tersebut, karena suatu syarat mengakibatkan keluar dari

hukum barang pinjaman kepada penyewaan yang rusak apabila

pemiliknya tidak rela meminjamkannya, kecuali apabila ia

mengeluarkannya dalam tanggungannya, tanggungan tersebut

adalah suatu balasan yang tidak diketahui sehingga harus

dikembalikan kepada sesuatu yang telah diketahui.

Telah diperselisihkan dari Malik dan Syaf i apabila ia menanam

serta membangun pada sebidang tanah kemudian batasan waktu ia

meminjam telah habis:
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1. Malik berpendapat pemilik tersebut mendapatkan pilihan, antara
peminjam tersebut mencabut tanamannya dan bangunannya, atau ia
memberikan nilai tanaman tersebut dalam keadaan tercabut apabila
memiliki nilai setelah dicabut. Menurut Malik, baik waktu yang

telah ditentukan telah habis dengan suatu syarat, dengan kebiasaan

atau adat.

2. Syafi'i berpendapat apabila ia tidak mensyaratkan kewajiban
mencabut maka ia tidak berhak menuntut untuk mencabutnya,
melainkan orang yang meminjamkan diberikan pilihan antara

membiarkannya dengan imbalan yang diberikan kepadanya, atau

dibatalkan dengan membayar denda, atau ia miliki dengan

memberikan ganti. Maka mana yang dipilih oleh orang yang

meminjamkan maka peminjam diharuskan untuk menerimanya,
kemudian apabila ia menolak maka ia dibebani untuk melepaskan
kepemilikannya.

Dan mengenai dibolehkannya menjualnya untuk membatalkan
menurutnya terdapat suatu perselisihan karena tanaman tersebut terbuka
untuk dibatalkan.

l. Syaf i memandang bahwa tuntutannya kepada oftmg yang
meminjam tanpa ada denda menrpakan suatu keztraliman.

2. Malik memandang bahwa kewajibannya adalah mengosongfran
tempat, dan kebiasaan dalam hal tersebut seperti halnya pernberian
suatu syarat. Dan menurut Malik, apabila ia mernpeqgunakan
barang pinjaman dengan suatu penggunaan )ang dapat
menguranginya dari penggunaan yang diizinkan maka ia
bertanggung jawab atas sesuatu yang kurang akibat penggunaan

tersebut.

Dari bab ini mereka berbeda pendapat tentang seorang )rang
meminta kepada tetangganya agar meminjamkan dindingnya guna
memasangkan kayu padanya untuk kemanfaatan dirinya dan tidak
merugikan tetangga yang memiliki dinding, ringkasnya tentang segala
sesuatu yang dimanfaatkan oleh omng yang meminjam namun tidak
merugikan orang yang meminjamkan:

l. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ia (tetangganya) tidak
dituntut untuk mencabutnya, karena hal itu bukan termasuk
peminjaman.
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2. Syaf i, Ahmad, Abu Tsaur, Daud, dan beberapa ahli hadits

berpendapat dituntut agar dicabut dalam hal itu.

Hujjah mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari

Ibnu Syihab dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW

bersabda,

"Janganlah seseorang dari knlian melarang tetangganya untuk

menancapkan kayu di dindingnya."33s

Kemudian Abu Hurairah berkata, "Namun saya melihat kalian

berpaling dari anjuran ini? Demi Allah akan saya lemparkan kayu itu di

antara pundak kalian."

Mereka berhujjah pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Malik

dari umar bin Al Khaththab bahwa Adh-Dhahhak bin Qais mengalirkan

air sungai kedalam kebunnya dan ia ingin melewati lahan milik
Muhammad bin Maslamah, namun Muhammad menolaknya, maka Adh-

Dhahhak berkata, "Engkau melarangku padahal hal tersebut bermanfaat

bagimu, engkau dapat menyirami lahan yang pertama hingga yang

terakhir, dan hal tersebut tidak merugikanmu!" Namun Muhammad

menolaknya, kemudian Adh-Dhahhak melaporkan hal tersebut kepada

Umar bin Al Khaththab, lalu Umar rnemanggil Muhammad bin Al
IVlaslamah dan memerintahkan untuk membiarkan Adh-Dhahhak.

Muhammad berkata, "Tidak!", maka umar berkata, "Jangan engkau

menghalangi saudaramu dari apa yang memberinya manfaat dan tidak

merugikanmu!" Muhammad berkata, *Tidak!", maka Umar berkata,
,'Demi Allah, sungguh air sungai tersebut akan melewati lahanmu

walaupun diatas perutmu." Kemudian Umar memerintahkannya agar air

sungai tersebut melewatinya, maka Adh-Dhahhak melakukannya.

Begitu juga dengan hadits Amru bin Yahya Al Mazini dari

bapaknya bahwa ia berkata, "Dahulu di kebun kakekku terdapat anak

sungai Abdurrahman bin Auf, kemudian ia hendak memindahkannya ke

samping kebun, kemudian pemilik kebun tersebut melarangnya lalu ia

335 Mufiafaq 'Alaih.HR. Al Bukhari (2463),Muslim (1609), Abu Daud (3634), At-
Tirmidzi (1353), Ibnu Majah (2335), Ahmad (2/396,447) dan Malik dalam l/
Muwaththa' (21745).

.:): qP a# :i';ri'{\,'€Lf &,
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melaporkan hal tesebut kepada Umar bin Al Khaththab kemurjian ia
memutuskan bagi Abdurrahman bin Auf dengan pemindahan tersebut.
Syaf i mengkritik Malik karena telah memasukkan hadits-hadits ini pada
posisinya namun ia tidak mengambilnya.

Sedangkan dalil yang dijadikan landasan Marik dan Abu Hanifah
adalah sabda Rasulullah SAW,

:f * roy|?rt,sY l;.t
"Tidak hatal harta' ,"oior'r muslim kecuali dengan kerelaan

hatinya."336

Sedangkan menurut yang Iain hadits-hadits ini menj adi takshish
hadits yang bersifat umum lainnya serta hadits Abu Hurairah, sedangkan
menurut Malik bahwa hadits-hadits tersebut dipahami sebagai sesuatu
yang sunah, dan apabila memungkinkan untuk dikhususkan dan
memungkinkan untuk dipahami sebagai sesuatu yang sunah maka
dipahami sebagai sesuatu yang sunah adarah lebih layak, karena
terbangunnya sesuafu yang umum diatas sesuatu yang khusus menjadi
wajib apabila tidak dapat digabungkan dan te{adi pertentangan.

Ashbagh telah meriwayatkan dari Ibnu Al easim bahwa keputusan
umar terhadap Muhammad bin Maslamah mengenai air sungai tidaklah
diambil, namun diambil keputusannya untuk Abdurrahman bin Auf
mengenai pengalihan air sungai, yang demikian itu ia memandang bahwa
pengalihan air sungai lebih ringan daripada melewati jalan yang belum
pernah dilewati sebelumnya. Dan kadar ini sudah cukup sesuai dengan
tujuan kami.

"u Takhrii hadits tersebut telah dijelaskan.
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-reill r "1
KITAB MENGAMBIL BARANG ORANG LAIN TANPA

SEINZINNYA

Dalam kitab ini terdiri dua bab:

Bab pertama: Tentang tanggungan, dalam masalah ini ada tiga

rukun, yaitu:

Pertama: Sesuatu yang mewajibkan adanya suatu tanggungan.

Kedua: Sesuatu yang terdapat padanya suatu tanggungan.

Ketiga: Sesuatu yang wajib.

Bab kedua: Sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi atas barang

yang diambil tanpa seizin pemiliknya.

Bab I
Tanggungan

Rukun pertama: Sesuatu yang mewajibkan adanya suatu

tanggungan

Adapun sesuatu yang mewajibkan adanya suatu tanggungan adalah

baik yang secara langsung mengambil harta ghashab atau merusaknya

atau secara langsung berhubungan dengan sebab yang merusak, atau

penetapan suatu tanggung jawab padanya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab yang secara langsung

mengakibatkan adanya tanggungan, dan apabila merusak dengan

perantara sebab yang lain, apakah terdapat tanggungan atau tidak? Hal

tersebut seperti membuka sangkar yang terdapat seekor burung sehingga

burung tersebut terbang:

1. Malik berpendapat ia harus bertanggung jawab, baik ia menghardik

burung tersebut atau tidak.

2. Abu Hanifah berpendapat dalam kondisi apapun ia tidak

bertanggung jawab.
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Dan termasuk dalam kasus ini adalah seseorang yang menggali
sumur lalu ada sesuatu yang terjatuh kedalamnya kemudian mati: Malik
dan Syaf i berpendapat apabila ia menggalinya dengan penggalian yang
melampaui batas maka ia menanggung sesuatu yang binasa didalam
sumur itu, dan jika tidak melampaui batas maka ia tidak bertanggung
jawab. Sementara berdasarkan kaidah Abu Hanifah maka menurutnya ia
tidak bertanggung jawab dalam masalah burung.

Apakah disyaratkan adanya kesengajaan secara langsung atau
tidak? Menurut pendapat yang terkenal adalah bahwa harta mendapatkan
jaminan baik dengan sengaja atau secara tidak sengaja walaupun mereka
berbeda pendapat mengenai masalah-masalah cabang dari bab ini.

Dan apakah disyaratkan harus dengan kemauan sendiri?: pendapat
yang diketahui dari Syafi'i mengemukakan disyaratkan jika dengan
kemauan sendiri, oleh karena itu ia merihat bahwa orang yang
memaksanya dibebani tanggungan (maksudnya, orang yang memaksa
untuk merusak).

Rukun kedua: Sesuatu yang mewajibkan tanggungan padanya

Adapun sesuatu yang mewajibkan tanggungan padanya adarah
segala harta yang dapat dirusak atau rusak saat berada pada orang yang
mengambilnya karena suatu peristiwa langit (baca: bencana alam) atau
disebabkan oleh tangan (saat digunakan), hal tersebut berlaku pada
sesuatu yang dapat dipindah serta diubah dengan kesepakatan mereka.
dan mereka berbeda pendapat mengenai sesuatu yang tidak dapat
dipindah serta dialihkan seperti tempat tinggal:

l. Jumhur ulama mengatakan bahwa tempat tinggal diberi jaminan
karena tindak perampasan (maksudnya, bahwa apabila suatu rumah
hancur maka ia menanggung nilainya).

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa ia tidak bertanggung jawab.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah keterlibatan orang yang
mengambil tempat tinggal seperti keterlibatannya atas sesuatu yang dapat
dipindah serta dialihkan?

Lllama yang menjadikan hukum hal tersebut adalah satu maka
berpendapat adanya tanggung jawab, sedangkan ulama yang tidak
menjadikan hukumnya satu maka berpendapat tidak ada tanggung jawab.
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Rukun ketiga: Yang wajib dalam ghashab

Yang wajib atas orang yang mengghashab apabila harta tersebut

berada padanya dan ia tidak mengadakan suatu penambahan serta

p"rgurungun maka ia berkewajiban untuk mengembalikannya' dan dalam

kasus ini tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama.

Kemudian apabila barangnya hilang maka para ulama sepakat

bahwa apabila berupa sesuatu yang ditakar atau ditimbang maka

kewajiban orang yang mengghashab adalah memberikan barang yang

semisalnya (maksudnya, seperti sesuatu yang telah ia hilangkan, dalam

sifat dan timbangannYa).

Dan mereka juga berbeda pendapat mengenai harta benda:

l. Malik berpendapat tidak diputuskan mengenai harta benda yang

berupa hewan dan yang lainnya kecuali dengan nilai saat binasa.

2. Syaf i, Abu Hanifah dan Daud berpendapat bahwa yang wajib

padanya adalah memberikan sesuatu yang sama dan tidak harus

dengan nilai harta tersebut kecuali saat tidak ada yang sama.

Dalil yang dijadikan landasan Malik adalah hadits Abu Hurairah

yang terkenal dari Nabi SAW:

.id' *eqi *i;,* edc,b'r:'i';
"siapayangmembebaskanbagiannyapadaseorangsahayamaka

sisannya diperkirakan nilainya dengan nilai yang adil"'' '

Poin penting dari hadits tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW

tidak mengharuskan menyerahkan barang yang semisalnya namun beliau

menghanrskan untuk menyerahkan nilai barang tersebut'

Dalil yang dijadikan landasan kelompok kedua adalah firman Allah

Ta'ala, *Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak

seimbang dengan buruan yang dibunuhnya" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95)'

337 Muflafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (2492, 2527), Musfim (1503), Abu Dau!

(3938, r'ere;, At-Tirmidzi (1348), Ibnu Majah (2527) dan Ahmad (21255,426,

472).
Dan lafazh Al Bukhari adalah, "Siapa yang membebaskan nasib atau bagiannya

)o,cla seorarg sahaya, maka pembebasannya mmja(i taygg:lgannya dalam
'hartanya opiOilo ia memiltki harta, iika tidak maka diperkirakan nilainya

kemuciian ia mengus ahakannya tanpa dipersulit 
"'
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dikarenakan manfaat sesuatu itulah yang tertiadang diinginkan oleh orang
yang dirugikan.

Di antara hujjah mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu
Daud dari hadits Anas dan yang lainnya, "Bahwa Rasulullah SAW
pernah berada disisi sebagian istrinya kernudian salah seorang dari
ummahatul mukminin mengirimkan seorang pernbantu wanita membawa
priring miliknya yang berisi makanan. Kemudian salah seorang istri
beliau menepaknya dengan taryamyd hingga ia memecahkan piring
tersebut, lalu Nabi sAw mengambil dua pecahan tersebut dan
menggabungkan keduanya serta meletakkan seluruh makanan ke
dalamnya dan beliau bersaM4 *Iht kalion teloh cemburu, makanlah,
makanlah." Lalu didatangkan piring yang berada di rumahnya dan
Rasulullah SAW menahan piring t€rsebut hingga mereka selesai makan,
kemudian beliau menyerahkan piring yangtidak rusak kepada seorang
utusan dan menahan yang pecah di nmrakryl.-33t

Dalam hadits yang lain, *Bahwa Aiqnahlah yang cernburu serta
memecahkan bejana tersebut dan ia berkata k€pada Rasulullah sAw,
'Apakah denda atas perbuatan yang terah saya lakukan?' Beliau
menjawab, "Bejana-dendanya dengm hejano, dor makanan dendanya
dengan makanan"33e.

B.btr
Mengenal scsuatu yeng rideLDtnryLr"snoglr TerJadi pada

Bareng yrngDighrsh.b

Hal-hal yang terjadi secara tidak disangke-sarrgka atas barang
rampasan bisa berupa penanrhhan atau penguragur, dan hal ini terjadi
oleh makhluq atau Allah, Sang pencipta-

Adapun pengurrtrgrn yrng teriedi krene perkera dari aram:
Maka tidak ada hak bagnya kecuali mengrnbil barang tersebut dalam

shahih.IrR. Al Bukhari (5225),At-Tirmidzi (1359), An-Nasa'i dalamAl Kubra
(39-55)' Ibnu Majah (2334), Ahmd (3nas,263), Ad-Darimi (21343) dan Al
Baihaqi (6t96).
Dha'if. HR. Abu Daud (]563), An-Nasa'i gnt), Ahmad (3/263), (6/148), Al
Baihaqi (6196), dan telah dinilai dha'if oteh /.JAIbrri datam Dha'ii)bu Dsud.
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keadaan kurang, atau membebankan tanggungan berupa nilai barang

tersebut kepadanya pada hari terjadinya pengambilan barang tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa orang yang mengghashab harus

mengambil barang tersebut dan menanggung nilai kerusakannya.

Adapun pengurangan yang disebabkan karena kejahatan orang

yang mengghashab:

1. Maka pemilik barang mendapatkan pilihan 
-menurut 

pendapat

Malik- antara membebankan jaminan berupa nilai barang yang

diambil kepada pemiliknya pada hari terjadi perampasan tersebut.

2. Asyhab berpendapat bahwa pemilik barang mendapatkan pilihan

antara membebankan tanggungan nilai barang tersebut kepada

pelaku ghashab atau mengambilnya dalam keadaan kurang dan

tidak ada sesuatupun yang menjadi haknya dalam kejahatan

tersebut seperti orang yang tertimpa musibah, dan pendapat ini juga

dikemukakan Ibnu Al Mawaz.

Sebab perbedaan pendapat: Ulama yang menjadikan barangyang
dighashab sebagai sesuatu yang ditanggung oleh pelaku ghashab dengan

bentuk nilai barang saat dighashab, mereka menganggap sesuatu yang

terjadi, 
-berupa 

penambahan atau pengurangan- seolah-olah terjadi

dalam kepemilikan yang sah sehingga ia mewajibkan hasil yang didapat

dan tidak membebankan sesuatupun dalam pengurangan, baik

dikarenakan sebab darinya atau dari Allah, pendapat ini merupakan

pengqiyasan terhadap pendapat Abu Hanifah.

Kesimpulannya, pengqiyasan pendapat yang membebankan

tanggungan nilai barang tersebut kepada pelaku ghashab saat dighashab.

Sernentara yang menganggap barang yang dighashab ditanggung oleh

pretraku ghashab dengan nilai barang tersebut dalam setiap kondisi maka

ia berhak untuk mengambil nilai yang tertinggi, dan ia mewajibkan

kepada pelaku ghashab untuk mengembalikan hasil yang didapat serta

tanggungan kekurangan barang tersebut baik berasal dari perbuatannya

atau dari Allah. Hal tersebut merupakan pendapat Syaf i atau

pengqiyasan perkataannya. Dan barang siapa membedakan antara

kejahatan dari pelaku ghashab dan yang terjadi karena faktor alami dari

langit -dan hal tersebut adalah pendapat yang terkenal dari madzhab

Malik serta Ibnu Al Qasim- maka dalil yang dijadikan landasannya

adalah qiyas syabah, karena ia melihat kejahatan pelaku ghashab
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terhadap sesuatu yang telah ia ambil merupakan ghashab kedua yang
terulang sebagaimana ia bertindak suatu kejahatan terhadap barang milik
orang lain. Inilah titik perselisihan dalam bab ini.

Adapun apabila kejahatan yang ada bukan dari perbuatan pelaku
ghashab: Maka pemilik barang mendapatkan pilihan antara
membebankan jaminan nilai barang kepada pelaku ghashabnya saat
terjadi, lalu pelaku ghashab menuntut pelaku kejahatan terhadap barang
tersebut, atau membiarkan pelaku ghashab dan menuntut pelaku
kejahatan dengan hukum pidana. Inilah hukum kejahatan terhadap suatu
barang yang ada ditangan pelaku ghashabnya.

Adapun kejahatan terhadap suatu barang yang tidak dighashab oleh
pelaku ghashab: Maka kejahatan tersebut menurut Malik terbagi menjadi
dua, yaitu:

l. Kejahatan yang membatalkan sedikit manfaat, sedangkan tujuan
darinya masih ada, maka dalam hal ini wajib mengganti sesuatu
yang kurang saat terjadi kejahatan tersebut, yang demikian itu
dengan menghitung nilai barang dalam keadaan utuh dan dengan
adanya kejahatan tersebut, kemudian ia diberi tanggungan di antara
kedua nilai barang tersebut.

2. Adapun apabila kejahatan tersebut membatalkan tujuan yang
diinginkan maka pemilikinya diberikan pilihan antara menyerahkan
barang tersebut kepada pelaku kejahatan dan mengambil nilai
barang tersebut, dan apabila ia mau maka ia mengambil nilai
kejahatan tersebut. Sedangkan Syaf i dan Abu Hanifah
berpendapat ia tidak memiliki hak kecuali nilai kejahatan tersebut.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertimbangan pembebanan
terhadap pelaku ghashab, dan menyerupakan perusakan manfaat yang
terbanyak dengan perusakan suafu barang tersebut.

Adapun penambahan: Maka hal tersebut terbagi menjadi dua
bagian, yaitu:

L Terjadi dengan perbuatan Allah, seperti orang yang kecil menjadi
besar, orang yang kurus menjadi gemuk, dan suatu cacat menjadi
hilang.

2. Merupakan sesuatu yang disebabkan oleh pelaku ghashab.
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Adapunyangpertama:makahalitubukanmerupakansuatu
kehilangan.

Adapun penambahan yang disebabkan karena sesuatu yang

disebabkan oleh pelaku ghashab pada barang yang dighashab maka hal

tersebut menurut riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qasim dari

Malik terbagi menjadi dua, Yaitu:

1. Ia memberikan bayaran pada sesuatu yang memiliki harga

tersendiri seperti suatu pewarnaan pada pakaian, serta pengukiran

pada suatu bangunan dan yang serupa dengan hal tersebut'

2. Ia tidak memberikan bayaran, kecuali pekerjaan seperti menjahit,

menumbukgandum,sertakayuyangiabuatmenjadikotak.

Adapun kondisi yang pertama (yaitu ia memberikan bayaran pada

sesuatu yang memiliki harga tersendiri) maka dalam kasus tersebut

terbagi menjadi dua, Yaitu:

1. Sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang dapat dikembalikan

kepada kondisinya (semula) seperti sebidang tanah yang ia bangun

dan yang semisalnYa'

2. Ia tidak mampu untuk mengembalikannya seperti pakaian yang ia

warnai, serta gandum yang ia tumbuk.

Adapun kondisi pertama: Maka pemilik barang mendapatkan

pilihan antara memerintahkan pelaku ghashab untuk mengembalikan

sebidang tanah tersebut kepada kondisinya (semula) dan menghilangkan

sesuatu yang ada padanya di antara sesuatu yang ia buat berupa suatu

pengurangan serta yang lainnya, dan antara memberikan kepada pelaku

ghashab nilai yang ia miliki dalam sebidang tanah tersebut dalam

keadaan tercabut 
-setelah 

dikurangi imbalan pencabutan tersebut, dan

lral ini apabila pelaku ghashab termasuk orang yang tidak dapat

menangani hal tersebut dengan sendiri dan tidak juga dengan orang lain,

akan tetapi ia menyewa untuk pekerjaan itu'

Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak mengurangi

imbalan ini apabila memiliki nilai, apabila tidak memiliki nilai maka

pelaku ghashab tidak memiliki hak sedikipun atas pemilik barang dalam

p"rr"uUutu, tersebut, karena di antara hak pemilik barang adalah pelaku

ghashab tersebut mengembalikan apa yang telah ia ambil darinya
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sebagaimana bentuknya semura. Dan apabila ia tidak menuntut har
tersebut maka ia tidak memiliki kekuatan.

Adapun kondisi kedua maka ia daram har ini mendapatkan pilihan
antara menyerahkan nilai pewarnaan pakaian tersebut dan yang serupa
dengannya, dan mengambil pakaiannya atau ia membebankan nilai
pakaian tersebut saat diambil kepada pelaku ghashab tersebut, kecuali
gandum yang ia tumbuk daram keju dan yang serupa dengan hal itu darijenis makanan, maka ia tidak diberi pilihan daram hal ini, karena
termasuk riba, dan har tersebut merupakan suatu kehilangan yang
mengharuskan peraku ghashab menggantinya dengan yang semisarnya
atau membayar nilai suatu barang yang tidak ada br-d pJngganti yang
serupa dengannya.

Adapun kondisi yang kedua dari pembagian yang pertama (yaitu
pelaku ghashab tersebut hanya melakukan suatu pekerjaan pada berang
yang dighashab), maka hal ini juga terbagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, jika perbuatan ini kecil atau sedikit maka tidak akan
mengakibatkan barang tersebut berubah namanya, sama dengan
peke{aan menjahit pada baju, atau kancing baju.

Kedua, pekerjaan tersebut banyak dan menjadikan barang tersebut
berubah namanya seperti kayu yang ia buat menjadi kotak, biji gandum
yang ia tumbuk, benang tenun yang ia pintal, perak yang ia bentuk
menjadi perhiasan atau uang dirham.

Adapun kondisi yang pertama: Maka tidak ada hak bagi pelaku
ghashab dalam hal tersebut, dan pemilik barang mengambil sesuatu yang
dighashab dalam keadaan telah dikerjakan.

Adapun kondisi yang kedua: Merupakan suatu kehilangan yang
mengharuskan pelaku ghashab mengganti nilai barang yang dighashab
saat itu atau barang yang serupa dengannya apabila ada sesuatu yang
serupa.

Inilah perincian pendapat Ibnu Ar easim mengenai makna ini.
Sedangkan Asyhab, ia menjadikan hal itu semua untuk pemilik barang.
Dasarnya adalah masalah bangunan, ia mengatakan, ..sesungguhnya

tidak ada hak bagi pelaku ghashab dalam sesuatu yang tidak dapat
diambil, berupa suafu celupan, jahitan, tenunan, samakan serta
pembuatan tepung."
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Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa celupan adalah

suatu penghilangan yang mengharuskan pelaku ghashab untuk

menggantikan nilai barang saat dighashab.

Ada yang berpendapat bahwa kedua pihak adalah orang yang

bersama-sama memiliki hak, yang satu (pelaku ghashab) dengan nilai

celupan tersebut, sedangkan yang lainnya (pemilik barang) dengan nilai

pakaian tersebut. Dan pendapat ini dibantah oleh lbnu Al Qasim dalam Al
Mudawwanah dalam pembahasan al luqathah, ia berkata, "Bahwa

syirkah (harta milik bersama) tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang

terjadi dengan kondisi bukti yang jelas."

Pendapat Syaf i mengenai pencelupan seperti perkataan Ibnu Al

Qasim hanya saja ia membolehkan syirkah di antara mereka berdua, ia

mengatakan, "Bahwa pelaku ghashab diperintahkan untuk

mengembalikan barangnya seperti semula sebelum dicelup jika

memungkinkan walaupun pakaiannya menjadi berkurang. Sementara

pemilik barang menanggung kekurangan barang tersebut dan kaidah

syari'at mengharuskan bahwa harta pelaku ghashab tidak dihalalkan

disebabkan karena tindakannya. Baik benrpa manfaat atau berupa barang.

Hanya saja ada orang yang berhujjah dengan sabda Rasulullah SAW:

*Tidak ada hak atas hasil keringat pelaht kezhaliman."l$

Akan tetapi hadits ini menunjukan makna yang global, sedang

pemahaman terbaliknya adalah bahwa pelaku ghasahab tidak

mendapatkan manfaat yang timbul di antara hartanya dan barang yang ia

ghasahab (maksudnya, hartanya yang berkaitan dengan barang yang

dirampas). Hal ini adalah hukum wajib mengenai barang yang dighashab,

baik telah berubah atau belum.

'oo Shahih. HR. Abu Daud (3073), At-Tirmidzi (1378), An-Nasa'i dalam Al Kubra
(5761), Abu Ya'la (21252), Al Baihaqi (6199,142), mereka semua berasal dari

Sa'id bin 7aid, dan telah dinilai shahih oleh Al Albani dalam Al lrwa' (51353),

dan keserpurnaan hadits tersebut adalah, "Siapa yang menghidupkan lahan

mati maka lahan tersebut menjadi miliknya, Tidak ada hak atas hasil keringat

pelaku kezhaliman."

'6; nv f4.4
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Adapun hukum hasil (keuntungan) yang didapatnp: Datram
madzhab Malik mengenai hal tersebut terbagi menjadi dua pendapat,
yaitu:

l. Bahwa hukum keuntungan yang didapat sama hukumnya dengan
barang yang dighashab tersebut.

2. Bahwa hukumnya berbeda dengan hukum barang yang dighashab
tersebut.

Ulama yang berpendapat bahwa hukumnya adalah hukum barang
yang dighashab -dan hal tersebut yang dikatakan oreh Asyhab dari
kalangan para pengikut Malik- ia berkata, "Bahwa pelaku ghashab harus
menyerahkan keuntungan yang didapat saat ia menerimanya atau lebih
dari nilainya yang paling tinggi berdasarkan pendapat )ang memandang
bahwa pelaku ghashab harus meyerahkan nilai yang paling tinggi pada
saat terjadi peng-ghashab-an tersebut bukan nilai barang png dighashab
pada saat terjadi."

Adapun ulama yang berpendapat bahwa hukum keuntungan
tersebut berbeda dengan hukum barang yang dighashab: Mereka berbeda
pendapat mengenai hukumnya dengan perbedaan yang banyak setelah
mereka sepakat bahwa keuntungan tersebut apabila msak dengan ada
bukti maka pelaku ghashab tidak bertanggung jawab, dan apabila ia
mengklaim bahwa hasil atau keuntungan tersebut rusak maka ia tidak
dipercaya walaupun merupakan bagan dari sesuatu yang tidak dapat
ditinggalkan.

Kesimpulan madzhab mereka mengenai hukum keuntungan dari
barang yang dighashab tersebut adalah bahwa hasil terbagi menjadi tiga
bagian, yaitu:

L Keuntungan yang dihasilkan dari sesuatu yang dighashab sesuai
dengan macam dan bentuk ciptaannya seperti anak yang dilahfut.an
dari orang yang dighashab.

2. Keuntungan yang dihasilkan dari sesuatu yang sesuai dengan
bentuk rupanya, seperti kurma, susu binatang ternd serta keju dan
wolnya.

3. Keunfungan yang merupakan suafu manfaat, keunfungan tersebut
adalah penyewaan, hasil pertanian dan yang serupa dengannya.
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Adapun yang sesuai dengan bentuk ciptaan dan rupanya maka tidak
ada beda pendapat 

-menurut 
sepengetahuan saya- bahwa pelaku

ghashab harus mengembalikannya, seperti seorang anak bersama dengan
ibunya yang dighashab walaupun ia adalah anak pelaku ghashab.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut apabila ibu
tersebut meninggal:

l. Malik berpendapat pemilik barang mendapatkan pilihan antara
seorang anak dan nilai seorang ibu.

2. Syaf i berpendapat melainkan anak tersebut memberikan nilai
seorang ibu, dan hal tersebut merupakan suatu pengqiyasan.

Adapun apabila terlahir tidak sesuai dengan rupa dan bentuk
ciptaannya yang asli maka dalam hal tersebut terdapat dua pendapat,
yaitu:

1. Pelaku ghashab tersebut mendapatkan sesuatu yang terlahirkan
tersebut.

2. Bahwa pelaku ghashab harus mengembalikannya bersama dengan
barang yang dighashab apabila ada, atau nilainya apabila ia
mengklaim bahwa barang tersebut telah rusak dan hal tersebut tidak
diketahui melainkan dari pernyataannya, apabila barang yang
dighashab tersebut rusak maka pemilik barang mendapatkan pilihan
antara membebankan nilainya kepada pelaku ghashab dan ia tidak
mendapatkan sedikiBun dari hasil tersebut, dan antara mengambil
sesuatu tersebut beserta dengan hasilnya dan tidak memiliki hak
atas nilai barang tersebut.

Adapun yang tidak terlahir dari sesuatu tersebut maka para ulama
berbeda pendapat mengenai hal itu menjadi lima pendapat:

1. Bagi pelaku ghashab tidak harus mengernbalikan seluruhnya tanpa
diperinci.

2. Wajib bag pelaku ghashab untuk mengembalikannya tanpa
perincian juga.

3. Wajib baginya untuk mengembalikan apabila ia menyewakannya
dan tidak wajib mengembalikan apabila ia memanfaatkannya atau
membiarkannya menganggur.

638 BidayatulMujtahid



4. Wajib baginya untuk mengembalikannya apabila ia
menyewakannya atau memanfaatkarmya dan tidak wajib untuk
mengembalikannya apabila ia menganggurkannya.

5. Perbedaan antara hewan dan barang pokok (maksudnya, bahwa ia
mengembalikan nilai manfaat barang pokok dan tidak
mengembalikan nilai manfaat hewan).

Semua ini mengenai sesuatu yang dihasilkan atau diuntungkan dari
barang yang dighashab bersamaan dengan barang tersebut sefta
keberadaannya. Adapun sesuatu yang dihasilkan dari barang tersebut
dengan mengubah serta mengalihkan barang tersebut seperti uang dinar
yang dighashab kemudian ia gunakan untuk berdagang lalu mendapatkan
keuntungan maka mengenai hasil, terdapat satu pendapat dalam madzhab
Malik yaitu bahwa pelaku ghashab mendapatkan hasil tersebut. Dan
sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan tersebut untuk pemilik
barang.

Hal ini juga apabila pelaku ghashab bermaksud untuk merampas
barang pokok. Adapun apabila bermaksud untuk merampas hasil tersebut
tanpa barang pokok maka ia menanggung hasil tersebut secara mutlak,
dan tidak ada beda pendapat dalam hal tersebut baik ia
menganggurkannya atau memanfaatkannya atau menyewakannya. Maka
termasuk di antara sesuatu yang dapat dihilangkan dengannya atau
dengan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan dengannya.

Abu Hanifah berkata, "Siapa yang mengambil hewan milik
seseorang kemudian ia menaikinya atau meletakkan beban diatasnya
maka tidak ada kewajiban atasnya untuk menyewa dalam mengendarai
hewan tersebut serta memberikan beban diatasnya karena ia bertanggung
jawab terhadapnya apabila hewan tereebut mati karena tindakannnya," ini
adalah pendapatnya mengenai sesuahr yang dapat dipindahkan serta
dialihkan. Saat ia melihat telah membebankan tanggungan atas suatu
tindakan pelanggaran tersebut maka dibolehkan mendapatkan manfaat,
sebagaimana para pengikut madzhab Malik mengatakan mengenai
diperdagangkannya barang yang diglrashab walaupun perbedaan antara
keduanya adalah barang yang diperdagangkan berubah harganya
sedangkan barang yang dighasahab tidak berubah.

Sebab perbedaan pendapat: Mengenai apakah pelaku ghashab
harus mengembalikan hasil tersebut atau tidak mengembalikan:
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Perselisihan mereka dalam memahami keumuman sabda Rasulullah

SAW,

.9t;.;jurCtlt

"Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharuson menanggung
kerugian."34l

Serta sabdanya, "Tidak ada hak atas keringat yang dihailkan
ol ekau pelaletr kezhaliman mendapatlcan hak."3a

Sabda beliau SAW ini dikeluarkan sesuai dengan suatu sebab, yaitu
mengenai seorang sahaya kecil yang memiliki aib, kemudian pemilik
sahayanya tersebut telah dijual (oleh orang lain) menginginkan agar

orang yang membeli mengembalikan hasilnya, serta apakah sesuatu yang

umum apabila dikeluarkan berdasarkan suatu sebab apakah terbatas pada

sebab tersebut ataukah dipahami sebagaimana keumumannya? Padanya

terdapat suatu perbedaan di antara para fuqaha berbagai negeri yang

terkenal, maka di sini orang yang membatasi hukum ini pada sebabnya,

rnereka berkata, "Bahwa hasil tersebut wajib diberikan dari sisi adanya

suatu tanggungan yang berada pada seseorang dengan adanya bukti,
seperti seseorang membeli sesuatu kemudian ia menghasilkannya

sehingga ia mendapatkan hak darinya. Adapun tanpa ada bukti maka ia
tidak boleh memiliki hasil tersebut karena ia adalah orang zhalim,
sedangkan keringat orang yang zhalim tidak mendapatkan hak, maka ia
menggeneralkan hadits ini pada barang pokok serta hasilnya (maksudnya,

iueumurnan hadits ini), dan mengkhususkan yang kedua."

Adapun ulama yang membalikkan perkara tersebut
rnenggeneralkan sabda Rasulullah SAW, "Hasil bumi dimiliki dengan

sutttu tanggungan."la3 kepada lebih dari safu sebab yang telah

Sikeluarkan hadits tersebut dan ia mengkhususkan sabda Rasulullah
gAW, "Keringat orang yang zhalim tidak mendapatkan hak"3* dengan

menjadikan hal tersebut mengenai barang pokok tanpa hasilnya, mereka
'berpendapat bahwa pelaku ghasab tidak mengembalikan hasil tersebut.

34r Takhnj hadits tersebut telah dijelaskan.
342 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan, dan hadits tersebut adalah hadits shahih.
srtr Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
544 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan, dan hadits tersebut adalah shahih.
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Adapun dari sisi makna sebagaimana yang telah berlalu dari
perkataan kami pengqiyasannya adalah dengan berlalunya manfaat serta
barang yang terlahirkan dalam satu jarur dan diperhitungkannya
tanggungan tersebut atau tidak diperhitungkan, adapun perkataan yang
lain yang ada di antara kedua hal ini adarah merupakan suatu liriftsar.

Para ulama sepakat bahwa orang yang menanam pohon kurma atau
buah dalam jumlah banyak dan tanaman ini bukan miliknya maka orang
tersebut diperintahkan untuk mencabutnya, karena adanya riwayat shahih
dari hadits Malik dari Hisyam bin urwah dari bapaknya bahwa
Rasulullah SAW bersabda, "siapa yang menghidupkan tanah yang mati
maka tanah tersebut-menjadi miliknya dan tidak ada hak atas keingat
orong yang zhalim"sas.

Keringat orang yang zhalim menurut mereka adalah menanam
sesuatu ditanah ofimg lain (tanpa seizinnya). Dan Abu Daud telah
meriwayatkan dalam hadits ini suatu tambahan. urwah berkata, ..orang

yang telah menceritakan hadits ini berkata kepadaku, .Bahwa ada dua
orang yang berselisih kepada Rasulullah sAw, salah seorang dari mereka
telah menanam pohon kurma ditanah orang lain, maka Rasulullah SAW
memutuskan bagi pemilik tanah dengan tanahnya, dan memerintahkan
pemilik pohon kurma untuk mangeluarkan pohon kurmanya dari tanah
tersebut'3tr.

Urwah berkata, "sungguh saya telah melihatnya dan pohon tenebut
ditebang batangnya dengan kapak, dan pohon tersebut adalah pohon
kurma yang tinggi hingga dikeluarkan dari tanah tersebut."

Kecuali yang diriwayatkan dalam hadits yang terkenal dari Malik,
"Bahwa orang )ang menanam suatu tanaman di tanah orang lain, dan
telah habis waktu penan:mannya maka orang pernilik tanah berhak untuk
mencabut tanamannya, dan kewajiban bagr yang menanam untuk
menyewa tanah temebut."

Telah diriwayatkan darinya sesuatu yang serupa dengan
pengqiyasan perkataan jumhur, dan berdasarkan pendapatnya bahwa
setiap sesuatu yang tidak dimanfaatkan oleh pelaku ghashab apabila ia

shahih. HR. Malik dalarn Al Muwaththa' (2t347), (1424\, An-Nasa'i dalam At
Kubra (5760,5762), Al Baihaqi (Gtgg, l4Z, 143).
Hasan. HR. Abu Daud (3074), dan telah dinilai iasar oleh Al Albani dalam
Shahih Abu Daud.
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mencabutnya dan menghilangkannya maka tanaman tersebut menjadi

milik orang yang menanam. Dan sebagian ulama membedakan antara

tanaman dan buah-buahan, mereka berpendapat bahwa orang yang

menanam di tanah orang lain maka penafkahannya dan apa yang ia tanam

menjadi tanggunganya, dan pendapat ini dikemukan oleh mayoritas

penduduk Madinah, dan juga dianut oleh Abu Ubaid. Telah diriwayatkan

dari Rafi'bin Khadij bahwa Rasulullah SAW bersabda:

.i'; y"r'ltid'n!t,:^{i fi ryiifri; f''i eLi;
,,siapa yang menanam di tanah suatu kaum tanpa seizin mereka

maka baginya penaJkahannya dan ia tidak mendapatkan sedikitpun dari

tanaman tersebut"l4T.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keputusan dalam sesuatu

yang dirusak oleh binatang ternak atau binatang berkaki empat, menjadi

empat pendapat:

l. Bahwa setiap binatang berkaki empat yang dilepaskan maka

pemiliknya bertanggung jawab terhadap apa yang dirusaknya'

2. Pemilik binatang ternak tersebut tidak ada tanggungan atasnya.

3. Bahwa tanggungan diwajibkan atas pernilik binatang ternak pada

malam hari, dan tidak ada tanggungan atas mereka terhadap sesuatu

yang dinrsak pada siang hari.

4. Kewajiban beban tersebut dalam hewan yang tidak terlepas dan

tidak ada tanggungan pada hewan yang terlepas.

Di antara yang mengatakan bertanggung jawab pada waktu malam

hari dan tidak bertanggung jawab pada siang hari adalah Malik dan

Syaf i, sedangfuan pendapat bahwa tidak ada tanggUngan atas mereka

sama sekali dikatakan oleh Abu Hanifah serta para sahabatnya. Dan

pendapat adanya tanggung jawab secara mutlak dikatakan oleh Al-Laits,

hanya saja Al-t aits mengatakan, 'fidak bertanggung jawab lebih dari

nilai hewan ternak tersebut", dan pendapat yang keempat diriwayatkan

dari UmarRA.

un Shahih, diriwayakan oleh Abu Daud (3403), At-Tirmidzi (1366), Ibnu Majah

(246), Ahrnad (3t4G5), (4tt4l), Ath-Thayalisi (960), Ath-Thabrani dalam Al
katii 1+tZtl), (M37), Al Baihaqi (61136), dan telah dinilai shahih oleh Al
Albani dalamShahih Abu Daud.
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tdl

Dalil yang dijadikan landasan Malik dan Syaf i daram masalah ini
adalah dua hal, yaitu:

Pertama, Firman Allah Ta'ala, "Dan (ingatloh kisah) Daud dan
sulaiman, di waktu keduanya memberikan Keputusan mengenai
tanaman, Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan
kaumnya" (Qs. Al Anbiyaa' [2]):78).Dan an-nafsft (perusakan) menurut
ahli bahasa tidak terjadi kecuali pada malam hari, dan hujjah ini
berdasarkan atas madzhab orang yang memandang bahwa kita
diperintahkan dengan syari'at orang sebelum kita.

Kedua, Hadits mursal dari Ibnu Syihab,

,^t'o'rtc y', be 'J;:, q)G ,:r. )A ati Ji

,ir*lrrri!,-'y,,,F; ,yf jLLi'{-, *'i,t'.* i, J;,
,", 1. t -o 'o . ..

..tii .,E UA Prret,-],t i;1--lli

"Bahwa unta milik Al Barra' bin Azib masuk ke kebun suatu kaum
kemudian merusaknya, lalu Rasulullah sAw memutuskan bahwa
kewajiban atas pemilik kebun untuk menjaganya pada siang hari
sedangkan apa yang dirusak oleh binatang ternak pada malam hari
ditanggung oleh pemilik hewan tersebut."348

Dalil yang dijadikan landasan Abu Hanifah adalah sabda
Rasulullah SAW,

'")6 'tIJ.JtL';
"Pelanggaran yang dilakukan binatang tidak ada tanggungannya.,,

Ath-Thahawi mengatakan, "Dan penelitian madztrab Abu Hanifah
mengatakan bahwa ia tidak menanggung apabila ia melepasnya dalam
keadaan dijaga, adapun apabila ia tidak melepasnya dalam keadaan
dijaga maka ia bertanggung jawab."

'n' Shqhih. HR. Abu Daud (3569, 3570), An-Nasa'i dalam Al Kubra (57g4, 57g5),
Ibnu Majah (2332), Ahmad (4t295), (s/435,436), Malik dalamAl Muwaththa'
(2/474) (1435), Ad-Daruquthni (3/1s4, t55), dan relah dinilai shahih oleh Ibnu
Hibban (6007), dan HR. Ath-Thabrani dalamAl Kabir (6147),(5469, 5470), dan
telah dinilai shahih oleh Al Albani dalamshahih Abu Daud.
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Para pengikut madzhab Malik mengatakan, "Di antara syarat
pendapat kami adalah bahwa kambing tersebut berada pada tempat
penggembalaan, adapun apabila berada pada lahan pertanian bukan pada

tempat penggembalaan maka mereka bertanggung jawab pada malam dan

siang hari."

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang memandang
tanggungan tersebut terdapat pada sesuatu yang dirusak hewan pada
waktu siang dan malam hari adalah kaidahnya, yaitu bahwa hal tersebut
merupakan suatu tindakan pelanggaran dari orang yang melepasnya,
sedangkan kaidahnya adalah bahwa tanggungan menjadi kewajiban atas

orang yang melakukan pelanggaran.

Alasan pendapat yang membedakan antara hewan yang telepas dan
yang tidak adalah jelas, bahwa yang terlepas adalah hewan yang tidak
ada pemiliknya.

Perbedaan pendapat dalam bab ini adalah pertentangan dasar
dengan hadits, serta pertentangan hadits sebagiannya dengan sebagian
yang lain (maksudnya, bahwa dasar tersebut bertentangan dengan hadits,
" Pelanggaran yang dilalotkan hewan tidak ada tanggungannya."3ae) Dan
bertentangan pula dengan pembedaan yang disebutkan dalam hadits Al
Barra'. Begitu pula pembedaan yang ada dalam hadits Al Bana'
bertentangan dengan sabda Rasulullah, "Pelanggaran yang dilakukan
hewan tidak ada tanggungannya."3so

Di antara masalah yang terkenal dalam bahasan ini adalah beda
pendapat mereka mengenai hukum anggota tubuh hewan yang terluka.
Telah diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab bahwa ia telah
memutuskan denda pada mata hewan dengan seperempat harganya, dan
ia telah menulis surat kepada Syuraih dan memerintahkannya dengan hal
tersebut. Dan dengan keputusan tersebut orang-orang Kufah berkata,
"'Dengannya Umar bin Abdul Aziz memutuskan."

Muaafaq 'Alaih. HR. Al Butfiari (2355) (6912), Muslim (1710), Abu Daud
(3085), At-Tirmidzi (1377), An-Nasa'i (5144,45),Ibnu Majah (2673), Ahmad
(21239,254,274,285, 319,495, 510), Ad-Darimi (l/393) (21296),Ibnu Al Ja'd
(1157), selunrh mereka dari Abu Hurairah.
Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (2355) (6912), Muslim (1710), Abu Daud
(3085), At-Tirmidzi (1377), An-Nasa'i (5144,45),Ibnu Majah (2673), Ahmad
(2/ 239, 254, 27 4, 285, 3 19, 495, 5 I 0), Ad-Darimi ( I /393) (2/29 6), Ibnu Al Ja'd
(l157), seluruh mereka dari Abu Hurairah.
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Syaf i dan Malik pernah mengatakan, "Harus ada tanggungan pada
anggota badan hewan yang tertimpa musibah sesuai dengan apa yang
mengurangi harganya diqiyaskan kepada pelanggaran dalam harta."

sedangkan orang-orang Kufah bersandar pada perkataan Umar dan
mereka mengemukakan apabila seorang mitra mengatakan suatu
perkataan dan tidak ada dari para mitranya yung menyelesihinya, namun
perkataannya ini menyelisihi qiyas, maka ia wajib untuk
melaksanakannya karena diketahui bahwa ia mengucapkan hal tersebut
secara tauqifi.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara qiyas
dengan perkataan seorang.sahabat.

Di antara bab ini adalah beda pendapat mereka mengenai unta yang
menyerang manusia dan yang serupa dengannya, sehingga seseorang
khawatir atas dirinya lalu membunuh unta tersebut, maka apakah ia wajib
menanggung kerugiannya atau tidak?

l. Malik dan Syaf i berpendapat tidak ada kerugian yang dibebankan
kepadanya apabila telah jelas bahwa ia khawatir atas dirinya jika
diserang.

2. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa ia menanggung
nilainya bagaimanapun kondisinya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang tidak memandang
adanya tanggungan adalah pengqiyasan atas orang yang be{alan
menemui seseorang kemudian ingin mernbunuhnya, lalu orang yang
dituju tersebut membela diri dan orang yang ingin membunuhnya pun
akhirnya terbunuh, maka tidak ada balasan atasnya, dan apabila hal
tersebut terjadi. dalam masalah jiwa maka dalam hal harta lebih layak lagi
karena jiwa lebih besar kemuliannya daripada harta, dan juga diqiyaskan
kepada penumpahan darah hewan buruan tanah haram apabila ia
menyerang, dan dengan hal tersebrrt kebanyakan pengikut Syaf i
berpegang dengannya.

Dalil yang dijadikan landasan Abu Hanifah adalah bahwa harta
mendapatkan jaminan karena hal itu sangat penting, dasarnya adalah
orang yang terpaksa mengambil makanan orang lain dan tidak ada
keharaman pada unta dari sisi yang memiliki ruh.
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Di antara bab ini adalah beda pendapat mereka mengenai seorang
wanita yang dipaksa untuk berzina, apakah orang yang memaksanya
diharuskan memberi mahar disamping hukuman (hadd) atau tidak?

l. Malik, Syaf i, dan AI-Laits berpendapat wajib baginya membayar
mahar dan menerima hukuman secara bersamaan.

2. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa ia hanrs menerima
hukuman dan tidak ada mahar yang wajib ia bayar, pendapat ini
dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah.

Dalil yang dijadikan landasan Malik adalah karena dalam masalah

tersebut terkandung dua hak, yaitu hak Allah dan hak manusia, salah

satunya tidak menggugurkan yang lainnya, dasarnya adalah menurut
mereka suatu pencurian menyebabkan wajibnya menanggung harta serta
potong tangan.

Adapun orang yang tidak mewajibkan mahar maka dalam hal
tersebut bergantung dengan dua makna, yaitu:

l. Apabila telah terkumpul dua hak, yaitu hak Allah dan hak makhluk,
maka hak malhluk menjadi gugur dengan adanya hak Allah. Dan
hal ini berdasarkan atas pendapat orang-orang Kufah bahwa
tanggungan dan potong tangan tidak dapat digabungkan dalam
menghukumi pencuri.

2. Mahar bukan sebagai ganti persetubuhan karena hal tersebut
menrpakan suatu ibadah apabila pernikahannya secara syar'i, jika
demikian maka tidak ada mahar dalam pernikahan yang tidak
syar'i.

Di antara masalah yang terkenal dalam bab ini adalah: Orang yang
merampas tiang penyangga kemudian ia mernbangun diatasnya suatu

bangunan )rang sama dengan berlipat-lipat dari harga tiang tersebut:

t. Malik dan Syaf i berpendapat diharuskan bagi pelaku ghashab

untuk menghancurkan bangunannya dan pemilik tiang tersebut
mengambil tiang tersebut darinya.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa tiang tersebut dianggap hilang dan

diganti dengan nilainya, seperti pendapat Malik mengenai orang
yang mengganti barang yang dirampas dengan suatu barang yang
memiliki nilai banyak. Dan menurut Syafi'i barang yang dirampas
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tersebut tidak hilang, namun diganti dengan sedikit dari tarnbahan
banguan tersebut.
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Ill .rtt4g.

KITAB TUNTUTAN HAK

Seluruh pembahasan dalam kitab ini tentang hukum-hukum

tuntutan hak. Dan kesimpulan hukum-hukum ini yaitu tentang sesuatu

yang dituntut haknya dari tangan seorang karena adanya hal yang

digunakan untuk menentukan sesuatu tersebut dalam syariat bagi

penuntutnya, jika barang tersebut telah menjadi milik seorang yang

dituntut haknya dengan membeli: hal itu tidak lepas dari kemungkinan

dia menunfut hak atas sesuatu tersebut sebagian kecil, sebagian besar atau

seluruhnya.

Kemudian jika telah dituntut darinya sebagian besar atau

seluruhnya, maka tidak lepas dari kemungkinan hal itu telah berubah

ketika berada di tangannya dengan adanya tambahan atau pengurangan

atau tidak berubah. Kemudian tidak lepas juga dari kemungkinan barang

yang telah dituntutnya itu, dia beli dengan harga atau barang lain (yang

dihargai).

Jika dia menuntut hak atas barang tersebut sebagian kecilnya, maka

menurut Malik dia hanya meminta kembali kepada penjualnya dengan

harga bagian yang dituntut dari tangannya dan dia tidak boleh meminta

kembali selunrhnya.

Jika dia menuntut hak atas barang tersebut sebagian besarnya atau

seluruhnya: jika belum berubah maka penuntut hak barang tersebut

rnengambilnya dan orang yang dituntut haknya tersebut meminta kembali

kepada penjualnya harga barang yang dia beli, jika dia membelinya

ilengan harga. Jika dia membelinya dengan pertukaran barang, maka dia

rneminta kembali barang tersebut, jika belum berubah. Jika telah berubah

dengan perubahan mengharuskan perselisihan harganya, maka dia

meminta kembali dengan harga ketika dia membeli. Jika harta yang

dituntut telah dijual, maka penuntut berhak melangsungkan jual beli
tersebut dan dia mengambil harganya atau mengambil barangnya. Inilah

hukum penuntut dan orang yang dituntut selagi barang yang dituntut

belum berubah.

J
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Jika barang yang dituntut haknya telah berubah, maka tidak lepas

dari kemungkinan berubah dengan adanya tambahan atau pengurangan:

Jika berubah dengan adanya tambahan: maka tidak lepas dari

kemungkinan tambahan tersebut berasal dari orang yang dituntut haknya

atau tambahan dari barang itu sendiri.

Jika tambahan tersebut berasal dari barang itu sendiri, maka

penuntut berhak mengambilnya, seperti budak wanita yang menjadi

gemuk atau budak kecil menjadi besar.

Sedangkan tambahan dari pihak yang dituntut haknya: seperti

membeli rumah, lalu dia membangun salah satu bagian pada rumah

tersebut, lalu rumah tersebut dituntut darinya. Maka dia diberikan pilihan
antara membayar nilai tambahan dan mengambil barang yang

dituntutnya, atau orang yang dituntut haknya itu memberikan harga

barang yang dituntut tersebut atau keduanya menjadi sekutu (pemilik
bersama): Pihak pertama memiliki berdasarkan ukuran harga barang yang

dituntut dan pihak kedua memiliki berdasarkan barang yang dia bangun

atau dia tanam. Ini adalah keputusan Umar bin A1 Khaththab.

Jika tambahan tersebut berupa kelahiran dari pihak yang dituntut
haknya, seperti dia membeli seorang budak wanita lalu budak tersebut

melahirkan anak, kemudian budak wanita itu dituntut darinya, atau

menikahinya dengan alasan bahwa dia telah merdeka, lalu melahirkan

seorang budak: para ulama sepakat bahwa penuntut tidak boleh

mengambil anak tersebut dan mereka berbeda pendapat tentang

mengambil harga mereka.

Tentang ibunya tersebut:

L Suatu pendapat mengatakan bahwa dia (penuntut) dibolehkan

mengambilnya.

2. Pendapat lain mengatakan bahwa penuntut hanya dibolehkan
mengambil harganya. Jika anak tersebut dilahirkan karena

pernikahan, lalu ibunya dituntut dengan alasan perbudakan, maka

tidak ada perbedaan pendapat bahwa tuan ibunya itu harus

mengambilnya dan suaminya meminta kembali maharnya kepada

orang yang telah menipunya. Jika kita mengharuskannya untuk
membayar nilai anak tersebut, maka dia tidak meminta kembali hal
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itu kepada orang yang telah menipunya, karena penipuan tersebut

tidak berhubungan dengan anak.

Tentang hasil (keuntungan) dari sesuatu yang dituntut: jika dia

menanggung dengan alasan syubhat kepemilikan, maka tidak ada

perbedaan pendapat bahwa itu menjadi milik orang yang dituntut haknya

(maksudnya dengan tanggungan, bahwa hasil tersebut termasuk kerugian

bagi dirinya jika hasil tersebut rusak di tangannya). Jika dia tidak

menanggung, seperti sebagai ahli waris, Ialu muncul ahli waris yang lain,

maka dia menuntut hak sebagian yang ada di tangan orang itu, maka dia

harus mengembalikan hasil tersebut. Jika dia tidak menanggung, hanya

saja dalam hal ini dia menentukan harganya, seperti seorang budak

dituntut karena kemerdekaannya, karena jika dia binasa di tangannya,

maka dia meminta kembali harganya. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Bahwa dia tidak menanggung jika belum menemukan penanggung

jawab yang dia harus minta kembali kepadanya dan menanggung jika dia

telah mendapatkan penanggung jawab yang dia harus minta kembali

kepadanya.

Adapun kapan hasil tersebut sah menjadi milik penuntut?

1. Suatu pendapat mengatakan, ketika ada keputusan'

2. Pendapat lain mengatakan, ketika ada penetapan hak.

3. Pendapat lain juga mengatakan, ketika dia bersikap untuk

menunfutnYa.

Jika kita katakan, bahwa hasil (keuntungan) itu menjadi keharusan

bagi penuntut pada salah satu dari tiga waktu ini; jika barang aslinya

berupa pohon-pohon yang berbuah, lalu di saat itu dia mendapatkan

buah-buahan yang belum diPetik:

l. Suatu pendapat mengatakan, bahwa itu menjadi milik penuntut

selama belum dipetik.

2. Pendapat lain mengatakan, selama belum kering.

3. Pendapat lain mengatakan, selama belum nampak kelayakannya.

Dan orang yang dituntut haknya meminta kembali kepadanya atas

biaya siraman dan pemeliharaan tanaman tersebut. Ini jika membeli

tanaman pohon asalnya sebelum dikawinkan. Jika dia membelinya

setelah dikawinkan, maka buahnya untuk penuntutnya, selama
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belum dipetik. Tanah jika dituntut, maka penyewaan tanah tersebut
hanya menjadi milik penuntut, jika tuntutan tersebut pada awal
masa tanam di tanah tersebut. Jika telah berlalu dari awal masa

tanam, maka penyewaan tanah tersebut menjadi milik orang yang

dituntut.

Jika perubahan tersebut terjadi dengan adanya pengurangan, jika
tanpa ada sebab dari orang yang dituntut haknya, maka tidak ada

tanggungan atas orang yang dituntut sedikit pun. Adapun jika dia telah
mengambil harga contoh jika ia membongkar rumah, Ialu dia menjual
bongkarannya, kemudian orang lain menuntut haknya dari orang tersebut,

maka orang lain itu meminta kembali harga barang yang dijual dari
bongkaran tersebut.

Al Qadhi berkata, dalam bab ini saya tidak menemukan
perselisihan yang dapat dijadikan pegangan, tentang masalah yang saya

nukil dari madzhab Malik dan para pengikutnya dan itu merupakan
aturan pokok yang mereka kemukakan dalam bab ini, tetapi
dibandingkan aturan pokok madzhab lain, jika barang yang dituntut itu
dibeli dengan barang dagangan, padahal barang dagangan tersebut telah
tiada, maka orang yang dituntut itu meminta kembali dengan barang
dagangan yang sama tidak dengan harganya. Mereka itulah yang
berpendapat agar mengganti barang yang sama pada semua barang yang
rusak. Begitujuga dibandingkan dengan kaidah pokok madzhab lain, agar
dia meminta kembali kepada si pembeli jika dia dituntut, baik sedikit atau

banyak, karena hal itu tidak masuk pada barang yag tersisa dan tidak
terjadi jual beli dan juga saling rela. Selesai kitab Al Istihqaq dengan
pujian kepada Allah.
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KITAB HIBAH (PEMBERIAN)

Pembahasan dalam hibah ini yaitu tentang: mkun-rukun, syarat-

syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya. Dari semua ini kami hanya

akan menjelaskan masalah-masalah yang masyhur, maka kami katakan:

Rukun-rukun Hibah

Tentang rukun-rukun hibah ada tiga yaitu: pemberi hibah, penerima

hibah dan hibah itu sendiri.

Tentang pemberi hibah: Para ulama sepakat bahwa pemberi hibah

dibolehkan hibahnya jika dia memiliki barang yang dihibahkan dengan

kepemilikan yang sah, yaitu jika dia dalam keadaan sehat dan dalam

keadaan menguasai sepenuhnya. Mereka berbeda pendapat ketika dalam

keadaan sakit, idiot dan pailit:

Tentang orang yang sedang sakit:

1. Jumhur mengatakan, hibah tersebut pada sepertiga hartanya karena

disamakan dengan wasiat (maksudnya, hibah yang sempurna

dengan terpenuhi syarat-syaratnya).

2. Sekelompok ulama dari kalangan salaf dan sekelompok ahli zhahir

mengatakan, bahwa hibahnya dikeluarkan dari harta pokoknya jika

dia meninggal dunia dan tidak ada perselisihan di antara mereka

bahwa jika dia sehat dari sakitnya, maka hibahnya sah.

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ialah hadits Imran bin

Hushain, dari Nabi SAW:

..Tentang orang yang memerdekakan enam orang budak ketika

hampir meninggal dunia, maka Rasulullah SAW menyuruhnya

,\ ,- \ ,. *i 'l , nlql, .i,r .;2 .l' J;t i]\i ,,;'1t 1t:" ,^;r1 u, ',*l gJl ,,1
'.G.q,;or|r, 

@'*6 *',
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memerdekakan sepertiga dari mereka dan sisanya tetap dijadikan sebagai

budak.lsl"

Dalil yang dijadikan landasan oleh ahli zhahir yaitu ishtishabul hal
(kembali kepada hukum asal) (maksudnya, ketika terjadi ijma'), yaitu
ketika mereka sepakat tentang dibolehkannya hibah yang dia berikan
ketika sehat, maka ijma' pun harus dikembalikan ketika sakit, kecuali
jika ada dalil yang menunjukkan hal itu dari Al Qur'an atau As-Sunnah
yang jelas. Dan hadits tersebut menurut mereka diartikan sebagai wasiat.

Beberapa penyakit yang karenanya seseorang dibatasi menurut
jumhur yaitu penyakifpenyakit yang mengkhawatirkan. Begitujuga
berbagai kondisi yang mengkhawatirkan menurut Malik, seperti orang
tersebut sedang berada di medan pertempuran, wanita hamil yang hampir
melahirkan dan penumpang kapal laut yang tertimpa ombak besar, dalam
hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sedangkan penyakirpenyakit yang
menahun, menurut mereka dalam hal ini tidak ada pembatasan. Hal ini
telah dijelaskan di dalam Kitab Al Hajr.

Adapun orang-orang bodoh (pailit) dan yang mengalami pailit,
tidak ada perbedaan pendapat menurut ulama yang menyatakan adanya
pembatasan terhadap mereka, bahwa hibah mereka tidak berlaku.

Barang yang dihibahkan: adalah segala sesuatu yang sah milik
seseorang:

Para ulama sepakat bahwa seorang boleh menghibahkan semua
hartanya kepada orang lain.

Mereka berbeda pendapat tentang seseorang yang melebihkan
sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam hibah. Atau tentang
menghibahkan semua hartanya untuk sebagian orang tanpa sebagian yang
lain:

l. Jumhur fuqaha berbagai negeri mengatakan bahwa hibah tersebut
hukumnya makruh, tetapi jika terjadi maka hal itu dibolehkan
menurut mereka.

2. Ahli zhahir berpendapat tidak boleh melebihkan, apalagi
menghibahkan semua hartanya kepada sebagian orang.

r5r Shahih. Takhnj hadits tersebut telah dijelaskan.
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3. Sedangkan Malik berpendapat boleh melebihkan dan tidak boleh

menghibahkan semua hartanya kepada sebagian mereka tanpa

sebagian yang lain.

Dalil yang dikemukakan oleh ahli zhahir ialah hadits An-Nu'man
bin Basyir, yaitu hadits yang disepakati keshahihannya, meskipun

dipersel i sihkan tentan g lafazh-lafazhnya, hadits tersebut yaitu :

.^r\
qp ir' -u it J;, j1 u Ji Llx ;Uf lr

iut & &r Jit Ju, ,J Jlt LY, t-ri' oit 
'A;

.;2 iu' J;, i* ,! ,iu6 tr*i '1, 
^l; l-'st

tc lo t.
4r-ar-rJU

"Bahwa bapaknya yaitu Basyir datang bersamanya menemul

Rasulullah SAW, seraya berkata, 'sesungguhnya aku telah memberikan

kepada anakku ini seorang budak yang dahulu menjadi milikku.' maka

Rasulullah SAW bertanya,'Apakah semua anakmu kamu berikan seperti

ini?' dia menjawab, 'Tidak.' Rasulullah SAW bersabda,'Maka tariklah
kembali pemberian itu' .352"

Malik, Al Bukhari dan Muslim sepakat dengan lafazh ini, mereka

(ahli zhahir) mengatakan, "menarik kembali" mengandung arti batalnya

hibah ini. Di sebagian lafazh-lafazh riwayat hadits ini, beliau SAW
bersabda, " Ini adalah kezhaliman.3s3"

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur yaitu telah terjadi

kesepakatan bahwa seseorang boleh menghibahkan semua hartanya

ketika sehat kepada orang lain tanpa memberikannya kepada anak-

anaknya. Jika hal itu dibolehkan untuk orang lain, maka untuk anaknya

lebih pantas. Mereka juga berhujjah dengan hadits Abu Bakar yang

masyhur, bahwa dia memberikan hasil panen sebesar dua puluh wasaq

Muttafaq 'Alaih.HP.. Al Bul*rari (2586), Muslim (1623), Abu Daud (3543), At-
Tirmidzi (1367), An-Nasa'i (61259),Ibnu Majah (2376), Ahmad (41268,270),

Malik di dalamAl Muwaththa'(21751), Al Humaidi (922),Ibnu Al Jarud (991),

dan Al Baihaqi (61176).

Sebagaimana terdapat dalam riwayat Al Bukhari (2587), Muslim (1623),
(13,18), Abu Daud (3542), Ahmad (41270), Abdurrazak (16494), Ath-Thayalisi
(789) dan Al Baihaqi (61176,177,178).
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dari harta hasil hutan, setelah menjelang kematiannya, dia berkata, "Demi
Allah, wahai putriku, tidak ada seorang pun setelahku yang kekayaannya
lebih aku cintai daripada kamu, dan tidak ada seorang pun setelahku yang
kefakirannya lebih aku banggakan daripada kamu. Dahulu aku telah
memberikan kepadamu hasil panen sebesar dua puluh wasoq',
seandainya kamu menerima hasil panen tersebut dan menyimpannya,
niscaya itu akan menjadi milikmu, tetapi harta itu sekarang telah menjadi
harta waris." Mereka mengatakan, yang dimaksudkan dengan hadits
tersebut ialah bersifat anjuran, dalilnya ialah bahwa di sebagian riwayat
dijelaskan:

"Tidakkah kamu ingin agar mereka sama dalam berbuat kebaikan
dan lemah lembut." dia menjawab, "Ya." beliau bersabda, *Maka

persal<sikanlah atas hibah ini pada selainku."3s4

Sedangkan Malik berpendapat bahwa larangan seseorang
memberikan semua hartanya kepada salah seorang anaknya itu lebih
pantas untuk diartikan sebagai suatu kewajiban, jadi menurutnya
pengertian hadits ini mewajibkan larangan seseorang mengkhususkan
sebagian anaknya dengan memberikan semua hartanya.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara qiyas
dengan lafazh Iarangan yang ada, yaitu bahwa bentuk larangan tersebut
menurut mayoritas ulama menunjukkan arti keharaman. Seperti perintah
itu menunjukkan arti kewajiban.

Ulama yang mengkompromikan antara dalil naqli dengan qiyas,
maka mereka mengartikan hadits tersebut sebagai suatu yang sunah, atau
mengkhususkan pada beberapa hal seperti yang dilakukan oleh Malik.
Menurut para ulama yang menyatakan adanya qiyas tidak ada beda
pendapat bahwa dibolehkan mengkhususkan keumuman hadits dengan
qiyas, begitujuga memalingkan dari zhahirnya (maksudnya,
memalingkan lafazh larangan dari pengertian haram kepada pengertian
makruh). Sedangkan ahli zhahir, karena tidak dibolehkan berhujjah
dengan qiyas dalam syariat menurut mereka, maka mereka tetap
berpegang dengan zhahir hadits tersebut dan mengatakan haramnya
tindakan melebihkan (baca: penambahan) dalam hibah.

'l*atuq = 60 sha' = 165 liter
354 

Sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Daud (3542).
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Dari bab ini mereka berbeda pendapat tentang dibolehkannya

menghibahkan barang milik bersama yang tidak dapat dibagi:

l. Malik, Syaf i, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat sah.

2. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak sah.

Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok pertama ialah, bahwa

penerimaan dalam hal ini sah seperti penerimaan dalam jual beli'

Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh Abu Hanifah ialah bahwa

penerimaan dalam hal ini tidak sah, kecuali sendirian seperti gadai.

Di dalam madzhab Maliki tidak ada perbedaan pendapat tentang

dibolehkannya menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui dan tidak ada

yang bisa diharapkan keberadaannya. Secara garis besar, yaitu semua

barang yang tidak sah untuk dijual menurut syariat karena alasan

penipuan. Syaf i mengatakan, sesuatu yang dibolehkan untuk dijual,

maka dibolehkan untuk dihibahkan seperti utang. Sedangkan sesuatu

yang tidak dibolehkan untuk dijual, maka tidak dibolehkan untuk

dihibahkan. Dan semua barang yang tidak sah penerimaannya, maka

menurut Syafi'i tidak sah pemberiannya seperti utang dan gadai.

Dalam hibah itu harus ada ijab dan qabul menurut seluruh ulama.

Di antara syarat penerima hibah ialah agar orang tersebut termasuk orang

yang sah penerimaannya.

Syarat-syarat Hibah

Tentang syarat-syarat hibah: Yang paling masyhur ialah

penerimaan (maksudnya, paru ulama berbeda pendapat, apakah

penerimaan itu merupakan syarat sahnya akad atau bukan?):

1. Ats-Tsauri, Syaf i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa termasuk

syarat sahnya pemberian (hibah) adalah penerimaan, jika belum

diterima, maka tidak menjadi keharusan bagi orang yang

menghibahkan.

2. Malik mengatakan bahwa hibah itu terjadi dengan adanya

penerimaan dan boleh dipaksa untuk menerima, sama seperti jual

beli. Jika penerima hibah itu memperlambat dari tuntutan untuk

menerima hibah, hingga orang yang menghibahkan mengalami

pailit atau sakit, maka hibah tersebut batal.
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Dan jika pemberi hibah itu menjualnya, dalam hal ini ada

perincian: jika orang yang diberi hibah mengetahui dan

memperlambat diri, maka dia hanya berhak mendapatkan harganya.

Jika dia berusaha mendapatkannya segera, maka dia berhak

mendapatkan barang yang dihibahkan tersebut.

Menurut Malik penerimaan itu termasuk syarat kesempurnaan

bukan termasuk syarat sah. Sedangkan menurut Syaf i dan Abu

Hanifah termasuk syarat sah.

3. Ahmad dan Abu Tsaur mengatakan bahwa hibah itu sah hanya

dengan akad dan penerimaan, itu sama sekali bukan termasuk

syarat hibah, baik syarat kesempurnaan atau syarat sah. Dan ini

adalah pendapat ahli zhahir. Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal

pendapat yang menyatakan bahwa penerimaan itu termasuk syarat

hibah pada barang yang ditakar dan ditimbang.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang tidak mensyaratkan

penerimaan dalam hibah yaitu karena menyamakan hibah dengan jual

beli. Dan pada dasarnya dalam akad itu tidak ada penerimaan yang

disyaratkan untuk sahnya akad tersebut hingga ada dalil yang

menunj ukkan disyaratkannya penerimaan.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang mensyaratkan

penerimaan ialah bahwa hal itu diriwayatkan dari Abu Bakar RA tentang

hadits hibahnya kepada Aisyah yang telah dijelaskan. Dan itu merupakan

nash tentang disyaratkannya penerimaan untuk sahnya hibah. Serta atsar

yang diriwayatkan oleh Malik dari Umar juga, bahwa dia berkata,

"Bagaimana keadaan orang-orang yang memberikan suafu pemberian

kepada anak-anak mereka, kemudian mereka menahan pemberian

tersebut. Jika salah seorang dari anak mereka meninggal dunia, dia

mengatakan, 'hartaku berada di tanganku dan belum aku berikan harta

tersebut kepada seorang pun.' Jika dia yang hampir meninggal dunia, dia

berkata, 'harta itu milik anakku, aku pernah memberikan harta itu
kepadanya.' Maka siapa yang memberikan suatu pemberian, tetapi ia

tidak menyerahkan pemberian tersebut kepada orang yang akan diberi

dan dia terus mempertahankannya, sehingga jika dia meninggal, maka itu

menjadi milik ahli warisnya dan pemberian itu batal. Ini adalah pendapat

Ali. Mereka mengatakan, itu adalah ijma' dari kalangan sahabat, karena

tidak dinukil dari mereka pendapat yang menentang pendapat tersebut.
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Sedangkan Malik: dia berpegang dengan dua hal itu semuanya

(maksudnya, qiyas dan atsar yang diriwayatkan dari sahabat) dan

mengkompromikan antara keduanya. Dari segi bahwa hibah itu adalah

salah satu akad, maka menurutnya penerimaan itu bukan termasuk salah

satu syarat sahnya. Dan alasan para sahabat dalam hal ini mensyaratkan

penerimaan untuk Syadd Adz-Dzari'aft (menutup jalan yang menuju

kerusakan) yang telah disebutkan oleh Umar, maka dia menjadikan
penerimaan itu termasuk syarat kesempurnaan dalam hibah dan termasuk

hak orang yang diberikan hibah tersebut. Jika terjadi penundaan hingga

masa penerimaan itu habis karena sakit atau pailit yang menimpa orang

yang menghibahkan, maka haknya gugur.

Jumhur fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa seorang bapak

boleh menguasai barang yang dia berikan kepada anaknya yang masih

kecil yang masih dalam perwaliannya dan kepada anak dewasa yang

bodoh, sebagaimana dibolehkan menguasi barang yang diberikan oleh

orang lain untuk mereka berdua. Dalam menguasainya cukup dengan

mempersaksikan bahwa barang tersebut adalah hibah dan mengumumkan

hal itu. Itu semua pada barang selain emas dan perak dan pada barang

yang tidak tertentu.

Yang mendasari masalah ini menurut mereka ialah atsar yang

diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab,

bahwa Utsman bin Affan berkata, "Barangsiapa memberikan suatu

pemberian kepada anaknya yang masih kecil, maka dia dibolehkan

menguasai pemberian tersebut, lalu mengumumkan hal itu dan

mempersaksikannya bahwa dia menguasai pemberian tersebut meskipun

dia mengurusinya." Malik dan para pengikutnya mengatakan, harus ada

penguasaan dalam urusan tempat tinggal dan pakaian. Jika berupa rumah,

lalu dia tinggal di dalamnya maka berarti dia keluar dari pemberiannya.

Begitujuga pakaian, jika memakainya, maka pemberiannya batal.

Mereka berpendapat tentang seluruh barang dagangan seperti pendapat

fuqaha (maksudnya, dalam hal ini cukup memberitahukan dan

mempersaksikannya). Adapun mengenai emas dan perak, dalam hal ini
terdapat riwayat yang berbeda dari Malik: diriwayatkan darinya bahwa

hal itu tidak dibolehkan, kecuali jika seorang bapak itu mengeluarkan

dari penguasaannya kepada penguasaan orang lain. Dan juga

diriwayatkan darinya bahwa hal itu dibolehkan jika menempatkannya di
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suatu tempat atau wadah dan distempel serta mempersaksikan para saksi

atas hal itu.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para pengikut Malik,
bahwa orang yang diberi wasiat dalam hal ini kedudukannya sama

dengan seorang bapak. Mereka berbeda pendapat tentang ibu:

l. Ibnu Al Qasim mengatakan, tidak sama kedudukannya dengan

bapak dan dia meriwayatkannya dari Malik.

2. Para pengikutnya yang lain mengatakan, kedudukannya sama.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.

3. Syaf i mengatakan, kakek itu sama kedudukannya dengan bapak.

Sedangkan nenek menurut Ibnu Wahb (ibunya ibu) sama

kedudukannya dengan ibu. Dan seorang ibu menurutnya sama

kedudukannya dengan bapak.

Pembicaraan tentang Macam-macam Hibah

Hibah itu ada yang berupa barang dan manfaat. Hibah barang ada

yang tujuannya untuk mengharap imbalan dan ada yang tujuannya bukan
untuk mengharap imbalan. Yang tujuannya untuk mengharap imbalan di
antaranya ada yang tujuannya untuk mengharap ridha Allah dan ada yang

tujuannya untuk mengharap kerelaan (pujian) makhluk.

Adapun hibah yang tujuannya bukan untuk mengharap imbalan:
tidak ada perbedaan pendapat tentang dibolehkannya hal itu. Hanya saja

mereka berbeda pendapat tentang hukum-hukumnya.

Tentang hibah tsawab (mengharap imbalan): dalam hal ini mereka
berbeda pendapat:

1. Malik dan Abu Hanifah membolehkanya.

2. Sedangkan Syafi'i melarangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh
Daud dan Abu Tsaur.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah hibah ini merupakan jual
beli yang harganya tidak diketahui atau bukan jual beli yang juga
harganya tidak diketahui? Ulama yang berpendapat bahwa itu adalah jual
beli yang harganya tidak diketahui, mengatakan bahwa itu termasuk jual
beli penipuan yang tidak dibolehkan. Sedangkan ulama yang berpendapat
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bahwaitubukanjualbeliyangharganyatidakdiketahui,mengatakan
dibolehkan.

Seolah-olah Malik menganggap kebiasaan dalam hal ini sama

kedudukannya dengan syarat yaitu imbalan yang sama' Karena itu

pendapatnya berbeda-beda menurut mereka' jika orang yang

menghibahkan tidak rela dengan imbalan tersebut' apa hukumnya?

2.Pendapatlainmengatakanbahwatidakmenjadikeharusanbaginya
kecuaii jika dia rela akan hal itu' Ini adalah pendapat Umar

berdasarkanpenjelasanselanjutnya.Jikadalamhalinidisyaratkan
adanya kerelaan, maka tidak ada jual beli yang terjadi'

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang masyhur dari Malik'

Jika mengharuskan untuk membayar harganya' maka berarti teqadi jual

beli. Hanya saja Malik mengartikan sebagai hibah atas suatu imbalan jika

mereka berselisih dalam hal itu. Khususnya jika ada petunjuk keadaan

yang menunjukkan hal itu, seperti orang fakir menghibahkan sesuatu

l"puAu orang kaya, atau kepada orang yang dia pandang bisa diharapkan

imbalan darinYa.

Tentanghibahmanfaat:Adayangditundafiatuhtempo)danini
dinamakandenganariyah(pinjaman),minhah(pemberiarr/hadiah)dan
yangsejenisnya.Danadayangdalamhibahmanfaattersebutdisyaratkan
selama orang yang diberikan hibah masih hidup. Ini dinamakan dengan

,umra (hibah seumur hidup), seperti seseorang menghibahkan tempat

tinggal kepada orang lain semasa hidupnya' Dalam hal ini para ulama

berbeda pendapat menjadi tiga pendapat:

l.Bahwaituadalahhibahyangterselesaikan(maksudnya,ituadalah
hibahbarangpokoknya).PendapatinidikemukakanolehSyafi,i,
Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad dan sekelompok ulama'

2. Bahwa penerima hibah semasa hidupnya itu hanya berhak

manfaatnya saja. Jika dia meninggal' maka barang pokoknya

kembalitepadapemberihibaseumurhidupataukembalikepada
ahliwarisnya'PendapatinidikemukakanolehMalikdanpara
pengikutnya. Menurutnya jika dia menyebutkan keturunannya; jika

l. Suatu PendaPat mengatakan

keharusan baginYa, jika orang

harga kePada dirinYa.

bahwa hibah tersebut menjadi

yang diberikan hibah memberikan
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masanya habis maka hibah itu kembali kepada orang yang

menghibahkannya atau kepada ahli warisnya.

3. Jika dia berkata, 'umrt untukmu dan untuk keturunanmu, maka

barang pokoknya tetap kembali menjadi milik orang yang

menghibahkan. Jika tidak menyebutkan keturunannya, maka harta

pokok itu kembali setelah matinya (penerima hibah) kepada orang

yang menghibahkannya atau ahli warisnya. Pendapat ini
dikemukakan oleh Daud dan Abu Tsaur.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara hadits-

hadits yang ada dan antara syarat dan amal dengan hadits.

Tentang hadits: dalam hal ini terdapat dua hadits:

Pertama, hadits yang disepakati keshahihannya: yaitu hadits yang

diriwayatkan oleh Malik dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

,)\

. ol o,'.
-pt P

€} \ ,rirL+ qy.qy
.L-rt'r"t

"Siapa saja yang diberikan hibah seumur hidup untuk dirinya dan

keturunannya, maka hibah tersebut untuk orang yang diberikan, tidak

kembali kepada orang yang memberikannya selamalamanya, karena dia

telah memberikan suatu pemberian yang dalam hal ini terjadi
warisan.355"

Kedua, yaitu hadits Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata,

Rasulullah SAW bersabda,

,u s'* \ 1'Ttli'# t S(, )Q:\i p; 6.

.ii6'ril; d'ift; *
"Wahai orang-orang Anshar, tahanlah untuk kalian harta-harta

kalian dan janganlah kalian berikan seumur hidup. Siapa diberi

355 Muttafaq 'Alaih.HR. Al BuLtrari (2625),Muslim (1625), Abu Daud (3553), At-
Tirmidzi (1350), An-Nasa'i (6/274), Ibnu Majah (3383), Ahmad (3/302),

Abdunazak (16876), Ath-Thayalisi (1743),Ibnu Al Jarud (989), Al Baihaqi
(6/175) dan lafazhnya menurut riwayat Muslim.

^,ili'i a'*'*i ,V; Ct
. ,2 '

+',ii'rira; ;'i ifv rtEf .s;ir
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pemberian seumur hidupnya, maka itu menjadi miliknya seumur

hidupnya dan matinya.3s6"

Telah diriwayatkan dari Jabir dengan lafazh lain:

.i';-l'i +'rf')i \*, ';i ? ,\.*"-i \') t)'rx \
"Jangan'.lah Lrron )"mberrkan hibah seumur hidup (penerima)

dan jangan pula memberikan hiba seumur hidup (pemberi), barangsiapa

cliberi sesuatu seumur hidup atau sepeninggal pemberinya, maka itu

untuk ahli warisnya (yang diberi)."

Hadits Abu Az-Zubair bertentangan dengan syarat yang diberikan

oleh orang yang menghibahkan seumur hidup. Sedangkan hadits Malik

darinya juga bertentangan dengan syarat yang diberikan oleh orang yang

menghibahkan seumur hidup, hanya saja dapat digambarkan bahwa itu

sedikit dalam perbedaan, yaitu bahwa penyebutan keturunan

menimbulkan kesan penetapan pemberian tersebut.

Ulama yang memperkuat hadits dari pada syarat tersebut,

berpendapat dengan hadits Abu Az-Zubair dari Jabir. Sedangkan hadits

Malik juga dari Jabir. Ulama yang memperkuat syarat tersebut

mengatakan seperti pendapat Malik. Sedangkan ulama yang mengatakan

bahwa pemberian seumur hidup itu kembali kepada orang yang

memberikannya jika dia tidak menyebutkan keturunan. Dan tidak

kembali kepadanya jika dia menyebutkan keturunan, karena dia

berpegang dengan zhahir hadits tersebut. Sedangkan hadits Abu Az-

Zubair dari Jabir masih diperselisihkan (maksudnya, riwayat Abu Az-

Zubat dari Jabir).

Jika mengatakan dengan lafazh pemberian tempat, yaitu dengan

mengatakan, "Aku tempatkan kamu di rumah ini seumur hidupmu":

1. Jumhur berpendapat bahwa pemberian tempat atau pelayanan itu

menurut mereka berbeda dengan pemberian seumur hidup

meskipun menyebutk an lafazh keturunan. Jadi Malik menyamakan

antara pemberian seumur hidup dengan pemberian tempat'

2. Al Hasan, Atha', dan Qatadah menyamakan antara pemberian

tempat dengan pemberian seumur hidup, bahwa pemberian tempat

3su Shahih. HR. Muslim ( 1625), (26), An-Nas a' i (6127 4), Ahmad (31293, 302, 312,

317,374,385, 389), Ath-Thayalisi (1743) dan Ibnu Al Ja'd (2602)'
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tersebut tidak bisa kembali kepada orang yang memberikan tempat

selama-lamanya, berdasarkan pendapat jumhur dalam masalah

pemberian hibah seumur hidup. Yang benar bahwa pemberian

tempat dan pemberian hibah seumur hidup itu makna yang

dipahami dari keduanya sama, dan seharusnya jika dengan jelas

mengucapkan keturunan, maka hukumnya berbeda jika dengan

jelas tidak menyebutkan keturunan, berdasarkan pendapat yang

dikemukakan oleh ahli zhahir.

Pembicaraan Tentang Hukum-hukumnya

Di antara masalah mereka yang masyhur dalam bab ini ialah:

dibolehkan nya i' tishar (menarik kembali) suatu pemberian:

l. Malik dan jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa seorang

bapak berhak menarik kembali barang yang telah dia berikan

kepada anaknya, selama anaknya belum menikah atau belum

memiliki utang, atau secara garis besar belum terkena hak orang

lain. Dan seorang ibu juga berhak menarik kembali pemberiannya

jika bapaknya masih hidup. Telah diriwayatkan suatu pendapat dari

Malik bahwa seorang ibu tidak boleh menarik kembali

pemberiannya.

2. Ahmad dan Ahli Zhahir berpendapat tidak dibolehkan bagi seorang

pun menarik kembali pemberiannya.

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa siapa saja dibolehkan menarik

kembali pemberiannya, kecuali pemberian yang diberikan kepada

kerabat yang diharamkan baginya untuk menikahinya.

Mereka sepakat bahwa hibah yang tujuannya sebagai sedekah

(maksudnya, karena mengharap ridha Allah) tidak seorang pun

dibolehkan menarik kembali pemberian tersebut.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi di antara hadits-

hadits yang ada.

Ulama yang berpendapat tidak dibolehkannya menarik kembali

pemberian sama sekali, berhujjah dengan keumuman hadits shahih,yains

sabda Nabi SAW:
I lz
)Jt{ adk y €u.at.A:J , )-\P
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"Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang

menj ilat kembali munlahannya."3s7

Ulama yang mengecualikan kedua orang tua (bapak dan ibu)

berhujjah dengan hadits Thawus, bahwa Nabi SAW bersabda:

"''
, );';.li .-rrJ i..i Y
*,!,t' ,',t,u.

.'"r.lL1r \t y
*Tidak halal bagi pemberi hibah untuk menarik kembali hibahnya

kecuali seorang bapak."3s8

Dan mengqiyaskan ibu dengan bapak. Syaf i mengatakan bahwa

seandainya hadits Thawus muttashil (bersambung sanadnya) niscaya aku

berpendapat dengan hadits tersebut.

Ulama yang lainnya mengatakan, hadits tersebut muttashil

(bersambung) dari jalur Husein Al Mu'allim dan dia terpercaya.

Adapun ulama yang membolehkan menarik kembali kecuali kepada

kerabat yang haram untuk dinikahi, mereka berhujjah dengan atsar yang

diriwayatkan oleh Malik3s' dari Umar bin Al Khaththab RA, bahwa dia

berkata, "Barangsiapa memberikan suatu pemberian untuk menyambung

tali silaturahim atau sebagai suatu sedekah, maka dia tidak boleh menarik

kembali pemberian tersebut dan barangsiapa yang memberikan suatu

pemberian, yang dia yakin bahwa dia hanya mengharapkan pahala, maka

dia tetap berada pada pemberiannya itu, dia dapat menarik kembali jika

dia belum merasa puas dengan pemberian tersebut. Mereka juga

mengatakan menurut hukum asal, bahwa orang yang memberikan sesuatu

tanpa ada imbalan, maka dia tidak diharuskan untuk memberikannya,

seperti jika dia berjanji. Kecuali masalah yang mereka sepakati, seperti

hibah yang tujuannya adalah sedekah.

Muttafoq 'Alaih.HP.. Al Bukhari (2589), Muslim (1622), Abu Daud (3538), At-
Tirmidzi (1298), An-Nasa'i (61265), Ibnu Majah (2387)' Ahmad (l/217),

Abdurrazak (16536), semuanya dari Ibnu Abbas RA.

Shahih Lighairihi. HR. An-Nasa'i (6/268), di dalaml/ Kubra (6535), Syafi'i di

dalam Musnadnya (2/168), (585), A1 Baihaqi (61179), dia berkata, "hadits ini
munqathi,." Menurut saya, ada hadits shahih maushul dari Thawus dari lbnu

Umar dan Ibnu Abbas sebagaimana menurut Abu Daud (3539), At-Tirmidzi
(2132), An-Nasa'i (61265),Ibnu Majah (2377), Ahmad (11237), (2/27,78)'

HR. Malik di dalam Al Muwsthths' (21754), (1440), dan Ath-Thahawi di dalam

Syarh Ma'ani Al Atsar (4/81) dan Al Baihaqi (61182).
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Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang bersedekah kepada

anaknya, lalu anak tersebut meninggal dunia setelah mengambilnya,

maka dia dapat mewarisinya. Di dalam beberapa hadits mursal yang

diriwayatkan oleh Malik, bahwa seorang Anshar dari kabilah Khazraj

besedekah kepada kedua orang tuanya, lalu keduanya meninggal dunia

dan anak dari kedua orang itu mewarisi pohon kurma. Lalu dia bertanya

mengenai hal itu kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda:

6.t4f*i, !t* *p o'ofi
"sungguh kamu telah diberikan pahala pada sedekahmu dan

ambillah sedekah itu sebagai warisenmu."

Abu Daud meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Buraidah, dari

bapaknya, dari seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW

seraya berkata, "Saya telah bersedekah kepada ibuku berupa seorang

budak wanita, lalu ibuku meninggal dunia dan meninggalkan budak

wanita tersebut. Maka Nabi SAW bersabda,

.?(1rr#\'.;;j !?i'?',
'Kamu telah mendapatkan pahala dan budak itu kembali padamu

sebagai warisan' ."36o

Ahli zhahir mengatakan bahwa seseorang tidak dibolehkan menarik

kembali pemberiannya, berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW kepada

Umar:

iilti 
^;,-b € suir tf -^t o'$ qrt ,-r-lt G- ,F \

.i .lc!z

"Janganlah kamu membelinya -mengenai lwda yang n:r;:
sedekahkan- karena orang yang menarik kembali pemberiannya itu
seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya." hadits ini disepakati

keshahihannya.

Al Qadhi berkata, "Menarik kernbali suatu pemberian bukan

termasuk akhlak yang baik." Pembahasan dalam bab ini cukup sampai di
sini.

m HR. Malik (2/760), secara mursol.
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KITAB TENTANG WASIAT

Pembahasan tentang wasiat ini terlebih dahulu terbagi menjadi dua

bagian:

Dari pembahasan ini kami hanya ingin membicarakan tentang

beberapa masalah masyhur yang terjadi dalam wasiat.

Bagian Pertama

Pembahasan Tentan g Rukun-Rukunnya

Rukun-rukunnya ada empat: orang yang berwasiat, orang yang

menerima wasiat, barang yang diwasiatkan dan wasiat itu sendiri.

1. Orang yang berwasiat

Tentang orang yang berwasiat: para ulama sepakat bahwa orang

yang berwasiat yaitu setiap orang yang memiliki dengan kepemilikan

yang sah. Menurut Malik wasiat orang bodoh dan anak kecil yang

mengerti berbagai macam ibadah adalah sah. Abu Hanifah mengatakan,

wasiat anak kecil yang belum dewasa tidak dibolehkan. Sedangkan

menurut Syaf i yaitu dua pendapat tersebut. Begitujuga wasiat orang

kafir menurut mereka sah jika tidak berwasiat dengan sesuatu yang :

diharamkan.

2. Orang yang menerima wasiat

Tentang orang yang menerima wasiat: para ulama sepakat bahwa

wasiat itu tidak dibolehkan untuk ahli waris, berdasarkan sabda Nabi

sAw' 
.e)) -,irj I
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*Tidak ada wasial bagi ohli.yAris."36l

Mereka berbeda pendapat, apakah dibolehkan untuk selain kerabat?

l. Jumhur ulama mengatakan, bahwa wasiat itu dibolehkan untuk
selain kerabat tetapi makruh.

2. Al Hasan dan Thawus mengatakan bahwa wasiat kepada kerabat
ditolak. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ishaq.

Hujjah mereka adalah zhahir firman Allah Ta'ala:

"Berwasiat (al washiyatu) untuk ibu-bapok dan karib kerabatnya."
(Qs. Al Baqarah [2]: 180)

Alif Lam (Al washiyalu) mengandung arti pembatasan. Sementara
Jumhur berhujjah dengan hadits Imran bin Hushain yang masyhur yaitu,

;i:* d ,Sv \ "u2, y :; ;.'; *i i ,pi tL, oi

.:e'ribri:, ft',*G ,W. *'r yht 'u:t J'-rLlb
"Bahwa seseorang memerdekakan enam orang budaknya ketika

sakit menjelang matinya, padahal dia tidak memiliki harta selain mereka.
Maka Rasulullah SAW mengundi di antara mereka, lalu beliau
memerdekakan dua orang dan tetap menjadikan budak terhadap empat
orang."362

Para budak adalah bukan kerabat.

Mereka sepakat 
-sebagaimana 

kami katakan- bahwa wasiat itu
tidak dibolehkan untuk seorang ahli waris jika ahli waris yang lain tidak

Shahih. HR. Abu Daud (2870), At-Tirmidzi (2120),Ibnu Majah (2713), Ahmad
(5/267), Ath-Thayalisi (ll2'l), Al Baihaqi (612U), semuanya dari Abu
Umamah. di dalam bab ini juga terdapat hadits dari:
l- Amru bin Kharijah Al Asy'ari HR. At-Tirmidzi (2t}t), An-Nasa'i (6t247),

Ibnu Majah (1168), Ahmad (41186,187, 238), Ath-Thayalisi (1217), Ad-
Daruquthni (41152), dan Al Baihaqi (61264).

2- Ibnu Abbas. HR. Ad-Daruquthni (4/152), Al Hafzh di dalam At-Talkhish
(3/l 06) mengatakan, sanadnya hasan.

3- Anas bin Malik. HR. Ibnu Majah (2714), Ad-Daruquthni (4t70),Al Baihaqi
(6/2@), Al Bushiri di dalam Az-Zawa'id mengatakan, sanadnya shahih.
Ibnu At-Turkumani mengatakan, ini adalah sanad yang bagus.

Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.

361
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membolehkannya. Mereka berbeda pendapat 
-sebagaimana 

kami
katakan- jika ahli waris yang lainnya membolehkan:

l. Jumhur berpendapat dibolehkan.

2. Sedangkan ahli zhahir dan Al Muzani berpendapat tidak
dibolehkan.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah larangan tersebut karena

alasan ahli waris atau karena ibadah? lJlama yang mengatakan bahwa
alasannya adalah ibadah, mereka berpendapat tidak dibolehkan meskipun
ahli waris yang lainnya membolehkan. Sedangkan ulama yang

mengatakan larangan hal itu karena hak ahli waris yang lain, maka
mereka membolehkannya jika ahli waris yang lainnya membolehkan.

Ketidakjelasan beda pendapat kembali kepada ketidakjelasan
pengertian dari sabda Nabi SAW, *Tidak ada wasiat bagi ahli waris."
Apakah maknanya dapat dipahami atau tidak?

Mereka berbeda pendapat tentang wasiat bagi orang yang
meninggal (dengan kata lain, penerima wasiatnya meninggal dunia):

1. Sekelompok ulama yaitu jumhur mengatakan bahwa wasiat
tersebut batal karena meninggalnya orang yang diberi wasiat.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan tidak batal.

Dan juga tentang wasiat untuk pembunuh dengan sengaja atau

bersalah.

Di dalam bab ini terdapat masalah cabang yang masyhur, yaitu jika
ahli waris mengizinkan untuk orang yang meninggal, apakah mereka
boleh meminta kembali setelah dia meninggal atau tidak?

l. Satu pendapat mengatakan bahwa mereka dibolehkan.

2. Pendapat lain mengatakan bahwa mereka tidak dibolehkan.

3. Pendapat lain membedakan antara keadaan ahli waris berada dalam
tanggungan si mayit atau tidak (maksudnya, jika mereka berada

dalam tanggungan si mayit, maka mereka berhak meminta
kembali). Ketiga pendapat ini disebutkan dalam madztrab Maliki.
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3. Barang yang diwasiatkan

Tentang jenisnya: Mereka sepakat tentang bolehnya berwasiat
pada budak. Mereka berbeda pendapat tentang manfaat:

l. Jumhur fuqaha berbagai negeri mengatakan bahwa hal itu
dibolehkan.

2. Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah dan Ahli Zhahir mengatakan
bahwa berwasiat dengan manfaat batal.

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ialah, bahwa manfaat
sama maknanya dengan harta. Dalil yang dijadikan landasan oleh
kelompok kedua yaitu, bahwa manfaat dapat berpindah kepada
kepemilikan waris, karena si mayit tidak memilikinya, maka tidak sah

berwasiat dengan sesuatu yang ada pada kepemilikan orang lain.
Pendapat inijuga dikemukakan oleh Abu Umar Ibn Abdil Barr.

Tentang ukurannya: para ulama sepakat bahwa tidak dibolehkan
berwasiat lebih dari sepertiga, bagi orang yang meninggalkan ahli
warisnya. Mereka berbeda pendapat tentang orang yang tidak
meninggalkan ahli warisnya, maksudnya ukuran yang disunahkan dari
wasiat tersebut, apakah sepertiga atau kurang?

Seluruh ulama berpendapat bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari
sepertiga, bagi orang yang memiliki ahli waris, berdasarkan hadits yang
shahih dari Nabi SAW:

'elt q'* ri i' J;' u. ,'i'lr,n. ,fGi o.ri i.'rL ;G ';i

,y 'iu \C.6 ',*rb:'uGi,J. ai' ol ei ii ,)6 ,! er, ,,s'j 6

#rr ,t;',:i dtr,f 'atrr.-6' 
'i6 f ,! ,Jd ,Fu..:'Ji

.ult ttriit - a)c '&k'oi 'a "p irbl
"Bahwa Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin ebi Wuqq*h

seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sakitku telah parah sebagaimana
Anda melihatnya, padahal saya memiliki harta dan tidak ada yang
mendapatkan waris saya selain anak perempuan saya, apakah saya boleh
bersedekah dengan dua pertiga dari harta saya?' Maka Rasulullah SAW
besabda, 'Tidak,' Sa'ad berkata, 'Kalau begitu separuhnya?' beliau
bersabda, 'Tidak.' Kemudian Rasulullah SAW bersabda,'sepertiga dan
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sepertiga itu sudah cukup banyak' Sesungguhnya kamu.meninggalkan

ahli warismu dalam kidaan kaya itu lebih baik daripada kamu

meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta

kepada mamtsia' ."363

Berdasarkan hadits ini, para ulama berpendapat bahwa wasiat itu

tidak dibolehkan lebih dari sepertiga'

Mereka berbeda pendapat tentang ukuran yang disunahkan:

l. Sekelompok ulama berpendapat bahwa yang disunahkan adalah

kurang dari sepertiga, berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam

hadits ini, "Dan sepertiga itu cukup banyak'" pendapat ini

dikemukakan oleh mayoritas ulama salaf'

2. Qatadah berpendapat bahwa Abu Bakar berwasiat dengan

seperlima, seOangkun Umar berwasiat dengan seperempat' Dan

seperlima lebih saYa sukai'

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa yang disunahkan adalah

sepertiga, mereka U.rp"iu"g dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi

SAW, beliau bersabda,

363 M u tt afo q, A t aih. H*.. Al Buttrari il 2? 
?ll 

M:'l,T 
ll.,l'"t) ; |;tl "fi :9t :l/i *lfK#, (;ift; 

.;N; 
;-, Gi;il: ;1i),P"" Maj ah (2708)' Ahmad (t t t7 e)'

eit -rnry"titi (i433) dan Ad-Darimi (21407)'

Hasan.HR. Ibnu rta":i'tiioqf niguil'uqi lotzosl' dan dinilai hasan oleh Al

-llut rp.i;r;.i'J:';i i *'St e. g'"u;-ii'r Lt

"sesungguhnya Allah menjadikan untuk kalian dalam wasiat

sebesar sepertiga dari harta kalian sebagai tambahan amalan kalian'"364

Terdapat atsar dari Ibnu Abbas' bahwa dia berkata' seandainya

manusia mengurangi wasiat dari sepertiga menjadi seperempat niscaya

itu lebih ,uyu ,ukui, karena Rasuluilah SAW bersabda"'sepertiga dan

sepertiga itu cukuP banYak'"365

Adapunbedapendapatmerekatentangdibolehkannyaberwasiat
lebih dari sepertiga bagi orang yang tidak memiliki ahli waris:

Albani di dalam s}a hih lbnu Maiah'
36s Muttafaq ',qbin.H,.' llsoE;'i {2743)' Muslim (1629)' An-Nasa'i (61244)'

rbnu Majah tZtrrierrmJ-1ttiSO,l33), Al Humaidi (521) dan Ath-Thabrani

di dalamll Kabir (101297)'
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1. Malik dan Al Auza'i tidak membolehkan hal itu. Dalam hal ini
pendapat Ahmad bebeda-beda.

2. Abu Hanifah dan Ishaq membolehkan hal itu. Ini adalah pendapat

Ibnu Mas'ud.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah hukum ini khusus pada

alasan yang dikemukakan oleh Pembuat syariat atau bukan suatu

kekhususan, yaitu agar tidak meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan

miskin yang mereka meminta-minta kepada manusia, sebagaimana sabda

Nabi SAW, "Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam

keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam

keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia."

Ulama yang menganggap sebab ini sebagai suatu yang khusus,

maka hukum tersebut hilang dengan hilangnya alasan ini. Sedangkan

ulama yang menganggap bahwa hukum ini adalah suatu ibadah,

meskipun dikemukakan dengan suatu alasan, atau kaum muslimin
menempatkan makna ini seperti kedudukan ahli waris, mereka

mengatakan tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga secara mutlak.

4. Makna yang menunjukkan lafazhwasiat

Wasiat secara global ialah, seseorang memberikan hartanya kepada

orang lain atau kepada banyak orang setelah meninggalnya atau

memerdekakan budaknya, baik dia menyatakan dengan jelas lafazh
wasiat atau tidak. Akad ini menurut ulama termasuk akad yang

dibolehkan berdasarkan kesepakatan (maksudnya, bahwa orang yang

berwasiat berhak meminta kembali barang yang telah diwasiatkannya),

kecuali budak mudabbar (yang dijanjikan bebas dengan sepeninggal

majikannya), Mereka berbeda pendapat tentang hal ini, berdasarkan
penjelasan yang akan diterangkan di dalam kitab At-Tadbir.

Mereka sepakat bahwa hal itu tidak wajib bagi penerima wasiat

kecuali setelah matinya orang yang berwasiat.

Mereka berbeda pendapat tentang penerimaan orang yang

mendapatkan wasiat: apakah itu menjadi syarat sahnya wasiat atau tidak?

1. Malik mengatakan bahwa penerimaan wasiat oleh orang yang

mendapatkan wasiat merupakan syarat sahnya wasiat.
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2. Diriwayatkan dari Syaf i bahwa penerimaan itu bukan syarat

sahnYa wasiat.

Sedangkan Malik menyamakannya dengan hibah'

Bagian Kedua

Pembahasan Tentang Hukum-Hukumnya

Hukum-hukuminidiantaranyaadayangbersifatlafazh,hitungan
dan hukum.

Di antara masalah mereka yang masyhur yang bersifat hukum ialah

beda pendapat mereka tentang hukum orang yang berwasiat dengan

sepertiga hartanya Utpuau satuirang- Dan dia telah menentukan barang

yang diwasiatkan tepadanya pada hartanya yaitu sepertiga' lalu ahli

warisnya mengatak;;: iu'ung yang telah ditentukan lebih banvak dari

sepertiga.

Malikmengatakanbahwaahliwarisnyadiberikanpilihanantara
memberi barang ;il telah ditentukan olah orang yang berwasiat

kepadanya atau memi-erikan sepertiga kepadanya dari semua harta si

mayit. Dalam hal ini Abu Hanifah' Syaf i' Abu Tsaur' Ahmad dan Daud

menentang PendaPatnYa'

Dalil yang dijadikan landasan oleh.mereka.Vaitu fahwa 
wasiat

tersebut telah menjadi keharusan bagi penerima wasiat dengan

meninggalnya o,u"g yang benraslaf dan dia menerimanya dengan

kesepakatan, bagaimina bilsa berpindah dari kepemilikannya yang sudah

menjadi kerrarusan iaginyu tanpa ada kerelaan dari dirinya dan wasiat

tersebut dirubah. Sernentara dalil yang dijadikan landasan oleh Malik

ialahkemungtinanadanyakebenaranahliwaristerhadapapayang
mereka klaim.

Alangkah baiknya pendapat Abu Umar bin Abdil Barr dalam

masalah ini, yaitu diu *.rgu,uLan, jika ahli warisnya mengklaim hal itu,

maka mereka harus menjelaskan apa yang mereka klaim Jika hal itu

benar, maka penerima wasiat mengambil ukuran sepertiga dari harta

orangyangberwasiatdandiaikutsertadenganahliwaris,jikabarang
tersebut sepertiga atau kurang' maka mereka dipaksa untuk

mengeluarkannya'
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Jika mereka tidak berbeda pendapat bahwa barang yang

diwasiatkan itu adalah bagian dari sepertiga:

l. Menurut Malik, para hali waris diberikan pilihan antara

memberikan barang yang diwasiatkan itu kepadanya atau

memberikan kesempatan kepadanya untuk mengambil sepertiga

dari harta si mayit, yang kemungkinan mengambil barang itu
sendiri dan kemungkinan pada semua harta, berdasarkan perbedaan

riwayat dari Malik tentang hal itu.

2. Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan bahwa dia berhak
mendapatkan sepertiga dari barang tersebut, dan dengan sisa yang
masih ada, dia ikut dengan ahli waris pada semua harta yang

ditinggalkan oleh mayit hingga dipenuhi kekurangan dari sepertiga.

Sebab perbedaan pendapat: yaitu bahwa ketika si mayit
melampui batas dengan menjadikan wasiatnya pada barang tertentu,
apakah termasuk keadilan dalam hak ahli waris agar mereka diberikan
pilihan antara meneruskan wasiat tersebut atau mereka diberikan
kesempatan sampai pada batas yang dibolehkan bagi si mayit agar
hartanya dikeluarkan dari mereka, atau perbuatan melebihi batas tersebut
batal dan haknya kembali dimiliki bersama. Inilah yang terbaik jika kita
katakan bahwa melebihi batas itu terjadi pada penentuan, karena lebih
dari sepertiga (maksudnya, seharusnya penentuan itu gugur). Dan
kemungkinan ahli waris ditunfut untuk meneruskan penentuan tersebut
atau membiarkannya mengambil sepertiga tersebut dan dia menanggung
mereka.

Dari bab ini terdapat beda pendapat mereka tentang orang yang
berkewajiban mengeluarkan zakat, lalu dia meninggal dunia dan dia
sendiri tidak sempat berwasiat dengan zakat tersebut; jika dia berwasiat
dengannya, apakah zakat tersebut dikeluarkan dari sepertiga ataukah dari
harta pokok?

l. Malik berpendapat jika dia tidak berwasiat dengannya, maka tidak
menjadi keharusan bagi ahli waris untuk mengeluarkannya.

2. Syaf i berpendapat bahwa ahli waris harus mengeluarkannya dari
harta pokok.

Jika dia berwasiat dengannya: menurut Malik, ahli warisnya harus

mengeluarkannya. Menurutnya yaitu dari sepertiga. Sedangkan menurut
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Syaf i pada kedua hal tersebut diambilkan dari harta pokok, dia
menyamakannya dengan utang, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

;d" ri?i.irr !-\,
*Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk dilrroii."'uu

Begitu juga kafarat yang wajib dan haji yang wajib menurutnya.
Malik menganggapnya termasuk jenis wasiat yang harus dilaksanakan
setelah meninggal dunia. Dan tidak ada perbedaan bahwa jika
dikeluarkan ketika masih hidup, maka itu dikeluarkan dari harta pokok,
meskipun konteks pembicaraan menunjukkan tentang hal itu.

Seolah-olah Malik di sini menuduh ahli waris (maksudnya,

mewasiatkan untuk mengeluarkannya), dia mengatakan, seandainya ini
dibolehkan, maka seseorang boleh menunda zakatnya sepanjang

hidupnya. Jika hampir mendekati kematian, baru dia berwasiat dengan

zakat tersebut.

Jika suatu wasiat menghabiskan zakat, maka menurut Malik
didahulukan yang lebih lemah darinya. Sedangkan Abu Hanifah
mengatakan, zakat tersebut dan seluruh wasiat adalah sama, yang dia
maksudkan ialah dalam pembagian.

Malik dan seluruh pengikutnya sepakat bahwa wasiat-wasiat yang

menghabiskan sepertiga, jika wasiat tersebut sama, maka dibagi dalam
jumlah sepertiga. Jika sebagiannya lebih penting dari sebagian yang lain,
maka yang paling penting didahulukan. Mereka berbeda pendapat tentang
urut-urutan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab-kitab mereka.

Di antara masalah hitungan yang masyhur dalam bab ini ialah:jika
seseorang berwasiat kepada orang lain dengan separuh hartanya,

sedangkan kepada yang lain dengan dua pertiganya dan kelebihannya

dikembalikan kepada ahli warisnya:

36 Muttafaq 'Alaih.HP.. Al Bukhari (1953), Muslim (1148), Abu Daud (3310), At-
Tirmidzi (716, 717),Ibnu Majah (1758). kelanjutannya (bahwa ada seorang
wanita datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Sesungguhnya ibuku
meninggal dunia dan dia memilki utang puasa satu bulan, maka beliau bersabda,
'Bagaimona pendapatmu jika dia memiliki utang, apakah kamu akan
melunasinya?' dia menjawab, 'Ya.' beliau bersabda, "Maka utang Allah lebih
berhak untuk dilunasi' ."
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l. Menurut Malik dan Syaf i, keduanya mengambil bagian dari
sepertiga, dan membaginya menjadi lima bagian di antara

keduanya.

2. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahkan keduanya mengambil
bagian dari sepertiga dengan dibagi sama rata.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah kelebihan dari sepertiga
yang gugur, dan pertimbangan dengannya juga gugur dalam pembagian,

sebagaimana hal itu gugur sendirinya karena adanya ahli waris? Ulama
yang mengatakan kelebihan tersebut batal dengan sendirinya dan tidak
batal untuk dipertimbangkan dalam pembagian, karena menjadi milik
bersama, mereka mengatakan bahwa mereka harus mengambil bagian
harta tersebut dengan dibagi menjadi lima bagian. Sedangkan ulama yang
mengatakan bahwa batal untuk dipertimbangkan dengannya seperti jika
barang tersebut tertentu, berpendapat bahwa mereka mengambil bagian
sisa yang ada secara sama.

Di antara masalah mereka yang bersifat lafazh dalam bab ini yaitu
jika seseorang berwasiat dengan sebagian dari hartanya, padahal dia
memiliki harta yang bisa diketahui dan harta yang tidak diketahui:

1. Menurut Malik bahwa wasiat itu terjadi pada barang yang
diketahui, bukan pada barang yang tidak diketahui.

2. Sedangkan menurut Syaf i terdapat pada dua harta.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah kata "harta" yang diucapkan
dalam wasiat itu mencakup harta yang dia ketahui dan harta yang tidak
dia ketahui, ataukah mencakup harta yang diketahui saja? Pendapat yang
masyhur dari Malik, bahwa budak mudabbar masuk dalam dua macam
harta ini, jika tidak dikeluarkan dari harta yang dia ketahui.

Di dalam bab ini terdapat beberapa masalah cabang yang cukup
banyak, semuanya kembali kepada tiga jenis ini. Dan tidak ada perbedaan
pendapat di antara mereka bahwa seseorang dibolehkan untuk berwasiat
setelah meninggalnya dengan anak-anaknya. Ini adalah khilafah yang
bersifat juz'iyyah (parsial) seperti khilafah agung yang bersifat kulliyah
(menyeluruh), dimana seorang imam dibolehkan untuk berwasiat
dengannya.
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,frl$lat=1
KITAB HUKUM WARIS

Pembahasan dalam kitab ini meliputi: Tentang orang yang berhak

mendapatkan waris dan yang tidak; orang yang berhak mendapatkan

waris tersebut, apakah ia mendapatkan waris secara langsung ataukah ia

mendapatkan waris bersama pihak ahli waris lainnya, jika ia

mendapatkan waris bersama dengan ahli waris lainnya, berapakah

bagiannya? Begitupula jika ia mewarisinya sendirian, berapakah

bagiannya? Jika ia mendapatkan waris bersama ahli waris lainnya,

apakah bagiannya akan terjadi perbedaan tergantung dari ahli waris yang

mengikutinya ataukah tidak?

Pembahasan dalam masalah ini, dapat dimungkinkan untuk

dipelajari secara luas, yang telah diuraikan oleh mayoritas ahli faraidh, di

sini akan disebutkan hukum golongan per golongan dari para ahli waris,

apabila golongan tersebut independen; dan hukumnya jika bersamaan

dengan golongan lainnya, contohnya pembahasan tentang seorang anak

jika seorang diri, berapakah bagiannya? Kemudian pembahasan

dilanjutkan jika ia bersama dengan golongan lainnya dari ahli waris.

Golongan-golongan ahli waris itu terbagi menjadi tiga: Orang-

orang yang memiliki ikatan nasab (keturunan), orang-orang yang terkait

dengan tali pernikahan dan orang-orang yang terikat dengan perwalian

(karena memerdekakan budak).

Adapun orang-orang yang memiliki ikatan nasab (keturunan), di

antara mereka ada yang telah disepakati oleh para ulama dan ada pula

yang masih diperselisihkan.

Adapun yang telah disepakati adalah furu' yaitu anak-anak

keturunan, ushul yaitu orang tua dan bapak moyang, baik laki-laki

ataupun perempuan, begitu pula furu' yang sederajat dengan si mayit

dalam satu tingkatan yang sama pada kedua orang tuanya yaitu para

saudara, baik laki-laki maupun perempuan, dan jugafuru' yang sederajat

dengan si mayit dalam satu keterikatan dengan bapak moyang yang sama,

yaitu paman dan anak paman (sepupu), mereka dikhususkan pada pihak
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laki-lakinya saja. Mereka seluruhnya jika kami perinci satu persatu akan

menjadi sepuluh laki-laki dan tujuh perempuan.

Kaum laki-lakinya adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak

laki-laki, dan seterusnya kebawah. Bapak, kakek, dan seterusnya ke atas.

Saudara laki-laki dari arah mana saja berasal, maksudnya saudara laki-
laki kandung, atau sebapak, ataupun seibu saja. Anak laki-laki dari

saudara lakilaki (kemenakan) dan seterusnya. Paman, anak paman laki-
laki (sepupu) dan seterusnya. Suami dan Majikan budak (yang

memerdekakan seorang budak).

Sedangkan kaum wanitanya adalah anak perempuan, cucu

perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya (ke bawah). Ibu, Nenek dan

seterusnya ke atas. Saudara perempuan, Isteri dan Majikan perempuan

(yang memerdekakan seorang budak).

Sedangkan pihak-pihak yang diperselisihkan oleh para ulama

adalah karib kerabat, mereka adalah orang -{rang yang tidak memiliki
bagian yang telah ditentukan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan mereka
pun bukan 'ashabah (pihak yang mengambil sisa harta warisan), secara

umum mereka adalah anak-anak lelaki dari anak-anak perempuan, anak-

anak perempuan dari para saudara laki-laki, anak-anak lelaki dari para

saudara perempuan, anak-anak perempuan paman, paman seibu dari
bapak, anak-anak lelaki dari para saudara seibu, bibi dari pihak bapak dan

paman, dan bibi dari pihak ibu.

1. Imam Malik, Syafi'i dan mayoritas para fuqaha dan juga Zaidbin
Tsabit dari kalangan sahabat berpendapat bahwa mereka (karib

kerabat) tidak mendapatkan bagian harta warisan.

2. Para sahabat selainnya, para fuqaha lrak, Kufah, Bashrah dan para

ulama lainnya berpendapat bahwa mereka berhak mendapatkan

waris.

Ulama yang berpendapat bahwa karib kerabat berhak mendapatkan

waris, saling berbeda pendapat tentang sifat mewarisinya:

l. Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa mereka

mendapatkan waris berdasarkan urutan' ashabah.

2. Sedangkan selain mereka berpendapat bahwa karib kerabat

mendapatkan waris berdasarkan cara turunan, yaitu setiap orang
yang berasal dari ahli waris diatasnya mengambil bagiannya, baik
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yang telah ditentukan ataupun tidak ('ashabah), ia dianggap

menempati posisi ahli waris yang diatasnya tersebut.

Dasar pijakan Imam Malik dan yang sependapat dengannya adalah

hukum waris tidak menerima qiyas didalamnya, hukum asalnya bahwa

waris hanya berdasarkan Al Qur'an, atau sunnah yang tsabit, atau dengan

ijma', semua itu tidak terpenuhi dalam masalah di atas.

Sedangkan kelompok kedua beranggapan bahwa dalil mereka

adalah juga Al Qur'an, sunnah dan qiyas.

Dalil dari Al Qur'an adalah firman Allah SWT:

"Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain
lebih berhak (mendapatkan waris) didalam Kitab Allah...." (Qs. Al
Ahzaab [33]: 6)

Dan firman-Nya:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua

orang tuanya dan kerabatnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 7)

Istilah kerabat berlaku pula pada orang-orang yang memiliki ikatan

darah. Rival mereka dari kelompok pertama diatas berpendapat bahwa

ayat ini dikhususkan oleh ayat-ayat waris.

Adapun Hujjah (dalil) mereka dari sunnah Nabi SAW adalah

sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Umar bin Al
Khaththab RA, bahwa ia menulis sepucuk surat keputusan kepada Abu
Ilbaidah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

,! ,.. \,
d3t1j d)l

*Allah dan Rasul-Nya sebagai maula (majikan) bagi orang yang

tidak mempunyai maula, dan paman (dari pihak ibu) sebagai ahli waris

bagi orang yang tidak memiliki ahli warisnya."367

Sedangkan hujjah dari jalan makna (penalaran logika) bahwa

generasi terdahulu dari pengikut-pengikut madzhab Imam Abu Hanifah

berkata: Sesungguhnya karib kerabat lebih berhak (kepada harta

3u' Shahih. HR. At-Tirmidzi (2103), HR. Ibnu Majah (2737), Ahrnad (1128, 46),

Ibnu Abi Syaibah (111263), Ath-Thahawi (41397),Ibnu Al Jarud (964), Ad-
Daruquthni (4184), Al Baihaqi (6/214), dan dinilai shahih oleh Al Albani di
dalam Shahih lbnu Maj ah.

.'ii,,> rrj \ $ orgj,;.i'; d j7 \ a ;;
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peninggalan si mayit) ketimbang kaum muslimin (pada umumnya),

pasalnya mereka memiliki dua sebab yang terkumpul secara bersamaan,

yaitu kekerabatan dan Islam, sehingga mereka menyerupai keadaan

saudara kandung (seibu dan sebapak yang lebih utama) ketimbang

saudara sebapak, dengan kata lain pihak yang terkumpul padanya dua

sebab lebih utama dan lebih berhak ketimbang yang hanya memiliki satu

sebab saja).

Sedangkan Abu Zaid dan generasi belakangan dari pengikut

madzhab Abu Hanifah menganologikan hukum waris dengan hukum

perwalian (karena memerdekakan budak), mereka berpendapat: Ketika

keberhakan atas pengurusan jenazah si mayit, menshalatinya dan

menguburkannya tidak ada ashabul furudh (golongan yang mendapatkan

waris sesuai penjatahan dari Al Qur'an dan hadits) dan tidak ada pula

'ashabah maka itu semua menjadi tanggungan karib kerabat, sehingga

berdasarkan inilah mereka berhak atas bagian warisan.

Kelompok pertama memberikan banyak sanggahan dan bantahan

atas qiyas ini, dalam sanggahan itu terdapat kelemahan argumentasi.

Ketika perkara diatas telah ditetapkan demikian adanya, maka kami

berlanjut pada pembahasan tentang golongan per golongan dari ahli
waris, kami hanya akan menyebutkan pokok-pokok masalah yang

masyhur saja, baik yang telah disepakati oleh para ulama maupun yang

masih diperselisihkan.

Warisan Anak Keturunan

Kaum muslim telah sepakat atas hak waris bagi si anak dari kedua

orang tuanya, baik laki-laki ataupun perempuan secara bersamaan,

dimana bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian dari anak perempuan.

Anak laki-laki tunggal (semata wayang) ia berhak mendapatkan waris

seluruh harta peninggalan orang tuanya.

Sedangkan anak-anak perempuan, apabila ia seorang diri (tunggal)

ia berhak mendapatkan seperdua (ll2) harta peninggalan orang tuanya,

dan jika mereka tiga orang atau lebih berhak atas dua pertiga (213) harta
peninggalan tersebut. Para ulama berbeda pendapat apabila jumlah anak-

anak perempuan itu dua orang saja:
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l. Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka berhak atas 2/3 harta

peninggalan.

2. Sedangkan Ibnu Abbas RA berpendapat bahwa mereka berhak atas

1/2 harta itu.

Sebab perbedaan pendapat: Adalah pengkategorian maJhum

firman Allah SWT, "Dan iika anak-anak itu semuanya perempuan yang

jumlahnya tebih dari dua, maka bagian mereka adalah dua pertiga (2/j)

dari harta yang ditinggalkan." (Qs. An-Nisaa' [4]: l1), apakah hukum

dua anak perempuan yang tidak disebutkan diatas digolongkan ke dalam

hukum tiga anak ataukah satu anak? Secara jelas dilihat dari dalil khilab

ia digolongkan kedalam hukum satu anak perempuan, namun ada yang

mengatakan bahwa perkataan Ibnu Abbas RA yang paling masyhur

adalah seperti pendapatrrya jumhur ulama.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Hatim

bin Abdullah dari Jabir RA:

.r$' ,#lt 'wi *,tqlt hr S;'4t,:i
"Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan kepada dua orang anak

perempuan sebesar dua pertiga."368

Menurutku Abu Umar Ibnu Abdil Barr telah berkata, "Bahwa

Abdullah bin Aqil ini diterima haditsnya oleh segolongan para ulama dan

sebagian lainnya menolaknya."

Sebab kesepakatan antara ulama dalam hal ini secara umum adalah

firman Allah SWT:
*Allah mensyariatlan (mewaiibkan) kepadamu tentang (pembagian

harta warisan) untuk anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki'
laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan iika anak-

anak itu semuanya perempuan yang iumlahnya lebih dari dua, maka

bagian mereka adalah dua per tiga (2/j) dari harta yang ditinggalkan,

jika dia (anak perempuan itu) seorang saja maka dia memperoleh

setengah (l/2) (hartayang ditinggallran)." (Qs. An-Nisaa' [4]: l l).

3u' Hasan. HR. Abu Daud (2892), At-Tirmidzi (2092\,Ibnu Majah (2720)' IIR'
Ahmad (31352), dan dinilai shahih oleh Al Hakim (41333), serta disetujui oleh

Adz-Dzahabi. dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi (61216), dan dinilai hasan oleh

Al Albani di dalamS}ahih Abu Daud.
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Dalam bab ini para ulama telah sepakat bahwa cucu laki-laki dari

anak-anak lelaki menempati posisi anak laki-laki ketika mereka tidak

ada, mendapatkan waris sebagaimana mereka mendapatkan waris,

menghalangi (pihak lainnya) sebagaimana mereka juga menghalangi

pihak lainnya, kecuali satu pendapat yang diriwayatkan dari Mujahid, ia

berkata: Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak dapat menghalangi

seorang suami dari mendapatkan setengah (ll2) menjadi seperempat (l/4)
seperti halnya dihalangi oleh anak keturunannya langsung, dan tidak pula

menghalangi seorang istri dari mendapatkan seperempat (ll4) menjadi

seperdelapan (l/8), serta tidak dapat pula menghalangi ibu dari

mendapatkan sepertiga (l/3) menjadi seperenam (l/6).

Para ulama telah sepakat bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki

tidak mendapatkan bagian warisan bersamaan dengan adanya anak-anak

perempuan si mayit apabila mereka telah genap mendapatkan bagian dua

pertiga (21\ dan harta peninggalan.

Namun para ulama berbeda pendapat apabila cucu-cucu perempuan

dari anak lakilaki bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki
yang satu derajat (tingkatan) ataupun yangjauh:

L Jumhur fuqaha berpendapat: Bahwa ia (cucu laki-laki) membuat

cucu-cucu perempuan berada pada bagian yang tersisa (ta'shib) dari
jatah bagian anak perempuan, sehingga harta tersebut dibagi

berdasarkan prinsip anak laki-laki mendapatkan seperti bagian dua

anak perempuan. Inilah pendapatnya Ali RA dan Zaid bin Tsabit

RA dari kalangan sahabat.

2. Sedangkan Abu Tsaur dan Daud Azh-Zhahii berpendapat, apabila

anak-anak perempuan telah genap mendapatkan dua pertiga (2/3)

harta peninggalan, maka sisanya diperuntukkan bagi cucu laki-laki,
tidak bagi cucu-cucu perempuan baik mereka dalam satu derajat

bersama cucu laki-laki tersebut, atau diatasnya ataupun di
bawahnya.

Dalam masalah ini Ibnu Mas'ud RA berkata, "Bagt anak lakiJaki
seperti bagian dua anak perempuan." kecuali hasil yang diperoleh anak-

anak perempuan itu lebih dari seperenam, maka ia tidak diberikan kecuali

hanya seperenam saja.

Dasar pijakan jumhur ulama adalah keumuman firman Allah SWT,
*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian harta
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warisan) untuk anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama

dengan bagian dua orang anak peremplran," (Qs. An-Nisaa' [a]: I l)
Secara makna (penalaran logika) cucu lakilaki adalah juga anak

laki-laki, disamping cucu lakilaki pun men-ta'shib (mebuatnya berada

pada posisi ashabah) anak perempuan yang berada pada satu derajat

dengannya dalam harta peninggalan, sehingga ia juga berperan yang

sama pada kelebihan (sisa) harta peninggalan yang ada.

Sedangkan dasar pijakan pendapat Daud dan Abu Tsaur adalah

hadits Ibnu Abbas RA: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

'* 
i' 7Y ,.* ,*.(j' ti ;.lir rrljf

.ft ,tr't lt*''Ptr-lt
"Bagikanlah harta (waris) di antara ,rnoOut \u*dh lorang-orong

yang telah mempunyai bagian tertentu) menurut Kitab Allah'Azza wa

jalla, jika ada harta yang tersisa setelah bagian-bagian tersebut maka

diperuntukkan bagi pihak laki-laki terdekat (yang lebih utama)." 36e

Secara logika juga menyatakan bahwa cucu perempuan dari anak

laki-laki sendirian tidak berhak mendapatkan waris bagian harta yang

tersisa dari dua pertiga itu, berarti ia lebih tidak berhak lagi ketika

bersamaan dengan pihak lainnya.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara qiyas dan

metodologi tarjih, dimana pendapatnya Ibnu Mas'ud RA didasari oleh

prinsip hukum asal, yakni cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki,

mereka tidak mendapatkan waris lebih dari seperenam ketika tidak

bersama dengan anak laki-laki, hal tersebut tidak mengharuskan ketika

mereka bersama pihak lainnya mendapatkan waris lebih dari bagian yang

mereka dapatkan ketika mereka sendirian. Hujjah ini hampir senada

dengan hujjah Daud Aztt-Ztahiri.

sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa cucu laki-laki dari

anak laki-laki men-ta'shib cucu-cucu perempuan yang sederajat

dengannya, ataupun yang tidak sederajat. Segolongan ulama mutakhir

30 Mutto|aq 'Alaih. HR. Al B*hari (6732), (6746\, Muslim (1615), Abu Daud
(2898), At-Tirmidzi (209E), An-Nasa'i di dalam Al Kubra (6331, 6332), Ibnu

Majah (27 40) dan Ahrnad (l 1292, 325).
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berpendapat aneh, mereka mengatakan bahwa cucu laki-laki dari anak

laki-laki tidak men-/a'shib mereka kecuali yang satu derajat dengannya.

Jumhur ulama berpendapat apabila ada seorang malt yang
meninggalkan anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki,
atau cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki dan tidak ada bersama
mereka cucu laki-lakinya, maka diperuntukkan bagi cucu-cucu
perempuan dari anak laki-laki itu seperenam untuk menggenapkan

bilangan menjadi dua pertiga (bersama bagian anak perempuan yang
setengah).

Sedangkan kaum syiah berseberangan dengan mereka, menurut
mereka, cucu perempuan sama sekali tidak mendapatkan waris apa-apa

bersamaan dengan adanya anak perempuan, seperti halnya cucu laki-laki
bersamaan dengan adanya anak laki-laki.

Jadi, perbedaan pendapat dalam masalah cucu-cucu perempuan dari
anak laki-laki terdapat pada dua hal: Pertama, (ketika mereka bersamaan
dengan adanya) cucu-cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kedua,
(bersamaan dengan adanya) anak-anak perempuan yang mendapatkan
jatah bagian kurang dari dua pertiga dan yang lebih dari setengah.

Kesimpulannya: Jika mereka (cucu-cucu perempuan itu) bersamaan
dengan adanya cucu-cucu laki-laki dari anak lakiJaki, ada dua pendapat:

1. Ada yang mengatakan mereka berhak mendapatkan waris.

2. Pendapat lainnya mengatakan mereka tidak berhak mendapatkan
waris.

Apabila dikatakan mereka berhak mendapatkan waris, ini pun
terbagi menjadi dua:

L Ada yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan waris secara

ta'shib (mengambil sisanya saja) secara mutlak.

2. Pendapat lainnya mengatakan bahwa mereka mendapatkan waris
secara ta'shib kecuali jika mereka mendapatkan lebih dari
seperenam. Dan jika dikatakan mereka mendapatkan waris (secara

ta'shib) apabila bersamaan dengan cucu laki-laki yang sederajat
dengan mereka, pendapat lainnya mengatakan: Bagaimanapun juga
derajat (cucu laki-laki tenebut, mereka mendapatkan waris secara

ta'shib).
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Maka kesimpulan tentang masalah hak waris mereka (cucu-cucu

perempuan) Uersamaan de'gun- tidak adanya cucu laki-laki dalam sisa

harta peninggalan dari bagian yang setengah untuk menggenapkannya

menjadi dua pertiga, (tJrbagi menjadi dua pendapat): Ada yang

berpendapat m"r.ka''"ndapatlan waris' dan ada pula yang berpendapat

mereka tidak berhak mendapatkan waris'

Warisan Suami-Istri
para urama telah sepakat bahwa seorang suami mendapatkan waris

harta peninggalan isterinya yang tidak memiliki anak ataupun cucu' baik

laki-laki maupun 
-;;tt*p;"',- 

uertrat mendapatkan setengah (112)'

kecualiapayangtelahkamisebutkandariMujahid.Danapabilasiisteri
itu memiliki seorang anak, maka si suami mendapatkan seperempat (1/4)'

sedangkan ,.orunii"eri berhak mendapatkan seperempat (1/4) harta

peninggalanruu*iryuyangtidakmemilikianakataupuncucu'apabilaia
memilikianakatau-cucu,makasiisterimendapatkanbagian
seperdelapan (1/8), tidak ada yang 

-dapat 
menghalangi mereka dari

mendapatkan hart^ warisan dan tidak ada pula yang mengurangi

bagiannya kecuali anak' Ini semua berdasarkan adanya nash dalam

Firman Allah SWT, "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua

(t/2) dari horto yong aringgolkon oleh istri-istrimu, iika mereka tidak
'mempunyai 

anak." (Qs' An-Nisaa' [4]: 12)

Warisan BaPak-Ibu
para ulama telah sepakat bahwa seorang bapak dalam keadaan

seorang diri, ia mendapatkan waris seluruh harta peninggalan' dan jika

duaorangituuuputmendapatwarisnyamakaibu.mendapatkanbagian
sepertiga (1/3) dan sisanya diperuntukkan bagi bapak' berdasarkan firman

Allah Ta'ala, "Dan dia diwirisi oleh kedua ibu bapahtya (saja)' maka

ibunya mendaparkan sepertiga (1/3)'- (Qs' An-Nisaa' [4]: 11)

Mereka jiga sepakat bahwa bagian kedua ibu...bapak sebesar

seperenam Orc; dari harta warisan teAua anaknya' jika si anak itu

memiliki keturunan ataupun cucu, maksudnya masing-masing dari ibu

bapak rn"rrdup"tkun "pt""ut 
(1/6) berdasarkan firman Allah SWT'

"Dan untuk kedua ibu bapak' bagian masing-masing seperenam (1/6)
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dari harta yang ditinggalkan, jiko dia (yang meninggal) mempunyai
qnak." (Qs. An-Nisaa' [4]: I l).

Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan walad (anak) adalah
anak laki-laki, bukan perempuan, sedangkan menurut pendapat yang
syadz berbeda dengan pendapatnya jumhur ulama.

Para ulama juga telah sepakat bahwa bagian seorang bapak tidak
kurang dari seperenam bersamaan dengan ashabul furudh lainnya,
bahkan terkadang ia mendapatkan tambahan.

Mereka juga sepakat bahwa seorang ibu dapat terhalang dari
mendapatkan l/3 menjadi 116 oleh adanya saudara-saudara, berdasarkan
firman Allah ra'ala, "Jika dia (yang meninggar) mempunyai beberapa
saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam." (es. An-Nisaa' [4]:
1l).

Namun mereka berbeda pendapat tentang jumlah minimal dari
saudara-saudara yang dapat menghalangi seorang ibu dari mendapatkan
sepertiga (l/3) menjadi seperenam (l/6):
l. Menurut Ali bin Abi Thalib RA dan Ibnu Mas'ud RA bahwa

jumlah saudara-saudara yang dapat menghalangi itu minimal dua
orang atau lebih, pendapat ini dikemukakan oleh Malik.

2. Sedangkan menurut Ibnu Abbas RA jumlah mereka adalah tiga
orang atau lebih, jika hanya dua orang saja maka tidak dapat
menghalangi seorang ibu dari mendapatkan sepertiga menjadi
seperenam.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya perbedaan dalam batasan
minimal dari bilangan jamak, mereka yang berpendapat bahwa batasan
minimal bilangan jamak adalah tiga, mereka mengatakan bahwa jumlah
saudara-saudara yang dapat menghalangi itu sebanyak tiga orang dan
atau lebih. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa batasan minimal
dari bilangan jamak adalah dua, mereka mengatakan bahwa jumlah
saudara-saudara yang dapat menghalangi itu sebanyak dua orang, dalam
firman Allah ra'ala, *Jika dia (yang meninggal itu) mempunyai
beberapa orang saudara-santdara.,,

Namun, tidak ada perbedaan pendapat bahwa penyebutan saudara-
saudara dalam ayat diatas termasuk didalamnya laki-laki dan perempuan,
menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut sebagian ulama generasi
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belakanganberpendapatbahwabagianseorangibutidakberpindahdari
sepertiga menjadi l/6 oleh karena adanya saudara-saudara perempuan

suiu, kur.ru penyebutan "Ikhwah (beberapa saudara)" tidak berlaku pada

mereka,kecualibersamamerekaadasaudaralaki-laki,dimanaialebih
dominan atas kaum wanita, disamping istilah ,,ikhwah,,berarti bentuk

jamak dan"akh" yaitu saudara laki-laki'

Dalambabiniparaulamaberbedapendapattentangsiapakahyang
berhak mendapatkan bagian 1/6 ketika seorang ibu dihalangi oleh

saudara-saudara, jika ada seseorang yang wafat meninggalkan kedua ibu

bapak dan beberaPa orang saudara:

l.Menurutjumhurulama,bagianl/6itudiperuntukkanbagibapak
bersamaandenganempatoranglainnya(ibudanbeberapasaudara)
juga sePerenam'

2. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa yang 116 itu

diperuntukkan bagi saudara-saudara yang menghalangi ibu dan

bagi bapak dua pertiga, karena tidak ada keturunan atas yang

menghalanginya, dan tidak ada yang menghalangi kecuali seudara-

saudara bersama baPak ke atas'

Ada satu golongan ulama yang menilai dha'f sanad hadits tersebut

sampaikepadalbnuRbbasRA,sedangkanperkataanlbnuAbbasRAitu
sendiri adalah qiYas.

Dalambabiniparaulamaberbedapendapattentangmasalahyang
dikenaldengansebutangharrawain(Umariyatain)yaitutentang
seseorangyangwafatmeninggalkanisteridankeduaibubapak'atau
sebaliknya; suami dan kedua ibu bapak:

1. Jumhur ulama berpendapat pada kasus pertama' bagi istri ll4 dan

bagiibul/3sisa(hartapeninggalansetelahdibagikan)yaitusetara
denganlrl4daihartapeninggalanSecarakeseluruhandanbagi
bapaksisanya,yaitu|/2darihartapeninggalansecarakeseluruhan'

Sedangkanpadakasuskedua,jumhurulamaberpendapatbahwa
bagi suami itz ounbagi ibu 1/3 sisa (dari harta peninggalan setelah

dibagikan),yaifusetaradengan116daihartapeninggalansecara
keseluruhan, aun bagi bapak sisanya yaitu 216 dari harta

peninggalan secara keseluruhan' Ini merupakan pendapat Zaid RA

dan Yang masYhur dari Ali RA'
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2. Sedangkan pendapatnya Ibnu Abbas RA dalam kasus pertama
diatas adalah bagi isteri l14 dari harta peninggalan secara
keseluruhan dan bagi ibu 1/3 juga dari harta peninggalan itu secara
keseluruhan, karena ia termasuk ashabul furudh, dan bagi bapak
sisa harta tersebut karena ia sebagai 'ashib (pihak yang mengambil
sisa harta peninggalan), dan pada kasus kedua ia berpendapat
bahwa bagi suami ll2, bagi ibu 1/6 karena ia termasuk ashabul

furudh dan bagi bapak sisa harta peninggalan tersebut. Pendapat ini
dikemukakan oleh AI Qadhi Syuraih, Daud, Ibnu Sirin dan
segolongan ulama.

Dasar pijakan jumhur ulama adalah ketika ibu-bapak keduanya
menguasai harta peninggalan maka bagi ibu sepertiga harta tersebut dan
bagi bapak mengambil bagian sisanya, keadaan tersebut mengharuskan
tetap demikian halnya ketika keduanya menguasai sisa harta peninggalan
yang ada, seakan-akan mereka berpendapat jika bagian warisan seorang
ibu lebih banyak dari bapak, maka hal itu berarti keluar dari pokok-pokok
ilmu waris.

Sedangkan dasar pijakan kelompok kedua adalah bahwa ibu
termasuk ashabul furudfr (pihak-pihak yang memiliki bagian yang telah
ditentukan dalam Al Qur'an) sedangkan bapak sebagai 'ashib (pihak
yang mengambil sisa harta peninggalan) dan seorang 'ashib tidak
memiliki bagian tertentu dengan dzawil furudh, bahkan bisa berkurang
dan bisa bertambah.

Dari segi alasan pendapat jumhur lebih jelas. Namun demikian,
pendapat kedua tanpa adanya alasan juga lebih jelas. Dan alasan yang
saya maksudkan di sini, bahwa orang yang terakhir ini lebih utama untuk
didahulukan. Yaitu bapak didahulukan daripada ibu.

Warisan Saudara-Saudara Seibu

Para ulama sepakat bahwa saudara-saudara seibu, jika salah
seorang di antara mereka mendapatkan waris sendirian, maka bagiannya
seperenam (l/6), baik ia laki-laki ataupun perempuan, apabila jumlah
mereka yang mendapatkan waris lebih dari satu orang maka bagiannya
sepertiga (1/3) secara bersamaan dibagi rata, bagian laki-laki dari mereka
sama dengan bagian perempuan.
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Para ulama juga sepakat bahwa mereka tidak berhak atas harta

warisan dengan adanya empat pihak berikut: Bapak, kakek dan

seterusnya, anak-anak laki-laki maupun perempuan dan cucu-cucu dari

anak laki-laki, baik perempuan maupun laki-laki. Ini semua berdasarkan

firman Allah SWT, "Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak pula

meninggalkan anak keturunan, tetapi mempunyai saudara laki-laki
(seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu)." (Qs. An-Nisaa' [4]:
t2)

Demikianlah telah terjadi ijma' di kalangan ulama bahwa yang

dimaksud dengan saudara-saudara pada ayat ini adalah asaudara-saudara

seibu, dan memang terdapat satu cara bacaan Al Qur'an, "Seorang

saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan dari ibunya." Begitu

pula mereka telah sepakat bahwa yang disebut dengan kalalah hanya

terdapat pada empat golongan ahli waris diatas yang telah kami sebutkan

yaitu; Bapak, kakek, anak-anak lelaki dan cucu-cucu laki-laki dari anak-

anak lelaki.

Warisan Saudara-Saudara Kandung atau Sebapak

Para ulama telah sepakat bahwa saudara-saudara kandung atau

sebapak hanya mendapatkan waris dalam perkara kalalah, di mana

seorang saudara perempuan di antara mereka jika sendirian ia berhak

mendapatkan bagian seperdua (1/2) dan jika berdua, maka keduanya

mendapatkan dua pertiga (213), sama halnya dengan anak-anak

perempuan, apabila mereka terdiri dari laki{aki dan perempuan, maka

bagian laki-laki seperti bagian dua orang perempuan, sama halnya

dengan keadaan anak-anak lelaki dengan anak-anak perempuan, ini
semua berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Mereka meminta fatwa kepadamu, katalanlah: Allah lah yang

memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah." (Qs. An-Nisaa' [4] : I 76)'

Hanya saja para ulama dalam masalah kalalah disini berbeda

pendapat dalam beberapa aspek sebagaimana mereka juga sepakat dalam

beberapa aspek lainnya, Insya Allah akan diterangkan kemudian'

Di antara beberapa perkara yang disepakati dalam bab ini oleh para

ulama adalah bahwa saudara-saudara kandung, baik laki-laki ataupun
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perempuan, mereka tidak memiliki hak mendapatkan waris bersamaan

dengan adanya anak keturunan laki-laki dari si mayit dan tidak juga

bersamaan dengan adanya cucu lak-laki dari si malt dan tidak juga

bersamaan dengan adanya bapak dari si maft.

Para ulama berbeda pendapat dalam beberapa perkara lainnya, di
antaranya; perbedaan pendapat mereka tentang warisan saudara-sadara

kandung bersamaan dengan adanya seorang anak perempuan atau

beberapa anak perempuan:

L Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka mendapatkan waris
secara ta'shib mengambil bagian yang tersisa dari bagian anak-nak
perempuan tersebut.

2. Sedangkan Daud bin ltli Azh-Zhahiri dan segolongan ulama
berpendapat bahwa saudara perempuan tidak mendapatkan waris
apa-apa bersamaan dengan adanya anak perempuan.

Dasar pijakan jumhur ulama dalam hal ini adalah hadits Ibnu
Mas'ud RA dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda tentang bagian
warisan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara
perempuan:

*ry q 6') ,#t'ai^* Olht ,rt t"\j ,luLAt g.ol
"Bagi anak perempuan seperdua (l/2), bagi cucu perempudn

seperenam (l/6) untuk menggenapkan bilangan menjadi dua pertiga, dan
apa yang tersisa dari harta peninggalan itu diperuntukkan bagi saudara
perempuan."3To

Hujjah mereka juga dari sisi logika, mereka sepakat bahwa saudara-

saudara laki-laki itu memiliki hak mendapatkan waris bersamaan dengan

adanya anak-anak perempuan demikian juga halnya dengan saudara-

saudara perempuan.

Sedangkan dasar pijakan kelompok kedua diatas adalah zhahir
firman Allah Ta'ala, "Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak

t'o Shohih. HR. Al Bukhari (6736,6742), ltbu Daud (2890), At-Tirmidzi (2093),
An-Nasa'i di dalam Al Kubra (6328,6329,6330),Ibnu Majah (2721), Ahmad
(l/389, 428, 440,463). Ath-Thayalisi (375), Ad-Daruquthni (4/79,80), Ath-
Thabrani (9860, 9870, 9871,9872,9873,9874,9875,9877) dan Ibnu Al Jarud
(e62).
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'ol,'c;rrV.iii ,i oai',ti *j y\t& ir Ji, &
.:u' i

mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi

saudara perempuonnya itu seperdua (1/2) dari harta yang

ditin'ggalkannya..." (Qs. An-Nisaa' [4]: 176) tidak diperuntukkan bagi

saudara perempuan sedikipun juga kecuali tidak adanya anak.

Sedangkan jumhur memahami lafazh walad disini khusus bagi anak

laki-laki, tidak termasuk anak perempuan.

Dalam bab ini para ulama telah sepakat bahwa saudara-saudara

kandung menghalangi saudara-saudara sebapak dari mendapatkan bagian

warisan berdasarkan qiyas kepada cucu-cucu anak lelaki yang terhalang

dengan adanya anak-anak lelaki dari si mayit itu sendiri. Abu umar

berkata: Sungguh telah diriwayatkan dalam hal ini sebuah hadits hasan

termasuk ke dalam periwatan hadits-hadits ahad yang adil dari jalur

riwayat Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata,

"Rasulullah SAW memutuskan hak waris bagi anak-anak ibu (para

saudara seibu) tanpa para saudara sebapak."3Z

Para ulama telah sepakat bahwa saudara-saudara perempuan

kandung apabila mereka telah mendapatkan bagian dua pertiga secara

genap, maka saudara-saudara perempuan sebapak tidak mendapatkan

apa-apa, seperti halnya keadaan cucu-cucu peremapuan dari anak laki-

laki bersamaan dengan adanya anak-anak perempuan dari si mayit, dan

jika saudara perempuan kandung itu seorang diri saja, maka bagi saudara

perempuan sebapak mendapatkan sisanya dari dua pertiga itu yaitu

sebesar seperenam.

Mereka berbeda pendapat jika bersamaan dengan saudara-saudara

perempuan sebapak itu ada pihak laki-lakinya:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa pihak laki-lakinya men-ta'shib

mereka, sehingga harta itu dibagi di antara mereka menurut prinsip

bagian seorang anak laki-laki seperti bagian dua orang anak

31' Hassn. HR. At-Tirmidzi (2094,2095), Ibnu Majah (2739), Ahmad (l/79, l3l,
144), Ad-Dartunt (2t464), Ath-Thayalisi (179), Al Humaidi (55), Ibnu Al Jarud

(950), Al Hakim (41336), Al Baihaqi (61232,239,267), dan dinilai hasan oleh

Al Albani rahimahullah di dalamS}ahih At-Tirmidzi.
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perempuan, seperti halnya dengan keadaan cucu-cucu perempuan
bersamaan dengan adanya anak-anak perempuan dari si malt itu
sendiri.

2. Imam Malik mensyaratkan adanya kesamaan dalam satu derajat.

3. Sedangkan Ibnu Mas'ud RA berpendapat bahwa jika saudara-
saudara perempuan kandung itu telah genap mendapatkan bagian
sebesar dua pertiga (213) maka sisanya diperuntukkan bagi saudara
laki-laki dari bapak, tidak termasuk pihak perempuannya. Ini yang
menjadi pendapatnya Abu Tsaur, berbeda dengan pendapatnya
Daud Azh-Zhahii dalam masalah ini disamping ia bersesuaian
pendapat dengannya dalam masalah anak-anak perempuan si mayit
bersamaan dengan adanya cucu-cucu lelaki dari anak laki-laki jika
mereka belum genap mendapatkan bagian dua pertiga (Zl3), maka
bagi pihak laki-laki dari saudara sebapak mendapatkan bagian
seperti bagian dua kali anak perempuan, kecuali jika pihak
perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari seperenam
(1/6), seperti halnya keadaan anak perempuan si mayit bersamaan
dengan adanya cucu-cucu laki-laki.

Dalil masing-masing dari dua kelompok ini dalam masalah tersebut
adalah dalil-dalil yang dipergunakan diatas itu sendiri.

Para ulama sepakat bahwa saudara-saudara sebapak menempati
posisi saudara-saudara kandung ketika mereka tidak ada, seperti halnya
keadaan cucu-cucu laki-laki menempati posisi anak-anak lelaki ketika
mereka tidak ada, dan jika bersama mereka (saudara-saudara sebapak)
ada pihak lelakinya, ia men-ta'shib mereka, pembagiannya dimulai
dengan orang yang memiliki bagian fardh tertentu lalu mereka
mendapatkan waris sisanya dengan menganut prinsip bagian laki-laki
seperti bagian dua perempuan, seperti halnya keadaan anak-anak lelaki,
kecuali pada satu masalah yang dikenal dengan musytarakah.

Para ulama berbeda pendapat tentangnya, yaitu kasus wafatnya
seorang wanita yang meninggalkan suami, ibu, saudara-saudara seibu,
dan saudara-saudara kandung:

1. LJmar, Utsman dan Zaid bin Tsabit RA memberikan bagian
seperdua (1/2) kepada suami, seperenam (l/6) untuk ibu dan bagi
saudara-saudara perempuan seibu mendapatkan seperenam (l/6),
sehingga harta peninggalan tersebut habis dibagikan seluruhnya,
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sedangkan saudara-saudara kandung tidak lagi mendapatkan apa-

apa, lalu mereka menggabungkan (mengikut sertakan) saudara-

saudara kandung itu dalam bagian )arr$ sepertiga (1/3) bersama

dengan saudara-saudara seibu, mereka bersekutu dalam pembagian

harta tersebut dengan menganut prinsip bagian seorang laki-laki

seperti bagian dua orang perempuan. Mazhab tasyrik

(penggabungan) ini dianut oleh para fuqaha berbagai negeri, Malik,

Syaf i dan Ats-Tsauri.

2. Sedangkan Ali, Ubay bin Ka'ab dan Abu Musa Al Asy'ari RA

tidak menggabungkan saudara-saudara kandung dalam bagian yang

sepertiga bersama dengan saudara-saudara seibu dalam kasus

diatas, mereka tidak memberikan sedikipun juga kepada saudara-

saudara kandung tersebut, pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah,

Ibnu Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, Daud dan segolongan ulama

lainnya.

Hujjah kelompok pertama, yang menggabungkan saudara-saudara

kandung dengan saudara-saudara seibu dalam bagian yang sepertiga itu

adalah mereka bersekutu dalam satu sebab yang sama' yang

mengharuskan mereka mendapatkan hak warisan yaitu ibu, maka sudah

selayaknyalah mereka tidak ditinggalkan begitu saja, pasalnya jika

mereka bersekutu dalam satu sebab yang sama, yang memiliki hak

warisan, maka hal itu pun mengharuskan mereka bersekutu dalam bagian

warisan yang sama pula.

Sedangkan hujjah kelompok kedua adalah bahwa saudara-saudara

kandung itu termasuk kedalam golongan 'ashabah (pihak yang

mengambil sisa bagian harta peninggalan), maka mereka tidak

mendapatkan apa-apa ketika seluruh harta peninggalan warisan itu telah

habis dibagikan kepada ashabul furudh.

Dasar pijakan mereka juga adalah kesepakatan seluruh ulama

tentang seorang yang wafat meninggalkan suami, ibu, seorang saudara

laki-laki seibu dan sepuluh orang saudara kandung atau lebih; maka

saudara seibu itu mendapatkan Seperenam secara Sempurna, dan

sepelenam sisanya dibagi antara seluruh ahli waris yang tersisa (saudara-

saudara kandung tadi), padahal mereka pun bersekutu dalam satu ibu

yang sama.
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Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontrasiksi antara qiyas-

qiyas dan kesamaran pengertian lafazh-lafzh yang terdapat dalam nash.

Warisan Kakek

Para ulama telah sepakat bahwa bapak menghalangi kakek, dan ia

menempati kedudukan bapak ketika ia tidak ada bersamaan dengan anak-

anak, dan ia sebagai 'ashib bersama dengan ashabulfurudhlainnya.

Mereka berbeda pendapat, apakah kakek menempati kedudukan

bapak dalam hal menghalangi saudara-saudara kandung atau

menghalangi saudara-saudara sebapak?

1. Ibnu Abbas, Abu Bakar RA dan segolongan ulama berpendapat

bahwa kakek menghalangi mereka semuanya, pendapat ini dianut

oleh Abu Hanifah, Abu Tsaur, Al Muzanni, Ibnu Suraij dari
pengikut madzhab Syaf i, Daud dan segolongan ulama lainnya.

2. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud
RA sepakat bahwa saudara-saudara itu mendapatkan waris bersama

dengan adanya kakek, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang
cara (kaifiyal) mewarisinya, hal ini akan saya bahas kemudian.

Dasar pijakan pendapat yang menjadikan kakek menempati

kedudukan bapak adalah kesamaan antara keduanya, dimana keduanya

adalah orang tua (bapak) dari si mayit, disamping kesamaan antara

keduanya dalam banyak hukum-hukum syariat yang telah terdapat ijma'
atas perkara-perkara yang disepakati, hingga diriwayatkan dari Ibnu
Abbas RA, dia berkata, "Tidakkah Zaid bin Tsabit bertakwa kepada

Allah, ia menjadikan cucu laki-laki seperti kedudukan seorang anak,
namun tidak menjadikan kakek seperti kedudukan seorang bapak."

Para ulama juga telah sepakat bahwa ia seperti bapak dalam

berbagai hukum syariat lainnya disamping hukum waris, seperti
persaksiannya bagi cucunya seperti kesaksian seorang bapak, dan seorang

kakek dapat memerdekakan cucunya sebagaimana seorang bapak dapat

memerdekakan anaknya, dan seorang cucu tidak dapat mengqishash

kakeknya sebagaimana seorang anak tidak dapat mengqishash bapaknya.

Sedangkan dasar pijakan pendapat yang memberikan hak waris
kepada saudara-saudara bersamaan dengan kakek adalah karena saudara

lebih dekat hubungannya dengan si malt daripada kakek, pasalnya
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kakek adalah orang tua bapak si mayit, sedangkan saudara adalah anak

bapak si mayit, berarti anak lebih dekat daripada bapak, mereka juga

berdalil dengan kesepakatan mereka bahwa anak saudara didahulukan

daripada paman, karena ia berada dibawah bapak sedangkan paman

berada dibawah kakek.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara qiyas

dalam bab ini.

Lalu jika dikatakan, manakah qiyas yang lebih kuat dalam

padangan syariat? Kami katakan: (Yaitu) qiyas mereka yang

menyamakan kedudukan kakek dengan bapak, karena kakek juga disebut

sebagai bapak pada tingkatan kedua atau ketiga, sebagaimana halnya

cucu sebagai anak pada tingkatan kedua atau ketiga.

Apabila seorang anak tidak dapat menghalangi kakek sedangkan ia

menghalangi saudara-saudara, maka sudah seharusnya kakek

menghalangi pihak yang dihalangi oleh anak, dan saudara bukanlah asal

(orang tua) dari si malt dan tidak pula furu'nya (keturunannya), tetapi ia

adalah pihak yang menyertainya pada satu orang tua yang sama, dan asal

(orang tua) lebih berhak kepadanya ketimbang pihak yang hanya

menyertainya saja pada satu orang tua yang sama.

Adapun kakek ia bukanlah asal (orang tua) dari si malt akan tetapi

ia adalah asal (orang tua) dari bapak si mayit, sedangkan saudara berhak

mendapatkan waris dari sisi ia sebagai anak keturunan dari orang tua si

mayit, maka yang merupakan asal (orang tua) dari bapaknya lebih berhak

daripada keturunan dari orang tuanya, oleh karena itulah tidak perlu

dianggap orang yang mengatakan bahwa saudara berasal dari anak

sedangkan kakek berasal dari orang tua, karena saudara bukanlah anak

dari si mayit akan tetapi ia adalah anak dari bapaknya, dan kakek adalah

orang tua bapaknya, padahal jalur anak lebih kuat mendapatkan waris

dari jalur bapak ketika terkait dengan satu orang saja yang diwarisnya.

Maka mereka yang mengatakan saudara lebih berhak daripada

kakek, beralasan karena saudara setaraf dengan seseorang yang lebih

dahulu ada daripada jalur anak keturunan, yaitu bapak, sedangkan kakek

melalui jalur bapak. Ini adalah pendapat yang sangat keliru, karena kakek

adalah bapak si mayit, sedangkan saudara bukanlah anak dari si mafit.

Kesimpulannya saudara adalah pihak yang terkait dari berbagai

pihak yang juga terkait dengan si maft, seakan-akan ia seperti sesuatu
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yang ada di tengah perjalanan, sedangkan kakek adalah salah satu

penyebab keberadaan si mayit, maka sebab lebih berhak memiliki sesuatu

daripada yang ada tiba-tiba ditengah perjalanan.

Ulama yang menjadikan hak warisan bagi saudara-saudara

bersamaan dengan kakek berbeda pendapat tentang cara pembagiannya,

kesimpulan dari madzhab Zaid bin Tsabit RA dalam masalah ini adalah

keadaannya (kakek) tidak terlepas dari dua kemungkinan, ia bersamaan

dengan adanya ashabul furudh lainnya disamping saudara-saudara itu

atau tidak.

Apabila tidak bersama dengan ashabul furudh lainnya, maka

diberikan kepadanya bagian yang paling banyak dari dua hal, (yaitu)

sepertiga harta peninggalan atau seperti bagian seorang saudara laki-laki,
baik saudara-saudara itu laki-laki ataupun perempuan, ataupun mencakup

keduanya, maka ia bersama dengan seorang saudara lakilaki membagi

rata bagiannya, demikian pula (ika ia bersama dengan) dua atau tiga atau

empat orang saudara laki-laki mengambil bagian sepertiga. Sedangkan

(apabila) ia bersama dengan seorang saudara perempuan hingga empat

orang, harta tersebut dibagi di antara mereka dengan menganut prinsip

bagian laki-laki seperti bagian dua orang perempuan, dan ketika bersama

dengan lima orang saudara perempuan ia mengambil sepertiga, karena

bagian itu adalah bagian yang paling banyak baginya daripada harus

dibagi rata di antara mereka. Inilah keadaannya (kakek) bersama dengan

saudara-saudara, tidak termasuk dengan yang lainnya.

Adapun jika bersama saudara-saudara terdapat ashabul furudh
lainnya maka pembagian dimulai dari ashabul furudh tersebut dimana

mereka mengambil bagian-bagiannya dan sisanya diberikan kepadanya
(kakek) bagian yang terbanyak dari tiga kemungkinan: sepertiga dari

harta sisa setelah bagian-bagian ashabul furudh, atau sebesar bagian

salah seorang laki-laki dari kalangan saudara-saudara, atau seperenam

dari seluruh harta peninggalan, tidak kurang dari itu, lalu apa yang tersisa

diperuntukan bagi saudara-saudara dengan menganut prinsip bagian

seorang laki-laki seperti bagian dua orang perempuan dalam masalah

akdariyah yang akan kami bahas kemudian bersama dengan madzhab-

madzhab ulama yangada.

Sedangkan Ali bin Abi Thalib RA memberikan bagian yang paling

banyak kepada seorang kakek di antara seperenam atau pembagian
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presentase, baik bersama kakek dan saudara-saudara itu ada pihak-pihak

selain mereka dari kalangan ashabul furudh atatpun tidak ada, bagiannya

tidak kurang dari seperenam, dasarnya ketika para ulama sepakat bahwa

anak-anak tidak dikurangi sedikitpun bagian mereka maka bagian kakek

lebih layak untuk tidak dikurangi oleh saudara-saudara.

Dasar pijakan pendapatnya Zaid bin Tsabit RA adalah ketika

saudara-saudara menghalangi seorang ibu (dari mendapatkan sepertiga)

maka tidak ada yang menghalangi mereka dari mendapatkan bagian

sepertiga, pendapat Zaid bin Tsabit RA ini dianut oleh Imam Malik,

Syaf i, Ats-Tsauri dan segolongan ulama. Sementara yang menganut

pendapatnya Ali bin Abi Thalib RA adalah Abu Hanifah.

Tentang masalah hukum waris yang dikenal dengan akdariyah

adalah seorang wanita wafat meninggalkan suami, ibu, saudara

perempuan kandung dan kakek. Para ulama berbeda pendapat dalam

masalah ini, Umar RA dan Ibnu Mas'ud RA keduanya memberikan

seperdua kepada suami, bagi ibu seperenam, bagi saudara perempuan

seperdua dan bagi kakek seperenam, perhitungan tersebut menurut

prinsip 'Aul ('Aul adalah pen*ambahan jumlah siham [pembilang/ahli
warisl dan ashlul masalah [penyebut/harta waris] sehingga menyebabkan

berkurangnya jatah atau setiap bagian setiap pewaris)'

Sedangkan Ali bin Abi Thalib RA dan Zaid bin Tsabit RA

keduanya berpendapat bahwa bagi suami seperdua, bagi ibu sepertiga,

bagi saudara perempuan seperdua, dan bagi kakek seperenam yang

merupakan bagian yang ditentukan, hanya saja Zaid bin Tsabit RA

menggabungkan jatah/bagian saudara perempuan dan kakek menjadi satu

lalu (hasilnya) dibagi di antara mereka dengan menganut prinsip bagian

laki-laki seperti bagian dua orang anak perempuan.

Sebagian ulama beranggapan bahwa pendapat ini bukan berasal

dai Zaid, dan seluruh para ulama menilai dha'if penggabungan yang

terjadi diatas seperti pendapatnya Zaid RA dalam masalah ini. Yang

menganut pendapatnyaZaidbin Tsabit RA adalah Imam Malik-

Permasalahan ini dinamakan dengan akdariyah disebabkan

beratnya ucapan (perkataan) Zaidbin Tsabit RA di dalamnya, ini semua

menurut pendapat yang menganut adanya 'AuL Yangberpendapat adanya

'Aul adalahjumhur sahabat dan para fuqaha berbagai negeri, kecuali Ibnu

Abbas RA, diriwayatkan bahwasanya dia berkata, "IJmar bin Khaththab
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RA membeikan'Aul pada perkara warisan, demi A1lah, sekiranya dia

mendahulukan orang yang didahulukan oleh Allah dan mengakhirkan

orang yang diakhirkan oleh Allah, niscaya tidak ada penambahan dalam
perkara warisan, ada yang berkata kepadanya, 'Bagian warisan manakah

yang didahulukan dan diakhirkan oleh Allah?' dia menjawab, 'Setiap

bagian warisan yang tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala dari jatah

asalnya kecuali kepada bagian yang lainnya, berarti itulah bagian yang

didahulukan oleh Allah, dan setiap bagian warisan yang ketika hilang
dari jatah asalnya, ia tidak memilikinya kecuali apa yang tersisa dari

harta peninggalan, maka itulah bagian yang diakhirkan oleh Allah, jadi

bagian yang pertama seperti bagiannya isteri dan ibu, sedangkan yang

diakhirkan seperti bagiannya saudara-saudara perempuan dan anak-anak

perempuan,'

Abbas melanjutkan perkataannya: 'Apabila berkumpul dua

kelompok yang sama maka didahulukanlah orang yang didahulukan oleh
Allah, jika terdapat sisa dari harta peninggalan itu barulah diberikan
kepada orang yang diakhirkan oleh Allah, namun jika tidak ada sisanya

berarti ia tidak mendapatkan apa-apa.' Kemudian dikatakan kepadanya
(Ibnu Abbas RA), 'Tidakkah lebih baik kamu katakan hal itu kepada

Umar RA?!' Abbas menjawab, '(Aku sungkan karena)
kewibawaannya'."

Adapun Zaid bin Tsabit RA berpendapat, jika bersama kakek dan

saudara-saudara kandung terdapat saudara-saudara sebapak, maka
saudara-saudara sebapak itu mengembalikan kedudukan kakek bersama

dengan saudara-saudara sebapak dan mereka (saudara-saudara kandung)
itu mencegah hak warisan mereka karena terlalu banyaknya warisan,
sehingga mereka semua tidak mendapatkan waris apa-apa, kecuali jika
bersama dengan saudara-saudara kandung itu terdapat seorang saudara

perempuan kandung, maka ialah yang mengembalikan kedudukan kakek
karena sebab tali persaudaraannya dengan bapak di antara keduanya dan

antara fungsinya untuk menggenapkan bagiannya yang seperdua.

Dan apabila dalam hal yang dibolehkan baginya dan bagi saudara-

saudaranya sebapak ada bagian yang lebih dari seperdua dari harta
peninggalan, maka hal itu diperuntukkan bagi saudara-saudaranya

sebapak dengan menganut prinsip bagian lakiJaki seperti bagian dua

orang perempuan, namun apabila tidak ada kelebihan dari bagiannya
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yang seperdua itu, maka mereka tidak mendapatkan bagian warisan apa-
apa.

Adapun Ali bin Abi Thalib RA, beliau tidak melihat sedikitpun
juga (bagian warisan) bagi saudara-saudara sebapak dalam masalah ini
berdasarkan ijma', pasalnya saudara-saudara kandung menghalangi
mereka, disamping cara yang diterapkan diatas menyelisihi pokok-pokok
ilmu waris, artinya ia terhitung bersama dengan orang yang tidak berhak
mendapatkan waris.

Para sahabat berbeda pendapat dalam bab ini tentang masalah yang
disebut dengan Kharqa', yaitu (ika dalam sebuah kasus terdapat) ibu,
saudara perempuan dan kakek, pendapat mereka terbagi menjadi lima:

1. Pendapatnya Abu Bakar dan Ibnu Abbas RA: Ibu mendapatkan
bagian sepertiga (l/3), dan sisanya diperuntukkan bagi kakek,
mereka semuanya menghalangi saudara perempuan, menurut
mereka kakek disini menempati kedudukan bapak.

2. Pendapatnya Ali bin abi Thalib RA: Ibu mendapatkan sepertiga,
saudara perempuan mendapatkan seperdua (ll2) dan sisanya
diperuntukkan bagi kakek.

3. Pendapat Utsman bin Affan RA: Ibu mendapatkan sepertiga (l/3),
saudara perempuan mendapatkan sepertiga (ll3) dan kakek juga
mendapatkan sepertiga ( I /3).

4. Pendapatnya Ibnu Mas'ud RA: Saudara perempuan mendapatkan
seperdua (112), kakek mendapatkan sepertiga (l/3) dan ibu
mendapatkan seperenam (1/6). Beliau berkata: Aku berlindung
kepada Allah (sekiranya) aku melebihkan bagian ibu atas kakek.

5. Pendapatnya Zaid bin Tsabit RA: Ibu mendapatkan sepertiga (l/3)
dan sisanya dibagi di antara kakek dan saudara perempuan dengan
menganut prinsip bagian laki-laki seperti bagian dua orang
perempuan.

Warisan Nenek

Para ulama sepakat bahwa seorang nenek (ibunya ibu)
mendapatkan seperenam (1/6) ketika si ibu tidak ada, begitu pula nenek
(bapak) mendapatkan seperenam (l/6) ketika si bapak tidak ada, apabila
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kedua jenis nenek tersebut berkumpul dalam satu keadaan maka
keduanya mendapatkan waris seperenam (l/6).

Para ulama berbeda pendapat tentang beberapa perkara selain itu,
dimana Zaid bin Tsabit RA dan penduduk Madinah berpendapat bahwa
nenek yang merupakan ibunya ibu diberikan bagian yang telah ditentukan
sebesar seperenam (l/6), apabila berkumpul dua jenis nenek diatas maka
keduanya mendapatkan waris seperenam (1/6) apabila memang keduanya
memiliki kedekatan dengan si mayit sama, atau nenek dari pihak bapak
lebih dekat. Namun apabila nenek dari pihak ibu lebih dekat kepada si
mayit berarti dia saja yang mendapatkan seperenam (1/6), sedangkan
nenek dari pihak bapak tidak mendapatkan apa-apa, diriwayatkan pula
darinya: Siapa di antara keduanya yang lebih dekat kepada si mayit,
maka dialah yang lebih berhak mendapatkan seperenam (l/6), inilah
pendapat yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib RA dan para fuqaha
berbagai negeri; Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur, mereka tidak
memberikan hak warisan kecuali kepada dua jenis nenek ini saja yang
telah disepakati hak warisnya.

Sedangkan Al Auza'i dan Imam Ahmad memberikan hak waris
kepada tiga jenis nenek, satu dari pihak ibu dan dua dari pihak bapak,
yaitu: nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak dan buyut perempuan
dari nenek pihak bapak.

Sedangkan Ibnu Mas'ud RA memberikan hak waris kepada empat
jenis nenek: nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak, buyut
perempuan dari pihak kakek dan buyut perempuan dari bapaknya ibu
(kakek), inilah pendapat yang dianut oleh Al Hasan dan Ibnu Sirin.

Ibnu Mas'ud RA sendiri menggabungkan seluruh jenis nenek
tersebut dalam bagian yang seperenam (1/6), baik yang dekat maupun
yang jauh selama tidak dihalangi oleh anak perempuannya atau cucu
perempuan dari anak perempuannya, diriwayatkan darinya: Bahwa ia
menggugurkan hak waris nenek yang jalurnya lebih jauh oleh yang lebih
dekat jika keduanya berada dalam satu jalur (arah) yang sama.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa status nenek layaknya
status ibu apabila si ibu tidak ada. Ini pendapat yang syadz menurut
jumhur ulama, akan tetapi menurut qiyas ada benarnya.

Dasar pijakan Zaid bin Tsabit RA, penduduk Madinah, Imam
Syaf i dan mereka yang menganut madzhabnya Zaid adalah sebuah
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hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ia berkata, "Ada seorang

nenek yang mendatangi Abu Bakar RA bertanya tentang warisannya,

kemudian Abu Bakar RA menjawab, 'Kamu tidak memiliki bagian apa-

apa didalam Kitabullah dan aku pun tidak mengetahui hak kamu

sedikitpun juga dalam sunnah Rasulullah SAW, pulanglah hingga aku

bertanya kepada para sahabat lainnya,' lalu Mughirah bin Syu'bah RA

berkata, 'Aku hadir ketika Rasulullah SAW memberikan kepadanya

seperenam,' lalu Abu Bakar RA berkata, 'Apakah ada orang lain

bersamamu?' jawabnya, 'Muhammad bin Maslamah RA, ia berkata

seperti perkataan Mughirah,' maka Abu Bakar RA memberikan kepada

nenek itu haknya yang seperenam.

Setelah itu datang seorang nenek lainnya kepada Umar bin
Khaththab RA meminta bagian warisannya, beliau berkata, 'Kamu tidak
memiliki bagian apa-apa didalam Kitabullah dan apa yang pemah

diputuskan dahulu adalah keputusan yang diberikan kepada (seorang

nenek) selainmu dan tidaklah aku berwenang menambah-nambahi

sesuatupun dalam hukum waris, akan tetapi bagiannya hanya seperenam

itu saja, apabila kamu berdua berkumpul dalam satu keadaan yang sama,

maka seper€nam itulah bagi kamu berdua dan siapa di antara kamu

berdua sendirian, maka dialah yang berhak mendapatkannya' .""'
Imam Malik juga meriwayatkan sebuah hadits, Bahwa ada dua

orang nenek datang menemui Abu Bakar RA, lalu beliau ingin
memberikan seperenam hanya kepada seorang nenek yang berasal dari
jalur ibu semata, kemudian ada seseorang yang berkata, "Apakah kamu

meninggalkan seseorang (tidak memberikannya) yang mana sekiranya ia

wafat maka hartanya diwarisi olehnya?!" Maka Abu Bakar RA
memberikan yang seperenam itu kepada kedua nenek tersebut.373

Para ulama berkata, "Dalam masalah ini seharusnya tidak boleh

melampaui batas apa yang telah ditetapkan dalam Sunnah dan juga ijma'
sahabat."

Dha'if. HR. Abu Daud (2894), At-Tirmidzi (2100), Ibnu Majah (2724), Ahmad
(41225), Al Baihaqi (61234), dan dinilai dha'if oleh Al Albani di dalam Dha'if
Abu Daud dan di dalam Al lr'vva'(1680).
Sandanya terputus. HR. Malik (2/513), (1077), Al Baihaqi (6/235), dari riwayat
Al Qasim bin Muhammad bahwa dia berkata, Dua orang nenek pergi menemui

Abu Bakar.." saya katakan, Al Qasim tidak menjumpai Abu Bakar Ash-Shiddiq.
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Adapun dasar pijakan pendapat yang memberikan hak waris kepada
tiga jenis nenek adalah hadits Ibnu Uyainah dari Manshur dari lbrahim:

,."1i b a F o* o'rj *j ^lL

"Bahwasanya Nabi SAW memberikan hak waris kepada tiga orang
nenek; dua dari jalur bapak dan satu dari jalur ibu."374

Sedangkan dasar pijakan yang diambil oleh Ibnu Mas'ud RA
adalah qiyas (menganalogikan) keduanya dengan nenek dari jalur bapak,
akan tetapi qiyas ini bertentangan dengan hadits diatas.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah anak nenek yaitu
bapak dapat menghalanginya?

l. Zaid bin Tsabit RA berpendapat bahwa anak laki-laki nenek
(bapak) dapat menghalanginya, inilah pendapat yang dianut oleh
Imam Malik, Syaf i, Abu Hanifah dan Daud Azh-Zhahii.

2. Para ulama selain mereka berpendapat bahwa seorang nenek
mendapatkan waris bersama dengan adanya anak, pendapat ini
diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, dan segolongan sahabat
lainnya, inilah pendapat yang dianut oleh Syuraih, Atha', Ibnu Sirin
dan Ahmad, dan inilah madzhabnya para ahli fikih dari negeri
mesir.

Dasar pijakan mereka yang mengatakan bahwa nenek dapat
dihalangi oleh anaknya adalah ketika seorang kakek terhalang oleh
anaknya (yaitu bapak) maka seorang nenek lebih layak lagi untuk
dihalanginya, juga berdasarkan ijma' ketika seorang nenek (dari pihak
ibu) tidak berhak mendapatkan waris sedikitpun juga dengan adanya
seorang ibu, maka sudah seharusnya hak itu pun berlaku pada seorang
nenek (dari pihak bapak) bersama dengan adanyabapak.

Adapun dasar pijakan kelompok kedua adalah sebuah hadits yang
diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dari Masruq dari Abdullah, ia berkata:

37n Mursal. HR. Ad-Daruquthni (4/90), dari riwayat Abdurrahman bin yazid An
Nakha'i secara madu' .

^ 
, ,<

altl L5I, d' C'

iiili'Vi;r;,

,.
:lrl.t>
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Vt c:,:"i L'L *3 y i' *t- :t J';:, av'i ;* l\i
t.
'€

.Nenek pertama yang diberikan seperenam oleh Rasulullah SAW

adalah seorang nenek bersamaan dengan anak laki-lakinya yang masih

hidup."37s

Mereka berkata, "Dan dari sisi pengkajian ketika seorang ibu dan

nenek (dari pihak ibu) tidak terhalangi oleh pihak lakilaki, maka

demikianlah hukum seluruh jenis nenek."

Perlu untuk diketahui bahwa Imam Malik tidak menyelisihi

madzhab Zaid RA kecuali pada satu bagian warisan saja, yaitu pada

kasus wafatnya seorang wanita yang meninggalkan suami, ibu, saudara-

saudara seibu, saudara-saudara kandung dan kakek:

l. Imam Malik berpendapat bahwa suami mendapatkan seperdua

(1/2), ibu mendapatkan seperenam (l/6), kakek mendapatkan apa

yang tersisa yaitu sepertiga (1/3) dan saudara-saudara kandung

tidak mendapatkan apa-apa.

2. Sedangkan Zaid RA (dalam kasus tersebut) berpendapat bahwa

suami mendapat seperdua (ll2), bagr ibu seperenam (l/6), bagi

kakek seperenam (1/6), dan sisanya diperuntukkan bagi saudara-

saudara kandung.

Dalam masalah ini Imam Malik berseberangan dengan pokok

pendapat Zaid RA yang menyatakan bahwa kakek tidak menghalangi

saudara-saudara kandung dan tidak pula saudara-saudara perempuan

sebapak, sedangkan hujjahnya (Malik) adalah ketika saudara-saudara

seibu menghalangi ibu dari mendapatkan sepertiga; yang mana mereka

lebih berhak ketimbang saudara-saudara kandung, maka dalam hal ini

mereka tentu lebih layak lagi mendapatkannya.

Adapun Zaid RA tetap berpegang pada prinsip asalnya bahwa ia

(kakek) tidak dapat menghalangi mereka (saudara-saudara kandung)'

"5 Dha'i|. HR. Al Baihaqi (61226\.
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Bab

para urama ;,T"::Jlf't"lT-T*:3 kandung raki-raki
menghalangi saudara sebapak yang laki-laki, dan saudara sebapak yang

laki-laki menghalangi anak keturunan laki-laki dari saudara kandung dan

anak keturunan laki-laki dari saudara kandung laki-laki menghalangi

anak keturunan laki-laki dari saudara sebapak yang laki-laki, dan anak

keturunan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak lebih berhak dari cucu

laki-laki dari anak keturunan lakilaki saudara kandung, sedangkan anak

keturunan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak lebih berhak daripada
paman, yaitu saudara laki-laki bapak, dan anak paman kandung dengan

bapak lebih berhak dari anak paman sebapak, dan setiap orang dari

mereka menghalangi anak-anak keturunannya. Barangsiapa yaflg
menghalangi satu kelompok dari mereka maka ia pun menghalangi siapa

saja yang terhalang oleh kelompok itu.

Kesimpulannya adalah bahwa saudara-saudara itu, yang lebih dekat
(hubungannya dengan si mayit) maka mereka menghalangi yang lebih
jauhnya, apabila mereka dalam satu derajat yang sama, maka yang

berasal dari dua sebab, yaitu satu kandung menghalangi pihak yang

berasal dari satu sebab, yaitu (yang berasal dari) bapak saja, demikian
pula para paman, pihak yang lebih dekat (hubungannya dengan si mayit)
menghalangi pihak yang lebih jauhnya, apabila mereka dalam satu

derajat yang sama, maka yang berasal dari dua sebab, yaitu satu kandung
menghalangi pihak yang berasal dari satu sebab saja (maksudnya

menghalangi paman sebapak dan anak paman sebapak).

Para ulama sepakat bahwa saudara-saudara kandung dan saudara-

saudara sebapak, mereka semua dapat menghalangi para paman, karena
saudara-saudara itu adalah anak-anak keturunan bapak si malt
sedangkan para paman adalah anak-anak keturunan dari kakeknya. Anak-
anak lelaki si mayit menghalangi anak-anak keturunan mereka (para

saudara semuanya) dan juga kakek mereka, dan anak-anak seluruhnya
dan juga keturunan mereka menghalangi semua saudara-saudara. Kakek
(dari pihak bapak) menghalangi semua orang tua (buyut) diatasnya
menurut rjma'. Bapak menghalangi semua saudara-saudara dan juga
menghalangi semua pihak yang terhalang oleh saudara-saudara itu juga.
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Berdasarkan ijma' kakek menghalangi semua Paman dan saudara-saudara

seibu.

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang wafat

meninggalkan dua orang anak paman, salah satunya saudara seibu:

1. Imam Malik, Syaf i, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat

bahwa saudara seibu mendapatkan seperenam dari sisi ia adalah

saudara seibu (bukan sebagai paman), dan ia pun bersama dengan

anak paman lainnya sebagai 'ashabah, kedua membagi harta

peninggalan yang tersisa dengan pembagian sama rata, pendapat ini

dikemukakan oleh Ali,Zaid dan Ibnu Abbas RA.

2. Sebagaian ulama berpendapat bahwa seluruh harta peninggalan

diperuntukkan bagi anak paman yang merupakan saudara laki-laki

seibu, seperenamnya ia ambil berdasarkan persaudaraannya dengan

sebab ibu dan sisanya ia ambil juga berdasarkan ia sebagai

'ashabah, pasalnya ia berasal dari dua sebab, pendapat ini
dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud RA,dari kalangan sahabat dan dari

kalangan para fuqaha adalah Abu Tsaur dan Ath-Thabari, pendapat

ini juga yang dianut oleh Al Hasan dan Atha"

Hukum Radd* Kepada Ashabul Furudh

Para ulama berbeda pendapat tentang radd (pengembalian) harta

yang tersisa dari harta peninggalan para ahli wais ashabul furudh,
apabila ada harta yang tersisa yang tidak terkena oleh perhitungan ilmu

waris dan tidak ada yang mengambilnya secara 'ashabah:

l. Zaid bin Tsabit RA tidak berpendapat adanya radd, sisanya

diberikan kepada baitul maal (kas negara), inilah pendapat yang

dianut oleh Malik dan Syaf i.

2. Sedangkan mayoritas para sahabat berpendapat adanya radd
(pengembalian harta yang tersisa) kepada ashabul furudh selain

suami atau isteri, meskipun mereka saling berbeda pendapat

tentang cara pembagiannya, inilah pendapat yang dianut oleh para

fuqaha Irak dari penduduk Kufah dan Bashrah, mereka semua

' Radtl adalah, berkurangrrya jumlah siham (pembilang ashabul furudh) dari ashlul

masalah (penyebut/harta waris) sehingga menyebabkan bertambahnya jatah bagian

dan masing-masing pewaris.
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sepakat bahwa radd diperuntukkan bagi mereka menurut kadar
bagiannya masing-masing, barangsiapa yang mendapatkan jatah
bagian warisannya seperdua, maka ia pun mengambil seperdua dari
harta yang tersisa itu, demikianlah seterusnya bagian per bagian.

Dasar pijakan mereka adalah bahwa kekerabatan berdasarkan
agama dan nasab (tali keturunan) itu lebih kuat daripada kekerabatan
karena sebab agama saja, artinya bahwa mereka ('ashabul furudh itu)
berkumpul padanya dua sebab, sedangkan kaum muslim pada umumnya

fiika harta sisa itu diperuntukkan bagi baitul maal) maka hanya memiliki
hubungan satu sebab saja.

Dalam bab ini terdapat beberapa masalah yang masyhur dikalangan
ulama yang menimbulkan beda pendapat didalamnya, terkait dengan
sebab-sebab warisan yang mana kami mesti menyebutkannya disini.

Diantaranya; bahwa kaum muslim sepakat tentang orang kafir tidak
mendapatkan waris dari harta peninggalan orang muslim, berdasarkan
Firman Allah SWT, "Dan tidaklah sekali-kali Allah menjadikan bagi
orang-orang kafir jalan sedikitpun juga (untuk menguasai) kaum
muslimin." (Qs. An-Nisaa' [4]: l4l)

Hadits yangtsabit dari Nabi SAW,

.ir:*l.jr dt \j,;rArp-jr Li o

"Seorang muslim tidak mendapatkan waris dari orang kafir, dan
orang kafir tidak mendapatkan waris dari muslim." 376

Apakah Seorang Muslim Mendapatkan Warisan dari Seorang yang
Kafir atau yang Murtad

Para ulama berbeda pendapat tentang (hak) warisan seorang
muslim (dari harta peninggalan) orang kafir dan (hak) warisan seorang
muslim (dari harta peninggalan) orang murtad:

37u MuttaQaq 'Alaih.HF.. Al Buldrari (2764),Muslim (1614), Abu Daud (2909), At-
Tirmidzi (2107), An-Nasa'i di dalam Al Kubra (23'lt),Ibnu Majah (2729),
Ahmad (51208, 209), Ath-Thayalisi (631), Ath-Thabrani di dalam Al Kabir
(391), Ad-Daruquthni (4169), Al Baihaqi (6/217), semuanya berasal dari hadits
Usamah bin Zaid.
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l.

2.

1.

Jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para fuqaha

berbagai negeri berpendapat bahwa seorang muslim tidak

mendapatkan waris harta peninggalan orang kafir berdasarkan

hadits shahihdiatas.

Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah RA dari kalangan sahabat dan Sa'id
bin Musayyab dan Masruq dari kalangan tabi'in serta segolongan

ulama lainnya berpendapat bahwa seorang muslim mendapatkan

waris dari orang kafir, mereka menyamakan perkara ini dengan

(kebolehan menikahi) wanita-wanita mereka (orang-orang kafir),
berkata berargumen sebagaimana kita dibolehkan untuk menikahi

wanita-wanita mereka (orang-orang kafir), dan kita tidak

dibolehkan untuk menikahkan wanita-wanita muslimah kita dengan

mereka, begitu pula halnya dengan warisan. Dalam hal ini mereka

meriwayatkan sebuah hadits musnad377, Abu Umar berkata,

"Menurut jumhur ulama haditsnya tidak kuat. Mereka juga

menyamakannya dengan qishash dalam darah yang tidak memiliki
jaminan kesamaan derajat."

Adapun tentang harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati:

Jumhur fuqaha negeri Hijaz berpendapat bahwa harta

peninggalannya diperuntukkan bagi kaum muslim, karib

kerabatnya tidak boleh mewarisnya, inilah pendapat yang dianut

oleh Imam Malik dan Syaf i, sementara dari kalangan sahabat

adalah Zaid RA.

Sedangkan Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan jumhur ulama Kufah serta

mayorits ulama Bashrah berpendapat bahwa harta peninggalannya

3'7 Dha',/ HR. Abu Daud (2912), Ahmad (51230,236), Ath-Thayalisi (568), Ath-
Thabrani (20/162), dan dinilai shahih oleh Al Hakim (41345), serta disetujui
oleh Adz-Dzahabi. dan juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (61205, 254),

semuanya dari hadits Abul Aswad Ad-Duali, dia berkata, "Suatu saat ketika
Mu'adz di Yaman dilaporkan kepadanya suatu permasalahan tetang seorang

Yahudi yang mati dan meninggalkan saudara laki-laki yang muslim, maka

Mu'adz berkata, 'Aaya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya

Islam itu bertambah dan tidak berkurang'. lalu diapun mewarisinya. Menurut
saya, sanadnya terputus, karena Abul Aswad Ad-Duali tidak pemah menjumpai
Mu'adz. dan hadits ini juga dinllai dha'if oleh Al Albani di dalam Dha'if Abu
Daud.

2.
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dapat diwarisi kepada ahli warisnya yang muslim, ini pendapatnya

Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib RA darikalangan sahabat.

Dasar pijakan pendapat pertama adalah keumuman hadits shahih di
atas, sedangkan yang menjadi dasar pijakan pendapat Abu Hanifah
adalah mengkhususkan keumuman hadits tersebut dengan qiyas, dimana
qiyas mereka dalam hal itu adalah karib kerabatnya lebih berhak
ketimbang kaum muslim pada umumnya, karena mereka berasal dari dua

sebab, yaitu; Islam dan kekerabatan, sedangkan kaum muslim hanya

karena satu sebab saja, yaitu sebab islam.

Mereka juga menguatkan pendapatnya dengan keberadaan harta
bendanya dalam hukum Islam, dengan dalil hartanya tersebut tidak boleh
diambil ketika ia masih hidup hingga wafat, sehingga status hidupnya
diakui demi eksistensi harta bendanya dibawah kepemilikannya, hal
demikian itu tidak mungkin terladi kecuali harta bendanya memiliki sifat
keharaman secara Islam, oleh karena itu tidak dibolehkan untuk
menguasainya ketika dalam keadaan murtad, berbeda dengan orang kafir.

Imam Syaf i dan selainnya berpendapat bahwa harta bendanya
dapat diambil menurut qadha ' shalat apabila ia bertaubat dari
kemurtadannya pada saat ia murtad. Golongan lainnya dari para ulama
berpendapat bahwa harta bendanya didiamkan terdahulu, karena ia masih
memiliki sifat keharaman secara islam, didiamkannya dengan harapan ia
masih akan kembali kepada Islam, dan hendaknya ia mewasiatkan harta
bendanya kepada kaum muslim bukan dengan jalan warisan.

Segolongan lagi berpendapat dengan pendapat yang syadz: Ketika
ia murtad secara otomatis harta bendanya dikuasai oleh kaum muslim,
menurutku Asyhab termasuk mereka yang menganut madzhab ini.

Warisan pemeluk agama yang berbeda-beda satu dengan yang
lainnya

Para ulama sepakat bahwa para pemeluk satu agama saling
mewarisi satu sama lainnya, mereka berbeda pendapat dalam hal hak
waris antara pemeluk agama yang berbeda:

L Imam Malik dan segolongan ulama berpendapat bahwa para

pemeluk agama yang berbeda tidak saling mewarisi, seperti antara
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yahudi dan nashrani, pendapat ini yang dianut oleh Imam Ahmad

dan lainnya.

2. Syaf i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, Ats-Tsauri, Daud dan selain

mereka berpendapat bahwa orang-orang kafir seluruhnya saling

mewarisi satu sama lainnya.

3. Syuraih, Ibnu Abi Laila dan segolongan ulama lainnya membagi

agama-agama yang tidak memiliki hak saling mewarisi menjadi

tiga golongan; pertamc, kaum Nashrani, Yahudi dan Sabi'in satu

agama. Kedua, kaum Majusi dan yang tidak memiliki kitab samawi

satu agama. Ketiga, Islam satu agama. Namun diriwayatkan pula

dari Ibnu Abi Laila bahwa ia pun menganut madzhabnya Imam

Malik.

Dasar pijakan Imam Malik dan yang menganut pendapatnya adalah

sebuah hadits yang diriwayatkan oleh para perawi terpercaya dari Amru

bin Syua'ib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda:

;;" ,t\i ,> rrra \
"Pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mendapatkan

waris."378

Dasar pijakan pendapat Syaf i dan Abu Hanifah adalah sabda

Rasulullah SAW:

.p:jr';6llt'tj,j.r3t;:;ir L i o

"seorang muslim tidak mendapatkan waris dari orang kafir, dan

orang kafir tidak mendapatkan waris dari muslim." 37e

MaJhum (pemahaman terbalik) yang diambil dari hadits tersebut

menurut teksnya adalah bahwa seorang muslim mendapatkan waris

muslim lainnya dan orang kafir pun mendapatkan waris dari kafir

lainnya. Pendapat dengan mengggunakan pengertian zhahirnya saja

dalam hal ini sangat lemah.

Shahih. HR. Abu Daud (2911), At-Tirmidzi (2108),Ibnu Majah (2731), Ahmad

(21178),Ibnu Al Jarud (967), Ad-Daruquthni (4175), Al Baihaqi (6/218), dan

dinilai shahih oleh Al Albani dalamShahih Abu Daud.
Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.

378
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Warisan Hamlaa' (Penanggung Beban)

Para ulama berbeda pendapat tentang hak warisan hamlaa', yaitu
orang-orang yang menanggung anak-anak mereka yang berada di negeri

syirik menuju ke negeri Islam, dengan kata lain mereka melahirkan anak-

anak mereka di negeri syirik tersebut kemudian mereka keluar (hijrah)
menuju negeri Islam dan meninggalkan anak-anak keturuanan mereka

disana, dalam masalah ini para ulama terbagi menjadi tiga pendapat:

l. Pendapat yang mengatakan bahwa mereka pun berhak saling

mewarisi dengan orang-orang yang terikat hubungan nasab yang

ditinggalkannya, ini pendapatnya segolongan ulama dari kalangan

tabi'in, dan Ishaq.

2. Pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak berhak saling
mewarisi kecuali adanya bukti yang mendukung akan tali nasab

(keturunan) mereka, inilah pendapat yang dianut oleh Syuraih, A1

Hasan dan segolongan ulama lainnya.

3. Madzhab yang mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak
memiliki hak saling mewarisi satu sama lainnya.

Tiga pendapat di atas semuanya diriwayatkan dari Umar RA, hanya
saja pendapat yang masyhur dari beliau adalah tidak berhak mendapatkan
waris kecuali orang yang terlahir di negeri arab, ini juga pendapatnya

Utsman dan Umar bin Abdul Aziz RA.

Sedangkan Malik dan para pengikutnya saling berbeda pendapat

dalam masalah tersebut:

1. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak ada hak saling
mewarisi kecuali dengan adanya bukti, pendapat ini dikemukakan
oleh Ibnu Al Qasim.

2. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sama sekali tidak
ada hak saling mewarisi dan tidak pula dengan adanya bukti, di
antara yang berpendapat demikian dari kalangan pengikut madzhab

Imam Malik adalah Abdul Malik bin Majisyun.

Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik tentang penduduk yang

berada di dalam benteng disamakan statusnya dalam hukum Islam, maka

satu sama lain saling memberikan kesaksian bahwa mereka saling
mewarisi, perkataan ini dapat dipahami bahwa mereka saling mewarisi
tanpa perlu adanya bukti, pasalnya Malik tidak memperbolekan kesaksian
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sebagian orang-orang kafir kepada sebagian yang lainnya. Menurutnya,

apabila mereka mencela (agama Islam) maka kesaksian mereka tidak

diterima.

Pendapat yang rinci ini juga dianut oleh ulama-ulama Kufah, Imam

Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur, dimana mereka berkata, "Apabila mereka

keluar dari negeri Islam dan mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa,

maka pengakuan terhadap garis nasab (keturunan) mereka diakui,

sedangkan jika mereka dalam keadaan sebagai tawanan dan budak maka

kesaksian mereka tidak diterima kecuali dengan adanya bukti. Jadi dalam

masalah ini terdapat empat pendapat; dua pendapat dalam satu

pandangan, sedangkan yang dua pendapat lainnya saling bertolak

belakang.

Jumhur ulama dari kalangan para fuqaha berbagai negeri dan dari

kalangan sahabat A\i, zaid dan Umar RA bahwa orang yang tidak

mendapatkan waris maka ia pun tidak dapat menghalangi, seperti orang

kafir, hamba sahaya, dan pembunuh dengan kesengajaan, sedangkan Ibnu

Mas'ud RA menjadikan ketiganya dapat menghalangi meskipun tidak

mendapatkan waris, dengan kata lain (orang dapat terhalangi) oleh ahli

kitab, hamba sahaya dan pembunuh dengan kesengajaan, inilah pendapat

yang dianut oleh Daud dan Abu Tsaur.

Dasar pijakan jumhur ulama adalah bahwa haib (penghalang)

termasuk ke dalam perhitungan warisan, keduanya saling terkait,

sedangkan hujjah kelompok kedua adalah bahwa penghalang tidak dapat

terangkat (fungsinya) kecuali dengan kematian'

Warisan Orang-orang Yang Hilang

Para ulama berbeda pendapat tentang keadaan orang-ofang yang

hilang dalam peperangan, atau tenggelam, atau tertimbun dan tidak

diketahui secara pasti siapa orang yang meninggal terlebih dahulu dari

kerabatnya, bagaiman a cara pembagiannya apabila mereka termasuk ahli

waris?

1. Imam Malik dan penduduk Madinah berpendapat bahwa sebagian

mereka tidak saling mewarisi sebagian yang lainnya dan harta

warisan mereka seluruhnya diperuntukkan bagi karib kerabat ahli

waris mereka yang masih hidup atau jika tidak ada kerabat yang
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mendapatkan waris, maka hartanya diperuntukkan bagi baitul maal
(kas Negara), pendapat ini juga dianut oleh Syaf i, Abu Hanifah
dan para pengikutnya sebagaimana yang diceritakan oleh Ath-
Thahawi.

2. Sedangkan pendapatnya Ali, Umar RA, penduduk Kufah, Abu
Hanifah seperti yang diceritakan oleh selain Ath-Thahawi dan
jumhur ulama Basrah adalah bahwa mereka saling mendapatkan
waris satu sama lainnya, menurut mereka cara (kaifiyat)
pembagiannnnya adalah mereka saling mendapatkan waris satu

sama lain pada asal hartanya dan bukan pada hasil warisannya yang

diperoleh dari sebagian kepada sebagian lainnya.

Dengan kata lain, hartanya tidak dikumpulkan menjadi satu dengan

harta si pewarisnya (maksudnya, apa yang diwarisinya dari orang lain),
sehingga mereka semuanya saling mendapatkan waris dengan prediksi
bahwa harta tersebut menjadi satu bagian seperti halnya keadaan orang
yang diketahui secara pasti kematiannya dari yang lainnya, contohnya
adalah suami-istri meninggal dunia dalam satu peperangan atau dalam
peristiwa tenggelam ataupun tertimbun reruntuhan, masing-masing dari
keduanya menilai harta seribu dirham, maka si suami mendapatkan waris
dari harta istrinya fiika meninggal lebih dahulu) lima ratus dirham, dan si

isteri mendapatkan waris dari harta suaminya (ika meninggal lebih
dahulu) yang seribu dirham itu tanpa yang diperolehnya dari warisan
isterinya yang lima ratus dirham itu, sebesar seperempatnya, yakni dua

ratus lima puluh dirham.

Warisan Anak Dari Wanita yang Di-li'an dan Anak Hasil Zina

Dalam bab ini terdapat beberapa masalah yang diperselisihkan oleh
para ulama, (diantaranya) tentang warisan anak dari wanita yang diJi'an
dan anak hasil zina:

l. Zaid bin Tsabit RA dan penduduk Madinah berpendapat bahwa
anak wanita yang di-li'an berhak mendapatkan waris sebagaimana

anak selainnya, adapun ibunya hanya mendapat sepertiga saja,

sedangkan sisanya diberikan kepada baitul maal, kecuali ia
memiliki saudara-saudara seibu, maka mereka mendapatkan bagian
sepertiga, atau ibunya menjadi hamba sahaya, maka sisa hartanya
diperuntukkan bagi majikannya, jika tidak demikian maka sisa
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hartanya diperuntukkan bagi baitul maal kaum muslim. Pendapat

ini dianut oleh Malik, Syaf i, Abu Hanifah dan para pengikutnya,

hanya saja Abu Hanifah tetap berpegang pada prinsip madzhabnya

bahwa karib kerabat lebih layak daripada kaum muslim dan juga

menurut qiyas bagi mereka yang menganut prinsip radd, sisa

hartanya dikembalikan semuanya bagi ibu.

2. Ali, Umar dan Ibnu Mas'ud RA berpendapat bahwa yang menjadi

'ashabah-nya adalah 'ashabah ibunya, artinya orang-orang yang

mendapatkan waris harta ibunya, diriwayatkan dari Ali dan Ibnu

Mas'ud RA dimana mereka tidak menjadikan 'ashabah-nya berasal

dari 'ashabah ibunya kecuali jika ibu tidak ada dan mereka

menempatkan posisi ibu di posisi bapak, inilah pendapat yang

dianut oleh Al Hasan, Ibnu Sirin, Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal

dan ulama lainnya.

Dasar pijakan madzhab pertama adalah keumuman firman Allah

Ta'ala, "Apabila (orang yang meninggal itu) tidak mempunyai anak dan

hartanya diwariskan oleh kedua ibu bapalorya, maka ibunya

mendapatkan sepertiga." (Qs. An-Nisaa' [a]: 11)

Mereka berkata, "Wanita ini adalah ibunya dan setiap ibu

mendapatkan sepertiga, maka inilah bagiannya sepertiga'"

sedangkan dasar pijakan pendapat kedua adalah sebuah hadits yang

diriwayatkan dari lbnu Umar RA dari Nabi SAW:

ilr:lifir !i'''6;i 
^f;

.,Bahwa beliau SAW mengkatagorikan anak dari wanita yang di-

li' an kepada ibunya." 380

Dan hadits Amru bin syua'ib dari bapaknya dari kakeknya,ia

berkata:

.^;r'-)') ;! ,CY^j\ ;/.\ b(r
,.Nabi SAW menjadikan warisan anak dari wanita yang di-li'an

diperuntukkan bagi ibunya dan bagi ahli warisnya'"38l

380 Mufiafaq ,Alaih.HR. Al Bukhari (5315), Muslim (1494), Abu Daud (2259), At-

Tirrrndzi (1203), An-Nasa'i (6/178), di dalam Al Kubra (6362),Ibnu Majah

(206e).

etyirt'v4t'Y
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Serta hadits Watsilah bin Al Asqa' dari Nabi SAW, beliau
bersabda:

.y"e\ q.t)t \sn'11 ,ribi;r, ,\7*L :)Qi a;); ')'r:;f;\
"Ll'anita menguasai tiga jenis harta: (harta) budak yang

dimerdekakannya, anak yang dipungutnya dan anaknya yang di-li'an
oleh suaminya."382

Dan hadits Makhul dari Nabi SAW seperti itu pula383, seluruhnya
diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya.

Al Qadhi (penulis) berkata, "Hadits-hadits ini seluruhnya wajib
untuk diambil, karena ia mengkhususkan keumuman firman Allah Ta'ala
diatas, sedangkan jumhur ulama menganut prinsip bahwa sunnah dapat

mengkhususkan Al Qur'an, boleh jadi hadits-haditsnya ini tidak sampai

kepada penganut madzhab pertama, atau menurut mereka hadits-hadits
tersebut tidak shahift, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan

Utsman RA, pendapat ini masyhur dikalangan generasi pertama sahabat,
popularitasnya dikalangan sahabat sebagai bukti (dalil) keshahihan
hadits-hadits diatas, pasalnya masalah ini tidak dapat diputuskan menurut
qiyas. ll'allahu a' lam."

Ketetapan nasab yang mengharuskan adanya hak waris

Di antara masalah dalam bab ini adalah ketetapan nasab yang
mengharuskan adanya hak waris, para ulama berbeda pendapat tentang
seseorang yang wafat meninggalkan dua orang anak, salah satu dari
mereka mengakui adanya saudara mereka yang ketiga, sedangkan anak

kedua tidak mengakuinya:

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat wajib atas anak yang
mengakuinya untuk memberikan kepadanya haknya dari harta
warisan, namun nasabnya tidak dapat ditetapkan hanya semata-

mata berdasarkan perkataannya saja.

381 Shahih. HR. Abu Daud (2908), Ahmad (2/216), Ad-Darimi (21390), Al Baihaqi
(61259), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalamSiahih Abu Daud.
Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan dan haditsnya dha'tf.
Shahih. HR. Abu Daud (2907), Al Baihaqi (61259), dari Makhul secara mursal.
dan dinilai shahih oleh Al Albani karena adanya beberapa syahid.

382

383
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2. Syaf i berpendapat bahwa nasabnya tidak dapat ditetapkan dan

tidak wajib atas anak yang mengakuinya itu memberikan sedikitpun

haknya dari harta warisan kepadanya'

ImamMalikdanAbuHanifahberbedapendapattentangkadar
yang wajib diberikan oleh anak yang mengakuinya itu:

1. Imam Malik berpendapat bahwa wajib atasnya seperti bagian yang

diperolehnyu u'dui saudara keduanya itu mengakuinya dan

nasabnYa telah t sabit (Pasti)'

2. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat wajib atasnya memberikan

bagian seperdua dari harta yang dimilikinya kepadanya'

Demikian pula halnya menurut Imam Malik dan Abu Hanifah

berkenaan dengan status hukum orang yang wafat meninggalkan satu

orang anak, lalu ia mengakui ada saudarany-a y.u'.g l1i1dt:gan kata lain

nasabnyatidaktsabit(kuat/pasti)namuniaberhakataswarisnya,adapun
Syaf i dalam masalah ini memiliki dua pendapat:

Pertama,nasabnya tidak tsabit dan ia tidak berhak atas waris'

Kedua,nasabnyatsabitdaniaberhakataswarisnya'inilahyang
mengakibatkan para" penganut madzhab Imam Syaf i saling berbeda

dalam berbagai **i*,i1, abruliyah3*a (masalah-masalah pokok) dan

dijadikannya sebagai masalah yang umum' yaitu setiap orang yang

diberikanhakdari"hartawarisanberartinasabnyapwtsabitdengan
pengakuannya, meskipun hanya seorang saudara ataupun selainnya'

Dasar pijakan para penganut pendapat Syaf i dalam masalah yang

pertama diatas dan dalam salah satu pendapatnya dalam masalah tersebut'

(maksudnya, p"ndapatnya yang tidak masyhur) bahwa nasab tidak tsabil

kecualidenganduaorangsaksiyangadil,karenanasabnyattdaktsabit
berartiiapuntidakmemilikihakwarisnya'karenanasabadalahasal
(pokok) sedangkan hak waris adalahfuru'(cabang)' apabila asalnya tidak

ada maka cabangnYa Pun tidak ada'

SedangkandasarpijakanMalikdanAbuHanifahadalahbahwa
penentuan nasab adalah irut yurg harus dibuktikan pada saudaranya yang

mengingkarinyaitu,yangmenurutnyatidakterbuktinasabnyakecuali
dengan dua orang #'i iu'g adil' adapun bagiannya dari harta warisan

'*o Di dalam naskah aslinya Al Masa'il Al tJshuligah'
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yang berada pada anak yang mengakuinya itu, maka pengakuannya itu
berlaku pada dirinya, pasalnya ia adalah hak yang diakui atas dirinya
sendiri.

Yang benar adalah bahwa keputusan dari hakim atasnya tidak sah

kecuali setelah nasabnya tsabit dan bahwa ia tidak dibolehkan

-tanggung 
jawabnya antara Allah dan dirinya- untuk mencegah orang

yang dikenalnya sebagai sekutunya dalam harta warisannya untuk
mendapatkan bagiannya.

Dasar pijakan para penganut pendapat Syaf i dalam hal ketetapan

nasabnya dengan pengakuan satu orang yang dibolehkan baginya
mendapatkan harta warisan adalah dalil naqli dan qiyas.

Dalil naqli-nya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Malik
dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah yang telah disepakati
keshahihannya, (Aisyah) berkata:

"Adalah Utbah bin Abi Waqash memerintahkan kepada saudaranya
Sa'ad bin Abi Waqash, 'Bahwa anak laki-laki dari hamba sahaya Zam'ah
berasal dariku maka kumpulkanlah ia bersamamu,' maka ketika Fathu
Makkah anak tersebut diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqash, seraya
berkata,'Sesungguhnya keponakanku pernah memerintahkan kepadaku
tentangnya', lalu Abdu bin Zam'ah berdiri, dan berkata, 'dia adalah
saudaraku dan anak laki-laki dari hamba sahaya bapakku,' lalu keduanya
datang kepada Rasulullah SAW mengadukan kasusnya, lalu Sa'ad
berkata, 'Wahai Rasulullah sesungguhnya keponakanku telah
memerintahkan kepadaku tentangnya,' kemudian Abdu bin Zam'ah
berdiri seraya berkata, 'dia adalah saudaraku dan anak laki-laki dari
hamba sahaya bapakku,' maka Rasulullah SAW bersabda'. "la menjadi
hakmu, wahai Abdu bin Zam'ah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda:
"Anak itu dinasahkan kepada suami dan bagi pezina harus dirajam."
Lalu beliau berkata kepada Saudah binti Zam'ah'. "Berhijablah kamu
darinya." Ketika beliau melihat anak tersebut mirip dengan Utbah bin
Abi Waqash, ia (Saudah) berkata, 'Tidaklah ia (anak itu) melihatnya
hingga wafatnya,' kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk Abdu
bin Zam'ah bahwa saudaranya itu menjadi haknya dan menetapkan
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nasabnya berdasarkan pengakuannya, apabila tidak ada ahli waris lainnya

yang menyainginya." 385

Mayoritas para fuqaha mempersoalkan makna hadits ini, pasalnya

ia keluar dari hukum asal dalam ilmu waris yang telah disepakati tentang

penetapan nasab, maka mereka memiliki berbagai penafsiran didalamnya,

secara zhahir hadits ini, beliau SAW menetapkan nasabnya berdasarkan

pengakuan satu orang saudaranya, padahal secara prinsip asalnya

penetapan nasab itu tidak tsabitkecuali dengan dua orang saksi yang adil,

oleh sebab itulah mereka menakwilkannya dengan berbagai penakwilan'

Sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW menetapkan

nasabnya semata-mata berdasarkan pengakuan saudaranya, karena ada

kemungkinan beliau SAW telah mengetahui bahwa hamba sahaya

tersebut telah digauli oleh Zam'ah bin Qais, sehingga ia menjadi

anaknya. Mereka berkata, "Yang dapat menguatkan prediksi ini adalah

bahwa ia adalah pesan beliau SAW dan Saudah binti Zam'ah adalah istri

beliau SAW, maka ada kemungkinan perkara tersebut tidak luput dari

pengetahuan beliau SAW," hal ini menurut pendapat yang membolehkan

bagi seorang hakim untuk memutuskan perkara dengan berpegang pada

pengetahuannya.

Takwil seperti ini tidak layak terdapat dalam pendapat Malik,

pasalnya menurut beliau seorang hakim tidak dibolehkan memutuskan

perkara dengan berpegang pada pengetahuannya, namun pendapat takwil

tersebut cocok pada pendapat Syaf i dalam salah satu pendapatnya, yaitu

pendapatnya yang mengatakan nasabnya tidak tsabil. Mereka yang

menganut penakwilan ini mengatakan bahwa beliau sAw
memerintahkan kepada Saudah untuk berhijab dengan alasan kehati-

hatian semata karena penyerupaannya, bukan karena hal itu wajib

atasnya, disini sebagian pengikut madzhab Syaf i mengatakan bahwa

Seorang suami berhak menyrruh saudaranya yang perempuan untuk

berhijab dari saudaranya yang laki-laki. Segolongan ulama lainnya

berkata: Perintah beliau SAW kepada Saudah untuk berhijab sebagai dalil

bahwa ia tidak digolongkan ke dalam nasabnya karena perkataan Utbah

dan tidak pula karena pengetahuan beliau SAW sebagai anak zina.

3rs Muttafaq 'Alaih. HP.. Al Bukhari (2053, 2745, 4303, 6749, 7182), Muslim

(155i),'Abu Daud (2273), An-Nasa'i (6/180), Ibnu Majah (2004), Ahmad

ia z*1, Ath-Thayalis i (t 444), Al Humaidi (2 3 8) dan Ad-Darimi (2 I I 52).
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Mereka berbeda pendapat tentang penafsiran sabda Rasulullah
SAW, "Ia menjadi hakmu, wahai Abdu bin Zam'eh.", maka segolongan

ulama mengatakan bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh beliau SAW
adalah ia sebagai hamba sahayamu, apabila ia adalah anak dari hamba

sahaya bapakmu. Penafsiran ini tidak tegas, pasalnya Rasulullah SAW
memberikan alasan pada status hukumnya, dengan sabdanya; "Anak itu
dinasabkan kepada suami dan bagi pezina harus dirajam. . .."

Ath-Thahawi mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Rasulullah
SAW dalam sabdanya, "Ia menjadi hakmu, wahai Abdu bin Zam'ah,"
adalah penguasaanmu atasnya seperti penguasaan seorang pemungut

anak hilang atasnya. Penakwilan-penakwilan ini amatlah lemah
disebabkan karena alasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
bahwa, "Anak itu dinasabkan kepada suami dan bagi pezina harus
dirajam."

Adapun pengertian yang dipegang oleh para pengikut madzhab

Syaf i dalam masalah ini adalah bahwa pengakuan orang yang mengusai
harta warisan adalah pengakuan khilafah (bagi orang yang datang
kemudian), dengan kata lain pengakuan orang yang menguasai harta
setelah si mayit, sedangkan menurut madzhab selain mereka hal tersebut
adalah pengakuan syahadah (saksi), bukan pengakuan khilafah,
maksudnya adalah bahwa pengakuan yang dimiliki oleh si mayit
berpindah kepada orang yang menguasai harta warisannya.

Apakah Anak-anak Hasil Zina Dinasabkan kepada Bapak-bapak
Mereka?

Jumhur ulama telah sepakat bahwa anak-anak hasil zina tidak
digolongkan ke dalam nasab bapak-bapak mereka kecuali (hal itu terjadi)
pada masa jahiliyah berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar bin
Khaththab RA bersamaan dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan
para sahabat sendiri. Segolongan ulama memiliki pendapat syadz, mereka
berpendapat bahwa anak zina pun digolongkan (ke dalam nasab

bapaknya) pada jaman Islam, artinya digolongkan kedalam nasab orang
yang berzina pada masa Islam.
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Kapan seorang anak dinasabkan kepada suami (bapak)

Para ulama telah sepakat bahwa anak zina (yang terlahir) kurang

dari enam bulan tidak digolongkan ke dalam (nasab bapaknya), baik

(terlahir) pada waktu akad, maupun pada waktu dukhul (setelah

senggama). Apabila (terlahir) pada waktu dukhul kurang dari masa

kehamilan (yang enam bulan tersebut) maka ia digolongkan kedalam

nasab bapaknya, atau jika si suami berpisah (ranjang) dengannya atau

menj auhinya (tidak menggaulinya).

Masa Kehamilan yang Ditetapkan untuk seorang anak Dinasabkan

kepada bapaknya

Para ulama berbeda pendapat tentang batas maksimal masa

kehamilan yang mana seorang anak dapat digolongkan kedalam nasab

bapaknya:

1. Malik berpendapat lima tahun.

2. Sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat Tujuh tahun.

3. Syaf i berpendapat empat tahun.

4. Para ulama Kufah berpendapat dua tahun.

5. Muhammad bin Hakam berpendapat satu tahun'

6. Daud Azh-Zhahiiberpendapat enam bulan.

Masalah ini sebenarnya berpulang kepada adat atau kebiasaan dan

realita masyarakat yang ada. Pendapat Muhammad bin Hakam dan kaum

Zhahiriyah lebih dekat kepada kenyataan yang biasa terjadi, padahal

memang status hukum diberikan berdasarkan kepada sesuatu yang biasa

dan sering terjadi, bukan atas dasar suatu yang langka, bahkan bukan pula

atas dasar sesuatu yang mustahil terjadi.

Imam Malik dan Syaf i berpendapat bahwa orang yang menikahi

seorang wanita dan ia belum menggaulinya atau menggaulinya setelah

waktu (batas kehamilan diatas), lalu ia melahirkan seorang anak pada saat

enam bulan dari waktu akad nikah, bukan enam bulan dari waktu dukhul,

maka anak tersebut tidak digolongkan kedalam nasabnya, kecuali apabila

ia melahirkan anaknya pada saat enam bulan atau lebih dari waktu

dukhul.

I

ll

A
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Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa anak yang ada dalam

rahim wanita adalah milik suami dan anaknya dinasabkan kepadanya.

Dasar pijakan madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa anak

yang ada dalam rahim wanita itu bukan akibat dari suami kecuali

dimungkinkan adanya persetubuhan, yaitu dukhul.

Sedangkan dasar pijakan madzhab Abu Hanifah adalah keumuman

sabda Rasulullah SAW:

"Anak itu dinasabkan kepada suami."386

Boleh jadi beliau melihat bahwa hal tersebut adalah perkara ibadah

yang disamakan kedudukannya dengan dominasi persetubuhan yang halal

atas yang haram dalam menggolongkan status anak tersebut pada nasab

bapaknya karena sebab persetubuhan yang halal tadi.

Apakah Nasab Itu Bisa Ditetapkan Dengan Qafah (Ahli Nasab)

Para ulama berbeda pendapat tentang penetapan nasab karena

keputusan qafah (ahli nasab), yaitu dua orang yang melakukan
persetubuhan dalam satu masa suci, baik karena sebab perbudakan atau

karena sebab pernikahan, gambaran hukum qafah ini terdapat pada anak

pungut yang diakui oleh dua orang atau tiga orang. Qafah menurut

bangsa arab adalah suatu kaum yang memiliki pengetahuan tentang garis

keturunan yang mirip antara sesama manusia (sekarang hal ini dibuktikan

dengan tes DNA, ed), para ulama yang berpegang dengan putusan qafah

adalah Imam Malik, Syaf i, Ahmad, Abu Tsaur dan Al Auza'i.

Para ulama Kufah dan mayoritas ulama Irak menolak qafah,

menurut mereka status hukum seorang anak yang diakui oleh dua orang,

maka ia menjadi hak keduanya, yang demikian itu apabila masing-

masing dari keduanya tidak melakukan perzinaary seperti halnya keadaan

si anak sebagai anak pungut, atau seorang wanita sebagai wanita
simpanan bagi masing-masing dari keduanya, seperti halnya keadaan

seorang hamba sahaya ataupun wanita merdeka yang digauli oleh dua

orang pada masa satu suci.

Menurut jumhur ulama yang berpegang pada pendapat ini
dibolehkannya seorang anak memiliki dua bapak saja, sedangkan

386 Takhrij hadits tersebut telah ddelaskan.
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Muhammad, salah seorang pengikut madzhab Abu Hanifah berpendapat

dibolehkan seorang anak memiliki tiga orang bapak apabila ketiganya

mengakuinya, pendapat ini semuanya rancu dan menggugurkan dalil aqli

serla naqli.

Dasar pijakan mereka yang menganut putusan qafah adalah sebuah

hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa

Umar bin Khaththab RA memberikan putusan atas anak-anak yang

terlahir pada masa jahiliyah untuk bercampur dengan orang-orang tua

mereka, yaitu mereka yang mengakuinya dalam masa Islam, kemudian

datanglah dua orang yang masing-masing mengklaim terhadap anak

seorang wanita, maka dia memanggil qafah (ahli nasab), lalu ia

memandang kepadanya, setelah itu si ahli nasab tersebut berkata,
..Sungguh keduanya bersekutu padanya," maka Umar memukulnya

dengan pecutan, kemudian beliau memanggil si wanita seraya berkata,

"sekarang beritahukanlah tentang keadaanmu." Wanita itu berkata,

"Dahulu anak ini hasil dari pergaulan salah seorang dari mereka berdua,

dimana ia datang dengan onta keluarganya, ia tidak berpisah dengannya

hingga dianggapnya (hamil) dan kami pun menganggapnya demikian,

sampai terus terjadi kehamilan, kemudian ia meninggalkannya, lantas

keluar darinya darah, kemudian datang orang ini setelahnya, yaitu laki-

laki yang lainnya, maka aku tidak tahu ia milik siapa?" Maka si ahli

nasab tadi bertakbir, lantas Umar berkata kepada si anak, "Nak, terserah

kamu pilih di antara keduanYa."387

Mereka mengatakan bahwa keputusan Umar tentang qafah

disaksikan oleh para sahabat, tanpa ada seorang pun dari mereka yang

mengingkarinya, dan itu sama statusnya dengan ijma''

Hukum ini menurut Malik jika qafah memutuskan dari hasil

perbuatan bersama, maka anak tersebut harus ditangguhkan sampai

dewasa, dan dikatakan kepadanya, "Ikutlah salah seorang yang kamu

sukai." Dan dia tidak bisa diikutkan pada dua orang. Pendapat ini

dikemukakan oleh Syaf i. Abu Tsaur mengatakan, dia menjadi anak bagi

keduanya, jtka qafah itu menganggap bahwa keduanya ikut andil pada

anak tersebut.

3E7 Sanadnya rerputus. HR. Malik di dalam AI Mawaththa' (21740), (1420), Al
Baihaqi (toli63\, alasannya ialah terputus antara Sualiman bin Yasar dan umar.
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Menurut Malik, dia tidak menjadi anak bagi kedua orang tersebut,
bedasarkan firman Allah Ta'ala, ,,Hai manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." (es.
Al Hujuraat [a9]: l3)

Para ulama yang menyatakan adanya qalbhjuga berhujjah dengan
hadits lbnu Syihab, dari urwah, Dari Aisyah, dia berkata: ,,Rasulullah

SAW masuk dengan gembira dan wajah berseri-seri, lalu beliau bersabda,
'Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Al Mujazziz Al
Mudliji kepada Zaid dan (Jsamah, dia telah melihat kaki-kaki mereka
berdua, lalu dia berkata, 'sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya
berasal dari sebagian yang ,orr'.-ttt-

Mereka mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas
dan Anas bin Malik dan tidak ada seorang pun yang menentangnya dari
kalangan sahabat.

sedangkan para ulama Kufah mengatakan bahwa pada dasarnya,
salah seorang dari dua orang yang sedang beselisih tentang anak tidak
bisa dihukumi, kecuali jika ada "suami" berdasarkan sabda Nabi sAW,
"Anak itu dinasabkan pada suami (bapaknya).,,38e

Jika tidak ada suami atau keduanya sama-sama memiliki suami
tersebut, maka anak itu menjadi milik kedua orang tersebut. Seolah-olah
mereka berpendapat bahwa itu adalah jalur anak yang syar'i, bukan
alami, karena orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin secara akal
satu anak berasal dari dua bapak, itu mengharuskan bahwa hal itu tidak
mungkin terjadi dalam syariat. Pendapat yang sama dengan pendapat
mereka ini juga diriwayatkan dari umar dan juga diriwayatkan oleh
Abdurrazak dari Ali.

syaf i mengatakan bahwa ahli nasab tidak diterima kecuali dua
orang. Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Malik: pertama: seperti
pendapat Syaf i dan kedua: perkataan satu orang ahli nasab diterima.

Tentang qalb.h menurut pendapat yang masyhur dari Malik hanya
untuk memutuskan masalah budak saja, tidak pada pernikahan. Ibnu

Muttafaq 'Alaih. Hk. Bukahri (6770), Muslim (1459), Abu Daud (2268), At_
Tirmidzi (2129), An-Nasa'i (61184), Ibnu Majah (2349), Ahmad (6/226),
Abdnrrazak (13833, 13836) dan, Ad-Daruqutlni (2/240).
Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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wahab meriwayatkan darinya seperti pendapat Syaf i. Dan perkataan

Abu Umar Ibnu Abdil Barr, dalam hal ini terdapat hadits hasan musnad

yang dijadikan landasan oleh sekelompok ahli hadits dan ahli zhahir yang

diriwayatkan oleh Ats-Tsauri, dari Shalih bin Hayy, dari Asy-Sya'bi, dari

Zaidbin Arqam, dia berkata:

"Pada suatu saat Ali berada di Yaman. Kemudian datanglah

seorang wanita yang telah digauli oleh tiga orang dalam satu masa suci,

lalu Ali meminta agar masing-masing dari mereka mengakui bahwa anak

itu miliknya, dan masing-masing tidak mau. Maka Ali mengundi di

antara mereka dan memutuskan bahwa anak itu untuk orang yang keluar

undiannya, dan mengharuskannya membayar dua pertiga diyat. Lalu

perkara itu dilaporkan kepada Nabi SAW, dan beliau kagum dengan

pemecahan tersebut dan tertawa hingga tampak gigi-gigi geraham

beliau."390

Pendapat ini menjelaskan adanya pelaksanaan hukum dengan

adanya qafah dan menisbatkan anak dengan undian.

Warisan Pembunuh

Para ulama berbeda pendapat tentang warisan seorang pembunuh

menjadi empat pendapat:

1. Sekelompok ulama berpendapat bahwa pembunuh tidak

mendapatkan warisan sama sekali dari orang yang dibunuhnya.

2. Sekelompok ulama yang lain berpendapat bahwa seorang

pembunuh mendapatkan warisan. Mereka adalah kelompok

minoritas ulama.

3. Sekelompok ulama membedakan antara pembunuhan bersalah dan

pembunuhan sengaja. Pada pembunuhan sengaja tidak

mendapatkan warisan sedikit pun dan pada pembunuhan bersalah

mendapatkan warisan kecuali yang berasal dari diyat. Ini adalah

pendapat Malik dan para pengikutnya.

'* Shahih. HR. Abu Daud. (2269,2270), An-Nasa'i (6/182, 183), di dalam Al
Kubra (5683, 5684), Ibnu Majah (2348), Ahmad (41373), dan dinilai shahih

oleh Al Albani di dalamsichih Abu Daud.

722 BidayatuIMujtahid



4. Sekelompok ulama juga membedakan antara pembunuhan sengaja
yang dilakukan karena perintah yang wajib atau bukan perintah
yang wajib, seperti orang yang menegakkan hukuman hadd. Secara
garis besar, perbedaan antara orang yang tertuduh dan orang yang
tidak tertuduh.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara dasar syariat
dalam pengertian ini dengan kemaslahatan, yaitu bahwa kemaslahatan
mengandung arti tidak mendapatkan warisan, supaya tidak dijadikan
alasan oleh manusia dalam mendapatkan warisan dengan pembunuhan.
Secara zhahir hadits dan ta'abbud dengan hadits diatas maka
mengharuskan kita untuk menolak hal tersebut. Andaikan hal itu yang
dimaksud, maka Pembuat syariat akan melihat hal itu:

"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 6a)

Sebagaimana dikatakan oleh ulama zhahiriyah.

Apakah orang Kafir Mendapatkan warisan Jika Dia Masuk Islam
setelah Meninggalnya Pemilik waris Muslim dan seberum warisan
Dibagi

Para ulama bebeda pendapat tentang seorang ahli waris non musrim
yang masuk Islam setelah meninggalnya pemilik warisan muslim dan
sebelum warisan dibagi. Begitujuga jika pemilik warisannya tidak
beragama Islam.

1. Jumhur mengatakan bahwa yang dipertimbangkan dalam hal ini
ialah waktu meninggalnya. Jika ketika seorang muslim meninggal,
sedangkan ahli warisnya bukan seorang muslim, maka dia tidak
mendapatkan warisan sama sekali, baik dia masuk Islam sebelum
warisan itu dibagi atau sesudahnya. Begitujuga jika pemilik
warisan tidak beragama Islam, sedangkan ahli warisnya ketika
pemilik warisannya meninggal juga tidak beragama Islam, maka
dia mendapatkan waris secara pasti, kemudian dia masuk Islam
baik masuk Islamnya sebelum warisan tersebut dibagi atau
sesudahnya.

2. Sekelompok ulama di antaranya Al Hasan, Qatadah dan
sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa yang dijadikan
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pertimbangan dalam hal ini ialah hari ketika pembagian warisan.
Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab IL{.rer

Dalil yang dijadikan landasan oleh kedua kelompok tersebut iarah
sabda Nabi SAW:

tS1, ,a;,rar

"Rumah atau tanah mana saja yang dibagi pada masa jahiliyah,
maka itu berarti dibagi menurut pembagian jahiliyah. Dan rumah atau
tanah mana saja yang dibagikan pada masa Islam dan belum dibagi,
maka itu dibagi menurut pembagian Islam."3ez

Ulama yang mempertimbangkan waktu pembagian, menghukumi
orang yang diberikan bagian pada waktu itu dengan hukum Islam.
Sedangkan ulama yang mempertimbangkan wajibnya pembagian, maka
menghukumi ketika meninggalnya bagi orang yang diberikan bagian
dengan hukum Islam.

Diriwayatkan dari hadits Atha', bahwa seseorang masuk Islam
berdasarkan warisan yang berlaku di masa Rasulullah SAW sebelum
dibagi, maka Rasulullah SAW memberikan bagiannya.

Begitujuga hukumnya menurut mereka, tentang orang yang
dimerdekakan dari ahli waris setelah kematian dan sebelum dibagi.

Inilah beberapa masalah masyhur yang berhubungan dengan kitab
ini.

Al Qadhi berkata, "Warisan itu hanya te4'adi karena salah satu dari
tiga sebab: kemungkinan karena nasab (keturunan), atau perkawinan atau
wala' (hak pemilikan atas budak yang dibebaskan), sementara tentang

3er Sanadnya terputus. HR. Abdunazak di dalam Al Mushannaf (7/166), (12635),
Ibnu Abi Syaibah di dalam Al Mushannaf (71166), (10/350), cacahya ialah
terputus antara Abu Qilabah yaitu Abdullah bnzaid Al Jarmi dan umar bin Al
Khaththab, karena dia tidak menjumpainya.3'2 Shahih. HR" Malik di dalam Al Muwathiha' (21746), (1433), dari Tsaur bh zaid,
Ad Daili, bahwa dia berkata, telah sampai suatu hadits kepada saya bahwa
Rasulullah SAW bersabda..., lalu dia menyebutkan hadits tersebut.
di dalam bab ini terdapat hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu
Daud (2914), Ibnu Majah (2485), Abu Ya'la (41247), Al Baihaqi (9/122), dan
dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Sfra hih Abu Daud.

-zl-l
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warisan yang te{adi karena nasab dan perkawinan telah dipaparkan,
maka di sini kita harus menerangkan tentang wala', bagi siapa wala- itu
dan orang yang wajib melakukannya dari orang yang tidak wajib, serta
hukum-hukumnya?"

Bab

Tentang wala'(Hak pemilikan atas Budak yang Dibebaskan)
Tentang orang yang berhak menerima wala': dalam hal ini terdapat

beberapa masalah masyhur yang berjalan sesuai dengan aturan pokok bab
ini.

Masalah pertama: llala, orang yang memerdekakan budak
Para ulama sepakat bahwa orang yang memerdekakan budaknya

atas nama dirinya, maka wala'-nya menjadi miliknya. Dan dia
mendapatkan warisnya jika dia tidak memiliki ahli waris dan dia menjadi
ashabah baginya, jika ada ahri waris yang tidak menghabiskan harta
warisannya.

Tentang wala'bagi orang yang memerdekakan budak atas nama
dirinya: Setelah ada hadits shahih yaitu sabda Nabi sAW di dalam hadits
Barirah:

"Sesungguhnya wala' itu hanya untuk orang yang
memerdekakan.-3e3

Mereka berbeda pendapat jika dia memerdekakan budaknya atas
nama orang lain:

1. Malik mengatakan bahwa wala' itu untuk
dimerdekakan atas nama dirinya, bukan orang
Iangsung memerdekakan.

2. Sedangkan Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan bahwa Jika
memerdekakannya sepengetahuan orang yang dimerdekakan atas
namanya, maka wala'-nya diperunfukan sesuai atas namanya. Dan

re3 Muftafaq 'Alaih. Takhry hadits tersebut telah drjelaskan.

.'rtLi p.i,tSr Cr

orang yang
yang secara
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jika memerdekakannya tanpa sepengetahuannya, maka wala' itu
bagi orang yang langsung memerdekakannya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama Hanafiyah dan Syaf iyah
ialah zhahir sabda Nabi SAW, "Wala' itu untuk orang yang
memerdekakon."394

Dan sabda Nabi SAW:

,, H ub un g a n trr a t a' i t u s e p e r t i oru,:;j: rx"i'c=i 
I v-,l'

Mereka mengatakan, ketika suatu nasab tidak boleh diikutkan
kepada orang yang merdeka tanpa izinnya, maka begitujugawala'.

Dari segi makna (logika): karena pemerdekaannya adalah
kebebasan yang terjadi pada kepemilikan orang yang memerdekakan,
maka haruslab wala' itu menjadi miliknya. Asalnya ialah jika dia
memerdekakannya atas nama dirinya.

Dalil yang dijadikan pijakan oleh Malik ialah: jika dia
memerdekakannya berarti dia telah memberikan kepemilikannya kepada
budak tersebut. Jadi dia seperti wakil. Karena itu mereka sepakat jika
orang yang memerdekakan atas nama dirinya itu memberikan izin
kepadanya, maka wala'budak tersebut menjadi miliknya, bukan orang
yang langsung memerdekakannya.

Menurut Malik, orang yang mengatakan kepada budaknya, "Kamu
merdeka karena Allah dan kaum muslimin, maka wala:nya menjadi
milik kaum muslimin." Sedangkan menurut mereka, wala'-nya menjadi
milik orang yang memerdekakan.

3'a Muttafoq 'Alaih. Takhry hadits tersebut telah dijelaskan.

"t Shohih. HR. Syafi'i di dalam Musnadnya, Kitab Budak Mukatab dan Al lhalq'
dinila; shahih oleh Al Hakim (4/341), dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi
(l0l292), dan dinilai s hahih oleh Al Albani di dalam A I lrwa' ( I 668).
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Masalah kedua: Jika seseorang masuk Islam dengan perantaraan
dirinya, apakah wala'orang tersebut menjadi miliknya?

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang masuk Isram
dengan perantaraan dirinya, apakah wara' orang tersebut menjadi
miliknya?

L Malik, Syaf i, Ats-Tsauri, Daud dan sekelompok ulama
berpendapat tidak ada wala' baginya.

2. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat wala' orang
tersebut menjadi miliknya jika dia be*wala' kepadanya. Artinya
pendapat mereka menyatakan bahwa seseorang dibolehkan ber-
wala' kepada orang lain, Ialu orang tersebut mendapatkan waris
darinya dan menanggung diyatnya. Dan dia dibolehkan
meninggalkan wala'-nya kepada orang lain, selama berum
membayar diyat atas dirinya.

3. Ulama yang lainnya berpendapat dengan keislaman melarui
perantaraannya itu sendiri, maka wala' orang tersebut menjadi
miliknya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok pertama, yaitu sabda
Nabi SAW, "Sesungguhnya wala' hanya untuk oftrng yang
memerdekakan."

Kata innama inilah yang mereka namakan dengan Al Hashirah
(pembatas). Begitu juga huruf alif lam, menurut mereka sebagai
pembatasan. Makna pembatasan ialah: suatu hukum dikhususkan bagi
yang dihukumi tidak dikuti oleh yang rainnya (maksudnya, bahwa wala.

-berdasarkan 
pengertian perkataan ini- hanya untuk orang yang

memerdekakan secara langsung saja).

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama Hanafiyah di dalam
menetapkan wala'dengan adanya saling ber-wala', firman Allah ra'ala,*Bagr tiapiiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu
bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya." (es. An-
Nisaa'[4]: 33).

Dan firman Allah Ta'ala,"Dan (iika ada) orang-orang yang kamu
telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka
bahagiannya." (Qs. An-Nisaa' [a]: 33).
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. :, ,.. t , . ,'n J''# );4,

Sedangkan hujjah ulama yang mengatakan bahwa wala' itu terjadi

dengan keislaman itu sendiri saja, yaitu hadits Tamim Ad-Dari, dia

berkata:

"Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang musyrik

yang masuk Islam dengan perantara seorang muslim. Beliau bersabda,

'Dia adalah orang yang paling berhak dan paling utama dengan urusan

hidup dan matinyo' -"3e6

Dan Umar bin Abdul Aziz jugamemberikan keputusan demikian.

Dalil yang dijadikan pegangan oleh kelompok kedua yaitu, bahwa

firman Allah Ta'ala, "Dan (iikn ada) orang-orang yang kamu telah

bersumpah setia dengan mereka." (Qs. An-Nisaa'[4]: 33)

Ayat diatas ini dihapus dengan ayat waris dan itu terjadi di awal

munculnya Islam. Mereka sepakat tentang tidak dibolehkannya menjual

wala'dan juga menghibahkannya, karena adanya larangan Nabi SAW

akan hal itu, kecuali wala' sa'ibah (budak yang memerdekakan sendiri).

Masalah ketiga: wala' saibah (budak yang dimerdekakan oleh

tuannya sendiri)

Para ulama berbeda pendapat, jika seorang tuan berkata kepada

budaknya,'oKamu merdeka":

l. Malik mengatakan bahwa wala'dan diyatnya bagi kaum muslim.

Dia menganggap kedudukannya sama dengan orang yang

memerdekakan atas nilma kaum muslim, kecuali jika dia

bermaksud hanya unfuk mernerdekakan saja, maka wala'-nya

menjadi miliknya.

2. Syaf i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa wala'-nya menjadi

milik orang yang memerdekakan bagaimanapun j',ga. Pendapat ini
juga dikemukakan oleh Ahmad, Daud dan Abu Tsaur'

3e6 Shahih. HR. Abu Daud (2918), At-Tirmidzi (2112),Ibnu Majah (2752), Ahmad

(4llo2\, Ad-Darimi (2t377), Al Baihaqi (101297), dan dinilai shahih oleh Al
Albani di dalam Slza hih At-Tirmidzi.
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3. Sekelompok ulama mengatakan bahwa dia berhak menjadikan
wala'itu menurut kemauannya. Jika dia tidak ber-wala'dengan
seorang pun, maka wala'-nya untuk kaum muslim. Pendapat ini
dikemukakan oleh Al-Laits dan Al Auza'i.

4. Ibarahim dan Asy-Sya'bi berpendapat tidak mengapa menjual
wala' sa'ibah dan menghibahkannya.

Hujjah mereka adalah hujjah-hujjah yang telah berlalu pada
masalah sebelumnya. Sedangkan ulama yang membolehkan untuk
menjualnya, saya tidak mengetahui hujjahnya saat ini.

Masalah keempat: Wala'seorang budak muslim jika dimerdekakan
oleh seorang Nasrani

Para ulama berbeda pendapat tentang wala'seorang budak muslim
jika dimerdekakan oleh seorang Nasrani sebelum dijual, menjadi milik
siapa?

l. Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa wala'-nya menjadi
milik kaum muslim. Jika tuan yang memerdekakannya masuk
lslam setelah itu, maka wala' tersebut tidak dikembalikan
kepadanya dan juga warisannya.

2. Jumhur berpendapat bahwa wala'-nya menjadi milik tuannya, jika
masuk Islam maka dia berhak mendapatkan warisannya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ialah bahwa wala' itu
seperti nasab. Jika seorang bapak masuk Islam setelah anaknya, maka dia
mewarisinya. Begitujuga seorang budak.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Malik ialah: keumuman firman
Allah Ta'dla, "Ddn Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada
orang-oranq kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (Qs.
An-Nisaa'[a]: 14l)

Jumhur mengatakan, jika dia tidak berhak menerima wala'ketika
memerdekakan, maka dia juga tidak berhak setelah memerdekakannya.
Jika dia berhak mendapatkan wala' ketika dia memerdekakan, kemudian
muncul penghalang dari keharusan mendapatkannya, maka para ulama
tidak berbeda pendapat bahwa jika penghalang tersebut telah hilang,
maka wala' itu kembali kepadanya.
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Karena itu mereka sepakat jika seorang Nasrani dzimmi

memerdekakan budaknya yang juga seorang Nasrani sebelum salah satu

dari keduanya masuk lslam, kemudian budak tersebut masuk lslam, maka

wala'-nya hilang; jika orang yang memerdekakannya masuk Islam, maka

wala'-nya kembali kepadanya. Meskipun mereka berbeda pendapat

tentang seorang kafir harbi yang memerdekakan budaknya dan budak itu

sendiri juga tetap menganut agamanya, kemudian keduanya masuk Islam:

1. Malik berpendapat bahwa dia adalah orang yang memberikan wala'

kepadanya (tuannya) dan mewarisinya.

2. Abu Hanifah berpendapat tidak ada wala' antara keduanya dan

budak itu berhak ber-wala'kepada siapa saja yang dia kehendaki,

berdasarkan pendapatnya mengenai wala' dan saling berdamai-

3. Asyhab berpendapat beda dengan Malik, menurutnya, jika seorang

budak masuk Islam sebelum tuannya, maka wala:nya tidak

dikembalikan kepada tuannya selamanya.

4. Sementara Ibnu Al Qasim mengatakan kembali kepadanya, ini
adalah makna ucapan Malik, karena Malik mempertimbangkan

waktu pemerdekaan.

Beberapa masalah ini semuanya hanya dimasukkan saja dalam

pembicaraan ini yang tidak pernah terjadi, karena dalam ajaran Nasrani

tidak boleh sebagian mereka memperbudak sebagian yang lain dan juga

dalam ajaran Yahudi terhadap apa yang mereka yakini sekarang ini dan

mereka anggap bahwa itu termasuk agama mereka.

Masalah kelima: Wala' wanita

Jumhur ulama sepakat bahwa wanita tidak ada campur tangan

dalam urusan warisan wala', kecuali orang yang langsung

memerdekakannya sendiri, karena sesuatu yang ditarik oleh wanita yang

langsung memerdekakan, baik karena wala'atau nasab, seperti orang

yang dimerdekakan oleh orang yang sebelumnya juga dimerdekakan atau

anak orang yang dimerdekakannya. Dan mereka juga tidak mendapatkan

waris orang yang memerdekakan dari para wanita yang mendapatkan

wais wala', kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Syureikh.

Dalilnya ialah karena dia memillki wala' yang dia memerdekakan

sendiri, maka dia juga memiliki wala' yang dimerdekakan oleh orang
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yang diwarisinya, diqiyaskan dengan orang laki-laki. Inilah yang mereka
kenal dengan qiyas makna, ini merupakan tingkatan qiyas paling tinggi,
hanya saja hal ini dinilai lemah oleh pendapat-pendapat yang nyereneh.

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ialah: bahwa wala' itu
diharuskan karena adanya kenikmatan yang dimiliki oleh orang yang
memerdekakan atas orang yang dimerdekakan. Kenikmatan ini hanya
didapatkan pada orang yang memerdekakan secara langsung atau karena
salah satu sebab yang kuat yaitu ashabah.

Al Qadhi berkata, ketika telah ditetapkan orang yang memiliki
wala' dari orang yang tidak memiliki wala', maka tinggal pembahasan
tentang urutan orang yang menenma wala' dalam urusan wala' itu
sendiri.

Urut-urutan Penerima wala'

Di antara masalah mereka yang masyhur dalam bab ini iarah
masalah yang mereka kenal dengan wala'karena kedekatan. contohnya:
seseorang memerdekakan seorang budak, kemudian orang ifu meninggal
dunia dan meninggalkan dua orang saudara laki-laki atau dua orang anak
laki-laki, kemudian salah satu dari kedua saudara tersebut meninggal
dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki atau salah satu dari dua
orang anak:

l. Jumhur berpendapat bahwa bagian wala' saudara laki-laki yang
meninggal dunia tidak diwarisi oleh anaknya, dan ini kembali
kepada saudara laki-lakinya, karena dia lebih berhak daripada anak
laki-lakinya, berbeda dengan warisan, karena penghalang dalam
warisan dipertimbangkan dengan kedekatan kepada mayit,
sedangkan di sini dipertimbangkan kedekatan dengan orang yang
langsung memerdekakan. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin
Al Khaththab, Ali, Utsman, Ibnu Mas'ud, dan Zaidbin Tsabit dari
kalangan para sahabat.

2. Syureikh dan sekelompok ulama dari Bashrah berpendapat bahwa
hak saudara laki-laki yang meninggal dunia dalam kasus ini untuk
anak laki-lakinya. Dalil yang dijadikan landasan oleh mereka ialah
menyamakan wala' dengan warisan.
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Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok pertama ialah: bahwa

wala' itu adalah nasab yang sumbernya adalah dari orang yang

memerdekakan secara langsung.

Penarikan Wala'

Di antara masalah mereka yang masyhur dalam bab ini ialah

masalah yang dikenal dengan penarikan wala'. Bentuknya ialah: jika ada

seorang budak laki-laki memiliki anak laki-laki dari seorang budak

wanita, maka budak wanita itu dimerdekakan, lalu selanjutnya

dimerdekakan budak laki-laki tersebut. Para ulama berbeda pendapat

wala' anak-anak tersebut menjadi milik siapa jika sang bapak

dimerdekakan? Yang demikian itu karena mereka sepakat bahwa wala'

mereka setelah ibunya dimerdekakan -jika anak tersebut belum

mengalami perbudakan di perut ibunya, yaitu jika budak lakilaki itu
menikahinya setelah dimerdekakan dan sebelum sang bapak

dimerdekakan- adalah untuk tuan ibunya.

Mereka berbeda pendapat jika sang bapak dimerdekakan, apakah

wala'anak-anaknya ditarik untuk tuan yang memerdekakan bapak atau

tidak?

1. Jumhur, Malik, Abu Hanifah, Syaf i dan para pengikut mereka

berpendapat bahwa wala' tersebut ditarik. Pendapat ini

dikemukakan oleh Ali RA, Ibnu Mas'ud, Az-Zubair dan Utsman

bin Affan.

2. Atha', Ikrimah, Ibnu Syihab dan sekelompok ulama mengatakan

bahwa wala'-nya tidak ditarik. Pendapat ini juga diriwayatkan dari

Umar. Dan Malik bin Marwan menetapkan hal ini setelah

diceritakan oleh Qabishah bin Du'aib dari Umar bin Al Khaththab,

meskipun telah diriwayatkan dari Umar seperti pendapat jumhur.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Jumhur ialah: bahwa wala' itu

sama dengan nasab, dan nasab itu untuk bapak bukan untuk ibu'

Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok kedua yaitu bahwa

anak-anak dalam kemerdekaan, mengikuti ibunya, dan dalam hal yang

nrengharuskan kemerdekaan juga mengikutinya, yaittt wala' .

Malik berpendapat bahwa seorang kakek menarik wala' cucu-

cucunya, jika bapak mereka seorang budalq kecuali jika bapaknya
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dimerdekakan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syafi,i. para ulama
Kufah menentangnya dan dalam hal ini mereka berpegang dengan alasan
bahwa wala'seorang kakek hanya tetap bagi orang yang memerdekakan
kakek atas anak-anak dari pihak bapak. Jika bapak tersebut tidak
memiliki wala', maka lebih pantas jika kakek juga tidak memilikinya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok kedua yaitu: bahwa
perbudakan seorang bapak adalah seperti meninggalnya, maka wala'-nya
juga harus berpindah kepada bapaknya bapak (kakek).

Tidak ada perbedaan pendapat antara urama yang menyatakan
bahwa wala' untuk ashabah sepengetahuan saya, maka anak-anak lebih
berhak daripada bapak. Dan wala' tersebut tidak berpindah kepada jalur
yang lebih tinggi, kecuali jika jalur yang lebih rendah tidak ada. Berbeda
dengan warisan, karena jalur anak menurut mereka lebih kuat ashabalt_
nya dari jalur bapak, sedangkan bapak lebih lemah ashabah-nya. Saudara
laki-laki dan anak-anak mereka lebih rendah menurut Malik daripada
kakek. Sedangkan menurut syaf i dan Abu Hanifah kakek lebih rendah
daripada mereka.

Sebab perbedaan pendapat: Siapakah yang paling dekat
nasabnya dan paling kuat ashabah-nya. Dalam urusan wala' tidak
diwarisi bagian yang telah ditentukan, tetapi diwariskan dengan cara
ashabah. Jika tuan dari generasi bawah meninggal, sedangkan dia tidak
memiliki ahli waris sama sekali, atau memiliki ahli waris yang tidak
sampai menghabiskan warisan, maka itu menjadi bagian ashabah dai
jalur yang lebih tinggi. Begitujuga tuan dari generasi yang lebih tinggi
mendapatkan ashabah setiap orang yang tuannya dari generasi yang teuit
tinggi yaitu memiliki hubungan nasab kelahiran (maksudnya, anak-anak
perempuannya, anak-anak laki-lakinya, dan anak dari anak-anak laki_
lakinya).

seorang wanita yang meninggal, padahal dia memiliki wala', anak
dan ashabaft, kepada siapakah wala'-nyaitu berpindah?

Dalam bab ini terdapat masalah yang masyhur yaitu: Jika seorang
wanita meninggal, padahal dia memiliki wala', anak dan ashabah,
kepada siapakah wala'-nya itu berpindah?
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1.

2.

Sekelompok ulama berpendapat wala' itu untuk ashabah-nya,

karena merekalah yang menanggung diyat diinya' dan wala' itu

untuk ashabah.Ini Adalah pendapat Ali Bin Abi Thalib'

Sekelompokulamaberpendapat,untukanaklaki-lakinya.Ini
adalah pendapat Umar bin AI Khaththab dan juga dipegang oleh

fuqahaberbagainegeri.Pendapatinibertentangandenganulama
salaf, karena anak seorang wanita bukan termasuk ashabah-nya'
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l.rl;4e
KITAB PEMERDEKAAN BUDAK

Pembahasan pada kitab ini yaitu tentang: siapakah yang sah
pemerdekaannya dan yang tidak sah, tentang siapakah yang menjadi
keharusan untuk memerdekakan budak dan yang tidak menjadi keharusan
(maksudnya, berdasarkan syariat), tentang lafazh-lafazh pemerdekaan,
tentang sumpah untuk memerdekakan, tentang hukum-hukumnya dan
tentang syarat-syarat yang terjadi padanya. Dan dari bab-bab ini kami
hanya ingin menyebutkan tentang beberapa masalah yang masyhur yang
kebanyakan berhubungan dengan dalil naqli.

Siapakah yang Sah Pemerdekaannya?

Tentang siapakah yang sah pemerdekaannya: para ulama sepakat
bahwa dianggap sah pemerdekaan yang dilakukan oreh orang yang
memiliki dengan kepemilikan yang sempurna, sehat, dewasa, kuat
jasmaninya serta kaya, artinya tidak miskin. Mereka berbeda pendapat
tentang pemerdekaan yang dilakukan oleh orang yang terlilit utang dan
pemerdekaan yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit serta
hukumnya:

Tentang orang yang hartanya dililit utang: para ulama berbeda
pendapat tentang dibolehkannya untuk memerdekakan:

1. Mayoritas ulama Madinah yaitu Malik dan lainnya berpendapat
bahwa hal itu tidak dibolehkan. pendapat ini juga dikemukakan
oleh Al Auza'i dan Al-Laits.

2. Para fuqaha Iraq berpendapat bahwa hal itu dibolehkan hingga
ditahan oleh hakim. pendapat ini dikemukakan oleh ulama yang
menyatakan adanya penahanan kepada mereka.

3. Riwayat lain dari Malik menyatakan dibolehkannya hal itu, karena
diqiyaskan dengan pendapatnya tentang gadai, bahwa hal itu
dibolehkan, meskipun harta orang yang menggadaikan dililit utang,
selama hakim belum menahannya.
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Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang

pemerdekaannya: bahwa hartanya ketika itu menjadi hak orang-orang

yang memberikan piutang, maka dia tidak boleh mengeluarkan sedikit

purOutihartatersebuttanpaadapengganti'Inilahalasanyangdengannya
seorang hakim menahan lindukunt'ya' Hukum itu harus berlaku sesuai

dengan adanya illat (alasan)nya' Sedangkan penahanan yang dilakukan

oleh hakim bukanlah suatu alasan, tetapi hanya sebagai hukum yang

wajib di antara hal-hal yang mewajibkan alasan' maka tidak

dipertimbangkan adanYa hal itu.

Dalilyangdijadikanlandasanolehkelompokkeduayaitu:telah
terjadi ijma' bahwa dia dibolehkan menggauli budak wanitanya dan

menghamilinya dan tidak boleh manarik kembali sedikit pun dari apa

yunf Oiu belanjakan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi

iurglurgur,ryu, hingga seorang hakim membuat keputusan di

traOapar,nya,demikianlahhukumatastindakannyaini'Iniadalah
pendapat Syaf i.

Tidakadaperbedaanmenurutparaulamabahwaorangyangbelum
dewasa tidak dibolehkan untuk memerdekakan, selagi bukan wasiat

darinya. Begitujuga orang yang di bawah pengawasan' menurut para

ulamapemerdekaannyatidakdibolehkanterhadapseorangpundiantara
para budaknya, kecuali Malik dan para pengikutnya' mereka

membolehkan pemerdekaannya terhadap ummul walad-nya'

Tentang pemerdekaan oftIng yang sedang sakit:

1. Jumhur berpendapat bahwa pemerdekaannya jika dia sehat, maka

itu terjadi. lita satit yang mendekati sekarat, maka itu berasal dari

sepertiga hartanYa.

2. Sedangkan ahli zhahir berpendapat bahwa itu seperti pemerdekaan

yang dilakukan oleh orang yang sehat'

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ialah hadits Imran bin

Al Hushain: ..Bahwa seseorang telah memerdekakan enam orang

budaknya.''Haditstersebutsesuaidenganpenjelasanyangtelahberlalu.

Siapakah yang diharuskan untuk memerdekakan?

TentangorangyangharusmemerdekakanbudakSecarapaksa,ada
tiga: pertamo, orungyung tn.*Uagi pemerdekaannya' Ini disepakati pada
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salah satu bagiannya. Dan dua yang masih diperselisihkan yaitu: kedua,
orang yang telah memiliki hak memerdekakan budak. Ketiga, orang yang
mennyiksa budaknya.

1- Orang yang membagi pemerdekaannya: hal itu terbagi
menjadi dua bagian: pertama, jika pembagian pemerdekaan budak
tersebut berasal dari dirinya dan dia tidak memiliki bagian atas budak
tersebut kecuali bagian yang telah dimerdekakan. Kedua, jika dia
memiliki budak tersebut seluruhnya, tetapi dia membagi pemerdekaannya
karena berdasarkan pilihannya.

Tentang budak yang dimiliki oleh dua orang, salah satu dari
keduanya memerdekakan bagian dari budak tersebut: para fuqaha
berbeda pendapat tentang hukum kasus ini.

l. Malik, Syaf i dan Ahmad bin Hanbal mengatakan, jika orang yang
memerdekakan budak itu kaya, maka dia harus menentukan harga
bagian mitranya dengan harga yang adil. Lalu membayarkannya
kepada mitranya itu dan dia memerdekakan seluruhnya dan wala'
budak tersebut menjadi miliknya. Jika orang yang memerdekakan
itu miskin, maka tidak ada keharusan sedikit pun atas dirinya. Dan
orang yang dimerdekakan sebagiannya itu tetap sebagai budak dan
hukumnya adalah hukum seorang budak.

2. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat jika orang yang
memerdekakan budak itu miskin, maka budak tersebut bemsaha
membayar harganya kepada tuan yang belum memerdekakan
bagiannya. Dan dia merdeka ketika orang yang pertama
memerdekakan bagiannya dan wala'-nya bagi orang pertama yang
memerdekakannya. Pendapat ini dikernukakan oleh Al Auza'i, Ibnu
Syubrumah, Ibnu Abi Laila dan sekelompok ulama Kufah, hanya
saja Ibnu Syubrumah dan Ibnu Abi Laila menganggap bahwa
budak tersebut boleh meminta kembali kepada orang yang
memerdekakannya dengan usaha darinya, ketika orang tersebut
kaya.

Tentang mitra orang yang memerdekakan: jumhur berpendapat
bahwa dia berhak memilih untuk memerdekakan atau bagiannya dibayar
oleh orang yang memerdekakan.

Abu Hanifah mengatakan, bagi mita yang kaya ada tiga pilihan:

BidayahrlMujtahid 737



Pertama, hendaknya dia memerdekakan seperti yang dilakukan

oleh mitranya dan wala'-nya dibagi antara keduanya. tni tidak ada

perbedaan pendapat di antara ulama.

Kedua,bagiannya dibayar sesuai dengan nilainya'

Ketiga,hendaknya menuntut kepada budak itu untuk berusaha, jika

dia mau. Dan wala'-nya dibagi antara keduanya. Dan bagi tuan yang

telah memerdekakan budaknya, jika membayar bagian sekutunya, maka

dia dibolehkan meminta kembali kepada budak tersebut agar berusaha

danwala:nya seluruhnya bagi orang yang memerdekakan tersebut.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Malik dan Syafi'i yaitu: hadits

Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

* ^tr; ili yat';; * ,Sc tt'rkj ,y d.d s"i
G L'i3 i lp *r' * *j ;i24 ;ir<';

.,oi o.
,.yt U

o

JEeV ,rrJ'

,,Barangsiapa memerdekakan bagian miliknya pada diri seorang

budak, dan dia memiliki harta senilai budak itu, maka budak itu dinilai

dengan harga yang adil, lalu memberikan bagian yang menjadi hak

mitranya dan memerdekakan budaknya, iika tidak, maka budak itu hanya

merdeka s eb agian saj a.-3ej

Dalil yang dijadikan landasan oleh Muhammad dan Abu Yusuf

yang mereka adalah pengikut Abu Hanifah dan ulama yang sependapat

dengan mereka, yaitu hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

il tp ,,Su d oti'b\ t6

,,Barangsiapa memerdekakan bagian miliknya pada diri seorong

budak, maka penyelesaiannya adalah dengan hartanya sendiri, jika dia

3s1 Mufiafaq 'Alaih.HR.Al Bukhari (2491),Muslim (1501), Abu Daud (3940), At-

Tirrrndzi (1346), An_Nasa.i (1l3tg),Ibnu Majah (2527), Ahmad (2/ll2), Ibnu

Al Jarud (970) dan Ad-Daruquthni(41123)'
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memiliki harta. Jika dia tidak memiliki harta, maka budak tersebut harus
berus aha memerdekakan diriny a s epenuhnya (tanpa dibagi).-ies

Kedua hadits ini diriwayatkan oleh perawi hadits-hadits shahih
yaitu: Al Bukhari, Muslim dan lainnya. Dan masing-masing kelompok
memiliki pendapat untuk mengunggurkan hadits yang dijadikan sebagai
dalil.

Di antara hadits yang dinilai lemah oleh ulama Kufah ialah hadits
Ibnu umar: bahwa sebagian perawinya masih ragu tentang tambahan
yang bertentangan dengan hadits Abu Hurairah, yaitu kalimat ,,Jika tidak,
maka budak itu hanya merdeka sebagian saja.- Apakah itu termasuk
sabda Nabi SAW atau perkataan Nafi', dan lafazh-lafazhnya juga
mengalami kerancuan di antara para perawinya.

sedangkan hadits yang dinilai lemah oleh ulama madzhab Maliki
ialah hadits Abu Hurairah: bahwa dalam hadits tersebut para pengikut
Abu Qatadah berbeda pendapat dengan Abu eatadah tentang penyebutan
usaha. Sedangkan dari segi makna (logika). para ulama Maliki dalam hal
ini berpegang dengan keyakinan bahwa menjadi keharusan bagi seorang
tuan untuk membayar nilainya jika dia memiliki harta, karena bahaya
yang dia masukkan kepada sekutunya. Sedangkan seorang hamba tidak
mengalami bahaya, maka tidak ada keharusan baginya sedikit pun.

Dalil yang dijadikan landasan oreh ulama kufah dari segi makna
(logika): bahwa kemerdekaan adalah hak syar'i yang tidak boleh dibagi-
bagi. Jika sekutu yang memerdekakan budak tersebut seorang yang kaya,
maka dia harus memerdekakan sepenuhnya. Tetapi jika dia seonrng yang
miskin, maka budak itu berusaha membayar nilainya. Dalam hal ini
berarti menghilangkan bahaya yang masuk pada sekutu, dan tidak ada
bahaya yang dialami oleh budak tersebut.

Barangkali mereka membawakan qiyas syabah, dengan
mengatakan, ketika pemerdekaan budak dalam syariat itu ada dua macam
yaitu: pertama,pemerdekaan yang terjadi dengan keinginan sendiri (yaitu
seorang tuan memerdekakan budaknya karena mengharapkan pahala
Allah). Kedua, pemerdekaan yang terjadi tanpa keinginan sendiri (yaitu:

3t' Muttafaq 'Alaih.HR.Al Bukhari (24g2),Muslim (1503), Abu Daud (393g), At-
Tirmidzi (1348), Ibnu Majah (2527), Ad-Daruquthni (4fi2s) dan Al naihaqi
(10/280, 281).
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keharusan bagi seorang tuan untuk memerdekakan budak yang

berdasarkan syariat dia tidak boleh memilikinya), maka pemerdekaan itu
juga harus dengan usaha juga. Jadi yang dilakukan dengan keinginan
sendiri ialah kitabah (memerdekakan diri dengan pembayaran secara

kredit kepada tuannya). Dan yang termasuk tanpa keinginan sendiri
adalah usaha.

Malik dan Syaf i dalam salah satu dari dua pendapatnya berbeda

pendapat, jika tuan yang memerdekakan budaknya itu orang kaya:

apakah dia harus memerdekakan bagian mitranya dengan hukum atau

sarayah? (maksudnya, kewajiban untuk memerdekakan atas dirinya
berjalan dengan pemerdekaan itu sendiri).

1. Para ulama madzhab Syaf iyah berpendapat memerdekakan

dengan sarayah.

2. Sedangkan para ulama madzhab Malikiyah berpendapat dengan

hukum.

Para tilama Malikiyah berhujjah, bahwa jika kewajiban itu terjadi
dengan sarayah, maka akan berlaku ketika miskin dan kaya. Sedangkan

ulama Syaf iyah berhujjah dengan keharusan dari pengertian sabda Nabi
SAW, "Maka budak itu dinilai dengan harga yang adil."

Mereka mengatakan, tidak wajib untuk menilainya, tetapi hal itu
diwajibkan setelah menghilangkannya. Jadi dengan pemerdekaan itu
sendiri, berarti dia telah menghilangkan bagian mitranya, maka dia wajib
menentukan nilainya ketika menghilangkannya, meskipun hakim tidak
memutuskan hal itu atas dirinya. Dengan demikian, sekutunya tidak
berhak memerdekakan bagiannya, karena pemerdekaan itu telah

berlangsung dan urusan ini jelas.

Pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini bertentangan dengan

zhahir kedua hadits tersebut, dalam hal ini telah diriwayatkan pendapat

yang ganjil: pendapat dari Ibnu Sirin mengatakan bahwa dia menetapkan

bagian sekutu itu menjadi tanggungan baitul mal. Pendapat lain dari

Rabi'ah tentang orang yang memerdekakan bagian miliknya pada diri
seorang budak, bahwa pemerdekaan itu batal.

Sekelompok ulama mengatakan, bagi orang yang miskin tidak
diharuskan membayar sepenuhnya dan pemerdekaan itu terjadi sesuai

dengan bagian yang telah dimerdekakan. Sekelompok ulama lain
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mengatakan, tentang kewajiban membayar nilainya bagi orang yang telah
memerdekakan baik dia dalam keadaan kaya atau miskin. Dan sekutunya
hanya mengikutinya. Di sebagian riwayat di dalam hadits Ibnu umar
gugur kewajibannya ketika dia dalam keadaan miskin. semua ini adalah
perselisihan di antara hadits-hadits yang ada dan barangkali hadits-hadits
tersebut belum sampai kepada mereka.

Dari bahasan ini pendapat Malik berbeda-beda dalam masalah
cabang yaitu: jika dia dalam keadaan miskin, maka hukum atas dirinya
ditunda dengan menggugurkan pembayaran nilai tersebut hingga dia
menjadi kaya. Riwayat lain mengatakan, dia harus membayar nilainya.
Dan riwayat lain mengatakan, dia tidak harus membayar nilainya.

Para ulama yang berpendapat dengan hadits-hadits ini sepakat
bahwa orang yang memiliki bagian yang dia merdekakan dengan
kemauan sendiri, maka dia harus memerdekakan bagian yang masih
tersisa, jika dia dalam keadaan kaya, kecuali jika dia memilikinya bukan
dengan kemauan sendiri, yaitu memilikinya dengan warisan:

L Sekelompok ulama mengatakan, dia harus memerdekakannya
ketika dia dalam keadaan kaya.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan, dia tidak harus
memerdekakannya.

3. Sekelompok ulama lain mengatakan, di saat dia kaya dia
memerdekakannya dengan berusaha.

4. Dan yang lainya mengatakan, tidak.

Jika seorang tuan memiliki seorang budak sepenuhnya, lalu dia
memerdekakan sebagiannya :

1. Jumhur ulama Hijaz,Iraq, Malik, Syaf i, Ats-Tsauri, Al Auza'i,
Ahmad, Ibnu Abi Laila, Muhammad bin Al Hasan dan Abu yusuf
mengatakan bahwa dia harus memerdekakan sepenuhnya.

2. Sedangkan Abu Hanifah dan ahli zhahir berpendapat bahwa budak
tersebut dimerdekakan sesuai dengan bagian yang telah
dimerdekakan dan dia berusaha membayar bagian yang masih
tersisa. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Thawus dan Hammad.

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ialah: setelah dijelaskan
dalam hadits tentang kewajiban bagi seseorang untuk memerdekakan
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bagian orang lain karena kehormatan pemerdekaan, maka lebih pantas

hal itu menjadi kewajiban baginya jika budak tersebut berada dalam

kepemilikannya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Abu Hanifah ialah bahwa sebab

adanya pemerdekaan bagi orang yang memerdekakan sebagian yaitu

adanya bahaya yang masuk pada sekutunya. Jika seluruhnya menjadi

miliknya, maka tidak ada lagi bahaya.

Jadi, sebab perselisihan dari segi makna (logika): apakah alasan

hukum ini adalah kehormatan pemerdekaan (maksudnya, bahwa dalam

pemerdekaan tidak ada pembagian) atau membahayakan sekutunya.

Para ulama Hanafiyah berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan
oleh Ismail bin Umayyah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa dia

memerdekakan separuh budaknya, lalu Rasulullah SAW tidak
mengingkari pemerdekaannya3ee.

Di antara dalil jumhur ialah: hadits yang diriwayatkan oleh An-
Nasa'i dan Abu Daud dari Abul Mulih dari bapaknya:

I Oz
o ,t ,a - , .o ? ro.l c ,J z ?

j, d l-ai; u+l "i:$ .f )rJ Jl

+;i|roi+e''*
"Bahwa salah seorang dari bani Hudzail telah memerdekakan

bagian yang dimilikinya dari seorang budak. Lalu Nabi SAW
menyempurnakan pemerdekaannya dan bersabda, 'Tidak ada sekutu bagi

Allah.aoo-

Dengan hadits ini berarti telah ditegaskan alasan yang dijadikan
landasan oleh jumhur dan alasan mereka menjadi yang terbaik, karena

alasan yang ditegaskan oleh nash lebih utama daripada yang diambil dari

pemahaman terhadap dalil (i st inb ath).

HR. Ahmad (31412), Abdurrazak di dalam Al Mushannaf (91148), (16705), dan

Al Baihaqi (1012274).
Shahih. HR. Abu Daud (3933), An-Nasa'i (4972), di dalam Al Kubra, Ahmad
(5/74,75), Ath-Thahawi (31107), Al Baihaqi (1012'74), dan dinilai shahih oleh
Al Albani di dalamSiahih Abu Daud.

.Ar.n
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sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara hadits-hadits yang
terdapat dalam bab ini dan pertentangan antara qiyas yang ada.

2- Pemerdekaan yang terjadi karene penyiksaan: para ulama
dalam hal ini berbeda pendapat:

l. Malik, Al-Laits dan Al Auza,i berpendapat barangsiapa yang
menyiksa budaknya, maka dia harus memerdekakannya.

2' Abu Hanifah dan syaf i mengatakan dia tidak harus
memerdekakannya.

3. Al Auza'i berpendapat dengan pendapat yang ganjil dengan
mengatakan, barangsiapa yang menyiksa budak orang lain, maka
dia harus memerdekakannya.

4. Jumhur berpendapat bahwa dia hanrs menanggung nilai budak yang
berkurang.

Malik dan ulama yang sependapat dengannya berpegang dengan
hadits Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, "Bahwa zanba,a
telah mendapatkan budaknya bersama seonmg budak wanita, maka dia
memotong kemaluannya dan memotong hidungnya. Lalu dia datang
menemui Nabi sAW dan melaporkan hal itu kepada beliau. Maka Nabi
SAW bertanya, 'Apa yang mendorongmu metata*an hal inf!' Dia
menjawab, begini dan-begitu. Maka Nabi SAW bersabda, 'pergilah,
kamu telah merdeka'.'fil

Dalil yang dijadikan landasan oleh kerompok kedua yaitu sabda
Nabi SAW di dalam hadits lbnu Umar:

4T r*i;t\i'^tv,g;
"Barangsiapa menampar budalotya atau memukulnya, malca

kafarahny a ial ah dengan memerdekalmnnya -fiz
Mereka mengatakan, di dalam hadits ini tidak ada keharusan untuk

memerdekakan budak, tetapi itu hanyalah suatu hal yang disunahkan.
Mereka juga memiliki dalil dari segi makna 0ogrka), bahwa hukum asal

Hasan. HR. Abu Daud (4519), Ibnu Majah (2680), Ahmd (2lt9}),AMurrazak
(17932), Al Baihaqi (8/36), dan dinilai hasan orehAr Atbani rahimahultah di
dalam S hahih Abu Daud dan dr dalam Al lrwa' ( I 7.14).
shahih. HR. Al l,rrkhari di dalam Al Adab At Mufrad (tgO), Muslim (1657),
Abu Daud (5168), Ahmad (2/25,45,61), den Al Baihaqi (8/10).
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dalam syariat, yaitu seorang tuan tidak boleh dipaksa untuk
memerdekakan budaknya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya.
Dan hadits-hadits Amru bin Syu'aib masih diperselisihkan tentang
keshahihannya. Jadi dari segi kuatnya tidak bisa mengkhususkan hadits-
hadits tersebut seperti kaidah ini.

3- Apakah seseorang harus memerdekakan salah satu
kerabatnya; jika dia harus memerdekakan, siapa yang harus
dimerdekakan?

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat:

l. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang harus memerdekakan
kerabatnya.

2. Daud dan para pengikutnya berpendapat bahwa dia tidak harus
memerdekakan salah seorang dari kerabatnya.

Para ulama yang menyatakan harus memerdekakan, berbeda
pendapat siapakah budak yang dimerdekakan dan siapa yang tidak
dimerdekakan, setelah mereka sepakat bahwa seseorang harus
memerdekakan bapak dan anaknya:

l. Malik mengatakan, seseorang harus memerdekakan tiga orang:
pertama, asalnya (orang tua) yaitu bapak, kakek, nenek, ibu, bapak
mereka dan ibu mereka. Secara garis besar, semua orang yang
menjadi perantara atas kelahirannya. Kedua, cabangnya (anak-
anaknya) yaitu anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan dan

anak-anak mereka terus ke bawah, baik anaknya anak laki-laki atau
anaknya anak perempuan. Secara garis besar, setiap orang yang dia
menjadi perantara atas kelahiran mereka, baik dengan perantara
atau tidak. Baik laki-laki atau perempuan. Ketiga, cabang yang
menyertainya pada asalnya yang dekat, yaitu: saudara laki-laki,
baik saudara kandung, atau saudara sebapak atau saudara seibu.

Dari jalur ini dia membatasi pada yang dekat saja dan tidak
mewaj ibkan untuk memerdekakan anak-anaknya saudara laki-laki.

2. Sedangkan Syafi'i berpendapat seperti pendapat Malik pada dua
jalur atas dan bawah, dan berbeda dengannya tentang saudara laki-
laki, dia tidak mewajibkan untuk memerdekakan mereka.

3. Sedangkan Abu Hanifah mewajibkan untuk memerdekakan setiap

kerabat yang memiliki hubungan nasab seperti paman dan bibi dari
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pihak bapak serta paman dan bibi dari pihak ibu, anak-anak
perempuan saudara laki-laki dan orang-orang yang semisal mereka
yang memiliki hubungan nasab.

sebab perbedaan pendapat: Adanya beda pendapat mereka
tetang pengertian hadits yang shahih, yaitu sabda Nabi SAW:

';r;5 U# krv, i:r;"oi \l:L,, *4 qf \
"seorang anak tidak akan dapat membaras jasa orang tuanya,

kecuali jika anak tersebut mendapatkan orang tuanya dalam keadaan
budak, lalu membelinya dan memerdekakannya.'a3 (HR. Musrim, At-
Tirmidzi, Abu Daud dan lainnya)

Jumhur mengatakan bahwa dari hadits ini dapat dipahami bahwa
jika anak tersebut membelinya, maka dia harus memerdekakannya,
namun tidak harus membelinya.

ulama zhahinyah mengatakan bahwa pemahaman yang dapat
diambil dari hadits ini adalah dia tidak harus membelinya dan juga tidak
harus memerdekakannya jika dia telah membelinya. Mereka mengatakan
karena penyandaran pemerdekaan budak kepadanya merupakan dalil
sahnya kepemilikan budak tersebut. Andaikan yang mereka katakan itu
benar, maka lafazhnya berubah menjadi "Kecuali dia membelinya, lalu
memerdekakannya."

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama Hanafiyah yaitu hadits
yang diriwayatkan oleh Qatadah dari Al Hasan, dari samurah, bahwa
Nabi SAW bersabda,

"Barangsiapa yang memiriki budak yang masih ada hubungan
kerabat dengannya, maka budak itu merdeka.,Au

sepertinya hadits ini tidak shahih menurut Malik dan syaf i.

it .tl .c..?'-,+, iJ f r b'eL rr,

shahih. HR. Al Bukhari di dalam Al Adab Ar Mufrad (10), Muslim (1510), Abu
Daud (5137), At-Tirmidzi (1906), An-Nasa'i di datam al Kubra (4896), Ibnu
Maj{ (3659), Ahmad (21230,376,445) dan Ath-Thayalisi (2405).
shahih. HR. Abu Daud (3949), At-Tirmidzi (1365), Ibnu Majah (zsz+1,Ahmad
(5120), Ath-Thavalisi (910), Ibnu Al Jarud (973), Al Baihaqi (toliss;, dan
dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud.
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Malik mengqiyaskan saudara laki-laki kepada anak dan bapak.

Sedangkan Syaf i tidak menyertakan mereka, dia hanya berpegang

dengan hadits yang telah dijelaskan tadi dan mengqiyaksan anak kepada

bapak.

Para ulama Malikiyah hendak berhujjah untuk madzhabnya dengan

alasan bahwa jalur anak adalah sifat yang bertentangan dengan

perbudakan dan jalur anak tidak bisa dikumpulkan dengan perbudakan,

berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Dan tidak layak bagi Tuhan Yang

Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Tidak ada seorang pun di
langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha
Pemurah selaku seorang hamba."(Qs. Maryam ll9l:92-93)

Makna perbudakan ini, bukanlah perbudakan yang mereka jadikan

hujjah, karena perbudakan ini masuk akal dan jalur anak juga masuk akal.

Sedangkan penghambaan (perbudakan) yang ada di antara makhluk
dengan Tuhan adalah penghambaan yang berdasarkan syariat bukan

berdasarkan tabi'at (maksudnya, dengan ketentuan) jadi tidak ada

kesempatan bagi akal, sebagaimana mereka katakan dalam hal ini. Ini
adalah hujjah yang lemah.

Allah Ta'ala ingin menjelaskan bahwa jalur anak sama dengan
jalur bapak mengenai jenis keberadaannya atau macamnya (maksudnya,

bahwa dua orang yang ada, yang salah satunya adalah seorang bapak dan

yang lain seorang anak, keduanya sangat dekat sekali, hingga keduanya

kemungkinan dari satu macam atau satu jenis). Sedangkan apa yang ada

selain Allah, tidak akan berkumpul bersama-Nya subhanahu wa Ta'ala
dalam satujenis yang dekat danjugajenis yangjauh. Bahkan perbedaan

antara keduanya dalam perbedaan yang sangatjelas.

Jadi, tidak benar jika ada sesuatu di alam ini yang dinisbatkan
dengan-Nya seperti penisbatan seorang bapak kepada anaknya. Bahkan
jika penisbatan makhluk yang ada kepada-Nya seperti penisbatan seorang

budak kepada tuannya, maka itu lebih mendekati kepada hakikat urusan

tersebut daripada penisbatan seorang bapak kepada anaknya.

Dan berdasarkan hakikat, maka tidak ada kerancuan antara dua

penisbatan ini, tetapi karena di alam ini tidak ada penisbatan yang lebih
besar saling menjauhnya daripada penisbatan ini (maksudnya, saling

menjauhnya kedua pihak tersebut dalam kemuliaan dan kehinaan) maka

dibuat permisalan dengannya (maksudnya, penisbatan seorang budak
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kepada tuannya). Sedangkan ulama yang melihat kecintaan yang ada di
antara seorang bapak dan anaknya serta kasih sayang dan kelembutan,
mereka membolehkan dikatakan pada seseorang: bahwa mereka adalah
anak-anak Allah berdasarkan zhahir syariat Isa.

Inilah beberapa masalah yang berhubungan dengan pemerdekaan
budak yang menimpa pada manusia tanpa ada kemauan dari dirinya
secara global. Dari hukum-hukum perbudakan mereka berbeda pendapat
tentang masalah masyhur yang berhubungan dengan dalil naqli:

Hukum Orang yang Memerdekakan Budaknya Ketika Dia Sedang
sakit Atau setelah Matinya, sementara Dia Tidak Memiliki Harta
Selainnya

Para fuqaha berbeda pendapat tentang seseorang yang
memerdekakan budaknya ketika dia sedang sakit atau setelah kematian
tuannya, sementara dia tidak memiliki harta selain para budak tersebut.

1. Malik, Syaf i, para pengikut mereka bedua, Ahmad dan
sekelompok ulama berpendapat bahwa jika dia memerdekakan
budak ketika dia sedang sakit, sementara dia tidak memiliki harta
selain mereka, maka para budak itu dibagi menjadi tiga bagian, dan
salah satu bagian dari mereka dimerdekakan dengan undian setelah
dia meninggal dunia. Begitujuga hukum dalam wasiat untuk
memerdekakan mereka.

2. Asyhab dan Ashbagh menentang pendapat Malik tentang
pemerdekaan budak yang mengalami sakit, keduanya mengatakan,
undian itu hanya berlaku dalam wasiat, sedangkan hukum
pemerdekaan budak yang mengalami sakit, hukumnya sama dengan
hukum mudabbar (yang bebas sepeninggal tuannya).

Dalam madzhab Maliki tidak ada perbedaan pendapat bahwa para
budak mudabbar jika jumlahnya melebihi sepertiga, maka masing-
masing dari mereka dimerdekakan sesuai dengan bagiannya dari
sepertiga tersebut.

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan tentang
pemerdekaan budak mubattal (yang menderita sakit), jika lebih dari
seperti ga, maka masing-masing dimerdekakan dari sepertiga tersebut.
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Ulama yang lainnya mengatakan, bahkan dimerdekakan sepertiga
dari 

-i 
umlah keseluruhannya.

Sekelompok ulama dari mereka mempertimbangkan nilai pada
sepertiga keseluruhannya, ini adalah pendapat Malik dan Syafi,i.
Sedangkan kaum yang lain mempertimbangkan bilangan.

Menurut Malik, jika mereka terdiri dari enam orang budak
misalnya, maka dimerdekakan sepertiganya dengan nilai. Lalu hasilnya
adalah dua orang, atau kurang, atav lebih. Dan juga dengan undian
setelah mereka dipaksa untuk dibagi menjadi sepertiga. Sekelompok
ulama lain mengatakan, yang menjadi pertimbangan adalah bilangan.
Jika mereka berjumlah enam orang, maka dua orang dari mereka
dimerdekakan. Dan jika mereka berjumlah tujuh misalnya, maka dua
sepertiga dari mereka dimerdekakan.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama Hijaz ialah: hadits yang
diriwayatkan oleh Ulama Bashrah dari Imran bin Al Hushain, ..Bahwa

seseorang telah memerdekakan enam orang budak menjelang
kematiannya, padahal dia tidak memiliki harta selain mereka. Maka
Rasulullah SAW memanggil dan membagi mereka menjadi tiga,
kemudian mengundi mereka. Lalu beliau memerdekakan dua orang,
sementara empat orang lainnya tetap mejadi budak."{5 (HR. Al Bukhari
dan Muslim) secara musnad, sedangkan Malik meilainya mursal.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama Hanafiyah ialah: sesuatu
yang menjadi kebiasaan mereka yaitu menolak hadits-hadits yang datang
dengan jalan ahad (satu perawi), jika betentangan dengan dasar pokok
yang ditetapkan secara mutawatir. Dalil mereka: Bahwa seorang tuan
diwajibkan untuk memerdekakan masing-masing mereka sepenuhnya,
seandainya dia memiliki uang maka hal itu berlangsung berdasarkan
rjma'.

Jika dia tidak memiliki harta, maka masing-masing dari mereka
dimerdekakan berdasarkan bagiannya dari sepertiga yang perbuatan tuan
tersebut dibolehkan. Dasar ini tidaklah jelas menjadi kaidah syariat dalam
hal ini, karena mungkin bisa dikatakan: jika masing-masing dari mereka
dimerdekakan sepertiga, maka akan mengakibatkan bahaya bagi ahli

4o5 Tak:hrij hadits ini telah dijelaskan.
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waris dan budak yang dimerdekakan, padahal syariat telah mengharuskan
budak yang dimerdekakan sebagian agar disempurnakan.

Karena di sini tidak mungkin disempurnakan, maka hal itu
dikumpulkan pada beberapa orang budak, tetapi ketika dipertimbangkan
nilai dalam hal ini tanpa bilangan, hal itu menimbulkan adanya dasar ini,
yaitu pembagian pemerdekian. Karena itu yang terpenting ialah
mempertimbangkan bilangan dan ini berdasarkan zhahir hadits tersebut,
dan bagian yang dimerdekakan pada masing-masing mereka adalah hak
bagi Allah, maka harus dikumpulkan beberapa orang budak saja yang
asalnya adalah hak manusia.

Siapakah yang Mendapatkan Waris Harta
Dimerdekakan?

Budak Tersebut jika

Para ulama berbeda pendapat tentang harta seorang budak jika
dimerdekakan, bagi siapakah harta tersebut:

L Sekelompok ulama berpendapat harta itu untuk tuannya.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa hartanya mengikuti
budak tersebut. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh lbnu
Mas'ud dari kalangan sahabat dan dari kalangan fuqaha yaitu Abu
Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq. pendapat kedua
dikemukakan oleh Ibnu Umar, Aisyah, Al hasan, Atha', Malik dan
Ulama Madinah.

Hujjah mereka ialah hadits Ibnu umar, bahwa Nabi sAW bersabda:

.{c !,fut b,H ti vr ti .r;lrr jci ,,Sy 4fi?-,yi ;
"Barangsiapa memerdekakan seorang budak, maka harta budak

tersebut menjadi miliknya, kecuali jitu tutnnya mensyaratknn
hartanya."406

shahih. HR. Abu Daud (3962), An-Nasa'i di dalam At Kubra (4gg4, 4980,
4981), Ibnu Majah (2529), dan dinilai shahih oreh Al Albani di dalam shahih
Abu Daud.
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LafazhJafazh Pemerdekaan

Tentang lafazh-lafazh pemerdekaan: di antaranya ada yang jelas
dan ada yang kinayah, menurut kebanyakan fuqaha berbagai negeri:

Tentang lafazh-lafazh yang jelas: yaitu mengatakan: "Kamu
merdeka, atau kamu dimerdekakan" dan kalimat yang semakna dengan
kalimat ini. Inilah lafazh-lafazh yang mengharuskan seorang tuan untuk
memerdekakan berdasarkan ijma' para ulama.

Tentang lafazh-lafazh kinayah (sindiran/samar): yaitu seperti
ucapan seorang tuan kepada budaknya, "Tidak ada lagi jalan bagiku atas

dirimu" atau "Tidak ada lagi kepemilikanku atas dirimu", dalam hal ini
seorang tuan harus ada niat, apakah dia ingin untuk memerdekakannya
atau tidak, menurut jumhur.

Di antara masalah yang mereka perselisihkan di dalam bab ini,
yaitu jika seorang tuan berkata kepada budak laki-lakinya, "Wahai
putraku" atau kepada budak perempuannya, "Wahai putriku," atau
mengatakan, "Wahai bapakku" atau "Wahai ibuku."

l. Jumhur ulama berpendapat tidak ada keharusan baginya untuk
memerdekakan.

2. Abu Hanifah berpendapat dia harus memerdekakannya.

3. Zafar berpendapat dengan pendapat yang ganjil, dia mengatakan

bahwa seandainya seorang fuan berkata kepada budaknya, "Ini
anakku" maka dia harus memerdekakannya, meskipun budak itu
berumur dua puluh tahun, sementara tuannya berumur tiga puluh
tahun.

Dari bab ini terdapat perselisihan mereka tentang orang yang
berkata kepada budaknya, "Kamu tidak lain kecuali orang merdeka."

l. Mayoritas ulama mengatakan bahwa itu adalah pujian kepada

budak tersebut.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa dia merdeka. Ini adalah
pendapat Al Hasan Al Bashri.

Dari bab ini terdapat masalah tentang orang yang memanggil salah

satu budaknya dengan namanya, lalu budak yang lain menjawabnya. Lalu
dia mengatakan, "Kamu merdeka." Padahal dia mengatakan demikian
menginginkan budak yang pertama:
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L Suatu pendapat mengatakan dia harus memerdekakan kedua-
duanya.

2. Pendapat lain mengatakan, menurut niatnya.

Telah disepakati bahwa orang yang memerdekakan janin yang
masih berada diperut ibunya, maka dia merdeka tidak dengan ibunya.
Mereka berbeda pendapat tentang orang yang memerdekakan seorang
budak dan memberikan pengecuarian terhadap janin yang berada di
perutnya:

l. Sekelompok ulama berpendapat bahwa dia berhak mendapatkan
pengecualiannya.

2. Sekelompok ulama yang lain mengatakan, keduanya merdeka.

Mereka berbeda pendapat tentang gugurnya pemerdekaan dengan
masyi' ah (insya Allah).

l. sekelompok ulama berpendapat tidak ada pengecualian dalam hal
ini seperti thalak. Pendapat ini dikemukakan oreh Marik.

2. Sekelompok ulama yang lain berpendapat bahwa pengecaulian itu
berpengaruh, seperti pendapat mereka daram masalah thalak
(maksudnya, ucapan seseorang kepada budaknya, ..Kamu merdeka
insya Allah").

Mereka berselisih juga tentang terjadinya pemerdekaan dengan
syarat kepemilikan.

l. Malik berpendapat terjadi.

2. Syaf i dan ulama lainnya mengatakan, tidak terjadi.

Hujjah mereka yaitu sabda Nabi SAW:

.i1i ijr A! y t:.ii #" y
"Tidak^ada pemerdekaan poda budak yang tidak'dimiliki oleh

seseorang.'fi1

Hujjah kelompok kedua 5raitu mereka menyamakannya dengan
sumpah. Lafazh-lafazh pembahasan ini sama dengan lafazh-lafazh thalak,
dan syarat-syaratnya juga sama dengan syarat-syarat thalak. Dan juga
sumpah dalam hal ini sama dengan sumpah thalak.

no' Hasan. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Hukum-hukum Pemerdekaan

Tentang hukum-hukumnya cukup banyak, di antaranya:

l. Jumhur berpendapat bahwa anak-anak ikut dalam pemerdekaan dan

perbudakan kepada ibu.

2. Sekelompok ulama berpendapat dengan pendapat yang ganjil,
mereka mengatakan kecuali jika bapaknya seorang dari Arab.

Perbedaan pendapat mereka tentang pemerdekaan sampai batas

waktu tertentu.

1. Sekelompok ulama mengatakan, dia tidak boleh menggaulinya jika
budak tersebut perempuan, tidak boleh menjual dan

menghibahkannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik.

2. Sekelompok ulama mengatakan, dia boleh melakukan itu semua.

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza'i dan Syaf i.

Mereka sepakat tentang dibolehkan mensyaratkan pelayanan

kepada budak yang dimerdekakan dalam masa tertentu, baik setelah

dimerdekakan dan sebelumnya.

Mereka berbeda pendapat tentang orang yang berkata kepada

budaknya, "Jika saya menjualmu, maka kamu merdeka.":

1. Sekelompok ulama berpendapat tidak terjadi pemerdekaan atas

dirinya, karena jika dia telah menjualnya, maka dia tidak berhak

untuk memerdekakannya. Dan mengatakan, "Jika dia menjualnya,

maka dia harus memerdekakannya." (maksudnya, dari harta si

penjual, jika dia menjualnya). Pendapat ini dikemukakan oleh

Malik dan Syaf i. Pendapat pertama dikemukakan oleh Abu
Hanifah, para pengikutnya dan Ats-Tsauri. Cabang-cabang masalah

ini cukup banyak, tetapi cukup ini saja.
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'ial'z1ll J:Aa a

KITAB PEMERDEKAAIT BUDAK MUKATAB

Pandangan secara garis besar tentang kitabah terangkum pada
rukun-rukun, syarat-syarat dan hukum-hukumnya.

Rukun-rukun Kitabah

Tentang rukun-rukun kitabah (pemerdekaan dengan pembayaran
secara mencicil dari seorang budak kepada tuannya) ada tiga: akad

-termasuk 
syarat dan sifatnya-, orang yang melakukan akad dan orang

yang diakadkan serta sifat-sifatnya. Akan kami sebutkan beberapa
masalah yang masyhur yang dikemukakan oleh ulama berbagai negeri
tentang satu persatu dari jenis-jenis ini.

I- Tentang Akad

Di antara masalah yang masyhur ini yaitu: perbedaan pendapat
dikalangan ulama tentang akad kitabah: apakahitu wajib atau sunnah?

1. Para fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa akad itu hukumnya
adalah sunah,

2. sedangkan ahli zhahir berpendapat itu adalah wajib. Mereka
berhujjah dengan ztrahir firman Allah Ta'ala,,,Dan budak_budak
yang kamu miliki yang menginginknn perjanjian, hendaklah knmu
buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada
kebaikan pada merekn." (es. An-Nuur [24]: 33)

Dan perintah itu mengandung arti wajib.

sedangkan jumhur setelah melihat bahwa pada dasarnya seseorang
tidak boleh dipaksa untuk memerdekakan budaknya, maka mereka
mengartikan ayat ini sebagai suatu yang sunah, supaya tidak bertentangan
dengan dasar ini. Dan juga ketika budak tersebut tidak boleh dijual oleh
tuannya (yaitu keluarnya perbudakan dirinya dari kepemilikan tuannya
dengan membayar pengganti), maka lebih pantas untuk tidak dihukumi
untuk keluar tanpa ada pengganti yang dia sendiri memilikinya. Karena
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hasil kerja seorang budak menjadi milik tuannya. Masalah ini lebih tepat

dimasukkan ke dalam hukum-hukum akad daripada dimasukkan ke

dalam rukun-rukunnya.

Akad kitabah ini secara garis besar yaitu seorang budak membeli

dirinya dari tuannya dengan harta yang dihasilkan oleh budak tersebut.

Jadi rukun-rukun akad kitabaft ini ialah: harga, yang dihargai,

waktu yang ditentukan dan lafazh-lafazhyang menunjukkan akad kilabah

ini.

Tentang harga:

Para ulama sepakat bahwa hal itu dibolehkan jika diketahui sesuai

yang disyaratkan dalam jual beli. Mereka berbeda pendapat jika

lafazhnya tidak jelas:

1. Abu Hanifah dan Malik mengatakan, dibolehkan melakukan akad

kitabah terhadap budaknya dengan syarat memberikan seorang

budak laki-laki atau wanita tanpa mensifati keduanya. Dan yang

ada adalah sifat pertengahan dari para budak.

2. Syafi'i berpendapat tidak dibolehkan hingga dia mensifatinya'

Ulama yang mempertimbangkan tuntutan adanya kejelasan yaitu

menyamakan akad kitabah ini dengan jual beli. Sedangkan ulama yang

berpendapat bahwa akad kitabah ini tujuannya adalah sebagai

kehormatan dan tidak adanya sifat kikir, maka dalam hal ini

membolehkan penipuan yang ringan, sebagaimana perselisihan mereka

tentang mahar. Malik membolehkan salah satu jenis riba antara seorang

budak dengan tuannya dimana hal ini tidak dibolehkan untuk selainnya,

seperti contoh menjual makanan sebelum diterima dan membatalkan

utang pada utang dan "hapuskan dan bersegeralah." sedangkan Syaf i

dan Ahmad melarang hal itu. Pendapat dari Abu Hanifah adalah dua

pendapat tersebut semuanya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkannya:

bahwa tidak ada riba antara seorang tuan dengan budaknya, karena dia

dan hartanya adalah milik tuannya. Hanya saja akad kitabah itu adalah

sunah menurut batasannYa.

Tentang waktu yang ditentukan: mereka sepakat bahwa waktu

kitabah dibolehkan untuk ditunda. Mereka berbeda pendapat apakah

boleh dilakukan secara tunai. Itu juga setelah mereka sepakat, bahwa hal
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itu dibolehkan dengan harta yang ada pada budak tersebut, yaitu yang
mereka namakan dengan qitha'ah (pemutusan) bukan kitabah.
sedangkan kitabah yaitu seorang budak membeli harta dan dirinya dari
tuannya dengan harta yang dia peroleh sendiri.

Jadi, pangkal perselisihan tersebut ialah apakah dia boleh membeli
dirinya dari tuannya dengan tunai namun tidak berada di tangannya?

Syaf i mengatakan, ucapannya ini adalah senda gurau, dan tuannya
tidak berkewajiban sedikit pun terhadap dirinya. para ulama mutaakhirin
di antara para pengikut Malik mengatakan, menjadi keharusan untuk
melakukan kitabah bagi tuannya dan seorang budak mengadukan hal itu
kepada hakim, lalu dia mengangsur kepada tuannya sesuai dengan
kondisi budak tersebut.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama madzhab Malikiyah
ialah, bahwa tuan tersebut telah mewajibkan kitabah kepada budaknya,
hanya saja dia mensyaratkan suatu syarat yang biasanya tidak mungkin
dilaksanakan. Maka akadnya sah sedangkan syaratnya batal.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama madzhab Syafi,iyah ialah
bahwa syarat yang tidak sah kembali kepada batalnya hukum asal akad
tersebut, seperti orang yang menjual budak wanitanya dan mensyaratkan
agar tidak digauli, yaitu jika dia tidak memiliki uang tunai, maka hal itu
akan menyebabkan ketidakmampuannya. Dan itu bertentangan dengan
tujuan kitabah.

Kesimpulan pendapat madzhab Malikiyah kembali kepada
pendapat bahwa di antara rukun-rukun kitabah ialah agar dilakukan
dengan cara angsuran (kredit), dan jika dalam kitabah mensyaratkan
sesuatu yang bertentangan dengan rukun ini, maka syaratnya batal dan
akadnya sah.

Lafazh-lafazh yang Menunjukkan Akad Ini
Mereka sepakat bahwa jika seorang tuan berkata kepada budaknya,

"Sungguh saya telah melakukan akad, kitabai denganmu dengan harga
seribu dirham" lalu diam, apakah dia bisa merdeka tanpa mengatakan,
"Jika kamu bisa membayarnya, maka kamu merdeka?,'
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1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa dia merdeka, karena

kata kitabah adalahlafazh syar'i yang mengandung semua hukum-

hukumnya.

2. Sekelompok ulama berpendapat bahwa dia tidak merdeka hingga

tuannya jelas-jelas mengatakan lafazh membayar. Pendapat Syaf i
dalam hal ini berbeda-beda.

Dari bab ini terdapat perbedaan pendapat Ibnu Al Qasim dan Malik

tentang orang yang berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka dan kamu

harus membayar seribu dinar."

Madzhab Maliki dalam hal ini berbeda-beda. Malik mengatakan,

itu menjadi keharusan baginya dan dia merdeka. Sedangkan Ibnu Al

Qasim mengatakan, dia merdeka dan tidak menjadi keharusan baginya.

Adapun jika berkata, "Kamu merdeka dengan syarat kamu harus

membayar seribu dinar." Dalam hal ini madzhab Maliki berbeda-beda.

Malik mengatakan, dia merdeka dan uang tersebut menjadi

kewajiban baginya seperti salah seorang yang berutang. Pendapat lain

mengatakan, budak tersebut diberikan hak untuk memilih, jika dia

memilih untuk merdeka, maka dia harus membayar uang tersebut dan

kemerdekaannya dapat terjadi, jika tidak, maka dia tetap sebagai budak.

Pendapat lain mengatakan, jika menerima maka itu adalah akad kitabah

dan dimerdekakan jika bisa membayar. Dua pendapat ini dikemukakan

oleh Ibnu Al Qasim.

Menurut Malik dibolehkan melakukan akad kitabalr dengan syarat

pekerjaan tertentu dan menurutnya dibolehkan melakukan akad kitabah

secara mutlak. Dan dikembalikan kepada akad kitabah yang semisalnya,

seperti keadaan pada akad nikah.

Menurutnya dibolehkan melakukan akad kitabaft dengan syarat

membayar nilai budak tersebut (maksudnya, akad kitabah dengan waktu

dan harga yang sama). Dari sini ada pendapat yang mengatakan bahwa

menurutnya dibolehkan melakukan akad kit ab aft secara tunai.

Masih diperselisihkan tentang, apakah di antara syarat akad kitabah

ini yaitu seorang tuan harus menentukan batas akhir angsuran kitabah

tersebut terhadap budak mukatab-nya, karena perselisihan mereka

tentang pengertian firman Allah Ta'ala,"Dan berikanlah kepada mereka
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sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu." (Qs. An-
Nuur [24]: 33)

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada para
tuan. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan, bahwa ayat ini
ditujukan kepada sekelompok kaum muslimin yang diseru untuk
menolong para budak yang sedang membebaskan dirinya dengan
pembayaran secara berangsur.

Para ulama yang berpandangan demikian berbeda pendapat, apakah
itu diartikan sebagai suatu kewajiban atau sunnah? Dan para ulama yang
menyatakan wajib juga berbeda pendapat tentang ukuran yang wajib
diberikan? Sebagian mereka mengatakan, sesuatu yang masuk pengertian
kata tersebut dan sebagian yang lain membatasinya.

2- Pembicaraan tentang budak mukatab (yang membebaskan diri
dengan pembayaran secara mencicil kepada tuannya)

Tentang budak mukatab terdapat beberapa masalah:

Pertama, apakah dibolehkan melakukan akad kitabah kepada
budak yang belum dewasa? Apakah dalam satu akad kitabah dapat
dikumpulkan lebih dari satu budak? Apakah orang yang memiliki
sebagian budak dibolehkan melakukan akad kitabah tanpa izin sekutunya
(pemilik sebagian yang lain)? Apakah dibolehkan melakukan kitabah
kepada budak yang tidak mampu berusaha? Dan apakah dibolehkan
melakukan kitabah kepada budak yang masih ada sisa perbudakan pada
dirinya?

Tentang melakukan akad, kitabaft kepada budak yang mendekati
baligh, kuat untuk berusaha, serta belum mencapai kedewasaan:

l. Abu Hanifah manbolehkannya.

2. Sedangkan Syaf i melarangnya, kecuali bagi budak yang telah
dewasa. Dua pendapat tersebut semuanya juga diriwayatkan dari
Malik.

Dalil ulama yang mensyaratkan adanya kedewasaan, yaitu karena
menyamakannya dengan seluruh akad yang ada. Sedangkan dalil ulama
yang tidak mensyaratkan hal itu, yaitu bahwa dibolehkan antara seorang
tuan dan budaknya melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan pada orang
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lain dan tujuan dat'. kitabaft tersebut ialah kemampuan untuk berusaha

dan itu juga ada pada orang yang belum dewasa.

Apakah dalam satu akad kitabah dapat dikumpulkan lebih dari satu

budak? Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Kemudian jika kami

membolehkan untuk dikumpulkan, apakah sebagian budak-budak itu bisa

menanggung sebagian yang lain dengan akad kilabaft itu sendiri, supaya

salah seorang dari mereka dimerdekakan kecuali harus dimerdekakan

semuanya? Dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat'

Tenkng apakah boleh dikumpulkan? Jumhur berpendapat tentang

dibolehkannya hal itu dan sekelompok ulama yang lain melarangnya. Ini

adalah salah satu dari duapendapat Syaf i.

Apakah sebagian budak-budak tersebut bisa menanggung sebagian

yang lain? Meniadakan hal itu, bagi ulama yang membolehkan untuk

dikumpulkan, ada tiga pendapat:

L sekelompok ulama mengatakan, hal itu diwajibkan karena

keumuman akad kitabah (maksudnya, sebagian mereka wajib

menanggung sebagian yang lain). Pendapat ini dikemukakan oleh

Malik dan Suffan.

2. lJlama yang lain mengatakan, hal itu tidak menjdi keharusan,

karena keumuman akad kitabah dan diharuskan dengan adanya

syarat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para

pengikutnya.

3. Syafi'i mengatakan, hal itu tidak dibolehkan, baik dengan syarat

dan juga dengan keumuman ak'ad kitabaft. Dan masing-masing dari

mereka dimerdekakan jika mampu membayar sesuai dengan

ketentuan yang ada.

Dalil ulama yang melarang adanya persekutuan ialah: karena dalam

hal ini ada unsur penipuan, karena yang menjadi keharusan bagi masing-

masing mereka tidak diketahui.

Dalil ulama yang membolehkannya ialah: bahwa penipuan yang

sedikit dianggap ringan pada akad kitabah, karena itu terjadi di antara

seorang tuan dan budaknya. Dan budak itu sendiri serta hartanya menjadi

milik tuannya.

Hujjah Malik ialah: ketika akad kitabah itu satu, maka hukum

mereka haruslah sama dengan hukum satu orang.
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Dalil ulama madzhab Syaf iyah ialah: bahwa penanggungan :/ang
dilakukan oleh sebagian mereka terhadap sebagian yang lain tidak ada
perbedaannya antara penanggungan tersebut dengan penanggungan yang
dilakukan oleh orang lain.

Ulama yang berpendapat bahwa penanggungan orang lain dalam
akad kitabaft tidak boleh mengatakan bahwa tidak dibolehkan dalam hal
ini. Hanya saja mereka melarang penanggungan dalam akad kitabah,
karena jika budak mukatab tersebut tidak mampu, maka orang yang
ditanggungnya tidak memiliki sesuatu pun yang dia bisa kembali
kepadanya. Ini seolah-olah tidak nampak pada penanggungan yang
dilakukan oleh sebagian budak terhadap sebagian yang lain. Hanya saja
yang nampak dalam hal ini ialah, bahwa syarat ini menjadi sebab
lemahnya budak yang mampu berusaha, karena lemahnya orang yang
tidak mampu membayarnya. Dan ini adalah unsur penipuan yang
berkenaan dengan akad kitabah.

Hanya saja dapat dikatakan juga bahwa pengumpulan tersebut
menjadi sebab jika ingin keluar dalam keadaan merdeka, maka orang
yang tidak mampu membayar dirinya harus berusaha hingga keluar
dalam keadaan merdeka. Maka sebagaimana orang yang mampu untuk
berusaha kembali menjadi budak, begitujuga orang yang tidak mampu
untuk berusaha kembali dimerdekakan.

Abu Hanifah menyamakannya dengan penanggungan seseorang
terhadap orang lain pada hak-hak yang dibolehkan untuk melakukan
penanggungan. Maka dia mengharuskannya dengan adanya syarat dan
tidak mengharuskannya dengan tidak adanya syarat. Di samping itu juga
dia tidak membolehkan penanggungan dalam akad kitabah.

Tentang seorang budak di antara dua orang yang mengadakan
persekutuan: para ulama berbeda pendapat, apakah salah satu dari dua
orang yang bersekutu itu berhak melakukan akad kitabaft dengan bagian
yang dia miliki tanpa izin temannya?

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa dia tidak berhak melakukan hal
itu dan akad kitabah yang dilakukannya dibatalkan. Dan masing-
masing tetap memiliki bagian yang telah ditentukan.

2. sekelompok ulama berpendapat seseorang tidak boleh melakukan
akad kitabaft terhadap bagiannya yang ada pada budaknya tanpa
bagian sekutunya.
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3. Sekelompok ulama lain membedakannya; dibolehkan dengan izin
mitranya dan tidak dibolehkan dengan tanpa izin mitranya.
Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Malik dan pendapat

yang kedua dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila dan Ahmad.

Sedangkan pendapat ketiga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan

Syaf i di salah satu dari dua pendapatnya. Dia juga memiliki
pendapat lain seperti pendapat Malik.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Malik ialah: seandainya hal itu
dibolehkan, niscaya akan menyebabkan budak tersebut dimerdekakan

seluruhnya dengan penentuan harga yang sama dengan orang yang

melakukan akad kitabafr terhadap bagiannya. Dan itu tidak dibolehkan
kecuali pada pembagian pemerdekaan.

Bagi ulama yang berpendapat bahwa dia berhak melakukan akad

kitabah, maka dia harus menyempurnakan pemerdekaannya jika budak
tersebut membayar kitabah, jika dia adalah orang yang memiliki
kemampuan.

Jadi, hujjah yang dikemukakan oleh Malik di sini ialah berpijak
pada dasar yang tidak disepakati oleh lawan, tetapi tidak disepakatinya
oleh lawan tidak menghalangi kebenaran dasar tersebut. Tentang
disyaratkannya izin mitranya adalah pendapat yang lemah. Dan Abu
Hanifah sendiri berpendapat tentang cara seorang budak mukatab
membayarkan uangnya -jika akad kitabai tersebut berdasarkan izin
mitranya- bahwa setiap kali budak tersebut membayar harta kepada

mitra yang telah mernberikan kitabah, maka mitra yang kedua
mengambil bagiannya dari orang tersebut dan sisa yang belum dibayar
tetap menjadi tanggungan budak itu. Lalu dia berusaha menyempurnakan

harta yang menjadi tanggungannya dalam akad kitabai. Pendapat ini
aampaknyajauh dari hukum asal.

Tentang apakah dibolehkan melalrukan akad kitabah kepada budak
yang tidak mampu berusaha. Sepengetahun saya tidak ada perbedaan

pendapat di antara ulama, bahwa syarat budak yang diberikan kitabah
ialah hendaknya budak tersebut mampu berusaha, berdasarkan firman
Allah Ta'ala, "Jika knmu mengetahui ada kebaikan pada mereka." (Qs.
An-Nuur pal:33)

Para ulama berbeda pendapat kebaikan apakah yang disyaratkan
oleh Allah pada budak yang diberikan kitabah di dalam firman Allah
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Ta'ala, "Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.,' (es. An-
Nuur[24]:33).

L Syaf i berpendapat kemampuan berusaha dan amanah (dapat
dipercaya).

2. Sebagian ulama berpendapat harta dan amanah.

3. Ulama yang lain berpendapat kebaikan dan agama.

4. Sebagian ulama mengingkari memberikan kitabaft kepada budak
yang tidak memiliki peke{aan karena dikhawatirkan meminta-
minta. Dan sebagian mereka membolehkan hal itu berdasarkan
hadits Barirah:

"Bahwa dia diberikan kitabah dengan cara meminta-minta kepada
manusia.'AoB

Dimakruhkan memberikan kitabah kepada budak wanita yang tidak
memiliki kemampuan untuk bekerja, karena dikhawatirkan hal itu akan
menjadi jalan baginya untuk melakukan perbuatan zina.

Memberikan kitabah kepada orang yang masih ada perbudakannya
(sudah dimerdekakan sebagiannya). Malik memborehkan untuk
melakukan kitabah kepada budak wanita mudabbar dan setiap orang
yang masih ada perbudakan pada dirinya kecuali ummul walad, karena
menurut Malik seorang tuan tidak boleh mempekerjakannya.

3- Tentang orang yang memberikan kitobah.

Tentang orang yang memberikan kitabah: para ulama sepakat
bahwa syaratnya adalah orang tersebut memilikinya dengan kepemilikan
yang sah, tidak sedang dihalangi tindakannya dan sehat jasmaninya.
Mereka berbeda pendapat apakah seorang yang memberikan kttabah
boleh mernberikannya kepada budaknya atau tidak? pembahasan ini akan
dijelaskan tentang berbagai tindakan budak mukatab yang dibolehkan
dan yang tidak dibolehkan.

&E Muuafaq 'Alaih.HR. Al Bukhari (2561), Muslim (1504), dan Abu Daud (2915).

.,,,61 JU oi *'; ,it
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Malik berpendapat tidak boleh memberikan kitabah kepada seorang

budak yang diberikan izin untuk melakukan perdagangan, karena kitabah

adalah pemerdekaan dan ia tidak boleh memerdekakannya. Begitujuga

tidak boleh memberikan kitabah kepada budak yang hartanya dililit oleh

utang, kecuali jika orang-orang yang menghutanginya membolehkan hal

itu, jika harga yang ada pada kitabah-nya seperti harga perbudakannya.

Tentang pemberian kitabah oleh orang yang sedang sakit:

1. Menurut Malik ditangguhkan pada sepertiganya, hingga orang

tersebut sehat, lalu dibolehkan. Atau orang tersebut meninggal

dunia, maka kitabaft tersebut berasal dari sepertiga hartanya, sama

seperti pemerdekaan.

2. Pendapat lain mengatakan, jika dia lebih menginginkan hal itu,

maka dibolehkan, jika tidak, maka dia harus berusaha. Jika budak

tersebut bisa membayarnya ketika tuannya dalam keadaan sakit,

maka dia dimerdekakan. Menurutnya dibolehkan seorang Nasrani

memberikan kitabah kepada budak muslim dan menurutnya

dibolehkan dijual kepada seorang Nasrani seperti budak muslim
yang lain dijual.

Inilah beberapa masalah masyhur yang berhubungan dengan rukun-

rukun artinya tentang orang yang memberikan kitabah, budak yang

diberikan kitabah dankitabah itu sendiri.

Hukum-hukum Kitabah

Tentang hukum-hukumnya cukup banyak. Begitujuga syarat-syarat

yang dibolehkan. Kemungkinan jenis hukum-hukum pertama pada akad

ini yaitu dikatakan: kapan seorang budak mul<atab dimerdekakan, kapan

dia tidak mampu lalu tetap menjadi budak, bagaimana keadaannya jika
dia meninggal dunia sebelum dimerdekakan atau kembali menjadi budak,

orang-orang yang ikut bersamanya ketika masa kitabah dan yang tidak

ikut bersamanya dan perbedaan hukum yang masih tersisa pada dirinya

seperti pembatasan perbudakan dari yang tidak tersisa. Kita akan mulai

menyebutkan beberapa masalah hukum-hukum yang masyhur yang

terdapat pada masing-masing jenis yang lima ini.
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Jenis pertama: Kapan budak mukuab itu dimerdekakan?
Tentang kapan dia keluar dari perbudakan? para ulama sepakat

bahwa dia keluar dari perbudakan jika telah membayar semua kitabah
(angsuran)nya. Mereka berbeda pendapat jika, dia tidak mampu
membayar sebagiannya, padahal dia telah membayar sebagian yang lain:

Jumhur mengatakan, dia tetap sebagai budak selagi masih ada
angsuran yang harus dibayar dan dia tetap menjadi budak jika tidak
mampu mernbayar sebagian yang lain.

Diriwayatkan ernpat pendapat dari ulama salaf terdahulu selain
pendapat di atas yang dipegang oleh jumhur:

Pertama, budak mukatab itu dimerdekakan dengan akadkitabah iat
sendiri.

Kedua, dia dimerdekakan sesuai dengan ukuran angsuran yang dia
bayarkan.

Ketiga, dia dimerdekakan jika telah membayar setengahnya atau
lebih.

Keempat, jika dia telah membayar sepertiganya maka dia bebas.
Namun jika tidak maka dia tetap sebagai budak.

Dalil yang dijadikan landasan oreh jumhur: ialah hadits yang
diriwayat oleh Abu Daud dari Amru bin syr'aib, dari bapaknyu, d*i
kakeknya, bahwa Nabi SAW bersaMa,

"Budak mana soja yang melakukan akad hitabah sebesar ,"rir*
uqiyah, lalu dia membayarnya kumng dari sepuluh uqiyah, maka dia
tetap sebagai budak. Dan budak mana saja yang melakukan akad kitabah
sebesar seratus dinar, lalu dia membayarnya lrurang dari sepuluh dinar,
mako dia tetap sebagai badak.,N

M Hasan. HR. Abu Daud (3927), At-Tirmidzi (1260), Ahrnad (2/lg4), Ad-
Daruquthni (4fi2r),.ayl Hatim (2r2r}), Ar Baihaqi (i0r323,:z+j, dan dinilai
hasan olehAl Albani di dalam Shahih At_Tirmidzi.-

c'\j ,* i oVf z:;rL y\tilf^1i ,,3.rf :y * |;t{ 
^:, 

Lfr

.""?'#il;',tt6r36 ,rar i, * qs 
"+
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Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang berpendapat bahwa

dia dimerdekakan dengan akad kitabaft itu sendiri: yaitu menyamakan

akad tersebut pada dirinya dengan jual beli. Jadi budak mukatab itu

membeli dirinya dari tuannya, jika tidak mampu, maka tidak ada

kewajiban lain kecuali menyertakannya dengan harta. Seperti seandainya

orang yang dia membeli darinya sampai batas waktu tertentu mengalami

pailit dan dia sendiri telah meninggal dunia.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang berpendapat bahwa

dia dimerdekakan sesuai dengan ukuran angsuran yang dia bayarkan.

Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Yahya bin Katsir dari Ikrimah bin

Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda,

'Lb) 6 ,i,u.': Jy,st a, ,s"i c t:ta';t<lt 6'i-
,,seorang budak mukatab itu harus membayar seukuran harta yang

dibayarkan sebagai diyat orang merdeka dan seukuran harta yang

digunakan sebagai diyat seorang budak.'Ato (HR' An-Nasa'i)

Yang masih diperselisihkan tentang hadits ini yaitu dari segi

Ikrimah, sebagaimana perselisihan yang terjadi pada hadits-hadits Amru

bin Syu'aib dari segi bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari Shahifah'

Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ali (maksudnya, sependapat dengan

hadits Ibnu Abbas). Diriwayatkan dari umar bin Al Khaththab bahwa

jika budak tersebut telah membayar sepanrhnya, maka dia dimerdekakan'

Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, jika telah membayar sepertiganya.

Perkataan para sahabat meskipun tidak menjadi huljah, tetapi yang jelas

bahwa jika ukuran tersebut muncul dari mereka, maka hal itu diartikan

bahwa dalam hal itu telah sampai hadits kepada mereka'

Dalam masalahan ini terdapat pendapat lcelima yaitu: jika telah

rmembayiar tiga perempatnya maka dia dimerdekakan dan sisanya tidak

dihitung. Pendapat lain mengatakan, jika telah membayar nilainya, maka

berarti dia sebagai orang yang berutang. Ini adalah pendapat Aisyah, Ibnu

umar danzaidbin Tsabit. Pendapat yang masyhur dari Umar dan ummu

Salamah yaitu seperti pendapat jumhur. Dan pendapat mereka itulah yang

_J-9 tu)

4r0 HR. Abu Daud (4581), An-Nasa'i di dalam Al Kubra (7011, 7013, 7015),

Ahmad (t/363, iOe;, aua"rrazak (gt4og'), Ad-Daruquthni -(3/199), 
Ibnu Al

Jarud (982), Al Baihaqi (101326), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam

Shahih Abu Daud.
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dijadikan landasan oleh fuqaha berbagai negeri. yaitu karena riwayat dari
mereka dalam hal ini shahih tak perlu diragukan lagi dan hal itu juga
diriwayatkan oleh Malik di dalam Muwaththa'-nya. Dan juga, hal itu
lebih menjaga harta para tuan, karena barang yang diperjualbelikan, jika
si pembeli mengalami pailit, maka barang tersebut kembali kepadanya.

Jenis kedua: Kapan budak mukatab itu tidak mampu, lalu kembali
sebagai budak?

Tentang kapan kembali sebagai budak? para ulama sepakat bahwa
dia kembali sebagai budak hanya jika dia tidak mampu membayar, baik
sebagiannya atau seluruhnya, berdasarkan perbedaan mereka yang telah
kami jelaskan.

Mereka berbeda pendapat apakah seorang budak boleh menyatakan
dirinya tidak mampu tanpa ada sebab ataukah dia tidak boleh malakukan
hal itu?

L Syaf i mengatakan, kitabah adalah akad yang menjadi keharusan
pada hak seorang budak, sedangkan pada hak seorang tuan suatu
keharusan.

2. Malik dan Abu Hanifah mengatakan, kitabah adalah akad yang
menjadi keharusan dari kedua belah pihak (maksudnya, antara
seorang budak dan tuarmya).

Kesimpulan madzhab Malik dalam hal ini yaitu: bahwa seorang
budak dan tuannya tidak lepas dari kemungkinan kedua sepakat tentan!
ketidakmampuannya atau berselisih. Kemudian jika keduanya berselisih,
kemungkinan tuan tersebut ingin menetapkan bahwa dirinya tidak
mampu dan budaknya tidak menginginkannya. Atau sebaliknya
(maksudnya, tuan tersebut ingin tetap merangsungkan akad kitabah-nya
dan budak itu sendiri ingin menetapkan bahwa dirinya tidak mampu).

Jika keduanya sepakat tentang ketidakmampuan budaknya, maka
hal itu tidak lepas dari dua hal: Kemungkinan anak masuk dalam akad
kitabah atau tidak. Jika anak masuk dalam akad kitabah, maka
menunrtnya tidak lepas dari kemungkinan tidak dibolehkannya
menyatakan tidak mampu. Jika anak tidak masuk dalam akad kitabah,
maka dalam hal ini ada dua riwayat: pertama, hal itu tidak dibolehkan
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jika dia memiliki harta. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.
Dan riwayat lain mengatakan, hal itu dibolehkan.

Jika seorang budak meminta bahwa dirinya ingin menyatakan tidak
mampu, sedangkan tuannya menolaknya: maka tidak ada hak bagi budak

tersebut untuk melakukan hal itu, jika dia memiliki harta atau memiliki
kekuatan untuk berusaha.

Jika sang tuan ingin menyatakan bahwa budaknya tidak mampu
sedangkan budak itu sendiri menolaknya: maka menurutnya dia tidak
bisa menyatakan tidak mampu kecuali dengan keputusan hakim. Yaitu
setelah sang tuan menetapkan di hadapan hakim, bahwa budaknya tidak
memiliki harta dan tidak memiliki kemampuan untuk membayamya.

Kita kembali kepada dalil mereka pada dasar perselisihan masalah

ini:

Dalil pendapatnya Syaf i yaitu hadits yang menerangkan bahwa
Barirah datang menemui Aisyah seraya berkata kepadanya,
"Sesungguhnya saya ingin engkau membeliku dan kemudian
memerdekakanku."

Maka Aisyah berkata kepadanya, "Jika keluargamu menginginkan
hal itu." Ialu Barirah mendatangi keluarganya dan mereka menjualnya
dan dia sendiri sebagai budak mukatab.'4" (HR.Al Bul{rari)

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama Malikiyah ialah: mereka
menyamakan akad kitabah dengan akad-akad yang menjadi keharusan

dan karena hukum seorang budak dalam pengertian ini harus seperti
hukum tuannya, yaitu bahwa akad-akad yang biasanya menjadi
keharusan atau adanya hak k*riyar itu sama pada kedua pihak tersebut.

Jika menjadi keharusan dari satu pihak dan tidak menjadi keharusan dari
pihak kedua, maka hal itu keluar dari kaidah pokok. Mereka
menunjukkan illat (cacat) pada hadits Barirah, bahwa yang dijual oleh
keluarganya adalah kitabah-nya bukan perbudakannya.

Ulama Hanafiyah mengatakan, jika yang menang dalam akad

kitabah adalah hak seorang budak, maka akad tersebut mestinya menjadi
keharusan pada hak orang lain yang dikalahkan yaitu tuannya. Hukum
asalnya adalah pernikahan, karena itu tidak menjadi keharusan pada hak

4rr Mutafaq 'Alaih. Takhrij hadits ini telah dijelaskan.
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suami karena kedudukan thalak yang berada di tangannya. Dan itu
menjadi keharusan pada hak istri. Para ulama Malikiyah menentang
pendapat ini dengan mengatakan, bahwa itu adalah akad yang menjadi
keharusan pada sesuatu yang ada imbalannya, karena dia tidak boleh
meminta kembali mahar tersebut.

Jenis ketiga: Hukum budak mukatab iil*a meninggal sebelum
melunasi kitaboh (angsuran)nya

Hukum budak mukatab, jika dia meninggal dunia sebelum
membayar kitabah,-nya. Para ulama sepakat bahwa jika ia meninggal
dunia tanpa meninggalkan anak, sebelum membayar sedikit pun dari
kitabah-nya. maka dia tetap sebagai budak. Mereka berbeda pendapat,
jika dia meninggal dunia dengan meninggalkan anak:

l. Malik mengatakan, hukum anaknya seperti hukum budak itu
sendiri. Jika dia meninggalkan harta untuk memenuhi kitabah-nya,
maka mereka harus membayarkannya dan mereka dimerdekakan.
Jika tidak meninggalkan harta dan mereka memiliki kekuatan untuk
berusaha, maka mereka tetap harus membayar angsuran bapak
mereka hingga mereka sendiri tidak murmpu atau mereka
dimerdekakan. Jika mereka tidak memiliki harta dan kernampuan
untuk berusaha, maka mereka tetap sebagai budak. Jika ada harta
yang lebih dai kitabah, maka mereka mewarisinya berdasarkan
hukum waris orang-orang yang merdeka. Dan yang boleh
mewarisinya hanya anak-anak yang bersamanya ketika melalcukan
akad kitabaft, bukan ahli waris lainnya, jika dia merniliki ahli waris
selain anah yang bersamanya ketika melalrukan akad kitafuh.

2- Abu Hanifah mengatakan, bahwa dia dapat mewarisinya setelah
membayar kitabah-nya dari harta yang dia tinggalkan untuk semua
anak-anaknlxa yang ikut melakukan akad kitabah, atau anak yang
dilahirkan ketika terjadi akad kitabai, anak-anaknya yang merdeka
dan seluruh ahli warisnya.

3. Syaf i mengatakan, anak-anaknya yang merdeka tidak
mewarisinya, dan juga anak-anak yang ikut melakukan akad
kilabah atau anak-anak yang dilahirkan ketika terjadi akad kitabah.
Dan hartanya menjadi milik tuannya. Bagr anak-anaknya yang ikut
melakukan akad kitabah agar mereka berusaha membayar kitabah
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sebesar bagian mereka dai kitabaft tersebut. Dan bagian bapak

gugur dari mereka'

Tentang gugurnya bagian bapak dari mereka dikemukakan oleh

Abu Hanifah dan seluruh ulama Kufah. Para ulama yang menyatakan

gugurnya bagian tersebut, sebagian mereka mengatakan'

mempertimbangkan nilai, ini adalah pendapat Syafi'i. Pendapat lain

mengatakan, dengan harga. Dan pendapat lain mengatakan' bagiannya

,..rui dengan jumlah kepala. Hanya saja ulama yang menyatakan

gugurnya bagian bapak dari anak-anak yang mereka ikut melakukan akad

iftiUon,bukan anak-anak yang dilahirkan ketika terjadinya akad kitabah,

karena anak yang dilahirkan ketika terjadinya akad kitabai, mengikuti

bapak mereka.

DalilyangdijadikanlandasanolehMalik,bahwaorangyang
diberikan kitabah dengan satu akad, sebagian mereka menanggung

sebagian yang lain. Karena itu orang yang merdeka di antara mereka atau

meninggal dunia, maka bagiannya tidak gugur dari orang lain. Dalil yang

dijadikan landasan oleh kelompok kedua ialah: bahwa akad kitabah iU

tidak dijamin. Malik meriwayatkan dari Abdul Malik bin Marwan di

dalam muwaththa'-nya seperti pendapat ulama Kufah'

sebab perbedaan pendapat: Keadaan yang dialami oleh mukatab

ketika meninggal? Menurut Malik, dia meninggal dalam keadaan sebagai

mukatab. Menurut Abu Hanifah, dia meninggal sebagai orang yang

merdeka. Sedangkan menurut Syaf i, dia meninggal dalam keadaan

budak. Berdasarkan inilah mereka membangUn hukum tentang status

mukatab.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama syaf iyah ialah, bahwa

antara perbudakan dan kemerdekaan tidak ada pertengahannya' Jika

seorang.rnukntabmeninggal dunia, maka dia bukan orang yang merdeka,

karena kemerdekaannya terjadi dengan membayar kitabah-nya,

sedangkan dia sendiri belum membayarnya. Jadi dia tetap meninggal

dalamkeadaan budak, karena tidak sah memerdekakan orang yang telah

meninggal dunia.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama Hanafiyah ialah: bahwa

pemerdekaan telah terjadi karena kematiannya dengan adanya harta yang

dia gunakan untuk membayar kitabah-nya, karena dia tidak mungkin
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memperbudak dirinya sendiri dan kemerdekaan harus dia peroleh dengan
adanya harta, tidak dengan membayarkannya kepada tuannya.

Sedangkan Malik, dia menganggap kematiannya berada dalam
keadaan pertengahan antara perbudakan dan kemerdekaan, yaitu kitabah.
Dari segi anak-anaknya tidak mendapatkan waris dari dirinya, maka
hukumnya sebagai budak dan dari segi tuannya tidak mendapatkan waris
hartanya, maka hukumnya sama dengan hukum orang yang merdeka.
Dan masalah ini berkisar seputar masalah ijtihad.

Di antara masalah yang berhubungan dengan jenis ini, yaitu
perselisihan mereka tentang ummul walad mukatab (ibu dari anak budak
mukatab), jika budak mukatab tersebut meninggal dunia dan
meninggalkan anak-anak yang tidak mampu berusaha dan sang ibu ingin
mengusahakan mereka:

1. Malik mengatakan, dia berhak melakukan hal itu.

2. Syaf i dan ulama Kufah mengatakan, dia tidak berhak melakukan
hal itu.

Dalil mereka, bahwa seorang ummul walad yang memiliki anak
budak mukatab yang telah meninggal dunia, maka dia merupakan salah
satu harta tuannya. Sedangkan Malik melihat bahwa kitabah itu adalah
milik tuannya, beralih kepada dirinya dan kepada anak-anaknya.

Pendapat Malik tidak berbeda-beda, bahwa seorang budak mukatab
jika meninggalkan anak-anak yang masih kecil yang tidak mampu
berusaha dan juga meninggalkan ummul walad yang tidak mampu
berusaha, maka ummul walad tersebut boleh dijual dan digunakan untuk
membayar sisa kitabah-nya. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Al
Hasan, tidak dibolehkan seorang budak mukatab menjual ummu walad-
nya. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syaf i dibolehkan.

Para pengikut Malik berbeda pendapat tentang ummul walad yang
memiliki anak budak mukatab, jika budak mukatab tersebut mati dan
meninggalkan anak-anak yang mampu memenuhi kitabah-nya, apakah
ummul walad-nya dimerdekakan atau tidak?:

L Ibnu Al Qasim mengatakan, jika dia memiliki anak, maka dia
dimerdekakan. Jika tidak, maka tetap sebagai budak.

2. Asyhab mengatakan, dia dimerdekakan bagaimanapun juga. '
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Menurut dasar yang digunakan oleh syaf i bahwa semua yang

ditinggalkan oleh budak mukatab adalah termasuk harta tuannya, tidak

bisa dimanfaatkan oleh anak-anaknya untuk membayar tanggungannya

berupa kitabah-nya, baik mereka bersamanya ketika terjadi akad kilabah

atau mereka dilahirkan saat terjadi akad kitabah,hanya saja mereka harus

berusaha.

Sedangkan menurut dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah, maka

dia pasti menjadi orang yang merdeka. Madzhab Ibnu Al Qasim seolah-

olah merupak an i s tihs an.

Jenis keempat: Pembahasan tentang orang yang masuk bersamanya

dalam tkad kitaboh dtn Yang tidak

Dari bab ini mereka sepakat bahwa anak budak mukatab tidak

masuk pada kitabaft budak mukatab, kecuali dengan syarat, karena dia

adalah budak lain yang menjadi milik tuannya. Begitujuga mereka

sepakat tentang masuknya anaknya yang dilahirkan saat menjalani akad

kitabah. Mereka berbeda pendapat tentang ummul walad berdasarkan

penjelasan yang telah berlalu.

Begitujuga mereka berbeda pendapat tentang masuknya harta

miliknya dengan keumuman akad kitabah.

l. Malik mengatakan bahwa hartanya masuk pada akad kitabah.

2. Syaf i dan Abu Hanifah berpendapat tidak masuk'

3. Sedangftan Al Auza'i berpendapat bisa masuk dengan syarat

(malcsudnya, jika bu&k mulcatab itu mensyaratkannya)'

Masalatr ini didasari atas: apakah seorang budalc merniliki atau

tidalq dan apakah hartanya mengikutinya dalam pernerrde}aan atau tidak?

Hal itu telah diielaslan.

Jcnls kellme: Pembehesetr tentrng s6urtu yeng dlbetesl hgi budek

r',a*dab den yang tidek dlbetrst den hukurhukum pcrbudakan

yang mrslh tcrsise

Kami katakan: dari bab ini para ulama telah sepakat bahwa seonmg

budak mul<atab tidak dibolehkan memberikan hartanya sedikit pun, tidak

boleh memerdekakan dan tidak boleh menyedekahkannya tanpa seizin
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tuannya, karena dalam urusan-urusan ini dan yang semisalnya dia
dibatasi (maksudnya, bahwa dia tidak boleh mengeluarkan sesuatu pun
dari tangannya tanpa ada pengganti). Dari bab ini mereka berbeda
pendapat dalam masalah cabang, di antaranya:

tE Jika tuannya tidak mengetahui pemberiannya atau
pemerdekaannya kecuali setelah membayar angsuran kitabah:

1. Malik dan sekelompok ulama mengatakan, bahwa hal itu tetap
berlangsung.

2. Sedangkan sebagian ulama lain melaranglya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarangnya ialah
bahwa hal itu terjadi saat tidak dibolehkan untuk terjadi, maka itu tidak
sah. Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang
membolehkannya ialah: bahwa sebab yang menghalangi hal itu telah
hilang yaitu khawatir jika budak tersebut tidak mampu.

Sebeb perbedaan pendapat: Apakah izin sang tuan termasuk
syarat keharusan akad atau termasuk syarat sahnya? lJlama yang
berpendapat bahwa itu termasuk syarat sah, mereka tidak membolehkan
hal itu meskipun dia telah dimerdekakan. Sedangkan ulama yang
berpendapat bahwa itu termasuk syarat keharusan, mereka mengatakan
bahwa hal itu diboletrkan jika dia telah dimerdekakan, karena telah terjadi
akad yang sah, ketika hilang izin orang yang memiliki budak, maka
akadnya sah, seperti jika dia mengizinkan.

Semua ini menurut ulama yang membolehkan pemerdekaannya jika
tuannya mengizinkan. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat setelah
mereka sepakat, bahwa pemerdekaannya tidak dibolehkan jika tuannya
tidak mengizinkan. Sekelompok ulama me,ngatakan, hal itu dibolehkan.
Sekelompok ulama lain mengatakan, tidak dibolehkan. Pendapat ini
dikemukakan oleh Abu Hanifah. Dan pendapat yang menyatakan boleh
dikemukakan oleh Malik. Kedua pendapat tersebut semuanya juga
diriwayatkan dari Syaf i.

Ulama yang membolehkan hal itu be$€da pendapat tentang wala'
orang yang memerdekakan menjadi milik siapa?

l. Malik berpendapat jika budak mukatab tersebut meninggal dunia
sebelum memerdekakan, maka wala' budaknya menjadi milik
tuannya. Dan jika meninggal dunia padahal budak mukatab tersebut
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telah memerdekakan, maka wala' budaknya menjadi miliknya.

Sekelompok ulama dari mereka mengatakan, bahkan wala'-nya

menjadi milik tuannya bagaimanapun juga.

Dalil ulama yang tidak membolehkan pemerdekaan budak yang

dilakukan oleh budak mukatab, bahwa wala' itu menjadi milik orang

yang memerdekakannya berdasarkan sabda Nabi SAW,

"sesungguhnya wala' itu milik orang yang memerdekakannya'"4tz

Dan tidak ada wala' bagi budak mukatab ketika dia masih dalam

akad kitabaft, maka pemerdekaannya juga tidak sah.

Dalil ulama yang berpendapat bahwa wala' itu menjadi milik
tuannya: bahwa budak yang dimiliki oleh budaknya kedudukannya sama

dengan budaknya. Sedangkan ulama yang membedakan antara hal itu
adalah suatu rs/ifrsan.

Dari bab ini terdapat perbedaan mereka tentang apakah budak

mukatab dibolehkan menikah atau bepergian tanpa izin tuannya:

l. Jumhur ulama mengatakan, dia tidak dibolehkan menikah kecuali

dengan izin tuannya.

2. Sedangkan sebagian ulama lain membolehkan dirinya untuk

menikah.

Tentang bepergian: jumhur ulama membolehkannya dan sebagian

yang lain melarangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik.

Sedangkan Sahnun yang termasuk pengikut Malik mernbolehkannya.

Dan dia tidak membolehkan bagi seorang tuan mensyaratkannya kepada

budak mukntab-nya. Sedangkan Ibnu Al Qasim mernbolehkannya pada

bepergian yang dekat.

Alasan larangan menikah ialah dikhawatirkan hal itu menjadi jalan

kepada ketidakmampuannya.

Dan alasan dibolehkannya bepergian ialah dengan adanya

bepergian berarti dia kuat untuk berusaha menunaikan angsuran kitabah-

nya.

atz Muttafaq 'Alaih. Hadits tersebut adalah potongan dari hadits Barirah yang telah

berlalu.

.:6t11? lvrli *1
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Secara garis besar, dalam masalah ini ada tiga pendapat yang
dikemukakan oleh para ulama yaitu:

l. Bahwa budak mukatab dibolehkan untuk kpergian dengan baik
izin tuannya atau tidak, dan tidak boleh mensyaratkan kepadanya
agar tidak bepergian. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah
dan Syaf i.

2. Bahwa dia tidak dibolehkan untuk bepergian kecuali dengan izin
tuannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik.

3. Bahwa dengan keumuman akad kitabah dia berhak untuk
bepergian, kecuali jika tuannya memberikan syarat kepadanya agar
tidak bepergian. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Ats-
Tsauri dan ulama lainnya.

Dari bab ini terdapat perbedaan mereka tentang: Apakah seorang
budak mukatab dibolehkan untuk memberikan kitabah kepada budaknya?

1. Malik membolehkan hal itu selama tidak menginginkan
kecondongan (nepotisme). Pendapat ini dikemukakan oleh Abu
Hanifah dan Ats-Tsauri.

2. Menunrt Syaf i ada dua pendapat; pertama, menetapkan adanya
ak ad, kitabah. Kedua, mernbatalkannya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh sekelompok ulama tersebut
ialah bahwa akad tersebut adalah akad timbal balik yang tujuannya
adalah mencari keuntungan, maka sama dengan seluruh akad yang
dibolehkan seperti jual beli. Dalil yang ddadikan landasan oleh ulama
Syaf iyah ialah: bahwa wala' itu menjadi milik omng yang
mernerdekakannya dan tidak ada wala'bagi budah mukatab, karena dia
budak orang yang merdeka.

Mereka sepakat bahwa seorang tuan tidak dibolehkan mencabut
sedikit pun dari hartanya dan tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun
dari harta tersebut.

Mereka be6eda pendapat tentang seorang tuan yang menggauli
seorang budak wanita mukatab:

l. Jumhur berpendapat untuk melarang hal itu.
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2. Ahmad, Daud dan Sa'id bin Al Musayyib yang termasuk dari

kalangan tabi'in berpendapat hal itu dibolehkan jika dia

mensyaratkan hal itu kepada budak wanita tersebut.

Dalil yang dijadikan pijakan jumhur ialah bahwa itu adalah

persetubuhan yang terjadi perpisahan sampai batas waktu yang akan

datang, jadi sama dengan nikah sampai batas waktu tertentu. sedangkan

dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok kedua yaitu menyamakan

budak tersebut dengan budak wanita yangmudabDar (dijanjikan merdeka

sepeninggal tuannya). Mereka sepakat bahwa jika budak wanita itu tidak

mampu, maka dibolehkan untuk menggaulinya.

Para ulama yang melarang hal itu berbeda pendapat jika

menggaulinya, apakah dia harus dihukum hadd atautidak?:

1. Jumhur ulama berpendapat tidak ada hukuman hadd atas dirinya,

karena itu adalah persetubuhan yang terjadi karena syubhat

(kerancuan).

2. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dia hanrs dihuikum hadd.

Mereka berbeda pendapat tentang diwajibkannya memberikan

mahar kepadanya. Para ulama sepengetahuan saya berpendapat bahwa

dalam hukum-hukum sSrar'i berdasarkan hukum seorang budak, seperti

thalak, kesaksian, hukuman hadd daa lainnya yang menjadi kekhususan

budak.

Dari bab ini terdapat perteaaan pendapat tentang menjualnya:

l. Jumhur berpendapat bahwa budak mukatab tidak boleh dijual

kecuali dengan s)rarat tetap berada dalam akad kitabaft-nya pada

orang yang membelinya.

2. Sebagian ulama berpendapat bahwa menjual budah tersebut

dibolet*an, selagi dia belum membayar sedikit pun dari kitabah-

nya, karena Barirall dijual serrentara dia belum membayar sedikit

pun dari kitabah-nya.

3. Sebagian yang lain berpendapat jika budak mulutab tersebut rela

untuk dijual maka dibolehkan. Ini adalah pendapat Syaf i, karena

akad kitabaft menurutnya bukanlah suatu akad yang menjadi

keharusan pada hak seorang budak, dia berhujjah dengan hadits

Barirah ketika dijual, padahal dia dalam keadaan mukatab.
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Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang tidak membolehkan
menjual budak mukatab, yaitu dalam hal ini berarti merusak janji,
padahal Allah Ta'ala memerintahkan agar janji tersebut ditepati.
Permasalahan ini di dasari atas: apakah kitabah adalah akad yang
menjadi keharusan atau tidak?

Begitujuga mereka berbeda pendapat tentang menjual kitabah:

l. Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu tidak
dibolehkan.

2. Sedangkan Malik membolehkannya dan berpendapat bahwa hak
syufah dalam hal itu menjadi milik budak mukatab.

Ulama yang membolehkannya, karena menyamakan jual beli
kitabah tersebut dengan jual beli utang. Sedangkan ulama yang tidak
membolehkan hal itu, karena melihat itu termasuk bab penipuan.

Begitujuga Malik manyamakan syufah pada kitabah dengan
syufah pada utang. Dalam hal ini ada hadits dari Nabi SAW
(maksudnya, tentang syufah pada utang). Dan pendapat Malik tentang
menjual kitabah, yaitu jika dengan emas dan tunai, maka hal itu
dibolehkan. Tidak dengan cara ditunda, karena itu termasuk jual beli
utang dengan utang. Jika kitabai itu dibayar dengan barang dagangan
yang dibelinya dengan emas atau perak s@ara tunai atau dengan barang
dagangan yang berbeda; jika dimerdekakan, maka wala'-nyauntuk budak
mukatab,bukan untuk si pernbeli.

Dari bab ini juga terdapat perbedaan pendapat tentang apalcah
seorang tuan boleh memaksa budalorya untuk melakukan akad kitabah
atau tidak?

Syerat-syer* hitobah

Tentang s),arat-s)rarat kitabah; di antaranya ada yang b€rsifat syar'i
yaitu syarat-syarat sahnya akad. Dan itu telah dijelaskan ketika
menerangkan tentang rukun-rukun kitabah. Dan juga ada syarat-syarat
berdasarkan keridhaan. Syarat-syarat ini di antaranya ada )Nang
membatalkan akad, di antaranya ada yang jika berpegang dengan syarat
tersebut maka akan membatalkan akad dan jika ditinggalkan maka
akadnya akan sah, di antaranya ada syarat-syarat kebolehan bukan syarat
keharusan, dan di antaranya juga syarat-syarat keharusan. Semua ini
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diterangkan di kitab-kitab cabang, sedangkan kitab kita ini bukanlah

kitab tentang masalah cabang, tetapi hanyalah kitab tantang masalah

pokok.

Syarat-syarat yang membatalkan akad secara garis besar ialah

syarat-syarat yang berlawanan dengan syarat-syarat sah yang

disyari'atkan pada akad. Syarat-syarat kebolehan ialah syarat yang tidak

membawa kepada pelanggaran terhadap syarat-syarat sahnya akad dan

juga tidak mengharuskannya. Dalam hal ini para fuqaha tidak ada yang

berbeda pendapat, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang syarat-

syarat karena perselisihan mereka tentang manakah yang termasuk syardt

sah dan yang bukan.

Ini berbeda-beda berdasarkan dekat dan jauhnya pelanggaran

terhadap syarat-syarat sah. Karena itu Malik menganggapnya termasuk

syarat-syarat jenis ketiga yaitu syarat-syarat yang jika orang yang

mensyaratkannya berpegang dengannya, maka akadnyra tidak sah, dan

jika tidak berpegang dengannya, maka dibolehkan. Ini sernestinya kamu

pahami pada seluruh akad-akad syar'i.

Di antara masalah mereka yang masyhur dalam bab ini ialah jika

dalam kitabah mensyaratkan suatu s)rarat seperti pela5ranan, bepergian

atau semisalnya dan dia kuat untuk membayar angsuann)'a sebelum tiba

waktu pembayaran kitabah,apakah dia dimerdekakan atau tidak?

l. Malik dan sekelompok ulama mengatakan bahwa syarat tersebut

batal dan dia dimerdekakan jika telah membayar semua harta.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa dia tidak dimerdekakan

hingga membayar semua harta dan mendatangkan slarat tersebut.

Pendapat ini diriwayatkan dari umar bin Al Khaththab RA,
..Bahwa dia mernerdekakan budak imarah (para penguasa) dan

mensyaratkan kepada mereka agar melayani khalifah setelah tiga

tahrm."

Mereka tidak berbGda pendapat bahwa seorang budak jika

dimerdekakan oleh tuannya denpn syarat melayaninya selama beberapa

tahun, maka pernerdekaannya tidak akan terpenuhi kecuali dengan

melayaninya selama beberapa tahun tersebut. Karena itu qiyas dijadikan

hujjah oleh ulama yang mengatakan bahwa syarat tersebut merupakan

suatu keharusan. Beberapa masalah masyhur yang terjadi ini terdapat

pada pokok bahasan kitab ini.
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Di sini ada beberapa masalah yang disebutkan di dalam kitab ini
dan berasal dari kitab-kitab yang lain, karena jika disebutkan di daram
kitab ini, maka hal itu sebagai masalah cabang yang mengikuti masalah
pokok. Dan jika disebutkan di kitab lainnya, maka itu sebagai masalah
pokok. Karena itu yang terbaik ialah disebutkan di dalam kitab ini. Di
antaranya:

EQ Perselisihan para ulama, jika seorang tuan menikahkan anak
perempuannya dengan budak mukatob-nya, kemudian tuan tersebut
meninggal dunia dan yang mendapatkan waris hartanya adalah anak
perempuannya:

l. Malik dan Syaf i mengatakan, nikahnyra dibatalkan karena
perempuan tersebut memiliki bagian dari budak tersebut, dan
kepemilikan budak yang dimiliki oleh wanita tersebut diharamkan
bagrnya berdasarkan rjma'.

2. Abu Hanifah berpendapat pernikahan tersebut tetap sah, karena
yang diwarisinya hanyalah harta yang berada pada tanggungan
budak mukatab,bukan perbudakan mukatab tersebut. permasalahan

ini lebih tepat untuk dibawakan pada kitab nikah.

Dari bab ini terdapat perbedaan pendapat ulama, jika seorang
mukatab meninggal dunia dan dia masih memiliki utang dan sebagian
kitabah, apakah tuannya boleh mengambil bagran para pemberi piutang
atau tidak?

l. Jumhur berpendapat tidak boleh mengambil bgan para pemberi
piutang.

2. Syraikh, Ibnu Abi Laila dan sekelompok ulama berpendapat
bahwa tuannya boleh mengambil bagan bersama para pemberi
piutang.

Begitujuga mereka berbeda pendapat jika budak mukatab
mengalami pailit dan dia memiliki utang yang menghabiskan harta yang
ada di tangannya, apakah hal itu mengakibatkan kepda perbudakann),a?

1. Malik, Syaf i dan Abu Hanifah berpendapat tidak ada jalan bagi
mereka untuk menjadikannya sebagai budak.

2. Ats-Tsauri dan Ahmad berpendapat bahwa para pemilik piutang itu
boleh mengambilnya kecuali jika tuannya mau membayarkannya.

BidayatulMujtahid 777



Mereka sepakat bahwa jika tidak mampu membayar diyat tindak

kejahatan, mafa dia diserahkan, kecuali jika tuannya mau membayar

diyat tersebut. Pembicaraan tentang apakah tuannya mengambil bagian

para pemberi piutang tersebut "t"t 
tidak' ini adalah termasuk

p"rrrubut urun titau ir-folx (kepailitan)' Sedangkan pembicaraan

tentangtindakkejahatamryatermasukbabJinayar(tindakkejahatan
pidana).

Di antara masalah aqdhiyah(pengadilan) )'ang merupakan masalah

cabang pada bab ini dan masalah pokok pada bab aqdhiyah ialah:

perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum ketika ketika

terjadi perselisihan antara seorang tuan dengan budak mukatab-nya

men genai hatla ki t ab ahz

l.MalikdanAbuHanifahberpendapatbahwaperkataanyang
menjadi pcgangan adalah perkataan budak mukatab'

2.Syafi,AhmaddanAbuYusufberpendapatkeduanyasaling
bersumpah dan saling mernbatalkan' diqiyaskan dengan dua orang

yangberjual beli.

Berbagaimasalahcabangdaribabinicukupbanyak,tetapiyang
ada dalam ingatan ialah yang ta*, mrni sebutkan. siapakah yang terjadi

pada dirinya beberapa masalatr yang perselisihannya cukup masyhur di

antarafuqahabe6againegeri,makaitudekatderrgandalilnaqli,dan
hanrs ditetapkan dalam hal ini. Kanena maksud di sini ialah menetapkan

beberapa masalah.a,yt,* yarrg masih diperselisihkan di antara fuqaha

berbagainegeridenganmasalahyarrgdikatakandalamsyara,.Yaitu
tujuan kita dalam tif,U ini telah kami katakan tidah hanya sekali yaitu'

hanya ingin moretapkan berbagai masalah yang dikatakan dalam syariat,

Vu"g ait"p"t"ti dan yang masih diperselisitrkan'

Dan akan kami sebutkan beberapa masalah yang hukumnya tidak

dijelaskanolehsyara,perselisihanrryasarrgatmasyhurdiantarafuqaha
berbagai negeri. Kr*"; mengetahui dua jenis ini termasuk masalah yang

oleh lara mujtatrid dikategorikan masalah pokok pada masalah yang

hrrtumnyatidalcdijelaskanolehsllafa',dantentangkejadian-kejadian
yangperselisihanrryatidakmasyhurdiantarafirqa}raberbagainegeri,
baiksuafumaa*'a-tmenukildarisalahseofimgdiantaramerekaatau
tidak.
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Dan kemungkinan ulama yang mendalami berbagai masalah ini dan
memahami sebab pokok yang mengakibatkan perselisihan di antara
fuqaha, akan mengatakan sesuatu yang harus ada pada masing-masing
kejadian tersebut (maksudnya, agar jawaban pada masalah tersebut
berdasarkan pendapat masing-masing di antara fuqaha berbagai negeri,
artinya: dalam satu masalah itu sendiri). Dan mengetahui ketika seorang
faqih menyelisihi dasarnya dan ketika tidak menyelisihi dasarnya, yaitu
jika dinukil suatu fatwa dari sirinya. Tetapi jika tidak dinukil suatu fatwa
dari dirinya atau pengamat tersebut belum merrcapai dasar tersebut, maka
kemungkinan jawabannya berdasarkan dasar seorang faqih yang berfatwa
berdasarkan madzhabnya dan berdasarkan kebenaran yang dicapai
melalui ijtihadnya.

Setelah kita selesai dari kitab ini insya Allah kita ingin membuat
suatu kitab tentang madzhab Malik yang meliputi dasar madzhabnya dan
berbagai masalah masyhur yang berjalan sesuai dengan dasar pokok
dalam madzhabnya untuk membuat masalah cabang.

Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Al easim di dalam kitab l/
Mudawwanah. Yrarena dia menjawab tentang masalah yang dia sendiri
tidak mendapatkan perkataan Malik dengan mengqiyaskan masalah yang
dia hadapi pada jenis tersebut di antara masalah Malik yang berjalan
sesuai dengan dasm pokok, karena manusia diciptakan untuk mengikuti
dan taklid pada hukum dan fatwa, meskiprm dengan kuatnya kitab ini
seorang bisa mencapai derajat irtihad sebagafunana kami katakan jika dia
maju, lalu mengetahui bahasa Arab, mengetahui ushul fiqih yang cukup
bagi dirinya. Karena itu kami merihat nama yang paling spesial untuk
kitab ini, yaitu kami beri nama kttab Biloydt l Mujthid wa Nihayatul
Muqtashid.
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,*{CtIl .1,l'21

KITAB TENTAIYG JANJI MEMERDEKAKAN BUDAK
DENGAN SEPENINGGAL TUAIINY A (AT.TADBIR)

Pembahasan ini yaitu terfokus pada rukun-rukun dan hukum-

hukumnya.

Tentang rukun-rukunya ada empat yaitu: pengertian (tadbir)'

lafazhnya,pelaku tadbir dan budak yang diberikan janji (tadbir).

Tentang hukum-hukumnya ada dua yaitu hukum akad dan hukum

orang yang melakukan tadbir.

Rukun-rukunTadbir

Pertama,menurut kami, para ulama sepakat tentang dibolehkannya

tadbir, yaitu seorang tuan berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka

setelah saya meninggal." Atau secara mutlak dengan mengatakan, "Kamu

adalah budak yang di-tadbir." Kedua lafazh ini menurut mereka adalah

lafaztr yang menunjukkan tindakan tadbir berdasarkan kesepakatan.

Para ulama dalam urusan tadbir dan wasiat terbagi menjadi dua

kelompok:

1. Di antara mereka ada yang tidak membedakan antara keduanya.

2. Di antara mereka ada yang membedakan antara tadbir dan wasiat,

dengan menganggap bahwa tadbir adalah suatu keharusan,

sedangkan wasiat bukan suatu keharusan'

Para ulama yang membedakan antara keduanya berbeda pendapat

tentang kemutlakan lafaztr pemerdekaan setelah meninggal dunia, apakah

mencakup makna wasiat? Atau hukum tadbirr! (maksudnya, jika

seseorang mengatakan, "Kamu merdeka setelah saya meninggal.":

1. Malik berpendapat jika dalam keadaan sehat dia mengatakan,

..Kamu merdeka setelah saya meninggal." Maka yang jelas itu

adalahwasiat'Perkataanyangmenjadipeganganadalah
perkataannya dalam wasiat dan dia dibolehkan merujuk kembali

kata-katatersebu!kecualijikadiamenghendakitadbir,

780 BidayatulMuitahid



2. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, yang jelas perkataan ini
adalah tadbir dan dia tidak berhak merujuk kernbali.

Pendapat Malik juga dikemukakan oleh Ibnu Al Qasim. Sedangkan
pendapat Abu Hanifah juga dikemukakan Asyhab, dia mengatakan,
kecuali jika ada qarinah (indikasi) yang menunjukkan hal itu sebagai

wasiat, seperti ketika berada dalam perjalanan atau sedang sakit dan
berbagai keadaan semisal itu yang menjadi kebiasaan bagi orang-orang
untuk menulis wasiat-wasiat mereka ketika itu.

Berdasarkan pendapat yang tidak membedakan antara wasiat dan
tadbir 

-yaitu 
Syaf i dan ulama yang sependapat dengannya-, maka

lafazh ini termasuk lafazhlafazh sharih (elas menerangkan) tentang
tadbir.

Sedangkan berdasarkan pendapat ulama yang membedakannya,
yaitu kanungkinan lafazh tersebut termasuk kinayah (sindiran) tadbir
dan kernungkinan bukan kinayah dan juga bukan lafazh yang jelas
menerangkan tentang tadbir. Yaitu bahwalafazh yang diartikan sebagai
wasiat menurutrya bukan termasuk kinayah dan bukan termasuk lafazh
yang shaih. Sedangkan ulama yang mengartikannya sebagai tadbir dan
berniat untuk melakukan wasiat, maka menurutnya itu termasukkinayah.

Budak yang mendapatkan tabdbir: mereka sepakat bahwa orang
yang bisa menerima akad ini yaitu setiap budak yang sah perbudakannya
tidak ada kewajiban bagi tuannya untuk memerdekakannya. Baik tuan
tersebut merniliki semuanya atau sebagiannya. Mereka berbeda pendapat
tentang hukum tuan yang memiliki sebagian budak, lalu berjanji untuk
mernerdekakannya.

L Malik berpendapat bahwa hal itu dibolehkan. Sedangkan tuan yang
tidalr menjanjikann)ra mendapatkan dua pilihan: pertama, agat
kedua orang tersebut saling mengambil alih budak tersebut. Jika
yang mernbeli adalah orang yang menjanjikan kemerdekaannya,
berarti dia mernberikan tadbir secara keselunrhan, jika dia fidak
memberinya secara keseluruhan, maka pemberian tadbir tersebut
berkurang. Kedua, ditentang oleh orang yang menjadi sekutunya.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa sekutu yang tidak memberikan
tadbir memiliki tiga pilihan: boleh mernpertahankan bagian yang
menjadi miliknya; boleh memberikan kernudahan kepada budak
tersebut pada harga yang manjadi bagiannya; Dan boleh membayar

BidayatulMujtahid 781



harganya kepada sekutunya' kalau dia mampu' Kalau tidak mampu'

maka dia bolehmemberikan kemudahan kepada budak tersebut'

3. Syafi'i berpendapat dibolehkan memberikan tadbir dan tidak ada

keharusan sedikit pun dari semua ini' Dan budak tersebut tetap

mendapatk"" ;;uh atau sepertiga berdasarkan kewajiban orang

tersebut. Jika ;;; yang mlmberikan tadbir meninggal' maka

dimerdekak*n-uuiiui teisebut darinya dan tidak dibayar harga

bagian yang *ut]ih tersisa kepada tuannya itu' berdasarkan

ketentuan yang berlaku dalam urusan pemerdekaal-ludak' karena

harta tersebut lehh menjadi milik orang lain yaitu ahli waris.

Masalah ini termasuk bagian dari hukum-hukum, bukan termasuk

bagian dari rukun-rukun (maksudnya' hukum-hukum budak yang

diberikan tadbir),maka hendaknya ada ketetapan dalam masalah hukum'

Tentang pelaku tadbir: para ulama sepakat bahwa di antara

syaratnya yaitu agar orang tersebut memiliki dengan kepemilikan yang

sempurna dan tidak oitrala:ngi, baik dalam keadaan sehat atau sakit. Dan

di antara syarat yang lain yaitu agar orang tersebut bukan omng yang

sedang dililit ,r;;, kaien" mryta sepakat bahwa utang bisa

membatalkan pembelian tadbir. Mereka berselisih tentang pemberian

tadbiryang dilakukan oleh orang yang bodoh' Maka inilah rukun-rukun

bab ini'

Hukum-hukam Tadbir

Tentang hukum-hukumnya: pokok pembahasan mengenai hal ini

kembali kePada lima asPek:

pertama: nari manakeh oreng yeng mendapatkan tadbir itrt

dikeluerkan?

Tentang masalatr dari manakah orang yang mendapalkan tadbir rtu

dikeluarkanSitaoransyangmemberikantadbiritumeninggal:para
ulama berMa PendaPat dalam hal ini?

l. Jumhur berpendapat bahwa dia dikeluarkan dari sepertiga'

2. Sekelompok lain berpendapat yaitu dari harta pokok' Mereka

adalah ahli drahir'
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ulama yang mengatakan bahwa dia dikeluarkan dari sepertiga
karena disamakan dengan wasiat, karena itu merupakan suafu hukum
yang terjadi setelah meninggal. Telah diriwayatkan dari hadits Nabi
SAW, bahwa beliau bersaMa:

it
.e-hjr 1 i..^t,

"Mudabbar (orang yang diberikan tadbt) itu dai sepertiga.,At3

Hanya saja itu adalah hadits dha'rf menunrt ahli hadits, karena
hadits tersebut diriwayatkan oleh Ari bin zrabyan, dari Nafi' dari
AMullah bin umar. Sedangkan Ari bin Zlrribyan matrulrul hodits
(haditsnya ditinggalkan) menurut ahli hadits.

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa dia dikeluarkan dari
harta pokok karena disamakan dengan se$atu yang dikeluarkan oleh
manusia berupa harta miliknya di dalam hidupnya maka sama dengan
hibah.

Para ulama ),ang menyatakan bahwa dia dikeluarkan dari sepertiga
berbeda pendapat mengenai masalah cabang )xaitu jika seseorang
memberikan tadbir kepada salah seorang budaknya ketika dia dalam
keadaan sehat sementara ketika sakit dia memerdekakan seorang budak
yang lain, maka sepertiga itu mengecil l,Ena menggabungkan antara
keduanya:

l. Malik berpendapat bahwa budak )rary mendapatkan tadbir
didahulukan, lrarena itu tcrjadi ketika masih sehat.

2. sedangkan syaf i berpendapat bahwa oftmg yang dimerdekakan
dengan serentak lebih didahulukan, karena tidak boleh
mengembalikannya.

Sedangkan menurut kaidah pokoknya" dibolel*an mengembalikan
todbir. Permasalahan ini rebih tept dijelaskan di kitab Al washaya
(wasiaQ.

at, Maudhu'- HR. Ibnu Majah (2514), Ad-Danquthi (4/r3g), Ath-Thabrani di
lalay el Kobir (12136]), { eaihaqi (10/314), sennranya drasat dari jalan Ari
bin ftabyan dari Ubaidillah bin unrar &ri Nafi' dari Ibnu umar secara marfii'.A! Albani rnenghukuminya sebagai badits maudha' di daram Dha,if ibnu
Majah.
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Kedua: Sesuatu yang masih tersisa berupa hukum-hukum

perbudakannya

Masalah yang paling masyhur dalam hal ini ialah; apakah mudabbir

(orang yang memberikan tadbir) dibolehkan menjual mudabbar (budak

yang mendapatkan tadbir) atau tidak?

1. Malik, Abu Hanifah dan sekelompok dari ulama Kufah

berpendapat bahwa seorrng tuan tidak boleh menjual budak yang

mendapatkan tadbir.

2. Syaf i, Ahmad, Ahlu zhahir dan Abu Tsaur berpendapat bahwa dia

berhak untuk merujuk kembali, Ialu menjual budak yang

mendapatkan tadbir.

3. Sedangkan Al Auza'i berpendapat tidak boleh dijual kecuali kepada

orang yang hendak memerdekakannya'

Dari masalah ini Abu Hanifah dan Malik berbeda pendapat tentang

masalah cabang yaitu, jika dia dijual, lalu si pembeli memerdekakannya:

l. Malik berpendapat bahwa pemerdekaan itu terjadi.

2. Sedangkan Abu Hanifah dan para ulama Kufah berpendapat bahwa

jual beli itu dibatalka& baik si pernbeli memerdekakannya atau

tidak. Ini lebih tepat ditinjau dari segi bahwa hal itu adalah larangan

yang bersifat ibadah.

Dalil ulama yang tidak mernbolehkan untuk menjualnya yaitu

hadits shahih yang berasal dari hadits Jabir:

.f;i L6 tt y\, S* 4t,:i
"Bahwa Nabi SAW menjual seomng mudabbar-nya''*'o

Dan barangkali karena disamakan dengan wasiat. Dalil yang

dijadikan landasan oleh ulama madzhab Maliki yaitu keumuman firman

ata Muttafaq 'Alaih.lfr'. Al Bul&ari (2415,6716,6947), Muslim (997), Abu Daud

(39st, At-Tirmidzi (1219), Ibnu Majah (2513), 4ryt9 (3/308' 368), Ad-

barimi (2tZS6), Al Baihaqi (10/308). Sedangkan lafazh Muslim dari Jabir

"Bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Anshar memerdekakan seorang

budaknya padahal dia tidak rrcmiliki harta selain budak tersebut. Maka berita

tersebui sJrnpai kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "Siapakah ysng mau

membelinya-daiku.- Maka Nu'aim bin Abdullah rnembelinya dengan harga

delapan ratus dirhanr, dan membayarkan kepadanya"'

:

:

i
)
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Allah Ta'ala, *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad
i/u." (Qs. Al Maaidah [5]: l)

Karena itu adalah pemerdekaan sampai batas waktu tertentu maka
serupa dengan Ummul walad atau serupa dengan pemerdekaan secara
mutlak.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara qiyas dengan
nash atau keumuman dengan kekhususan.

Tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa budak yang
mendapatkan tadbir hukum-hukumnya dalam urusan hukuman pidana,
thalak, kesaksian, dan seluruh hukum yang lainnnya adalah hukum-
hukum budak.

Dari bab ini para ulama berHa pendapat tentang di
perbolehkannya menggauli budak wanita yang mendapatv,an tadbir:

l. Jumhur ulama membolehkan untuk menggaulinya.

2. Diriwayatkan dari Ibnu Slhab bahwa dia melarang hal itu.

3. Al Auza'i memakruhkan hal itu, jika menggaulinya sebelum
memberikan tadbir.

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur yaitu menyamakan
budak wanita tersebut dengan (Jmmul walad. Sedangkan ulama yang
tidak membolehkannnya karena menyamakannya dengan wanita yang
dinikahi sampai batas waktu tertentu. yaitu nikah mut'ah.

Mereka sepakat bahwa pada budak yang mendapatkan tadbir,maka
tuannya berhak mendapatkan pengaMian dan tuannya juga berhak
mencabut hartanya dari budak tersebut kapan saja dia mau, seperti
keadaan pada budak yang lain. Malik mengatakan, kecuali jika dia
mengalami sakit yang dikhawatirkan, maka hal itu dimakruhkan bagrnya.

Ketiga: Sesuatu yang mengikutinya dalam udbir
Tentang sesuatu yang mengikutinya dalam tadbir dan yang tidak

mengikutinya: di antara masalah mereka yang masyhur dalam bab ini
yaitu: perselisihan mereka tentang anak wanita mudabbarah yangterlahir
setelah mendapatkan tadbir dari tuannya, yang berasal dari pernikahan
atau perzinaan:
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l. Jumhur berpendapat bahwa anak ibu tersebut setelah dia

mendapatkan tadbir kedudukannya sama dengan dirinya, anaknya

dimerdekakan jika sang ibu dimerdekakan, namun mereka tetap

dijadikan sebagai budak, jika sang ibu tetap sebagai budak'

2. Syaf i di dalam pendapat yang terpilih menurut para pengikutnya,

bahwa mereka tidak dimerdekakan jika sang ibu dimerdekakan.

Mereka sepakat bahwa jika tuannya memerdekakan sang ibu ketika

tuannya masih hidup, maka mereka dimerdekakan karena sang ibu

dimerdekakan.

Dalil pendapatnya Syafi?i yaitu, bahwa mereka tidak dimerdekakan

dalam pemerdekaan yang langsung, maka lebih pantas jika mereka tidak

dimerdekakan dalam pemerdekaan yang ditunda karena syarat. Juga

dijadikan huiiah berdasarkan kesepakatan mereka bahwa wanita yang

diwasiatkan agar dimerdekakan, maka anak-anaknya tidak diikutsertakan'

Sedangkan jumhur berpendapat bahwa tadbir adalah suatu

keharaman. Maka mereka mangharuskan keikutsertaan anak karena

disamakan dengan kitabah (budak yang mencicil). Pendapat jumhur ini

diriwayatkan dari Utsnran, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Sedangkan

pendapat Syaf i diriwayatkan dari Umar bin AMul Aziz, Ath-Thabrani

bin Abi Rabbah dan Maklul.

Kesimpulan dari madzhab Malik dalam hal ini yaitu bahwa setiap

wanita, maka anakD,a mengikutinya. Jika wanita itu seorang yang

merdeka, maka anaknya jug3 ikut merdeka. Jika wanita itu seorang budak

mukatab, maka analcnya iugga mukatab. Jika wanita itu seorang budak

mudabbar, maka analarya iuga mudabbar. Jita dia seorang yang

dimerdekakan sampai batas waktu tertentu, maka anaknya juga

dimerdekakan sampai batas waldu tertentu. Begitujuga ummul walad,

maka anaknya kedudukannya sama dengannya. Sedangkan ahli ztrahir

menentang pendapat tersebut. Begitujup orang yang dimerdekakan

sebagiannya menurut Malik.

Para ulama sepakat bahwa setiap anah dari hasil pernikahan, maka

anah tersebut mengikuti ibunya dalam hal perbudakan dan kernerdekaan,

serta akad-akad ada di antara keduanya yang mengarah kepada

kemerdekaan. Kecuali masalah yang mereka perselisihkan berupa tadbir

dan seorang budak wanita yang suaminya orang Arab'
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Mereka sepakat bahwa setiap anak yang berasal dari kepemilikan
budak mengikuti bapaknya. Jika bapaknya merdek4 maka anaknya juga
merdeka. Jika bapaknya seorang budak, maka anaknya juga seorang
budak dan jika bapaknya seorang budak mukatab, maka anaknya juga
seorangbudak mukatab.

Mereka berbeda pendapat tentang mudabbar (budak yang
mendapatkan tadbir) jika terus berjalan, lalu memiliki anak:

l. Malik berpendapat bahwa hukumnya adalah hukum seorang bapak
(maksudnya, dia juga seorang mudabbar).

2. Syaf i dan Abu Hanifah berpendapat, anaknya tidak mengikutinya
dalam urusan tadbir.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Malik yaitu ijma' (kesepakatan)
bahwa seorang anak yang berasal dari kepemilikan budak mengikuti
bapaknya selain bapak yang mendapatt'an tadbir. Ini termasuk bab
mengqiyaskan hal yang diperselisihkan pada hal yang disepakati.

Sedangkan dalil ulama syaf iyah ialah bahwa anak seorang budak
mudabbar termasuk hartanya dan harta seorang budak mudabbar,
dibolehkan bagi tuannya untuk mengambilnya dan tidak bisa diterima
pendapat yang menyatakan bahwa anak tersebut termasuk harta
bapaknya. Di dalam kemerdekakaan hartanya mengikuti dirinya menurut
Malik.

Keempat Pembagien tadbir

Pembahasan tentang pembagian tadbir: Telah kami katakan tentang
orang yang memberikan tadbir sebagian pada budak miliknya, sedangkan
orang lain yang menjadi sekutunya tidak mau memberikan tadbir.
Menukil masalah tersebut kepada pembahasan ini rebih utama. Maka
hendaklah hal itu dilakukan.

Adapun orang yang memberikan tadbir sebagian dari seorang
hamba yang keseluruhan hamba tersebut menjadi miliknya: maka hal itu
berarti memberikan tadbir secara keseluruhan, karena diqiyaskan dengan
orang yang membagi pemerdekaan menurut Malik.
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Kelima: Hal-hat baru yang membatalkantadbit

Dari bab ini, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang utang

membatalkan tadbir:

1. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa utang itu dapat

membatalkannYa'

2. Abu Hanifah berpendapat tidak dapat membatalkannya dan

berusaha membayar utang tersebut' baik utang tersebut

menghabiskan nilai dirinya atau sebagiannya'

Dari bab ini terdapat perbedaan pendaplt-mereka tentang seorang

Nasrani yang memberitan ladbir kepada budaknya yang juga seorang

Nasrani,lalubudaktersebutmasuklslamsebelumtuannyameninggal
dunia:

1. Syafi'i berpendapat bahwa b"1* tersebut harus dijual ketika dia

masuk Islam dan-pemberian tadbirnya dibatalkan'

2. Malik berpendapat diberikan penghalang 11o* dirinya dan

tuannya dan dikeluarkan dari tuannya yang Nasrani' serta tidak

hanrs dijual hingga urusan tuannya menjadi jelas' Jika dia

meninggal dunia berarti dia telah memerdekakan budak yang

mudabbarselamatuannyaitutidakmemilikiutangyangmelilit
hartanYa.

3. Para ulama Kufah berpendapat jika budak nudabbar Nasrani itu

masuk fsfam, mata aia ainitai i"rrgun harga dan budak tersebut

bemsaha membayar harganya' gudat mudabbar yang diberikan

tadbir di saat tuannya masih sehat menurut Malik lebih

didahulukan daripada budak mudabbar yang diberikan tadbir di

saat hrarmya *tii jif" keduanya melebihi sepertiga'
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r{efll;ihol alfi
KITAB UMMUL WALAD.

Dasar pembahasan ini yaitu: pandangan tentang apakah ummul
walad boleh dijual atau tidak? Jika tidak boleh dijual, kapan dia menjadi
ummul walad dan dengan apa dia bisa menjadi ummul walad, hukum
perbudakan apa saja yang masih tersisa bagi tuannya dan kapan dia
menjadi wanita yang merdeka?

Masalah pertama: Apakah amul walad boleh dijual atau tidak?

Tentang masalah pertama: para ulama berbeda pendapat tentang hal
itu baik dari kalangan salafatau khalaf.

l. Pendapat yang diriwayatkan dari Umar RA, dia memberikan
keputusan bahwa ummul walad itu tidd( boleh dijual dan dia
menjadi seorang wanita merdeka dari harta pokok tuannya, jika
tuannya meninggal dunia. Pendapat )rang semisal ini juga
diriwayatkan dari Utsman dan ini menrpakan pendapat kebanyakan
para ulama dari kalangan tabi'in serta jumhur fuqaha berbagai
negeri.

2. Jabir dan Abu Sa'id mengatakan,

yF g*,rf 1,' &'d,;3vi!r :qf 'ds
.Lli u* ,si

"Karni pernah menjual para ummul walad padahal Nabi SAW
berada di antara kita. Beliau mengangap bahwa hal itu tidak
rnengapa."{15

- 
Ummul Walad adalah budak wanita yang rnelahirkan anak akibat persetubuhan
dari tuannya.o" Shahih. Adapun hadits Jabir yaitu HR. An-Nasa'i di dalam At Kubra (5039,
5040), Ibnu Majah (2517), Ahmad (3/321), Ad-Danrquthni (41135), Al Baihaqi
(10/348), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Ibnu Majah.
Sedangkan hadits Abu Sa'id Al Khudri, yaitu HR. Ahmad (3122),Ath-Thayalisi
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Mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari Jabir,

bahwa ia berkata, "Kami pernah menjual para Ummul walad di zaman

Nabi SAW, Abu Bakar dan awal kekhalifahan IJmar, kemudian Umar

melarang kami dari menjual mereka.'{16

Di antara dalil yang dijadikan landasan oleh ahli Zlr.arhir dalam

masalah ini yaitu: salah satu macam pengambilan dalil dikenal dengan

istishhab hal al ijma' (kembali kepada hukum asal sebelumnya

berdasarkan tjma'), yaitu mereka mengatakan, setelah terjadi ijma'

bahwa ummul walad adalah seorang budak yang masih menjadi milik
tuannya sebelum melahirkan, maka begitujuga seharusnya setelah

melahirkan sampai ada dalil yang menunjukkan selain itu.

Tentang kuatnya pengambilan dalil ini telah dijelaskan di dalam

kitab-kitab ushul dan hal itu tidak benar bagi ulama yang berpegang

dengan qiyas, tetapi itu hanya sebagai dalil berdasarkan pendapat ulama

yang mengingkari adanya qiyas.

Barangkali jumhur berhujjah dengan hujjah yang sama untuk

membantah mereka ialah yang dikenal dengan "menghadapi klaim

dengan klaim", yaitu mereka mengatakan, tidakkah kalian mengetahui

bahwa telah terjadi ijma' tentang larangan menjual ummul walad di saat

dia hamil. Jika demikian maka harus kembali kepada hukum sebelumnya

yang berdasarkan ijma' ini setelah melahirkan. Hanya saja para ulama

rnuta'akhkhirin dari kalangan ahli zhahir mengfuitik hukum asal ini,

-vaitu bahwa mereka tidak mengakui tentang larangan menjual ummul

walad ketika sedang hamil.

Di antara dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur di dalam bab

ini, berupa hadits, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa

beliau bersabda tentang Mariyah tawanan beliau setelah melahirkan

Ibrahim,

{2200), Ad-Daruquthni (4/135), dan dinilai shahih oleh Al Hakim (?19)' serta

disetujui oleh Adz-Dzahabi.
u'6 Shahih. HR. Abu Daud (3954), Abdurazak (13224\, dan dinilai shahih oleh Al

Hakim (2118), Al Baihaqi (l}l347), Al Hafizh di dalam At-Talkhish (41219)

rnengatakan bahwa sanad ini terhitung dalam sanad-sanad yang paling shahih

dan juga dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Siahih Abu Daud-
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.6:ii
"Dia telah dimerdekakan oleh anaknya.'At1

Di antaranya juga hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW, bahwa beliau
bersabda,

.t>r1riy.i" 6y ,6& qatr a?;t dl
"Wanita mana saja yang melahirkan anak karena fterhubungan)

dengan tuannya, maka wanita tersebut menjadi merdeka jika tuannya
meninggal dunia.'AtB

Kedua hadits ini tidak shahih menurut ahli hadits. Hal itu
dinyatakan oleh Abu Umar bin Abdil Barr dan dia termasuk yang ahli
dalam urusan ini.

Barangkali mereka juga mengatakan dari segi makna (logika),
bahwa dia berhak mendapatkan kehormatan, yaitu hubungan anak
tersebut dengannya dan anak tersebut merupakan bagian dari dirinya.
Alasan ini diriwayatkan dari Umar RA ketika dia menyatakan agar
mereka tidak dijual dengan mengatakan, daging (hubungan) kita telah
bercampur dengan daging mereka dan darah kita telah bercampur dengan
darah mereka.

Masalah kedua: Kapan dia mcnJadi amnul walat!
Tentang masalah, kapan dia menjadi ummul walad'l para ulama

sepakat bahwa dia bisa menjadi ummul walad jika seseorang memiliki
ummul walad tersebut sebelum dia hamil (karena hasil hubungan
dengannya). Mereka berbeda pendapat jika orang tersebut mernilikinya
ketika dia sedang hamil (karena hasil hubungan dengannya) atau setelah
dia melahirkan anak (karena hasil hubungan dengannya):

Dha'if. HR. Ibnu Majah (2516), Ad-Daruquthni (4ll3t), Al Baihaqi (t}t346),
dari hadits Ibnu Abbas dan dinilai dha'doleh Al Bushiri i dalam Az-Zawa'id,
dan juga dinrlai dha'd oleh Al Albani di dalam Dha'if lbnu Majah.
Dha'if . HR. Ibnu Majah (2515), Ahmad (tl3t7), Ad-Darimi (21334), Ad-
Daruquthni (4/130), dan dinilai shahih oleh Al Hakim (2119), Al Baihaqi
(10/346), dan dinilai dha'if oleh Al Albani di dalam Dha'if lbnu Majah.
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t. Malik mengatakan dia tidak bisa menjadi ummul walad jika

melahirkan (karena hasil hubungan dengannya) sebelum dia

memilikinya, kemudian orang tersebut memilikinya dan juga

memiliki anaknya.

Abu Hanifah mengatakan dia bisa menjadi ummul walad. Pendapat

Malik berbeda-beda jika, orang tersebut memilikinya ketika dia

sedang hamil. Menurut qiyas, dia bisa menjadi ummul walad di

setiap keadaan, karena bukan termasuk akhlak yang mulia jika

seseorang menjual ummul walad-nya (budak wanita yang menjadi

ibu dari anaknya). Padahal Rasulullah SAW bersabda,"Aku diutus

untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."a 
t e

Masalah ketiga: Dengan apa dia bisa menjadi ummul walail

Adapun masalah dengan apa dia bisa menjadiummul walad'!:

1. Malik berpendapat bahwa segala sesuatu yang dilahirkan yang

dengannya bisa diketahui bahwa itu adalah anak, baik itu berupa

segumpal dagrng atau darah.

2. Syaf i mengatakan harus ada sesuatu yang ditinggalkan dalam hal

itu seperti bentuk dan gambaran. Perselisihan mereka ini kembali

kepada pengertian kata kelahiran atau sesuatu yang pasti bahwa itu

adalah anak yang dilahirkan.

Masalah keempat: Hukum-hukum perbudaken yang mesih tersisa

gardtummulwalad

Tentang hukum-hukum perbudakan yang masih tersisa padaummul

walad: para ulama sepakat bahwa ummul walad dalam urusan kesaksian,

hukuman pidana, diyat dan qishash karena lukanya seperti budak wanita.

Mayoritas ulama yang melarang untuk menjualnya di sini mereka

rnenyatakan bahwa hal itu tidak menjadi sebab baru yang mengharuskan

untuk menjualnya, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Al

Khaththab yaitu bahwa jika ummul walad tersebut berzina, maka dia dia

tetap menjadi budak.

4re Takhni badrs tersebut telah dijelaskan.
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Pendapat Malik dan Syaf i terjadi perbedaan yaitu, al,akah tuannya
berhak mendapatkan pelayanan darinya sepanjang hidupnya dan
memanfaatkannya?

l. Malik berpendapat bahwa dia tidak berhak mendapatkan hal itu,
tetapi dia hanya boleh mengaulinya saja.

2. Syaf i berpendapat bahwa dia berhak mendapatkan hal itu.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Malik
perbudakannya tidak bisa dijual, maka

yaitu

dia
bahwa ketika
tidak bisa

memperkerjakannya. Hanya saja dia berpendapat bahwa mempekerjakan
anak-anak ummul walad tersebut yang bukan karena hubungan
dengannya itu dibolehkan, karena keharaman mereka menurutnya lebih
lemah. sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh Syaf i yaitu telah
terjadi ijma' bahwa dia dibolehkan menggaulinya.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan tentang
mempekerjakannya antara dua hukum asal: pertama, menggaulinya.
Kedua, menjualnya. Maka harus diunggulkan yang paling kuat
kesamaannya dari kedua hukum asal tersebut.

Masalah kelima: Kapan dia menjadi wanita yang merdeka?

Adapun masalah kapan dia menjadi wanita yang merdeka? Maka
tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa waktunya yaitu
jika tuannya meninggal dunia. Dan sekarang saya tidak mengetahui
seorang pun yang mengatakan bahwa dia dimerdekakan karena berasal
dari sepertiga dan mengqiyaskannya dengan budak laki-laki mudabbar
lemah, berdasarkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa budak laki-
laki yang mudabbar merdeka karena berasal dari sepertiga.
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;tkli+ll at'za
KITAB KEJAHATAN PIDANA

Tindak kejahatan yang berhak mendapatkan hukuman berdasarkan

syariat ada empat:

L Kejahatan terhadap fisik, jiwa, anggota tubuh, yaitu yang

dinamakan dengan pembunuhan atau melukai.

2. Kejahatan terhadap kemaluan (kelamin), yaitu yang dinamakan

dengan perzinaan dan pelacuran.

3. Kejahatan terhadap harta benda. Di antara kejahatan ini ada yang

bentuknya harta tersebut diambil dengan memerangi yaitu yang

dinamakan dengan harb (peperangan) jika dilakukan tanpa ada

alasan lain. Jika dilakukan karena ada alasan lain dinamakan

baghyun (pemberontakan). Atau harta tersebut diambil dengan cara

menunggu lengah (penjagaan) dari tempat penyimpanan, yaitu yang

dinamakan dengan pencurian. Sedangkan harta yang diambil
karena kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang kuat dinamakan

dengan ghashab (korupsi).

4. Kejahatan terhadap kehormatan yaitu yang dinamakan dengan

tuduhan.

5. Kejahatan dengan pelanggaran untuk membolehkan apa yang

diharamkan oleh syariat berupa makanan dan minuman. Hanya saja

dalam hal ini yang terdapat hukuman berdasarkan syariat yaitu
pada khamer saja. Ini adalah hukuman yang disepakati setelah

meninggalnya Rasulullah SAW.

Maka dalam pembahasan ini kita akan memulai dengan hukuman

yang berkenaan dengan kejahatan terhadap perfumpahan darah. Menurut

kami, bahwa hukuman yang diwajibkan dalam penghilangan jiwa dan

melukai adalah kemungkinan qishash atau harta, yaitu yang dinamakan

dengan diyat (denda). Jadi, pertama kali pembahasan di dalam kitab ini
terbagi menjadi dua bagian: pembahasan tentang qishash dan

pembahasan tentang diyat.
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Pembahasan tentang qishash terbagi menjadi: pembahasan qishash
pada jiwa dan qishash pada luka. Pembahasan tentang diyat juga terbagi
menjadi: pembahasan tentang diyat jiwa dan pembahasan tentang diyat
memotong anggota badan dan luka.

Jadi, terlebih dahulu kitab ini terbagi menjadi dua kitab:

Pertama: gambaran kitab qishash.

Kedua: gambaran kitab diyat.

Kitab Qishash
Kitab ini terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: pembahasan tentang qishash pada jiwa.

Kedua: pembahasan qishash pada luka. Maka kita harus mulai dari
qishash pada jiwa.

Kitab Qishash Jiwa
Pembahasan dalam kitab ini terlebih dahulu terbagi menjadi dua

bagian: pembahasan tentang hal-hal yang mengharuskan (maksudnya,
yang mengharuskan adanya qishash) dan pembahasan tentang kewajiban
tersebut (maksudnya, qishash itu sendiri) dan tentang penggantinya jika
memiliki pengganti. Maka terlebih dahulu kita memulai dengan
pembahasan tentang hal-hal yang mengharuskan qishash.

Bagian Pertama

Pembahasan Tentang Hat-hal yang Mengharuskan eishash
Pembahasan tentang hal-hal yang mengharuskan qishash kembali

kepada pembahasan tentang bentuk pembunuhan, pembunuh dan orang
yang terbunuh, yang kesemuanya itu mengharuskan adanya qishash.
Karena tidak semua pembunuh disepakati untuk diqishash dan tidak
semua pembunuhan disepakati, dan juga tidak semua orang yang
terbunuh disepakati. Bahkan bisa berupa pembunuh tertentu, dengan
pembunuhan tertentu dan orang yang terbunuh tertentu. Karena yang
dituntut dalam bab ini yaitu hanyalah keadilan.
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Maka kita akan memulai dari pembahasan tentang pembunuh,

kemudian tentang pembunuhan, lalu tentang orang yang dibunuh.

Tentang Syarat-syarat Pembunuh yang Dikenakan Qishash

Kami katakan, para ulama sepakat bahwa pembunuh yang

diqishash disyaratkan 
-berdasarkan 

kesepakatan- hendaknya

pembunuh tersebut berakal, baligh, berdasarkan keinginannya (tidak ada

paksaan untuk membunuh), serta langsung dengan sendirinya tanpa

disertai oleh orang lain. Mereka berbeda pendapat tentang orang yang

dipaksa untuk membunuh dan orang yang memaksa untuk membunuh.

Adapun orang yang menyuruh dan orang yang melakukannya langsung,

hukumnya secara global:

1. Malik, Syaf i, Ats-Tsauri, Ahmad, Abu Tsaur dan sekelompok

ulama mengatakan bahwa hukuman bunuh (qishash) tersebut

dibebankan kepada orang yang melakukannya langsung, bukan

orang yang menyuruhnya, sedangkan orang yang menyuruhnya

dikenakan hukuman.

2. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa keduanya sama-sama

dibunuh, ini juga tidak ada paksaan dan tidak ada kekuasaan bagi

orang yang menyuruh kepada orang yang disuruh.

Tetapi jika orang yang menyuruh memiliki kekuasaan atas orang

yang disuruh (maksudnya, orang yang melakukannya langsung), maka

mereka berbeda pendapat tentang hal itu menjadi tiga pendapat:

1. Sekelompok ulama berpendapat orang yang menyuruh membunuh,

bukan orang yang disuruh, sedangkan orang yang disuruh diberikan

hukuman. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud dan Abu Hanifah.

Inijuga salah satupendapat Syaf i.

2. Sekelompok ulama mengatakan, orang yang disuruh itu dibunuh,

bukan orang yang menyuruhnya. Ini adalah salah satu dari dua

pendapat Syaf i.

3. Sekelompok ulama lain mengatakan, keduanya sama-sama

dibunuh. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik.

LIlama yang tidak mewajibkan hukuman bunuh kepada orang yang

disuruh, karena mempertimbangkan pengaruh paksaan dalam
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menggugurkan sebagian besar kewajiban, karena orang yang dipaksa
sama dengan orang yang tidak memiliki pilihan (kehendak).

Ulama yang berpendapat bahwa dia harus dibunuh, karena
menguatkan hukum pilihan, yaitu bahwa orang yang dipaksa dari satu sisi
sama dengan orang yang melakukan berdasarkan pilihan dan dari sisi lain
sama dengan orang yang dipaksa serta dikalahkan. Seperti orang yang
jatuh dari ketinggian dan orang yang diterpa angin dari satu tempat ke
tempat yang lain.

Ulama yang berpendapat agar mereka dibunuh semuanya, tidak
memberikan udzur kepada orang yang disuruh dengan alasan paksaan
dan juga tidak memberikan udzur kepada orang yang menyuruh dengan
alasan tidak melakukannya secara langsung.

Ulama yang berpendapat bahwa yang dibunuh adalah orang yang
menyuruhnya saja, karena menyamakan orang yang disuruh dengan alat
yang tidak berbicara.

ulama yang berpendapat bahwa hukuman tersebut dibebankan atas
orang yang tidak melakukannya secara langsung, mereka berpegang
dengan dalil bahwa dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang pembunuh,
kecuali dari segi metaforik.

Para ulama madzhab Maliki mengenai pembunuhan yang dilakukan
oleh orang yang dipaksa untuk membunuh, berpegang dengan ijma,
mereka bahwa jika orang tersebut hampir binasa karena lapar, maka dia
tidak akan membunuh seseorang lalu memakannya.

Tentang orang yang sengaja menyertai si pembunuh dalam suatu
pembunuhan: kadang pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja
atau karena bersalah, dan kadang pembunuh itu seorang mukallaf atau
bukan mukallaf. Kita akan jelaskan pembunuhan sengaja ketika
sekelompok orang membunuh safu orang.

Jika dalam suatu pembunuhan diikuti oleh orang yang sengaja
membunuh dan orang yang melakukannya karena bersalah, atau orang
yang mukallaf dan orang yang bukan mukallaf, seperti orang yang
sengaja dan anak kecil atau orang gila, atau orang yang merdeka dan
budak dalam pembunuhan seorang budak menurut ulama yang tidak
menyatakan adanya qishash dari seorang yang merdeka karena
membunuh budak. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat:

BidayatulMujtahid 797



l. Malik dan Syaf i berpendapat bahwa orang yang melakukannya

dengan sengaja dikenai hukuman qishash, sedangkan orang yang

bersalah dan anak kecil dikenai separuh diyat. Hanya saja Malik

membebankan diyat tersebut kepada keluarganya sedangkan Syaf i
membebankannya pada hartanya, berdasarkan penjelasan yang

akan datang. Mereka berdua juga mengatakan hal itu tentang

seorang yang merdeka dan budak yang keduanya membunuh

seorang budak dengan sengaja. Maka budak yang membunuh

tersebut dibunuh sedangkan orang yang merdeka dikenai separuh

harga. Begitujuga kondisi pada seorang muslim dan kafir dzimmi,

kedua-duanya dibunuh semua.

2. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat jika orang yang wajib dikenai

qishash ikut serta dengan orang yang tidak wajib dikenai qishash,

maka tidak ada hukuman qishash bagi salah satu dari keduanya dan

keduanya diwajibkan membayar diyat.

Dalil yang dijadikan landasan oleh madzhab Hanafi yaitu bahwa ini
adalah syubhat (kerancuan), karena pembunuhan itu tidak bisa dibagi-

bagi. Dan kemungkinan hilangnya jiwa orang yang terbunuh karena

perbuatan yang tidak dikenai qishash, sama dengan kemungkinan hal itu

karena perbuatan orang yang wajib dikenai hukuman qishash. Dan

Rasulullah SAW bersabda,

-11J,;lur;'ri,Lir 6lr\1.

"Hindarilah hulcuman itu karena syubhat (kirancuan).'A2o

Jika tidak ada darah, maka harus ada penggantinya yaitu diyat.

Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok kedua yaitu: melihat

kepada kemaslahatan yang menuntut adanya hukuman berat untuk

menjaga darah. Maka seolah-olah masing-masing dari keduanya

melakukan pembunuhan sendiri-sendiri, maka berhak mendapatkan

a2' Dha'i7 HR. At-Tirmidzi (1424), Ad-Danrquthni (3184), Al Baihaqi (8/238),
(91123\, semrumya berasal dari Aisyah dan lafaztrnya, *Hindailah hukuman itu
dari kaum muslimin semampu kalian. Jika ada jalan keluarnya, maka

biarkanlah hal in. karena seorang imom salah dalam memberikan maof lebih

baik daripada salah dalam memberikan hulqtman.' Dan dinilai dha'if oleh Al
Albani di dalam Dha'if At-Tirmidzi.
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hukuman tersendiri pula. Di dalam pendapat ini terdapat keremahan
dalam hal qiyas.

Sifet Pembunuhan

Tentang sifat pembunuhan yang mengharuskan adanya hukuman
qishash, para ulama sepakat bahwa pembunuhan tersebut adalah
pernbunuhan dengan sengaja. Yaitu mereka telah sepakat bahwa
pembunuhan itu ada dua macam: sengaja dan bersalah. Mereka berbeda
pendapat apakah ada pembunuh tengah-tengah di antara keduanya atau
tidak?

l. Yaitu yang mereka namakan dengan syibh 'amd (semi sengaja), hal
ini dinyatakan oleh jumhur fuqaha berbagai negeri.

2- sedangkan yang masyhur dari pendapat Malik yaitu tidak adanya
hal itu, kecuali pada seorang anak yang dibunuh bapaknya.
Pendapat lain darinya mengatakan bahwa kesimpurannya dalam hal
itu ada.

Pendapat yang menetapkan adanya macam pembunuhan tersebut
juga dikemukakan oleh umar bin Al Khaththab, Ali, Utsman, Zaid bin
Tsabit, Abu Musa Al Asy'ari dan Al Mughirah. Dan tidak ada seorang
pun dari kalangan para sahabat yang menentang mereka.

Para ulama yang menyatakan hal itu membedakan pembunuhan
yang termasuk mirip sengaja dari yang tidak sengaja, yaitu umumnya
kembali kepada alat yang digunakan untuk membunuh dan kembali
kepada keadaan yang karenanya terjadi pembunuhan:

l- Abu Hanifah mengatakan bahwa semua arat selain besi seperti
kayu, api dan yang semisalnya adalah syibh ,amd (semi sengaja).

2- Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan bahwa syibh 'amd yaiu,
alat-alat yang tidak digunakan untuk membunuh.

3. Sedangkan Syaf i mengatakan bahwa syibh ,amd yaifi yang
sengaja dalam memukul dan salah dalam pembunuhan (maksudnya,
pukulan yang tidak bertujuan untuk membunuh, tetapi berakibat
pada pembunuhan). Sedangkan pembunuhan bersalah yaitu
pembunuhan yang salah pada kedua-duanya. Dan pembunuhan
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sengaja yaitu pembunuhan yang sengaja pada kedua-duanya. Dan

ini pendapat yang bagus.

Dalil ulama yang meniadakan adanya pembunuhan syibh 'amd

yaitu bahwa tidak ada tengah-tengah antara pembunuhan bersalah dan

pembunuhan sengaja (maksudnya, antara ada niat untuk membunuh atau

tidak ada niat). Sedangkan dalil yang dijadikan pijakan oleh ulama yang

menetapkan adanya tengah-tengah yaitu bahwa suatu niat tidak ada yang

dapat mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala dan hukum itu didasarkan

pada sesuatu yang nampak.

Barangsiapa yang berniat memukul orang lain dengan alat yang

biasanya dapat membunuh, maka hukumnya seperti hukum kebiasaan

tersebut (maksudnya, hukum orang yang berniat membunuh, maka

dibunuh tanpa ada perbedaan pendapat). Dan orang yang berniat

memukul orang lain dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh,

maka hukumnya tidak ada kejelasan antara sengaja dan bersalah. Ini
dalam urusannya dengan hak kita, bukan hak si pelakunya karena hal itu
ada di sisi Allah Ta'ala.

Kemiripannya dengan pembunuhan sengaja yaitu dari segi niat
untuk memukulnya. Adapun kemiripannya dengan pembunuhan bersalah

yaitu dari segi bahwa dia memukul dengan sesuatu yang tidak berniat

untuk membunuhnya. Telah diriwayatkan hadits yang marfu' sampai

kepadaNabi SAW, bahwa beliau bersabda:

"Ketahuilah, sesungguhnya pembunuhan bersalah yang mirip
sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cambuk, tongkat dan

batu (syibh'amd). Diyatnya mughalazhah (diberatlmn) yaitu seratus unta
yang terdiri dari empat puluh ekor unta yang bunting.'A2l

Hanya saja hadits tersebut adalah hadits yang mudhtharib (rancu)

menurut ahli hadits. Tidak ada ketetapan dari segi tanda sebagaimana

42t Shqhih. HR. Abu Daud (4588), Ibnu Majah (2627), Ahmad (21164,166), Ibnu
Al Ja'd (1204\, Ad-Daruquthni (31129), Al Baihaqi (8144), semuanya berasal

dari Abdullah bin Amru dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam S}a hih lbnu
Majah.

d.: ,41 i e;rt .t ylurok u yt * Wt ,p otyi

.r3v;f A,rbi q.r.firfq,+)i CZ\"&

-r&
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disebutkan oleh Abu Umar Ibnu Abdil Barr. Meskipun Daud dan lainnya

telah meriwayatkan hadits tersebut. Pembunuhan semacam ini menurut

ulama yang tidak menetapkan adanya syibh 'amd mengharuskan qishash.

Sedangkan menurut ulama yang menetapkan adanya syibh 'amd

mengharuskan diyat. Di dalam madzhab Maliki tidak ada perbedaan

pendapat bahwa pukulan yang terjadi dengan bentuk kemarahan dan

permusuhan mengharuskan adanya qishash. Dan masih diperselisihkan
tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan bentuk
permainan atau dengan bentuk pengajaran bagi orang yang dibolehkan

memberikan pengajaran.

Syarat Orang yang Terbunuh

Tentang syarat yang mengharuskan qishash pada orang yang
terbunuh yaitu agar orang tersebut sebanding dengan darah si pembunuh.

Dan yang menyebabkan perbedaan jiwa ialah: Islam dan kafir, merdeka
dan budak, laki-laki dan perempuan, satu orang dan banyak orang.

Mereka sepakat bahwa orang yang terbunuh jika sebanding dengan si
pembunuh pada keempat hal ini, maka harus diqishash. Mereka berbeda
pendapat tentang jika keempat hal ini tidak berkumpul.

Adapun seorang yang merdeka jika membunuh seorang budak
dengan sengaja: para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

1. Malik, Syaf i, Al-Laits, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa
seorang yang merdeka tidak boleh dihukum mati karena membunuh
seorang budak.

2- Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa
seorang yang merdeka dihukum mati karena membunuh seorang
budak kecuali budak miliknya.

3. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa seorang yang merdeka
dihukum mati karena membunuh seorang budak, baik dia itu budak
si pembunuh atau bukan. Pendapat ini dikemukakan oleh An-
Nakha'i.

[Jlama yang mengatakan bahwa seorang yang merdeka tidak
dihukum mati karena membunuh seorang budak, berhujjah dengan dalil
khithab yang dipahami dari firman Allah Ta'ala,*Diwajibkan atas kamu
qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
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o, i. t. o t. c t.^i c C.

t Jle + r,-: g'u" €:..

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba." (Qs. Al Baqarah [2]:

l 78)

Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa seorang yang merdeka

dihukum mati karena membunuh seorang budak, mereka berhujjah

dengan sabda Nabi SAW:

,F"'ij;, tvGS or:tAt

,,Darah-darah kaum muslim itu sama di antara mereka, yang

berusaha menanggung orang yang rendah di kalangan mereka dan

mereka adalah penolong atas muslim lainnya.'A22

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara keumuman ayat

dengan dalil khithab. Dan ulama yang membedakannya adalah pendapat

yang lemah.

Tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa seorang budak

dihukum mati karena membunuh seorang yang merdeka, begitujuga

orang yang lebih rendah dihukum mati karena membunuh orang yang

lebih tinggi.

Termasuk hujjah juga bagi ulama yang mengatakan, seorang yang

merdeka dihukum mati karena membunuh seorang budak, yaitu hadits

yang diriwayatkan oleh Al Hasan, dari Samurah, bahwa Nabi SAW

bersabda,

,,Barangsiapa yang membunuh budalcnya, maka akan knmi bunuh

dia.'423

Shahih. HR. Abu Daud (2751), Ibnu Majah (2685), Ahmad (21192), Ath-

Thayalisi (2ZSg),Ibnu Al iarud (771), Al Baihaqi (8128,29), dan dinilai shahih

oleh Al Albani di dalamsiahih lbnu Majah.
Dha'if.HR. Abu Daud (4515), At-Tirmidzi (1414), An-Nasa'i (8120,21,26), di

dalam Al Kubra (6938, 6939. 6940,6955, 6956),Ibnu Majah (2663), Ahmad

(5/10, 11, 12, 18, 19), Ath-Thayalisi (905), Ibnu Al Ja'd (984), Ath-Thabrani di

datamAixabir (7t225),Al Baihaqi (8129), dan dinilai dha'if oleh Al Albani di

dalam Dha' if lbnu M ai ah.

't'tr

t.,o,.L t, o, ' ,.j, o .
.q o\:Li o-L..c 

'}:t c/
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Dari segi makna (logika), mereka mengatakan bahwa setelah
membunuhnya diharamkan seperti membunuh seorang yang merdeka,
maka seharusnya ada qishash ketika membunuhnya seperti qishash
membunuh orang yang merdeka.

Tentang seorang mukmin yang dihukum mati karena membunuh
seorang kafn dzimmi: paraulama berbeda pendapat dalam hal ini menjadi
tiga pendapat:

l. sekelompok ulama berpendapat bahwa seorang mukmin tidak
boleh dihukum mati karena membunuh seorang kafir. Di antara
ulama yang mengemukakan pendapat ini ialah Syaf i, Ahmad,
Daud dan sekelompok ulama lain.

2. Sekelompok ulama lain berpendapat, dibunuh karena telah
membunuhnya. Di antara ulama yang mengemukakan pendapat ini
ialah Abu Hanifah, para pengikutnya dan Ibnu Abi Laila.

3. Malik dan Al-t^aits berpendapat, tidak boleh dibunuh karena telah
membunuhnya, kecuali jika membunuhnya dengan khianat
(membunuh dengan cara khianat yaitu merebahkan tubuhnya, lalu
menyembelihnya, khususnya untuk merampas hartanya).

Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok pertama yaitu hadits
yang diriwayatkan dari AIi, bahwa dia ditanya oleh eais bin Ubadah dan
AI Asyar: "Apakah Rasulullah SAW pernah membuat suatu perjanjian
dengannya yang tidak pernah beliau lalrukan dengan orang lain? Dia
menjawab, '"Tidak, kecuali yang terdapat di dalam kitabku ini." Dia
mengeluarkan sebuah kitab dari sarung pedangnya, ternyata di dalamnya
disebutkan:

; ,,Jo'" ii,pt;3f r<-+ ,#-:'i:j6, ll6s ot-jt
'rf G:* .r.rLi i,,.* ; i ; rj, ir4i,pv vr,p,--

.:,b;( {6rr*;Jltri' t ^1af,y,. a:i
"Darah'darah kaum muslim itu sebanding di antara mereka dan

beru saha menanggung orang yang rendah di kalangan mereka dan
merelra adalah penolong atas muslim yang lainnya. Ketahuilah seorang
mulqnin itu tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir dan orang
yang membuat perjanjian ketika masih di masa perjanjiannya (dzimmi).
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Barangsiapa mengada-adakan sesuatu yang baru (bid'ah) atau

melindungi orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang baru

(petaku bid'ah), maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, para

malaikat dan semua manttsia." (HR. Abu Daud)a2a

Diriwayatkan pula dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari

kakeknya, bahwaNabi SAW bersabda:

,,seorang mukmin itu tidak dihukum mati karena membunuh orang

kafir."a2s

Dalam hal ini mereka berhujjah dengan ijma' mereka bahwa

seorang muslim tidak boleh dihukum mafi karena membunuh seorang

kafir harbi yang diberikan jaminan keamanan.

Sedangkan para pengikut Abu Hanifah dalam hal ini mereka

berpegang dengan beberapa hadits di antaranya: hadits yang diriwayatkan

oleh Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Al

Bailamania26, dia berkata:

.]tE-'y'i'fi'l

i;:st J,i, ,h, &;,' J';r'Fai:;ir pf ,r >r)..i; h'

..Rasulullah SAW menghukum mati seorang dari kaum muslim

karena membunuh seorang dari ahli dzimmi, beliau bersabda, "Akulah

orang yang paling berkewaj iban memenuhi perj anjiannya -"421

Shahih. HR. Abu Daud (4530), An-Nasa'i di dalam Al Kubra (6936, 6948),

Ahmad (l/122), Abu Ya'la (628), Ath-Thahawi di dalam Syarh Ma'ani Al
Atsar (3fi92), Ad-Daruquthni (3/98), Al Baihaqi (8129), dan dinilai shahih oleh

Al Albani di dalamSftchih Abu Daud.
Shahih. HR. Abu Daud (4521), At-Tirmidzi (1413), Ibnu Majah (2659), Ahmad

(2n94), Al Baihaqi (8t29, 3o), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam

Shahih Abu Daud.
Di dalam naskah cetakan, 'Abdurrahman As-Salmani dan ini salah. Yang benar

ialah sebagairnana kami cantumkan'"
Dha,if. HR. Syaf i di dalam Musnaduya (21210), (350), Abdurrazak (10/101),

Yahya bin Adam di dalam Al Khanaj (238), Ath-Thahawi (3/195)' Ad-

Daruquthni (3/135), Al Baihaqi (8/31), saya katakarl hadits ini dha'if mursal,

bahkan matannya mungkar darl illat-nya yaitu bahwa Abdurrahman Al
Bailamani dia adalah bekas budak Umar. Ibnu Hajar mengatakary dha'if.
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Mereka juga meriwayatkan hadits tersebut dari Umar dan mereka
mengatakan, hadits ini mengkhususkan keumuman sabda Nabi SAW,
"Seorang mukmin itu tidak dihukum mati karena membunuh orang
kafir;'

Artinya yang dimaksud ialah orang kafr harbi (yang memusuhi
Islam dan umatnya) bukan kafir yang mengadakan perjanjian (damai).
Dan para ahli hadits menilai dha'ifhadits Abdurrahman bin Al Bailamani
dan hadits yang mereka riwayatkan tentang hal itu dari Umar.

Dari segi qiyas, mereka berpegang dengan ijma' kaum muslim
bahwa tangan seorang muslim dihukum potong karena jika mencuri harta
seorang ahli dzimmi. Mereka mengatakan, jika keharaman hartanya
seperti keharaman harta seorang muslim, maka keharaman darahnya
seperti keharaman darah seorang muslim. Jadi sebab perbedaan mereka
yaitu kontradiksi antara hadits-hadits dan qiyas.

Tentang sekelompok orang yang dihukum mati karena membunuh
safu orang:

l. Jumhur fuqaha berbagai negeri mengatakan, sekelompok orang itu
harus dihukum mati karena membunuh satu orang. Di antara
mereka yaitu Malik, Abu Hanifah, Syaf i, Ats-Tsauri, Ahmad, Abu
Tsaur dan lainnya. Baik kelompok tersebut be{umlah banyak atau
sedikit. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Umar, sampai
diriwayatkan bahwa dia mengatakan, "Andaikan penduduk Shan'a
sepakat untuk mernbunuhnya, niscaya akan saya bunuh mereka
semua."

2. Sedangkan Daud dan ahli zhahir mengatakan, sekelompok orang
tidak dihukum mati karena membunuh satu orang. Ini adalah
pendapat Ibnu Zubair dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Az-
Zuhri dan diriwayatkan dari Jabir. Dan menurut kelompok ini juga
tangan-tangan tidak dihukum potong karena memotong satu tangan
(maksudnya, jika diikuti oleh dua orang atau lebih pada potong

Syaikh Ahmad Syakir di dalam Tahqiq kitab Al Kharraj mengatakan, hadits
yang diriwayatkan Yahya bin Adarr! ttdak shahih dari Rasulullah SAW dan
tidak ada satu hadits pun yang diriwayatkan dari salah seorang di antara para
sahabat beliau tentang seorang muslim dihukum mati karena membunuh
seorang kafir dzimmi.
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tangan). Malik dan Syaf i mengatakan, tangan-tangan itu dipotong

karena memotong satu tangan.

3. Para ulama madzhab Hanafi membedakan antara jiwa dengan

anggota badan, mereka mengatakan bahwa jiwa-jiwa itu dihukum

mati karena membunuh jiwa yang lain, sedangkan anggota badan

tidak dipotong kecuali hanya satu anggota badan. Akan ada

penjelasan di dalam bab qishash terhadap angota badan-

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang menyatakan

sekelompok orang dihukum mati karena membunuh satu orang yaitu

melihat kepada kemaslahatan, karena dapat dipahami bahwa

disyariatkannya hukum mati itu untuk meniadakan pembunuhan,

sebagaimana diterangkan oleh Al Qur'an di dalam firman Allah Ta'ala:

"Dan dalam qishaash itu ada (iaminan kelangsungan) hidup

bagimu, hai orang-orang yang berakal." (Qs. Al Baqarah 127: 179)'

Jika demikian halnya, seandainya sekelompok orang tidak

dihukum mati karena membunuh safu orang, niscaya manusia akan

mencari jalan untuk melakukan pembunuhan yaitu dengan sengaja

membunuh satu orang dengan perantaraan sekelompok orang. Tetapi

ulama yang menyanggah pendapat ini bisa juga mengatakan, bahwa hal

ini menjadi keharusan seandainya dari sekelompok itu tidak ada seorang

pun yang dihukum mati. Tetapi jika ada salah seorang di antara mereka

yang dihukum mati, yang karena pembunuhanya diduga biasanya jiwa itu

hilang, maka tidak menjadi keharusan jika hukuman tersebut dibatalkan

hingga menjadi sebab munculnya kekuasaan untuk menghilangkan jiwa.

Dalil yang dijadikan pijakan oleh ulama yang menyatakan seorang

dihukum mati karena membunuh satu orang, yaitu firman Allah Ta'ala,

,,Dan Kami telah tetapkan terhadap merekn di dalamnya (Taurat)

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata'"(Qs' Al

Maa'idah [5]: a!.
Tentang seorang laki-laki dihukum mati karena membunuh seorang

wanita: Ibnu Al Mundzir dan ulama lainnya yang menyebutkan

perbedaan pendapat menceritakan bahwa itu merupakan kesepakatan para

ulama, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ali yang termasuk dari

kalangan para sahabat. Dan juga diriwayatkan dari Utsman Al Butti,

bahwa jika seorang laki-laki dihukum mati karena membunuh seorang
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wanita, maka wali wanita itu wajib membayar separuh diyat. Al Qadhi
Abu Al Walid Al Baji di dalam Al Muntaqa meriwayatkan dari Al Hasan
Al Bashri, bahwa seorang laki-laki tidak dihukum mati karena
membunuh seorang wanita dan juga diceritakan oleh Al Khathabi di
dalam Ma'alim As-Sunan. Dan ini adalah pendapat yang nyeleneh
(ganjil), tetapi dalilnya cukup kuat yaitu firman Allah Ta'ala:

"Dan wanita dengan wanito." (Qs. Al Baqarah[2]: 178).

Meskipun dalil khithab (ma/hum mukhalafah) di sini bertentangan
dengan keumuman yang terdapat di dalam firman Allah Ta'ala, "Dan
Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwa
jiwa (dibalas) dengan jiwa."(Qs. Al Maa'idah [5]: a5).

Tetapi ini juga berarti bahwa khitab (ketetapan) ini terdapat di
selain syariat kita, dan ini adalah masalah yang masih diperselisihkan
(maksudnya, apakah syariat umat seebelum kita berlaku sebagai syariat
bagi kita atau tidak?) Dan dalil yang dijadikan sebagai sandaran tentang
seorang laki-laki dihukum mafi karena membunuh seorang wanita yaitu
melihat kepada kemaslahatan umum.

Dari bab ini mereka berbeda pendapat tentang seorang bapak dan
anaknya:

L Malik berpendapat bahwa seorang bapak tidak diqishash karena
membunuh anaknya, kecuali jika seorang bapak tersebut
merebahkannya, lalu membunuhnya, tetapi jika memukulnya
dengan kepala pedang atau tongkat, lalu menyebabkan dia mati,
maka berarti dia tidak membunuhnya. Begitujuga menurutnya
seorang kakek terhadap cucunya.

2. Abu Hanifah, Syaf i dan Ats-Tsauri mengatakan bahwa seorang
bapak tidak boleh diqishash karena membunuh anaknya, tidak pula
seorang kakek karena membunuh cucunya, jika membunuh dengan
cara pembunuhan yang disengaja bagaimanapun. pendapat ini juga
dikemukakan oleh jumhur ulama.

Dalil yang dijadikan pijakan oleh mereka yaitu hadits Ibnu Abbas,
bahwa Nabi SAW bersabda,

,t*rLir ; 
"$^st 

i# y.it,rSr -il ;iu. 'rt,.; \i
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4Hukuman hadd itu tidak boleh dilaksanakan di masjid-masiid dan

seorang bapak tidak boteh diqishash karena membunuh anaknya." zl

Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh Malik ialah

keumuman qishash di antara kaum muslimin.

Sebab perbedaan pendapat: Pada hadits yang diriwayatkan dari

Yahya bin sa'id, dari Amru bin Syu'aib, bahwa seseorang dari Bani

Mudlij, yang bernama Qatadah memukul anaknya dengan pedang lalu

mengenai betisnya, lalu lukanya menjalar dan meninggal dunia. Lalu

Suraqah bin Ja'syam datang menemui Umar bin Al Khaththab dan

melaporkan hal itu kepadanYa.

Lalu umar berkata kepadanya, "siapkan di MaQadid sebanyak

seratus dua puluh ekor unta sampai saya datang menemuimu." Setelah

Umar datang menemuinya, dia mengambil dari unta tersebut sebanyak

tiga puluh ekor hiqqahaze, tiga puluh ekor jadza'aha3o dan empat puluh

ekor khalifa& (unta yang sedang hamil), kemudian dia berkata, "Manakah

saudara orang yang terbunuh itu?" salah seorang menjawab, "Saya di

sini." Umar berkata, "Ambillah unta-unta itu, karena Rasulullah SAW

bersabda, "Pembunuh itu tidak memperoleh sesttattt pun'"431

Malik mengartikan hadits ini bahwa perbuatan tersebut tidak

dilakukan dengan murni disengaja, dari situ dia menetapkan adanya syibh

'amd tentang pembunuhan antara anak dan bapaknya. Sedangkan jumhur

mengartikan secara zhahirnya, bahwa orang tersebut melakukannya

Hasan. HR. At-Tirmidzi (1401), Ibnu Majah secara ringkas (2599), Ad-Darimi

(2125A), Ad-Daruquthni (3/141, 142), Ath-Thahabrani (11/5), dan dinilai iasar
oleh Al Albani di dalamslahih At-Tirmidzi.
Yaitu unta yang usianya sudah sempunu tiga tahun dan memasuki tahun

keerrpat. Dinamakan demikian karena kepastian untuk dapat mengandung dan

dikawinkan oleh PejantannYa'
030 Yaitu unta yang uiianya sudah sempgma empat tahun dan memasuki tahun

kelima. Dinamakan seperti itu karena giginya sudah tanggal lalu terlepas

darinya.
43r Hasin Lighairihi. HR. Malik didalamAl Muwaththa'(21867), (10), dan Syafr'i

meriwaya-tkan darinya (21220), (366), Ahmad (l/49), secara ringkas dan juga

diriwayatkan oleh Ibnu Al Jarud (788), Al Baihaqi (8/38), setelah meriwayatkan

hadits ini Al Baihaqi mengatakan bahwa Hadits ini munqathi'. Saya katakan,

hadits ini memiliki beberapa jalan yang sebagiannya memperkuat sebagian yang

lain, dan hadits ini minimal hasan lighairifti, unhrk itu lihat Al lrwa'karya Al
Albani (2215).

428

429
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dengan sengaja, berdasarkan kesepakatan mereka bahwa orang yang
memukul orang lain dengan pedang lalu membunuhnya, maka itu
dinamakan menyengaja.

Sedangkan Malik, berpendapat karena seorang bapak memiliki
kekuasaan untuk mendidik anaknya dan karena kecintaannya kepada
anak, maka dia mengartikan pembunuhan yang te{adi dalam kondisi
seperti ini bukan termasuk disengaja. Dia tidak menuduh si bapak, karena
itu bukan termasuk pembunuhan dengan cara khianat, hanya saja pelaku
pembunuhan tersebut diartikan bahwa dia bermaksud melakukan
pembunuhan dari segi prasangka dan dugaan yang kuat, karena niat itu
tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala.

Jadi, Malik tidak menuduh si bapak seperti menuduh orang lain,
karena kuatnya kecintaan yang ada di antara seorang bapak dan anaknya.
Sedangkan jumhur memberikan alasan dihindarinya hukuman dari
seorang bapak karena kedudukan hak bapak pada anaknya. yang berjalan
sesuai dengan kaidah dasar ahli zhahir yaitu harus diqishash. Maka inilah
pembicaraan tentang hal-hal yang mengharuskan qishash.

Bagian Kedua

Tentang Kewajiban dalam eishash
Pembahasan tentang kewajiban dalam qishash: para ulama sepakat

bahwa wali orang yang terbunuh berhak melakukan salah satu dari dua
hal: qishash atau mernberikan maaf, baik dengan syarat membayar diyat
atau tidak. Mereka berbeda pendapat apakah perpindahan dalj. qishash
kepada pemberian maaf dengan syarat membayar diyat merupakan hak
yang harus diterima oleh wali orang yang terbunuh tanpa ada pilihan bagi
orang yang dikenai hukum qishash, ataukah diyat itu tidak bisa
ditetapkan kecuali dengan keridhaan dari kedua kelompok tersebut
(maksudnya, wali korban dan si pembunuh). Dan jika orang yang dikenai
hukuman qishash tidak ingin membayar diyat, maka wali orang yang
terbunuh tidak ada hak lain kecuali qishash secara mutlak atau
memberikan maat

l. Malik berpendapat tidak ada keharusan bagi wali kecuali harus
melakukan qishash atau memberikan maaf tanpa harus membayar
diyat, kecuali jika si pembunuh rela untuk memberikan diyat. Ini
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adalah riwayat Ibnu Al Qasim darinya dan pendapat ini juga

dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al Auza'i dan

sekelompok ulama.

2. Syaf i, Ahmad, Abu Tsaur, Daud dan kebanyakan para fuqaha

Madinah yang termasuk para pengikut Malik dan ulama lainnya

berpendapat bahwa wali orang yang terbunuh dibolehkan memilih;

antara melakukan qishash dan mengambil diyat, baik si pembunuh

rela atau tidak. Pendapat ini diriwayatkan oleh Asyhab dari Malik,

hanya saja pendapat yang masyhur dari Malik yaitu riwayat yang

pertama.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Malik di dalam riwayat yang

masyhur ialah hadits Anas bin Malik, tentang kisah Sinnar Rubayyi',

bahwa Rasulullah SAW bersabda,

" Ketentuan Allah adalah qishash -'At2

Maka dengan datil khithab bisa diketahui, maka tidak ada hak

baginya kecuali harus melakukan qishash.

Sedangkan dalil yang dijadikan pijakan oleh kelompok kedua yaitu

hadits Abu Hurairah yang shahih,
zz I

lt , - c /
4J [:l ..,.

"Siapa yang salah satu keluarganya terbunuh, makn dia boleh

memilih yang terbaik di antara dua hal: yaitu antara mengambil diyat

at au memb erikan maaf.'433

Kedua hadits tersebut adalah hadits yang disepakati keshahihannya,

tetapi hadits yang pertama lernah dilallah (segi dalil)nya, karena tidak

ada pilihan bagianya kecuali harus melakukan qishasft. Dengan hadits

kedua, merupakan nash yang menerangkan bahwa dia berhak memilih.

-fu"oi ;;jt-'-tsr'.']u';ri'; ,;-'Ft ;-) i,P

433

Shahih. HR' Al Bukhari (6894), Abu Daud (4595), An-Nasa.i (8/26,27),Ibnltt

Majah (264g),Ahmad (3t128,167),Ibnu Al Jarud (841), Ath-Thabrani di dalam

Al Kabir (241262), (llzil) dan Al Baihaqi (8/39,64)'

Muttafaq ,Alqih. Diriwayatkan dengan panjang dan ringkas olgh Af Bukhari

(6880), 
.Muslim 

(1355), Abu Daud (4505), At-Tirmidzi (2669), An-Nasa.i

(8/38) dan Ibnu Majah (2@2')-
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Penggabungan antara kedua hadits tersebut mungkin bisa dilakukan, jika
dalil khithab dari hadits tersebut dihilangkan, jika penggabungan itu
menjadi keharusan dan mungkin bisa dilakukan, maka berarti kembali
kepada hadits yang kedua merupakan kewajiban.

Jumhur berpendapat bahwa penggabungan itu wajib jika
memungkinkan dan itu lebih utama dari mengunggulkan salah satunya
dan juga Allah Azza wa Jallaberftman:

" Dan j anganlah kamu membunuh dirimu." (Q* An-Nisaa' $]: 29)

Jika ditawarkan kepada seorang mukallaf untuk menebus dirinya
dengan harta, maka dia harus menebusnya. Karena pada dasarnya ialah
jika dia mendapatkan makanan dalam kondisi lapar dengan harga yang
sama dan dia memiliki sesuatu yang bisa untuk membelinya (maksudnya,
maka dia diharuskan untuk membelinya), lalu bagaimana dengan
membeli dirinya? Berdasarkan riwayat ini berarti jika orang yang
terbunuh memilik beberapa wali yang mereka masih kecil dan sudah
dewasa, maka hukuman mati tersebut ditunda sampai para wali yang
masih kecil menjadi dewasa dan mereka menentukan pilihannya.
Terutama jika para wali yang masih kecil bisa menghalangi perwalian
orang-orang yang sudah dewasa seperti anak-anak dengan saudara laki-
laki.

Al Qadhi berkata, "Masalah ini pernah terjadi di Kordova, di masa
kakekku rahimahullah. Para ulama yang sezaman dengannya
memberikan fatwa dengan riwayat yang masyhur, yaitu agar tidak
menunggu para wali yang masih kecil. Sedangkan dia sendiri
rahimahullaft memberikan fatwa agar menunggunya berdasarkan qiyas.
Maka para ulama yang sezaman dengannya menjelek-jelekkan hal itu,
karena kuatnya taklid yang mereka pegangi, sehingga terpaksa dia
membuat suatu pembahasan yang dalam pembahasan tersebut dia
membela madzhab ini. Dan ini ada di tangan orang banyak."

Pembahasan dalam bab ini yaitu terangkum dalam dua bagian:
tentang pemberian maaf dan qishash.
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Tentang Pemberian Maaf

Pembahasan tentang pemberian maaf mencakup dua hal:

Pertama, tentang siapakah yang berhak memberikan maaf, dan

urut-urutan wali orang yang terbunuh dalam hal ini'

Kedua, apakah dia boleh memberikan maaf dengan syarat

membayar diyat atau tidak? Telah kami jelaskan di dalam pembahasan

tentang: apakah dia boleh memberikan maaf dengan syarat membayar

diyat.

Tentang siapakah orang yang berhak memberikan maaf secara

global, mereka adalah orang-orang yang berhak menuntut jiwa orang

yang terbunuh. Dan orang-orang yang berhak menuntut jiwa yang

terbunuh ialah ashabaft menurut Malik. Sedangkan menurut ulama

lainnya, yaitu setiap orang yang mendapatkan warisan, artinya mereka

sepakat bahwa orang yang dibunuh dengan sengaja jika memiliki anak-

anak yang sudah dewasa, lalu salah seorang dari mereka memberikan

maaf, mal1€ qishaslr tersebut berarti telah batal dan harus membayar

diyat.

Mereka berbeda pendapat tentang perselisihan antara anak-anak

perempuan dan anak-anak laki-laki dalam hal pemberian maaf atau

qishash. Begitujuga suami atau istri dan saudara perempruln:

l. Malik berpendapat bahwa anak-anak peranpuan dan saudara

perempuan tidak berhak mengeluarkan pendapat ketika ada

beberapa anak laki-laki dan saudara laki-laki dalam urusan qishash

atau kebalikannya. Dan perkataan mereka tidak diperhitungkan

ketika ada kaum lelaki. Begitujuga unrsannya mengenai suami dan

istri.

2. Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad dan Syaf i berpendapat bahwa

setiap orang yang mendapatkan warisan perkataannya

diperhitungkan dalam menggugurkan qishash dan menggugurkan

bagiannya dari diyat serta untuk mengambil diyat'

3. Syaf i berpendapat orang yang tidak hadir di antara mereka dan

orang yang hadir serta orang yang masih kecil dan orang yang

sudah dewasa sama kedudukannYa.
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Dalil yang dijadikan landasan oleh mereka ialah: mereka
mempertimbangkan jiwa orang yang terbunuh dengan diyat. Sedangkan
dalil kelompok pertama ialah: bahwa perwalian itu hanya untuk laki-laki,
bukan untuk perempuan.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang terbunuh dengan
sengaja, jika orang tersebut memberikan maaf dari menuntut jiwanya
sebelum dia meninggal, apakah hal itu dibolehkan bagi para wali?
Begitujuga tentang orang yang dibunuh karena bersalah, jika dia
membebaskan dari diyat:

l. Sekelompok ulama berpendapat bahwa jika orang yang terbunuh
memberikan maaf dari menuntut jiwanya dalam pembunuhan
sengaja, maka hal itu telah berlalu. Di antara ulama yang
mengemukakan pendapat ini ialah Malik, Abu Hanifah, Al Auza,i
dan ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Syafi,i.

2. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa pemberian maafirya
tidak menjadi keharusan dan bagi para wali berhak melakukan
qishash atau memberikan maaf. Di antara ulama yang
mengemukakan pendapat ini ialah Abu Tsaur dan Daud, ini adalah
pendapat Syaf i ketika berada di Iraq.

Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok ini ialah bahwa Allah
memberikan pilihan kepada wali daram tiga hal: kemungkinan
memberikan maaf kemungkinan melakukan qishash dan kemungkinan
menuntut diyat. Dan itu umum pada setiap orang yang terbunuh, baik dia
telah memaafkan dari menuntut jiwanya sebelum meninggal dunia atau
tidak?

Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ialah: bahwa
sesuatu yang diperuntukkan wali hanyalah hak orang yang terbunuh.
Maka wali menggantikan orang yang terbunuh dan menempati
kedudukannya. Jadi, orang yang terbunuh lebih berhak untuk memilih
daripada orang yang menempati kedudukannya seterah dirinya meninggal
dunia. Para ulama telah sepakat bahwa firman Allah ra'ala:
"Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak
itu (menjadi) penebus dosa baginyc."(es.Al Ma,idah [5]: a5).

Yang dimaksud dengan orang yang melepaskan hak qishash di sini
ialah orang yang terbunuh melepaskan hak qishash-nya. Hanya saja
mereka berbeda pendapat, kepada siapakah kembalinya dhamir (kata
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ganti) tersebut di dalam firman Allah Ta'ala'. "Maka melepaskan hak itu

(menjadi) penebus dosa baginya."(Qs.AI Maa'idah [5]: a5)'

1. Suatu pendapat mengatakan, kepada si pembunuh, menurut ulama

yang berpendapat bahwa si pembunuh berhak mendapatkan taubat.

2. Pendapat lain mengatakan, kepada orang yang terbunuh, sebagai

penebus dari berbagai dosa dan kesalahannya.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pemberian maaf

oleh orang yang terbunuh karena bersalah dari menuntut diyat:

1. Malik, Syaf i, Abu Hanifah dan jumhur fuqaha berbagai negeri

berpendapat bahwa pemberian maafrrya adalah pada sepertiganya,

kecuali jika ahli warisnya membolehkan hal itu.

2_ Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa hal itu dibolehkan pada

semua hartanya. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini

ialah Thawus dan Al Hasan.

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ialah: bahwa dia adalah

orang yang memberikan hartanya setelah meninggal dunia, maka tidak

dibolehkan kecuali sepertiga hartanya, hukum asalnya ialah wasiat.

Sedangakan dalil kelompok kedua yaitu bahwa jika dia berhak

memberikan maaf dari menuntut jiwanya, maka tentunya lebih

dibolehkan untuk memberikan maaf dari menuntut harta' Permasalahan

ini lebih dikhususkan padakitab diyat.

Para ulama berbeda pendapat jika orang yang terluka memberikan

maaf atas luka yang menimpanya, lalu orang tersebut meninggal dunia

akibat luka tersebut, apakah para wali berhak menuntut jiwanya atau

tidak?

1. Malik berpendapat bahwa mereka berhak melakukan hal itu,

kecuali jika orang yang terluka itu mengatakan, saya memberikan

maaf dari menuntut luka dan apa yang diakibatkan oleh luka

tersebut.

2. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa jika dia

memberikan maaf dari luka dan meninggal dunia, maka tidak ada

hak bagi mereka dan pernberian maaf dari menuntut luka adalah

pemberian maaf dari menuntut jiwa-
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3. Sekelompok ulama berpendapat bahwa mereka harus menuntut
diyat jika dia memberikan maaf dari menuntut luka secara mutlak.
Dan mereka ini berbeda pendapat:

f,Q Di antara mereka ada yang mengatakan, orang yang melukai
harus membayar diyat semuanya. Pendapat ini dipilih oleh Al
Muzani dari beberapa pendapat Syaf i.

[l Ada juga yang mengatakan, orang yang melukai harus
membayar diyat atas luka yang masih ada, setelah
menggugurkan diyat luka yang dimaafkan. Ini adalah
pendapat Ats-Tsauri.

Ulama yang berpendapat bahwa dia tidak memberikan maaf dari
menuntut jiwanya, maka tidak dapat digambarkan perbedaan, bahwa hal
itu tidak menggugurkan tuntutan wali terhadap diyat tersebut, karena jika
pemberian maaf tersebut dari menuntut jiwa, maka tidak menggugurkan
hak wali, maka lebih utama jika pemberian maafirya tidak menggugurkan
dari menuntut luka.

Mereka berbeda pendapat tentang pembunuh yang melakukan
dengan sengaja, lalu diberikan maaf, apakah penguasa masih memiliki
hak pada dirinya atau tidak?

1. Malik dan Al-Laits berpendapat bahwa pembunuh tersebut
dihukum dera sebanyak seratus kali dan di penjara selama satu
tahun. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama Madinah dan
juga diriwayatkan dari Umar.

2. Sekelompok ulama (yaitu Syaf i, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur)
berpendapat bahwa hal itu tidak menjadi kewajiban atas dirinya.
Abu Tsaur berkata, "Kecuali jika dia dikenal sering melakukan
kejahatan, maka seorang imam berhak memberikan pelajaran sesuai
dengan penilaiannya."

Tidak ada dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok pertama
kecuali hanya hadits yang dha'if. Sedangkan dalil yang dijadikan
landasan oleh kelompok kedua yaitu, zhahir syariat, dan pembatasan
dalam hal itu tidak bisa kecuali harus dengan dalil tauqifi. Dan tidak ada
dalll tauqifiyangshahih dalam hal ini.
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Tentang Qishash

Pembahasan tentang qishash yaitu tentang sifat qishash, siapakah

yang melaksanakan qkhash itu, dan kapan pelaksanaan qishash it;u?

Tentangsifatqishashpadajiwa:paraulamaberbedapendapat
dalam hal itu:

1. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa seorang pembunuh

diqishash sesuai dengan sifat yang dia lakukan ketika membunuh'

Barangsiapa yang membunuh dengan ditenggelamkan' maka ofirng

tersebutdibunuhdenganditenggelamkan,danbarangsiapayang
membunuh dengan cara memukul dengan batu' maka dibunuh

dengancarayangsma.PerrdapatinidikemukakanolehMalikdan
Syafi,i.Merekamengatakan,kecualijikapenyiksaanterhadap
dirinya dengan cara tersebut berkepanjangan, maka dengan pedang

lebih memPeringan beban-

Para pengikut Malik beft€da pendapat tentang orang yang

membakar orang lain, apakah dia juga dibakar, meskipun mereka

sepakat denean pendapat Malik tentang kesamaan bentuk

pembunuhan? Begitujuga tentang orang yang membunuh dengan

panah.

2. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa dengan cara

bagaimanapundiamerrbunuh,makadiaharusdihukummati
denganPedang'

Dalilyangdijadikanlandasanolehmereka,yaifuhaditsyang
diriwayatkan oleh Al Hasan dari Nabi sAw, bahwa beliau bersabda,

1i'-\;;r
,,Tidak ada huhman qkhash kecuali dengan menggunakan alat

yang terbuat dari besi (pedang)-'A3a

orn Dha'i|HR. Ibnu Abi Syaibah di dalam Al Mushannaf (91354), dan Al Khathib

Al B;ghdadi di datam Tarikh-tya (14/gg), semuanya dari Al Hasan secara

mursal.
Diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni (3/106), Al Baihaqi 

\8t_921, 
dari jalan

t'tusatinDau4dariMubarahdariAlHasansecaramursal.Yunusberkata,
..Saya tanyakan kepada Al Hasao, dari siapakah kamu mengambil hadits ini, dia

-"oioorub, 
.Saya'rnendengar An-Nu'man bin Basyir menyebu&annya'." Al

Baihaqi ,,*rgututuo bah; Mubarak tidak bisa dijadikan sebagai hujjah'
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Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok pertama
yaitu hadits Anas:

de 1., i' 1., 'r , . ,. -. -:elrr ur., )t Jrt tbj ,;.ei1t
. 'J .2t-> '-,l)-J l)--

, 2, 7 t- o i
,rll ac., t2:;4.,- ill

,t-e,t,- c, t. a.
:JE Jf ..;--'Llt'&J,.

"Bahwa seorang Yahudi memukul kepala seorang wanita dengan
batu. Maka Nabi SAW memukul kepalanya dengan menggunakan batu,
atau perawi mengatakan, antara dua batu.'/3s

Sedangkan firman Allah Ta'ala:

"Diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang
yang dibunuft." (Qs. Al Baqarah l2): 178)

Dan hukuman qishash itu mengandung arti persamaan.

Tentang kepada siapakah yang bisa melaksanakan qishash itu?:

1. Pendapat yang kuat mengatakan bahwa qishash itu dilaksanakan
oleh wali orang yang terbunuh.

2. Pendapat lain mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin
dilaksanakan olehnya, karena adanya permusuhan, serta
dikhawatirkan berbuat zhalim pada orang yang diqishash.

Tentang kapan pelaksanaan qishash itu? Setelah adanya hal-hal
yang mewajibkan qishasft, dan memberikan udzur kepada si pembunuh
dalam hal itu, jika dia tidak mengakuinya.

Mereka berbeda pendapat, apakah agar tempat pelaksanaannya
bukan tempat yang haram termasuk syarat qishash?

Mereka sepakat bahwa wanita yang hamil jika membunuh dengan
sengaja, maka dia tidak diqishash hingga melahirkan kandungannya.

Menurut saya, Mubarak diperkuat oleh masing-masing seperti Asy'ats bin
Abdul Malik dan umar bin ubaid. Dengan demikian, sanad hadits ni shahih
sampai kepada Al Hasan, tetapi masih ada illat kemursalan hadits tersebut.nt5 Muttafaq 'Alaih. HF.. Al Bukhari (6877, 68:19), Muslim (1672), Abu Daud
(5427), (5429), (5435), At-Tirmidzi (1394), An-Nasa'i (B/22), Ibnu Majah
(2665), Ahmad (3/183, 269), Ad-Darimi (2/190), semuanya berasal dari Anas
bin Malik RA.
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Mereka berbeda pendapat tentang orang yang membunuh dengan

racun:

1. Jumhur berpendapat wajib diqishash'

2. Sebagian ahli zhahir berpendapat tidak boleh diqishash karena

RasulullahSAWdanparasahabatnyadiracundanbeliautidak
menghukum orang yang meracuninya' Telah sempuma

pembahasan kitab qlsftasft pada jiwa'
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elr+Il .irA
KITAB PELUKAAN

Pelukaan itu ada dua macam: pelukaan yang terkena qishash, diyat
atau pemberian maaf. Dan pelukaan yang terkena diyat atau pemberian
maaf. Kita akan memulai dengan pelukaan yang padanya terdapat
qishash. Pembahasan di sini juga tentang: syarat-syarat orang yang
melukai, luka yang karenanya berhak diqishash, orang yang terluka,
tentang hukum yang wajib yait:u qisha.sft dan tentang penggantinya jika
ada penggantinya.

Tentang Orang yang Melukai

Orang yang melukai disyaratkan agar dia seorang mukallaf
sebagaimana hal itu disyaratkan pada orang yang membunuh, yaitu
baligh (dewasa) dan berakal. Kedewasaan itu terjadi dengan mimpi dan
usia tanpa ada perbedaan, meskipun perbedaan itu tedadi pada batas usia.
Maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun. pendapat

ini dikemukakan oleh Syafi'i.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika seorang memotong
anggota badan seorang manusia, maka wajib diqishash jika pada anggota
tubuh yang wajib untuk dikenai qishash. Mereka berbeda pendapat jika
sekelompok orang memotong anggota badan seorang:

l. Ahlu zhahir berpendapat bahwa dua tangan tidak boleh dipotong
karena memotong satu tangan.

2. Malik dan Syafi'i berpendapat tangan-tangan itu dipotong karena
memotong safu tangan, sebagaimana menurut mereka jiwa-jiwa itu
dihukum mati karena membunuh satu jiwa.

3. Sedangkan Abu Hanifah membedakan antara jiwa dan anggota
badan, mereka mengatakan, beberapa anggota badan tidak dipotong
karena memotong satu anggota badan, sedangkan jiwa-jiwa itu
dihukum mati karena membunuh satu jiwa. Menurut mereka
anggota badan itu terbagi-bagi, sedangkan menghilangkan jiwa itu
tidak terbagi-bagi.
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Tentang masalah tumbuhnya rambut (pada kemaluan) masih

diperselisihkan:

l. Syaf i mengatakan bahwa itu menunjukkan dewasa secara mutlak.

2. Madztrab Maliki masih memperselisihkan tentang tumbuhnya
rambut (kemaluan) pada hukuman hadd, apakah itu menunjukkan
baligh atau tidak? Yang me,njadi dasar pada semua ini ialah hadits
Bani Quraizhah:

.€tlt * -?r'Ci"J'&,F *i y?"t ;*'ir
"Bahwa Nabi SAW membunuh di antara mereka yang rambut

kemaluannya telah tumbuh dan pernah dicukur.'{36

Sebagaimana yang menjadi dasar dalam usia yaitu hadits Ibnu
Umar: bahwa dia menawarkan dirirya pada perang Khandaq ketika itu
dia benrsia empat belas tahun, maka dia tidak diterima dan dia diterima
pada perang Uhud, ketika itu dia berusia limabelas tahun.a37

Tentang Orang yang Terluka

Tentang oftmg yang terluka: diqraratkan agar darahnya sebanding

dengan darah orang yang melukai. Yang berpengaruh dalam urusan

sebanding ialah: masalah perbudalan dan kekafiran. Tentang budak dan

orang merdeka, para ulama berMa pendapat tentang terjadinya qishash

antara keduanya dalam unsan luka s€perti perselisihan mereka dalam

urusan jiwa:

l. Bahwa seorang yang merrdeka tidak diqishash karena melukai
seomng budak dan seorang budak diqishash karena melukai
seorang yang merdeka, seperti keadaan pada jiwa.

4r7

Shahih: yang menjadi d2s1 dalarn bal ini )raitu hadits Athiyyah Al Qarzhi, dia
berkata" aku termasukorang yang ditawan dari Bani Quraizhah, maka mereka
(kaum mrslimin), rnelihat orang yang rambut kemahrannya telah tumbuh, lalu
dibuuuh dan smng yang rambut kcmaluannya belum tumbuh, tidak dibrmub
dan saya termasuk orang yang rambut fematuamya belum tumbuh-
HR. Abu Daud (zl4M), At-Ttumidzi (1584), An-Nasa'i (6/155), Ibnu Majah
(2541), (2542), Ahmad (41310,383), (5/312), Ath-Thayalisi (1284) dan At
Humaidi (888, 889).
Muaafaq 'Alaih. HR. Al Bulfiari (zffi, 4W7\, Muslim (1868), Abu Daud
(4406,4407), At-Tirmidzi (l7l l), Ibm Majah (2543) dan Ahmad (Afl).
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2. Bahwa masing-masing dari keduanya diqishash karena melukai
masing-masing dari keduanya, mereka tidak membedakan antara
jiwa dan luka.

3. Membedakan dengan mengatakan bahwa seorang yang lebih tinggi
diqishash karena membunuh seorang yang lebih rendah pada

urusan jiwa dan luka.

4. Diqishash pada urusan jiwa dan tidak pada luka.

5. Malik dalam hal ini terdapat dua riwayat. Yang benar, sebagaimana

diqishash pada urusan jiwa, maka diqishash juga pada urusan luka.

Jadi inilah keadaan seorang budak bersama orang yang merdeka.

Adapun keadaan budak, sebagian mereka dengan sebagian yang

lain, dalam hal ini ada tiga pendapat di kalangan para ulama:

1. Bahwa qishash itu terjadi di antara mereka, pada jiwa dan lainnya.
Ini adalah pendapat Syaf i dan sekelompok ulama, pendapat ini
juga diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan juga pendapat

Malik.

2. Bahwa tidak ada qishash di antara mereka, baik pada jiwa dan juga
pada luka, karena mereka seperti binatang. Ini adalah pendapat Al
Hasan,Ibnu Syubrumah dan sekelompok ulama.

3. Bahwa qishash terjadi di antara mereka pada jiwa, dan tidak pada
yang lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan
Ats-Tsauri. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok pertama yaitu firman
Allah Ta'ala,"Dan hamba dengan hamba." (Al Baqarah: 178).

Dalil yang dijadikan pengangan oleh madzhab Hanafi yaitu hadits
yang diriwayatkan dari Imran bin Al Hushain,

\t ,* :t ,S';,, t:;v ,;Gi ig.y oi 'g ,r* {F.t:':tli
'L'Gir-P'*'r.

"Bahwa seorang budak milik suatu kaum yang fakir memotong
telinga seorang budak milik suatu kaum yang kaya, lalu mereka datang

BidayatulMujtahid 821



menemui Rasulullah SAW, maka beliau tidak mengqishash budak

tersebut.'{38

Tentang Pelukaan

Tentang pelukaan, disyaratkan agar pelukaan tersebut dilakukan

dengan sengaja (maksudnya, pelukaan yang harus diqishash). Dan

pelukaan itu sendiri tidak lepas dari kemungkinan menghilangkan salah

satu anggota badan orang yang dilukai atau tidak.

Jika pelukaan tersebut termasuk yang menghilangkan salah satu

anggota, maka kesengajaan di sini ialah bermaksud memukulnya dengan

sikap marah dan dengan alat yang biasanya dapat melukai. Jika

melukainya dengan sikap main-main atau dengan alat yang biasanya

tidak melukai atau dengan sikap untuk mendidik, maka perbedaan yang

te{adi dalam hal ini sama dangan perbedaan yang terjadi pada

pembunuhan akibat pukulan dengan sikap main-main dan mendidik

dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan.

Abu Hanifah mempertimbangkan alatnya, hingga dia mengatakan,

orang yang membunuh dengan menggunakan benda berat tidak dihukum

mati. Ini adalah pendapat yang ganjil darinya (maksudnya, perselisihan

apakah dalam hal ini terdapat qishash atau diyat, jika pelukaan tersebut

termasuk pelukaan yang menuntut diyat).

Jika pelukaan itu telah menghilangkan salah satu anggota badan

orang yang dilukai, maka termasuk syarat qishash dalam hal ini ialah

kesengajaan juga, tanpa ada perbedaan pendapat. Tentang membedakan

yang sengaja dan yang fidak sengaja terdapat perselisihan'

Jika memukulnya pada anggota badan itu sendiri, lalu terpotong

dan pemukulan tersebut dilakukan dengan alat yang biasanya anggota

badan itu terpotong, atau memukulnya dengan sikap permusuhan, maka

tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, bahwa dalam hal ini terdapat

qishash. Jika memukulnya dengan tamparan, cambuk, atau yang

semisalnya, yang zhahirnya tidak bermaksud menghilangkan anggota

badan, seperti menamparnya, lalu matanya tercukil: pendapat yang

n" Shahih. HR. Abu Daud (4590), An-Nasa'i (8125), Ahmad (41438), Ad-Darimi
(2t254'), Al Baihaqi (8/105), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih

Abu Doud.
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dikuatkan jumhur ialah bahwa hal itu adalah syibh 'amd dan dalam hal

ini tidak ada qishash, tetapi diwajibkan diyat berat pada hartanya.

Pendapat ini merupakan riwayat para ulama Iraq dari Malik.

Pendapat yang masyhur di dalam madzhab Maliki, bahwa itu
adalah suatu kesengajaan dan dalam hal ini terdapat qishash, kecuali pada

kasus seorang bapak bersama anaknya.

Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa

syibh 'amd hanya terdapat pada jiwa, tidak pada pelukaan.

Jika melukainya, lalu menghilangkan salah satu anggota badan

dengan cara main-main. Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

pertama, wajib melakukan qishash.Dan kedua, tidak ada qishash.

Tentang sesuatu yang menjadi keharusan berdasarkan dua pendapat

ini, terdapat dua pendapat:

L Harus membayar diyat berat.

2. Diyat bersalah (maksudnya, pada pembunuhan bersalah yang
mengharuskan diyat). Begitujuga dilakukan dengan cara mendidik,
dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Sesuatu yang diharuskan pada pelukaan dengan sengaja jika terjadi
berdasarkan syarat-syarat yang telah kami sebutkan yaitu qishash,

berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Dan luka luka (pun) ada

Qishashnya."(Qs. Al Maa'idah [5]: a5).

Yaitu pada semua tindakan yang bisa diterapkan qishash pada
anggota badan tersebut, dan perbuatan yang dijadikan sebagai tempat
qishash dan tidak dikhawatirkan hilangnya jiwa.

Mereka meyakini pendapat ini, karena berdasarkan hadits yang
diriwayatkan,

Y.a'j ,iiut €t-pt ar S-, ;:i

.^iisr,
"Bahwa Rasulullah SAW menghapuskan qishash pada ma'mumah

(luka yang sampai menembus ke otak), munaqqilah (luka yang

.o.^o

e, *', ^lL ;ut ,*
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menggeser tulang dari tempatnya) dan iafah (luka yang sampai bagian

dalam tubuh)."a3e

Malik dan ulama yang sependapat dengannya berpendapat bahwa

ini adalah sama dengan hukum perbuatan yang semakna dengan

perlukaan yang dapat membinasakan, seperti mematahkan tulang leher,

tulang rusuk, dada, paha dan yang semisalnya. Pendapat Malik berbeda-

beda tentang munaqqilah (luka yang menggeser tulang dari tempatnya):

kadang dia mengatakan, harus diqishash dan kadang dia mengatakan,

harus membayar diyat.

Begitujuga urusannya menurut Malik pada anggota tubuh yang

tidak mungkin sama dalam mengqishash, seperti melakukan qishash

karena hilangnya sebagian penglihatan atau sebagian pendengaran. Dan

menurut Malik juga tidak adanya kesamaan bisa menghalangi qishash,

seperti seorang yang buta mencukil mata orang yang melihat'

Dari masalah ini mereka berbeda pendapat tentang orang yang buta

sebelah mencukil mata orang yang sehat dengan sengaja:

1. Jumhur berpendapat, jika orang yang sehat ingin menuntut qishash

kepadanya, maka dia diberi hak untuk itu. Mereka berbeda

pendapat jika orang tersebut memberikan maaf dari menuntut

qishash; sekelompok ulama mengatakan, kalau dia mau, maka dia

berhak mendapatkan diyat sepenuhnya sebesar seribu dinar, ini

adalah pendapat Malik. Pendapat lain mengatakan, dia hanya

berhak mendapatkan setengah diyat, pendapat ini dikemukakan

oleh Syaf i dan juga dinukil dari Malik.

Pendapat Syaf i ini dikemukakan oleh Ibnu Al Qasim, sedangkan

pendapat yang lain dikemukakan oleh Al Mughirah yang termasuk

pengikutnya dan Ibnu Dinar.

2. Para ulama Kufah mengatakan, tidak ada hak bagi orang sehat yang

matanya dicukil kecuali menuntut qishash atau keputusan di antara

keduanya.

n" Hasan. HR. Ibnu Majah (2638), Abu Ya'la (6700, 6702)' Al Baihaqi (8/65),

dari hadits Al Abbas uin nudrt Muththalib dan dinilai hasan oleh Al Albani di

dalam Shahih Ibnu Majah.
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3. Pendapat lain mengatakan, tidak boleh menuntut qishash dari orang
yang buta sebelah dan harus membayar diyat sepenuhnya. Pendapat
ini diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyab dan Utsman.

Dalil yang dijadikan landasan oleh pendapat ini ialah: bahwa satu
mata bagi orang yang buta sebelah kedudukannya sama dengan dua mata,
barangsiapa yang mencukilnya satu saja, maka seolah-olah dia telah
mengqishash dua mata pada satu mata. Pendapat ini juga dikemukakan
oleh ulama yang berpendapat bahwa, jika dia tidak menuntut qishash,

maka dia berhak mendapatkan diyat sepenuhnya. Dan ini mengharuskan

ulama yang berpendapat demikian agar tidak menuntut qishash.

Sedangkan ulama yang menyatakan adanya qishash dan menjadikan
diyat itu menjadi setengah ini lebih menjaga hukum asal. Maka
renungkanlah, karena hal itu dengan sendirinya akan jelas, wallahu
a'lam.

Tentang apakah orang yang terluka diberi hak untuk memilih antara
melakukan qishash dan mengambil diyat ataukah dia hanya berhak
melakukan qishash saja, kecuali jika keduanya mengambil keputusan
untuk mengambil diyat? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dari Malik
seperti dua pendapat dalam pembunuhan. Begitujuga salah satu dari dua
pendapat Malik tentang orang yang buta sebelah mencukil mata orang
yang sehat: yaitu bahwa orang yang sehat diberikan hak untuk memilih
antara mencukil mata orang yang buta sebelah atau mengambil diyat
sebesar seribu dinar atau lima ratus berdasarkan perbedaan yang terjadi
dalam hal itu.

Tentang kapan dilaksanakan qishash karena pelukaan?

L Menurut Malik, tidak dilaksanakan qishash karena pelukaan
kecuali setelah mulai sembuh.

2. Menurut Syaf i, dilaksanakan segera. Syaf i berpegang dengan
zhahir dalil, sedangkan Malik berpendapat bahwa yang
dipertimbangkan ialah akibat yang ditimbulkan oleh pelukaan
tersebut, karena dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya jiwa.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang melakukan
qishash karena melukai, lau orang yang diqishash itu mati karena luka
tersebut:

Bidayatul Mujtahid 825



1. Malik, Syaf i, Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan' orang

yang melakukan qlsftasft tidak menanggung apapun' Pendapat yang

sama diriwayatkan dari Ali dan Umar, pendapat ini juga

dikemukakan oleh Ahmad, Abu Tsaur dan Daud. Abu Hanifah,

Ats-Tsauri,IbnuAbiLailadansekelompokulamamengatakan'jika
meninggal,makakeluargaorangyangmelakukanqishasftwajib
membaYar diYat.

2. Sebagian mereka mengatakan, diyat tersebut diambilkan dari

hartanya. Utsman Al Batti mengatakan, gugur darinya diyat sebesar

luka yang diqishashnya. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud'

Dalilyangdijadikanlandasanolehkelompokpertamayaitu
kesepakatan meieka bahwa orang yang mencuri jika meninggal dunia

karena dipotong tangannya, maka orang yang memotongnya tidak ada

kewajiban apapun. sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh Abu

Hanifah, bahwa itu adalah pembunuhan bersalah, maka harus membayar

diyat.

Menurut Malik tidak boleh qishash itu dilaksanakan pada kondisi

yang panas sekali dan juga kondisi yang dingin sekali. Hal itu ditunda

Lur*u dikhawatirkan orang yang diqishash meninggal dunia akibat

kondisi tersebut. Pendapat lain mengatakan, bahwa tempat merupakan

syarat dibolehkannya melakukan qishash,yaitu selain tanah haram' Inilah

hukum kesengajaan tentang tindak kejahatan pada jiwa dan tindak

kejahatan pada anggota badan. Maka semestinya kita berlanjut pada

h*umpembunuhanbersalah.Dankitamulaidenganhukumbersalah
dalam pada jiwa'
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Kitab Diyat Jiwa

Yang menjadi dasar dalam bab ini yaitu firman Allah Ta,ala:

"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena bersalah
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman
serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh
itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.,, (es. An-
Nisaa' p):92)

Diyat itu berbeda-beda dalam urusan syariat, berdasarkan
perbedaan darah orang yang terbunuh dan berdasarkan perbedaan orang-
orang yang harus membayar diyat. Juga berbeda berdasarkan kesengajaan
jika rela akan hal itu, mungkin oleh kedua kelompok tersebut dan
mungkin oleh orang yang berhak melakukan qishash berdasarkan
perbedaan yang telah dijelaskan.

Pandangan dalam urusan diyat ialah: tentang hal-hal yang
mewajibkannya (maksudnya, tentang pembunuhan yang mwajibkannya),
kemudian tentang macam dan ukurannya, tentang waktu yang wajib
membayarnya dan siapakah yang berkewajiban membayarnya.

Tentang pembunuhan yang mewajibkannya? Mereka sepakat
bahwa diyat itu wajib pada pembunuhan bersarah, pada pembunuhan
sengaja yang dilakukan oleh orang selain mukallaf, seperti orang gila dan
anak kecil dan pada pembunuhan sengaja yang dalam hal ini keharaman
orang yang terbunuh lebih rendah dari keharaman orang yang
membunuh, seperti pembunuhan orang yang merdeka dan budak.

Di antara pembunuhan bersalah ada yang mereka sepakati bahwa
itu adalah pembunuhan bersalah dan juga ada yang mereka berbeda
pendapat dalam hal itu, dan pendahuluan tentang hal itu telah dijelaskan,
selanjutnya akan dijelaskan perselisihan mereka tentang pemberian
jaminan oleh penumpang kendaraan, sopir dan penunjuk jalan.

Tentang ukuran dan macamnya:

Para ulama sepakat bahwa diyat seorang muslim yang merdeka
bagi orang yang memiliki unta sebanyak seratus ekor unta. Jumlah
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tersebut di dalam madzhab Malik terdapat tiga diyat: diyat pembunuhan

bersalah, diyat pembunuhan sengaja jika diterima dan diyat syibh 'amd'

yaitumenurutriwayatyangterkenaldariMaliksepertiperbuatanAl
Mudliji terhadaP anaknYa.

SedangkanmenurutSyafi'idiyatituhanyaduasaja:mukhaffdah
(ringan) dai mughalazhah (berat). Diyat ringan ialah diyat pembunuhan

bersatat. Sedangkan diyat berat ialah diyat pembunuhan sengaja dan

diyat pembunuhan sYibh 'amd.

Sedangkan menurut Abu Hanifah diyat itu juga hanya ada dua:

diyatpembunuhanbersalahdandiyatsyibh,amd.Menurutnyatidakada
diyat pada pembunuhan sengaja, tetapi menurutnya dalam pembunuhan

sengaja ialah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan itu

harus tunai tidak boleh ditunda.

Inilah makna pendapat Malik yang masyhur' karena menurutnya

jikatidakadakeharusanunfukmembayardiyatkecualidengan
kesepakatan, maka tidak ada penzrmaan diyat tersebut tidak ada artinya'

Kecuali pendapat yang diriwayatkan darinya bahwa diyat tersebut boleh

ditunda seperti diyat pembunuhan bersalah. Maka di sini hukumnya

keluar dari hukum harta yang ditetapkan untuk itu. Diyat pembunuhan

sengajamenurutryadibagimenjadiempat:duapuluhlimaekorbintu
*oih-odh (unta betina yang memasuki tahun kedua), dua puluh lima ekor

bintu labun (unta betina yang memasuki tahun ketiga), dua puluh lima

ekorhiqqall(untabetinayangmemasukitahunkeempat)danduapuluh
lima ekor Jadza'ah (unta betina yang memasuki tahun kelima)' Ini juga

merupakan pendapat Ibnu Syihab dan Rabi'ah'

Sedangkandiyatberatmenurufilyadibagimenjaditiga:tigapuluh
ekorhiqqah,tigapuluhekorJadza,ahdanempatpuluhekotkhilfah
(yaitu unta yang ."dut g bunting)' Dan menurut pendapat yang mashur

darinya diyat berat itu tidak lain kecuali seperti perbuatan Al Mudliji

terhadap anaknYa.

MenunrtSyafi'i:bahwadiyatpadasyibh,amddibagmenjaditiga
juga.PendapatinijugadiriwayatkandariUmardanZaidbinTsabit'

AbuTsaurmengatakan,diyatituberlakupadapemubunuhan
sengaja, jika wali o*oiy"ng terbunuh mernberikan maaf, dibagi menjadi

lima seperti diyat pembunuhan bersalah'
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Mereka berbeda pendapat tentang usia unta pada diyat pembunuhan

bersalah:

L Malik dan Syaf i berpendapat bahwa diyat tersebut dibagi menjadi

lima: dua puluh ekor unta bintu makhadh, dua puluh ekor unta

bintu labun, dua pulah ekor unta ibnu labun (unta jantan yang

memasuki tahun ketiga), dua puluh ekor unta hiqqah dan dua puluh

ekor untaTadza'ah. Pendapat ini diriwayatkan dari lbnu Slhab dan

Rabi'ah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan

para pengikutnya (maksudnya, tentang membagi menjadi lima

bagian ini), hanya saja mereka mengganti ibnu labun dengan ibnu

makhadh jantan. Dan kedua hal ini sama-sama diriwayatkan dari

Ibnu Mas'ud.

2. Diriwayatkan dari Ali, bahwa dia membagi menjadi empat bagian,

dia menggugurkan dua puluh lima ibnu labun, pendapat tersebut

dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz dan dalam hal ini tidak

ada hadits yang musnad, maka itu menunjukkan dibolehkan

-wallahu 
a'lam- sebagimana dikemukakan oleh Abu Umar Ibnu

Abdil Barr.

Bukhari dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Ibnu Mas'ud,

dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda:

', ,-,'ii ob6 ;t b\f ', ,fu io\? \F :-: e
'o 'oto . r,'., 'aJo . I .,.'oto.'": J:t 1c'or> J)t ),il 7q J:t

*Pada diyat pembunuhan bersalah adalah dua puluh ekor unta

bintu Makhadh, dua puluh ekor unta lbnu makhadh jantan, dua puluh

ekor unta bintu Labun, dua puluh ekor unta Jadza'ah dan dua puluh ekor

unta Hiqqah.'#o

Abu Umar mengemukakan illat (cacat) pada hadits ini bahwa

hadits ini diriwayatkan dari Khasyaf bin Malik, dari Ibnu Mas'ud dan dia

adalah orang yang tidak dikenal. Dia mengatakan bahwa riwayat yang

ono Dha',I HR. Abu Daud (4545), At-Tirmidzi (1386), An-Nasa'i (8/43), di dalam
Al Kubra (7005), Ibnu Majah (2631), Ahmad (1/450), Ad-Daruquthni (3/173),

Al Baihaqi (8174,75), dan dinilai dha'if oleh Al Albani di dalam Dha'if Abu
Daud. Catatan penting: pengarang membawakan hadits tersebut HR. Al
Bukhari, dan itu suatu kekeliruan darinya rahimahullah.
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palingsayaSukaidalamhaliniialahriwayatdariAli,karenahaditsnya
tiOutlip".selisihkan, sebagaimana diperselisihkan hadits yang dari Ibnu

Mas'ud.

Abu Daud meriwayatkan hadits dari Amru bin Syu'aib' dari

bapaknya, dari kakeknYa:

..Bahwa Rasulullah SAW menetapkan diyat orang yang membunuh

dengan bersalah adalah seratus ekor unta: tiga puluh ekor unta bintu

*oihodh,tiga puluh ekor unta bintu labun, tiga puluh ekor unta hiqqah

dan sepuluh ekor unta ibnu labunjantan'4r"

Abu Sulaiman Al Khaththabi berkata, "Hadits ini tidak saya ketahui

seorang pun dari para fuqaha yang menyatakan hal tersebut' Tetapi

kebanyakanfuqaha*"nyutukunbahwadiyatpembunuhanbersalah
adalah dibagi menjadi lima bagian, meskipun mereka berbeda pendapat

tentang janis-jenisnYa."

Telahdiriwayatkandarisebagianparaulama-Asy-Sya'bi'An-
Nakha,i dan Al Hasan Al Bashri- bahwa diyat pembunuhan bersalah

dibagi menjadi empat dua puluh lima ekor untaiadza'ah, dtapuluh lima

ekoiunta iiqqah, dua puluh lima ekor u.,ta bintu labun dan dua puluh

lima ekor vnta bintu makhadh, sebagiamana diriwayatkan dari Ali dan

diriwayatkan oleh Abu Daud.

Hanya saja jumhur berpendapat untuk membaginya menjadi lima

bagian pada diyat pernbunuhan bersalalr: dua puluh ekor unta hiqqah, dua

p,l,h ekor untaTa,dza,ah,dua puluh ekor unta bintu makhadh, dua puluh

Lkor unta bintu labun dan dua puluh ekor unta ibnu makhadh jantzn'

Meskipun mereka tidak sependapat tentang ibnu makhadh, karena tidak

disebutkan dalam usia unta.

Qiyas ulama yang mengambil hadits tentang pembagian menjadi

lima dalam pembunuhan bersalah dan hadits tentang pembagian menjadi

empat pada pembunuhan syibh ,amd,jika macam ketiga ini ditetapkan

dalamsyariat,merekaakanmengatakandalamdiyatpembunuhan
sengaja dengan ketentuan pembagian menjadi tiga' sebagaimana

diriivayatkan- hal itu dari Syaf i. Sedangkan ulama yang tidak

44t Hasan. HR. Abu Daud (4541), An-Nasa'i (8142\,Ibnu Majah (?-o:ol, Ahmad

liitlg,186,224).At Baihaqi 1tnt1,dan dinilai hasan olehAl Albani di dalam

Shahih Abu Daud.
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menyatakan adanya pembagian menjadi tiga, karena menyamakannya
dengan pembunuhan yang di bawahnya. Inilah beberapa pendapat mereka
yang masyhur tentang diyat yang berasal dari unta atas orang yang
memiliki unta.

Adapun orang yang memiliki emas dan perak, mereka berbeda
pendapat juga tentang sesuatu yang wajib atas mereka:

1. Malik mengatakan, orang yang memiliki emas wajib mengeruarkan
seribu dinar dan orang yang memiliki perak wajib mengeluarkan
dua belas ribu dirham. para ulama Iraq mengatakan, orang yang
memiliki perak wajib mengeluarkan sepuluh ribu dirham.

2. Syaf i ketika di Mesir mengatakan, tidak diambil dari orang yang
memiliki emas dan perak kecuali nilai unta, berapapun nilainya.
Sedangkan pendapatnya di Iraq seperti pendapat Malik.
Dalil yang dijadikan pijakan Malik ialah, penilaian Umar bin Al

Khaththab, seratus ekor unta atas orang yang memiliki emas sebesar
seribu dinar dan atas orang yang memiliki perak sebesar dua belas ribu
dirham.

Dalil yang dijadikan pijakan oleh urama Hanafiyah, iarah atsar
yang juga diriwayatkan dari IJmar, bahwa dia menilai uang dinar dengan
harga sepuluh dirham dan kesepakatan mereka tentang p"niluiu, ukuran
mitsqal dalam zakat.

Syaf i mengatakan bahwa dasar dalam diyat ialah hanya seratus
unta. Sedangkan umar menentukan sebesar seribu dinar atas orang yang
memiliki emas dan dua belas ribu dirham atas orang yang memiliki
perak, karena itu merupakan nilai unta dibanding emas dan perak di
zamannya. Hujjah yang dimilikinya iarah hadits yang diriwayatkan dari
Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dai. kakeknya, bahwa dia berkata,
"Diyat di masa Rasulullah sAW adalah sebesar delapan ratus dinar dan
delapan ribu dirham. Sedangkan diyat ahli kitab ialah separuh diyat kaum
muslim. Hal itu berlangsung hingga umar diangkat sebagi khalifah, lalu
dia berdiri untuk berkhutbah seraya berkata, ,sesungguhnya 

unta itu telah
mahal harganya'.

Maka umar mewajibkannya atas orang yang memiliki perak
sebesar dua belas ribu dirham, atas orang yang memiliki emas sebesar
seribu Dinar, atas orang yang memiliki sapi sebesar dua ratus ekor sapi,
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atas orang yang memiliki kambing sebesar dua ribu ekor kambing dan

atas orang yang memiliki pakaian sebesar dua ratus pakaian' Dia

membiarkan diyat ahlu dzimmah dan tidak menaikkan sedikitpun.'/a2

Sebagian ulama mengkritik pendapat Malik, karena seandainya

penilaian Umar itu sebagai ganti, niscaya itu sebagai ganti utang dengan

utung, karena kesepakatan mereka bahwa diyat pada pembunuhan

bersalah ditunda sampai tiga tahun.

Malik, Abu Hanifah dan sekelompok ulama sepakat bahwa diyat itu

tidak boleh diambil kecuali dari unta, emas atau perak' Sedangkan Abu

yusuf, Muhammad bin Al Hasan dan tujuh fuqaha madinah mengatakan,

dibebankan atas orang yang memiliki kambing sebesar dua ribu ekor

kambing, atas orang yang memiliki sapi dua ratus ekor sapi dan atas

orang yurg *"*iliki pakaian sebesar dua ratus pakaian. Dalil mereka

adalah hadits Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya yang telah

dijelaskan, dan hadits yang dimusnadkan oleh Abu Bakar bin Abi

Syaibah dari Atha':
.,Bahwa Rasulullah SAW menetapkan diyat atas manusia pada

harta-harta mereka, sebagaimana menetapkan atas orang yang memiliki

unta sebesar seratus ekor unta, atas orang yang memiliki kambing sebesar

dua ribu ekor kambing, atas orang yang memiliki sapi sebesar dua ratus

ekor sapi dan atas orang yang memiliki pakaian sebesar dua ratus

pakaian.'43

Serta hadits yang diriwayatkan dari umar bin Abdul Aziz,bahwa

dia menulis untuk para tentaranya bahwa diyat di masa Rasulullah SAW

adalah seratus ekor unta#.

Dia mengatakan bahwa jika hal itu menimpa pada orang Arab

Badui, maka diyatnya adalah berupa unta, orang arab badui tidak

dibebani untuk mengeluarkan emas dan juga perak. Jika orang arab badui

itu tidak mendapatkan seratus ekor unta, maka yang sebading dengannya

Hasan. HR. Abu Daud (4542), Ad-Daruquthni (31129), Al Baihaqi (8/101), dan

dinilai hasan olehAl Albani di dalamSiahih Abu Daud'

Dha'if. HR. Abu Daud (4543), Ibnu Abi Syaibah di dalam Al Mushannaf

(gllzi), (6779), (kitab Diyat, bab batasan diyat)Al Baihaqi (8/78), dan dinilai

dha'if olehAl Albani didalamDha'if Abu Daud'

Ohaiiy. HR. Ibnu Abi Syaibah di dalaml/ Mushannaf (kitab Diyat, bab batasan

diyat).
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berupa seribu ekor kambing. Karena para Ulama Iraq juga meriwayatkan
dari Umar seperti hadits Amru bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya
secara nash.

Dalil kelompok pertama ialah: seandainya hal itu dibolehkan untuk
dinilai dengan kambing dan sapi, maka boleh dinilai dengan makanan

bagi orang yang memiliki makanan dan dengan kuda bagi orang yang
memiliki kuda. Pendapat seperti ini tidak ada seorang pun yang
mendukungnya.

Pandangan tentang diyat sebagaimana saya katakan, yaitu tentang
macam, ukurannya, siapakah yang wajib mengeluarkannya, perbuatan
apakah yang wajib mengeluarkannya dan kapan wajib mengeluarkannya?
Tentang macam dan ukurannya telah kita bicarakan pada laki-laki
muslim yang merdeka.

Tentang siapakah yang wajib mengeluarkannya? Tidak ada

perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa diyat pembunuhan
bersalah dibebankan atas keluarga si pembunuh, dan itu merupakan suatu
hukum yang dikhususkan dari keumuman firman Allah Ta'ala, "Dan
seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang /cin." (Qs. AI
An'aam [6]: l64)

Juga dikhususkan oleh sabda Nabi SAW kepada Abu Ramtsah
terkait kejahatan yang dilakukan terhadap anaknya:

Y 'f \ t'*L q;;\
"Dia tidak menjadikan kamu kena sanlesi dan kamu pun tidak

menj adikany a kena s anles i."45

Tentang diyat pembunuhan dengan sengaja:

l. Jumhur berpendapat bahwa diyat tersebut tidak dibebankan atas
keluarga si pembunuh, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari
Ibnu Abbas --dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat
yang menentangnya- bahwa dia berkata, "Keluarga si pembunuh
tidak menanggung diyat pembunuhan dengan sengaja, tidak pula
pengakuan dan perdamaian pada pembunuhan dengan sengaja."

445 Shahih. HR. Abu Daud (4495), An-Nasa'i (8/53, 45), Ahmad (21227), (41163),
Ad-Darimi (2/199), Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (Z2l2B0), (717,119,724),
Ibnu Al Jarud (770), dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud.
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Jumhurulamaberpendapatbahwakeluargasipembunuhtidak
menanggung perbuatan orang yang menimpa dirinya sendiri karena

bersalah.

2. Al Auza'i berpendapat dengan pendapat yang ganjil' dia

mengatakan, orurg yang pergi untuk memukul musuh' lalu

membunuh dirinya sendiri, maka keluarganya wajib membayar

diyat. Begitujuga menurut mereka tentang memotong anggota

badan.DiriwayatkandariUmarbahwaseseorangmencukil
matanya sendiri karena bersalah, maka Umar menetapkan diyatnya

atas keluarganYa'

Para ulama berbeda pendapat tentang diyat tindak kejahatan yang

dilakukan oleh orang gila dan anak kecil, siapakah yang wajib

menanggungnya?

1. Malik, Abu Hanifah dan sekelompok ulama berpendapat bahwa

semua tindakannya dibebankan kepada keluarga'

2. Syaf i berpendapat anak kecil yang melakukan kejahatan dengan

sengaja, maka diyatnya dibebankan pada hartanya'

sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan perbuatan anak kecil

antara orang yang melakukan secara sengaja dengan orang yang

melakukannya karena bersalah. Ulama yang lebih menguatkan

kesamaannya dengan pembunuhan sengaja, mewajibkan diyat tersebut

pada hartanya. sedangkan ulama yang menguatkan kesamaannya dengan

pembunuhan bersalah, mewajibkan diyat tersebut pada keluarganya.

Beitujuga mereka berbeda pendapat, jika pembunuhan tersebut

diikuti oleh orang yang melakukannya dengan sengaja dan anak kecil'

ulama yang mewajibkan qishash atas orang yang melakukannya dengan

sengaja dan mewajibkan diyat atas anak kecil, berbeda pendapat,

siapakah yang harus menanggungrya?

l.Syafi,iberpendapatatasasalnyayaitupadahartaanakkecil
tersebut.

2. Malik berpendapat atas keluarganya'

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada qishash antara

keduanya.
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Tentang kapan diwajibkan membayarnya? Mereka sepakat bahwa
diyat pembunuhan bersalah ditunda selama tiga tahun. Sedangkan diyat
pembunuhan sengaja yaitu ketika itu juga, kecuali jika keduanya
memutuskan untuk menundanya.

Tentang siapa yang dinamakan keluarga si pembunuh itu? Jumhur
ulama dari penduduk Hijaz sepakat bahwa yang disebut dengan keluarga
si pembunuh ialah kerabat dari pihak bapak, mereka adalah ashabah
bukan ahli diwan (orang-orang yang mendapatkan dana dari baitul mal).
Para mantan budak itu menanggung diyat menurut jumhur mereka, jika
ashabah tidak mampu membayarnya. Kecuali Daud, karena dia
berpendapat bahwa para bekas budak itu bukan ashabah.

Tentang sesuatu yang menjadi kewajiban bagi masing-masing
mereka tidak ada batasan tertentu menurut Malik. Syaf i mengatakan,
orang yang kaya harus membayar satu dinar dan orang yag miskin harus
membayar setengah dinar. Hal itu menurut Syaf i telah diatur menurut
kerabat berdasarkan kedekatan mereka, jadi mulai yang paling dekat dari
anak-anak bapaknya, kemudian anak-anak kakeknya, kemudian anak-
anak dari anak bapaknya. Abu Hanifah dan para pengikutnya
mengatakan, keluarga yang menanggung diyat ialah ahli diwan,jika dia
termasuk ahli diwan.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama Hijaz ialah: orang-orang
saling menanggung diyat di masa Rasulullah SAW dan di masa Abu
Bakar, padahal di saat itu belum ada diwan, tetapi diwan hanya ada di
masa Umar bin Al Khaththab.

Sedangkan para ulama Kufah berpegang dengan hadits Jubair bin
Muth'im, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

Jt5
.9.

[o.,] r

*Tidak ada perdamaian dalam Islam. Dan perdamaian apa saja
yang terjadi di masa jahiliyah, maka tidak lain Islam hanyalah
memperkuatnya.'46

*u Shahih. HR. Muslim (2530), Abu Daud (2925), An-Nasa'i di dalam Al Kubra
(6418), Ahmad (4/83), Ath-Thahawi di dalam Musykil Al Atsar (21238), Ath-

'ty-)' ,C + )
'-r o

..i.i Yl

c

.riLi>t:"li 
,;,i.1 

*o, e
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Secaraglobal:Merekadalamhaliniberpegangdengandalilyang
sama sebagaimana mereka berpegang dengan dalil tentang wajibnya

berloyal dengan orang-orang yang mengadakan perdamaian' Mereka

berbedapendapattentangtindakkejahatanyangdilakukanolehorang
yang tidak memiliki arhibah dan juga tidak memiliki bekas budak (yaitu

disebut As-Sa'ibah),jika mereka melakukannya karena bersalah, apakah

diawajib-".urgg,rngdiyatataukahtidak?Jikawajib'siapakahyang
harus membaYarnYa?

Ulama yang tidak mengatakan adanya para mantan budak' maka

para mantan budak itu tidak wajib menanggung diyat. Begitujuga ulama

yang tidak mengatakan adanya diyat atas para mantan budak' yaitu Daud

iun-pu.u pengikutnya. Dan ulama yang mengatakan bahwa wala'-nya

bagi orang yang memerdekakannya, maka dia berhak menanggung

difatnya. iedangkan ulama yang mengatakan bahwa wala"nya bagi

kau- muslim, maka diyatnya ditanggung oleh baitul mal' Dan ulama

yangmengatakanbahwabekasbudakbolehmemberikanwala.kepada
Lrurg yang dia kehendaki: maka diyatnya bagi orang yang diberikan

*ali'. Semua pendapat ini diriwayatkan dari salaf'

Diyatituberbeda-bedasesuaidenganperbedaansesuafuyang
menyebabkan adanya diyat tersebut' Yang berpengaruh dalam

p.nju.urgun diyat ialah: kewanitaan, kekafiran dan perbudakan'

Tentangdiyatwanita:merekasepakatbahwadiyatseorangwanita
separuh diyat seorang laki-laki dalam urusan jiwa (pembunuhan) saja'

Merekaberbedapendapattentangurusanselainjiwa(pembunuhan)
seperti melukai dan menghilangkan anggota badan' berdasarkan

pembicaraan mengenai masalah tersebut tentang diyat pelukaan dan

menghilangkan anggota badan.

Tentangdiyatahludzimmah,jikamerekadibunuhdengan
pembunuhan bersalah: dalam hal ini terdapat tiga pendapat yang

dikemukakan oleh Para ulama Yaitu:

Pertama, bahwa diyat mereka adalah separuh diyat seorang

muslim.Diyatkaumlelakimerekaseparuhdiyatkaumlelakimuslimdan
diyat kaum wanita mereka separuh diyat kaum wanita muslim' Pendapat

Thabrani di dalam Al Kabir (1580, 1597), Al
(6t262).
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ini dikemukakan oleh Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Dengan demikian
diyat pelukaan mereka separuh dari diyat kaum muslim.

Kedua, bahwa diyat mereka sepertiga diyat seorang muslim.
Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i dan diriwayatkan dari Umar bin
Al Khaththab dan Utsman bin Affan. Pendapat ini juga dikemukakan
oleh sekelompok ulama dari kalangan tabi'in.

Ketiga, bahwa diyat mereka seperti kaum muslim. Pendapat ini
dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan sekelompok ulama. Juga

diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud serta diriwayatkan dari Umar dan

Utsman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sekelompok ulama dari
kalangan tabi'in.

Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok pertama: yaitu hadits
yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya,
dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda:

."r:^:.ir q, a aAt ,p ;Gli ut\;.

"Diyat orang kafir adalah separuh diyat orang muslim.'g7

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama Hanafiyah ialah
keumuman firman Allah Ta'ala,*Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir)
yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka
(hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang
beriman." (Qs. An-Nisaa'[4]: 92)

Di antara dalil sunnah yaitu hadits yang diriwayatkan olah Ma'mar,
dari Az-Zuhri, dia berkata:

"Diyat seorang Yahudi dan Nasrani dan setiap orang dzimmi adalah
seperti diyat seorang muslim. Dia menjelaskan bahwa hal itu terjadi di
masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, IJmar, Utsman dan Ali. Hingga di
masa Mu'awiyah, dia memberikan separuhnya untuk baitul mal dan
separuhnya lagi diberikan kepada keluarga orang yang terbunuh.
Kemudian Umar bin Abdul Aziz menetapkan separuh diyat dan
menghapuskan separuh yang diberikan untuk baitul mal. Az-Zuhi

oo' Hasan. HR. Abu Daud (4583), At-Tirmidzi (1413), An-Nasa'i (8/45), Ibnu
Majah (2644), Ahmad (21180, 183,224), dan dinilai hasan oleh Al Albani di
dalamShahih Abu Daud.
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berkata, .saya tidak mampu memberitahukan hal itu kepada umar bin

Abdul Aziz,lalu saya beritahukan bahwa diyat ahli dzimah sebelumnya

' rr448
rengKap .

Jika seorang budak dibunuh dengan pembunuhan bersalah atau

sengaja, bagi ulama yang menyatakan dalam hal ini tidak ada qishash:

l.Sekelompokulamaberpendapatbahwadiaharusmembayarnilai
budak tersebut berapapun nilainya, meskipun melebihi diyat orang

yang merdeka. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, syafi'i dan

Abu Yusuf. Ini juga pendapat Sa'id bin Al Musayyib dan umar bin

Abdul Aziz.

2. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa harga budak itu

tidak boleh melebihi diYat.

3. Sekelompok fuqaha Kufah berpendapat bahwa dalam hal ini harus

membayar diyat, tetapi tidak sampai pada diyat orang yang

merdeka, dan harus kurang sedikit dari diyat orang merdeka.

Dalil madzhab Hanafi yaitu: bahwa perbudakaan adalah suatu

kekurangan, maka nilai budak tersebut harus tidak boleh lebih dari diyat

orang yang merdeka'

Dalil ulama yang mewajibkan diyat pada budak tersebut tetapi

harus kurang dari diyat orang yang merdeka: bahwa dia adalah seorang

yangmukatlafyangmemilikikekurangan,makahukumnyajugaharus
kurang dari orang yang merdeka, tetapi jenisnya satu, asalnya adalah

hukuman haddpadaperbuatan zina, menuduh, minum khamer dan talak.

Andai dikatakan tentang budak tersebut: bahwa diyatnya separuh

diyat orang yang merdeka, tentunya itu adalah pendapat yang memiliki

alasan (maksudnya, dalam diyat pembunuhan bersalah), tetapi tidak ada

seorang pun yang mengatakan demikian.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Malik ialah: bahwa dirinya

merupakan harta yang telah dihilangkan, maka wajib untuk diganti

dengan nilai budak tersebut. Hukum asalnya adalah seluruh harta.

Masih diperselisihkan tentang sesuatu yang harus dibayarkan pada

seorang budak, siapakah yang harus menanggungnya?

'r48 HR. Abdurrazak di dalam Al Mushannaf (10195), (18491), Ad-Daruquthni

(31129) dan Al Baihaqi (8/102)'
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2.

l. Abu Hanifah berpendapat bahwa itu menjadi tanggungan keluarga
si pembunuh. Ini adalah pendapat yang paling masyhur di antara
pendapat Syaf i.

Malik berpendapat bahwa itu menjadi tanggungan si pembunuh itu
sendiri.

Dalil pendapatnya Malik ialah menyamakan budak tersebut dengan
harta dagangan. Sedangkan dalil Syafi'i adalah budak tersebut diqiyaskan
dengan orang yang merdeka.

Diyat Janin

Yang termasuk dalam pembahasan tentang macam-macam
pembunuhan bersalah ialah tentang diyat janin. Karena gugurnya janin
yang terjadi akibat pukulan bukan unsur kesengajaan semata, tetapi
kesengajaan pada ibunya dan bersalah pada diri janin tersebut.

Pembahasan ini juga terfokus pada diyat yang diwajibkan pada
beberapa bentuk janin, tentang sifat janin yang diyatnya harus dibayar,
siapakah yang harus membayarnya, bagi siapa diyat tersebut dan tentang
syarat-syarat kewaj iban pembayaran tersebut.

Tentang janin: mereka sepakat bahwa yang wajib dibayarkan pada
janin wanita yang merdeka dan janin budak wanita (hasil hubungan
dengan) tuannya adalah ghurrah (budak yang masih bayi) berdasarkan
hadits shahih dari Nabi sAw, yaitu berasal dari hadits Abu Hurairah dan
lainnya:

;r" W "C:pt ,6?\i (ir.r-g 'd:, Ji o ;rrt oi

tl+')i y,':7?nr t?,
"Bahwa ada dua wanita dari kabilah Hudzail bertengkar, salah

seorang darinya memukul yang lain, lalu menggugurkan janinnya. Maka
Rasulullah SAW menetapkan diyat ghuruah (l/5 dari harga budak) baik
budak laki-laki atau wanita."4ae

4e Muuafaq 'Alaih. HF.. Al Bukhari (5759,6904), Muslim (1681), Abu Daud
(4577), An-Nasa'i (4138),Ahmad (Zl53g),Al Baihaqi lSlf tfj.

AJ
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Mereka sepakat bahwa harga ghurrah yangwajib dibayarkan dalam

hal itu, menurut ulama yang berpendapat bahwa ghurrah dalam hal itu

dibatasi dengan harga -ini adalah madzhab jumhur- yaitu 1i5 dari diyat

ibunya. Hanya saja ulama yang berpendapat bahwa diyat sempurna atas

orurri yang memiliki uang dirham adalah sebesar sepuluh ribu dirham'

*"."ku mengatakan, diyat janin adalah lima ratus dirham'

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa diyatnya adalah sebesar

duabelasribudirham,merekamengatakan'enamratusdirham'Dan
ulamayangtidakmemberikanbatasandalamhaliniatautidak
memberikan batasan dari segi nilai dan membolehkan untuk

mengeluarkan nilainya, mengatakan yang wajib dikeluarkan dalam hal itu

ialah nilai ghurrahu..upupu" nilainya. Daud dan ahli zhahir mengatakan,

setiap yurg dinamalan ghunah, maka itu dibolehkan' Dan

sepengetahuan saya, dalam hal ini menurutnya tidak dibolehkan

membayar nilainYa.

Mereka berbeda pendapat tentang yang wajib dibayarkan pada

janin seorang budak wanita dan seorang wanita ahli kitab:

1. Malik dan Syaf i berpendapat bahwa diyat pada janin budak

wanitaadalahsepersepuluhdarinilaiibunya,baiklakiJakiatau
perempuan ketika janin tersebut dibunuh'

2.Sekelompokulamamembedakanarltilrajaninlaki-lakidan
perempuan. Mereka mengatakan, jika janinnya perempuan' maka

aiyatnya adalah sepersepuluh dari nilai ibunya. Jika laki-laki, maka

diyatnyaadalahsepersepuluhdarihargabudaktersebutseandainya
diahidup.PendapatinidikemukakanolehAbuHanifah'Menurut
merekatidakadaperbedaanpendapat,bahwajaninseorangbudak
wanita, jika gugur dalam keadaan hidup' maka janin tersebut

dihargai. ebu iusuf mengatakan, tentang janin seorang budak

wanita, jika gugur dalam keadaan mati' maka harus dibayarkan

sebesar penguratgan dari harga ibunya'

Tentangjaninwanitaahludzimmah(nonmuslimyangberhak
mendapatkan perlindungan di negara Islam):

Malik,syafi,idanAbuHanifahberpendapatdalamhaliniharus
dibayar sebesar sepersepuluh dari diyat ibunya. Tetapi Abu Hanifah tetap

berplgang pada hukum asal, menurutnya bahwa diyat seorang ahlu

dzimmah adalah seperti diyat seorang muslim. Sedangkan syaf i juga
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berpegang pada hukum asal, menurutnya bahwa diyat seorang ahlu
dzimmah adalah sepertiga dari diyat seorang muslim. Malik juga
berpegang dengan hukum asal menurutnya bahwa diyat seorang ahlu
dzimmah adalah separuh dari diyat seorang muslim.

Tentang sifat janin yang mengharuskan diyat:
Mereka sepakat bahwa di antara syarat-syaratnya ialah janin

tersebut keluar sudah dalam keadaan mati, sedangkan ibunya tidak
meninggal karena pukulan. Mereka berbeda pendapat jika sang ibu
meninggal karena pukulan, kemudian janinnya gugur dalam keadaan
mati:

l. syaf i dan Malik berpendapat bahwa dalam kasus demikian tidak
mengharuskan apapun.

2. Asyhab berpendapat bahwa dalam kasus ini harus membayar
ghurrah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Laits, Rabi,ah
dan Az-Zlhn.

Dari bab ini mereka berbeda pendapat tentang beberapa masalah
cabang yaitu tanda yang menunjukkan gugurnya janin tersebut dalam
keadaan hidup atau mati:

l. Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa tanda kehidupan
itu ialah nampak dengan adanya teriakan atau tangisan.

2. Syaf i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan kebanyakan para fuqaha
berpendapat bahwa setiap tanda yang dengannya kehidupan itu bisa
diketahui menurut kebiasaan; berupa gerakan, bersin atau bernafas.
Maka hukumnya adarah sama dengan hukum kehidupan, dan
pendapat ini lebih kuat.

Dari bab ini mereka berbeda pendapat tentang bentuk janin yang
mengharuskan pembay aran ghutah:
l. Malik berpendapat semua yang dikeluarkan baik berupa segumpal

darah atau segumpal daging yang bisa diketahui bahwa itu adalah
anak, maka wajib membayar ghurrah (diyatseharga l\5 budak).

2. Syaf i berpendapat bahwa sesuatu yang dikeluarkan tersebut tidak
mengharuskan apapun hingga jelas bentuknya. pendapat yang
terbaik ialah dengan mempertimbangkan ditiupkannya ruh pada diri
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janin tersebut (maksudnya, bahwa ghunah itu harus dibayarkan'

iituoit"tut.uibahwakehidupantelahadadalamdirijanin).
Tetang siapakah yang harus membayarnya? Dalam hal ini mereka

berbeda pendaPat:

l.SekelompokulamadiantaranyaMalik'AlHasanbinHayydanAl
HasanAlBashriberpendapatdiyattersebutdibebankanpadaharta
orang Yang melakukan kejahatan'

2.Ulamayanglainberpendapatdiyattersebutdibebankankepada
keluarganya. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini ialah

Syaf i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan sekelompok ulama' Dalil

merekaialahbahwaituadalahtindakkejahatanyangbersalah,
maka harus dibebankan kepada keluarganya' Dan juga hadits yang

diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah:

,..;ldt -n C &;i ;A
.6n')',r v'isi:i.:

"Bahwa Nabi SAW menetapkan ghunah pada pembunuhan janin

atas keluarga yang memukulnya. Beliau memulai dengan suaminya dan

' '/50anaKnya.

Sedangtan Malik menyamakannya dengan diyat sengaja, jika

pukulan tersebut juga dengan sengaja'

Tentang untuk siapakah diyat tersebut dibayarkan?

l. Malik, syafi dan Abu Hanifah berpendapat bahwa diyat tersebut

unfukahliwarisjanintersebut.Hukumnyaadalahsamadengan
hukum diyat, yaitu bahwa diyat itu bisa diwariskan'

2. Rabi'ah dan Al-Laits berpendapat bahwa diyat tersebut khusus

untuk sang ibu- Yaitu karena mereka menyamakan janinnya dengan

salah satu anggota tubuhnYa'

Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan pada janin bersama

dengan kewajiban mlmbaya, ghuffah dan masih mereka perselisihkan,

yaitu tentang kewajiban membayar kafarat:

450 Dha,if.HR. Ibnu Abi Syaibah di dalam l/ Mushannaf, Al Baihaqi (81101), illat

(cacat), tentang to*d"yu ialah adany-a Mujalid bin Sa'id' Ibnu Hajar

-.rrguLUo tahwa dia tidat tuat dan telah berubah di akhir usianya'

'{'t Y\t '* ';t "ie',F
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1. Syaf i berpendapat bahwa kafarat dalam hal ini adalah wajib.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam hal ini tidak ada kafarat.

3. Malik menganggap bahwa kafarat itu baik dan dia tidak
mewajibkannya.

Syaf i mewajibkannya karena menurutnya kafarat dalam
pembunuhan sengaja dan pembunuhan bersalah adalah wajib. Abu
Hanifah lebih menguatkan hukum pembunuhan sengaja, dan menurutnya
kafarat dalam pembunuhan sengaja itu tidak wajib. Sedangkan Malik,
karena menurutnya kafarat itu tidak wajib dalam pembunuhan sengaja
dan wajib dalam pembunuhan bersalah, sedangkan hal ini menurutnya
tidak ada kejelasan antara sengaja dan bersalah, maka dia menganggap
kafarat itu baik dan dia tidak mewajibkannya.

Pemberian Jaminan oleh Penumpang Kendaraan, Sopir dan
Penunjuk Jalan

Di antara pembunuhan bersalah yang masih diperselisihkan ialah:
tentang pemberian jaminan oleh penumpang kendaraan, sopir dan
penunjuk jalan.

l. Jumhur berpendapat bahwa mereka harus memberikan jaminan
terhadap sesuatu yang ditimpa oleh kendaraan mereka. Dalam hal
ini mereka berhujjah dengan ketetapan Umar untuk membayar
diyat bagi orang yang melarikan kudanya, Ialu kuda tersebut
menginjak orang lain.

2. Ahlu zhahir berpendapat tidak ada jaminan atas seorang pun pada
pelukaan yang dilakukan oleh hewan. Mereka berpijak dengan
hadits shahih dari Nabi SAW, yaitu hadits dari Abu Hurairah,
bahwa Nabi SAW bersabda,

{.zl
(-lL:* i.zl

c j'3 {.zJ
(_lLl* otlL-ljt1tt

lo

orl1JtJ:k")r G:

BidayatulMujtahid 843



,,Luka yang ditimbutkan oleh hewan itu tidak dituntut balas, luka

karena sumur itu tidak dituntut balas, luka karena barang tambang itu

fidak dituntut balas dan pada harta temuan itu adalah seperlimanya."4sl

Jumhur mengartikan hadits tersebut, bahwa yang demikian itu jika

kendaraan tersebut tidak ada yang mengendarainya (sopir), dan tidak ada

penunjuk jalannya. Karena mereka berpendapat bahwa jika kendaraan

tersebut menabrak seseorang sementara di kendaraan itu ada yang

mengendarainya, penunjuk jalannya. Maka orang yang mengendarainya

atau penunjuk jalannya yang melakukan kerusakan, tetapi dia bersalah

(tidak sengaja).

Jumhur berbeda pendapat tentang sesuatu yang dirusak oleh kaki

hewan kendaraan:

1. Malik mengatakan, dalam hal ini tidak wajib membayar apa pun,

jika pemilik hewan kendaraan tersebut tidak melakukan sedikit pun

pada hewan tersebut dengan melepasnya agar hewan tersebut

melukai dengan kakinYa.

2. Syafi'i berpendapat bahwa pengendara itu harus memberikan

jaminan atas sesuatu yang dirusak oleh tangan atau kaki hewan

tersebut. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah dan

Ibnu Abi Laila, mereka berdua menyamakan antara jaminan karena

kerusakan yang ditimbulkan oleh kakinya atau selain kakinya'

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Hanya saja dia

memberikan pengecualian luka yang ditimbulkan oleh kaki atau

ekornya. Barangkali ulama yang menyatakan tidak ada jaminan

pada kerusakan yang ditimbulkan oleh kaki hewan tersebut

berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW:

"Luka yang

balas.'Asz

J+ JTll
ditimbulkan oleh kilki hewan itu tidak dituntut

Hadits ini menurut Syaf i tidakshahih dan dia sendiri menolaknya.

451 Muttafaq ,Alaih.HR.Al Bukhari (6912\,Muslim (1710), Abu Daud (4593), At-

Tirrnidzi (642), An-Nasa'i (5/45), Ibnu Majah (2673) dan Ahmad (21475).

Dha,if. rin. eu" Daud (4592), An-Nasa'i di dalam Al Kubra (5788), Ad-

Daruquthni (3ll7g\, nth-thabrani di dalam Ash-shaghir (2139), (742), A1

Baihaqi (8/3i3), aan ainitai dha'if oleh Al Albani di dalam Dha'if Abu Daud.
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844 BidayatulMujtahid

s-



Jadi, beberapa pendapat ulama tentang orang yang menggali sumur,
lalu tidak lama kemudian ada orang lain yang terperosok jatuh ke dalam
sumur tersebut.

l. Menurut Malik, jika orang tersebut menggali di tempat yang
biasanya orang menggali, maka dia tidak memberikan jaminan.

Dan jika melampui batas dalam penggalian, maka orang itu harus
memberikan jaminan.

2. AI-Laits berpendapat jika orang tersebut menggali di tanah
miliknya, maka dia tidak harus memberikan jaminan dan jika
menggali pada tanah yang bukan miliknya, maka dia harus
memberikan jaminan. Dan orang yang memberikan jaminan
menurutnya adalah termasuk jenis perbuatan yang bersalah.

Mereka juga berbeda pendapat tentang hewan yang diberhentikan:

l. Sebagian ulama berpendapat jika memberhentikannya di tempat
yang seharusnya dia berhentikan, maka dia tidak memberikan
jaminan. Jika tidak demikian, maka dia harus memberikan jaminan.
Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa dia harus memberikan jaminan
bagaimanapun juga. Dia tidak bisa lepas tanggung jawab, meskipun
mengikatnya di tempat yang dibolehkan untuk mengikat. Seperti
tidak bisa lepas tanggung jawab ketika dia menaikinya dari
memberikan jaminan terhadap kerusakan yang ditimbulkannya.
Meskipun menaiki kendaraan tersebut dibolehkan.

Mereka berbeda pendapat tentang dua orang penunggang kuda
yang bertabrakan, lalu masing-masing dari keduanya meninggal dunia:

1. Malik, Abu Hanifah dan sekelompok ulama berpendapat bahwa
masing-masing dari keduanya wajib membayar diyat kepada yang
lain, dan itu dibebankan kepada keluarganya.

2. Syaf i dan Utsman Al Batti berpendapat bahwa masing-masing
dari keduanya wajib membayar separuh diyat temannya, karena
masing-masing meninggal akibat perbuatannya sendiri dan
perbuatan temannya.
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Jaminan dari Dokter

Para ulama sepakat bahwa seorang dokter jika bersalah' maka dia

harus membayar diyat (denda/jaminan), seperti memotong ujung (kepala)

kemaluan ketika melakukan khitan dan yang semisalnya' karena sama

artinyadenganmelakukantindakkejahatanSecaratidakbenar.Dari
Malikadariwayatyangmengatakanbahwadiatidakwajibmembayar
apa pun. Yaitu jika doliler tersebut termasuk orang yang ahli dalam

bidangkedokteran.Dantidakadaperselisihan,bahwajikasangdokter
tidakahlidalambidangkedokteran'makaiaharusmemberikanjaminan,
karena dia termasuk o*"g yang merampui batas. Di samping ada ijma'

dalam hal ini, juga terdapat hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya' dari

kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

."utb'i 5t'Jtr|F tJ'i 
P- lt

"Siapa mengaht-aht sebagi dokter' padahal sebelumny.a dia tidak

dikenal sebagai dolder, maka dia harus mimberikaniaminan'" 
s3

Diyatpadakesalahanyangdilakukanolehdoktermenurutjumhur
dibebankan kepada keluarganya' Di arttara ulama ada yang

menetapkannya pada harta doter tersebut' Dan tidak ada perbedaan

p"naapatbahwajikaiatidakahlidibidangkedokteran,makadiyat
tersebutdibebankanpadahartanya,berdasarkanzhahirhaditsAmrubin
Syu'aib.

Kafarat Pembunuhan

Tidakadaperbedaanpendapatdiantaraulamabahwakafaratyang
telah ditegaskan oleh Allah dalam pembunuhan orang yang merdeka

karena bersalah adalah wajib. Mereka berbeda pendapat tentang

pembunuhansengaja,apakahdalamhaliniadakafarat-nyaatautidak?
Danpembunuhanseorangbudakkarenabersalah.Malikmewajibkannya
padapembunuhano*ng-y*gmerdekakarenabersalahsaja,tidakpada
pembunuhan ,errgai"l Sedangkan Syaf i mewajibannya pada

asa'i (8/52)' rUnu {ai{r!]466)' dan dinilai

shahiholeh Al n*i- \itztii,HR. Ad-Daruquthni (4t215,216), (3/196). Dan

. l,o.
*Ll

Al Baihaqi (8/141).
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pembunuhan sengaja dari segi lebih utama dan lebih pantas. Menurut
Malik kesengajaan dalam hal ini hukumnya sama dengan bersalah.

Memperberat Diyat

Para ulama berbeda pendapat tentang memperberat diyat di bulan
haram dan di tanah haram:

l. Malik, Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa diyat
itu tidak diperberat pada keduanya.

2. Syaf i berpendapat diyat itu boleh diperberat pada keduanya, baik
dalam urusan jiwa (pembunuhan) dan pelukaan. Diriwayatkan dari
Al Qasim bin Muhammad, Ibnu Syihab dan lainnya, bahwa diyat
tersebut boleh ditambah sepertiga dari diyat asalnya. Pendapat
tersebut diriwayatkan dari Umar. Begitujuga menurut Syaf i, orang
yang membunuh kerabat yang diharamkan.

Dalil pendapatnya Malik dan Abu Hanifah yaitu keumuman zhahir
dalam pembatasan waktu diyat. Ulama yang berpendapat bahwa dalam
hal ini ada kekhususan maka harus memberikan dalilnya. Padahal mereka
telah sepakat bahwa kafarat itu tidak boleh diberatkan bagi pembunuh
pada keduanya (bulan dan tanah haram).

Dalil pendapatnya Syaf i, bahwa hal itu diriwayatkan dari Umar,
utsman dan Ibnu Abbas. Jika ada riwayat dari para sahabat menyelisihi
qiyas, maka harus dikompromikan. poin pertentangan dengan qiyas
tersebut adalah: bahwa memperberat hukuman yang te{adi karena
bersalah jauh dari dasar syariat. Dan kelompok kedua berhak mengatakan
bahwa telah terjadi cacat pada qiyas, karena ada ketentuan dalam syariat
tentang mengagungkan bulan dan tanah haram dan kekhususan tentang
jaminan perburuan di tanah haram tersebut.
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Kitab Diyat Selain Jiwa (Pembunuhan)

Hal-hal yang diwajibkan membayar diyat dalam tindakan selain

pembunuhan yaltu: pelukaan dan pemotongan anggota badan' Kita akan

mulai pembicaraan tentang pelukaan'

Diyat Pelukaan

Pembahasandalambabiniterfokuspadahal-halyang
mewajibkannya, syaratnya, ukuran diyat yang diwajibkan-' siapakah yang

wajib membayarnya, kapan diwajibkan membayarnya dan untuk siapa

diyat tersebut dibaYarkan?

Tentang hal-hal yang mewajibkannya: yaitu pelukaan atau

pemotongan anggota badan' 
-Luka 

itu ada sepuluh' menurut bahasa dan

fiqih:

l. Ad-Damiyan (yaitu: pelukaan yang mengeluarkan darah pada kulit)'

2. Al Kharishah (yaiat:pelukaan yang merobek kulit)'

3. Al Badhi'alz (yaitu: pelukaan yang membelah daging [urat] artinya:

merobeknYa).

4.AlMutalahimah(arnnya:pelukaanyangmasukkedalamdaging).

5. As-Simhaq(yaitu: pelukaan yang sampai kepada Simhaq yaitu kulit

tipis antara Lg" dan tulang' dikatakan iuga Al Miltha' dengan

dibaca Panjang dan Pendek)'

6.AlMudhihah(yaitu:pelukaanyangmenampakkantulang;dengan
kata lain menYing!<aPnYa).

7. Al Hasyimalr (yaitu: pelukaan yang mematahkan tulang)'

8. Al Munaqqilah (yait't:pelukaan yang karenanya tulang bergeser)'

g. Al Ma'mumah(yaitu: pelukaan yang sampai kepada pusat otak)'

10. Al Ja'ifah (yaitu: pelukaan yang sampai kepada bagian dalam

tubuh).
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Nama-nama pelukaan (asy-syijaj) ini khusus mengena pada wajah
dan kepala. Adapun nama jurh (luka) khusus disebutkan untuk yang
mengena pada badan.

Tentang hukum-hukumnya (maksudya, yang diwajibkan pada
pelukaan tersebut). Para ulama sepakat bahwa diyat terjadi pada pelukaan
mudhihah dengan sengaja dan pelukaan selain mudhihah karena bersalah.
Mereka sepakat bahwa tidak ada diyat pada pelukaan selain mudhihah
yang dilakukan karena bersalah, hanya saja dalam hal ini terdapat
hukuman (denda).

Sebagian ulama berpendapat, diharuskan membayar biaya dokter,
kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Umar dan Utsman bahwa
mereka berdua menetapkan pada as-simhaq separuh diyat al mudhihah.
Dan diriwayatkan dari Ali bahwa dia menetapkan dalam hal itu empat
ekor unta.

Diriwayatkan dari zaid bin Tsabit bahwa dia berkata, pada ad-
damiyah diyatnya satu ekor unta, pada al badhi'ah dua ekor unta, pada Al
Mutalahimah tiga ekor unta dan pada as-simhaq empat ekor unta. Jumhur
Fuqaha berbagai negeri berpendapat sebagaimana yang telah kita
sebutkan, yaitu bahwa hukum asal dalam pelukaan adalah denda, kecuali
yang ada ketentuannya menurut As-Sunnah. Malik dalam mengharuskan
denda pada pelukaan selain al mudhihaft mempertimbangkan bersih dari
cacat. Sedangkan ulama lain yang terasuk para ahli fikih berbagai negeri
dalam hal ini mengharuskan denda, baik bersih dari cacat atau tidak.
Inilah hukum-hukum pelukaan selain al mudhihah.

Sedangkan al mudhiha&: Semua fuqaha berpendapat bahwa jika
teq'adi karena bersalah, maka diyatnya lima ekor unta. Hal itu telah
ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam surat beliau kepada Amru bin
Hazm dan dalam hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya,
bahwa Nabi SAW bersabda:

."-Z -az,-Z)t 
up

"Pada al mudh.ihah (peluknan yang menampakkan tulang) diyatnya
adalah lima ekor."a5a Maksudnya, lima ekor unta.

nso Shahih. HR. Abu Daud (4566), At-Tirmidzi (1390), An-Nasa.i (g/57), Ibnu
Majah (2655), Abdurrazak (91306), Ad-Darimi (2/255),Ibnu Al Jarud (7g5),
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Para ulama berbeda pendapat tentang tempat al mudhihah pada

badan, setelah mereka sepakat sebagaimana yan telah kami katakan

(maksudnya, tentang wajibnya qishashpada pelukaan yang disengaja dan

wajibnya membayar diyat pada pelukaan yang bersalah):

l.Malikberpendapatbahwaalmudhihalrituhanyaterjadipada
bagian kepala, dahi, kedua pipi dan jenggot bagian atas' Dan tidak

terdapat pada jenggot bagian bawah, karena hukumnya sama

dengan leher serta tidak terdapat pada hidung'

2. Syaf i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa al mudhihah int

terjadi pada semua wajah dan kepala'

3.Jumhurberpendapatbahwaalmudhihaftifutidakterjadipada
badan.

4.Al-Laitsdansekelompokulamamengatakanbahwaalmudhihah
itu terjadi Pada Pinggang.

5.AlAuza'imengatakan,jikaterdapatpadabadan,makadiyatnya
separuh dari diyat yang terdapat pada wajah dan kepala'

DiriwayatkandariUmar,bahwadiaberkata,tentangmudhihah
yang terjadi pada badan, maka diyatnya adalah 1/5 diyat anggota badan

tersebut.

Sebagianulamabersikapkerastentangmudhihahyangterdapat
pada wajah harus bersih dari cacat. Mereka berpendapat bahwa dalam hal

ini diharuskan membayar separuh diyatnya --disamping diyatnya sendiri'

Malik meriwayatkan demikian dari sulaiman bin Yasar, dan pendapat

Malik dalam hal ioi mengalami kerancuan. Kadang dia berpendapat

seperti pendapat Sulaiman bin Yasar dan kadang dia berpendapat, tidak

ditambah sedikipun pada diyatnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh

jumhur.

PendapatlaindariMalikbahwadiamengatakan,jikawajahnya
menjadi ietet, maka dalam hal ini wajib denda tanpa ada ketentuan yang

pui A.ri syariat. Arti denda menurut Malik adalah pengurangan dari

harganya seandainya dia adalah seorangbudak'

Ad-Daruquthni(31207,210),AlBaihaqi(8192)'dandinilaishahiholehAl
Albani di dalamslraiih Abu Daud'
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Tentang al hasyimah: Dalam hal ini menurut jumhur diyatnya
adalah sepersepuluh. Hal itu diriwayatkan dari Zaidbin Tsabit dan tidak
ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menentangnya. Sebagian
ulama mengatakan, al hasimah adalah al munaqqilah dan ini adalah
pendapat yang ganjil.

Tentang al munaqqilah: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa
dalam hal ini diyatnya adalah sepersepuluh (1/10) diyat, dan 1/5 jika
terjadi karena bersalah. Jika dilakukan dengan sengaja: jumhur ulama
berpendapat bahwa dalam hal ini tidak ada qishash karena

mengkhawatirkan. Diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair bahwa dia
mengqishash karena tindakan al hasyimah tersebut dan karena tindakan
al ma'mumah.

Tentang al hasyimaft sengaja: Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari
Malik, bahwa dalam hal ini tidak ada qishash. Ulama yang membolehkan
qishash karena tindakan al munaqqilah, tentunya lebih pantas jika hal itu
dilakukan pada al hasyimah.

Tentang al ma'mumah: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa
dalam hal ini tidak ada qishash dan wajib membayar sepertiga diyat.
Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair.

Tentang al ja'ifah: Mereka sepakat bahwa itu termasuk pelukaan
yang terjadi pada badan, bukan termasuk pelukaan yang terjadi pada
kepala. Dan hal itu tidak ada qishash dan juga wajib membayar sepertiga
diyat. Dan disebut Ja'ifahjika terjadi pada punggung dan perut. Mereka
berbeda pendapat jika terjadi pada selain anggota badan tersebut, tetapi
sampai menembus ke bagian dalamnya:

1. Malik menceritakan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa pada setiap
pelukaan yang tembus ke bagian dalam salah satu anggota badan

-anggota 
badan mana saja- maka dikenai sepertiga diyat dari

anggota badan tersebut.

2. Ibnu Syihab menceritakan bahwa dia (Malik) tidak berpendapat
seperti itu, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Malik, karena
qiyas dalam hal ini menurutnya tidak dibolehkan. Hanya saja
sandaran dalam hal ini yaitu ijtihad tanpa ada hukum syar'i yang
tegas. Sedangkan Sa'id, dia mengqiyaskan hal itu dengan ja'ifah
sebagaimana diriwayatkan dari Umar tentang mudhihah yang
terjadi pada badan.
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Tentang lukaluka yang terjadi pada

karena bersalah tidak lain hanyalah denda.

Diyat Pemotongan Anggota Badan

seluruh badan yang dilakukan

Yang mendasari tentang diyat tertentu pada anggota badan jika

terpotong karena bersalah (maksudnya, yang dinamakan dengan diyat,

begitujuga karena luka-luka dan pembunuhan) yaitu hadits Amru bin

Hazm, dari bapaknya, bahwa di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah

SAW kepada Amru bin Hazm tentang diyat:

"sesunguhnya diyat pembunuhan iiwa itu seratus ekor unta; pada

hidung jika mengakibatkan hidung tersebut terpotong (maka diyatnya)

seratus ekor unta; pada pelukaan al ma'mumah (maka diyatnya)

sepertiga; pada Al Ja'ifah diyat yang sama (sepertiga diyat); pada satu

mata (maka diyatnya) lima puluh ekor unta; pada satu tangan (maka

diyatnya) lima puluh ekor unta; pada satu kaki (maka diyatnya) lima

puluh ekor unta; pada setiap jari yang ada (maka diyatnya) sepuluh ekor

unta; pada satu gigi dan pelukaan al mudhihah (maka diyatnya) lima

ekor unta."

Semua ini disepakati kecuali grgi dan ibu jari. Mereka berbeda

pendapat tentang hal itu sebagaimana yang akan kami terangkan. Di

antaranya apa yang mereka sepakati di antara hal-hal yang tidak

disebutkan di sini, karena diqiyaskan pada apa yang telah disebutkan:

Para ulama sepakat bahwa pada dua buah bibir terdapat satu diyat

sempurna. Jumhur berpendapat bahwa pada masing-masing dari bibir

tersebut setengah diyat. Dan diriwayatkan dari sekelompok ulama dari

kalangan tabi'in bahwa pada bibir bagian bawah diyatnya adalah dua

pertiga, karena bibir bagian bawah tersebut bisa menahan makanan dan

minuman. Secara garis besar: bahwa gerakan bibir bawah tersebut dan

manfaat yang ada padanya lebih besar dari gerakan bibir bagian atas. Ini

adalah pendapat 7-aidbin Tsabit.

Secara garis besar: sekelompok ulama dan para mufti sepakat

bahwa pada setiap anggota badan manusia yang berpasangan dikenai

diyat sempurna, selain dua alis dan dua puting orang lakiJaki.

Mereka berbeda pendapat tentang kedua telinga, kapan pada

keduanya dikenai diyat?
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2.

1. Syaf i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al-Laits berpendapat bahwa
jika keduanya terpotong, maka pada keduanya dikenai diyat.
Mereka tidak mensyaratkan hilangnya pendengaran, bahkan
mereka menetapkan hilangnya pendengaran dikenai diyat
tersendiri.

Menurut pendapat Malik yang masyhur, bahwa pada kedua telinga
tidak dikenai diyat kecuali jika pendengarannya hilang. Jika tidak,
maka dalam hal ini terdapat hukuman. Diriwayatkan dari Abu
bakar bahwa dia menetapkan pada kedua telinga sebanyak lima
belas ekor unta, dia mengatakan, keduanya tidak membahayakan
pendengaran dan keduanya bisa ditutup dengan rambut atau serban.
Diriwayatkan dari Umar, Ali dan Zaidbahwa mereka menetapkan
pada kedua telinga jika keduanya terpotong, maka dikenai setengah
diyat. Sedangkan jumhur ulama tidak ada perbedaan pendapat,
menurut mereka bahwa pada hilangnya pendengaran dikenai diyat.

Tentang kedua alis:

l. Menurut Malik dan Syaf i, pada keduanya dikenai hukuman.

2. Abu Hanifah mengatakan, pada keduanya dikenai diyat. Begitujuga
pada rambut mata.

Menurut Malik dalam hal ini hanya terkena hukuman. Dalil
pendapatnya ulama Hanafiyah yaiis atsar yang diriwayatkan dari Ibnu
Mas'ud, bahwa dia berkata, "pada setiap anggota badan yang
berpasangan dari manusia itu dikenai diyat". serta menyamakan kedua
alis tersebut dengan anggota badan yang berpasangan.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Malik, ialah bahwa dalam hal
ini tidak ada kesempatan untuk menerapkan qiyas, tetapi jalannya adalah
tauqifi (harus berdasarkan nash). Maka anggota badan yang tidak ada
dalil naqli dikenai diyat. Jadi asalnya dalam hal ini adalah dikenai denda.
Dan juga alis itu bukan termasuk anggota badan yang memiliki manfaat
dan fungsi yang jelas (maksudnya,yangpokok dalam tubuh manusia).

Tentang kelopak mata: suatu pendapat menyatakan bahwa pada
masing-masing kelopak mata dikenai seperempat diyat. pendapat ini
dikemukakan oleh Syaf i dan Al Kufi, karena tidak ada kelangsungan
hidup bagi mata tanpa kelopak mata. pada dua kelopak mata bagian
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bawahmenurutulamaselainmerekaberduadikenaidiyatsepertiga'
sedangkanpadaduakelopakmatabagianatasdikenaidiyatduapertiga.
Merekasepakatbahwao*,,gyangterlukabeberapaanggotabadannya
lebihdaridiyat,makadiaberhakmenerimadiyattersebut,sepertiorang
yang terluka pada kedua mata dan hidungnya' maka dia berhak

mendapatkan dua diYat'

Tentang dua buah testis: Para ulama sepakat bahwa pada

keduanya dikenai satu diyat' Semuanya mengatakan' bahwa pada

masing-masingdarikeduanyadikenaisetengahdiyat'kecualipendapat
yang diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib' bahwa dia berkata' pada

testis bagian kiri dikenai dua pertiga diyat' karena anak terbentuk

darinya, sedangf,an pada testis bagian kanan dikenai sepertiga diyat'

Inilah beberapa masalah anggota badan yang berpasangan'

Tenteng anggota badan yang sendirian: -jld" 
ulama

mengatakan b.h*;;lukaan pada lidah karena bersalah dikenai satu

diyat. PendapatterseUut diriwayatkan dari Nabi SAW' yaitu jika dipotong

sem'an)ra atau drpotong pada lidah tersebut bagian yang menghalangi

untuk berbicara- Jika bagian yang menghalang utuk berbicara tersebut

tidakdipotongmakadiker'aidenda.Merekaberbedapendapattentang
qishash pdatindakan tersebut karena sengaja'

l.Diantaramerekaadayangberpendapattidakadanyaqishash,tetapi
mereka mewajibkan aG Mereka yaitu Malik' Syaf i dan Al

Kufi.TetapiSyafi'iberpendapatbahwadiyattersebutdibebankan
padaharta o;* yang meUAr*an tindak kejahatan tersebut'

2- Sedangkan Al Kufi dan Malik berpendapat bahwa diyat tersebut

dibebankan ke'Pada keluarganYa'

3. Ar_r^aits dan raimrya mengatakan, pada pemotongan lidah dengan

sengaja dikenai qishash'

Tenteng hidung: paxa ulama sepakat bahwa jika dipotong

semuan)ra, maka oatarn"naf ini dikenai satu diyat. Berdasarkan penjelasan

yang terdapat dalam hadits' Menurut Malik' tetap dikenai baik indera

penciumannyahilangatautidak.Menurutnyajikasalahsatudarikedua
lubangnya frif*g, 'iutu 

dikenai diyat dan jika salah satu dari kedua

lubangnya hil*; setelah yang lain juga hilang' maka dikenai diyat

sempunra-
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Para ulama berbeda pendapat tentang alat kelamin laki-laki yang
sehat yaitu yang bisa digunakan untuk bersetubuh dikenai diyat
sempurna. Mereka berbeda pendapat tentang kelamin laki-laki yang
mandul dan dikebiri, sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang
lidah orang yang bisu dan tangan yang lumpuh:

l. Di antara mereka ada yang menetapkan adanya diyat.

2. Di antara mereka ada yang menetapkan denda.

3. Juga ada yang berpendapat pada kelamin laki-laki yang dikebiri
dan mandul dikenai sepertiga diyat. Pendapat yang diyakini jumhur
yaitu bahwa dalam hal ini dikenai denda.

Minimal dalam hal ini bagian yang mengharuskan diyat menurut
Malik adalah terputusnya ujung (kepala) kemaluan, kemudian pada
bagian kemaluan yang masih tersisa dikenai denda.

Tentang mata orang yang buta sebelah: dalam hal ini terdapat
dua pendapatyangdikemukakan oleh para ulama:

l. Bahwa dalam hal ini dikenai diyat sempurna. pendapat ini
dikemukakan oleh Malik dan sekelompok ulama dari Madinah.
Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Laits. Umar bin Abdul
Azizmenetapkan seperti itu dan merupakan pendapat Ibnu Umar.

2. Syaf i, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat dalam hal ini
dikenai separuh diyat, sebagaimana terjadi pada sebelah mata yang
sehat. Pendapat ini diriwayatkan dari sekelompok ulama dari
kalangan tabi'in.

Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok pertama: bahwa satu
mata bagi orang yang buta sebelah sama kedudukannya dengan dua mata
secara keseluruhan. Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok kedua
ialah: hadits Amru bin Hazm (maksudnya, keumuman sabda Nabi SAW,
*Pada satu mata dikenai setengah diyat") Dan juga diqiyaskan pada
ijma' mereka bahwa orang yang memotong tangan orang lain yang hanya
memiliki satu tangan, maka tidak lain kecuali hanya dikenai setengah
diyat.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara
keumuman dengan qiyas dan pertentangan antara qiyas dengan qiyas. Di
antara pendapat terbaik yang kemukakan tentang orang yang memukul
mata orang lain, Ialu sebagian penglihatannya jadi hilang, yaitu pendapat
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yang diriwayatkan dari Ali RA, bahwa dia menyrruh orang yang

matanya terluka agar menutup matanya yang sehat' Dan dia memberikan

sebutir telur kepada orang lain, lalu orang tersebut pergi dengan

membawateluritu.Dandiamelihattelurtersebuthinggatidakdapat
melihatnYa.

Ketika pertama kali dia tidak melihatnya' dia membuat garis di

tanah. Kemudian dia menyuruh agat mata yang terluka ditutup'

sedangkan mata yang sehai dibuka' Dan memberikan sebutir telur

tersebut kepada orang lain, lalu orang tersebut pergi dengan membawa

telur itu dan dia melif,at telur tersebut hingga tidak nampak dari dirinya'

Makadiajuga.embuutgarisditanahketikapertamakalidiatidakdapat
melihatnYa.

Kemudian memberitahukan jarak di antara dua garis tersebut dan

memberitahukanukurantersebutdariujungpandanganmatayangsehat
dan memberikan diyut 

'"oko'u" 
tersebut' Kebenarannya tentang jarak

yang dicapai oleh *uo yu"g sakit dan mata yang sehat dapat dicoba

dengan percobaan tersebut berkali-kali' di tempat yang berbeda-beda'

Jika hasil jarak pada tempat-tempat tersebut sama' maka bisa kita ketahui

bahwa dia benar.

Paraulamaberbedapendapattentangtindakkejahatanterhadap
mata yang bentuknya masih utuh, tetapi penglihatannya telah kabur'

1. Malik, Syaf i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa dalam hal ini

dikenai hukuman'

2. Z;lid bin Tsabit mengatakan bahwa dalam hal ini dikenai

sepersepuluh diyat (seratus dinar)'

Syaf i mengartikan hal itu sebagai sesuatu penilaian darinya'

bukan penentuan iuktu. Diriwayatkan dari umar bin Al Khaththab dan

AbdullahbinAbbas,bahwakeduaorangtersebutmenetapkanpadamata
yang bentuknya masih utuh, tangan yang lumpuh dan gigi yang hitam'

*urlg-*using dari hal itu dikenai sepertiga diyat'

Malikmengatakanbahwadiyatgigimenjadipenuhkarenamenjadi
hitam. Kemudiai pada pencabutan gigi tersebut setelah menjadi hitam

juga dikenai diYat'

Paraulamaberbedapendapattentangorangyangbutasebelahyang
mencukil mata orang yang sehat dengan sengaja:
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l. Jumhur berpendapat bahwa kalau dia mau, maka dia boleh
melakukan qishash, dan jika dia memberikan maaf, maka dia
berhak menerima diyat.

2. Sekelompok ulama yang lain berpendapat satu diyat penuh.

3. Sekelompok yang lain berpendapat setengahnya. Pendapat ini
dikemukakan oleh Syaf i dan Ibnu Al Qasim. Dan yang memiliki
dua pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Malik. Sedangkan
pendapat yang menyatakan satu diyat penuh dikemukakan Al
Mughirah yang termasuk pengikut Malik dan juga Ibnu Dinar. para

ulama Kufah mengatakan, orang sehat yang matanya dicukil harus
melakukan qishash atau sesuatu yang mereka tetapkan.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang berpendapat bahwa
dia harus membayar seluruh diyat jika diberi maat yaitu dia harus
membayar diyat mata yang ditinggalkan untuknya yaitu mata yang buta
sebelah, yaitu diyat sempurna menurut mayoritas ulama. pendapat lJmar,
utsman dan Ibnu Umar menyatakan bahwa mata yang buta sebelah jika
dicukil, maka harus membayar seribu dinar, karena haknya sama artinya
dengan dua mata yang kurang dari satu mata, jika mata tersebut
ditinggalkan untuknya, maka dia harus membayar diyatnya. Dalil yang
dijadikan landasan oleh mereka yaitu tetap pada hukum asal (maksudnya,
bahwa pada satu mata diyatnya adalah setengah diyat).

Dalil yang dijadikan landasan oleh Abu Hanifah ialah: bahwa
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tidak ada diyat tertentu.
Permasalahan ini telah dijelaskan di dalam bab qishash pada pelukaan.

Jumhur ulama dan para Imam Fatwa (yaitu Malik, Abu Hanifah,
Syaf i, Ats-Tsauri dan lainnya) mengatakan bahwa pada setiap jari
diyatnya adalah sepuluh ekor unta. Dan semua jari dalam hal ini sama.
Pada setiap ruas jari sepertiga puluh diyat, kecuali jari yang memiliki dua
ruas jari seperti ibu jari, maka pada satu ruas jari diyatnya adalah lima
ekor unta.

Dalil yang dijadikan landasan oleh mereka dalam hal ini ialah:
penjelasan yang terdapat dalam hadits Amru bin Hazm, bahwa
Rasulullah SAW bersabda,

q*tF e'
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"Pada setiapjari yang ada diyatnya' yaitu sepuluh ekor unta'"455

AmrubinSyu,aibmeriwayatkansebuahhaditsdaribapaknya,dari
kakeknya:

;ai ,...rag\i e & *', *\' P ar's'-', oi

"Bahwa Rasulullah SAW memutuskan untuk jari-jari itu sepuluh

. . ,,456
persepulun.

Ini adalah pendapat Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas' Diyat

tersebut menurut mereka atas orang yang memiliki perak berdasarkan

pandangan masing-masing dari mereka pada diyat yang-.berasal dari

perak. Yaitu menurut ulama yang menyatakan bahwa diyat tersebut

sebesar dua belas ribu dirham: yaitu sepersepuluhnya. Dan menurut

ulamayangmenyatakanbahwadiyattersebutadalahsepuluhribudirham
ialah sePersePuluhnYa.

Diriwayatkandariulamasalafterdahulutentangperselisihan
mengenai diyat jari-jari' Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab'

bahwadiamernufuskandiyatpadaibujaridanjarisampingnya(telunjuk)
dengan separuh diyat, pada jari tengah sepersepuluhnya' pada jari

sampingnya (ari manis) sembilan unta dan pada jari kelingking adalah

enam unta.

DiriwayatkandariMujahidbahwadiaberkata,padaibujariadalah
lima belas ekor unta, pada jari sampingnya adalah sepuluh ekor, pada jari

tengahsepuluh"r.o,,p"o'jariberikutnyaadalahdelapanekordanpada
jari kelingt<ing adalah tujuh ekor unta'

Tentang pangkal leher dan tulang rusuk: pada keduanya menurut

jumhur fuqatra beiagai negeri adalah hukuman' Dan diriwayatkan dari

sebagian ulama salaflada pangkal leher adalah penentuan' Diriwayatkan

dariMalik,bahwaUmarbinAlKhaththabmemutuskandiyatpadagigi
geraham adalah satu ekor unta, yaitu pada gigi yang tidak berada di

t"giao depan dari mulut. Sedangkan grgr yang berada di bagian depan

455 Tatchrij hzdr*tersebut telah dijelaskan'
nru Shahih.HR. Abu O*a t+SOZi, di dalam Al Kubra (7055), Ibny Majah (2653),

Al Baihaqi (atszl, dan'ainilii shahih oleh Al Albani did alam shahih An-

Nasa'1.
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dari mulut, tidak ada perbedaan pendapat bahwa daram har ini diyatnya
adalah lima ekor unta.

Sa'id bin AI Musayyib menetapkan pada gigi geraham diyatnya
adalah dua ekor unta. Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Marwan,
bahwa Marwan bin Al Hakam daram hal ini menentang pendapat Ibnu
Abbas, dengan mengatakan, apakah kamu menetapkan (diyat) pada gigi
bagian depan seperti gigi geraham? Maka Ibnu euuas berkata,
seandainya dalam hal ini tidak dipertimbangkan kecuali dengan jari_jari,
maka diyatnya adalah sama.

Dalil yang dijadikan randasan oleh jumhur daram masarah seperti
ini ialah hadits yang shahih dai- Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,
"Pada satu gigi diyatnya adalah lima ekor ttnta.,,

Hadits tersebut berasar dari hadits Amru bin syu,aib, dari
bapaknya, dari kakeknya. Kata "gigi" diartikan pada gigi yang berada di
bagian depan mulut dan di bagian belakang dan juga disamakan denganjari-jari yang diyatnya sama meskipun manfaatnya berbeda-beda. Dalil
yang dijadikan landasan oleh ulama yang membedakan atara keduanya
yaitu bahwa dalam syariat terdapat perebihan diyat karena adanya
pelebihan anggota badan. Kelihatannya ulama yang berpendapat
demikian dari kalangan urama terdahuru yaitu karena alasan tauqiJi.

Semua anggota tubuh ini yang telah ditetapkan diyat karena
bersalah, juga terdapat qishash pada memotong anggota badan yang
terpotong dan mencabut anggota badan yang tercabut. Mereka berbeda
pendapat tentang pematahan anggota badan yang patah seperti betis dan
lengan tangan, apakah daram har ini adaqishashatau tidakf
1. Malik dan para pengikutnya berpendapat adanya qishash pada

pematahan semua tulang kecuali paha dan tulang *.ui.
2' Syaf i dan Al-Laits menyatakan tidak ada qishashpada salah satu

tulang yang dipatahkan. pendapat ini 1'uga dikemukakan oreh Abu
Hanifah, hanya saja dia mengecuarikan gigi. Diriwayatkan dari
Ibnu Abbas dia berpendapat bahwa tidak ada qishash pada tulang.
Begitujuga dari Ibnu Umar.

Abu umar ibn Abdil Barr berkata, .,Terah dijelaskan bahwa Nabi
SAW melakukan qishash pada gigi yang dipatahkandari hadits Anas, dia
mengatakan telah diriwayatkan dari hadits lain, bahwa Nabi sAW tidak
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mengqishash karena tulang yang terpotong yang bukan pada persendian'

Hanya saja hadits h"d;;";"b"t tidak k;;ft''" Dun juga diriwayatkan

dari Malik, bahwa eUu gutur bin Muhammad bin Amru bin Hazm

melakukan qishashpada orang yang mematahkan paha'

Diyat Wanita

Paraulamasepakatbahwadiyatwanitaadalahseparuhdiyatlaki-
laki pada masalah;";;;;t"t' Mereka berbeda pendapat tentang luka

di kePala dan anggota badannYa:

1. Jumhur fuqaha Madinah mengatakan bahwa wanita d"l 
'"U1-11:

diyatnya puaul*u di kepala dan anggota badan sampai mencapar

sepertiga diyat, jika sudah menSaPai t"n"ttig1 diyat'maka diyatnya

kembalikepadasetengahdariiiyatiaki-laki.(maksudnya,diyat
anggota UaOan wa-nita itenguh dari anggota badan laki-laki)'

Contohnya: pada masing-masing jari-jari seorang wanita diyatnya

adalah ,"pd; "k"' 
u"*' puau #iari OiayatnyluPl"h dua puluh

ekor unta, pada tiga jari diyatnya adalah tiga puluh ekor unta dan

pada empat';;, ;',;*Yi i1""n 
empat puluh ekor unta' Pendapat

ini dikemukakan oleh Malik' 
'utu 

iengkutnya' dan Al-Laits bin

Sa'ddanMalikjugameriwayaG;JariSa'idbinAlMusayyib
dan dari Urwah bin Az-Zubul'' ioi Suga m"rupakan pendapat Zaid

bin Tsabit dun p"'Oupat Umarbin Abdul Aziz'

2. Sekelompok ulama mengatakan' bahkan d''" l*" 
pada wanita

seperti Oiyut f"t" paaa Ut<i-tati sampai pudu ryl**" mudhihah'

kemudian diyatnya setengah Ot'i 
'aiy"t laki-laki' Ini adalah

pendapat 
"l"g-*"'Vh* 

dari dua pendapat Ibnu Mas'ud dan

ffihadits Nirnran tin Jarivah" dari bapaknya, bahwa seorang

laki-laki terah memukur raki-raki'* fitl3i:ry,i"1;l3L;",$ffiitfi[laki-laki telah memurul lzlKr-ral., rcu v$v- 
,,iio tofo"g kepada Nabi SAW

,#"i".g iiaak pada persendian' maka dia mer

untuk menghaaupitlu,'#tl1;lia;;;y"'h-untuk 
memberikan diyat' dia

berkata, "Wahai na"'r"fr't, se""ggohoyu 'uyu 
m""ginginkan qishash?" Maka

beliau bersab da, "Ambillartt aiyat tt' '"to['' 
iti't'- *'*Uiikan barakah

keoadamu pada divat'Zi'ii*i:':'a^"0:'it :t-tu 
memutuskan untuk melakukan

a i. s h a s h.D iriwayatkan 
"r"rr*ruir" 

-nt"r 
rt, tz.o rol, eit -Thabrani di dalam A l K ab i r

izrzoo),(208e), Al B;i;i ii?ij"auo'o*'roi ino'f oleh Al Albani di dalam

Dha'if lbnu Majah'
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pendapat ini diriwayatkan dari utsman dan juga dikemukakan oleh
Syureikh dan sekelompok ulama.

3. Sekelompok ulama lain mengatakan, diyat seorang wanita pada
luka dan anggota badannya adalah setengah diyat laki-laki, baik
sedikit dan banyaknya. Ini adalah pendapat Ali RA dan juga
diriwayatkan dari Ibnu Mas,ud, hanya saja pendapat yang paling
masyhur darinya ialah yang terah kami sebutkan terlebih dahulu.
Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah, syafi,i dan Ats-
Tsauri.

Dalil ulama yang mengatakan pendapat ini ialah: bahwa pada
dasarnya diyat wanita adalah setengah diyat laki-laki, maka harus
berpegang pada dasar ini, hingga ada dalil naqli yang shahih, karena
qiyas pada diyat tidak dibolehkan, khususnya karena pendapat yang
membedakan antara sedikit dan banyak itu menyelisihi qiyas, karena itu
Rabi'ah berkata kepada Sa'id 

-sebagaimana 
yang akan kami jelaskan-

dan tidak ada dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok pertama
kecuali hadits-hadits mursal dan atsar yang diriwayatkan dari sa'id binAl Musayyib ketika ditanya oreh Rabi'ah bin Abi Abdirrahman
"Berapakah diyat pada empat jari-jarinya?" dia menjawab, ..Dua puluh.,,
Saya bertanya, "Ketika lukanya menjadi semakin besar dan
penderitaannya semakin parah, maka diyatnya berkurang.', Dia bertanya,
"Apakah kamu orang Iraq?," saya menjawab, "Bahkan seorang alim yang
pandai atau seorang bodoh yang ingin belajar.,'

Diriwayatkan pula dari Nabi sAW dari hadits mursal Amru bin
syu'aib dari bapaknya dan dari Ikrimah. sekelompok ulama berpendapat
bahwa perkataan seorang sahabat jika menyelisihi qiyas, maka harus
diamalkan, karena dia mengetahui bahwa tidaklah ia berpegang dengan
qiyas tersebut kecuali karena tauqifi, tetapi pendapat ini lernah, karena
kemungkinan dia tidak berpegang dengan qiyas tersebut: karena dia tidak
berpendapat tentang adanya qiyas dan kemungkinan karena dalam hal ini
ada qiyas kedua yang menentangnya atau dalam hal ini dia mengikuti
yang lain. Jadi, inilah keadaan diyat pelukaan orang-orang yang merdeka
dan berbagai tindak kejahatan pada anggota badan, baik yang menimpa
lakiJaki dan perempuan.
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Diyat Seorang Budak

Tentang pelukaan yang terjadl pldu seorang budak dan pemotongan

anggota badannya: ;;;;ffi" t"'u"au pe"aapat dalam hal ini menjadi

dua PendaPat:

1. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa diyat pada pelukaan

dan pemotongan anggota badan i"Auft adalah jumlah dari nilai

budak tersebut Yang berkurang'

2. Ada yang berpendapat bahwa kewajiban dalamfial ini ialah berasal

dari nilainyu""J*un luka dari iiyatnya' Maka pada pelukaan

mudhihah_nya adalah 1/5 diyat nituioyu, pada matanya setengah

nilainya' Pendapat ini dikemukakan otetr Abu Hanifah dan Syafi'i

dan ini juga PendaPat Umar dan Ali'

Malik mengatakan' dalam hal ini semua' dipertimbangkan nilai

yang kurang dari il;; kecuali.pelukaan mud'hihah' munaqqilah dan

ma,mumah, maka;;:;" rni iatatr ukuran pada harga dirinya dengan

ut urun diyat pada orang yang merdeka'

Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok pertama yaitu

menyamakannya il;;; barang 
- 
dagangan' Sedang!<an dalil yang

dijadikan landasan ol"i k.lo-pok kedia yaitu menyamakannya dengan

orang merdeka, karena dia adalah seorang muslim dan mukallaf'

Tidak ada perbedaan pendapat di antara keduanya bahwa diyat

pembunuhan bersalah dari semua ini jika melebihi sepertiga maka

menjadi o,,ggo"gu" keluarga' Du" mu'ih diperselisihkan tentang diyat

yang kurang dari itu:

1. Malik, para fuqaha Madinah yang tujuh dan sekelompok ulama

mengatakan, bahwa keluarga taat wajib menanggung hal itu

kecuali sePertiga atau lebih'

2. Abu Hanifah mengatakan' keluarga menanggung sepersepuluh atau

lebih dari diYat sePenuhnYa'

3. Ats-Tsauri dan Ibnu Syubrumah mengatakan' pelukaan mudhihah

atau lebih menjadi tanggungan keluarga'

4. syafi,i dan Utsman Al Batti mengatakan, keluarga menanggung

diyat pembunuhan bersalah sedikit dan banyaknya'
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Dalil pendapatnya Syaf i ialah pada dasarnya keluargalah yang
menanggung diyat pembunuhan bersalah, siapa yang mengkhususkan
sesuatu darinya maka harus mengemukakan dalil, dan tidak ada dalil
yang dijadikan landasan oleh kelompok sebelumnya, hanya saja itulah
yang diamalkan dan yang masyhur.

Selesailah bahasan kitab ini dan segala puji bagi Allah dengan
sebenar-benar puj ian kepada-Nya.
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eol...tll al'zL
KITAB SUMPAH

Para ulama berbeda pendapat tentang qasamah (sumpah) pada

empat hal yang merupakan dasar bagi beberapa masalah cabang bab ini:

Masalah pertama: Apakah berhukum dengan qasamah adalah suatu

keharusan?

Tentang keharusan berhukum dengan qasamah secara garis besar:

l.Jumhurfuqahaberbagainegeri(yaituMalik'Syafi'i'AbuHanifah'
Ahmad, Suffan, Daud dan fuqaha berbagai negeri lainnya)

menYatakan hal itu.

2.Sekelompokulamalain(yaituSalimbinAbdullah,AbuQilabah,
Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Aliyah) berpendapat tidak

dibolehkan berhukum dengan qasamah'

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ialah l*1t- shahih dai

Nabi SAW dari hadits Huwayyishah dan Muhayyishaho'U, yaitu hadits

yangdisepakatikeshahihannyaolehparaahlihadits,hanyasajamereka
L.ru.ou tentang lafazh_lafailnyaberdasarkan penj elasan berikut.

Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok kedua yang

meniadakan wajibnya berhukum dengan qasamah: bahwa qasamah itu

bertentanganaengandasarsyariatyangdisepakatikebenarannya,Di
antaranYa:

GlBahwapadadasarnyadalamsyariat,seseorangtidakbersumpah
kecualiatassesuafuyangdiaketahuisecarapastiataudiasaksikan
dengan inderanya. Jika demikian, maka bagaimana para wali korban

bers:umpah, padahal mereka tidak menyaksikan pembunuhan tersebut'

bahkankadangmerekaberadadisuatunegerisementarapembunuhan
tersebut terjadi di negeri lain'

o" Mutta?aq 'Alaih.lfi.. Al Bukhari (6898), Muslryr q699)ri'!u Daud (4520)'

(4521'), At-Tinnidzi it+zz;, eo-Nutu'i (als, 6,7' 8' 9' l0' ll)' Ibnu Majah

(2677), dan Ahmad (41142)'
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Karena itu Bukhariase meriwayatkan dari Abu Qilabah, bahwa

Umar bin Abdul Azizpada suatu hari memberitahukan rahasianya kepada

orang banyak, kemudian dia memberikan izin kepada mereka dan mereka

masuk menemuinya, lalu dia berkata, "Apa pendapat kalian tentang

qasamah?" lalu mereka diam sejenak dan mengatakan, "Menurut kami,
melakukan qishash berdasakan qasamah adalah suatu kebenaran yang

telah dilakukan oleh para khalifah."

Lalu dia berkata, "apa pendapatmu wahai Abu Qilabah. Sementara

dia telah mengangkat saya untuk memimpin orang banyak." Dia
menjawab, "Wahai amirul mukminin, di sisi Anda ada para bangsawan

Arab dan para panglima pasukan. Bagaimana pendapat Anda jika ada

lima puluh orang bersaksi di hadapan Anda tentang seseorang, bahwa dia

telah berzina di Dimasyq, padahal mereka tidak melihatnya, apakah Anda
akan merajamnya?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya berkata, "Bagaimana pendapat Anda jika ada lima puluh

orang bersaksi di hadapan Anda tentang seseorang, bahwa dia telah

mencuri di Himash, padahal mereka tidak melihatnya, apakah Anda akan

memotong tangannya?" Dia menjawab, "Tidak."

Di sebagian riwayat: saya berkata, "Lalu bagaimana jika mereka

bersaksi bahwa orang tersebut telah membunuh seseorang di negeri fulan,
padahal mereka bersama Anda, apakah Anda akan mengqishash karena

kesaksian mereka?." Abu Qilabah melanjutkan kisahnya, lalu Umar bin
Abdul Aziz menulis ketetapan tentang qasamah: bahwa jika mereka

mendatangkan dua orang saksi yang adil, bahwa si fulan telah

membunuhnya, maka qishash-lah orang tersebut dan janganlah dia

dibunuh karena kesaksian lima puluh orang yang bersumpah.

Gl Termasuk kaidah dasar, bahwa sumpah itu tidak berpengaruh

terhadap hilangnya darah kurban.

fE Termasuk kaidah dasar, bahwa bukti itu dibebankan kepada

orang yang menuduh, sementara sumpah itu dibebankan kepada orang

yang mengingkarinya.

Di antara hujjah mereka: yaitu mereka tidak memandang di dalam

hadits-hadits tersebut bahwa Rasulullah SAW menghukumi dengan

otn Shahih. HR. Al Bukhari (2528),Ibnu Abi Syaibah di dalam Al Mushannaf
(51444) dan Al Baihaqi (8/128).
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qos(tmah,hanyasajaituadalahhukumjahiliyah'makaRasulullahSAW
bersikaplembutkepadamerekauntukmenunjukkankepadamereka'
bagaimanaberhukumdengannyatidakmenjadikeharusansesuaidasar
pokoklslam.Karenaitubeliaubertanyakepadamereka,*Apaknhkalian^mo, 

b"rsumpah lima puluh kali (maksudnya' kepada wali korban'

merekaadalahorang-ofimgAnshar)?,'Merekamenjawab,..Bagaimana
kami akan be,sumpah, puduhul kami tidak menyaksikannya?'' beliau

bertanya, "Kalau begitu orang-orang Yahudi bersumpah terhadap

knlian," mereka menjawab, "Bagaimana kami menerima sumpah kaum

. - n460 rryang KatlrI

Para ulama mengatakan, seandainya Sunnah mengharuskan agar

mereka bersumpah meskipun mereka tidak menyaksikannya, niscaya

Rasulullah SAW bersabda kepada mereka bahwa itu adalah Sunnah' Jika

hadits-haditsinibukanlahsuatunashtentangpemutusanperkaradengan
qasamah dan hadits-hadits tersebut dapat ditafsirkan, laltt qasamah

iersebut dipalingkan dengan penafsiran kepada aturan pokok, maka itu

lebih baik.

Sedangkan para ulama yang mengatakan adanya qasamah'

khusunyaMalik,berpendapatbahwaSunnahqasamahadalahSunnah
yang berdiri sendiri, mengkhususkan aturan pokok seperti Sunnah-

Sunnah lain yang memberikan pengkhususan' Dan mereka menganggap

bahwa alasan dalam hal ini ialah untuk melindungi jiwa, yaitu setelah

kematian bertambah banyak, sedangkan tegaknya kesaksian atas

kematianjiwatersebutberkurang,karenasipembunuhhanyamencari
tempat-tempat yang sepi, maka Sunnah bermaksud memelihara jiwa'

Tetapialasaninimasukpadamasalahtentangperampokjalanandanpara
pencuri, yaifu karena Seorang pencuri sulit untuk dipersaksikan,

begitujuga para perampok jalanan' Karena itu Malik membolehkan

kesaksian orang-orang yang dirampas terhadap orang yang merampas'

meskipunitubertentangandenganaturanpokok,yaitubahwaorang-
orangyangdirampokmenuduhatasperampokanmereka.Wallahua'lam.

* Hadir Muhayyishah telah dijelaskan'
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Masalah kedua: Apa yang menjadi keharusan dengan adanya
qasamah?

Para ulama yang mengatakan adanya qasamah berbeda pendapat

tentang sesuatu yang menjadi keharusan dengan adanya qasamah:

l. Malik dan Ahmad berpendapat bahwa pada pembunuhan disengaja
dikenai qishash, sedangkan pada pembunuhan bersalah dikenai
diyat.

?. Syaf i, Ats-Tsauri dan sekelompok ulama berpendapat, dengan

adanya qasamah dikenai diyat saja.

3. Sebagian ulama Kufah berpendapat dengan adanya qasamah hanya

dikenai menolak tuduhan saja. Berdasarkan aturan pokok bahwa
sumpah itu hanya diwajibkan atas orang yang tertuduh.

4. Sebagian mereka mengatakan, bahkan orang yang tertuduh
bersumpah dan harus membayar diyat. Kalau begitu, dengan

adanya qasamah hanya menolak tuduhan saja.

Jadi, tentang sesuatu yang berhak didapatkan oleh orang-orang
yang bersumpah terdapat empat pendapat.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Malik dan ulama yang

sependapat dengannya, yaitu hadits yang diriwayatkan olehnya dari Ibnu
Abi Laila6r, dari Sahal bin Abi Hatsmah, dijelaskan: Maka Rasulullah
SAW bersabda kepada mereka,

otu . t , ,

"f?12 
i:: o't;'"*j ;:'t"Y

"Kalian bersumpah, maka kalian berhak atas darah teman

kalian.'#2

Begitujuga hadits yang diriwayatkan olehnya dari hadits mursalnya

Busyair bin Yasar dijelaskan: Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada

mereka,

461 Yang benar adalah: Abu Laila bukan Ibnu Abi Laila. Abu Laila adalah
Abdullah bin AMurrahman bin Sahl.

ou' HR. Malik di dalamAt Muwaththa' secara mursal: (2/878), dari riwayat Malik,
dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar, dan hadits tersebut juga
dibawakan ser;ara rnaushul dari riwayat Busyair dari Sahl bin Abi Hatsmah.
Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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'rg-:'ri,:6tva i;'': i;-':;ti V'*'o #i
"Apaknh katian bersumpah sebanyak lima puluh kali dan kalian

berhakatasdarahtemankalianataupembunuhkalian,,,

Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang

mengharuskan diyat saja d-e"gan adanya qasomah" yaitu bahwa sumpah

itu berpengaruh pada tt"p"'nititun harta (maksudnya' menurut syariat)'

seperti hukum yang telah ditetapkan pada harta dengan adanya sumpah

dan saksi, dan seperti sesuatu yang mengharuskan adanya harta karena

penolakanorangyangtertuduh-ataukarenapenolakandandikembalikan
kepada orang yung -tnuduh, menurut ulama yang menyatakan adanya

pengembalian dengan adanya penolakan'

PadahalhaditsMalikdarilbnuAbiLailadha'if'karenadiaadalah
seorang yang tidak dikenal, tidak ada yang meriwayatkan darinYa kecuali

Malik. Tentang hadits tersebut juga dikatakan' bahwa dia tidak

mendengar dari Sahal sedangkan hadits Busyair bin Yasar masih

dipefselisihkan t";r; 'u'"d'yl, 
Malik menilai mursal sedangkan ulama

yang lain menilainYa musnad'

Al Qadhi berkata, "Kemungkinan alasan ini menjadi sebab Al

Bukhari tiOaf< meJwayatkan kedua hadits ini'" Menurut mereka qiyas

dalam hal ini diperkuat dengan atsar yang diriwayatkan dari Umar RA'

bahwa dia berkata, 
..iiduk -ada 

qrshas;h dengan adanya qasamah, tetapi

dengan adanya q'asamah dikenai diyat'" Sedangkan pendapat yang

mengatakan bahwa dengan adanya qasamah berhak menolak tuduhan

saja, dalil mereka adalaI bahwa pada dasarnya sumpah itu dibebankan

kepada orang yang-tertuduh Dan juga hadits-hadits yang akan kami

sebutkan selanjutnya, insya Allah'

Masalah ketiga: Siapakah orang yang memulai bersumpah dan

beraPa jumlah mereka?

Para ulama yang menyatakan qasamah (mal<suilVa' para ulama

yang mengatat<an iatrwa dengan adanya qasamah diharuskan adanya

harta atau qisha''sh, 'u-"" 
mereka berLeda pendapat tentang siapakah

yang memufui i"t'u*pah lima puluh kali' sebagaimana dijelaskan di

dalam hadits-hadits):
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l. Syaf i, Ahmad, Daud bin Ali dan lainnya berpendapat bahwa yang
memulai bersumpah adalah orang-orang yang menuduh.

2. Fuqaha Kufah dan Bashrah serta kebanyakan ulama Madinah
berpendapat bahwa yang memulai bersumpah adalah orang yang
tertuduh.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang menyatakan bahwa
yang memulai adalah orang-orang yang menuduh, ialah hadits Malik dari
Ibnu Abi Laila, dari Sahal bin Abi Hatsmah, di dalam hadits tersebut
dijelaskan: Maka Rasulullah SAW bersabda,

, jo |E r;4 iJu ,4. a Y $u *s; ,p ^:?iu 
oir:

,Lt',F"ui pi * ht 'b at J;r;-3: ,,-#i :q\ o+} ,t

.y,il'+).4 i uah;;
"Kalian harus mendatangkan buldi atas orang yang

membunuhnyc." mereka mengatakan, "Kami tidak memiliki bukti."
beliau bersabda, "Kalau begitu mereka bersumpah kepada kaliqn."
mereka mengatakan, "Kami tidak rela dengan sumpah yang dilakukan
oleh orang-orang Yahudi." dan Rasulullah SAW tidak suka menyia-
nyiakan darah orang tersebut, maka beliau menebusnya dengan seratus
ekor unta dari unta sedekah."a63

Al Qadhi berkata, "Ini adalah nash bahwa sumpah lima puluh kali
tidak mengharuskan kecuali hanya menolak tuduhan saja."

Mereka juga berhujjah denga hadits yang juga diriwayatkan oleh
Abu Daud dari Abu Salamah bin Abi Abdirrahman dan Sulaiman bin
Yasar, dari beberapa pemuka orang-orang Anshar: Bahwa Rasulullah
SAW bersabda kepada orang-orang Yahudi dan memulai berbicara
dengan mereka, "Apakah di antara kalian ada lima puluh orang yang
bersumpah lima puluh kali?" Mereka pun tidak mau. Lalu beliau
bersabda kepada orang-orang Anshar, "Bersumpahlah knlian" maka
mereka berkata, "Apakah kami bersumpah atas sesuatu yang tidak
nampak wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjadikan sumpah
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tersebut sebagai diyat atas orang-orang Yahudi, karena korban tersebut

ditemukan di antara mereka."4fl

Dengan hadits ini para ulama yang menjadikan sumpah itu pada

hakorangyangtertuduhdanmengharuskanmerekamembayardiyat
dengan sumpah tersebut. Hadits tersebut adalah hadits yang sanadnya

,hoiih, karena diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya dari Az-

Zuhri dari Abu Salamah. Dan para ulama Kufah meriwayatkan hadits

tersebut dari umar (maksudnya, bahwa dia menetapkan bagi orang-orang

yang tertuduh untuk bersumpah dan membayar diyat)'

Hadits yang sama bahwa orang-orang Yahudi yang memulai

bersumpah juga diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij46s. Mereka

membantah Malik dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-

zuhi,dari Sulaiman bin Yasar dan Arrak bin Malik, "Bahwa umar bin

Al Khaththab berkata kepada seorang dari kabilah Al Juhani yang telah

menuduhjiwakeluarganyaatasseorangdaribaniSa,ad,yangorang
tersebut telah melarikan kudanya lalu menginjak jari seseorang dari Al

Juhani tersebut, lalu keluar darahnya dan meninggal dunia. Maka Umar

berkata kepada orang yang dituduh ,'Apakah kalian mau bersumpah lima

puluh kali bahwa dia tidak meninggal dunia karena injakan kuda

tersebut?'Mereka tidak mau bersumpah dan merasa berat. Lalu umar

berkata kepada orang-orang yang menuduh,' Bersumpahlah kalian,' lalu

mereka juga tidak mau. Maka'Umar menetapkan separuh diyat bagi

mereka."

Mereka mengatakan, hadits-hadits kami ini lebih utama dari hadits-

hadits yurrg ,n"rr"iur,gftan bahwa orang-orang yang menuduh memulai

bersumpah,karenaafuranpokokjugamemperkuathadits-haditskami
yaitu bahwa sumpah itr,r dibebankan kepada orang yang tertuduh' Abu

Umar berkata, "Hadits-hadits yang saling bertentangan dalam hal ini

sangat masYhur."

Syadz.HR.AbuDaud(4526),Ath-ThabranididalamAlKabir(41277\,(.1413)'
irsaihaqi (8/134), (tO)t+g), aan di";lai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih

Abu Daud.
Sttinin Lighairihi. HR. Abu Daud (4524), Ath-Thabrani di dalam Al Kabir

(qiziil,7[qt3), Al Baihaqi (8/134), liolt+a;, dan dinilai shahih oleh Al Albani

di dalamslrahih Abu Daud.
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Masalah keempat: Tentang sesuatu yang mengharuskan qasamah
menurut ulama yang menyatakan adanya qasamah

Jumhur ulama yang menyatakan adanya qasamah sepakat bahwa
qasamah itu tidak diharuskan kecuali dengan adanya syubhat. Mereka
berbeda pendapat tentang syuhbat itu sendiri, apa itu?

Syaf i berpendapat bahwa jika syubhat dalam hal ini semakna

dengan syubhat yang dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk menetapkan
adanya qasamah, yaitu apabila ada seorang mati terbunuh di daerah suatu

kaum yang tidak bercampur dengan orang lain, sedangkan antara kaum

tersebut dengan kaum korban terjadi permusuhan, sebagaimana terjadi
permusuhan antara orang-orang Anshar dengan orang-orang Yahudi, dan

Khaibar adalah negeri yang khusus bagi orang-orang Yahudi, lalu
ditemukan di sana orang yang terbunuh dari kalangan orang-orang
Anshar, dia (Syaf i) mengatakan, begitujuga jika di suatu tempat ada

orang yang mati terbunuh dan di sampingnya ada orang yang berlumuran
darah, begitujuga jika ada seseorang masuk menemui sekelompok orang
dalam satu rumah, lalu menemukan seorang yang terbunuh di antara
mereka dan syubhat-syubhat yang sama, yang diduga berdasarkan dugaan
penguasa bahwa orang yang menuduh adalah benar, karena adanya

syubhat tersebut.

Malik juga mengatakan seperti itu (maksudnya, bahwa qasamah

tidak diwajibkan kecuali dengan ada bukti) berdasarkan kesepakatan

menurut para pengikutnya. Mereka berbeda pendapat jika tidak adil.
Begitujuga Syaf i sependapat dengannya tentang alasan kondisi bisa
menggambarkannya, seperti ada seorang mati terbunuh dengan

berlumuran darah dan di dekatnya ada seorang yang di tangannya ada

senjata besi yang berlumuran darah. Hanya saja Malik berpendapat

bahwa adanya orang yang mati terbunuh di suatu tempat bukan termasuk

bukti, meskipun ada permusuhan di antara kaum yang di antara mereka

ada yang terbunuh dan penduduk tempat tersebut. Jika demikian, maka di
sini tidak ada sesuatu yang menjadi dasar disyaratkannya bukti yang

mengharuskan qasamah, karen:a itu tidak ada sekelompok ulama yang

menyatakan hal itu.

Sedangkan Abu Hanifah dan kedua pengikutnya mengatakan, jika
ada seorang yang mati terbunuh di tempat suatu kaum dan pada dirinya
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ada bekas, maka harus dilakukan qasamah atas penduduk tempat

tersebut.

Di antara ulama ada yang mengharuskan qasamah dengan adanya

seorang yang terbunuh di suatu tempat itu sendiri, tanpa adanya syarat-

syarat dikemukakan oleh Syaf i dan tanpa adanya bekas yang

disyaratkan oleh Abu Hanifah. Pendapat ini diriwayatkan dari umar, Ali

dan Ibnu Mas'ud, pendapat ini juga dikemukakan oleh Az-zuhri dan

sekelompok ulama dari kalangan tabi'in. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm,

dia mengatakan bahwa qasamah itu harus dilakukan ketika ada orang

yurrg *uii terbunuh dan tidak diketahui siapakah yang membunuhnya, di

mana saja orang tersebut ditemukan' Maka wali orang yang terbunuh

menuduh salah seorang dari mereka dan lima puluh orang dari mereka

bersumpah lima puluh kali. Jika mereka bersumpah atas pembunuhan

sengaja, maka dikenai qishash. Jika mereka bersumpah atas pembunuhan

bersalah, maka dikenai diyat. Dan menurutnya tidak boleh bersumpah

jumlah yang kurang dari lima puluh orang. Sedangkan menurut Malik

dibolehkan dua orang atau lebih di antara mereka'

Daud berkata, saya tidak memutuskan dengan adanya qasamah,

kecuali sebabnya sama seperti yang diputuskan oleh Rasulullah SAW.

Malik dan Al-Laits menyendiri di antara fuqaha berbagai negeri

yang menyatakan adanya qasamah, mereka menjadikan perkataan orang

yang terbunuh "Si fulan telah membunuh saya" sebagai bukti yang

mengharuskan qasamah.

Masing-masing menyatakan berdasarkan prasangka kuat bahwa itu

adalah sytbhat yang mengharuskan qasamah. Karena syubhat inilah

ulama yang berpendapat hal itu menyatakan bahwa sumpah itu dimulai

dari orang-orang yang menuduh. Syubhal tersebut menurut Malik bisa

memindahkan sumpah dari orang yang tertuduh kepada orang yang

menuduh, menurutnya syariat menggantungkan sumpah pada orang yang

tertuduh hanya karena kuatnya syubhat tersebut pada sesuatu yang

dihilangkan dari dirinya, seolah-olah dia menyamakan hal itu dengan

sumpah dengan adanya saksi pada harta'

sedangkan pendapat bahwa tuduhan itu sendiri merupakan syubhat

adalah pendapat yang lemah dan bertentangan dengan aturan pokok serta

nash, berdasarkan sabdaNabi SAW:
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rtr o t7. oi.
cgQly.ll ,-*"'l u6t

"Andaikan manusia itu diberi sesuai apa yang dituduhkan mereka,
niscaya suatu kaum akan menuduh jiwa dan harta mereka terhadap
kaum yang lain, tetapi sumpah itu dibebankan kepada orang yong
tertuduh."466

Ini adalah hadits yang shahift berasal dari hadits Ibnu Abbas dan
dilansir Muslim di dalam kitab Shahih-nya. Sedangkan hadits yang
dijadikan hujjah oleh para ulama Malikiyah tentang kisah sapi bani Israil,
adalah hadits yang dha'if, karena pembenaran yang ada di sana
disandarkan kepada perbuatan yang terjadi di luar kebiasaan.

Para ulama yang mengharuskan qishash dengan adanya qasamah
berbeda- pendapat, apakah dengan qasamah tersebut bisa dihukum mati
lebih dari satu orang?

l. Malik berpendapat bahwa qasamah itu tidak dilakukan kecuali
pada satu orang. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad bin
Hanbal.

2. Asyhab mengatakan, dilakukan qasamah kepada sekelompok orang
dan dari kelompok tersebut dibunuh satu orang dengan penentuan
dari para wali. Ini adalah pendapat yang lemah.

3. Al Mughirah Al Makhzumi berpendapat bahwa semua orang yang
disumpah qasamah dihukum bunuh.

4. Malik dan Al-Laits berpendapat jika ada dua orang saksi yang adil,
bahwa sesoorang telah memukul orang lain dan orang yang dipukul
tersebut masih hidup beberapa hari setelah dipukul, lalu ia
meninggal dunia, maka para wali orang yang dipukul itu
bersumpah, bahwa dia meninggal karena pukulan tersebut dan
karenanya dilakukan qishash. Semua ini adalah pendapat yang
lemah.

Mereka berbeda pendapat tentang qasamahpada seorang budak:

66 Muuafaq 'Alaih.HR. Al Bukhari (4552\,Muslim (t7l l), Abu Daud (3619), At-
Tirmidzi (1342), An-Nasa'i (8/248) dan Ibnu Majah (232t).

,P- jr'lr+
o1',. t"'-

f/ et"': PY
,,Ft

JL"1. , a tl.de -e-t*Jl
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l.sebagianulamamenetapkannya.Pendapatinidikemukakanoleh
Abu t{anifah, karena menyamakannya dengan orang merdeka'

2,sebagianlagimeniadakannya,karenadisamakandenganbinatang.
Pendapat ini dikemukakan oleh Malik. Dan diyat daiam hal ini

menurut mereka dibebankan pada harta si pembunuh'

Tidakbolehmelakukansumpahdalamjumlahyangkurangdari
limapuluhorangdenganlimapuluhkalisumpahmenurutMalik.Dan
menumtnya tidak boleh bersumpah dengan jumlah yang kurang dari dua

orangpadaurusanpembunuhandandibolehkanbersumpaholehsatu
orang dalam pembunuhan bersalah.

Jika salah seorang dari wali orang yang terbunuh menolak' maka

qishash tersebut batal. Dan dibenarkan mengambil diyat pada hak orang

yang tidak menolak (maksudnya, bagiannya dari diyat tersebut)' Az-

Zuhri berkata, jika salah seorang dari mereka menolak' maka diyat

tersebut batal pada hak semua wali. cabang-cabang masalah ini cukup

banyak.

AlQadhiberkata,..Pembicaraantentangqasamahmasukpada
masalah sesuatu yang menyebabkan qishash' Pada hakikatnya

pembicaraan tentang qisamah ini adalah bagian dari kilab Al Aqdiyah

iperadilan), tetapi kami sebutkan di sini berdasarkan kebiasaan mereka'

yaitu jika ada ketentuan khusus tentang salah satu jenis berbagai urusan

,yur'i, mereka berpendapat bahwa yang terbaik ialah disebutkan pada

jenis tersebut. Sedangkan ketentuan yang meliputi lebih dari satu jenis

lari berbagai jenis perkara yang terjadi padanya suatu ketentuan, maka

disebutkandidalamkitabAlAqdhiyah.KadangAndatemukanmereka
melakukan dua perkara tersebut bersamaan, sebagaimana dilakukan oleh

Malik di dalam Al Muwaththa', dalam hal ini dia menulis tentang

Aqdhiyah di setiaP kitab."
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$irtpl4ri.gs atr4
KITAB HUKUM-HUKUM ZINA

Pembahasan dalam kitab ini terfokus pada; pengertian zina,
flracam-macam pezina, hukuman unfuk masing-masing dari mereka dan
sesuatu yang digunakan untuk menetapkan perbuatan keji ini.

Bab I
Tentang Pengertian Zina

Tentang zin4 yaitu: setiap persetubuhan yang terjadi tanpa didasari
pernikahan yang sah dan juga syubhat (kerancuan) dalam pernikahan,
dan tidak pula didasari oleh kepemilikan budak. Secara garis besar
pengertian ini disepakati oleh ulama Islam, meskipun mereka berbeda
pendapat tentang syubfut apakah yang dapat menolak hukuman dan yang
tidak termasuk ryubhat.

Dalam hal ini terdapat beberapa masalah yang paling masyhur, di
antaranya:

E Seorang budak wanita yang digauli oleh seorang laki-laki yang
dia sendiri ikut memiliki budak wanita tersebut.

Malik berpendapat bahwa dalam kasus ini hukuman zina tertolak,
jika budak tersebut melahirkan, maka anaknya dinisbatkan kepadanya
dan dia harus rnembayar nilai budak wanita tersebut. pendapat ini juga
dikemukakan oleh Abu Hanifah. Sebagian mereka mengatakan, orang
tersebut dikenai hukuman ta'zir. Abu Tsaur mengatakan, dia harus
dikenai hukuman lladd sepenuhnya jika mengetahui keharamannya.

Hujjah yang dikemukakan oleh sekelompok ulama tersebut ialah,
sabdaNabi SAW:

. or'**lu ;'rlt-lt t rl r\t
*TolaHah hufunan hadd karena ada berbagai syubhat."a67

46't Takhrii b^dttsterscbut telah dijelaskan.
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Para ulama yang menolak hukuman tersebut berbeda pendapat,

apakah dia harus membayar mahar mitsl (yang wajar) sesuai dengan

bagiannya pada budak tersebut atau tidak?

Sebab perbedaan pendapat: Apakah hukum bagian yang

dimilikinya dimenangkan atas bagian yang tidak dimilikinya, ataukah

hukum yang tidak dimilikinya dimenangkan atas yang dimilikinya, dan

bagaimana jika menghukumi sesuatu yang memiliki kehalalan dan

menghukumi sesuatu yang tidak memiliki keharaman.

@ Perselisihan mereka tentang seorang mujahid (pejuang) yang

menggauli seorang budak wanita yang termasuk harta rampasan perang:

1. Sekelompok ulama berpendapat dia dikenaihukuman hadd'

2. Sekelompok ulama lain menolak hukuman tersebut dari dirinya.

Dan pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran.

Sebab perbedaan pendapat dalam kasus ini sama dengan kasus

sebelumnya diatas. Wallahu A'lam.

EE Seseorang menghalalkan kepada orang lain untuk menggauli

budak wanitanya:

t. Malik berpendapat bahwa hukuman hadd tersebut ditolak dari

dirinya.

2. Ulama yang lain berpendapat dikenai hukuman ta'zir'

3. Sebagian ulama lain berpendapat, itu adalah hibah (pemberian)

yang telah diterima, karena perbudakannya mengikuti

kemaluannya.

f,B Seseorang yang menggauli budak wanita milik anak laki-lakinya

atau anak perempuannya. Jumhur mengatakan, tidak ada hukuman hadd

atas dirinya, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada seseorang yang

berbicara dengan beliau:

"Kamu dan hartamu adalah milikbapabnu.'nB

468 Shahih. HR. Abu Daud (2291), Ibnu Majah (2292),Ibnu Al Jarud (995), dari

hadits Abdullah bin Amru dan HR. Ibnu Majah (2291), Ath-Thahawi (4/158)'

dari hadits Jabir. Dalam bab ini terdapat hadits dari Ibnu Mas'ud dari Samurah.

.|*S.uc')ui
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Dan berdasarkan sabda Nabi SAW:

"Seorang bapak tidak diqishash karena membunuh anaknya.,,46e

Berdasarkan ijma' mereka, bahwa orang tua tidak dikenai hukum
potong tangan karena mencuri harta anaknya. Karena itu mereka
mengatakan bahwa dia harus membayar nilai budak wanita tersebut, baik
hamil atau tidak, karena dia telah haram bagi anaknya. Jadi seolah-olah
dia telah merusaknya.

Di antara hujjah yang dikemukakan oleh mereka juga ialah: ijma,
mereka bahwa seorang bapak jika membunuh cucunya, maka anaknya
tidak boleh mengqishash bapaknya. Begitujuga setiap orang yang
dibawah perwalian anaknya.

0 Seorang yang menggauli budak wanita yang dimiliki oleh
istrinya: para ulama dalam hal berbeda pendapat menjadi empat
pendapat:

1. Malik dan jumhur berpendapat bahwa dia dikenai hukuman hadd
sepenuhnya. Pendapat ini dikemukakan oleh umar dan Malik yang
melansirnya dalam Al Muwaththa' dan Umar.

2. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa dia tidak dikenai
hukuman hadd dan dia harus membayar nilainya, jadi dia
membayarnya kepada istrinya, jika budak wanita itu memaksa
dirinya. Jika dia tidak menyukainya, maka dia harus membayar
nilainya dan budak tersebut merdeka. pendapat ini dikemukakan
oleh Ahmad dan Ishaq serta Ibnu Mas'ud.

3. Sekelompok ulama mengatakan, dia dikenai hukuman seratus kali
dera saja, baik dia itu muhshan (telah menikah) atau seorang duda.

4. Sekelompok ulama yang lain juga mengatakan, dia dikenai
hukuman ta'zir-

Dalil yang dijadikan prjakan oleh ulama yang mengharuskan
hukuman hadd atas dirinya: bahwa itu adalah persetubuhan yang
dilakukan tanpa ada kepemilikan yang sempuma dan tidak ada

.nlL lrjr l-i v

46e Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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persekutuan kepemilikan serta tidak ada pernikahan' maka harus

dihukum hadd.

Dalilyangdijadikanlandasanolehulamayangmenolakhukuman
hadd ialah: hadits shahih yang menerangkan:

i.o. -..,, 'r. ,t. . ,.i.i, - &\t ,* it'S'-'r,sia:\y\ \1b| *S ,Ft € e t)'.'etb 
uktof: ,wtt,U y't ,i'; ,# W'f*t3k 

"'tv 

^fr

u".*.*'t,t'q
,.Bahwa Rasulullah SAW memberikan keputusan tentang seorang

laki-lakiyangmenggaulibudakwanitaistrinya,bahwajikalaki-laki
tersebuttidakmenyukainya,makabudakitumerdeka,danlaki-lakiitu
harus memberikan budak yang sama untuk istrinya, jika budak tersebut

setujubersamanya,makadiamenjadimiliknyadandiaharusmembayar
budak yang sama kepada istrinya."a7o

Danjuga,karenadiamemilikisyubhatpadahartaistrinya,
berdasarkan sabda Nabi SAW:

"seorang wanita itu dinikahi knrena empat hal: 
-beliau

menyebutkan diantaranya- karena hartany a'"47 
|

Maknainimenjadikuatsesuaidasaryangdikemukakanolehulama
yangberpendapatuatrwaseorangistriditahanolehsuaminyapadaharta
yanglebihdarisepertiga,ataupadahartasepertigaataulebih.Iniadalah
pendapat Malik.

!gPendapatyangdikemukakanolehAbuHanifahtentang
ditolaknya hukuman naia dari laki-laki yang menggauli wanita yang

disewakan.JumhurmenentangpendapattersebutdanpendapatAbu
Hanifah dalam hal ini lemah dan tidak disukai, seolah-olah dia

berpendapat bahwa manfaat ini sama dengan seluruh manfaat lainnya

Dha'if. HR. Abu Daud (4460), e"NTLi .(61124' 
125)' di dalam Al Kubra

O iol,,Ibnu Maj ah (25 s;), or;*g (3 I !7.6), |d-Daruquthni 
(3/ 1 84)' Al Baihaqi

(gl24o),semuanya uerasJaari hadits Salamah bin Al Muhbiq dan dinilai dha'if

oleh il Albani di dalam Dha'if Abu Daud'

Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan'

.q(,';:$ ,i1\,if;r 5S

4'to

411
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berupa barang yang disewa, maka sytbftaf tersebut masuk atau sama

dengan nikah mut'ah.

fE Menolak hukuman dari orang yang tidak mau berzina. Dalam
hal ini juga terdapat perbedaan pendapat.

Secara garis besaq beberapa pernikahan yang tidak sah masuk ke

dalam bab ini dan menurut Malik kebanyakannya menolak hukuman
hadd, kecuali pernikahan yang terjadi atas orang yang diharamkan
menikah selamanya, karena kerabat seperti ibu dan pernikahan semisal

ini tidak diterima karena alasan tidak tahu.

Bab II
Macam-Mactm Pezina dan Hukumannya

Pelaku zina hukumannya berbeda sesuai dengan perbedaan mereka,
yaitu ada empat macam: muhshan (telah menikah) sebagai janda/duda,

masih gadis, orang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan.

Sementara hukuman hadd yangberdasarkan syariat Islam ada tiga: rajam,
dera dan pengasingan.

Tentang janda yang merdeka dan muhshan: kaum muslim sepakat
bahwa hukuman hadd mereka adalah rajam, kecuali sekelompok dari
ahlul Ahwa (kelompok yang memperturutkan hawa nafsu), mereka
berpendapat bahwa hukuman hadd setiap pezina adalah dera. Jumhur
berpegang dengan pendapat bahwa hukumannya adalah raJam

berdasarkan hadits hadits-hadits shahih tentang rajam. Jadi mereka
mengkhususkan Al Qur'an dengan As-Sunnah (maksudnya, firman Allah
Ta'ala, "Perempuan yang bercina dan laki-laki yang berzina." (Qs. An-
Nuur [24]: 2).

Mereka berbeda pendapat dalam dua masalah:

Masalah pertama: Apakah mereka juga didera di samping hukuman
rajam?

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, apakah orang
yang harus dirajam juga didera sebelum dirajam atau tidak?

l. Jumhur berpendapat tidak ada hukuman dera atas orang yang harus
dirajam.
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2. Al Hasan Al Bashri, Ishaq, Ahmad dan Daud berpendapat bahwa

pezina yang muhshan dideta kemudian dirajam'

Dalilyangdijadikanlandasanolehjumhurialah:bahwaRasulullah
sAw merajam y,a',ir/l2, merajam ,"o.urrg wanita dari JuhainahaT3,

merajam dua orang yahudiaTa dan seorang wanita dari kabilah Ghamid

dan'Azdqt. S"rn,iu hadits tersebut dilansir dalam kitab-kitab Shahih'

mereka tidak meriwayatkan bahwa beliau mendera salah seorang dari

mereka.Darisegimakna(logika),bahwahukumanhaddyanglebihkecil
sudah tercakup pada hukuman hadd yartg lebih besar' karena hukuman

hadd itu dibuat sebagai peghalang, maka tidak ada pengaruhnya

penghalang tersebut dengan adanya hukum rajam'

Dalilyangdijadikanlandasanolehkelompokkedua:yaitu
keumuman firman Allah Ta'ala:

"Perempuan yang berzina dan taki-laki yang 
-berzina' 

maka

deralah tiapliap ,"orirg dari keduanya seratus lmli dera." (Qs' An-

Nuur[24]:2).

Di sini tidak dikhususkan seorang pezina yang muhshon' Mereka

juga berhujjah dengan hadits Ali RA yang diriwayatkan oleh Muslim dan

lainnya:

?'; t7t;'r') ,o*Ar t; ^3t:t4t 
z>U' 'rL &?tr n7-t r* oi

* l,t it" lt "';. aL tl:;'rt *t 
=*\6rL'Su't 

'-^r1r
-*',

..BahwaAliRAmenderaSyarahahAlHamdaniyahpadahari

kamisdanmerajamnyapadaharijum'atdanberkata,.Sayamenderanya

472 Muttafaq ,Alaih.HR.Al Bukhari (6824),Muslim (1693), Abu Daud (4425\ dan

At-Tirr;dzi (1427),dari hadits Ibnu Abbas'
473 Shahih. HR. MuslimiiOqOl, Abu Daud (4440), At-Tirmidzi (1435) dan An-

Nasa'i (4/63), dari hadits Imran bin Hushain'
ata Muttafuq :Shin.Lltr-. itBukhari (3635), Muslim (1699) dan Abu Daud (+446;'

475 Shahih.HR. Muslim iiOSS)jb, Oaua'g++21, Ad-Darimi (21234) dan Ahmad

(s/348).
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dengan ketetapan Al Qur'an dan merajamnya dengan ketetapan Sunnah
Rasul-Nya'.'476

Dan hadits Ubadah bin Ash Shamit, di dalamnya diterangkan,
bahwa Nabi SAW bersaMa"

,*,"rj,iv k,.#q'ir<-lt,:l; a hr'p i,& trL
' 
.1ru"r?rr,'r ,:y u ,}"r:.$t,tc

"Ambillah (hukum) dariht, l<nrena Allah telah menjadiknn jalan
bagi mereka, seorang pemuda lajang (yang berzina) dengan gadis,

hukumannya adalah seratus koli dera dan diasingkan selama setahun,

seorang lelaki yang sudah meniknh (berzina) dengan wanita yang sudah
menikah, maka hulatmannya adalah dera seratus lali dan rajam dengan
batu."477

Masalah kedua: Syarat-syarat ihshan

Tentang ihshan; para ulama sepakat bahwa itu termasuk syarat
ditegakkannya hukuman rajam. Mereka berbeda pendapat tentang syarat-
syarat ihshan itu sendiri: Malik mengatakan, baligh (dewasa), Islam,
merdeka, persetubuhan dalam akad nikah yang sah dan keadaan yang
dibolehkan (persetubuhan yang dilarang menurutnya ialah persetubuhan
di waktu haidh atau ketika berpuasa). Jika dia berzina setelah
persetubuhan yang terjadi dengan sifat yang dilarang ini -sedangkan dia
sendiri memiliki sifat-sifat ihshan- maka hukuman hadd-nya menurut
Malik adalah rajam.

Abu Hanifah menyetuji pendapat Malik tentang syarat-syarat ini
kecuali tentang persetubuhan )xang dilarang. Dan dia mensyaratkan
kemerdekaan itu harus ada dari kedua belah pihak (maksudnya, seorang

laki-laki dan seorang wanita yang berzina agar keduanya sama-sama

merdeka). Sedangkan Syaf i tidak mensyaratkan harus Islam.

Shahih. HR. Ahmad (l/141, 153), Ath-Thahawi (2/81), Al Hakim (41634), Al
Baihaqi (81220), juga Al $'rkhari secara ringkas dan dia tidak menyabutkan
hukuman dera (6812).
Shahih. HR. Muslim (1690), Abu Daud (21415), At-Tirmidzi (1434), Ibnu Majah
(2550), Ahmad (5/315, 317), Ath-Thayalisi (584), Ad-Darimi (2/l8l), Ath-
Thahawi (31134),Ibnu Al Jamd (810) d"n Al Baihaqi (91210,222\.
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Dalil pendapatnya Syaf i yaitu 
.hadits 

yang diriwayatkan oleh

Malik dari Nafi, d;i;; umai, hadits tersebut adalah hadits vang

Muttafaq 'Alaiha1g:

.r;': i'i, q,"i{(: i.;A\ ?'''*', Y ht 1*'"1t';ti

"guh*u NuUi SeW merajam seorang wanita Yahudi dan seorang

laki-laki Yahudi yang keduanya telah berzina'"

Ketika orang-orang Yahudi melaporkan perkara mereka' dan Allah

Ta'alaberfirman, "Dan jika kamu memutuskan perkara mereka' maka

putuskanlah (perkara iiu) di antara mereka dengan adil'" (Qs' Al

Maa'idah [5]: a2)'

Dalil pendapatnya Malik dari segi makna (logika): 
lahwa 

ihshan

menurutnya adalah suatu keutamaan dan tidak ada keutamaan tanpa

adanya Islam. Hal ini didasari oleh pendapat bahwa persetubuhan pada

pernikahan yu,'g 
'Juaalah 

disunnahkan' jadi inilah hukum seorang yang

sudah menikah.

Tentang para gadis (anak muda): kaum myllim sepakat bahwa

hukuman hadd seorang gadis dalam peirinaul adalah seratus kali dera'

berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"PerempuanyangberzinadanlakiJakiyangberzina'maka
deralah tiopliop 'io'o:ng 

dari keduanya seratus dali dera: (Qs' An-

Nuur[24]: 2)' 
' ' --^-r^-^+ +anra,. gan dan dera:

Mereka berbeda pendapat tentang hukuman pengasm

l. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat, tidak ada

hukuman Pengasingan sama sekali'

2. Syaf i berpendapat' haru-s 
-1d3 

hukuman pengasingan dan dera

untuk ,"ti;';;;; baik laki-taki atau wanita' baik merdeka atau

seorang budak'

3. Malik berpendapat' seorang -laki-laki 
yang berzina diasingkan'

,"out gt u"'J"*u"'g wanita tidak' Pendapat ini juga dikemukakan

oleh Al Auza'i' Dan menurut Malik tidak ada pengasingan bagi

seorang budak'

418 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan'
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Dalil yang dijadikan pijakan oleh ulama yang mewajibkan
hukuman pengasingan secara mutlak ialah: hadits l-Ibadah bin Ash-
Shamit yang telah dijelaskan yaitu:

"Seorang gadis (yang benina) dengan pemuda lajang, maka
hukumannya adalah seratus kali dera dan diasingkan selama
setahun.'419

Begitujuga hadits yang diriwayatkan oleh para perawi hadits
Shahih,dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa
keduanya berkata, "Ada seorang Arab badui datang menemui Nabi SAW
seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, saya memohon agar
engkau memberikan keputusan kepada saya berdasarkan kitabullah.'
Maka lawannya yang lebih pandai dari dia berkata, 'Ya, putuskanlah di
antara kami berdasarkan kitabullah dan berikanlah izin kepada saya'.
Maka Nabi SAW bersabda, 'Katakanlah.' dia berkata, 'sesungguhnya
anak saya bekerja sebagai buruh pada orang ini, kemudian ia berzina
dengan istri orang ini, lalu saya diberitahukan bahwa anak saya dikenai
hukuman rajam. Maka saya menebusnya dengan serafus ekor kambing
dan seorang budak wanita, lalu saya bertanya kepada orang alim, dan dia
memberitahukan kepada saya bahwa anak saya dikenai hukuman dera
serafus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini
dikenai hukuman rajam.' Maka Rasulullah SAW bersabda,

\; etri"dJt ff ,i,r 7*.6q,kt{ 1i,4 qlL
tp ,r;; ;i;t e ;i U .,u,;r, ,7G;iJt iv \L'l,r;.t ,*3 ;oiL

.^r\r'2"
qE ir .3; a' J;, A;G ,i?u r$a t:i ,tiJru'.>pt

.tc . t. ,,. -
.r:.4>; 14 )

'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh akan aku
putuskan di antara kalian berdua berdasarknn kitabullah: mengenai
budak wanita dan kambing itu, maka dikembalikan kepadamu. Dan anak
laki-lakimu dikenai hulatman dera seratus kali dan diasingkan selama
setahun. Dan berangkatlah wahai Unais kepada istri orang ini, jika dia
mengaku, maka raj amlah.'

41e Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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LaluUnaisberangkatmenujuistriorangtersebutdandiamengaku,
maka Nabi sAw mffiruh agar wanita tersebut didatangkan, lalu dia

1480
pun otraJam.

Ulama yang mengkhususkan wanita dari keumuman ini' ialah

mengkhususkannyaoeng-anqiyas,karenamelihatbahwaSeorangwanita
jika diasingkan akan .n"-*Uruir,a lebih banyak berzina' Ini adalah qiyas

mursal(maksudnya, kemaslahatan yang sering dikatakan oleh Malik)'

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama Hanafiyah ialah zhahir Al

Qur'an, itu didasari oleh pendapat mereka bahwa tambahan atas suatu

nash adalah nasakh (pembatalan)' Sedangkan Al Qur'an tidak bisa

dinasakh dengan naditi Ahad' Mereka juga meriwayatkan-dari Umar dan

lainnya bahwa dia memberikan hukuman hadd dan tidak melakukan

pengasingan - Paraulama Kufah meriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar'

tahwa mereka melakukan pengasingan'

Tentanghukumbudakdalamperbuatankejiini:budakituadadua
macam: laki-laki dan wanita'

Tentang budak wanita: para ulama sepakat bahwa seorang budak

wanitajikatelahmenikahdanberzina,makahukumanhadd-nyaadalah
lima puiuh kali dera, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin' kemudian

mereka melakukan perbuatan yang keji (zina)' maka atas-mereka separo

hukuman dari huiuman wanita-wanita merdeka yang bersucrzi'" (Qs'

An-Nisaa'[\:25).
Mereka berbeda pendapat jika belum menikah:

1. Jumhur fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa hukuman hadd'

nYa adalah lima Puluh kali dera'

2. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa dia tidak dikenai

hukuman hadd danhanya dikenai hukuman ta'zir saja. pendapat

tersebut diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab'

3. Sekelompok ulama berpendapat bahwa seorang budak wanita tidak

dikenai hukuman hadd sama sekali'

480 Mufiafaq 'Alaih. HP.' Al Bukhari (6859' 6860)' Muslim (1697' 1698)' Abu

Daud (44451, ot-i'*'tLitr-+I1" e"-Nasa'i (t1110]:-,T::',yii::"1',,'^,t',I
"^ffi"Jiilii ; ) Idfi;ffi [ r tii i,'"*uu nyu beiasal dari hadits Abu Hurairah

danZaidbin Khalid Al Juhani'
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Sebab perbedaan pendapat: Banyaknya arti yang terdapat pada
kata lhshan di dalam firman Allah ra'ala: "Dan apabila mereka terah
menjaga diri dengan kawin"'. ulama yang memahami kata lhshan artinya
menikah, yang berdasarkan dalil khithab, mengatakan bahwa budak
wanita yang tidak menikah tidak dikenai hukuman dera. Sedangkan
ulama yang memahami kata lhshan artinya lslam, maka mereka
menganggap itu umum pada budak wanita yang sudah menikah dan yang
tidak menikah.

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa hukuman hadd tidak
dikenai pada wanita yang tidak menikah, berhujjah dengan hadits Abu
Hurairah dan Zaid bin Khalid AI Juhani, bahwa Nabi SAW ditanya
tentang seorang budak wanita, jika berzina dan belum menikah, beliau
menjawab:

\^A i ,Or*oU:'rlji ,GrilvU;"0t,
*Jika dia berzina maka deralah dia, kemudian jika berzina ragi

maka deralah dia, dan jika berzina lagi maka juallah dia meskipun
dengan harga seutas tali.-a8l

Adapun budak laki-laki: fuqaha berbagai negeri berpendapat
bahwa hukuman hadd seorang budak laki-laki adalah separuh hukuman
hadd seorung laki-laki merdeka, karena diqiyaskan dengan budak wanita.
Ahli zhahir mengatakan, bahkan hukuman hadd-nya ialah seratus kali
dera, karena kembali kepada keumuman firman Allah Ta'ala:

"Makn deralah tiap-tiap searang dari keduanya seratus dali dera."
(Qs. An-Nunr [24):2)

Ayat ini tidak mengkhususkan seorang laki-laki merdeka dari
seorang budak. Di antara para ulama ada yang menolak hukttman hadd
karena diqiyaskan dengan budak wanita. Ini adalah pendapat yang ganjil
dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi inilah pernbicaraan tentang
macam-macam hukuman hadd dan macam-macam orang-orang yang
dikenai hukuman hadd serta syarat-syarat yang mengharuskan adanya
hukuman haddpada masing-masing dari mereka.

48r Mufiafaq 'Ataih. HF.. Al Bukhari (2153,6837), Muslim (1704), Abu Daud
(4469), (4470, 4471), An-Nasa'i di dalxn Al Kubra (7257), Ibnu Majah (2565),
Ahmad (4lll7), Ath-Thayalisi (1334, 2513), dan Al Humaidi (812).

ol'
-)-4 ,)
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Bagaimana Hukuman Hadditu Ditaksanakan?

Tentang caranya: di antara berbagai masalah masyhur yang tegadi

pada jenis ini, ialah it'UJun mereka tentang lubang untuk mengubur

orang Yang dirajam:

1. Sekelompok ulama berpendapat' dibuatkan lubalg untuknya'

Pendapat ini liJ*oyuitun dari Ali tentang Syarahah Al

Hamdaniyah t"titu diperintahkl u"tut merajamnya' Pendapat ini

juga dikemJ;; oierr euu Tsaur' Di dalam hadits tersebut

diterangkan,ir"tlrtuharijum'at-iiuu'etimengeluarkannyadan
membuat lubang kecil untuknya' lalu dia dimasukkan ke dalam

lubang tersebul dan orang-orang pun mengelilinginya, t:
melemparinru'-'tu mengatakan' 

lra3am itu 
'tidak 

seperfi llll'

sesungguhnya saya khawatir jika temparan sebagian dari kalian

menimpa kepada sebagian yang lain' Tetapi berbarislah kalian

seperti Ufiu'ii"'Uaris fetika 
't'uiut' 

Kemudian dia berkata' 'rajam

itu ada ot'u'''ffi O""gu" sembunyi-sembunyi'dan rajam dengan

terang-terangan'' Pada 
'uium. 

yu"g dilakukan karena pengakuan'

maka orang yang pertama kali -t"*:ut ialah seorang imam' baru

kemudian Yang lainnYa'

Sedangkan rajam yang dilakukan karena bukti' maka orang yang

pertamakd'i;*;;adalah.buktiitusendiri'kemudianseorang
i*u*, baru kemudian Yang lainnYa'

2. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang yang dirajam

tidak harus dibuatkan lubang'

3. Syaf i dalam hal ini memberikan pilihan' Dan pendapat lain

darinya mengatakan' dibuatkan lubang untuk wanita saja'

Dalil mereka ialah hadits yu'g 9f 
i*.uy"** 

-"^',::' 
But*rari dan

Muslima8z d"tt ;;;; ;;;ir berkata' "Maku kami merajamnya di mushalla

(tanah lapang)' J"iti"iu"* t"ttu*i*'v**I"i-*ifit' dia lari dan

kami menangkapnya di Al Hanah dan kami melemparinya denganbatu'"

Muslim iogu mtti*ayatkan' "Bahwa pada hari 
-keemnat 

dibuatkan

suatu tubang Tid;;;:t*t.-i"turu garis besar' hadits-hadits vans

-* HR. Al Bukhari (6820), dan Muslim (16?tl'
*, HR'il;;h (1695), oari naaits Buraidah'
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menerangkan tentang hal itu berbeda-beda. Ahmad mengatakan bahwa
kebanyakan hadits-hadits tersebut menyatakan tidak dibuatkan lubang.

Malik berpendapat bahwa bagian yang dipukul dalam hukuman
hadd ialah punggung dan sekelilingnya. Sedangkan Abu Hanifah dan
Syaf i mengatakan, dipukul seluruh anggota badan, serta dihindari
bagian kemaluan dan wajah. Abu Hanifah menambahkan bagian kepala
(dihindari).

Menurut Malik seorang laki-laki ditelanjangi semuanya ketika
malakukan hukuman hadd, sedangkan menurut syaf i dan Abu Hanifah,
selain menuduh berzina, berdasarkan penj elasan selanj utnya.

Menurut jumhur dipukul dalam keadaan duduk dan tidak diqishash
dalam keadaan berdiri, berbeda dengan ulama yang mengatakan, bahwa
dia disuruh berdiri, berdasarkan zhahir ayat.

Menurut seluruh ulama disunahkan agar imam menghadirkan
sekelompok manusia ketika dilaksanakannya hukum an hadd, berdasarkan
firman Allah Ta'ala:

"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disal<sikan oreh
sekumpulan orang-orang yang beriman." (es. An-Nuur [24]: 2\.

Mereka berbeda pendapat tentang maksud dari kata tha'ifah
(sekelompok orang):

L Malik mengatakan, empat orang.

2. Pendapat lain mengatakan, tiga.

3. Pendapat lain mengatakan, dua.

4. Pendapat lain mengatakan, tujuh.

5. Pendapat lain mengatakan, lebih dari itu.

Waktu Pelaksanaan Ifukuman Hadd

Tentang waktunya:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman hadd itu tidak
dilaksanakan ketika kondisi panas sekali dan juga dingin. Tidak
dilaksanakan hukuman hadd pada orang yang sedang sakit.

2. Sekelompok ulama mengatakan, dapat dilaksanakan (pada orang
yang sedang sakit). Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan
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:

Ishaq, keduanya berhujjah. .dtnqu' 
hadits Umar' bahwa dia

melaksanakutt ii'nu*un"'hadd pada Qudamah ketika dia sedang

sakit.

Sebab perbedaan pendapat: .Kontradiksi 
antara zhahir dengan

pengertian Ou,i t''tut un hodd' yaitu dilaksanakan ketika tidak ada

prasangka da.i ora"! ,'"* malaksanakannya akan hilangnya nyawa

orurg Yang dihukum hadd'

Ulama yang melihat kepada perintah untuk melaksanakan hukuman

hadd secaramutlak tanpa ada pengecualian, mengatakan, orang yang

sedang sakit dihukul-''h*dd. bur. ulumu yang memandang kepada

pemahaman terbatik" dari hukuman hadd teisebtrt' mengatakan bahwa

orang yang sedan;:*- tidak dilaksanakan hukuman hadd kepadatrya

hingga sembuh' ;"d;;;;; ketika kondisi sangat panas dan

dingin.

Bab III

Sesuatu yang Digunakan untuk Menetapkan Perbuatan Keji Ini

Para ulama t"putut bahwa perbuatan zina bisa ditetapkan dengan

pengakuan d"" d;;;; kesaksia-n' Mereka berbeda pendapat tentang

penetapan zina denga'n kehamilan yang nampak pada wanita yang belum

menikah, ketika'iJ *"*aku dipaisa' Begitujuga mereka berbeda

pendapat tentang 'i""*'"t"t 
pt"gukuu" dan syarat-syarat kesaksian'

Tentang pengakuan: Para ulama berbeda pendapat dalam dua hal:

Pertama,jumlah pengakuan yang mengharuskan adanya hukuman

hadd.

Kedua, apakah tidak menarik kembali pengakuannya hingga

dilaksanakan r'ut'l'iu' iuaa puaudirinya termasuk syarat pengakuan'

Masalah pertama: Jumlah pengakuan yang mengharuskan adanya

hukuman ftcdd

1. Malik dan Syaf i mengatakan' tentang keharusan adanya hukuman

hadd cukupadanya pt"gutou't"t# dari dirinya' Pendapat ini

dikemukakan oleh Daud' eUo i'u*' Ath-Thabari dan sekelompok

ulama.
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2. Abu Hanifah dan paru pengikutnya serta Ibnu Abi Laila
mengatakan, hukuman hadd ia tidak diharuskan kecuali dengan
empat kali pengakuan, satu demi satu. pendapat ini juga
dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Abu Hanifah dan para
pengikutnya menambahkan, dalam majlis yang berbeda-beda.

Dalil yang dijadikari landasan oleh Malik dan syaf i yaitu
penjelasan yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah dan zaid,bin Khalid,
dari sabda Nabi SAW, "Berangkatrah wahai {Jnais kepada istri orang
ini, jika dia mengaku, maka rajamlah." Lalu wanita itu mengaku, maka
dia dirajam.a8a

Hadits tersebut tidak menyebutkan jumlah.

Dalil yang dijadikan landasan oleh para ulama Kufah, yaitu
penjelasan yang terdapat dalam hadits sa,id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,
dari Nabi SAW:

..ia! .*j.;i'; ,?U'€,i ii ,-r 'fc i; t'
"Bahwa beliau menolak pengakuan Ma'izhingga dia mengakuinya

empat kali, kemudian beliau memerintahkan agar ia dirajam.'{85

Dan tentang hadits-hadits lainnya, mereka mengatakan, sedangkan
penjelasan yang terdapat di sebagian riwayat, bahwa dia mengaku sekali,
dua kali, dan tiga kali adalah suatu kekuragan. Dan hadits yang
mengalami kekurangan tidak bisa dijadikan hujjah atas perawi yang
hafal.

Masalah kedua: Menarik Kembali pengakuan Berzina
Tantang masalah kedua yaitu orang yang mengaku telah berzina

kemudian menarik kembali pengakuannya: jumhur ulama mengatakan,
penarikan kembali pengakuannya dapat diterima. Kecuali Ibnu Abi Laila
dan utsman Al Batti. Malik memperinci masalah ini dengan mengatakan,
jika penarikan kembali pengakuan tersebut karena syubhat, maka dapat
diterima, adapun jika menariknya tanpa ada syubhat, maka dalam hal ini

-.:'- 
Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.o" shahih. HR. Muslim (1693), ebu oaud (4425),At-Tirmidzi (1427)dan Ahmad
(t/328,345).
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ada dua riwayat darinya: pertama'diterima' dan ini adalah riwayat yang

masyhur. Kedua,tidak diterima'

Jumhur tetap berpegang pada pendapat bahwa penarikan kembali

itu berpengu*t, puau p"'iguiu*nvu' berdasarkan ketetapan Nabi SAW

kepada Ma'iza"" i'ii"v'' '"rtai 
demi sekali' barangkali dia menarik

kembali. Karena itu bagi ulama yang.mewajibkan gugxrnya hukuman

hadd karena p"*'ito:' t<emUati tidak mengharuskan penundaan

pengakuan itu sebagai salah satu syarat httkuman hadd'

Telah diriwayatkan dari suatu jalan: "BahwaMa'rz ketika dirajam

dan terkena r"r,,pu'u" iu*' dia lari' lalu orang-orang mengikutinya' dia

berkata kepada *.1'"*, ;kembalikan saya kepada Rasulullah sAw,'

merekapun membunuhnya dengan rajam' ialu melaporkan hal itu kepada

Nabi SAW, maka beliau bersabda'

* lt r'*'-';'A;'rk';'"
'Mengapa kalian tidak membiarkannya barangkali dia bertaubat'

latu Allah menerima taubatnya''"486

Dari sini Syaf i memberikan komentar bahwa taubat dapat

-"r**Gr*"t hukurnurr hadd' Sedangkan jumhur menentangnya'

Dengan demitian tidat adanya taubat adalah syarat ketiga tentang

keha]ru s an dilaksanakann y a hukuman h a d d'

Tentang ditetapkannya zina dengan kesaksian: para ulama

sepakat bahwa zina itubisa ditetapkan dengan kesaksian dan jumlah yang

disyaratkan ouru* t"rutsian itu uoutut eirpat, berbeda dengan hak-hak

yang lain, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan mereka tidak mendatangkan empat orang scftsi'" (Qs' An-

Nuur[24]:4)'

Di antara sifat mereka ialah harus adil' Dan juga di antara syarat

kesaksian ini ialah hendaknya melihat dengan mata kepala bahwa

kemaluan rum-rJi i"rada pada kemaluan wanita, dan kesaksian tersebut

harus dengan ,.-. i..r"* *r, tioJ uotetr dengan kinayah (sindiran)'

Jumhur ulama berpendapat bahwa termasuk syarat kesaksian ini ialah

486 shahih.HR. Abu Daud (aa19)' Arytl (5t216' 217)' dan di'Illai shahiholeh Al

Hakim (4/3 63), d#t'#iii ;.t t*?"'"*:, :*X LT;l'"u* 
oreh Ar

[lfiiltl1ir]''i;, ffi;;;:;;JJu'i hadits Nu'aim bin Hazar'
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agar tidak ada perbedaan, baik mengenai waktunya dan juga mengenai
tempatnya, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah tentang
masalah Az-Zawaya (sudut rumah) yang masyhur. yaitu masing-masing
dari empat orang itu menyaksikan wanita tersebut digauli di salah satu
sudut rumah yang berbeda dari sudut yang dilihat oleh orang lain.

sebab perbedaan pendapat: Apakah kesaksian yang berbeda-
beda tempatnya itu dapat digabungkan atau tidak? Seperti kesaksian yang
berbeda waktunya? Mereka sepakat bahwa kesaksian tersebut tidak dapat
digabungkan. Dan tempat itu hampir sama dengan waktu. zhahir dai
syariat ini tujuannya adalah adanya keyakinan di dalam menetapkan
hukuman hadd ini lebih banyak dari hukuman hadd yanglain.

Apakah Hukuman Hadd dapat Dilaksanakan atas Dasar Kehamilan
yang Nampak Disertai Dengan pengakuan Bahwa Dia Dipaksa

Perselisihan mereka tentang pelaksanaan hukuman hadd atas dasar
kehamilan yang nampak disertai dengan pengakuan bahwa dia dipaksa:
I' Sekelompok ulama mengharuskan hukuman hadd, berdasarkan

pendapat yang disebutkan oleh Malik di dalam kitab At
Muwaththa' dari hadits umar. pendapat ini juga dikemukakan oleh
Malik, kecuali jika dia mendatangkan bukti bahwa dia dipaksa.
seperti seorang gadis, yang datang dengan berlumuran darah atau
membuka tubuhnya untuk membuktikan bekas paksaan tersebut.

Begitujuga menurutnya, jika dia mengaku adanya hubungan
perkawinan, kecuali jika ada bukti lain atas hal itu, selain perkara
yang baru te{adi. sementara Ibnu Al easim mengatakan bahwa
jika dia mengaku adanya hubungan perkawinan dan itu baru terjadi,
maka pekataannya diterima.

2. Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat, tidak dilaksanakan pada
dirinya hukuman hadd atas dasar kehamilan yang nampak disertai
dengan pengakuan bahwa dia dipaksa. Begitujuga dengan
pengakuan hubungan pernikahan. Meskipun dia tidak
mendatangkan bukti bahwa dia dipaksa dan hubungan pernikahan,
karena dia sama kedudukannya dengan orang yang mengaku
berzina, kemudian mengaku bahwa dia dipaksa. Di antara hujjah
mereka ialah penjelasan yang terdapat dalam hadits Syarahah,
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bahwaAliRAberkatakepadanya,"Apakahkamudipaksa?"Dia
menjawab, "Tidak." Ali bertanya, "Barangkati^1e seorang )xang

datang menemuimu ketika kamu sedang tidur?'{8?

Mereka mengatakan bahwa para perawi hadits shahih telah

meriwayatkandariUmar,bahwadiamenerimaperkataanseorangwanita
yang mengaku bahwa dia tidur nyenyak dan seseorang telah

menggaulinya, lalu berlalu darinya, sedangkan dia sendiri setelah itu

tidak mengetahui siapakah pelakunya'

Tidakadaperbedaandiantararakaummuslimbahwawanitayang
dipaksa tidak dikenai hukum an hadd' Hanya saja mereka berbeda

pendapat tentang kewajiban membayar mahar untuknya'

Sebab perbedaan pendapat: Apakah mahar itu sebagai pengganti

dari menyetubuhi ataukah itu suatu pemberian dengan penuh kerelaan?

Ulama yang mengatakan bahwa mahar adalah pengganti dari

menyetubuhi, maka Ler"ka mewajibkan pada persetubuhan yang halal

dan yang haram. Sedangkan ulama yang mengatakan mahar

aaaUn suatu pemberian Jengan penuh kerelaan' yang Allah khususkan

untuk para istri, maka mereka tidak mewajibkannya' Demikian hal-hal

pokok dalam pembahasan kitab ini' Allahlah yang memberikan petunjuk

kepada kebenaran.

487 Takhrii hadits tersebut telah dijelaskan'
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J^illl ,+LzA
KITAB TUDT]HAN BERZINA

Pembahasan dalam kitab ini terfokus pada: tuduhan berzina,
penuduh, orang yang dituduh dan tentang hukumannya, serta dengan apa
hukuman tersebut ditetapkan.

Yang menjadi dasar dalam kitab ini ialah firman Allah Ta,ala,
o'Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang scfui." (es.
An-Nuur[24]:4)

Tentang orang yang menuduh: para ulama sepakat bahwa di
antara syarat orang yang menuduh adalah memiliki dua sifat: yaitu baligh
dan berakal, baik laki-laki atau permpuan, orang merdeka atau budak,
seorang muslim atau non muslim.

Tentang orang yang dituduh: mereka sepakat bahwa di antara
syaratnya ialah dalam dirinya terhimpun lima sifat, yaitu: baligh,
merdeka, terjaga kehormatannya, Islarn dan ia rnemiliki alat kelamin
untuk berzina. Jika ada satu dari sifat-sifat ini tidak terpenuhi, maka tidak
mengharuskan adanya hukuman hadd. secara garis besar jumhur ulama
berpendapat disyaratkannya kemerdekaan pada orang yang dituduh. Dan
kemungkinan dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Malik
mempertimbangkan pada usia seorang wanita yaifu kemampuan unfuk
bersetubuh.

Tentang qadmf (tuduhan berzina) yang mengharuskan hukuman
hadd: mereka sepakat tentang dua hal:

Pertama, qadzif (Penuduh berzina) menuduh maqdzuf (orang yang
dituduh berzina) dengan tuduhan berzina.

Kedua: meniadakan dari nasabnya, jika ibunya adalah seorang
muslimah yang merdeka.

Mereka berbeda pendapat jika ibunya kafir atau budak:

L Malik berpendapat, baik ibunya itu seorang merdeka atau budak,
seofirng muslimah atau kafir, maka mengharuskan hukuman hadd.
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2. Ibrahim An-Nakha'i berpendapat, tidak dikenai hukuman hadd jika

ibuorangyangdituduhadalahseorangbudakatauahlikitab,
pendapat ini mengqiyaskan pendapat Syaf i dan Abu Hanifah'

Mereka sepakat bahwa statu qadzafjika terjadi dengan dua makna

ini, jika dilakukan dengan lafazh yang jelas, maka mengharuskan

hukumanhadd.Merekaberbedapendapat,jikadilakukandengan
sindiran:

l.Syafi,AbuHanifah,Ats-TsauridanlbnuAbiLailamengatakan'
tidakadahukumanhaddpadasindiran,hanyasajaAbuHanifah
danSyafi'iberpendapatbahwadalamhalinidikenaihukuman
pengasingan. Di antara ulama yang sependapat dengan mereka dari

kalangan sahabat yaitu Ibnu Mas'ud'

2.Malikdanparapengikutnyamengatakan,dalamsindiranterdapat
hukumanhadd.|niadalahmasalahyangterjadidimasaUmar,
Umar pemah bermusyawarah dengan para sahabat dan mereka

berbedapendapatdalamhalini,makaUmarberpendapatbahwa
dalam hal ini terdapat hukumanhadd'

DalilyangdijadikanlandasanolehMalikialahbahwalafazh
kinayah kadang berdasarkan kebiasaan dan penggunaan kedudukannya

sama dengan nash yang jelas, meskipun lafazh dalam kinayah digunakan

tidak pada t"rnput"Vu (maksudnya, diucapkan dengan isti'arah

[metaforik]).
Dalilyangdijadikanlandasanolehjumhurialah:bahwa

kemungkinan yang ierdapat dalam kata yang dipinjamkan terdapat

syubhat (kerancuai), sedangkan hukuman hadd iu ditolak karena ada

syubhat.Pendapatyangbenaryaitubahwakinayahdalambeberapahal
kadang kedudukannyu ,u*u dengan nash dan kadang dilemahkan di

dalam beberapa hal, yaihrjika tidak banyak digunakan'

Hal-halyangdapatmenolakhukumanhadddaipenuduhberzina:
yaitumenetapkarrperzinaanyangdilakukanolehorangyangdituduh
berzina dengan empat saksi berdasarkan ijma'. Para saksi tersebut

menurut Malik jika kurang dari empat, maka berarti dia telah

menuduhnya, sedangkan menurut ulama yang lain tidak dinamakan

menuduh. Hanya saja masih diperselisihkan di dalam madzhab Maliki

tentang para saksi yang bersaksi berdasarkan pesaksian asli'
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sebab perbedaan pendapat: Apakah daram pemindahan
kesaksian masing-masing dari mereka disyaratkan adanya jumlah
kesaksian aslinya ataukah dalam hal ini cukup dua orang berdasarkan
aturan pokok yang dipertimbangkan pada. selain qadzaf, karena mereka
bukan orang yang bisa memindahkan kesaksian sendiri dari segi jumlah?

Tentang hukuman haddz pembahasan dalam hal ini berbicara
tentang: jenisnya, penentuan dan hal-hal yang menggugurkannya.

Tentang jenisnya: Mereka sepakat bahwa g0 kali dera bagi qadzrf
(penuduh berzina) yang merdeka. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,
"Delapan puluh kali dera." (es. An-Nuur lZ4): 4)

Mereka berbeda pendapat tentang seorang budak yang menuduh
zina orang yang merdeka, berapakah hukuman hadd-nya?

l. Jumhur fuqaha berbagai negeri mengatakan, hukuman hadd-nya
ialah setengah hukuman hadd pada orang yang merdeka, yaitu
empat puluh kali dera. pendapat ini diriwayatkan dari khalifah
empat dan dari Ibnu Abbas.

2. Sekelompok ulama mengatakan, hukuman hadd-nya sama dengan
hukuman hadd seorang yang merdeka. pendapat ini dikemukakan
oleh Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat dan umar bin Abdul Aziz
dan sekelompok dari kalangan fuqaha berbagai negeri yaitu Abu
Tsaur, Al Auza'i, Daud dan para pengikutnya dari ahli zhahir.

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ialah: mengqiyaskan
hukuman hadd-nya dalam qadzaf (tuduhan zina) dengan hukuman hadd-
nya dalam perbuatan zina. Sedangkan ahlu zhahir dalam hal ini
berpegang dengan dalil umum, juga setelah mereka sepakat bahwa
hukuman hadd ahli kitab adalah dalapan puluh kali dera. Maka seorang
budak lebih pantas menerima hal itu.

Tentang penentuannya: mereka sepakat bahwa, jika menuduh
seorang berkali-kali, maka dia dikenai satu kali hukuman hadd
karenanya. Dan jika menuduh, lalu dikenai hukuman hadd, kemudian
menuduh yang kedua kalinya, maka dikenai hukuman hadd yang kedua
kalinya. Mereka berbeda pendapat jika menuduh sekelompok orang:

1. sekelompok ulama berpendapat bahwa dia hanya dikenai satu kali
hukuman hadd, baik mengumpulkan mereka dalam satu tuduhan
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ataumemisahkanmereka.PendapatinidikemukakanolehMalik,
AbuHanifah,Ats-Tsauri,Ahmaddansekelompokulama.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan' bahkan dia dikenai hukuman

haddbagimasing-masingdarimereka.Pendapatinidikemukakan
oleh Syaf i, al-Laits dan sekelompok ulama' Hingga diriwayatkan

dari Al Hasan bin Yahya, bahwa dia berkata' "Jika seorang

mengatakan, 'Siapa saja yang masuk rumah ini' maka dia adalah

seorang pezina' maka iia didera bagi setiap orang yang masuk ke

dalam rumah tersebut.

3. Sekelompok ulama yang lain mengatakan' jika mengumpulkan

mereka dalam satu kata, seperti mengatakan kepada mereka'

"Wahai para pezina" maka dikenai hukuman hadd sekali' Jika

berkata kepada masing-masing dari mereka"'Wahai pezina'" maka

diadikenaihukumanhaddbagimasing-masingorang.

Dalilpendapatulamayangtidakmengfuaruskanatasorangyang
menuduh sekelompok orang kecuali hanya dikenai satu kali hukumal

hadd, yaitu hadits Anaso8il dan lainnya: bahwa Hilal bin Umayyah

menuduh istrinya telah berzina dengan Syarik bin Sahma" maka dia

mengadukan hal itu kepada Nabi SAW' lalu keduanya melakukan

sumpahli'andantidakdijatuhihukumanhaddkepadaSyarik'Itu
merupakan ijma' di antara ahlul ilmi tentang orang yang menuduh

istrinya berzina dengan orang lain'

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang berpendapat bahwa

diadikenaihukumanhaddbagrmasing-masingdarimereka,yaitubahwa
itu adalah hak yang dimiliki oleh manusia, dan seandainya sebagian

mereka memberikan maaf, sedangkan yang lain tidak memberinya maaf,

maka hukuman hadd tersebut tidak gugur'

Sedangkan ulama yang membedakan antara qadzaf mereka dalam

satu kata atau beberapa kata,di satu masjlis atau di beberapa majlis, yaitu

karena berpendapat tuh*u itu adalah suatu kewajiban yang hukuman

haddituberbilangkarenaberbilangnyaqadzaf.Karenajikabilanganatau
jumlahorangyurrgai*at*tdanbilangantuduhannyaberkumpul'maka-seha*rnya 

hukuman hadd-nya iuga berbilang'

488 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan'

896 BidaYatutMuitahid



Tentang gugurnya: mereka berbeda pendapat tentang gugurnya
hukuman haddkarena dimaafkannya orang yang menuduh:

l. Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al Auza'i mengatakan, pemberian
maaf itu tidak sah (maksudnya, tidak menggugurkan hukuman
hadd).

2. Syaf i mengatakan, pemberian maaf tersebut sah (maksudnya, bisa
menggugurkan hukuman hadd), baik urusannya sudah sampai
kepada imam atau belum.

3. Sekelompok ulama yang lain mengatakan, jika sudah sampai
kepada imam, maka pemberian maaf tersebut tidak dibolehkan, dan
jika belum sampai kepada imam, maka pemberian maaf tersebut
dibolehkan.

4. Pendapat Malik dalam hal ini berbeda-beda: kadang dia
mengatakan seperti pendapat Syaf i dan kadang dia mengatakan,
dibolehkan jika belum sampai kepada imam; jika sudah sampai,
maka tidak dibolehkan, kecuali jika orang yang dituduh itu dengan
pemberian maafrrya bermaksud menutupi dirinya, ini adalah
pendapat yang masyhur darinya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah pemberian maaf itu hak
Allah atau hak yang dimiliki oleh manusia, ataukah hak keduanya?
Ulama yang mengatakan bahwa itu adalah hak Allah, maka pemberian
maaf itu tidak dibolehkan seperti zina. Dan ulama yang mengatakan
bahwa itu adalah hak manusia, maka mereka membolehkan adanya
pemberian maaf. sedangkan ulama yang mengatakan hak keduanya dan
menguatkan hak imam jika telah sampai kepadanya, mereka
membedakan antara sampai kepada imam atau belum, dan diqiyaskan
dengan hadits yang menjelaskan tentang pencurian.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang berpendapat bahwa
itu adalah hak manusia dan ini adalah pendapat yang terkuat: yaitu jika
orang yang dituduh membenarkan tuduhan orang yang menuduh, maka
gugurlah hukuman hadd tersebut darinya. Sedangkan masalah tentang
siapakah yang melaksanakan hukuman hadd? Tidak ada perbedaan
pendapat bahwa seorang imamlah yang melaksanakannya dalam urusan
qadzaf.
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Para ulama sepakat bahwa penuduh di samping dikenai hadd'

persaksiannya juga gugur, selama dia belum bertaubat' Mereka beftda

pendapat jika si penuduh bertaubat:

l.Malikberpendapatbahwapersaksiannyadibolehkan.Pendapatini
juga dikemukakan oleh SYafi'i'

2.AbuHanifahberpendapatbahwapersaksiannyatidakdibolehkan
selamanYa.

Sebabperbedaanpendapat:Apakahpengecualianitukembali
kepadakalimatyangpalingawalataukembalikepadakalimatyang
puiing dekat, yaitu di dalam firman AllahTa'ala:

,,Danjanganlahkamuterimakesaksianmerelrnbuatselama-

lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik' kecuali orang-

orang yang bertaubat." (Qs' An-Nuwl} ): 4-5)'

Ulamayangberpendapatbahwapengecualianitukembalikepada
kalimat yang paling dekat, mereka mengatakan bahwa taubat tersebut

menghilangkankefasikanSementarapersaksiannyatetaptidakditerima.
Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa pengecualian itu meliputi dua

urusan itu semuanya, mereka mengatakan bahwa taubat tersebut

menghilangkan kefasikan dan mengembalikan kesaksian' Hilangnya

kefasikandenganditolaknyakesaksianadalahperkarayangtidaksesuai
dalam syariat (maksudnya, keluar dari aturan pokok) karena kapan

kefasikan itu hilang, maka persaksiannya diterima'

Paraulamasepakatbahwataubattidakmenghilang}ranhukuman
hadd.

Adapun tentang masalah, dengan apakah qadztf itu

ditetapkan? Mereka sepakat bahwa qadzaf itu bisa ditetapkan dengan

dua kesaksian yang adil serta orang laki-laki'

DidalammadzhabMalikiterdapatperbedaanpendapat'apakah
qadzaf itu dapat ditetapkan dengan seorang saksi dan sumpah' dan

dengankesaksianwanita?Danapakahdalamtuduhanqadzafdllnruskan
aaunyasumpah?Jikamenolak,apakahdikenaihukumanhadddengan
adanyapenolakandansumpahpenuduh?Inilahmasalahpokokbabini
yang mendasari berbagai masalah cabang'

Al Qadhi berkata, "Jika Allah memanjangkan umur' maka kami

akan menyusun sebuah kitab tentang berbagai masalah cabang
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berdasarkan madzhab Malik bin Anas dengan susunan yang sistematis,
karena madzhab Maliki inilah yang diterapkan di kepulauan ini yaitu
kepulaan Andalus. sehingga para pembacanyamenjadi seorang mujtahid
dalam madzhab Maliki, karena meneliti semua riwayat menurut saya
adalah sesuatu yang menghabiskan waktu.

Bab

Minum Khamer
Pembicaraan tentang tindak kejahatan ini berkisar tentang: sesuatu

yang mewajibkan, kewajiban tersebut dan dengan apa tindak kejahatan
ini ditetapkan?

Tentang sesuatu yang mewajibkannya: para ulama sepakat
bahwa meminum khamer tanpa ada paksaan, baik sedikit atau banyak
terkena hukuman hadd. Mereka berbeda pendapat tentang minuman
memabukkan dari selain khamer:

1. ulama Hijaz mengatakan bahwa hukumnya adalah hukum khamer
mengenai pengharamannya, dan mengharuskan hukuman hadd bagi
orang yang meminumnya, baik sedikit atau banyak atau tidak
mabuk.

2. ulama Iraq mengatakan bahwa yang diharamkan ialah mabuk,
yaitu yang mengharuskan adanya hukuman hadd. Telah kami
sebutkan dalil yang dijadikan Iandasan oleh kedua kelompok
tersebut di dalam kttab Ar Ath'imah wa Al Asyribah (makanan dan
minuman).

Tentang kewajibannya yaitu hukuman hadd danmenganggap fasik,
kecuali jika bertaubat. Menganggap fasik kepada peminum khamer
berdasarkan kesepakatan, meskipun tidak sampai pada batas
memabukkan, dan orang yang sampai pada batas memabukkan, pada
selain khamer.

Para ulama yang berpendapat tentang pengharamannabidz (perasan
buah anggur) yang sedikit, berbeda pendapat tentang keharusan adanya
hukuman hadd tersebut. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa hal itu
menjadi keharusan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang ukuran
hukuman hadd yangmenjadi keharusan:
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1. Jumhur berpendapat hukuman dalam hal ini ialah delapan puluh

kali dera.

2. Syafi'i, Abu Tsaur dan Daud berpendapat bahwa hukuman hadd

dalam hal ini ialah empat puluh kali. Ini pada hukuman hadd orang

yang merdeka.

sedangkan hukuman hadd seorang budak, dalam hal ini mereka

berbeda pendapat:

1. Jumhur berpendapat bahwa hukuman tersebut ialah separuh

hukuman hadd orangdewasa.

2. Ahli zhahir berpendapat bahwa hukuman hadd orang yang

merdeka dan budak itu sama, yaitu empat puluh kali dera'

3. Syaf i berpendapat, dua puluh kali dera.

4. Menurut ulama yang mengatakan delapan puluh, maka hukuman

pada budak sebanyak empat puluh kali dera.

Dalil yang dijadikan pijakan jumhur ialah musyawarah yang

dilakukan oleh Umar dan para sahabat, ketika di masa kekhalifahannya

banyak kejahatan berupa munum khamer dan petunjuk Ali kepadanya

agar menetapkan hukuman hadd sebanyak delapan puluh kali, diqiyaskan

kepada hukuman hadd atduhan zina, yaitu sebagaimana dikatakan

darinya RA, ..Jika ia minum, maka ia mabuk. Jika ia mabuk, maka ia

mengigau dan jika ia mengigau, maka ia melakukan kedustaan."4se

Dalil yang dijadikan pijakan kelompok kedua yaitu:

,;a'rk Cl) ,\'r- s): €'^;; t *j lt \t ;;';r';:i
'itV|bG|bi6t, i";W.

..Bahwa Nabi SAW dalam hal ini tidak melakukan hukuman hadd,

hanya saja beliau memukulnya dengan sandal tanpa ada batasan."4eO

Mu',dhal. Disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Al Fath (12169), dari perkataan

Ali bin Abi Thalib, yang menilaitya mu'dhal.

Muttafaq ,Alaih. Hp..l,t s,rkhuri (6779), Muslim (1707), Abu Daud (4486),

runu tvralah (256g),Ahmad (lll25), Al Baihaqi (81321), semuanya dari Ali RA,

bahwa iia berkata, "Saya iidak pernah melaksanakan hukuman hadd pada

seseoraug, lalu saya mendapatkan sesuatu pada diriku kecuali peminum khamer,

karena jika dia meninggal 
-dunia, 

maka saya mendekatakannya dan Rasulullah

SAW tidak pernah menganjurkannya."
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Abu Bakar RA meminta pendapat kepada para sahabat Rasulullah,
"Berapa jumlah pukulan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada
peminum khamer? Lalu mereka memperkirakannya empat puluh kali.'/el

Juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri,

',Frf #,,\Ar *p :-e *'t y h' ,l- at S'-r'oi
"guh*" nurututtut, SAW memukul empat puluh kali dengan sandal

pada hukuman minum khamer.'/e2

Maka Umar menggantikan masing-masing sandal tersebut dengan
cambuk. Diriwayatkan dari jalan lain, dari Abu Sa'id Al Khudri, yang
lebih shahih dari hadits ini, yaitu:

.j$i At €a?*'ryh' ,p irs-roi
"Bahwa Rasulullah SAW memukul empat puluh kali pada

hukuman minum khamer."4e3

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali, dari Nabi SAW melalui
jalur yang lebih shahihaea. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syaf i.

Tentang siapakah yang melaksanakan hukuman ini: mereka sepakat
bahwa seorang imamlah yang melaksanakannya. Begitu juga urusan pada
seluruh hukuman hadd. Mercka berbeda pendapat tentang majikan yang
melaksanakan hukuman hadd kepada budaknya:

t. Malik berpendapat bahwa seor:rng tuan boleh melaksanakan
hukuman hadd zina dan hukuman hadd qadzafpadabudaknya, jika
disaksikan oleh beberapa saksi menurutnya dan dia tidak boleh
melakukannya berdasarkan pengetahuannya sendiri. Dan hukuman
potong tangan pada pencurian tidak boleh dilakukan kecuali oleh
imam (pernimpin). Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Laits.

493

491

Hasan. HR. Abu Daud (4489), Syafi'i (2190), (292), Ath-Thahawi (3/156) dan
dilnlai shahih oleh Al Hakim (41375), serta diriwayatkan oleh Al Baihaqi
(81320), semuanya berasal dari hadits Abdunahman bin Azhar.
Dha'if. HR. At-Tirmidzi (t4/'2), Ahrnad (3t67), Ath-Thahawi (3/157), dari
hadits Abu Sa'id Al Khudri dan dinilai dha'if olehAl Albani di dalam Dha'if
At-Tirmidzi.
l-afazh seperti ini tidak pernah kami dapa&an.
Shahih. HR. Muslim (1707),Ath-Thahawi (3fi52) dan Al Baihaqi (8/316).
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2. Abu Hanifah berpendapat, hukuman hadd pada budak hanya boleh

dilaksanakan oleh seorang imam.

3. Syaf i berpendapat bahwa seorang tuan boleh melaksanakan

semua hukuman hadd padabudaknya- Ini juga merupakan pendapat 
i

Ahmad,Ishaq dan Abu Tsaur.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Malik yaitu hadits masyhur:

|rzii li.:;rt i;!i *',* *j yil' ,p at's,J'1; oi

i ,or*u U; t1 ;i ,ririr; v Uj tr ;i .,irill ti U) ri1 
'.1u

*'i'r6*,
"Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang seorang budak wanita

jika berzina dan belum menikah. Maka beliau bersabda, 'Jika dia

bet*zina, maka deralah, kemudian jika dia berzina lagi, maka deralah,

kemudian jika dia berzina lagi, maka deralah kemudianiuallah meskipun

dengan harga seutas tali.'Aes

Dan sabdaNabi SAW:

.6rt[ 5i-iliu;t;1l- ,
*Jika budak wanita milik salah seorang dari kalian berzina, maka

hendaktah dia menderanya.'Ae6

Sedangkan Syaf i, di samping hadits ini, dia juga berpegang

dengan hadits yang diriwayatkan Ali dari Nabi SAW, bahwa beliau

bersabda:

)r3qi}5{, \, Je'r\J;r r*i
" Iaksanaknnlah hulaman hadd pada budak-budak lcalian.'Ae7

Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari sekelompok para sahabat

dan tidah ada yang menentang mereka, di antaranya Ibnu umar, Ibnu

Mas'ud dan Anas.

4e5 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan, dari hadits Abu Hurairah dan Zaid bin

Khalid.
a% Mutnfaq 'Alaih.I{R. Al Bukhari (6839) dan Muslim (1703).
4e7 HR. Abu Daud (,M73), Ahmad (l/95) dan Al Baihaqi (8/245).

_i
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Dalil yang dijadikan landasan oleh Abu Hanifah ialah ijma'bahwa
pada dasarnya dalam pelaksanaan hukuman hadd adalah dilaksanakan

oleh penguasa (imam). Diriwayatkan dari Al Hasan dan Umar bin Abdul
Aziz serta yang lain, bahwa mereka mengatakan, jum'at, zakat, fai' dan

hadd diserahkan kepada penguasa.

Pasal: Adapun dengan apa hukuman hadd ini ditetapkan: para

ulama sepakat bahwa hukuman hadd ini ditetapkan dengan pengakuan

dan kesaksian dua orang yang adil. Mereka berbeda pendapat tentang
penetapannya dengan bau mulut si peminumnya:

L Malik dan para pengikutnya serta jumhur ulama Hijaz mengatakan,
harus ditetapkan hukuman hadd dengan adanya bau khamer, jika
bau tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang adil di hadapan

hakim.

2. Syaf i, Abu Hanifah, jumhur fuqaha Iraq, sekelompok ulama dari
Hijaz dan jumhur fuqaha Bashrah menentangnya dengan
mengatakan, hukuman hadd tidak bisa ditetapkan dengan adanya
bau khamer.

Dalil yang dijadikan pijakan ulama yang membolehkan kesaksian

terhadap bau mulutnya: yaitu karena menyamakannya dengan kesaksian
atas suara dan tulisan. Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh
ulama tidak menetapkannya yaitu adanya keserupaan bau, padahal

hukuman hadd ifi ditolak karena ada syubhat.
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KITAB PENCURIAN

Pembahasan dalam kitab ini meliputi: Definisi sariqah (parcurian),

syarat nilai barang curian yang mengakibatkan hukuman hadd, cili'cili

pen"uri yang harus dikenai hukuman hadd,jenis hukuman bagi pencuri

dan dengan apakah tindakan pidana ini ditetapkan'

Delinisi Mencuri

Yang dimaksud dengan mencuri adalah: Mengambil harta orang

lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga

barang tersebut, kita katakan demikian karena para ulama telah sepakat

bahwa pengkhianatan dan tindak korupsi (ikhtilash) tidak dikenai

hukuman potong tangan, kecuali pendapat Iyas bin Mu'awiyah yang

menyatakan bahwa tindakan korupsi juga harus dikenai hukuman potong

tangan, dan hal ini diriwayatkan dari Nabi SAW'

Sekelompokulamajugamewajibkanhukumanpotongtanganbagi
orang yang meminjam perhiasan atau barang berharga kemudian

*"nlingmfnya, hal ini berdasarkan hadits masyhur yang berkenaan

dengan perihal seorang wanita dari Bani Makhzum:

+u *tf h' e it'J';rLi1";*t 4uk'1fr
.6in g:'_1.

..BahwaseorangperempuandariBaniMakhzummeminjam

perhiasan (kemudian mengingkarinya), -?Iu Rasulullah SAW

nnemotong tangannya karena pingingkarannya'/e8

PendapatinidikemukakanAhmaddanlshaq,sedangkanhadits
tersebut adalah riwayat Aisyah RA, dimana ia berkata: "Ada seorang

perempuan dari gani Makhzumiyyah yang meminjam barang tapi

l",,,uOiun mengingkarinya, maka Nabi SAW memerintahkan agar

4e8 shahih. HR. Muslim (1688), Abu Daud (4373, 4374\ An-Nasa'i (8173,74),

Ahmad (6t162),Ath-Thahawi (3/170), dan Al Baihaqi (8/253)'
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tangannya dipotong. Keluarga perempuan tersebut mendatangi usamah
dan mengadukan kepadanya tentang hal itu, lalu Usamah pun
membicarakannya kepada Rasulullah sAw, maka beliau SAW bersabda,

"Wahai Usamah, aku tidak melihatmu sedang berbicara tentang
satu hukum dari hukum-hukum Allah."

Lantas Nabi SAW berdiri untuk berkhutbah seraya bersabda,

.ar :i-rl- i r; €'J;'!rri,1 ,;vi U

tiy, ,i'r?; .i-;llt e. o" s1 ,f;'r<tg

rZJ d a36 Urr j:yr* €ltj
bt{ i'ail,i *t,

t.tilt..l.t,t c..-.2$)r;as .p;t d. Cf

,1:ia
"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa hanyalah

karena apabila ada seorang yang terpandang di antara mereka mencuri,
maka mereka membiarkannya, namun apabilo orang yang lemah dari
mereka mencari, malu mereka memotong tangannya. Demi Dzat yang
jiwaku berada ditangan-Nya, seandainya yang mencuri itu adalah
Fatimoh putri Muhammad, pasti aku akan potong tangannya.,Aee

Jumhur ulama menolak hadits ini karena bertentangan dengan
landasan pokok (ushul), yang demikian itu karena barang yang
dipinjamkan tersebut dijamin, sedangkan orang yang meminjam itu tidak
akan mengambilnya tanpa inn, apalagi mengambilnya dari tempat
penylmpanan. Mereka mengatakan: bahwa dalam hadits di atas ada
lafazh yang tidak disebutkan, yaitu: ,,sesungguhnya perempuan
Makhzumiyah itu mencuri, sedang ia mengingkari." Har itu ditunjukkan
oleh sabda Nabi SAW:

.i;-S; .;-?t #.,t? ti1.'^!r's;6tk ;j" itsi C1

"sesungguhnya hal yang membinasakan orang-oranf r"U"ru
kalian hanyalah karena apabila seorang yang ter?andang di antara
lcalian mencari, maka mereka membiarkannya.,,s$

4ee Takhrij-nyatelah disebutkan terdahulu.
500 Takhrij-nyatelah disebutkan terdahulu.
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Mereka mengatakan: bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Al-Laits

bin sa,ad dai Az-zuhri dengan isnadnya sendiri, yang di dalamnyt

disebutkan, "sesungguhnya perempuan Makhzumiyah itu mencuri."S1t

Mereka berkata: ini menunjukkan bahwa ia melakukan dua perbuatan

sekaligus, yaitu pengingkaran dan pencurian.

Para ulama juga telah sepakat bahwa orang yang mengambil barang

tanpa seizin pemiliknya atau menjambret tidak terkena hadd potong

tangan. Kecuali jika ia menjadi penyamun yang menggunakan senjata

terhadap kaum muslim dengan melakukan teror di jalan-jalan mereka,

maka hukuman bagi orang tersebut adalah sama dengan hukuman bagi

pelaku hirabah (peperangan atau penghancuran) sebagaimana yang akan

dibahas nanti.

Tentang Pencuri

Adapun mengenai pencuri yang harus dikenai haddpencurian: para

ulama telah sepakat bahwa di antara syarat-syaratnya adalah bahwa

pencuri tersebut harus seorang mukallaf (telah terkena beban

menjalankan syariat), baik orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-

laki atau perempuan, muslim ataupun leafir dzimmi. Kecuali satu

pendapat yang diriwayatkan dari masa-masa pertama Islam tentang

hukum potong tangan bagi seorang hamba sahaya yang kabur (dari

majikannya) jika mencuri. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

Utsman bin Affan, Marwan dan Umar bi Abdul Aziz, akan tetapi sesudah

masa tersebut persoalan ini tidak diperselisihkan lagi'

Bagi ulama yang berpendapat bahwa ijma' dapat terjadi sesudah

adanya perselisihan pada masa terdahulu, maka masalah tersebut bagi

rnereka menjadi huijah yang telah pasti, namun bagi para ulama yang

tidak berpendapat demikian, maka mereka memegang keumuman

perintah potong tangan. Dan tidak ada argumen bagi mereka yang tidak

Lerpendapat adanya hukum potong tangan atas hamba yang lari kecuali

adanya penyerupaan dalam hal terhapusnya hadd tersebut dengan

gugurnya separuh hadd nndak pidana bagi budak, akan tetapi argumen

ini lemah.

5ol Mutta{aA. 'Alaihi.HR. Al Bukhari (6788), dan Muslim (1688)'
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Tentang Syarat Barang yang Dicuri

Mengenai barang curian: ada beberapa syarat yang diperselisihkan.

Di antara yang terkenal adalah: syarat nishab. Jumhur ulama
mensyaratkan adanya nishab,kecuali pendapat yang diriwayatkan dari AI
Hasan Al Bashri yang menyatakan bahwa hukuman potong tangan itu
harus dikenakan karena mencuri baik sedikit maupun banyak,
berdasarkan keumuman firman Allah SWT:

.t i-i-i i r[;u'i 1tr o'a rflit,
"Laki-laki yang mencuri dan O"r"*Ouon yang mencuri, puonglon

tangan keduanya." (Qs. AI Maa'idah [5]: 38)

Dan boleh jadi mereka juga berhujjah dengan hadits Abu Hurairah
RA yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW,
bahwa beliau bersabda,

.;:i-'&',Ft bf-'\ ,iti-'e -*a)t b;-G_,(tr h' o,
*Allah melaknat orang yang mencuri, ia menanri sebatir telor

maka dipotong tangannya, ia mencari seutas tali maka dipotong
tangannya."soz

Dan pendapat ini juga dikemukakan oleh sekte khawarij serta para
ulama mutakallimin.

Sedangkan para ulama yang berpendapat adanya persyaratan
nishab pada hukuman potong tangan 

-)xakni 
jumhur ularn-, mereka

banyak berbeda pendapat tentang kadar nishab tersebut, hanya saja
perbedaan pendapat yang masyhur berkenaan dengan masalah ini yang
disandarkan kepada dalil-dalil shahih ada dua:

Pertama, pendapat ulama Hijaz, seperti imam Malik, Syaf i dan
selain mereka.

Kedua, pendapat para ulama Iraq.

[Ilama Hijaz mewajibkan hukuman potong tangan pada pe,ncurian

tiga dirham perak atau seperempat dinar ernas. Kernudian mereka
berbeda pendapat tentang barang-barang curian selain emas dan perak.

s02 Muttafaq 'Alaihi. HR. Al Bukhari (6783), Muslim (1687), An-Nasa'i (8156),
Ibnu Majah (2583), Ahmad (21253), dan Al Baihaqi (81253).
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Imam Malik dalam pendapatnya yang masyhur berkata: barang

tersebut dinilai dengan dirham, bukan dengan dinar (maksud saya apabila

tiga dirham itu berbeda nilainya dengan seperempat dinar, karena

perbedaan harga pasar, seperti pada suatu ketika seperempat dinar itu
nilainya sama dengan dua setengah dirham).

Sedangkan imam Syaf i berpendapat bahwa pokok penilaian

barang itu seperempat dinar, dan seperempat dinar itu pulalah yang

dipakai untuk menilai dirham. Oleh karena itu menurutnya pencurian tiga

dirham itu tidak terkena hukuman potong tangan, kecuali jika sesuai

dengan seperempat dinar.

Adapun menurut imam Malik: Bahwa masing-masing dari dinar

dan dirham dianggap memiliki nilai sendiri-sendiri. Sekelompok ulama

Baghdad telah meriwayatkan dari Malik bahwa dalam menilai barang

harus diperhatikan mata uang yang banyak dipakai di negeri setempat,

apabila yang banyak dipakai adalah dirham, maka barang tersebut harus

dinilai dengan dirham. Dan apabila yang banyak dipakai adalah dinar,

maka barang tersebut harus dinilai dengan seperempat dinar. Dan saya

mengira bahwa dalam mazhab Maliki ada para ulama yang berpendapat

bahwa seperernpat dinar itu dinilai dengan tiga dirham.

Pendapat Syaf i dalam hal penilaian ini diusung oleh Abu Tsaur,

Al Auza'i dan Daud, sedangkan pendapat Malik yang masyhur tersebut

diusung oleh Ahmad (maksudnya, penilaian yang berdasarkan dirham).

Adapun para ulama Irak berpendapat bahwa nishab yang

mengakibatkan hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham, kurang

dari itu maka tidak ada hukum potong tangan.

Segolongan ulama 
-antara 

lain Ibnu Abi Laila dan Ibnu

Syubrumah- berpendapat: bahwa hukuman potong tangan tidak

dikenakan pada jumlah yang kurang dari lima dirham. Ada juga yang

berpendapat bahwa hukuman potong tangan dikenakan pada jumlah

empat dirham. Sedang Utsman Al Batti berpendapat pada (pencurian)

dua dirham.

Para ulama Hijaz berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh

Malik danNafi'dari Ibnu UmarRA:

.ttr; *'* ry €. e *'rf h',k :ti;1bi
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"Bahwa Nabi SAW memotong tangan pada (pencurian) satu perisai
yang harganya tiga dirham."so3

Dan hadits Aisyah RA yang dinilai mauquf oleh Malik dan dinilai
ber-sanad oleh Al Bukhari dan Muslim kepada Nabi SAW bahwa beliau
bersabda,

t:u:c- i:,,t4t'&
"Tangan dipotong pada (pencurian) seperempat dinar ke otas."SN

Adapun para ulama Irak juga berpegangan pada hadits Ibnu Umar
tersebufos, hanya saja, mereka mengatakan bahwa harga perisai itu
adalah sepuluh dirham. Banyak hadits yang diriwayatkan mengenai hal
ini. Pendapat Ibnu Umar RA tentang harga perisai banyak ditentang oleh
para sahabat yang menetapkan pada pencurian perisai itu terkena hadd
potong tangan, seperti Ibnu Abbas RA dan lainJainnya. Muhammad bin
Ishaq meriwayatkan dari Ayyub bin Musa dari Atha' dari Ibnu Abbas
RA, dia berkata, "Bahwa harga perisai itu pada ?:rman Rasuluilah sAw
adalah sepuluh dirham.-5ffi

Mereka mengatakan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat tentang
harga perisai, maka sudah sehanrsnya hadd ptong tangan tidak
dilakukan kecuali berdasarkan keyakinan, ini adalatr pendapat yang baik
jika saja tidak ada hadits Aisyah RA, yaitu hadits yang drjadikan
sandaran oleh Syaf i dalam masalah ini, dimana ia menjadikan dasar
penilaian tersebut adalah seperempat dinar.

Adapun imam Malik, maka menurutnya bahwa hadits Ibnu Umar
RA dikuatkan oleh hadits utsman yang diriwayatkannya, yaitu bahwa dia
memotong tangan karena pencurian btah citron (utntjah) yang nilainya
tiga dirham. Terhadap hadits utsman, syaf i berdalih bahwa harga pasar

505

506

Muttafaq 'Alaihi. HR. Al Bukhari (0795), Muslim (1686), Abu Daud (4385),
An-Nasa'i (8n6), dan At-Tirmidzi (1446').
Muttafaq 'Alaihi. HR. At Butfiari (6789), Muslim (1684), Abu Daud (4384),
At-Tirmidzi (1445), An-Nasa'i (8/78), Ibnu Majah (2585), Ahmad (6[63), Al
Baihaqi (81254), dan diriwayatkan oleh Malik secara mauqufsebagaimana yang
telah diisyaratkan oleh penulis.
Ta khrij -nya telah disebutkan terdahulu.
Syadz. HR. Abu Daud (4387), An-Nasa'i (8i83), At-Thahawi (3/163), Ad-
Daruquthni (31192), dan Al Albani menilainya Syadz dalamkrtab Dho,if Abu
Dauel.
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pada waktu itu adalah dua belas dirham. Dan penetapan hukuman potong

tangan pada tiga dirham lebih dapat menjamin keamanan harta. Sedang

hukuman potong tangan pada sepuluh dirham masuk pada kriteria

berlebihan dan terlalu menghormati harta yang nilainya sedikit, serta

kurang menghargai kehormatan anggota tubuh.

Penggabungan antara hadits Ibnu Umar RA dan hadits Aisyah RA

dan tindakan utsman RA mungkin dapat dilakukan dalam pendapat

Syaf i, tetapi tidak dalam mazhab yang lain. Jika penggabungan (iamak)

ini lebih utama dibandingkan dengan tarjih (menguatkan salah satu dalil),

maka pendapat Syaf i adalah pendapat yang lebih utama. Demikianlah

salah satu syarat yang harus ada pada hukuman potong tangan'

Dari bab pembahasan ini para ulama berbeda pendapat berkenaan

dengan masalah yang populer lainnya, yaitu apabila orang banyak

mencuri. Berapakah nishab yang menghaluskan hukuman potong tangan,

jika masing-masing dari mereka tidak mencapai nishab? Misalnya, secara

bersama mereka mengambil harta dari penyimpanannya berupa kantung

atau peti, yang senilai satv nishab.

l. Imam Malik berpendapat bahwa mereka semua dipotong

tangannya, dan pendapat ini juga diusung oleh Syaf i, Ahmad, dan

Abu Tsaur.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa tangan mereka tidak dipotong,

sehingga masing-masing orang itu mencuri harta yang mencapai

satu nishab.

Para ulama yang menyatakan bahwa hukuman potong tangan itu

berlaku bagi semua pencuri, mengatakan bahwa hukuman tersebut

berkaitan dengan kadar harta yang dicuri (maksudnya, nilai barang curian

itulah yang mengharuskan dikenainya hukuman potong tangan, demi

untuk menjaga keselamatan harta). Sedangkan para ulama yang

berpendapat bahwa hukuman potong tangan itu hanya terkait dengan

jumlah yang dicuri tersebut dan tidak terkait dengan jumlah yang lebih

sedikit dari itu, mengingat kedudukan kehormatan tangan, menyatakan

bahwa sejumlah tangan tidak boleh dipotong berdasarkan ketentuan

syariat yang hanya mewajibkan memotong satu tangan.

Mereka kemudian berbeda pendapat tentang waktu penilaian

terhadap barang yang dicuri.
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l. Imam Malik berpendapat bahwa penilaian dilakukan saat terjadinya
pencurian.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa penilaian dilakukan saat
ditetapkannya hukuman potong tangan.

Adapun syarat kedua untuk dilaksanakannya hukuman potong
tangan adalah; tersimpan di tempat yang terjaga. Yang demikian itu
karena jumhur ulama berbagai negeri 

-yang 
menjadi sumber fatrva-

beserta para pengikutnya telah sepakat untuk mensyaratkan adanya
tersimpan di ternpat yang terjaga, yang dicuri sehingga dapat dikenai
hukuman potong tangan, meskipun mereka masih berselisih tentang mana
yang bisa disebut tempat penyimpanan dan yang tidak bisa disebut
demikian. Dan lebih dekat untuk dikatakan bahwa yang dimaksud dengan
tempat penytmpanan adalah suatu tempat yang dimaksudkan untuk
menjaga harta agar tidak mudah diambil, seperti tempat yang terkunci,
dan semisalnya.

Kemudian kriteria perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindakan
mengeluarkan barang dari tempat penyimpanan, seperti yang akan kami
sebutkan nanti. Para ulama yang menetapkan hal ini adalah Malik, Abu
Hanifah, Syaf i, Ats-Tsauri, dan pada pengrkut mereka. Sedangkan Ahlu
zhahir dan sekelompok ahli hadits berpendapat bahwa hukuman potong
tangan dikenakan terhadap pencuri yang besarnya mencapai nishab,
meskipun ia mencuri bukan dari tempat yang terjaga.

Dalil Jumhur ulama adalatr hadits Amru bin Syr,aib dari ayahnya
dari kakeknya dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda:

'i./, )i ct]Jl tgi s$,F *i er t

"Tidak ada hukuman potong tangan pada (pencarian) buah yang
tergantung, dan tidak pula pada kombing yang dictri di gunung. Apabila
binatang itu telah menempati kandang atau tempat-tempat penyimpanan,
malrn huhrman potong tangan dikenakan pada barang yang mencapai
harga sebuah perisai."soT

to' Hasan. HR. Abu Daud (4390), An-Nasa'i (8/86), Ibnu Majah (2596),Al Hakim
(41381), dan Al Baihaqi (812G3).
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Mereka juga berdalil dengan hadits mursal dari Malik dari

Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain Al Makki yang semakna

dengan hadits Amru bin Syu'aib. Adapun dalil Ahlu Zhahir adalah

keumuman firman AIIah SWT, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan

yong mencuri, potonglah tangan keduanya." (Qs. Al Maa'idah [5]:38)

Mereka berpendapat bahwa ayat tersebut harus diartikan sesuai

keumumannya, kecuali dalam hal-hal yangdi-takhsftlsft oleh sunnah yang

shahih berkenaan dengan masalah itu. Sunnah yang shahih telah

menetapkan kadar harta yang terkena hukuman potong tangan dan yang

tidak terkena. Mereka menolak hadits Amru bin Syu'aib karena adanya

perselisihan yang terjadi pada hadits-hadits Amru bin Syu'aib. Abu Umar

bin Abdul Barr mengatakan bahwa hadits Amru bin Syu'aib harus

dipakai, apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya

(tsiqat).

Mengenai tempat penfmpanan bagi para ulama yang

mensyaratkannya: Ada beberapa hal yang mereka sepakati dan ada pula

yang mereka perselisihkan, seperti kesepakatan mereka bahwa pintu

rumah serta pengunciannya sudah merupakan penfmpanan dan

perbedaan pendapat mereka tentang bejana-bejana.

Juga, seperti kesepakatan mereka bahwa barangsiapa mencuri

barang dari rumah yang tidak dihuni bersama, maka orang tersebut tidak

dikenakan potong tangan sampai ia mengeluarkan sesuatu dari rumah itu,

dan seperti perbedaaan pendapat mereka tentang nrmah yang ditempati

bersama. Imam Malik dan ulama lain yang mensyaratkan tempat

penyirnpanan mengatakan bahwa pencuri itu dipotong tangannya apabila

mengeluarkan sesuatu dari rumah. Abu Yusuf dan Muhammad

berpendapat bahwa tidak ada hukuman potong tangan' kecuali apabila ia

telah mengeluarkan sesuatu doi .q"lr.
Di antaranya juga: perbedaan pendapat mereka tentang kuburan,

apakah kuburan itu bisa disebut ternpat penyimpanan, sehingga penggali

kuburan )rang mencuri itu harus dikenai hukuman potong tangan, atau

kuburan itu bukanlah penyimpanan?

1. Malik, Syaf i, Ahmad, dan sekelompok ulama berpendapat bahwa

kuburan adalah tempat penylmpanan, dan penggali kuburan di

potong tangannya jika mencuri, pendapat ini juga dikemukakan

Umarbin Abdul Aziz.
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2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penggali kuburan tidak
terkena hukuman potong tangan, Suf,an Ats-Tsauri juga
berpendapat demikian, dan pendapat tersebut juga diriwayatkan
danZaid bin Tsabit.

Menurut Malik bahwa yang disebut sebagai tempat penyimpanan
secara garis besar adalah: segala sesuatu )xang menurut kebiasaan
digunakan untuk menyimpan sesuatu yang dicuri itu. Sehingga
menurutnya, tempat menambatkan binatang ternak adalah penyimpanan,
demikian juga bejana, dan apa yang dipakai oleh manusia, karena
seseorang itu adalah penyimpanan bagi apa yang ada padanya atau yang
merupakan miliknya. Apabila seseorang tidur dengan berbantalkan
sesuatu barang, maka orang itu menjadi tempat penytmpanan bagi barang
tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadits Shafwan bin Umayah
yang akan disebutkan selanjutnya, adapun mengambil sesuatu dari orang
yang terjaga maka disebut ikhtilas (korupsi).

Menurut Malik tidak ada hukuman potong tangan bagi orang yang
mencuri perhiasan atau barang lain yang terdapat pada anak-anak, kecuali
jika ada seseorang yang menjaganya. Dan barangsiapa mencuri sesuatu
dari Ka'bah, maka tidak dipotong tangannya, begitu pula jika mencuri
dari masjid-masjid lain. Tetapi diriwayatkan pula dalam mazhab Maliki
bahwa: apabila ia mencuri dari tempat-tempat tersebut pada waktu
malam, maka ia dikenai hukuman potong tangan. Cabang-cabang
persoalan ini sangatlah banyak, yaitu yang berkaitan dengan apa yang
disebut tempat penyimpanan dan yang tidak termasuk sebagai
penyimpanan.

Para ulama yang berpendapat adanya pensyaratan tempat
penyimpanan telah sepakat bahwa setiap orang yang dapat dikategorikan
mengeluarkan suatu barang dari tempat penlmpanan maka harus dikenai
hukuman potong tangan, baik barang itu masih berada di dalam ternpat
penyimpanan atau di luarnya, namun apabila diragukan kategori
mengeluarkannya, maka ada perbedaan pendapat dalam hal ini. seperti
perbedaan madzhab jika Pencuri itu dua orang, yang satu berada dalam
rumah sedang yang lain berada di luar, orang yang di dalam rumah
mengambil barang kemudian meletakkan di tempat yang bisa diambil
oleh temannya yang di luar rumah:
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1. Dalam kasus ini ada yang berpendapat bahwa yang dipotong

tangannya adalah pencuri yang berada di luar rumah.

2. Pendapat lain mengatakan bahwa keduanya tidak dipotong

tangannya.

3. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dipotong tangannya adalah

pencuri yang mendekatkan barang ke tempat yang bisa diambil

oleh temannya.

Perbedaan pendapat ini berpangkal pada tepat atau tidaknya

penamaan atas orang tersebut sebagai pencuri suatu barang dari tempat

penyimpanan. Demikianlah pembahasan tentang penyimpanan dan

kedudukannya sebagai syarat bagi penetapan hukum potong tangan.

Barangsiapa melemparkan barang yang dicuri dari tempat

penyimpanan, kemudian mengambilnya dari luar tempat penyimpanan,

maka ia dipotong tangannya. Imam Malik tidak berpendapat dalam

masalah ini, apabila barang itu diambil setelah dilempar dan sebelum

dikeluarkan dari penyimpanan. Ibnu Al Qasim berkata, "Dia (pencuri itu)

harus dipotong tangannya."

Jenis Barang ytng Dicuri

Adapun tentang jenis barang yang dicuri: para ulama telah sepakat

bahwa semua barang yang dapat dimiliki, tidak berakal, dapat dijual dan

dapat ditukar, maka pencurian terhadap barang-barang tersebut dikenai

hukuman potong tangan, selain dari barang-barang basah yang dapat

dimakan. Dan barang-barang yang pada dasarnya mubah untuk diambil,

maka para ulama berbeda pendaPat:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum potong tangan dikenakan

terhadap setiap barang yang dimiliki, bisa dijual dan ditukar.

2. Abu Hanifatr b€rpendapat batrwa hukuman potong tangan tidak

dikenalran pada pencurian malcanan dan barang-barang yang pada

dasarnya boleh diambil, seperti binatang buruan, kayr bakar, dan

rumput.

Dalil Jumhur ulama adalah keumuman ayat yang menyatakan

hukuman potong tangan dan keumuman hadits-hadits yang menyatakan

pensyaratan nishab.
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Sedangkan dalil Abu Hanifah dalam melarang penetapan hukuman
potong tangan pada pencurian makanan basah adalah sabda Nabi SAW,
*Tidak ada hukuman potong tangan pada penanrian buah-buahan tidak
pula pada mangga."sot Sebab hadits ini diriwayatkan demikian secara

mutlak, tanpa ada tambahan.

Dalil lain yang dijadikan sebagai sandaran dalam melarang
hukuman potong tangan pada pencurian brarg yang pada dasarnya

mubah untuk diambil, yaitu adanya syubhat kepemilikan, ),ang demikian
itu karena para ulama telah sepakat bahwa di antara sfdrat barang curian
yang pencurinya dikenai hukuman potong tangan adalah tidak adanya

syubhat kepemilikan bagi pencuri.

Kemudian mereka berbeda
(syubhat-syubhot) seperti apa )xang
syubhat-syubhat mam yang tidak.

Dan ini pulalah yang menjadi salatr satu syarat bagi barang curian,
yakni tiga keadaan: jenis, kadar, dan syarat-syaratnya. Permasalahan ini
akan dibahas selanjutnya.

Di antara pembahasan bab ini para ulama juga berbeda pendapat
(maksudnya, tentang jenis barang yang dicuri), tentang pencurian
mushaf.

l. Malik dan Syaf i berpendapat bahwa omog yang mencuri mushhaf
dipotong tangann),a.

Abu Hanifah berpendapt bahwa ia tidat dipotong tangannya.
Mungkin yang mendasari pendapatrya, karena mushaf menurut
Abu Hanifah tidak boleh drjual dan s€tiap oiang mernpunyai hak
atas mushaf, karena mushafbukanlah hfita.

Mereka juga berbeda pendapat temtang seseorang yang mencuri
hamba sahaya kecil selain orang arab, tidak bisa mengerti pembicaraan.
Jumhur ulama berpendapat bahwa pe,ncuri itu dipotong tangannya.
Adapun jika hamba sahaya yang dicuri adalah orang dewasa dan sudah

mengerti maka menurut Malik: bahwa pencuri itu dipotong tangannya.
Sedangkan menurut Abu Hanifah tidalc dipotong.

to' Shahih. HR. Abu Daud (4388), At-Tirmidzi (1449),An-Nasa'i (8/86, 87), Ibnu
Majah (2594), Al Hakim (4/381), dan Ahrmd (41140, 143). Semuanya dari
hadits riwayat Rafi' bin Khadij.

pendapat te,ntang ketidakjelasan

dapat menghinda*an hadd dan
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Merekajugaberbedapendapattentanganakkecilmerdeka.

l. Menurut Malik, pencurinya dipotong tangannya'

2. Menurut Abu Hanifah, pencurinya tidak dipotong tangannya. Ini

jugamerupakanpendapatlbnuAlMajisyundarikalanganpengikut
Malik.

Sebagaimana yang telah kami katakan tentang kesepakatan para

ulama bahwa syubhat kepemilikan dapat menghindarkan hadd'

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang syubhat'syubhat manayang

dapat menghindarkan hadd dan yang tidak, di antaranya adalah:

C0 Seorang hamba yang mencuri harta tuannya:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa hamba itu tidak dipotong

tangannya.

2. Abu Tsaur berpendapat dipotong tangannya, tanpa mengemukakan

sesuatu sYarat.

3. Ahlu Zhahir berpendapat dipotong tangannya, kecuali jika ia diberi

kepercayaan oleh tuannYa.

ImamMalikmensyaratkanperihalpembanfuyanghanrs
dihindarkan dari hukuman hadd, bahwa pembantu tersebut harus

melayani sendiri terhadap tuannya. Sedangkan Syaf i terkadang

mensyaratkan demikian dan terkadang tidak. Permasalahan

dihindarkannya hadd itidikemukakan oleh Umar dan Ibnu Mas'ud tanpa

ada seorang sahabat pun yang menentang keduanya'

Persoalan lain adalah: apabila salah seorang pasangan suami istri

mencuri harta pasangan yang lainnya:

1. Menunrt Malik, apabila masingmasing dari suami istri itu tinggal

di rumah sendiri-sendiri sekaligus dengan barang-barang hak

miliknya masing-masing, maka hukuman potong tangan dikenakan

terhadap pihak yang mencuri harta pasangan yarlg lainnya'

2. Menurut Syaf i, untuk lebih hati-hati, baik suami atau istri tidak

dipotong tangannya, karena ada percampuran antara harta keduanya

dan tidak jelas (syabhat). Tetapi diriwayatkan pula dari Syaf i

seperti pendapat Malik, dan pendapat ini dipilih oleh Al Muzani.

916 BidayatulMujtahid



Q Pencurian yang dilekukan oleh kerabat:

l. Menurut imam Malik, seonmg a)rah tidak dipotong tangannya
hanya karena mencuri harta anaknya berdasartan saMa Nabi SAW,

uil u.r;ui
"Kamu don hartamu adalah milik ayahnru.-sD

Tetapi untuk pencuri dari keraht yang lain maka dipotong
tangannya.

2. Syaf i berpendapat bahwa kerabat yang memiliki hubungan nasab
ke atas dan kebawah garis tidak dipotong lanfrrn)ra (maksudnya,
ayah, kakek, analg cucu).

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa keluarga yang mernitiki hubungan
kekeluargaan yang haram dikawini tidak dipotong tangarmya.

4. Abu Tsaur berpendapat bahwa setiap orang dipotong tangannya,
kecuali dalam hal-hal yang dikhuzuskan oleh ijma,.

E Orang yang mencuri harta remprsrn pcrug (ghaniaah) atau
d*i Boinl Mol.

l. Malik dipotongtangannya.

AMul Malik dari kalangan pengkut rnadzhab Malfti, b€fndapat
tidak dipotong tangannya. Inilah penrbicaraar te,ntang perbuatan
yangharus dik€mai hutuman dalf,r perurim.

Tenteng Kewejibm ymg Herus IXlekufrn
Tentang hukuman yang hanrs dijatulrkan atas kejahatan ini, apabila

tindak pidana tersebut dilalrukan nrenunrt yang tclah kami sebutkan,
(maksudnya, sifat-sifat pada diri pencuri, barag yang dicrni, dan
tindakan pencurian itu): maka para ularna tchh sepatat bahwa hukrmran
yang dikenakan atasnya adalah potong tangan, kfrcna tindakan tsrsebut
merupakan tindak kejatratan. Apabila tidak dikenakao hukuman potong
tangan, maka pencuri itu hanrs mengernbalikan harta curiannya ditambah
denda.

50e Takhrij-nyatelah disebutkan terdahulu.
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Kemudian mereka berbeda pendapat tentang penggabungan antara

penggantian harta (denda) dengan hukuman tangan:

1. Sekelompok ulama berpendapat bahwa pencuri itu dikenai

p"nggurriiun harta dan hukuman potong tangan' Pendapat ini

dikemukakan oleh Syaf i, Ahmad, Al-Laits' Abu Tsaur' dan

sekelomPok ulama.

2.Fuqaha.lainberpendapatbahwaiatidakdikenaihukumandenda
jikabarangyangdicuriitutidakditemukansendiriolehpemiliknya.
Mereka yang berpendapat demikian antara lain Abu Hanifah, Ats.

Tsauri, Ibnu Abi Laila, dan beberapa ulama lain'

3.DalamkasusiniMalikdanparapengikutnyabersikapmemisahkan.
Menurut mereka, apabila pencuri itu mampu' maka ia dituntut

unfukmemberikanhargabarangyangdicuri.Tetapijikaiatidak
mampu,makaiatidakditunfutdemikian,meskisesudahituia
menjadikaya'Malikjugamensyaratkanterusberlangsungnya
kemampuan itu hingga hari pelaksanaan hukuman potong tangan

seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim dari Malik'

Para ulama yang menggabungkan kedua hukuman itu secara

bersamaanmengemukakanalasan,padapencurianituberhimpundua
hak, hak Allah dan hak manusia' Karena itu' masing-masing hak

menuntut pula kewajibannya. Di samping itu, para ulama juga sepakat

bahwa apabila barang yang dicuri itu masih ada, maka barang tersebut

harus diambil. Adapun apabila barang tersebut sudah tidak ada, maka

penggantian teruian hanrs menjadi tanggungan pencuri' karena

aiqiy"tt"r, dengan harta lain yang dituntut untuk dikernbalikan'

ParaulamaKufahberpeganganpadahaditsAbdurrahmanbin
Auf bahwa Rasulullah SAW bersaMa,

'' 3t * d titb.,ti,;t i1-'t. .Jr.

|,pencuri tidak mengganti kentgian apabila hadd telah dijatuhlan

atasnya."Slo

Haditsinidianggaplemaholehparaahlihadits..MenunrtAbu
IJmar, karena *.ru*i-ereka hadits ini terputus (munqathd)' Abu Umar

tro Dha'6.HR. An-Nasa'i (8/92), Al Baihaqi (8t277) dan Ad-Daruquthni (3i 182)'
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mengatakan pula bahwa hadits ini diriwayatkan secara bersambung oleh
sebagian ahli hadits dan oleh An-Nasa'i. para ulama Kufah juga
mengatakan bahwa berkumpulnya dua hak pada satu masalah itu
bertentangan dengan aturan-aturan pokok. Mereka mengatakan pula
bahwa hukuman potong tangan itu merupakan penggantian kerugian.
Dari sinilah mereka berpendapat, apabila seseorang mencuri sesuatu
barang kemudian ia dipotong tangannya karena pencurian itu, maka ia
tidak dipotong tangannya apabila ia mencuri untuk kedua kalinya.

Adapun pemisahan yang dilakukan oleh imam Malik maka itu
berdasarkan istihs an, bukan berdasarkan qifias.

Adapun tentang potong tangan: pembahasannya ialah tentang
bagian tangan yang dipotong dan pencuri yang bagran tangannya harus
dipotong padahal bagian tangan tersebut tidak ada.

Tentang bagian yang harus dipotong: yaitu tangan kanan dari
pergelangan tangan berdasarkan kesepakatan dan itu yang dipegang oleh
jumhur. Sekelompok ulama berpendapat jari-jari saja.

Jika orang yang mencuri itu tangan kanannya terah terpotong dalam
urusan pencurian, dalam hal ini mereka beftcda pendapat:

1. Ulama Hijaz dan Iraq berpendapat bahwa kaki kirinya dipotong
setelah tangan kanannya terpotong.

Sebagian ulama ahli zhatrir dan sebagian tabi'in berpendapat,
tangan kirinya dipotong setelah tangan kanannya dan tidak ada
yang dipotong dari anggota tubuhnya selain itu.

Malik, Syaf i dan Abu Hanifarh berbeda pendapat setelah mereka
sepakat tentang kaki kiri dipotong setelah tangan kanan, apakah
pemotongan tersebut berhenti jika dia mencuri yang ketiga kalinya atau
tidak?

l. Sufian dan Abu Hanifah berpendapat, pemotongan tersebut
dihentikan pada kaki. pada pencurian yang ketiga dia hanrs
mengembalikan barang yang dicuri saja.

2. Malik dan Syaf i berpendapat, jika mencuri yang ketiga kalinya,
maka tangan kirinya dipotong, kernudian jika mencuri yang
keempat kalinya, maka kaki dipotong. Kedua pendapat
ini juga diriwayatkan dari umar dan Abu Bakar (maksudnya,
pendapat Malik dan Abu Hanifah).
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Dalil yang dijadikan pijakan ulama yang tidak berpendapat kecuali

potong tangan yaitu firman Allah Ta'ala:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah

tangan keduanya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 38)

Allah tidak menyebutkan kaki kecuali pada orang-orang yang

melakukan peperangan saja.

Sedangkan dalil ulama yang menyatakan pemotongan kaki setelah

tangan yaitu, hadits:

i ,#,i:{.'& o? ;:*.;j *, f h' ;- olr ,ti

€. ; Aj'i,J:*, i,{.'# !p, e. : ;i i,L t''#'4y'
.'&r'&?.r;t

"Bahwa seorang budak yang mencuri dihadapkan kepada

Rasulullah SAW, maka beliau menghukumi tangan kanannya dipotong,

kemudian dia mencuri yang kedua kalinya lalu kakinya dipotong,

kemudian dihadapkan lagi pada pencurian yang ketiganya, maka tangan

kirinya dipotong, kemudian dihadapkan lagi pada pencurian yang

keempat, malca dipotong kakinya."s I I

Hadits ini juga diriwayatkan dari hadits Jabir bin Abdillah, di

dalam hadits tersebut dijelaskan:

.'*ii^t',,1"1'i
..Kernudian dibawa pada pencurian yang kelima kalinya, lalu beliau

membunuhnya."512

Han]ra saja hadits ini mungkar menurut ahli hadits dan dibantah

oleh saMa Nabi SAW:
t-D-t t .-. . .,i c t.\P J+t' srr+ty;r

sanadnya Dha'if. HR. Abu Daud di dalam Al Marasil (247), Abdurrazak

(10/188), (18773), dan Al Baihaqi (81273).

i[^or. HR. Abu Daud (4410), An-Nasa'i (8/90), di dalam Al Kubra (7471),

Ath-Thabrani di dalam At Ausath (1727), Al Baihaqi (81272), dan dinilai iasar
oleh Al Albani di dalamSiahih Abu Daud.

5lr

5t2
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2.

1.

"Perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan keji dan dikenai
huhtman."5l3

Dan tidak menyebutkan pembunuhan. Sedangkan hadits Ibnu
Abbas yaitu:

.t'' q ,FSt g *if h' S- o;tli
"Bahwa Nabi SAW menghukumi potong kaki setelah potong

tangan."5l4

Sedangkan menurut Malik pada pencurian yang kelima agar diberi
pelajaran.

Jika bagian yang dipotong telah hilang bukan karena hukuman
pencurian, tetapi karena tangannya lumpuh:

l. Pendapat dalam madzhab Malik mengatakan dalam pemotongan
berpindah ke tangan kiri.

Pendapat lain mengatakan, berpindah ke kaki.

Masih diperselisihkan tentang bagian kaki yang dipotong:

Suatu pendapat mengatakan, dipotong dari persendian yang ada di
pangkal betis.

Pendapat lain mengatakan, kedua mata kaki masuk pada
pemotongan.

Pendapat lain mengatakan, kedua mata kaki tidak masuk.

Pendapat lain mangatakan, kaki itu dipotong dari persendian yang
berada di tengah kaki.

Mereka sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri berhak
memaafkan si pencuri, selama perkaranya belum diadukan kepada imam,
berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari
bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersaMa:

Sanadnya dha'if. HR. Malik (11167\, (401), dari An-Nu'man bin Munah. dan
diriwayatkan oleh Al Bukhari dalamAl Adab Al Mufrad (30), Ath-Thabrani di
dalamAl Kabrr (18/140), (293), Al Baihaqi (81209), semuanya dari hadits Imran
bin Hushain.
HR. Al Baihaqi (81274), dari Ibnu Abbas dia berkata, "Saya menyaksikan Umar
bin Al Khaththab memotong tangan setelah memotong tangan dan kaki."
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,,saling memaaJkanlah kalian terhadap hukuman hadd yang terjadi

di antara kalian, karena jika hukuman hadd telah sampai kepadaku,

maka hukuman tersebul telah waiib.-sts

Dan sabdaNabi SAW:

.ii' ti.lr Ui! ;3J c.
,2

,,seandainya Fatimah binti Muhammad mencari niscaya aku

laksanakan hukuman hadd atas dirinya."3t6

Dan sabda beliau kePada Shafiran:

,,Mengapa tidak kamu lahtlcan hal itu sebelum kamu membawanya

kepadaku."st7

Mereka berbeda pendapat tentang seorang pencuri yang mencuri

barang yang seharusnya terkena hukuman potong tangan, lalu perkaranya

diadukan kepada imam, padahal pencurinya telah mengembalikan barang

yang telah dicurinya, atau memberikan barang tersebut setelah diadukan

dan sebelum dilaksanakan potong tangan:

l. Malik dan Syaf i berpendapat bahwa dia (pencuri) dikenai

hukuman hadd,karena perkaranya telatr diadukan kepada imam.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa dia (pencuri) tidak dikenai

hukuman hadd.

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ialah hadits Malik dari

Ibnu Syihab, dari shafiran bin Abdullah bin Shafivan bin umayyah,

bahwa dikatahan kepadanYa:

"sesungguhnya siapa yang tidak berhijrah akan binasa. Kemudian

Shafiran bin Umayyah datang ke Madinah, lalu tidur di masjid dengan

beralas kainnya. Lalu datanglah seorang pencuri dan mengambil kainnya

tr5 Shahih. HR. Abu Daud (8/274), An-Nasa'i (8170), Ad-Daruquthni (3/ll3)' Al
Hakim (4/383), A1 Baihaqi (8/331), dan dinilai shahih oleh Al Albani.

516 Takhrii hadits tersebut telah dijelaskan.
5r7 Shahii. HR. Abu Daud (a394), An-Nasa'i (8/69), Ahmad (3/401), (61466), Al

Hakim (4/380), Al Baihaqi (81265),dan dinilai shahih oleh Al Albani.

lA16|ig';
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itu. Lalu dia datang menemui Rasulullah SAW, beliau pun menyuruh
agar tangan pencuri itu dipotong. Shafwan berkata, 'Aku tidak
menghendaki demikian wahai Rasulullah. Kain itu sebagai sedekah atas
dirinya.' Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya,'Mengapa tidak
kamu lakukan hal itu sebelum kamu membawanya kepadaku,."srg

Tentang Sesuatu yang Dapat Menetapkan Pencurian

Mereka sepakat bahwa pencurian itu dapat ditetapkan dengan dua
orang saksi yang adil dan dapat ditetapkan dengan pengakuan orang yang
merdeka. Mereka berbeda pendapat tentang pengakuan seorang budak:

l. Jumhur fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa pengakuan atas
dirinya mengharuskan dirinya dikenai hukuman hadd dan tidak
mengharuskan dikenai hukuman mengganti kerugian.

2. Zafar berpendapat bahwa pengakuan seorang budak atas dirinya
tidak menghanrskan dikenai hukuman bunuh dan juga hukuman
potong tangan karena dia adalah harta milik tuannya. pendapat ini
dikemukakan oleh Syureikh, Syaf i, eatadah dan sekelompok
ulama.

Jika seorzrng pencuri menarik kernbali pengakuannya karena
syubhat, maka penarikan kernbali pengakuannya itu diterima. Jika
menarik kembali tanpa ada sytbhat.

Dari Malik dalam hal ini ada dua riwayat. Demikian ulama
Baghdad meriwayatkan pendapat madzhab Maliki. Dan para urama
muta'akhkhirin dalam hal ini terdapat perincian yang tidak sesuai dengan
tujuan kami ini, tetapi lebih sesuai diuraikan pada masalah cabang dalam
maddrab.

5tt rbid.
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a{lJAIl .1l'zL

AL IIIRABAHsI9

"sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Altah dan Risut-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,

hanyalah mereka dibunuh atiu disalib, atau dipotong tangan dan kaki

*"r"ko dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat

kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk

merekadidunia,dandiakhiratmerekaberolehsiksaanyangbesar'"
(Qs. At-Taubah [9]: 33)

Menurut jumhur ulama bahwa ayat ini membahas tentang para

pelaku hirabai (muharibin). Sebagian ulama ada yang berpendapat:

..Bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang murtad dari

agama tsiam pada zaman Nabi SAW dan mereka merampas onta'

kemudianRasulullahSAWmemerintahkanagarmerekaditangkap,lalu
tangan dan kaki mereka dipotong dan mata mereka dicungkil'"s2o

Namun pendapat yang benar adalah bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan orang-orang yang melakukan hirabah' karena firman

Allah SWT selanjutnYa adalah:
c ,-,, i ,,k 

u1 ,p ,yi;u;iir lf't{rJe ts:.

"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum

kamu dapat menguaiai (miangkap) mereka'" (Qs' At-Taubah [9]: 3a)

Al Hirabah: Tindakan anarki dengan senjata untuk mengganggu ketentraman

masyarakat, baik berupJp-!;;;111"i"d:iqi,1f :l2ry:k"" 
dan lainlain'

';;;i;i;; :);;li. nn. ri aukhari (683), dan Muslim ( I 67 I )'

519
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Sedangkan ketidakmampuan menangkap bukanlah menrpakan
syarat untuk taubatnya orang-orang kafir, sehingga hal itu pasti
berkenaan dengan para pelaku hirobah.

Pembicaraan tentang landasan pokok dalam pembahasan kari ini
berkisar pada lima bab:

Bab I
Pengertian Hirobah

Adapun tentang hirabah, para ulama sepakat bahwa yang
dimaksud dengan hirabah adalah: mengangkat senjata dan mengganggu
pengguna jalan di luar kota. Namun mereka berbeda pendapat tentang
orang yang melakukan tindak hirabah di dalam kota:

l. Malik berpendapat, baik di dalam kota maupun di luar kota maka
hukumnya sama saja.

2. Syaf i mensyaratkan adanya jaringan kekuatan (syaukah),
meskipun ia tidak mensyaratkan dalam hal jumlah, sebab yang
dimaksud dengan jaringan kejahatan menurutnya adalah kekuatan
untuk dapat mengalahkan, oleh karena itu ia mensyaratkan bahwa
hirabah dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian, sebab untuk
dapat mengalahkan hanya mungkin terjadi di tempat yang jauh dari
keramaian. Syaf i juga mengatakan: jika keamanan suatu
pemerintahan lemah dan ada tidakan mengalahkan meski dalam
kota maka itu disebut juga sebagai hirabah, adapun selain demikian
maka menurutnya disebut sebagai ikhtilas.

3. Abu Hanifah berpendapat, iika dilakukan di dalam kota tidak
dinamakan hirabah.

Bab II
Pelaku Hirabah

Adapun orang yang bisa dikatakan sebagai muharib adalah setiap
orang yang darahnya terpelihara sebelum melakukan hirabah, yakni
onmg muslim dan kafir dzimmi.

re
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Bab III
Hukuman Pelaku Hirabah

Mengenai hukuman bagi pelaku hirabah'. maka para ulama telah

sepakat bahwa hukuman tersebut berkaitan dengan hak Allah dan hak

manusia. Mereka juga sepakat bahwa hak Allah tersebut adalah hukuman

mati, hukuman salib, potong tangan dan kaki secara silang, serta

hukuman pengasingan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah

SWT dalam ayat yang berkenaan dengan hirabah di atas'

Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah hukuman tersebut

didasarkan atas pilihan (takhyir) atau diunrt berdasarkan besar kecilnya

perbuatan pelaku hirabah.

l. Malik berpendapat apabila ia membunuh maka ia juga harus

dibunuh, dalam hal ini penguasa tidak berhak memilih hukuman

potong tangan dan kaki atau hukuman pengasingan, karena pilihan

tersebut hanya berlaku untuk hukuman mati dan penyaliban'

Adapun jika ia mengambil harta namun tidak membunuh maka

tidak ada pilihan untuk hukuman pengasingan, karena pilihan

tersebut hanya terdapat pada hukuman mafi, penyaliban atau

pemotongan tangan dan kaki secara silang. Sedangkan jika ia
sekedar menakut-nakuti dan membuat keonaran di jalan, maka

menurut imam Malik penguasa boleh memilih antara hukuman

mati, menyalib, memotong tangan dan kaki atau mengasingkannya.

Yang dimaksud dengan pilihan menunrt Malik adalah bahwa

keputusan tentang hukuman itu diserahkan kepada ijtihad penguasa.

Jika pelaku hirabah itu termasuk orang yang mempunyai

kepandaian dan keahlian mengatur, maka tuntutan ijtihad agar ia

dibunuh atau disalib. Karena hukuman dengan Potong tangan dan

kaki secara silang tidak akan menghilangkan batrayanya. Akan

tetapi jika ia tidak memiliki kepandaian, hanya saja ia memiliki

kekuatan dan kejahatan, maka penguasa mernberlakukan hukuman

potong tangan dan kakinya secara silang. Jika ia tidak memiliki

salah satu dari dua hal tersebut, maka Penguasa dapat menjatuhkan

hukuman yang paling ringan, yaitu pemukulan dan pengasingan.

2. Syaf i, Abu Hanifah dan sekelompok ulama lain berpendapat

bahwa hukuman-hukuman tersebut diurut berdasarkan kejahatan-

kejahatan yang telah diketahui urutannya dalam syariat. Maka tidak
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diberlakukan hukuman mati kecuali pada orang yang memtrunuh,
tidak dijatuhi hukuman potong tangan dan kaki kecuali pada orang
yang mengambil harta, dan tidak diasingkan kecuali bagi orang
yang tidak mengambil harta dan tidak membunuh (namun ia hanya
telah membuat takut banyak orang).

3. Sekelompok ulama berpendapat bahwa penguas:r dibolehkan untuk
memilih secara mutlak, baik pelaku hirabah tersebut membunuh
atau tidak, dan mangambil harta ataupun tidak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah huruf au (atat) dalam ayat
yang berkenaan dengan hirabah tersebut menunjukkan kebolehan
memilih (takhyir) ataukah merupakan rincian berdasarkan tingkat
kejahatan yang mereka lakukan. Dalam hal ini Malik membawa kepada
pengertian sebagian muharib kepada perincian dan sebagian yang lain
kepada pilihan.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang firrnan Allah Ta'ala:
"atau disalib."

l. Sebagian ulama mengatakan bahwa ia disalib hingga mati
kelaparan.

2. Ulama lain berpendapat bahwa makna penyaliban di sini adalah
dibunuh dan disalib sekaligus.

3. Sebagian lainnya berpendapa! dihukum mati terlebih dahulu baru
kemudian disalib, sebagaimana )rang dikemukakan oleh Asy'ab.

4. Ada juga yang berpendapat, disalib hiduphidup, banr kemudian
dihukum mati di papan kayu. Ini adalah pendapat Ibnu Al easim
dan Ibnu Al Majisyun.

tJlama yang berpendapat dihukum mati terlebih dahulu baru
kemudian disalib, menurut mereka, ia dishalati sebelum disalib.
Sedangkan ulama yang berpendapat dihukum mati di papan kayr,
sebagian mereka mengatakan bahwa ia tidak dishalati sebagai balasan
(atas perbuatannya), dan ada juga yang mengatakan bahwa ia berdiri di
belakang kayu lalu dishalati. Menurut Sahnun, jika ia dihukum mati di
atas papan kayu, maka ia ditunrnkan dahulu lalu dishalati.

Kemudian apakah sesudah dishalati harus dikembalikan lagi ke atas
kayu? Dalam hal ini ada dua pendapat darinya. Sedangkan Abu Hanifah
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dan para pangikutnya berpendapat bahwa ia tidak boleh berada di atas

kayu lebih dari tiga hari.

Mengenai firman Allah SWT, "Atant dipotong tangan dan kaki

mereka secara silang." Maknanya adalah: bahwa tangan kanan dan kaki

kirinya dipotong, apabila ia melakukan kejahatan hirabah kembali, maka

tangan kiri dan kaki kanannya dipotong.

Para ulama berbeda pendapat jika ia tidak memiliki tangan kanan:

l. Ibnu Al Qasim berpendapat, tangan kiri dan kaki kanannya

dipotong.

2. Asy'ab berpendapat bahwa yang dipotong adalah tangan kiri dan

kaki kirinya.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang firman Allah Ta'ala:
"Atant dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."

l. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan diasingkan

adalah dipenjarakan.

2. Pendapat lain mengatakan bahwa pengasingan itu adalah

diasingkan dari satu negeri ke negeri lain, kemudian dipenjarakan

di negeri tersebut, hingga ada indikasi bahwa ia telah bertaubat. Ini

merupakan pendapat Ibnu Al Qasim dan Malik. Sedangkan jarak

antara kedua negeri tersebut adalah jarak minimal dibolehkannya

mengqashar shalat. Kedua pendapat tersebut berasal dari imam

Malik, dan Abu Hanifah sepakat dengan pendapat yang pertama.

3. Ibnu Al Majisyun berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

pengasingan adalah dimana para pelaku hirabah itu harus lari dari
penguasa untuk menghindari pelaksanaan hadd, adapun dibuang

setelah ditangkap, maka bukan itu yang dimaksud.

4. Syaf i mengatakan bahwa pengasingan tersebut bukanlah yang

dimaksud, akan tetapi jika mereka lari, maka kita usir dengan tetap

mengejarmereka.

5. Pendapat lain mengatakan bahwa pengasingan adalah hukuman

yang disengaja, maka berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa

pelaku hirabah itu diasingkan dan dipenjarakan selamanya. Semua

pendapat ini berasal dari Syaf i.
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6. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa makna diasingkan
adalah dibuang dari negeri Islam ke negeri kafir.

Sedangkan pendapat yang tampak lebih kuat: bahwa pengasingan
itu adalah dengan mengasingkan mereka dari tanah air mereka,
berdasarkan firman Allah Ta'ala:

€:6: qir;t ,i'#f irttr 
9i *sk tft";,

"Dan ,norggrhnyo ifko Kami perintahkan kepada mereka,
'Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung (negeri)rna'.', (es.
An-Nisaa' [4]: 66). Dalam ayat ini Allah menyamakan antara
pengasingan dengan pembunuhan, yang mana merupakan salah satu
hukuman yang dikenal dalam adat, seperti halnya pemukulan dan
hukuman mati. Dan semua pendapat tentang hukuman serain ini maka
tidak dikenal baik secara adat maupun secara .ny'(kebiasaan).

Bab tV
Hal-Hal yang Dapat Menghapus Hukuman

Adapun mengenai hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman atas
tindakan hirabah, maka landasan dasarnya adalah firman Allah Ta'ala:

'€,ir)s rf J3 r,i$pir vr

"Kecuali orarrg-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum
kamu dapat menguasai (menangkap) merel(n.,, (es. ArTaubah [9]: 3a)

Dalam hal ini terdapat empat persoalan png diperselisihkan:

Pertamo, apakah taubatnya diterima?

Kedaa,jika diterima, maka bagaimanakah ciri-ciri pelaku hirabah
yang dapat diterima taubatnya?

Mengenai hal ini ada dua pendapat ulama. pendapat pertama
mengatakan bahwa taubatnya dapat diterima, dan inilah pendapat yang
masyhur, berdasarkan firman Allah Ta' ala:

:d,irir'e ri # ui;)i;iir vr

lE-n-u
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"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum

kamu dapat menguasai (menangkap) mereka."(Qs. At-Taubah [9]: 34)

sedang pendapat kedua mengatakan bahwa taubatnya tidak

diterima, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama yang berpendapat

bahwa ayat tersebut tidak berkenaan dengan para pelaku hirabah.

Ketiga, tentang sifat taubat yang menggugurkan hukuman, para

ulama memiliki tiga pendapat yang berbeda:

1. Bahwa taubatnya dapat terjadi dengan dua cara. Pertama: dengan

meninggalkan perbuatan hirabahnya, meski penguasa belum

datang (menangkapnya). Kedua: pelaku hirabah meletakkan

senjata dan datang kepada penguasa dengan ketundukan, ini adalah

pendapatnya Ibnu Al Qasim.

2. Taubatnya adalah dengan meninggalkan kejahatan yang pernah ia

lakukan, duduk di kediamannya, kemudian menampakkan sikap

taubat tersebut kepada para tetangganya. Jika penguasa datang

sebelum tampak sikap taubatnya, maka hadd dijatthkan atasnya,

yakni pendapatnya Ibnu Al Majisyun.

3. Taubatnya adalah dengan cara menghadap penguasa. Apabila ia

hanya meninggalkan perbuatan hirabah, cara ini belum dapat

menggugurkan hukuman, jika kemudian ia dapat ditangkap

sebelum ia datang menghadap penguasa. Ringkasnya, taubatnya itu

adalah dengan cara menghadap penguasa sebelum dapat ditangkap.

Pendapat lain mengatakan: taubatnya adalah dengan menampakkan

sikap taubat sebelum ditangkap. Sedangkan menurut pendapat lain

lagi menyatakan: bahwa taubatnya itu dengan cara melakukan dua

hal di atas secara bersamaan.

Adapun mengenai ciri-ciri pelaku hirabah yang dapat diterima

taubatnya, maka para ulama memiliki tiga pendapat yang berbeda:

1. Ia masuk ke negeri kafir.

2. Ia mempunyai kelomPok.

3. Bagaimanapun keadaannya, baik memiliki kelompok atau tidak,

masuk negeri kafir atauPun tidak.

Dan para ulama berbeda pendapat jika pelaku hirabah

membangkang, kemudian oleh penguasa diberi keamanan dengan syalat

930 BidayatulMujtahid



ia mau menghentikan perbuatan hirabahnya. Menurut satu pendapat: ia
dapat diberi keamanan, dan hukuman hirabahpun gugur atas dirinya.
Menurut pendapat lain tidak ada pemberian keamanan untuknya, karena
yang diberi keamanan hanyalah orang musyrik.

Keempat, mengenai apa saja yang dapat digugurkan oleh taubat,
maka para ulama memiliki empat pendapat yang berbeda:

l. Bahwa taubat hanya dapat menggugurkan hadd hirabah saja.
Sedangkan hak-hak AIIah dan hak-hak manusia selainnya masih
tetap berlaku. Ini pendapat imam Malik.

2. Bahwa taubat dapat menghapts hadd hirabah dan seluruh hak-hak
Allah, seperti zina, minuman khamer dan pencurian. Sedangkan
yang berhubungan dengan hak-hak manusia seperti pembunuhan,
utang-piutang harta dan lainlain tidak ikut terhapus, kecuali jika
ahli waris memaafkan.

3. Bahwa taubat menghapus semua hak-hak Allah. Namun ia
dihukum dengan pembunuhan. Jika ia punya tanggungan harta,
diganti dengan harta yang di milikinya.

4. Bahwa taubat menghapuskan semua hak-hak Allah dan hak-hak
manusia berupa harta dan jiwa. Kecuali harta benda yang masih ada
di tangannya, maka ia harus mengembalikannya.

Bab V
Hal Apakah yang Dapat Menetapkan Tindak Pidana Hirabah

Adapun mengenai hal apakah yang dapat menetapkan tindak pidana
hirabah? Maka berdasarkan pengakuan dan kesaksian. Dalam hal ini,
Malik menerima kesaksian orang yang dirampas atas orang yang
merzrmpas. Sedangkan Syaf i berpendapat bahwa kesaksian kawan
sekelompoknya dibolehkan jika mereka tidak mengaku harta dirinya dan
harta temannya telah dirampas. Imam Malik juga berpendapat bahwa
tindakan hirabah dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian pendengaran.

Pasal: Hukum para pelaku hirabah dengan ta,wil
Adapun mengenai hukum para pelaku hirabah dengan ta'wil; jika

penguasa memerangi mereka, lalu salah seorang dari mereka tertangkap,

BidayatulMujtahid 931



maka ia tidak boleh dibunuh, kecuali jika peperangan masih berlangsung,

imam Malik berpendapat bahwa penguasa boleh saja membunuhnya, jika

melihat bahwa pembunuhan suatu keharusan, karena dikhawatirkan ia

akan memberikan bantuan kepada kawan-kawannya untuk mengalahkan

kaum muslim.

Adapun jika orang tersebut ditawan setelah peperangan usai, maka

hukumannya sama dengan hukuman pelaku bid'ah yang tidak

mendakwahkan bid'ahnya: ada yang berpendapat bahwa ia diminta untuk

bertaubat, jika tidak mau bertaubat, maka ia dibunuh. Pendapat lain

mengatakan bahwa ia diminta untuk bertaubat, jika tidak mau bertaubat,

maka ia diberi pengajaran dan tidak dibunuh. Kebanyakan ahli bid'ah

dikafirkan karena ma' al.

Pendapat Malik berbeda-beda mengenai pengkafiran dengan ma'al,

(pengertian pengkafiran dengan ma'al, yaitu mereka tidak tegas

mengatakan kata-kata kufur, akan tetapi mereka mengeluarkan kata-kata

yang dapat menimbulkan kekufuran, sementara mereka sendiri tidak

meyakini adanya akibat kufur itu)'

Adapun mengenai hak-hak mereka ketika dapat ditangkap, apabila

mereka bertaubat, maka mereka tidak dijatuhi hukuman hadd hirabah,

begitu pula harta yang telah mereka ambil tidak dituntut, kecuali jika

harta tersebut masih berada di tangan mereka, maka hanrs dikembalikan

kepada pemiliknya.

Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah, apakah pelaku

hirabah itu dihukum mati sebagai qishash bagi orang yang pernah

dibunuhnya? Ada yang berpendapat batrwa ia dihukum mati, yaitu

pendapatnya Atha' dan Ashbagh. Menurut Mutharrif dan Ibnu Al

Majisyrn dari Malik, bahwa ia tidak dihukum mati, dan inilatr pendapat

junrhur ulama. Karena setiap orang yang membunuh dengan ta'wil,maV,a

ia bukanlah kafir sama sekali, seperti halnya pembunuhan terhadap para

sahabat. Dernikian pula orang kafir yang sebenarnya adalah orang yang

mendustalon, bulcan orang yang men-ra'wil-kan'
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Bab

Tentang Hukum Murtad
Orang murtad, apabila dapat ditangkap sebelum dapat memerangi

kaum muslim: Para ulama sepakat bahwa dia (iika laki-laki) dihukum
mati, berdasarkan saMa Nabi SAW:

"Siapa yang mengganti agamanya, mako bunuhlah ia.-s2r

Namun, mereka berbeda pendapat tentang hukuman mati atas
perempuan yang murtad, apakah ia diminta untuk bertaubat terlebih
dahulu sebelum dihukum mati?

l. Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan juga dihukum mati.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan murtad tidak dihukum
mati, dia menyamakan wanita murtad dengan wanita kafir asli.
Adapun Jumhur ulama berpijak pada keumuman dalil yang
berkenaan dengan masalah ini. Ada segolongan ulama yang
berpendapat syadz, bahwa perempuan yang murtad itu tetap
dihukum mati, meski ia telah kembali kepada Islam.

Mengenai keharusan untuk diminta bertaubat: maka menurut imam
Malik menjadi syarat sebelum dijatutrkannya hukuman mati,
sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu umar. Namun ada sekelompok
ulama yang berpendapat bahwa taubatnya tidak diterima.

Jika orang murtad tersebut melakukan tindakan hirabah kemudian
dapat dikalahkan, maka ia dihukum mati lrarena tindakan hirabah-nya
tersebut, dan tidak perlu diminta untuk bertauba! baik perlawanannya itu
dilakukan di negeri Islam maupun sesudah mernasuki negeri kafir,
kecuali jika ia masuk Islam.

Adapun jika orang murtad yang melawan itu masuk Islam kembali
sesudah atau sebelum ditangkap, maka hukuman atasnya masih
diperselisihkan: Jika tindakan hirabah-nya itu dilakukan di negeri kafir,
maka hukumannya menurut Malik sama dengan orang kafir harbi yang

t. !f-,: t^ '1/ z c z.ofu 4t) d+ j,r,

52r Shahih. HR. Al Bukhari (3017), Abu Daud (4351), At-Tirmidzi (145g), An-
Nasa'i (71104), Ibnu Majah (2535), Ahmad (U2t7, 219, 292), Al Humaidi
(533), Abdurrazzaq(18706) dan Ad-Daruquthni (3/108, I l3).
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masuk Islam, dimana ia tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan
apapun yang dilakukan semasa murtad. Namun jika tindakan hirabah-nya
itu dilakukan di negeri Islam, maka keislamannya itu hanya

menggugurkan hukuman hirabah pada dirinya.

Sedangkan hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan
sama dengan hukuman orang murtad, jika semasa murtadnya itu ia
melakukan kejahatan di negeri Islam, kemudian ia masuk Islam. Dalam
hal ini para pengikut Malik berbeda pendapat. Dikatakan: bahwa

hukumannya sama dengan hukuman orang murtad sejak hari melakukan

kejahatan. Dan juga dikatakan: bahwa hukumannya sama dengan orang

muslim, sejak hari diputuskannya hukum.

Dalam bab ini juga diperselisihkan tentang hukum tukang sihir:

l. Malik berpendapat bahwa ia dihukum mati sebagai orang kafir.

2. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa ia tidak dihukum mati,
dan pada dasarnya ia tidak dihukum mati, kecuali dengan disertai
kekufuran.
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2.r-a?ilalg4
KITAB PERADILAII

Permasalahan pokok dalam kitab ini terangkum dalam enam bab:

Bab I
Tentang Orang yang Dibolehken Mengadili

Pembahasan dalam bab ini yaitu tentang orang yang dibolehkan
mengadili dan hal-hal yang menjadikan peradilan itu lebih utama.

Tentang sifat-sifat yang disyaratkan bolehnya mengadili: yaitu
hendaknya orang yang mengadilinp adalah merdeka, muslim, baligh,
Iaki-laki, berakal, serta adil. pendapat lain di dalam madzhab Maliki
mengatakan bahwa kefasikan mengharuskan dipecatnya orang yang
mengadili dan hukumnya tetap berlangsung.

Mereka berbeda pendapat tentang orang yang mengadili (hakim)
tersebut termasuk atrli ijtihad:

1. Syaf i berpendapat bahwa dia harus termasuk ahli ijtihad.
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh AMul wahhab yang
termasuk dari madzhab Maliki.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa oftmg awam dibolehkan membuat
keputusan.

Al Qadhi berkata, "Inilah pendapat terkuat png diriwayatkan oleh
kakek saya rahimahullah di dalam At Muqaddimah daimadzhab maliki,
karena dia menganggap ijtihad daram hal ini termasuk sifat yang
dibolehkan."

Begitujuga mereka berselisih tentang disyaratkannp laki-laki:
L Jumhur mengatakan bahwa itu termasuk syarat satrnya mernutuskan

hukum.

2- Abu Hanifah berpandapat, dibolehkan seorang wanita menjadi
hakim dalam urusan harta.
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3. Ath-Thabari mengatakan bahwa seorang wanita dibolehkan

menjadi hakim secara mutlak pada semua perkara'

Abdul wahhab mengatakan bahwa saya tidak mengetahui

perselisihan di antara mereka tentang disyaratkannya kemerdekaan.

Ulama yang menolak keputusan peradilan seorang wanita yaitu

karena menyamakannya dengan imamah htbra (kepemimpinan tertinggi)

dan juga mengqiyaskannya dengan seorang budak karena kurangnya

kehormatannya. Ulama yang membolehkan keputusan peradilan dalam

urusan harta yaitu karena menyamakannya dengan bolehnya

persaksiannya dalam urusan harta. Sedangkan ulama yang berpendapat

bahwa keputusannya berlaku pada semua urusan, mereka mengatakan

bahwa pada dasarnya setiap orirng yang bisa mengadili di antara manusia,

maka hukumnya dibolehkan kecuali perkara yang dikhususkan oleh ijma'

seperti kepemimpinan tertinggi.

Tentang disyaratkannya kemerdekaan, maka tidak ada perbedaan

pendapat dalam hal ini. Danjuga fidak ada perbedaan pendapat di dalam

madzhab Malik bahwa pendengaraq penglihatan dan ucapan disyaratkan

pada kelangsungan perwaliannya, dan bukan syarat dibolehkannya

perwalian, yang demikian itu karena termasuk sifat seorang hakim dalam

madztrab Maliki, merupakan syarat kebolehan. Syarat ini, adalah jika

seorang diangkat sebagai hakim, maka dia dipecat dan semua hukum

yang dia putuskan dibatalkan. Di antaranya syarat dalam kelangsungan

dan bukan syarat kebolehan, syarat ini jika seonrng menjadi hakim, maka

dia dipecat dan hukum yang dia putrskan tetap berlaku, kecuali jika

hukum tersebut ztralim. Dari jenis ini menurut mereka ialah tiga sifat

tersebut.

Di antara slarat peradilan m€xlrnrt Malik ialah dilalokan oleh satu

oftmg hakim. syaf i membolehkan dalam satu kota terdapat dua hakim,

jika masing-masing dari keduanp memiliki keputusan )rang teryrogram.

Jika mensyaratkan kesepakatan antra keduanya pada setiap hukum,

rnaka hal itu tidak dibolehkan. Jika mensyaratkan kebebasan bagi

xnasing-masing dari keduanya, maka ada dua pendapat dibolehkan dan

dilarang. Dia mengatakan, jika ada dua orang bersengf,eta untuk mernilih

salah satu dari keduanya, maka menurutrtya keduanya harus mengadakan

undian.
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Tentang keutamaan peradilan cukup banyak, para ulama telah
menyebutkan hal itu di dalam kitab-kitab mereka.

Mereka berbeda pendapat tentang orang buta huruf, apakah dia
dibolehkan menjadi hakim? Pendapat yang kuat yaitu dibolehkan, karena
Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi (buta huruf). sekerompok
ulama mengatakan, tidak dibolehkan. Dua pendapat tersebut semuanya
diriwayatkan dari Syaf i, karena kemungkinan har itu adalah suatu
kekhususan bagi beliau, karena ketidakmampuan.

Tidak ada perbedaan pendapat tentang dibolehkannya keputusan
hakim tertinggi dan pengangkatannya terhadap seorang hakim sebagai
syarat sahnya keputusan peradilannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan
pendapat sepengetahuan saya.

Dari bab ini mereka berbeda pendapat tentang berlakunya
keputusan orang yang diridhai oleh dua orang yang sedang bersengketa,
padahal dia itu bukan seorang hakim:

l. Malik berpendapat dibolehkan.

2. Syaf i di salah satu dari dua pendapatnya mengatakan, tidak
dibolehkan.

3. Abu Hanifah berpendapat, dibolehkan jika keputusannya sesuai
dengan keputusan hakim negeri tersebut.

Bab II
Tentang perkara yang diaditi

Tentang perkara yang diadili: mereka sepakat bahwa seorang hakim
boleh memutuskan setiap perkara berupa hak, baik hak tersebut adalah
hak Allah atau hak manusia. Dan dia wakil dari imam tertinggi dalam
makna ini. Dia dibolehkan melakukan akad nikah dan menentukan orang-
orang yang mendapatkan wasiat. Apakah dia dibolehkan menentukan
para imam di masjid-masjid jami' (umum)? Dalam hal ini terdapat
perbedaan pendapat.

Begitujuga apakah dia dibolehkan mencari pengganti dirinya?
Dalam hal ini terdapat perselisihan ketika dia sedang sakit dan bepergian,
kecuali jika dia diizinkan. Dia tidak dibolehkan meneliti orang-orang
yang menarik pajak dan juga para wali yang lain. Dia dibolehkan
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meneliti penahanan terhadap orang-orang yang bodoh (idiot), menurut

ulama yang membolehkan adanya tahanan bagi mereka.

Di antara masalah cabang dari bab ini yaitu: apakah keputusan yang

ditetapkan oleh seorang hakim merupakan suatu pemberian bagi orang

yang dimenangkan perkaranya, meskipun pada dasarnya tidak halal?

Yang demikian itu karena mereka sepakat bahwa keputusan seorang

hakim secara zhahir yang dia putuskan tidak boleh menghalalkan sesuatu

yang haram dan tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal, dan itu

khususnya teqadi pada urusan harta, berdasarkan sabda Nabi SAW:

';i tk-'oi 'p 
"yti ,)\'a;qb.: &f; ,';e ui Cy

^ri y'Jnd',*t';1 |*ri tt; JL';'err,f r+,
.)8t qt*.d'U( Cy ,* L.'*V>u t*

"sesungguhnya alu hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya

kalian mengadukan perlwra kepadaku. Maka barangkali hujiah sebagian

kalian lebih kuat dari pada hujjah yang lainnya, dan aku memutuskan

untuknya berdasarkan apa yang aht dengar darinya. Maka siapa yang

aku berikan keputusan dengan sesuatu yang menjadi hak saudaranya,

maka hendaklah dia tidak mengambilnya, karena berarti alu telah

memberikan potongan api untuknyalszz

Mereka berbeda pendapat tentang pemutusan hubungan pernikahan

atau akad nikah berdasarkan zhahir yang seorang hakim mengira bahwa

dia benar, tetapi nyatanya tidak benar. Karena dia tidak boleh

menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak boleh mengharamkan

sesuatu yang dihalalkan. Berdasarkan zhahir keputusan hakim, sedangkan

batinnya tidak demikian: apakah hal itu halal atau tidak?

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa ulusan harta dan kemaluan

dalam hal ini satna, keputusan hakim tidak bisa menghalalkan

seuatu yang haram dan tidak bisa mengharamkan sesuatu yang

halal. Yaitu seperti dua orang saksi memberikan kesaksian palsu

pada seorang wanita asing (bukan mahram), bahwa dia adalah istri

s22 Mufiafaq 'Alaih.HR. Al Bukhari (6967), Muslim (1713), Abu Daud (3583), At-
Tirmidzi (1339), An-Nasa'i (81233),Ibnu Majah (2311), dan Ahmad (61320)

dari hadits Ummu Salamah.
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seorang laki-laki asing, padahal dia bukan istrinya. Jumhur

mengatakan bahwa wanita tersebut tidak halal baginya, meskipun

hakim itu menghalalkannya berdasarkan zhahir keputusannya.

2. Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa wanita itu
halal baginya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ulama ialah keumuman

hadits yang telah berlalu: dan syubhat yang dikemukakan oleh ulama

Hanafiyah yaitu bahwa keputusan hukum pada li'an tetap terjadi

berdasarkan syariat. Padahal telah diketahui bahwa salah seorang dari

dua orang yang melakukan sumpah li'an adalah dusta.

Sedangkan li'an itu sendiri mengharuskan adanya perceraian. Dan

mengharamkan seorang wanita tersebut bagi suaminya yang

mengucapkan sumpah li'an dan menghalalkan bagi orang lain. Jika dia

sendiri yang berdusta, maka wanita itu tidak haram baginya kecuali

dengan keputusan hakim, begitujuga jika wanita itu yang berdusta,

karena perbuatan zinanya tidak menyebabkan perceraian dengannya

menurut pendapat kebanyakan fuqaha. Sedangkan jumhur berpendapat

bahwa perceraian di sini dapat terjadi sebagai suatu hukuman, karena bisa

diketahui bahwa salah seorang dari keduanya berdusta.

Bab III
Hal-Hal yang Dijadikan Bukti dalam Peradilan

Peradilan dapat terjadi dengan empat hal: kesaksian, sumpah,

penolakan sumpah dan pengakuan. Atau kumpulan dari semua ini. Dalam
bab ini terdapat empat pembahasan:

Pasal pertama: Kesaksian

Pembahasan tentang kesaksian ada tiga hal: tentang sifat, jenis dan

bilangan.

Sifat kesaksian

Tentang jumlah sifat yang dipertimbangakan tentang diterimanya
kesaksian secara garis besar ada lima: keadilan, baligh, Islam,

kemerdekaan dan tidak adanya tuduhan. Di antara sifarsifat ini ada yang

disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.

BidayatulMujtahid 939



1- Tentang keadilan: kaum muslim sepakat tentang

disyaratkannya keadilan agff kesaksian seorang saksi diterima,

berdasarkan firman Allah Ia'ala, "Dari saksi-saksi yang kamu ridhai."
(Qs. Al Baqarah l2l:282)

Dan berdasarkan firman Allah Ta'all,"Dan persaksikanlah dengan

dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Mereka berbeda pendapat tentang apa itu keadilan: jumhur

mengatakan, keadilan adalah sifat tambahan atas keislaman, yaitu agar

komitmen dengan berbagai kewajiban syar'i dan berbagai anjurannya,

dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang

dimakruhkan. Abu Hanifah mengatakan, dalam keadilan cukup dengan

zhahir keislaman dan tidak diketahui adanya cela pada dirinya.

Sebab perbedaan pendapat: yaitu ketidakjelasan mereka tentang

pengertian kata keadilan yang berlawanan dengan kefasikan. Yang

demikian itu karena mereka sepakat bahwa kesaksian orang fasik tidak

diterima, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang

fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." (Qs. Al
Hujuraat[49]:6)

Mereka tidak berbeda pendapat bahwa orang yang fasik diterima

kesaksiannya jika taubatnya diketahui, kecuali orang yang kefasikannya

karena melakukan qadzaf. Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksiannya

tidak diterima meskipun bertaubat, sedangkan jumhur mengatakan

diterima.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah pengecualian yang terdapat

dalam firman Allah Ta'ala:

"Dan janganlah kamu terima kesal<sian mereka buat selama-

lamanya. Dan mereka itulah orang-ordng yang fasik, kecuali orang'
orangyang bertaubat setelahila." (Qs. An-Nuur[24]: a-5)

Apakah kembali kepada kata yang paling dekat atau kepada kalimat

sebelumnya, kecuali yang dikhususkan oleh ijma', yaitu bahwa taubat

tidak menggugurkan hukuman hadd dai dirinya. Penjelasan tentang hal

ini telah berlalu.

2- Tentang batigh: Mereka sepakat bahwa hal itu disyaratkan

ketika disyaratkannya keadilan. Mereka berbeda pendapat tentang
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kesaksian anak-anak kecil sebagian mereka atas sebagian yang lain pada
pelukaan dan pembunuhan:

Jumhur fuqaha berbagai negeri menolak kesaksian tersebut
berdasarkan dalil yang saya katakan yaitu telah terjadi ijma' bahwa
keadilan adalah termasuk syarat kesaksian. Dan di antara syarat keadilan
adalah baligh, karena itu menurut malik pada hakikatnya itu bukan suatu
kesaksian, tetapi hanya sebagai qarinah haal (petunjuk kondisi), karena
itu dalam kesaksian dia mensyaratkan agar mereka tidak berpisah, supaya
mereka tidak takut.

Para pengikut Malik berbeda pendapat, jika ada orang dewasa di
antara mereka, apakah dibolehkan atau tidak? Dan mereka tidak berbeda
pendapat bahwa dalam kesaksian disyaratkan bilangan atau jumlah yang
disyaratkan dalam kesaksian.

Mereka berbeda pendapat, apakah dalam kesaksian disyaratkan
laki-laki atau tidak? Mereka juga berbeda pendapat, apakah hal itu
dibolehkan dalam pembunuhan yang terjadi di antara mereka? Dalam hal
ini tidak ada dalil yang dijadikan pijakan oleh Malik dalam hal ini, hanya
saja, itu diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair.

Syaf i berkata, jika ada ulama yang berhujjah dengan hujjah ini,
maka dikatakan kepadanya, bahwa Ibnu Abbas telah membantahnya dan
Al Qur'an juga menunjukkan batalnya hal itu. pendapat Malik juga
dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila dan sekelompok ulama dari kalangan
tabi'in. Malik membolehkan hal itu yaitu termasuk bab membolehkannya
berdalil dengan qiyas maslahat.

3- Tentang Islam: Para ulama sepakat bahwa itu menjadi syarat
dalam penerimaan kesaksian. Dan tidak dibolehkan kesaksian orang
kafir, kecuali masalah yang mereka perselisihkan tentang dibolehkannya
hal itu dalam wasiat saat bepergian, berdasarkan firman Allah ra'ala,*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian." (Qs. Al Maa'idah [5]: 106)

Abu Hanifah berpendapat bahwa har itu dibolehkan berdasarkan
syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah. syaf i berpendapat
bahwa hal itu tidak dibolehkan dan mereka berpendapat bahwa ayat
tersebut telah di-zasafrft (dihapus).
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4- Tentang kemerdekaan: Jumhur fuqaha berbagai negeri

berpendapat disyaratkannya kemerdekaan pada penerimaan kesaksian'

Ahli zhahir berpendapat bahwa kesaksian seorang budak dibolehkan,

karena pada dasarnya yang disyaratkan hanyalah keadilan, sedangkan

perbudakan tidak berpengaruh dalam penolakan kesaksian tersebut,

kecuali jika ada dalil yang tetap mengenai hal itu dari Al Qur'an, Sunnah

atau ijma'. Seolah-olah jumhur berpendapat bahwa perbudakan adalah

salah satu bekas kekafiran, maka hal itu harus berpengaruh dalam

penolakan kesaksian.

5- Tentang tuduhan yang sebabnya adalah kecintaan: para

ulama sepakat bahwa hal itu berpengaruh pada pengguguran kesaksian.

Mereka berbeda pendapat tentang penolakan kesaksian orang yang adil

dengan tuduhan karena adanya kecintaan atau kebencian yang sebabnya

adalah permusuhan duniawi. Fuqaha berbagai negeri berpendapat untuk

menolak hal itu. Hanya saja mereka sepakat tentang berbagai hal

mengenai diberlakukannya tuduhan dan beberapa hal untuk

menggugurkannya, dan beberapa hal yang mereka perselisihkan. Jadi,

sebagian mereka memberlakukannya, sementara sebagian lainnya

menggugurkannya.

sedangkan hal-hal yang mereka sepakati yaitu tentang: penolakan

kesaksian seorang bapak bagi anaknya dan kesaksian seorang anak bagi

bapaknya. Begitujuga seorang ibu bagi anaknya dan seorang anak bagi

ibunya.

Di antara masalah yang mereka perselisihkan mengenai pengaruh

tuduhan dalam kesaksian mereka yaitu: kesaksian suami istri, salah satu

dari keduanya untuk yang lain:

1. Malik dan Abu Hanifah menolaknya.

2. Syaf i, Abu Tsaur dan Al Hasan membolehkannya'

3. Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa kesaksian seorang suami bagi

istrinya diterima, sedangkan kesaksian seorang istri untuk suaminya

tidak diterima. Pendapat ini juga dikemukakan oleh An-Nakha'i.

Di antara kesepakatan mereka tentang pengguguran tuduhan dalam

hal ini: yaitu kesaksian seorang saudara bagi saudaranya, selama hal itu

budak untuk menghilangkan cela dari dirinya, berdasarkan pendapat

Malik, dan selama tidak terputus kepada saudaranya untuk memperoleh
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kebaikan dan hubungan dengannya. Selain Al Auza'i, karena dia
mengatakan tidak dibolehkan.

Dari bab ini terdapat perbedaan pendapat mereka tentang
diterimanya kesaksian seorang musuh atas musuhnya:

l. Malik dan Syaf i berpendapat, tidak dibolehkan.

2. Abu Hanifah berpendapat, dibolehkan.

Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur tentang penolakan
kesaksian karena adanya tuduhan, yaitu hadits yang diriwayatkan dari
Nabi SAW, beliau bersabda:

"Kesaksian seorang musuh tidak diterima dan juga kesaksian
orang yang masih diragukan."s2l

Serta hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, berupa sabda Nabi
SAW:

"Kesalcsian orang desa atas orang kota tidak diterima.,,52a

Karena sedikitnya kesaksian orang desa yang terjadi di kota. Inilah
dalil yang mereka jadikan pegangan dari segi naqli.

Dari segi makna (logika): karena adanya tuduhan. Dan jumhur telah
sepakat bahwa tuduhan itu berpengaruh pada hukum-hukum syar,i,
seperti kesepakatan mereka bahwa orang yang membunuh tidak
mendapatkan waris dari orang yang dibunuhnya dan memberikan warisan
kepada istri yang dithalak ba'in ketika sedang sakit, meskipun dalam hal
ini juga ada perbedaan pendapat.

sedangkan kelompok kedua (yaitu Syureikh, Abu Tsaur dan Daud)
mengatakan, kesaksian seorang bapak bagi anaknya dapat diterima,
lebih-lebih dari orang lain, jika bapak tersebut adil.

'23 HR. Abu Daud di dalam Al Marasil (396), dan Al Baihaqi (10/210),t'o shahih. HR. Abu Daud (3602),Ibnu ivlajah (236g), ettr-rnanawi di dalam
Syarh Ma'ani Al Atsar (41167), Ad-Daruquthni (4/Zt9), Abu ya,la (6444), Al
Hakim (4/99), Al Baihaqi (10/250), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam
Shahih Abu Daud.

1+o't f i,',1:, J?it
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Dalil yang dijadikan landasan oleh mereka ialah firman Allah

Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, iadilah kamu orang yang

benar-benar penegak keadilan, meniadi saksi karena Allah biarpun

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." (Qs. An-

Nisaa'[4]: 135)

Perintah untuk melakukan sesuatu mengandung arti dibolehkannya

sesuatu yang diperintahkan, kecuali yang dikhususkan berdasarkan ijma'

seperti kesaksian seseorang untuk dirinya'

Dari segi penelitian: Mereka juga bisa mengatakan, secara global

penolakan kesaksian itu hanya karena adanya tuduhan kedustaan dan

tuduhan ini diberlakukan oleh syariat pada orang fasiq dan tidak mungkin

tuduhan tersebut berlaku pada orang yang adil, karena tidak mungkin

akan berkumpul antara keadilan dengan tuduhan'

Jumlah Saksi dan Jenisnya

Pembahasan tentang jumlah dan jenis: kaum muslim sepakat bahwa

perbuatan zina itu tidak bisa ditetapkan dengan kesaksian yang kurang

dari empat orang laki-laki yang adil. Mereka sepakat bahwa semua hak

selain perbuatan zina bisa ditetapkan dengan dua orang saksi laki-laki

yang adil, selain pendapat Al Hasan Al Bashri, karena dia mengatakan,

tidak diterima kesaksian yang kurang dari empat orang saksi karena

disamakan dengan rajam. Dan ini adalah pendapat yang lemah

berdasarkan firman Allah swT, "Dan persaksikanlah dengan dua orang

saksi dari orong-orqng lelaki (di antaramu)."(Qs. Al Baqarah l2l:282)

Semua sepakat bahwa hukum itu harus dengan dua orang saksi

tanpa harus ada sumpah orang yang menggugat, kecuali pendapat Ibnu

Abi Laila, karena dia mengatakan, harus disertai dengan sumpahnya.

Mereka sepakat bahwa urusan harta bisa ditetapkan dengan seorang

saksi laki-laki yang adil dan dua orang wanita, berdasarkan firman Allah

Ta'ala'.
*Mqka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai."(Qs. Al Baqarah l2):282)

Mereka berbeda pendapat tentang diterimanya kesaksian keduanya

dalam urusan hukuman hadd:
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l. Pendapat yang diyakini oleh jumhur iarah bahwa kesaksian wanita
tidak diterima dalam urusan hukuman hadd,baik bersama laki-laki
dan juga mereka sendiri.

2. Ahli zhahir berpendapat, diterima jika mereka bersama dengan
laki-laki dan wanita itu lebih dari satu orang dalam segala urusan
berdasarkan zhahir ayat.

3. Abu Hanifah berpendapat, diterima daram urusan harta dan urusan
selain hukuman hadd seperti hukum-hukum anggota badan, seperti
talak, rujuk, pernikahan dan pemerdekaan budak. Menurut Malik
tidak diterima dalam salah satu darihukum-hukum badan.

Para pengikut Malik berbeda pendapat tentang diterimanya
kesaksian mereka dalam hak-hak badan yang berhubungan dengan harta
seperti perwakilan dan wasiat yang tidak berhubungan kecuali dengan
harta saja:

l. Malik, Ibnu Al Qasim dan Ibnu wahab berpendapat bahwa dalam
hal ini diterima kesaksian satu orang saksi laki-laki dan dua orang
wanita.

2. Asyhab dan Ibnu AI Majisyun berpendapat, dalam hal ini tidak
diterima kecuali kesakisan dua orang.

Tentang kesaksian para wanita sendirian (maksudnya, bebrapa
wanita tanpa ada laki-laki):

t. Menurut jumhur diterima dalam hak-hak badan yang biasanya tidak
diketahui oleh laki-laki, seperti kelahiran, tangisan bayi yang baru
lahir dan cacat pada wanita, semua ini tidak ada perselisihan
kecuali dalam urusan susuan.

Abu Hanifah mengatakan bahwa dalam hal ini tidak diterima
kesaksian mereka kecuali bersama dengan laki-laki, karena hal itu
menurutnya termasuk hak badan yang diketahui oleh laki-laki dan
wanita.

ulama yang mengatakan dibolehkannya kesaksian mereka
sendirian dalam kasus ini, berbeda pendapat tentang jumlah yang
disyaratkan dalam hal itu dari mereka:

2.

EIE- -..*:- W-
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l. Malik berpendapat bahwa dalam hal ini cukup dua orang wanita.

Riwayat lain mengatakan, disertai dengan tersebarnya urusan

tersebut dan riwayat lain mengatakan, meskipun tidak tersebar.

2. Syaf i mengatakan, dalam hal ini jumlah yang kurang dari empat

tidak dinilai cukup, karena Allah Azza wa Jalla telah menjadikan

bandingan satu saksi laki-laki dengan dua wanita dan mensyaratkan

dua-dua.

3. Sekelompok ulama mengatakan, dalam hal ini tidak cukup dengan

jumlah yang kurang dari tiga. Ini adalah pendapat yang tidak ada

artinya. Abu Hanifah membolehkan kesaksian seorang wanita pada

urusan yang berhubungan dengan badan antara pusar dan lutut.

Saya mengira bahwa ahli zhahir atau sebagian mereka tidak
membolehkan kesaksian wanita sendirian dalam segala urusan,

sebagaimana mereka membolehkan kesaksian mereka bersama

laki-laki dalam segala urusan, dan ini jelas.

Tentang kesaksian seorang wanita dalam urusan susuan: dalam hal

ini mereka juga berbeda pendapat, karena sabda Nabi SAW pada satu

orang yang telah bersaksi dalam urusan susuan:

.6irqii'rJs
"Bagaimana lagi, sementara dia telah menyusui kalian berdua."Sz'

Zhahir hadits ini mengandung arti pengingkaran. Karena itu
pendapat Malik tidak berbeda-beda bahwa hal itu hukumnya makruh.

Pasal kedua: Tentang sumpah

Tentang sumpah: mereka sepakat bahwa sumpah dapat

membatalkan gugatan atas orang yang digugat, jika orang yang

menggugat tidak memiliki bukti. Mereka berbeda pendapat, apakah

sumpah dapat menetapkan hak orang yang menggugat:

1. Malik berpendapat bahwa sumpah dapat menetapkan hak orang

yang menggugat untuk menetapkan sesuatu yang diingkari oleh

orang yang tertgugat. Dan membatalkan sesuatu yang telah

ditetapkan seperti hak-hak, jika orang yang digugurkan mengaku

s2s Takhrij hadits ini telah dijelaskan.
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berada dalam kondisi penggugat itu lebih kuat syubhat-nya dat'r
orang yang digugat.

2. Ulama yang lainnya berpendapat tidak ditetapkan gugatan bagi
penggugat dengan adanya sumpah, baik dalam menggugurkan hak
dari dirinya 

-padahal hal itu telah tetap baginya- atau
menetapkan hak yang diingkari oleh lawannya.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan mereka dalam
pengertian sabda Nabi SAW:

'f:i'; ,* ,F)6 ,-*iti * 4t
"Bukti itu dibebankan kepada orang rror *"nirugat don sumpah

itu dibebankan kepada orang yqng mengingkarinya."sz6

Apakah itu umum pada setiap orang yang digugat dan yang
menggugat, atau hanya dikhususkan bagi orang yang menggugatnya agar
mendatangkan bukti dan orang yang digugat agar mengucapkan sumpah,
karena kebanyakan orang yang menggugat lebih remah syubhatnya dari
orang yang digugat. Sedangkan orang yang digugat sebaliknya?.

ulama yang mengatakan bahwa hukum ini umum pada setiap orang
yang menggugat dan orang yang digugat, dan dengan keumuman ini
tidak menginginkan kekhususan, mereka mengatakan bahwa hak itu tidak
dapat ditetapkan dengan sumpah dan hak yang telah tetap tidak dapat
digugurkan dengannya. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa itu
hanya dikhususkan bagi orang yang digugat dengan hukum ini karena
alasan dia lebih kuat syubhat-nya, mereka mengatakan jika bersesuaian
hal yang menjadikan syubhat penggugat lebih kuat, maka perkataan yang
menjadi pegangan adalah perkataannya.

Mereka berhujjah dengan hal-hal yang disepakati oleh jumhur
bahwa perkataan yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah perkataan
orang yang menggugat dengan sumpahnya, seperti gugatan kerusakan
pada barang titipan dan lainnya, jika ditemukan sesuatu berdasarkan sifat

t'u shohih. HR. Al Baihaqi (l/252), dan kelanjutan dari hadits tersebut:
"Seandainya manusia itu dipenuhi tuduhqn mereko, niscaya suatu kaum
menggugat jiwa dqn harta mereka terhadap kaum yang lain, tetapi sumpah itu
dibebankan kepada orang yang tertuduh.,'
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ini. Dan mereka juga bisa mengatakan pada dasamya yaitu yang telah

kami sebutkan kecuali yang dikhususkan oleh ijma'.

Semua ulama sepakat bahwa sumpah yang menggugurkan gugatan

atau menetapkannya yaitu sumpah: Billohi Alladzi Laa llaaha lllallah
(atas nama Allah yang tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali

Allah). Dan pendapat para fuqaha berbagai negeri tentang sifat sumpah

tersebut hampir sama. Menurut Malik yaitu: Billahi Alladzi Laa llaaha

Illahuwa (atas nama Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah

kecuali Dia) dan tidak menambahnya. Syaf i menambahkan, "Alladzi

Ya'lamus-sirra Ma Ya',lamu Minal Alaaniyah (Yang mengetahui perkara

yang rahasia sebagaimana mengetahui perkara yang nyata)'"

Apakah diperberat dengan suatu tempat: dalam hal ini mereka

berbeda pendapat. Malik berpendapat bahwa sumpah diperberat dengan

tempat, yaitu pada kadar tertentu dan begitujuga menurut Syaf i'

Mereka berselisih tentang kadar tersebut: Malik mengatakan, orang

yang digugat dengan jumlah tiga dirham atau lebih, maka dia wajib

bersumpah di masjid jami'. Jika berada di masjid Nabi SAW, maka tidak

ada perbedaan pendapat bahwa hal itu dilakukan di atas mimbar. Jika

dilakukan di masjid-masjid lain, maka dalam hal ini ada dua riwayat:

pertama.. di tempat yang disepakati dari masjid tersebut dan kedua, di

atas mimbar.

Diriwayatkan dari Ibnu Al Qasim bahwa dia menyatakan

bersumpah di tempat yang di perhatikan di masjid jami' dan dia tidak

menentukannya. Syaf i mengatakan, bersumpah di Madinah dilakukan di

atas mimbar. Sedangkan di Makkah dilakukan di antara rukun dan

maqam Ibrahim. Begitujuga menurutnya di setiap negeri, harus

bersumpah di atas mimbar. Nishab tersebut menurutnya adalah dua puluh

dinar. Daud mengatakan, dia harus bersumpah di atas mimbar, baik

dalam jumlah sedikit atau banyak. Abu Hanifah mengatakan, sumpah itu

tidak diperberat dengan temPat.

sebab perbedaan pendapat: Apakah pemberatan dalam urusan

sumpah yang diterangkan bahwa hal itu dilakukan di atas mimbar Nabi

SAW dipahami sebagai suatu kewajiban bersumpah di atas mimbar atau

tidak? Ulama yang berpendapat bahwa hal itu dipahami demikian,

mereka beralasan karena jika tidak dipahami demikian, berarti

pemberatan itu tidak ada artinya.
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Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa dalam pemberatan

terdapat makna selain hukum diwajibkannya bersumpah di atas mimbar,
mereka mengatakan tidak wajib bersumpah di atas mimbar. Hadits yang
menerangkan tentang pemberatan ini yaitu hadits Jabir bin Abdillah Al
Anshari, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

i:";af; *i q* ,b',8 u
"Barangsiapa bersumpah di atas mimbarku dengan berdosa, maka

dia akan menempati tempat duduknya di nerakals27

Mereka berhujjah dengan amalan yang berlaku, mereka
mengatakan itu adalah amalan para khulafaur rasyidin. Syaf i
mengatakan, hal itu tetap diamalkan baik di Madinah dan di Makkah.
Mereka mengatakan, seandainya pemberatan itu tidak dipahami adanya
kewajiban bersumpah di tempat yang diperberat, maka tidak ada
manfaatnya kecuali menjauhi sumpah di tempat tersebut. Mereka
mengatakan, sebagaimana pemberatan yang menerangkan tentang
sumpah tersendiri seperti sabda Nabi SAW:

.rtlt'ii;\?:,eit*bt?? ,o+;. # fft,y'pt f
" B ar angs iap o r"rgo*bit hak' r' 

"oronf 
mus lim dengan sump ahny a,

maka Allah akan mengharamkan surga baginya dan mengharusknnnya
masuk neraka."SzB

Dari hadits ini dipahami tentang kewajiban untuk memutuskan
perkara dengan sumpah, begitujuga pemberatan yang ada ditempat
tersebut.

Kelompok yang lain mengatakan, dari pemberatan sumpah tersebut
tidak dipahami kewajiban untuk memutuskan dengan sumpah. Jika
pemberatan sumpah tersebut tidak dipahami kewajiban untuk
memufuskan dengan sumpah, maka pemberatan sumpah dengan tempat
tidak dipahami kewajiban bersumpah dengan karena tempat tersebut.

Shahih. HR. Abu Daud (3246), Ibnu Majah (2325), Ahmad (3/344), Malik di
dalam Al Muwaththa' (21727), (10), Al Hakim (4t296), Al Baihaqi (t}fi1-6),
dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Slc hih Abu Daud.
Shahih. HR. Muslim (137), An-Nasa'i (8/246), Ibnu Majah (2324), Ahmad
G/264), dari hadits Abu Umamah.

.r6t u
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Dalam hal ini tidak ada kesepakatan dari para sahabat dan perselisihan

dalam hal ini dipahami dari masalahZaidbin Tsabit'

Diperberat juga dengan tempat menurut Malik dalam urusan

qasamah (sumpah) dan /l an, begitujuga dengan waktu, karena dalam

li'an dia mengatakan harus dilakukan setelah shalat Ashar berdasarkan

penjelasan yang terdapat dalam pemberatan pada orang yang bersumpah

setelah Ashar.

Tentang pemutusan perkara dengan sumpah serta adanya saksi,

para ulama berbeda pendapat dalam hal ini:

1. Malik, Syaf i, Ahmad, Daud, Abu Tsaur, tujuh fuqaha Madinah

dan sekelompok ulama berpendapat, dapat diputuskan dengan

sumpah beserta saksi dalam urusan harta'

2. Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al Auza'i dan jumhur fuqaha Iraq

berpendapat, tidak diputuskan dengan adanya sumpah beserta saksi

dalam urusan apapun. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Laits

yang termasuk Pengikut Malik.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan dalil naqli.

Ulama yang menyatakan hal itu, karena dalam hal ini mereka

berpegang dengan hadits-hadits yang c-gkup banyak, di antaranya: hadits

fUru iUUuss,,] hudits Abu Huraifrh53o, hadits Zaid bin Tsabits3r dan

hadits Jabit'32. Hanya saja hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di

antara hadits-hadits tersebut ialah hadits Ibnu Abbas dan lafazhnya yaitu:

.J^*,Jr ( #rr,;6 i-'rf h' e |,t'J'i'r;,t

Shahih. HR. Muslim (1712), Abu Daud (3608), Ibnu Majah (2370), Ahmad

(U248,315), Ad-Daruquthni (4t214), Al Baihaqi (10/167), dan lafazhnya yaitu:
iB"h*" Rasulullah SAW m"mutuskan perkara berdasarkan sumpah dan

seorang saksi."
Shahii. HR. Abu Daud (2610), At-Tirmidzi (1343), Ibnu Majah (2368), Ad-

Daruquthni (41213), Al Baihaqi (10/168, 169), dan lafazlnya yaitu: "Bahwa

Rasulullah SAW memutuskan perkara berdasarkan sumpah beserta seorang

saksi." dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam slahih Abu Daud.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi (l}tl72), dan lafazhnya yaitu: "Bahwa Nabi

SAW memutuskan perkara berdasarkan sunrpah beserta seorang saksi."

Shahih. HR. At-Tirmidzi (1344),Ibnu Majah (2369), Ahmad (3/305), Ad-

Daruquthni (41212), Al Baihaqi (10/170), dan dinilai shahih oleh Al Albani di

dalam S h ahih A t -Tirm i dzi.
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"Sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan perkara berdasarkan
sumpah beserta seorang saksi." (HR. Muslim) sementara Al Bukhari
tidak meriwayatkannya.

Malik berpegang dengan hadits mursalnya yang menerangkan hal
itu, dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya:

.f,it' '{,#i,.,;6 *j y\t,}- i' i';, oi

"Bahwa Rasulullah SAW memutuskan perkara berdasarkan
sumpah beserta seorang saksi."533

Karena mengamalkan hadits mursal menurutnya adalah wajib.

Adapun dalil naqli yang menentang hadits-hadits tersebut ialah,
firman Allah 7a'ala, *Jika keduanya tidak ada, maka (boleh) seorang
lelaki dan dua orang perempuan dari salcsi-sal<si yang kamu ridhai."(es.
Al Baqarah l2l:282)

Mereka mengatakan, ini mengandung arti pembatasan, dan
tambahan padanya adalah nasakh (penghapusan), sedangkan Al eur'an
tidak bisa dinasakh dengan hadits yang tidak mutawatir. Menurut ulama
yang menentang pendapatnya, bahwa hal itu bukan sebagai nasakh, tetapi
sebagai tambahan yang tidak merubah hukum sesuatu yang ditambahi.

Dalil dari hadits, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim dari Al Asy'ats bin Qais, dia berkata, ,,Telah te4'adi
persengketaan di antara diriku dan seseorang tentang suatu hal, maka
kami mengadukan kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, ,Dua orang
saksimu atau sumpahnya'. maka saya katakan, 'Kalau begitu, dia akan
bersumpah dan dia tidak perduli'. maka Nabi SAW bersabda, ,Siapa

bersumpah dengan suatu sumpah yang dengannya dia mengambir harta
seorang muslim, sedangkan dalam sumpahnya dia berdusta, maka dia
akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh-Nya'.,,s3a

Mereka mengatakan, ini hadits yang berasal dari beliau SAW, yang
membatasi hukum, dan membatalkan hujjah masing-masing dari dua

Shahih. HR. At-Tirmidzi (1345), Malik di daalam Al Muwaththa' (21721), (5),
Ahmad (3/305), Ath-Thahawi (41145),Ibnu Al Jarud (1008), dan dinilai shahih
oleh Al Albani di dalam Sia hih At-Tirmidzi.
Muttafaq 'Alaih.HR. Al Bukhari (2670), Muslim (138), Abu Daud (3621), Ar
Tirmidzi (2996),Ibnu Majah (2322), dan Ahmad (s/Ztt).
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orang yang bersengketa. Dan Nabi SAW harus memenuhi bagian-bagian

hujjah penggugat.

Ulama yang menyatakan diputuskannya perkara dengan adanya

sumpah dan seorang saksi, mereka tetap berada pada hukum asal mereka,

yaitu bahwa sumpah adalah hujjah yang paling kuat syubhatnya bagi dua

orang yang sedang bersengketa. Di sini hujjah orang yang menggugat

menjadi kuat dengan adanya seorang saksi, sebagaimana menjadi kuat

dalam urusan qasamah.

Mereka berbeda pendapat tentang pemutusan perkara dengan

sumpah disertai dua wanita:

1. Malik berpendapat, dibolehkan, karena dua wanita kedudukannya

sama dengan satu lakiJaki.

2. Syaf i berpendapat, hal itu tidak dibolehkan, karena disamakan

kedudukannya dengan satu laki-laki jika dua wanita tersebut

disertai dengan satu laki-laki, tidak sendirian dan tidak bersama

yang lainnya.

Apakah dalam hukuman hadd yang menjadi hak manusia bisa

diputuskan dengan sumpah, seperti qadzaf dan pelukaan? Dalam hal ini

terdapat dua pendapat dalam madzhab Maliki.

Pasal ketiga: Tentang penolakan sumpah

Ditetapkannya hak bagi orang yang digugat berdasarkan

penolakannya: para fuqaha dalam hal inijuga berbeda pendapat:

1. Malik, Syaf i dan fuqaha Hijaz serta sekelompok ulama dari Iraq

berpendapat, jika orang yang digugat menolak sumpah tersebut,

maka tidak mengharuskan apapun bagi penggugat berdasarkan

penolakan itu sendiri, kecuali jika penggugat itu bersumpah atau

dia memiliki seorang saksi.

2. Abu Hanifah, para pengikutnya dan jumhur ulama Kufah

mengatakan, diputuskan bagi orang yang menggugat atas orang

yang digugat berdasarkan penolakan itu sendiri, itu dalam urusan

harta, sesudah diulangi sumpah tersebut atas dirinya.

Pembalikan sumpah menurut Malik terjadi pada perkara yang

dalam urusan tersebut diterima Seorang saksi dan dua orang wanita serta

952 BidayatulMujtahid



seorang saksi dan sumpah. Pembalikkan sumpah menurut syafi,i terjadi
pada setiap perkara yang dalam perkara tersebut diharuskan adanya
sumpah. Ibnu Abi Laila berkata, "saya mengembalikan sumpah bukan
karena gugatan dan saya tidak mengembalikan sumpah karena gugatan.',
Menurut Malik tentang sumpah gugatan, apakah bisa berbalik atau tidak?
Ada dua pendapat.

Dalil pendapat ulama yang berpendapat bahwa sumpah itu bisa
berbalik, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Malik:

;At ,P #t yu;i, €"; *r * ir' ,p ir'S'-';:i
.r*jll iu oi x

"Bahwa Rasulullah SAW mengembalikan sumpah ouru* urusan
qasamah kepada orang Yahudi setelah memulai pada orang Anshar.,,jrs

Di antara hujjah Marik bahwa hak-hak menurutnya hanya dapat
ditetapkan berdasarkan dua hal: kemungkinan berdasarkan sumpah dan
seorang saksi, dan kemungkinan berdasarkan penolakan dan seorang
saksi dan kemungkinan berdasarkan penolakan dan sumpah. Dasar dalam
hal ini menurutnya ialah disyaratkannya dua-dua dalam kesaksian.
Sedangkan menurut Syaf i tidak diputuskan berdasarkan seorang saksi
dan penolakan.

Dalil yang dijadikan landasan oreh urama yang memutuskan
perkara berdasarkan penolakan: yaitu bahwa ketika kesaksian itu
digunakan untuk menetapkan gugatan sedangkan sumpah itu untuk
membatalkannya, maka jika orang yang digugat menolak bersumpah,
maka gugatannya terkena pada dirinya. Mereka mengatakan, sedangkan
pemindahan sumpah tersebut dari orang yang digugat kepada penggugat,
adalah bertentangan dengan nash. Karena telah ditegaskan bahwa sumpah
itu petunjuk orang yang digugat. Inilah dasar-dasai hujjah yang seorang
hakim memufuskan perkara dengannya.

Di antara masalah yang mereka sepakati dalam bab ini yaitu bahwa
seorang hakim memutuskan perkara dengan sampainya surat hakim yang
lain kepada dirinya, tekpi hal ini menurut jumhur disertai dengan
kesaksian tentang surat tersebut (maksudnya, jika hakim pertama yang

535 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan daram pembahasan qosamah(surrpah).
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menetapkan suatu hukum mempersaksikan dua orang saksi, bahwa

hukum tersebut tetap menurutnya. Artinya: yang tertulis dalam surat yang

dia kirim kepada hakim kedua, lalu kedua orang saksi tersebut di hadapan

hakim kedua mengakui bahwa itu adalah suratnya, dan dia

mempersaksikan dengan adanya surat tersebut).

Suatu pendapat mengatakan, bahwa dalam hal ini dianggap cukup

dengan tulisan hakim pertama tersebut. Dan itu yang dilaksanakan oleh

hakim pertama. Malik, Syaf i dan Abu Hanifah berbeda pendapat jika

mempersaksikan mereka atas suatu surat padahal dia tidak

membacakannya kepada mereka.

1. Malik berpendapat, dibolehkan.

2. Syaf i dan Abu Hanifah berpendapat, tidak dibolehkan dan

kesaksian tersebut tidak sah.

Mereka berbeda pendapat tentang tutup dan tali, apakah dalam

perkara luqathah (barang temuan) boleh diputuskan meski tanpa ada

kesaksian. Ataukah dalam hal ini harus ada kesaksian?

1. Malik mengatakan, dapat diputuskan perkara dengan hal itu.

2. Syaf i mengatakan, harus ada dua orang saksi, begitujuga pendapat

Abu Hanifah. Pendapat Malik yaitu menjalankannya berdasarkan

nash hadits-hadits tersebut, sedangkan pendapat ulama yang

lainnya menj alankannya berdasarkan hukum asal.

Di antara rnasalah yang mereka perselisihkan dalam bab ini yaitu

keputusan seorang hakim berdasarkan pengetahuannya: para ulama telah

sepakat bahwa seorang hakim boleh meutuskan perkara berdasarkan

pengetahuannya dalam urusan penetapan predikat baik dan jelek. Dan

jika ada saksi yang menyatakan kesaksian mereka bertentangan dengan

pengetahuannya, maka dia tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan

pengetahuannya. Dan juga dia boleh memutuskan perkara berdasarkan

pengetahuannya dalam penetapan dan pengingkaran yang dikemukakan

oleh lawan. Kecuali Malik, dia berpendapat bahwa seorang hakim harus

mendatangkan dua orang saksi untuk mengemukakan penetapan dan

pengingkaran lawan.

Begitujuga mereka sepakat bahwa dia dibolehkan memutuskan

perkara berdasarkan pengetahuannya untuk memenangkan hujjah salah
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satu dari dua orang yang bersengketa atas hujjah yang lainnya, jika dalam
hal ini tidak ada perselisihan

Mereka berbeda pendapat jika dalam masalah tersebut terdapat
perselisihan:

l. Sekelompok ulama mengatakan, keputusannya tidak ditolak jika
tidak bertentangan dengan ijma'. Sekelompok ulama lain
mengatakan, jika hal itu ganjil.

2. Sekelompok yang lain mengatakan, ditolak jika itu adalah
keputusan berdasarkan qiyas, padahal ada dalil baik dari Al eur'an
atau dari As-Sunnah yang menyelisihi qiyas tersebut dan ini
pendapat yang paling benar, kecuali jika qiyas terserbut diperkuat
dengan aturan pokok. Sedangkan dalil Al Qur'an tersebut masih
ada kemungkinan dan haditsnya juga tidak mutawatir.Inilah alasan
yang mestinya diartikan oleh ulama yang memperkuat qiyas di
antara para fuqaha, dalam salah satu dari berbagai masalah
berdasarkan hadits, seperti pendapat yang dinisbatkan kepada Abu
Hanifah berdasarkan kesepakatan dan kepada Malik berdasarkan
perbedaan pendapat.

Mereka berbeda pendapat apakah memutuskan perkara berdasarkan
pengetahuannya pada seseorang tanpa ada bukri atau pengakuan, ataukah
tidak menutuskan perkara kecuali berdasarkan bukti dan pengakuan?

l. Malik dan kebanyakan para pengikutnya mengatakan, tidak boleh
memutuskan perkara kecuali dengan adanya bukti dan pengakuan,
pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Syureikh.

2. Syaf i, ulama Kufah, Abu Tsaur dan sekelompok ulama
mengatakan, seorang hakim dibolehkan memutuskan perkara
berdasarkan pengetahuannya. Kedua kelompok tersebut juga
mendapatkan dukungan dari ulama salaf dari kalangan sahabat dan
tabi'in dan masing-masing dari dua kelompok tersebut dalam
pendapatnya berpegang dengan dalil naqli dan logika.

Dalil yang dijadikan pijakan oleh ulama yang melarang hal itu, di
antaranya: hadits Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah:
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;*rir;l,o1b e ed d'*', f h' S* 4t oi

,;rrPG *3 y i' ,J- ntt r;G ,Lt;i w e'; ,yi e

{6, e +c ;\,Pi i>r*:, y J6 i ,}l!; 'iw6
\, * it Jirt'';;a7 4vt'fr,ti'eri'€tt:/t
"&,i liuft:i i,Su':,t0,;\r';;r;it'+i {,Hr *t y
.',;;,; |iUjlb *j y h' P lnt Jyr'J';'it:r6t *

"Bahwa Nabi sAw -**-,f;i:t*-:::#l
sedekah, kemudian dia diserang oleh seseorang dalam tugasnya tersebut'

Maka terjadi lukaJuka di antara keduanya, lalu mereka datang menemui

Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Maka beliau

memberikan diyat kepada mereka, kemudian beliau SAW bersabda,
,sesungguhnya aku akan berbicara di hadapan orang banyak dan

memberitahukan kepada mereka bahwa kalian telah rela, apakah kalian

rela?, mereka menjawab, 'Ya.' Maka Rasulullah SAw naik mimbar, lalu

berbicara di hadapan orang banyak dan menceritakan kisah tersebut, lalu

bertanya, 'Apakah kalian rela?'mereka menjawab, 'Tidak.' maka orang-

orang muhajirin ingin membinasakan mereka, lalu Rasulullah SAW turun

dan memberikan diyat kepada mereka, lalu naik mimbar dan berbicara,

kemudian berlanya,' Apakah katian rel a?' mereka menj awab, r y"r .11536

Mereka mengatakan, hadits ini menerangkan bahwa beliau tidak

memutuskan perkara mereka berdasarkan sepengetahuan beliau.

Adapun dari segi makna (logika): yaitu karena adanya gugatan

yang terdapat pada hakim tersebut.

Mereka sepakat bahwa gugatan itu berpengaruh dalam syariat, di

antaranya:

ttu Shahih. HR. Abu Daud (4534), An-Nasa'i (8/35), Ibnu Majah (2638), Ahmad

(61232),Ibnu Al Jarud (845), Al Baihaqi (8/49), dan dinilai shahih oleh Al
Albani di dalamsftahih Abu Daud.
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EQ Bahwa seorang pembunuh secara sengaja tidak mendapatkan
warisan dari orang yang dibunuhnya menurut jumhur.

EE Penolakan mereka akan kesaksian seorang bapak bagi anaknya
dan masalah lain yang maklum menurut jumhur fuqaha.

Dalil pendapat ulama yang membolehkan hal itu ialah hadits
Aisyah tentang kisah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bersama suaminya
Abu Sufyan bin harb, ketika beliau SAW bersabda kepadanya saat
mengadukan tentang Abu Sufyan:

!':'du.)t; eW 6 Lsy
"Ambillah harta yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan

cara yang baik."s37

Beliau SAW menetapkan hukum tersebut tanpa mendengar terlebih
dahulu perkataan lawannya (Abu Sufyan).

Dalil logika: jika dia dibolehkan memutuskan perkara berdasarkan
perkataan saksi yang masih ada prasangka tentang dirinya, maka lebih
pantas jika dia memutuskan perkara berdasarkan sesuatu yang merupakan
keyakinan menurutnya.

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengkhususkan cara untuk
memutuskan perkara oleh hakim berdasarkan pengetahuannya, dengan
mengatakan, dia tidak dibolehkan memutuskan perkara berdasarkan
pengetahuannya dalam urusan hukuman hadd dan diborehkan
memutuskan perkara dalam urusan selain itu. Abu Hanifah juga
mengkhususkan pengetahuan yang dijadikan dasar oleh hakim untuk
memutuskan perkara dengan mengatakan, dia dibolehkan memutuskan
perkara berdasarkan pengetahuannya yang dia ketahui ketika dia
menjabat sebagai hakim dan tidak boleh memutuskan perkara
berdasarkan pengetahuannya sebelum dia menjabat sebagai hakim.
Diriwayatkan dari umar bahwa dia memutuskan atas Abu Sufyan untuk
salah seorang dari kabilah Bani Makhzum.

Sebagian pengikut Malik mengatakan, dibolehkan memutuskan
perkara berdasarkan pengetahuannya dalam satu majlis (maksudnya,
berdasarkan perkataan yang dia dengar) meskipun menurutnya tidak

tt' Mutto|oq 'Ataih.HR. Al Bukhari (22tt), Muslim (1714), Abu Daud (3532),
An-Nasa' i (8/ 246), Ibnu Maj ah (2293), dan Ahmad (6/39, 5O).
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dipersaksikan dengan hal itu. Ini juga pendapat jumhur sebagaimana

telah kami terangkan. Pendapat Al Mughirah lebih selaras dengan aturan

pokok, karena menurut aturan pokok syariat ini dinyatakan bahwa

seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan

bukti, meskipun prasangka yang terjadi pada dirinya lebih kuat dari

prasangka yang terjadi berdasarkan kebenaran dua orang saksi.

Pasal keempat: Tentang Pengakuan

Tentang pengakuan yang jelas, tidak ada perbedaan pendapat

tentang keharusan untuk memutuskan perkara berdasarkan hal itu, hanya

saja pembahasan ini berkisar tentang siapakah yang pengakuannya

dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Jika pengakuan tersebut masih

ada kemungkinan, maka terjadi perbedaan pendapat.

Tentang siapakah yang pengakuannya dibolehkan dan yang tidak

dibolehkan? Ini telah dijelaskan. Adapun tentang bilangan pengakuan

yang mengharuskannya juga telah dijelaskan di dalam bab hudud

(hukuman hadd) dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka

bahwa pengakuan satu kali berlaku dalam urusan harta.

Tentang berbagai masalah yang mereka perselisihkan dalam hal ini

di antaranya: dari segi adanya kemungkinan pada lafazh. Dan jika Anda

ingin membahas masalah tersebut, maka hal itu bisa ditemukan di kitab-

kitab yang membahas masalah cabang.

Bab IV

Tentang orang yang Diadili atau Dimenangkan

Tentang siapakah orang yang harus diadili dan yang dimenangkan?

Para fuqaha sepakat bahwa perkara dapat diputuskan (dimenangkan) bagi

orang yang tidak ada gugatan atas dirinya. Mereka berbeda pendapat

tentang memenangkan orang yang ada gugatan atas dirinya;

l. Malik mengatakan, tidak dibolehkan memutuskan perkara atas

orang yang tidak dibolehkan kesaksiannya.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan, dibolehkan, karena keputusan

dilakukan dengan sebab-sebab yang dapat diketahui dan tidak

seperti itu pada kesaksian.
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Tentang siapakah orang yang diadili (dikalahkan)? Mereka sepakat
bahwa diadili atas seorang muslim yang hadir. Mereka berbeda pendapat
tentang seorang yang tidak hadir dan pemutusan perkara atas ahli kitab:

Tentang pemutusan perkara atas orang yang tidak hadir:

l. Malik dan Syaf i berpendapat, diputuskan perkara atas orang yang
tidak hadir, yang ketidakhadirannya sangat lama.

2. Abu Hanifah mengatakan, tidak diputuskan perkara sama sekali
atas orang yang tidak hadir. Pendapat ini juga dikemukakan oleh
Ibnu Al Majisyun. Riwayat dari Malik juga mengatakan, tidak
diputuskan perkara pada rumah yang telah dimiliki oleh seseorang.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang berpendapat
diputuskannya perkara, yaitu hadits Hindun yang telah dijelaskans38.
Dalam hadits tersebut tidak ada bantahan, karena Abu Sufyan bukan
berarti tidak hadir di kota tersebut.

Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang
berpendapat tidak diputuskan, yaitu sabda Nabi SAW:

"Lalu aku hanya memutuskan untuknya berdasarkan apa yang aku
dengar darinya."s3e

Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya,
dari Ali bahwa Nabi sAw bersabda kepadanya ketika beliau
mengutusnya ke Yaman:

Cze
"Janganlah kamu memutuskan perkara bagi salah satu pihak dari

dua p.ihak yang bersengketa hingga kamu mendengar dari pihak yang
lain.5ao

Tentang pemutusan perkara atas orang kafir dzimmi: dalam hal ini
terdapat tiga pendapat:

:1 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.5!e Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
too Hasan. HR. Abu Daud (358i), At-Tirmidzi (1331), Ahmad (l/g3, I lt, l4g),

Ath-Thayalisi (125), Al Baihaqi (10/137), dan dinilai hasan oreh Al Albani di
dalam Shahih Abu Daud.
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L Boleh memutuskan perkara di antara mereka jika mereka

mengadukan perkara tersebut kepadanya dengan hukum kaum

muslim. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

2. Dia diberikan pilihan, pendapat ini dikemukakan oleh Malik.

Sementara Syafi'i ada dua pendapat, seperti pendapat di atas.

3. Wajib bagi seorang imam untuk memutuskan perkara di antara

mereka, meskipun mereka tidak mengajukan perkara mereka

kepadanya.

Dalil yang dijadikan pijakan oleh ulama yang mensyaratkan

kedatangan mereka kepada hakim: ialah firman Allah Ta'ala:

"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta

putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau

berpalinglah dari mereka." (Qs. Al Maa'idah [5]: a2)

Ulama yang berpendapat tentang diberikan pilihan kepada hakim

berpegang dengan dalil ini. Sedangkan ulama yang mengharuskannya

berpegang dengan firman Allah Ta'ala:

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka."

(Qs. Al Maa'idah [5]: a9)

Mereka berpendapat bahwa ayat ini menasakh ayat yang

menjelaskan adanya pilihan. Sedangkan ulama yang berpendapat

keharusan unfuk memutuskan perkara atas mereka meskipun mereka

tidak mengadukan perkara tersebut kepadanya, karena mereka berhujjah

dengan ijma' mereka bahwa seorang kafir dzimmi jika mencuri, maka

tangannya dipotong.

Bab V

Cara Mengadili

Tentang bagaimana seofirng hakim memutuskan perkara? Mereka

sepakat bahwa dia diwajibkan agat memperlakukan dengan perlakuan

yang sama antara dua orang yang bersengketa dalam satu majlis, aBar

tidak mendengarkan salah seorang dari mereka tanpa mendengarkan

pihak yang lainnya dan agar memulai dengan penggugat, lalu

menanyakan bukti kepadanya, jika orang yang digugat mengingkarinya.

Jika dia tidak memiliki bukti; dalam urusan harta, maka orang yang
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digugat harus mengucapkan sumpah berdasarkan kesepakatan;jika dalam
urusan thalak, pernikahan atau pembunuhan, menurut Syafi,i menjadi
keharusan dengan adanya gugatan semata. Sedangkan Malik mengatakan,
tidak menjadi keharusan kecuali dengan adanya seorang saksi.

Jika dalam urusan harta, apakah orang yang digugat harus
bersumpah dengan gugatan yang sama, ataukah tidak bersumpah hingga
orang yang menggugat menetapkan adanya keikutsertaan dalam harta
tersebut? Dalam hal ini mereka berbeda pendapat:

1. Jumhur fuqaha berbagai negeri mengatakan, orang yang digugat
diharuskan mengucapkan sumpah dengan gugatan yang sama,
berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, "Bukti itu dibebankan
kepada orqng yang menggugat dan sumpah itu dibebankan kepada
orang yang mengingkarinya."

2. Malik mengatakan, sumpah itu tidak diharuskan kecuali dengan
adanya keikutsertaan dalam kepemilikan harta. pendapat ini juga
dikatakan oleh tujuh fuqaha Madinah.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang mengatakan har itu
yaitu melihat kepada kemaslahatan, supaya gugatan tersebut tidak
menimbulkan penekanan sebagian orang atas sebagian yang lain, dan
sebagian mereka menganiaya sebagian yang lain. Dari sini Malik
berpendapat agar seorang istri tidak menyumpah suaminya jika dia
menggugat bahwa suaminya telah menthalaknya, kecuali jika dia
mendatangkan saksi. Begitujuga seorang hamba yang menyumpah
tuannya, pada gugatan pemerdekaan atas dirinya.

Gugatan itu tidak lepas dari kemungkinan hal itu terjadi pada
sesuatu yang masih dalam tanggungan atau pada sesuatu itu sendiri.

Jika terjadi pada sesuatu yang masih dalam tanggungan, lalu orang
yang digugat mengaku telah lepas dari gugatan tersebut dan dia memiliki
bukti, maka buktinya diterima berdasarkan kesepakatan. Begitujuga jika
perselisihan tentang akad yang terjadi pada barang, seperti jual beli atau
yang lainnya.

Jika gugatan itu terjadi pada barang (yaitu yang dinamakan dengan
istihqaq) mereka berbeda pendapat, apakah bukti orang yang digugat
didengarkan?
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l. Abu Hanifah mengatakan, bukti orang yang digugat

didengarkan, kecuali dalam pernikahan dan perkara yang

berulang kali terjadi.

2. Ulama yang lain mengatakan, tidak didengarkan sedikitpun.

3. Malik dan Syaf i mengatakan, didengarkan (maksudnya, orang

yang menggugat menyaksikan bukti orang yang digugat bahwa itu

adalah hartanya atau miliknYa).

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang menyatakan tidak

didengarkan: yaitu bahwa syariat telah menjadikan bukti itu pada pihak

orang yang menggugat dan sumpah pada pihak orang yang digugat, maka

urusan tersebut seharusnya tidak terbalik dan hal itu menurut mereka

berdua adalah suatu ibadah.

sebab perbedaan pendapat: Apakah bukti yang didatangkan oleh

orang yang digugat memberikan arti lebih, bahwa sesuatu yang dijadikan

bukti dalam peradilan ada di tangannya ataukah tidak memberikan arti?

ulama yang mengatakan tidak memberikan arti lebih, berpendapat bahwa

hal itu tidak ada maknanya. Sedangkan ulama yang berpendapat

memberikan arti, mereka justru memperhitungkannya.

Jika kita katakan dengan mempertimbangkan bukti yang

didatangkan oleh orang yang digugat, maka terjadi pertentangan antara

dua bukti dan salah satu dari keduanya tidak menetapkan perkara

tambahan yang tidak mungkin berulang dalam kepemilikan orang yang

memiliki. Maka hukumnya menurut Malik yaitu memutuskan perkara

dengan bukti yang paling adil di arfizra dua bukti tersebut dan tidak

mempertimbangkan yang paling banyak.

Abu Hanifah mengatakan, bukti orang yang menggugat lebih utama

berdasarkan hukum asalnya dan menurutnya tidak menjadi kuat dengan

adanya keadilan, sebagaimana tidak menjadi kuat menurut Malik dengan

adanya bilangan.

Al Auza'i mengatakan, bisa menjadi kuat dengan adanya bilangan.

Jika sama dalam keadilan, maka hal itu menurut Malik seperti tidak ada

bukti, maka orang yang digugat harus bersumpah. Jika dia menolak untuk

bersumpah, orang yang menggugat bersumpah dan dia mendapatkan

haknya, karena kedudukan orang yang digugat sebagai saksi baginya,

tidak
tidak

962 BidayatulMujtahid



karena itu buktinya dijadikan sebagai bukti yang paling lemah
(maksudnya, sumpah).

Jika lawannya mengakui; jika yang dijadikan bukti adalah sebuah
barang, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa hal itu diberikan
kepada penggugatnya. Adapun jika hal itu berupa harta yang masih
dalam tanggungan: maka orang yang mengakui dibebani untuk
melunasinya, jika dia mengaku tidak ada, maka hakim menahannya

-menurut 
Malik- hingga jelas tidak adanya, baik dengan lama

dipenjara atau dengan bukti jika dia tertuduh. Jika kesulitan dirinya itu
nyata, maka dia dilepaskan, berdasarkan firman Allah Ta,ala,,,Dan jika
(orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berirah tangguh
sampai dia berkelapangan." (es. Al Baqarah l2l:2gO)

Sekelompok ulama mengatakan, mempekerjakannya dan pendapat
ini dikemukakan oleh Ahmad dan diriwayatkan dari Umar bin Abdul
Aziz. Diceritakan dari Abu Hanifah bahwa orang-orang yang
mengutanginya pergi bersamanya kemana dia pergi.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika suatu bukti diungkap
kecacatannya oleh orang yang digugat, maka keputusannya gugur, jika
pengungkapan cacat tersebut sebelum diambil keputusan. Jika setelah
diambil keputusan, maka keputusan tersebut tidak batal menurut Malik.
Sedangkan Syaf i mengatakan, batal.

Jika saksi menarik kembali dari persaksiannya: maka tidak
lepas dari kemungkinan hal itu sebelum diambil keputusan atau
sesudahnya:

Jika terjadi sebelum diambil keputusan: maka kebanyakan
ulama menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak tetap. sebagian ulama
mengatakan, tetap.

Jika terjadi sesudah diambil keputusan: Malik mengatakan,
keputusannya tetap. Dan ulama yang lain mengatakan, keputusannya
tidak tetap.

Menurut Malik, para saksi harus menanggung apa yan| mereka
rusak karena kesaksian mereka:

Jika berupa harta: Maka mereka menanggungnya kapan saja.
Abdul Malik mengatakan, mereka tidak menanggung sesuatu yang teq'adi
karena salah. Syaf i mengatakan, mereka tidak menanggung harta.
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Jika berupa jiwa: jika mereka mengaku karena kesalahan: maka

mereka menggung diyat dan jika mereka mengakui, maka salah seorang

dari mereka diqishash berdasarkan pendapat Asyhab dan tidak diqishash

berdasarkan pendapat Ibnu Al Qasim.

Bab VI
Tentang Waktu Mengadili

Tentang kapan mengadili? Di antaranya ada masalah yang kembali

kepada keadaan diri hakim itu sendiri, ada yang kembali kepada waktu

melaksanakan keputusan dan memutuskannya, dan ada yang kembali

kepada waktu menghentikan barang yang dijadikan bukti dan

menghilangkan hak kuasa atas barang tersebut jika dia kaya.

Tentang kapan seorang hakim mengadili? Jika dirinya tidak sibuk,

berdasarkan sabda Nabi SAW:
4,c
. ta- , / t. - -, / c

.JV2e -f S ,5+- ;r-
"Janganlah seorang hakim mengadili, ketika mengadili dia dalam

keadaan maralr."S4l

Keadaan yang sama menurut Malik yaitu ketika dia sedang haus,

lapar, takut atau kondisi lain sebagai hal yang menghalanginya dari

memahami masalah. Tetapi jika dia mengadili di salah satu keadaan ini

dengan benar: sepengetahuan saya para ulama sepakat bahwa

keputusannya berlaku. Dan kemungkinan bisa dikatakan, tidak berlaku

pada keadaan yang dilarang dengan nash yaitu keadaan marah. Karena

larangan itu menunjukkan tidak sahnya sesuatu yang dilarang.

Tentang kapan keputusan itu dilaksanakan? Setelah memberikan

tenggang waktu dan memberikan kesempatan kepadanya (maksud

pelaksanaan ini ialah dia membenarkan hujjah orang yang menggugat

atau menolaknya).

Apakah dia dibolehkan mendengarkan hujjah setelah mengadili?

Dalam hal ini terdapat perbedaan riwayat dari pendapat Malik, yang

54r Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (7158), Abu Daud (3589), At-Tirmidzi
(1334), An-Nasa'i (81237),Ibnu Majah (2316), Al Baihaqi (10/104)' semuanya

dari Abu Balaah.

/ca.
, t.lr . -'rl

,.,?V)t , d232 Y
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paling masyhur ialah bahwa dia diborehkan mendengarkan hujjah yang
itu menyangkut hak Allah seperti wakaf dan pemerdekaan budak dan
tidak mendengarkan selain itu. Riwayat lain mengatakan, tidak
mendengarkan setelah keputusan tersebut dilaksanakan, inilah yang
dinamakan dengan pelemahan. pendapat lain mengatakan, tidak
mendengarkan dari semua hujahnya dan ada yang mengatakan,
membedakan antara orang yang menggugat dengan orang yang digugat,
yaitu jika dia mengaku lemah.

Tentang waktu pemberhentian barang: yaitu ketika ada
ketetapan dan sebelum pemberian kesempatan, hal itu dilakukan jika
orang yang digugat yang berhak atas barang tersebut tidak bermaksud
melawan. Maka dia dibolehkan meminta kembali harga barang tersebut
kepada si penjual, jika dalam meminta kembali dia butuh kesepakatan si
penjual, maka dia harus membawa bukti pembelian tersebut, jika dia
mengingkarinya atau memberitahukan kepadanya jika dia mengakuinya,
maka digugat yang boleh mengambil kepada orang yang menggugat,
yang diberi kuasa oleh hakim untuk memiliki barang tersebut, dan yang
digugat meninggalkan harga barang itu di tangan orang yang diberi hak
untuk menguasai barang tersebut.

Syaf i mengatakan, dia harus memberi barang tersebut darinya:
jika barang tersebut rusak di tangan penggugat yang diberi hak kuasa
maka dia harus menanggung kerusakan tersebut.

Jika barang tersebut rusak ketika masa pemutusan perkara,
siapakah yang menanggungnya? Dalam har te{adi perbedaan pendapat.
suatu pendapat mengatakan, jika rusak setelah adanya ketetapan, maka
tanggungan tersebut dari orang yang memilikinya. pendapat rain
mengatakan, orang yang memilikinya hanya menanggung setelah
diputuskannya perkara, adapun setelah ada ketetapur-dun sebelum
diputuskannya perkara, maka barang tersebut menjadi tanggungan orang
yang memilikinya.

Al Qadhi berkata: semestinya diketahui bahwa hukum-hukum
syar'i terbagi menjadi dua bagian: bagian yang digunakan oreh para
hakim untuk memutuskan perkara. Dan kebanyakan hukum yang terah
kami sebutkan di dalam kitab ini masuk pada bagian ini. Dan bagian yang
tidak digunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara, hukum ini
kebanyakannya masuk pada perkara yang disunnahkan saja. contoh

965Bidayatul Mujtahid



seperti menjawab salam, mendoakan orang yang bersin dan hukum-

hukum lainnya yang disebutkan oleh para fuqaha di akhir-akhir kitab

mereka yang dikenal dengan kitab Al Jawami'.

Kami hanya memandang perlu untuk menyebutkan juga jenis

hukum yang masyhur ini insya Allah Ta'ala. Dan sebelumnya perlu

Anda ketahui bahwa sunnah-sunnah amaliyah yang disyari'atkan

tujuannya adalah mendapatkan keutamaan jiwa, di antaranya:

@ Ada yang kembali kepada pengagungan terhadap Dzat yang

berhak untuk diagungkan dan ungkapan rasa syukur kepada Dzat yang

wajib untuk disyukuri. Jenis ini termasuk di dalamnya berbagai ibadah

dan ini terdapat pada sunnah-sunnah karamiyah'

[E Ada yang kembali kepada keutamaan yaitu yang dinamakan

dengan iffah (kehormatan). Ini ada dua macam: sunnah-sunnah yang

terdapat pada makanan dan minuman dan sunnah-sunnah yang terdapat

pada pernikahan.

E Ada yang kembali kepada tuntutan keadilan dan penghentian

dari kezhaliman. Jadi inilah jenis-jenis sunnah yang menuntut adanya

keadilan dalam urusan harta dan yang menuntut adanya keadilan dalam

urusan badan. Dalam jenis ini masuk masalah qishash, peperangan dan

hukuman, karena semua ini hanya untuk menuntutkeadilan'

G0 Sunnah-sunnah yang terdapat pada kehormatan'

f,q Sunnah-sunnah yang terdapat pada seluruh harta benda dan

penilaiannya, yaitu yang dimaksudkan untuk mencari keutamaan yang

dinamakan dengan kedermawanan dan menjauhi kehinaan, yaitu yang

dinamakan dengan kebahilan. Dan zakat masuk pada bab ini dari satu sisi

dan juga masuk pada bab kepemilikan bersama pada harta dan juga

urusan dalam sedekah.

E Sunnah-sunnah yang terdapat dalam ulusan sosial yang hal itu

merupakan syarat dalam kehidupan manusia dan menjaga keutamaan

yang bersifat amaliyah dan ilmiyah, yang diungkapkan dengan istilah

lepemimpinan. Karena, hal itu juga harus menjadi sunnah-sunnah para

imam dan pemuka agama.

Di antara sunnah yang penting dalam urusan sosial, ialah sunnah-

sunnah yang terdapat dalam uruSan kecintaan, kebencian, tolong

menolong untuk menegakkan sunnah-sunnah ini, yaitu yang dinamakan
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dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu kecintaan dan kebencian (yang

bersifat agama).

Kebanyakan yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab

mereka yang lengkap, yaitu yang berbeda dari empat jenis ini yaitu:

keutamaan ffih (menjaga kehormatan), keutamaan keadilan, keutamaan

keberanian dan keutamaan kedermawanan. Serta ibadah yang menjadi

syarat untuk menetapkan berbagai keutamaan ini.

Selesailah kitab Al Aqdhiyah (peradilan) dan dengan selesainya

kiab ini berarti selesai pula seluruh pembahasan yang ada dalam kitab ini.

Dan segala puji hanya bagi Allah dengan pujian yang banyak atas hal itu,

Dialah yang berhak atas pujian tersebut.

v
'^^l1Jt
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